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KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKAT- 
AN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA 
BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA . 
No. INST-11/KOGAM/6/1966. 


KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA 
BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA, 


Menimbang : 

1. Bahwa kebidjaksaan umum politik perekonomian Peme- 
rintah dibidang impor dan ekspor adalah djuga merupakan 
salah satu usaha-usaha jang pada dasarnja mempunjai mak- 
sud dan tudjuan kearah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi : 

2. Bahwa dalam rangka usaha mensukseskan program stabili- 
sasi dan rehabilitasi ekonomi tersebut, perlu ditjegah adanja 
berbagai ragam kebidjaksanaan dibidang impor dan ekspor 
disamping ketentuan-ketentuan jang digariskan baikpun di- , 
tetpkan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indo- 
nesia : 

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang sesi 
memberikan instruksi-instruksi untuk diindahkan oleh se- 
mua PEPELRADA/PEPERDA DJATENG : 

Mengingat : 

1. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen- 
djata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Operasi 
Tertinggi No. 52/KOTI/1964 : 

2. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/13/66 
tanggal 24 Mei 1966, tentang Pembentukan Team Ekspor : 

3. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/14/68 
tanggal 24 Mei 1966, tentang Perobahan Perpres No. 4 ta- 
hun 1966 tentang Bonus Ekspor : 
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4. Keputusan Presidiuim Kabinet Dwikora No. - Aa/E/ 15/66 
tanggal 24 Mei 1966, tentang Ruang Lingkup dan wewenang 
para Menteri jang membina pelaksanaan ekspor : 


Memperhatikan : 


1. Statement Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Ke- 
uangan dan Pembangunan tanggal 4 dan 12 April 1966 : 


.2. Surat-surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 
No. 030/SK/V/1966 tanggal 23 Mei 1966 dan No. 031/SK/ 
V/1966 tanggal 24 Mei 1966 : 


Menginstruksikan: 


Kepada: Semua Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah 
dan Penguasa Perang Daerah Djawa Tengah. 


Untuk : | 0 

Pertama: Tidak menetapkan ketentuan-ketentuan jang 
setjara langsung maupun tidak langsung bermaksud mengatur 
pelaksanaan impor dan ekspor, jang menjimpang dari ketentu- 
an-ketentuan sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Peme- 
rintah. ea 

Kedua: Tidak melakukan usaha-usaha impor dan ekspor 
diluar ketentuan-ketentuan sebagaimana jang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah. 


Ketiga: Menindjau kembali segala ketentuan-ketentuan 
jang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan PEPELRADA/ 
PEPERDA DJATENG dan apabila perlu menarik kembali 
ketentuan-ketentuan tersebut, apabila menghambat kelantjaran 
pelaksanaan impor dan ekspor. 


Keempat: Mengintensipkan pengamatan demi kelantjar- 
an djalannja pelaksanaan impor dan ekspor jang dilaksanakan 
oleh Panitia Impor dan Team Ekspor didaerah masing-masing. 
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Kelima: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dike- 
luarkan. 


Dikeluarkan di Djakarta 
Pada tanggal 7 Djuni 1966 


An. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Panglima Besar 
Komando Ganjang Malaysia 
Kepala Staf, 


ttd. 


SOEHARTO 
Letnan Djenderal T.N.I. 


Tembusan : 
Semua Waperdam. 
Semua Menteri Kabinet Dwikora. 
Semua Panglima Angkatan. 
Semua Pepelradahanda. 
Semua Ketua Gab/Seksi KOGAM. 
Arsip. 


ed Si se on 2 aa 
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DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI 
RePplBLIK INDONESIA 


DJAKARTA. 
Djakarta, 23 September 1966. 
Kepada 
Nomer : DDIM/066/LLr- Semua Kepala Kantor Imigrasi 
SIN/66. - di 
Perihal : Lalu-lintas orang Indonesia. 
antar Indonesia dan 
Singapura dalam 
rangka crash-relief- 
program Pemerin- 
tah 


Dalam rangka pelaksanaan crash-relief-program Pemerintah. 
sementara belum dibukanja Kantor Perwakilan Diplomatik an- 
tara Pemerintah R.I. dan Singapura, lalu-lintas orang antara 
Indonesia dan Singapura diatur setjara terbatas sebagai 
berikut : 

1. Exit Permit untuk warganegara Indonesia. 

a. Ep. dapat Saudara berikan hanja kepada warganegara In- 
donesia dan terbatas hanja pada Pengusaha-pengusaha 
Nasional jang mempunjai hubungannja dengan crash-relief- 
program Pemerintah. 

b. Izin meninggalkan Indonesia ke Singapura diberikan oleh 
KOTI G-V, dengan pembubuhan tjatatan dalam paspor jang 
bersangkutan ,,berlaku untuk bepergian ke Singapura”. 

c. Izin tersebut pada sub 1.b ini berlaku pula untuk menum- 
pang pesawat terbang dari Maskapai Penerbangan Asing 
dari Djakarta maupun dari Singapura. 

d. Untuk mendapatkan izin tersebut pada sub 1.b diatas peme- 
gang e.p. (sub L.a.) dengan surat pengantar dari Saudara 
harus menghadap sendiri pada Ketua Gabungan V KOTI di 
Djakarta. 
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e. Chusus untuk daerah Djakarta-Raya, jang bersangkutan 
mengadjukan permohonan izin KOTI/G-V (sub 1.b) lang- 
sung kepada Instansi tersebut lebih dahulu tanpa surat 

- pengantar dari KKIM Djakarta, setelah mana djika izin di- 
maksud diberikan maka exit-permit dapat dikeluarkan. 


2. Exit & Exit Reentry Permit umtuk Da Sa ada Ma- 
— laysia dan Singapura. 


a. Kepada warganegara Malaysia dan Singapura dapat diberi- 
kan ep atau erp sesuai instruksi Direktur Djenderal Imigra- 
si tanggal 10-7-1965 No. BK/1230/KDIM,/'65 dan diperlaku- 
kan sama seperti orang-orang asing lainnja. 


b. Para pengundjung pemilik paspor Malaya dengan visumexin 
jang karena keadaan pada waktu itu terpaksa belum dapat 
kembali kenegara asalnja, dapat Saudara berikan ep peeA 
paspornja. 


Orang-orang termasuk pada sub 2.a dan sub 2.b dapat me- 
ninggalkan Indonesia tanpa izin dari KOTI/G-V. 


c. Exit Reentry Permit jang diberikan kepada para pemegang 
paspor RlI-Asing, sementara tidak berlaku untuk bepergian 
— ke Singapura, meskipun untuk transit. 


3. Berlakunja Paspor R.I. 


'Tjatatan dalam paspor-paspor R.I. “tidak berlaku Gi Pa ne- 
gara a.j.d. Malaysia” dengan ini ditiadakan. : 


4. Penjelesaian Pendaratan. 


a. Crew kapal laut berkebangsaan Malaysia dan Singapura di- 
perkenankan turun kedarat, dan seperti halnja dengan crew 
asing lainnja tetap diawasi agar pada waktunja berada 
kembali dikapal sebelum keberangkatan kapal. 


b. Warganegara Indonesia dengan ep tanpa ada izin KOTI/ 
G-V (sub 1.b) untuk sementara waktu tidak diizinkan me- 
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ninggalkan Indonesia mempergunakan kapal terbang dari 
Maskapai Penerbangan Asing. 


Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknja. 


Direktur Djenderal Imigrasi R.I. 
ttd. 


WIDIKDO SOEDIKMAN S.H. 


Tembusan kepada : 
Menutama Bidang Politik 
Menteri Kehakiman Ki: 
Menteri Luar Negeri | | 1 
Direktur Djenderal Perhubungan Udara 
Direktur Djenderal Perhubungan Laut 
Ketua G-V/KOTI | | 
Semua Kinspim di Indonesia 
Semua Kepala Inspeksi/Bagian/Biro 
pada Direktorat Djenderal Imigrasi. 


PAD AKN 
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DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 
DJAKARTA. 


Djakarta, 10 Desember 1966. 


Nomor : DDIM/088/LL- Kepada Jth. 


SIN/66. 1. Semua Kepala Kantor 
Perihal : Procedure penga- Imigrasi Daerah, 

wasan lalu-lintas 2. Semua Kepala Inspekto- 

orang antar Indo- rat Imigrasi Wilajah, 

nesia dan Malay- se-INDONESIA. 

sia/Singapore. 


Lampiran : 2 (dua). 


Menjimpang dari instruksi Direktur Djenderal Imigrasi ter- 
tanggal 23-9-1966 No. DDIM/066/LLrSIN/66 tentang ,,lalu- 
lintas orang antar Indonesia dan Singapore”, bersama ini kami 
beritahukan bahwa: 


a. kini kepada semua orang dapat Saudara berikan ep/erp 
ke Malaysia/Singapore: 

b. izin dari KOTI untuk meninggalkan Indonesia ke Malaysia/ 
Singapore tidak diperlukan lagi. 


Oleh karena hubungan antara Indonesia dan Malaysia/Singa- 
pore masih belum normal, kegiatan operasionil ke-imigrasian 
terutama dalam bidang security lalu-lintas orang antar Repu- 
blik Indonesia dan Malaysia/Singapore dilaksanakan dengan 
kerdja-sama dengan KOTI/KOLAGA, jang pelaksanaannja di- 
atur dalam Procedure Pengawasan Lalu Lintas Orang Antar 
Indonesia dan Malaysia/Singapore sebagai terlampir. 


Perlu kami berikan pendjelasan, bahwa jang dimaksud 
dengan: 


1. KOTI adalah KOTI/Gabungan V beralamat Djalan Merdeka 
Barat Djakarta: 
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a. 


KOLAGA adalah Komando Mandala Siaga/Gabungan V ber- 
alamat di Djalan Merdeka Selatan Djakarta: 

Daerah Mandala adalah seluruh Sumatera termasuk Kepu- 
lauan Riau, Bangka & Biliton serta Kalimantan. 


Selain dari itu kami tambahkan disini bahwa: 


permohonan ep/erp ke Malaysia/Singapore harus diadjukan 
sekurang-kurangnja satu minggu sebelum tanggal keberang- 
katannja, 

warga-negara Indonesia dan para pemegang paspor R.I. 
Asing jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari 5 (lima) 
hari, wadjib melaporkan diri kepada Kantor Penghubung 
R.I. di Kualalumpur/Singapore. 


Dengan ini pula kami kirimkan Pengumuman Direktorat 


Djenderal Imigrasi mengenai ,,lalu-lintas orang antar R.I. dan 
Malaysia/Singapore”, agar dapat Saudara siarkan melalui 
harian-harian dan R.R.I. setempat. 


Direktur Djenderal Imigrasi R.I. 
ttd. 


WIDIKDO SOEDIKMAN S.H. 


Tembusan kepada: 


1. 
2. 
3. 


KOTI/G.V. 
KOLAGAJG.V. 


Semua Kepala Inspeksi/Bagian/Biro pada 
Direktorat Djenderal Imigrasi R.I. 
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DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI REPUBLIK 
INDONESIA 


PROCEDURE PENGAWASAN LALU-LINTAS ORANG 
. ANTAR INDONESIA DAN MALAYSIA/SINGAPORE. 


1 Umum. 


1. Pada prinsipnja kegiatan teknis administratip dan kepoli- 
sian chusus ke-imigrasian dilakukan oleh Direktorat Djen- 
deral Imigrasi. 

2. KOTI/KOLAGA berdasarkan kewenangannja memberikan 


bijstand/support sepenuhnja terhadap pelaksanaan kegiatan 
diatas. ! 


3. Untuk memperlantjar tugas-tugas pengawasan lalu-lintas 
orang antar R.I. dan Malaysia/Singapore, diadakan kerdja- 
sama jang erat antara KOTI/KOLAGA dan Direktorat Djen- 
deral Imigrasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan setjara 
geruisloos tanpa mengurangi kewaspadaan, maka terhadap 
orang-orang jang akan bepergian ke Malaysia/Singapore 
diatur sebagai berikut: 

a. permohcnan ep/erp ke Malaysia/Singapore diadjukan 
pada Kantor Imigrasi Daerah sekurang-kurangnja satu 
minggu sebelum tanggal keberangkatannja: 


b. warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing 
jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari lima hari 
diwadjibkan melaporkan diri kepada Perwira Penghubung 
R.I. di Kualalumpur/di Singapore: 

C. warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing 
jang berada diluar negeri jang akan berkundjung ke 
Malaysia /Singapore, diwadjibkan mendapatkan persetu- 
djuan terlebih dahulu dari Kepala Perwakilan R.I. diluar 
negeri setempat. 


II. Penjelesaian Administratief Teknis ke-imigrasian. 


Agar tertjapai maksud dan tudjuan ,,pengawasan lalu-lintas 


orang antar R.I. dan Malaysia/Singapore”, diatur sebagai 
berikut: 


1. Daerah Djakarta dan Medan: 


a. Kepala Kantor Imigrasi Daerah memberikan daftar dari 
orang-orang jang telah mendapatkan ep/erp ke Malaysia/ 
Singapore (nama, kebangsaan, nomor paspor, alamat, 
pekerdjaan, nomor dan tanggal ep/erp) : 


a.l. untuk Djakarta kepada KOTI/KOLAGA: 


a.2. untuk Medan kepada KOANDA Sumatera dengan 
tembusan kepada KOTI/KOLAGA. 


b. Dalam hal seorang pemohon jang antecedenten-nja me- 
ragukan, Kepala Kantor Imigrasi Daerah menghubungi 


terlebih dahulu kepada KOTI/KOLAGA & KOANDA 
Sumatera. 


2. Daerah Mandala diluar Djakarta dan Medan. 
Sesuai dengan ketentuan pada II. 1, dengan tjatatan: 


a. daftar diberikan kepada PEPELRADA Setempat, dengan 
tembusan kepada KOTI/KOLAGA,: 


b. dalam hal jang meragukan, Kepala Kantor Imigrasi Da- 
erah menghubungi terlebih dahulu kepada PEPELRADA 
setempat. 


3. Daerah diluar Mandala. 


Sesuai dengan ketentuan pada II.2 diatas. 


III. Penghambatan. 


1. Nama-nama orang-orang jang dianggap perlu untuk diham- 
bat bepergiannja ke Malaysia /Singapore: 


a. oleh KOTI/KOLAGA dikirimkan kepada Direktorat 
Djenderal Imigrasi cg. Kepala Bagian PORA, 
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b. oleh KOANDA Sumatera dan PEPELRADA Setempat 
dikirim ke Kantor Imigrasi Daerah dengan tembusan 
kepada Direktorat Djenderal Imigrasi cg. Kepala Bagian 
PORA, 


untuk selandjutnja disebar-luaskan keseluruh Indonesia. 


. Didalam hal-hal jang sangat mendesak KOTI/KOLAGA 
ataupun KOANDA Sumatera dapat meminta penghambatan/ 
dapat melakukan tindakan penghambatan dipelabuhan- 
pelabuhan pendaratan melalui Kepala Imigrasi/Pedjabat 
Pendaratan setempat (Tg. Priok, Kemajoran, Belawan dan 
Polonia). 


Djakarta, 10 Desember 1966. 
Direktur Djenderal Imigrasi R.I., 
ttd. 


WIDIKDO SOEDIKMAN S.H. 


DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI REPUBLIK 
INDONESIA 


PENGUMUMAN 
DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI R.L. 


Dalam rangka usaha kearah normaligasi lalu-lintas orang 
antar Indonesia dan Malaysia/Singapore, maka Direktur Djen- 
deral Imigrasi R.I. dengan sepengetahuan Gabungan V KOTI 
perlu memberi pendjelasan sebagai berikut: 

1. a. Semua orang, termasuk Warga-negara Indonesia dan 
semua pemegang paspor R.I.-Asing (Stateless), jang 
akan berkundjung ke/instransit Malaysia/Singapore, ha- 
rus mengadjukan permohonan exit/exit-reentry kepada 
Kantor Imigrasi Daerah setempat sekurang-kurangnja 
satu minggu sebelum tanggal keberangkatan. 

b. Pemegang paspor Diplomatik dan Dinas diketjualikan 
dari ketentuan diatas. 


2. Warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri jang akan 
berkundjung ke/intransit Malaysia/Singapore, diwadjibkan 
mendapatkan persetudjuan terlebih dahulu dari Perwakilan 
R.L diluar negeri setempat. 

3. Warga-negara Indonesia dan pemegang paspor R.I.-Asing 
(Stateless) jang berada di Malaysia/Singapore lebih dari 5 
(lima) hari, diwadjibkan segera melaporkan diri kepada 
Kantor Penghubung Republik Indonesia di Kualalumpur/di 
Singapore. 

4. Permohonan visa untuk kedua negara tersebut diatas di- 
adjukan sendiri oleh jang berkepentingan: 

a. untuk Malaysia kepada Pedjabat Penghubung Malaysia 
jang sementara berkantor di Djalan Imam Bondjol No. 17 
Djakarta: 
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b. oleh KOANDA Sumatera dan PEPELRADA Setempat 
dikirim ke Kantor Imigrasi Daerah dengan tembusan 
kepada Direktorat Djenderal Imigrasi cg. Kepala Bagian 
PORA, 


untuk selandjutnja disebar-luaskan keseluruh Indonesia. 


Didalam hal-hal jang sangat mendesak KOTI/KOLAGA 
ataupun KOANDA Sumatera dapat meminta penghambatan/ 
dapat melakukan tindakan penghambatan dipelabuhan- 
pelabuhan pendaratan melalui Kepala Imigrasi/Pedjabat 
Pendaratan setempat (Tg. Priok, Kemaioran, Belawan dan 
Polonia). 
Djakarta, 10 Desember 1966. 
Direktur Djenderal Imigrasi R.I., 


ttd. 


WIDIKDO SOEDIKMAN S.H. 
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DIREKTORAT DJENDERAL IMIGKASI REPUBLIK 
INDONESIA 


PENGUMUMAN 
DIREKTORAT DJENDERAL IMIGRASI R.I 


Dalam rangka usaha kearah normalisasi lalu-lintas orarg 
antar Indonesia Gar Maizvsia /Singapore, maka Direktur Diem- 
deral Imigrasi PE re sepengetahuan Gabungan Y Kor 
perlu memberi pe wuase zenagaj berikut: 


1. a. Semua aarg termasur Warga-negara Intonesis Gar 
Semua pemsrang naspor KI-Asing (Statereng). Jang 
akan beruntun E: 1nstransi: Maiavsia Smgapore. ha- 
TUsS MENFUT UHKATr rermononan EXI1 'exii-reentrv kepaga 
Kantor Imueur Leeret setempat sekurang-kurangnja 
satu TSFL Senen Tangga) keberangkatan. 

b. Pemegasg pusar Dmiomatik dan Dina: diker jualikan 
dari kererar firma 


2. Warga-negara Ininnesis jang berada diluar negeri jang akan 
berkundjurg Lk: Ir ani Malysta/Singapore., Giwadjibkan 
mendapatkan perseu: uan teriebih dahuiu Aari Ferwakian 
R.I. diluar 2egz2t se-empat 


3. Warga-negara Inimesia dar Pemerats paspor R.I.-Asing 
(Stateless) jang berada di Matays:a Ilngapore lebih aari 5 
(lima) hari, &wadjiokan Segera Muaporkan Gir. kepada 
Kantor Penghubung Repubi:: Indonesia d: Kuajanmmpur/ di 
Singapore. 

4. Permohonan visa untu: x.: 


“ «5 u-g art 2 
Aa ne Sa Lrseput diatas d- 
adjukan sendiri oieh jar: beraNenunga 
ke AA Nai | 
a. untuk snsnnsasaa L “GI Lea rengnubung Malavain 
jang sementara Lex." .. £ 2 
$ se (Gian Imam Bondia! Na 1: 
Djakarta: 
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b. untuk Singapore kepada Kedutaan Besar Keradjaan Thai- 
land di Djakarta. 


Djakarta, 10 Desember 1966. 
Direktur Djenderal Imigrasi R.I., 
ttd. 


WIDIKDO SOEDIKMAN S.H. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 40/U/KEP/9/1966 
tentang 
TUGAS DAN ORGANISASI LIAISON OFFICE REPUBLIK 
INDONESIA DI REPUBLIK SINGAPURA. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang: bahwa dalam rangka usaha-usaha menudju 
normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Republik 
Singapura, perlu segera ditentukan tugas dan Organisasi Liaison 
Office Republik Indonesia di Republik Singapura jang merupa- 
kan Badan Resmi Pemerintah Republik Indonesia: untuk mem- 
perhatikan kepentingan Republik Indonesia sementara belum 
dibukanja kembali suatu perwakilan diplomatik di Repuhlik 
Singapura, 


Mengingat: 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966: 
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 02/EK,8/1966: 
Memperhatikan: 


1. Laporan Missi Technis Indonesia ke Singapura tanggal 19 
September 1966: 

2. Agreed Minutes jang ditanda-tangani antara Ketua Missi 
Technis Indonesia dan Pemerintah Singapura tertanggal 13 
September 1966 (mengenai idzin untuk memperluas Liaison 

“— Office Republik Indonesia di Singapura): 


Memutuskan: 


Menetapkan: Tugas dan Organisasi Liaison Office Republik 
Indonesia di Republik Singapura sebagai berikut: 
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Pasal 1. 
Kedudukan. 


Liaison Office Republik Indonesia di Republik Singapura ber- 
kedudukan dikota Singapura dan merupakan suatu Badan 
Resmi dari Pemerintah Republik Indonesia guna memperhati- 
kan kepentingan Republik Indonesia sementara belum dibuka 
kembali suatu perwakilan diplomatik Republik Indonesia di 
Republik Singapura. 


Pasal 2. 
Tugas. 


Liaison Republik Indonesia bertugas: 


(1) 


(2) 


(3) 


(1) 


Memperhatikan dan melaksanakan kepentingan Peme- 
rintah Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia 
di Republik Singapura: 

Mengadakan Liaison dengan Pemerintah Republik Singa- 
pura mengenai persoalan-persoalan jang oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dianggap perlu diketahui oleh Peme- 
rintah Republik Singapura: 

Dalam batas-batas tertentu melaksanakan tugas-tugas 
jang biasanja dilakukan oleh Perwakilan Republik Indo- 
nesia diluar negeri. 


Pasal 3. 


Organisasi. 


Liaison Office dipimpin oleh seorang Liaison Officer, di- 
bantu oleh 2 orang Deputy Liaison Officer jang masing- 
masing disebut Deputy-I dan Deputy-II Liaison Officer 
dan seorang Sekretaris jang sekaligus merangkap Pena- 
sehat Hukum dan Politik: 


(2) Pada Liasison Officer diperbantukan suatu Staf jang ter- 
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diri dari: 


I. 1) Asisten Urusan Perdagangan, 


2) Asisten Urusan Bea Tjukai, 
3) Asisten Urusan Maritim, 
jang langsung dibawahi oleh Deputy-I Liaison 
Officer: 


II. 1) Asisten Urusan Hubungan Luar Negeri, 


2) Asisten Urusan Imigrasi, 
3) Asisten Urusan Chusus, 


jang langsung dibawahi oleh Deputy-II Liaison 
Officer: 


Pasal 4. 


Kewadjiban dan tanggung-djawab. 
(1) Liaison Officer. 


Berkewadjiban untuk: 

a. memimpin Liaison Officer Republik Indonesia di Re- 
publik Singapura, 

b. memberi directief-directief kepada Staf mengenai ke- 
bidjaksanaan Pemerintah, 

Cc. memberi bimbingan kepada Staf didalam melaksana- 
kan pekerdjaan routine, 

d. mengadakan hubungan densan pedjabat-pedjabat 
Pemerintah Republik Indonesia, 

e. memberikan guidance kepada petugas-petugas dari 
Pemerintah Republik Indonesia jang mendapat tugas 
di Republik Singapura, 

f. mengambil keputusan-keputusan jang perlu segera di- 


ambil dan segera melaporkan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia, 


dan bertanggung-djawab kepada Presidium Kabinet Re- 
publik Indonesia melalui Kepala Staf Komando Operasi 
Tertinggi: 
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(2) Deputy-I Liaison Officer. 
Berkewadjiban untuk: 


a. 
b. 


mewakili Liaison Officer bilamana ia berhalangan, 
mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison dibidang per- 
dagangan Bea Tjukai dan Maritim, 

mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten 
Urusan Perdagangan Bea Tjukai dan Maritim, 

dan bertanggung-djawab kepada Liaison Officer. 


(3) Deputy-II Liaison Officer. 
Berkewadjiban untuk: 


a. 


b. 


mewakili Liaison Officer bilamana ia dan Deputy-I 
berhalangan, | 

mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison dibidang hu- 
bungan Luar Negeri, Imigrasi dan Chusus. 
mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten 
Urusan Hubungan Luar Negeri, Imigrasi dan Chusus. 


(4) Sekretaris/Penasehat Hukum dan Politik. 


Berkewadjiban untuk: 

a. merentjanakan dan menjelenggarakan kebutuhan- 
kebutuhan dalam bidang urusan administrasi, 

b. mengkoordinir/mengawasi penerimaan-penerimaan se- 
bagai hatsil pungutan jang dilakukan atas segala ke- 
giatan perdagangan, imigrasi, bea tjukai, perkapalan, 
Garuda dan sebagainja, 

c. melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi 


keuangan menurut perintah/pengetahuan dari Liaison 
Officer, 


. mengurus melaksanakan segala kegiatan dalam admi- 


nistrasi surat-menjurat baik diantara para Asisten 
Urusan (intern) maupun dengan fihak luar, 
mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian lokal, 
memberikan advis hukum dan politik pada Liaison 
Officer dan menjelesaikan segala persoalan-persoalan 
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g. 


hukum dengan fihak Singapura jang ada hubungannja 
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Warga- 
Negara Indonesia dalam batas-batas kemampuannja, 
membuat laporan berkala tentang segala sesuatu jang 
berhubungan dengan kegiatan Liaison Officer. 


(5) Asisten Urusan Perdagangan. 
Berkewadjiban untuk: 
a. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan- 


(6) 


b. 


h. 


i 


kegiatan jang berhubungan dengan soal perdagangan, 
menjusun rentjana kegiatan-kegiatan Staf dalam 
bidang perdagangan, 

memberi penerangan kepada pengusaha-pengusaha 
di Singapura tentang prosedur Import dan Export dari 
dan ke Indonesia, 

mengurus dan menjelesaikan permohonan-permohonan 
export ke Indonesia, 

mengadakan screening terhadap pengusaha-pengusaha 
Singapura jang akan mengadakan hubungan dagang 
dengan Indonesia, 

memungut biaja-biaja administrasi dari Pengusaha- 
pengusaha jang mengadakan permohonan ke Indonesia, 
memelihara statistik mengenai kegiatan-kegiatan per- 
dagangan antara Singapura dengan Indonesia, 
memelihara kartotik dan dossier daripada pengusaha- 
pengusaha jang berdagang dengan Indonesia, 
menjusun laporan berkala tentang kegiatannja. 


Asisten Urusan Bea dan Tjukai. 
Berkewadjiban untuk: 


a. 


mengadakan checking daripada gualitas barang-barang 
dan harga daripada barang-barang jang akan dikirim 
ke Indonesia, 

mengesahkan ,,proforma invoices” jang bersangkutan 
dengan memperhatikan devisa jang dipakai untuk 
pengiriman barang-barang tersebut jaitu: 
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(7) 
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— Devisa Pemerintah, 

— Devisa Bebas, 

— Devisa lain-lainnja, 

mengikuti ,,behaviour” dari pasaran barang-barang 
jang hendak dikirim ke Indonesia baik pada pasaran 
setempat maupun pada tempat asal, dengan tjatatan- 
tjatatan jang diperlukan, 


. melakukan tugas-tugas jang diterima dari Liaison 


Officer, Departemen Keuangan cg. Direktorat Bea 
Tjukai, 

membantu Liaison Officer dalam mengadakan peng- 
awasan actief terhadap barang-barang jang datang 
dari Indonesia, 

mengadakan pentjatatan tentang harga daripada hasil 
bumi di Indonesia jang ada dipasaran Singapura, 


. membuat laporan berkala mengenai kegiatan-kegiatan 


dalam bidangnja, beserta saran-saran jang diperlukan 
dalam bidangnja. 


Asisten Urusan Maritim. 
Berkewadjiban untuk: 


a. 


b. 
Cc. 


mengumpulkan data mengenai bidang shipping untuk 
bahan penilaian lebih landjut, 

mengadakan nautical/technical surveys, 

mempeladjari wpengaruh-pengaruh dari kegiatan- 
kegiatan perdagangan terhadap shipping untuk didjadi- 
kan bahan analisa, 

memberikan saran-saran untuk mengatasi masalah- 
masalah jang timbul dalam bidang shipping, 
mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan umum dan 
chusus perhubungan laut, 

mengawasi pelaksanaan angkutan laut antara Indo- 
nesia — Singapura dalam rangka ,,Rate & Share 
Agreement”, 


membuat laporan berkala mengenai kegiatannja. 


(8) Asisten Urusan Hubungan Luar Negeri. 
Berkewadjiban untuk : 


a. 


memelihara hubungan dengan Foreign Office Peme- 
rintah Singapura, 

melaksanakan tugas-tugas jang berhubungan dengan 
soal-soal representation, 

bertindak selaku petugas protokol bagi Liaison Office, 
memberi laporan berkala mengenai kegiatannja. 


(9) Asisten Urusan Imigrasi. 
Berkewadjiban untuk: 


a. 
b. 


Cc. 


melaksanakan tugas-tugas ke-imigrasian di Singapura, 
mengadakan screening terhadap orang-orang jang 
akan berkundjung ke Indonesia, 

memberikan visa-visa kepada pengusaha-pengusaha 
jang akan mengundjungi Indonesia dalam rangka 
perdagangan dengan Indonesia, 

memelihara hubungan dengan kantor Imigrasi Singa- 
pura, 

menjusun laporan-laporan berkala mengenai kegiatan- 
kegiatannja. 


(10) Asisten Urusan Chusus. 
Berkewadjiban untuk: 


melakukan tugas-tugas jang belum tertampung oleh Se- 
kretaris dan Asisten-asisten lainnja. 

(11) Sekretaris mengenai kewadjiban-kewadjibannja bertang- 
gung djawab langsung pada Liaison Officer sedangkan 
para Asisten bertanggung djawab masing-masing pada 
Deputy Liaison Officernja. 


Pasal 5. 


Pembiajaan. 


Pembiajaan dari pada Liaison Office dibebankan terutama 
dari hasil-hasil pungutan: 
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1. biaja-biaja administrasi dari pengusaha-pengusaha jang 
mengadakan permohonan export ke Indonesia, 

2. biaja-biaja administrasi bea-tjukai, imigrasi dan perkapalan: 

3. biaja chusus jang disediakan Pemerintah Republik Indonesia. 


Pasal 6. 


Hal-hal lain mengenai pembentukan Liaison Office ini jang 
belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Peraturan Tata 
Kerdja Liaison Office dengan Keputusan tersendiri dari Ga- 
bungan V Komando Operasi Tertinggi. 


Keputusan Presidium ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 24 September 1966. 


Presidium Kabinet Ampera. 
Ketua, 
ttd. 


SOEHARTO. 
Djenderal T.N.I. 
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An Google 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 138/U/KEP/1/1967 
tentang 
PEMBENTUKAN TUGAS DAN ORGANISASI LIAISON 
OFFICE REPUBLIK INDONESIA DI FEDERASI MALAYSIA 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang: 

1. bahwa dalam rangka usaha-usaha menudju normalisasi 
hubungan antara Republik Indonesia dan Federasi Malaysia, 
perlu segera membentuk Liaison Office Republik Indonesia 
untuk Federasi Malaysia, jang merupakan badan resmi Pe- 
merintah Republik Indonesia, untuk memperhatikan kepen- 
tingan Republik Indonesia sementara belum dibukanja 
kembali suatu perwakilan diplomatik di Federasi Malaysia: 

2. bahwa perlu menentukan tugas dan organisasi Liaison 
Office tersebut diatas: 

Mengingat: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 

tahun 1966: 

Memperhatikan: 

1. "Security Arrangement in the Border Region” jang ditanda- 
tangani oleh wakil-wakil Pemerintah Federasi Malaysia dan 
Republik Indonesia pada tanggal ......... September 1966 di 


Kuala Lumpur: 
2. Record of Understanding on Non-Military Matters: 


Memutuskan: 


Menetapkan: 


Pertama: Membentuk Liaison Office Republik Indone- 
sia di Federasi Malaysia: 
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Kedua: Tugas dan organisasi Liaison Office tersebut 
ditentukan sebagai berikut: 


Pasal 1. 


Kedudukan. 


. Liaison Office Republik Indonesia di Federasi Malaysia ber- 
kedudukan dikota Kuala Lumpur dan merupakan suatu badan 
resmi dari Pemerintah Republik Indonesia guna memperhatikan 
kepentingan-kepentingan Republik Indonesia sementara belum 
dibuka kembali suatu perwakilan diplomatik Republik Indone- 
sia di Federasi Malaysia. 


Pasal 2. 


Tugas. 


Liaison Office Republik Indonesia bertugas: 

(1) Menampung, memperhatikan dan melaksanakan kepenting- 
an Pemerintah Republik Indonesia dan Warga-negara Indo- 
nesia di Federasi Malaysia: 

Mengadakan Liaison dengan Pemerintah Federasi Malaysia 
mengenai persoalan-persoalan jang oleh Pemerintah Repu- 
blik Indonesia dianggap perlu diketahui oleh Pemerintah 
Federasi Malaysia: 


(3) Dalam rangka pelaksanaan "Security kena ceme in the 
. Border Regions'': 


.a. mewakili kepentingan fihak Republik Indonesia terhadap 
fihak Federasi Malaysia, 


b. memimpin dan mengkoordinir tugas-tugas Team-team 
Militer Indonesia ditempat-tempat jang ditentukan: 

(4) Menampung melaksanakan persetudjuan jang telah di- 
tjapai oleh missi Brig. Djen. Ng. Sunarjo dan persetudjuan- 
persetudjuan lainnja jang sudah ada akan diadakan antara 
fihak Indonesia dan Malaysia: 


(2 


- 


(5) Dalam batas-batas tertentu melaksanakan tugas-tugas jang 


(1) 


(2 


- 


(3 


- 


(4) 


(5) 


(6) 


(1) 


biasanja dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di- 
luar negeri. 


Pasal 3. 

Organisasi. 
Liaison Office dipimpin oleh seorang Liaison Officer, dengan 
dibantu oleh 3 (tiga) orang Deputy Liaison Officer jang 
masing-masing disebut Deputy-I, Deputy-II dan Deputy-III 
Liaison Officer dan seorang Sekretaris jang sekaligus me- 
rangkap sebagai Penasehat Hukum: 
Deputy-I Liaison Officer dibantu oleh dan membawahkan: 
a. Asisten Urusan Angkatan Darat: 
b. Asisten Urusan Angkatan Laut: 
c. Asisten Urusan Angkatan Udara: 
Deputy-II Liaison Officer dibantu oleh dan membawahkan: 
a. Asisten Urusan Perdagangan: 
b. Asisten Urusan Bea Tjukai: 
c. Asisten Urusan Maritim: 
Deputy-III Liaison Officer dibantu oleh dan membawahkan: 
a. Asisten Urusan Politik: 
b. Asisten Urusan Imigrasi: 
c. Asisten Urusan Kebudajaan/Pendidikan: 
d. Asisten Urusan Penerangan. 
Para Asisten setjara keseluruhan merupakan suatu Staf 
jang diperbantukan kepada Liaison Officer: 
Liaison Officer mempunjai sebuah Staf Pribadi (SPRI). 


Pasal 4. 


Kewadjiban dan tanggung-djawab. 


Liaison Officer. 
a. Berkewadjiban untuk: 


1. Memimpin Liaison Officer Republik Indonesia di 
Federasi Malaysia: 
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2. Memimpin, memberi petundjuk dan mengkoordinir 
pelaksanaan tugas dari Team-team Militer Indo- 
nesia: 

3. Memberi petundjuk-petundjuk kepada Staf menge- 
nai pelaksanaan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan 
Pemerintah: 

4. Memberi bimbingan kepada Staf dalam melaksgana- 
kan pekerdjaan routine, 

5. Mengadakan hubungan dengan pedjabat-pedjabat 
Pemerintah Federasi Malaysia, baik Sipil maupun 
Militer: 

6. Memberikan bimbingan dan petundjuk-petundjuk 
kepada petugas-petugas dari Pemerintah jang men- 
dapat tugas di Federasi Malaysia: 

1. Mengambil keputusan-keputusan jang perlu dan 
segera melaporkan kepada Pemerintah: 

b. Dalam melaksanakan kewadjiban-kewadjiban tersebut 
diatas, Liaison Officer bertanggung djawab kepada 
Presidium Kabinet Ampera melalui Kepala Staf Ko- 
mando Operasi Tertinggi: 


(2) Deputy-I Liaison Officer. 
a. Berkewadjiban untuk: 


1. Mewakili Liaison Officer bilamana berhalangan: 
2. Mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison Officer di- 
bidang militer: 
3. Mengadakan gupervisi atas semua kegiatan Asisten- 
asisten jang berada dibawahnja: 
b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, ia 
bertanggung djawab kepada Liaison Officer: 
(3) Deputy-II Liaison Officer. 
a. Berkewadjiban untuk: 


1. Mewakili Liaison Officer bilamana ia dan Deputy-I 
berhalangan: 
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Cr asn 


2. Mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison Officer 


3. 


dibidang Ekonomi: 
Mengadakan supervisi atas semua kegiatan Asisten- 
asisten jang berada dibawahnja: 


b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, ia 
bertanggung djawab kepada Liaison Officer: 


(4) Deputy-III Liaison Officer. 
a. Berkewadjiban untuk: 


1, 


2. 


3. 


Mewakili Liaison Officer bilamana ia, Deputy-I dan 
Deputy-II berhalangan: 

Mengkoordinir pekerdjaan Staf Liaison Officer di- 
bidang Sosial-Politik, Kebudajaan, dan Pendidikan 
dan Penerangan: 

Mengadakan Supervisi atas semua Asisten-asisten 
jang berada dibawahnja: 


b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, ia 
bertanggung djawab kepada Liaison Officer. 


(5) Sekretaris. 
a. Berkewadjiban untuk: 


1. 


2. 


Merentjanakan dan menjelenggarakan kebutuhan- 
kebutuhan dalam bidang administrasi: 
Mengkoordinir/mengawasi penerimaan-penerimaan 
sebagai hasil pemungutan jang dilakukan atas se- 
gala kegiatan perdagangan, imigrasi, bea tjukai, 
perkapalan dan sebagainja: 

Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang adminis- 
trasi keuangan menurut perintah/petundjuk dari 
Liaison Officer: 

Mengurus dan menjelenggarakan segala kegiatan 
dalam administrasi surat-menjurat antara para 
Asisten maupun dengan fihak luar, 


. Mengkoordinir, mengawasi dan memberi bimbingan 


kepada pegawai-pegawai lokal: 
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6. Memberi advis-hukum kepada Liaison Officer dan 
menjelesaikan segala persoalan hukum dengan 
fihak Malaysia jang ada hubungannja dengan Pe- 
merintah Indonesia dan warga-negara Indonesia 
dalam batas-batas kemampuannja, 

1. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah me- 
lalui Kepala Staf KOTI tentang segala sesuatunja 
jang berhubungan dengan Liaison Officer, 


b. Dalam melaksanakan kewadjiban tersebut, diatas, ia 


bertanggung djawab kepada Liaison Officer. 


(8) Asisten Urusan Angkatan Darat: 


(1) 
RU) 


(9) 


(p.m.) 

Asisten Urusan Angkatan Laut: 

(p.m.) 

Asisten Urusan Angkatan Udara: 

(p.m.) 

Asisten Urusan Perdagangan: 

Bertanggung djawab untuk: 

a. merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan-kegi- 
atan jang berhubungan dengan soal perdagangan: 

b. memberi penerangan kepada pengusaha-pengusaha di 
Malaysia tentang prosedur impor dan ekspor dari 
dan ke Indonesia: 

Cc. mengurus dan menjelesaikan permohonan-permohonan 
ekspor ke Indonesia, 

d. mengadakan screening terhadap pengusaha-pengusa.- 
ha jang akan mengadakan hubungan dagang dengan 
Indonesia: 

e. melakukan pemungutan biaja administrasi dari pengu- 
saha-pengusaha jang mengadjukan permohonan 
ekspor ke Indonesia: 

f. memelihara statistik mengenai kegiatan dan per- 
dagangan antara Malaysia dan Indonesia: 

g. memelihara kartotik dan dossier dari pengusaha- 


pengusaha jang berdagang dengan Indonesia: 


h. 


i. 


membuat tjatatan, laporan dan evaluasi ekonomi 
dalam rangka kegiatan ekonomi antara Malaysia dan 
Indonesia: 

membuat laporan berkala/chusus tentang kegiatannja: 


(10) Asisten Urusan Bea Tjukai 
(p.m.) 

(11) Asisten Urusan Maritim: 
(p.m.) 

(12) Asisten Urusan Politik: 
Berkewadjiban untuk: 


a. 


Cc. 
d. 


e. 


mengikuti, menghimpun tjatatan-tjatatan/data-data 
serta membuat evaluasi politik di Malaysia pada 
umumnja dan jang ada hubungannja dengan kepen- 
tingan Indonesia pada chususnja: 

mengadakan kontak-kontak dengan fihak Malaysia, 
baik pedjabat-pedjabat pemerintahan maupun pemim- 
pin-pemimpin politik untuk memahami kehendak 
fihak mereka: 

dan mendjelaskan pendirian-pendirian fihak Indonesia: 
membuat persiapan-persiapan umum bagi pelaksanaan 
ketentuan pasal 1 dari persetudjuan Djakarta, 
membuat laporan berkala/chusus tentang kegiatan- 
kegiatannja. 


(13) Asisten Urusan Imigrasi. 
Berkewadjiban untuk: 


a. 


b. 


menjelesaikan urusan visa/screening bagi orang-orang 
di Malaysia jang akan bepergian ke Indonesia: 
menjelenggarakan dan membantu penjelesaian kepen- 
tingan warga negara Indonesia di Malaysia: | 


(14) Asisten Urusan Kebudajaan/Pendidikan : 
Berkewadjiban untuk: 


a. 


merentjanakan dan menjelenggarakan kegiatan- 
kegiatan jang berhubungan dengan soal kebudajaan/ 
pendidikan: 
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b. mempeladjari dan merentjanakan kemungkinan-ke- 
mungkinan kebidjaksanaan dibidang kebudajaan/pen- 
didikan antara fihak Indonesia dan Malaysia: 

c. menjelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan 
tukar-menukar missi kebudajaan, olah raga, kesenian 
dan pendidikan antara fihak Malaysia dan Indonesia: 

d. Menjusun laporan berkala chusus tentang kegiatan- 
kegiatannja, 

(15) Asisten Urusan Penerangan. 

Berkewadjiban untuk: 


a. menjelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka 
pengembangan hasil missi Brig. Djen. Ng. Soenarjo: 

b. menjelenggarakan penerangan-penerangan umum bagi 
masjarakat Malaysia tentang Indonesia: 

c. menjusun laporan berkala/chusus tentang kegiatan- 
kegiatannja: 

(18) Staf Pribadi. 

Susunan dari Staf Pribadi ditentukan oleh Liaison Officer 

dengan prinsip-prinsip jang tidak menjimpang dari keten- 

tuan-ketentuan dalam Keputusan ini. 


Pasal 5. 


Pembiajaan. 


1. Pembiajaan dari pada Liaison Officer dibebankan terutama 
dari hasil-hasil pemungutan: 
1. biaja-biaja administrasi dari pengusaha-pengusaha jang 
mengadakan permohonan ekspor ke Indonesia: 
2. biaja-biaja administrasi bea-tjukai, imigrasi dan per- 
kapalan: 
3. biaja chusus jang disediakan Pemerintah Republik 
Indonesia. 
2. Besarnja dan matjam-matjam pembiajaan disesuaikan 


dengan peraturan-peraturan jang berlaku mengenai perdja- 
lanan dan ongkos kantor. 
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3 Setiap kwartal perwakilan memberikan pertanggungan 
djawab keuangan kepada Pemerintah. 


Pasal 6. 


Penutup. 


(1) Pembukaan 'Tjabang-tjabang/Kantor-kantor dikota-kota 
lain didaerah Federasi Malaysia ditentukan oleh Kepala 
Staf KOTTI atas usul pertimbangan Perwira Perhubungan: 

(2) Hal-hal lain mengenai pembentukan Liaison Officer jang 
belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Peraturan 
Tata-Kerdja Liaison Officer dengan Keputusan ini diatur 
dalam Peraturan 'Tata-Kerdja Liaison Officer dengan 
Keputusan tersendiri oleh Ketua Gabungan 5 Komando 
Operasi Tertinggi atas nama Kepala Staf KOTI. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 16 Djanuari 1967. 
Presidium Kabinet Ampera. 


Ketua, 
ttd. 


SOEHARTO. 
Djenderal T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 22/EK/IN/11/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 
Menimbang : 

a. bahwa pada tingkatan perdjoangan dewasa ini dianggap per- 
lu untuk meningkatkan usaha kearah normalisasi hubungan 
antara Indonesia dan Singapura maupun antara Indonesia 
dan Malaysia: 

b. bahwa persoalan hubungan Indonesia dengan Singapura dan 
Malaysia adalah masih dalam rangka operasi poleksos jang 
dilakukan oleh Komando Operasi Tertinggi, 

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 

tahun 1966. 

Memutuskan: 


Menginstruksikan kepada : 


KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI cg. KE- 
TUA GABUNGAN V KOMANDO OPERASI TERTINGGI. 
Untuk : 

Pertama: Mengadakan koordinasi diantara berbagai 
instansi jang bersangkutan dalam pelaksanaan perdagangan 
baik antara Indonesia dan Singapura maupun antara Indonesia 
dan Malaysia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan se- 
bagai berikut : 

A. Hubungan Perdagangan Indonesia dan Singapura : 

1. Perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dan Singapura 
terutama didasarkan atas peraturan-peraturan chusus jang 
telah dikeluarkan jang mengatur hal tersebut : 

1.1. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 06/EK/ 
KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Djenis 
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12. 


1.3. 


1.4. 


1.5. 


1.6. 


barang jang dapat diimpor dari Singapura dalam rangka 
penggiatan dan pengefektifan pemasukan barang de- 
ngan Bonus Ekspor tanpa Cover (Instruksi Presidium 
Kabinet No. 02/EK/IN 8 1966): 


Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 01/EK: 
KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedo- 
man dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perda- 
gangan ekspor/impor antara Indonesia dengan Singa- 
pura: 

Surat Keprtusan Bersama Menteri Perdagangan, Men- 
teri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 29 
Agustus 1966 No. 107/SK VIII/1966, 497. MK, 66, Kep. 
9/GBNI 68 tentang Impor dengan Bonus Ekspor tanpa 
Cover: 

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri 
Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sen- 
tral tanggal 29 Agustus 1966 No. 108/SK,/ VIII/66. 
498/MK '66, Dep. 1/1/10/66 tentang Ketentuan-keten- 
tuan Pelaksanaan Ekspor ke Singapura dengan tjara 
pembajarar berdasarkan Djaminan tertentu: 


Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 29 Agustus 
1966 No. 106/SK/VIII/66 tentang Ketentuan-ketentu- 
an Pelaksanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor 
antara Indonesia dan Singapura : 


Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 29 Oktober 
1966 No. 143/SK/X/1966 tentang Perluasan djenis 
barang-barang jang dapat diimpor dari Singapura da- 
lam rangka penggiatan dan pengefektifan pemasukan 
barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover. 


Disamping ketentuan-ketentuan chusus tersebut dalam ad. 1 
serta ketentuau-ketentuan pelaksanaannja, supaja ditegas- 
kan bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan umum jang 
berlaku dalam perdagangan impor Indonesia dengan negara- 
negara lain, djuga berlaku terhadap perdagangan dengan 
Singapura dan disebut setjara nominatif : 


2.1. Impor atas dasar pembukuan L/C ataupun atas Bonus 
Ekspor biasa maupun A.D.O.: 

2.2. Impor atas dasar barang kiriman barang penumpang 
dan devisa pelengkap. 

. Sesuai dengan prinsip-prinsip jang telah disetudjui bersama 
antara Indonesia dan Singapura, supaja projek Teluk Ayer 
Basin dimanfaatkan sebesar-besarnja sedjauh projek ini 
bersifat menampung barang-barang ekspor Indonesia jang 
terkirim ke Singapura tanpa dokumen. 
. Supaja KOTI cg. Gabungan V merumuskan lebih landjut 
ketentuan-ketentuan jang diperlukan maupun langkah-lang- 
kah jang harus diambil, sehingga perdagangan ekspor-impor 
jang bersifat ,,bebas” dapat diperlakukan pula untuk be- 
berapa daerah/pulau di Daerah tingkat II Riau dengan ke- 
tentuan-ketentuan sebagai berikut: 

41. Daerah-daerah jang akan ditetapkan kemudian: 

4.2. Fasilitas-fasilitas jang diberikan didaerah-daerah ter- 
sebut harus sekurang-kurangnja mengimbangi fasilitas- 
fasilitas jang berupa insentif ekonomis di Singapura. 

. Ekspor dari Indonesia kenegara-negara konsumen diizinkan 

dengan transhipment di Singapura dengan ketentuan: 

5.1. harus ada djaminan dari first-carrier dan dari ekspor- 
tir jang bersangkutan: 

2.2. tidak merugikan kepentingan pelajaran Nasional: 

5.3. hanja dapat dilaksanakan dari pelabuhan-pelabuhan 
(out-port3, Indonesia tertentu. 

. Chusus dalam menghadapi Hari-hari Raya Idul Fitri, 

Natal dan Tahun Baru, supaja dipergiat pemasukan barang- 

barang kebutuhan masjarakat langsung kedaerah-daerah 

sebagai berikui : 

6.1. Kepada pengusaha impor/ekspor jang mendatangkan 
barang impor sebanjak 1 djuta dollar Mal., diperke- 
nankan mengekspor barang-barang ekspor kuat (Gol. 
1) disamping barang-barang golongan lainnja ke Si- 
ngapure dengan harga setinggi-tingginja 2 djuta dollar 
Mal.: 
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6.2. Kepada daerah-daerah penghasil barang-barang eka- 
por jang merupakan daerah-daerah monokultur diper- 
kenankan mengekspor barang-barang ke Singapura/ 
Malaysia berdasarkan suatu djatah tertentu dengan 
ketentuan B.E. dan A.D.O. hasil ekspor jang bersang- 
kutan dipergunakan untuk mendatangkan barang- 
barang impor lebih dahulu, 

6.3. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam 6.1. dan 6.2. ha- 
nja berlaku sampai dengan achir bulau Djanuari 1967 
mengenai barang-barang impornja dan sampai dengan 
achir bulan Maret 1967 mengenai pelaksanaan ekspor- 
nja. 

B. Hubungan perdagangan Indonesia dan Malaysia : 


Perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dan Malaysia 
diatur setjara chusus antara lain : 


1. Hanja diperkenankan dalam rangka pelaksanaan Projek 
. Koandahan Sumatera: 


2. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan teknis disesuaikan de- 
ngan prinsip-prinsip perdagangan restriktif dan selektif 
antara Indonesia dan Singapura. 


Kedua: Instruksi ini supaja dilakukan sebaik-baiknja 
dan dengan penuh rasa tanggung-djawab untuk memperlantjar 
dan mensukseskan tugas pokok dan program Kabinet Ampera. 


Ketiga: Instruksi ini berlaku pada hari ditetapkan. 
Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 9 Nopember 1966. 


Presidium Kabinet Ampera : 
Ketua, 


ttd. 


SOEHARTO 
Djenderal T.N.I. 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN Na, 
No. 179/SK/XII/66 
tentang 
PEMBUKAAN KEMBALI YUDHA NIAGA 
(SINGAPURA) LTD. 


MENTERI PERDAGANGAN, 


Menimbang : Bahwa berhubung dengan telah pulihnja kem- 
bali hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Singa- 
pura, perlu membuka kembali Yudha Niaga (Singapura) Ltd., 
di Singapura. | 


Mengingat : 
1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 
1968: “ d| 


2. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 02/EK/IN/8/ 
1966 tanggal 16 Agustus 1966: 

3. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 071/EK/KEP/ 
8/1966 tanggal 29 Agustus 1966: 

4. Instruksi Presidum Kabinet AMPERA No. 22/EK/IN/11/ 
1966 tanggal 9 Nopember 1966. 


Mengingat pula: Surat Kantor Penghubung R.I. Singapura 
No. 1030/Per.2/1966 tanggal 16 Desember 1966. 


Memutuskan: 


Menetapkan: Pembukaan kembali Yudha Niaga (Singapura) 
Ltd. di Singapura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
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Pertama: Membuka kembali Yudha Niaga (Singapura) 
Ltd. di Singapura. 

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite- 
tapkan. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 21 Desember 1966. 


Menteri Perdagangan, 
ttd. 


D. ASHARI. 
Maj. Djen. TNL 


SALINAN disampaikan kepada : 
Ketua Presidium Kabinet AMPERA. 
Menteri Utama Bidang EKKU. 
Menteri Keuangan. 

Gubernur Bank Sentral. 

Ketua Gab. V KOTI. 

Kantor Penghubung R.I. Singapura. 
B.P.U. — Niaga. 

Yudha Niaga Hongkong. 

. Yudha Niaga Singapura. 


OPNDAPINH 


REPUBLIK INDONESIA. . 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


KEPUTUSAN 
MENTERI PERDAGANGAN : 
No. 70/SK/VI/1967 


.. 


tentang Ta 
KETENTUAN PENINGKATAN NORMALISASI 01 
HUBUNGAN PERDAGANGAN ANTARA” 


INDONESIA DAN SINGAPURA. 


MENTERI PERDAGAN GAN, 


Menimbang: Bahwa, dalam rangka usaha peningkatan nor- 
malisasi hubungan perdagangan antara. Indonesia dan Singa-: 
pura perlu ditetapkan bahwa semua barang-harang/hasil-hasik 
bumi ekspor jang dapat diekspor keluar negeri dapat pula di- 
ekspor ke Singapura dan perlu pula diadakan penindjauan 
tempat-tempat pemberian izin-izin dan Pe ekspornja: 


Mengingat: : PA | 

L Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesis 
No. 07/EK/KEP/8/1966, tertanggal 29 Agustus 1966 ten- 
tang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok 
mengenai Perdagangan Mnyok Ipar antara Indonesia 
dan Singapura» 

2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/EE/VLIT/66. si 
tanggal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pes 
laksanaan mengenai Perdagangan ena Ba 
Indonesia dan Singapura: . ... 

3, Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962. ta 
tanggal 4 Agustus 1962, tentang Pengangkutan sg 
barang dalam Pengawasan Keluar. Negeri: 


Mendengar: Menteri Keuangan, Menteri Maritim da Ga, 
bermur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral!” » 
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Memutuskan: 


Menetapkan: Keputusan tentang Ketentuan Peningkatan 
Normalisasi Hubungan Perdagangan antara Indonesia dan 
Singapura sebagai berikut: 


Pasal 1, 


Mentjabut pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 beserta Lampiran 
I, II dan III Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/ 
VIII/66 tertanggal 29 Agustus 1966. 


Pasal 2. 


Barang-barang /hasil-hasil bumi ekspor Golongan I, II dan III 
sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perdagang- 
an No. 127/SK/IX/66, tertanggal 3 Oktober 1966, dapat di- 
ekspor ke Singapura. 


Pasal 3. 


Tempat-tempat penutupan kontrak-kortrak valuta dan rea- 
lisasi ekspor untuk tudjuan langsung Singapura dilakukan di 
dan dari tempat-tempat sebagaimana tertjantum dalam Lam- 
piran I Keputusan ini. 

3 MK. 
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Pasal 4. 


Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini di- 
lakukan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perdagangan 
Singapura sebaik-baiknja, dengan tetap menghindarkan faktor- 
faktor jang dapat mengembalikan pola perdagangan sebagai- 
mana jang berlaku sebelum waktu konfrontasi. 


Pasal 5. 


Kepada semua aparat/pelaksana ekspor, baik sektor Negara, 
maupun Swasta diinstruksikan senantiasa memenuhi perdjan- 
djian-perdjandjiar (commitments) jang telah ditutup dengan 
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negara-negara konsumen dan selandjutnja tetap mengusaha- 
kan/mempertahankan pemasaran barang-barang/hasil-hasil 
bumi ekspor Indonesia kenegara-negara konsumen. 


Pasal 6. 


Ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksana- 
kan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Djendral Urusan 
Perdagangan Luar Negeri. 


Pasal 7. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. , 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintah- 
kan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalum 
Berita-Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 23 Djuni 1967. 


Menteri Perdagangan, 


ttd. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. T.N.I. 


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 
Presidium Kabinet Ampera. 

Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 
KOTI. 

Para Pang Koandahan. 


DM N 
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19. 
'20, 


“Para Panglima. 
, Para Pepelda. 


Para Gubernur/KDH. DATI L 
Perwakilan R.I. Singapura. 


. Dir. Djen. Perhubungan Laut, 
. Dir. Djen. Bea dan Tjukai. 
'Direktorium BL. L.D. 

“B.N.I, Singapura. 


Semua Instansi dilingkungan » DEPDAG. 
Para Perws depdag DATI Ni 
B.P.U. — P.N.N. 7 
B.P.V.-B.P.U, — P.N. 
GPEL 

D. P. 5. — ai S3 


DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


REPUBLIK INDONESIA 


SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN 
No. 40/SK/VI/1967 TANGGAL 23 DJUNI 1964. 


DAFTAR PELABUHAN-PELABUHAN TEMPAT PENUTUP- 
AN KONTRAK-KONTRAK VALUTA DAN REALISASI EKS- 
POR UNTUK TUDJUAN LUAR NEGERI TERMASUK 
SINGAPURA. 


Lampiran I 


empat penutupan 


| 3 Pelabuhan Reali- 
DATI Ibu Kota kontrak valuta sasi Ekspor 


Banda Atjeh | Banda Atjeh 


1. Istimewa Atjeh 


2. Sumatra Utara 


8. Sumatra Barat 


4. Djambi 


5. Riauw 


8. Sumatra Selatan 


Medan 
Padang 
Djambi 


Pekanbaru 


Palembang 


Lho Seumawe 
Meulaboh 
Langsa 


Medan 
Sibolga 


Padang 


Djambi 
Kuala Tungkal 


Pekanbaru 
Tembilahan 
Selat Pandjang 
Rengat 


Tg. Pinang 


Palembang 
Pangkal Pinang 


Ule-le 

Lho Seumawe 
Meulaboh 
Sinabang 


Belawan 
Sibolga 
Gunung Sitoli 
Teluk Nibung 


Teluk Bajur 


Djambi 
Kuala Tungkal 


Tembilahan 
Selat Pandjang 
Bagan Siapi-api 
Bengkalis 
Siak 


Tg. Pinang 
Tg. Balai Karimun 
Dobo 


Palembang 
Pangkal Pinang 
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7. 


DATI 


Lampung 


D.CI. Djakarta 
Djawa Barat 


Djawa Tengah 


Djawa Timur 


Kalimantan Selatan 
Kalimantan Tengah 


. Kalimantan Timur 


Kalimantan Barat 


Sulawesi Selatan 
Sulawesi Tenggara 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Utara 


Bali 


Nusa Tenggara Ba- 
rat 


Nusa Tenggara Ti- 
mur 


. Maluku 


Irian Barat 


| Ibu Kota 


Teluk- 
betung 
Djakarta 
Bandung 
Semarang 
Surabaja 
Bandjar- Bandjarmasin 
masin 
Palangka- ISampit 
raja 
Samarinda | Samarinda 
Pontianak Pontianak 
Makassar Makassar 
Kendari Kendari 
Palu Palu 
Menado Menado 
Denpasar Denpasar 
Singaradja 
Mataram Ampenan 
Kupang Kupang 
Ambon |lIAmbon 
Sukarna- Sukarnapura 
pura 


—id 


Tempat penutupan | Pelabuhan Reali- 
kontrak valuta 


sasi Ekspor 
Pandjang 


Tg. Priok 
Tjirebon 


Semarang 
Tjilatjap 
Tegat 


Tg. Perak 
Probolinggo 
Panarukan 
Banjuwangi 


Bandjarmasin 
Sampit 


Samarinda 


Pontianak 
Singkawang 
Pemangkat 
Sambas 
Makassar 
Kendari 
Donggala 
Bitung 
Menado 
Benoa 
Boeleleng 
Padang Baai 
Ampenan 


Kupang 
Ende 
Ambon, Ternate 
Sukarnapura 
Biak 
Manokwari 
Steenkool 
Sorong 
Fak-fak 
Kaimana 
Merauke 


Pelabuhan pantai jang dibuka untuk Perdagangan luar negeri 
chusus untuk barang-barang tertentu: 


1. Atjeh 
2. Sumatra 


3. Riauw 


4. Sumatra Selatan 


5. Djawa Timur 
8. Kalimantan 


Djumlah 


DAawONY PUN Nu Nm 


. Singkel (kelapa sawit, karet dan kaju) 


Susoh (kelapa sawit) 


Pk. Brandan (minjakbumi) 
P. Susu (minjakbumi) 


. Sambu (minjakbumi) 


Tg. Uban (minjakbumi) 
Kidjang (minjakbumi) 
Panuba (timah/bauksit) 


Pladju (minjakbumi) 

Sungai Gerong (minjakbumi) 
Blinju (timah/bauksit) 

Tg. Pandan (timah/bauksit) 


. Toboali (timah/bauksit)) 
. Manggara (timah/bauksit) 


Pasuruan (gula) 


1. 
2. 


Tarakan (minjakbumi) 
Bunju (minjakbumi) 


17 Pelabuhan pantai. 


Menteri Perdagangan, 
ttd. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. T.N.I. 
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AN TR Google 


BAB II 
HUBUNGAN INDONESIA — SINGAPURA 


EKONOMI. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA. 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 02/EK/IN/8/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang: bahwa untuk melantjarkan dan meningkatkan 
persediaan dan arus barang, dalam usaha stabilisasi ekonomi, 
perlu mengintensipkan serta mengefektifkan pemasukan barang 
dari Luar Negeri (impor), jang pembajarannja dibebankan ke- 
pada bonus ekspor jang didapatkan kemudian, 

Mengingat: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1966 
seperti telah dirubah dan ditambah: 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966: 


'Menginstruksikan: 
Kepada: 
Menteri Utama Bidang Ekonomi-Keuangan: 
Menteri Keuangan: 


Menteri Perdagangan: 
Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia. 


Untuk: 


1. Melaksanakan setjara intensip dan efektif ketentuan-keten- 
tuan mengenai pemasukan barang dari Singapura (impor), 
jang akan dibajar dengan hasil bonus ekspor jang didapat- 
kan kemudian: 

2. Dalam melaksanakan ketentuan jang dimaksud dalam 
angka 1 diatas, dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan 
pelaksanaan umum atau chusus mengenai tempat tudjuan, 


rm ON 
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djenis dan volume barang jang dimasukkan serta djangka 
waktu pemasukan dan pembajaran, sesuai aeen kebutuhan 
dan keadaan: 
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi i ini pada Ketua Presidium 
setjara berkala: 
4. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
| Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 16 Agustus 1966. 
Presidium Kabinet Ampera: 
Ketua, 
ttd. 


SOEHARTO. 
Djenderal T.N.L 

Instruksi diberikan kepada jang bersangkutan. 
Tembusan, kepada: 

Presiden Republik Indonesia sebagai laporan: | 

Menteri Utama Bidang Hankam: 

Menteri Utama Bidang Politik: 

Menteri Utama Bidang KESRA: 

Menteri Utama Bidang INBANG: 

Arsip. 


PAMPN 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 
No. 06/EK/KEP/8/1966 
tentang 
DJENIS BARANG JANG DAPAT DIIMPOR DARI SINGA- 
PURA DALAM RANGKA PENGGIATAN DAN PENGEFEK- 
TIPAN PEMASUKAN BARANG BERDASARKAN BONUS 
EKSPOR TANPA COVER (INSTRUKSI PRESIDIUM 
KABINET No. 02/EK/INST/8/1966). 


PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang: bahwa berhubung dengan Instruksi Presidium 
untuk menggiatkan dan mengefektipkan pemasukan barang dari 
Singapura berdasarkan Bonus Ekspor tanpa cover, perlu mene- 
tapkan djenis barang-barang jang dapat diimpor dalam rangka 
usaha tersebut. 


' Mengingat: 

1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 Kangen 5 Djuni 

1966: 

2. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 02/EK/Inst/8/ 
1966 tertanggal 16 Agustus 1966, 

3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen- 
djata R.I./Panglima Kogam No. Instr. 12/KOGAM/6/66 
tertanggal 15 Djuni 1966: 

4. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/31/66 
tanggal 28 Pebruari 1966: 

5. Statement Waperdam Ekubang tanggal 4 Asi 1966 dan 
tanggal 12 April 1966 mengenai kebidjaksanaan Ekonomi, 

8. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/ 
E/104/..566 tanggal 22 Djuli 1966 tentang Ketentuan Ke-. 
bidjaksanaan Rentjana Impor Barang tahun 1966 dan 1967, 
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7. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/ 
E/105/1966 tanggal 22 Djuli 1966 tentang Besarnja djatah 
devisa tahun 1966 untuk tiap-tiap Kementerian dan Daerah- 
daerah Tingkat I: 


8. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966 
tentang Pembentukan Kabinet Ampera, 


9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia tentang 
Impor dengan Bonus Ekspor tanpa cover No. 107/SK/VLI/ 
1966, 497/MK/66, Kep. 9/GBNI/66, tertanggal 29 Agustus 
1966. 


Memutuskan: 


Menetapkan: 


Pertama: Djenis barang-barang jang dapat diimpor 
dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pemasukan barang 
berdasarkan Bonus Ekspor tanpa cover adalah seperti tertjan- 
tum pada daftar terlampir, 


Kedua: Crash Relief Supply tersebut harus terdiri dari: 
3070 untuk impor barang-barang Pangan. 
3090 untuk impor barang-barang Sandang. 
30969 untuk impor barang-barang Spare-parts. 
1070 untuk impor barang-barang lain-lain. 
Ketiga: Perobahan dan penambahan pada daftar ter- 
lampir ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. 


Keempat: Prosedure impornja adalah dengan pernjata- 
an Impor dengan Bonus Ekspor tanpa cover sebagaimana di- 
maksud pada Pengumuman B.L.L.D. No. 1/1mp/BLLD/66. 


Kelima: Impor barang-barang Pangan, Sandang dan 
Spare-parts selambat-lambatnja dikapalkan pada achir Nopem- 
ber 1966: 
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Keenam: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 29 Agustus 1966. 
A.n. Presidium Kabinet Ampera R.I.: 
Menteri Utama Bidang Ekonomi, 


ttd. 


HAMENGKUBUWONO IX. 
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Lampiran Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi 
dan Keuangan 
No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966. 


No. Uraian Tarip pos Keteran gan 
Urut No. 
Il DAFTAR BARANG-BARANG 
PANGAN. 
1. Beras 40 
2. Susu bubuk. 12-IIa 
3. Tepung terigu. 42-1II Untuk tarip-tarip 
4. Ragi dan tepung ragi dan tepung pos ini disedia- 
muai. 109 kan 15 96 
5. Susu bubuk makanan baji (baby- 
food) jang ditundjuk oleh Menteri 
Kesehatan. 168-I 
II. DAFTAR BARANG-BARANG 
SANDANG / BAHAN BAKU 
SANDANG 
1. Benang tenun. 
Dyestuff (tjat tekstil). 181-I 
2. Benang tenun (dari sutra atau 
sutra tiruan). 344-1 
3. Benang tenun (dari wol atau dari | 
hasil lainnja jang tsb. dalam tarip Untuk barang-ba- 
pos 349). 351-I rang jang terma- 
4, Katun: suk tarip-tarip pos 
Sat ini disediakan 10": 
Katun, dibersihkan, disisir atau dike- 
lantang, demikian djuga redja katun 353-I 
Lainnja. 353-II 
5. Benang tenun (dari katun) 355-1 
Benang lainnja. 
6. Benang djahit (dari sutra) sutra 
tiruan dan lain-lainnja jang terma- 
suk tari os ini. 44-II 
TP : — 2 , : Untuk barang-ba- 
7. Benang djahit (dari wol) dan lain- rang jang terma- 
lainnja Jang termasuk tarip pos ini. 351-1II suk tarip-tarip pos 
9. Benang lainnja (dari katun). 355-Ilb 
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No. 


Uraian 


Urut 


Tarip pos 


Keterangan 
No. 


Lain-lain: 


10. Cambris biru: jaitu 100”, Cotton 


Shirting lebar 38" dan keatas, (biasa- 
nja 41”/42”, dengan konstruksi 141 
s/d 142 per inch (69 x 72 in grey). 


#)11. Kain dikelantang dan tidak dikelan- 


tang (dari katun) 


#)12. Kain ditjat, ditenun belang, ditje- 


3 


tak dsb. 


II. DAFTAR BARANG-BARANG 
SPARE-PARTS/SPARE- 
PARTS PRASARANA. 


Carbonblack 
Ban luar/dalam untuk: 


Speda motor, mobil, jeep, truck, pick- 
up, tracktor. 


Pelapis untuk rem tromol atau roda 
rem. 


Besi pelat atau lembaran untuk pem- 
buatan kapal. 

Poros, tabung poros. 

Djangkar kapal, baling-baling kapal, 
naf dan daun untuk baling-baling kapal 
dan peralatan kerek, dan barang- 
barang lainnja jang termasuk tarip 
pos-pos ini. 

Pelampung djangkar dan bagian per- 
lengkapannja. 

Penghubung ban mesin (tembaga). 
Bagian dan bagian-bagian pengganti 
motor untuk : mobil. 

Bagian dan bagian-bagian pengganti 
motor untuk speda motor, locomotif, 
tractor dan motor kapal. 


Katup dan suling pengaman, sumbat 
lebur, pengatur tekanan, alat gelas, 
penduga, alat indjeksi air dan minjak 
dan lain-lainnja jang termasuk tarip 
pos ini. 


. Poros untuk instalasi peralatan gerak 


demikian djuga poros baling-baling 
untuk kapal. 


Untuk barang-ba- 
rang jang terma- 
| suk tarip-tarip pos 
ini disediakan 20. 


356-La 


356-IIb1 


356-IIb2 


146-II 


235-IV 
455-1I 


525-1 
519 


Untuk barang-ba- 
580-I-II | yang jang terma- 

suk tarip-tarip pos 
581 ini disediakan 305 
607-I 


714-Illa 


714-IIIb 


182 


783 | 


jang harganja tidak melebihi Str. $ 1,— per meter f.o.b. 
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No.: 
Uraian 
Urut Tarip pos 


ea ea 


13. Poros dan penggerak, roda tali, peng- 

gerak, blok bantalan, blok peluru, blok 

guling, pelat kaki untuk blok bantalan 

dsb. piring landasan dan lainnja Jang 

termasuk dalam tarip pos ini. 784 
14. Hanja spare partsnja untuk mesin- 

mesin aparat-aparat dan pesawat-pesa- 

wat jang termasuk dalam bab 72: jo. 785 


Tarip-tarip pos No. 711, 712, 713- 
I-II, 715, 716-I-II, 717-I-II, 718-I-II, 119- 
I-II, 720, 721, 722, 723-I-II, 124-I, 725, 
726, 727, 728-I-II, 729, 730, 731-II, 732- 
I-II, 733, 734, 735, 736-I-II, 137, 738-11, 
739-I-II, 740, 741, 742-II, 743, 744, 146- 
I-II, 747, 748, 749, 750, 751, 152, 755-Ib- 
IIb, 756, 757, 758, 159, 160, 761-I-II, 162, 
766-Ia-II, 768, 769, 776-1, 717, 778-1I. 


Keterangan 


15. Bougies 789-Ia 

16. Lampu-lampu untuk radio/T.V. 790-IIb 

17. Suku tjadangan (spare-parts) 792-IV 

18. untuk radio T.V. dan pesawat telepon 
dsb. Untuk barang-ba- 

18. Kawat dan kabel, diisolir, untuk aliran rang jang terma- 
listrik jang beratnja tiap 100 m lebih suk tarip-tarip pos 
dari 10 kg. 813-IIb ini disediakan 30x 


19. Hanja spare-parts untuk mesin aparat 

dan pesawat listrik jang termasuk da- 

lam bab 73: jo. tarip-tarip pos No. 

186-I-II, 791-I-II, 793, 196, 1917, 198, 

199-I-II, 800, 802, 803-II, 804-II, 805, 

806, 807, 812-1. 830 
20. Untuk tarip pos ini hanja suku tja- 

dangan (spare-parts) sadja untuk trac- 

tor dan lainnja sedjenis itu. 833 
21. Untuk tarip pos ini hanja suku tja- 

dangan (spare-parts) untuk locomotif 

dsb. dan lain-lainnja jang termasuk ta- 


rip pos ini. 831 
22. Hanja radiotoren dan per untuk kenda- 
raan bermotor 836-I 


23. Poros, roda, pelek roda untuk kenda- 

raan bermotor dan lain-lainnja jang 

termasuk tarip pos ini. 836-II 
24, Lampu, pengatur penerangan alat si- 

njal dan lain-lainnja jang termasuk 

tarip pos ini. 837-I 
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— 


No., 


Uraian 


Urut 


Tarip pos 


No. 


Keterangan 


. Alat-alat bagian untuk sepeda motor 


Alat-alat bagian untuk sepeda 


. Hanja spare-parts sadja untuk kapal 


jang termasuk tarip pos ini. 


. Hanja spare-parts sadja untuk kilang 


keruk, penghisap pasir dan lain-lain- 
nja jang termasuk tarip pos ini 
Instrumen dan aparat navigasi untuk 
kapal laut seperti kompas kapal, apa- 
rat untuk mengukur dalamnja laut, 
instrumen pengukur ketjepatan kapal 
dan lain-lainnja jang termasuk tarip 
pos ini. 


IV. DAFTAR BARANG-BARANG 
LAINNJA. 


Tenunan jang seluruhnja atau sebagian 
tersusun dari sutra untuk bahan pakai- 
an 

Tenunan dari wol untuk bahan pakai- 
an. 

Kain renda dan kain jang disusun de- 
ngan kain renda hasil pekerdjaan ren- 
da atau renda (dari katun) 

Kain jang diradjut atau disirap dan 
barang-barang lainnja jang ditenun 
bersambung: tidak termasuk barang- 
barang berukuran tertentu djuga djika 
lebih dari satu dan ditenun bersambung. 
Pakaian luar, demikian djuga bagian 
dan alat berikutnja 

Tudung kepala, bouffantes foulards, 
pelindung kerah dan lain-lainnja jang 
termasuk tarip pos ini 

Selimud, plaidsepre dan kain penutup 
tempat tidur. 

Serpis makan dan minum dan lain-lain 
barang jang termasuk dalam tarip pos 
ini 


Alat-alat masak gasoline dan karosine 
Lampu petromax 
Lemari pendingin, pendingin air mi- 
num dan lain-lain barang jang terma- 
suk tarip pos ini 


839-1 
839-IIb 


848-I 


846-III 


866 


346-Ib 


352-1II 


356-Ic 


392 


396-I-II 


399 


403 


476 
593-I 
687-II 


149 


Untuk barang-ba- 
rang jang terma- 
suk tarip-tarip pos 
ini disediakan 3055 


Untuk barang-ba- 
rang jang terma- 
suk tarip-tarip pos 
ini disediakan 10x 
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No. Uraian Tarip pos Keterangan 
urut No. 
12. Mesin djahit, mesin sulam, mesin tisik 

dan mesin festonir 755-IIa 
13. Pesawat penerima radio/televisi (lis- 

trik/transistor) 792-1I 
14. Kipas medja, kipas dinding, kipas 

langit-langit dan kipas lainnja, jang 

termasuk tarip pos ini. 804-I 
15. Jeep. 834-Ib 
18. Truck, termasuk lain-lain mobil seperti 


itu untuk pengangkut barang-barang 
(pick-up, powerwagon, mobil tangki) 
Speda 

Sepeda motor (scooter) djuga djika 
tidak lengkap 


. Arlodji (penundjuk waktu biasa de- 


ngan atau tidak dengan mekanik jang 
kompleks) 


. Barang-barang penghias pohon natal 


dsb. dan lain-lain barang jang terma- 
suk tarip pos ini 


Untuk barang-ba- 
3 rang jang terma- 
834-IIb suk tarip-tarip pos 


838-Ib ini disediakan 10, 
838-II 

888 

923 


Menteri Utama Bidang Ekonomi 


10 


dan Keuangan, 
ttd. 


HAMENGKUBUWONO IX. 


REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN 
No. 143/SK/X/1966 
tentang 
PERLUASAN DJENIS BARANG-BARANG JANG DAPAT 
DIIMPOR DARI SINGAPURA DALAM RANGKA PENGGI- 
ATAN DAN PENGEFFEKTIPAN PEMASUKAN BARANG 
BERDASARKAN BONUS EKSPOR TANPA COVER 
(INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 2/EK/Inst/8/1966). 


MENTERI PERDAGANGAN, 


Menimbang : Bahwa berhubung dengan kebutuhan industri 
dalam negeri terhadap bahan baku, spare-parts, penolong dan 
kepentingan masjarakat, perlu diadakan perluasan djenis ba- 
rang-barang jang dapat diimpor dari Singapura dalam rangka 
penggiatan dan pengeffektipan pemasukan barang berdasarkan 
Bonus Ekspor tanpa Cover (Instruksi Presidium Kabinet 
No. 2/EK/Inst/8/1966). 

Mengingat : 

1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia 
No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 : 


2. Instruksi Presidium Kabinet No. 2/JEK/Inst/8/1966 tanggal 
16 Agustus 1966. 


Memutuskan: 


Menetapkan : Perluasan djenis barang-barang jang dapat 
diimpor dari Singapura dalam rangka penggiatan dan pengef- 
fektipan pemasukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa 
Cover. 
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Pertama: Djenis barang-barang jang dapat diimpor 
dalam rangka penggiatan dan pengeffektipan pemasukan 
barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover, diperluas 
dengan djenis barang-barang seperti tersebut dalam lampiran 
Surat Keputusan ini. 


Kedua: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 29 Oktober 1966. 


Menteri Perdagangan, 


ttd. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. T.N.I. 
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Lampiran S.K. Menteri Perdagangan No. 143/SK/X/1966 
tanggal 29 Oktober 1966. 


Daftar perluasan djenis-djenis barang jang dapat diimpor dari 
Singapore dalam rangka penggiatan dan pengefektipan pema- 
sukan barang berdasarkan Bonus Ekspor tanpa Cover. 


No. | B.M. 
Ust Tarip Pon | Djenis Barang | 1, 


Il DAFTAR BARANG-BARANG 
PANGAN 


2 36-1I patin Condensed Milk. 50 IV 
z orma 30 II 

: Neh. Bumbu minuman, tjair atau tidak, 

tidak diolah dengan acthyl alkohol 

t.d.t. seperti konsentrat jang tjair 

bubuk, kristal, dan tablet dipergu- 

nakan untuk mengolah air mineral 

bukan untuk obat, bir djahe, limun 

dan minuman sedjenis itu, terketjuali 

sparklets, sodors dan benda-benda 

ketjil sedjenis itu diisi dengan zat 

asam arang, untuk pembuatan air 

soda dsb. 40 III 


— — ——& 


Gol. 
Ek. 


Wangi-wangian jang dipisah dan 
wangi-wangian synthetis, seperti va- 
nili, heliotropin, jonon dan sedjenis 
itu, dan hasil serta bahan Jlainnja 
jang beraroma, jang dipakai dalam 
industri wangi-wangian, kue dan 
kembanggula, pada pengolahan sa- 
bun wangi, likar, Jimun dan untuk 
tudjuan lain sedjenis itu t.d.t. 40 ITI 


Obat-obatan. 


2 Sera dan vaksin jang mengebalkan, 


pembiakan bakteri dan semua obat- 
obatan jang ditundjuk oleh Menteri 
Kesehatan. 0 I 


167-IIb. Obat-obatan lainnja, terketjuali obat- 
obatan jang dianggap berchasiat ra- 
hasia dan barang-barang sedjenis itu 
lainnja jang tepat atau tidak tepat 


14 


128 
181-IIa 
181-IIb1 


181-IIb2 


 481-I 


525 


dianggap mempunjai daja penjem- 
buh-penjembuh, peringan penjakit 
atau gangguan kesehatan atau da- 
pat mempengaruhi fungsi tubuh ter- 
tentu, jang pada umumnja dikenal 
sebagai obat awet muda atau obat 
anti konsepsionil atau sebagai aphro- 
disica. 


II. DAFTAR BARANG-BARANG 
SANDANG/BAHAN BAKU SAN- 
DANG. 


Kain, dari katun diklantang dan 
tidak diklantang, jang harga f.o.b. 
lebih dari Str. $ 1,— per meter. 


Kain, dari katun ditjat ditenun be- 
lang, ditjetak dsb. jang harga £.o.b. 
lebih dari Str $ 1,— per meter. 


III. DAFTAR BARANG? SPARE- 
PARTS/SPARE-PARTS 
PRASARANA. 


a. Bahan bangunan. 
Hanja Semen Portland. 


Bahan tjat kering 


Tjat djadi untuk dinding luar kapal 
(bukan menie), tjat duco atau tjat 
minjak dalam tube. 


Bahan tjat dan bahan warna, jang 
bukan merupakan tjat selesai. 


Hanja katja pelat untuk djendela 
(glasplaten voor ruiten) berwarna 
atau tidak. 


Besi, berupa batangan, pelat atau 
lembaran, ditempa. dilindis, dipipih, 
ditempa atau ditarik, termasuk pita 
besi balut (bandijzer) td.t. 


Tidak dikerdjakan atau sekedar di- 
sepuh dengan timah hitam atau ti- 
mah putih, termasuk pita besi balut 


B.M. | Gol. 
Fo Ek. 
40 III 
20 ITI 
30 III 
10 III 
20 n 
20 II 
20 bai 
30 III 


TN | 


534-I 


584 


307-1 


307-1I 


jang ditjat atau dilak diberi bintik- 
ran rusuk-rusuk belah ketupat dan 
sedjenis itu, selandjutnja apa jang 
dinamakan pelat berdes, pelat untuk 
berdes mesin dan sedjenis itu diberi 
rusuk atau belah ketupat atau bintik 
dsb. setjara merata dan teratur, asal- 
kan pelat-pelat tsb. tidak diberi lo- 
bang tembus atau tidak dikerdjakan 
lebih landjut setjara lain. 


G.I. sheets. 

lainnja. 

Kawat besi t.d.t.: 

apa jang disebut nail wire dan G.I. 
wire 


lainnja. 


Pelat las, badji, pelat kelam, pelat 
alas, bantalan rel, tire fonds, baut 
kelem, tjintjin pegas dan barang se- 
djenis itu dari besi untuk pemasang 
rel dan rel gigi. 


Hanja atap besi 


Pipa untuk rangka pesawat udara 
dan sedjenis itu, terketjualk untuk 
rangka sepedah. 


Alat engsel dan penguntji dari logam 
biasa. 


b. Kertas. 


Kertas bungkus tidak dikilaukan da- 
lam gulungan jang beratnja setiap 
meter persegi lebih dari 70 gram, 
akan tetapi tidak lebih dari 90 gram 
untuk membuat apa jang dinamakan 
kantong Bates dan kantong sedjenis 
itu selaku perbungkus besar. 


Kulit buku tulis, jaitu kertas bungkus 
jang dikilaukan sebelah jang beratnja 
tiap-tiap m2? dari 90 gram s/d 120 
gram. 


10 


10 
10 


20 


20 


30 


20 


II/1II 


II/TII 


HR 


E 


1D 


16 


308 


152 
153-Ila. 
b. 


Lainnja jaitu kertas bungkus diresap- 
kan atau tidak atau dilapis atau ti- 
dak dengan parafin, dll. jang terma- 
suk pos ini. 


Kertas koran biasa, ialah kertas tje- 
tak jang mengandung banjak kaju, 
tidak disatinir, diwarnai atau tidak 
jang beratnja setiap meter persegi 
lebih dari 40 gram akan tetapi tidak 
lebih dari 65 gram, dalam gulungan 
(kertas rotasi, atau dalam lembaran). 


Tidak berwarna. 
Lainnja. 


Kertas rokok dalam Lembaran/gu- 
lungan. 


Kertas rokok dalam lembaran/gu- 
ter, kertas offset, kertas bank-post, 
kertas gambar, kertas illustratie- 
druk, kertas cyclosiel, kertas saring- 
an, kertas reagens, kertas kalkir, 
kertas milimeter, kertas diagram, 
kertas lichtdruk dan kertas dasar 
karbon (carbon grondpapier), dan 
kertas dasar stencil. 


c. Untuk Industri. 
Kalsium karbit : 
Untuk penerangan 
Lainnja 
Glycerin, kasar dan dibersihkan. 
Asam semut 


Amoniumchlorida, sediumcyanida, 

asam kersik, abu soda, soda calcina 
dan causticsoda, silicon karbid, boron 
carbid silicagel dan tctra aethyllood. 


Lainnja: Asam, garam dan persenja- 
waan dari metaloid dengan metaloid 
atau dengan logam t.d.t. 


M.| Gol. 


Djenis Barang Ta. | Ek. 


30 


20 


30 


20 


III 
II 


- 


187 


Djenis Barang 


IV. LAIN-LAIN. 


Wangi-wangian dan barang-barang 
ketjantikan, dalam mana diartikan 
semua hasil dan bahan jang karena 
sifat atau tjara pembungkusannja 
dapat dianggap sedemikian, seperti 
air wangi dan air toilet: air kumur: 
air rambut dan tjat rambut, tjuka di- 
wangikan atau tjuka toilet minjak, 
minjak wangi, minjak jang di- 
wangikan huiles antione, pasta 
jang diwangikan lemak dan pomade 
t.d.t.: bedak wangi dan bedak toilet: 
djuga kertas bedak: blanketsee dan 
kosmetik, tjat alis dan bibir, creme 
mata dan preparat untuk merias ma- 
ta: preparat untuk memperindah ben- 
tuk badan: air ketjantikan Creme ku- 
lit dan Crememassage, salep penghi- 
lang djerawat dan penghilang keriput, 
obat penumbuh rambut, pentjutji 
rambut uan keriting rambut: obat 
penghilang rambut, air kuku, email 
kuku, lak kuku, pasta kuku dan 
bubuk polis kuku, barang untuk 
memelihara atau memperindah gigi 
(tandpoeder, tandpasta dsb.) batu 
tjukur (batu tawas) dan preparat se- 
djenis itu: kertas stift- dan tablet- 
wangi, wangi-wangian untuk kamar, 
wangi-wangian untuk mandi: obat 
penghilang bau, sigaret jang diwangi- 
kan (tanpa tembakau): satu dan lain 
djuga djika dibungkus bersama de- 
ngan dons dan atau tjermin atau se- 
djenis itu, barang-barang seperti 
sachets (bantal jang diwangikan) 
kulit jang diwangikan dan sedjenis 
itu dan necessaires dan garnitur, ter- 
utama atau sebagian besar terdiri 
dari barang tsb. pada pos ini, dima- 
sukkan dalam pos ini: 
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No. 


B.M. | Gol. 
urut Tarip Rp. Djenis Barang Pa Ek. 


Pomade, stift alis dan stift bibir, 
creme kulit dan creme massage, 
bedak beras, obat penghilang ram- 
but, tjat kuku dan alat-alat toilet 
sedjenis itu, djuga garam mandi. 70 


IT Lainnja 


- 


70 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 29 Oktober 1966. 
Menteri Perdagangan, 
ttd. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. TNI, 


SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN 
GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA 
No. 107/SK/VIM/1966/No. 191/M.K./68 
No. Kep. 9/GBNI/66 29-38-1966 


tentang 
IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER. 


MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN 
GUBERNUR BANK NEGARA INDONESIA, 


Memperhatikan: Bahwa dengan Peraturan Presiden No. 4 
tahun 1966 tentang Bonus Ekspor (Lembaran-Negara tahun 
1966 No. 9), sebagai telah diubah dan ditambah, dan dengan 
Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/D/23/1966 
tanggal 11 Pebruari 1966 telah ditetapkan ketentuan tentang 
mengimpor barang tertentu dengan menggunakan Bonus 
Ekspor. 

Menimbang : 

a. bahwa dalam rangka usaha untuk menstabilisasikan dan 
memperkembangkan perekonomian didalam negeri perlu 
segera dilaksanakan penambahan persediaan barang-barang 
jang dibutuhkan untuk usaha tersebut : 

b. bahwa oleh karena itu kemungkinan untuk mengimpor de- 
ngan Bonus Ekspor perlu lebih dimanfaatkan dengan mem- 
beri kesempatan untuk mengimpor djuga dengan Bonus 
Ekspor, jang baru akan diperoleh kemudian. 


Mengingat : 
a. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1966 tentang Bonus Ekspor 
tersebut : 


b. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/D/23/ 
1966 tanggal 11 Pebruari 1966. 


19 


Memutuskan: 


Menetapkan : 


Pertama: Impor barang ke Indonesia dengan Bonus 
Ekspor menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku tentang itu 
dapat dilaksanakan bukan sadja dengan Bonus Ekspor jang 
sudah dimiliki oleh jang berkepentingan, akan tetapi djuga se- 
tjara lebih dulu atas beban Bonus Ekspor, jang baru akan 
dimiliki kemudian, asal sadja impor itu tidak menggunakan 
djaminan atau cover dari Dana Devisa Negara : 

Kedua: Gubernur Bank Negara Indonesia atau instansi 
bawahannja jang ditundjuknja, diberi wewenang untuk meng- 
atur pelaksanaan dari ,,Impor dengan Bonus Ekspor tanpa 
Cover” tersebut, baik tentang prosedure pelaksanaannja mau- 
pun tentang pengawasannja setjara administratip dari segi 
tehnis devisa: 

Ketiga: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada hari 
ditetapkan dan mempunjai daja surut sedjak 7 Mei 1966. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 29 Agustus 1966. 


Menteri Perda- Menteri Keuangan, Gubernur Bank 


gangan, ttd. Negara Indonesia, 
ttd. ttd. 
D. ASHARI. Drs. FRANS SEDA. Drs. RADIUS 
Maj. Djen. TNI PRAWIRO. 
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BIRO LALU LINTAS DEVISA. 
No. 5/Imp/BLLD/66. Djakarta, 3 September 1966. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal : Impor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan 
pemasukan barang dari Singapura berdasarkan Bo- 
nus Ekspor tanpa Cover. 


Berhubung dengan penetapan Instruksi Presidium Kabinet 
Ampera No. 02/EK/IN/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966 jo. 
Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia 
No. 06/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 perihal ter- 
sebut diatas, jang salinannja terlampir, maka setelah mende- 
ngar dan dengan persetudjuan Direktorat Djenderal Bea dan 
Tjukai dan instansi-instansi lainnja, jang berkepentingan, ber- 
sama ini ditetapkan ketentuan-ketentuan dan prosedure pelak- 
sanaan sebagai berikut: 


U mum. 


1. Barang-barang jang diimpor menurut peraturan ini dapat 
didatangkan baik dari persediaan di Singapura maupun dari ne- 
geri asal lain untuk dikapalkan langsung ke Indonesia. 

2. Barang-barang jang dapat diimpor ialah dari djenis-djenis 
jang tersebut pada lampiran Surat Keputusan Menteri Utama 
dibidang Eku termaksud diatas, jang terbagi dalam 4 golongan, 
jaitu: 


Gol. A — Barang-barang Pangan. 

Gol. B — Barang-barang Sandang/Bahan Baku Sandang. 
Gol. C — Barang-barang Spare-parts/Prasarana. 

Gol. D — Barang-barang lain-lain. 


3. Setiap importir jang hendak turut serta dalam impor 
menurut peraturan ini harus mengimpor barang-barang dari 


81 
711234-(6) IX 


masing-masing golongan dalam perbandingan harga C & F Gol. 
A: B:C:D—3:3:3:1. Selandjutnja, pengimporan barang 
Golongan D hanja dibolehkan sampai maksimal seharga 1/, dari 
harga barang-barang golongan (A # B - C), jang harus sudah 
diimpornia lebih dulu dalam rangka peraturan ini, d:idalim 
rumus mana harga barang-barang dari masing-masing Golongan 
A, B dan C harus sama besarnja. 

Misalnja, seorang importir sudah mengimpor barang-barang 
dalam rangka peraturan ini: 

Gol. A seharga Str. $. 3.500,— 
Gol. B seharga Str. $. 2.500,— dan 
Gol. C seharga Str. $. 1.500,— 

Maka djumlah harga C & F barang Gol. D, jang dibolehkan 
diimpornia lagi adalah maksimal: 1/, X 3 X Str. $. 1.500— — 
Str. $. 500,—. Djumlah Str. $. 1.500,— adalah djumlah tertinggi 
jang sudah diimpornja dari masing-masing Golongan A, B dan €C 
dengan harga jang sama. 

Djumlah sisa sebesar Str. $. (3.500 minus 1.500) — Str. 
$. 2.000,— mengenai Golongan A dan sebesar Str. $. (2.500 minus 
1.500) — Str. $. 1.000,— mengenai Golongan B, dapat diguna- 
kan pula kemudian untuk penentuan djumlah maksimal harga 
barang Golongan D, jang boleh diizinkan diimpornja lagi, bila- 
mana sudah ada diimpornja pula barang Golongan C. 

4. Semua PI, SKPP dan daftar LHPI, jang dipakai sebagai 
dokumen dalam rangka impor menurut peraturan ini, harus di- 


beri keterangan tegas: ,J)MPOR DENGAN BONUS EKSPOR 
TANPA COVER”. 


»C.R.S.” 
Mengenai PI dan SKPP harus dibawah keterangan tersebut 
ditambahkan pula: ,GOLONGAN ......... — BARANG 1 


jang pengisiannja tergantung dari djenis barang menurut pem- 
bagian golongan seperti disebutkan diatas. 

Sebutan ,,C.R.S.” adalah code jang untuk memudahkan di- 
tetapkan bagi impor menurut peraturan ini. 


Le Ya dat ALA Aa fu ki 


8. 1. 


Untuk pemberian nomor bagi dokumen-dokumen itu oleh 
pihak jang mengeluarkannja harus digunakan buku-buku daftar 
chusus, dengan code tersebut jang sengadja disediakan untuk 
dokumen-dokumen C.R.S. ini. 


Impor barang Golongan A, B dan CO. 


5. Importir jang hendak turut serta dalam impor menurut 
peraturan ini, mengadjukan Pernjataan Impor (PI) dalam rang- 
kap 10 jang sudah diisi selengkapnja kepada salah satu Bank 
Devisa jang tetap. Pada lembar 1, 5, 6 dan 9 dari PI harus di- 
lampirkan bukti kesediaan supplier untuk mengirimkan/meng- 
usahakan pengiriman barang-barang jang bersangkutan tanpa 
sesuatu djaminan atau cover dari pihak bank atau Dana Devisa, 
dengan pembajarannja akan dilakukan kemudian dengan Bonus 
Ekspor. Tergantung dari pengisian pada PI tentang negeri asal 
barang (baris 5), akan ditetapkan, apakah barang akan dida- 
tangkan dari persediaan di Singapura atau dari negeri asal lain 
untuk langsung dikapalkan ke Indonesia. 

Diandjurkan, akan tetapi tidak diharuskan, supaja pengadju- 
an PI untuk barang-barang dari masing-masing Golongan A, B 
dan C dilakukan serentak dengan djumlah valuta asing C&F 
tertentu, jang tidak perlu sama besarnja untuk setiap golongan. 


6. Mengenai PI-PI, jang memenuhi sjarat-sjarat, Bank De- 
visa setelah memberi tanggal dan nomor registrasi pada masing- 
masing lembar, memungut Retribusi BLLD, Sumbangan 
Monas/MI dan Pungutan Istimewa DLS menurut ketentuan- 
ketentuan jang berlaku tentang itu untuk djumlah C & F dari 
PI dan seterusnja mendistribusikan lembaran-lembaran PI 
menurut petundjuk sebelah bawahnja, terketjuali lembar ke-9. 


Uang-uang jang dipungut tersebut dilaporkan dengan daftar 
LHPI, jang diisi sebagai berikut: 
ladjur 1 & 2 — nomor dan tanggal PI. 
— djenis valuta. 
4 — djumlah valuta asing C&F. 
0 — koers menurut NTR. 


Nilai lawan menurut NTR. 
Nilai lawan 4 Iuran Impor (40 X ladjur 6). 
Retribusi BLLD. 
Sumbangan Monas/MI. 
10 Pungutan Istimewa DLS. 

Pada sebelah bawah daftar LHPI ditambahkan tjatatan: 
»BNI-Unit I c.g. BLLD, Monas/MI dan DLS diminta mendebet- 
kan kami untuk total dari ladjur 8, 9 dan 10 sedjumlah 
Rp3 seebusavuantan si 


Kemudian lembaran-lembaran LHPI disampaikan: 
lembar 1 & 2 — kepada BNI-Unit I, Bag. Pengolahan Data, 
Djakarta, dilampiri dengan PI lembar ke-2. 
kepada BLLD di Djakarta, dilampiri de- 
ngan PI lembar ke-5. 
4 — kepada Kantor Pusat Bank Devisa. 


SD OoO3 DA 


KI 


(du) 
| 


5 kepada BNI-Unit I serayon untuk diterus- 
kan kepada BNI-Unit I Pusat. 
6 untuk arsip Bank Devisa. 


1 — kepada BNI-Unit I serayon untuk diterus- 
kan kepada BLLD serayon, dilampiri de- 
ngan PI lembar ke-6. 

8 — kepada BNI-Unit I serayon untuk diterus- 

kan kepada BNI-Unit I Pusat dan BLLD, 

Djakarta. 


Impor barang Golongan D. 


1. Pada waktu mengadjukan PI-CRS kepada Bank Devisa 
jang sama untuk barang Golongan D — terhadap mana berlaku 
pula ketentuan-ketentuan dalam ajat 5 dan 6 dari Pengumuman 
ini — harus pula importir menjerahkan bukti-bukti dalam 
bentuk SKPP-CRS lembar ke-5 atas namanja, jang sudah di- 
selesaikan oleh Bea dan Tjukai, mengenai barang-barang Go- 
longan A, B dan C, jang sudah dimasukkannja ke Indonesia, 
bukti-bukti mana diperintjikan pada sebelah belakang PI untuk 
mendjadi bahan perhitungan, sebagai berikut: 
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“Untuk penetapan djumlah PI ini dipergunakan”: 


SKPP-CRS P. I. Dijenis & 


Djumlah Koers Nilai Gol. 


Tgl. No. Tgi. No. Val as NTR lawan NTR barang 
NS an Sa na AN PA Oa AN AAA EA XX Xx A 
Aa en SNN NP AA Pa AS AN NN AA Oa MAT SA XXX A 
OI Sea an ma aa aan es NN Ula XX xx B 
Lo snnannnannnnnanananannnnanaanaaaN anna naa naN ana nan akan XX xXx Cc 
Den an ea en na Pn ts na tanan mena alan XX x Cc 
Djumlah X XX Xx 
Djumlah PI ini : 1/9 x(x x xx x) XXX 
DALAM NILAI AS. MENURUT NTR 2 oo ocoooooo.. 


Tjatatan : Djumlah-djumlah total untuk masing-masing go- 
longan barang A, B dan C harus menundjukkan 
djumlah jang sama, sedangkan djumlah jang diper- 
oleh untuk barang Golongan D harus sama dengan 
djumlah NTR C & F dari PI baru jang bersangkutan. 


8. Pada tembusan-tembusan SKPP-CRS milik importir, jang 
didjadikan bukti (lembar 5), dan tembusan-tembusan jang ber- 
kenaan milik bank (lembar 6 dan lembar 7, djika sudah diterima 
dari Bea dan Tjukai) mengenai barang-barang Golongan A, B 
dan C, harus oleh Bank Devisa dibuat keterangan jang ditanda- 
sahkan tentang djumlah-djumlah jang sudah dipakai untuk 
menghitung djumlah harga barang Golongan D jang boleh 
diizinkan untuk diimpor jakni sebagai berikut: 

Djumlah asal SKPP CRS ini: 

Yak A9. 200k 2 NE sean RP 

Digunakan untuk penetapan djumlah harga barang Gol. D: 
PI tel. senen | 


No YO5 mandat NN DN 2 Rp. ........ Aa TA 
Sisa NTR Mp asnsa ngan bank 

PI. tel. cansubisa 1 . 
NO VA ne nsasakk MAN — Rp... bada as 
Sisa NTR Rp sibiaws ngan bank 


Kepada Bank-bank Devisa ditekankan untuk dengan teliti 
membuat tjatatan seperti dimaksudkan ini pada SKPP-CRS 
barang-barang Golongan A, B dan C, oleh karena kelalaian atau 
kesalahan dalam hal itu akan berakibat membuka kemungk:inan 
bagi importir untuk mengimpor lebih banjak barang Golongan 
D dari jang selajaknja dapat diizinkan berdasarkan impornja 
mengenai barang-barang Golongan A, B dan C tersebut. 


Impor dari Singapura. 

9. Djika barang menurut PI akan didatangkan dari persedia- 
an di Singapura, maka PI lembar ke-9 dikembalikan djuga ke- 
pada importir, jang selandjutnja mengusahakan sendiri supaja 
lembar ke-9 tersebut disampaikan kepada Perwakilan R.I. di 
Singapura. 

Harga barang jang bersangkutan harus mendapat persetu- 
djuan lebih dulu dari Perwakilan R.I. tersebut, persetudjuan 
mana dinjatakan dengan tegas pada semua lembaran invoices, 
jang diberi tanggal dan nomor pendaftaran, disamping kete- 
rangan tentang tanggal pengapalan terachir Da itu 
dari Singapura. 


Selembar dari invoices jang sudah diberi tanda persetudjuan 
dikirimkan dengan pos tertjatat kepada Kepala Kantor Bca 
dan Tjukai ditempat pemasukan barang. 


10. Untuk barang-barang itu Perwakilan R.I. Singapura 
selandjutnja mengeluarkan SURAT KETERANGAN PEMA- 
SUKAN PABEAN (SKPP)-CRS menurut tjontoh terlampir 
dalam rangkap 10, dari mana lembar ke-1 s/d 7 dilampiri dengan 
dua lembar dari masing-masing invoices jang bersangkutan di- 
kirimkan dengan sampul termeterai dengan perantaraan jang 
berkepentingan kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat 
pemasukan barang. 

Lembar ke-8 dan 9 dari SKPP-CRS, masing-masing dilampiri 
dengan satu lembar invoices jang bersangkutan disampaikan 
dengan pos kepada alamat-alamat jang disebutkan pada bawah 
SKPP. 
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Pada pembuatan SKPP-CRS oleh Perwakilan R.I. pengisian 
nama supplier tidak penting, asal untuk tanggal dan nomor 
invoices disebutkan tanggal dan nomor pendaftaran oleh Per- 
wakilan tersebut. 


Impor dari negeri lain. 


11. Djika barang akan didatangkan dari negeri asal lain 
dengan pengapalan langsung ke Indonesia, maka PI lembar ke-9 
ditahan sadja oleh Bank Devisa, sedangkan dokumen-dokumen 
pengapalan barang dapat dikirimkan oleh sipengirim barang 
langsung kepada importir. 

Untuk mendapatkan SKPP-CRS importir mengadjukan ke- 
pada Bank Devisa tempat pengadjuan semula dari PI, dokumen- 
dokumen pengapalan barang dengan paling sedikit dua tem- 
busan faktir jang bersangkutan, pada mana harus disebutkan 
tanggal dan nomor PI, jang berkenaan dengan itu. 

Berdasarkan faktir-faktir tersebut, Bank Devisa mengeluar- 
kan SKPP-CRS menurut tjontoh terlampir dan dari mana se- 
mua kata-kata: ,,Perwakilan R.I. Singapura” harus diganti/ 
dibatja: ,,nama Bank Devisa” jang bersangkutan. 

Lembar ke-1 s/d 7 SKPP-CRS itu selandjutnja disampaikan 
melalui importir kepada Bea dan Tjukai ditempat pemasukan 
barang, sedangkan lembar ke-8 dilangsungkan dengzn satu copy 
faktir ke BLLD, Djakarta. Dokumen-dokumen pengapalan jang 
lainnja dikembalikan kepada importir sesudah diberi tjap 
tanggal dan stempel Bank Devisa. 

Penjelesaian oleh Bea dan Tjukai, 

12. Djika pada pemeriksaan barang-barang kedapatan 
djumlah harga C & F pada invoices lebih tinggi dari pada jang 
tersebut pada (sisa) PI — djumlah mana djuga tertiantum pada 
SKPP-.CRS baris 12 — maka barang jang berkenaan dengan 
selisih harga itu diperlakukan sebagai bukan impor dalam 
rangka peraturan ini, sehingga djumlah sel:is.h harga itu t.d.k 
dimasukkan dalam keterangan Bea Tjukai jang dibuatkan pada 
SKPP. 


&7 


Berhubung dengan itu, pihak-pihak jang mengeluarkan 
SKPP-CRS haruslah pada setiap membuat SKPP itu mentjatat 
pada belakang PI jang bersangkutan, djumlah-djumlah harga 
untuk mana telah ada dikeluarkan SKPP, sehingga sisa PI se- 
lalu dengan mudah dapat terlihat untuk digunakan bagi SKPP 
jang berikutnja. 

13. Demikian pula halnja, djika barang-barang kedapatan 
tidak sesuai djenisnja dengan jang tersebut pada PI cg. SKPP 
maka barang jang tidak sesuai itu diperlakukan sebagai tidak 
diimpor dalam rangka peraturan ini, sehingga harganjapun 
tidak dimasukkan dalam keterangan Bea dan T'jukai mengenai 
djumlah harga jang impornja sudah direalisasikan. 

Dengan tidak dimasukkannja harga barang jang tidak se- 
suai itu dalam keterangan Bea dan 'Tjukai, maka si Importir 
kemudian tidak akan dapat meminta izin transfer untuk djum- 
lah-djumlah tersebut. 


Transfer harga barang jang diimpor. 


14. Atas dasar SKPP-CRS jang sudah diselesaikan oleh 
Bea dan Tjukai tentang pengimporan barangnja dan sampai 
sedjumlah total harga C & F jang disahkan oleh Bea dan Tjukai 
pada SKPP-CRS itu, importir pada waktunja mengadjukan 
permohonan transfer kepada Bank Devisa, sebagaimana dimak- 
sud dalam Pengumuman BLLD No. 1/Imp/BLLD/1966 tanggal 
7 Mei 1966, jang penjelesaiannjapun dilakukan seperti ditetap- 
kan dalam Pengumuman tersebut, dengan ketentuan, bahwa 
transfer mengenai total dari satu SKPP-CRS tertentu harus 
dilakukan sekaligus dan tidak diperbolehkan dipetjah dalam 
lebih dari satu transfer. SKPP jang djumlah harga barangnja 
sudah ditransfer, diberi tanda: ,,SUDAH DITRANSFER” jang 
disahkan oleh Bank Devisa. | 

15. Djika untuk transfer tersebut digunakan BED, maka 
pada permohonan transfer jang berkenaan dengan BED itu, 
harus ada tanda persetudjuan dari Pemerintah Daerah jang 
bersangkutan tentang penggunaan BED tertentu itu untuk 
impor jang disebutkan dalam SKPP jang bersangkutan. 
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16. Semua ketentuan-ketentuan umum tentang impor dengan 
Bonus Ekspor, jang tidak bertentangan dengan ketentuan- 
ketentuan diatas ini, berlaku djuga terhadap impor dalam 
rangka peraturan ini. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa : 


Direktorium, 


ttd. ttd. 


R.A. KARTADJOEMENA A.A. HARAHAP. 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA 
SINGAPURA 


NOr messieanesn Hak SIN APUTA: Anas un Re aan 


SN 


SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PAREAN 


IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER 


C.R.S. 
Golongan ......... Barang nasi 
Bersama ini dinjatakan, bahwa pemasukan : 


djumlah barang 

djenis barang 

dengan harga jang ditetapkan menurut Invoices : 

nama supplier tanggal nomor harga val. fob/c&f 


Diumlah: sussis beeaessana sawonandansa 


merupakan Impor dengan Bonus Ekspor tanpa Cover ber- 
dasarkan : 


Pernjataan Impor tgl... N On eeenoasnugh 
Bank Devisa "esok NN Pe 
ata9 nama JMpPOrl 5 senarent ente NA RR NE KU 
OLI santi Tatan esa Ra aa Angka Pengenal/APE ............ 
sampai sedjumlah (sisa) P.I. tsb. sebesar FOB : ............ 
Biaja Pengapalan : ............ 

Djumlah ............ C&F : Peda sa 


os.ucDaenssacvowasansasoswasveosvavaoasovaua sasa... 


Surat Keterangan Pemasukan Pabean ini berlaku sebagai 
pemberitahuan jang sah seperti termasuk dalam pasal 


15. 


13, ajat 2 dari Undang-undang Devisa 1964 (Lembaran 
Negara tahun 1964 No. 131). 
Berlaku sampai sebulan sesudah tanggal tersebut diatas. 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA, 
Tjatatan: 


Baris 4: harga menurut invoices. 
Baris 10 s/d 12 : Harga menurut 
(sisa) P.I. 


Keterangan Bea dan Tiukai : 


16. Surat Pemberitahuan Masuk Barang tgl............ Nok. K2 
17. Pada pemeriksaan kedapatan : 
18. Harga barang atas beban P.I. berdjumlah C&F: (val. 
An) Mentan ea ae RS aa ) 
Ear ana Tele sean 
(Pedjabat Bea dan Tjukai). 
Lembar: 
1. untuk Kantor Bea dan Tjukai jbs. 
2. 
3. untuk BLLD, Djakarta. 
4. untuk BNI-Unit I, Bg. Pengolahan sesudah dibubuhi 


10. 


0 » IDA 


Data, Djl. Nusantara 28, Djakarta | keterangan oleh 
untuk Importir. Bea dan 'Tjukai 
untuk Bank Devisa melalui Importiry tentang realisasi 
untuk Bank Devisa langsung dari Bea| impornja. 

& Tjukai, sebagai "signalemen”. 

untuk BLLD, Djakarta, Djl. Kebonsi- 


rih 82/84 Pr 
untuk Bank Devisa jang mendaftar | “"5$ung Can 
P.I Perwakilan R.I. 
untuk Arsip Perwakilan R. L Singa-| “S4PUTA. 
pura. 


D1 


:TJONTOH 
DAFTAR PERINTJIAN UANG-UANG RETRIBUSI BLLD 
(IMPOR), SUMBANGAN MONAS/MI DAN PUNGUTAN 
ISTIMEWA DLS, JANG DIPUNGUT DALAM BULAN 
Pa an MAN 19...... DI KANTOR BEA & TJUKAI 


No. No. PI Retribusi Sumbangan| Pung. Ist. Djumlah Keterangai 
urut BLLD Monas/MI DLS 3 s/d 5 
1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 


Ok. UP: "enereesana RP mesen RP: sienanena PEP: sesenensn Djumlah ko- 
tor 
b. y, nesscusan. 09 ceconanao. 19» soccer... 99 conocococ. Biaja wesel 
pos “) 
es KB pa eta Ip bana PPs senilai, Ine Data psi 
Djunlah bersih dengan huruf #oo.oooo.coo#Wwmmbukasssangaan 
Aa Aan (EL su onta TOL 


Bendaharawan Bea dan T'jukai, 


#») Biaja wesel pos total dibagi an- 
tara ladjur 3 s'd 5 menurut per- 
bandingan angka djumlah kotor 
dari ladjur-ladjur tersebut, jakni: 
200 :1: 25 
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BIRO LALU-LINTAS DEVISA 
No. 6/Imp/BLLD/66. Djakarta, 29 September 1966. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU-LINTAS DEVISA 


Perihal : Impor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan 
pemasukan barang dari Singapura berdasarkan 
Bonus Ekspor tanpa Cover. 

Bersama ini diberitahukan, bahwa ternjata perlu diadakan 
beberapa perubahan terhadap tekst dari Pengumuman B.L.L.D. 
No. 5Imp/BLLD/66 tanggal 3 September 1966, sebagai 
berikut : 

1. Semua singkatan ,,C.R.S.”, jang terdapat dalam Peng- 
umuman BLLD tersebut, termasuk dalam tjontoh SKPP jang 
terlampir padanja, diganti dengan ,,P.C.C.”, jaitu singkatan dari 
"PRIVATE COMMERCIAL CREDIT”, 


2. Ajat 10 diubah mendjadi : 


10. Untuk barang-barang itu Perwakilan R.I. Singapura selan- 
djutnja mengeluarkan SURAT KETERANGAN PEMA- 
SUKAN PABEAN (SKPP)-PCC menurut tjontoh terlam- 
pir dalam rangkap 11, dari mana lembar ke-1 sampai de- 
ngan ( dilampiri dengan dua lembar dari masing-masing 
invoices jbs. dikirimkan dengan sampul termaterai dengan 
perantaraan jang berkepentingan kepada Kepala Kantor 
Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang. 

Lembar ke-8, 9 dan 11 dari SKPP-PCC, masing-masing di- 

lampiri dengan satu lembar invoices jbs. disampaikan de- 

ngan pos kepada alamat : 

lembar ke-8 : BLLD Djakarta, Djalan Kebonsirih 82/ 
84. 
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ke-9 : Bank Devisa jang mendaftarkan PI se- 
mula. 

ke-11 : BNI Unit-I, Bagian Pengolahan Data, 
Djalan Nusantara 28, Djakarta. 


3. Ajat 11 diubah mendjadi : 


11. Djika barang-barang akan didatangkan dari negeri asal 
lain dengan pengapalan langsung ke Indonesia, maka PI 
lembar ke-9 dikirimkan djuga kepada BLLD Djakarta ber- 
sama lembar ke-5 sebagai lampiran daftar LHPI. 
Dokumen pengapalan barang dari luar negeri tidak diwa- 
djibkan harus dikirimkan melalui sesuatu bank luar negeri 
ataupun Bank Devisa di Indonesia, melainkan sipengirim 
barang dapat mengirimkan dokumen-dokumen tersebut 
langsung kepada importir. 


Untuk keperluan penjelesaian penerimaan barang-barang 
dari Bea dan Tjukai, importir mengadjukan kepada Bank 
Devisa tempat pengadjuan semula dari PI, dokumen-doku- 
men pengapalan barang dengan paling sedikit dua tem- 
busan faktir jbs., pada mana harus disebutkan tanggal dan 
nomor PI jang berkenaan dengan itu. 

Berdasarkan PI semula dan dokumen-dokumen pengapalan, 
termasuk faktir, Bank Devisa mengeluarkan KETERANG- 
AN PEMASUKAN PABEAN (KPP)-PCC menurut tjon- 
toh KPP jang lazim dipakai untuk impor, akan tetapi jang 
diisi seperlunja sadja, jakni baris : 4, Sa, 5b, 6, 10a, 10c, 11, 
12, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 50, 51, 54, 56 dan 57. 

Pada baris 40 sampai dengan 45 diisikan : 


Sisa PI sebelum pengeluaran KPP ini berdjumlah FOB ...... 
Biaja pengangkutan ...... 


CB asem 


KPP tersebut jang dibuat dalam rangkap lengkap ditentu- 
kan tudjuannja seperti disebutkan pada sebelah bawah 
formulir KPP, dengan ketentuan, bahwa lembar ke-10 dari 


KPP diberikan djuga kepada Importir untuk disampaikan 
kepada Bea dan Tjukai, dan kelak, sesudah diselesaikan 
pemasukan barangnja, akan dikirimkan kembali langsung 
oleh Bea dan Tjukai kepada Bank Devisa jbs. sebagai ,,sig- 
nalemen”, 

Dokumen-dokumen pengapalan lainnja, sekedar tidak perlu 
ditahan oleh Bank Devisa, dikembalikan kepada Importir 
segudah diberi tjap tanggal dan stempel Bank Devisa. 
Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ajat 11 ini, maka di- 
mana-mana dalam Pengumuman ini disebutkan ,,SKPP” 
dimaksudkan djuga ,,KPP” jang dikeluarkan menurut per- 
aturan ini. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa : 
Direktorium, 


ttd. ttd. 


A.A. HARAHAP. A. HUTAURUK. 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 
No.: 9/Imp/BLLD/66. Djakarta, 1 Nopember 1966. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal : Impor dalam rangka penggiatan dan pengefektipan 
pemasukan barang dari Singapura berdasarkan 
Bonus Ekspor tanpa Cover. 


Berhubung dengan keharusan penjetoran uang muka bea 
masuk sebesar 5095 dari bea terhutang dalam hal impor dengan 
P.I./P.I.D.I., sebagai ditetapkan dalam pasal 3 dari keputusan 
Presidium Kabinet No. 49/EK/KEP/10/1966 tanggal 3 Oktober 
1966, jang tjara pelaksanaannja telah diatur pula dalam Pengu- 
muman B.L.L.D. No. 7/Imp/ BLLD/66 tanggal 5 Oktober 1966, 
maka ternjata perlu diadakan perubahan-perubahan sekedar- 
nja jang bertudjuan penjesuaian terhadap pengaturan-penga- 
turan tentang perihal tersebut diatas, jang sudah ditetapkan 
dalam Pengumuman-pengumuman B.L.L.D. No. 5/Imp/BLLD/ 
66 tanggal 3 September 1966 jo No. 6/Imp/BLLD/66 tanggal 
29 September 1966, sebagai berikut : 


1. Lihat ajat 5 Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 
tanggal 3 September 1966. 


Pada pengadjuan P.I. untuk impor dalam rangka P.C.C. tidak 
perlu lagi dilampirkan bukti kesediaan dari supplier untuk me- 
ngirimkan/mengusahakan pengiriman barang-barang jbs, oleh 
karena pengadjuan P.I. tersebut oleh importir sudah tjukup 
membuktikan tentang telah tertjapainja pengertian c.g. mufa- 
kat antara importir dan supplier mengenai supply dan tjara pem- 
bajaran harga barang-barang jang hendak diimpor. 


Sudah barang tentu pada pengadjuan P.I. tersebut importir 
diharuskan menjetorkan uang muka bea masuk menurut ke- 
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tentuan-ketentuan seperti diuraikan dalam Pengumuman B.L.L.- 
D. No. 7/Imp/BLLD/66 tanggal 5 Oktober 1986. 


2. lihat ajat 9 Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 
tanggal 3 September 1966. 


Keharusan bagi importir untuk mengusahakan penjampaian 
lembar ke-9 dari P.I. kepada Perwakilan R.I. di Singapura, di- 
tiadakan. 

Dengan demikian P.I. lembar ke-9 itu ditahan sadja oleh Bank 
Devisa untuk dikirimkan dengan P.I. lembar ke-5 kepada B.L.- 
L.D. Djakarta sebagai lampiran daftar L.H.P.I. 

Invoices barang-barang jang dipesan harus tetap mendapat 
persetudjuan lebih dulu dari Perwakilan R.I. di Singapura atas 
pengadjuan dari supplier, dengan ketentuan, bahwa djika kelak 
ternjata djenis/harga barang tidak sesuai dengan jang disebut- 
kan oleh importir pada P.I., maka segala akibat jang terdjadi 
karena hal itu mendjadi tanggung-djawab sepenuhnja dari im- 
portir. 

Dari invoices jang telah disetudjui, dikirimkan dua lembar 
tembusan dengan sampul termaterai dengan perantaraan jang 
berkepentingan kepada masing-masing : 


a. Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pemasukan barang: 
b. Bank Devisa tempat pengadjuan P.I. semula. 


3. lihat ajat 10 Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 
tanggal 3 September 1966 juncto ajat 2 Pengumuman BLLD 
No. 6/Imp/BLLD/66 tanggal 29 September 1966. 


K.P.P. untuk barang-barang jang didatangkan dari Singapura 
dalam rangka P.C.C. dikeluarkan oleh Bank Devisa tempat pe- 
ngadjuan P.I. semula menurut ketentuan jang serupa seperti 
tersebut dalam ajat 11, pada waktu mana Bank Devisa menge- 
luarkan pula biljet giro jang dibuat kepada order Bea dan Tjukai 
mengenai uang muka Bea Masuk, menurut ketentuan pada IV 
sub. a dari Pengumuman BLLD No. 7/Imp/BLLD/66 tanggal 5 
Oktober 1966. 
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. “Dengan demikian, Perwakilan R.I. di Singapura tidak lagi me- 
ngeluarkan S.K.P.P.-P.C.C. untuk barang-barang jang ber- 
sangkutan. 


Pimpinan Biro Lalu-Lintas Devisa: 
Direktorium, 


ttd. | | ttd. 


MARTOJO KUNTO. : 2 ALA. HARAHAP. 


— BIRO LALU LINTAS DEVISA.” 
No. 14/Eks/BLLD/66. Djakarta, 8 September 1 1966. 


“A4 Na Ma ea Na 
. - 


PEN GUMUMAN | as 
BIRO LALU LINTAS DEVISA” 1” 

Perihal : Tjara pembajaran ekspor ke Singapura dengan L/C. 

Bertalian dengan dikeluarkannja Surat Keputusan Presidium 
Kabinet Ampera R.I. No. 107/EK/ Kep/8/1966 tanggal 29 Agus- 
tus 1966 jo Keputusan Menteri Perdagangan No- 106/SK/ 
VIII/66 tanggal 2) Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pelaksanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara In- 
donesia dan Singapura dengan ini ditetapkan ketentuan-keten. 
tuan pelaksanaan tentang tjara pembajaran ekspor ke Singa- 
pura dari Indonesia sebagai berikut: 


II UMUM: 


A. Tjara pembajaran ekspor ke Singapura harus dilakukan atas 
dasar pembukaan Irrevocable Letter of Credit. - 

B. L/C-L/C jang dimaksudkan dalam sub A hanja dapat dibu- 
ka oleh Bank-bank jang telah disetudjui oleh Bank Sentral 
untuk bertindak sebagai korresponden Bank-bank ubahan 
Indonesia. 

C. L/C-L/C jang dibuka oleh Bank-bank non-korresponden 
hanja dapat diterima apabila L/C-L/C tersebut dibubuhi 
”confirmation” B.N.I. Singapura atau lain first class bank 
di Singapura jang bertindak sebagai korresponden Bank- 
bank Devisa Indonesia (vide Pengumuman BLLD No. 11/ 
Eks/BLLD/66 tanggal 16 Djuli 1966). 

D. L/C-L/C bagi barang-barang ekspor dengan tudjuan Singa- 
pura jang dibuka dari luar Singapura tidak dibenarkan. 

E. Dalam hal jang pembajaran dengan L/C karena berbagai 
hal tidak mungkin, mis. fasilitas-fasilitas untuk beberapa 
tempat kurang sekali, maka ditentukan tjara lain. 


HH. PROSEDURE TJARA PEMBAJARAN DENGAN L/C. 


Oleh sebab dekatnja Singapura, maka besar sekali kemung- 
kinan bahwa barang-barangnja tiba lebih dulu dari pada doku- 
men-dokumen ekspornja. 


Untuk mengatasi hal demikian, maka L/C dari Singapura 
dengan djelas harus memuat sjarat Sa aja jang bunjinja 
sebagai berikut : 


A. "We authorize negotiating bank in Indonesia to receive re- 
imbursement telegraphically through B.N.I. Singapore by 
Confirming that negotiated documents comply with the 
terms of the credit......... “a 
Dengan ditjantumkannja sjarat tersebut diatas, maka nego- 
tiating bank d. Indonesia pada waktu ncgosiasi segera me- 
ngawatkan hal ini ke B.N.I. Singapura. 

B. Seterimanja kawat tersebut B.N.I. Singapura segera mene- 
ruskan, baik dengan perantaraan advies maupun dengan 
tilpon kepada bank-bank bersangkutan. 

C. Djikalau dalam waktu tertentu misalnja 2 (dua) hari sesu- 
dah tanggal advies tersebut B.N.L Singapura tidak/belum 
menerima pembajarannja, hal ini segera diberitahukan kepa- 
da Perwakilan R.I. di Singapura ataupun wakil Bank Sen- 
tral pada B.N.I. Singapura. Perwakilan R.I. di Singapura 
ataupun wakil Bank Sentral pada B.N.I. Singapura akan 
mengambil tindakan-tindakan pengamanan seiandjutnja 
dan memberitahukan kepada negotiating Bank tentang non- 
payment/kelambatan pembajaran termaksud. 


D. Revolving L/C diizinkan, asal sadja sifatnja irrevocable. 


III. Ketentuan-ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 
diumumkan. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa: 
Direktorium, 
ttd, ttd. 
R. A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK. 
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BIRO LALU LINTAS DEVISA. 
No. 13/ Eks/BLLD/66. Djakarta, 6 September 1966. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal: Ekspor ke Singapura dengan tjara pembajaran ber- 
dasarkan djaminan tertentu (tanpa L/C dan impor 
dengan Bonus Ekspor jang diperoleh dari ekspor 
seperti termaksud). 

Berhubung dengan penetapan Surat Keputusan Bersama Men- 
teri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gu- 
bernur Bank Negara Indomesia, No. 108/SK/VIII/66/No. Dp. 
1/1/10-66/No. 498/M.K./66 Kep. 10/GBNI/66 tgl. 29 Agustus 
1966 juncto Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 07/ 
EK/Kep/8/1966 tgl. 29 Agustus 1966 maka setelah mendengar 
dan dengan persetudjuan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai 
dan instansi-instansi lain jang berkepentingan, bersama ini dite- 
tapkan ketentuan-ketentuan prosedure untuk pelaksanaan eks- 
por dan impor jang tersebut pada pokok pengumuman ini, sbb.: 

I. Prosedure Pelaksanaan Ekspor. 

1. Eksportir jang hendak mengekspor barang ke Singapura 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan 
Bersama tersebut, mengusahakan supaja relasinja di Singapura, 
jang akan membeli barang ekspornja, mengadjukan kepada 
Perwakilan R.I. di Singapura satu set "Purchase Orde” (PO) 
dalam rangkap 4, jang menjebutkan a.l.: 

a. nama, merek dan alamat pembeli barang: 

b. mama dan alamat eksportir di Indonesia, jang akan meng- 

ekspor barang dan APE-nja, 

c. Djenis dan djumlah maksimal barang jang akan dibeli dari 

Indonesia. 
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2. Perwakilan R.I. di Singapura atas pengadjuan PO tsb. 
membuatkan surat Pemberitahuan Perdjandjian Pendjualan 
Barang (SP3) dalam rangkap 4 menurut tjontoh jang ditetap- 
kan oleh Direktorat Ekspor, Departemen Perdagangan R.L., di- 
mana disebutkan a.l.: 


a. harga satuan dan harga total barang untuk ekspor jang ter- 
maksud dari Indonesia: 


b. djangka waktu dalam mana untuk harga total barang itu 
sudah harus dipertaruhkan uang djaminan pada Bank Ne- 
gara Indonesia di Singapura, 


C. tanggal terachir pengapalan barang dari pelabuhan ekspor 
di Indonesia. 


3a. Berdasarkan SP3 tersebut dalam rangkap 4, jang ber- 
kepentingan menjetor kepada Bank Negara Indonesia di Singa- 
pura uang djaminan sampai sekurang-kurangnja harga total 
jang tersebut pada SP3, djaminan mana oleh Bank tsb. dikre- 
ditirkan atas nama jang berkepentingan pada satu "blocked 
transferable/external account”. 


b. Tentang penjetoran uang djaminan itu, BUI Singapura 
membuatkan keterangan jang djszlas pada semua lembar SP3 
dan kemudian menjerahkan kembali lembar ke-1 s/d 3 dari 
SP3 kepada jang berkepentingan untuk diadjukan kembali ke- 
pada Perwakilan R.I. setempat. 


c. Atas pengundjukan SP3 jang telah mendapat keterang- 
an tentang penaruhan uang djaminan, Perwakilan R.I. menge- 
luarkan SIP dalam rangkap 4 dari mana lembar ke-1 dan 2, 
masing-masing dilampiri SP3 lembar ke-1 dan 2 ditambah de- 
ngan dua tembusan PO dikirimkan dengan sampul termeterai 
kepada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat ekspor barang 
di Indonesia, dengan perantaraan dari jang berkepentingan. 


d. Bersamaan dengan itu, didalam hal jang perlu, jang ber- 
kepentingan.mengusahakan pula supaja Perwakilan R.I. menge- 
luarkan "Letter of Introduction” seperti tersebut dalam pasal 4 
dan 5 dari Surat Keputusan Bersama termaksud diatas, pada 


102 


mana ditjantumkan keterangan, apakah kapal jang bersangkut- 
an untuk muatannja akan mengeluarkan konosemen atau tidak. 

Letter of Introduction dimasukkan pula dalam sampul jang 
disebutkan pada sub c. 


4. Seterimanja SIP, SP3, PO, masing-masing dalam rangkap 
2 dam Letter of Introduction, Kepala Kantor Bea dan Tjukai di- 
pelabuhan ekapor jbs. menjampaikan semua lembar SIP dan 
SP3 kepada Kantor Tjabang Direktorat Ekspor setempat — 
djika ada — untuk mendapat "counter sign”. Djika kantor 
Tjadek tidak ada ditempat itu, maka "counter sign” diberikan 
oleh Kepala Kantor Bea dan Tjukai sendiri dan dengan demiki- 


an barulah SIP tersebut Mena sah untuk pengeluaran 
barang. 


PO satu lembar daa kepada eksportir, sedangkan 
jang lainnja ditahan dikantor Bea dan Tjukai. 

5. Pada waktu akan memuat barang ekspor, eksportir harus 
mengadjukan kepada Bea dan Tjukai, selain dari pada Surat 
Pemberitahuan Muat Barang (AvI), dan surat-surat jang ber- 
talian dengan itu, seperti weight/packings list dsb., satu set 
lengkap formulir E-3, jang telah diisi seperlunja oleh eksportir 
dan diberi tjatatan jang djelas: ,,F!KSPOR TANPA L/C DE- 
NGAN DJAMIN 

Pada semua lembar formulir E-3 tsb. Kepala Kantor Bea dan 
Tjukai segera mengisikan dalzm ,,Ruang B untuk Bank Devisa” 
tanggal terachir Pep aapaan barang, sebagaimana tertjantum 
pada SP3 dan SIP. : 

a. Setelah pemuatan barang selesai, maka Bea dan Tjukai 
menjelesaikan pengisian ,,Ruang C untuk bea tjukai” dari 
formulir E-3 sebagaimana mestinja untuk djumlah dan harga 
barang jang sebenarnja dikapalkan. 

b. Pihak eksportir menjerahkan djuga kepada Bea dan Tju- 
kai sekurang-kurangnja dalam rangkap 3 faktir-faktir dan we- 
sel, jang berisi djumlah tagihannja atas sipembeli barang, pada 
mana, djika dianggap perlu, ditambahkan instruksi untuk BNI 
Singapura tentang a.l.: 
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b.1. djika dalam djumlah harga barang ada sebagian jang ha- 
rus diserahkan kepada Dana Devisa (barang golongan II), 
pada bank devisa manakah di Indonesia si eksportir ingin 
menerima nilai lawan ditambah premi ekspor dari djumlah 
devisa itu: 

b.2. djika didalam djumlah faktir/weselnja ada sebagian jang 
merupakan "overprice”, apakah jang harus dilakukan de- 
ngan djumlah overprice tsb. 


Djika instruksi-instruksi tersebut tidak ada diberikan oleh 
eksportir, maka pembajaran nilai lawan ditambah premi ekspor, 
seperti termaksud sub b.1. akan disalurkan tetap melalui BNI 
Unit III, tjabang Utama di Djakarta, sedangkan valuta-valuta 
asing seperti termaksud sub b.2. akan disimpan dan ditata- 
usahakan tetap pada BNI Singapura. 


c. Dari perusahaan kapal, jang mengangkut barang, djika 
termasuk dalam golongan jang mengeluarkan konosemen untuk 
muatannja. Bea dan Tjukai meminta penjerahan konosemen 
jang "negotiable” sekurang-kurangnja dua lembar dan satu 
tembusan jang "non-negotiable”, jang kesemuanja harus dibuat 
atas nama ,,Bank Negara Indonesia, Singapura g.g. Dana Devi- 
sa” atau order dengan notify address: nama dan alamat sipem- 
beli barang di Singapura. 


7.a. Satu set dari dokumen-dokumen tersebut pada ajat 6 sub 
b ditambah dengan satu lembar konosemen jang "negotiable” 
dan formulir E-3 lembar ke-1 dan 2 dikirimkan oleh Bea dan 
Tjukai dalam sampul termeterai dengan perantaraan nachoda 
kapal setjara "by safehand” kepada BNI Singapura. 


b. Konosemen "negotiable” jang kedua dengan set lainnja 
dari dokumen tersebut pada ajat 6 sub b ditambah dengan for- 
mulir E-3 lembar ke-8, dikirimkan setjara tertjatat melalui pos 
kepada BNI Singapura djuga. 

c. Bersamaan dengan itu, Bea dan Tjukai mengirimkan pula 
kawat mengenai ekspor tanpa L/C jang telah direalisasikan itu 
kepada Perwakilan R.I. di Singapura, jang untuk keseragaman- 
nja disusun sbb.: 
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PERWAKIN SINGAPURA 


NO5 seal 1) Ekspor tanpa Elcee utk. ...... 2) 
SIPNO wisata 3) Direalisir per ..................... 4) 
Aa S3 na 5) Sedjumlah Str $ .................. 8) 
ETIGANO naas (9 KKBT 

Tjatatan: 


1) nomor kawat menurut agenda KKBT. 

2) nama pembeli barang menurut SP3 dan PO. 

3) nomor SIP dari Perwakin Singapura. 

4) nama kapal jang mengangkut barang. 

5) tanggal berangkat barang dinjatakan dengan code. 

6) harga menurut form. E-3 sesuai pendapat Bea Tjukai ditulis- 
kan dengan huruf. 


7) nomor form. E-3 menurut pendaftaran Bea Tjukai. 


Untuk code tanggal berangkat kapal digunakan 5 angka, 
jaitu 2 angka untuk hari, 2 angka untuk bulan dan 1 angka 
untuk tahun, misalnja: 


1 September 1966 mendjadi: 07096. 
12 Oktober 1966 mendjadi: 12106 
3 Djanuari 1967 mendjadi: 03017. 


d. Semua biaja pengiriman dokumen-dokumen dengan pos. 
tertjatat dan biaja kawat dibebankan atas eksportir. 


8.a. Disamping itu Bea dan Tjukai memungut djuga dari eks- 
portir djumlah Retribusi BLLD (ekspor) sebesar 11956 (se- 
perdelapan prosen) dari harga barang jang telah diekspor me- 
nurut form. E-3, dihitung kedalam rupiah berdasarkan NTR 
ditambah premi ekspor, jaitu: 

Str. $ 1. — Rp. 81,67 # Rp. 3185,13 — Rp. 3268,80 


Retr. BLLD per Str. $ l.,- — 149 X Rp. Rp. 3266,80 — 
Rp. 4.0835 (uang lama). 


Djumlah Retr. BLLD. pada achir perhitungannja dibulatkan 
keatas mendjadi Rupiah (lama) penuh. 
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b. Djumlah dari Retribusi BLLD (Ekspor) jang telah di- 
pungut menurut ketentuan diatas ini, disebutkan pada formulir 
E-3 dalam Ruang C untuk Bea dan Tjukai pada baris 7 atau 8. 

c. Djumlah Retribusi BLLD tsb. dikirimkan sesudah achir 
bulan penerimaannja dengan wesel pos kepada alamat: Biro 
Lalu Lintas Devisa Djl. Kebon Sirih 82/84, Djakarta. Biaja 
pengiriman wesel pos dapat diambil dari djumlah jang diterima. 

9a. Paling lambat dalam dua hari kerdja sesudah dokumen- 
dokumen diterima, BNI Singapura mendebitir "blocked trans- 
ferable/external account” jang dimaksudkan pada ajat 3 sub a 
diatas untuk djumlah harga barang menurut dokumen-doku- 
men tersebut dan sekurang-kurangnja sedjumlah harga jang 
tersebut pada formulir E-3. . 

b. Atas penjelesaian itu, BNI Singapura membukukan: 

b. 1. bagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa ke- 
dalam Special Account BNI Djakarta g.g. Dana Devisa. 

b. 2. bagian jang merupakan Bonus Ekspor bagi eksportir 
baik BEE maupun BED, kedalam masing-masing reke- 
ning Bonus Ekspor a.n. Eksportir. 

b. 3. bagian jang merupakan overprice dan lain-lain, djika 
ada, menurut instruksi eksportir. 

10a. Tentang pembukuan-pembukuan tersebut, BNI Singa- 
pura dalam waktu selekas mungkin memberikan advice kepada 
pihak-pihak jang berkepentingan, jang copy-nja disampaikan 
djuga kepada Perwakilan R.I. setempat, sedangkan dalam ad- 
vice untuk Dana Devisa Djakarta ditjantumkan pula kete- 
rangan tentang kepada bank devisa jang mana di Indonesia 
menurut instruksi eksportir harus diberikan reimbursement 
mengenai pembajaran NTR - premi ekspor kepada eksportir. 

b. Kepada bank devisa di Indonesia, jang akan membajar- 
kan NTR # premi ekspor kepada eksportir, BNI Singapura 
memberikan advice pula dengan permintaan untuk melakukan 
pembajaran tersekut atas beban Dana Devisa. 

c. Walaupun mungkin berkelebihan, ditjatat djuga, bahwa 
djumlah rupiah jang dapat dibajarkan kepada eksportir karena 
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penjerahan- devisa hasil ekspor kepada Dana Devisa, ialah 
menurut KTBb (Bank buying rate) tunai di Indonesia ditam- 
bah premi ekspor. 

11. Mengenai perhitungan penjelesaian sesuatu ekspor tan- 
pa L/C ke Singapura, BNI Singapura membuatkan laporan 
menurut formulir E-6 lengkap, sebagaimana biasa dilakukan 
oleh bank-bank devisa di Indonesia, tentunja tanpa dokumen- 
dokumen jang tidak berkenaan, seperti S/R dan lain-lain, dan 
dengan ketentuan, bahwa mengenai Retribusi BLLD dan djum- 
lah reimbursement oleh Dana Devisa tidak perlu lagi diadakan 
sesuatu perhitungan berdasarkan formulir E-6 itu. 


12. Untuk mentjegah kekeliruan-kekeliruan maka setiap 
SP3 dan SIP jang dikeluarkan oleh Perwakilan R.I. Singapura 
dalam rangka peraturan ini, berlaku hanja untuk satu kali 
pengapalan. SP3 dan SIP, jang sesudah dipergunakan untuk 
satu pengapalan barang masih bersisa (except) adalah batal 
untuk djumlah sisa itu dan oleh karena itu aslinja dapat se- 
gera dikirimkan kembali kepada Perwakilan R.I. di Singapura 
melalui BNI Singapura didalam sampul termaksud pada ajat 7 
sub a, sedangkan lembar lainnja ditahan dikantor Bea dan 
Tjukai untuk arsip. 


II. Prosedure pelaksanaan impor. 


1. Eksportir jang melakukan ekspor menurut ketentuan 
prosedure jang termaktub pada Bab I, dapat menggunakan 
Bonus Ekspor jang dihasilkan oleh ekspor itu untuk mengim- 
por barang ke Indonesia baik sebelum, maupun sesudah Bonus 
Ekspor jang bersangkutan dikreditkan atas namanja dalam 
rekening Bonus su jang ditata-usahakan oleh BNI Si- 
ngapura. 

2a. Untuk impor TA sebelum memiliki Bonus Ekspor 
jang diperlukan, wakil atau relasi di Singapura dari jang ber- 
kepentingan, setelah menaruhkan uang djaminan, jang ter- 
maksud pada Bab I ajat 3 diatas, mengadjukan Pernjataan 
Impor (PI) dalam: rangkap 6 kepada BNI Singapura, jang 
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djenis barahgn ja sesuai dengan jang boleh diimpor ke Indonesia 
dengan Bonus Ekspor menurut peraturan umum tentang Bonus 
Ekspor dan jang harga totalnja C & F tidak lebih dari 906 
(Sembilan puluh prosen) dari djumlah Bonus Ekspor jang me- 
nurut perkiraan akan diperolehnja dari ekspor, untuk mana 
djaminan telah diserahkan. 


b. Pada masinz-masing lembar PI harus diberi keterangan 
djelas: 
,sIMPOR DENGAN BONUS EKSPOR” 


,sPENGUMUMAN BLLD TGL. 1966 No. / 


EKS/BLLD/66” dan dibubuhi pula tjatatan ,,BKE” atau 
»BED”, tergantung dari djenis Bonus Ekspor mana jang 
akan digunakan untuk PI itu, dengan ketentuan, djika jang 
akan digunakan adalah djenis ,,BED”, maka pada masing-ma- 
sing lembar PI harus pula sudah ada keterangan persetudjuan 
tentang djenis barangnja dari pihak Pemerintah Daerah, dari 
mana barang ekspor jang bersangkutan akan dikeluarkan. 


3. Djika BNI Singapura setelah meneliti PI dapat menje- 
tudjui tjara pengisiannja, maka semua lembar PI diberi ke- 
terangan jang ditandatangani tentang tanggal dan nomor 
registrasi bank sesudah mana lembar ke-6 PI ditahan oleh 
bank tersebut dan lembar-lembar jang selainnja dikirimkan 
kepada Perwakilan R.I. setempat dengan perantaraan jang 
berkepentingan. 


Tentang pengadiuan dan pendaftaran PI, BNI Singapura 
membuat tjatatan seperlunja pada lembar ke-4 dari SP3 jang 
bersangkutan, jang ditahan pada bank, dengan menjebutkan 
djumlah BEE c.g. BED jang akan digunakan menurut PI. 


4. Dalam hal Bcnus Ekspor hendak digunakan untuk meng- 
impor barang ke Indonesia sesudah Bonus Ekspor itu tertjatat 
atas nama jang berkepentingan dalam rekening Bonus Ekspor 
jang bersangkutan pada BNI Singapura, maka PI jang djuga 
harus diberi keterangan lengkap seperti termaksud pada ajat 2 
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diatasi ini, dapat diadjukan kepada BNI dalam djangka waktu 
tiga bulan sesudah tanggal pengkreditan Bonus Ekspor itu. 

Tentang pengadjuan PI sebagai dimaksudkan ini, sesudah 
pemberian tanggal dan nomor registrasi bank, dibuatkan tja- 
tatan seperlunja, jang berlaku untuk sementara waktu sebagai 
peringatan dengan tudjuan untuk mendjaga agar rekening 
Bonus Ekspor jang bersangkutan djangan sampai terlebih di- 
pakai (overdrawn) dengan PI-PI jang berikutnja. 


5. Untuk pengapalan barang ke Indonesia menurut perintji- 
an PI, maka dalam kedua-dua hal, jang berkepentingan harus 
mengusahakan pula ,,Profoma Invoices” mengenai barang- 
barang itu, jang telah disetudjui oleh Perwakilan Republik 
Indonesia Singapura, dengan ketentuan, bahwa persetudjuan 
Perwakilan Republik Indonesia tidak akan diberikan, bilamana 
harga barang menurut invoices itu melebihi atau tidak sesuai 
dengan harga pasaran perdagangan di Singapura ataupun 
bilamana djenis-djenis barang kedapatan tidak sesuai dengan 
djenis-djenis jang dapat diimpor pada umumnja dengan Bonus 
Ekspor ke Indonesia. 

PI-PI untuk mana Perwakilan Republik Indonesia Singapura 
tidak dapat menjetudjui ,,Proforma Invoices” jbs., harus sege- 
ra ditjoret dan dimjatakan batal untuk kemudian diserahkan 
kembali oleh jang berkepentingan kepada BNI Singapura. 


6. Pada ,,Proforma Invoices” jang dapat disetudjui oleh 
Perwakilan Republik Indonesia — Singapura harus, selain dari 
pada tanggal dan nomor registrasi PI jang bersangkutan, di- 
sebutkan djuga nama dan tanggal berangkat kapal dari Singa- 
pura, jang mengangkut barang dan tanggal terachir berlakunja 
invoices tersebut untuk pengangkutan barang dari Singapura. 


7.a. Mengenai barang-barang jang ,,Proforma/Invoices”-nja 
dapat disetudjui Perwakilan Republik Indonesia mengeluarkan 
pula ,,Surat Keterangan Pemasukan Pabean (SKPP) Chusus” 
dalam rangkap 10 menurut tjontoh terlampir. 
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b. Perwakilan Republik Indonesia kemudian mengirimkan 
lembar ke-1 s'd 3 dari PI disertai SKPP Chusus lembar ke-1 
sd 7, jang masing-masing dilampiri Proforma Invoices jbs. 
dengan sampul termeterai setjara "by safehand” dengan per- 
antaraan nachoda kapal jang mengangkut barang kepada Ke- 
pala Kantor Bea aan Tjukai ditempat pemasukan barang, se- 
dangkan lembar ke-8 dari SKPP Chusus annex Proforma In- 
voices dikirimkan dengan pos tertjatat kepada Kantor Bea 
dan Tjukai tersebut selaku ,,signalemen” dan lembar ke-9 
SKPP Chusus kepada BNI setempat selaku pemberitahuan ten- 
tang akan dilangsungkannja impor atas PI jbs. 


8. Djika sampul termeterai tersebut telah diterima dengan 
baik tanpa menimbulkan ketjurigaan tentang sesuatu perbuatan 
jang tidak diinginkan terhadap isinja, maka kantor Bea dan 
Tjukai ditempat pemasukan barang, tanpa perlu menunggu 
tibanja SKPP Chusus jang merupakan ,,signalemen”, dapat 
segera menjelesaikan impor barang-barang jbs., pada waktu 
mana selain dari pungutan-pungutan Bea dan Tjukai sendiri, 
perlu ditagih pula dari jang berkepentingan pembajaran : 


a. Retribusi BLLD (Impor) sebesar 1” (satu prosen) dari 
nilai lawan harga barang C & F, dihitung kedalam rupiah 
menurut Nilai Transaksi Rupiah ditambah dengan Iuran 
Impor. (Str. $£ 1— — Rp. 81,67 # Rp. 318513 — 
Rp. 3266,80. Retr,. BLLD — 1£& X Rp. 326680) — 
Rp. 32.668 (uang lama). 


b. Sumbangan Monumen Nasional, Mesdjid Istiglal (Monas/MI) 
sebesar 20/59 (dua pro mille) dari NTR harga C & F — 
2”/v0 X Rp. 81,67 — Rp. 0.16334 setiap Str. $ 1—. 


c. Pungutan Istimewa Djalan Limtas Sumatra (PIDLS) sebe- 
sar 550 (lima prosen) dari NTR harga C & F — 54& xXx 
Rp. 81,67 # Rp. 4.0835 setiap Str. $ 1,—. 
Djumlah-djumlah tersebut pada achir perhitungannja dibu- 
latkan keatas mendjadi rupiah (lama) penuh. 
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9. PI-PI dan SKPP chusus annex Proforma Invoices jang 
sudah diselesaikan dikirimkan n selandjutnja Ola Bea dan Tjukai 
kepada: 

a. BLLD Djakarta : 1 lembar Zr 3 1 SKPP: ehusus lembar 
ke-3. | 

b. BNI-Unit I, Bagian baba Data, Djalan Nusantara 28, 
Djakarta : 1 lembar PI -—-.1 SKPP chusus lembar ke-4. 


c. Jang berkepentingan : 1 SKPP “chusus lembar ke-5. 


d. BNI Singapura : 1 SKPP chusus lembar ke-6 dengan pos 
tertjatat sebagai »Signalemen”. 


e. Perwakilan Republik Indonesia Singapurs: 1 SKPP chu- 
sus lembar ke-7 melalui BNI S'pura sebagai pemberitahuan. 


10. Tentang uang-uang jang dipungut menurut ajat 8 diatas 
ini, sesudah achir bulan penerimaannja dibuatkan daftar perin- 
tjian menurut tjontoh terlampir dari mana 4 lembar dikirim- 
kan kepada Biro Lalu Lintas Devisa, Djalan Kebon Sirih 82/84, 
Djakarta, jang akan meneruskan tembusan-tembusan jang per 
lu kepada alamat-alamat jang berkepentingan. 


Selandjutnja uang-uang itu sendiri dikirimkan dengan wesel 
pos, dengan memotong biaja-biaja pengiriman dari djumlah 
jang diterima, kepada Bank Negara Indonesia Unit I di Dja- 
karta dengan spesifikasi pada ladjurnja : 


a. Retribusi BLL Mp) esensi djumlah? ini ge- 


b. Sumbangan Monas/MI ,, ......... NA suai dengan 
c. Pungutan Ist. DLS An Me Mena LN... # djumlah' baris c 
dari daftar pe- 
Djumlah Mp5 nu ketta rintji. 


11. Pada waktu melakukan pemeriksaan barang oleh Bea 
dan Tjukai maka barang-barang jang sekiranja didapati tidak 
sesuai dengan Invoices jbs. c.g. PI, dianggap sebagai barang 
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jang diimpor bukan dengan Bonus Ekspor, melainkan sebagai 
apa jang dmamakan ,,barang kiriman” sehingga pada ketika 
membuatkan keterangan pada SKPP chusus tentang jang 
di-impor, harga barang-barang jang tidak sesuai itu tidak pula 
dimasukkan dalam keterangan tersebut, dengan ketentuan, 
bahwa untuk djumlah-djumlah Bonus Ekspor jang dengan de- 
mikian ternjata telah disalah-gunakan, tidak perlu diminta 
penjetoran kembali atau djaminan, oleh karena djumlah-djum- 
lah Bonus Ekspor jang tersangkut itu dengan sendirinja tidak 
akan dibajarkan kepada supplier barang oleh BNI Singapura 
dan tidak akan didebetkan pada rekening Bonus Ekspor jbs. 

12. Bilamana sesuatu PI, sesudah diberi tanggal dan nomor 
registrasi oleh BNI Singapura, tidak dapat dilangsungkan oleh 
karena sesuatu alasan, misalnja dibatalkan oleh Perwakilan 
Republik Indonesia karena tidak mendapat persetudjuan atas 
Proforma Invoices jang diadjukan, maka PI tersebut tidak da- 
pat diganti dengan jang baru, sebelum semua lembar-lembar 
PI jang semula dikembalikan kepada BNI Singapura. 

Mengenai setiap PI jang sudah diberi tanggal dan nomor re- 
gistrasi oleh bank dan tidak dikembalikan sebagai tidak dilang- 
sungkan, BNI Singapura sesudah djangka waktu jang lajak 
menuntut dari pihak jang berkepentingan bukti pengimporan 
barang-barang jbs. dalam bentuk lembar ke-5 dari SKPP chusus 
annex invoices. 

13. Djumlah harga barang C & F, jang impornja menurut 
keterangan Bea dan Tjukai pada SKPP chusus sudah direali- 
sasikan, dapat oleh BNI Singapura dibajarkan kepada jang 
berkepentingan atas beban rekening Bonus Ekspor jbs. atas 
namanja, dengan ketentuan, bahwa pengdebetan lebih dulu di- 
bebankan c.g. diperhitungkan terhadap sisa-sisa Bonus Ekspor 
jang dikreditkan duluan, sekedar masih berlaku untuk impor 
ke Indonesia. 


14. Djumlah-djumlah Bonus Ekspor, jang sesudah 3 bulan 
sedjak tanggal pemberiannja (pengkreditannja) belum diguna- 
kan untuk impor barang ke Indonesia, tidak dapat digunakan 
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lagi untuk tudjuan seperti itu, melainkan harus segera dipin- 
dah-bukukan ke Special Account BNI Djakarta g.g. Dana Devisa 
dengan pembajaran nilai lawannja kepada jang berkepentingan 
di Indonesia menurut KTBb (bank buying rate) tunai ditam- 
bah premi ekspor. Tentang pemindah bukuan seperti dimaksud 
ini, djika ada, BNI Singapura membuatkan laporan kepada 
BLLD Djakarta. 

Untuk mentjegah salah pengertian, diterangkan lagi, bahwa 
selaku tanggal penggunaan sesuatu Bonus Ekspor harus diam- 
bil tanggal pemberian nomor registrasi bank atas PI jang ber- 
sangkutan. 

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa : 
Direktorium, 


ttd. ttd. 
R.A. KARTADJOEMENA. A.A. HARAHAP. 
Tjatatan : 
Dimana-mana dalam Pengumuman ini disebutkan : 
»Surat pemberitahuan perdjandjian pendjualan barang” atau 
»SP3”, maka jang dimaksudkan adalah ,,Surat persetudjuan 


mengimpor barang dari Indonesia” atau ,,S.P.M.B.D.I.”, jang 
tjontohnja terlampir. 
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An Google 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 
No. 971/Ek/Kep/8/1966 


tentang 


Pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai 
Perdagangan ekspor/impor antara Indonesia dra Singapura. 


Menimbang : bahwa dengan dibukanja kembali hubungan 
dagang antara Indonesia dan Singapura, perlu ditetapkan pedo- 
man-pedoman dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai perda- 
gangan ekspor/impor antara Indonesia dan Singapura. 

Mengingat : | | 
1. Keputusan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tertanggal 5 Djuli 

1966. 

2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen- 
djata R.I./Panglima KOGAM No. Instr, 12/KOGAM/6/66 
tertanggal 15 Djuni 1966. 

3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 02/EK/INST/ 
8/1966 tertanggal 16 Agustus 1966. 

4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang Struktur 
Dasar Organisasi dan bidang tugas dari ena 
temen Kabinet Ampera. 

). Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/B/51/ 
1966 tertanggal 4 Mei 1966 tentang Ruang Lingkup Wewe- 
nang dan Tanggung Djawab Menteri Perdagangan dan Ko- 
perasi. 

6. Penetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan 
Pasal 7 Undang-undang Devisa tahun 1964. - NE Ta 


Memutuskan: 
Menetapkan : Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan 
Pokok Mengenai Perdagangan Ekspor/ Impor antara Indonesia 
dan Singapura. 
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, BAB I | 
Ekspor dari Indonesia ke Singapura. 
Pasal 1. 

Terhadap ekspor dari Indonesia ke Singapura berlaku semua 
peraturan-peraturan ekspor umum dengan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal dibawah ini. 

Pasal 2. 

Barang-barang/hasil-hasil bumi jang dapat diekspor ke Singa- 

pura ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. 
Pasal 3. 

Pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspor dilakukan di dan 

dari tempat-tempat jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan. 
Pasal 4. 


1) Harga-harga f.o.b. bersih untuk menutup kontrak valuta 
ekspor barang-barang/hasil-hasil bumi Indonesia ke Singa- 
pura, disiarkan sebanjak dan seluas mungkin dan didasarkan 
atas tjatatan harga jang berlaku dipasaran Singapura. 

2) Untuk barang-barang/hasil-hasil bumi jang telah mem- 
punjai pasaran dinegara pemakai ditetapkan harganja tidak 
boleh lebih rendah dari harga jang berlaku untuk Negara 
Pemakai. 

3) Perwakilan R.I. di Singapura mengirimkan setjara berkala 
tjatatan-tjatatan harga dimaksud pada ajat 1 pasal ini. 


Pasal 5. 
Ekspor ke Singapura dilakukan atas dasar perdjandjian pen- 
djualan setjara langsung dengan pembukaan Letter of Cre- 
dit. | 
2) Dari pelabuhan didaerah-daerah, dimana tidak dapat dilak- 
sanakan ekspornja menurut ketentuan-ketentuan formalitas 
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jang berlaku dan terhadap barang-barang/hasil-hasil bumi 

.. jang karena sipatnja lekas busuk atau rusak, diizinkan pelak- 
sanaan ekspornja dengan tjara pembajaran berdasarkan 
djaminan tertentu tanpa pembukaan Letter of Credit dengan 
tjara-tjara dan sjarat-sjarat jang akan ditetapkan tersen- 
diri. 


Pasal 6. | 
“Importir di Singapura terdiri dari perusahaan-perusahaan 
jang telah diketahui bonafiditasnja oleh Perwakilan R.I. di 
Singapura. 

Pasal 7. 


Ekspor dari "Outport” Indonesia ke Negara-negara pemakai 
diizinkan dengan transhipment di Singapura dengan ketentuan 
sedjauh mungkin tidak merugikan kepentingan pelajaran Na- 
sional dan dengan djaminan bahwa barang-barang tidak akan 
dibongkar di Singapura tanpa izin. 


BAB II 


Impor dari Singapura ke Indonesia. 


Pasal 8. 


Barang-barang impor dari Singapura dapat berasal dari Si- 
ngapura atau dari Negara lain jang setjara transito dikirimkan 
ke Indonesia, asal menguntungkan Indonesia baik dari segi per- 
dagangan maupun dari segi Devisa. 


BAB III 


Ketentuan penutup. 
Pasal 9. 
Ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini tidak berlaku ter- 
hadap daerah pelabuhan Sabang dan Propinsi Irian Barat. 
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Pasal 10. 


' Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan 
oleh Menteri Perdagangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank 
Negara Indonesia dibidangnja masing-masing. 


Pasal 11, 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
, Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita- 
Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta. 
pada tanggal 29 Agustus 1966. 


A.n. Presidium Kabinet Ampera R.I. 
Menteri Utama Bidang Ekonomi, 


ttd, 
HAMENGKUBUWONO IX. 


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 


Presidium Kabinet Ampera. 

Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

KOGAM. 

Gubernur Bank Negara Indonesia. 
Para Panglima Koandahan. 

Para Panglima Daerah Militer. 
Para Gubernur KDH. 

Perwakilan R.I. di Singapura. 

10. Direktur Djenderal Bea & Tjukai. 
11. Direktorat B.L.L.D. 

12. B.N.I. Unit I. 

13. B.N.I. di Singapura. 

14. Semua Instansi dilingkungan Depdag. 
15. GP.E.LS. 


OM NO UP WN 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA 
SINGAPURA. 


NO besetanann uban SINPApUra Aan aan 


SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN CHUSUS 
IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR 


Pengumuman BLLD tgl. No. /Eks/BLLD/66. 
Bersama ini dinjatakan, bahwa barang-barang, disebut di- 


da'am : 


Pernjataan Impor : Proforma Invoices : Str $............. 
Teh De ngnnesn NG. AA PENA N Os andas ie Tea 
3 PENA NOkssisettas 3 Sana 

3 PEN Nota PL mandat 

in NN IN Or about An land 

Djumlah Str $ ............ 


merupakan Impor dengan Bonus Ekspor : 


2. “tatipa. COVER Lonai enno DLP 0! biinsniebnin 
b. atas beban BEE/BED 
beli sai aosnsan Non One dn aa Naa Ii beneran 
MET: tee oolanstan NOS setnonbege un nesu uu Hi erib sapna 
tel mtenanasn NON en ttnn Pe sana at 
TEL5- Sewsasesana NOS: Insonsiten mba banana je alan 
tel: en erasta INOL Utama tanauulaa In aa 


Djumlah OTT 9 Gantkostekan 


Tjoret salah satu BEE atau BED 
menurut keperluannja. 


Cco.cococccoceocucoc&ocuscco.uca 
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Barang-barang tersebut diizinkan untuk dimasukkan dipe- 
LA DUhAN:& sn asn anna an tass 

Surat keterangan Pemasukan Pabean Chusus ini berlaku 
sebagai pemberitahuan jang sah seperti termaksud dalam pa- 
sal 13, ajat 2 Undang-undang Devisa 1964 (banjaran Nesara 
tahun 1964 No. 131). 

Berlaku sampai 30 hari terhitung dari tanggal tersebut di- 
atas. 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA, 


ikelerangan Bea dan Tjukai : 
1. Surat Pemberitahuan Masuk Barang tgl. ......... No. ...... 


2. Pada Pemeriksaan barang-barang kedapatan : 
93.. Harga barang C'&: FE. St $.o.moo idea 


4. Retribusi BLLD Ri na 


Pedjabat Bea dan Tjukai. 


Tjatatan: 


Lembar1 dan 2: untuk Kantor Bea 

dan Tjukai jbs. 

3: untuk BLLD, Dja- 
karta 

4: untuk BNI-Unit I, 
Bag. Pengolahan 
Data, Djl. Nusanta- 
ra 28, Djkt. 

5: untuk importir 

6: untuk BNI-Singa- 
pura 

(: untuk Perwakilan 
R.I. Singapura 


sesudah dibubuhi kete- 
rangan Bea & Tjukai 
tentang realisasi im- 
pornja. 


8: untuk Kantor Bea Tjukai jbs. dan proforma 


invoice gebagai mgnaemen dari Perasaan 
R.I. Singapura. 


9: untuk BNI Singapura, langsung dari Perwa- 
kilan R.I. Singapura. 


10: untuk arsip Perwakilan R. L Singapura. 
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Perwakilan Republik Indonesia 
Bagian Perdagangan 
Singapura NO5 8 Pem 


PERSETUDJUAN MENGIMPOR BARANG DARI 
INDONESIA (S.P.M.B.D.L) 


1. No. dan tanggal Purchase 
Order : 

2. Nama Perusahaan Impor 

3. Alamat Kantor 

4. Nama Perusahaan Ekspor 

5. No. Angka Pengenal mah 

6 

17 


cc.occoccoc.coccOodcaoucicococOoccomwu. 
coucoceocacaococecocococeococa.cocucuc. 
ccouceocoocococucococrcucocoo«ungauaana 
cc.ococrcoc.ococeocococeocOoucocOour"aeomu 


. Alamat Kantor 
. Djenis/mutu hasil bumi/ 
barang 
8. Djumlah berat 
9. Harga satuan fob-bersih 
10. Djumlah Devisa 
11. Waktu pengangkutan 
12. Pelabuhan Pengeluaran 
13. Djumlah uang djaminan 
jang harus disetor pada 
B.N.I. Singapura : 
14. Uang djaminan tersebut 
pada ajat 13 harus telah di- 
setor  selambat-lambatnja 
pada tanggal 
15. Djumlah Bonus Ekspor 
(B.E.E. dan B.E.D.) IN aa 


cCocucococooucococrococeccaococo.. 
c.ccocccocococoicocooucooco.uc. 
co0ocococuccooceocococoocococcccOoucu.c 
Cocoeococso0oo0oeo0ocoocoeosoon.ocoscOocunuuusoaoa 


0O0.oceoceococucucococucaouucic#uoau.a.. 


soncucaow#r.cao.comunaana a.n 0... ..... wo...» 


Singapura, tgl. ............ Ih: Naa 
Perwakilan Republik Indonesia: 
Kepala Bagian Perdagangan, 
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Keterangan : 


1. Tjatatan Bank Negara Indo- 
nesia mengenai pembajaran 


uang djaminan 3 esa PB 
Singapura, tgl. ............ NG aan 

Bank Negara Indonesia, 

(oem nana ). 

2. Tjatatan Perwakilan R.I.: 

a. mengenai S.L.P, ANA AN Si DAN Aa AU 
b. mengenai B.E.E./B.E.D. 1 Gale unnan ma Aa 
Singapura, tgl. ............ ah Ma 


Perwakilan Republik Indonesia: 


Ceocvunseonsoswaga Kav... ocioc.ocociiuocosaa 


cCoccccoococ.ocuumc.ococcncc.ocuuuum.i. 


Lembar ke I: untuk dilampirkan pada S.IP. asli. 


Lembar ke II: untuk KBT ditempat pengiriman barang dari 
Indonesia. 


Lembar ke III: untuk BNI Singapura. 
Lembar ke IV: untuk arsip Perwakilan R.I. Singapura. 
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BEPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN BERSAMA 
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, MEN- 
TERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK NEGARA 
INDONESIA 


No. 108/SK/VIII/66/No. 498/M.K./66 
No. Pp.1/1/10-66 Kep.10/GBNI/66 


tentang 


Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke Simgapura dengan 
tjara Pembajaran berdasarkan djaminan tertentu. 


MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, MEN- 
TERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK NEGARA 
INDONESIA, 


Menimbang: bahwa sehubungan dengan Pasal 5 ajat 2 Ke- 
putusan Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan No. 017/ 
EK/KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 perlu ditetapkan ke- 
tentuan-ketentuan pelaksanaan mengenai ekspor ke Singapura 
dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu. 


Mengingat: 


1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen- 
djata R.I. Panglima KOGAM No. Instr. 12/Kogam/6/66 ter- 
tanggal 15 Djuni 1966: 


2. Instruksi Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 02/EK 
INST/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966. 


3. Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan 
No. 02/EK/INST/8/1966 tanggal 16 Agustus 1966, tentang 
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Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok menge- 
nai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singa- 
pura. . 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 
tentang Struktur dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari 
Departemen-departemen Kabinet Ampera. 

5. Undang-undang Devisa tahun 1964. 

6. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1965 
tentang Perobahan Pasal 7 Undang-undang Devisa tahuan 

. 1964. 

7. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/57/ 
1966 tertanggal 4 Mei 1966 tentang Ruang Lingkup Wewe- 
mang dan Tanggung Djawab Menteri Perdagangan dan Ko- 
perasi. | | 

8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 tang- 
gal 4 Agustus 1962 tentang pengangkutan barang-barang 
dalam pengawasan ke Luar Negeri. 


Memutuskan: 


Menetapkan: Ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke Singapura 
dengan tjara pembajaran berdasarkan djaminan tertentu. 


Pasal 1. 
Dari pelabuhan-pelabuhan di: 


1. Daerah Istimewa Atjeh. 

2. Daerah Kepulauan Nias, Simelue dan Tello. 

3. Dati I Riau. 

4. Daerah Kewedanaan Kuala Tungkal dari Dati I Djambi. 
Sekedar dipelabuhan tsb. boleh dilakukan perdagangan luar 
negeri dan ada Kantor Bea & Tjukai, tetapi tidak ada Kantor- 
kantor Tjabang Bank Devisa, diizinkan disamping melalui Pro- 
sedure ekspor umum, mengekspor hasil-hasil bumi/barang- 
barang jang dihasilkan setempat dan tertjantum dalam Daftar 
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Lampiran I Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/ VIII/ 
1966 targgal 29 Agustus 1966 ketjuali kopra dan kopi ke Si- 
ngapura tanpa pembukaan L/C akan tetapi dengan tjara pem- 
bajaran dengan djaminan tertentu. 


Pasal 2. 


Ekspor dengan tjara pembajaran dimaksud dalam Pasal 1 di- 
atas berlaku djuga terhadap ekspor dari pelabuhan manapun 
djuga mengenai hasil-hasil bumi chusus jang Iskas busuk/rusak, 
jaitu sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar dan sebagai- 
nja. 


Pasal 3. 


Ekspor dimaksud hanja dapat dilakukan oleh Perusahaan eks- 
por jang terdaftar pada Perwakilan Departemen Perdagangan 
ca. Sekdek dan Tjadek dengan relasi-relasinja jang bonafide 
dan terdaftar pada Perwakilan R.I. di Singapura. 


Pasal 4. 


1. Pengangkutan barang-barang ekspor ke Singapura tanpa L/ 
C. dapat dilakukan hanja dengan: 


a. Kapal-kapal jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan 
Pelajaran Nasional jang berkedudukan di Indonssia, 

b. Kapal-kapal jang dimiliki/dioperasikan oleh perusahaan 
pelajaran jang berkedudukan di Singapura serta tertja- 
tat sebagai common carrier di Singapura dan mempunjai 
keagenan jang telah disjahkan di Indonesia, 

c. Kapal-kapal termaksud dalam sub diatas, sub a dan sub b 
harus mengeluarkan B/L jang memenuhi sjarat perda- 
gangan dan pelajaran. 


2. Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka eks- 
por ke Singapura tanpa L/C kapal-kapal demikian harus 
mendapat "letter of introduction” dari Perwakilan R.I. di Si- 
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ngapura, setelah pihak Perusahaan kapal-kapal itu memberi- 
kan djaminan jang tjukup, bahwa barang ekspor dari Indo- 
nesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan dalih apa- 
pun kepada pihak lain selain dari pada kepada Bank Negara 
Indonesia di Singapura atau Order. 


3. Kapal-kapal seperti termaksud pada ajat (1) a, Pasal ini, 
jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih du- 
lu meminta ”letter of introduction” dari Perwakilan R.I. di 
Singapura, dapat djuga diizinkan mengangkut barang eks- 
por ke Singapura tanpa L/C setelah pihak kapal-kapal itu 
memberikan djaminan seperti termaksud diatas kepada Biro 
Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta. 


Pasal 5. 


1. Untuk ekspor kaju, atap, kaju bakar, kulit bakau, daun ni- 
pah, nibung, kulit ikan dan ikan segar dapat djuga diper- 
gunakan kapal-kapal, tongkang-tongkang jang tidak me- 
menuhi sjarat tersebut pada Pasal 4 ajat 1. 

2. Kapal-kapal/tongkang-tongkang inipun harus djuga menda- 
pat "letter of introduction” dari Perwakilan R.I. di S:nga- 
pura. 


Pasal 6. 


Dalam rangka pelaksanaan ekspor seperti dimaksud dalam 
Surat Keputusan ini relasi di Singapura dari eksportir harus 
menjetor pada B.N.I. Singapura uang djaminan sedjumlah har- 
ga barang-barang jang akan diekspor dari Indonesia, atau re- 
kening Perwakilan R.I. Singapura. 


Pasal 7. 


Berdasarkan penjetoran uang djaminan itu, jang berkepen- 
tingan diizinkan mengekspor barang ke Indonesia dalam rangka 
peraturan Bonus Ekspor atas beban dari Bonus Ekspor jang di- 
hasilkan. 
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Pagal 8. 


Kepada Perwakilan R.I. di Singapura diberikan kekuasaan: 


1. Atas mama Menteri Perdagangan menetapkan harga-harga 
dan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari 


Indonesia dalam rangka Keputusan ini. 

2. Mengatur pelaksanaan dan pengawasan dalam sektor-sektor 
jang bersangkutan jang diperlukan bagi pelaksanaan Kepu- 
tusan ini di Singapura. 


Pasal 9, 


Untuk pengamaman pelaksanaan dari ekspor dimaksud dalam 
rangka Keputusan ini, ditetapkan tempat-tempat pemeriksaan 
kapal-kapal/tongkang-tongkang (cheking-points) chusus me- 
ngenai kapal-kapal jang dimaksud dalam Pasal 5 terketjuali 
kapal-kapal jang mengangkut ikan segar: 

1. Sabang untuk ekspor dari pelabuhan-pelabuhan dipantai 
Atjeh Barat dan Kepulauan-kepulauan Nias dan Semelue. 

2. Tandjung Balai Karimun untuk ekspor dari Pelabuhan-pe- 
labuhan di Pantai Timur Sumatera. 

3. Belakang Padang untuk ekspor dari Pelabuhan-Pelabuhan 
lainnja. 

Pasal 10. 

Hal-hal lain jang belum atau belum tjukup diatur ditetapkan 


oleh Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Gubemur Bank 
Negara Indonesia dibidangnja masing-masing. 


Pasal 11. 


Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan 
oleh Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri, 
Direktur Djenderal Perhubungan Laut, Direktorat Djenderal 
Bea dan Tjukai dan Direktorium B.L.L.D. dibidangnja masing- 
masing. 
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Pasal 12. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita- 
Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 29 Agustus 1966. 


Menteri Keuangan, Menteri Maritim, 
ttd. ttd. 
JATIDJAN. 


Drs. FRANS SEDA. Pe na 
Laksamana Muda Laut. 


Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Negara 
ttd. Indonesia, 
ttd. 
D. ASHARI. Drs. RADIUS PRAWIRO. 


| Maj. Djend. T.N.I. 


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 


Presidium Kabinet AMPERA. 
Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

KOGAM. 

B.N.I. Urut I. 

Para Panglima. 

Para Pang Koandahan. 

Para Gubernur. 


DAD IPON 
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711234-(9) TX. 
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Perwakilan R.I. di Singapura. 
Dir. Bea & Tjukai. 
Direktorium B.L.L.D. 


. Bank Negara Indonesia Singapura. 
. Para Perwakilan Kepda. 


Semua Instansi dilingkungan Depda. 
G.P.E.L.S. 


LAMPIRAN I 


KEPUTUSAN BERSAMA 


MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, MEN- 
TERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL. 


Nama-nama Pelabuhan Laut Indonesia jang terbuka untuk 
menerima muatan ekspor dengan transhipment melalui 


Singapura: 


ON D IUP ON 


Djambi. 

Kuala Tungkal. 
Tembilahan. 

Selat Pandjans. 
Bengkalis. 

Siak Sri Indrapura. 
Tandjung Balai Karimun. 
Tandjung Pinang. 
Pekanbaru. 

Dobo. 


. Pontianak. 
. Singkawang. 


Sambas. 


. Pemangkat. 


Bandjarmasin. 


. Sampit. 


Djakarta, 19 Nopember 1966. 
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KOMANDO OPERASI TERTINGGI 


RADIOGRAM 


DARI : KAS KOTI 
UNTUK : PANGANDAHAN SUM 
TEMBUSAN : 1. SEKUM KOTI 
2. MEN PERDAG 
3. MEN MARITIM 
4. MEN KEUANGAN 
5. MEN DLM NEGRI 
6. KEP.LO RI SIN/KUL 
1. ARSIP 
KLASIPIKASI: 
NOMOR: T- 0591 /G.5/11/66 () 


AAA TTK TERHADAP IMPOR/EKSPOR ANTARA INDO- 


BBB TTK 
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NESIA DAN SIN/MAL BERLAKU KETENTUAN 
DUA SBB TTK DUA KPTS PRESIDIUM KAB 
NO 06 KMA 01/EK/KEP/8/1966 TGL 29 AGUST 
1966 TTK KPTS BERSAMA MEN PERDAG MEN 
KEU MEN MAR GUBBS NO 107 KMA 108/SK/ 
VII/1966 TGL 29 AGUST 1966 TTK KPTS MEN 
PERDAG NO 106/SK/VII/1966 TGL 29 AGUST 
1966 TTK INSTR SEKDJEN DEPERDAG NO 02/ 
SD/INSTR/X/66 TGL 1 OKTR 1966 TTK RDG 
DIRDJEN DAGLU NO 1/KWT/DDLN/66 TGL 
6 SEPT 1966 DAN NO 8/KWT/DDLN/66 TTK 


SEMENTARA HUBUNGAN DAGANG ANTARA 
INDONESIA DAN MALAYSIA BELUM DIBUKA 
RESMI DAN BERDASARKAN INSTR PRESI- 
DIUM KAB NO 22/EK/IN/11/66 TGL 9 NOPBR 


1966 DITETAPKAN KETENTUANDUA SBB TTK 


DUA 
SATU TTK 


DUA TTK 


TIGA TTK 


EMPAT TTK 


LIMA TTK 


PERATURANDUA / KETENTU- 
ANDUA EKSPOR/IMPOR UTK 
SIN SBGMANA TSB DLM PASAL 
AAA DIATAS KMA DINJATA- 
KAN BERLAKU UTK HBNG DA- 
GANG ANTARA INDONESIA 
DAN MAL DGN TJATATANDUA 
TTK DUA SIN DIBATJA MAL 
KMA LO RI SIN DIBATJA LO RI 
KUALALUMPUR/MAL KMA BNI 
SIN DIBATJA KORESPONDEN 
BNI DI MAL TTK 


PELAKSANAAN AJAT SATU DI- 
UTAMAKAN UTK PROJEK PA- 
NGANDAHAN SUM C@ IMPOR 
DARI MAL DLM RANGKA 10,6 
DJUTA DOLLAR MAL OUTSTAN- 
DING BALANCE TANPA KOM- 
PENSASI EKSPOR DARI INDO- 
NESIA TTK 


DISAMPING ITU DJUGA DLM 
RANGKA PROJEK PANGANDA- 
HAN SUM DPT DILAKUKAN 
TRANSAKSI IMPOR JG DIBAJAR 
DGN BE HASIL EKSPOR TUDJU- 
AN MAL TTK 


AGAR KESEMPATAN IMPOR 
TSB TIGA DIPERGUNAKAN UTK 
PERS BARANG BUAT NATAL/ 
HARI RAYA/THN BARU TTK 


BARANG EKSPOR HRS TERDIRI 
DARI BARANG EKSPOR JG DI 
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TENTUKAN UTK SIN CO LAMP 
SK MEN PERDAG NO 106 TTK 


CCC TTK KETENTUANDUA PADA PASAL BBB BERLA- 
KU MULAI TGL DITERIMANJA RDG INI TTK 
EKSPOR IMPOR DGN MAL JG DILAKUKAN 
SBLM RDG INI DISELESAIKAN MNRT MAK- 
SUD DLM RDG INI TTK 


AN KAS KOTI KETUA G5 SENDS TTK HBS 
PEMBIKINAN TGL, WAKTU 
211165 10.00 


PENGIRIM : DERAUJAT AKSI "OP" 

NAMA : SUWARDJO 

PANGKAT 'DJAB : KAPTEN INF KARO KEPANITERA- 
AN G 5 KOTI 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I. 
No. 154/SK/X1/1966 
tentang 
SJARAT-SJARAT TRANSHIPMENT DI SINGAPORE. 


MENTERI PERDAGANGAN, 


Menimbang: bahwa dengan diberikannja kemungkinan tran- 
shipment di Singapore maka perlu diberikan ketentuan-keten- 
tuan/sjarat-sjarat untuk pengamanannja. 


Mengingat: 
1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 07/SK/KEP/ 
8/66 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedoman-pedoman 


dan Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Perdagangan 
Ekspor/Impor Antara Indonesia dan Singapore, 


2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tang- 
gal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksa- 
naan Mengenai Perdagangan Ekspor/Impor Antara Indone- 
sia dan Singapore, 


3. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia 
No. 153/SKB/XI/1966, No. D.P.I./4/11-66, No. D.15.1.5. 
11.8. No. Kep. 32/G.BNI/66 tanggal 19 Nopember 1966 
Tentang Transhipment di Singapore, 


Memutuskan: 


Menetapkan: Keputusan tentang Sjarat-sjarat Transhipment 
di Singapore. 
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Pasal 1. 

Eksportir jang diberikan idzin untuk mengapalan barang- 
barang ekspor kenegara konsumen dengan transhipment di 
Singapore, harus memberikan djaminan bahwa barang-barang- 
nja tidak akan dibongkar/atau didjual di Singapore. 

Pasal 2. 

Sebagai djaminan tersebut pada Pasal 1 Eksportir harus 
membuat pernjataan umum tertulis jang bermeterai jang me- 
njatakan bahwa apabila terdjadi pembongkaran atau pen- 
djualan di Singapore dari barang-barang Ekspor tersebut dalam 
Pasal 1, maka Bonus Ekspor-nja mendjadi milik Pemerintah 
(Dana Devisa), tanpa penggantian dalam rupiah. 

Pasal 3. 

Pernjataan tertulis tersebut pada Pasal 2 diatas dibuat satu 
kali sadja dan berlaku untuk semua pelaksanaan ekspornja 
kenegara konsumen jang diizinkan transhipment di Singapore. 

Pasal 4. 
Pernjataan tertulis tersebut harus diserahkan kepada: 
1. Perwakilan Departemen Perdagangan setempat cg. Sekdek/ 
Tjadek: 
2. Departemen Perdagangan cg. Direktorat Ekspor: 
B.L.L.D. Pusat: 
4. Bank Devisa setempat. 
Pasal 5. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


2 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 19 Nopember 1966. 
Menteri Perdagangan, 
d.t.o. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. T.N.I. 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN 
No. 106/SK/VIII/66 


tentang 


KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN MENGENAI 
PERDAGANGAN EKSPOR/IMPOR ANTARA 
INDONESIA DAN SINGAPURA. 


MENTERI PERDAGANGAN, 


Menimbang: bahwa dengan dibukanja kembali hubungan 
dagang antara Indonesia dan Singapura dan telah ditetapkan 
Pedoman/Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan oleh Men- 
teri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, maka perlu ditetap- 
kan ketentuan-ketentuan pelaksanaannja. 


Mengingat: 

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima 
KOGAM No. Instr. 12/KOGAM/6/66 tertanggal 15 Djuni 
1966: 

2. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA R.I. No. 02/EK/ 
INST/8/1966 tertanggal 16 Agustus 1966: 

3. Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan 
No. 01(/EK/KEP/8/1966 tertanggal 29 Agustus 1966 Ten- 
tang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan Pokok 
Mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia dan 
Singapura: 

4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang Struktur 
Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen- 
departemen Kabinet Ampera: 


137 


5. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/59/ 
1966 tertanggal 4 Mei 1966 tentang Ruang Lingkup Wewe- 
nang dan Tanggung Djawab Menteri Perdagangan dan 
Koperasi: | 

65. Penetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan 
Pasal 9 Undang-undang tahun 1964: 

7. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 ter- 
tanggal 4 Agustus 1962 tentang Pengangkutan Barang- 
barang Dalam Pengawasan keluar negeri. 

Mendengar: Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Guber- 
nur Bank Negara Indonesia. 


Memutuskan: 


Menetapkan: Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Keputusan 
Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan No, 09/EK/ 
KEP/8/1966 tanggal 29 Agustus 1966 tentang Pedoman-pedo- 
man dan Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Perdagangan 
Ekspor/Impor antara Indonesia dan Singapura. 


BAB I 
EKSPOR DARI INDONESIA KE SINGAPURA. 


Pasal 1. 

Terhadap ekspor dari Indonesia ke Singapura berlaku per- 
aturan-peraturan ekspor umum dengan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal dibawah ini. 

Pasal 2. : 

Barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang dapat diekspor 
dari Indonesia ke Singapura terdiri dari barang-barang /hasil- 
hasi bumi sebagaimana tertjantum pada daftar terlampir 
(Lampiran I). 

Pasal 3. 


Pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspor untuk tudjuan 
Singapura dilakukan di dan dari tempat-tempat sebagaimana 
tertjantum pada daftar terlampir (Lampiran II dan III). 
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Pasal 4. 


1. Harga-harga f.o.b. bersih untuk menutup kontrak valuta 
ekspor barang-barang/hasil-hasil bumi Indonesia ke Singa- 
pura, disiarkan sebanjak dan seluas mungkin dan didasar- 
kan atas tjatatan harga jang berlaku dipasaran Singapura. 


2. Untuk barang-barang/hasil-hasil bumi jang telah mempu- 
njai pasaran dinegara pemakai ditetapkan harganja tidak 
boleh lebih rendah dari harga jang berlaku untuk Ncgara 
Pemakai tersebut. 


3. Perwakilan R.I. di Singapura mengirimkan setjara berkala 
tjatatan-tjatatan harga dimaksud pada ajat 1 pasal ini. 


Pasal 5. 


1. Ekspor ke Singapura dilakukan atas dasar perdjandjian 
pendjualan setjara langsung dengan pembukaan Letter of 
Credit. | 

2. Dari Pelabuhan didaerah-daerah, dimana tidak dapat dilak- 
sanakan ekspornja menurut ketentuan-ketentuan formalitas 
jang berlaku dan terhadap barang-barang/hasil-hasil bumi 
jang karena sifatnja lekas busuk atau rusak, diizinkan pelak- 
sanaan ekspornja dengan tjara pembajaran berdasarkan 
djaminan tertentu tanpa pembukaan Letter of Credit dengan 
tjara dan sjarat-sjarat jang akan ditetapkan sendiri. 

Pasal 6. 

Importir di Singapura terdiri dari Perusahaan-perusahaan 
jang telah diketahui bonafiditasnja oleh Perwakilan R.I. di 
Singapura jang daftarnja disampaikan kepada Direktorat 
Fkspor di Djakarta. 

Pasal ". 

Ekspor dari ,,Outport” Indonesia ke Negara-negara Pemakai! 
diizinkan dengan transhipment di Singapura dengan ketentuan 
sedjauh mungkin tidak merugikan kepentingan velajaran Na- 
sional dan dengan djaminan bahwa barang-harang tidak akan 
dibongkar di Singapura tanpa izin. 
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BAB II 
IMPOR DARI SINGAPURA KE INDONESIA. 
Pasal 8. 

1. Impor barang-barang dari Singapura dapat dilaksanakan 
dalam rangka peraturan-peraturan jang berlaku. 

2. Untuk impor barang-barang jang termasuk dalam Lampiran 
V Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 
tanggal 22 April 1964, sebagaimana telah dirobah/ditambah, 
tetap diperlukan izin. 

BAB III. 
KETENTUAN PENUTUP. 


Pasal 9. 

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak berlaku ter- 
hadap daerah pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian 
Barat. 

Pasal 10. 

Ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksana- 
kan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Djenderal Urusan 
Perdagangan Luar Negeri. 


Pasal 11, 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 29 Agustus 1966. 
Menteri Perdagangan, 
ttd. 
D. ASHARI 


Maj. Djen. TNI, 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN 
MENTERI PERDAGANGAN 
No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966. 


DAFTAR 
HASIL BUMI/BARANG EKSPOR INDONESIA 
TUDJUAN SINGAPURA. 


I. HASIL-HASIL BUMI/BARANG-BARANG GOLONG- 
AN I: 


1. Kopra ex Kepulauan Riau, Riau Daratan dan Atjeh (de- 
ngan djatah tertentu). 
2. Teh: 


a. Teh Dust. 
b. Teh Bohea. 


II. HASIL-HASIL BUMI/BARANG-BARANG GOLONG- 
AN II: 
1. Sedap-sedapan, obat-obatan dan rempah-rempah: 
a. Kopi ex Atjeh dan Medan (dengan djatah tertentu). 
b. Teh Hidjau (dengan djatah tertentu). 
c. Tembakau radjangan. 


2. Bahan makanan/makanan ternak: 


a. Djagung ex Sumatera dan Makasar (dengan djatah ter- 
tentu). | 

b. Bungkil kopra ex Kepulauan Riau dan Riau Daratan. 

c. Gaplek dengan tepung gaplek (dengan djatah tertentu). 
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3. Bidji-bidji jang mengandung minjak: 


Katjang tanah | 
Katjang idjo 
Katjang kedele 
Widjen 


LP gp 


| (dengan djatah tertentu). 


4. Minjak lemak dari tanaman/binatang: 
a. Minjak katjang tanah. 
b. Minjak binatang (babi). 
5. Hasil hutan : 
a. Rotan ex Sumatera, mutu rendah ex Sulawesi dan mutu 
rendah ex Kalimantan. 
b. Damar. 
c. Kopal. 
d. Terpentijn. 
6. Hasil keradjinan tangan dan Perindustrian Rakjat: 


a. Batik. 
b. Tapioka dan hasil-hasilnja. 
c. Makanan dan minuman dalam kaleng/botol. 
1. Hewan ternak: 
Sapi. 
Kerbau. 
Babi. 
Kambing. 
Na 
Kuda. 
8. Serat-serat: 
Kapok (Kwalitas rendah dari C). 


II. HASIL-HASIL BUMI/BARANG-BARANG GOLONG- 
AN III: 


1. Bahan makanan/makanan ternak: 


a. Asam Djawa dan bidji asam. 
“ b. Lombok. 


SN La ma CAKRA 3 
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Hae pPa mon 


. Sedap-sedapan, obat-obatan dan rempah-rempah: 


na Na en Sa an 


Gula-djawa/mangkok. 
Kolang-kaling. 

Sagu. 

Sajur majur. 

Buah-buahan segar/kering. 
Sarang-burung. 

Trasi. | 

Krupuk. 

Emping. 

Kwatji. 


. Kemiri. 


Dedak. 


Kemukus. 

Kapolog. 

Tjabe djawa. 
Gambir. 

Kaju tjendana. 

Kaju harum/gaharu. 


. Hasil hutan: 


Arang kaju. 

Kaju bakar. 

Kaju hutan (balok/gergadjian). 
Lilin lebah. 

Djelatung. 

Hangkang. 

Djernang. 

Ketiauw. 

Getah merah /suntik/beringin. 
Kemenjan. 

Biga. 

Pinang. 


. Akar tuba. 


Pupuk hidjau (compos). 


Oo. Bidji-bidji untuk tanaman/kehutanan. 


143 


p. 
2. 


Tumbuh-tumbuhan bunga. 
Daging/hati rotan. 


4. Hasil laut: 


Ak ata AA Man Mn. 


Teripang. 

Ikan segar/diawetkan. 

Daging kerang segar/diawetkan. 
Kulit udang. 

Sisa ikan/binatang lunak. 

Sirip ikan. 

Kulit mutiara (M.O.P.). 

Troca. 

Lola. 

Kulit-kulit kerang lainnja. 


. Agar-agar laut. 


5. Kulit-kulit binatang dan sebagainja: 


a. 
b. 


C. 
d. 


Kulit penju. 
Kulit-kulit: Biawak. 
Buaja. 
Ular. 
Kodok. 
Tanduk kerbau/rusa. 
Kuku/Paruh/Gigi/Sisik/Bulu. 


6. Hasil Keradjinan tangan dan Perindustrian Rakjat: 


a. 


b. 
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“ranpan 


Barang-barang anjaman dari pandan/rotan Gan sebagai- 
nja. 

Keradjinan tangan (ukiran-ukiran ketjuali dari emas dan 
perak). 

Tenunan tangan. 


. Karet busa. 


Atap. 

Kadjang-kadjang. 

Film. 

Piring hitam. 

Alat-alat rumah tangga. 


7. Lain-lain: | 
a. Sabut kelapa. 


b. Hasil hasil sortasi jang merupakan bukan ,,standard- 
kwaliteit”. 
Menteri Perdagangan, 
Tjap ttd. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. TN.L 
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711234- (10) IX. 


- na. 


DEPARTEMEN PEEDAGAN GAN 


| . LAMPIRAN II 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN 


No. Te ae tanggal 29 Agustus 1966. 


Daftar 
Pelabuhan tempat penutupan kontrak pendjualan dan realisasi 


ekspor untuk tudjuan luar negeri termasuk Singapura. 


DATI I. 


. Istimewa 


Atjeh 


. Sumatera 


Utara 


. Sumatera 


Barat 
. Djambi 


. Riau: 


a) Darat- 
an 


b) Kepu- 
lauan 


246 


Ibu Kota 


Banda Atjeh 


Medan 


Padang 


Djambi 


Pekanbaru 


Tg. Pinang 


Tempat penu- 
tupan kontrak 
pendjualan 


Banda Atjeh 


1. Medan 
2. Sibolga 
Padang 
Djambi 


Pekanbaru 


Tg. Pinang 


Pelabuhan realisasi 
ekspor 


1. Ole-le 

2. Lho Seumawe. 
3. Langsa. 

4, Meulaboh. 

5. 
1 
2 
1 
2. 


Sinabang. 


. Belawan. 
. Langsa. 


. Sibolga. 


Gunung Sitoli. 


Teluk Bajur. 


SAMUNY DADAPUNY NP 


Djambi. 
Kuala Tungkal. 


Pekanbaru. 
Dumai. 
Tembilahan. 
Selat Pandjang. 
Bagan Siapi-api. 
Bengkalis. 

Siak. 

Rengat. 


Tg. Pinang. 
Belakang Padang. 
Tg. Balai Karimun. 
Tg. Batu. 

Panuba. 

Tarempa. 


Tempat penu- pelabuhan realisasi 


angan Lan 


DATI I. . Ibu Kota tupan kontrak 
| 0 pendjualan “per 


86. Sumatera - Palembang - 1. Palembang 1. Palembang 
Selatan 2. Bengkulu. 


2. Pk. Pinang 1. Pk. Pinang. 
2. Tg. Pandan. 


1. Lampung Telukbetung  Telukbetung Pandjang. 


8. D.CI. Dja- Djakarta Djakarta Raya. 1. Tg. Priok. 
karta 2. Kemajoran. 
9. Djawa Ba- Bandung 1. Tjirebon Tjirebon. 
rat 2. Djakarta 1. Tg. Priok. 
Raya 2. Kemajoran. 
10. Djawa Te- Semarang 1. Semarang 1. Semarang. 
ngah 2. Tjilatjap. 
2. Tegal 3. Tegal. 
11. Djawa Ti- Surabaja Surabaja 1. Tg. Perak. 
mur. : 2. Probolinggo. 
3. Panarukan. 
4. Banjuwangi. 
5. Kamal 
12. Kaliman- Bandjarmasin Bandjarmasin Bandjarmasin. 
tan Selatan 
13. Kaliman- Palangkaraya Sampit Sampit. 
tan Tengah 
14. Kaliman- Samarinda Samarinda 1. Samarinda. 
tan Timur 2. Balikpapan. 
15. Kaliman- Pontianak Pontianak 1. Pontianak. 
tan Barat Panen ea bang 2. Singkawang. 
3. Pemangkat. 
4. Sambas. 
5. Ketapang. 
16. Sulawesi Makassar Makassar Makassar. 
Selatan 
17. Sulawesi Kendari Kendari Kendari. 
Tenggara 
18. Sulawesi Palu Palu 1. Palu. 
Tengah 2. Donggala. 
3. Poso. 
19. Sulawesi Menado Menado 1. Bitung. 
Utara 2. Menado. 


5 1141 


aa Pa Na aa anna") 
empat penu- 


DATIL Ibu Kota tupan kontrak daa Ng 
pendjualan 
20. Bali Denpasar Denpasar 1. Benoa. 
Singaradja 2. Borleleng. 
3. Padang Baai. 
21. Nusateng- Mataram Ampenan 1. Ampenan. 
gara Barat 2. Bima. 
22. Nusateng- Kupang Kupang 1, Kupang. 
gara Timur 2. Waingapu. 
3. Ende. 
4. Maumere. 
23. Maluku Ambon Ambon 1. Ambon. 
2. Ternate. 


Menteri Perdagangan, 
ttd. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. T.N.L 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN 
MENTERI PERDAGANGAN 
No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966. 


Penundjukan/penjusulan Pelabuhan-pelabuhan Laut/ 
Pantai Indonesia menurut Herorientasi terachir oleh De- 
partemen Perdagangan, Direktorat Bea & 'Tjukai dan 
Departemen Perhubungan Laut. 


IL Pelabuhan Laut: 


1. Atjeh : Ole-le. 
Lho Seumawe. 
Meulaboh. 


Sabang. 


Belawan. 

Sibolga. 

Gn. Sitoli & Pelabuhan- 
pelabuhan Nias. 

Teluk Nibung. 

Teluk Bajur (Padang). 
Djambi. 

Kuala Tungkal. 
Dumai. 

Tembilahan. 

Selat Pandjang. 
Bagan Siapi-ari. 
Bengkalis. 

Pakan Baru. 

Siak. 


2. Sumatera Utara : 


SN man ii 


3. Sumatera Barat 
4 Djambi 


5. Riau Daratan : 


NMPONG Nk kh ja 


me 
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Riau Kepulauan 


Sumatera Selatan 


8. Lampung 


11 


12. 


14. 


15. 


Djakarta 


: Djawa Barat 
. Djawa Tengah 


Djawa Timur 


Kalimantan Selatan 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Timur : 


: Kalimantan Barat 


Sulawesi Selatan 


Sulawesi Tenggara 


Sulawesi Tengah : 


Sulawesi Utara - 


Bali 


PONY ON 


NE NE 


MN Ni 


Tg. Pinang. 

Tg. Bali Karimun. 
Dabo. 

Palembang. 


Te Pinang. 


Pandjang. 
Tg. Priok. 
Tjirebon. 
Semarang. 
Tji'atjap. 


Tegal. 


Surabaja (Tg. Perak). 
Probolinggo. | 
Panarukan. 


. Banjuwangi. 


Bandjarmasin. 
Sampit. 


Samarinda. 
. Balikpapan. 


. Pontianak. 


Singkawang. 
Pemangkat. 


. Sambas.  .. 
. Makasar 


Kendari. 


'Donggala. 


Bitung. 
Menado. 
Benoa. 


Buleleng. 
Padangbaai. 


22. Nusatenggara Barat 


23. Nusatenggara Timur : 1. 
aa 2. 

24. Maluku 3 2 
| 2. 

25. Irian Barat 1. 
2. 

" 3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Djumlah : 61 


Manokwari 


pelabuhan laut. 


— 


Il. Pelabuhan pantai jang dibuka: untuk perdagangan. lnar 
negeri chusus untuk barang-barang tertentu. 


L Atjeh NN IA 
2. 
2. Sumatera Utara 1. 
2. 
32 Riau “4 
2. 
3. 
4. 
4 Sumatera Selatan  - - 1. 
2: 


Singkel (kelapa Sawit, ka- 
ret dan kaju). 
Susoh (Kelapa Sawit). 


Pk. Brandan denada 
P. Susu (Minjak bumi). 


2 Sambu (Minjak. Bumi). 
Tg. Uban (Minjak Bumi). 


Kidjang (Minjak Bumi). 


. Panuba (Timah/Bouksit). 
“Pladju (Minjak Bumi): ” 


Sungai Gerong ' Citinjak 


-——————-Bumi). 
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3. Blinju (Timah/Bouksit). : 

4. Tg, Pandan (Timah/Bouk- 
sit). 

5. Toboali (Timah/Bouksit). 

6. Manggara (Timah/Bouk- 
sit). 


5. Djawa Timur “ Pasuruan (gula). 


6. Kalimantan : 


Tarakan (Minjak Bumi). 
Bunju (Minjak Bumi). 


NE 


Djumlah : 17 Pelabuhan pantai. 


Menteri Perdagangan, 
d.t.o. 


D. ASHARI 
Maj. Djen. T.N.I. 


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 


OMADIPON 


Presidium Kabinet AMPERA. 
Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

KOGAM. 

B.N.I. Unit I. 

Para Pang Koandahan. 

Para Panglima. 

Para Gubernur. 

Perwakilan R.I. di Singapura. 
Direktorat Bea & Tjukai. 


. Direktorium B.L.L.D. 


Bank Negara Indonesia Singapura. 
Para Perwakilan Depda. 


. Semua Instansi dilingkungan Depda. 
 GP.E.LS. 


DEPARTEMEN PERDAGANGAN 
DIREKTORAT DJENDERAL PERDAGANGAN 
LUAR NEGERI. 


Djakarta, 5 Djuli 1967. 
No. : 06/Instr/DDLN/VII/67. 
Lamp. : Satu 
Perihal : Ketentuan-ketentuan 
mengenai ekspor ke Singapura. Kepada 
1. Kepala-kepala Perwakilan 
Departemen Perdagangan 
Dati I. | 
2. Kepala Bagian Perdagang- 
an pada Perwakilan R.I. di 
Singapura. 
3. Kepala-kepala Seksi Eks- 
por. 
4. Kepala-kepala Tjabang Di- 
rektorat Ekspor. 


INSTRUKSI. 


Dalam rangka usaha peningkatan normalisasi hubungan per- 
dagangan antara Indonesia dan Singapura oleh Menteri Per- 
dagangan telah dikeluarkan Surat Keputusan No. 70/SK/VI/ 
1967 tertanggal 23 Djuni 1967 (lampiran I). Sehubungan dengan 
itu oleh Menteri Perdagangan telah dikirimkan kepada Saudara 
radiogram No. 23/KM/67 tanggal 24 Djuni 19867 jang berisikan 
ketentuan-ketentuan pelaksanaannja, jang berlaku mulai tang- 
gal 23 Djuni 1967 (lampiran II). 

Didjelaskan bahwa bagi pelaksanaan ekspor ke Singapura da- 
lam rangka usaha peningkatan normalisasi hubungan perda- 
gangan tersebut, masih berlaku ketentuan-ketentuan jang telah 
ditetapkan dalam Instruksi kami No. 02/SD/Instr/X/66 tanggal 
1 Oktober 1966, ketjuali Pasal I ajat-ajat 1 s/d 8 Instruksi di- 
maksud. 
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Pasal I ajat 1 s/d 8 tersebut dihapuskan, sebagai kelandjutan 
dari S.K. Menteri Perdagangan No. 70/SK/VI/1967 tertanggal 
23 Djuni 1967 dimaksud diatas, jang mentjabut Pasal 2, 3 dan 4 
beserta lampiran I, II dan III dari keputusan Menteri Perda- 
gangan No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966, jang 
mendjadi dasar dari Instruksi kami No. 02/SD/Instruksi/X/66. 

Pasal Iajat 1 s/d 8 Instruksi No. 02/SD/Instr/X/$66 tanggal 
1 Oktober 1966 dimaksud selandjutnja harus dibatja sebagai 
berikut: 


L EKSPOR KE SINGAPURA DENGAN DJAMINAN L/C: 


1. Prosedur ekspor dengan djaminan L/C, sebagaimana ter- 
tjantum dalam: 


0... 


Instruksi Deputy Mentcri Perdagangan No. 03/DYM/I/ 
0/66 Tertanggal 25 Mei 1965 Tentang Tindakan Untuk 
Memperlantjar Ekspor: 


Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/SD/Instr/X'65 


| tertanggal 4 Oktober 1966 tentang Tindakan Untuk 


Memperlantjar Ekspor: 


c. Ketentuan-ketentuan perobahan/tambahan jang menju- 


sul sehubungan dengan kedua Instruksi-instruksi seba- 
gaimana tersebut pada ajat a) dan b) diatas, tetap di- 
pedomani dalam mengatur dan mengawasi ekspor de- 
ngan djaminan dengan L/C tudjuan Singapura. 


2. Pengarahan ekspor ke Singapura: 


.. 


- 


Dalam pelaksanaan ekspor dimaksud, diusahakan agar 
tetap mempertahankan pemasaran langsung ke dan me- 
menuhi "commitments” jang telah ditutup dengan 


: negara2 konsumen. 


Prinsip tersebut pada ajat a) diatas, supaja mendjadi 
perhatian G.P.E.I. setempat untuk disampaikan dan 


 mendjadi pegangan para anggotanja dalam membina 


pemasaran barang-barang/hasil-hasil bumi keluar ne- 
geri. | ' 


3. Barang-barang/hasil-hasil bumi jang diekspor ke Singapura. 


— Barang-barang/hasil-hasil bumi Golongan I, II dan III seba- 
| gaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perdagang- 
an No. 127/SK/IX/66 tertanggal 3 Oktober 1966, diizinkan 


— ekspornja ke Singapura dengan memperhatikan hal-hal ter- 
sebut dibawah ini: 


a. Izin ekspor bagi barang-barang/hasil-hasil umi jang 
menurut ketentuan jang berlaku didjatahkan, diberikan 
dengan tetap memperhatikan pembatasan c.g. djatah bu- 
lanan jang telah ditentukan. 

. bd. Pemasaran tembakau lembaran keluar negeri, didasarkan 
- atas kebidjaksanaan melalui saluran jang tradisionil 

-  jaitu bursa dan setjara selektip kenegara-negara pema- 
kai lainnja, dengan mengusahakan hasil jang sebaik 
mungkin. Oleh sebab itu, maka dalam prinsipnja hanja 

“. . tembakau radjangan dapat diekspor ke Singapura. 
.c. Mengenai barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang 
. produksinja diatur/dibawahi oleh Departemen atau In- 

—. stansi-instansi jang ditundjuknja, seperti tumbuh-tum- 
buhan, hasil-hasil industri, hasil-hasil tambang, kulit 
sapi mentah dan sebagainja, ekspornja diizinkan apabi- 
la jang berkepentingan telah memiliki surat persetudju- 

| an dari Instansi jang bersangkutan. 

d. Bahan-bahan karet dan lain-lain hasil-hasil bumi jang 
813 diperlukan untuk diupgrade/proses didalam negeri men-: 
(1 djadi mutu standard, dilarang ekspornja ke Singapura. 
- Hasil-hasil bumi berupa "uitschot” sesudahnja dilakukan 

sortasi, diizinkan ekspornja melalui prosedur ekspor mutu: 
menjimpang jang berlaku. 


4. Pengawasan harga-harga ekspor: 


a. Harga-harga f£.o.b. bersih untuk barang-barang ekspor 
golongan I dan II harus menuruti penetapan harga-har- 
ga f.o.b. bersih jang diumumkan oleh Departemen Per- 


Ia 


8. 


dagangan setjara berkala menurut golonganja masing- 
masing. 


, Untuk barang-barang ekspor golongan III harus ditu- 


ruti ketentuan-ketertuan jang ditetapkan dalam Surat Ke- 
putusan Menteri Perdagangan No. 22/Sk./111/67 tanggal 
16 Maret 1967 beserta dengan instruksi-instruksi pelak- 
sanaannja. 


Pelaksanaan-pelaksanaan ekspor dan impor. 
a. Para eksportir harus terdaftar c.g. mempunjai Angka 


b. 


Pengenal Ekspor. 

Pembeli-pembeli di Singapura jang dapat dipergunakan 
adalah jang telah dinjatakan bonafiditasnja oleh Per- 
wakilan R.I. di Singapura menurut daftar jang telah dan 
jang akan disusulkan kepada Saudara. 

Pemberian izin-izin penutupan kontrak-kontrak valuta 
dan realisasi ekspor dilakukan pada tempat-tempat se- 
bagaimana tertjantum dalam lampiran I S.k. Menteri 
Perdagangan No. 70/SK/VI/1967 tanggal 23 Djuni 1967. 
Penetapan pelabuhan-pelabuhan realisasi ekspor dimak- 
sud dalam ajat a) diatas sebagai pelabuhan laut/pantai 
akan dilakukan oleh Menteri Maritim. 


. Selama Perwakilan R.I. di Singapura belum ada, per- 


kataan Perwakilan R.I. di Singapura harus dibatja Liaison- 
Office R.I. di Singapura. 


Instruksi ini berlaku gurut mulai tanggal 23 Djuni 1967. 


Demikian perobahan-perobahan atas Instruksi No. 02/SD/ 


Instr/X/66 tanggal 1 Oktober 1966 dan dinstruksikan pada 
Saudara untuk melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baik- 
nja. 


Direktur Djenderal 
Urusan Perdagangan Luar Negeri 


a.i. 
J. B. TITIHERUW. 


bh ESOpuanumuNny 


HE 3 


. Para Menteri. 
, Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 


KOTI. 

Para Pang Koandahan. 

Para Panglima. 

Para Pepelda. 

Para Gubernur/KDH DATI I. 
Perwakilan R.I. di Singapura. 


. Dir. Djen. Bea dan Tjukai. 


Dir. Djen. Perhubungan Laut. 
Direktorium B.L.L.D. 


. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG. 


Para Perwadepdag DATI I. 
B.P.U.-P.N.N. 
B.P.U.-B.P.U.-P.N, 

G.P.E.L 


. O.P.S.-Impor. 
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BIRO LALU LINTAS DEVISA 
No. : 4/U/BLLD/61. | Djakarta, 21 April 1967. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 
Perihal : Penundjukan first class Bank di Smgapore. 


Menundjuk pada Pengumuman B.LL.D. No. 14/U/BLLD)j 
66 tanggal 31 Desember 1966 bersama ini diberitahukan bahwa 
pada daftar Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai 
non depository correspondent dari Bank-bank Devisa di Indo- 
nes:a ditambahkan nama Bank sebagai berikut: 


— The Overseas Union Bank Ltd... -».— :!' Dj 
Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa: .. 
Direktorium, 3 Nan Ta 
ttd. ttd. 


R.A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK. 


DO It 0 LI MA... 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 
No. : S/U/BLLD/61. Djakarta, 6 Mei 1967. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal : Pemundjukan first class Bank di Singapore. 


Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 4/U/BLLD/67 
tanggal 21 April 1967 bersama ini diberitahukan bahwa pada 
daftar Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai non depo- 
sitory correspondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditam- 
bahkan nama-nama Bank sebagai berikut: 


— Mercantile Bank Limited, Singapore. 
— The Indian Overseas Bank Ltd. 

— The Bangkok Bank Ltd. 

— Algemene Bank Nederland N.V. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa : 
Direktorium, | 
ttd. ttd. 
A. HUTAURUK A. A. HARAHAP 


PAT FE, 
3 


BIRO LALU LINTAS DEVISA. 
No.: 6/U/BLLD/61. Djakarta, 15 Djuni 1967. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA. 


Perihal: Penundjukan first class Bank di Singapore. 


Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 13/U/BLLD/66 
tanggal 8 Nopember 1966 dan No. 5/114/BLLD/67 tanggal 
6 Mei 1967 bersama ini diberitahukan bahwa pada daftar Bank- 
bank di Singapore jang bertindak sebagai depository corres- 
pondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditambahkan nama 
Bank sebagai berikut : 


— Bank of America, Singapore. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa : 
Direktorium, 


ttd. ttd. 


A. HUTAURUK A. A. HARAHAP 
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BIRO LALU LINTAS DEVISA 
No. : 9/U/BLLD/66. Djakarta, 22 September 1966. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal : Penundjukan first class Bank di Singapore. 


Dalam rangka pemulihan hubungan dagang antara Indonesia- 
Singapore, bersama ini kami tetapkan buat sementara bank- 
bank tersehut dibawah ini jang dapat ditundjuk untuk bertindak 
sebagai non depository correspondent dari bank-bank devisa 
Indonesia dengan pengetjualian bahwa B.N.I. Singapore adalah 
satu-satunja depository correspondent dari semua bank-bank 
Devisa di Indonesia. Dalam hal B.N.I. Singapore belum dapat 
bekerdja kembali, maka bertindak sebagai depository corres- 
pondent ialah The Chartered Bank Singapore. 

Nama-nama first class Bank tersebut (Non depository) : 

— The Hongkong & Shanghai Banking Corporation 

— The Chartered Bank 

— Bank of America 

— First National City Bank of New York 

— Overseas Chinese Banking Corporation 

— Malayan Banking Ltd. 

— Bank Negara Indonesia (depository correspondent) 
— United Overseas Bank Ltd. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa: 
Direktorium, 
ttd. ttd. 
R.A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK. “ 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 
No. : 13/U/BLLD/66. Djakarta, 8 Nopember 1966. 


PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal : Penundjukan first class Bank di Singapore. 


Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. No. 9/U/BLLD/66 
tanggal 22 September 1966 bersama ini ditegaskan, bahwa 
Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai depository 
correspondent dari bank-bank devisa di Indonesia adalah: 

— Bank Negara Indonesia, dan 
— The Chartered Bank. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa: 
Direktorium, 


ttd. ttd. 


A. HUTAURUK. MARTOJO KOENTO. 
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BIRO LALU LINTAS DEVISA 


No. : 14/U/BLLD/66. Djakarta, 31 Desember 1966. 
PENGUMUMAN 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal : Penundjukan first class Bank di Singapore. 


Menundjuk pada Pengumuman B.L.L.D. Nomor 9/U/BLLD/ 
66 tanggal 22 September 1966 dan No. 13/U/BLLD/66 tanggal 8 
Nopember 1966 bersama ini diberitahukan bahwa pada daftar 
Bank-bank di Singapore jang bertindak sebagai non depository 
correspondent dari Bank-bank Devisa di Indonesia ditambahkan 
nama Bank sebagai berikut: 


— The Chase Manhattan Bank. 
Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa: 
Direktorium, 


ttd. ttd. 


A. HUTAURUK. A.A. HARAHAP. 
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SEMUA : PERWADEPDAN 
SEKDEK 
TJADEK 


NO 5/KWT/DDLN/66 INFO PARA PANGANDAHAN KMA 
PANGLIMA KMA GUB/KDH KMA TEAM EKSPOR DAERAH 
TTKDUA 


BERHUBUNG DGN DIKELUARKANNJA KETENTUAN 
DAPAT MEMASUKKAN BARANGS DARI SINGAPURA 
BERDASARKAN KREDIT ANTARA SWASTA DAN SWAS- 
TA DGN DIBAJAR BELAKANGAN DGN BONUS EKSPOR 
PADA UMUMNJA MAKA PELAKSANAAN DARI KAWAT 
KAMI NO 1/KWT/DDLN/66 TGL 6 SEPT 1966 DIROBAH 
DAN HARUS DIBATJA SEBAGAI BERIKUT TTKDUA 


AA IDZIN EKSPOR KE SINGAPURA HANJA DIBERIKAN 
DIULANGI DIBERIKAN APABILA EKSPORTIR JBS 
TELAH MENUNDJUKKAN BAHWA IA TELAH MENG- 
IMPOR BARANGS KE INDONESIA JANG DIBUKTI- 
KAN DENGAN PENUNDJUKKAN KPP DAN 'TER- 
BATAS PADA BARANGS EKSPOR JANG DUZINKAN 
MENURUT KEPUTUSAN MENPERDAG 


BB BARANGS DIMAKSUD DIUMUMKAN BERSAMA 
HARGAS VIDE PASAL DD DIBAWAH 


CC HENDAKNJA DIDALAM MEMPERKENANKAN EKS- 
POR DIPERHATIKAN KETENTUANS GUOTA UNTUK 
DJENIS BARANG TERTENTU SEPERTI TERTERA 
DALAM SUB BB DAN CC KK NO 1/KWT/DDLN/66 


DD HARGAS UTK EKSPOR KE SINGAPURA HARUS DI- 
SESUAIKAN DENGAN PENGUMUMAN HARGAS 
CHUSUS UNTUK EKSPOR KENEGARAS ASIA KUR- 
BUK BANGKOK KOMA SINGAPURA KOMA HONG- 
KONG DAN KAMBODJA KURTUP. 
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PENGUMUMAN DAFTAR BARANGS UNTUK SINGA- 
PURA DAN HARGA UNTUK ASIA AKAN DISIARKAN 
MELALUI RRI GELOMBANG NASIONAL SESUDAH 
SIARAN WARTA BERITA DJAM 08.00 PAGI KOMA 
BERSAMAS DENGAN SIARAN HARGA LAINNJA 
DIMULAI PADA HARI SENIN TGL 3 OKTOBER 1966 
JAD 


PEMBELI DI SINGAPURA DIPERGUNAKAN PEM- 
BELI JANG TELAH DISCREEN OLEH LIAISON OF- 
FICE INDONESIA DI SINGAPURA DAN IMPORTIRS 
DI INDONESIA. HARUS PERUSAHAAN NASIONAL 


INSTRUKSI SELANDJUTNJA DAN DAFTAR PEM- 
BELIS DIMAKSUD DALAM PASAL FF AKAN DI- 
SUSULKAN TTKHBS 


DIRDJEN DAGLU 


Djakarta, 28 September 1966. 
A.n. Dirdjen Urusan Perdagangan 
Luar Negeri: 

Kepala Direktorat Ekspor, 
ttd. 

ALAMSJAH. 


MENPERDAG, KOTI GAB. V. 
DIRDJEN DEPERDAG 
PARA PANGANDAHAN 
PARA PANGLIMA 

SEMUA GUB/KDH 

SEMUA PANTJA TUNGGAL 
PERW RI SINGAPURA 

DEK 


DIR DJEN BEA & TJUKAI 


BLLD PUSAT 
TEAM EKSPOR PUSAT/DAERAH 


. BPU-PNN 


G.P.E.LS. 


. ARSIP. 
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DEPARTEMEN PERDAGANGAN 
DIREKTORAT DJENDERAL 
URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI. 


No. : 02/SD/Instr/K/66. 

Perihal : Ketentuan-ketentuan mengenai 
Ekspor ke Singapura 

Lampiran : Delapan. 


Djakarta, 1 Oktober 1966. 


Kepada 

1. Kepala Bagian Perdagangan 
pada Perwakilan Republik 
Indonesia Singapura. 

2. Kepala-kepala Perwakilan 
Departemen Perdagangan 
DATI I. 

3. Kepala-kepala Seksi Ekspor. 

4. Kepala-kepala Tjabang Di- 
rektorat Ekspor. 


INSTRUKSI: 


Dengan dibukanja kembali hubungan dagang antara Indone- 
sia dan Singapura, telah dikeluarkan Surat Keputusan Presi- 
dium Kabinet Ampera No. 07/EK/KEP/8/1966 tanggal 29 
Agustus tentang Pedoman-pedoman dan Ketentuan-ketentuan 
Pokok mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indonesia 
dan Singapura (Lampiran I) dan peraturan-peraturan pelak- 
sanaannja jaitu : 

1. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66, tang- 
gal 29 Agustus 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pelak- 
sanaan mengenai Perdagangan Ekspor/Impor antara Indo- 
nesia dan Singapura (Lampiran II). 


168 


2. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia 

| 108/3K/VIII/66 498/M.K./66 
tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Ekspor ke 


Singapura dengan tjara pembajaran berdasarkan Ni 

tertentu (Lampiran III). 

3. Pengumuman BLLD No. 14/Eks/BLLD/66, tanggal 6 Sep- 
tember 1966, perihal tjara pembajaran Ekspor ke Singapura 
dengan L/C (Lampiran IV). 

4. Pengumuman BLLD No. 13/Eks/BLLD/66 tanggal 6 Sep- 
tember 1966, perihal Ekspor ke Singapura dengan tjara 
pembajaran berdasarkan djaminan tertentu (tanpa L/C) dan 
Impor dengan Bonus Ekspor jang diperoleh dari Ekspor 
seperti termaksud (Lampiran V). 

Sehubumgan dengan surat-surat keputusan dan pengumuman- 
pengumuman tersebut diatas, telah kami sampaikan prinsip- 
prinsipnja kepada Saudara dengan kawat kami No. 1/Kwt/ 
PDLN/66 tanggal 6 September 1966 (Lampiran VI), jang de- 
ngan Instruksi ini kami djelaskan pelaksanaannja sebagai 
berikut : 


IL EKSPOR UMUM (DENGAN L/C). 


Prosedur technis ekspor sebagaimana telah digariskan menu- 
rut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Deputy Menteri Per- 
dagangan No. 03/DYM/1/5/66 tanggal 25 Mei 1966 dengan 
perobahan-perobahan/susulan-susulan tambahannja, tetap ha- 
rus dipedomani bagi pelaksanaan ekspor ke Singapura dengan 
memperhatikan hal-hal seperti tersebut dibawah ini : 

1. Hasil-hasil bumi/barang-barang jang diekspor ke Singapura 
adalah hasil-hasil bumi/ barang-barang sebagaimana tertjan- 
tum dalam daftar Lampiran I SK Menteri Perdagangan 
No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966. 

2. Terhadap ekspor beberapa hasil-hasil bumi berlaku keten- 
tuan-ketentuan : 
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a. Kopra hanja dari Daswati I Riau, Atjeh dan Gunung 
Sitoli masing-masing 500 ton sebulan. 

b. Kopi hanja dari Banda Atjeh dan Medan masing-masing 
50 ton sebulan. 

c. Teh Dust hanja ex perkebunan-perkebunan ditempat 
berhawa panas. 

d. Teh Bohea tidak terbatas. 

Teh hidjau dari Semarang dan Tjirebon masing-masing 

26 ton sebulan. 


» 


. Izin Ekspor untuk djagung, gaplek, tepung gaplek, bung- 
kil, dedek padi/djagung dan djenis-djenis katjang, Saudara 
berikan dengan ketentuan harus memperhatikan kebutuhan 
Daerah menurut ketetapan Gubernur/Kepala Daerah DATI 
I jang bersangkutan serta memperhatikan kepentingan eks- 
por kenegara-negara konsumen. 


. Harga-harga dari hasil-hasil bumi/barang-barang dimaksud 
dalam ajat 1 diumumkan/disiarkan melalui Radio Republik 
Indonesia pada hari/tanggal-tanggal jang telah diberitahu- 
kan waktunja untuk masing-masing Golongan I, II dan III. 


. Bagi hasil-hasil bumi/barang jang mana harganja belum 
diumumkan/ disiarkan wewenang dalam penetapan harganja 
(fob-bersih-harga penjerahan) diserahkan kepada Saudara 
dengan segera melaporkan dengan kawat kepada Direkto- 
rat Ekspor Pusat. 


. Pemberian izin-izin penutupan kontrak valuta dan realisasi 
ekspor dilakukan pada tempat-tempat sebagaimana tertjan- 
tum pada lampiran II dan III SK. Menteri Perdagangan 
No. 106/SK/VIII/66 tanggal 29 Agustus 1966. 


. Ekspor ke Singapura dilakukan atas dasar perdjandjian 
pendjualan setjara langsung dengan pembukaan L/C. 

. Pembeli-pembeli di Singapura jang dapat dipergunakan ada- 
lah jang telah dinjatakan bonafiditasnja oleh Perwakilan 
Republik Indonesia di Singapura, menurut daftar jang akan 
disampaikan kepada Saudara. 
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II. EKSPOR CHUSUS (TANPA L/C). 
1. Ketentuan Umum. 


a. Ekspor setjara chusus (tanpa L/C) dapat dilakukan dari 
tempat-tempat/pelabuhan-pelabuhan ex daerah konsinjasi 
dengan counter import dan terbatas pada tempat-tempat/ 
pelabuhan jang : 

a.l. boleh melakukan perdagangan Luar Negeri. 
a.2. mempunjai Kantor Tjabang Bea dan Tjukai. 
a.3. tidak mempunjai Bank Devisa. 

b. Tempat-tempat/pelabuhan dimaksud pada ajat a terdiri dari 
tempat-tempat/pelabuhan-pelabuhan jang berada didaerah- 
daerah : 

b.1. DATI I Atjeh. 

b.2. DATI I Riau (Daratan H- Kepulauan). 

b.3. Kewedanaan Kuala Tungkal DATI I DJAMBI. 
b.4. Kepulauan Nias, Simelue dan Telle. 

c. Hasil-hasil bumi/barang-barang jang dapat diekspor setjara 
chusus ialah terdiri dari hasil-hasil bumi/barang-barang 
jang dihasilkan setempat dan tertjantum pada daftar lam- 
piran I, ketjuali untuk kopi dan kopra jang harus diekspor 
dengan sjarat pembajaran dengan L/C. 

d. Ekspor dengan tjara chusus termaksud diatas berlaku pula 
bagi tempat-tempat/pelabuhan-pelabuhan manapun jang 
chusus menghasilkan hasil-hasil bumi jang lekas busuk dan 
rusak seperti : Sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar. 

e. Dalam rangka pelaksanaan ekspor dimaksud tanpa L/C, re- 
lasi dari eksportir Indonesia di Singapura harus menjetor 
pada B.N.I. Singapura uang djaminan sedjumlah harga 
barang-barang jang akan diekspor dari Indonesia, atas re- 
kening Perwakilan Republik Indonesia di Singapura. 

f. Berdasarkan penjetoran uang djaminan itu, jang berkepen- 
tingan diizinkan mengekspor barang ke Indonesia berdasar- 
kan dari Bonus Ekspor jang dihasilkan, dengan memperhati- 
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kan daftar barang jang diimpor, dengan Bonus Ekspor vide 
Lampiran Keputusan Kabinet Dwikora Republik Indonesia 
No. Aa/D/31/1966 tanggal 26 Pebruari 1966. Penggunaan 
B.E. diatur oleh eksportir melalui relasinja di Singapura, 
sehingga pemasukan barang terlebih dahulu dimungkinkan 
dengan kapal jang datang mengambil barang-barang ekspor. 
h. Kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura diberi- 
kan kekuasaan : 
h.1. Atas nama Menteri Perdagangan menetapkan harga- 
harga dan mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk 
ekspor dari Indonesia. 


h.2. Mengatur pelaksanaan dan pengawasan dalam sektor- 
sektor jang bersangkutan jang diperlukan bagi pelak- 
sanaannja. 

i. Pengangkutan barang-barang ekspor ke Singapura tanpa 

L/C dapat dilakukan hanja dengan : 

il. Kapal-kapal jang dimiliki/dicharter oleh Perusahaan 
Pelajaran Nasional jang berkedudukan di Indonesia. 


i.2. Kapal-kapal lain dari Perusahaan Pelajaran jang mem- 
punjai Perwakilan jang telah diakui di Indonesia seke- 
dar kapal-kapal itu untuk muatannja mengeluarkan 
konosemen dan diakui sebagai ,,commen carier” di 
Singapura. 

j. Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka ek- 
spor ke Singapura tanpa L/C, kapal-kapal dimaksud harus 
mendapat ,,Letter of Introduction” dari Perwakilan Republik 
Indonesia di Singapura, setelah pihak perusahaan kapal itu 
memberikan djamiman jang tjukup, bahwa barang ekspor 
dari Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan 
dalih apapun kepada pihak lain selain dari pada kepada Bank 
Negara Indonesia di Singapura atas order. 

k. Kapal-kapal seperti termaksud pada pasal h ajat h.1. jang 
oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih dahulu 
meminta ,,Letter of Introduction” dari Perwakilan Republik 
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Indonesia di Singapura tanpa L/C, setelah pihak kapal-kapal 
itu memberikan djaminan setjukupnja seperti termaksud di- 
atas kepada Biro Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta. 

L Diketjualikan dari sjarat pengangkutan tersebut dalam ajati 
diatas untuk kapal-kapal/tongkang-tongkang jang dipergu- 
nakan untuk pengangkutan kaju, atap, kaju bakar, kulit 
bakau, daun nipah, nibing, kulit ikan dan ikan segar. Kapal- 
kapal inipun harus mendapat ,,Letter of Introduction”. 

m. Untuk pengamanan pelaksanaan dari ekspor dimaksud da- 
lam ajat 1 diatas, ketjuali mengenai kapal-kapal/tongkang- 
tongkang jang mengangkut ikan segar, ditetapkan tempat- 
tempat pemeriksaan kapal-kapal/tongkang-tongkang (check- 
ing points) sebagai berikut : 

m.1. Sabang untuk ekspor dari pelabuhan-pelabuhan dipan- 
tai Atjeh Daratan dan Kepulauan-kepulauan Nias, Si- 
melue dan Telle. 

m.2. Tandjung Balai Karimun untuk ekspor dari Pelabuhan- 
pelabuhan di Pantai Timur Sumatra. 

m.3. Belakang Padang untuk ekspor dari pelabuhan-pela- 
buhan lainnja. 

2. Prosedur Pelaksanaan Ekspor. 


a. Eksportir jang hendak mengekspor barang ke Singapura 
berdasarkan ketentuan-ketentuan termaksud diatas, meng- 
usahakan supaja relasinja di Singapura jang akan mem- 
beli barang ekspornja, mengadjukan kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di Singapura satu set ,,Purchase Order” 
(P.O.) dalam rangkap 4, jang menjebutkan antara lain: 
a.l. nama perusahaan dan alamat pembeli barang. 

a.2. nama dan alamat eksportir di Indonesia, jang akan 
mengekspor barang. 

a.3. djenis dan djumlah maksimal barang jang akan dibeli 
dari Indonesia. 

b. Atas ,,Purchase Order” termaksud Perwakilan Republik 
Indonesia di Singapura membuatkan formulir Persetudjuan 
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Mengimpor Barang dari Indonesia (SPMBDI) dalam rang- 
kap 4 menurut tjontoh terlampir (Lampiran VII) dimana di- 
sebutkan antara lain : 

b.1. harga satuan dan harga total untuk ekspor barang jang 

termaksud dari Indonesia. 


b.2. djangka waktu dalam mana untuk harga total barang 
itu sudah harus dipertaruhkan uang djaminan pada 
Bank Negara Indonesia di Singapura. 


b.3. tanggal terachir pengapalan barang dari pelabuhan eks- 
por di Indonesia. 


c. Berdasarkan SPMBDI termaksud pada ajat b, jang diadju- 
kan kepada B.N.I. di Singapura dalam 4 lembar, jang ber- 
kepentingan menjetor uang djaminan pada Bank tersebut 
atas nama Perwakilan Republik Indonesia Singapura sedjum- 
lah sekurang-kurangnja harga total jang tersebut pada 
SPMBDI B.N.I, Singapura membuat keterangan tentang 
penjetoran uang djaminan itu pada semua lembar SPMBDI 
dan kemudian menjerahkan lembar ke-1 sampai dengan 3 
dari SPMBDI kembali kepada jang berkepentingan untuk 
diadjukan kembali kepada Perwakilan Republik Indonesia 
di Singapura. 


d. Atas pengundjukan SPMBDI jang telah mendapat keterang- 
an tentang pembajaran uang djaminan, Perwakilan Repu- 
blik Indonesia mengeluarkan SIP dalam rangkap 4, dari 
mana lembar ke-1 dan 2 ditambah dengan 2 tembusan P.O. 
dan dikirimkan dengan sampul tertutup dan bermeterai ke- 
pada Kepala Kantor Bea dan Tjukai ditempat pelabuhan 
ekspor barang bersangkutan dari Indonesia. 


e. Bersamaan dengan itu didalam hal diharuskan, jang ber- 
kepentingan mengusahakan pula supaja Perwakilan Repu- 
blik Indonesia mengeluarkan ,,Letter of Introduction” se- 
perti termaksud dalam ajat j, k dan 1 pasal II tersebut di- 
atas, dengan keterangan, apakah Kapal jang bersangkutan 
untuk muatannja akan mengeluarkan konosemen atau tidak. 
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Letter of Introduction dikirimkan pula dalam sampul seba- 
gaimana dimaksud dalam ajat d. diatas. 


. Seterima SIP, SPMBDI, P.O. masing-masing dalam rangkap 
2 dan Letter of Introduction, Kepala Kantor Bea dan Tjukai 
dipelabuhan ekspor jang bersangkutan segera menjampai- 
kan semua lembar SIP dan SPMBDI kepada Kantor Tjabang 
Direktorat Ekspor setempat—djika ada—untuk mendapat 
,Countersign”. Djika Kantor Tjadek tidak ada ditempat itu, 
maka countersign diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan 
Tjukai sendiri dan dengan demikian barulah SIP tersebut 
mendjadi sah untuk pengeluaran barang. 


P.O. satu lembar disampaikan kepada eksportir, sedangkan 
jang lainnja ditahan di Kantor Bea dan Tjukai. 


. Pada waktu akan memuat barang ekspor, eksportir meng- 
adjukan kepada Bea dan Tjukai, selain dari pada Surat Pem- 
beritahuan Muat Barang (AVI) dan Surat-surat jang ber- 
talian dengan itu, seperti weight/packing list dan sebagai- 
nja, satu set lengkap formulir E. 3., pada mana ,,RU- 
ANG A UNTUK EKSPORTIR” diisi seperlunja oleh eks- 
portir dan diberi tjatatan jang djelas ,E KSPOR TANPA 
L/C DENGAN DJAMINAN”. 


Pada semua lembar formulir E. 3. tersebut oleh Kepala Kan- 
tor Bea dan Tjukai segera ditjatat tanggal terachir penga- 
palan barang, sebagaimana tertjantum pada SPMBDI dan 
SIP dalam ,RUANG B UNTUK BANK DEVISA”. 


. Setelah pemuatan barang selesai, maka Bea dan Tjukai me- 
njelesaikan pengisian formulir E. 3. sebagaimana mestinja 
untuk djumlah dan harga barang jang sebenarnja di- 
kapalkan. 

Pihak eksportir menjerahkan djuga kepada Bea dan Tjukai 
sekurang-kurangnja dalam rangkap 3 faktur-faktur dan 
wesel jang berisi djumlah tagihannja atas sipembeli barang, 
pada mana djika dianggap perlu ditambahkan instruksi 
untuk B.N.I. Singapura tentang antara lain : 
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j. 


il. djika dalam djumlah harga ada sebagian jang harus 
diserahkan kepada Dana Devisa (barang Golongan II), 
pada Bank Devisa manakah di Indonesia si Eksportir 
ingin menerima nilai lawan ditambah premi ekspor dari 
djumlah devisa itu. 

i.2. djika didalam djumlah faktur/weselnja ada sebagian 
jang merupakan ,,overprice”, apakah jang harus dila- 
kukan dengan djumlah overprice tersebut. 

i.3. djika djumlah Bonus Ekspor, jang diperoleh dengan 
ekspor itu belum habis untuk membajar impor jang telah 
dilakukan lebih dahulu atas beban Bonus Ekspor itu, 
apakah jang harus diperbuat dengan (sisa) Bonus Eks- 
por tersebut. 

Djika Instruksi-instruksi tersebut tidak ada diberikan oleh 
eksportir, maka pembajaran nilai lawan ditambah premi 
ekspor, seperti termaksud sub i.1. akan disalurkan tetap 
melalui BNI Unit II Tjabang Utama Djakarta, sedangkan 
valuta-valuta asing seperti termaksud sub i.2. dan i.3. akan 
disimpan dan ditata-usahakan pada BNI Singapura. 


. Dari perusahaan kapal jang mengangkut barang, djika 


termasuk dalam Golongan jang mengeluarkan konosemen 
untuk muatannja, Bea dan Tjukai meminta penjerahan ko- 
nosemen jang ,negotiable” sekurang-kurangnja dua lembar 
dan satu tembusan jang ,,non-negotiable”, jang kesemuanja 
harus dibuat atas nama ,,Bank Negara Indonesia Singapura 
c.g. Dana Devisa” atau notify address: nama dan alamat 
si pembeli barang di Singapura. 

Satu not dari dokumen-dokumen tersebut pada ad. i ditam- 
bah dengan satu lembar negotiable konosemen dan formulir- 
formulir E. 3. lembar ke-8 dikirimkan oleh Bea dan Tjukai 
dalam sampul bermeterai dengan perantaraan nachoda kapal 
setjara ,,by safehand” kepada B.N.I. di Singapura. Kono- 
semen Negotiable jang kedua dengan set lainnja dari doku- 
men-dokumen tersebut pada ajat 1 ditambah dengan formulir 
E. 3. lembar ke-8, dikirimkan setjara tertjatat melalui pos 
kepada B.N.I. Singapura. 
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m. Bersamaan dengan itu Bea dan Tjukai mengirimkan pula 
kawat mengenai ekspor tanpa L/C jang telah direalisasikan 
itu kepada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura, jang 
untuk keseragamannja disusun sebagai berikut : 


PERWAKILAN SINGAPURA. 


No es tau aaaaa 1) EKSPOR TANPA L/C....... 2) 
SIP NO. sen. oooooomcea 3)  DIREALISIR PER ............. 4) 
en NE AA 5)  SEDJUMLAH HARGA Ms 8) 
ETIGANO coco... 7) 


TJATATAN : 1) nomor kawat menurut agenda KKBT. 
2) nama pembeli barang menurut SPMBDI dan 
P.O. 
3) nomor SIP dari Perwakilan Singapura 
4) nama kapal jang mengangkut barang 
5) tanggal berangkat kapal dinjatakan setjara 


Code 

6) harga menurut form E-3 ditulis dengan 
huruf 

1) nomor form E-3 menurut pendaftaran Bea 
dan Tjukai 


Untuk code tanggal berangkat kapal digunakan 
5 angka, jakni 2 angka untuk hari, 2 angka un- 
tuk bulan dan 1 angka untuk tahun, misalnja : 
7 September 1966 mendjadi : 07096 
12 Oktober 1966 mendjadi : 12106 
Semua biaja pengiriman dokumen-dokumen dengan pos ter- 
tjatat dan biaja kawat dibebankan atas eksportir. 

n Paling lambat dalam dua hari kerdja sesudah barang tiba di 
Singapura, B.N.I. Singapura harus memperhitungkan djum- 
lah harga barang menurut dokumen-dokumen jang bersang- 
kutan dari sipembeli barang dengan uang djaminan jang 
telah disetor berdasarkan SPMBDI pasal 2 ajat c. 
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Oo. Apabila ternjata bahwa djumlah harga menurut dokumen- 
dokumen termaksud lebih besar dari pada uang djaminan, 
maka B.N.I. harus menagih selisihnja dari pembeli barang 
dan sebaliknja apabila djumlah harga itu kurang kelebihan- 
nja harus dikembalikan. 

p. Atas penerimaan pembajaran itu, B.N.I. Singapura membu- 
kukan : 

p.1. bagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa ke- 
dalam Special Account B.N.I. Djakarta c.g. Dana Devisa. 

p.2. bagian jang merupakan Bonus Ekspor bagi eksportir 
baik BEE maupun BED, kedalam rekening masing- 
masing Bonus Ekspor atas nama eksportir. 

p.3. bagian jang merupakan overprice dan lain-lain djika 
ada, menurut instruksi eksportir. 

g- Untuk mentjegah kekeliruan-kekeliruan, maka setiap SP- 

MBDI dan SIP jang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik 
Indonesia Singapura dalam rangka peraturan ini, berlaku 
hanja untuk satu kali pengapalan. 
SPMBDI serta SIP jang sudah dipergunakan untuk satu kali 
pengapalan barang akan tetapi masih bersisa (except) ada- 
lah batal untuk djumlah sisa itu dan karenanja aslinja dapat 
segera dikirimkan kembali kepada Perwakilan Republik 
Indonesia di Singapura melalui B.N.I. Singapura didalam 
sampul termaksud pada ajat 1, sedangkan lembar lainnja 
ditahan di Kantor Bea dan Tjukai untuk arsip. 


UI. LAIN-LAIN. 


1, Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini tidak berlaku ter- 
hadap daerah Pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian 
Barat. 

2. Hendaknja Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baik- 
nja dan kepada : 

a. Perwakilan Republik Indonesia di Singapura 
b. Kantor Tjabang Direktorat Ekspor '(Tjadek) 
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c. Kantor Tjabang Bea dan Tjukai, dimana Tjadek tidak 
ada. 
diminta agar mengirimkan laporan bulanan kepada kami, 
c.g. Direktorat Ekspor dengan salinan kepada Perwakilan 
Departemen Perdagangan pada tiap-tiap DATI I jang ber- 
sangkutan. 
Kepada Perwakilan Republik Indonesia di Smgapura dimin- 
ta agar mengirimkan : 
a. Tjatatan harga-harga hasil-hasil bumi/barang-barang 
ekspor Indonesia dipasaran Singapura setjara periodik. 
b. Keterangan bonafiditas pembeli-pembeli di Singapura. 
Selama Perwakilan Republik Indonesia di Smgapura belum 
ada, perkataan Perwakilan Republik Indonesia dalam Ins- 
truksi ini, harus dibatja sebagai : Ketua Liaison Office di 
Singapura. 


Perhatikan : 
Sesuai dengan Instruksi KOTI Gabungan V, maka ketentuan- 


ketentuan sebagaimana tersebut dalam Instruksi ini dilak- 
sanakan, dengan sjarat apabila pengusaha di Singapura telah 
memasukkan barang terlebih dahulu di Indonesia. Buat ini per- 
hatikan kawat kami No. 5/KWT/DDDM/66 tanggal 28 Septem- 
ber jang bersama ini kami lampirkan galinannja (Lampiran 
VIII). 


Cc : 


Instruksi ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan. 


Sekretaris Djenderal 
Departemen Perdagangan, 
ttd. 


ARIFIN HARAHAP S.H. 
1. Menteri Perdagangan 
2. Menteri Dalam Negeri 
3. Menteri Keuangan 
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Menteri Maritim 

KOTI Gabungan V 

Gubernur Bank Sentral 

Inspektur Djenderal Dep. Perdagangan 
Dir. Djen. Perdagangan L.N. 

Dir. Djen. Perdagangan D.N. 

Dir. Djen. Pemasaran dan Pengembangan 


. Panglima Koandahan Sumatera 


Panglima Koandahan Indonesia Timur 
Panglima Koandahan Kalimantan 
Para Pepelrada DATI I 

Para Gubernur DATI I 

B.L.L.D. 


. Direktorat-direktorat dilingkungan Deperdag 


Direktorat Bea dan Tjukai 
Team Ekspor Daerah 
Team Ekspor Pusat 


. BP.U. —P.N.N. 
. G.P.ELS. 
. BIPALINDO 


KOMANDO OPERASI TERTINGGI 
GABUNGAN 5 


Djakarta, 15 Nopember 1966. 


Nomor : B-02209/G-5/11/66. 
Sifat Po —— 
Lampiran : ' —.— 
Perihal : Hubungan dagang amtara 
Indonesia dengan Singa- 
pura/Malaysia. 
Kepada: 
Menteri Perdagangan 
Menteri Keuangan 


Menteri Maritim 
Gubernur Bank Sentral 


mada ba 


Sesuai dengan tingkatan perdjuangan pada dewasa ini, oleh 
Ketua Presidium telah diinstruksikan kepada KAS KOTI cg. 
Ketua Gabungan 5 KOTI untuk mengkoordinir pelaksanaan 
kearah normalisasi hubungan dagang antara Indonesia dengan 
Singapura/Malaysia. 

Tindakan-tindakan jang dikehendaki, adalah kebidjaksanaan 
perdagangan jang bersifat restriktip dan selektip, dengan di- 
samping itu mengusahakan keuntungan jang sebesar-besarnja 
untuk kepentingan supply barang-barang bagi Indonesia dalam 
menghadapi Hari-hari Natal/Raya. 

Pada prinsipnja Instruksi Ketua Presidium dimaksud meli- 
puti: 

J3. Memperlakukan Keputusan-keputusan, Instruksi-instruksi 
Presidium serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan jang 
pernah dikeluarkan mengenai ekspor/impor antara Indone- 
sia dan Singapura. 
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Menteri Maritim 

KOTI Gabungan V 

Gubernur Bank Sentral 

Inspektur Djenderal Dep. Perdagangan 
Dir. Djen. Perdagangan L.N. 

Dir. Djen. Perdagangan D.N. 

Dir. Djen. Pemasaran dan Pengembangan 


. Panglima Koandahan Sumatera 

. Panglima Koandahan Indonesia Timur 

. Panglima Koandahan Kalimantan 

. Para Pepelrada DATI I 

. Para Gubernur DATI I 

. B.L.L.D. 

. “Direktorat-direktorat dilingkungan Deperdag 


Direktorat Bea dan Tjukai 
Team Ekspor Daerah 
Team Ekspor Pusat 


. BP.U.—P.N.N. 
. G.P.ELS. 
. BIPALINDO 


KOMANDO OPERASI TERTINGGI 
GABUNGAN 5 


Djakarta, 15 Nopember 19665. 


Nomor : B-02209/G-5/11/66. 
Sifat 2 —— 
Lampiran : ' —.— 
Perihal : Hubungan dagang amiara 
Indonesia dengan Singa- 
pura/Malaysia. 
Kepada: 
Menteri Perdagangan 
Menteri Keuangan 


Menteri Maritim 
Gubernur Bank Sentral 


PON 


Sesuai dengan tingkatan perdjuangan pada dewasa ini, oleh 
Ketua Presidium telah diinstruksikan kepada KAS KOTI cg. 
Ketua Gabungan 5 KOTI untuk mengkoordinir pelaksanaan 
kearah normalisasi hubungan dagang antara Indonesia dengan 
Singapura/Malaysia. 

Tindakan-tindakan jang dikehendaki, adalah kebidjaksanaan 
perdagangan jang bersifat restriktip dan selektip, dengan di- 
samping itu mengusahakan keuntungan jang sebesar-besarnja 
untuk kepentingan supply barang-barang bagi Indonesia dalam 
menghadapi Hari-hari Natal/Raya. 

Pada prinsipnja Instruksi Ketua Presidium dimaksud meli- 

puti: 

1. Memperlakukan Keputusan-keputusan, Instruksi-instruksi 
Presidium serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan jang 
pernah dikeluarkan mengenai ekspor/impor antara Indone- 
sa dan Singapura. 


181 


2. Memperlakukan Peraturan-peraturan umum jang berlaku 
dalam perdagangan impor Indonesia dengan Negara-negara 
lain, djuga terhadap perdagangan dengan Singapura, antara 
lai: 

2.1. impor atas dasar pembukaan L/C ataupun atas dasar 
Bonus Ekspor serta ADO: 

2.2. impor atas dasar barang kiriman, barang penumpang 
dan Devisa Pelengkap. 

3. Memperlakukan peraturan ekspor/impor dengan Singapura 
sebagaimana dimaksud dalam ajat (1), djuga untuk pelak- 
sanaan ekspor/impor antara Indonesia dan Malaysia, chusus 
untuk kepentingan Projek KOANDAHAN Sumatera dengan 
ketentuan-ketentuan: 


3.1. impor ex-outstanding balance dari Malaysia tidak dia- 
dakan kompensasi pembajarannja dengan ekspor: 

3.2. ekspor ke Malaysia diizinkan dalam rangka daftar 
barang vide lampiran SK Menperdag No. 106/SK/VII/ 
1966 dan mempergunakan BE-nja untuk memasukkan 
barang-barang guna persediaan buat Hari Natal/Raya. 

4. Sesuai dengan prinsip-prinsip jang telah disetudjui bersama 
antara Indonesia dan Singapura, supaja Projek Teluk Ayer 
Basin dimanfaatkan sebesar-besarnja sedjauh projek ini 
bersifat menampung barang-barang ekspor Indonesia jang 
dibawa ke Singapura tanpa dokumen, maupun jang berupa 
barang selundupan. 

5. Mengizinkan transhipment di Singapura dengan berpegang 
kepada ketentuan-ketentuan chusus jang berlaku untuk ini 
serta kebidjaksanaan kita dibidang pelajaran. 

Mengatur lalu-lintas pelajaran serta penggunaan ruangan- 

ruangan kapal jang akan beroperasi dalam lalu-lintas per- 
dagangan antara Indonesia dan Singapura. 

6. Chusus dalam menghadapi Hari-hari Raya/Natal/Tahun 
Baru, supaja dipergiat pemasukan barang-barang kebutuhan 
masjarakat sebagai berikut: 
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8.1. kepada pengusaha impor/ekspor jang mendatangkan 


8.2. 


6.3. 


impor sebanjak 1 djuta dollar Mal., disamping barang- 
barang lemah diperkenankan mengekspor barang- 
barang ekspor kuat (Gol. I) ke Singapura dengan harga 
setinggi-tingginja 2 (dua) djuta dollar Mal, 

kepada daerah-daerah penghasil barang-barang ekspor 
jang merupakan daerah-daerah monokultuur diper- 
kenankan mengekspor barang-barang ekspor ke Singa- 
pura/Malaysia berdasarkan suatu djatah tertentu 
dengan ketentuan BE dan ADO hasil ekspor jang 
bersangkutan dipergunakan untuk mendatangkan ba- 
rang-barang impor lebih dahulu, 

ketentuan-ketentuan tersebut dalam 6.1. dan 6.2. hanja 
berlaku sampai dengan achir bulan Djanuari 1967 me- 
ngenai barang-barang impornja dan sampai dengan 
achir bulan Maret 1967 mengenai pelaksanaan ekspor- 
nja. 


Kami mengharapkan bantuan Saudara-saudara untuk meng- 


atur pelaksanaan dari Instruksi tersebut menurut bidangnja 
masing-masing dan dalam rangka koordinasi jang ditugaskan 
kepada kami diharapkan agar segera memberitahukan kepada 
kami hal-hal jang perlu kami perhatikan/crash-kan, segala 
sesuatunja atas pertimbangan untuk mentjapai hasil jang 
sebesar-besarnja dari pelaksanaan Instruksi Ketua Presidium/ 
KAS KOTI tersebut. 


Komando Operasi Tertinggi 
Kepala Staf: 
u.b. 


Ketua Gabungan 5, 
ttd. 
SOENARSO 


Brigadir Djenderal T.N.I. 


Tembusan: 


1. Sdr. Dirdjen PHB Laut: 
2. Sdr. Dirdjen Bea Tjukai: 
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DAD Op 
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Direktorium BLLD: 

Kep. Liaison Off. Singapura: 
Kep. Liaison Off. Kualalumpur: 
G.1 - G.2 - Sekum Koti: 

Semua Ass. G.5 Koti: 

Arsip. 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 


No. 11/Imp/ BLLD/66. Djakarta, 17 Desember 1966. 


PENGUMUMAN 


Perihal : Normalisasi hubungan dagang antara Indonesia 
dengan Singapura/Malaysia. 


Berdasarkan surat Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi 
tanggal 15 Nopember 1966 No. B-02209/G-5/11/66, bersama ini 
diumumkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan kearah normali- 
sasi hubungan dagang antara Indonesia dengan Singapura/ 
Malaysia, maka selain dari pada keputusan-keputusan/instruksi- 
instruksi Presidium Kabinet Ampera mengenai ekspor/impor 
antara Indonesia dan Singapura, seperti sudah diumumkan 
dengan: 

1. Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/66 tanggal 3 Septem- 
ber 1966, sebagai telah diubah dan ditambah dengan Peng- 
umuman BLLD No. 6/Imp/BLLD/66 tanggal 29 September 
1966 dan No. 9/Imp/BLLD/66 tanggal 1 Nopember 1966, 


2. Pengumuman BLLD No. 13/Eks/BLLD/66 dan No. 14/Eks/ 
BLLD,'66, kedua-duanja tertanggal 6 September 1966, 


dapat pula terhadap perdagangan dengan Singapura diperlaku- 

kan peraturan-peraturan umum jang berlaku dalam perda- 

gungan impor Indonesia dengan Negara-negara lain, seperti: 

a. impor atas dasar pembukaan L/C ataupun atas dasar Bonus 
Ekspor serta ADO: 


b. impor atas dasar barang kiriman, barang penumpang dan 
Devisa Pelengkap, dengan ketentuan, bahwa faktir-faktir 
(invoices) dari barang-barang impor termaksud pada a dan b 
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itu harus mendapat tanda "contra-sign” dari kantor Perwira 
Penghubung/Perwakilan R.I. di Singapura. 


Pimpinan 
Biro Lalu Lintas Devisa: 
Direktorrum, 
ttd. . ttd. 


A. HUTAURUK. AA. HARAHAP. 
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KEPUTUSAN BERSAMA 
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, 
MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR 
BANK NEGARA INDONESIA 


No. 153/SKB/X1/1966. 
No. D.-P./1/4/11-66. 
No. D.15.1.5.1.1.8. 

No. Kep. 82/GBNI/66. 


tentang 
Transhipment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura 


MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI MARITIM, 
MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR 
BANK NEGARA INDONESIA: 


Menimbang: 

1. Bahwa dengan dibukanja kembali hubungan dagang dan 
pelajaran antara Indonesia dan Singapura, perlu ditetapkan 
ketentuan-ketentuan pokok penggunaan kapal-kapal laut 
jang mengangkut barang-barang ekspor Indonesia kenegara- 
negara tudjuannja dengan transhipment di Singapura. 

2. Bahwa usaha transhipment dari berbagai out-ports Indonesia 


adalah dilakukan dalam rangka kelantjaran realisasi ekspor 
serta pengembangan pelajaran Samudra Nasional Indonesia. 


Mengingat: 
1. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 51/EK/ 
KEP/10/1966 tertanggal 3 Oktober 1966. 
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia 
No. 07/EK/KEP/10/1966 tertanggal 29 Agustus 1966. 
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 ter- 
tanggal 29 Agustus 1966. 
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4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 13/EK/IN/10/1966 
tertanggal 3 Oktober 1966. 

5. P.P. 5 tahun 1964. 

Dengan mendengar: 

1. Dir. Djen. Urusan Perdagangan Luar Negeri, c.g. Direktorat 
Ekspor. 

2. Dir. Djen. Perhubungan Laut, Departemen Maritim. 

3. Direktorium B.L.L.D. 

4. Dir. Djen. Bea dan Tjukai. 


Memutuskan: 


Menetapkan: Ketentuan-ketentuan Pokok Transhipment 

Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura. 
Pasal 1. 

Barang-barang ekspor Indonesia dengan tranship di Singa- 
pura tidak diperkenankan dibongkar untuk diserahkan kepada 
salah seorang penerima di Singapura (landed Singapore) biar- 
pun dengan mempergunakan bank guarantes. 


Pasal 2. 


a. Pelabuhan-pelabuhan laut jang terbuka dari mana dapat 
dilakukan pemuatan untuk tranship barang-barang ekspor 
kenegara-negara tudjuannja adalah sebagaimana disebut 
dalam lampiran 1 dari Keputusan Bersama ini. 

b. Perobahan-perobahan daftar nama pelabuhan tersebut dalam 
ajat a dari pasal ini ditetapkan oleh Departemen Maritim 
dengan mendengar Departemen Perdagangan dan Departe- 
men Keuangan. 


Pasal 3. 


a. Pengangkutan laut barang-barang ekspor dari pelabuhan- 
pelabuhan laut Indonesia kenegara-negara tudjuan dengan 
tranship di Smgapura menurut perlunja, hanja dapat dila- 
kukan dengan kapal-kapal jang dioperasikan oleh perusaha- 
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an-perusahaan pelajaran jang telah mendapat idzin chusus 
untuk pengangkutan termaksud dari Pemerintah Indonesia. 
b. Kapal-kapal jang diperkenankan memuat/mengangkut ba- 
rang-barang ekspor Indonesia kenegara-negara tudjuannja 
diluar Singapura dari pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia 
ialah kapal-kapal laut dari perusahaan-perusahaan pelajaran 
jang mempunjai through traffic agreement dengan shippings 
references jang terdaftar dan mengeluarkan through traffic 
Bills of Lading sebagai first dan second carrier antara Indo- 
nesia dengan galah satu negara tudjuan dengan transhipment 
Singapura. 
Pasal 4. 

Tiap-tiap kapal jang mengangkut muatan ekspor dengan 
transhipment Singapura wadjib menjerahkan salinan manifest- 
manifest dari barang-barang muatan jang diangkutnja kepada 
Liaison Office Republik Indonesia/Perwakilan Republik Indone- 
sia di Singapura dalam waktu 2 X 24 djam (dua puluh empat) 
setelah kapal jang bersangkutan tiba di Singapura. 


Pasal 5. 


Pelaksanaan transhipment dari first carrier kedalam kapal 
second carrier di Singapura wadjib dapat terlaksana dalam 
tempo 10 (sepuluh) hari. 


Pasal 6. 


Bila dalam waktu tersebut dalam pasal 5 diatas transhipment 
barang-barang ekspor jang bersangkutan tidak dapat dilaku- 
kan oleh first carrier, hal ini oleh first carrier wadjib diberita- 
hukan setjara tepat pada waktunja kepada Liaison Office Re- 
publik Indonesia/Perwakilan Republik Indonesia di Singapura 
dengan memberikan alasan-alasannja. 


Pasal 7. 


Keputusan-keputusan pelaksanaan dari Surat Kenutusan Ber- 
sama ini diatur oleh instansi/badan dari Departemen Perda- 
gangan, Departemen Maritim, Departemen Keuangan dan 
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B.L.L.D., sehingga pengamanan kelantjaran ekspor dan hasil 
devisanja untuk Negara terdjamin dengan sebaik-baiknja. 
Pasal 8. 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan da- 
lam dan berdasarkan Keputusan Bersama ini, akan diadakan 
sanksi-sanksinja oleh Departemen-departemenjinstansi-instansi 
jang bersangkutan dalam bidangnja masing-masing. 

Pasal 9. 

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dan tjara- 
tjara pelaksanaannja disebar-luaskan oleh masing-masing 
instansi kepada pihak-pihak jang bersangkutan didalam dan di- 
luar negeri melalui saluran-saluran jang telah ada. 

Pasal 10. 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 


pada tanggal 19 Nopember 1966. 

Menteri Keuangan, Menteri Maritim, 

ttd. btd. 
Drs. F. SEDA. JATIDJAN. 
Laksamana Muda Laut 
Menteri Perdagangan, 
btd. Gubernur Bank Negara Indonesia, 
D. ASHARI. tg 
Maj. Djen. T.N.L Drs. RADIUS PRAWIRO. 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 
No. 2/Eks/BLLD/67. Djakarta, 3 Pebruari 1967. 
PENGUMUMAN 
BIRO LALU LINTAS DEVISA. 


Perihal: 'Transhipment barang ekspor Indonesia di Singapura. 


Berhubung dengan penetapan-penetapan: 

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri 
Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara In- 
donesia tanggal 19 Nopember 1966 No. 153/SKB/X1/1966 — 
DP. 1/4/11-66 — D. 15.1.5.1.1.8 — Kep. 32/GBNI/66: 


b. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 19 Nopem- 
ber 1966 No. 154/SK/XI/1966: 


c. Surat Keputusan Menteri Maritim tanggal 20 Djanuari 1967 
No. DP. 8/1/1, 


jang salinan-salinannja dilampirkan pada Pengumuman ini un- 

tuk diketahui dan dipergunakan seperlunja, bersama ini diurai- 

kan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaannja, sebagai 
berikut: 

1. Pemuatan barang ekspor Indonesia, jang karena tudjuan- 
nja terachir menurut dokumen-dokumen ekspor jbs., dan 
route kapal jang menerimanja, njata akan ditranshipkan di 
Singapura, hanja dibolehkan dengan sjarat-ejarat, bahwa: 

a. Pemuatan barang dilakukan dari pelabuhan Indonesia jang 
disebutkan pada Lampiran dari SKB termaksud pada a 
diatas, ja'mi: Djambi, Kuala Tungkal, Tembilahan, Selat 
Pandjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Pekanbaru, Tan- 
djung Balai Karimun, Tandjung Pinang, Dobo (Singkep), 
Pontianak, Singkawang, Sambas, Pemangkat, Bandjarmasin, 
Sampit. 
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b. Pemuatan dipelabuhan-pelabuhan tersebut dilakukan keka- 
pal-kapal, jang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan 
Pelajaran, jang telah diberi izin chusus dari Direktorat Djen- 
deral Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengangkutan 
dengan transhipment di Singapura seperti termaksud. 

2. Izin chusus tersebut pada ajat 1 huruf b akan diberikan 
hanja kepada perusahaan-perusahaan Pelajaran — baik jang 
berdomisili di Indonesia maupun di Singapura — jang njata 
telah mempunjai "through traffic agreement” dengan shipping 
conferences di Indonesia jang terdaftar dan berdasarkan agrce- 
ment itu berwenang untuk mengeluarkan "through Bills of La- 
ding”, jang berlaku bagi "first carrier” dan "second carrier” 
guna pengangkutan dari pelabuhan asal barang sampai ke- 
negara tudjuan jang diizinkan, dengan transhipment di 
Singapura. 

3. Tentang kedatangan di Singapura dari barang ekspor In- 
donesia jang akan ditranshipkan di Singapura dan demikian pu- 
la tentang pelaksanaan/penjelesaian transhipmet ditempat ter- 
sebut, perusahaan pelajaran jang bersangkutan atau perwakilan- 
nja setempat harus dalam djangka-djangka waktu jang dite- 
tapkan memberikan laporan-laporan kepada Perwira Liaison/ 
Perwakilan Republik Indonesia setempat, agar terhadap kelang- 
sungan transhipment barang itu senantiasa dapat dilakukan 
pengawasan seperlunja oleh pihak Indonesia. 

4, Selama barang-barang ekspor Indonesia jang akan di- 
transhipkan berada di Singapura, maka penjerahannja kepada 
salah seorang penerima setempat, dengan dalih apapun, tidak 
dibolehkan. 

5. Eksportir jang diizinkan untuk mengapalkan barang 
ekspornja dengan transhipment di Singapura menudju negara 
tudjuan jang tertjantum pada dokumen-dokumen ekspor, harus 
memberikan djaminan tertentu, bahwa barang ekspor tersebut 
tidak akan dibongkar untuk diserahkan atau didjual di 
Singapura. 

Djaminan tersebut berupa surat pernjataan bermeterai di- 
mana eksportir setjara umum menjatakan, bahwa bila terdjadi 
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pembongkaran untuk diserahkan atau pendjualan di Singapura 
dari barang ekspornja, jang seharusnja ditranshipkan, maka 
Bonus Ekspor jang bertalian dengan muatan jang bersangkutan 
mendjadi milik Pemerintah Republik Indonesia (Dana Devisa) 
tanpa sesuatu penggantian dalam Rupiah. Pernjataan tersebut 
berlaku untuk semua barang ekspor dari eksportir jang berke- 
pentingan, sepandjang dimuatkan dari pelabuhan-pelabuhan asal 
tersebut pada ajat 1 diatas dengan maksud akan ditranshipkan 
di Singapura dan melalui satu bank devisa tertentu. 


Untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari surat-surat ke- 
putusan termaksud pada awal pengumuman ini sebagaimana se- 
tjara singkat telah diuraikan, maka kepada bank-bank devisa 
dan perusahaan-perusahaan pelajaran jang berkepentingan di- 
umumkan sebagai berikut: 


6. Perusahaan-perusahaan pelajaran, jang mengadjukan 
permohonan untuk mendapat izin chusus seperti termaksud 
pada ajat 1 sub b diatas, diharuskan menjerahkan untuk BLLD 
melalui Direktorat Djenderal Perhubungan Laut, Departemen 
Maritim, surat pernjataan kesanggupan dan djaminan, bahwa 
perwakilan/agennja di Singapura akan memenuhi kewadjiban- 
nja sehubungan dengan barang-barang ekspor Indonesia jang 
akan ditranshipkan di Singapura sebagai ditetapkan dalam su- 
rat-surat keputusan tersebut diatas, ja'ni: 

a. dalam dua hari sesudah tiba kapalnja, harus melaporkan 
kedatangan kapal tersebut kepada Perwira Liaison/Perwa- 
kilan Republik Indonesia setempat dengan menjerahkan copy 
manifests mengenai semua muatannja, dimana dengan tegas 
dinjatakan muatan-muatan jang harus ditranshipkans 


b. segera setelah transhipment suatu partai muatan selesai, 
harus memberitahukan hal tersebut dengan kawat atau dja- 
lan lain jang tjepat kepada agen/perwakilan perusahaan 
pelajaran jbs. ditempat pemuatan asal barang, 


c. dalam sepuluh hari sesudah kapal tiba, harus melaporkan 
kepada Perwira Liaison/Perwakilan Republik Indonesia se- 
tempat tentang muatan-muatan jang sudah selesai ditran- 
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shipkan, dengan menjerahkan bukti-bukti transhipment dari 
"second carrier” dan bukti-bukti tentang pemberitahuan pe- 
njelesaian transhipment itu kepada agen/perwakilan perusa- 
haan pelajaran ditempat pemuatan asal barang: 


d. sesudah sepuluh hari setelah kapal tiba di Singapura, harus 
melaporkan kepada Perwira Liaison/Perwakilan Republik 
Indonesia setempat tentang muatan-muatan jang belum 
(selesai) ditranshipkan, dengan mengadjukan alasan-alasan 
jang wadjar mengenai kelambatan transhipment, 


e. selama transhipment di Singapura dari suatu partai muatan 
belum selesai, harus menjediakan barang-barang muatan 
itu bagi pemeriksaan oleh pihak Perwira Liaison/Perwakilan 
Republik Indonesia setempat, dan tidak akan menjerahkan 
muatan itu, dengan dalih apapun, kepada sesuatu pembeli/ 
penerima di Singapura. 


Selandjutnja harus dalam surat pernjataan djaminan itu di- 
njatakan pula, bahwa agen/perwakilan perusahaan pelajaran 
ditempat pemuatan asal barang, setelah menerima berita ten- 
tang penjelesaian sesuatu transhipment barang ekspor Indone- 
sia di Singapura, harus memberitahukan hal itu kepada Bank 
Devisa tempat penjaluran dokumen-dokumen ekspor jang ber- 
sangkutan, dan djika diperlukan, segera harus memberikan 
transhipment-endorsement” pada Bills of Lading jang bersang- 
kutan. 

(. Penjerahan surat pernjataan djaminan dari perusahaan 
pelajaran itu tidak mengurangi kewadjiban pihak perusahaan 
pelajaran ditempat pemuatan asal barang untuk dalam djangka 
waktu jang telah ditetapkan menjerahkan kepada Bank Devisa 
semua negotiable documents mengenai barang-barang ekspor 
jang telah diterima kapalnja. 

8. Nama-nama dari perusahaan-perusahaan pelajaran jang 
diberi izin chusus termaksud itu dan nama-nama kapal-kapal 
dari masing-masing perusahaan pelajaran, jang akan diopera- 
sikan untuk pengangkutan barang ekspor Indonesia dengan 
transhipment di Singapura, akan diumumkan pada waktunja. 
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9. Perlu ditegaskan, bahwa: 


a. pemuatan barang ekspor dari pelabuhan-pelabuhan jang ter- 
sebut pada ajat 1 sub a dengan maksud untuk ditranship- 
kan disalah satu mainport Indonesia sendiri, tetap dapat 
dilakukan seperti sediakala: 


b. pemuatan barang ekspor Indonesia dari pelabuhan asal jang 
lain dari pada jang disebutkan pada ajat 1 sub a dengan 
maksud untuk ditranshipkan di Singapura, tidak dibolehkan. 


10. Selandjutnja ditetapkan, bahwa untuk ekspor dari pela- 
buhan-pelabuhan asal jang disebutkan dalam ajat 1 sub a, 
sekedar jang bukan dengan tudjuan njata menurut dokumen 
ke Singapura, harus oleh pihak eksportir pada formulir E-3 
ditegaskan pada baris 10 nama negeri tudjuan sebenarnja ditam- 
bah dengan ,,dengan'/tanpa transhipment di Singapura”. 


11. Dalam hal pengangkutan barang menurut pernjataan 
eksportir pada formulir E-3 akan dilakukan ,,dengan tranship- 
ment di Singapura”, maka Bank Devisa harus meneliti apakah 
didalam Letter of Credit (L/C) jang bersangkutan tidak ter- 
tjantum sesuatu clause atau sjarat, jang bertudjuan melarang 
transhipment barang di Singapura. 


Djika clause atau sjarat seperti termaksud itu memang ada 
pada L'C, maka Bank Devisa dalam bagian ,,B Ruangan untuk 
Bank” dari form. E-3 harus dengan tegas menjatakan larangan 
itu, agar supaja Bea dan Tjukai setempat dapat bertindak se- 
wadjarnja mengenai pemuatan barang ekspor jang bersang- 
kutan. 


12. Formulir E-3 jang menjebutkan muatan ,,dengan tran- 
shipment di Singapura” dan sekedar terhadap transhipment se- 
perti termaksud tidak ada keberatan ditilik dari segi sjarat- 
sjarat L/C, hanja dapat disahkan oleh Bank Devisa, djika 
eksportir jang bersangkutan sudah menjerahkan surat pernja- 
taan seperti termaksud dalam ajat 5 kalimat kedua dalam rang- 
kap 4, jang kemudian harus dikirimkan oleh Bank Devisa 
kepada: 
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a. Perwakilan Departemen Perdagangan setempat c.g. Sekdek/ 
Tjadek. 

b. Departemen Perdagangan c.g. Direktorat Ekspor di 
Djakarta. 

c. B.L.L.D. Pusat di Djakarta. 

d. Untuk Bank Devisa jbs. 


13. Bank Devisa, mengenai ekspor jang L/C-nja tidak me- 
nuntut pentjantuman "transhipment endorsement” pada Bills of 
Lading jbs., dapat segera mengirimkan kepada/untuk opening 
bank diluar negeri wesel ekspor itu disertai dokumen-dokumen 
lain jang disjaratkan untuk meminta pembajarannja, tanpa 
perlu lebih dulu mendapat berita tentang penjelesaian tranship- 
ment barangnja di Singapura. Namun demikian, pembajaran 
NTR -# Premi Ekspor dan pemberian Bonus Ekspor kepada 
eksportir jang berkepentingan serta pengeluaran ADO mengenai 
wesel ekspor itu, harus ditangguhkan sampai diterima berita 
tentang penjelesaian transhipment di Singapura. 

Bilamana berita tentang transhipment di Singapura itu tidak 
diterima dari agen/perwakilan setempat dari perusahaan pela- 
jaran jbs. dalam waktu jang wadjar, Bank Devisa hendaknja 
melaporkan hal sedemikian kepada BLLD Pusat dengan mem- 
berikan keterangan-keterangan jang lengkap, antara lain: nama 
eksportir, mama kapal dan perusahaan pelajaran, nomor dan 
tanggal KVE, djumlah, djenis dan harga muatan atas dasar 
harga satuan KVE, tanggal keberangkatan kapal dari pela- 
buhan asal, nomor dan tanggal konosemen dan sebagainja. 


Pimpinan 
Biro Lalu Lintas Devisa 
Direktorium. 
ttd. ttd. 


A. HUTAURUK. A.A. HARAHAP. 
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SURAT KEPUTUSAN MENTERI MARITIM. 


No. DP. 8/1/1. Djakarta, 20 Djanuari 1967. 


MENTERI MARITIM, 
Menimbang : 

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan bersama Men- 
teri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Negara Indonesia No. D.P. 1/4/11-66, 
No. D.15.1.5.1.1.38, No. Kep. 32/G/BNI/66 tanggal 19 No- 
pember 1966 tentang Transhipment Barang-barang Ekspor 
Indonesia di Singapura perlu diadakan ketentuan-ketentuan 
lebih landjut: 

2. bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaan tersebut harus di- 
arahkan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan kepen- 
tingan pelajaran Nasional: 

Mengingat : 


1. Instruksi Ketua Presidium kepada KAS KOTI No. 22/EK/ 
IN/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966: 

2. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia 
No. 153/SKB/XI/1966, No. D.P. 1/4/11-66, No. D.15.1.5.- 
1.1.8, No. Kep. 32/G/BNI/66 tanggal 19 Nopember 1966, 


Memutuskan: 


Menetapkan: Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Tranship- 
ment Barang-barang Ekspor Indonesia di Singapura. 


Pasal 1. 


a. Sebagai first carrier dalam pengangkutan barang-barang 
ekspor dari pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia tertentu 
ke Negara-negara tudjuan dengan tranship di Singapura, 
hanja diperkenankan kapal-kapal jang dimiliki dan/atau di- 


197 


operasikan oleh perusahaan-perusahaan pelajaran Indonesia 
dan Singapura jang telah mendapat izin dari Direktorat 
Djenderal Perhubungan Laut dan mempunjai Through 
Traffic Agreement dengan Freight Conferences di Singa- 
pura. 

Setiap pengapalan harus dilaporkan oleh first carrier ke- 
pada BIPALINDO ditempat pemuatan. 


Pasal 2. 


First carrier atau agennja diwadjibkan untuk memberikan 


notice of arrival dan salinan manifest dari barang-barang mu- 
atan jang diangkutnja kepada Liaison Office/Perwakilan Repu- 
blik Indonesia di Singapura dalam waktu paling lambat 2 Xx 24 
djam setelah kapal tiba di Singapura. 


Pasal 3. 


Pelaksanaan transhipment dari first carrier kekapal second 
carrier di Singapura harus dilaksanakan paling lambat 
dalam waktu 10 (sepuluh) hari. 


. Apabila tidak dapat terlaksana dalam waktu jang ditentu- 


kan tersebut, maka first carrier atau agennja harus mem- 
beritahukannja tepat pada waktunja kepada Liaison Of- 
fice/Perwakilan Republik Indoncsia di Singapura dengan 
disertai alasan-alasan keterlambatannja. 


Pasal 4. 


Muatan transhipment diusahakan scdjauh mungkin ditran- 


ship kekapal second carrier di Singapura dengan ketentuan- 
ketentuan sebagai berikut : 


ca. Transhipment dilaksanakan melalui fasilitas-fasilitas pela- 


b. 


buhan jang dapat dipertanggung-djawabkan dan diawasi. 


Muatan transhipment harus diberi tanda jang dengan djelas 
menundjukkan pelabuhan tudjuannja jang harus dinjata- 
kan pula dalam manifcst atau storing order. 


198 


aa Na an — 


Pasal 5. 


Dalam waktu 2 X 24 djam setelah muatan transhipment di- 
muat dikapal second carrier maka first carrier atau agennja 
harus memberitahukannja kepada Liaison Office/Perwakilan 
Republik Indonesia di Singapura dengan menjerahkan bukti 
transhipment dari second carrier. 


Pasal 6. 

First carrier sesuai dengan perdjandjian pengangkutan ber- 
tanggung djawab atas muatan dan harus menolak muatan 
transhipment jang tidak memenuhi sjarat-sjarat pengapalan 
(packing, marking) international. 

Pasal 7. 


Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan da- 
lam keputusan ini dapat mengakibatkan penarikan kembali 
fasilitas/izin, pendaftaran dalam black-list dan sebagainja. 


Pasal 8. 


Hal-hal jang belum atau tjukup diatur dalam Keputusan ini 
akan ditetapkan kemudian. 


Pasal 9. 


Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam surat ke- 
putusan ini diatur dan diawasi oleh Direktur Djenderal Per- 
hubungan Laut. 

Pasal 10. 


Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 20 Djanuari 1967. 


Menteri Maritim, 
ttd. 
JATIDJAN. 


Laksamana Muda Laut. 
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SALINAN Surat-Keputusan ini disampaikan kepada: 


NP ON 
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Menteri Perdagangan: 

Menteri Keuangan: 

Gubernur Bank Negara Indoresia: 

Inspektur Djenderal Dep. Maritim cg. Inspektur I.: 
Dirdjen. Ur. Perdagangan Luar Negeri cg. Direktorat 
Ekspor, 

Direktorium B.L.L.D.: 

Dirdjen Bea dan T'jukai: 

Direktorat Angkutan Laut: 

Para Penguasa Pelabuhan: 

P.N. Pelni, 

P.N. Djakarta Lloyd: 

Bipalindo, 


. Bapeluma, 


O.P.S. Pelajaran Niaga. 


KOMANDO OPERASI TERTINGGI. 


a. 


INSTRUKSI KEPALA STAF KOMANDO OPERASI 
TERTINGGI No. INST. 02/G-5/11/1966. 


KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI, 


Menimbang : 


bahwa dalam rangka hubungan dagang antara Indonesia 
dan Singapura perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok 
jang menjangkut penggunaan baikpun pengerahan kapal- 
kapal sebagai prasarana hubungan perdagangan, 


. bahwa dalam rangka proteksi Pelajaran Nasional, baikpun 


kontinuitas lalu-lintas pelajaran didalam negeri serta keter- 
tiban dibidang maritim, perlu adanja koordinasi dan syn- 
Chronisasi dengan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan dibidang 
perdagangan. 


Mengingat : 


. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Mari- 


tim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indo- 
nesia No. 153/SKB/X1/1966, No. D.P. 1/4/11-66, No. D.15.- 
1.5.1.1.8. No. Kep. 32/G.BNI/66, tentang Transhipment Ba- 
rang-barang Eksport Indonesia di Singapura: 


. Draft Indonesia-Singapura Rate and Share Agreement: 
. Surat Ketua Gabungan 5 KOTI kepada Menteri Perdagang- 


an, Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gubernur Bank 
Negara Indonesia No. B-02209/G-5/11/1966 tanggal 15 No- 
pember 1966 perihal hubungan Dagang antara Indonesia 
dan Singapura/Malaysia jang pelaksanaannja dikoordinir 
oleh Ketua Gabungan 5 KOTI: 
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4. 


5. 


Instruksi Ketua Presidium Kabinet No. 22/EK/IN/11/66 
tanggal 9 Nopember 1966: 


Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964. 


Memutuskan: 


Menginstruksikan kepada : 


DIREKTUR DJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 


Untuk : 


Pertama: Menetapkan penjelenggaraan hubungan pela- 
jaran antara Indonesia dengan Singapura untuk Pengangkutan 
barang-barang impor dan ekspor sebagai berikut: 


3 
2. 


Hubungan langsung seperti tersebut pada Lampiran I. 
Kapal-kapal jang diieinkan untuk melakukan pelajaran 
sebagai pelabuhan singgah (port of call) untuk trajek- 
trajek seperti tersebut pada Lampiran II. 

Hubungan tidak langsung dengan menetapkan Singapura 
sebagai pelabuhan tudjuan (port of destination) dengan 
men-deviasikan trajek-trajek seperti tersebut pada Lampir- 
an III. 


Kedua: 


1. 
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Meregistrir/mendaftar, menetapkan dan memberi izin ka- 
pal-kapal jang menjelenggarakan hubungan pelajaran an- 
tara Indonesia dan Singapura. 

Kapal-kapal jang diizinkan untuk melakukan pelajaran 
antara Indonesia dan Singapura terdiri dari : 

a. kapal-kapal Perusahaan-perusahaan Pelajaran Negara: 


b. kapal-kapal Perusahaan-perusahaan Pelajaran Nusan- 
tara/ Lokal Swasta Nasional jang telah tergabung dalam 
Joint Operation of Indonesian Private Shipping Enter- 
prises (Gabungan Operasi Nelajan Niaga Swasta Na- 
sional): 


c. kapal-kapal Asing jang memenuhi persjaratan tertentu. 


Ketiga: 
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelajaran tersebut diatas 
baik dalam rangka pelaksanaan Rate & Share Agreement 
maupun mendahului adanja Rate & Share Agreement. 
2. Menetapkan sjarat-sjarat administrasi pelajaran seperti : 
a. Surat-surat izin pelajaran jang diperlukan dengan meng- 
ingat kondisi dan keadaan Indonesia, 

b. Penggunaan konosemen jang seragam, 

c. Kebidjaksanaan mengenai penggunaan valuta asing se- 
telah mendapat persetudjuan dari Instansi jang ber- 
wenang. 


Keempat: 

1. Menetapkan tarip-tarip selama/apabila Rate & Share Agree- 
ment dan/atau Through Traffic Agreement belum ada/ 
tidak tertjapai persetudjuan. 

2. Dalam rangka Rate & Share Agreement dan Through Traf- 
fic Agreement supaja penetapan tarip-tarip disesuaikan 
sebagaimana mestinja. 

Kelima: Menetapkan sanctie-sanctie terhadap sesuatu 
pelanggaran jang dilakukan oleh perusahaan pelajaran jang ber- 
sangkutan dalam kegiatan-kegiatan pelajaran tersebut diatas. 

Keenam: 

LIL Menundjuk Badan Pengendalian Lalu-Lintas Muatan Antar- 
Pulau (BAPELUMA) sebagai pelaksana dalam penjeleng- 
garaan segala kegiatan tersebut diatas. 

2. BAPELUMA dalam hal ini bertanggung-djawab kepada 
Direktur Djenderal Perhubungan Laut. 


Ketudjuh: 
1. Pelaksanaan Instruksi ini dikoordinir oleh Gabungan 5 
KOTI. 


2. Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Instruksi ini akan 
ditetapkan kemudian. 
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Kedelapan: Instruksi ini berlaku mulai dari tanggal 
dikeluarkannja. 


Dikeluarkan di Djakarta, 
pada tanggal 15 Nopember 1966. 


Komando Operasi Tertinggi, 
Kepala Staf 
u.b. 


Ketua Gabungan 5, 
ttd. 


SUNARSO. 
Brigadir Djenderal TNI. 
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KANTOR BESAR DIREKTORAT DJENDRAL 
BEA DAN TJUKAI 
DJAKARTA. 


Djl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Kotak-pos No. 108. 


Kepada 


Semua Kepala Daerah Bea dan Tjukai 
Seluruh Indonesia dan 
KKTP Samarinda KKTI Kupang. 


No. KB/PB/SPB/16/2. Tanggal, 5 Djanuari 1967. 
Lamp. : 3 (tiga). 
Perihal : Ketentuan Perdagangan 

antara Indonesia dengan 

Malaysia/Singapore. 


Bekenaan dibukanja kembali hubungan perdagangan antara 
Indonesia dan Malaysia, dengan ini diberitahukan bahwa oleh 
Departemen-departemen jang bersangkutan telah dikeluarkan 
beberapa keputusan/penetapan mengenai pelaksanaan dari pada 
perdagangan jang dimaksud. 

Adapun Saudara maklum peraturan perdagangan jang telah 
berlaku terhadap Malaysia ini sama dengan peraturan jang 
berlaku bagi Singapore. 

Peraturan/ketetapan mana telah kami kirimkan dengan 
surat kami No. KB/PB/iu/1/1 tanggal 3 Djanuari 1967 : 


1 Perlu kiranja mendapat perhatian Saudara, bahwa perda- 


gangan dengan Malaysia ini untuk sementara waktu di- 
salurkan melalui 2 (dua) tempat, jakni : 


1. Penang 
2. Port Swettenham 
sampai ada perobahan-perobahan dikemudian hari. 
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Maksud dari pada pembatasan pada kedua tempat ini 
ialah untuk memudahkan pengawasannja, sebelum diada- 
kan perdagangan setjara resmi diantara kedua negara ter- 
sebut. 


Ini berarti bahwa untuk sementara ini hanja dapat Sau- 
dara lajani perdagangan (import/export) jang berasal dan 
bertudjuan kedua tempat tersebut. 


2. Sesuai dengan Instruksi KOTI Gab. V No. B-02209/G-5/11/ 
66 tanggal 15 Nopember 1966 ajat 6, Instruksi mana telah 
kami kirimkan dengan surat kami No. KB/PB/iu/1/1 tang- 
gal 3 Djanuari 1967 kepada Saudara, mengingat Hari Natal, 
Tahun Baru telah lalu dan hari Lebaran pun sudah diam- 
bang pintu, pelaksanaan dari pada Instruksi tersebut di- 
samping harus mendapat idzin dari Perwakilan Departemen 
Perdagangan setempat pun harus pula diperlukan pendapat 
dari para pedjabat pada Liaison Office R.I. di Singapore, 
seperti telah dimaksudkan dalam pasal 5 Keputusan Men- 
teri Perdagangan No. 177/SK/XII/66 tanggal 16 Desember 
1966 tersebut. 


3. Chusus mengenai perdagangan antara Kepulauan Sumatera 
dengan Malaysia dalam rangka Projek Pangandahan Suma- 
tera jang terkenal dengan Projek Komando Harapan (KO- 
HAN) atau ,,/Mokoginta Plan” oleh Pemerintah di Djakarta 
telah diperkenankan/disetudjui kepada Pangandahan Suma- 
tera untuk mempergunakan ,,Outstanding Balance” jang 
berasal dari Malaysia sebesar Mal. $. 10,6 djuta. 


Ini berarti bahwa Pangandahan Sumatera diperkenankan 
untuk memasukkan barang-barang bagi keperluan projek 
tersebut, sedangkan matjam barang jang diperlukan harus- 
lah mendapat persetudjuan dari Pangandahan Sumatera de- 
ngan sepengetahuan Menteri Perdagangan. 


Pelaksanaan dari pada perdagangan ini di Sumatera di- 
lakukan oleh perusahaan-perusahaan jang ditundjuk oleh 
Pangandahan Sumatera, jang berarti bukan semua perusa- 
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haan-perusahaan (importir) dapat memasukkan dengan 
outstanding balance” tersebut. 

Dalam hal-hal jang masih diragukan diharapkan para 
Kepala Daerah Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai se- 
Sumatera segera menghubungi kami dalam penjelesaian 
selandjutnja persoalan tersebut. 


. Seperti ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri 


Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Keuangan dan Gu- 
bernur Bank Negara Indonesia : 


No. 153/SKB/X1/1966 s 
2 -. dp bps | tanggal 19 Nopember 1966. 
No. Kep. 32/G.BNI/66 
mengenai ,,Transhipment di Singapore”, sesuai dengan 
bunji pasal 3a Keputusan Bersama tersebut dikirim daftar 
I & II dari kapal-kapal pihak Indonesia jang diperkenankan 
mengadakan hubungan dagang dengan Singapore dengan 
kemungkinan ,,transhipment”. 

Sedangkan sjarat-sjarat dari pada pelaksanaan tranship- 
ment tersebut ditentukan dalam Keputusan Menteri Perda- 
gangan No. 154/SK/XI/1966 tanggal 19 Nopember 1966. 
Kiranja jang perlu mendapatkan suatu pendjelasan ialah 
bunji pasal 3 keputusan tersebut, jang menjatakan bahwa 
»pernjataan tertulis” tersebut pada pasal 2 dibuat satu kali 
sadja jang berarti, bahwa seandainja seorang eksportir 
mempunjai lebih dari satu partij dengan tudjuan Negara 
consumen dan kesemuanja akan ditranshipkan di Singa- 
pore, eksportir jbs. tidak usah untuk tiap E3 dilampirkan 
pernjataan tertulis tersebut melainkan, tjukup dengan satu 
pernjataan tulis sadja. 

. Perlu ditambahkan disini agar Saudara selalu memperhati- 
kan perkembangan dari hubungan perdagangan antara 
Indonesia dan kedua negara tersebut (Singapore & Malay- 
sia) dengan menundjuk pada surat dan kawat Kantor Besar 
jang terdahulu masing-masing No. KB/PB/iu/1/1 tanggal 
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3 Djanuari 1967 dan No. KB/PB/EA/II/1078/462 tanggal 
217 Desember 1966. 


Demikian untuk mendapat perhatian seperlunja. 
Direktur Djenderal Bea dan Tjukai : 


u.b. 
Kepala Direktorat Pabean, 


ttd. 
R. SOEWIGNJO. 
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DEPARTEMEN MARITIM 


No. : PAN. &1/1. Djakarta, 9 Djanuari 1967. 
INSTRUKSI MENTERI MARITIM 


Menimbang: bahwa dianggap perlu segera menetapkan inten- 
sifikasi penjelenggaraan perdagangan/pendjualan ikan basah 
ke Singapura dan Malaysia: 

Mengingat: 

1. Instruksi Ketua Presidium kepada Kas Koti No. 22/EK/IN/ 
1966 tanggal 9 Nopember 1966, 

2. Surat Kas Koti No. B-02209/G-5/11/66 tanggal 15 Nopem- 
ber 1966: 

3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 tang- 
gal 28 Agustus 1966, 

4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Mari- 
tim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara Indone- 


sia: 

No. 108/SK/VIIL/66 498/M.K./66 

PN PA Ha MN Aa ANE tgl. 29 Agus- 
D.P.P. 1/1/10-66 Kep. 10/B.N.I./66 

tus 1966: 


5. Keputusan Menteri Perdagangan No. 177/S.K./XI1I/66 tang- 
gal 16 Desember 1966: 


Memutuskan: 


Pertama: Menginstruksikan kepada Direktur Djenderal 
Pengolahan Kekajaan Laut: 

untuk: 

Mengadakan intensifikasi penjelenggaran hubungan perda- 


gangan ikan basah dengan Singapura dan Malaysia, dengan ke- 
tentuan-ketentuan sebagai berikut: 


209 
711234-(14) IX. 


. djumlah ikan basah jang diekspor ke Singapura/Malaysia 
harus diperhitungkan dengan djumlah keperluan konsumsi 
didalam negeri: 


. perdagangan ikan basah ke Singapura/Malaysia dapat dila- 
kukan menurut prosedur ekspor biasa, menurut tjara pem- 
berian sailing/buying permit atau barter, satu dan lain ha- 
rus selalu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
surat-keputusan Menteri Perdagangan No. 106/SK/VIII/66 
tanggal 29 Agustus 1966 dan No. 177/SK/XII/66 tanggal 
16 Desember 1966: 

. perdagangan dengan tjara pemberian sailing/buying permit 
dan barter hanja diperlukan bagi daerah-daerah Sumatera 
Timur, Kepulauan Riau dan Atjeh, sedangkan diluar ketiga 
daerah tersebut diperlakukan prosedur ekspor biasa: 


. didalam pemberian sailing/buying permit tersebut, supaja 
ditetapkan route-route kapal dari pihak pembeli: 

. dalam tjara pemberian sailing/buying permit ini, supaja bea- 
bea dibajar menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku ke- 
pada pihak Bea & Tjukai, disamping keharusan pihak pem- 
beli untuk membajar retribusi dalam valuta asing kepada 
perwakilan R.I. di Malaysia dan atau Singapura: 


. Besarnja retribusi ditetapkan berdasarkan tonnage kapal- 
kapal jang digunakan oleh pihak pembeli, 


. harga penjerahan/check price daripada ikan basah ditentu- 
kan sebelumnja setjara berkala untuk djangka waktu 10 
hari lamanja, 

. dalam hal ekspor dilakukan setjara barter, maka ditentukan 
bahwa counter import (barang-barang pertukaran) harus se- 
dikitnja 5050 terdiri dari bahan-bahan dan alat-alat peri- 
kanan: barang-barang tukaran ini harus didatangkan kedae- 
rah peng-ekspor-an, dan sedapatnja diangkut dengan kapal 
sendiri. 
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Kedua: Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan- 


nja. 
Ditetapkan di Djakarta, 


pada tanggal 9 Djanuari 1961. 


Menteri Maritim, 
ttd. 


JATIDJAN. 
Laksamana Muda Laut. 


C.c. : 1. Para Ditdjen dilingkungan 
Departemen Maritim: 
2. Inspektur Djenderal Maritim 
cg. Inspektorat I: 
3. Sekretaris dan Direktur Direk- 
torat dilingkungan Ditdjen 
Pengolahan Kekajaan Laut. 
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Biasa: Google 


SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR DJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 


No. DRP. 6/75/15. Djakarta, 7 Djuni 1967. 


DIREKTUR DJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, 


Menimbang : bahwa untuk memperlantjar angkutan laut 
dalam rangka perdagangan barang-barang tanpa pembukaan L/ 
C dan barang-barang import tanpa L/C antara Indonesia dan 
Singapura, perlu adanja ketentuan-ketentuan lebih landjut, 
Mengingat : 

1. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964. 

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Menteri 
Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara In- 
donesia No. 108/SK/VIII/66, No. 498/MK/66, No. DP. 1/1/ 
10/66, Kep. 10/GBNI/66 dan ketentuan pelaksanaannja 
tanggal 29 Agustus 1966. 

3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 51/EK/KEP/10/ 
1966 tanggal 3 Oktober 1966. 

4. Instruksi Kas Koti No. Inst. 02/G5/11/1966 tanggal 15 
Nopember 1966. 


5. Surat Keputusan Dir. Djen. Perla No. L.N.3/1/9, tanggal 
20 Djanuari 1967. 


Mendengar: Hasil-hasil pembitjaraan antara Direktur Djende- 
ral Perhubungan Laut, Wakil G-5/Koti dan wakil dari Depar- 
temen Perdagangan. 


Memutuskan: 


Pertama: Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan 
Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Maritim, Menteri Ke- 
uangan dan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 108/SK/VIII/ 
66, No. 498/MK/686, No. DP 1/1/10/66, Kep. 10/GBNI/66, di- 
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rasa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannja se- 

bagai berikut: 

1. Bagi kapal-kapal Nasional Indonesia jang telah mendapat 
idzin dari Direktur Djenderal Perhubungan Laut tidak di- 
perlukan lagi Sailing Permit, tjukup didatarkan di L.O.R.L/ 
Singapura. 

2. Bagi kapal-kapal Asing jang turut melaksanakan kegiatan 
tersebut diatas diwadjibkan melapor dan memperoleh Sai- 
ling Permit dari L.O.R.I./Singapura setelah kapal-kapal ter- 
sebut mendapat idzin dari Direktur Djenderal Perhubungan 
Laut, berdasarkan rekommendasi L.O.R.I./Singapura. 

3. Sailing Permit pada sub. 2 diatur menurut ketentuan: 


a. 


g. 


Atas nama perusahaan pelajaran jang berkepentingan 
cg. kapal jang bersangkutan termasuk: 

No. registrasinja, 

B.R.T.-nja, 

Bendera kapal, 

Letter of appointment untuk penundjukan agen- 
nja dipelabuhan Indonesia. 


Nama dan alamat pedagang/perusahaan jang mengim- 
port barang itu di Singapura. 

Nama dan alamat pedagang/perusahaan di Indonesia 
jang mengekspor barang itu dari pelabuhan Indonesia. 
Tindasan tanda penjetor uang djaminan/pemenuhan 
djaminan. 

Djenis dan djumlah barang jang akan dimuat dipelabuh- 
an jang direntjanakan disinggahi di Indonesia. 

Djangka waktu berlakunja Sailing Permit jang diberikan 
untuk satu round-trip. 

Lain-lain jang diperlukan. 
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Kedua: Penguasa Pelabuhan jang bersangkutan, berda- 
sarkan Sailing Permit jang dikeluarkan oleh L.O.R.I./Singapu- 
ra mengeluarkan idzin bongkar/muat berdasarkan sjarat-sjarat 
tersebut dalam Diktum Pertama sub 2 dan 3. 
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Ketiga: Penguasa Pelabuhan jang bersangkutan diwa- 
djibkan untuk segera menjampaikan tembusan idzin-idzin bong- 
kar/muat tersebut dalam Diktum Kedua kepada Direktur Djen- 
deral Perhubungan Laut. 


Keempat: Penundjukkan keagenan untuk melajani 
kapal-kapal jang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana 
dimaksudkan dalam ketentuan diatas oleh Penguasa Pelabuhan, 
dikeluarkan pengesahan sementara dengan mengindahkan ke- 
tentuan-ketentuan jang berlaku bagi keagenan kapal-kapal 
asmg, jang kemudian harus mendapatkan legalisasi dari Direk- 
tur Djenderal Perhubungan Laut. 


Kelima: Penguasa Pelabuhan diwadjibkan melaksana- 
kan ketentuan peridzinan pemuatan dan pembongkaran kapal- 
kapal dimaksud dalam keputusan ini dengan mengindahkan ke- 
lantjaran export dan import. 


Keenam: Surat-Keputusan ini mulai berlaku pada hari 
ditetapkannja. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 1 Djuni 1967. 


Direktur Djenderal Perhubungan Laut, 
ttd. 


SUSATYO MARDHI 
Laksamuda Muda Laut. 


Salinan Surat Keputusan ini disam- 
paikan kepada: 
1. Presidium Kabinet Ampera, 
2. Para Menteri Utama, 
3. Para Menteri, 
4. Gubernur Bank Negara Indonesia, 
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KOTI G - 5. 

Inspektur Djenderal Departemen Maritim, 
Kohanmarnas, 

Para Kedapel/Penguasa Pelabuhan, 


Semua Instansi dalam lingkungan Direktorat Djenderal 
Perhubungan Laut, 


Liaison Office Republik Indonesia di Singapura, 


. Direktur Bea & Tjukai, 


Direktorium B.L.L.D., 


. Bank Negara Indonesia di Singapura, 
. O.P.S. Pelajaran Niaga Pusat, 
. G.P.EI. 


BIRO LALU LINTAS DEVISA. 


No. 9/U/BLLD/67. Djakarta, 3 Djuli 1967. 
PENGUMUMAN 


BIRO LALU LINTAS DEVISA. 
Perihal: Wewenang untuk menandatangani Surat Izin Devisa. 
Menundjuk kepada pengumuman kami No. 8/U/BLLD/67 
tanggal 26 Djuni 1967 chususnja Bab I pasal C ajat 1, maka 
guna kelantjaran penjelesaiannja bersama ini diumumkan, 
bahwa: 

(1) wewenang untuk menandatangani surat izin devisa, surat 
izin impor dan izin2 lain jang dikeluarkan oleh B.L.L.D. 
diberikan djuga kepada: 

— Kepala Divisi jang bersangkutan setjara tunggal atau 
bersama-sama dengan Wakil Kepala Divisi: 

— Wakil Kepala Divisi bersama-sama dengan Kepala 
Bagian jang bersangkutan. 

Ketentuan diatas mulai berlaku situ dari tanggal 

pengumuman ini. 

(2) wewenang tandatangan jang telah diberikan kepada pedja- 
bat2 B.L.L.D. sebelum tanggal 5 Djuni 1967 tetap berlaku 
untuk surat2 izin devisa dan izin2 lain jang dikeluarkan 
oleh B.L.L.D. dimasa antara tanggal 5 Djuni 1967 sampai 
dengan tanggal 26 Djuni 1967. 

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa: 
Direktorium, 


ttd. ttd. 
R. A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK. 


217 


BIRO LALU LINTAS DEVISA. 
No. 8/U/BLLD/67. Djakarta, 26 Djui 1967. 
PENGUMUMAN 


BIRO LALU LINTAS DEVISA 


Perihal: Organisasi dan Personalia B.L.LLD. dan wewenang 
untuk menandatangani surat-surat pengumuman, 


izin Devisa dan sebagaimja. 
Il A. Direlctorum B.L.L.D. 


Direktorum B.L.L.D. menjelenggarakan pimpinan sehari- 
hari dari B.L.L.D. untuk dan atas nama Gubernur Bank Negara 
Indonesia. 


Susunan Direktorium B.L.L.D. adalah sebagai berikut: 


1. Ketua » R. A. Kartadjoemena S.H. 

2. Wakil Ketua/: A. Hutauruk S.H. 
Anggota 

3. Anggota s A. A. Harahap. 

4. Anggota s R. Isa. 


B. Divisi-divisi/Bagian-bagian/Seksi-seksi. 


Guna menjesuaikan tugas-pekerdjaan B.L.LL.LD. dengan 
peraturan-peraturan Pemerintah tertanggal 3 Oktober 1966 (de- 
control dan de-birokratisasi), pada B.L.L.D. telah dibentuk 6 
(enam) divisi jang masing-masing dibagi dalam beberapa bagi- 
an dan tiap-tiap bagian dibagi-bagi lagi dalam seksi-seksi. Di- 
samping divisi-divisi itu dibentuk djuga Staf Keamanan jang 
dipimpin langsung oleh Direktorium. 

Adapun Divisi, Bagian-bagian, Seksi-seksi serta personalianja 
itu seperti tersebut dalam lampiran-lampiran. 
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C. Wewenang tandatangan. 


1. Semua surat-surat dan izin-izin devisa jang diterbitkan oleh 
B.L.L.D. ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua atau 
Anggota Direktorium setjara tunggal atau oleh Ketua/ 
Wakil Ketua dengan seorang Anggota lainnja atau oleh 2 
(dua) orang Anggota. 
Pengumuman-pengumuman jang diterbitkan oleh B.L.L.D. 
ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dengan seorang 
Anggota Direktorium lainnja atau oleh 2 (dua) orang Ang- 
gota Diktorium. 

2. Surat-surat jang diterbitkan oleh Divisi ditandatangani oleh 
Kepala Divisi atas nama Direktorium setjara tunggal atau 
dengan seorang Wakil Kepala Divisi. 

3. Surat-surat jang diterbitkan oleh suatu Bagian ditanda- 
tangani oleh Wakil Kepala Divisi dengan Kepala Bagian jang 
mempunjai sangkut-paut dengan persoalan jang bersang- 
kutan, atas mama Diktorium. 

4. Untuk pengeluaran uang dalam bentuk Chegue, Giro, Surat 
pemindah bukuan jang berwenang tandatangan adalah 
Kepala Bagian Keuangan/Wakil Kepala Keuangan, Divisi I 
(Urusan Umum) bersama-sama dengan seorang Anggota 
Direktorium/Kepala Divisi jang setjara chusus ditundjuk 
oleh Anggota Direktorium untuk itu. 


D. Tandatangan pedjabat-pedjabat B.L.L.D. tersebut diatas 
adalah sebagai berikut: 


Nama-nama: 

1. R. A. Kartadjoemena S.H. 1. .....oooocoocooooooooooooc " 
2. A. Hutauruk S.H. Oh Senen en isat 
3. A. A. Harahap. PAN NS SA TA PE Pa PA 
4. R. Isa. Eu) Iendnaeekmesaka ea Ian 
2. Nj. Oon In Nio S.H. OLI ea ab mal bnune 
6. Darmadji S.H. 05 sena anna Ras 
(. H. Menick Ia meraka Abas 
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J. Vijsma. 
Drs. J. A. Mampuk. 


. A. C. Bernard S.H. 
. R. Kostaman 


S.A. Pandjaitan 


. H. A. Raschid Soe'oed. 
. Tian Eng Hoat 
. R. S. S. Iskandar. 


A. H. Darpi S.H. 


. A. S. Gumbhyra B.B.A. 
. R. Effendi | 
. R. Iskandar. 


Drs. Achjar Hadi. 


. Ghausman Supomo B.B.A. 


R. Sunarja Wiradilaga 
Drs. Buchari Thany. 

O. Kordata B.B.A. 

Ong Djien Gie. 

Rachmat Nitiamidjaja S.H. 
F. Wattimena. 

Drs. Sri Hartono. : 

T. M. Sjakur Machmud S.H. 


M. Junus Abdulrachman 
S.H. 


. Sutedja Trisnaatmadja S.H. 
. The Jan Seng. 
. Ibnu Sujachmun N.P. 


Nj. F. Murdjito. 


. H. A. Pontoh. 
. Sugito S.H. 
. Nn. Yap Soei Lian. 


cc.cooaccc.cccccocc.acucOcEocecu. 


cCocococaococaooooasaswowOvooOvOawsvoaowsasosa 


cCeocococococoscocooooococococococoo 


coc. ceocococcccoococuwocac 


cococeocococcococ.cocococococococoso 


cocococec.uccccccocancocacananana. 


ccocowoceococococococccnccococanaa 


Ceococeoosonono..ooo0o0000.n000000.0Re 


cocococ.ococooocouc.ocococococococe 


c.coco.coocococ.coo. caooncccrx.. 


ccococonocnscos.ug. sanooones0o00052 


38. Nn. Nursjamsu D. D5, mena 
39. R. M. Prasito. An PAN NN 
E. Mulai berlaku. 


Organisasi dan Personalia B.L.LLD. dan wewenang tanda- 
tangan seperti dimaksudkan diatas mulai berlaku pada tanggal 
5 Djuli 1967. 


Pimpiman Biro Lalu Lintas Devisa: 


Direktorium, 


ttd. ttd. 
R. A. KARTADJOEMENA. A. HUTAURUK. 
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UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966 
tentang 
PERSETUDJUAN-PERSETUDJUAN UNTUK MENORMALI- 
SASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA 
DAN MALAYSIA. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang: bahwa perlu Persetudjuan untuk Menormalisasi 
Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia disetudjui 
dengan Undang-undang: 

Mengingat: Pasal 5 ajat (1), pasal 11 dan pasal 20 ajat (1) 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia, 


Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik 
Indonesia: 


Memutuskan: 


Menetapkan: Undang-undang tentang Persetudjuan-persetu- 
djuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indone- 
sia dan Malaysia. 


Pasal 1. 


Persetudjuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Repu- 
blik Indonesia dan Malaysia tertanggal sebelas (11) bulan 
Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966) 
jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan 
ini disetudjui. 


Pasal 2. 


Persetudjuan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal 
penanda-tanganannja. 
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Pasal 3. 


Agar setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengun- 
dangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lemba- 
ran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 27 Oktober 1966. 
Presiden Republik Indonesia, 
ttd. 

SUKARNO. 


Diundangkan di Djakarta 
pada tanggal 27 Oktober 1966. 
Sekretaris Negara, 


ttd. 
MOH. ICHSAN. 


Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 No. 32. 
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PENDJELASAN 
atas 
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966 
tentang 
PERSETUDJUAN-PERSETUD-UAN UNTUK MENORMALI- 
SASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA 
DAN MALAYSIA. 


Landasan politik luar negeri Republik Indonesia telah diten- 
tukan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XII tahun 1966. Disam- 
ping itu M.P.R.S. telah pula merumuskan pemikiran-pemikiran 
mengenai bermatjam-matjam masalah jang telah disampaikan 
dalam kentuk Nota tanggal 5 Djuli 1966 kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakjat. 

Dalam hubungan ini Pemerintah telah mengambil langkah- 
langkah untuk mentjari penjelesaian mengenai Federasi Malay- 
s:a melalui djalan-djalan damai atas dasar Manila Agreements. 

Jang merupakan pokok persoalan ialah mengenai penjelidikan 
kehendak rakjat Sabah dan Serawak berhubung dengan kedu- 
dukan mereka dalam Federasi Malaysia jang akan dibentuk, 
jang dilakukan oleh team P.B.B. jang diketuai oleh Michelmore. 

Karena tidak tertjapainja kesatuan pendapat antara Republik 
Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melaju dalam memberi- 
kan assessment terhadap kesimpulan Sekretaris Djenderal 
P.B.B. mengenai penjelenggaraan penentuan kehendak rakjat 
Sabah dan Serawak berdasarkan persetudjuan-persetudjuan 
Manila tersebut, maka timbullah persoalan Malaysia jang telah 
berlarut-larut itu. 

Maka dari itu dimulailah politik konfrontasi terhadap Malay- 
sia. 

Usaha-usaha seterusnja untuk mendekatkan kembali pihak- 
pihak jang bersangkutan (Manila tanggal 11 Djanuari 1964, 
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Bangkok tanggal 10 Pebruari 1964, Tokyo tanggal 18-19- 
20 Djuni 1964) tidak berhasil, djustru karena keadaan-keadaan 
objektip di Indonesia dewasa ini mendjurus kepada perkem- 
bangan jang menginginkan konfrontasi diteruskan. 

Dengan demikian konfrontasi mendjadi satu tiang dari 
politik luar negeri Republik Indonesia selama beberapa tahun, 
jang mentjapai klimaksnja pada tanggal 30 September 1965, 
dengan meletusnja peristiwa G-30-S/P.K.I. 

Setelah G-30-S/P.K.I. ditumpas, maka Pemerintah memutus- 
kan untuk berusaha mengachiri persengketaan dengan Federasi 
Malaysia setjara damai melalui perundingan setjara langsung 
dengan Federasi Malaysia, tanpa perantaraan pihak ketiga. 

Salah satu langkah pertama adalah pengiriman misi muhi- 
bah oleh ABRI ke Kuala Lumpur, jang diikuti beberapa hari 
kemudian oleh pertemuan di Bangkok antara Waperdam Sosial 
Politik Adam Malik dan Waperdam Federasi Malaysia Tun 
Abdul Razak tanggal 1 Djuni 1966. 


Pertemuan Bangkok tersebut telah menghasilkan pertukaran 
surat jang memuat prinsip-prinsip untuk suatu perdjandjian 
bagi penjelesaian persoalan Malaysia. 

Prinsip jang terpenting ialah mengenai status Sabah dan 
Serawak dalam Federasi Malaysia jang menurut Pertukaran 
Surat di Bangkok akan ditentukan kembali melalui suatu pemi- 
lihan umum, jaitu setjara lebih luas dan langsung mengikut- 
sertakan rakjat Sabah dan Serawak, djika dibandingkan dengan 
tjara Panitia P.B.B. memeriksa keinginan rakjat kedua daerah 
itu, jang berdasarkan Manila Agreements tersebut, praktis hanja 
terbatas pada pemeriksaan daftar dan pertanjaan kepada bebe- 
rapa golongan pemilih sadja. 

Djika Republik Indonesia dalam hubungan ini masih tetap 
ingin berpegang teguh kepada huruf-huruf dari Manila Agree- 
ments untuk menjelesaikan masalah pokok jang timbul dari 
pemkentukan Federasi Malaysia itu, maka dapat diperhitung- 
kan bahwa P.B.B. tidak akan bersedia sekali lagi melakukan 
jang termaktub dalam Manila Agreements tersebut, lebih-Jebih 
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karena P.B.B. sendiri telah mengakui pula Federasi Malaysia 
itu jang meliputi djuga Sabah dan Serawak sebagai anggotanja. 

Sebaliknja, djika djiwa Manila Agreements itu didjadikan 
pegangan, maka hasil perundingan Bangkok njata-njata lebih 
dari memenuhi apa jang terkandung dalam Manila Agreements 
termaksud. 

Maka dari itu Pemerintah mengusahakan lagi kontak-kontak 
langsung dengan Federasi Malaysia untuk memformulir kem- 
bali perumusan jang telah ditemukan di Bangkok dalam bentuk 
persetudjuan. | 

Usaha ini tedah berhasil dengan penanda-tanganan suatu 
persetudjuan jang akan menormalisir hubungan antara kedua 
negara pada tanggal 11 Agustus 1966 di Djakarta, seperti jang 
dimadjukan kepada Sidang D.P.R.-G.R. sekarang ini untuk 
mendapatkan persetudjuan. 

Persetudjuan ini adalah merupakan hasil dari suatu permu- 
sjawaratan jang tulus-ichlas antara dua bangsa bersaudara 
untuk menjelesaikan suatu masalah bersama. Hal ini membukti- 
kan pula dengan njata, bahwa masalah Asia harus diselesaikan 
oleh bangsa Asia itu sendiri dengan tjara jang bersifat chas 
Asia. | | 

Dalam djiwa inilah kita dapat bersama-sama memandang 
kemuka untuk menggariskan suatu pola baru berdasarkan 
saling pengertian dan kerdjasama demi kepentingan kita ber- 
sama. 

Persetudjuan ini merupakan titik-tolak bagi Bangsa Indone- 
sia dan bangsa Malaysia untuk berentjana bekerdja-sama ke- 
arah masa depan jang lebih sentosa dan lebih berbahagia. 

Pengertian dan pelaksanaan Persetudjuan ini sesuai dengan 
semua keterangan dan pendjelasan jang telah diberikan oleh 
Pemerintah mengenai segala bahan-bahan jang berhubungan 
dengan Persetudjuan ini. 


Tambahan Lembaran-Negara tahun 1966 No. 2811. 
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PERSETUDJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN 
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA. 


Menjadari keperluan adanja hubungan-hubungan jang erat 
dan bersahabat antara Indonesia dan Malaysia dan untuk men- 
tjiptakan suatu suasana jang baik bagi kerdjasama antara 
kedua negara, dengan didjiwai oleh Persetudjuan Manila serta 
rasa persaudaraan antara kedua bangsa jang mempunjai ikatan 
sedjarah dan kebudajaan sedjak zaman purbakala, maka 


REPUBLIK INDONESIA 
dan 
MALAYSIA 


memutuskan untuk mengadakan suatu perdjandjian guna 

menormalisasi hubungan-hubungan antara Republik Indonesia 

dan Persekutuan Malaysia, dan untuk maksud ini menundjuk 
sebagai wakil-wakil berkuasa penuh mereka: 

Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Jang Mulia Adam Malik, 
Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Re- 
publik Indonesia: 

Untuk Pemerintah Malaysia: Jang Mulia Tun Abdul Razak bin 
Dato Hussein, Wakil Perdana Menteri Malaysia, 

jang setelah memeriksa surat kepertjajaan masing-masing dan 

mendapatkannja benar dan dalam kentuk semestinja, menjetu- 

djui sebagai berikut: 
Pasal 1. 


Pemerintah Malaysia, untuk menjelesaikan persoalan-persoal- 
an antara kedua negara jang timbul karena dikentuknja 
Malaysia, menjetudjui untuk memberikan kesempatan kepada 
Rakjat Sabah dan Serawak, jang langsung berkepentingan, 
untuk menegaskan lagi, setjepat mungkin, setjara bebas dan 
demokratis melalui pemilihan umum, keputusan jang telah 
mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia. 
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Pasal 2. 


Pemerintah Republik Indonesia, dari keinginannja jang 
sungguh-sungguh untuk mengadakan kerdjasama dan persaha- 
batan jang erat antara Indonesia dan Malaysia, menjetudjui 
dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan 
diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan, dan 
bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplo- 
matik setjepat mungkin. 

Pasal 3. 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia 
menjetudjui, bahwa, berhubung dengan jang tertera diatas, 
tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera 
dihentikan. 

Pasal 4. 


Perdjandjian ini mulai berlaku pada tanggal penanda- 
tanganannja. 

Untuk menjaksikannja, maka jang bertandatangan dibawah 
ini jang dikuasakan oleh Pemerintahnja masing-masing telah 
menandatangani Perdjandjian ini. 

Dibuat di Djakarta dalam rangkap dua, tanggal sebelas bulan 
Agustus 1966. 


Untuk Pemerintah Republik Indonesia, 
ttd. 
ADAM MALIK. 


Untuk Pemerintah Persekutuan Malaysia, 
ttd. 
TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN. 
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AGREEMENT TO NORMALISE RELATIONS 
BETWEEN 
THE REPUBLIC OF INDONESIA 
AND 
MALAYSIA. 


Recognising the need for close and friendly relations between 
Indonesia and Malaysia and to creste a climate conductive to 
cooperation betwcen the two countries, in the spirit of the 
Manila Agreement and of brotherliness betwcen the two peoples 
bound together by history and culture from time immemorial, 


THE REPUBLIC OF INDONESIA 
and 
MALAYSIA 


have decide to conclude an Agreement to normalise relations 
betwcen the Republic of Indonesia and Malaysia and to this 
and have appointed as their p'enipotentiaries: 


for the Government of the Republic of Indonesia: 
His Excellency Mr. Adam Malik, Presidium Minister for 
Political Affairs/Minister for Foreign Affairs, Republic 
of Indonesia, 
for the Government of Malaysia: 
His Excellency Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, De- 
puty Prime Minister/Minister for Defence, Malaysia, 
who having examined each other's credentials and having found 
them good and in due form have agreed as follows: 


Artide 1. 


The Government of Malaysia in order to resolve the problems 
between the two countries arising out of the formation of 
Malaysia, agrees to afford the people of Sabah and Sarawak 
who are directly involved, an opportunity to reaffirm, as soon 
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as practicable, in a free and democratic manner through 
General Election, their previous decision about their status in 
Malaysia. 

Article 2. 


The Government of the Republic of Indonesia in its desire for 
close cooperation and friendship between Indonesia and Malay- 
sia, agrees, and the Government of Malaysia concurs that 
diplomatic relations between the two countries shall be esta- 
blished immediately and that they shall exchange diplomatic 
representation as soon as possible. 


Artide 3. 


The Government of the Republic of Indonesia and the Govern- 
ment of Malaysia agree that in view of the above, hostile acts 
between the two countries shall cease forthwith. 


Article 4. 


This Agreement shall come into force on the date of signa- 
ture. This in witness whercof the undersigned, being duly 
authorised thereto by the respective Government, have signed 
this Agreement. 


Done at Djakarta in duplicate, this eleventh day of August, 
1966. 


For the Government of the 
Republic of Indonesia, 


ADAM MALIK. 


For the Government of Malaysia, 


TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 28/U/IN/12/1966. 
KETUA PRESIDIUM KABINET, 
Menimbang: 

1. bahwa berhubung dengan telah dihentikannja konfrontasi 
fisik terhadap Malaysia serta telah aktifnja kembali Indo- 
nesia kedalam Perserikatan Bangsa-bangsa serta Lembaga- 
lembaga Internasional lainnja, penguasaan setjara lang- 
sung oleh Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan 
asing jang selama konfrontasi itu berlangsung, tidak diper- 
lukan lagi. 

2. bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksi serta mem- 
perluas usaha produksi dari perusahaan-perusahzan jang 
selama konfrontasi dengan Malaysia ini dikuasai oleh Peme- 
rintah, pemilik perusahaan ter:ebut harus diberikan kelelu- 
asaan pengusahaan dan pimpinan perusahaannja. 

Mengingat: 
1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966: 
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966: 

Memperhatikan: Sidang Presidium Kabinet tanggal 30 No- 
pember 1966. | 

Menginstruksikan: 

Kepada : Para Menteri Utama: 

Untuk 

Pertama: Mengusahakan pemulihan/pengembalian pe- 
nguasaan dan pengusahaan perusahaan-perusahaan asing jang 

selama berlangsungnja konfrontasi fisik terhadap Malaysia, di- 

bawah penguasaan/pengawasan langsung oleh Pemerintah (Pu- 

sat atau Daerah), kepada Penguasa/Pengusaha/Pemiliknja se- 
mula, 
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Kedua: Dalam melaksanakan ketentuan jang dimaksud 
dalam angka Pertama diatas, supaja memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

a. Pemulihan/pengembalian sepenuhnja pengusahaan/pengua- 
saan itu: 

1. harus mendjamin kelantjaran dan peningkatan pro- 
duksi. 

2. tidak akan menimbulkan ketegangan sosial didalam peru- 
sahaan jang bersangkutan, antara lain tidak merugikan 
buruh dan sebagainja. 

3. tidak atau seketjil mungkin menimbulkan beban kepada 
Pemerintah sebagai akibat dari kerugian-kerugian atau 
persoalan-persoalan jang timbul selama dalam pengua- 
saan Pemerintah. 

b. Mengadakan koordinasi baik antara Menteri Utama maupun 
diantara Menteri/Departemen dibidangnja masing-masing, 
agar supaja terdapat sedjauh mungkin kesamaan tjara pen- 
dekatan (approach), penentuan sjarat-sjarat serta bentuk- 
bentuk tindakan hukum jang diambil. 

c. Melaporkan setjara teratur langkah-langkah serta hasil- 
hasil jang ditjapai dalam pelaksanaan instruksi ini. 

Ketiga: Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 12 Desembzr 1966. 
Presidium Kabinet Ampera: 


Ketua, 
Salinan: ttd. 
Instruksi ini disampaikan SOEHARTO 
kepada jang bersangkutan. Djenderal-T.N.L 


Tembusan: 
Instruksi ini disampaikan 
kepada Semua Menteri. 
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LAPORAN 
PERUNDINGAN HUBUNGAN PERDAGANGAN DAN 
KERDJASAMA EKONOMI 
ANTARA 
INDONESIA DAN MALAYSIA 
PADA TANGGAL 3 MEI - 12 MEI 196' 
DI 
KUALA LUMPUR - MALAYSIA 
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LAPORAN 
PERUNDINGAN HUBUNGAN PERDAGANGAN DAN 
KERDJASAMA EKONOMI 
antara 
INDONESIA DAN MALAYSIA 


PADA TANGGAL 3 MEI — 12 MEI 1967 
di 
KUALA LUMPUR-MALATYSIA. 


BAB I. 


PENDAHULUAN. 


1. Dengan keputusan Djenderal Soeharto selaku KAS KOTI 
tertanggal 24 April 1967, kepada Arifin Harahap S.H., Sekre- 
taris Djenderal Departemen Perdagangan ditugaskan unzuk 
memimpin Delegasi Indonesia dan mengadakan perundingan- 
perundingan dengan pihak Malaysia dalam bidang hubungan 
perdagangan dan kerdjasama ekonomi termasuk imigrasi dan 
telekomunikasi dan lain-lain hal jang berhubungan dengan itu. 
Delegasi Malaysia diketuai oleh Sdr. Raja Mohar, Sekretaris 
Djenderal Kementerian Perdagangan dan Perusahaan. 

2. Perundingan-perundingan dimulai dengan upatjara Pem- 
bukaan pada hari Kamis tanggal 4 Mci 1967, sedangkan upa- 
tjara penandatanganan perdjandjian diadakan pada hari Ka- 
mis tanggal 11 Mei 1967 jang kemudian disusul dengan wawan- 
tjara pers bersama antara Ketua Delegasi Indonesia dan Ketua 
Delegasi Malaysia pada satu pihak dan pihak pers pada pikak 
jang lain. 

3. Disamping kundjungan kehormatan resmi kepada Men- 
teri Perdagangan dan Perusahaan, Kztua Delegasi Indonesia 
beserta beberapa anggauta telah mengadakan pertemuan- 
pertemuan dan informal talks dengan Wakil Perdana Menteri 
Tun Abdul Razak, Sekretaris Djenderal Kementerian Luar 
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Negeri Sdr. Gazali, Gubernur Bank Negara Malaysia dan lain- 
lain tokoh-tokoh negara/masjarakat. 


4. Perundingan telah berdjalan dengan lantjar dalam suatu 
suasana saling menghormati satu sama jang lain, setjara keke- 
luargaan jang kesemuanja didjiwai oleh iktikad baik dari kedua 
belah pihak. 

Suasana jang sangat menguntungkan ini telah ditondjolkan 
pula dalam Joint Communigue jang ditandatangani oleh Ketua 
Delegasi Indonesia dan Ketua Delegasi Malaysia, jang berbunji 
”in a spirit of cordiality, friendship and sincerity”. 

5. Sikap Delegasi Malaysia pada umumnja bersifat sangat 
flexible dalam perundingan-perundingan:s pihak Pemerintah 
Malaysia telah pula memberikan bantuan-bantuan dan fasilitas 
seperlunja jang sangat memuaskan kepada Delegasi Indonesia 
dengan tjatatan bahwa kiranja nanti dipegang teguh prinsip 
resiprosita. 

6. Hampir, atau sudah dapat dikatakan semua draft-draft 
(rantjangan-rantjangan) jang dipergunakan selama perunding- 
an-perundingan tersebut, adalah rantjangan-rantjangan jang 
diadjukan oleh pihak Indonesia, jang berarti bukan sadja suatu 
”yoorsprong” sebagai pemegang inisiatip, akan tetapi kesemua 
»Keinginan” dan ,,perdjuangan” sudah tertampung kesemuanja. 
Hal-hal tersebut memperkuat bargaining power serta posisi 
Indonesia jang bersifat memberi arah tertentu untuk mentjapai 
hasil-hasil perundingan jang memuaskan pada kedua belah 
pihak. 


1. Perlu diadjukan, bahwa sebelum upatjara penandatangan- 
an diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 1967, 
maka hasil-hasil perundingan dari kedua Delegasi jang sudah 
rampung pada hari Selasa tanggal 9 Mei 1967, masih perlu di- 
adjukan oleh Delegasi Malaysia pada sidang Kabinet pada hari 
Rebo tanggal 10 Mei 1967. Persetudjuan Kabinet terhadap hasil- 
hasil perundingan jang diumumkan sebelum upatjara penan- 
da-tanganan, sudah dapat mentjiptzskan suatu iklim jang sangat 
menggembirakan bagi Delegasi Indonesia. 
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BAB I. 


HASIL-HASIL PERUNDINGAN. 


8. Hasil-hasil perundingan jang berbentuk dokumen-doku- 
men resmi terdiri dari 13 (tiga belas) buah, jang untuk lengkap- 
nja kami lampirkan bersama ini, terdiri dari hal-hal sebagai 
berikut: | : | | 


I. Joint Communigue. 


II. Basic Arrangements on Trade and Economic Relations 
Agreed by the Government of the Republik of Indonesia 
and the Government of Malaysia. 


NI. 1. Annex I: 


Procedure governing the conduct of trade and method 
of payment between Indonesia and Malaysia. 


2. 


Annex II: 


The stationing of the Government Representatives of the 
Republik of Indonesia and the Government Representives 
of Malaysia. 


IV. Exchange of Letters mengenai: 


1. 
2. 
3. 


4. 


D. 
6. 
1. 


Article I of the Basic Arrangements. 
Annex I tentang ekspor berdasarkan bank guarantee. 


Annex I tentang penggunaan devisa hasil ekspor ber- 
dasarkan bank guarantee (Rahasia). 


Article VII tentang kerdjasama diantara Negara-negara 
produsen karet alam. 


Shipping. 
Turisme. 
Telekomunikasi dan Imigrasi. 
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711234-(16) LX. 


a. Notes of the discussion between the Representa- 
tives of Indonesia and Malaysia on Telekomunicati- 
ons matterg. 

b. Notes of the meetings on Immigration matters. 


9. Joint Statement. 


Seperti diketahui Joint Communigue disusun bersama oleh 
kedua Delegasi dengan tudjuan pertama diarahkan pada kon- 
sumsi pers dan dunia luar. Dalam hal ini jang dirasakan pen- 
ting untuk ditondjolkan adalah: 


a. Suasana dari perundingan. 


b. Usaha-usaha bersama mengatasi penjalondinan dari Indo- 
nesia ke Malaysia, jang dalam hal ini diklassifisir selaku 
"expert from Indonesia to Malaysia with ineguitable Indo- 
nesian Clearance Documents” sn dokumen-dokumen 
jang sah). 

c. Pendirian Joint Commission sebagai Sist forum untuk 
mengadakan kerdjasama jang agak permanen sifatnja. 


10. Basic Arrangements beserta Annex-annex-nja, 


Materi jang terberat jang harus dihadapi Delegasi Indonesia 
adalah masaalah ,,djudul” dari perdjandjian jang akan ditanda- 
tangani itu. Bilamana Malaysia mengadjukan suatu "trade- 
agreement”, Indonesia mengusulkan penggunaan djudul "Basic 
arrangement” satu dan lain sesuai dengan petundjuk-petun- 
djuk jang diperoleh, Delegasi Indonesia dari Menutama Bidang 
Politik/Menteri Luar Negeri dan Ketua KOTI-G 5. 


Hasil penetapan djudul tersebut selaku basic arrangement, 
tidak merupakan hasil dari medja perundingan, akan tetapi di- 
peroleh melalui "diplomatic channels” jang menjangkut echelon- 
echelon Pemerintahan Malaysia jang tertinggi. 

”Basic Arrangement” ini merupakan Dokumen Induk dan baik 
Annex I maupun Annex II merupakan bagian intergraal dari- 
padanja. 
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Berdasarkan persetudjuan dari kedua pihak maka hal-hal 
jang belum atau tidak dapat tertjakup dalam Basic Arrangement 
beserta kedua Annex-nja, ditampung dalam Exchange of Let- 
ters. 


Jang terpenting dalam Annex I perihal Prosedure tentang 
tata-tjara perdagangan dan pelaksanaan pembajarannja adalah 
mengenai Ekspor ke Malaysia dari Indonesia jang tidak diser- 
tai dengan Indonesian Clearance Documents. Dalam hal ini 
Malaysia bersedia memberikan bantuan sepenuhnja. 

Dari pihak Malaysia jang dikehendaki adalah pengaturan 
jang lebih djelas mengenai ekspor dari Malaysia ke pelabuhan- 
pelabuhan Indonesia jang terbuka bagi perdagangan internati- 
onal, akan tetapi tanpa fasilitas-fasilitas perbankan. 


11. Exchange of Letters. 


Dari sebanjak 7 (tudjuh) buah Exchange of Letters, 2 (dua) 
dokumen bersifat rahasia jakni jang mengenai imigrasi dan 
jang menjangkut penggunaan devisa hasil ekspor atas dasar 
bank guarantee. 

BAB III. 


LANGKAH-LANGKAH JANG PERLU DIAMBIL 


12. Prosedure dan tata-kerdja Joint Commission harus se- 
gera diformulir olzh kedua belah pihak dalam suatu djangka 
waktu jang tidak lama. 


13. Keputusan-keputusan dalam bidang perkaretan dan ship- 
ping perlu segera diadakan langkah-langkah follow-up. 

14. Dalam bulan Mei 1967 ini djuga akan datang suatu missi 
dari Malaysia ke Indonesia jang akan mengadakan pembitja- 
raan-pembitjaraan dalam bidang imigrasi. Suatu soal jang 
terpenting dalam hubungan ini adalah masaalah border cros- 
sing terutama traffic of men jang disertai dengan traffic of 
goods. Ada baiknja bila Indonesia mempunai konsep tentang 
border crossing jang konkrit jang bersifat integraal meliputi 
aspek imigrasi, aspek perdagangan dan aspek security. 
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15. Peningkatan normalisasi hubungan antara Indonesia 
dan Malaysia kiranja akan lebih menguntungkan kedua belah 
pihak Negara. 


Kuala Lumpur, 12 Mei 1967. 
Delegasi Indonesia 
Ketua, 
ttd. 

ARIFIN HARAHAP S.H. 


Sekdjen Dep. Perdagangan. 


Lampiran : 1 (satu) berkas dokumen-dokumen resmi. 
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SEMUA KDKBT 
KKTP KUPANG 
KKTP SAMARINDA 
NO KB/PB/EA/II/1495/455 MKK NO KB/PB/EA/I1I/1120/ 
34 TGL 3 OKTOBER 1966 HARAP SAMPAIKAN KAWAT 
DARI DIRDJEN DAGLU TTGL 16 DESEMBER 1966 KEPA- 
DA PERWADEPDAN/SEKDEK/SEKIMPOR SEPERTI TER- 
SEBUT DIBAWAH INI TTKDUA 
NO 8/KWT/DDLN/66 INFO PANG PANGANDAHAN KOMA 
PANGLIMA KOMA GUB/KDH KOMA TEAM EKSPOR DA- 
ERAH BERDASARKAN SURAT KOTI GAB 5 NO B-02209/ 
G-5/11/66 TGL 15 NOP 1966 KOMA DIINSTRUKSIKAN PE- 
LAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN EKSPOR/IMPOR 
KE/DARI SINGAPURA SBB TTKDUA 
AA KAWAT NO 5/KWT/DDLN/66 TGL 28 SEPTEMBER 
1966 KAMI TJABUT KEMBALI KOMA 
BB SEHUBUNGAN DENGAN AJAT AA DIATAS PELAK- 
SANAAN EKSPOR/IMPOR KE/DARI SINGAPURA 
DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN 
TSB DALAM KWT KAMI NO 1/KWT/DDLN/66 TGL 6 
SEPTEMBER 1966 KOMA INSTRUKSI SEKDJEN 
DEPDA NO 02/SD/INSTR/X/66 TGL 1 OKTOBER 
1966 DENGAN TJATATAN MENIADAKAN KETEN- 
TUAN BAB III SUB PERHATIAN DALAM INSTRUK- 
SI TSB KOMA 
CC PENGUMUMAN HARGA-HARGA CHUSUS UTK EKS- 
POR KENEGARA ASIA KURBUK BANGKOK KOMA 
SINGAPURA KOMA HONGKONG DAN KAMBODJA 
KURTUP TIDAK BERLAKU DAN TIDAK DIADAKAN 
LAGI KOMA 


DD UNTUK PENGESAHAN SP3 TUDJUAN NEGARA- 
NEGARA TSB PADA AJAT CC DIPEDOMANI PENG- 
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UMUMAN HARGA-HARGA JANG BIASA DISIARKAN 
MELALUI RRI DAN BERLAKU UTK EKSPOR TU- 
DJUAN SEMUA NEGARA NEGARA KOMA 

EE PEMBELI-PEMBELI SINGAPURA DICREEN OLEH 
LIAISON OFFICE RI SINGAPURA CG MENURUT 
DAFTAR JANG DISAMPAIKAN KEDAERAH-DA- 

—. ERAH KOMA 

FF MENGENAI IMPOR DARI SINGAPURA DAPAT DI- 
LAKUKAN TTKDUA 
1. MENURUT PROSEDUR IMPOR BIASA 
2. SEBAGAI BARANG KIRIMAN/BARANG PENUM- 

PANG 

DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER 


DENGAN BONUS EKSPOR 
DENGAN ADO 


DENGAN DPA KOMA 


GG IN STRUKSI INI BERLAKU PADA TGL DIKELUAR- 
KAN TTKHBS DDBT 


2D IP w 


Djakarta, 22 Desember 1966. 
Direktur Djendral Bea dan Tjukai 


u.b. 
Kepala Bagian Ekspor Umum 
Pada Direktorat Pabean, 


Drs. R. SOEWARDI. 
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BIRO LALU LINTAS DEVISA. 
No. 5/ Eks, BLLD/61. Djakarta, 4 April 1967. 
PENGUMUMAN. 


Perihal: Pentjabutan Clausule Pelarangan Transhipment Ma- 
laysia Port/Simgapura pada L/C dan Bill of Lading. 


Berkenaan dengan penetapan-penetapan : 


a. Surat Keputusan Bersama Menteri Perctagangan, Menteri 
Maritim, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara In- 
donesia Unit I tanggal 19 Nopember 1966 No. 153/SKB/XI/ 
1966, No. DP 1/4/11-68-D.15.1.5.1.1.8., No. Kep. 32/GBNI/ 
66. 

b. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tgl. 19 Nopember 
1966 No. 154/2K/X1/1966. 

c. Surat Keputusan Menteri Maritim tanggal 20 Djanuari 1967 
No. DP 8/1/1. 

d. Pengumuman B.L.L.D. tanggal 3 Pebruari 1967 No. 2/Eks/ 
BLLD/867, dengan ini diberitahukan, bahwa pentjantuman 
Clausule Larangan Transhipment di Malaysia Port/Singa- 
pura sebagai sjarat L/C dan pada Bill of Lading oleh Maska- 
pai Perkapalan, Perwakilan atau Agennja, tidak diperlukan 
lagi. 


Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa : 
Direktorium, 


ttd. ttd. 


A. HUTAURUK. A. A. HARAHAP. 
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BAB II 
HUBUNGAN INDONESIA — MALAYSIA 


EKONOMI. 


Bisised Google 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 40/U/IN/6/1967. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang: bahwa dengan telah ditanda-tanganinja per- 


setudjuan antara Indonesia dan Malaysia ialah : 


1. 


Permupakatan-permupakatan dasar mengenai perdagangan 
dan hubungan ekonomi jang telah ditjapai oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Lampiran I). 


Permupakatan-permupakatan dasar lintas batas antara Re- 
publik Indonesia dan Malaysia : 


maka perlu menjesuaikan peraturan-peraturan jang berlaku 
dengan persetudjuan ini. 


l. 


Mengingat : 


Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tertanggal 5 Djuli 
1966 , 


Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 tentang Struk- 
tur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas Departemen Kabinet 
AMPERA : 


Undang-undang No. 32 tahun 1964 : 


Penetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan 
pasal 7 Undang-undang No. 32 tahun 1964 : 


Mengingat pula : 


Insruksi Presidium Kabinet No. 22/EK/IN/11/1966 tanggal 
9 Nopember 1966 : 


2. Saran-saran dari Kepala Staf KOTI cg. Ketua Gabungan-b. 


KOTI. 
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Menginstruksikan: 
Kepada: 


1. Para Menteri. 
2. Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 
. Untuk : 


Pertama: Masing-masing menurut bidang dan kewe- 
nangannja menetapkan ketentuan dan peraturan hubungan per- 
dagangan termasuk lalu lintas devisa serta kerdja sama 
ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan : 


A. PERMUPAKATAN-PERMUPAKATAN DASAR MENGE- 
NAI PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN EKONOMI 
JANG TELAH DITJAPAI OLEH PEMERINTAH REPU- 
BLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA PA- 
DA TANGGAL 11 MEI 1967 DI KUALALUMPUR : dan 


B. PERMUFAKATAN DASAR LINTAS BATAS ANTARA 
REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TANGGAL 26 
MEI 1967 DI DJAKARTA: 


Kedua: Mentjabut kembali ketentuan/instruksi jang te- 
lah dikeluarkan jang menjangkut hubungan perdagangan, ter- 
masuk lalu lintas devisa serta kerdja sama ekonomi antara 
Indonesia dan Malaysia jang tidak sesuai atau bertentangan 
dengan ketentuan Pertama: 


Ketiga: Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknja un- 
tuk memperlantjar dan mensukseskan tugas pokok dan program 
Kabinet AMPERA, dengan memperhatikan koordinasi jang 
sebaik-baiknja jang dilakukan oleh KEPALA STAF KOMAN- 
DO OPERASI TERTINGGI cg. KETUA GABUNGAN — 5 
KOMANDO OPERASI TERTINGGI. 
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Keempat: Instruksi ini mulai berlaku pada hari dite- 
tapkan. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 21 Djuni 1967. 
Presidium Kabinet Ampera 


Ketua, 
ttd. 
SOEHARTO 
Djenderal T.N.I. 
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DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN 
MENTERI PERDAGANGAN 
No. 65/SK/VI/1967 
tentang 


KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN EKSPOR DAN 


IMPOR ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA. 


MENTERI PERDAGANGAN, 


Menimbang : Bahwa, dengan dikeluarkannja Instruksi Pre- 


sidium Kabinet No. 40/U/IN/8/1967 tertanggal 21 Djuni 1967 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Hubungan Perdagangan dan 
Kerdja-sama Ekonomi Antara Indonesia dan Malaysia, perlu di- 
tetapkan Ketentuan-ketentuan pelaksanaannja. 


co 


Mengingat : 


Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/1967 tertang- 
gal 21 Djuni 1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hubung- 
an Perdagangan dan Kerdja-sama Ekonom: antara Indo- 
hesia dan Malavsia: 

Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 tentang Struk- 
tur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen- 
departemen Kabinet AMPERA : 

Keputusan Presidium Kabinet No. 51/EK/KEP/10/1966, 
tentang Penegasan Penugasan dan Tanggung Djawab dibi- 
dang Ekspor : 

Undang-uadang Devisa No. 32 tahun 1964: 

Ketentuan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan 
Pasal 7 Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964: 
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6. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 ter- 
tanggal 4 Agustus 1962, tentang Pengangkutan Barang- 
barang dalam Pengawasan ke Luar Negeri. 


Mendengar : Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan Gu- 
bernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 


Memutuskan: 


Menetapkan : Ketentuan Mengenai Perdagangan Ekspor 
dan Impor antara Indonesia dan Malaysia, sebagai berikut : 


BAB I. 


Ekspor dari Indonesia ke Malaysia. 


Pasal 1. 


Ekspor dari Indonesia ke Malaysia dilakukan atas dasar : 

(a) perdjandjian pendjualan setjara langsung dengan pembu- 
kaan Letter of Credit : 

(b) tanpa L/C, tetapi dengan djaminan tertentu, dari pelabuh- 
an-pelabuhan Indonesia tertentu jang tidak mempunjai 
fasilitas perbankan dan dari pelabuhan-pelabuhan lain 
chusus untuk hasil-hasil bumi jang lekas busuk : 

(c) setjara lintas-batas didaratan, jang diatur tersendiri. 


Pasal 2. 


Barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor Golongan I, II dan 
III sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perda- 
gangan No. 12//SK/LX/66 tertanggal 3 Oktober 1966, dapat 
diekspor ke Malaysia. 


Pasal 3. 


Penutupan Kontrak-kontrak Valuta Ekspor tudjuan Malay- 
sia, didasarkan atas harga-harga jang berlaku untuk ekspor ke- 
negara-negara manapun djuga, jang disiarkan setjara berkala 
oleh Departemen Perdagangan. 
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Pasal 4. 


Pemberian izin-izin dan pelaksanaan ekspor untuk tudjuan 
Malaysia dilakukan menurut peraturan-peraturan umum jang 
berlaku. 

BAB I. 


Impor dari Malaysia ke Indonesia. 


Pasal 5. 


Impor barang-barang dari Malaysia dilaksanakan dalam 
rangka peraturan-peraturan umum jang berlaku, jakni dengan : 
Bonus Ekspor, 

Bonus Ekspor tanpa Cover. 

Alokasi Devisa Otomatis, 

. Devisa Pelengkap, 

Sebagai barang kiriman/penumpang. 


0 AP UP 


BAB II. 


Pengarahan pelaksanaan Ekspor dan 
Il mpor. 


Pasal 6. 


Pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia 
dan Malaysia dilaksanakan untuk kepentingan ekonomi nasional 
dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perdagangan jang ada 
di Malaysia. 

BAB IV. 


Ketentuan penutup. 


Pasal 7. 


T, Ketentuan-ketentuan/Instruksi jang telah dikeluarkan dan 
tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan ini dinja- 
takan tidak berlaku 

2. Ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan untuk melaksana- 
kan keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut. 
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Pasal 8. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Keputusan ini dengan penetapan dalam Berita- 
Negara Republik Indonesia. 


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 


AN pa 
4 


DA GP 


Presidium Kabinet AMPERA. 
Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

Gubernur Bank Negara Indonesia. 
KOTI. 

Para Pang Koandahan. 

Para Panglima. 

Para Pepelda. 

Para Gubernur/KDH. DATI I. 
Perwakilan R.I. di Malaysia. 


. Dirdjen. Bea dan Tjukai. 


Dirdjen. Perhubungan Laut. 
Direktorium B.L.L.D. 

Semua Instansi dilingkungan Depdag. 
Para Perwadepdag DATI I. 


. B.P.U.-P.N.N. 


G.P.E.I. 


. O.P.S.-Impor. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 21 Djuni 1967. 
Menteri Perdagangan, 
ttd. 

D. ASHARI 


Maj. Djen. TN.I. 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN 
No. 66/SK/VI/1961 
tentang 


KETENTUAN MENGENAI EKSPOR KE MALAYSIA 
DENGAN TJARA PEMBAJARAN BERDASARKAN 
DJAMINAN TERTENTU. 


MENTERI PERDAGANGAN, 


Menimbang: Bahwa perlu segera ditetapkan ketentuan- 
ketentuan pelaksanaan ekspor ke Malaysia dengan tjara pem- 
bajaran berdasarkan djaminan tertentu. 


Mengingat: 


1. Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/1967 tertanggal 
21 Djuni 1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hubungan 
Perdagangan dan Kerdjasama Ekonomi antara Indonesia 
dan Malaysia: 

2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 tentang Struk- 
tur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen- 
departemen Kabinet Ampera, 

3. Keputusan Presidium Kabinet No. 51/EK/ KEP/10/1966 ter- 
tanggal 3 Oktober 1966, tentang Penegasan Penugasan dan 
Tanggung Djawab dibidang Ekonomi: 

4. Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964: 

5. Ketetapan Presiden No. 30 tahun 1965 tentang Perobahan 
Pasal 7 Undang-undang Devisa No. 32 tahun 1964: 

6. Keputusan Menteri Perdagangan No. 141/M/SK/1962 ter- 
tanggal 4 Agustus 1962 tentang Pengangkutan Barang- 
barang dalam Pengawasan ke Luar Negeri: 


259 


7. Keputusan Menteri Perdagangan No. 65/SK/VI/1967 ter- 
tanggal 21 Djuni 1967 tentang ketentuan mengenai Per- 
dagangan Ekspor dan Impor antara Indonesia dan Malaysia. 


Mendengar: Menteri Keuangan, Menteri Maritim dan 
Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. . . 


Memutuskan: 


Menetapkan: Ketentuan mengenai Ekspor ke Malaysia de- 
ngan tjara pembajaran berdasarkam djaminan tertentu seba- 
gai berikut: 

1) Dari daerah-daerah jang berdekatan dengan Malaysia, jakni 
dari pelabuhan-pelabuhan, dimana terdapat Kantor Bea dan 
Tjukai tetapi tidak ada fasilitas perbankan, diizinkan di- 
samping melalui prosedur ekspor umum, mengekspor 
barang-barang hasil-hasil bumi jang chusus dihasilkan 
setempat ke Malaysia, tanpa pembukaan L/C, akan tetapi 
dengan tjara pembajaran dengan djaminan tertentu: 

2) Daerah-daerah tersebut dalam ajat 1) pasal ini adalah: 

Dati I Atjeh: 

Dati I Sumatera Utara: 

Dati I Riau: 

Dati I Kalimantan Barat: 

Dati I Kalimantan Timur: 


Pasal 2. 


1) Chusus mengenai hasil-hasil bumi jang lekas rusak/busuk 
misalnja sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan segar dan 
sebagainja, berlaku tjara ekspor dengan ketentuan pem- 
bajaran dimaksud dalam Pasal 1 diatas. 

Ekspor dimaksud dalam ajat 1) diatas, dapat dilakukan 
dari pelabuhan manapun djuga. 


Pasal 3. 


Para eksportir harus terdaftar pada Perwakilan Departemen 
Perdagangan Dati I bersangkutan, cg. Kantor Ekspor jang 


o2Prp 


2 


.—— 
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terdekat dan para importir terdaftar pada Perwakilan R.I. 
di Malaysia. 


Pasal 4. 


Pelabuhan tudjuan di Malaysia buat sementara ditetapkan 


Penang, Port Swettenham, Malaka, Batu Pahat, Mersing, San- 
dakan, Kuching dan Tawao. 


Pasal 5. 


1) Pengangkutan barang ekspor ke Malaysia dengan tjara pem- 


bajaran berdasarkan djaminan tertentu, dapat dilakukan 

dengan: 

a. Kapal-kapal berbendera Indonesia, jang dimiliki/di- 
operasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang ber- 
kedudukan di Indonesia: 

b. Kapal-kapal berbendera Malaysia, jang dimiliki/di- 
operasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang ber- 
kedudukan di Malaysia serta tertjatat sebagai ,,common 
carrier” di Malaysia dan mempunjai keagenan jang telah 
disjahkan di Indonesia: 


2) Kapal-kapal termaksud dalam ajat 1) sub a dan b diatas, 


3) 


4 


“—. 


harus mengeluarkan B/L jang memenuhi sjarat-sjarat per- 
dagangan dan pelajaran: 

Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka eks- 
por tanpa L/C dimaksud dalam Pasal 1, kapal-kapal tersebut 
harus mendapat ,,Letter of Introduction” dari Perwakilan 
R.I. di Malaysia, setelah pihak perusahaan kapal bersang- 
kutan memberikan djaminan, bahwa barang ekspor dari 
Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan dengan dalih 
apapun kepada pihak lain, selain dari pada kepada salah 
satu Bank jang ditetapkan B.N.I. Unit I Djakarta di Malaysia 
atau Order. 

Kapal-kapal sebagai termaksud pada ajat 1) sub a Pasal ini, 
jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan terlebih 
dulu meminta ,,Letter of Introduction” dari Perwakilan R.I. 
di Malaysia, dapat djuga diizinkan mengangkut barang- 
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barang ekspor ke Malaysia tanpa L/C, setelah pihak kapal- 
kapal itu memberikan djaminan seperti termaksud diatas ke- 
pada Biro Lalu Lintas Devisa Pusat di Djakarta. 

Pasal 6. 

1) Chusus untuk ekspor kulit udang dan ikan segar dapat di- 
pergunakan perahu-perahu/tongkang-tongkang jang tidak 
memenuhi sjarat tersebut pada Pasal S5 ajat 1) dan 2), 

2) Perahu-perahu/tongkang-tongkang inipun harus djuga men- 
dapat ,,Letter of Introduction” dari Perwakilan R.I. di Malay- 


sia. 
Pasal 7. 


Dalam rangka pelaksanaan ekspor seperti dimaksud dalam 
Surat Keputusan ini, importir di Malaysia harus memenuhi per- 
sjaratan djaminan jang ditentukan oleh B.L.L.D. 


Pasal 8. 

Dengan dipenuhinja persjaratan tersebut dalam Pasal 7 dia- 
tas, eksportir akan menerima Bonus Ekspor menurut peraturan- 
peraturan jang berlaku. 

Pasal 9. 

Kepada Perwakilan R.I. di Malaysia diberikan kekuasaan: 

1) Atas nama Menteri Perdagangan menetapkan harga-harga 
ekspor menurut ketentuan-ketzntuan jang berlaku dan me- 
ngeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari Indo- 
nesia dalam rangka keputusan ini: 

2) Mengatur pelaksanaan dan pengawasan sektor-sektor jang 
bersangkutan jang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan 
ini di Malaysia. 

Pasal 10. 
Hal-hal lain jang belum diatur, akan ditetapkan lebih landsut. 


Pasal 11. 


Ketentuan-ketentuan pelaksanaan keputusan ini ditetap- 
kan oleh Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Ne- 
geri, Direktur Djenderal Perhubungan Laut, Direktur Djenderal 
Pengolahan Kekajaan Laut, Direktur Djenderal Bea & Tjukai 
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dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa dibidangnja masing- 
masing. 


Pasal 12. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintah- 


kan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkan dalam 
Berita-Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada tanggal 21 Djuni 1961. 
Menteri Perdagangan, 
ttd. 

D. ASHARI 
“Maj. Djen. T.N.I. 


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 


(ed 
SO MADU UNH 


Presidium Kabinet Ampera. 

Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 
KOTI. 

Para Pang. Koandahan. 

Para Panglima. 


. Para Pepelda. 


Para Gubernur/KDH Dati I. 


. Perwakilan R.I. di Malaysia. 

. Dir. Djen. Bea dan Tjukai. 

. Dir. Djen. Perhubungan Laut. 

. Direktorium B.L.L.D. 

. Semua Instansi dilingkungan DEPDAG. 
. Para Perwadepdag. Dati I. 

. B.P.U.-B.P.U.-P.N. 

. B.P.U.-P.N.N. 

. G.P.ELI. 

. O.P.S.-Impor. 


DEPARTEMEN PERDAGANGAN DIREKTORAT 
 DJIENDERAL URUSAN PERDAGANGAN 
LUAR NEGERI. 


No. : 05/Instr/DDLN/VI/67. Djakarta, 22 Djuni 1967. 
Lamp. : 8 (delapan). 
Perihal : Keterangan ekspor dan 

impor ke/dari Malaysia. 


Kepada Jth. : 

1. Kepala Bagian Perdagangan pada 
.- Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur. 
1.2. Kepala Bagian Perdagangan pada 

Perwakilan R.I. di Penang. 
3. Kepala-kepala Perwakilan DEPDAG 
Dati I diseluruh Indonesia. 
'. 4, Kepala Kantor Ekspor diseluruh Indo- 
nesia. | 


INSTRUKSI. 


Dengan telah ditanda tanganinja persetudjuan antara, Indo- 
nesia dan Malaysia, jaitu : 

1. Permufakatan-permufakatan dasar mengenai perdagangan 
dan hubungan ekonomi jang telah ditjapai oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Lampiran 1). 

2. Permufakatan-permufakatan dasar lintas batas antara Re- 
publik Indonesia dan Malaysia, 

maka untuk menjesuaikan peraturan-peraturan jang berlaku 


dengan persetudjuan-persetudjuan tersebut, pada tingkat per- 
tama telah dikeluarkan : 
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1. Instruksi Presidium Kabinet No. 40/U/IN/6/19867 tertang- 
gal 21 Djuni 1967 tentang Peraturan Pelaksanaan Hubungan 
Perdagangan dan Kerdjasama Ekonomi antara Indonesia 
dan Malaysia (Lampiran II). 

2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 65/SK/VI/1967 ter- 
tanggal 21 Djuni 1967, tentang Ketentuan mengenai Perda- 
gangan Ekspor dan Impor antara Indonesia dan Malaysia 
(Lampiran III). 

3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 86/SK/VI/1967 ter- 
tanggal 21 Djuni 1967, tentang Ketentuan mengenai Ekspor 
ke Malaysia dengan tjara pembajaran berdasarkan djamin- 
an tertentu (Lampiran IV). 


Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, 
telah kami sampaikan prinsip-prinsip pelaksanaannja dengan 
kawat No. 22/KM/1967 tertanggal 22 Djuni 1967 (Lampiran V) 
kepada Saudara, jang dengan Instruksi ini didjelaskan lebih 
landjut sebagai berikut : 


I. EKSPOR KE MALAYSIA DENGAN DJAMINAN L/C: 


1. Prosedur ekspor dengan djaminan L/C. 


Prosedur ekspor dengan djaminan L/C, sebagaimana ter- 
tjantum dalam : 


a. Instruksi Deputy Menteri Perdagangan No. 03/DYM/ 
1/5/66 tertanggal 25 Mei 1966 tentang tindakan untuk 
memperlantjar ekspor: 

b. Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/SD/INSTR/X/66 
tertanggal 4 Oktober 1966 tentang tindakan untuk mem- 
perlantjar ekspor: 

c. Ketentuan-ketentuan perobahan/tambahan jang menju- 
sul sehubungan dengan kedua Instruksi-instruksi seba- 
gaimana tersebut pada ajat a dan b diatas, tetap dipe- 
domani dalam mengatur dan mengawasi ekspor dengan 
djaminan dengan L/C tudjuan Malaysia. 
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2. Pengarahan ekspor ke Malaysia. 
a. Dalam pelaksanaan ekspor dimaksud, diusahakan agar 


tetap mempertahankan pemasaran langsung ke dan me- 
menuhi "commitments” jang telah ditutup dengan ne- 
gara-negara konsumen. 


Prinsip tersebut pada ajat a diatas, supaja mendjadi 
perhatian G.P.E.I. setempat untuk disampaikan dan 
mendjadi pegangan para anggotanja dalam membina 
pemasaran barang-barang/hasil-hasil bumi keluar ne- 
geri. 


3. Barang-barang /hasil-hasil bumi jang diekspor ke Malaysia. 
Barang-barang/hasil-hasil bumi Golongan I, II dan III se- 
bagaimana tertjantum dalam Keputusan Menteri Perda- 
gangan No. 127/SK/LX/66 tertanggal 3 Oktober 1966, di- 
izinkan ekspornja ke Malaysia dengan memperhatikan hal- 
hal tersebut dibawah ini : 


a. Izin ekspor bagi barang-barang/hasil-hasil bumi jang 


Cc. 
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menurut ketentuan jang berlaku didjatahkan, diberikan 
dengan tetap memperhatikan pembatasan cg. djatah 
bulanan jang telah ditentukan. 


Pemasaran tembakau lembaran keluar negeri, didasar- 
kan atas kebidjaksanaan melalui saluran jang tradisio- 
nil jaitu bursa dan setjara selektip kenegara-negara 
pemakai lainnja, dengan mengusahakan hasil jang se- 
baik mungkin. Oleh sebab itu, maka dalam prinsipnja 
hanja tembakau radjangan dapat diekspor ke Malaysia. 


Mengenai barang-barang/hasil-hasil bumi ekspor jang 
produksinja diatur/dibawahi oleh Departemen atau 
Instansi-instansi jang ditundjuknja, seperti tumbuh- 
tumbuhan, hasil-hasil industri, hasil-hasil tambang, 
kulit sapi mentah dan sebagainja, ekspornja diizinkan 
apabila jang berkepentingan telah memiliki surat per- 
setudjuan dari Instansi jang bersangkutan. 


d. Bahan-bahan karet dan lain-lain hasil-hasil bumi jang 
diperlukan untuk diupgrade/proses didalam negeri men- 
djadi mutu-standard, dilarang ekspornja ke Malaysia. 

e. Hasil-hasil bumi berupa ,,uitschot” sesudahnja dilaku- 
kan sortasi, diizinkan ekspornja melalui prosedur ekspor 
mutu menjimpang jang berlaku. 


4. Pengawasan harga-harga ekspor. 

a. Penetapan harga-harga barang-barang/hasil-hasil bumi 
ekspor Golongan I dan II didasarkan atas harga-harga 
fob-bersih jang disiarkan oleh Departemen Perdagangan 
setjara berkala. 

b. Penetapan harga-harga barang-barang/hasil-hasil bumi 
ekspor Golongan III, dilakukan menurut ketentuan jang 
berlaku. 


5. Pelaksana-pelaksana ekspor dan impor. 


a. Para eksportir harus terdaftar cg. mempunjai Angka 
Pengenal Ekspor. 

b. Para importir di Malaysia harus pula terdaftar pada 
Instansi bersangkutan di Malayasia sebagai Importir 
Terdaftar dan diketahui bonafiditasnja oleh Bagian Per- 
dagangan pada Perwakilan R.I. di Malaysia jang daftar- 
nja akan disampaikan kepada Saudara. 


II. EKSPOR KE MALAYSIA DENGAN TANPA L/C TE- 
TAPI DENGAN DJAMINAN PEMBAJARAN TERTENTU. 


1. Tempat-tempat jang diizinkan melakukan ekspor tanpa L/C 
tetapi dengan djaminan pembajaran tertentu. 

a. Dari daerah-daerah jang berdekatan dengan Malaysia, 
jakni dari pelabuhan-pelabuhan, dimana terdapat Kan- 
tor Bea dan Tjukai tetapi tidak ada fasilitas perbankan, 
diizinkan disamping melalui prosedur ekspor dengan 
L/C, mengekspor barang-barang/hasil-hasil bumi jang 
chusus dihasilkan setempat ke Malaysia, dengan tanpa 
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“pembukaan L/C, akan tetapi dengan tjara peabajaran 
dengan djaminan tertentu (selandjutnja dalam Instruksi 
ini disebutkan: ekspor tanpa L/C). 


b. Daerah-daerah dimaksud dalam ajat a diatas adalah : 
b.1. DATI I Atjeh, 
b.2. DATI I Sumatera Utara, 
b.3. DATI I Riauw, 
b.4. DATI I Kalimantan Barat, 
b.5. DATI I Kalimantan Timur. 


c. Chusus mengenai hasil-hasil bumi jang lekas rusak/ 
busuk, misalnja sajur-majur, buah-buahan, telor, ikan 
segar dan sebagainja, berlaku djuga tjara ekspor tanpa 
L/C sebagaimana tersebut dalam ajat a diatas. 


d. Ekspor dimaksud dalam ajat c diatas, dapat dilakukan 
dari pelabuhan-pelabuhan manapun djuga. 


. Pelaksana ekspor dan impor. 


Para eksportir harus terdaftar pada Perwakilan DEPDAG 
DATI I bersangkutan cg. Kantor Ekspor jang terdekat 
dan para importir terdaftar pada Instansi jang bersang- 
kutan di Malaysia sebagai Importir Terdaftar dan diketahui 
bonafiditasnja oleh Bagian Perdagangan dari Perwakilan 
R.I. setempat di Malaysia. 


. Pelabuhan tudjuan di Malaysia. 


Pelabuhan tudjuan di Malaysia buat sementara ditetapkan 
Penang, Port Swettenham, Malaka, Batu Pahat, Mersing, 
Sandakan, Kuching dan Tawao. 


. Prinsip-prinsip pelaksanaan ekspor tanpa L/C. 


a. Importir Terdaftar dapat mengadjukan permohonan 
atas nama eksportir Indonesia kepada Perwakilan Pe- 
merintah Indonesia di Malaysia jang bersangkutan 


“untuk memperoleh izin ekspor dari Indonesia, permohion- 
an mana harus memuat djenis barang, djumlah, harga 
dan sjarat-sjarat en jang berhubungan dengan eks- 
por demikian. 


Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam hal menjetu- 
djui atau tidaknja permohonan tersebut, menjampaikan 
kepada instansi Malaysia jang bersangkutan tembusan 
dari permohonan tersebut dalam rangkap tiga, 

Atas penjerahan suatu garansi bank jang bentuk dan 
isinja akan ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan 
Malaysia, Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia 
mengeluarkan suatu izin untuk ekspor dari Indonesia: 
. Setibanja barang-barang di Malaysia dan atas penje- 
rahan dokumen-dokumen pengapalan kepada Importir 
Terdaftar itu oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia di 
Malaysia melalui bank jang mengeluarkan garansi, maka 
Importir Terdaftar itu, setelah memenuhi persjaratan- 
persjaratan Pengawasan Devisa di Malaysia, akan me- 
lakukan pembajaran segera ataupun dengan persetudju- 
an Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia dalam 
empat belas hari terhitung dari tanggal tibanja barang- 
barang. Pembajaran tersebut dibukukan kedalam ''Ex- 
ternal Account” Perwakilan tersebut pada suatu bank 
di Malaysia jang akan ditundjuk oleh Bank Sentral 
Indonesia, untuk eksportir. Dalam hal Importir itu tidak 
memenuhi pembajaran dalam masa jang ditentukan di- 
atas, maka bank jang mengeluarkan garansi segera harus 
melakukan pembajaran, 


. Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia akan me- 
njerahkan dari "External Account” tersebut diatas 
bahagian jang diharuskan kepada Dana Devisa Indonesia 
sesuai dengan peraturan-peraturan ekspor Indonesia dan 
menahan sisanja sebagai rekening Bonus Ekspor atas 
nama eksportir, rekening mana dapat dipergunakan 
untuk impor ke Indonesia: 
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e. Dalam hal timbul suatu perselisihan mengenai djumlah, 


mutu ataupun kwalitas dari barang-barang jang telah 
diekspor itu, maka perselisihan demikian akan diadjukan 
kepada seorang penengah jang tidak berfihak dan jang 
dapat diterima oleh pihak-pihak jang berselisihan, untuk 
memperoleh keputusan. Dalam hal perselisihan demi- 
kian timbul, maka batas waktu pembajaran jang diten- 
tukan dalam ajat c diatas tidak berlaku: 


Berdasarkan penjetoran uang djaminan itu, importir 
jang bersangkutan dapat diizinkan mengekspor barang 
ke Indonesia, sedjumlah Bonus Ekspor jang dihasilkan, 
dengan memperhatikan ketentuan jang berlaku menge- 
nai daftar barang jang dapat diimpor dengan Bonus 
Ekspor, 


. Penggunaan Bonus Ekspor dimaksud, diatur oleh eks- 


portir di Irdonesia melalui pembeli cg. importir di 
Malaysia, sehingga dengan tjara demikian pemasukan 
barang dari Malaysia dimungkinkan dilakukan dengan 
kapal jang datang mengambil barang-barang ekspor di 
Indonesia. 


5. Pengangkutan barang-barang ekspor tanpa L/C. 
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a. Pengangkutan barang-barang ekspor tanpa L/C ke Ma- 


laysia dapat dilakukan dengan: 


a.l. Kapal-kapal berbendera Indonesia, jang dimiliki/ 
dioperasikan oleh perusahaan pelajaran nasional 
jang berkedudukan di Indonesia, 


a.2. Kapal-kapal berbendera Malaysia, jang dimiliki/di- 
operasikan oleh perusahaan pelajaran nasional jang 
berkedudukan di Malaysia serta tertjatat sebagai 
"common carrier” di Malaysia dan mempunjai ke- 
agenan jang telah disjahkan di Indonesia: 


b. Kapal-kapal termaksud dalam ajat a sub a.l. dan a.2. 
diatas, harus mengeluarkan B/L jang memenuhi sjarat- 
sjarat perdagangan dan pelajaran: 

c. Untuk setiap kali pengangkutan barang dalam rangka 
ekspor tanpa L/C dimaksud dalam Pasal a kapal-kapal 
tersebut harus mendapat "Letter of Introduction” dari 
Perwakilan R.I. di Malaysia, setelah pihak perusahaan 
kapal bersangkutan memberikan djaminan, bahwa barang 
ekspor dari Indonesia tanpa L/C tidak akan diserahkan 
dengan dalih apapun kepada pihak lain, selain dari pada 
kepada salah satu bank jang ditetapkan Bank Sentral 
Djakarta di Malaysia atau Order: 

d. Kapal-kapal sebagai termaksud pada ajat a sub a.1. di- 
atas, jang oleh karena trajeknja tidak memungkinkan 
terlebih dulu meminta ''Letter of Introduction” dari 
Perwakilan R.I. di Malaysia, dapat djuga diizinkan meng- 
angkut barang-barang ekspor ke Malaysia tanpa L/C, 
setelah pihak kapal-kapal itu memberikan djaminan 
seperti termaksud diatas kepada Biro Lalu Lintas Devisa 

Pusat di Djakarta: 

e. Chusus untuk ekspor kulit udang dan ikan segar dapat 
dipergunakan perahu-perahu/tongkang-tongkang jang 
tidak memenuhi gjarat tersebut pada ajat a sub a.1. dan 
a.2. diatas: 


f. Perahu-perahu/tongkang-tongkang dimaksud pada ajat 
e diatas harus djuga mendapat "Letter of Introduction” 
dari Perwakilan R.I. di Malaysia. 


II. IMPOR DARI MALAYSIA KE INDONESIA. 
1. Impor Umum. 


Untuk barang-barang jang dapat diimpor dari Malaysia 
berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 


a. Jang diimpor berdasarkan peraturan Bonus Ekspor 
(B.E.) adalah barang-barang jang disebut dalam Surat 
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... Keputusan Menteri Perdagangan No. 128/SK/IX/66 
- tanggal 3 Oktober 1966 dan No. 144/SK/X/1966 tanggal 
29 Oktober 1966: 


. Jang Giimpor berdasarkan peraturan Devisa Pelengkap 
adalah barang-barang dari Golongan Ekonomi I, II, III 
dan IV, seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Kuasa 
Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0128/8/MPLN/ 
SK/65 tanggal 23 Agustus 1965: 

“Untuk barang-barang jang termasuk dalam Lampiran V 
dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/ 
SK/64 tanggal 22 April 1964, sebagaimana telah diubah/ 
ditambah, untuk impornja harus terlebih dahulu men- 
dapat izin cari Menteri Ferdagangan cg. Direktorat 
Impor. Barang-barang jang termasuk dalam Tarip Pos 
461-I dan 462 tetap dilarang untuk diimpor: 


. Jang diimpor berdasarkan peraturan barang kiriman/ 
barang penumpang (vide Surat Keputusan Bersama Men- 
teri Iuran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral dan 
Menteri Perdagangan No. Kep. 4/UBS/66 tanggal 10 Dja- 
nuari 1966) pada dasarnja adalah barang-barang jang 
boleh diimpor dengan Devisa Pelengkap: 


. Vide Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan 
dan Koperasi dan Menteri Keuangan No. 013/SKB/IV/ 
66-No. 046/MK/66 tanggal 26 April 1966, impor kenda- 
raan bermotor tertentu jang masuk dalam: 


Tarip pos 834. I. a. 4. bb. 
», » 8384. La. 4. cc. 
» » 84 I. b. 4. aa. 
», » 884 I. b. 4. bb. 


dengan mempergunakan Devisa Pelengkap dilarang: 


. Vide Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 155/ 
SK/X1/1966 tanggal 14 Nopember 1966 impor rambut 
manusia dalam keadaan tidak dikerdjakan T.P. 334 di- 


larang: 


f. Untuk barang-barang jang diimpor berdasarkan per- 
aturan Alokasi Devisa Otomatis (A.D.O.) tidak diper- 
kenankan diimpor dengan pelabuhan tudjuan diwilajah 
Irian Barat: 

g. Vide Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan 
dan Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat 


001/SKB/1/67 


tangcsal 20 Djanuari 1967 impor 
3/M/SK/67 RP : ii 


tekstil bermotip bat:k dilarang: 


h. Barang-barang jang diimpor atas dasar peraturan Bonus 
Ekspor akan tetapi ternjata tidak termasuk dalam daftar 
barang-barang BE, maka untuk penjelesaian penge- 
) as nnja dari pelabuhan d.sesuaikan dengan ketentuan- 
ketentuan jang dimaksud dalam Surat Keputusan Ber- 
sama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan 


174 SKB XI/66 


0. ———————— tanggal 5 Desember 1966: 
D. 151.1.24 


i. Mengenai dokumenten jang diperlukan untuk penjelesai- 
an pengeluaran barang-barang dari pelabuhan diwilajah 
Irian Barat, misalnja K.P.P. dan lain-lain, akan ditentu- 
kan lebih landjut oleh instansi-instansi jang bersang- 
kutan (BLLD/Bank Devisa). 


2. Prinsip-prinsip pelaksanaan impor dari Malaysia kepela- 
buhan-pelabuhan di Indonesia jang terbuka bagi perdagang- 
an internasional akan tetapi tanpa fasilitas perbankan. 


a. Pembajaran untuk ekspor dari Malaysia kepelabuhan- 
pelabuhan Indonesia jang terbuka bagi perdagangan 
internasional akan tetapi tanpa fasilitas-fasilitas per- 
bankan, harus dilakukan sesuai dengan peraturan- 
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peraturan impor Indonesia dan dibiajai dengan rekening 
Bonus Ekspor dari Perwakilan Pemerintah Indonesia 
di Malaysia jang ditata-usahakan pada bank di Malay- 
sia jang ditundjuk oleh Bank Sentral di Indonesia: 


b. Eksportir Malaysia untuk keperluan itu mengadjukan 


atas nama importir Indonesia sesuatu Pernjataan Impor 
kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malaysia. 
Dalam hal permohonan disetudjui maka Perwakilan 
Pemerintah Indonesia akan menginstruksikan bank jang 
menata-usahakan rekening Bonus Ekspor untuk menje- 
diakan suatu djumlah jang tjukup untuk menutup nilai 
barang-barang jang akan diekspor dan akan mengeluar- 
kan Surat Keterangan Pemasukan Pabean bagi barang- 
barang bersangkutan guna penjelesaian oleh Pabean 
Indonesia: 


Cc. Setibanja barang-barang di Indonesia, maka Pabean 


Indonesia setelah melakukan verifikasi seperlunja, segera 
akan mengembalikan dokumen-dokumen pemasukan 
barang itu kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia 
di Malaysia. Perwakilan Pemerintah Indonesia di Malay- 
sia setelah itu akan melakukan pembajaran sesuai 
dengan persjaratan-persjaratan Pengawasan Devisa 
Malaysia: 


d. Tiap perselisihan mengenai djumlah mutu atau kwalitas 


barang-barang jang diekspor akan diadjukan kepada 
seorang penengah jang tidak berfihak dan dapat dite- 
rima oleh fihak-fihak jang berseligihan, untuk mendapat 
keputusan. 


IV. PROSEDUR PELAKSANAAN EKSPOR TANPA L/C. 


1. 
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Eksportir jang hendak mengekspor barang ke Malaysia 
tanpa L/C, mengusahakan agar relasinja di Malaysia jang 
akan membeli barang ekspornja, mengadjukan kepada 
Perwakilan R.I. di Malaysia satu set ,,Purchase Order" 
(P.O.) dalam rangkap 4, jang menjebut antara lain: 


a. nama, merek dan alamat pembeli barang: 

b. nama dan alamat eksportir di Indonesia, jang akan 
mengekspor barang dan APE-nja: 

c. djenis dan djumlah maksimal barang jang akan dibeli 
dari Indonesia. 

2. Perwakilan R.I. di Malaysia atas pengadjuan P.O. tersebut 
membuatkan Surat Persetudjuan Mengimpor barang dari 
Indonesia (SPMBDI seperti tjontoh Lampiran VI) 
dalam rangka 4, jang menjebutkan antara lain: 


a. harga satuan dan harga total barang untuk ekspor jang 
termaksud dari Indonesia: 


b. djangka waktu dalam mana untuk harga total barang 
itu sudah harus dipertaruhkan uang djaminan pada 
Koresponden B.N.I. Unit I di Malaysia: 

c. tanggal terachir pengapalan barang dari pelabuhan 
ekspor di Indonesia. 

3. a. Berdasarkan SPMBDI tersebut dalam rangkap 4, jang 
berkepentingan menjetorkan pada Koresponden BNI 
Unit I di Malaysia uang djaminan sampai sekurang- 
kurangnja harga total jang tersebut pada SPMBDI, 
djaminan-djaminan mana oleh Bank tersebut dikredit- 
kan atas nama Perwakilan R.I. di Malaysia cg. jang 
berkepentingan pada satu blocked transferable/exter- 
nal account: 

b. Tentang penjetoran uang djaminan itu jang berkepen- 
tingan menjerahkan tiga tembusan credit-nota penje- 
toran tersebut bersama-sama dengan lembar ke-1 s/d 3 
SPMBDI kepada Perwakilan R.L, jang mentjatat nomor 
dan tanggal credit-nota tersebut pada lembar SPMBDI 
seraja melampirkan satu tembusan credit-nota tersebut. 


4. a. Dalam hal lebih dikehendaki garansi bank dari pada 
penjetoran uang djaminan, maka berdasarkan SPMBDI 
tersebut dalam rangkap 4 jang berkepentingan harus 
mengusahakan suatu garansi bank jang dikeluarkan 
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oleh sesuatu bank di Malaysia atas nama Perwakilan 
Pemerintah Indonesia di Malaysia cg. eksportir jang 
masa lakunja tjukup lebih lama dari pada masa jang 
diperlukan untuk prosedur ekspornja, 

b. Jang berkepentingan kemudian menjerahkan 3 tem- 
busan beserta asli dari garansi bank itu bersama-sama 
dengan lembar-lembar kesatu, kedua dan ketiga dari 
SPMBDI kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia di 
Malaysia, jang akan mentjatat nama bank jang menge- 
luarkan, nomor dan tanggal dari garansi bank itu pada 
lembar-lembar SPMBDI sambil melampirkan satu tem- 
busan kepada masing-masing dan menjimpan baik-baik 
aseli dari garansi bank itu. 


. a. Kemudian Perwakilan mengeluarkan SIP dalam rang- 


knp 4 dari mana lembar ke-1 dan ke-2 masing-masing 
dilampiri SPMBDI (termasuk lampiran credit-nota 
setoran uang djaminan cg. garansi bank lembar ke-1 
dan ke-2 ditambah dengan tembusan P.O. untuk diki- 
r.mkan dengan sampul termeterai kepada Kepala 
Kantor Bca dan Tjukai ditempat ekspor barang di 
Indonesia, dengan perantaraan jang berkepentingan: 
b. Bersimaan dengan itu, dalam hal jang perlu, jang ber- 
kepentingan mengusahakan pula agar Perwakilan R.I. 
mengeluarkan "Letter of Introduction” untuk pengang- 
kutannja, pada surat mana ditjantumkan keterangan 
apakah kapal jang bersangkutan untuk muatannja akan 
menreluarkan konosemen atau tidak. Letter of Intro- 
duction dimasukkan pula dalam sampul jang disebut 
pada sub c. 
Set nja SIP, SPMBDI, P.O. masing-masing rangkap 2 
dan Letter of Introduction Kepala Kantor Bea dan Tjukai 
dipelabuhan ekspor jang bersangkutan menjampaikan se- 
mua lembar SIP dan SPMBDI kepada Kantor Tjabang 
Direktorat Ekspor setempat djika ada untuk mendapat 
"countersign”. Djika Kantor Tjadek tidak ada ditempat 


itu, maka "countersign” diberikan oleh Kepala Kantor Bea 
dan Tjukai sendiri dan dengan demikian barulah SIP ter- 
sebut mendjadi sah untuk pengeluaran barang. P.O. satu 
lembar disampaikan kepada eksportir, sedangkan jang 
lainnja ditahan di Kantor Bea dan Tjukai. 


7. Pada waktu akan memuat barang ekspor harus eksportir 
mengadjukan kepada Bea dan Tjukai, selain daripada Surat 
Pemberitahuan Muat Barang (AvlI), dan surat-surat jang 
bertalian dengan itu, seperti wight/packing -list dsb., satu 
set lengkap formulir E3 jang telah diisi seperlunja oleh 
eksportir dan diberi tjatatan jang djclas: ,, 5 xSPOR TAN- 
PA L/C DENGAN DJAMINAN"” cg. garansi Bank. Pada 
semua lembar formulir E3 tersebut Kepala Kantor Bea 
dan Tjukai segera mengisikan dalam ,RUANG B UNTUK 
BANK DEVISA": tanggal terachir pengapalan barang 
sebagaimana tertjantum pada SPMBDI dan SIP. 


8. a. Setelah pemuatan barang selesai, maka Bea dan Tjukai 
menjelesaikan pengisian ,RUANG C UNTUK BEA 
DAN TJUKAI” dari formulir E3 sebagaimana mestinja 
untuk djumlah dan harga barang jang sebenarnja di 
kapalkan, 

b. Pihak eksportir menjerahkan djuga kepada Bea dan 
Tjukai sekurang-kurangnja dalam rangkap 3 faktir- 
faktir dan wesel, jang berisi djumlah tagihannja atas 
sipembeli barang, pada mana, djika dianggap perlu, 
ditambahkan instruksi untuk Perwakiuan R.I. di Malay- 
sia tentang antara lain di Indonesia. 


b.1. Tjabang Bank Devisa manakah jang ditundjuk oleh 
Eksportir untuk menerima. 


a. Nilai lawan ditambah premi ekspor dari djum- 
lah devisa jang harus diserahkan kepada Dana 
Devisa dari djumlah harga barang jang bersang- 
kutan, Bank Devisa mana sekalian akan menge- 
luarkan surat-surat A.D.O-nja bagi daerah jang 
bersangkutan. 
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b. B.E-nja dari ekspor jang bersangkutan dalam 
hal eksportir tidak akan menggunakan devisa 
B.E. tersebut untuk impor dari Malaysia djuga. 

c. "Overprice”-nja kedalam rekening DP-nja da- 
lam hal djumlah faktir/weselnja ada sebagian 
jang menundjukkan overprice tersebut. 

b.2. Apakah jang dilakukan dengan overprice termaksud 
pada sub b.1.c. diatas apabila tidak dikehendakinja 
dimasukkan kedalam rekening DP-nja. 

Djika instruksi tersebut tidak ada diberikan oleh 

eksportir, maka pembajaran nilai lawan ditambah 

premi ekspor dan pengeluaran A.D.O. bagi daerah 
jang bersangkutan seperti termaksud pada sub 

b.L.a. diatas akan disalurkan tetap melalui BNI 

Unit I di Malaysia atas nama Perwakilan R.I. di 

Malaysia g.g. eksportir. 


c. Dari perusahaan kapal, jang mengangkut barang ekspor 


bersangkutan, djika termasuk dalam golongan jang 
mengeluarkan konosemen untuk muatannja, Bea dan 
Tjukai meminta penjerahan konosemen jang "nego- 
tiable” sekurang-kurangnja dua lembar dan satu tem- 
busan jang "non-negotiable” jang kesemuanja harus 
dibuat atas nama Perwakilan R.I. di Malaysia g.g. Dana 
Devisa atau order dengan "notify address” nama dan 
alamat sipembeli barang ekspor di Malaysia. 


. Satu set dari dokumen-dokumen tersebut pada ajat 6 


sub b ditambah dengan satu lembar konosemen jang 
”negotiable” dan formulir E3 lembar ke-1 dan ke-2 di- 
kirimkan oleh Bea dan Tjukai dalam sampul termeterai 
dengan perantaran nachoda kapal setjara "by safehand” 
kepada Perwakilan R.I. di Malaysia. 


. Konosemen "negotiable” jang kedua dengan set lainnja 


dari dokumen tersebut pada ajat 6 sub b ditambah de- 
ngan formulir E3 lembar ke-8 dikirimkan setjara ter- 
tjatat melalui pos kepada Perwakilan R.I. di Malaysia. 


10. 


Cc. Bersamaan dengan itu, Bea dan Tjukai mengirimkan 


pula kawat mengenai ekspor tanpa L/C jang telah di- 
realisasikan itu kepada Perwakilan R.I. di Malaysia, 
jang untuk seragamnja disusun sebagai berikut: 


PERWAKIN ...... (PENANG/KUALALUMPUR DSB) 
NO: snannansn 1 EKSPOR TANPA ELCEE UTK ...... 2 
SIPEO ...... 3 DIREALISIR PER .......ocoooco.ocoor.o. 4 
IGL. ...... 5 SEDJUMLAH M$ oo coco. 6 
ETIGANO 7 KKBT. 


Tjatatan: 1. nomor kawat menurut agenda KKBT. 

2. nama pembeli barang menurut SPMBDI 
dan P.O. 

3. nomor SIP dari Perwakilan jang bersang- 
kutan di Malaysia. 

4. nama kapal jang mengangkut barang. 

5. tanggal berangkat barang dinjatakan 
dengan code. 

6. harga menurut form E3 sesuai pendapat 
Bea dan Tjukai dituliskan dengan huruf. 

7. nomor form E3 menurut pendaftaran 
Bea dan Tjukai. 


Untuk code tanggal berangkat kapal digunakan 5 angka 
jaitu 2 angka untuk hari, 2 angka untuk bulan dan 1 
angka untuk tahun, misalnja: 

1 September 1967 mendjadi: 017097 

12 Oktober 1967 mendjadi: 12107 


. Semua biaja pengiriman dokumen-dokumen dengan 


pos tertjatat dan biaja dibebankan atas eksportir. 


. Disamping itu Bea dan Tjukai memungut djuga dari 


eksportir djumlah Retribusi BLLD (ekspor sebesar 
1590 (seper delapan prosen) dari harga barang jang 
telah diekspor menurut form E3, dihitung dalam rupiah 
berdasarkaa NTR ditambah Premi Ekspor. 


219 


11. 


b. 


. a. 


Djumlah Retribusi BLLD tersebut diatas jang telah 
dipungut disebutkan pada form E3 dalam RUANG C 
UNTUK BEA DAN TJUKAI pada baris 7 atau 8. 
Djumlah Retribusi BLLD tersebut dikirimkan sesudah 
achir bulan penerimaannja dengan wesel pos kepada 
alamat: BIRO LALU LINTAS DEVISA DJL. KEBON 
SIRIH III 8284, DJAKARTA. Biaja pengiriman wesel 
pos dapat diambil dari djumlah jang diterima. 


. Paling lambat dalam dua hari kerdja sesudah dokumen- 


dokumen diterima, Perwakilan R.I. di Malaysia memin- 
dah-bukukan dari "'blocked transferable/external ac- 
count” jang dimaksud pada aja: 3 sub a diatas untuk 
djumlah harga barang menurut dokumen-dokumen 
tersebut dan sekurang-kurangnja sedjumlah harga 
jang tersebut pada form E3 sebagai berikut: 


a.l. bagian jang harus diserahkan kepada Dana Devisa 
kedalam Special Account BNI Unit I Djakarta g.g. 
Dana Devisa. 

a.2. bagian jang merupakan Bonus Ekspor bagi eks- 
portir kedalam Bonus Ekspor Account a/n Perwa- 
kilan R.I. di Malaysia g.g. eksportir jang bersangkut- 
an apabila B.E-nja oleh eksportir akan digunakan 
untuk impor dari Malaysia. 

a.3. bagian jang merupakan Bonus Ekspor setjara 
transfer kepada Koresponden Bank Devisa di In- 
donesia jang sesuai dengan instruksi telah ditun- 
djuk oleh eksportir untuk mengeluarkan B.E-nja 
(vide ajat 6 sub b.1.1.). 

a.4. bagian jang merupakan overprice dan lain-lain 
djika ada menurut instruksi eksportir. 


Dalam hal digunakan garansi bank maka segera atau 
dengan persetudjuan Perwakilan, dalam batas waktu 14 
hari, setelah pembeli diberitahukan oleh Perwakilan 
Pemerintah Indonesia di Malaysia bahwa dokumen- 
dokumen pengapalan telah tiba, ia harus melakukan 


14. 


pembajarannja melalui koresponden BNI Unit I jang 
ditundjuk di Malaysia kedalam external account dari 
Perwakilan Indonesia di Malaysia g.g. eksportir. 

b. Dalam hal pembeli tidak melaksanakan pembajaran 
tersebut dalam batas waktu jang ditentukan diatas, 
maka bank jang mengeluarkan garansi segera harus 
melakukan pembajarannja. 

c. Pemindah-bukuan dari external account termaksud 
pada sub 12.a. diatas adalah sesuai dengan apa jang 
tertjantum dalam sub 1l.a. 

Tentang pemindah-bukuan itu Perwakilan R.I. di Malaysia 
selekas mungkin menjampaikan copy advicenja kepada 
pihak-pihak jang berkepentingan, sedangkan pada copy 
advice untuk Dana Devisa Djakarta ditjantumkan pula ke- 
terangan tentang Bank Devisa jang mana di Indonesia 
menurut instruksi eksportir harus diberikan reimburse- 
ment pembajaran NTR -- premi ekspor kepada eksportir 
dan pula keterangan tentang besarnja djumlah A.D.O. jang 
bersangkutan dan daerah jang berhak menerimanja. 

BNI Unit I di Djakarta dalam hal ini harus menjampaikan 

A.D.O. tersebut kepada daerah menurut tjara jang lazim. 


“a. Kepada Bank Devisa di Indonesia, jang akan memba- 


jarkan NTR - premi ekspor kepada eksportir, Perwa- 
kilan R.I. di Malaysia memberikan copy advice pula 
dengan permintaan untuk melakukan pembajaran ter- 
sebut atas beban Dana Devisa. 

b. Walaupun mungkin berlebih-lebihan, ditjatat djuga di- 
sini, bahwa djumlah rupiah jang dapat dibajarkan kepa- 
da eksportir karena penjerahan Devisa kepada Dana 
Devisa, ialah menurut KTBB (Bank buying rate) tunai 
di Indonesia ditambah premi ekspor. 

Mengenai perhitungan penjelesaian sesuatu ekspor tanpa 

L/C ke Malaysia, Perwakilan R.I. di Malaysia membuatkan 

laporan menurut formulir E6 lengkap sebagaimana dila- 

kukan oleh Bank Devisa di Indonesia, tentunja tanpa do- 
kumen-dokumen jang tidak berkenaan, seperti S/R dan 
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lain-lain dan tanpa perhitungan mengenai Retribusi BLLD 
dan djumlah Reimbursement oleh Dana Devisa, berdasar- 
kan E6 itu. 

Untuk mentjegah kekeliruan, maka setiap SPMBDI dan 
SIP jang dikeluarkan oleh Perwakilan R.I. di Malaysia 
dalam rangka peraturan ini, berlaku hanja untuk satu kali 
pengapalan. SPMBDI dan SIP, jang sesudah dipergunakan 
untuk satu pengapalan barang masih bersisa (except) 
adalah batal untuk djumlah sisa itu dan oleh karena itu 
aslinja dapat segera dikirimkan kembali kepada Perwa- 
kilan R.L di Malaysia dalam sampul termaksud pada ajat 
7 sub a, sedangkan lembar lainnja ditahan di Kantor Bea 
dan Tjukai untuk arsip. 


V. Prosedur Pelaksanaan Impor dengan B.E. diperoleh dari 
Ekspor tanpa L/C. 


L, 


2. 
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Eksportir jang melakukan ekspor menurut ketentuan pro- 
sedure jang termaksud pada Pasal IV, dapat mengguna- 
kan Bonus Ekspor jang dihasilkan oleh ekspor itu untuk 
mengimpor barang ke Indonesia baik sebelum maupun 
sesudah Bonus Ekspor jang bersangkutan dikreditkan atas 
nama Perwakilan R.L di Malaysia (selandjutnja disebut 
Perwakilan) g.g. eksportir tersebut dalam Bonus Ekspor 
Account pada Koresponden BNI Unit I di Malaysia. 


a. Untuk impor barang sebelum memiliki Bonus Ekspor 
jang diperlukan wakil atau relasi di Singapore dari jang 
berkepentingan, setelah menaruhkan uang djaminan, 
jang termaksud pada Bab I ajat 3 diatas, mengadjukan 
Pernjataan Impor (PI) dalam ramgkap 6 kepada Per- 
wakin di Malaysia, jang djenis barangnja sesuai dengan 
jang boleh diimpor ke Indonesia dengan Bonus Ekspor 
menurut peraturan umum tentang Bonus Ekspor dan 
jang harga totalnja C & F tidak lebih dari 907 (sem- 
bilan puluh prosen) dari djumlah Bonus Ekspor jang 
menurut perkiraan akan diperolehnja dari ekspor, untuk 
mana djaminan telah diserahkan. 


b. Pada masing-masing lembar PI harus diberi keterangan 
djelas: 


IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR TANPA COVER” 
atau apabila (PI diadjukan sesudah pengkreditan Bonus 
Ekspor ,,IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR”. 


Djika Perwakin di Malaysia setelah diteliti PI dapat me- 
njetudjui tjara pengisiannja, maka semua lembar PI diberi 
keterangan jang ditanda-tangani tentang tanggal dan no- 
mor registrasi Perwakin, dan sesudahnja PI ditahan 
olehnja. Tentang pengadjuan dan pendaftaran PI, Perwa- 
kin di Malaysia membuat tjatatan seperlunja pada lembar 
ke-4 dari SPMBDI jang bersangkutan, jang ditahan pada 
Perwakin, dengan menjebutkan djumlah BE jang akan 
digunakan menurut PI. 

Dalam hal Bomus Ekspor hendak digunakan untuk meng- 
impor barang ke Indonesia sesudah Bonus Ekspor itu ter- 
tjatat koresponden BNI Unit I di Malaysia a/n Perwakin 
di g.g. jang berkepentingan dalam rekening Bonus Ekspor 
jang bersangkutan, maka PI jang djuga harus diberi ke- 
terangan lengkap seperti termaksud pada ajat-ajat diatas 
ini, dapat diadjukan kepada Perwakin dalam djangka waktu 
tiga bulan sesudah tanggal pengkreditan Bonus Ekspor 
itu. 

Tentang pengadjuan PI sebagai dimaksudkan ini, sesudah 
pemberian tanggal dan nomor registrasi Perwakin, dibuat- 
kan tjatatan seperlunja, jang berlaku untuk sementara 
waktu sebagai peringatan dengan tudjuan untuk mendjaga 
agar rekening Bonus Ekspor jang bersangkutan djangan 
sampai terlebih dipakai (overdrawn) dengan PI-PI jang 
berikutnja. 

. Untuk pengapalan barang ke Indonesia menurut perintjian 
PI, maka dalam kedua-dua hal jang berkepentingan harus 
mengusahakan pula "Proforma Invoices” mengenai barang- 
barang itu, jang telah disetudjui oleh Perwakin R.I. di 
Malaysia, dengan ketentuan bahwa persetudjuan Perwakil- 
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an R.I. tidak akan diberikan, bilamana harga barang me- 
nurut invoices itu melebihi atau tidak sesuai dengan harga 
pasaran perdagangan besar di Malaysia ataupun bilamana 
djenis-djenis barang kedapatan tidak sesuai dengan djenis 
jang dapat diimpor pada umumnja dengan Bonus Ekspor 
ke Inionesia. 

PI-PI untuk mana Perwakilan R.I. di Malaysia tidak dapat 

menjetudjui Proforma Infoices jang bersangkutan harus 

segera ditjoret dan dinjatakan batal untuk kemudian di- 

tahan oleh Perwakin setelah diberitahukan penolakan 

kepada jang berkepentingan. 

6. Pada "Proforma Invoices” jang dapat menjetudjui oleh 
Perwakilan R.I. di Malaysia harus, selain dari pada tanggal 
dan nomor registrasi PI jang bersangkutan, disebutkan 
djuga nama dan tanggal berangkat kapal dari pelabuhan 
jang bersangkutan jang mengangkut barang dan tang- 
gal terachir berlakunja invoices tersebut untuk pengang- 
kutan barang dari pelabuhan Malaysia. 

4. a. Mengenai barang-barang jang "Proforma Invoices"”nja 
dapat disetudjui Perwakilan R.I. mengeluarkan pula 
»SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN 
(SKPP) CHUSUS" dalam rangkap 10 menurut terlam- 
pir (Lampiran VII). 

b. Perwakilan R.I. kemudian mengirimkan lembar ke-1 
s/d 3 dari PI disertai SKPP CHUSUS lembar ke-1 s/d 7, 
jang masing-masing dilampiri Proforma Invoices jang 
bersangkutan dengan sampul termeterai setjara "by 
safehand” dengan perantaraan nachoda kapal jang me- 
ngangkut harang kepada Kepala Kantor Bea dan Tju- 
kai ditempat pemasukan barang, sedangkan lembar 
ke-8 dari SKPP CHUSUS annex Proforma Invoices di- 
kirim dengan pos tertjatat kepada Kantor Bea dan 
Tjukai tersebut selaku "signalemen” dan lembar ke-9 
SKPP CHUSUS ditahan untuk arsip. 


8. Djika sampul termeterai tersebut telah diterima dengan 
baik tanpa menimbulkan ketjurigaan tentang perbuatan 
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10. 


jang tidak diinginkan terhadap isinja, maka Kantor Bea 

dan Tjukai ditempat pemasukan barang-barang, tanpa 

perlu menunggu tibanja SKPP CHUSUS jang merupakan 

"signalemen”, dapat segera menjelesaikan impor barang- 

barang jang bersangkutan, pada waktu mana selain dari 

pungutan-pungutan Bea dan Tjukai sendiri, perlu ditagih 
pula dari jang berkepentingan pembajaran. 

a. Retribusi BLLD (impor) sebesar 156 (satu prosen) dari 
nilai lawan harga barang C & F, dihitung kedalam rupi- 
ah menurut kurs jang berlaku bagi perhitungan Bea 
masuk. 

b. Sumbangan Monumen Nasional/Mesdjid Istiglal (Mo- 
nas/MI) sebesar 2 0/,, (dua promille) dari NTR harga 
C&F — 2“ X Rp. 81,67 — Rp. 0.16334 setiap 
Str. $. 1.000,—. 

c. Pungutan istimewa Djalan Sumatera (PIDIS) sebesar 
5560 (lima prosen) dari NTR harga C & F — 550 X 
Rp. 81,67 4# Rc. 4.0835 setiap Str. $. 1.000,—. Djumlah- 
djumlah tersebut pada achir perhitungannja dibulatkan 
keatas mendjadi Rupiah penuh. 

PI-PI dan SKPP CHUSUS annex Proforma Invoices jang 

sudah diselesaikan dikirimkan selandjutnja oleh Bea dan 

Tjukai kepada: 

a. BLLD Djakarta: 1 lembar PI - 1 SKPP CHUSUS lem- 
bar ke 3. 

b. B.N.I. Unit I, Bag. Pengolahan Data, Djl. Nusantara 28, 

Djakarta: 1 lembar PI - 1 SKPP CHUSUS lembar k2-4. 

Jang berkepentingan: 1 SKPP CHUSUS lembar ke-5. 

d. Perwakin di Malaysia: 1 SKPP CHUSUS lembar ke-6 
dengan pos tertjatat. 


2 


Tentang uang-uang jang dipungut menurut ajat 8 diatas 
ini, sesudah achir bulan penerimaannja dibuatkan daftar 
perintjian menurut tjontoh terlampir (Lampiran VIII) dari 
mana 4 lembar dikirimkan kepada Biro Lalu Lintas Devisa, 
Djl. Kebon Sirih 82-84, Djakarta, jang meneruskan tembus- 
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11. 


12. 
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an jang perlu kepada alamat-alamat jang berkepentingan. 
Selandjutnja uang itu sendiri dikirimkan dengan wesel pos, 
dengan memotong biaja-biaja pengiriman dari djumlah jang 
diterima, kepada Bank Negara Indonesia Unit I Djakarta 
dengan spesifikasi pada ladjurnja : 


a. Retribusi B.L.L.D. Rp nenas djumlah? ini sesu- 
b. Sumbangan MonasMI Rp......... ai dengan djum- 
c. Pungutan Ist. Dis Bau aa lah: baris c dari 


daftar perimtjian. 
Djumlah: MP3 Besunsnen 


Pada waktu melakukan pemeriksaan barang oleh Bea dan 
Tjukai maka barang-barang jang sekiranja didapati tidak 
sesuai dengan jang bersangkutan c.g. PI, dianggap sebagai 
barang-barang jang diimpor bukan dengan Bonus Ekspor, 
melainkan sebagai apa jang dinamakan ,,barang kiriman” 
sehingga pada ketika membuatkan keterangan pada SKPP 
Chusus jang diimpor, harga barang-barang jang tidak se- 
suai itu tidak pula dimasukkan dalam keterangan tersebut, 
dengan ketentuan bahwa untuk djumlah Bonus Ekspor 
jang dengan demikian ternjata telah disalah gunakan, 
tidak perlu diminta penjetoran kembali atau djaminan, 
oleh karena djumlah-djumlah Bonus Ekspor jang tersang- 
kut itu dengan sendirinja tidak akan dibajarkan kepada 
supplier barang oleh Perwakin di Malaysia dan tidak akan 
didebetkan pada rekening Bonus Ekspor jang bersangkut- 
an. 


Djumlah harga barang C & F, jang impornja menurut ke- 
terangan Bea dan Tjukai pada SKPP CHUSUS sudah di- 
realisasikan, dapat oleh Perwakilan di Malaysia dibajarkan 
kepada jamg berkepentingan atas beban rekening Bonus 
Ekspor jang bersangkutan atas namanja, bahwa pengde- 
betan lebih dahulu dibebankan c.g. sisa-sisa Bonus Ekspor, 
sekedar masih berlaku untuk impor. 


13. Djumlah-djumlah Bonus Ekspor, jang sesudah 3 bulan se- 

djak tanggal pemberiannja (pengkreditannja) sebelum di- 
gunakan untuk impor barang ke Indonesia, tidak dapat di- 
gunakan lagi untuk tudjuan seperti itu, melainkan harus 
segera dipindah-bukukan ke Special Account B.N.I. Unit I 
Djakarta g.g. Dana Devisa dengam pembajaran nilai lawan- 
nja kepada jang berkepentingan di Indonesia menurut KT- 
BB (bank buyimg rate) tunai ditambah premi ekspor. 
Tentang pemindah bukuan seperti dimaksud ini, djika ada, 
Perwakilan di Malaysia membuatkan laporan kepada B.L.- 
L.D. Djakarta. 
Untuk mentjegah salah pengertian, diterangkan lagi, bah- 
wa selaku tanggal penggunaan sesuatu Bonus Ekspor ha- 
rus diambil tanggal pemberian nomor registrasi Perwakilan 
atas PI jang bersangkutan. 

VI. PENGAMANAN PENGANGKUTAN BARANG-BA- 
RANG EKSPOR KE MALAYSIA. 

Tiap-tiap pengangkutan barang-barang ekspor, baik dengan 
djaminan L/C ataupun tanpa L/C, ke Malaysia, disamping di- 
lengkapi dengam dokumen-dokumen ekspor jang lazim, harus 
disertai pula dengan "Outward Declaration” jang dikeluarkan 
oleh petugas Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan pemuatan ba- 
rang dan diserahkan kepada petugas Bea dan Tjukai dipelabuh- 
an pembongkaran barang di Malaysia. 

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN LAINNJA. 

Prosedur-prosedur pelaksanaan lainnja dalam rangka Ins- 
truksi ini, mengenai bidang-bidang jang menjangkut sektor- 
sektor pelajaran/pengangkutan, pabean dan devisa, diatur se- 
tjara tersendiri oleh Dir. Djen. Perhubungan Laut, Dir. Djen. 
Bea dan Tjukai dan B.L.L.D. 

VII. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN. 

1. Kepada Perwakilan R.I. di Malaysia c.g. Kepala-kepala Bagi- 
an Perdagangan dam petugas-petugas Bea dan Tjukai di- 
tempat-tempat jang ditetapkan di Malaysia diberi kekuasa- 
an atas nama Menteri Perdagangan: 
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a. dalam rangka pelaksanaan ekspor tanpa L/C, menetap- 
kan harga-harga ekspor, jaitu: 

a.l. Barang-barang/hasil-hasil bumi Golongan I dan II 
vide Keputusan Mendag No. 127/SK/IX/66 tertang- 
gal 3 Oktober 1966 menurut harga-harga fob. mett 
jang disiarkan oleh Departemen Perdagangan setja- 

ra berkala: 

a.2. Barang-barang/hasil bumi diluar Golongan I dan Ul, 
jaitu Golongan III menurut harga-harga jang di- 
adjukan eksportir c.g. importir, dengan memperhati- 
kan harga-harga lokaal jang berlaku. 

b. mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran untuk ekspor dari 
Indonesia apabila sjarat-sjarat telah dipenuhi oleh jang 
berkepentingan. 

c. atas petundjuk-petundjuk Kepala Perwakilan R.I. di Ku- 
ala Lumpur, mengatur pelaksanaan dan pengawasan sek- 
tor impor ke Indonesia dan hal-hal lain jang bersangkut- 
an bagi pelaksanaan Instruksi ini. 

2. Perwakilan R.I. menjiapkan segera daftar nama-nama Im- 
portir. Terdaftar di Malaysia dan dikirimkan langsung ke- 
pada tiap-tiap Perwakilan-perwakilan DEPDAG DATI- 
DATI I diseluruh Indonesia. 

3. Kegiatan tiap-tiap Bagian Perdagangan atau pegawai Bea 
dan Tjukai jang ditugaskan di Malaysia diawasi dan dikoor- 
dinir olsh Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur dan 

4. Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur mengirimkan Laporan 
Bulanan mengenai kegiatan perdagangan dan sebagainja 
setjara keseluruh di Malaysia kepada KOTI, Menteri Per- 
dagangan, Menteri Keuangan, Menteri Maritim, Gubernur 
Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 

5. Kepada Perwakilan Departemen Perdagangan DATI-DATI I 
diseluruh Indonesia diinstruksikan menjebar-luaskan Ins- 
struksi ini dan agar memberikan Laporan Bulanan menge- 
nai perkembangan perdagangan dengan Malaysia sebagai- 
mana diatur dengan Instruksi ini. 
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IS. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. 


Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini tidak berlaku ter- 
hadap daerah pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian 
Barat. : 
Selama Perwakilan R.I. di Malaysia belum ada, maka per- 
kataan Perwakilan R.I. di Malaysia harus dibatja Liaigon 
Office R.I. di Malaysia dengan dipimpin oleh Liaison Officer 
R.I. jang berkedudukan di Kuala Lumpur. 

X. Instruksi ini mulai berlaku mulai pada tanggal dikeluar- 


kan 


Se ata SA ea sela ba 


Direktur Djenderal 
Perdagangan Luar Negeri, 
AI. 
ttd. 

J.B. TITIHERUW. 


: 1. Para Menteri. 
Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral. 
KOTI. 
Para Pang. Koandahan. 
Para Panglima. 
Para Pepelda. 
Para Gubernur/KDH DATI 1. 
Perwakilan R.I. di Malaysia. 
Dir.Djen. Bea dan Tjukai. 
Dir.Djen. Perhubungan Laut. 
. Direktorium B.L.L.D. 
Semua Instansi dilingkungan DEPDAG. 
Para Perwadepdag DATI L. 
B.P.U.-P.N.N. 
B.P.U.-B.P.U.-P.N. 
G.P.E.I. 
. O.P.S.-Impor. 
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Lampiran V 
RADIO GRAM 


Dari : MENTERI PERDAGANGAN. 


Kepada : PERWAKILAN DEPDAG SELURUH INDONESIA 
. LORI KUALALUMPUR. 


Info : PANG KOANDAHAN. 
PANGLIMA. 
PEPELDLDA. 
GUBERNUR,/KDH. 


Tanggal: 22-6-1967. 


NO 22, BM/67 INFO PANGKOANDAHAN KOMA PANGLIMA 
KOMA PEPELDA DAN GUBERNUR SETEMPAT TTKKOMA 
SEHUBUNGAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDIUM KABI- 
NET NO 40/U/IN/6/1967 TTGL 21 JUNI 67 KOMA KEP 
MENDAG NO 65 SK/VI 1967 DAN NO 66/SK/VI/1967 TTGL 
21 JUNI 61 SEMUANJA TENTANG HUBUNGAN PERDA- 
GANGAN DGN MALAYSIA DIINSTRUKSIKAN TTKDUA 


AA EKSPOR KE MALAYSIA DILAKUKAN PERTAMA DE- 
NGAN DJAMINAN L/C KEDUA TANPA L/C TETAPI 
DENGAN DJAMINAN PEMBAJARAN TERTENTU 


BB PROSEDUR EKSPOR DENGAN DJAMINAN L/C DI- 
ATUR DAN DILAKUKAN MENURUT KETENTUANS 
UMUM JANG BERLAKU DENGAN MEMPEDOMANI 
INSTRUKSIS TINDAKANS MELANTJARKAN EKSPOR 
No. 03/DYM/1/5/60 TGL 25 MEI 1966 DAN NO 03/SD/ 
INSTR/X/66 TGL 4 OKTOBER 1966 DENGAN SEGALA 
TAMBAHAN DAN PEROLBAHAN JANG MENJUSUL 
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CC EKSPOR TANPA L/C TETAPI DENGAN DJAMINAN. 


PEMBAJARAN TERTENTU DIIZINKAN DARI PELA- 
BUHANS DI DATIS ATJEH KOMA SUMUT KOMA 
RIOUW KOMA KALBAR DAN KALTIM DIMANA ADA 
KBT TETAPI TIDAK ADA BANK-DEVISA DENGAN 
PROSEDUR SAMA SBGMANA DITETAPKAN UNTUK 
SINGAPURA VIDE INSTRUKSI NO 02/SD/INSTR/K/66. 


DD BARANGS/HASILSBUMI JG DIZINKAN DIEKSPOR 


ADALAH BARANGS/HASILSBUMI GOLSATU KOMA 
DUA DAN TIGA SBGMANA TERTJANTUM DLM SK 
MENDAG NO 1217/SK/IX/66 TGL 3 OKT 1966 DGN 
MEMPERHATIKAN KETENTUANS EKSPOR UMUM 


JG BERLAKU AL FENDJATAHAN KOMA PEMASAR- 


AN BARANGS TERTENTU MELALUI BURSA SEPERTI 
TEMBAKAU LEMBARAN DAN BARANGS JG UTK 
EKSPORNJA TERLEBIH DAHULU HARUS MENDA- 


. PATKAN PERSETUDJUAN DARI INSTANSIS JG MEM- 


EE 


BAWAHI PRCDUKSINJA 
BAHANS KARET DLL HASILSBUMI JG DIPERLUKAN 
UTK DIUPGRADE/PROSES DIDALAM NEGERI MEN- 


DJADI MUTU STANDARD DILARANG DIEKSPOR KE 
MALAYSIA | 


FF HASILSBUMI BERUPA UITSCHOT SESUDAH SORTASI 


DUZINKAN EKSFORNJA MELALUI PROSEDURE EKS- 
SPOR MUTU MENJIMPANG JG BERLAKU 


GG PENETAPAN HARGAS BARANGS/HASILSBUMI GOL- 


SATU DAN DUA DIDASARKAN ATAS HARGAS FOB- 
BERSIH JG DISIARKAN OLEH DEPDAG MELALUI 
RRI SETJARA BERKALA 
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7111234-(1Ya) IX. 


HH PENETAPAN HARGAS BARANGS/HASILSBUMI GOL- 
TIGA DILAKUKAN MENURUT KETENTUANS TSB 
SK MENDAG NO 22/SK/III/67 TGL 16 MARET 1967 


U JG DPT IKUT SERTA DALAM MELAKUKAN EKSPOR 
ADALAH SEMUA EKSPORTIR JG TLH MEMPUNJAI 
APE 


JJ PEMBELIS DI MALAYSIA HARUS TERDAFTAR PADA 
PERWAKILAN RI DI MALAYSIA JG DAFTARNJA 
AKAN DISAMPAIKAN KEPADA SDR 


KK PELABUHAN TUDJUAN EKSPOR KE MALAYSIA SE- 
MENTARA DITETAPKAN PENANG KOMA PORT- 
 SWETTENHAM KOMA MALAKA KOMA BATUPAHAT 
KOMA MERSING KOMA SANDAKAN KOMA KUCHING 
DAN TAWAO 


LL IMPOR DARI MALAYSIA HARUS DISESUAIKAN DE- 
NGAN KETENTUANS UMUM JANG BERLAKU DIBI- 
DANG IMPOR DAN KETENTUANS TSB DLM INSTRUK- 
SI NO 02/SD/INSTR/10/66 


MM KETENTUANS TSB DIATAS TDK BERLAKU THD PE- 
LABUHAN BEBAS SABANG DAN PROP IRIAN BARAT 


NN DLM PELAKSANAAN EKSPOR INI SPJ DIUSAHAKAN 
TETAP MEMPERTAHANKAN PEMASARAN LANG- 
SUNG KE DAN MEMENUHI CCMMITMENTS JANG 
TLH DITUTUP DGN NEGARAS KONSUMEN 

OO PRINSIP TSB AD NN DIATAS SPJ MENDJADI PER- 
HATIAN GPEI SETEMPAT UTK DISAMPAIKAN DAN 
MENDJADI PEGANGAN PARA ANGGOTASNJA DLM 
MEMBINA PEMASARAN  BARANGS/HASILSBUMI 
KELUAR NEGERI 
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PP INSTRUKSI INI BERLAKU MULAI TGL 21 JUNI 1967 
@@ SPJ DILAKSANAKAN SEBAIKSNJA DAN INSTRUKSI 
PELAKSANAAN SELENGKAPNJA SEGERA MENJU- 


SUL TTKHBS 


CcC.. 


OM ID UM ON 


Ne MENDAG 


. Para Menteri. 


Gubernur Bank Negara jidonesa/ Bani Sentral. 
KOTI. 

Para Pang. Koandahan. 

Para Panglima. 

Para Pepelda. | 

Para Gubernur/KDH Dati I 

Perwakilar R.I. di Malaysia. 

Dir. Djen. Bea dan Tjukai. 

Dir. Djen. Perhubungan Laut. . 
Direktorium B.L.L.D. 

Semua Instansi dilingkungan DEPDAG. 
Para Perwadepdag Dati I. 


. B.P.U.-P.N.N. 


B.P.U.-B.P.U.-P.N. 
G.P.E.L. 


. O.P.S.-Impcr. 
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cCcoceocc.ucucouum. 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA 


2 ON LG Ia 03 Ua 


BAGIAN PERDAGANGAN 
MALAYSIA. 


PERSETUDJUAN MENGIMPOR BARANG 
DARI INDONESIA 


(SP.M.B.D.L.). 


No. dan tanggal Purchase 


Order 

Nama Perusahaan Impor 
Alamat Kantor 

Nama Perusahaan Ekspor 


No. Angka Pengenal Ekspor : 


Alamat Kantor 


Djenis/mutu hasil bumi/ 
barang 


8. Djumlah berat 
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Harga satuan fob bersih 


. Djumlah devisa 
. Waktu pengangkutan 


Pelabuhan pengeluaran 
Djumlah uang djaminan 
jang harus disetor pada 
BNI Singapore 


cocc.o.ocodaonoeonasoeoast ...u.ccoocouucu 
vc.c.cocccocuc.ucuc.ocunicaconavoawoa 
o..co.ccococeococ.ucucoocoucucanoscauama 
CecococOococuccKcicrocucocaodonvansswwuaa 
LN DG DG TU NG DG NG IX DG DG. TX. IG. 3G IG, IX. TE NG. IG 3. IU MX RX XX XX XX TX XX M.) 


Leocnooaoscocvatoeoneooeoowasaoasaangssaawaossuso... 
Ceoveoceoconoonvooesvsvocvoaucuoconeongaosasasusaua 
O0ovococeoco“ocococucoceocaacaoncocuncouse 
oOc.0.cocociaconcocu"ocacacaococonugungua 
O'00otvovococococucocucocaceococanann 


...o.. 
"r000000c0occococococoracanswunnan 


.u.u.c.. 
... 
TA OR DHL aa Aa MENU on 


14. Uang djaminan tersebut 
- pada ajat 13 harus telah 
disetor selambat-lambatnja 
pada tanggal | sos Maeda 


15. Djumlah Bonus Ekspor 1 ata anaa 


Perwakilan Republik Indonesia 
Kepala Bagian Perdagangan, 


Ken dat ) 

Keterangan: 

1. Tjatatan Koresponden Bank : .........io.ooooooooooooooo 
Negara Indonesia Unit I ........i.iiiooooooooooooooooo 
mengenai pembajaran uang Le Maa ana 
ajamman: 0 dee ekk aa amaak an 

Maan beli sanngenen Atuna 
Kor. Bank Negara Indonesia 
Unit I, 
(danang bala ) 

2. Tjatatan Perwakilan Republik Indonesia: 

a. mengenai S.L.P. NN PN PIL DN Sa PN AA NA 
b. mengenai B.E. 5. Gene ea BaR 
Peka Pa 523 INN Na 19 SARAN 


rteocococoscvosona0o2n0o.cccococorcucucocouconcocacum. 


CO. ccococeocuccocococ.nccoceococodacascengusasaann 


Lembar ke I 
Lembar ke II : 


Lembar ke III : 


Lembar ke IV : 
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untuk dilampirkan. pada S.I.P. 
untuk KBT ditempat pengiriman barang dari 
Indonesia. 


untuk Perwakilan Republik Indonesia se- 
tempat. 


untuk arsip Perwakilan Republik Indonesia 
Kuala Lumpur. 


Lampiran No. VI. 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA 
MALAYSIA 


SURAT KETERANGAN PEMASUKAN PABEAN CHUSUS 
IMPOR DENGAN BONUS EKSPOR ji 
Pengumuman BLLD tgl. ............ Nok natisk /Eks/BLLD/67 


Bersama ini dinjatakan, bahwa barang-barang, disebut 
didalam: 


Pernjataan Impor: Proforma invoices: 

3 PN No. ......... 34 PAR NOx5 #enkungsn SIA aa MEN 
UBI: ar0wonesa NO5..cisasasi 9: Sesendis 
na PN NO: sesosea . Teen Ba 
Tgl: atas NGi-seneesati Biduan 

Djumlah Str $.......... 

Merupakan Impcr dengan Bonus Ekspor: 
di: Tanpa COVER: konsen baka Str $ ......... 
b. atas beban BE tgl. ......... NOL sineas NA 
AA PN INOL Lela oma adas G Sasana 
NN NO: msi Be ngancenai 
3 PEN NUN aan NOs aanbaanan Po nasa 
Djumlah Str $ ......... 
A CAS "DANA Konek na ea ain Gina AR En Esa aa NU aa Se naa Can 
PN Angka Pengenal/APE No. ............... 
Barang-barang tersebut diizinkan untuk dimasukkan di- 
POlaDUDAN Luo mem aa a 


Surat Keterangan Pemasukan Pabean Chusus ini berlaku 
sebagai pemberitahuan jang sah seperti termaksud pasal 
13, ajat 2 Undang-undang Devisa 1964 (Lembaran Negara 
tahun 1964 No. 131). 


Berlaku sampai 30 hari terhitung dari tanggal tersebut 
diatas. Ha 


PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA, 


Keterangan Bea dan Tjukai: 


1. 
2. 
3. 


4. 


Surat Pemberitahuan Masuk Barang tel. ......... NOS anacsnayu 
Pada Pemeriksaan barang-barang kedapatan: 
Harga Barang C & F, Str. $ ............ Mn ma an batin ) 


- 
OC0o.coococo“cowocucaounoeosaoaseonanasvoasvanOvoOouna 


Retribusi BLLD 9 PANEN NN NAN | 
PA An Na TO ea aan 
(Pedjabat Bea dan Tjukai) 


Tjatatan : | 
Lembar 1 dan 2: untuk Kantor al 


Bea dan Tjukai jbs, 

untuk BLLD, Djakarta | sesudak dibubuhi 

4: untuk BNI Unit I, Bag. | keterangan Bea & 
Pengolahan Data Djl. | Tjukai tentang 
Nusantara 28, Dja- | realisasi impor- 
karta. nja. 

S: untuk importir 


&» 


G:) untuk Perwakilan Re-) 6 setempat 
) publik Indoresia di 7 di Kuala Lum- 
7: ) Malaysia pur. 


untuk Kantor Bea & Tjukai jbss. -- pro- 
forma invoice sebagai signalemen dari 
Perwakilan Republik Indonesia se- 
tempat di Malaysia. 
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9: untuk Perwakilan Republik Indonesia se- 
tempat, langsung dari Perwakilan 
Republik Indonesia di Kuala Lumpur. 
10 :. untuk arsip Perwakilan Republik Indonesia 
0000 setempat. 
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GC: LT: 002 : tuyef "amy 
infpet-infpey Kp JIojoy Yyujumfp wy 
-Swe ueSurppuegdod Jumusu 9 p/s $ anfp 
“BL BIUJUs Ydegrp rejo) sod Jasom ufeja (Xx 


'IVANIL NYG Vug NYMVUAYVHVANTA 


sasencsseasus0n”” tO DD scco.0ocoonooro.. « Deconoooesosoo00 S6 LD evangcooconoo0n””” . 
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Organisasi, Kepegawaian 
dan 
Gadji 


DISUSUN OLEH : 


SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


Djakarta, 17 Djuli 1967 


vECc Z€ 67 


Isi 


Bab I. ORGANISASI. 


1. 


2: 
3. 


Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Depar- 
temen-departemen Kabinet Ampera .............cooo.. 
Pedoman Kerdja Kabinet Ampera .............o.. 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tata 
Kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan 
Inspektorat Djenderal pada Departemen-departemen dalam 
Kabinet :AMpeTa: es xeimnennnan Kesesmenbal ans kan mulas 
Penegasan dan penjesuaian kedudukan Kantor Urusan 
Pepawat: serena aa nan aa 
Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen- 
Departemet sena ani 
Pentjabutan Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 ...... 
Penjempurnaan Organisasi Team Penertiban Keuangan 
Ngak senen hak aan ena mam aa ana anna 


Bab II. MASALAH DJAMINAN PEGAWAI NEGERI. 
1. Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri ..................... 
2. Konsepsi-konsepsi tentang penjelesaian pelbagai masalah 
KEpegAWANAN Wee enam anak 
3. Pembentukan Panitia Negara Pemetjahan Masalah? Pega- 
Wat. NEYeti: season enakk salut kn ema ea an san ianana 
4. Penghematan Penggunaan dana Devisa Negara untuk uang 
representasi kepada Delegasi/Missi resmi Pemerintah ke- 
Ipar MEP sewnsis oetn ee bnkan nn e n nnan 
5. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang 
larangan masuk Partai Politik bagi sk in Negeri Warga 
Nepara: JOJORESIS' Sion sonia san oan uan Sana 
6. Uang muka pensiun dan tundjangan pangan berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 26 tahuan 1964 .............ooco. 
7. Pemberian tundjangan/penjediaan bahan pangan bagi pe- 
gawai Negeri/Karyawan .......ooooooooooooWooooooo—ooo.. 
8. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri ..................... 
9. Kenaikan penghasilan Pegawai Negeri/Pensiunan ......... 
10. Potongan 390 untuk dana kesedjahteraan pegawai Negeri 
dan 779 untuk P.N. Taspen ............ocoooocoooooooooo— 
11. Pembentukan Panitia Negara untuk pembaharuan pokok- 
pokok kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara ......... 
12. Perbaikan penghasilan Pegawai Negeri ..................... 


Hal. 


106 


110 
117 


119 


123 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 
18. 
19. 


Perobahan tentang pembagian pangan dalam natura bagi 
Pegawai Negeri Lsico.o.Kooooooioo.oooooo.oio.im 
Penetapan tanggal lahir dan masa kerdja untuk pemberian 
pensiun dan perhitungan djumlah pensiun .................. 
Idjin kepada Pegawai Negeri tinggal di Losmen ............ 
Pelaksanaan Program Departemen-Departemen pada tri- 
wulan ke-II tahun 1967, tahap Rehabilitasi .................. 
Tjontoh Surat Keputusan Pd. Presiden tentang pember- 
hentian dari djabatan Negeri dengan hak pensiun ......... 
Penjederhanaan prosedur pelaksanaan mutasi-mutasi kepe- 
gawaian untuk pegawai golongan F.V keatas ............... 
Perentjanaan peraturan-peraturan kepegawaian dalam 


rangka pembaharuan sistim kepegawaian Negeri dan Per- 
usahgahi: NEgATA suorooo.o.ooocoooooowan an anna 


Bab III. PERSONIL SIPIL JANG TERSANGKUT G-30-S. 


» » 


aw 


Pengintensipan penertiban/pembersihan personil anggota 
bekas PKI: sa ea mens hahaa 
Pedoman-pedoman tentang penertiban/pembersihan per- 
SON1: Menemani an Bm 
Dasar-dasar Ana penertiban/pembersihan per- 
sonil . 


: Tentang organisasi jang 'seazas/berlindung/bernaung diba- 


Wani bekas PKL: sewaan sesak oem andika 
Pedoman-pedoman pelaksanaan penertiban personil sipil ... 


. Pemberhentian Pegawai Negeri ..............coococoocococo—o#o##b sa 


Bab IV. PENDAJAGUNAAN PEGAWAI NEGERI. 


1. Penangguhan tjuti besar 3 (tiga) bulan ..................... 
2. Larangan pemberhentian tenaga kerdja setjara massal oleh 

Perusahaan-perusahaan Negara .........ooooooooooooooooooo.. 
3. Penertiban penjaluran pegawai Nee 2s 
4. Pendajagunaan Pegawai Negeri .........oocoooocooooooo 
5. Penjaluran/penempatan Tenaga Kerdja Pemerintah ...... 
6. Petundjuk-petundjuk pelaksanaan tentang pendajagunaan 

Pepawat Negeri senam sen anan aan Manan 
7. Pegawai-pegawai Perusahaan Negara ...........c.ooooooooo. 
8. Pedoman pelaksanaan tentang Sa aki Pegawai 
 NEpEN sensat Aa 
9. Surat-kawat Menteri Dalam Negeri ANN RN 
10. Pelaksanaan Instruksi Presidiuim Kabinet No. 11/U/ 


POTO 3 MEN ENAK AN AG ORA ANTA MENATA AN 


ta KUN 


REFERENSI. 


. Pembaharuan kebidjaksanaan landasan ekonomi, keuang- 


an dan pembangunan ...........ccoooocooooooooooooooooo 
Kebidjaksanaan peningkatan kesedjahteraan Rakjat ....... 
Penelitian terhadap Lembaga-lembaga Negara .............. 


SUPLEMEN. 


Penempatan Sardjana Ikatan Dinas ........................... 
Penempatan Sardjana Pendidikan lulusan Institut Keguru- 
an dan Ilmu Pendidikan Negeri .............oo.o.o..i.o.ooo. 
Penempatan Sardjana lulusan Fakultas-fakultas Kedokter- 
An: UU MUn: semau nun akan naa 
Pemberian bantuan uang perdjalanan bagi Mahasiswa 
Dinas dan Sardjana jang pertama kali sebagai Pegawai 
Ia La AN PN NN na AA PA 
Peraturan pemberian uang tunggu setelah berlakunja 
Undang-undang Pokok Kepegawaian ......................... 


bekasi Google 


SEKRETARIAT NEGARA 
KABINET PRESIDEN 


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 170 TAHUN 1966 


TENTANG 
STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS DARI 
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA. 


KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 
Bahwa perlu segera menentukan struktur dasar organisasi serta 
bidang tugas dari Departemen-departemen seperti jang ditetap- 
kan dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, tentang 
Pembentukan Kabinet AMPERA, agar supaja terdapat effisiensi 
dan kelantjaran pelaksanaan tugas-tugas dari Kabinet AMPERA. 

Mengingat : 

1. Pasal 17 ajat (2) Undang-undang Dasar 1943 : 

2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966. 

Mengingat pula : 
Keputusan M.P.R.S. No. XIII/MPRS/1966. 

Menetapkan : 


STRUKTUR DASAR ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS 
DARI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN KABINET AMPERA, 
sebagai berikut : 

BAB 1 

UMUM 


Pasal 1. 


PENGERTIAN 


Jang dimaksud dengan Kabinet Dwikora dalam Keputusan ini 
adalah Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi seperti diatur dalam 


Keputusan Presiden No. 63, 64 dan 65 tahun 1966 tanggal 27 
Maret 1966. 


V1 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


(6) 


(7) 


(8 


b——.d 


VIII 


Pasal 2. 


STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN 


Departemen merupakan lembaga Pemerintahan jang meliputi 
bagian kegiatan Pemerintahan tertentu jang langsung berada di- 
bawah pimpinan dan dipertanggung-djawabkan kepada seorang 
Menteri : 


Suatu Departemen terbagi dalam unsur-unsur pelaksanaan tingkat 
Pusat jang merupakan Djawatan dan dinamakan Direktorat 
Djenderal. Djumlah serta bidang dari Direktorat Djenderal di- 
tetapkan menurut kebutuhan dan disesuaikan dengan luasnja 
lingkungan kegiatan dari Departemen jang bersangkutan. 

Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur 
Djenderal : 


Pada tiap Departemen ada suatu Badan Staf Departemen jang 
bernama Sekretariat Djenderal dan dipimpin oleh seorang Sekre- 
taris Djenderal jang bertugas membantu Menteri dalam melaku- 
kan pimpinan kepada Departemen , 


Direktorat Djenderal dapat dibagi dalam unsur-unsur pelaksana- 
an tingkat Pusat maupun Daerah jang dinamakan Kantor atau 
nama lain (Pusat dan Daerah) dan mempunjai pula Sekretariat 
Direktorat : 


Sekretariat Djenderal dibagi dalam unsur-unsur Staf dan dinama- 
kan Biro : i 


Apabila dipandang perlu guna kelantjaran pelaksanaan tugas- 
tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menteri jang ber- 
sangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat diadakan suatu 
badan jang bertugas membantu Menteri dalam melakukan peng- 
awasan terhadap Departemennja. 

Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang dikepalai 
oleh seorang Inspektur Djenderal : 


Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal maupun 
Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan persetudju- 
an Menteri Utama jang bersangkutan, dapat diadakan lembaga 
penjelidikan atau pendidikan teknis dibidangnja masing-masing : 


Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direktorat 
Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal pada tiap-tiap 
Departemen ditentukan lebih landjut oleh Menteri Utama dalam 
bidangnja atas usul Menteri. | in 


(1) 


2) 


(1) 


(2) 


(1) 


“ Koperasi dari Kementerian Perdagangan : 


BAB Il. 


BIDANG TUGAS DEPARTEMEN-DEPARTEMEN . 
KABINET AMPERA 


Pasal 3, | | 
DEPARTEMEN VETERAN DAN DEMOBILISASI " 


Departemen Veteran dan Demobilisasi mempunjai bidang tugas 
serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi 
bidang tugas serta kegiatan Kementerian Veteran : 


Departemen Veteran dan Demobilisasi dalam melaksanakah 
bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini Deah 
dalam tiga Direktorat Djenderal, ialah : | 
a. Direktorat Djenderal Urusan Veteran , Na 
b. Direktorat Djenderal Urusan Demobilisasi : 

Cc. Direktorat Djenderal Urusan Umum. 


Pasal 4. 
DEPARTEMEN LUAR NEGERI 


Departemen Luar Negeri mempunjai bidang tugas serta menang- 
gung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi pisang 
tugas serta kegiatan Kementerian Luar Negeri: 


Departemen Luar Negeri dalam melaksanakan bidang tugas se- 
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam liga Direk- 
torat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri : 
b. Direktorat Djenderal Urusan Politik : 

Cc. Direktorat Djenderal Urusan Umum. 


Pasal 5. 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
Departemen Dalam Negeri mempunjai bidang tugas serta menam- 


pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan Departemen 


Na RA | 


(2) Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan bidang tugas se- 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 


(1) 


perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat Di- 
rektorat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 
Daerah : 

Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa : 
Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi : 

Direktorat Djenderal Kooperasi. 


ap 


Pasal 6. 
DEPARTEMEN KEHAKIMAN 


Departemen kehakiman mempunjai bidang tugas serta menam- 

pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas 

serta kegiatan Kementerian Kehakiman dan Djawatan Imigrasi : 

Departemen Kehakiman dalam melaksanakan bidang tugas se- 

perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direk- 

torat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Pemasjarakatan : 

b. Direktorat Djenderal Imigrasi : 

C. Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum dan Badan-badan 
Peradilan. 


Pasal 7. 
DEPARTEMEN PENERANGAN 


Departemen Penerangan mempunjai bidang tugas serta menam- 
pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Kementerian Penerangan : 

Departemen Penerangan dalam melaksanakan bidang tugas se- 
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direk- 
torat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri : 
b. Direktorat Djenderal Urusan RRI, TV-RI dan FILM: 

c. Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika. 


Pasal 8. 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN 


Departemen Pendidikan mempunjai bidang tugas serta menam- 
pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan 
maa aa ditambah dengan Urusan Kepemudaan dan Kepra- 
mukaan , | 


(2 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 


Departemen Pendidikan dalam melaksanakan bidang tugas se- 
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam lima Direk- 
torat Djenderal, ialah : 

Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar , 

Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi , 

Direktorat Djenderal Olah Raga : 

Direktorat Djenderal Kebudajaan : 

Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka. 


Pasal 9. 
DEPARTEMEN AGAMA 


Departemen Agama mempunjai bidang tugas serta menampung 

kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas 

serta kegiatan Kementerian Agama , 

Departemen Agama dalam melaksanakan bidang tugas seperti 

tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat Direktorat 

Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama 
Islam : 

b. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama 
Protestan/Katholik : 

c. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat beragama 
Hindu Bali dan Budha: 

d. Direktorat Djenderal Urusan Hadji. 


Pasal 10. 
DEPARTEMEN SOSIAL 


Departemen Sosial mempunjai bidang tugas serta menampung 

kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas 

serta kegiatan Kementerian Sosial : 

Departemen Sosial dalam melaksanakan bidang tugas senerti 

tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat 

Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Bina Karya : 

b. Direktorat Djenderal Urusan Kesedjahteraan Masjarakat, 
Keluarga dan Anak : 

c. Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Dana 
Bantuan Sosial. 


La LS 


Pasal 11. 
DEPARTEMEN KESEHATAN 


(1) Departemen Kesehatan mempunjai bidang tugas serta menam- 


XI 


(2) 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 


(1) 


pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 

tugas serta kegiatan Kementerian Kesehatan 

Departemen Kesehatan dalam melaksanakan bidang tugas seperti 

tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat 

Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan dan Pentjegah- 
an Epidemi : 

b. Direktorat Djenderal Pharmasi » 

Cc. Direktorat Djenderal Kesehatan Rakjat. 


Pasal 12. 
DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 


Departemen Tenaga Kerdja mempunjai bidang tugas serta me- 

nampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 

tugas serta kegiatan Kementerian Tenaga Kerdja : 

Departemen Tenaga Kerdja dalam melaksanakan bidang tugas 

seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direk- 

torat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan dan Penggunaan 
Tenaga Kerdja, 

b. Direktorat Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan 
Tenaga Kerdja. 


Pasal 13. 
DEPARTEMEN KEUANGAN 


Departemen Keuangan mempunyai bidang tugas serta menampung 
kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas 
serta kegiatan Kementerian Keuangan, ketjuali Departemen Bank 
Sentral : 

Departemen Keuangan dalam melaksanakan bidang tugas seperti 
tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat 
Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Keuangan, 

b. Direktorat Djenderal Iuran Negara, 

c. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan. 


Pasal 14. 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 


Departemen Perdagangan mempunjai bidang tugas serta menam- 
pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Kementerian Perdagangan, ketjuali Depar- 


-— temen Kooperasi : 


XII 


2): 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 


(1) 


Departemen Perdagangan dalam melaksanakan bidang tugas se- 

perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direk- 

torat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat D'enderal Urusan Perdagangan Luar Negeri : 

b. Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri : 

c. Direktorat Djenderal Urusan Pemasaran dan Pengembang- 
an. 


Pasal 15. 
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 


Departemen Perhubungan mempunjai bidang tugas serta me- 
nampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Kementerian Perhubungan, ketjuali Depar- 
temen Perhubungan Laut : 

Depsriemen Perhubungan dalam melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direk- 
torat D'enderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi : 

b. Direktorat D'enderal Perhubungan Darat: 

Cc. Direktorat Djenderal Perhubungan Udara. 


Pasal 16. 
DEPARTEMEN MARITIM 


Departemen Maritim mempunjai bidang tugas serta menampung 

kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas 

serta kegiatan : 

a. Departemen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhu- 
bungan , 

b. Departemen Industri Maritim dari Kementerian Perindus- 
trian Dasar dan Ringan : 

Cc. Bagian dari Departemen Perikanan jang berhubungan 
dengan Per kanan Laut dari Kementerian Pertanian , 
Departemen Maritim dalam melaksanakan bidang tugas seperti 
tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat, 

ialah : 

a. Drektorat Djenderal Perhubungan Laut : 

b. Direktorat Djenderal Industri Maritim : 

c. Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut. 


Pasal 17. 
DEPARTEMEN PERTANIAN 


Departemen Pertanian mempuniai bidang tugas serta menampung 
kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang tugas 
serta kegiatan : 


XIII 


(2) 


(2) 


(2) 


(1) 


(2) 


XIV 


a. Kementerian Pertanian, ketjuali Departemen Perkebunan 
dan sebagian dari Departemen Perikanan jang berhubungan 
dengan Perikanan Laut : 

b. Sebagian dari Departemen Pengairan jang berbubungan 
dengan Pengairan Rakjat dari Kementerian Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga , 


Departemen Pertanian dalam melaksanakan bidang tugas seperti 
tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam tiga Direktorat 
Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Pertanian : 

b. Drektorat Djenderal Kehutanan , 

Cc. Direktorat Djenderal Kehewanan. 


Pasal 18. 
DEPARTEMEN PERKEBUNAN 


Departemen Perkebunan mempunjai bidang tugas serta menam- 
pung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Departemen Perkebunan dari Kementerian 
Pertanian , 


Departemen Perkebunan dalam melaksanakan bidang tugas se- 
perti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direktorat 
Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat, 

b. Direktorat Djenderal Perkebunan Negara. 


Pasal 19. 


DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN 
DAN TENAGA 


Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga mempunjai 

bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwi- 

kora mendjadi bidang tugas serta kegiatan : 

a. Kementerian Perindustrian Dasar dan Ringan, ketjuali De- 
partemen Industri Maritim : 

b. Departemen Listrik dari Kementerian Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga : 


Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga dalam me- 
laksanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal 
ini dibagi dalam lima Direktorat Djenderal, ialah : 

Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar 

Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan : 

Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia : 

Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan : 
Direktorat Djenderal Tenaga Listrik. 


Aa OP 


(1) 


2) 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 


Pasal 20. 


DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEXTIL DAN 
KERADJINAN RAKJAT 


Departemen Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat mem- 
punjai bidang tugas serta menampung kegiatan jang dalam Ka- 
binet Dwikora mendjadi bidang tugas serta kegiatan Kementerian 
Perindustrian Textil dan Keradjinan Rakjat : 


Departemen Perindustr:an Textil dan Keradjinan Rakjat dalam 
melaxsanakan bidang tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal 
ini dibagi dalam dua Direktorat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Perindustrian Textil : 

b. Direktorat Djenderal Keradjinan Rakjat. 


Pasal 21. 
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN 


Departemen Pertambangan mempunjai bidang tugas serta me- 
nampung kegiatan jang dalam Kabinet Dwikora mendjadi bidang 
tugas serta kegiatan Kementerian Pertambangan dan Minjak Gas 
Bumi : 

Departemen Pertambangan dalam melaksanakan bidang tugas 
seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam dua Direk- 
torat Djenderal, ialah : 


a. Direktorat Djenderal Pertambangan , 
b. Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi. 


Pasal 22. 
DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM 


Departemen Pekerdjaan Umum mempunjai bidang tugas serta 
menampung kegiatan jang dalam Kebinet Dwikora mendjadi 
bidang tugas serta kegiatan : 

a. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, ketjuali De- 
partemen Listrik dan Pengairan Rakjat dari Departemen 
Pengairan : 

b. Departemen Djalan Raya Sumatera dari Kementerian Pro- 
jek-projek Mandataris : 

Departemen Pekerdjaan Umum dalam melaksanakan bidang 

tugas seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini dibagi dalam empat 

Direktorat Djenderal, ialah : 

a. Direktorat Djenderal Pengairan Dasar : 

b. Direktorat Djenderal Tjipta Karya , 

c. 'Drektorat Djenderal Bina Marga, 

d. Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera. 


Pasal 23. 
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN ANGKATAN 


Departemen-departemen Angkatan dalam melaksanakan bidang 
tugas serta kegiatannja didasarkan kepada kebidjaksanaan dan keten- 
tuan-ketentuan jang telah ada serta disesuaikan dengan kebutuhan 
berdasarkan petundjuk-petundjuk Panglima Tertinggi Angkatan Ber- 
sendjata dan Menteri Utama bidang Pertahanan/Keamanan. 


BAB Ill. 
LAIN-LAIN 


Pasal 24. 


Setiap Menteri melaksanakan penjesuaian susunan Departemen 
masing-masing seperti jang ditentukan diatas serta mengadjukan usul- 
usul mengenai susunan selandjutnja dalam waktu jang sesingkat- 
singkatnja. 


Pasal 25. 


Bidang tugas serta kegiatan dari Departemen dan Kementerian 
dalam Kabinet Dwikora jang belum tertampung dalam Departemen- 
departemen seperti tersebut diatas, akan diatur tersendiri. 


Pasal 26. 


Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur oleh 
Keputusan Presidium. 


Pasal 27. | 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 1 Agustus 1966. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 


SUKARNO. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA "' "1 


REPUBLIK INDONESIA” | 
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA 
NO. 01/U/IN/8/1966. 


ui z 


KA 00 tentang | 
— PEDOMAN KERDJA KABINET AMPERA 


Menimbang : 


. ) 


1. bahwa Dwi-Dharma dan Catur Karya Kabinet AMPERA harus 
' dapat terlaksana dengan sebaik-baiknja dan tepat pada waktunja 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan' jang telah digariskan oleh 
hasil-hasil Sidang Umum ke-IV MPRS: | 
2. - bahwa agar keseluruhan pelaksanaannja dapat berdjalan dengan 
serasi dan serempak perlu memberikan pedoman pokok bagi 
. Kabinet AMPERA, jang harus dilaksanakan oleh semua Menteri 
"Utama dan Menteri dalam bidang masing-masing. Tn 
Mengingat : 2 tan 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 : 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 : 
Memperhatikan Ti 
Putusan Sidang Presidium Kabinet AMPERA pada tanggal 
1 Agustus 1966 , 
MENGINSTRUKSIKAN 
Kepada: Ta 
1. Semua MENTERI UTAMA KABINET AMPERA: 
2. Semua MENTERI KABINET AMPERA. 
Untuk: 
Pertama : 
a. 


Menggunakan dan melaksanakan ,,Pedoman Kerdja Kabinet 
AMPERA” seperti jang dilampirkan dalam Instruksi ini sebagai 
pola dasar landasan kerdja jang menentukan pula tugas pokok 
bagi Bidang-bidang (Menteri Utama) dan Sub-sub Bidang (De- 
partemen) masing-masing : 


b. Dalam melaksanakan Pedoman Kerdja ini tiap bidang dan Dc- 
partemen tetap diberikan ruang gerak dan keluwesan jang dise- 
suaikan dengan keadaan dan kebutuhan berdasarkan atas prinsip 
efisiensi dan ambeg-parama-arta dengan memegang teguh Kese- 
luruhan pola dan sasaran jang telah ditetapkan. 

Kedua: | | 


a. Para Menteri Utama mengkoordinir pelaksanaan Departemen- 
departemen dalam lingkungan Bidang masing-masing : 


b. Ketua Presidium mengkoordinir keseluruhan pelaksanaan pola 
dasar tersebut diatas. 

Ketiga : 
Pada achir tiap fase disusun progress-report pelaksanaannja. 


a. Oleh Menteri untuk Departemennja kepada Menteri Utama 
Bidang : 


b. Oleh Ketua Presidium untuk seluruh Kabinet Kepada Presiden. 
Keempat : 


“Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib, saksama dan: penuh 
rasa tanggung-djawab. 


Kelima : 
Instruksi ini berlaku mulai pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 15 Agustus 1966 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


t.t.d. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDIUM AMPERA 


KATA PENGANTAR 
PEDOMAN KERDJA KABINET AMPERA. 


(INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA 
NO. 01/U/IN/8/1966). 


PENDAHULUAN. 


Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 telah menetapkan, 
bahwa tugas pokok Kabinet AMPERA adalah untuk mewudjudkan : 


1. Stabilisasi Politik : 
2. Stabilisasi Ekonomi. | : 


Sedangkan programnja adalah : 


1. Memperbaiki peri-kehidupan Sarat terutama dibidang san- 
dang dan pangan, 


2. Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti 
ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, 
tanggal 5 Djuli 1966 , 


3. Melaksanakan politik luar negeri jang bebas dan aktip untuk 
kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS 
No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966: 


4. Melandjutkan perdjuangan anti imperialisme dan koloniatis- 
nre dalam segala bentuk dan manifestasinja. 


Latar belakang penentuan tugas dan program seperti tersebut di- 
atas oleh MPRS kepada Kabinet AMPERA itu adalah kenjataan jang 
kita alami, bahwa seluruh peri-kehidupan Bangsa kita pada waktu- 
waktu jang lalu telah mengalami kegontjangan-kegontjangan hebat, 
jang terutama disebabkan oleh karena mismanagement, pemborosan, 
burokrasi, korupsi dan sebagainja, ditambah dengan pemberontakan 
kontra-Revolusi G-30-S/PKI dan segala bentuk penjelewengan, ter- 
utama penjelewengan terhadap kemurnian azas dan sendi UUD 1945. 

Dar: pengalaman-pengalaman jang lalu dapat dirasakan, bahwa 
seluruh kegiatan pengerahan daja dan dana tidak terkendalikan atau 
diletakkan dalam satu pola dasar dengan peng-ambeg-parama-arta-an 
bidang-bidang dan sasaran-sasarannja, sehingga kemadjuan-kemadju- 
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an jang ditjapai antara bidang-bidang itu sidak bendjalan serempak dan 
tidak seras!, dengan semua akibat dan Kompi asin ja) jang lebih mem- 
burukkan keadaan. 


Setiap rentjana lea jang Besa lebih-lebih pembangunan 
negara, meminta pensjaratan organisasi dan management jang baik. 

Untuk itu, pada puntjak piramyda pemerintahan Negara, jaitu 
Kabinet, pertama-tama harus mempunjai satu pedoman kerdja jang 
menjeluruh dan lengkap : dan harus dilaksanakan oleh tiap-tiap eselon/ 
Departemen dengan tjermat dan saksama. 


POLA DASAR DAN PELAKSANAANNJA. 


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta berlandaskan pada dan 
untuk dapat mentjapai tugas pokok dan programnja, maka disusunlah 
satu pola dasar jang dituangkan dalam bentuk ,,Pedoman Kerdja Ka- 
binet AMPERA”, jang merupakan strategi dasar Kabinet dan memuat 
sasaran-sasaran (antara) jang harus ditjapai dalam setiap djangka 
waktu pembabakan, azas-azas dan dasar-dasar kerdja, tugas pokok 
serta tjara melaksanakannja bagt tiap-tiap Bidang dan Sub-bidang 
(Departemen). Keseluruhan Menteri tersebut harus dapat didjadikan 
pedoman, pegangan dan bimbingan bagi Kabinet AMPERA dalam 
melaksanakan tugasnja. 

Sebagai pedoman djelas mengedepankan fungsinja, jang tidak 
boleh kaku, melainkan harus luwes dalam pelaksanaannja jang me- 
mungkinkan penilaian dan penjesuaian, sesuai dengan kebutuhan dan 
keadaan jang timbul kemudian. 

Dalam hubungan ini, penjusunan program jang realistis dan kon- 
sepsionil terutama ada pada Departemen-departemen, jang selandjut- 
nja harus mengendalikan pelaksanaannja. Dengan sendirinja, penilaian 
dan penjesuaian itu tidak boleh menjimpang atau merusak pola dasar 
itu sendiri: dan pelaksanaannja harus tetap mendjamin kemadjuan- 
kemadjuan jang serempak dan serasi disemua bidang. 

Oleh karena tu, koordinasi oleh Menteri Utama terhadap penju- 
sunan program dan pelaksanaan dari Departemen-departemen dalam 
eselonnja adalah sangat penting. 


Penilaian dan pentjatatan hasil-hasil pelaksanaan tugas dan pro- 
gram tiap-tiap bidang pada achir tiap babak sangat diperlukan, se- 
hingga dapat diketahui keseluruhan hasilnja. 


PENUTUP. 


Organisasi adalah alat untuk mentjapai tudjuan , dan organisasi 
itu digerakkan oleh manusia-manusia. Dalam pengertian itu, lebih- 
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lebih pula oleh karena banjaknja kesulitan-kesulitan jang kita hadapi, 
maka kerdja-sama, saling membantu dan saling mengerti jang secrat- 
eratnja antara kita semua sangat diperlukan, mulai dari pimpinan 
pemerintahan ditingkat teratas sampai pelaksana-pelaksana ditingkat 
terbawah. 


Djakarta, 15 Agustus 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL — TNI. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA | 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 15/U/KEP/8/1966 
tentang 
KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN 
TATA-KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DIREKTORAT 
DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJENDERAL PADA DE- 
PARTEMEN-DEPARTEMEN DALAM KABINET AMPERA. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 
Menimbang : 
bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan efisiensi pelaksanaan 
tugas-tugas Departemen-Departemen Kabinet AMPERA, perlu 
segera menetapkan kedudukan, tugas-pokok, fungsi, wewenang 
dan tata-kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan 
Inspektorat Djenderal pada Departemen-departemen tersebut. 


Mengingat : 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 : 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK, FUNGSI, WEWENANG 
DAN TATA-KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, DI- 
REKTORAT DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJEN- 
DERAL PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DALAM 
KABINET AMPERA, sebagai berikut : 


BAB I 
TENTANG SEKRETARIAT DJENDERAL 


Bagian 1 


KEDUDUKAN 
Pasal 1 
(1) Sekretariat Djenderal suatu Departemen, jang untuk sekandjutnja 
dalam keputusan ini disebut dengan Sekretariat Djenderal, adalah 
sebuah badan staf dalam Departemen jang berada dibawah 
Menteri. 


(2) Sekretariat Djenderal dipimpin oleh Seorang Sekretaris Djenderal. 


Bagian II 
TUGAS-POKOK 


Pasal 2 


Sekretariat 'Djenderal mempunjai tugas pokok memperlantjar 
pelaksanaan tugas-tugas Departemen dengan memberikan bantuan 
dibidang teknis (Staf) dan administrasi. 


Bagian III 
FUNGSI 


Pasal 3 


Sekretariat Djenderal mempunjai fungsi penak oordin alas peng- 
olahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, pengawasan, penelitian 
dan pembinaan administrasi Departemen dalam rangka pelaksanaan 
tugas pokok jang dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini. 


Bagian IV 
TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 4 
' Dalam melaksanakan tugasnja memberi bantuan teknis (Staf) 
Sekretaris Djenderal bertugas dan berwenang untuk : 


a. mengadakan pengolahan dan penelaahan garis-garis kebidjak- 
sanaan umum jang telah ditentukan oleh Menteri : 

b. mengadakan pengumpulan data, penilaian, peramalan, peren- 
tjanaan dan penjusunan untuk pelaksanaan jang tersebut dalam 
huruf a pasal ini : 
melakukan penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja dan hasil 
kerdja pelaksanaan tugas Departemen : 

d. mengadjukan bahan-bahan masalah, pertimbangan dan laporan 
kepada Menteri : 

€&. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebidjaksanaan 
umum Menteri : 

(. ' melakukan pengawasan staf dan pengawasan tidak langsung atas 
pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-Direktorat Djenderal dalam 
lingkungan Departemennja : 

g. melakukan koordinasi staf atas kegiatan Direktorat-direktorat 
Djenderal : 

h.  menjelenggarakan hubungan masjarakat , 


Pasal 5 
Dalam rangka tugasnja memberikan bantuan dibidang administrasi 
Departemen, Sekretaris Djenderal bertugas : 


a. menjelenggarakan urusan tata-usaha : 
b. menjelenggarakan urusan kerumah-tanggaan Staf Depar- 


temen : 


Cc.  menjelenggarakan pengelolaan dan pembinaan personil : 


d. menjelenggarakan pengelolaan materiil dari Departemen : 
e.  menjelenggarakan pengelolaan keuangan Departemen : 


segala sesuatu berdasarkan kebidjaksanaan dan petundjuk? Menteri. 


(1) 


(2) 


(1) 
(2) 


(1) 
(2) 


(3) 


(1) 


Pasal 6 


Susunan organisasi dari Sekretariat Djenderal terdiri dari Biro- 
biro jang terbagi dalam Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian, 
dengan berpedoman pada bagan terlampir. 

Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala 
Bagian, dan Sub Biro oleh Kepala Sub Biro. 


Bagian V 
TATA-KERDJA 


Pasal 7. 


Sekretaris Djenderal melaksanakan tugasnja berdasarkan ke- 
bidjaksanaan umum jang telah ditetapkan oleh Menteri. 
Sekretaris Djenderal dalam pelaksanaan tugasnja bertanggung 
djawab kepada Menteri. 


Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Djenderal dibantu dan 


membawahkan Kepala-Kepala Biro. 


Sekretaris Djenderal berkewadjiban memberikan betundiu pe 
tundjuk, mengawasi dan membimbing pekerdjaan Kepala-Kepala 
Biro jang berada dibawahnja. 

Apabila Sekretaris Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk 
pedjabat sementara Sekretaris Djenderal. 


Pasal 9 


Sekretaris Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdja sama 
jang seerat-eratnja dengan Direktur-direktur Djenderal dalam 
Departemennja. 

Untuk keperluan perentjanaan, pentjatatan dan penelitian, Sekre- 
taris Djenderal berhak mendapatkan bahan-bahan dan laporan- 
laporan mengenai bidang tugas Direktur-direktur Djenderal dalam 
Departemennja. 


(4) 
2 
»s 


(2) 


(3) 


Pasal 10. 


Dalam rangka bimbingan dan pembinaan staf, Sekretaris Djen- 
deral berkewadjiban mengadakan rapat berkala dan rapat chusus 
dengan Kepala-kepala Biro. - . 

Sekretaris Djenderal berkewadjiban menjampaikan laporan ber- 


“Kala dan laporan chusus tentang Bea ebi Depar- 


temen kepada: Menteri. 


Pasal 11 


Sekretaris Dias menjiapkan laporan Gbu 'tentang ke- 
adaan, perkembangan dan hasil pelaksanaan rentjana kerdja se- 
luruh Departemen. : : 

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ajat “) pasal ini, 
Sekretaris Djenderal mendapatkan bantuan dan bahan-bahan 
dari Direktur-direktur Djenderal dalam Departemennja. 
Laporan tahunan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus 
sudah disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnja pada 


| tanggal lima belas bulan Desember dalam tahun porag jang 


(d) 
(2) 
(3) 


| bersangkutan. 


A 


BA B Il 
TENTANG DIREKTORAT DJ ENDERAL 
Bagian I 
KEDUDUKAN 
Pasal 12 


Direktorat Djenderal adalah djawatan jang merupakan alat pei 
laksana utama tugas Departemen. 

Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh seorang Direktur 
Djenderal. 


Direktur Djenderal berada dibawah dan bertanggung-djawab ke- 
pada Menteri. 
Bagian II 
TUGAS-POKOK | 
Pasal 13 


Direktorat Djenderal mempunjai tugas pokok melaksanakan tugas 


Departemen dibidangnja berdasarkan garis Sa il umum jang 
ditentukan oleh Menteri. 


Bagian III 
FUNGSI 
Pasal 14 


Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan ba- 
gian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi per- 
siapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja 
dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar 
supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen. 


Bagian - IV 
TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 15 


(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djen- 
deral bertugas dan berwenang untuk : 


b. 
Cc. 


d. 


mempersiapkan dan meiaksanakan tugasnja berdasarkan 
garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri : 
menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja : 
menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada 
tenaga kerdja pelaksanaannja : 

merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab 
atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai 
dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku : 
menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung 
djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya. 


(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab 
pelaksanaan sesuatu projek tertentu. 


Bagian - V 
TATA-KERDJA 
Pasal 16 


(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal : 


a. 


b. 


melaksanakan kebidjaksangan umum dan ditetapkan oleh 


Menteri : 
bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada 
Menteri. 


(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk 
pedjabat sementara Direktur Djenderal. 


(1) 


(2) 


(1) 


(2) 


(3) 
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bd 


(1) 
(2) 


(1) 


(2) 


(1) 


Pasal 17 


Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban 
mengadakan kerdia sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan 
Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain 
dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri. 
Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan 
laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan 
bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris 
Djenderal. 


Pasal 18. 


Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan 
untuk bidang tugasnja. 

Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru 
dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri. 
Setiap perubahan, pen'impangan atau penghentian seswatu ren- 
tjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djen- 
deral, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul 
jang diadjukannja. 

Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan 
dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab. 


Pasal 19. 


Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas 
seluruh eselon jang berada dibawahnja. 

Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, pe- 
tundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, 
jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi 
jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau di- 
serahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian 
otonomi. 


Pasal 20. 


Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur : 

a. Sekretariat, ditingkat Pusat : 

b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai 
unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah. 

Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur- 

unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidang- 

nja atas usul Menteri. | 


Pasal 21. 


Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, 
dan terbagi dalam Bagian-bagian : 


Bagian III 
FUNGSI | 
Pasal 14 


Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan ba- 
gian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi per- 
siapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja 
dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar 
supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen. 


Bagian - IV 
TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 15 


(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djen- 
deral bertugas dan berwenang untuk : 

a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja berdasarkan 
garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri : 

b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja : 

C. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada 

tenaga kerdja pelaksanaannja : 

merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab 
atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai 
dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku : 

e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung 
djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka 
pelaksanaan tugasnja. 

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab 
pelaksanaan sesuatu projek tertentu. 


2. 


Bagian - V 
TATA-KERDJA 
Pasal 16 


(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal : 
a. melaksanakan kebidjaksangan umum dan ditetapkan oleh 
Menteri : 
b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada 
Menteri. 
(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk 
pedjabat sementara Direktur Djenderal. 
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(3) 


(4) 
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Pasal 17 


Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban 
mengadakan kerdia sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan 
Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain 
dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri. 
Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan 
laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan 
bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris 
Djenderal. 


Pasal 18. 


Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan 
untuk bidang tugasnja. 

Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru 
dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri. 
Setiap perubahan, peniimpangan atau penghentian seswatu ren- 
tjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djen- 
deral, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul 
jang diadjukannja. 

Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan 
dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab. 


Pasal 19. 


Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas 
seluruh eselon jang berada dibawahnja. 

Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, pe- 
tundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, 
jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi 
jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau di- 
serahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian 
otonomi. 


Pasal 20. 


Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur : 

a. Sekretariat, ditingkat Pusat , | 

b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai 
unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah. 

Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur- 

unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidang- 

nja atas usul Menteri. 


Pasal 21. 


Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, 
dan terbagi dalam Bagian-bagian : 


—— mapan 
Pi at il ob bean, selai menta 


Bagian III 
FUNGSI 
Pasal 14 


Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksanakan ba- 
gian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi per- 
siapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja 
dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar 
supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen. 


Bagian - IV 
TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 15 


(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djen- 
deral bertugas dan berwenang untuk : 

a. mempersiapkan dan mejaksanakan tugasnja berdasarkan 

garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri : 

b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja : 

C. menjiapkan dan memberikan pembimaan teknis kepada 

tenaga kerdja pelaksanaannja : 

d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab 
atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai 
dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku : 
menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung 
djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka 
pelaksanaan tugasnja. 

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab 
pelaksanaan sesuatu projek tertentu. 


» 


Bagian - V 
TATA-KERDJA 
Pasal 16 


(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal : 
a. melaksanakan kebidjaksangan umum dan ditetapkan oleh 
Menteri : 
b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada 
Menteri. 
(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk 
pedjabat sementara Direktur Djenderal. 
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Pasal 17 


Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban 
mengadakan kerdia sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan 
Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain 
dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri. 
Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan 
laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan 
bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris 
Djenderal. 
Pasal 18. 


Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan 
untuk bidang tugasnja. 

Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru 
dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri. 
Setiap perubahan, pen'impangan atau penghentian seswatu ren- 
tjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djen- 
deral, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul 
jang diadjukannja. 

Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan 
dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab. 


Pasal 19. 


Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas 
seluruh eselon jang berada dibawahnja. 

Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, pe- 
tundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, 
jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi 
jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau di- 
serahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian 
otonomi. 


Pasal 20. 


Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur : 

a. Sekretariat, ditingkat Pusat 

b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai 
unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah. 

Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur- 

unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidang- 

nja atas usul Menteri. 


Pasal 21. 


Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, 
dan terbagi dalam Bagian-bagian : 


Bagian III 
FUNGSI 
Pasal 14 


Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk Indah Kah ba- 
gian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, jang meliputi per- 
siapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dan pengawasannja 
dibidang waktu, tempat, tenaga kerdja, peralatan dan keuangan, agar 
supaja sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen. 


Bagian - IV 
TUGAS WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 15 


(1) Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktur Djen- 

Sai bertugas dan berwenang untuk : 
mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja berdasarkan 
garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri : 

b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja : 

Cc. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada 
tenaga kerdja pelaksanaannja : 

d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung djawab 
atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, sesuai 
dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku : 

e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung 
djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya. 

(2) Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung djawab 
pelaksanaan sesuatu projek tertentu. 


Bagian - V 
TATA-KERDJA 
Pasal 16 


(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal : 
a. melaksanakan kebidjaksanaan umum dan ditetapkan oleh 


Menteri : 
b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada 


Menteri. 
(2) Apabila Direktur Djenderal berhalangan, Menteri menundjuk 
pedjabat sementara Direktur Djenderal. 
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(2) 


(2) 
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Pasal 17 


Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewadjiban 
mengadakan kerdia sama seerat-eratnia dan berkonsultasi dengan 
Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal jang lain 
dalam lingkungan Departemennja, dibawah koordinasi Menteri. 
Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan 
laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan 
bahan-bahan atau laporan-laporan tehnis kepada Sekretaris 
Djenderal. 
Pasal 18. 


Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja tahunan 
untuk bidang tugasnja. 

Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini baru 
dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari Menteri. 
Setiap perubahan, peniimpangan atau penghentian seswatu ren- 
tjana kerdja tahunan, hanja dapat dilakukan oleh Direktur Djen- 
deral, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, atas usul-usul 
jang diadjukannja. 

Usul-usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan 
dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan djawab. 


Pasal 19. 


Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan tugas 
seluruh eselon jang berada dibawahnja. 

Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, pe- 
tundjuk dan pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas-tugas, 
jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungannja, tetapi 
jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan atau di- 
serahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pemperan 
otonomi. 


Pasal 20. 


Direktorat Djenderal mempunjai unsur-unsur : 

a. Sekretariat, ditingkat Pusat : 

b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai 
unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah. 

Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam unsur- 

unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam bidang- 

nja atas usul Menteri. 


Pasal 21. 


Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan administrasi, 
dan terbagi dalam Bagian-bagian : 
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(2) 
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(1) 


(2) 


(3) 


(1) 


22 


Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bagian-bagian di- 
pimpin oleh Kepala Bagian. | 


Pasal 22. 


“Sebagai unsur. staf, Sekretariat bertugas membantu Direktur 


Djenderal melaksanakan tugas 'pokoknja, dalam : 


a. memberi pertimbangan : 

b. merentjanakan , 

c. mengawasi pelaksanaan : | 

d.  menjelenggarakan hubungan dengan masjarakat : 


Sebagai unsur penjelenggara administrasi, Sekretariat bertugas 
untuk: 
a.  menjelenggarakan tata-usaha 


b. menjelenggarakan dokumentasi : : | 
Cc. menjelenggarakan urusan rumah-tangga Direktorat Djen- 


deral. | 
Dalam melaksanakan tugasnja, Sekretaris bertanggung djawab 
sa Direktur Djenderal. 


| BAB- III. 
TENTANG INSPEKTORAT DJENDERAL 
Bagian I 
KEDUDUKAN 


| Pasal 23. 

Inspektorat Djenderal sesuatu Departemen, jang untuk selan- 
djutnja dalam Keputusan ini disebut dengan Inspektorat Djen- 
deral, dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (6) 
Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 dan merupakan alat 
pelaksana utama Pengawasan Departemen. 

Inspektorat Djenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Djen- 
Geral, 


Bagian II 
TUGAS-POKOK 
Pasal 24. 


Inspektorat Djenderal mempunjai tugas-pokok membantu Men- 
teri dalam melakukan, pengawasan atas pelaksanaan tugas dari 
semua lembaga dalam Departemennja. . |... 


FUNGSI #3 

. Pasal 25. 
Inspektorat Djenderal mempunjai fungsi asa kakan pengawasan, 
apakah pelaksanaan tugas Departemen dapat ditjapai menurut rentjana 


dan apakah pelaksanaannja sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah 
ditetapkan oleh Menteri. 


Bagian IV. 


“TUGAS DAN WEWENANG 


Pasal 26. 


Dalam melaksanakan tugas pokoknja, Inspektorat Djenderal 
bertugas dan berwenang untuk.:-. : 

a. mendapatkan, meminta atau menerima bahan-bahan serta 
laporan-laporan : 

b. .mempeladjari dan menelitt bahan-bahan dan laporan- 
laporan : 

c. melakukan inspeksi- -inspeksi ketempat-tempat pekerdjaan : 

d. menerima dan mempeladjari pengaduan-pengaduan : 

e.  mengadjukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengatasi 
rintangan atau kesulitan pelaksanaan tugas Departemen , 

f.  menjarankan penindakan preventif maupun refresip ter- 
hadap segala bentuk penjelewengan. 


- 


' Bagian V. 
TATA - KERDJA 


Pasal 27. 


Dalam melaksanakan tugasnja Inspektur Djenderal berada di- 
bawah dan bertanggung djawab kepada Menteri. 
Pasal 28. 

(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Inspektorat Djenderal wadjib 
mengindahkan hirarchi dalam instansi jang bersangkutan. 

(2) Inspektorat Djenderal dalam mendapatkan atau meminta bahan/ 

— laporan wadjib memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang- 
undangan jang berlaku. 
| Pasal 29. 

(1) Petugas-petugas Inspektorat Djenderal jang berwenang, dapat 
mendatangi dan meminta bahan-bahan atau keterangan-ke- 
terapgan jang diperlukan ditempat-tempat bekerdja, baik dengan 
atau tanpa memberitahukan sebelumnja kepada jang bersang- 
kutan. 
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(2) Setiap pendjabat atau Instansi-instansi wadjib memberikan 
bahan-bahan keterangan jang diminta oleh petugas-petugas 
Inspektorat Djenderal jang berwenang untuk itu, ketjuali kalau 
ada alasan jang sah untuk tidak memberikan aa 
terangan tersebut. 


BAB-IV 
LAIN - LAIN 


Pasal 30. 

Untuk lebih memperlantjar pelaksanaan tugas-tugas Departemen, 
Menteri mengusahakan adanja kerdja-sama dan koordinasi jang se- 
erat-eratnja diantara Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan 
Inspektur Djenderal dalam suatu musjawarah atau pertemuan berkala. 

Pasal 31. 


Disamping unsur-unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana 
seperti jang disebutkan diatas pada Menteri dapat diadakan unsur 
pembantu chusus, jang merupakan Staf Pribadi dan Badan Penasehat 
ahli atau badan-badan lain jang dianggap perlu. 


BAB- V. 
PENUTUP 
Pasal 32. 
Perintjian tata-kerdja dan hal-hal lain jang mengenai Sekretariat 


Djenderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal jang belum 
diatur dalam Keputusan ini, diatur tersendiri oleh Presidium Kabinet. 


Pasal 33. 


Dengan berlakunja keputusan ini, ketentuan-ketentuan jang tidak 
sesuai dengan keputusan ini, tidak berlaku dan disesuaikan dengan 
Keputusan ini. 


Pasal 34. 
Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal: 31 Agustus 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 28/U/KEP/9/1966 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : | 

1. bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet AMPERA perlu 
memberikan penegasan dan penjesuaian terhadap kedudukan Kan- 
tor Urusan Pegawai jang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 
32 tahun 1950 dengan 


2. Instruksi Presidrum Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966. 


Mengingat : 

I. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163. 

2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950. 

3. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/1966. 


Memperhatikan : 
Surat-surat Pertimbangan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai 
dan Menteri Tenaga Kerdja. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
Pertama : 


Kantor Urusan Pegawai berkedudukan langsung dibawah pimpinan 
Presidium Kabinet AMPERA : 


Kedua : 

Menteri Tenaga Kerdja membantu Ketua Presidium dalam me- 
lakukan Pimpinan sehari-hari pada Kantor Urusan Pegawai. 
Keputusan Presidium ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan 
akan diadakan perubahan seperlunja. 


Salinan : 


Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan 
untuk dilaksanakan. 
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Tembusan : 


Surat Keputusan ini Goa mpeikaa kepada Jing be aa 
ungu nd 
Tembusan : Nat 


Surat Kemukus ini indian kepada Menteri Utama 
dan para Menteri guna seperlunja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 6 September 1966 


— PRESIDIUM KABINET AMPERA 
K E T U A, | 


ud. 
SOEHARTO 
. DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA: ' 


REPUBLIK IN DONESIA. 


KEPUTUSAN Per KABINET 
No. : 75 Joker ge 
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS 
| DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 


5 - KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang: 


' bahwa dalam Fanta pelaksanaan Dwi Dharma dan Esia Karya 
Kabinet AMPERA chususnja, jang merupakan pra kondisi untuk 
melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang, perlu 
adanja penjempurnaan dam penertiban dibidang administrasi, 


. organisasi dan pembinaan Departemen-departemen, jang dapat 
mendjamin  adanja koordinasi, integrasi dan sinkronisasi jang 


efisien dan efektif : 


. bahwa untuk erlaksananja hal tersebut diatas setjara lantjar dan 


tertib, sehingga semua Departemen bergerak/bekerdja bersama 
setjara simultanfrontal menudju kepada sasarannja, maka perlu 
segera ditentukan struktur organisasi dan pembagian tugas 


— Departemen-departemen dalam Kabinet AMPERA sekarang ini : 


Mengingat : 


en 


Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966: 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966, 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966, 
Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966 , 
Keputusan Presidrum Kabinet AMPERA No. 15/U/KEP/8/ 


1966. 


Membatja : 


Laporan Team Menteri Tenaga Kerdja tanggal 20 Oktober 1966, 
tentang Struktur Organisasi dan Tugas Departemen. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departe- 
men dalam Kabinet AMPERA (Ketjuali Departemen-Departe- 
men Angkatan Bersendjata) sebagai berikut : 


BAB I 


TUGAS-POKOK 
Pasal 1 


(1) Tugas Pokok Kabinet AMPERA (Dwi Dharma) seperti diketap- 
kan dalam Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, adalah 
untuk mentjiptakan kestabilan Politik dan Ekonomi. 


(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok Kabmet AMPERA seperti ter- 
sebut dalam ad 1 tersebut diatas, diadakan pembagian dalam 
Bidang-bidang dan Sub-Bidang/pembagian-kegiatan jang harus 
dilaksanakan oleh Departemen-departemen, jang merupakan 
tugas pokok bagi masing-masing Departemen, sesuai dengan 
Lampwan Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. O01/U/IN/ 
8/1966, tanggal 15 Agustus 1966. 


Pasal 2 


Agar pelaksanaan tugas pokok serta tugas-tugas seperti tersebut 
dalam pasal 1 dratas dapat berdjalan setjara efisien dan efektif, maka 
Departemen-departemen berkewadjiban untuk mengadakan koordima- 
si, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Departemennja 
masing-masing, jang merupakan sjarat dalam mengadakan koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi antar-Departemen, seningga setiap gerak 
dari Kabinet AMPERA benar-benar merupakan gerak bersama dari 
satu kesatuan jang menjeluruh. 


BAB II 


STRUKTUR-ORGANISASI 
Pasal 3 


Struktur Organisasi dari Departemen-departemen dalam Kabinet 
AMPERA adalah sebagai berikut : 


(l) Menteri, sebagai kepala/unsur Pimpinan Departemennja masing- 
masing, sekaligus merupakan pembantu dam penasehat dari 
Presiden/Presidium dalam sub-bidang (tugas pokok Departemen- 
nja) masing-masing. | 

(2) Sekretaris Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pem- 
bantu Pimpinan jang bertanggung-djawab memberikan bantuan- 
bantuan teknis dan administratif bagi unsur-unsur pelaksana dari 
Departemen jang bersangkutan, dan membawahi Biro-biro 
dimana Biro-biro mi selandjutnja membawahi Bagian-bagian 


jang nrasing-masing dipimpim dan dikepalai oleh seorang Kepala 
Biro dan Kepala Bagian. 


(3) Direktur Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana 
dari sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung 
djawabkan kepadanya. Direktur Djenderal membawahi : 

a. Sekretaris Direktorat Djenderal, sebagai Kepala/Unsur 
Pembantunja jang bertanggung-djawab memberikan bantu- 
an-bantuan teknis dan administratif bagi unsur pelaksana dari 
Direktorat Djenderal jang bersangkutan, dan membawahi 
Bagian-bagian jang masing-masing dipimpin dan dikepalai 
oleh seorang Kepala Bagian. 

b. Direktur, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian 
tugas Direktorat Djenderal jang mpeanggung (jawabkan 
kepadanja, jang membawahi : 


1) Sekretaris Direktorat, sebagaimana halnja Sekretaris 
Direktorat D'enderal terhadap Direktur Djenderal-nja : 


2) Kepala-kepala Dimas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana 
(Dinas) dari sebagian tugas Direktorat jang dipertang- 
gung-djawabkan kepadanja. 


4) Inspektur Djenderal, (apabila dan selama diperlukan) sebagai 
Kepala/Unsur Pembantu pimpinan Departemen chusus dalam hal 
Pengawasan (kontrol) kedalam, membawahi langsung Inspektur- 
inspektur. Inspektur-inspektur selandjutnja membawahi Inspektur- 
inspektur Pembantu. Dalam hal surat-menjurat, Inspektur Djen- 
deral dibantu oleh satu bagian Tata-Usaha. 


Pasal 4. 


(1) Staf Pribadi Menteri, (apabila dan selama diperlukan) jang se- 
ban ax-banjaknja terdiri dari 6 (enam) orang sebagai Unsur pem- 
bantu chusus dari Menteri dalam hal-hal jang dianggapnja perlu 
dalam rangka kelantjaran pelaksanaan tugas-pokok Departemen 
jang bersangkutan. Pada dasarnja, anggota-anggota Staf Pribadi 
diambilkan dari pedjabat-pedjabat Negara jang sudah ada. 

(2) Badan-badan Pelaksana lainnya, baik jang langsung dibawah 
Menteri, Direktur Djenderal ataupun Direktur, adalah badan- 
badan jang bersifat chusus/spesialisasi dalam rangka pelaksana- 
an tugas Departemen, Direktorat Djenderal aa ia Direktorat 
jang bersangkutan. | 

(3) Badan jang berdiri sendiri Galam lingkungan Departemen jang 


menurut perundang-undangan yang ada masih Pee tetap ber- 
djalan sampai ada ketentuan lain. 


BAB I 


TUGAS-POKOK 
Pasal 1 


(1) Tugas Pokok Kabinet AMPERA (Dwi Dharma) seperti ditetap- 
kan dalam Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, adalah 
untuk mentjiptakan kestabilan Politik dan Ekonomi. 


(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok Kabmet AMPERA seperti ter- 
sebut dalam ad 1 tersebut diatas, diadakan pembagian dalam 
Bidang-bidang dan Sub-Bidang/pembagian-kegiatan jang harus 
dilaksanakan oleh Departemen-departemen, jang merupakan 
tugas pokok bagi masing-masing Departemen, sesuai dengan 
Lampwan Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. O1/U/1N/ 
8/1966, tanggal 15 Agustus 1966. | 


Pasal 2 


Agar pelaksanaan tugas pokok serta tugas-tugas seperti terscbut 
dalam pasal 1 dratas dapat berdjalan setjara efisien dan efektf, maka 
Departemen-departemen berkewadjiban untuk mengadakan koordima- 
si, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Departemennja 
masing-masing, jang merupakan sjarat dalam mengadakan koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi antar-Departemen, seningga setiap gerak 
dari Kabinet AMPERA benar-benar merupakan gerak bersama dari 
satu kesatuan jang menjeluruh. 


BAB II 


STRUKTUR-ORGANISASI 
Pasal 3 


Struktur Organisasi dari Departemen-departemen dalam Kabinet 

AMPERA adalah sebagai berikut : 

(l) Menteri, sebagai kepala/unsur Pimpinan Departemennja masing- 
masing, sekaligus merupakan pembantu dam penasehat dari 
Presiden/Presidium dalam sub-bidang (tugas pokok Departemen- 
nja) masing-masing. | 

(2) Sekretaris Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pem- 
bantu Pimpinan jang bertanggung-djawab memberikan bantuan- 
bantuan teknis dan administratif bagi unsur-unsur pelaksana dari 
Departemen jang bersangkutan, dan membawahi Biro-biro 
dimana Biro-biro ini selandjutnja membawahi Bagian-bagian 
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jang nrasing-masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala 

Biro dan Kepala Bagian. 

(3) Direktur Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana 
dari sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung 
djawabkan kepadanya. Direktur Djenderal membawahi : 

a. Sekretaris Direktorat Djenderal, sebagai Kepala/Unsur 
Pembantunja jang bertanggung-djawab memberikan bantu- 
an-bantuan teknis dan administratif bagi unsur pelaksana dari 
Direktorat Djenderal jang bersangkutan, dan membawahi 
Bagian-bagian jang masing-masing dipmmpin dan dikepalai 
oleh seorang Kepala Bagian. 

b. Direktur, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian 
tugas Direktorat Djenderal jang BN laa 
kepadanja, jang membawahi : 


1) Sekretaris Direktorat, sebagaimana halnja Sekretaris 
Direktorat D'enderal terhadap Direktur Djenderal-nja : 


2) Kepala-kepala Dimas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana 
(Dinas) dari sebagian tugas Direktorat jang Sipertang” 
gung-djawabkan kepadanja. 


(4) Inspektur Djenderal, (apabila dan selama diperlukan) sebagai 
Kepala/Unsur Pembantu pimpinan Departemen chusus dalam hal 
Pengawasan (kontrol) kedalam, membawahi langsung Inspektur- 
inspektur. Inspektur-inspektur selandjutnja membawahi Inspektur- 
inspektur Pembantu. Dalam hal surat-menjurat, Inspektur Djen- 
deral dibantu oleh satu bagian Tata-Usaha. 


Pasal 4. 


(1) Staf Pribadi Menteri, (apabila dan selama diperlukan) jang se- 
ban'ar-banjaknja terdiri dari 6 (enam) orang sebagai Unsur pem- 
bantu chusus dari Menteri dalam hal-hal jang dianggapnja perlu 
dalam rangka kelantjaran pelaksanaan tugas-pokok Departemen 
jang bersangkutan. Pada dasarnja, anggota-anggota Staf Pribadi 
diambilkan dari pedjabat-pedjabat Negara jang sudah ada. 

(2) Badan-badan Pelaksana lainnya, baik jang langsung dibawah 
Menteri, Direktur Djenderal ataupun Direktur, adalah badan- 
badan jang bersifat chusus/spesialisasi dalam rangka pelaksana- 
an tugas Departemen, Direktorat Djenderal asupan Direktorat 
jang bersangkutan. 

(3) Badan jang berdiri sendiri dalami lingkungan Debian jang 
menurut perundang-undangan jang ada masih berlaku, tetap ber- 
djalan sampai ada ketentuan lain. 
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(1) 


BAB III. 


PELAKSANA TUGAS DEPARTEMEN 
DIDAERAH 
Pasal 5. | 
Pelaksanaan tugas Departemen-departemen didaerah-daerah, se- 
lama belum ada ketentuan lam tetap menurut dan berd:alan se- 
bagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan jang ada dan apa- 
bila tidak akan mengganggu kelantjaran pelaksanaan tugas, 
ditekankan untuk mengikuti dan menurut alternatif Pertama 
Lampiran Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 
tanggal 31 Agustus 1966. Tetapi apabila karena kechususan/ 
spesialisasi dari pelaksanaan tugas Direktorat Djenderal dan/atau 
Direktorat daripada Departemen jang bersangkutan, alternatif 
lain (Kedua dan Ketiga) dapat pula diterapkan dengan ketentuan 
adanja scorang koordinator sebagai wakil dari Departemen se- 
bagai keseluruhan untuk memudahkan hubungan-hubungan de- 
ngan Kepala Daerah/Badan-badan Daerah jang bersangkutan. 


BAB IV. 
PERINTJIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN 


PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DEPARTEMEN 


Pasal 6. | 
Perintjian Struktur Organisasi dan pembagian tugas masing- 


masing Departemen Kabinet AMPERA seperti tertjantum dalam lam- 
piran-lampiran surat Keputusan ini. 


(1) 


(2) 


BAB V. TN 


PENGANGKATAN. 


Pasal 7. 


Kepala Biro. Sekretaris Direktorat Djenderal, Direktur dan Ins- 
pektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Utama menurut 
bidangnja masmg-masing atas usul Menteri jang bersangkutan. 
Pedjabat-pediabat lainnja diangkat dan diberhentikan oleh Men- 
teri jang bersangkutan dengan memberikan laporan kepada Men- 
teri Utama/Presidium Kabinet Ampera. 

Anggota Staf Pribadi, berdasarkan ketentuan BAB-II Pasal 4 


,ajat 1 tersebut diatas ditundjuk oleh Menteri jang bersangkutan 


dengan memberi laporan kepada Presidium Kana menga 
penundjukannja itu. PN Na: : 


“ BAB VI. 
PENUTUP 
Pasal 8. 


N 


Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur oleh 
Menteri Utama masing-masmg atas usul Menteri-Menterji jang ber- 


sangkutan, dan kemudian mengirimkan hal-hal tersebut mepana Ketua 
Presidium. . 


Pasal 9. 


Dengan berlakunja Surat Keputusan mi beserta lcipiretnja, maka 
segala ketentuan jang tidak sesuai dengan Keputusan isi, tidak ber- 
laku ii dan. harus Onesuikan cengan Keputusan ini. 


Pasal 10. 
Keputusan ini berlaku mulai sedjak hari tanggal ditetapkannja. 
Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal: 3 Nopember 1966. 


' PRESIDIUM KABINET AMPERA. 
KETUA, 
ttd 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


Se DA TE 0 


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PRESIDIUM 
KABINET AMPERA No. : 75 /U/KEP/11/1966 


TANGGAL 3 NOPEMBER 1966. 


A. DEPARTEMEN VETERAN DAN DEMOBILISASI. 


I. Pimpinan Departemen. 
Menteri Veteran dan Demobilisasi jang dibantu oleh Staf 
Pribadi Menteri Veteran dan Demobilisasi. 


II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal De- 
partemen Veteran dan Demobilisasi. 


1. 


Sekretaris Djenderal Departemen Veteran dan Demobi- 
lisasi : 

Biro-Biro Pembelian dan Pelajanan (administrative and 
technical services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro : 


.a. Biro Penelitian, Pengembangan dan Perentjanaan 


(research), development and planning) jang terdin 
dari : 


1) Bagian Penjusunan dan Perentjanaan : 

2) Bagian Analisa: 

3) Bagian Penelitian dan Pengembangan (Lit- 
bang) Organisasi dan Personil/Tenaga Kerdja, 

4) Bagian Litbang Administrasi dan Pembinaan 
(administration and management) Materiil dan 
Keuangan. 


b. Biro Anggaran, jang terdiri dari : 


1) Bagian Penjusunan dan Perhitungan Anggar- 
an, 

2) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan 
Norma/Kebutuhan Pembzajaan : 

3) Bagian Pengawasan dan Otorisasi Anggaran, 
Keuangan : (budgets and budgetary control) : 

4) Bagian Analisa Evaluasi dan Penentuan Nor- 
ma/ Kebutuhan Materiil. 


c. Biro Hubungan Masjarakat, jang terdiri dari : 


1) Bagian Hubungan Luar Negeri : 
2) Bagian Penerangan , 

3) Bagian Sedjarah: 

4) Bagian Penertiban : 

5) Bagian Protokol. 


d. Biro Organisasi dan Personalia, jang terdiri dari : 
1) Bagian Organisasi : 
2) “Bagian Personalia, 
3) Bagian Tata Hukum dan Perundang-Un- 
dangan : 
4) .Bagian Kesedjahteraan. 
'& Biro Materiil, jang terdiri dari : 
1) Bagian Pembelian dan Pengadaan : 
2) .Bagian Pembinaan Penggunaan dan Efisiensi 


Matertil : sg 
3) Bagian Registrasi dan Inventarisasi Materiil. 


f. Biro Keuangan, jang terdiri dar: : 


1) Bagian Administrasi/Pembukuan Keuangan 
(financial adminrstration) : 

2) Bagian Pembinaan Penggunaan dan Hfisiensi 
Keuangan» 

3) Bagian Pembukuan (finansial property acco- 
unting) : | 

4) Bagian Verifikasi. 


g. Biro Administrasi, jang terdiri dari : 


1) Bagian Tata Usaha, 
2) Bagian Arsip Umum/Dokumentasi : 
3) Bagian Perbekalan dan Perlengkapan Kantor, 
| 4) Bagian Djuru Bajar. 
II. Pelaksana Utama Departemen Veteran dan Demobilisasi, 
jang terdiri dari : 
1. Direktorat Djenderal Urusan Veteran, jang tersusun 
atas : | 


a. Direktur Djenderal Urusan Veteran , 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Veteran 
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, 


dan terdir: dari : 
1) Bagian Penelitian Pengembangan dan Peren- 
tjanaan : 


2) Bagian Anggaran dan Keuangan, 

3) Bagian Materiil , 

4) Bagian Organisasi dan Administrasi Personil. 
ce. Direktorat Registrasi & Indentifikasi jang terdiri 

dari : 
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..1) Dinas Registrasi : 


2) Dinas Indentifikasi : 

3) Dinas Dokumentasi. 

Direktorat Pendidikan dan Latihan jang terdiri 

dari : : 

1) Dinas Pendidikan Landjutan/tinggi : 

2) Dinas Pendidikan Latihan/ Kedjurusan Luar 
Negara : 


“ 3). Dimas Latihan/Kedjurusan : 


4) Dinas Pembinaan Perguruan Tinggi Permn- 
bangunan Veteran. 


Direktorat Kesedjahteraan Sosial Veteran, jang ter- 


diri dari: 


1) Dinas Kesedjahteraan Sosial Veteran, Jatim 
Piatu dan Djanda Veteran : 


2) Dinas Bimbingan Usaha Djanda dan Jatim 


Piatu Veteran : 
3) Dinas Pembinaan Tjatjad Veteran. 
Direktorat Penjaluran dan Pengerahan, jang terdiri 
dari: 
1) Dinas Penempatan dan Penjaluran : 
2) Dinas Pengerahan Veteran : 
3) Dinas Bantuan Fasilitas. 


Direktorat Djenderal Urusan Demobilisasi, jang tersusun 
atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Urusan Demobilisasi : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Demobili- 

sasi jang memimpin Sekretariat Direktorat Djen- 

deral, dan terdiri dari : 

1) Bagian Penelitan Pengembangan dan Peren- 
tjanaan $ 

2) Bagian Anggaran dan Keuangan , 

3) Bagian Materiil : 

4) Bagian Organisasi dan Administrasi Personil. 

Direktorat Registrasi dan Indentifikasi, jang terdiri 

dari : 

1) Dinas Indentifikasi dan Registrasi : 

2) Dinas Tjadangan Nasional , 

3) Dinas Purnawirawan. 


Dircktorat Penjaluran, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendidikan dan Latihan : 


" 3. 
. 
. 
r 


IV. 


2) Dinas Penjaluran dan Transmigrasi : 
3) Dinas Pembinaan Demobilisan dan Keluarga. 
. Direktorat Djenderal Urusan Chusus, jang tersusun atas : 


“2. Direktur Djenderal Urusan Chusus : 
—'b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Chusus. 


jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal 
dan terdiri dari : 


1) Bagian Penelitian Pengembangan daa Peren- 
tjanaan : 

2) Bagian Anggaran dan Keuangan : : 

3) Bagian Materiil : 

4) Bagian Organisasi dan Administrasi Personil.. 


c. Direktorat Ekonomi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perdagangan dan Djasa: 
2) Dinas Transpor Darat dan Laut : 
3) Dinas Pertanian : 
4) Dinas Perkebunan. 


d. Direktorat Industri dan Pembangunan jang terdiri: 
dari : | 
I) Dinas Industri Dasar dan Berat : 
2) Dinas Industri Rakjat dan Ringan : 
3) Dinas Industri Maritim : 
4) Dinas Pertambangan: 
5) Dinas Prasarana/Pekerdjaan Umum. 


Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/ Inspektorat Djenderal 
Departemen Veteran dan Demobilisasi, jang tersusun atas : 


1. 
2. 
3. 


Inspektur Djenderal ae Veteran dan Demoti- 
lisasi , 


Inspektur Urusan Umum: 2 
Inspektur Urusan Chusus, jang masing-masing dibantu 


. Oleh Inspektur-Inspektur Pembantu menurut kebutuhan: 


sebanjak-banjaknja masing-masing 5 (lima) orang In- 
spektur-Pembantu : 

Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen Veteran 
dan Demobilisasi jang besar-ketjilnja diadakan menurut 
kebutuhan pelajanan pentjatatan masing-masing Inspek- 
tur jang bersangkutan. 


. Pirektorat-Direktorat dari Departemen Veteran dan Demo- 


bilisasi adalah Pelaksana-Pelaksana . Direktorat-Direktorat 
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, Djenderal Departemen Veteran dan Demobilisasi ditiap-tiap 
—, Daerah Swatantra Tingkat Satu, sedangkan Dinas-Dinasnja 
. ditempatkan ditiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat Dua, 
berdasarkan kebutuhan menurut banjak, luas dan besarnya 
sasaran/anggauta jang harus diurus, dipelihara dan dilajani. 


B DEPARTEMEN LUAR NEGERI. 
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1. Pimpinan Departemen. 


Menteri Luar Neger: dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Luar 
Negeri. 


II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Dc- 
partemen Luar Negeri : 


1. Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri. 


2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & 
Technical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro : 

a. Biro Organisasi dan Pembinaan (O & M), jang ter- 
diri dari : 


1) Bagian Penelitian dan Pengembangan (re- 
search and development) administrasi peme- 
rintahan (public administration) : 

2) Bagian Penelitian dan Pengembangan admi:- 
nistrasi dan pembinaan Person:l/Kepegawaian 
(research and development of personnel admi- 
nistration and management) : 

3) Bagian Penelitian dan Pengembangan Admi- 
nistrasi dan Pembinaan Finansiil/Keuangan : 

4) Bagian Penelitian dan Pengembangan Admi- 
nisirasi dan Pembinaan Materiil Alat-Pera- 
latan : 

.5) Bagian Organisasi dan Prosedur. 


b. Biro Administrasi, jang terdiri dari : 


1) Bagian Sekretariat Staf Departemen : 
2) Bagian Perentjanaan dan Pengaturan : 
3) Bagian Urusan Dalam : 

4) Bagan Perbekalan: 

S) Bagian Administrasi Umum. 


Cc. Biro Personalia dan Kesedjahteraan Basis. jang 
terdiri dari : 


-1) Bagian Personalia Luar Negeri : 
2) Bagian Personalia Pusat : 
..3) Bagian Pengurusan dan Pengaturan Perdja- 
lanan : : 
4) -Bagian Kesedjahteraan Pegawai : 
5) Bagian Tata Usaha Kepegawaian : 


d. Biro Keuangan, jang terdiri dari : 
1) - Bagian Penjusunan dan Anggaran Belandja : 
2) Bagian Perbendaharaan : 
.3) Bagian Gadji : 
4) Bagian Perhitungan : 
5) Bagian Tata Usaha Keuangan. 
e. Biro Pendidikan Pegawai, jang terdiri dari : 
1) Bagian Rentjana dan Program Pendidikan : 
'2) Bagian Pendidikan dan Latihan: 
3) Bagian Pembinaan Djiwa : 
4) Bagian Tata Usaha Pendidikan. 


(. Biro Hukum dan Konsuler, jang terdiri dari : 


1) Bagian Hukum Internasional : 

2) Bagian Perdjandjian dan Organisasi Hukum 
Internasional : 

3) Bagian Paspor dan Imigrasi : 

4) Bagian Clearence dan Legasi , 

5) Bagian Tata Usaha Hukum dan Konsuler. 


g. Biro Perentjanaan dan Pengamanan, jang terdiri 
dari : 
1) Bag:an Perentjanaan/Koordinasi : 
2) Bagian Pengamanan , 
3) Bagian Intel. Politik Luar Negeri, 
4 Bagian Intel. Ekonomi Luar Negeri, 
S) Bagian Tata Usaha Perentjanaan dan Peng- 
amanan. 


III. Pelaksana Utama Departemen Luar Negeri, jang terdiri atas : 


1. Direktorat Djenderal Urusan Politik, jang terdiri atas : 
a. Direktur Djenderal Urusan Politik 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Administrasi Direktorat Djenderal : 
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Pro- 
gram, : 
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''3) Bagian Koordinasi dan Bimbingan : 
: 4) : Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan : 
.5) Bagian Pembinaan Personil, Finansiil dau 


Materiil. 


Direktorat Asia Pasifik, jan terdiri dari : 
1) Dinas Pasifik : 


: 2) Dinas Asia Tenggara : 
3) Dinas Asia Selatan : 


4) Dinas Asia Utara. 

Direktorat Eropa, jang terdiri dari : 
1) Dinas Eropa Utara, 

2) Dinas Eropa Barat, 


3) Dinas Eropa Selatan , 


4) Dinas Eropa Timur. 
Direktorat Amerika, jang terdiri dari : 
1) Dinas Amerika Utara: 


2) Dinas Amerika Tengah : 
3) Dinas Amerika Selatan. 


Direktorat Afrika dan Timur Tengah, jang terdiri 
dar: : | 

1) Dinas Afrika Timur Tengah : 

2) Dinas Afrika Utara : 

3) Dinas Afrika Barat/Tengah , 

4) Dinas Afrika Timur/Selatan. 

Direktorat Organisasi? Internasional, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Politik : 

2) Dinas Ekonomi Sosial : 

3) Dinas Hukum, Kebudajaan dan Anggaran. 


Direktorat Penerangan dan Hubungan Kebudajaan, 
jang terdiri dari : 

1) Dinas Penerangan, 

2) Dinas Hubungan Kebudajaan : 

3) Dines Hubungan Masjarakat : 

4) Dinas Audio Visuil. : , 


Direktorat Djenderal Urusan Chusus, jang tersusun atas: 
'a. Direktur Djenderal Urusan Chusus : 


Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Chusus, 
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal 
dan terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi Direktorat Djenderal : 
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Pro- 


gram , NN BN 
3) Bagian Koordinasi dan Bimbingan. 
Direktorat Research, jang terdiri dari : 
1) Dinas Dalam Negeri, 
2) Dinas Pemerintahan Nasional : 
3) Dinas Organisasi? Internasional : 
4) Dinas Perpustakaan Dokumentasi : 
5) Dinas Arsip Pusat. 


Direktorat Protokol, jang terdiri dari : 
1) Dinas Upatijara : 

2) Dinas CD / CC: 

3) Dinas Fasilitas dan Penelitian. 


Direktorat Komunikasi, jang terdiri dari : 
1) Dnas Telekomunikasi : 

2) Dinas Persandian:: 

3) Dinas Tehnik : 

4) Dinas Korespondensi Pusat. 


Direktorat Pengawasan dan Pemeriksaan, jang ter- 
diri dari : 

1) Dinas Pemeriksaan Finansiil Asia-Afrika : 
2) Dinas Pemeriksaan Finansiil Eropa-Amerika : 
3) Dinas Pemeriksaan Materiil : 

4) Dinas Penelitian dan Pengembangan. 


Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, 
jang tersusun atas : | 


a. 


Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar 
Negeri : | | 


Sekretaris Direktorat Djenderal Hubungan Ekonomi 

Luar Negeri dan terdiri dari: 

1) Bagian Administrasi Direktorat : 

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Pro- 
gram , 

3) Bagian Koordinasi dan Bimbingan : 

4) Bagian Pengawasan : 

5) Bagian Pembinaan Personil, Finansiil dan 
Materiil. | 
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Direktorat Politik Perdagangan Luar Negeri, jang 
terdiri dari : 


1 Dinas Amerika: 

2) Dinas Eropa: 

3) Dinas As:a Timur. Laut dan Pasifik : 

4) Dinas Asia Barat Laut : 

5) Dinas Asia Timur Tengah dan Afrika. 
Direktorat Kerdjasama Ekonomi Multilateral, jang 
terdiri dari : 

1) Dinas Multilateral I : 

2) Dinas Multilateral II : 

3). Dinas Commodities : 

4) Dinas International Technical Coorporation. 
Direktorat Kerdjasama Ekonomi Bilateral, jang ter- 
diri dari: '” 

1) Dinas Eropa Barat dan Pasifik : 

2) Dinas Eropa Timur dan Asia : 

3) Dinas Amerika dan Afrika : 

4) Dinas Pampasan. 

Direktorat Perekonomian Umum, jang terdiri dari: 
1) Dinas Investasi : 

2) Dinas Perhubungan: 

3) Dinas Pameran? dan Pekan Raya: 

4) Dinas Dokumentasi dan Research. 


IV. Pelaksana-Pelaksana Departemen Luar Negeri, adalah Per- 
wakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 


Pimpinan Departemen Dalam Negeri. 

Menteri Dalam Negeri jang dibantu oleh Staf Pribadi Men- 
teri Dalam Negeri. 

Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Papan 
men Dalam Negeri. 

Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri. 
Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & 
Technical Service) sebagai pelaksana fungsi Staf, jang 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro : 

a. Biro Administrasi Umum, jang terdiri dari : 


1 
2. 


1) 


2) 


3) 
4) 


Bagian Tata Usaha dan Protokol : 

Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam : 
Bagian Kesedjahteraan Pegawai : 

Bagian Arsip Exspedisi : 


5) 


Bagian Administrasi Alat Peralatan dan Harta 
Benda Departemen. eh 


Biro Administrasi, personil /Kepegawaian Departemen, 
jang terdiri dari : 


1) 


2) 
3) 
4) 
5) 


Bagian Administrasi Personil /Kepegawaian (Ad- 
minpers) Kantor Pusat Departemen dan Lembaga" 
Pendidikan : 

Bagian Adminpers Dpk/Dpb. Kepada Pemerintah 
Daerah : : | 

Bagian Klasifikasi, Djendjang Karier dan Kedu- 
dukan Hukum Pegawai : 

Bagian Administrasi Kepegawaian Kepala-Kepala 
Daerah : 

Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/ 
Keperluan/Kebutuhan Tenaga Kerdja/Perzonil. 


Biro Administrasi Keuangan, jang terdiri dari : 


1) 


Bagian Anggaran : 

Bagian Otorisasi : 

Bagian Pemeriksaan , 

Bagian Pembukuan : 

Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/ 
Keperluan/Kebutuhan/Penjusunan Biaja dan Alat- 
Peralatan. 


Biro Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen, 
jang terdiri dari : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai Peme- 


rintah : 

Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Agraria 
dan Transmigrasi : 

aan Pendidikan dan Latihan Chusus Koope- 


Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Pemba- 
ngunan Masjarakat Desa : 
Bagian Umum dan Perlengkapan. 


Biro Perentjanaan, Penjusunan dan Pembuatan Pro- 
gram, jang terdiri dari : 


Bagian Statistik : 

Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan : 

Bagian Penelitian (Research) : 

Bagian Pengumpulan, Analisa & Penyusunan Data 

Ha Penjusunan Kebidjaksanaan/Perentjanaan 
mum. 
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“. £ . Biro Hubungan dan Penerangan Masjarakat, jang ter- 


diri dari : 

1) Bagian Hubungan Daerah : 

2) Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga Negara : 
3) Bagian Hubungan dan Penerangan Masjarakat : 
4) Bagian Sandi. 


8. Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan (Lit- 


bangwas), jang terdiri dari : 

1) Bagian Litbangwas Administrasi dan Organisasi : 

2) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan 
Keuangan : 

3) Bagian Litbangwas Administrasi.dan Pembinaan 
Personil/Kepegawaian : 

4) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembina- 
an Materiil. 


Pelaksana Utama Departemen Dalam Negeri, jang terdiri atas : 


Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 
(Ditdjen Pamumade) jang tersusun atas: 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 

Daerah: . Ban 

Sekretaris Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan 

Otonomi Daerah jang memimpin Sekretariat Direktorat 

Djenderal, dan terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi : 

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program : 

3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masja- 
rakat : Tana 

4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian : : 


Direktorat Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, 

jang terdiri dari : : 

1) Dinas Pembinaan Dekonsentrasi Pemerintahan dan 
Korps pamongpradja di Daerah : : 

2) Dinas Pembinaan Sensus dan Kesedjahteraan Sosial 
Daerah : 

3) Dinas Keamanan dan Pertahanan Sipil Daerah : 

4) Dinas Pembinaan Pelaksanaan Pemiliban-Umum : 

S3) Dinas Pembinaan Administrasi Pemerintahan (Public- 
Administration) Pemerintahan Desa : 


Direktorat Pemerintahan Daerah, jang terdjri dari : 


1) Dinas Perentjanaan, Pembentukan Daerah dan Penje- 
rahan wewenang kepada Daerah : 


2) Dinas Pembinaan Penguasa-penguasa Pemerintah 
Daerah : | 

3) Dinas Pengawasan Penguasa-penguasa Pemerintah 
Daerah. 

Direktorat Pembinaan Finansil dan Materiil Pemerintah- 

Daerah, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembinaan Anggaran Daerah : 

2) Dinas Pembinaan Penghasilan Daerah dan Perimbang- 
an Penghasilan Daerah : 

3) Dinas Pembinaan dan Bantuan Materiil kepada 
Daerah : 


Direktorat Pembinaan Persomil Pemerintah Daerah, jang 

terdiri dari : 

1) Dinas Bimbingan dan Pengawasan Kepegawaian 
Daerah : 

2) Dinas Administrasi dan Tata Kepegawaian Daerah : 

3) Dimas Pembinaan Pendidikan dan Latihan Personil/ 
Pegawai Daerah. 


Direktorat Pembinaan Perekonomian, Pembangunan dan 
Perkembangan Daerah, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Perkembangan Perusahaan Daerah : 
2) Dinas Pembinaan Perkembangan Perbankan Daerah : 
3) Dinas Pembinaan Perkembangan Perdagangan Daerah : 
4) Dinas Pembinaan Perkembangan Industri Daerah : 
S5) Dinas Pembinaan Pembangunan Daerah : 


Direktorat Urusan Evaluasi dan Analisa Perkembangan 

Masjarakat, jang terdiri dari : 

1) Dinas Evaluasi dan Analisa Sosial Politik Masjarakat : 

2) Dinas Pembinaan Bangsa : 

3) Dinas Pembinaan Kepartaian, Keormasan dan Ke- 
karyawanan. 


Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi, (Ditdjen Agtrans) 
jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi, 
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan ter- 
diri dari : 

1) Bagian Administrasi : 

2) Bagian Hubungan Masjarakat : 

3) Bagian Pengawas Keuangan dan Materiil : 

4) Bagian Logistik dan Tata Peralatan : 
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Direktorat Perenijanaan dan Pengembangan, jang terdin 
dari : 

1) Dinas Penelitian : 

2) Dinas Perentjanaan , 
3) Dinas Projek : 

4) Dinas Pengembangan. 


Direktorat Pembangunan Tata-Agraria dan Landreform. 

jang terdiri dari : 

1) Dinas Pengumpulan dan Pengolahan data-data Tata- 
Agraria : 

2) Dinas Pelaksanaan dan Pembinaan Landreform : 

3) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Landrefomm : 

4) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Tata-Agraria. 

Direktorat Agraria, jang terdiri : 

1) Dinas Perentianaan dan Pembinaan Hukum Agraria 
Nasional : 

2) Dinas Urusan Hak-hak atas tanah: 


3) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Hak-hak atas 
tanah. 


Direktorat Pendaftaran Tanah, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pengukuran Tanah: 

2) Dinas Pemetaan : 

3) Dinas Pembukuan Hak-hak atas tanah : 


4) Dinas Pengumpulan dan Pemeliharaan daftar-daftar 
tanah : 


Direktorat Transmigrasi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pengerahan dan Pengumpulan : 

2) Dinas Pengangkutan dan Perbekalan : 

3) Dinas Penempatan dan Pembukaan Daerah Transmig- 
rasi : 

4) Dinas Pembinaan dan Bimbingan Transmigrasi. 


Direktorat Djenderal Koperasi, (Ditdjen Kop) jang tersusun atas , 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Koperasi , 

Sekretaris Direktorat Djenderal Koperasi jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri atas : 

1) Bagian Administrasi : 

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program , 

3) Bagian Hubungan Masjarakat : 

4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian : 


Direktorat Pengembangan Organisasi dan Pengawasan Pen- 
koperasian, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendaftaran dan Hukum : 


2) Dinas Pengawasan Perkoperasian : 

3) Dinas Statistik dan Pentjatatan data-data pem oberasi 
an : 

8) Dinas Pengembangan Organisasi Perkoperasian. 


Direktorat Pendidikan dan Penjuluhan Perkoperasian, jang 
terdiri dari : 


1) Dinas Pengadaan 5 

2) Dinas Pendidikan dan Latihan Penoperaian 

3) Dinas Penerangan dan Penjuluhan Perkoperasian : 

4) Dinas Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Perkope- 
rasian Luar Negeri : 

5) Dinas Penelitian, Perentjanaan Kehidupan dan Pe- 
ngembangan Perkoperasian. 


Direktorat Pembinaan Usaha Perkoperasian jang terdiri dari: 


1) Dinas Produksi dan Tata Niaga : 

2) Dinas Permodalan dan Djasa-djasa : 

3) Dinas Distribusi dan Konsumsi : 

4) Dinas Analisa dan Evaluasi Ekonomi Perkoperasian. 


4. Direktorat Djenfral Pembangunan Masjarakat Desa. (Ditdjen 
PMD)) jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa : 


Sekretaris Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat 
Desa : jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan 
terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi : 

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program , 

3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masja- 
rakat : 

4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian : 


Direktorat Pembangunan dan Perkaderan Masjarakat, jang 
terdiri dari : 


1) Dinas Pengumpulan dan Penjusunan Bahan-Bahan 
Praktis Pengamanan, Peladjaran dan Pengetahuan Ke- 
masjarakat Desa : 

2) Dinas Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Ke- 
hidupan Gotong Rojong Masjarakat Desa : 

3) Dinas Penelitian dan Bimbingan Pembentukan, Pen- 
didikan dan Latihan Tenaga Produktif dan Kader 
Masjarakat Desa : 


d. Direktorat Produksi Rakjat, jang terdiri dari: 


1) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Pro- 
duksi Keradjinan Tangan dan Rumah Tangga Masja- 
rakat Desa : 


2) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek 
Produksi Usaha-usaha Ketjil, Perniagaan dan Perbank- 
an Rakjat , 

3) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Pro- 
duksi Perikanan Laut Masjarakat Desa : 

e. Direktorat Irigasi dan Pengairan Dasar, jang terdiri dari : 

1) Dinas Penelitian, Penjelidikan dan Pembinaan Sumber 
Air : 

2) Dinas Penjelenggaraan Pembuatan Waduk-Waduk 
Pengairan Desa : 

3) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pen- 
didikan : 

4) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pen- 
didikan Pelaksanaan Pengairan Desa. 


f. Direktorat Projek-projek Chusus, jang terdiri dari : 


1) Dimas Penjelenggaraan Crash Program Pembangunan 
Desa : 


2) Dinas Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Kemasja- 
rakatan Penduduk Desa: 


IV. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat  Djenderal 


Departemen Dalam Negeri, jang tersusun atas : 


1) Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri (Irdjen Depdagri): 


2) 


Inspektur-inspektur jang menjelenggarakan dan melaksanakan 


fungsi kontrol disegala bidang kegiatan pelaksanaan tugas pokok 
Departemen Dalam Negeri baik setjara fungsionil, komparte- 
mental maupun regional diseluruh daerah Negara, menurut 
bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan jang diperlukan. 
Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang-lingkup sasaran 
Kontrole jang harus dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri 
baik terhadap pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat didaerah- 
daerah, maupun terhadap djalannja Pemerintah-Pemerintah 
Daerah serta djalannja Pemerintah-daerah diseluruh tanah air, 
maka baik para Inspektur, Inspektur Pembantu dan para Peme- 
riksa diatur dalam formasi tersendiri : 


3) 


V. 


Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen. 


Badan-Badan Terpusat Vertikal dan Regional Vertikal, didaerah- 
daerah jang bertugas menjelenggarakan dan melengkapi kegiat- 
an/usaha/pekerdjaan pelaksanaan tugas Departemen Dalam 
Negeri didaerah-daerah dipertanggung-djawabkan dan berada 
dibawah pimpinan Kepala-Kepala Daerah jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN KEHAKIMAN. 


I. Pimpinan Departemen Kehakiman. 
Menteri Kehakiman (jang dibantu oleh Staf Pribadi Monteri 


Kehakiman). 


II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal De- 

partemen Kehakiman. 

1. Sekretaris Djenderal Departemen Kehakiman. 

2. Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan sebagai Pelaksanu 
fungsi Staf, jang masing-masing dipimpin olch seorang 
Kepala Biro : 
a. Biro Penelitian (research), Perenijanaan dan Pe- 

ngembangan jang terdiri dari : 


1) 
2) 
3) 
4) 


5) 


Bagian Penelitian, Perenijanaan dan Perpus- 
takaan : 

Bagian Statistik : 

Bagian Penelitian dan Pengembangan Admi- 
pisrass Pemerintahan (Pubhc Admmnyya- 
tion) , 

Bagian Pencitian dan Pengembangan Admu- 
niswasi : dan Pembinaan Personil, Finansul 
dan Materi : 

Bagien Organkasi dan Prosedur. 


b. Biro Chusus, jang terdiri dari : 


15 
2) 
3) 
Pa 


Bepan Penerangan duo Hubungan Masia- 
Taka! 5 

Bipen Prortokod! dan Tata Usaha Chuyus : 
Bgn Pernarsenan Kupu, 

Bupian Urusan intan Lisut , 


c. Bio Tara Usaha dar Urusan Dulam, yang terdiri 
Can : 


1) 


“ 


21 


3) 
4) 


4 


Bagian Sekrerarrat : 

Ligan Perrenyiapan” 

bupian Kendaraan bernrotur 
Buaran Kumuh Janpya : 

bayan Keseojatieraan Pepawai 


IV. 


1) 
2) 
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d. Direktorat Produksi Rakjat, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Pro- 
duksi Keradjinan Tangan dan Rumah Tangga Masja- 
rakat Desa : 


2) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek 
Produksi Usaha-usaha Ketjil, Perniagaan dan Perbank- 
an Rakjat , 


3) Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek-projek Pro- 
duksi Perikanan Laut Masjarakat Desa, 


e. Direktorat Irigasi dan Pengairan Dasar, jang terdiri dari : 
1) Dinas Penelitian, Penjelidikan dan Pembinaan Sumber 
Air : 
2) Dinas Penjelenggaraan Pembuatan Waduk-Waduk 
Pengairan Desa , 


3) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pen- 
didikan : 

4) Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/Pen- 
didikan Pelaksanaan Pengairan Desa. 


f(. Direktorat Projek-projek Chusus, jang terdiri dari : 


1) Dimas Penjelenggaraan Crash Program Pembangunan 
Desa: 


2) Dinas Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Kemasja- 
rakatan Penduduk Desa : 


Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat  Djenderal 
Departemen Dalam Negeri, jang tersusun atas : 


Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri (Irdjen Depdagri): 


Inspektur-inspektur jang menjelenggarakan dan melaksanakan 
fangsi kontrol disegala bidang kegiatan pelaksanaan tugas pokok 
Departemen Dalam Negeri baik setjara fungsionil, komparte- 
mental maupun regional diseluruh daerah Negara, menurut 
bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan jang diperlukan. 
Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang-lingkup sasaran 
Kontrole jang harus dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri 
baik terhadap pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat didaerah- 
daerah, maupun terhadap djalannja Pemerintah-Pemerintah 
Daerah serta djalannja Pemerintah-daerah diseluruh tanah air, 
maka baik para Inspektur, Inspektur Pembantu dan para Peme- 
riksa diatur dalam formasi tersendiri : 


3) Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen. 


V. Badan-Badan Terpusat Vertikal dan Regional Vertikal, didaerah- 
daerah jang bertugas menjelenggarakan dan melengkapi kegiat- 
an/usaha/pekerdjaan pelaksanaan tugas Departemen Dalam 
Negeri didaerah-daerah dipertanggung-djawabkan dan berada 
dibawah pimpinan Kepala-Kepala Daerah jang bersangkutan. 


D. DEPARTEMEN KEHAKIMAN. 


I. Pimpinan Departemen Kehakiman. 
Menteri Kehakiman (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri 
Kehakiman). 
II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal De- 
partemen Kehakman. 
Sekretaris Djenderal' Departemen Kehakiman. 
Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan sebagai Pelaksana 
fungsi Staf, jang masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Biro : 
a. Biro Penelitian (research), Perentjanaan dan Pe- 
ngembangan jang terdiri dari : 


1. 
2. 


1) 


2) 
3) 


4) 


Bagian Penelitian, Perentjanaan dan Perpus- 
takaan : 

Bagian Statistik : 

Bagian Penelitian dan Pengembangan Admi- 
nistrasi Pemerintahan (Pubhc Admmistra- 
tion) : 

Bagian Penelitian dan Pengembangan Admi- 
nistrasi : dan Pembinaan Personil, Finansiil 
dan Matert:l : 

Bagian Organisasi dan Prosedur. 

Chusus, jang terdiri dari : 

Bagian Penerangan dan Hubungan Masja- 
rakat : 

Bagian Protokol dan Tata Usaha Chusus : 
Bagian Pertahanan Sipil : 

Bagian Urusan Irian Barat 


Tata Usaha dan Urusan Dalam, jang terdiri 


Bagian Sekretariat : 

Bagian Perlengkapan , 

Bagian Kendaraan Bermotor , 
Bagian Rumah Tangga , 

Bagian Kesedjahteraan Pegawai , 
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Biro Personalia dan Pembinaan Kepegawaian, 

jang terdiri dari : 

1) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan 
Pegawai, 

2) Bagian Klasifikasi Keahlian/Kedjuruan dan 
Kedudukan/Djabatan Pegawai , 

3) Bag'an Administrasi Tata Kepegawaian : 

4) Bagian Pemberhentian dan Pengurusan Pen- 
siun Pegawai, 

5) Bagian Pembinaan Penggunaan dan Efisiensi 
Finansil : 

6) Bagian Otorisasi , 


III. Pelaksana Utama Departemen Kehakiman, jang terdiri dari : 


Direktorat Djenderal Pemasjarakatan, jang tersusun 
atas : 


1. 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Pemasjarakatan. 


Sekretaris Direktur Djenderal Pemasjarakatan jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan 
terdiri dari : 

1) Bagian Penelitian dan Perentjanaan : 

2) Bagian Chusus, 

3) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam, 

4 Bagian Organisasi dan Kepegawaian : 

5) Bagian Keuangan: 


Direktorat Pemasjarakatan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pendaftaran Nara Pidana, 

2) Dinas Bimbingan Sosial dan Pendidikan 
Nara Pidana : 

3) Dinas Keamanan dan Tata Tertib, 

4) Dinas Perawatan Nara Pidana , 


Direktorat Bimbingan Kemasjarakatan dan Pe- 
ngentasan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Bimbingan , 

2) Dinas Urusan Rumah Tangga Lembaga? : 
3) Dinas Pengentasan anak Luar Lembaga, 
4) Dinas Latihan Urusan Kerdja. 


Direktorat Djenderal Imigrasi, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Imigrasi 

Sekretaris Direktorat Djenderal Imigrasi, jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan ter- 
diri dari : 


1) Bagian Chusus, 

2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Umum, 

3) Bagian Kepegawaian, 

4) Bagian Keuangan: 

5) Bagian Peralatan/Pembangunan. 

Direktorat Ke-imigrasian Umum, jang terdiri dari : 

1) Dinas Urusan Visa: 

2) Dinas Idzin Tinggal: 

3) Dinas Hukum Exit-re-entre, Kewarga-nega- 
raan : 

4) Dinas Sensus Registrasi , 

5) Dinas Dokumentasi/Statistik. 


Direktorat Pengawasan Orang Asing, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Security Umum, 

2) Dinas Penahanan dan Indentifikasi : 

3) Dinas Deportasi/Reprotiasi , 

4) Dinas Pengawasan Perbatasan dan Pulau?. 


Direktorat Pembinaan Dinas-dinas, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Pembinaan ke-imigrasian Umum, 

2) Dinas Pembinaan Pengawasan Orang Asing , 
3) Dinas Hubungan Luar Negeri, 

4 Dinas Dokumentasi dan Statistik. 


3. Direktorat Djenderal Pembinaan Badan? Peradilan dan 
Perundang-undangan, jang terdiri atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Pembinaan Badan? Peradilan 

dan Perundang-undangan 

Sekretaris Direktorat Djenderal Pembinaan Badan 

Peradilan dan Perundang-undangan jang memim- 

pin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri 

dari : 

1) Bagian Tata Usaha dan Umum: 

2) Bagian Penelitian Statistik, Dokumentasi : 

3) Bagian Chusus. 

Direktorat Pembinaan Badan? Peradilan dan Per- 

undangsundangan jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembinaan dan Pengamanan Tata 
Hukum/Konstitusi : 

2) Dinas Persiapan dan Penjusunan Pengaturan 
Kehakiman : 

3) Dinas Pembinaan Badan? Peradilan. 
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d. Direktorat Pidana, jang terdiri dari : 
1) Dinas Hukum Pwana: 
2) Dinas Grasi: 
3) Dinas Daktiloskopi. 
e. Direktorat Perdata, jang terdiri dari : 
1) Dinas Hukum Perdata , 
2) Dinas Notariat , 
3) Dinas Badan? Hukum: 
4) Dinas Tjatatan Sipil , 
5) Dinas Harta Peninggalan. 
f. Direktorat Tata Negara dan Antar Negara, jang 
terdiri dari : 
1) Dinas Hukum Tata Negara : 
2) Dinas Antar Negara, 
3) Dinas Pewarga-Negaraan, 
4) Dinas Dwi Kewarganegaraan. 
g. Ditektorat Patent, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendaftaran Merek : 
2) Dinas Patent : 
3) Dinas Hak Tjipta. 


IV. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal 


Departemen Kehakiman, jang tersusun atas : 


1. Inspektur Djenderal Departemen Kehakiman. 
2. Inspektur-Inspektur dan Inspektur-Inspektur Pembantu. 


V. 1. Badan-Badan pelaksana Departemen Kehakiman di- 
daerah-daerah berhubung kechususan/spesialisasinja, 
langsung dibawah Direktur Djenderal masing-masing 
jang bersangkutan. Guna memudahkan dan melantjar- 
kan hubungan-hubungan dengan Kepala Daerah/ 
Badan-Badan Daerah lainnja ditundjuk seorang koordi- 
nator dari pendjabat jang senior jang dapat mewakii 
Departemen Kehakiman didaerah. 

2. Akademi Ilmu Pemasjarakatan dan Akademi Ke-imi- 
grasian langsung dibawah Direktur Djenderal masing- 


masing jang bersangkutan. 
E. DEPARTEMEN PENERANGAN 


I. Pimpinan Departemen Penerangan 
Menteri Penerangan, dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Pene- 


rangan. 


II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 
men Penerangan : 


Sekretaris Djenderal Departemen Penerangan. 

Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 
Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro: 


a. 


Biro Administrasi Staf Departemen, jang terdiri dari : 
1) Bagian Tata Usaha/Sekretariat : 

2) Bagian Tata Usaha Pegawai: 

3) Bagian Tata Usaha Keuangan : 

4 Bagian Perbekalan dar Peralatan : 

5) Bagian Rumah Tanggaan dan Urusan Dalam. 


Biro Hubungan Masjarakat, jang terdiri dari : 


1) Bagian Protokol dan Hubungan Luar Negeri, 

2) Bag'an Hubungan Masjarakat 

3) Bagian Penilaian Politik, Ekonomi, Sosial : 

4) Bagian Hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara/ 
Pemerintah. 


Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan, jang terdiri 

dari : 

1) Bagian Statistik dan Pengumpulan Data : 

2) Bagian Pengumpulan Analisa dan Penjusunan : 

3) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentjanaan 
Umum : 

4) Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan. 


Biro Penjusunan dan Pembuatan Program, jang terdiri dari : 

1) Bagian Dokumentasi : 

2) Bagian Perpustakaan : 

3) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma- 
norma Kebutuhan Pegawai : 

4) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penjusunan Anggaran , 

5) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma-nor- 
ma Kebutuhan Materiil. 

Biro Penelitian dan Pengembangan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Penelitian, Pengembangan Administrasi dan 
Orgamsasi : 

2) Bagian Penelitian dan Pengembangan Admmistrasi dan 
Pembinaan Keuangan : 

3) Bagian Penelgian dan Pengembangan Admimistrasi dan 
Pembinaan Kepegawaian : 


4) Bagian Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan 
Pembinaan Materiil. 


Biro Pembinaan Personil, jang terdiri dari : 


1) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai: 

2) Bagian Pembinaan Penghasilan dan Kesedjahteraan 
Pegawai , 

3) Bagian Registrasi dan Statistik Pegawai, 

4) Bagian Administrasi dan Tata Kepegawaian. 


Biro Pembinaan Meteriil dan Finansiil, jang terdiri dan : 

1) Bagian Pembinaan Administrasi Keuangan: 

2) Bagian Pembinaan Administrasi Materiil : 

3) Bagian Pengadaan dan Pembelian : 

4) Bagian Pembinaan Perbekalan dan Perlengkapan : 

5) Bagian Pembinaan/Pemeliharaan Mater'il dan Ba- 
ngunan. 


III. Pelaksana Utama Departemen Penerangan jang terdiri dari : 
Direktorat Djenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri jang 
tersusun atas : 


1. 


AN 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri : 


Sekretaris Direktorat Djenderal Penerangan Dalam dan 
Luar Negeri jang memimpin Sekretariat Direktorat Djende- 
ral jang terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi Staf Departemen , 

2) Bagan Hubungan Masjarakat , 

3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan , 

4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan , 

S5) Bagian Penelitian dan Pengembangan : 

6) Bagian Pembinaan Personil , 

7) Bagian Pembinaan Materul dan Finansiil. 


Direktorat Penerangan Dalam Negeri, jang terdiri dari : 
l) Dinas Bimbingan Penerangan Daerah: 

2) Dinas Komunikasi dan Laporan Dalam Negeri : 

3) Dinas Penelitian dan Pembinaan, Penerangan Daerah. 


Direktorat Publisitas, jang terdiri dari : 

1) Dinas Siaran Pemerintah , 

2) Dimas Penerbitan. 

Direktorat Audio Visuil, jang terdiri dan : 

1) Dinas Penerangan Visuil, 

2) Dinas Penerangan Mobil. 

Direktorat Penerangan Luar Negeri, jang terdiri dari : 
1) Dinas Bimbingan Penerangan Luar Negeri : 


2) Dinas Komunikasi dan Laporan Luar Negeri , 
3) Dinas Hubungan Asing. 


g. Direktorat Perkembangan Pers, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pers dan Pendapat Umum: 
2) Dinas Umum dan Perizinan : 
3) Dinas Penelitian dan Pembinaan. 


1) Bagian Administrasi Staf Departemen , 

2) Bagian Hubungan Masjarakat , 

3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan , 
4 Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan, 
5) Bagian Penelitian dan Pengembangan, 

6) Bagian Pembinaan Personil , 

1) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil. 


Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika, jang 
tersusun atas : 


a. Direktur Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan Grafika : 


b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Perbekalan Pers dan 
Grafika jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, 
dan terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi Staf Departemen : 

2) Bagian Hubungan Masjarakat : 

3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan , 
4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan , 
5) Bagian Penelitian dan Pengembangan : 

6) Bagian Pembinaan Personil: 

1) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil. 


c. Direktorat Perbekalan Pers dan Grafika, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perbekalan Pers: 
2) Dinas Perbekalan Grafika : 
3) Dinas Penelitian dan Pembinaan. 


d. Direktorat Grafika, jang terdiri dari : 


1) Dinas Administrasi : 
2) Dinas Umum: 

3) Dinas Produksi: 

4 Dinas Pembinaan. 


Direktorat Djenderal Radio, Televisi dan Film, dan tersusun atas: 


a. Direktur Djenderal Radio, Televisi dan Film : 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Radio, Televisi dam Film 


IV. 
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jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan ter- 
diri dari : 

1) Bagian Administrasi Staf Departemen : 

2) Bagian Hubungan Masjarakat : 

3) Bagian Perentjanaan dan Perundang-undangan , 

4) Bagian Pengumuman dan Pembuatan Laporan : 

5) Bagian Penel'tian dan Pengembangan, 

6) Bagian Pembinaan Personil , 

7) Bagian Pembinaan Materiil dan Finansiil. 


c. Direktorat Radio, jang terdiri dari: 

1) Dinas Tehnik: 

2) Dinas Pemberitaan : 

3) Dinas Umum: 

4 Dinas Siaran: 

5) Dinas Hubungan Masjarakat dan Hak Tjipta. 
d. Direktorat Televisi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Tehnik : 

2) Dinas Siaran: 

3) Dinas Umum. 


e. Direktorat Film, jang terdiri dari : 

1) Dinas Hubungan Masjarakat dan Research : 

2) Dinas Produksi: 

3) Dinas Penelitian Tjeritera : 

4) Dinas Peredaran Film dan Pertundjukan : 

5) Dinas Umum. 
Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal De- 
partemen Penerangan jang tersusun atas : 


Inspektur Djenderal Departemen Penerangan : 


sal ja Hah Bidang Tehnis jang dibantu oleh : 
Inspektur Pembantu Bidang Radio, 
Inspektur Pembantu Bidang Televisi : 
Inspektur Pembantu Bidang Film , 
Inspektur Pembantu Bidang Pers , 
Inspektur Pembantu Bidang Grafika, 


CAN 


Inspektur Bidang Administrasi jang dibantu oleh : 
a. Inspekiur Pembantu Bidang Personil : 

b. Inspektur Pembantu Bidang Materiil , 

c. Inspektur Pembantu Bidang Finansiil , 

d. - Inspektur Pembantu Bidang Prosedwril. 


Tata Usaha Inspektorat Djenderal. 
Inspektur-Inspektur Pembantu, apabila luas dan besarnja kegiat- 


F. 
I. Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan : 


an dan/atau luas dan banjaknja sasaran-sasaran iang harus di- 
kontrol, dapat dibantu oleh Pemeriksa-pemeriksa Kepala dan 
Pemeriksa-pemeriksa jang merupakan kechususan/specialisasi 
dari pada pelaksanaan tugasnja. 


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN 


Menteri Penuidikan dan Kebudajaan (jang dibantu oleh Staf 
Pribadi Menteri). 


II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 


1. 
2. 


men Pendidikan dan Kebudajaan : 


Sekretaris Djenderal Departemen Pendidikan dan Kebudajaan , 
Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Tedhnical 
Service) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro : 
a. Biro Administrasi Umum, jang terdiri dari : 

1) Bagian Tata Usaha Pusat Departemen : 

2) Bagian Perumah Tanggaan dan Urusan Dalam Pusat 

Departemen , 

3) Bagian Tata Usaha Keuangan Departemen , 

4) Bagian Tata Usaha Personil Departemen , 

5) Bagian Tata Usaha Materiil Departemen , 


b. Biro Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi, jang ter- 
diri dari : 
1) Bagian Keuangan Departemen, 
2) Bagian Personil Departemen , 
3) Bagian Materiil Departemen : 
4) Bagian Hasil/Prestasi Pelaksanaan. 


c. Biro Penelitian dan Perentjanaan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Statistik , 
2) Bagian Pengumpulan, Analisa dan penjusunan Data : 
3) Bagian Penjusunan Keb'djaksanaan dan Perentjanaan 
Umum : 
4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan. 


d. Biro Hubungan Dalam Negeri, jang terdiri dari : 
1) Bagian Hubungan Daerah/Irian Barat : 
2) Bagian Hubungan Dengan Lembaga Negara: 
3) Bagian Hubungan Dengan Masjarakat : 
4) Bagian Hubungan Dengan Ormas Pemuda/Peladjar/ 
Mahasiswa : 
5) Bagian Konperensi/Rapat. 
e. Biro Hubungan Luar Negeri, jang terdiri dari : 
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8. 


1) Bagian Hubungan Dengan Organisasi? Internasional , 
2) Bagian Hubungan Kerdjasama Kebudajaan, 

3) Bagian Hubungan Kerdjasama Teknis, 

4) Bagian Pengiriman Tenaga Keluar Negeri, 

5) Bagian Umum. 


Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku, jang terdiri dari: 

1) Bagian Pembinaan dan Perentjanaan Buku? Peladjaran, 

2) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Buku untuk Ma- 
sjarakat Umum , 

3) Bagian Import Buku/Madjalah : 

4) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Sc- 
kolah dan Umum. 


Biro Projek-projek Chusus/Swasta, jang terdiri dari : 

1) Bagian Pendidikan: 

2) Bagian Kebudajaan, 

3) Bagian Kesegaran Nasional (National mna Fitncss), 
4) Bagian Alat? Pendidikan : : 

S5) Bagian Umum. 


III. Pelaksana Utama Departemen Pendidikan dan Kebudajaan, jang 
terdiri atas : 


1. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Pendidikan Dasar : 


Sekretaris Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 


1) Bagian Umum: 

2) Bagian Perentjanaan dan Pengembangan: 

3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan : 
4 Bagian Personil, 

5) Bagian Keuangan dan Materiil. 


Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Pendidikan Prasekolah : 

2) Dinas Pendidikan Sekolah Dasar : 

3) Dinas Pendidikan Luar Biasa: 

4) Dinas Kewadjiban Beladjar. 


Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus!, 
jang terdiri dari : 

1) Dinas Sekolah Menengah Pertama: 

2) Dinas Sekolah Menengah Atas : 

3) Dinas Pendidikan Ekonomi dan Pekerdjaan Sosiai : 
4) Dinas Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga. 


b 


e. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Guru: 
2) Dinas Penataran dan Penerangan : 
3) Dinas Bimbingan Guru dan Kursus. 


f. Direktorat Pendidikan Teknologi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendidikan Teknik Bangunan, Mesin dan Listrik, 
2) Dinas Pendidikan Teknik Maritim, Penerbangan dan 
Pertambangan , 
3) Dinas Pendidikan Teknik Agraria dan Kimia. 


g. Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, jang tersusun atas : 
1) Dinas Pendidikan Fundamentil : 
2) Dinas Pendidikan Kader: 
3) Dinas Pendidikan Teruna Karya: 
4 Dinas Pendidikan Wanita: 
S5) Dinas Bimbingan Masjarakat. 


Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, jang tersusun atas: 
a. Direktur Djenderal Perguruan Tinggi : 


b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, jang me- 
mimpi Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 


1) Bagian Umum, 

2) Bagian Hubungan Dengan Lembaga? Ncgara/ Kekar- 
jaan, 

3) Bagian Hubungan Masjarakat 

4 Bagian Hukum: 

5) Bagian Pengawasan. 


c. Direktorat Pendidikan Tinggi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Kurikulum : 
2) Dinas Penelitian : 
3) Dinas Kelengkapan dan Perlengkapan (Teaching 
Eguipment) : 
4) Dinas Perguruan Tinggi SANA Kedinasan : 
S5) Dinas Penilaian Idjazah. 


d. Direktorat Pengabdian Masjarakat, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pengabdian Perguruan T:nggi, 
2) Dinas Seminar/Konperensi? : 
3) Dinas Hubungan Luar Negeri: 
4) Dinas Projek? Produktip. 


e. Direktorat Pembinaan, jang terdiri dari : 
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1) Dinas Umum, 

2) Dinas Keuangan, 

3) Dinas Perlengkapan, 

4) Dinas Bangunan, 

5) Dinas Perentjanaan, Statistik dan Dokumentasi. 
Direktorat Ketenagaan Perguruan Tinggi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Tenaga Edukatip , 

2) Dinas Tenaga Administrasi : 

3) Dinas Pembinaan Tenaga : 

4 Dinas Penempatan Tenaga, 

5) Dinas Kesedjahteraan Pegawai. 


Direktorat Kemahasiswaan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Keorganisasian , 

2) Dinas Kesedjahteraan Mahasiswa: 

3) Dinas Pengabdian Mahasiswa , 

4) Dinas P.L.P.T. dan WALA Mahasiswa. 


Direktorat Djenderal Olah Raga, jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Olah Raga. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Olah Raga, jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiwi dari : 

1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personil, 

3) Bagian Keuangan dan Meteriil , 

4) Bagian Perentjanaan dan Pengembangan , 

S5) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan. 


Direktorat Pembinaan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Prestasi : 

2) Dinas Research Olah Raga , 

3) Dinas Pembinaan Daerah : 

4) Dinas Induk? Organisasi Olah Raga. 


Direktorat Pendidikan Pembinaan Kebudajaan, jang terdiri 

dari : 

1) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat 
Akademi : 

2) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat 
Menengah : 

3) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat 
Dasar dan Umum : 

4) Dinas Adat Istiadat dan Tjeritra Rakjat : 

5) Dinas Umum. 


Direktorat Purbakala dan Sedjarah, jang terdiri dari : 


1 Dinas Purbakala, 

2) Dinas Sedjarah: 

3) Dinas Pemeliharaan dan Pemugaran , 
4) Dinas Dokumentasi dan Penerbitan, 
5) Dinas Umum. 


Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Bahasa Indonesia , 

2) Dinas Kesusasteraan Indonesia , 

3) Dinas Bahasa Asing: 

4) Dinas Peristilahan dan Penerbitan, 
5) Dinas Umum. 


Direktorat Museum, jang terdiri dari : 

a. Dinas Penelitian, 

b. Dinas Perentjanaan dan Pembinaan , 
c. Dinas Pembinaan Tenaga, 

d. Dinas Hubungan Masjarakat 

e. Sekretariat Direktorat. 


5, Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka, jang ter- 
susun atas : 


a. Direktur Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka , 


b. 


Sekretaris Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 


1) Bagian Perentjanaan, 

2) Bagian Personil, 

3) Bagian Keuangan dan Materiil : 
4) Bagian Hubungan Ekstern, 

5) Bagian Umum. 


Direktorat Penelitian dan Pengembangan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Penelitian, 

2) Dinas Pengembangan , 

3) Dinas Umum. 

Direktorat Latihan dan Pembinaan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Latihan, 

2) Dinas Pembinaan, 

3) Dinas Pengabdian Masjarakat : 

4 Dinas Umum. 


Direktorat Urusan? Chusus, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pendidikan dan Keterampilan, 
2) Dimas Kelengkapan dan Perlengkapan , 
3) Dinas Umum. 
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. Pelaksana-pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudajaan 


didaerah-daerah, langsung dibawah Direktorat Djenderal/ Direk- 
toratnja masing-masing jang bersangkutan, jang harus dikoordi- 
nasikan oleh seorang Pendjabat jang senior sebagai wakil dari 
Departemen Pendidikan dan Kebudajaan sebagai keseluruhan 
untuk memudahkan hubungan dengan Kepala Daerah/Badan- 
badan Daerah jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN AGAMA 


- Pimpinan Departemen Agama : 


Menteri Agama (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Agama). 


. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/ Sekretariat Djenderal Departemen 


Agama : 

Sekretaris Djenderal Departemen Agama. 

Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative and technical 
service) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipim- 
pin oleh seorang Kepala Biro. 


a. Biro Penelitian dan Analisa jang terdiri dari : 
1) Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan (Evatu) Nor- 
ma-norma/ Kebutuhan penjusunan biaja dan budget. 
2) Bagian Evatu, Norma?/Kebutuhan Tenaga/Personil : 
3) Bagian Pendidikan dan Latihan , 
4) Bagian Penelitian dan pengembangan (Litbang) Admi- 
nitrasi dan Organisasi Keuangan, Personil, dan materil. 


b. Biro pengolahan dan perentjanaan, jang terdiri dari : 
1) Bag:an Statistik : 
2) Bagian Hukum, dan Perundang-undangan , 
3) Bagian Pengumpulan, analisa dan penjusunan data , 
4) Bagian penjusunan Kebidjaksanaan serta perentjanaan 
umum : 


c. ' Biro Hubungan Masjarakat dan Hubungan Luar Negeri, jang 
terdiri dari : 
1) Bagian Hubungan Masjarakat , 
2) Bagian Hubungan Alim Ulama, 
3) Bagian Hubungan Luar Negeri , 
4) Bagian Hubungan Lembaga? Negara. 


d. Biro Peralatan/Perbekalan jang terdiri dari : 


1) Bagian Evatu, Norma?/Kebutuhan Materiil : 
2) Bagian Inventarisasi dan Administrasi Materiil : 


3) Bagian Pembinaan/Pemeliharaan materiil dan bangun- 
an, | 
4) Bagian Pembinaan Perbekalan dan Perlengkapan. 


Biro Organisasi dan Personil jang terdiri dari : 


1) Bagian Organisasi dan Pembinaan (O.&.M) : 

2) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawai : 
3) Bagian Administrasi Kepegawaian dan Pensiun : 

4) Bagian Registrasi dan Statistik Pegawai : 

5) Bagian Kesedjahteraan Pegawai. 


Biro Keuangan jang terdiri dari : 

1) Bagian Anggaran , 

2) Bagian Otorisasi , 

3) Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan : 
4) Bagian Pemeriksaan Keuangan. 


Biro Umum, jang terdiri dari : 

1) Bagian Sekretariat : 

2) Bagian Dokumentasi , 

3) Bagian Perlengkapan dan Perbekalan Staf Departemen , 
4 Bagian Rumah Tangga/Urusan Dalam. 


III. Pelaksana utama Departemen Agama jang terdiri atas : 


1. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Islam jang 
tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Islam. 
Sekretaris Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat ber- 
agama Islam jang memimpin Sekretariat Direktorat Djen- 
deral, dan terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi Umum , 

2) Bagian Organsasi dan Personil , 

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan , 

4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian. 


Direktorat Urusan Agama jang terdiri dari : 

1) Dinas Kepenghuluan dan Kemesdjidan , 

2) Dinas Penasehat Perkawinan dan Kesedjahteraan Ke- 
luarga , 

3) Dinas Bimbingan Wakaf, Sjariat dan Ibadah Sostal, 

4) Dinas Penelitian Gerakan dan Aliran Kerochanian : 

5) Dinas Urusan Hubungan Organisasi? Agama Interna- 
tional. 
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Direktorat Pendidikan Agama, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan Tenaga Ahli Agama : 

2) Dinas Bimbingan Pendidikan dan Pengadjaran Agama : 

3) Dinas Pembinaan Madrasah dan Dinijah : 

4) Dinas Bimbingan Pondok Pesantren dan Pengadjian : 

5) Dinas Bantuan Perkembangan Madrasah dan Pergu- 
ruan Agama. 


Direktorat Penerangan Agama, jang terdiri dari : 

1) Dinas Penerangan, Da'wah dan Missi Islam : 

2) Dinas Pembinaan dan Pemeliharaan Rochani : 

3) Dinas Pentasbeh Algur'an dan Penterdjemahan , 
4) Dinas Pers, Radio dan Publikasi : 

5) Dinas Pemeliharaan adjaran? Pantjasila. 


Direktorat Peradilan Agama jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembinaan Mahkamah Sjartjah : 

2) Dinas Peradilan Agama : 

3) Dinas Penelitian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pera- 
dilan Agama : 

4) Dinas Penelitian dan Penjelidikan Hukum? Agama. 


Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur 

jang terdiri dari : 

1) Dinas Penelitian Kurikulum: 

2) Dinas Pembinaan Kader dan Mahasiswa: 

3) Dinas Pengembangan Perguruan Tinggi Islam Swasta : 

4) Dinas Penelitian dan Koordinasi Perguruan Tinggi 
Agama , 

5) Dinas Pemeliharaan dan Pembinaan Pesantren? Luhur. 


Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Keristen 
jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Ke- 
risten. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Ber- 
agama Keristen jang memimpin Sekretariat Direktorat Djen- 
deral dan terdiri dari : 

1) Bagian Administras: Umum: 

2) Bagian Organisasi dan Personil : 

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan : 

4) Bagian Koordinas: Pemeriksaan dan Penelitian : 


Direktorat Urusan Agama Keristen jang terdiri dari : 


1) Dinas Urusan Agama Keristen : 
2) Dinas Pendidikan Agama Keristen : 
3) Dinas Penerangan Agama Keristen. 


3. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Katolik 
jang tersusun atas : 
a Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Ka- 
tolik. 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Ber- 
agama Katolik, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djen- 
deral, dan terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi Umum: 

2) Bagian Organisasi dan Personil : 

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan : 

4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian. 


c. Direktorat Urusan Agama Katolik jang terdiri dari : 
1) Dinas Urusan Agama Katolik : 
2) Dinas Pendidikan Agama Katolik : 
3) Dimas Penerangan Agama Katolik. 


4. Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu 
Bali/Buddha jang tersusun atas : 


a. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu 
Bali/Buddha. 

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Ber- 
agama Hindu Bali/Buddha jang memimpin Sekretariat Di- 
rektorat Djenderal dan terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi Umum , 

2) Bagian Organisasi dan Personil : 

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan : 

4) Bagian Koordinasi Pemeriksaan dan Penelitian. 


c. Direktorat Urusan Agama Hindu Bali/Buddha jang terdiri 
dari : 
1) Dinas Urusan Agama Hindu Bali/Buddha, 
2) Dinas Pendidikan Agama Hindu Bali/Buddha , 
3) Dinas Penerangan Agama Hindu Bali/Buddha. 


S5. Direktorat Djenderal Urusan Hadji, jang tersusun atas : 


a. Direktur Djenderal Urusan Hadji : 

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Hadji jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal Urusan Hadji dan terdiri 
dari : 
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1) Bagian Administrasi Umum : 

2) Bagian Organisasi dan Personil , 

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan , 

4) Bagian Koordinasi, Pemeriksaan dan Penelitian. 


c. Direktorat Pembinaan Urusan Hadji, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan dan Indoktrinasi Tjalon Djemaah 
Hadji : 

2) Dinas Pemeliharaan, Perlengkapan dan Persiapan Tja- 
lon Djemaah Hadji , 

3) Dinas Pengangkutan dan Pengasramaan Tjalon Djema- 
ah Hadji. 


IV. BADAN-BADAN PELAKSANA LAINNJA DALAM DEPAR- 
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TEMEN AGAMA, jang bersifat umum berada langsung dibawah 
Menteri, akan tetapi Badan-badan jang bersifat chusus/spesiali- 
sasi (seperti-Islam, Kristen, Katolik dan Hindu Bali/Buddha) 
langsung berada dibawah Direktur Djenderal masing-masing jang 
bersangkutan. 

Badan-Badan jang langsung dibawah Menteri Agama Pembinaan- 
nja baik Admimistratif, maupun Teknis (Pengaturannja, bimbingan 
dan petundjuk-petundjuk/ tiap-tiap metode, sistim) dilakukan oleh 
Sekretaris Djenderal Departemen Agama jang membantu Menteri 
melakukan pembinaannja. 


DEPARTEMEN SOSIAL. 


Pimpinan Departemen Sosial. 
Menteri Sosial (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Sosial). 


Pembantu Pimpinan/ Badan Staf /Sekretariat Djenderal Departe- 
men Sosial : 


Sekretaris Djenderal Departemen Sosial : 

Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 
Services) sebagai pelaksana Fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro : 


a. Biro Perentjanaan dan Evaluasi, jang terdiri dari : 


1) Bagian Perentjanaan : 

2) Bagian Penjusunan dan Pembuatan Program , 

3) Bagian Evaluasi, Dokumentasi, Statistik dan Pemberi- 
an Laporan : 

4 Bagian Bimbingan dan Koordinasi : 

5) Bagian Urusan Irian Barat, MPRS/PNSB. 


III. 


Biro Hukum dan Perundang-undangan, jang terdiri dari : 


1) Bagian Hukum: 

2) Bagian Perundang-undangan : 

3) Bagian Penertiban Jajasan-jajasan dan Badan-badan 
Sosial Swasta. 


Biro Hubungan Masjarakat dan Lembaga-lembaga Negara 
jang terdiri dari : 

1) Bagian Hubungan Masjarakat : 

2) Bagian Hubungan Lembaga-lembaga Negara. 


Biro Kepegawaian, jang terdiri dari : 
1) Bagian Pembinaan Kepegawaian , 
2) Bagian Penjelenggara Kepegawaian Pusat : 


3) Bagian Penjelenggara Kepegawaian Daerah : 
4) Bagian Kesedjahteraan Pegawai. 


Biro Pendidikan dan Hubungan Luar Negeri, jang terdiri 
dari : 

1) Bagian Pendidikan , 

2) Bagian Hubungan Luar Negeri , 


Biro Keuangan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan , 
2) Bagian Pembukuan dan Verifikasi , 

3) Bagian Pengawasan. 


Biro Umum dan Logistik, jang terdiri dari : 

1) Bagian Perbekalan , 

2) Bagian Kerumah-Tanggaan , 

3) Bagian Perbendaharaan , 

4 Bagian Arsip Umum dan Ekspedisi : 

5) Bagian Rumah-rumah Peristirahatan Pegawai Negeri. 


Pelaksanaan Utama Departemen Sosial jang terdiri dari : 


Direktorat Djenderal Bina Karya jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Bina Karya : 


Sekretaris Direktorat Djenderal Bina Karya jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terd:r: dari : 


1) Bagian Administrasi Umum : 
2) Bagian Perbendaharaan dan Logistik : 
3) Bagian Perentjana Pelaksanaan Program dan Penilaian. 


.d 
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Direktorat Bimbingan dan Penjuluhan Sosial, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Bimbingan Sosial : 

2) Dinas Penjuluhan Sosial. 

Direktorat Pembangunan Lembaga Sosial, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Lembaga Sosial Desa : 

2) Dinas Pengembangan Lembaga Sosial Desa. 


Direktorat Tunakarya, jang terdiri dari : 

1) Dinas Penampungan : 

2) Dinas Penjaluran Tunakarya. 

Direktorat Urusan Perumahan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembangunan Perumahan Rakjat : 

2) Dinas Penjelesaian Sengketa Perumahan. 

Direktorat Pembangunan Masjarakat Suku-suku Terasing, 
jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembinaan Masjarakat Suku-suku Terasing : 

2) Dinas Pengembangan Masjarakat Suku-suku Terasing. 


Direktorat Djenderal Kesedjahteraan Anak, Keluarga dan Ma- 
sjarakat jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Kesedjahteraan Anak, Keluarga dan 
Masjarakat : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Kesedjahteraan Anak, Ke- 
luarga dan Masjarakat jang memimpin Sekretariat Direktorat 
Djenderal, dan terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi Umum : 

2) Bagian Perbendaharaan dan Logistik : 

3) Bagian Perentjanaan Pelaksanaan Program dan Pe- 
nilaian. 


Direktorat Kesedjahteraan Anak dan T aruna, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Perlindungan Anak : 

2) Dinas Penjantunan Anak. 


Direktorat Kesedjahteraan Keluarga dan Masjarakat, jang 

terdiri dari : 

1) Dinas Kesedjahteraan Keluarga : 

2) Dinas Kesedjahteraan Orang-orang Landjut Usia dan 
Dewasa : 

3) Dinas Kesedjahteraan Masjarakat : 


4) Dinas Kesedjahteraan Perintis Kemerdekaan dan Per- 
lawanan. 


e. Direktorat Kesedjahteraan dan Rehabilitasi Penderita 
Tjatjad jang terdiri dari : 
1) Dinas Registrasi dan Perentjanaan Rehabilitasi Pentja : 
2) Dinas Penjantunan Karya Penderita Tjatjad : 
3) Dinas Penjaluran Penderita Tjatjad : 
4) Dinas Kesedjahteraan Moril. 


Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Bantuan Sosial, 

jang tersusun atas : 

a. Direktur Djenderal Urusan Bentjana Alam dan Bantuan 
Sosial : 

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Bentjana Alam dan 
Bantuan Sosial, jang memimpin Sekretariat Direktorat 
Djenderal, dan terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi Umum : 

2) Bagian Perbendaharaan dan Logistik : 

3) Bagian Perentjanaan Pelaksanaan Program dan Pe- 
pilaian. 

c. Direktorat Assistensi Sosial, jang terdiri dari : 

1) Dinas Assistensi I: 
2) Dinas Assistensi II : 
3) Dinas Assistensi III. 


d. Direktorat Rehabilitasi Sosial, jang terdiri dari : 


1) Dinas Rehabilitasi Korban Bentjana Alam : 
2) Dinas Rehabilitasi Korban Kekatjauan. 


e. Direktorat Dana Bantuan Sosial, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perbendaharaan Dana Sosial : 

2) Dinas Usaha dan Penjaluran Dana Sosial : 

3) Dinas Perizinan Dana-Dana Sosial (Pengumpulan 
Dana-Dana Sosial) : 


. Badan-Badan Pelaksana lain dari Departemen Sosial berada 


langsung dibawah Menteri Sosial, dimana pembinaan administratif 
dan tehnisnja dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departemen 
Sosial jang membantu Menteri Sosial melakukan pembinaannja. 


DEPARTEMEN KESEHATAN. 


. Pimpinan Departemen Kesehatan. 


Menteri Kesehatan : 
Pernbantu Chusus/Staf Pribadi Menteri. 


II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf /Sekretariat Djenderal Departe- 
men Kesehatan : 


Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan. 

Biro-Biro pembinaan dan Pelajanan (Administrasi & Technical 
Service) sebagai pelaksana fungsi staf, masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Biro : 
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a. 


Biro Statistik dan Evaluasi, terdiri dari : 
1) Bagian Statistik : 

2) Bagian Evaluasi : 

3) Bagian Hubungan Instansionil : 


Biro Organisasi dan Pembinaan (O.M.), terdiri dari : 

1) Bagian Organisasi : 

2) Bagian Perentjanaan dan Koordinasi : 

3) Bagian Hubungan Masjarakat & Pendidikan Kesehatan 
kepada Rakjat : 

4) Bagian Administrasi Umum : 

5) Bagian Urusan Dalam/Pemeliharaan Markas Dep. Kes. 


Biro Personil, terdiri dari : 


1) Bagian Pembinaan Personil : 
2) Bagian Administrasi Personil : 


Biro Logistik, terdiri dari : 

1) Bagian Pembinaan Logistik : 

2) Bagian Keuangan: 

3) Bagian Perlengkapan: 

4 Bagian Technik Umum/Penjehatan : 
S5) Bagian Pengawasan Logistik : 


Biro Pendidikan, terdiri dari : 


1) Bagian Pendidikan Tenaga Operasionil : 
2) Bagian Pendidikan Tenaga Kedjuruan 
3) Bagian Pendidikan Tenaga Farmasi : 


Biro Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari : 


1) Bagian Perantjang : 
2) Bagian Hukum, 


Biro Chusus, terdiri dari : 


1) Bagian Hubungan Interdepartemental (dengan Badan- 
badan Pemerintahan Tertinggi) : 


2) Bagian Hubungan Badan-Badan Internasional : 


III. Pelaksana Utama Departemen Kesehatan, jang terdiri dari : 
Direktorat Djenderal Farmasi, jang tersusun atas : 


1. 


t) 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Urusan Farmasi. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Farmasi jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal Farmasi dan terdiri dari : 
1) Bagian Statistik dan Evaluasi : 

2) Bagian Organisasi dan Pembinaan : 

3) Bagian Personil , 

4 Bagian Logistik , 

5) Bagian Pendidikan. 


Direktorat Pembinaan Produksi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pengaturan Produksi , 
2) Dinas Pengawasan Badan? Produksi : 


Direktorat Distribusi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pengaturan Distribusi : 
2) Dinas Pengawasan Distribusi : 


Direktorat Penjelidikan dan Penelitian Farmasi, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Penjelidikan Farmasi , 

2) Dinas Penelitian Farmasi , 


Direktorat Pengolahan Bahan? Farmasi. 


1) Dinas Pengolahan Obat : 
2) Dinas Pembuatan Alat? Kesehatan. 


Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan Kesehatan, jang tersusun 
atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Urusan Pembinaan Keschatan. 
Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Pembinaan Kesehat- 
an, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal Pem- 
binaan Kesehatan, dan terdiri dari : 

1) Bagian Statistik dan Evaluasi , 

2) Bagian Organisasi dan Pembinaan , 

3) Bagian Personil , 

4) Bagian Logistik : 

5) Bagian Pendidikan. 


Direktorat Kedokteran, jang terdiri dani : 


1) Dinas Rumah? Sakit dan Balai? Pengobatan : 
2) Dinas Perawatan : 


S9: 
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3) Dinas Radiology: 
4) Dinas Penanggulangan Penjakit Paru? : 
5) Dinas Penanggulangan Penjakit Kusta : 


Direktorat Kesehatan Djiwa, jang terdiri dari : 
1) Dinas Preventif : 

2) Dinas Kuratif : 

3) Dinas Rehabilitasi : 

4) Dinas Pertjontohan. 


Direktorat Kesehatan Gigi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Penjelidikan Gigi : 

2) Dinas Preventif : 

3) Dinas Kuratif : 

4) Dinas Penelitian/Pengawasan Perbekalan Kedokteran 
Gigi. 

Direktorat Gizi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Penjelidikan Gizi : 

2) Dinas Penjuluhan Gizi, 


Direktorat Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan, jang 
terdiri dari : 


1) Dinas Kesehatan Ibu dan Anak: 

2) Dinas Kesehatan Sekolah & Mahasiswa : 
3) Dinas Kesehatan Tenaga Kerdja: 

4) Dinas Kesehatan Olah Raga, 

5) Dinas Kesehatan Mata. 


Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan/Pentjegahan Penja- 


kit-Epidemi dan Menular, jang tersusun atas : 
a. 


b. 


Direktur Djenderal Urusan Pemberantasan/Pentjegahan Pe- 
njakit-penjakit Epidemi dan Menular. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan/ 
Pentjegahan Penjakit? Epidemi dan Menular jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan/ 
Pentjegahan Penjakit? Epidemi dan Menular, dan terdiri 
dari : 

1) Bagian Statistik dan Evaluasi: 

2) Bagian Organisasi dan Pembinaan :, 

3) Bagian Personil: 

4) Bagian Logistik : 

5) Bagian Pendidikan. 


c. Direktorat Laboratorium Kesehatan, terdiri dari : 
1) Dinas Pemeriksaan : 
2) Dinas Penjelidikan : 
3) Dinas Produksi Vaksin dll. 


d. Direktorat Karantina, jang terdiri dari : 


1) Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara : 
2) Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut : 

3) Dinas Kesehatan Perbatasan : 

4) Dinas Karantina Internasional : 

5) Dinas Station/Rumah Sakit Karantina. 


e. Direktorat Hygiene & Sanitasi, terdiri dari : 


1) Dinas Hygiene Air dan Pembuangan Kotoran : 
2) Dinas Hygiene Perusahaan : 

3) Dinas Sanitasi Makanan/Minuman : 

4) Dinas Pemberantasan Serangga dan Tikus : 

5) Dinas Pertjontohan Hygiene dan Sanitasi. 


f. Direktorat Pemberantasan Penjakit? dan Immunisasi, terdiri 
dari : 


1) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit Malaria , 

2) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit Prambusia : 

3) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit? dari Un- 
dang-undang wabah , 

4) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit? menular 
tidak termasuk dalam Undang-undang wabah : 

5) Dinas Penelitian dan Pengawasan Penjakit Kelamin. 


. Badan? Pelaksana Departemen Kesehatan Didaerah, dise- 
but kantor Kesehatan Propinsi jang langsung berada dibawah 
Menteri Kesehatan disamping kedudukannja sebagai aparat Gu- 
bernur dibidang Kesehatan, sedang pembinaan administratif dan 
tehnis terhadap badan-badan tersebut dilakukan oleh Sekretaris 
Djenderal Departemen Kesehatan. 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA. 


. Pimpinan Departemen Tenaga Kerdja. 


Menteri Tenaga Kerdja (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri 
Tenaga Kerdja). 


Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Depar:e- 
men Tenaga Kerdja. 


Sekretaris Djenderal Departemen Tenaga Kerdja. 


| 


Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 
Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing dipim- 
pin oleh seorang Kepala Biro: 


a. 


Biro Penelitian, Perentjanaan dan Analisa, jang terdiri dari : 
1) Bagian Penelitian dan Statistik : 

2) Bagian Perentjanaan & Programming : 

3) Bagian Analisa dan Evaluasi : 


Biro Hubungan dan Penerangan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Hubungan Lembaga? Negara : 

2) Bagian Hubungan Luar Negeri : 

3) Bagian Dokumentasi Hubungan Masjarakat. 


Biro Tata Hukum, jang terdiri dari : 


1) Bagian Perentjanaan dan Penafsiran Hukum : 
2) Bagian Hukum Perburuhan Internasional : 
3) Bagian Dokumentasi Hukum. 


Biro Pengembangan dan Pengawasan Umum, jang terdiri 
dari : 

1) Bagian Organisasi dan Pembinaan (O & M): 

2) Bagian Pembinaan Daerah : 

3) Bagian Pengawasan Umum. 


Biro Kepegawaian jang terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi Personil : 

2) Bagian Pendidikan dan Latihan: 
3) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan. 


Biro Keuangan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Anggaran: 

2) Bagian Pemeriksaan : 

3) Bagian Pembukuan : 

4) Bagian Perbendaharaan : 


Biro Umum dan Rumah Tangga, jang terdiri dari : 
1) Bagian Tata Usaha Departemen : 

2) Bagian Perlengkapan dan Peralatan : 

3) Bagian Pengangkutan dan Perdjalanan : 

4) Bagian Protokol dan Keamanan. 


Untuk melantjarkan dan memudahkan pelaksanaan tugasnja, Se- 


kretaris Djenderal Departemen Tenaga Kerdja dap 


at menundjuk 


dua sampai tiga orang anggauta Sekretariat Djenderal Departemen 


Ia 
. 


Tenaga Kerdja jang langsung membantu pekerdjaannja sehari- 


Pelaksana Utama Departemen Tenaga Kerdja, jang terdiri atas : 


Direktorat Djenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga-tenaga 
Kerdja, jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga 
Kerdja. | 

Sekretaris Direktorat Djenderal Pembinaan dan Penggunaan 
Tenaga Kerdja, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djen- 
deral dan terdiri dari : 

1) Bagian Perentjanaan dan Analisa: 

2) Bagian Pengembangan Metode dan Prosedur Kerdja : 
3) Bagian Tata Usaha. 


Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja, ter- 

diri dari : 

1) Dinas Pengerahan, Penjebaran dan Penjaluran Tenaga 
Kerdja , 

2) Dinas Penempatan Tenaga Asing : 

3) Dinas Penempatan Sardjana : 

4) Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemerintah : 

5) Dinas Informasi dan Perentjanaan Tenaga Kerdja. 


Direktorat Penjuluhan Djabatan (Vocational Guidance) jang 

terdiri dari : 

1) Dinas Analisa dan Penggolongan Djabatan : 

2) Dinas Penerangan Djabatan (Occupational Informa- 
tion) : 

3) Dinas Bimbingan, Pemilihan Djabatan (Occupational 
Counseling) : 

4) Dinas Pengembangan alat-alat Penjuluhan : 


Direktorat Pembinaan, Keachlian dan Kedjurusan, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Latihan Institusionil : 

2) Dinas Latihan dalam Perusahaan , 

3) Dinas Latihan Kepemimpinan : 

4) Dinas Latihan Keliling. 


Direktorat Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja, 
jang tersusun atas : 


a. 


Direktur Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga 
Kerdja , 
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b. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Perlindungan dan Perawatan 
Tenaga Kerdja, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djen- 
deral dan terdiri dari : 


1) Bagian Perentjanaan dan Analisa , 
2) Bagian Pengembangan Metode dan Prosedur Kerdja : 
3) Bagian Tata Usaha. 


Direktorat Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerdja, 
jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Norma-norma Keselamatan Kerdja : 


2) Dinas Pembinaan Norma-norma Hygiene Perusahaan 
dan Kesehatan Kerdja , 


Direktorat Hubungan Perhubungan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Hubungan Perburuhan : 

2) Dinas Pengurusan Sjarat-Sjarat Kerdja : 

3) Dinas Pengurusan Pertanggungan, Djaminan Sosial dan 
Kesedjahteraan Tenaga Kerdja. 


IV. Badan-Badan lain Departemen Tenaga Kerdja : 


K. 


Il. 


pad 


1) 
2) 


3) 


4) 


5) 


Lembaga Penelitian Penderitaan Tjatjad, dibawah supervisi 
Direktur Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja. 
Lembaga Pembinaan Tenaga Kerdja, dibawah Supervisi 
Direktur Pembinaan Keachlian dan Kedjuruan. 

Lembaga Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerdja, di- 
bawah supervisi Direktur Pembinaan Norma-norma Perlin- 
dungan Kerdja. 

Jajasan Dana Djaminan Sosial, dibawah supervisi Direktur 
Hubungan Perburuhan. 

Kantor-Kantor Daerah merupakan Perwakilan Departemen 
dan Instansi jang mentjakup semua tugas Departemen untuk 
tiap Swatantra Satu. 


DEPARTEMEN PERDAGANGAN. 


Pimpinan Departemen. 
Menteri Perdagangan (dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Per- 
dagangan). 


. Pembantu Pimpinan/Sekretariat Djenderal Departemen. 


Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan , 

Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Tech- 
nical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Biro : 


Biro Organisasi dan Personalia, jang terdiri dari : 


1) Bagian Admmistrasi Kepegawaian: 

2) Bagian Kesedjahteraan , 

3) Bagian Arsip dan Ekspedisi , 

4) Bagian Organisasi dan Pembinaan : 

5) Bagian Pembinaan Karier dan Klasifikasi Pegawai. 


Biro Tata Usaha, jang terdiri dari : 
1) Bagian Tata Usaha Chusus: 
2) Bagian Keuangan: 

3) Bagian Arsip dan Ekspedisi : 
4) Bagian Rumah Tangga. 


Biro Pengolahan dan Perentjanaan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Moneter : 

2) Bagian Perdagangan, 

3) Bagian Hubungan Internasional. 


Biro Lembaga-Lembaga dan Organisasi Perdagangan, jang 
terdiri dari : 

1) Bagian Lembaga-Lembaga Perdagangan : 

2) Bagian GPS/OPS. 


Biro Hukum Hubungan Lembaga-Lembaga Negaa dan 
Hubungan Masjarakat, jang terdiri dari : 

1) Bagian Hukum, 

2) Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga Negara : 

3) Bagian Hubungan Masjarakat. 


Biro Pembinaan Perusahaan dan Unit-Unit Chusus, jang 
terdiri dari : 

1) Bagian Pembinaan Perusahaan Niaga Negara : 

2) Bagian Pembinaan Unit-Unit Chusus. 


3 Pelaksana Utama Departemen Perdagangan, jang tersusun atas : 


1) Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri : 
a. Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri , 


b. 


Sekretaris Direk:orat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam 
Negeri, jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan 
terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi , 

2) Bagian Pergolahan dan Pengawasan , 

3) Bagian Chusus (Desk). 
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c. Direktorat Pengadaan dan Penjaluran, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perlengkapan dan Pengangkutan: 

2) Dinas Perkembangan Perdagargan, Perdagangan An- 
tar Pulau, Perdagangan Pengumpulan : 

3) Dinas Organisasi Perdagangan , 

4) Dinas Penjaluran Perusahaan. 


Direktorat Harga, jang terdiri dari : 
1) Dinas Harga Barang, 

2) Dinas Tarip Djasa: 

3) Dinas Chusus. 


Direktorat Metrologi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Tehnik : 

2) Dinas Penuidikan: 

3) Dinas (Lembaga) Ukur. 


Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri : 


a. 


“b 


Direktur D'enderal Urusan Perdagangan Luar Negeri : 
Sekretaris Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar 
Negeri jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan 
terdiri dari : 

1) Bagian Adminstrasi, 

2) Bagian Staf Tehnik. 

Direktorat Ekspor, jang terdiri dari : 

1) Dinas Perentjana dan Programming Ekspor : 

2) Dinas Penetapan dan Pengawasan Harga Ekspor : 

3) Dinas Pengawasan Pelaksanaan Ekspor : 


Direktorat Impor, jang terdiri dari : 


1) Dinas Rentjana dan Programming , 
2) Dinas Pelaksanaan dan Umum: 
3) Dinas Pengawasan Daerah. 


Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri, jang ter- 
diri dari : 
1) Dinas Hubungan Antar Negara (Eropa, Amerika) I, 


2) Dinas Hubungan Antar Negara (Asia/Afrika dan 
Australia) II : 


3) Dinas Pengembangan Kemadjuan Perdagangan. 


Direkiorat Djenderal Pemasaran dan Perkembangan, jang ter- 
susun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Pemasaran dan Perkembangan : 
Sekretaris Direktorat Djenderal Pemasaran dan Perkem- 


bangan jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal 
dan terdiri dari : 

1) Bagian Admmstrasi , 

2) Bagian Staf Tehnis. 


c. Direktorat Marketing dan Research, jang terdiri dari: 
1) Dinas Research, Statistics dan Planning : 
2) Dinas Commercial Intelligence: 
3) Dinas Kerdjasama International. 


d. Direktorat Standardisasi dan Normalisasi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Commodity : 
2) Dinas Lembaga-Lembaga Pemasaran : 
3) Dias Tehnik Pemasaran. 

e. Direktorat Pengembangan Perdagangan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Publikasi dan Penjuluhan Perdagangan : 
2) Dinas Pameran : 
3) Dinas Hubungan Antar Negara. 


IV. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal De- 


TI. 


partemen Perdagangan, jang tersusun atas : 


1. Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan : 
2. Inspektur-Inspektur dan Inspektur-Inspektur Pembantu. 


. Badan-Badan Pelaksana lain Departemen Perdagangan diadakan 


ditiap-tiap Daswati I dan merupakan Mentor Perwakilan Depar- 

temen Perdagangan : 

1. Pada dasarn'a Kantor-Kantor itu merupakan satu keseluruh- 
an administrasi dalam mana diintegrasikan unsur-unsur pe- 
laksana Departemen Perdagangan. 

2. Kantor-Kantor dipimpin oleh seorang kepala Perwakilan 
dan bertanggung djawab kepada Menteri, akan tetapi se- 
tjara tehnis operasionil dipimpin oleh Sekretaris Djenderal, 
Direktur Djenderal-Direktur Djenderal. 

3. Lembaga-Lembaga jang ada sepandjang dan selama belum 
ditentukan lain berada dibawah Direktur D'enderal dan/ 
atau Sekretaris Djenderal masing-masing jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN KEUANGAN. 


. Pimpinan Departemen. 


Menteri Keuangan (dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Keuangan). 
Pembantu Pimpinan/Sekretariat Djenderal Departemen. 
Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan. 
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“Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 


Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro : 


Biro Organisasi dan Pembinaan jang terdiri dari : 

1) Bagian Organisasi dan Efisiensi , 

2) Bagian Penelitian dan Pengumpulan Data : 

3) Bagian Rumah Tangga dan Kesedjahteraan : 

4) Bagian Perlengkapan dan Pengangkutan : 

S5) Bagian Pembimaan dan Pemeliharaan Bangunan- 
Bangunan. 


Biro Pusat Kepegawaian jang terdiri dari : 
1) Bagian Administrasi dan Tata Kepegawaian : 


..2) Bagian Hukum dan Perentjanaan Kepegawaian , 


3) Bagian Analisa dan Standardisasi Kepegawaian , 
4) Bagian Pembinaan Karier dan Pengangkutan Pegawai. 


Biro Keuangan Departemen jang terdiri dari : 
1) Bagian Analisa Evaluasi dan Pembinaan Anggaran : 


'2) Bagian Anggaran Departemen : 


3) Bagian Verifikasi dan Pembukuan : 
4) Bagian Perbendaharaan Umum. 


Biro Administrasi dan Hubungan antar Departemen jang 


— terdiri dari: 


1) Bagian Tata Usaha Staf Departemen : 

2) Bagian Pembinaan Administrasi : 

3) Bagian Penerangan dan Protokol : 

4) Bagian Hubungan Lembaga-Lembaga Negara : 

5) Bagian Keamanan dan Pool Kendaraan. 

Bu Penelitian (Research) dan Pengembangan jang terdiri 
Ti: 

1) Bagian Penelitian Analisa Faktor Produksi Bumi : 

2) Bagian Penelitian Analisa Faktor Produksi Tenaga 

Manusia/Alat-Alat Produksi : 
3) Bagian Penelitian Analisa Uang, Kredit dan Devisa : 
4) Bagian Statistik dan Perentjanaan. 


Biro Hukum dan Perentjanaan jang terdiri dari : 

1) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentjanaan : 
2) Bagian Hukum Fiskal-budget : 

3) Bagian Hukum Moneter : 

4). Bagian Perundang-undangan/Dokumentasi. 


Biro Pusat Pendidikan jang terdiri dari : 
1) Bagian Pendidikan : | 


2) Bagian Perpustakaan , 
3) Bagian Tata Usaha. 


h. Biro Irian Barat jang terdiri dari : 


1) Bagian Perentjanaan Keuangan/Moneter : . 
2) Bagian Perkembangan Pembangunan. 


LII. Pelaksana Utama Departemen, jang terdiri dari: 
1. Direktorat Djenderal Anggaran jang tersusun atas: . 
a. Direktur Djenderal Anggaran 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Anggaran jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Kepegawaian : 
2) Bagian Pendidikan , 
3) Bagian Peralatan : 
4) Bagian Keuangan : 
5) Bagian Organisasi. 


c. Direktorat Perentjanaan Anggaran jang terdiri dari : 


1) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Pertahanan/Ke- 
amanan : 

2) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Politik : 

3) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Kesedjahteraan 
Rakjat : 

4) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Ekonomi/Ke- 
uangan : 

5) Dinas Perentjanaan Anggaran Bidang Industri/Pemba- 
ngunan : 

6) Dinas Perentjanaan Anggaran Lembaga-Lembaga 
Negara : 

TM Dinas Penjusunan Perentjanaan Anggaran. 


d. Direktorat Pelaksanaan Anggaran jang terdiri dari : 
1) Dinas Pelaksanaan Anggaran Routine , 
2) Dinas Pelaksanaan Anggaran Pembangunan , 
3) Dinas Urusan Penjelenggaraan Keuangan , 
4) Dinas Keuangan Daerah Otonom : 
5) Dinas Pembinaan Pelaksanaan Anggaran. 


e. Direktorat Perbendaharaan Negara jang terdiri dari : ' 
1) Dinas Administrasi Umum : 
2) Dinas Perbendaharaan Umum , 
3) Dinas Inspeksi dan Pengawasan : 


4) Dinas Penjusunan Laporan, Perangkaan dan Adminis- 
trasi Kas.” 
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Direktorat Djenderal Padjak jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Padjak. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Padjak jang memimpin Se- 
kretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 

1) Bagian Kepegawaian : 

2) Bagian Pendidikan : 

3) Bagian Peralatan : 

4) Bagian Keuangan : 

5) Bagian Organisasi. 


Direktorat Padjak langsung jang terdiri dari : 
1) Dinas Padjak Perseroan : 

2) Dinas Padjak Pendapatan : 

3) Dinas Pengembangan. 


Direktorat Padjak Tidak Langsung jang terdiri dari : 
1) Dinas Padjak Pendjualan : 

2) Dinas Bea Materai : 

3) Dinas Pengembangan : 

4) Dinas Inspeksi Lelang. 

Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan jang terdiri dari : 
1) Dinas Perentjanaan : 

2) Dinas Pengusutan , 

3) Dinas Akuntansi : 

4) Dinas Luar. 

Direktorat Pembinaan Wilajah jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembina Massal : 

2) Dinas Pembinaan Pegawai. 


Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai jang tersusun atas : 


b. 


Cc. 


Direktur Djenderal Bea dan Tjukai. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 
1) Bagian Kepegawaian , 

2) Bagian Pendidikan dan Latihan : 

3) Bagian Peralatan : 

4) Bagian Keuangan, 

5) Bagian Organisasi. 


Direktorat Pabean jang terdiri dari : 

1) Dinas Impor Umum: 

2) Dinas Impor Chusus : 

3) Dinas Ekspor/Antar Pulau : 

4) Dinas Pertambangan : 

5) Dinas Penelitian Harga/Laboratorium. 


d. 


Direktorat Tjukai jang terdiri dari : 
1) Dinas Tjukai Tembakau : 

2) Dinas Tjukai Lain-lain : | 
3) Dinas Urusan Pita-pita Tjukai : 
4) Dinas Verifikasi. 


Direktorat Pemberantasan Penjelundupan jang terdiri dari : 
1) Dinas Intel: 

2) Dinas Operasi : 

3) Dinas Penelitian dan Perentjanaan: 

4) Dinas Perundang-undangan/Hukum : 

5) Dinas Statistik/Organisasi. 


Direktorat Perkapalan jang terdiri dari : 

1) Dinas Nautika : 

2) Dinas Tehnik/Penataran : 

3) Dinas Elektronika/Telekomunikasi : 

4) Dinas Organisasi/Administrasi Perkapalan. 


4. Direktorat Djenderal Keuangan jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Keuangan : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Keuangan jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 

1) Bagian Kepegawaian : 

2) Bagian Pendidikan : 

3) Bagian Peralatan : 

4 Bagian Keuangan , 

5) Bagian Organisasi. 


Direktorat Moneter dan Perbankan jang terdiri dari : 
1) Dinas Urusan Moneter dalam Negeri : 

2) Dinas Urusan Moneter Luar Negeri : 

3) Dinas Urusan Perbankan : 

4) Dinas Urusan Penelitian Chusus. 


Direktorat Perasuransian jang terdiri dari : 
1) Dinas Asuransi Djiwa , 

2) Dinas Asuransi Sosial : 

3) Dinas Asuransi Kerugian. 


Direktorat Iuran Pembangunan Daerah jang terdiri dari: 


1) Dinas Juran Pembangunan Daerah, 

2) Dinas Bea Balik Nama atas Tanah dan Bangunan : 
3) Dinas Penerimaan Lain-lain : 

4) Dinas Administrasi Umum. 
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Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara jang tersusun 
atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan Negara : 
Sekretaris Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Ne- 
gara jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan 
terdiri dari : 

1) Bagian Kepegawaian : 

2) Bagian Pendidikan : 

3) Bagian Peralatan : 

4) Bagian Keuangan: 

S5) Bagian Organisasi. 


Direktorat Pengawasan Anggaran Negara jang terdiri dari : 
1) Dinas Pengawasan Anggaran Pusat : 

2) Dinas Pengawasan Anggaran Daerah : 

3) Dinas Pengawasan Penerimaan Negara : 

4) Dinas Administrasi Umum. 


Direktorat Akontan Negara jang terdiri dari : 

1) Dinas Kontrole Perusahaan Negara: 

2) Dinas Kontrole Bank, Asuransi dan Lembaga-Lem- 
baga Kredit Lainnja : 

3) Dinas Kontrole Chusus, 

4) Dinas Ekonomi Perusahaan dan Riset : 

5) Dinas Administrasi Umum. 


Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara jang terdiri dari : 
1) Dinas Pusat Administrasi Keuangan Negara , 

2) Dinas Laporan Keuangan Negara: 

3) Dinas Neratja Kekajaan Negara , 


Direktorat Perdjalanan jang terdiri dari : 
1) Dinas Perdialanan Dalam Negeri : 
2) Dinas Perdijalanan Luar Negeri, 
3) Dinas Pelajaran/Interinsuler , 

4) Dinas Administrasi Umum. 


Pelaksana-pelaksana Jainnja Departemen Keuangan didaerah- 
daerah berada langsung dibawah Direktur Djenderal dan 
Direktur masing-masing jang bersangkutan, dimana untuk me- 
mudahkan hubungan-hubungan dengan kepala-kepala daerah, 
badan-badan daerah lainnja jang bersangkutan diadakan se- 
orang koorcinator jang mewakili Departemen Keuangan di- 
daerah-daerah dari salah seorang pendjabat Departemen Ke- 


uangan didaerah jang sentor. 


M. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. 


IL Pimpinan Departemen Perhubungan. 

Menteri Perhubungan (jang dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Per- 
hubungan). 

Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 
men Perhubungan. 

Sekretaris Djenderal Departemen Perhubungan. 

Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administratif & Technical 
Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro: 


Ti. 


1. 


a. 


Biro Penelitian dan Analisa, jang terdiri dari : 
1) Bagian Penelitian : 

2) Bagian Statistik dan Analisa : 

3) Bagian Reporting. 


Biro Perentjanaan dan Pembangunan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Ekonomi dan Pemerintahan : 

2) Bagian Pertahanan dan Keamanan: 

3) Bagian Penelitian dan Pembangunan. 


Biro Sosial, Politik dan Hukum, jang terdiri dari : 

1) Bagian Hubungan dengan Lembaga? Negara dan Peme- 
rintah : 

2) Bagian Hubungan Luar Negeri : 

3) Bagian Hukum dan Per-Undang?an. 


Biro Pembinaan Perusahaan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Pembinaan Perusahaan : 
2) Bagian Chusus. 


Biro Organisasi, Personalia dan Pendidikan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Organisasi dan Prosedure : 

2) Bagian Personalia dan Tenaga Kerdja : 

3) Bagian Pendidikan , 

4) Bagian Pembinaan Mental dan Rochani. 

Biro Keuangan dan Materiil, jang terdiri dari : 

1) Bagian Keuangan, 

2) Bagian Materiil dan Logistik : 

3) Bagian Pengawasan Keuangan. 

Biro Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat, jang terdiri dari : 
1) Bagian Tata Usaha: 

2) Bagian Hubungan Masjarakat , 

3) Bagian Urusan Dalam. 


na 


III. Pelaksana Utama Departemen Perhubungan jang terdiri atas : 
Direktorat Djenderal Perhubungan Darat, jang tersusun atas : 


1: 
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b. 


Direktur Djenderal Perhubungan Darat : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Perhubungan Darat jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Perentjanaan dan Pembangunan : 

2) Bagian Pembinaan Angkutan dan Perusahaan : 

3) Bagian Organisasi Personalia dan Pendidikan : 

4) Bagian Keuangan dan Materiil : 

S5) Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat. 
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raja jang ter- 
diri dari : | 

1) Dinas Pengaturan dan Per-Undang?an : 

2) Dinas Teknik. 

Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan/K.B.M., jang ter- 
diri dari : 

1) Dinas Pengaturan dan Pendidikan , 

2) Dinas Tehnik. 


Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Pos dan Telekomunikasi. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Pos dan Telekomunikasi jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari 
1) Bagian Perentjanaan dan Pembangunan : 

2) Bagian Organisasi, Personalia dan Pendidikan : 

3) Bagian Keuangan dan Materiil , 

4) Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat. - 
Direktorat Pos/Giro, jang terdiri dari : 

1) Dinas Operasi Pos/Giro, 

2) Dinas Internasional dan Per-undang?an. 

Direktorat Telekomunikasi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Operasi Telekomunikasi : 

2) Dinas Teknik. 


Direktorat Djenderal Perhubungan Udara, jang terdiri atas : 
a. Direktur Djenderal Perhubungan Udara : 


b. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Perhubungan Udara, jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Perentjanaan dan Pembangunan , 

2) Bagian Pembinaan Angkutan dan Perusahaan , 

3) Bagian Organisasi, Personalia dan Pendidikan : 

4) Bagian Keuangan dan Materiil : 

5) Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masjarakat. 


UI. 


P 
. 


c. Direktorat Penerbangan Sipil, jang terdiri dari : 
1) Dinas Teknik Lapangan terbang dan Peralatan : 
2) Dinas Teknik Telekomunikasi : 
3) Dinas Operasi Lalu Lintas Udara : 
4) Dinas Kelaikan Udara dan Operasi Pesawat Udara. 
d. Direktorat Meteorologie dan Geofisika, jang terdiri dari : 
1) Dinas Meteorologie : 
2) Dinas Geofisika : 
3) Dinas Penelitian. 
Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal De- 
partemen Perhubungan jang tersusun atas : 
1) Inspektur Djenderal Departemen Perhubungan : 
2) Inspektur Technis Operasionil : 
3) Inspektur Administrasi & Komersiil : 
4) Inspektur Security & Keamanan : 
5) Inspektur Sosial Politik : 
6) Inspektur Urusan Chusus : 
7) Inspektur-2 Pembantu : 
8) Tata Usaha Inspektorat Djenderal. 


1. Badan-Badan Pelaksana Departemen Perhubungan di daerah- 
daerah berhubung kechususannja dan fungsinja, langsung di- 
bawah Direktur Djenderal masing-masing jang bersangkutan. 

2. Lembaga Pendidikan Postel, Lembaga Research Postel, Lem- 
baga Pendidikan Meteorologie dan Geofisika dan Lembaga 
Pendidikan Penerbangan Sipil langsung dibawah Direktur 
Djenderal masing-? jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN MARITIM. 


. Pimpinan Departemen Maritim. 


Menteri Maritim (jang dibantu oleh staf Pribadi Menteri Maritim). 


Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 
men Maritim : 
Sekretaris Djenderal Departemen Maritim , 
Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 
Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro : 
a. Biro Penelitian, jang terdiri dari : 

1) Bagian Pembinaan Tenaga Kerdja : 

2) Bagian Pembinaan Materiil/Finansiil : 

3) Bagian Produksi : 

4) Bagian Statistik. 
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b. Biro Perentjanaan, jang terdiri dari : 
- 1) Bagian Pembangunan Umum, 
2) Bagian Pembinaan Perusahaan , 
3) Bagian Hankam. 


c. Biro Hukum, jang terdiri dari : 
1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan : 
2) Bagian Hubungan Luar Negeri, 
3) Bagian Penerangan dan Hubungan Masjarakat. 


d. Biro Personil, jang terdiri dari : 
1) Bagian Personil dan Tenaga Kerdja : : 
2) Bagian Pendidikan : 
3) Bagian Kesehatan : 
4 Bagian Umum, 
5) Bagian Pembinaan Organisasi dan Administrasi. 


te. Biro Keuangan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Rotin (routine) : 
2) Bagian Pembangunan: 
3) Bagian Devisa : 
4) Bagian Perbendaharaan, 
5) Bagian Umum. 


f. Biro Materiil, jang terdiri dari : 
1) Bagian Perbekalan dan Peralatan , 
2) Bagian Perkapalan : 
3) Bagian Bangunan. 


Untuk memperlantjar dan memudahkan pelaksanaan tugas Sekre- 
taris Djenderal Departemen Maritim dapat ditundjuk dua sampai 
tiga orang anggota Sekretariat Djenderal Departemen Maritim 
untuk membantu langsung Sekretaris Djenderal melakukan pe- 


kerdjaan sehari-hari. 


. Pelaksana Utama Departemen Maritim, jang terdiri atas :: 


Direktorat Djenderal Perhubungan Laut, jang tersusun atas : 
a. Direktur Djenderal Perhubungan Laut : 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perhubungan Laut jar.g me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Tenaga Kerdja dan Pendidikan , 
2) Bagian Pembiajaan : 
3) Bagian Perundang-undangan dan Umum, 
4) Bagian Tata Usaha. 


Direktorat Pelajaran, jang terdiri dari: 

1) Dinas Pengawasan Keselamatan Pelajaran : 
2) Dinas Perambuan dan Penerangan Pantai: 
3) Dinas Pelajaran Negara : 

4 Dinas Peralatan dan Teknik: 

5) Dinas Chusus. 


Direktorat Telekomunikasi Pelajaran, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan dan Pengawasan : 

2) Dinas Peralatan dan Teknik : 

3) Dmas Operasi: 

4 Dinas Umum: 


Direktorat Angkutan Laut, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pelajaran Luar Negeri: 

2) Dinas Pelajaran Dalam Negeri, 

3) Dinas Pelajaran Pedalaman dan Kepelabuhan : 
4) Dinas Pelajaran Chusus: 

S5) Dinas Umum. 


Direktorat Perkapalan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Teknik Bangunan Kapal: 

2) Dinas Bma Kapal dan Perbengkelan : 

3) Dwnas Peralatan Kapal dan Perminjakan, 
4 Dinas Umum. 


Direktorat Pembinaan Usaha, jang terdiri dari : 

1 Dinas Pembinaan Usaha: 

2) Dinas Pembinaan Administrasi : 

3) Dinas Pembinaan Alat-alat dan Fasilitas : 

4) Dinas Pembinaan Pelabuhan dan Pengerukan. 


Direktorat Djenderal Industri Maritim, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Industri Maritim : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Industri Maritim jang me- 
mumpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Perertjamaan, 

2) Bagian Penelitian : 

3) Bagian Tenaga Kerdja : 

4) Bagian Pembiajaan: 

5) Bagian Tata Usaha dan Umum. ' 


Direktorat Pembangunan Industri, jang terdiri dari : 
1) Dinas Persiapan Projek : 
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d. 


2) Diras Pelaksanaan Projek : 
3) Dinas Persiapan Operation. 


Direktorat Produksi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Industri Perkapalan : 


2) Dinas Industri Mesin dan Pelengkap: 
3) Dinas Salvage : 
4) Dinas Logistik. 


Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut, jang tersusun 
atas : 
a. Direktur Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut : 


b. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Pengolahan Kekajaan Laut 
jang dipimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri 
dari : 

1) Bagian Penelitian dan Perkembangan : 

2) Bagian Pendidikan, 

3) Bagian Tenaga Kerdja, 

4 Bagian Pembia'aan: 

S) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. 


Direktorat Produksi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Perusahaan : 

2) Dinzs Pembinaan Koperasi : 

3) Dinas Perdagangan dan Pemasaran , 

4) Dinas Persiapan Projek dan Hubungan Kerdja Luar 
Negeri. 

Direktorat Pembinaan Daerah Perikanan Laut, jang terdiri 

dari : 

1) Dinas Koordinasi Daerah dan Pembinaan Kenelajanan, 

2) Dinzs Penyuluh Tehnis dan Socio-Ekonomis. 


IV. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal De- 


7R 


1. 


2: 


partemen Maritim, jang tersusun atas : 


Inspektur Djenderal Departemen Maritim 
Inspektur Organisasi, Pembinaan dan Administrasi jang di- 
bantu oleh : 
a. Inspektur Pembantu Urusan Angkatan Laut dan Pela- 
buhan : 
Inspektur Pembantu Urusan Perindustrian Maritim : 


c. ' Inspektur Pembantu Urusan Pengolahan Se 
Laut. 


O. 
l. 


U. 


Inspektur Keuangan jang dibantu oleh : 

a. Inspektur Pembantu Urusan Akutansi : 

b. Inspektur Pembantu Urusan Budget, 

€C. Inspektur Pembantu Urusan Pembiajaan dan Peneri- 
maan Negara. 

Inspektur Materiil jang dibantu oleh : 

a. Inspektur Pembantu Urusan Telekomunikasi : 


tb. Inspektur Pembantu Urusan Materiil dan Tehnik 


Perkapalan : 
Cc. Inspektur Pembantu Urusan Umum. 


Inspektur Personil dan Tenaga Kerdja jang dibantu : 

a. Inspektur Pembantu Urusan Perentjanaan dan 
Pengendalian : 

b. Inspektur Pembantu Urusan Pendidikan : 

Cc. Inspektur Pembantu Urusan Pool Buruh dan Kese- 
djahteraan . 


Tata Usaha Inspektorat Djenderal. 


Badan Pelaksana lain Departemen Maritim didaerah-daerah 
pada umumnja berada langsung dibawah Menteri Mari- 
tim, sedangkan badan-badan pelaksana didaerah-daerah 
jang karena kechususan/spesialisasinja, adalah langsung 
minta direktur Djenderal masing-masing jang bersang- 
utan. 

Badan-Badan pelaksana jang berada langsung dibawah 
Menteri, pembinaan administratif dan tehnisnia dilakukan 
oleh Sekretaris Djenderal Departemen Maritim. 


DEPARTEMEN PERTANIAN. 
Pimpinan Departemen Pertanian. 
Menteri Pertanian (dibantu oleh staf Pribadi Menteri Pertanian. 


Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 
men Pertanian. 


1. 
2. 


Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian : 


Biro-biro Pembinaan dan Pelajaran (Administrative & Tech- 
nical Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro: 


a. Biro Perentjana. jang terdiri dari : 


1) Bagian Statistik Pengumpulan Data Analisa dan 
Evaluasi Bahan : 
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2) Bagian Penjusunan Kebidjaksanaan dan Perentja- 
naan Umum: 

3) Bugian Perentjanaan/Penilaian Produksi Hasil- 
hasi Pertanian/Perikanan/Kehewanan/Kehutan- 
an, 

4 Bagian Projek-projek , 

5) Bagian Perusahaan. 


Biro Hubungan Luar Negeri, jang terdiri dari : 
1) Bagian Kerdja-sama Tehnis dan Ekonomi : 
2) Bagian Hubungan Organisasi Internasional : 
3) Bagian Penerangan dan Dokumentasi : 

4) Bagian Karantina Tumbuh-tumbuhan. 


Biro Perbekalan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Analisa Evaluasi dan Penentuan Norma/ 
Kebutuhan/Perbekalan : 

2) Bagian Persediaan dan Perbekalan Pupuk dan 
Obat-obatan : 

3) Bagian Impor dan Pengadaan, 

4) Bagian Administrasi dan Inventarisasi Perbekalan, 

S5) Bagian Pengawasan Penjaluran (Storage, distribu- 
tion and Control). 


Biro Sosial Ekonomi, jang terdiri dari : 


1) Bagian Pengumpulan Data Ekonomis, 
2) Bagian Survey Agro-Ekonomi, 

3) Bagian Analisa: 

4) Bagian Dokumentasi dan Administrasi. 


Biro Umum, jang terdiri dari : 

1) Bagian Tata Usaha Umum: 

2) Bagian Rumah Tangga, 

3) Bagian Keamanan, 

4) Bagian Pembinaan Pemeliharaan/Perawatan dan 
Pool : 

S) Bagian Hubungan Masjarakat. 


Biro Urusan Pegawai, jang terdiri dari : 


1) Bagian Organisasi dan Pembinaan , 

2) Bagian Analisa. Evaluasi dan Penentuan Norma/ 
Kebutuhan Personil/Tenaga Kerdja , 

3) B-gian Pembinaan Personil Tenaga Kerdja, 

4) Bagian Administrasi dan Tata Kepegawaian , 

S5) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Pegawai. 


'g Biro Urusan Keuangan, jang terdiri dari : 


1) Bagian Analisa, Evaluasi dan Penentuan Norma/ 
Kebutuhan Pembiajaan : 

2) Bagian Penjusunan dan Penentuan Anggaran : 

3) Bagian Pergawasan dan Otorisasi Keuangan : 

4 Bagian Admmistrasi Pembukuan Keuangan dan 
Veripikasi. 


h. Biro Hukum, jang terdiri dari : 


1) Bagian Pertanian/Pengairan Pedesaan/Perikanan 
Darat : 

2) Bagian Kehutanan, 

3) Bagian Kehewanan: 

4) Bagian Dokumentasi. 


II. Pelaksanaan Utama Departemen Pertanian, jang terdiri dari : 


1. Direktorat Djenderal Pertanian, jang tersusun atas : 


a. Direktur Djenderal Pertanian : 


b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pertanian jang memim- 
pin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 


1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personalia : 

3) Bagian Pembiajaan, 

4) Bagian Statistik/Analisa dan Perentjanaan : 
5) Bagian Perbekalan. 


c. Direktorat Pertanian Rakjat, jang terdiri dari : 


1) Dinas Penyuluhan: 

2) Dinas Sosial Ekonomi 
3) Dinas Produksi : 

4 Dinas Tehnik Umum. 


d. Direktorat Perikanan Darat, jang terdiri dari : 


1) Dinas Penyuluhan : 
2) Dinas Sosial Ekonomi , 
3) Dinas Produksi. 


e. Direktorat Pengairan Pedesaan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Penjuluhan, 
2) Dinas Sosial Ekonomi, 
3) Dinas Tehnik. 
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Direktorat Pendidikan Pertanian, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan Tenaga Kedjuruan, 

2) Dinas Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pe- 
gawai. 


Direktorat Djenderal Kehutanan, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Kehutanan , 
Sekretaris Direktorat Djenderal Kehutanan, jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri 


1) Bagian Umum, 

2) Bagian Logistik, 

3) Bagian Perentjanaan, 
4) Bagian Pengawasan, 
5) Bagian Personalia. 


Direktorat Inventarisasi dan Perentjanaan Kehutanan, 
jang terdiri dari : 

1) Dinas Perentjanaan , 

2) Dinas Inventarisasi Hutan, 

3) Dinas Penafsiran Potret Udara: 

4) Dinas Pemetaan, 

S5) Dinas Umum. 


Direktorat Pembinaan Hutan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembinaan Hutan : 

2) Dinas Penataan Hutan , 

3) Dinas Pengawasan dan Perlindungan Hutan : 
4) Dinas Penjuluhan: 

5) Dinas Penghidjauan Nasional. 


Direktorat Pengusahaan Hutan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Perentjanaan Pengusahaan Hutan , 
2) Dinas Exploitasi Hutan : 

3) Dinas Industri Hasil Hutan , 

4 Dinas Umum. 


Direktorat Perdagangan dan Industri Hasil Hutan, jang 
terdiri dari : 

1) Dinas Pemasaran Dalam Negeri : 

2) Dinas Exsport , 

3) Dinas Pengembangan Pemasaran, 

4) Dinas Umum. 


3. 


Direktorat Djenderal Kehewanan, jang tersusun atas : 


a. Direktur Djenderal Kehewanan : 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Kehewanan jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Produksi Pemasaran dan Perdagangan : 
2) Bagian Logistik dan Statistik : 
3) Bagian Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Penju- 
luhan : 
4) Bagian Personalia : 
5) Bagian Keuangan Umum. 
c. Direktorat Peternakan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan dan Produktivitas Ternak : 
2) Dinas Pengembangan Peternakan : 
3) Dinas Bimbingan, dan Pendidikan/Penerangan Peter- 
nakan. 
d. Direktorat Kesehatan Hewan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pentjegahan Penjakit Hewan : 
2) Dinas Penjaluran Bahan Makanan: 
3) Dinas Pemeliharaan dan Pengamanan Hewan. 


IV. Badan-Badan lain Departemen Pertanian baik jang berupa Lem- 


b. 


baga maupun Badan-lainnja selama belum diatur dan ada ketentu- 
an lain, langsung dibawah Direktorat Djenderal masing-masing 
jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN PERKEBUNAN. 


. Pimpinan Departemen. 


Menteri Perkebunan (dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Perkebun- 
an). 


. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 


men Perkebunan : 


Sekretaris Djenderal Departemen Perkebunan. 


Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 
Services sebagai pelaksana fungsi, jang masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Biro : 


a. BIRO PENELITIAN dan PERENTJANAAN, jang terdiri 
dari : | : 


1) Bagian Eksplorasi : 
2) Bagian Koordinasi Budidaja , 
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3) Bagian Koordinasi Penelitian : 
4) Bagian Tepat/Daja Guna Tenaga Kerdja. 


b. Biro Rehabilitasi dan Produksi, jang terdiri dari : 


1) Bagian Tepat/Daja Guna Peralatan : 
2) Bagian Teknik dan Teknologi: : 

3) Bagian Kebun/Areal : 

4) Bagian Bangunan dan Peralatan Infra : 
5) Bagian Pabrik-Pabrik. 


Cc. Biro Logistik, jang terdiri dari : 
1) Bagian Perbekalan : 
2) Bagian Peralatan. 


d. Biro Keuangan, jang terdiri dari : 
1) Bagian Anggaran : 
2) Bagian Pembiajaan: 
3) Bagian Pembukuan/Administrasi Keuangan : 
4) Bagian Pemeriksaan/Pengawasan : 
5) Bagian Padjak dan Asuransi. 


e. Biro Ekonomi, jang terdiri dari : 
1) Bagian Pemasaran: 
2) Bagian Ekonomi Pengusahaan : 
3) Bagian Hubungan Ekonomi Luar Negeri : 
4) Bagian Angkutan dan Perhubungan : 
5) Bagian Statistik dan Dokumentasi. 


f. Biro Tenaga Kerdja, jang terdiri dari : 


1) Bagian Personalia : 

2) Bagian Pendidikan Kedjuruan : 

3) Bagian Pembinaan Ideologi : 

4) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Sosial dan Ekonomi. 


g. Biro Umum, jang terdiri dari : 


1) Bagian Hukum dan Agraria , 

2) Bagian Pendidikan Kedjuruan : 

3) Bagian Tata Usaha, 

4) Bagian Urusan Dalam. 
Untuk melantjarkan dan memudahkan pelaksanaan tugasnja, Se- 
kretaris Djenderal Departemen Perkebunan dapat menundjuk dua 
sampai tiga orang anggauta Sekretariat Djenderal Departemen Per- 
kebunan jang langsung membantu pekerdjaannja sehari-hari. 


1I. Pelaksana Utama Departemen Perkebuman jang terdiri atas :. 


ji 


Direktorat Djenderal Perkebunan Negara, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Perkebunan 

Sekretaris Direktorat Djenderal Perkebunan Negara, jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri atas : 

1) Bagian Produksi : 

2) Bagian Ekonomi dan Keuangan : 

3) Bagian Administrasi. 


Direktorat Produksi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Rehabilitasi dan Produksi : 
2) Dinas Teknik dan Perbekalan. 


Direktorat Teknik/ Teknologi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Research dan Teknologi : 

2) Dinas Research Teknik Peralatan dan Perbekalan : 
3) Dinas Pelaksanaan. 

Direktorat Pemasaran dan Pembeajaan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendjualan, 

2) Dinas Perbekalan: 

3) Dinas Keuangan, 

4) Dinas Ekonomi Pengusahaan , 

5) Dinas Penelitian dan Pemasaran. 


Direktorat Administrasi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Tenaga Kerdja : 

2) Dinas Hukum dan Agraria , 

3) Dinas Pembinaan Kesedjahteraan Sosial dan Ekonomi : 
4 Dinas Umum. 


Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat, jang tersusun atas : 


Cc. 


Direktur Djenderal Perkebunan Rakjat. 
Sekretaris Direktorat Djenderal Perkebunan Rakjat, jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 


1) Bagian Pembinaan Produksi : 
2) Bagian Pembinaan Ekonomi , 
3) Bagian Pembinaan Administrasi. 


Direktorat Karet, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Budidaja : 
2) Dinas Pembinaan Pengolahan , 
3) Dinas Pembinaan Pemasaran dan Pembeajaan. 
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d. Direktorat Kopra dan Tanaman Lemak/Mnjak Nabati, jang 
terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Budidaja : 
2) Dinas Pembinaan Pengolahan : 
3) Dinas Pembinaan Pemasaran dan Pembeajaan. 


e. Direktorat Aneka Tanaman, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Budidaja : 
2) Dinas Pembinaan Pengolahan : 
3) Dinas Pembinaan Pemasaran dan Pembeajaan. 


PEMBANTU PIMPINAN/BADAN KONTROL/INSPEKTO- 
RAT DJENDERAL DEPARTEMEN PERKEBUNAN, jang ter- 
susun atas : 

1) Inspektur Djenderal Departemen Perkebunan. 

2) Inspektur-Inspektur. 

3) Inspektur-Inspektur Pembantu. 

4) Tata Usaha Inspektorat Djenderal. 


Badan-Badan Pelaksana Departemen Perkebunan Didasrah-da- 
erah (Kantor Daerah) jang merupakan unsur pelaksana Direktorat 
Djenderal dan jang dipimpin oleh Kepala Kantor Daerah, karena 
kechususan/spesialisasinja, adalah langsung dibawah Direktur 
Djenderal masing-masing jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR, RINGAN DAN 
TENAGA. 


Pimpinan Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga : 
Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga (jang dibantu 
oleh Staf Pribadi Menteri Perdariga). 


Pembantu Pimpinan/ Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 
men : 
Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan 
Tenaga , 
Biro-Biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Tehnical 
Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro : 
a. Biro Penerangan/Hubungan Masjarakat, jang terdiri dari : 
1) Bagian Penerangan , 
2) Bagian Penerangan Masjarakat : 
3) Bagian Publikasi : 
4) Bagian Audio Visual. 


Biro Chusus, jang terdiri dari : 
1) Bagian Sekretariat : 

2) Bagian Umum: 

3) Bagian Keamanan. 


Biro Pembinaan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Logistik : 

2) Bagian Tehnik & Produksi : 

3) Bagian Ekonomi & Pemasaran : 
4) Bagian Umum. 


Bire Keuangan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Anggaran: 

2) Bagian Pembeajaan : 

3) Bagian Pengawasan dan Verifikasi : 
4) Bagian Rutin, 


Biro Perentjanaan, Penelitian & Pembangunan, jang terdiri 
dari : : 

1) Bagian Perentjanaan : 

2) Bagian Penelitian & Pengembangan : 

3) Bagian Hubungan Luar Negeri : 

4 Bagian Umum. 


Biro Hukum dan Sosial Politik, jang terdiri dari : 
1) Bagian Hukum dan Per-Undang?an : 

2) Bagian Sosial Politik : 

3) Bagian Modal Asing. 


Biro Administrasi Organisasi dan Personil, jang terdiri dari : 

1) Bagian Tata Usaha Kepegawaian : 

2) Bagian Pembinaan Personil dan Pengurusan Tata Ker- 
dja 

3) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Pegawai: 

4 Bagian Organisasi Metode & Prosedur : 

5) Bagian Administrasi. 


. Pelaksana Utama Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan 
Tenaga, jang terdiri dari : 
Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan, jang tersusun atas : 
a. Direktur Djenderal Perindustrian Ringan , 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan jang 


memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
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1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personalia dan Organisasi , 

3) Bagian Keuangan : 

4) Bagian Tata Usaha. 

Direktorat Perentjanaan & Pembangunan Perindusirian Ri- 
ngan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Perentjanaan Produksi & Industri : 

2) Dinas Statistik & Pengolahan Data : 

3) Dinas Penelitian, Pendidikan dan Penjuluban. 


Direktorat Pembinaan Perindustrian Ringan, jang terdiri dari: 
1) Dinas Pembinaan Perindustrian Negara : 

2) Dinas Pembinaan Perindustrian Swasta. 

Direktorat Pengadilan Perindustrian Ringan, jang terdiri dari: 


1) Dinas Pengendalian : 
2) Dinas inventarisasi Perusahaan. 


Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Perindustrian Dasar : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Dasar jang 
memimpin Sekretariat Direkiorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personalia/Organisasi : 

3) Bagian Tata Usaha. 

Direktorat Perentjanaan/Perkembangan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perentjanaan/Pengendalian : 
2) Dinas Penelitian/Perkembangan. 


Direktorat Perindustrian Dasar, jang terdiri dari : 
1) Dinas Industrialisasi : 

2) Dinas Pembinaan/Penjuluhan , 

3) Dinas Pembinaan Lembaga? Penjelidikan. 


Direktorat Pelaksana Projek-projek, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembiajaan Projek , 

2) Dinas Teknik Projek : 

3) Dinas Administrasi Projek. 


Direktorat Pembinaan Perusahaan-perusahaan, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Perentjanaan : 

2) Dinas Pembinaan/Pengendalian , 

3) Dinas Perkembangan. 


Direktorat Finek, jang terdiri dari : 
1) Dinas Analisa Ekonomi dan Pemasaran : 
2) Dinas Sistim dan Prosedur : 
3) Dinas Anggaran/Pembiajaan. 


Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia, jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Perindustrian Kimia. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Kimia jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 
1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personalia/Organisasi : 

3) Bagian Keuangan, 

4) Bagian Tata Usaha. 

Direktorat Perentjanaan/Pengembangan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Perentjanaan Projek/Perluasan Perusahaan : 
2) Dinas Penelitian dan Pengembangan : 

3) Dinas Hubungan Industri Dalam & Luar Negeri. 
Direktorat Pembinaan Perindustrian Kimia, jang terdiri dari : 
1) Dinas Bimbingan dan Penjuluhan: 

2) Dinas Produksi Perusahaan : 

3) Dinas Pembinaan Projek-Projek. 

Direktorat Pembinaan Perusahaan-Perusahaan, jang terdiri 
dari : 

1) Dinas Pembinaan Produksi : 

2) Dinas Penelitian Produksi , 

3) Dinas Pembinaan Administrasi. 

Direktorat Pelaksana Projek, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pengamanan Projek dan Persiapan Operasi , 
2) Dinas Pelaksanaan Pembangunan Projek , 

3) Dinas Administrasi. 


Direktorat Djenderal Perindustrian Tenaga & Listrik, jang ter- 
susun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Ketenagaan & Listrik. 

Sekretaris Direktorat Djenderal Ketenagaan dan Listrik jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari. 
1 Bagian Umum, 

2) Bagian Personalia & Organisasi : 

3) Bagian Keuangan : 

4) Bagian Tata Usaha. 

Direktorat Penelitian & Perentjanaan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perantjang : 
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2) Dinas Survey & Explorasi : 
3) Dinas Statistik. 


d. Direktorat Tehnik & Pengembangan, jang terdiri dari: 


1) Dinas Industri & Tehnik : 
2) Dinas Pembinaan & Pembangunan : 
3) Dinas Standardisasi. 


e. Direktorat Chusus, jang terdiri dari : 
1) Dinas Perentjanaan Perbekalan : 


2) Dinas Pembinaan Materiil : 
3) Dinas Organisasi dan Pembinaan Tenaga. 


f. ' Direktorat Pembinaan Pengusahaan, jang terdiri dari: 
1) Dinas Pembinaan Organisasi dan Administrasi Peru- 
sahaan : | 
2) Dinas Pembinaan Administrasi Keuangan Perusahaan : 
3) Dinas Pembinaan Administrasi Materiel dan Harta 
Benda Perusahaan. 


S5. Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan jang tersusun 
atas : 


a. Direktur Djenderal Perindustrian Penerbangan. 

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Penerbangan 
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, jang ter- 
diri dari : 

1) Bagian Umum, 
2) Bagian Organisasi Personalia : 
3) Bagian Keuangan: 
4 Bagian Tata Usaha. 
c. Direktorat Pembinaan Operasi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendidikan dan Penelitian : 
2) Dinas Informasi Perindustrian : 
3) Dinas Perantjang Projek-Projek , 
4) Dinas Logistik. 

d. Direktorat Pembinaan Administrasi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Monetering , 
2) Dinas Produksi : 
3) Dinas Bimbingan Swasta dan Perusahaan Daerah. 


IV. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Administrasi Inspektorat 
Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, 
jang tersusun atas : 


a. Inspektur Djenderal Perindustrian Dasar, Ringan dan 
Tenaga , 


Inspektur Urusan Tehnik Produksi : 

Inspektur Urusan Administrasi/Personalia : 

Inspektur Urusan Finek : 

Inspektur Urusan Materiil : 

Inspektur Urusan Chusus : 

Bagian Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen. 

Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang lingkup sasaran 

kontrol Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, 

maka Inspektur tsb. diatas dibantu oleh para Inspektur pem- 
bantu jang djumlahnja akan ditetapkan menurut kebutuhan. 

1. Perwakilan-Perwakilan Daerah dan Luar Negeri serta 
lembaga Penelitian dan Pendidikan Perindustrian, berada 
langsung dibawah Menteri, dimana pembinaan administratif 
(peraturan) dan teknis (bimbingan, petundjuk/sistem/ 
metode) dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Deperdariga. 

2. Lembaga/Unit/Projek lainnja, karena kechususan/spesiali- 

sasinja langsung dibawah Direktur Djenderal jang bersang- 

kutan. 


DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEKSTIL DAN KERA- 
DJINAN RAKJAT (DEPTEKRA). 


. Pimpinan Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan 
Rakjat. 

Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, jang di- 
bantu oleh Staf Pribadi Menteri Perindustrian Tekstil dan Kera- 
djinan Rakjat. 

. Pembantu Pimpinan/Badan Srtaf/Sekretariat Djenderal Departe- 
men Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat. 


Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan Ke- 
radjinan Rakjat. 

Biro-biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical- 
service) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro: 


pMPAng 


a. Biro Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : 
1) Bagian Litbang Sector Tekstil : 
2) Bagian Litbang Sector Keradjinan Rakjat. 


b. Biro Umum, terdiri dari: 
1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan : 
2) Bagian Hubungan Masjarakat : 
3) an Hubungan antar Departemen/Lembaga-lembaga. 
gara : 
4) Bagian Hubungan Luar Negeri. 
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Biro Administrasi dan Urusan Dalam, terdiri dari : 
1) Bagian Sekretariat : 

2) Bagian Kesedjahteraan : 

3) Bagian Angkutan, 

4) Bagian Keamanan. 


Biro Keuangan, terdiri dari : 


1) Bagian Anggaran Devisa : 

2) Bagian Anggaran Rupiah , 

3) Bagian Chusus : 

4) Bagian Anggaran Pembangunan. 
Biro Organisasi dan Personil, terdiri dari : 
1) Bagian Administrasi Personil : 

2) Bagian Organisasi : 

3) Bagian Pendidikan dan Latihan : 

4 Bagian Administrasi Umum. 


Biro Akutansi, terdiri dari : 

1) Bagian Organisasi Administrasi , 

2) Bagian Analisa : 

3) Bagian Chusus, 

Biro Peralatan dan Perlengkapan, terdiri dari : 


1) Bagian Administrasi Pengadaan : 
2) Bagian Registrasi Peralatan/Perlengkapan : 
3) Bagian Pembinaan Peralatan/Perlengkapan. 


Pelaksana Utama Departemen Perindustrian Tekstil dan Kera- 
djinan Rakjat, jang terdiri atas : 


Direktorat Djenderal Perindustrian Tekstil, jang tersusun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Perindustrian Tekstil : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Tekstil jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, jang terdiri 
dari : 

1) Bagian Organisasi dan Personil : 

2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam: 

3) Bagian Keuangan: 

4 Bagian Akutansi : 

5) Bagian Peralatan/Perlengkapan. 


Direktorat Pembangunan/Pengembangan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Penelitian dan Pembangunan : 
2) Dinas Pembangunan Projek-proyjek Perindustrian : 
3) Dinas Pendidikan dan Latihan : 


Direktorat Produksi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Penjaluran: 
2) Dinas Pengerahan Produksi : 
3) Dinas Pengadaan. 


Direktorat Pembinaan Perusahaan-perusahaan, jang terdiri 
dari : 


1) Dinas Pembinaan Perusahaan/OPS-GPS : 
2) Dinas Pengawasan Perusahaan-perusahaan , 
3) Dinas Pembinaan P.N. 


Direktorat Djenderal Perindustrian Keradjinan Rakjat, jang ter- 
susun atas : 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Perindustrian Keradjinan Rakjat : 
Sekretaris Direktorat Djenderal Perindustrian Keradjinan 
Rakjat jang memimpin Sekretariat Direktorat Kan dan 
terdiri dari : 

1) Bagian Organisasi dan Personalia , 

2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam : 

3) Bagian Keuangan : 

4) Bagian Analisa Evaluasi dan Penentuan Norma Ke- 
butuhan Pembiajaan dan Kebutuhan Alat-alat Kera- 
djinan Rakjat : 

5) Bagian Pembinaan Peralatan dan Perlengkapan Kera- 
djinan Rakjat. 

Direktorat Produksi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Produksi : 
2) Dinas Permodalan : 
3) Dinas Pemasaran. 


Direktorat Pengembangan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pengorganisasian : 

2) Dinas Penelitian dan Dokumentasi : 

3) Dinas Pameran dan Penjuluhan. 
Direktorat Pembangunan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Tenaga : 
2) Dinas Pembinaan Perusahaan: 
3) Dinas Projek. 


. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal De- 


partemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, jang ter- 
susun atas: 


1. 


Inspektur Djenderal Departemen Perindustrian Tekstil dan 
Keradjinan Rakjat : 
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Inspektur Pengawasan Umum : 

Inspektur Pengawasan Mategziil : 

Inspektur Pengawas Keuangan jang dibantu oleh Inspektus- 
Inspektur Pembantu: ' 

Tata Usaha Inspektorat D:enderal Departemen Perindustrian 
Tekstil dan Keradjinan Rakjat. 


Unit-unit produksi Departemen Perindustrian Tekstil dan 
Keradjinan Rakjat langsung dibawah Menteri Perinzustrian 
Tekstil dan Keradjinan Rakjat dan pembinaan administratif 
dan tehnisnja dilakukan oleh Sekretaris Djenderal Departe- 
men Perindustrian Tekstil dian Keradjinan Rakjat. 
Projek/Balai/Lembaga selama belum diatur dan ada keten- 
tuan lain langsung dibawah Direktur Djenderal masing- : 
masing jang bersangkutan. 


DEPARTEMEN PERTAMBANGAN 


Pimpinan Departemen Pertambangan. 

Menteri Pertambangan, dibantu oleh Staf Pribadi Menteri Per- 
tambangan. 

Pembantu Pimpinan/Badan/Staf/Sekretariat Djenderal Departe- - 
men Pertambangan : 


Sekretaris Djenderal Departemen Pertambangan. 

Biro-biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 
Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro. 


a. 


Biro Perentjanaan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Penelitian, Pengumpulan Data, Analisa dan 
Statistik : 

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Kebidjaksanaan : 

3) Bagian Penjusunan Program: 

4) Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program. 

Biro Hukum dan Perundang-undangan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Hukum, 

2) Bagian Perundang-undangan , 

3) Bagan Hubungan Masjarakat dan Penerangan , 

4) Bagian Kerdjasama Luar Negeri dan Antar Negara. 

Biro Administrasi Personalia dan Organisasi, jang terdiri 

dari : 

1) Bagian Pembinaan Administrasi dan Organisasi : 

2) Bagian Pembinaan Karier dan Kepangkatan Pegawa: : 

3) Bagian Administras Personil , 

4) Bagian Pembinaan Kesedjahteraan Pegawai 

5) Bagian Pendidikan. 
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Biro Finansiil dan Ekonomi, jang terdiri dari : 
1) Bagian Finansiil : 

2) Bagian Administrasi Keuangan , 

3) Bagian Ekonomi, 

4) Bagian Administrasi Perusahaan. 


Biro Pertambangan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Penelitian dan Pengembangan, 

2) Bagian Perentjanaan Projek-projek dan Sumber- 
sumber : 

3) Bagian Pembinaan Industri dan Produksi : 

4) Bagian Pengamanan Pertambangan. 


Biro Minjak dan Gas Bumi, jang terdiri dari : 

1) Bagian Penelitian dan Pengembangan : 

2) Bagian Perentjanaan Projek-projek dan Sumber- 
sumber : 

3) Bagian Pembinaan Industri dan Produksi : 

4 Bagian Pengamanan Pengusahaan Minjak dan Gas 
Bumi. 


Biro Umum, jang terdiri dari : 

1) Bagian Sekretariat , 

2) Bagian Tata Usaha Personil: - 
3) Bagian Tata Usaha Keuangan, 
4) Bagian Tata Usaha Materiil : 

5) Bagian Rumah Tangga. 


Pelaksana Utama Departemen Pertambangan, jang terdiri atas : 


Direktorat Djenderal Pertambangan, jang tersusun atas : 
a. Direktur Djenderal Pertambangan : 


b. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Pertambangan jang memim- 
pin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 

1) Bagian Tata usaha dan Urusan Dalam : 

2) Bagian Personalia dan Organisasi : 

3) Bagian Keuangan : 

4) Bagian Keamanan, 

S5) Bagian Umum. 


Direktorat Geologi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pemetaan : 

2) Dinas Penelitian : 

3) Dinas Eksplorasi : 

4) Dinas Pengawasan Gunung Berapi (Vulkanologi) : 
5) Dinas Penjelidikan Geologi tehnik & Hidrologi. 
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d. Direktorat Pertambangan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Penelitian Pengolahan bahan gahan : 
2) Dinas Pengawasan , 

3) Dinas Peridzinan/Perundang-undangan : 
4) Dinas Pemetaan/Pengudian. 


Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi, jang tersusun atas : 

a. Direktur Djenderal Minjak dan Gas Bumi : 

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Minjak dan Gas Bumi, jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri 
dari : 

1) Bagian Hukum: 
2) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam : 
3) Bagian Personalia/Tenaga Kerdja dan Organisasi : 
4) Bagian Finek : 
5) Bagian Umum, 
c. Direktorat Migas, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pengawasan minjak dan Gas Bumi : 
2) Dinas Pembinaan minjak dan Gas Bumi : 


. Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/Inspektorat Djenderal De- 


partemen Pertambangan, jang tersusun atas : 
Inspektur Djenderal Departemen Pertambangan, jang dibantu 
oleh : 


a. Inspektur Produksi , 
b. Inspektur Distribusi , 
c. Inspektur Keuangan, 
d. Inspektur Chusus, 
jang masing? dapat dibantu oleh Inspektur? Pembantu. 
Tata Usaha Inspektorat Djenderal. 


. Pelaksana-pelaksana lain Departemen Pertambangan seperti Lem- 


baga Minjak dan Gas Bumi serta Perusahaan? Negara selama 
belum ada ketentuan lain tetap berdjalan sebagarmana biasa. 


DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM. 


. Pimpinan Departemen Pekerdjaan Umum, 


Menteri Pekerdjaan Umum, dibantu oleh Staf Pribadi Menteri 
Pekerdjaan Umum. 


. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal Departe- 


men Pekerdjaan Umum : 


Sekretaris Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum : 
Biro-biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & Technical 


III. 


Services) sebagai pelaksana fungsi staf, jang masing-masing di- 
pimpin oleh seorang Kepala Biro. 


a. 


Biro Tehnik, jang terdiri dari : 

1) Bagian Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi : 
2) Bagian Statistik dan Dokumentasi. 

Biro Logistik, jang terdiri dari : 

1) Bagian Evaluasi dan Inventarisasi : 

2) Bagian Produksi dan Penjaluran : 


3) Bagian Pengadaan Peralatan/Bahan? Bangunan : 
4) Bagian Penelitian dan Pengelolaan Logistik. 


Biro Perantjang, jang terdiri dari : 

1) Bagian Perantjang : 

2) Bagian Program Kerdja : 

Biro Keuangan, jang terdiri dari : 

1) Bagian Anggaran : 

2) Bagian Pembiajaan : 

3) Bagian Pemeriksaan , 

4) Bagian Perbendaharaan. 

Biro Personalia dan Organisasi, jang terdiri dari : 
1) Bagian Pengelolaan Personalia : 
2) Bagian Administrasi Personala : 
3) Bagian Pendidikan : 

4) Bagian Organisasi. 

Biro Sosial Politik dan Perundang-undangan , jang terdiri dari : 
1) Bagian Sosial Politik : 

2) Bagian Perundang-undangan. 

Biro Umum dan Hubungan Masjarakat, jang terdiri dari : 

1) Bagian Sekretariat Staf Departemen : 

2) Bagian Hubungan Masjarakat : 

3) Bagian Urusan Dalam : 

4) Bagian Tata Usaha Umum. 


i 


Pelaksana Utama Departemen Pekerdjaan Umum, jang terdiri atas: 


Direktorat Djenderal Pengairan Dasar, jang tersusun 'atas : 
a. Direktur Djenderal Pengairan Dasar. 


b. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Pengairan Dasar: jang me- 
mimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 


1) Bagian Umum: . 
2) Bagian Personalia : 
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3) Bagian Administrasi Keuangan : 
4) Bagian Administrasi Tehnik. 


Direktorat Eksplorasi Survey dan Perentjanaan, jang terdiri 
dari : 


1) Dinas Eksplorasi dan Pengembangan Wilajah Sungai : 
2) Dinas Survey dan Perentjanaan : 

3) Dinas Penijegahan Bentjana Alam. 

Direktorat Peralatan dan Perbekalan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Peralatan : 

2) Dinas Perbekalan : 

3) Dinas Transpor. 

Direktorat Sungai dan Rawa, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pemugaran : | 

2) Dinas Pembangunan. 

Direktorat Irigasi, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pemugaran , 

2) Dinas Pembangunan. 

Direktorat Penjelidikan Masalah Air, jang terdiri dari : 
1) Dinas Hkdrolika : 

2) Dinas Bangunan Air: 

3) Dinas Hidrologi. 


Direktorat Djenderal Tjipta Karya, jang tersusun atas : 
a. Direktur Djenderal Tjipta Karya : 


b. 


Cc. 


Sekretaris Direktorat Djenderal Tjipta Karya jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri dari : 

1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personalia : 

3) Bagian Tata Usaha Keuangan, 

4 Bagian Perentjanaan 

5) Bagian Pengawasan. 


Direktorat Perumahan Rakjat, jang terdiri dari : 


1) Dinas Survey, Penjelidikan dan Perentjanaan , 
2) Dinas Pembangunan, 
3) Dinas Pembinaan. 


Direktorat Tata Bangunan, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perentjanaan dan Konstruksi : 
2) Dinas Pembangunan, 
3) Dinas Eksploitasi. 


Direktorat Tata Kota dan Daerah, jang terdiri dari : 
1) Dinas Planologi Kota: . | 

2) Dinas Planologi Daerah : 

3) Dinas Evaluasi, Survey dan Penjelidikan : 

4) Dinas Pembangunan. 


Direktorat Tehnik Penjehatan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Air Bersih : 

2) Dinas Riolering dan Assainering : 

3) Dinas Survey, Penjelidikan dan Perentjanaan : 
4) Dinas Peralatan dan Perbekalan. 


Direktorat Djenderal Bina Marga, jang tersusun atas: 


a. 
b. 


Direktur Djenderal Bina Marga, jang terdiri dari : 

Sekretaris Direktorat Djenderal Bina Marga, jang memimpin 
Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 

1) Bagian Umum: 

2) Bagian Personalia : 

3) Bagian Tata Usaha Keuangan : 

4 Bagian Tata Usaha Tehnik. 


Direktorat Eksplorasi, Survey dan Perentjanaan, jang terdiri 


1) Dinas Eksplorasi dan Pengembangan Wilajah : 
2) Dinas Survey dan Perentjanaan. 

Direktorat Peralatan dan Perbekalan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Peralatan : 

2) Dinas Perbekalan : 

3) Dinas Aspal. 

Direktorat Pemeliharaan dan Rehabilitasi, jang terdiri dari : 
1) Dinas Djalan: 

2) Dinas Djembatan : 

3) Dinas Pentjegahan Bentjana Alam. 

Direktorat Pembangunan, jang terdiri dari : 

1) Dinas Djalan: 

2) Dinas Lapangan Terbang : 

3) Dinas Djembatan. 


Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera, jang tersusun atas : 


a. 


b. 


Direktur Djenderal Djalan Raya Sumatera : 
Sekretaris Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera jang 
memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal dan terdiri dari : 


1) Bagian Umum: 
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c. 


2) Bagian Personalia : 
3) Bagian Tata Usaha Keuangan : 
4) Bagian Tata Usaha Tehnik. 


Badan-badan Pelaksanaan Direktorat Djenderai Djalan Raya 
Sumatera adalah Otorita Djalan Raya Sumatera, jang terdiri 
dari : 
1) Kuasa Umum/Pimpinan Umum Otorita, jang dibantu 
oleh : 
2) Staf Ahli: 
b) Staf Direksi : 
c) Sekretariat Otorita. 
2) Dinas Umum: 
3) Dinas Tehnik: 
4 Dinas Finek: 
5) Dinas Pembinaan Usaha : 
6) Projek-projek. 


IV Pembantu Pimpinan/Badan Kontrol/ Inspektorat Djenderal Depar- 
femen Pekerdjaan Umum jang tersusun atas : 


1. 
2. 


Inspektur Djenderal Pekerdjaan Umum : 

Inspektur Tehnik jang dibantu oleh : 

@. Inspektur Pembantu Pengairan : 

b. Inspektur Pembantu Djalan-djalan dan Djembatan : 
Cc. Inspektur Pembantu Gedung-gedung. 


Inspektur Administrasi dan Keuangan, jang dibantu oleh : 

a. Inspektur Pembantu Wilajah I Djawa dan Madura 

b. Inspektur Pembantu Wilajah II Sumatera dan Kali- 
mantan : 

c. Inspektur Pembantu Wilajah III Indonesia Bagian Ti- 
mur. 


Inspektur Keamanan jang dibantu oleh : 

a. Inspektur Pembantu Keamanan Tehnik : 

b. Inspektur Pembantu Penertiban : 

Cc. Inspektur Pembantu Chusus. 

Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen Pekerdjaan 
Umum. 


Badan-badan lain jang merupakan pelajanan (services) bagi 
Direktorat-direktorat Djenderal/Departemen Pekerdjaan 


— Umum adalah: 


a. Eksploitasi Alat-alat Besar : 


b. Eksploitasi Bahan-bahan Bangunan : 

c. Institut Pendidikan Pekerdjaaa Umum. 

berada langsung dibawah Menteri Pekerdjaan Umum, dimana 
pembinaan setjara administratif (pengaturan) dan tehnis 
(petundjuk/tjara/sistim/metode)-nja dilakukan oleh Sekreta- 
ris Djenderal Departemen Pekerdjaan Umum: . . | 
Badan-badan lainnja seperti Lembaga-lembaga dan lain-lain, 
selama dan sepandjang belum ada ketentuan lebih landjut 
tetap seperti biasa. 

Badan-badan dan/atau Lembaga-lembaga (seperti Baperdep 
dan Badan Pertimbangan) jang sudah ada peraturan/ 
Undang-undang Sementara sebelum diatur lebih landjut, dapat 
terus membantu dan mendjadi Penasehat Menteri Pekerdjaan 
Umum. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 


SOBHARTO 
DJENDERAL TNI. 


to1 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK ORA 


No. . B-333/Pres. Kab/11/66 Djakarta, 15 Nopember 196 : 
Lampiran : ' | 


Perihal : Ralat salinan Surat Kepu- Kepada 
tusan Presidium Kabinet 
Republik Indonesia tanggal Distribusi B. 
3 Nopember 1966 Nomer 
75/U/KEP/11/1966. 


RALAT. 


Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam Surat 
Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. 75/U/KEP/ 
11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 tentang Struktur Organisasi De- 
partemen, terdapat kekurangan jang perlu diralat, ialah pada lampir- 
an F. Departemen Pendidikan dan Kebudajaan angka III, terdapat 
kekeliruan dari 3 Direktorat Djenderal Olah Raga langsung ke-5 
Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pramuka sehingga angka 
4 perlu ditambahkan pada halaman 23 jang isinja sbb. : 


4. Direktorat Djenderal Kebudajaan, jang tersusun atas : 

a. Direktur Djenderal Kebudajaan. 

b. Sekretaris Direktorat Djenderal Kebudajaan, jang memimpin 
Sekretariat Djenderal dan terdiri dari : 
1) Bagian Umum: 
2) Bagian Personil : 
3) Bagian Materiil/Keuangan : 
4) Bagian Penelitian dan Pengembangan : 
5) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan. 

c. Direktorat kesenian, jang terdiri dari : 
1) Dinas Seni-Rupa : 
2) Dinas Seni-Suara : 
3) Dinas Seni-Tari, Pedalangan dan Pertundjukan Rakjat : 
4) Dinas Seni-Drama dan Perfilman : 
5) Dinas Umum. 


d. Direktorat Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan, jang terdin 
dari: 
1) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat 
Akademi : 
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2) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat 
Menengah : | ak 
3) Dinas Pendidikan/Pembinaan Kebudajaan Tingkat 
Dasar dan Umum , 
4) Dinas Adat Istiadat dan Tjerita Rakjat , 
5) Dinas Umum. | 
e. Direktorat Purbakala dan Sedjarah, jang terdiri dari : 
1) Dinas Purbakala, 
2) Dinas Sedjarah : 
3) Dinas Pemeliharaan dan Pemugaran , 
4) Dinas Dokumentasi dan Penerbitan , 
5) Dinas Umum. | 
f. : Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan, jang terdiri dari : 
1) Dinas Bahasa Indonesia : 
2) Dinas Kesusasteraan Indonesia : 
3) Dinas Bahasa Asing : 
4) Dinas Peristilahan dan Penerbitan : 
5) Dinas Umum. 
g. Direktorat Museum, jang terdiri dari : 
1) Dinas Penelitian : 
2) Dinas Perentjanaan dan Pembinaan , 
3) Dinas Pembinaan Tenaga : 
4) Dinas Hubungan Masjarakat , 
5) Sekretariat Direktorat. 


Dengan demikian kekurangan dalam salinan Surat Keputusan 
tersebut telah diperbaiki sehingga sesuai dengan aslinja. 


Demikian agar maklum. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
SEKRETARIS, 


SOEDHARMONO S.H. 
KOLONEL CKH NRP. 16078. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 8 TAHUN 1967. 


KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 
Bahwa berhubung dengan susunan Kabinet Ampera sekarang ini. 
dipandang perlu untuk menindjau kembali Keputusan Presiden 
No. 267 tahun 1963 tanggal 24 Desember 1963 tentang Pemberi- 
an kekuasaan untuk menandatangani Surat-surat Keputusan 
Presiden tentang : 


a. pengesahan peraturan-peraturan daerah dan 
b. pemberian pensiun : 
Mengingat : 
1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar , 


2. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tanggal 25 Djul: 
1966 : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


PERTAMA : 


Mentjabut Keputusan Presiden No. 267 tahun 1963 tanggal 24 
Desember 1963 tentang Pemberian kuasa kepada Wakil Perdana 
Menteri I untuk atas nama Presiden Republik Indonesia me- 
nandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang pengesahan 
peraturan-peraturan daerah dan kepada Wakil Perdana Menteri 
IT untuk atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani: 
Surat-surat Keputusan Presiden tentang pemberian pensiun. 


KEDUA : 


Memberi kuasa kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk 
atas nama Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat- 
surat Keputusan Presiden tentang : 

Pemberian pensiun. 
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KETIGA : | 
Memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk atas nama 
Presiden Republik Indonesia menandatangani Surat-surat Ke- 
elara Presiden tentang pengesahan peraturan-peraturan 
dae 


KEEMPAT : 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku 
surut sampai tanggal 25 Djuli 1966. 


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengumuman Keputusan Presiden imi dengan pesempatan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal : 1 Pebruari 1967. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SUKARNO. 


ne 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 90/U/KEP/4/1967 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


1. 


bahwa usaha dibidang penerbitan dan pengamanan keuangan 
Negara perlu diintensifkan, dengan mengkoordinasikan semua 
kegiatan dari berbagai aparatur Pemerintah jang berwenang di- 
bidang tersebut : 


2. bahwa untuk itu perlu menjempurnakan Team Penertiban Ke- 
uangan Negara jang dibentuk dengan Surat Keputusan WAPER- 
DAM HANKAM No. Kep. 1/4/1966 dan menempatkannja di- 
bawah Ketua Presidium Kabinet AMPERA: 

Mengingat : 

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966, 

2. Keputusan WAPERDAM BIDANG PERTAHANAN/KEA- 
MANAN No. Kep. 1/4/1966, 

3. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/Keaman- 
an No. Kep 8/4/1966, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 


Menjempurnakan organisasi Team Penertiban Keuangan Negara, 
jang dibentuk dengan surat Keputusan WAPERDAM HANKAM 
No. Kep. 1/4/1966, sehingga kedudukan, tugas dan susunannja 
mendjadi sebagai berikut : 


KEDUDUKAN 
Pasal 1. 


Team Penertiban Keuangan Negara, disingkat PEKUNEG, ber- 


kedudukan langsung dibawah serta bertanggung djawab kepada Ketua 
Presidium Kabinet AMPERA. 
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Pasal 2. 


Team PEKUNEG bertugas : 


membantu Ketua Presidium Kabinet dalam melakukan penertiban 


dan pengamanan keuangan Negara , 

memberikan bahan-bahan/masalah, saran dan “pertimbangan 
kepada Ketua Presidium Kabinet mengenai penertiban dan peng- 
amanan keuangan Negara, 

melaksanakan tugas-tugas : chusus berdasarkan Perintah Ketua 
Presidium Kabinet dalam rangka penertiban san pengamanan 
Keuangan Negara. 


FUNGSI. 
Pasal 3. 


Dalam melaksanakan tugasnja, Team PEKUNEG mempunjai 


fungsi mengkoordinasikan aparatur Pemerintah jang bertugas dan ber- 
wenang dalam bidang pembinaan, pengawasan dan pengamanan ke- 
uangan dalam Hal-hal: 


1) 
2) 


3) 


(1) 


(2) 


melakukan tindakan preventif dan pengawasan untuk mengaman- 
kan keuangan Negara , 

merentjanakan tindakan/kebidjaksanaan untuk mengembalikan 
dan menjelamatkan keuangan Negara : 

melakukan tindakan pemeriksaan/penjelidikan terhadap penjele- 
wengan-penjelewengan dibidang keuangan. 


WEWENANG. 
Pasal 4. 


Dalam melaksanakan tugasnja Team PEKUNEG dapat berhu- 
bungan serta mendengar keterangan dari badan?/instansi/per- 


orangan jang dianggap perlu , 
Setiap aparatur Pemerintah memberikan bantuan untuk memper- 
lantjar tugas dan fungsi dari Team PEKUNEG apabila diperlukan. 


SUSUNAN 
Pasal 5. 


(1) Team PEKUNEG terdiri dari : 


it 


a. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Presidium 
Kabinet AMPERA sebagai Ketua merangkap anggota : 
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(2) 


(3) 


(1) 


(2) 


b. Sekretaris Djenderal Keuangan sebagai Wakil Ketua me- 
rangkap anggota : 

c. ' Gubernur Bank Negara Indonesia atau wakilnja sebaga: 
anggota : 

d. Seorang pedjabat tinggi dari Kedjaksaan Agung jang ditun- 
djuk oleh Djaksa Agung , 

e. Direktur Polisi Militer atau Pa jang ditundjuknja sebagai 
anggota , 

f. Seorang pedjabat tinggi dari Departemen Angkatan Kepoli- 
sian jahg ditundjuk oleh Menteri Panglima Angkatan Kepo- 
lisian sebagai anggota , 

g. Kepala Staf Komando intelidjen Negara atau pedjabat jang 
ditundjuknja sebagai anggota , 

h. Sekretaris Presidium Kabinet atau pedjabat jang ditundjuk- 
nja sebagai Sekretaris merangkap anggota. 

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua para 

anggota dan Sekretaris Team PEKUNEG dilakukan dengan surat 

Keputusan Ketua Presidium Kabinet. 


Kepala Team PEKUNEG diperbantukan sebuah Sekretariat jang 
dipimpin oleh Sekretaris. Anggota? Sekretariat ditundjuk oleh 
Sekretaris dengan persetudjuan Ketua Team PEKUNEG. 


TATA KERDJA 
Pasal 6. 


Dalam melaksanakan tugasnja Team PEKUNEG mendjalankan 
petundjuk-petundjuk dan melaporkan hasil? tugas serta kegiatan- 
nja kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera , 


Untuk melakukan langkah? dan tindakan? dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinja serta petundjuk? Ketua Presidium Kabinet, 
Team PEKUNEG mengadakan sidang? Team untuk mengambil 
putusan dan kesimpulan berdasarkan musjawarah, diantara 
anggota? Team. 


(3) Pelaksanaan tindakan jang diambil oleh PEKUNEG sedapat 


(4) 
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mungkin dilakukan oleh instansi jang berwenang dibigangnja 
masing”. | 


Apabila dianggap perlu, untuk mengambil tindakan terhadap se- 
suatu masalah, Team PEKUNEG dengan persetudjuan Ketua 
Presidium Kabinet dapat membentuk Team gabungan tugas jang 
anggotanja terdiri dari unsur? dibidang keuangan dan pengusutan 


(S5) Ketua Team PEKUNEG dengan memperhatikan pertimbangan 
Team, mengatur pembagian kerdja diantara anggota?nja. 


(6) Perintjian tata-kerdja selandjutnja dari Team PEKUNEG ditetap- 
kan oleh Team. 


TEAM PEKUNEG DAERAH 
Pasal 7. 


Team PEKUNEG, dalam melaksanakan tugaenja didaerah- 
daerah dibantu oleh Team? PEKUNEG Daerah jang bentuk, 
susunan dan tugasnja akan ditetapkan dengan Keputusan ter: 
sendiri. 


bni 


LAIN-LAIN. 
Pasal 8. 


(1) Pembiajaan dari Team PEKUNEG dibebankan kepada Sekreta- 
riat Presidium Kabinet. 


(2) Dengan berlakunja keputusan ini, maka semua persoalan, ke- 
giatan, tanggung-djawab serta inventaris dari Team PEKUNEG 
bentuk lama beralih dengan sendirinja kepada Team PEKUNEG 
sesuai dengan keputusan int. 


(3) Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur 
dengan keputusan tersendiri. 


Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di: Djakarta : 
Pada tanggal : 12 April 1967. : 


PRESIDIUM KABINET AMPERA. 
KETUA, 


tt.d. 
SOEHARTO 
DJENDRAL T.N.I. 


. da . - 


PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1966 
TENTANG 
- PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN 
PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA 
PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT 
PENSIUN 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
bahwa perlu untuk memperbaiki penghasilan para pegawai ne- 


geri dan pedjabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun 
atau tundjangan jang bersifat pensiun, 
Mengingat : 
. 1. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar, 
Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
1961 No. 263), 

3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1965 (Lembaran Ne- 
gara tahun 1965 No. 110): 

4. Semua peraturan tentang gadji, gadji kehormatan, uang ke- 
horma an, pensiun atau tundjamgan jang bersifat pensiun 
dan tundjangan-tundjangan serta penghasilan-penghasilan 
lain jang masih berlaku bagi pegawai negeri, pedjabat ne- 
geri lainnja dan penerima pensiun/tundjangan jang bersifat 
pensiun jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini, 


5.  Keputusan-keputusan Presiden No. 163, 170 dan 173 tahun 
1966 : 


Mendengar : 
Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 13 Djuli 1966: 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan : 


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENG- 
HASILAN PARA PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI 
LAINNJA SERTA PARA PENERIMA PENSIUN ATAU TUN- 
DJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN. 
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png 


Pasal 1. 


Kanada 

a. Ketua/Wakil Ketua/anggota MPRS dan Wakil Band 
Anggota D.P.A.S., | 
Menteri, “-g ' 
Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R., 
Pegawai Negeri Sipil dan Anggota A.B.R.I., | 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Anggota B.P.H. Dae- 


rah Swatantra Tingkat I dan II, 
Pegawai Daerah Swatantra Tingkat I dan II, 


Penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat Ta Et 
bagai : 


1. bekas pedjabat Negeri termaksud huruf a sd f pasal 
ini, 

2. djanda atau anak jatim/piatu dari mereka termaksud 
huruf a s/d f dan angka 1 huruf ini, diberikan ke- 
naikan penghasilan sedemikian sehirgga djumlah gadi, 
gadji-kehormatan atau uang-kehormatan ditambah, dji- 
ka ada, dengan tundjangan-tundjangan menurut peratur- 
an tentang kedudukan keuangan jang berlaku bagi me- 
reka masing-masing, mendjadi 3 (tiga) kali djumlah 
jang mereka bzrhak menerima untuk bulan Djuni 1966. 


Ga mm 


(2) Disamping kenaikan penghasilan menurut ajat (1) pasal ini, 


(3) 


(1) 


kepada jang bersangkutan beserta keluarga mereka tiap-tiap 
bulan tetap diberikan dengan tjuma-tjuma tundjangan pangan 
jang berupa beras dan gula menurut djatah jang ditetapkan 
dalam masing-masing peraturan jang berlaku , 

Apabila tundjangan bahan pangan termaksud ajat 2) pasal ini 
tidak dapat diberikan dalam bentuk bahan beras dan/atau guk, 


.maka tundjangan bahan pangan itu diganti dengan pemberian 


sedyumlah uang jang besarnja sama dengan hasil perkalian antara 
djumlah djiwa kali djatah untuk seorang kali harga kesatuan 
dari bahan pangan jang bersangkutan. Harga kesatuan termak- 
sud tiap-tiap bulan ditentukan oleh Gubernur, Kepala Daerah 


- berdasarkan harga-harga dipasaran bebas Pan TN 


Pasal 2. 


Ketentuan Ketentuan dalam Sasa 1, sea ini. berhikis 
bagi pegawai dan anggota Direksi A stmbana mann Ne- 


1m 


(2) 


gara, jang menerima gadji dan- lain-lain penghasilan menurut 
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 tentang Ketentuan-ke- 
tentuan pokok gadji pegawai Perusahaan Negara aa Ne- 
gara tahun 1962 No. 55). 

Pembzrian kenaikan penghasilan seperti dimaksodkan dalam 
pasal 1, ajat (1) peraturan ini, kepada pegawai dan anggota 
Direksi Perusahaan/Bank/Pro:ek Negara, jang menerima gadji 
dan lain-lain penghasilan menurut suatu peraturan gadji jang 
chusus berlaku bagi masing-masing Perusahaan/Bank/Projek 
Negara itu, apabila penghasilan maksimumnja melebihi pengha- 
silan maksimum jang dapat diterima menurut Peraturan Peme- 
rmtah No. 14 tahun 1962, ditetapkan oleh Mentezi jang ber- 
sangkutan setelah diperoleh persetudjuan dari Menteri Utama 
Bidang Ekonomi & Keuangan. 


Pasal 3. 


Potongan wadjib sebesar 396 dari gadji menurut ketentuan da- 


lam Peraturan Pemerintah No. 9 dan Peraturan Pemerintah No. 11 
tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 14 dan No. 16), bagi 
mereka termaksud huruf a s/d f pasal 1 Penata mi, ditanggung 
oleh Pemerintah. 


Pasal 4. 


Ng ai 8 
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 3 peraturan 


7 » 


O.. 


(1) 


(2) 
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berlaku pula bagi Daerah Irian Barat, 


, berlaku pula bagi pegawai negeri Bangsa asing termaksud dalam 


Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951, 


tidak berlaku bagi mereka jang ditempatkan diluar negeri c.g. 
menerima pembajaran penghasilan dalam mata-uang asing. 


Pasal 5. 


Hal-hal mengenai perbaikan penghasilan menurut peraturan ini 
jang belum ditentukan, akan ditetapkan lebih landjut oleh Presi- 
dium Kabinet Ampera. 


Pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Men- 


teri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pega- 


wal. 


Sek 
Peraturan Poo aaa ai Inlai 'beklakin pada bar diundangkan 
dan berlaku surut hingga 1 Djuli 1966. 


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Perataran Pemerintah ini dengan ng dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 25 Agustus 1966. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Ltd. 
SUKARNO 


Diundangkan di Djakarta 
pada tanggal 25 Agustus 1966. 
SEKRETARIS NEGARA 

Ltd. 
MOHD. ICHSAN 
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PENDJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1966 

TENTANG 

PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN 

PEDJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA 
PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT 

PENSIUN. 


Il UMUM. 2 


Dalam keadaan ekonomi dewasa im Pemerintah menjadari bahwa 
gadji jang njata dari pegawai negeri adalah djauh dibawah taraf jang 
tjukup untuk mememuhi keperluan hidup jang lajak. 

Disamping itu Pemerintah mengetahui pula adanja keadaan jang 
tidak seimbang diantara penghasilan jang dengan njata diterima oleh 
para pegawai jang bekerdja pada perusahaan-perusahaan negara dan 
projek-projek negara dibandingkan dengan gadji jang njata dari para 
pegawai negeri lainnja, terutama jang dibajar peraacarkan atas 
P.G.P.N. 1961. 


Penghasilan mereka jang termasuk goloogan jang disebut per- 
tama itu lebih banjak daripada gadji beserta tundjangan-tundjangan 
para pegawai negeri lainnja. 

Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mengadakan per- 
baikan penghasilan pegawai negeri dan pedjabat negeri lainnja serta 
penerimaan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun. 

Lain daripada itu perlu diusahakan keseimbangan antara peng- 
hasilan para pegawai negeri dan pedjabat-pedjabat neseri lainnja jang 
sampai sekarang menundjukkan keseimbangan jang dirasakan kurang 
adil. 

Sedjalan dengan perbaikan penghasilan termaksud, maka pere- 
madjaan pegawai negeri perlu diintensifkan berdasarkan ketentuan- 
ketentuan jang berlaku : 

a. pada prinsipnja mulai 1 Djuli 1966 diadakan larangan untuk 
mengangkat pegawai baru, ketjuali tjalon jang beridjazah Seko- 
lah Tinggi atau sekolah kedjuruan 

b. Instansi-instansi Pemerintah jang baru dibentuk atau masih ke- 
kurangan pegawai diperkenankan menempatkan pegawai dari 
lain instansi Pemerintah jang dapat dipindahkan : 

ce. Instansi Pemerintah jang berkelebihan pegawai atau ternjata 
mempunjai sedjumlah pegawai jang dapat dipindahkan kelain 
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instansi hendaknja menjampaikan daftar dan keterangan-ketera- 

ngan lain mengenai pegawai-pegawai jang bersangkutan kepada 

Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Kepala 

Kantor Urusan Pegawai. 

Pembajaran gadji pegawai jang baru diangkat mulai tanggal 1 
Djuli 1966 dilarang, ketjuali bila pengangkatan xtu telah mendapat 
persetudjuan Kantor Urusan Pegawai. 

sa 1 , 


II. PASAL DEMI PASAL. 
Pasal !: 
azat (1): 


Tiga kali penghasilan bulan Djuni 1966 adalah rata-rata sama 
dengan 15 kali penghasilan bulan Desember 1965. 

Honorarium dan tundjangan kepada pimpinan, Biaya 
pengadjar dan siswa atau mahasiswa pada lembaga-lembaga pendi- 
dikan, begitu pula uang lembur. dibajar menurut ketentuan pasal ini. 

Perbaikan upah para pekerdja Pemerintah untuk tiap daerah 
akan dilakukan menurut prosedur Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 
1954 jang bersangkutan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan per- 
setudjuan Menteri Keuangan dan Kantor Urusan Pegawai. 


ajat (2) dan (3) : Tjukup djelas. 
Pasal 2. 
ajat (l) dan (2): 


Bagi pegawai dan pensiunan Perusahaan Negara, Bank Negara 
dan Lembaga-lembaga, Usaha-usaha dan Projek-projek Negara jang 
seharusnja mendjalankan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah 
No. 14 tahun 1962 jang sekarang berlaku, tetapi ternjata menjim- 
pang dari dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 
tahun 1962 atau P.G.P.N. 1961, penghasilannja mulai 1 Djuli 1966 
diatur tersendiri oleh Menteri jang bersangkutan setelah diperoleh 
persetudjuan terlebih dabulu dari Menteri Utama Bidang Ekonomi 
dan Keuangan. 


Pasal 3. 


Potongan sebesar 379 dari gadi pokok menurut pasal 4 Per- 
aturan Pemerintah No. 11 tahun 1963 jang wadjib dibajar oleh pe- 


4 " 
1 
d 2. -' 


gawai negeri kepada Dana Kesedjahteraan Pegawai, mulai 1 Djuli 
1966 ditanggung oleh Pemerintah. 

Dan sambil menunggu keputusan lebih landjut simpanan wadjib 
pegawai 7949 memurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 di- 
potong dari gadji pokok lama jang termuat dalam daftar gadji tampa 
dikalikan 3 kali. 


Pasal 4. 
Tjukup diclas. 

Pasal 5. 
Tjukup djelas. 

Pasal 6. 
Tjukup djelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2807 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
REPUBLIK INDONESIA 
No. 07/U/IN/9/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 
Menimbang : 


Bahwa dalam menghadapi pelbagai masalah jang menjangkut 
pegawai Negeri, perlu diadakan pemikiran jang meliputi masalah 
tenaga kerdja umumnja. 

Mengingat : 

1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tentang pembentukan 
Kabinet Ampera : 

2. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang struktur dasar 


organisasi dan Bidang tugas Departemen-departemen Kabinet 
Ampera : 


3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang pembentukan 
Kantor Urusan Pegawai. 


MENGINSTRUKSIKAN: 
Kepada : 


1. Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai. 


2. Kepada semua Departemen, Badan-badan/Lembaga-lembaga ' 
Perusahaan-perusahaan Negara. 


UNTUK: 
I. Tersebut 1. 


1. Merumuskan konsepsi? tentang penjelesaian pelbagai masa- 
lah kepegawaian jang berhubungan dengan : 


1. tjara penentuan kebutuhan/pegawai berdasarkan ke- 
butuhan organisasi, 


2. Penjaluran/pemindahan/pembebasan/pemberhentian 
pegawai jang kelebihan, 
3.  up-grading pegawai, 
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4.  penghasilan/kesedjahteraan pegawai, 
5.  nivellering upah/gadji dibidang Pemerintah/Perusaha- 
an Negara dan Swasta. 


2. Dalam waktu singkat mulai menjampaikan hasil? pemikiran 
kepada Presidium Kabinet Ampera. 


II. Tersebut 2. 


Memberikan keterangan? dan/atau saran? jang diperlukan oleh 
Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai dalam 
rangka pelaksanaan tugas berdasarkan instruksi ini. 


III. Instruksi ini supaja dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan 
dengan penuh rasa tanggung Beta | 


IV. Selesai. 
Dikeluarkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 2 September 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


Salinan disampaikan kepada : 


Semua Departemen/Badan/Lembaga?/ 
Perusahaan? Negara. 
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| PRESIDIUM KABINET AMPERA - 
— REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. : 65/U/KEP/10/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 

Menimbang: | 

2. bahwa Pegawai Negeri adalah pelaksana-pelaksana dari program 
Kabinet Ampera dan dengan demikian ikut menentukan sukses- 
nja program Kabinet : 

b. bahwa dalam lingkungan Pegawai Negeri terdapat masalah- 
masalah jang merupakan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan 
tugas setjara efisien : 

c. bahwa untuk menanggulangi masalah-masalah fermakcai diatas 


perlu dibentuk satu Panitya Negara dibawah pempinan Menteri 
Tenaga Kerdja : | 

Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 
tentang Pembentukan Kabinet AMPERA : 

2. Instruksi Presidium Kabinet De Ea No. ka Ol, 1966 
tanggal 2 September 19665  . 

3. Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 28/U/KEP/2/ 
1966 : 

Memperhatikan : 

1. Resolusi DPR-GR No. 32/DPR-GR/IV/65-66 : 

2. Surat DPR-GR No. C2. 06/K/1675/DPR-GR/1966 tanggal 12 
Agustus 1966: . 

Mendengar : 


Keputusan Sidang Komisi F DPR-GR dengan Pemerintah pada 
tanggal 7 mi aka 1966. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


MEMBENTUK PANITYA NEGARA PEMETJAHAN MASA- 
LAH-MASALAH PEGAWAI NEGERI DENGAN TUGAS, SUSUN- 
AN, SERTA KETENTUAN-KETENTUAN sebagai berikut : 
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Pasal 1. 


Tugas Panitya 


() Panitya bertugas untuk merumuskan konsepsi-konsepsi jang 


(2) 


(3) 


@) 


2) 
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konkrit tentang penjelesaian masalah-masalah kepegawaian jang 

berhubungan dengan : 

a. fjara penentuan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan 
tugas/organisasi : 

b. tjara penjaluran/pemindahan/pembebasan/pemberhentian 
pegawai jang berlebih : 

C.  tjara penjempurnaan up-grading pegawai : 

d. tjara memperbaiki penghasilan/Kesedjahteraan pegawai : 

e. nivellering wupah/gadji dibidang pemerintah/perusahaan 
negara dan swasta. 

Panitya cg Menteri Tenaga Kerdja harus sudah meniampaikan 

konsepsi-konsepsi tersebut kepada Ketua Presidium Kabinet se- 

belum achir bulan Nopember. 

Panitya harus sudah menielesaikan tugasnja pada tanggal 30 

Nopember 1966, dan bubar menurut hukum pada tanggal 

1 Desember 1966. 


Pasal 2. 


Susunan dan keanggotaan panitya 


Panitya terdiri dari satu panitya induk jang dibantu oleh $ (lima) 
panitya Ad-Hoc masing-masing untuk masalah penjaluran dan 
penempatan, pendidikan dan latihan, kesedjahteraan, upah/gadji, 
dan kesehatan. Djumlah panitya Ad-Hoc djika perlu dapat di- 
tambah/disempurnakan oleh Panitya Induk sesuai dengan per- 
kembangan masalah. 

Susunan Panitya adalah sebagai berikut : 


a. Menteri Tenaga Kerdja sebagai Ketua merangkap anggota : 

b. Ketua Komisi F dalam DPR-GR sebagai Wakil Ketua I 
merangkap anggota : 

c. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Wakil Ketua TI 
merangkap anggota : 

d. Direktur Djenderal Urusan Pembinaan dan Penggunaan 
Tenaga Kerdja dari Departemen Tenaga Kerdja sebagai 
Sekretaris merangkap anggota : 

ce. Direktur Lembaga Administrasi Negara sebagai Wakil Sek- 
retaris merangkap anggota : 

f. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan sebagai ang- 

— gota,: | 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


(1) 


(2) 


g. Sekretaris Djenderal Departemen Sosial sebagai anggota : 

h. Sekretaris Djenderal Departemen Kesehatan sebagai ang- 
gota : 

i. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri sebagai 
anggota : 

j-. Sekretaris Djenderal Departemen Tenaga Kerdja sebagai 
anggota : 

k. Sekretaris Djenderal Pendidikan dan Kebudajaan sebagai 
anggota : | 

1. Sekretaris Presidium Kabinet AMPERA sebagai anggota. 

Kepada Panitya Induk cg Sekretaris Panitya Induk diperbantu- 

kan satu Sekretariat Panitya Induk dipimpin oleh seorang pe- 

djabat jang ditundjuk oleh Ketua Panitya Induk. 

Panitya-panitya Ad-Hoc termaksud dalam Pasal 2 ajat (1) di- 

atas adalah sebagai berikut : 

a. Panitya Ad-Hoc masalah penjaluran & penempatan : 


. b. Panitya Ad-Hoc masalah pendidikan dan latihan : 


c. Panitya Ad-Hoc masalah kesedjahteraan : 

d. Panitya Ad-Hoc masalah upah dan gadji : 

e. Panitya Ad-Hoc untuk masalah kesehatan. 

Susunan anggota-anggota termasuk Ketua Panitya Ad-Hoc di- 
tentukan oleh Panitya Induk. 

Kepada tiap Panitya Ad-Hoc diperbantukan seorang Sekretaris 
dari Staf Sekretariat Panitya Induk. 

Dalam susunan Panitya Ad-Hoc didudukan 2 (dua) orang ang- 
gota DPR-GR masing-masing sebagai anggota jang penundjuk- 
annja diserahkan kepada pimpinan DPR-GR. 

Waktu pembentukan dan pembubaran Panitya Ad-Hoc ditetap- 
kan sah Panitya Induk. 


Pasal 3. 
Wewenang Panitya. 


Panitya berhak meminta dan mendapatkan keterangan-keterang- 
an dan data-data jang diperlukan olehnja dalam melakukan 
tugasnja baik dari instansi-instansi Pemerintah, Swasta, dan 
Serikat-serikat Buruh/Karyawan/Pegawai Negeri. 

Pamitya berwenang untuk mengundang wakil-wakil instansi- 
rmastansi Pemerintah, Swasta, dan Serikat-serikat Buruh/Karya- 
wan/Pegawai Negeri untuk mengadakan rapat, pertemuan, dan, 
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lainlain sebagainja jang dianggap perlu oleh Panitya untuk 
melantjarkan tugasnja. 

(3) Seluruh instansi Pemerintah, Swasta, dan Serikat-serikat Buruh/ 
Karyawan/Pegawai Negeri diwadjibkan memberikan bantuan 
jang diperlukan oleh Panitya dalam melakukan tugasnja. 


Pasal 4. 
Ketentuan-ketentuan lain. 


(1) Segala pembiajaan jang berhubungan dengan kegiatan Panitya 
ini dibebankan pada anggaran Presidium Kabinet. 
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 19 Oktober 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI. 


Keputusan ini disampaikan kepada 3 

1. Semua MENTERI UTAMA: 

2. Semu MENTERI: 

5. Para Anggota Panitya untuk segera mulai tugasnja. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 62/EK/KEP/10/1966 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


bahwa untuk mengefektifkan dalam rangka penghematan peng- 
gunaan Dana Devisa Negara, perlu menjesuaikan peraturan-per- 
aturan jang berlaku dengan keadaan dan kemampuan Pemerintah. 


Mengingat : 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966: 
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


1. Tidak memperlakukan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 7 tahun 1966, tentang pemberian uang representasi. 


2. Sambil menunggu ketentuan-ketentuan lebih landjut menentukan 
pedoman pemberian uang representasi kepada delegasi/missi resmi 
dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagai berikut : 

a. ang representasi diberikan kepada ketua delegasi missi 
untuk kepentingan kelantjaran tugas delegasi : 

b. Uang representasi ini diberikan diluar peraturan uang per- 
djalanan dinas keluar negeri jang berlaku bagi pedjabat-pe- 
djabat Negara jang dikirim keluar negeri : 

c. Besarnja uang representasi adalah sebagai berikut : 

— Kepada missi/delegasi jang dipimpin seorang Menteri, 
atau pedjabat jang dipersamakan dengan Menteri, sebe- 
sar sebanjak-banjaknja US. $ 2.000,—. 

— Apabila missi/delegasi dipimpin bukan oleh Menteri, se- 
besar sebanjak-banjaknja US $ 1000,—. 


3. Penentuan besar-ketjil pemberian uang representasi ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan dengan mengingat keadaan Devisa Negara 
dan setelah mendengar pertimbangan Menteri Luar Negeri dengan 


123 


pula mempertimbangkan hal-hal Negara mana jang dikundjungi- 
nja, lama perdjalanan dan djumlah anggota missi/delegasi : 


Penentuan mengenai rombongan/petugas-petugas jang termasuk 
delegasi/missi resmi Pemerintah R.I. ditetapkan oleh Kctua Pre- 
sidium Kabinet. 


Hal-hal jang belum tjukup diatur dengan keputusan Presidium 
ini ditetapkan oleh Ketua Presidium Kabinet. 


Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 14 Oktober 1966 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, | 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 19/U/IN/10/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


bahwa demi kelantjaran dan daja-guna pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintah serta untuk menjehatkan aparatur Pemerintahan dan 
usaha-usaha Neggara pada umumnja, dianggap perlu untuk me- 
laksanakan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 berhubungan 
dengan Surat Presiden tanggal 26 September 1959 : 


Mengingat : 


1. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959, juncto 


| Surat-edaran Presiden Republik Indonesia tanggal 26 September 


1959 No. 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai po- 
litik bagi pedjabat negeri warga negara Republik Indonesia : 
Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 tentang susunan Kabinet 
Ampera : 

Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kepegawaian : 


MENGINTRUKSIKAN: 


Kepada : 


SEMUA MENTERI UTAMA / MENTERI / SEKRETARIS 
DJENDERAL DAN DIREKTUR DJENDERAL DEPARTE- 
MEN-DEPARTEMEN SERTA PEMBESAR-PEMBESAR LA- 
INNJA JANG BERHAK MENGANGKAT DAN MEMBER- 
HENTIKAN PEGAWAI NEGERI. 


Untok : 
Pertama: 


Melaksanakan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 juncto surat 
edaran Presiden tanggal 26 September 1959, tentang larangan 
Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga Negara Republik Indo- 
Desia, dalam lingkungan Kementerian?/Departemen?/Perusahaan? 
Negara/Jajasan/Lembaga?/Badan? lainnja masing?, sebagaimana 
mestinja. 
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Kedua : 


Menjampaikan laporan mengenai pelaksanaan itu kepada Ketua 
Presidium Kabinet dan Kepala Kantor Urusan Pegawai selambat- 
lambatnja tiga puluh hari sesudah instruksi ini ditetapkan, sesuai 
dengan ketentuan jang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Presiden 
No. 2 tahun 1959 tersebut. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 31 Oktober 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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KANTOR URUSAN PEGAWAI 
KRAMAT 132 
DJAKARTA 


Nomor : A. 25-14-6/Aw. 29-9. 

Lampiran : 2 (dua). 

Perihal : Uang-muka-pensiun dan 
tundjangan-pangan me- 
nurut Per. Pres. 

No. 26 tahun 1964. 


DJAKARTA, 21 NOPEMBER 1966. 
Kepada: 


1. Para Menteri. 
2. Para Pedjabat jang berhak meng- 


SURAT-EDARAN. 


1. Sebagaimana diketahui, dengan berbagai surat-edaran, a.l. 
Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 14 Djuli 1954 No. 13348/54 
dan terachir surat edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara 
tanggal 15-12-1965 No. K.D/1I1/3-2-115-1 (surat edaran No. SE/ 
37/1965), telah diusahakan untuk menghindarkan timbulnja masa ke- 
kosongan dalam penerimaan penghasilan dari Negara jang mungkin 
dialami oleh para pensiunan pada saat? permulaan masa pensiunannja, 
jang biasanja berupa uang-muka-pensiun. 

2. Walaupun demikian, pada dewasa ini masih terdengar keluh- 
kesah mengenai pembajaran uang-muka-pensiun, chususnja pembajaran 
,Uang-pangan”, jang sangat menggelisahkan para penerima uang-muka- 
pensiun jang berkeluarga, oleh karena ternjata bahwa kepada sebagian 
besar para penerima uang-muka pensiun termaksud oleh Kantor Pusat 
Pembajaran Pesniun di Bandung dan Kantor? Bendahara Negara di- 
luar daerah mekanisasi dibajarkan uang-pangan hanja untuk 1 (satu) 
djiwa sadja, ja'ni bagi bekas pegawai Negeri itu sendiri. 

Kenjataan itu disebabkan, oleh karena banjak kawat? pemberita- 
huan dan surat? keputusan pemberhentian/pemberian uang-muka-pen- 
siun tidak/belum memuat susunan keluarga sebenarnja dari pada para 
penerima uang-muka-pensiun jang bersangkutan, meskipun tentang 
hal tersebut telah dimintakan perhatian Saudara sepenuhnja dalam: 
surat edaran Kep. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara tanggal 
21-11-1963 No. PKN/II/2-1-8-3. 
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3. Oleh karena keadaan sebagai tersebut pada ajat 2 diatas tidak 
dapat dibiarkan berlangsung lebih lama, maka dipandang perlu untuk 
mengusahakan agar segera terdapat keseragaman dalam pembuatan 
kawat pemberitahuan dan surat keputusan pemberhentian/pemberian 
uang-muka. 

Dalam hubungan ini hendaknja Saudara menggunakan tjontob- 
tjontoh terlampir dalam pembuatan : 


a. kawat? pemberitahuan pemberhentian /pemberian uang-muka pen- 
siun, dan 


b. surat? keputusan pemberhentian/pemberian uang-muka-pensiun. 
4. Atas perhatian dan bantuan Saudara kami utjapkan banjak? 
terima kasih. 


Tembusan: 


1. Sekretariat Negara (2) 
2. Sekretariat Presidium (2) 
3. Direktorat Perbendaharaan Negara (2) 


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI 


ttd. 
(SOEDIRDJO). 
TJONTOH SRT. KEP. 
NO senen esnaskan 
PETIKAN Surat keputusan Menteri ............ 
DJAKARTA, “eno... 19.. 
ME NKB eensanebsannnans 
Membaftja : 
surat permintaan ................ (nama pegawai dan Reg. | 
TUK seneesatnak (djabatan) ........... Pada Kama aon 
AN PE (nama kantor) ............o di sn... 
(ertanggak.»..iio1iodotek bone (CMp3I) nasa 
(tanggal) ......oocoocoocoo.Woooo. ID sasa , jang maksudaja 


supaja diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan 
hak mendapat pensiun, terhitung mulai achir bulan 
aa aan Ran an P3 19 


1 'R 


Menimbang : 


Ro bahwa. ...oiooicaan .... (nama pegawai) AN 
tersebut jang dilahirkan pada tanggal ...................o..oo.. 
Ok ee ean san oanaas dan pada achir bulan ............ Manan 
na ani ... 19...... akan menijapai umur ............... tahun. 
NA eni bulan dengan masa kerdja pensiun ............ tghun 
2 pbb bulan, berdasarkan pasal 5 ajat (1) huruf ............ 
Undang-undang No. 20 tahun 1952, berhak menerima pensiun :: 

b. bahwa menurut Undang-undang Pensiun tersebut pasal 5 ajat (1) 
huruf ....... kem pasal 6 ajat (1) huruf ....... Mananta Jan ajat 
3, dengan dasar pensiunnja sedjumlah Rp... 
ia berhak atas pensiunnja sebesar ...... Fo Dati Rp: 2252 ios 
RP: aa : 

c. bahwa kepadanja bersama satu orang isteri dan .................. 
orang anak dapat diberikan pensiun ditambah dengan tundjangan? 
sebesar Rp. .................. sehingga djumlah bersih mendjadi 
| Pe : 

Mengingat : 

a. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 78). 

b. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 74). 

c. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 

d. dsb. 

Mengingat pula : - 

Kawat tanggal DAN GR No. 3 Dae tant naas : tentang pemberian 
uang-muka-pensiun kepada jbs. 
MEMUTUSKAN: 

Pertama : 2 
Menetapkan, bahwa ............... — (nama pegawai) PA 
(djabatan) .................. pada Me namanin (nama kantor). 
AN di Lb Atas permintaan sendiri diberhentikan 
dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pcn- 
siun terhitung mulai achir bulan .................. DL Pe F1 


Kedua : 


Kepada ............ (nama pegawai) Nan NA tersebut 
diberikan uang-muka atas pensiun sebesar Rp. Maan aa ana 
(djumlah bersih tersebut diatas) sebulan, jang dapat dibajarkan 
lebih dahulu dengan menunggu ketetapan pensiun jang sebenarnja, 
terhitung mulai bulan 19 

dengan tjatatan, bahwa keluarga terdiri atas : 


a. isteri (2) bernama : 1. ............ (nama isteri) ............ 
2) Gn ndanai (nama isteri) ............ : 
b. anak-anak bernama : 1. ............ (nama anak) ............ 
sud ana nek (tanggal lahir) ............: 
D2 und (nama anak) ............ 
PN (tanggal lahir) ............: 
3 Kandang (nama anak) ........... 
Na aa (tanggal lahir) ............: 
d.t.b. 
Ketiga : 


Pembajaran djumlah uang-muka tersebut dalam ketentuan Kedua 
dilakukan oleh Kantor Pusat Pembajaran Pensiun/ Kantor Ben- 
dahara Negara untuk daerah? diluar daerah mekanisasi dengan 
tjatatan : 

a. bahwa mengenai hal termaksud dalam ketentuan Kedua itu akan 
diadakan perubahan dan perhitungan semestinja djika penetapan 
ini ternjata tidak benar » 

b. bahwa apabila ternjata perhitungan uang-muka atas pensiun di- 
atas lebih atau kurang dari pensiun semestinja, maka jang ber- 
sangkutan harus membajar kembali kelebihan penerimaan itu 
atau harus menerima djumlah kekurangan penerimaan jang belum 
diterima. 


SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada : 


1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor , 


2, Kantor Urusan Pegawai di Djakarta : 

3. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Ban- 
dung , 

4. Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogja- 
karta , 


5S. Direktorat Perbendaharaan Negara di Djakarta : 
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6. Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung/Kantor Bendahara 


Negara dio wekenanenebnkan , 
7. Kantor Bendahara Negara di .................. : 
Pa aa NA Pan TA MA NN 

As PN AAN AA PE SE Ya untuk diketahui dan 


PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan 


untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja. 
(Alamat 


KPPP BANDUNG/KBN ................ 

DJAKARTA, .........cooo.. aa 
DGN SKP KAMI TGL. nan... NO semena KMA 
An aa Pa na NAN 1 AN an Nan AA PA APA 
Pan Ane Sa SN 2) PADA: 2orbosweanasnsasnem 9) 
Pe In SN DI NN NN 5) 
DGN ISTERI DAN ...........ooooco.. ANAK DIBAWAH UMUR 
25 TAHUN BELUM PERNAH MENIKAH/BEKERDJA KMA 
MEI: ACHIR: sinema 19 nota DIBERHENTIKAN 
DGN HAK PENS DAN MLI no oooncenanannn nm... IG sat 
DIBERI UMP SEBESAR Rp. .............iooocoooo oo. 6) TIKHBS 

Jane Bak baaN Rebana RaR TI) 

KETERANGAN : 
1. Nama Pegawai dan No. Reg. TUK. 
2. Pangkat. 
3. Dep./Djaw./Kantor jbs. 
4. Tempat kedudukan Dep/Djaw/Kantor jbs. 
5. Alamat jbk. setelah dipensiun. 
€.  Djumlah bersih uang-muka pensiun sebulan. 
7. 


Pembesar jang berwewenang mengangkat/ 
memberhentikan peg. dengan hak pensiun. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 97/EK/KEP/12/1966. 


TENTANG 


GARIS KEBIDJAKSANAAN PEMBERIAN TUNDJANGAN/ 
PENJEDIAAN BAHAN PANGAN BAGI GOLONGAN-GOLONG- 
AN PEGAWAI/KARYAWAN TERSEBUT DALAM SURAT KE- 
PUTUSAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK IN- 
DONESIA No.: Aa/C/5/1966 TANGGAL 5 DJANUARI 1966 
PENGADAAN BERAS OLEH PEMERINTAH. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 
a. bahwa dalam rangka usaha mentjapai stabilsasi ekonomi dan 
— keuangan negara, dipandang perlu untuk menjederhanakan tjara 
pelaksanaan pemberian tundjangan/penjediaan bahan pangan 
kepada golongan-golongan dimaksud dalam surat Keputusan 
Presidium Kab'net Dwikora Republik Indonesia No. Aa/C/5/ 
1966 tanggal 5 Djanuari 1966, 

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan 
garis kebidjaksanaan pemberian tundjangan/penjediaan bahan 
pangan bagi golongan-golongan pegawai/karyawan tersebut 
dalam Keputusan Presidium Kabinet diatas , 

c. bahwa guna melengkapi kebutuhan beras bagi golongan pegawai 
seperti jang dimaksud dalam huruf b diatas, Pemerintah perlu 
mengadakan penjediaan dari sebahagian produksi beras , 

d. bahwa Peraturan Dewan Bahan Makanan No. 001 tahun 1966 
tentang Penguasaan sebahagian produksi bahan pangan oleh 
Pemerintah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 
dewasa ini dan oleh karenanja perlu diganti : 


Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966, 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1963 se- 
bagaimana dirobah/ditambah , 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 182 tahun 1966 
berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 106 tahun 1966 tentang Pengalihan tugas pengendalian bahan 
pangan : 
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4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia 
No. Aa/C/5/1966 : 


Mendengar : | 
Pedjabat-pedjabat jang bersangkutan. 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


GARIS KEBIDJAKSANAAN PEMBERIAN TUNDJANGAN/ 
PENJEDIAAN BAHAN PANGAN BAGI GOLONGAN? PE- 
GAWAI/KARYAWAN TERSEBUT DALAM SURAT KEPU- 
TUSAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK 
INDONESIA No. Aa/C/5/1966 TANGGAL 5 DJANUARI 
1966 PENGADAAN BERAS OLEH PEMERINTAH. 


BAB 1. 


(TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN BAHAN PANGAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI). 


Pasal 1. 


Pelaksanaan pemberian tundjangan bahan pangan kepada Pe- 
gawai Negeri sebagai jang dimaksud oleh Peraturan Presiden No. 10 
tahun 1963 ditentukan sebagai berikut : | TA 
1. Pegawai Negeri Sipil jang bertempat/berkedudukan di Propinsi? : 

Atjeh, Sumatera Utara terketjuali Kota Medan, Sumatera Barat, 

Sumatera Selatan terketjuali kota Palembang dan Pulau Bangka 

dan Belitung, Lampung, Djawa Barat, Djawa Tengah termasuk 

D.I. Jogjakarta, Djawa Timur terketjuali Madura, Sulawesi Se- 

latan, Bali dar Nusa Tenggara Barat diberi tundjangan bahan 

pangan dalam bentuk uang. 

2.  Anggauta? dan Pegawai Sipil Angkatan Bersendjata, dimanapun 
tempat kedudukannja dan Pegawai Negeri Sipil jang bertempat/ 
berkedudukan diluar tempat? jang tersebut pada pasal 1 ajat (1) 
diatas diberi tundjangan bahan pangan dalam bentuk natura. 

3. Pensiunan Pegawai Negeri dimaksud dalam Peraturan Presiden 
No. 10 Tahun 1963, dimanapun tempat kedudukannja, diberi 
tundjangan bahan pangan dalam bentuk uang. 


Pasal 2. 


Dengan golongan? Pegawai Negeri tersebut dalam pasal 1 di- 
maksud djuga istri/suaminja beserta anak/anak?-nja jang termasuk 
tanggungannja menurut daftar gadji jang pembiajaannja ditanggung 
oleh insiansi jang bersangkutan. 


Pasal 3. 
Besarnja tundjangan pangan jang diberikan kepada Pegawai 
Negeri sebagaimana tersebut pada pasal 1 ajat 1 dan ajat 3 akan 


ditentukan dalam ketentuan tersendiri. 

Index pembagian beras bagi Pegawai Negeri sebagaimana ter- 
sebut pada pasal 1 ajat 2 diatas dipakai ketentuan angka Ketiga 
dari Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik In- 


donesia No. Aa/C/5/1966 : 
BAB Il. 


(TENTANG PENGADAAN BERAS OLEH PEMERINTAH) 
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Pasal 4. 
Guna mentjukupi kebutuhan beras bagi Pegawai Negeri sebagai- 
mana ditemukan pada Bab. I, dan untuk memelihara stabilitasi- 


harga Pemerintah mengusahakan pengadaan beras. 
Usaha pengadaan dilakukan dengan djalan mengadakan pembe- 


lian? dari hasil produksi Dalam Negeri. 
Dalam hal kebutuhan tersebut ajat 1 tidak bisa dipenuhi dari 
hasil pengadaan didalam Negeri, Pemerintah melakukan import 
beras. 

Pasal 5. 
Djika keadaan memungkinkan disamping djumlah pengadaan 
jang diperlukan bagi golongan tersebut pada pasal 1 Pemerintah 
berusaha menambah pengadaan jang diperlukan bagi persed:aan 
tjadangan untuk membantu korban bentjana alam dan sebagai 
tjadangan indjeksi untuk stabilisasi harga. 

Pasal 6. 
Dana jang diperlukan untuk membiajai pengadaan dimaksud di- 


peroleh dari sumber : 

a. Pemerintah cg. Direktorat Djenderal Anggaran untuk me- 

reka jang tergolong pada pasal 1. 

b. Sumber? lain dalam hal diperlukannja tambahan pengadaan 
sebagaimana dimaksud pasal 5. 

Pengadaan jang pembiajaannja diambil dari sumber Anggaran 


disalurkan melalui Bank Negara Indonesia. 


Pasal 7. 
Pembajaran kepada Badan? jang langsung mendjadi perantara/ 
leverancier/importir/supplyer seluruhnja diselaraskan menurut 
tata-tjara pengadaan dan dikembalikan oleh Bank tersebut. 
Dalam usaha meningkatkan produksi beras sebahagian dari ang- 
garan jang disediakan dapat digunakan untuk membiajai projek? 


Bimas jang besarnja akan ditentukan bersama antar KOLOG- 
NAS dan Departemen Pertanian. Djumlah biaja tersebut harus 
dikembalikan dalam bentuk natura (beras) sedjumlah jang se- 
imbang. 

Pasal 8. 
Komando Logistik Nasional diserahi tanggung-djawab atas ter- 
laksananja pengadaan beras oleh Pemerintah. 


Pasal 9. 
Pengadaan Dalam Negeri dilakukan oleh para Gubernur/Kepala 


Daerah Tingkat I di-daerah? dimana diadakan pembelian. 
Pengadaan beras didaerah pembeliannja dilakukan dari Peng- 


gilingan-penggilingan padi. 

Dalam hal dimana diperlukan pembelian dari Luar Negeri se- 
bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ajat (3) diatas, pembelian 
dilakukan dengan mengutamakan tjara pembelian G to G. 


BAB III. 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 10. 


Hal? lain jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam ke- 
putusan ini akan drtetapkan kemudian dalam ketentuan ter- 


sendiri. 

Pasal 11. 
Dengan berlakunja keputusan ini Peraturan Dewan Bahan Ma- 
kanan No. 001 Tahun 1966 tanggal 3 Djanuari 1966 tentang 
penguasaan sebahagian bahan pangan oleh Pemerintah dinjata- 
kan ditjabut. 
Segala ketentuan jang ada mengenai penjediaan beras dan pem- 
belian bahan pangan jang bertentangan dengan keputusan ini 
tidak berlaku lagi. 

Pasal 12. 3 
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1967. 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal : 5 Desember 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


No. 


MEMORI PENDJELASAN KEPUTUSAN : 
PRESIDIUM KABINET No. 97/EK/KAB/12/1966 
TANGGAL 5 DESEMBER 1966. 


Untuk mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet 
97/EK/KAB/12/1966 tentang garis kebidjaksanaan Pemberian 


Tundjangan bagi Gol. Pegawai/Karyawan tsb. dalam Surat Keputus- 
an Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/C/5/1966 tgl. 5 Januari 
1966 dan pengadaan beras oleh Pemerintah, memandang perlu mem- 
berikan pendjelasan sebagai berikut : 


1. 
1. 


UMUM. 


. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemerintah dalam pendje- 


lasannja jang disampaikan pada DPR-GR dalam rangka usahanja 
untuk mengadakan stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Negara 
ditegaskan bahwa chususnja bagi Pegawai Negeri jang merupa- 
kan sebagian besar dari Golongan jang berpenghasilan tetap 
Pemerintah masih merasa perlu untuk memberikan djaminan 
tundjangan pangan. 

Sudah barang tentu usaha Pemerintah untuk memberikan dja- 
minan tundjangan pangan ini dalam pelaksanaannja harus dise- 
suaikan dengan kebidjaksanaan umum politik perekonomian dan 
Keuangan Kabinet AMPERA jang berarti tidak boleh berten- 
tangan dengan prinsip? pokok untuk : 


a. Mengadakan dckontrol dan 


| b. Debirokratisasi. 


Turut tjampurnja Pemerintah dalam pelaksanaan sedjauh mung- 
kin dibatasi pada hal? jang perlu dan lebih menitik beratkan ke- 
pada pengawasan dalam melantjarkan rupa? kegiatan. 


Oleh karena itu dengan memperhatikan pengalaman? pada masa 
lalu, usaha pengadaan/pembelian beras langsung olch Peme- 
rintah dan selandjutnja pendistribusiannja akan diadakan lebih 
terbatas dari jang sudah?, jaitu terutama ditudjukan untuk : 


a. Pemenuhan kebutuhan ABRI dan keluarganja. 
b. Pegawai Negeri Sipil dan keluarganja jang berada di daerah? 
jang dianggap minus. 


c. Penjediaan stock terbatas untuk sekedar menghadapi ben- 
tjana Alam dan indjeksi darurat pada saat? dan didaerah 
jang dianggap perlu sadja. 


5S. Bagi para pegawai Negeri didaerah surplus dan kebutuhan masja- 
rakat umum termasuk Lembaga? Sosial dsb. jang dalam masa? 
-lampau sering menjandarkan bantuannja kepada Pemerintah 
pada dasarnja dilepaskan kepada usaha? sendiri untuk memenuti 
kebutuhannja dari pasaran bebas. 
Namun demikian ini tak berarti sama sekali menutup kene 
“ kinan bagi Kepala Daerah/Badan? lain untuk mengambil inisiatif 
melakukan pembelian setjara kolektif bagi golongan jang tak 
didjamin dalam bentuk Natura, asal sadja inisiatif dan usaha ini 
“ tak akan mengganggu kewadjiban daerah jang bersangkutan 
dalam usahanja untuk pengadaan baru bagi stock Nasional. 


IL PENDJELASAN. 


Pasal demi pasal. 
Pasal 1 ajat 1: Tjukup djelas. 
Pasal 1 ajat 2. 


Harga dan tatatjara pembajaran beras jang diterimakan kepada 
anggauta ABRI dan pegawai Negeri beserta keluarganja ditentukan 
dan diatur oleh Direktorat Perbendaharaan Negara dan KOLOGNAS. 


Pasal 2: Tjukup djelas. 

Pasal 3: Tjukup djelas. 

Pasal 4: Tjukup djelas. 
Pasal 5. 


Pasal 5 ini bermaksud membatasi pengeluaran? jang pembaja- 
rannja diambilkan dari anggaran jang ditanggung oleh Pemerintah. 


Pasal 6: Tjukup djelas. 


Pasal 7/2. 


Besarnja/tatatjara pengembalian biaja jang telah diberikan untuk 
Projek? BIMAS harus diserahkan dalam bentuk beras dan ditentukan 
bersama antara KOLOGNAS dengan penanggung djawab Projek 
BIMAS. 

Pasal 8: Tjukup djelas. 
Pasal 9/1. 


Gubernur/Kepala Daerah untuk dan atas nama Pemerintah me- 
lakukan pembelian beras dan menanda-tangani Kontrak. 


Pasal 9/2. 


Oleh karena jang diperlukan oleh Pemerintah adalah beras maka 
setjara realistis patut idakui bahwa sebagai satu?nja sumber beras 
adalah penggilingan?/huller, berdasarkan pengalaman? jang lalu salah 
satu faktor jang menentukan berhasil/tidaknja pengadaan beras ada- 
lah kapasitas penggilingan dan partisipasi dari penggilingan padi. 

Oleh karenanja dalam usaha mensukseskan pembelian beras ini 
dianggap sudah tiba saatnja memberikan kesempatan dan dimanfaat- 
kannja penggilingan? padi/huller sebagai salah satu Economic Forces 
dan market Forces jang sesuai pula dengan garis kebidjaksanaan baru 
politik perekonomian Pemerintah. 

Dengan pembelian? dari penggilingan ini dapat diharapkan se- 
tiara penuh penggilingan padi dapat bekerdja untuk Pemerintah dan 
biaja jang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat diwudjudkan langsung 
dalam bentuk beras. 

Oleh karena pengelingan ini sebelum dapat menghasilkan beras 
harus membeli padi, maka dalam usaha pembelian padi ini sangat 
diandjurkan agar pelaksanaannja berhubung langsung dengan petani 
produksen sehingga dengan demikian rangkaian perniagaan (kettingen) 
dapat dipersingkat sehingga para petani dapat menerma keuntungan 
Gari padanja. 

Sedang Pemerintah disini tidak langsung ikut tjampur dalam 
pembelian sehingga dapat mendjalankan kewadjiban. Pemerintah 
untuk melakukan kontrol jang sebaik-baiknja. 

Apabila disesuatu daerah, Koperasi Petani Produsen tjukup 
potensiel, sejogjanja penggilingan membeli padinja di Koperasi. 


Pasal 10: Tjukup djelas. 
Pasal 11: Tjukup djelas. 
Pasal 12: Tjukup djelas. 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1966 
TENTANG 


PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PE- 
DJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN 
ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 
Bahwa dalam rangka meningkatkan daja beli para pegawai 
Negeri dan pedjabat Negeri lainnja serta para penerima pensiun 
atau tundjangan jang bersifat pensiun, sesuai dengan tingkat 
harga dewasa ini serta disesuaikan dengan kemampuan keuang- 
an Negara, perlu menaikkan gadjih/penghasilan pegawai, mulai 
bulan Djanuari 1967. 


Nana 
pasal 5, ajat 2, Undang-undang Dasar , 


3 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
1961 No. 263) : 

3. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966 (Lembaran Negara 
tahun 1966 No. 26) : 

4. Semua peraturan tentang gadji, gadji kehormatan, uang ke- 
hormatan, pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dan 
tundjangan-tundjangan serta penghasilan-penghasilan bulanan 
lain jang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pedjabat Negeri 
lainnia dan penerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun 
jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini : 


Mendengar : 
Presidium Kabinet AMPERA dalam sidangnja tanggal 7 Desem- 
ber 1966. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENG- 
HASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI 
LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU 
TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN. 


Pasal 1. 
Kepada: 
a. Pedjabat Negara : 
b. Pegawai Negeri Sipil termasuk pegawai Daerah dengan Pegawai- 
harian : 
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Anggota A.B.R.I. : 
Penerima Pensiun, atau tundjangan jang bersifat pensiun, sebapii : 


1) 
2) 


bekas pedjabat Negeri termaksud huruf a s/d d, pasal ini, 
djanda atau anak jatim/piatu dari mereka termaksud huruf 
as/d d dan angka 1 huruf ini, terhitung mulai bulan Januari 
1967 diberikan kenaikkan penghasilan sedemikian, sehingga 
djumlah gadji, gadji kehormatan atau uang kehormatan di- 
tambah djika ada dengan tundjangan-tundjangan bulanan 
menurut peraturan gadji atau peraturan tentang kedudukan 
keuangan jang berlaku bagi mereka masing-masing, men- 


. djadi 2 (dua) kali djumlah jang mereka berhak menerima 


untuk bulan Desember 1966, berdasarkan ketentuan-ke- 
tentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966. 


Pasal 2. 


Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini : 

tidak berlaku bagi mereka jang menerima dalam mata uang 
rupiah Irian Barat, 

tidak berlaku bagi mereka jang ditempatkan diluar negeri c.g. 
, menerima pembajaran penghasilan dalam mata uang Asing, 
berlaku pula bagi Pegawai Negeri Bangsa Asing, termaksud 
dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951. 


Pasal 3. 


Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, di- 
atur oleh Menteri Keuangan. 


kannja. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 


Pasal 4. 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang- 


pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja da- 
lam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 15 Desember 1966. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


t.t.d. 
SUKARNO 


Diundangkan di Djakarta 
tanggal 15 Desember 1966. 


SEKRETARIS NEGARA 


Ltd. 


MOH. ICHSAN S.H. 
LEMBARAN NEGARA No. 41 TAHUN 1966. 
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DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN 
Nomor : DD. 1-1-15. 


Lampiran : — 
Perihal : Kenaikan Penghasilan Pegawai 
Negeri/Pensiunan. 
DJAKARTA, 19 Desember 1966. 
KEPADA : 
1. Semua Kepala Inspektorat Perben- 
daharaan Negara. 
2. Semua Kepala Kantor Bendahara 
' Negara. 
3. Semua Kepala Kantor Pembantu 
Bendahara Negara. 
4. Kepala Kantor Pusat Pembajaran 
Pensiun di Bandung. 
5. Kepala UPOS di Bandung. 
— KILAT — 


Mendahului dikeluarkannja Peraturan Pemerintah/Keputusan 
Presidium Kabinet Ampera tentang kenaikan penghasilan Pegawai 
Negeri/Pensiunan jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1967, ber- 
sama ini di-Instruksikan sebagai berikut : 


A. Terhitung tanggal 1 Djanuari 1967: 


1. Penghasilan Pegawai: 
2. Penghasilan Pensiunan , 


3. Uang lembur, honorarium pada lembaga-lembaga pendidik- 
an dan Tundjangan Ikatan Dinas. 


1 s/d 3 termaksud dalam Sub. A (II) No. 1,2 dan 6a s/d c, dari 
surat edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara tanggal 27 
Djuli 1966 No. KD 211-47-6 (No. 78/SE/1966) dan No. 1 s/d 12, 
14, 17 dan 18 surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Djuli 
1966 No. A. Rhs. 7-20/Aw. 72 (periksa surat edaran Kepala Direk- 
torat Perbendaharaan Negara tanggal 29 September 1966 No. KD. 211- 
44-6 (No. 109/SE/1966) dinaikkan mendjadi 2 (dua) kali penghasilan 


15311 
ka —i1 


bulan Desember 1966 (tidak termasuk penghasilan bersih ekstro bulat 


Desember 1966) atau 30 (tigapuluh) kali penghasilan bulan Desember 
1965). 


B. Dalam hal Dapen dan Wesel Pensiun bulan Djanuari 1967 sudah 
dikirim oleh Kantor Bendahara/Pembantu Bendahara Negara dan 
Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung jang perhitungan- 
nja masih menurut keadaan bulan Desember 19656, maka oleh 
Kantor Pembajaran ditambah dengan tinta/potlot Merah dengan 
djumlah jang besarnja sama dengan jang tertulis pada Dapen/ 
wesel Pensiun itu. 


C. Demikian agar instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinja. 
D. Ketentuan?/Petundjuk? lebih landjut akan menjusul. 


Direktur Djenderal Anggaran, 
ttd. 
(P. Harjono) 


TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA: 


Presidium Kabinet Ampera. 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

Semua Departemen. 

Departemen Keuangan. 

Semua Direktur Djenderal pada Departemen Keuangan. 
Kepala Kantor Urusan Pegawai. 

Semua Gubernur/Kepala Daerah. 

P.N. Telekomunikasi di Bandung. 

P.N. Pos dan Giro di Bandung. 


9 20 NA Ia ar aa 
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DIREKTORAT DJENDERAL ANGGARAN 


Nr. 


Lampiran : — 


DJAKARTA. 
DD. 1-1-20. 


Perihal ': Potongan 3960 untuk Dana Kese- 


djahteraan Pegawai Negeri 
dan 790 untuk P.N. Taspen. 


Djakarta, 27 Desember 1966. 


Kepada : 
1. Kepala Direktorat Perbendaharaan 
Negara. 
2. Semua Inspektorat Perbendaharaan 
Negara. 


3. Semua Kantor Bendahara Negara. 
4. Semua Kantor Pembantu Bendahara 


Negara. 
INSTRUKSI 
SEGERA. 
1. Berhubung dengan maksud pemerintah untuk meniadakan atau 


mengurangi subsidi, dengan ini kami instruksikan, agar sambil 
menunggu perubahan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 
1966, dilakukan lagi potongan 10796 dari gadji pokok Pegawai 
Negeri atau dasar 30 Xx gadji pokok menurut ,,PGPN 1966”. 


2. Potongan tersebut adalah : 
a. 796 untuk P.N. Taspen. 
b. 39790 untuk Dana Kesedjahteraan Pegawai Negeri. 
3. Perubahan potongan tersebut supaja dilakukan mulai dengan gadji 
bulan Djanuari 1967. 
Direktur Djenderal Anggaran, 
ttd. 
(P. Harjono) 
Kol. CKU Nrp. 14695. 
TEMBUSAN disampaikan kepada : 
1. Presidium Kabinet Ampera. 
2. Badan Pemeriksa Keuangan. 
3. Menteri Keuangan. 
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Menteri Sosial. 

Semua Departemen. 
Kantor Urusan Pegawai. 
Direktur Djenderal Pengawasan Tata Usaha Mean gan Negara. 
Direktorat Perentjana Anggaran. 

Direktorat Pelaksana Anggaran. 

P.N. Taspen di Djakarta. 

Lembaga Dana Kesedjahteraan Pegawai Negeri di Djakarta. 


. Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
No. : 32/U/KEP/2/196T 


TENTANG ' 


PEMBENTUKAN PANITIA NEGARA PEMBAHARUAN POKOK? 
KEPEGAWAIAN NEGERI DAN PERUSAHAAN NEGARA 


Menimbang : 


1. bahwa pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara adalah 
pelaksana? utama dari program pemerintah hingga produktivitas 
kerdjanja menentukan berhasil atau tidaknja Dwi Dharma dan 
Catur Karya Kabinet Ampera, 


2. bahwa taraf kemampuan kerdja pegawai serta taraf kesedjahtera- 
annja adalah factor? penting jang ikut menentukan produktivitas 
kerdjanja : 

3. bahwa karenanja perlu diichtiarkan rehabilitasi materiil dan spi- 
rituil pegawai, seirama dengan taraf perkembangan perekonomi- 
an negara, 


4. bahwa berhubung dengan jang tersebut 1, 2, dan 3 diatas perlu 
ada penjesuaian? dan/atau perombakan? dalam berbagai segi dari 
sistim kepegawaian negeri dan perusahaan negara jang berlaku 
sekarang : 


Mengingat : 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966: 


2. Undang-undang No. 18 tahun 19615 
3. Undang-undang No. 19 tahun 1961: 


Memperhatikan : 


Saran Panitia Negara Pemetjahan Masalah? Pegawai Negeri 
tentang perlunja dibentuk panitya chusus untuk merumuskan sis- 
tim penggadjian/pengupahan nasional jang menjeluruh : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


Membentuk Panitia Kerdja Pembaharuan Sistim Kepegawaian 
Negeri dan Perusahaan Negara dengan ketentuan? sebagai berikut: 
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Pasal 1. 


Panitya bertugas : 


(a). 


menindjau kembali sistim penggadjian berikut segala matjam 
tundjangan pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara dan 
merumuskan sistim baru jang sekurang-kurangnja dapat meme- 
nuhi kebutuhan hidup minmmal dan jang mentjerminkan pertim- 
bangan jang wadjar antara penghasilan kedua golongan pecjabat 
negara tersebut. 


(b). memikirkan dan merumuskan pemetjahan kesulitan? dan mobi- 


(c). 


litas regional dan nasional dari pegawai. 

menindjau kembali prosedur? kepegawaian dan merumuskan 
prosedur-prosedur baru terutama jang menjangkut penempatan/ 
pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan promosi untuk 
mendjam.n efisiensi aparatur pemerintahan dan perusahaan 
negara. 


td). merumuskan perobahan? dalam Undang? No. 18 tahun 1 dan 


(e). 


Undang No. 19 tahun 1961 sebagai akibat jang mungkin ditim- 
bulkan oleh (a), (b) dan (c) diatas serta menjesuaikan kedua 
Undang? itu sebagai keseluruhan pada perkembangan pemikiran? 
jang terachir mengenai berbagai segi jang menjangkut kepega- 
waian negeri dalam status hukum perusahaan negara. 
menjampaikan hasil" pemikiran mengenai jang tersebut dalam 
(a), (b) dan (c) tersebut diatas sebagai saran/usul pada Presidium 
Kabinet Ampera. 


Pasal 2 


Susunan Panitia adalah : 


(a). 
(b). 


(c). 


Menteri Tenaga Kerdja sebagar Ketua merangkap anggota. 
Sckretaris Djenderal Departemen Keuangan sebagai Wakil 
Ketua I merangkap anggota. 

Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Wakil Ketua II merang- 
kap anggota. 


. Direktur Djenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja 


sebagai Wakil Ketua III merangkap anpgota. 
Direktur Hubungan Perburuhan sebagai Sekretaris I merangkap 


anggota. 
Sekretaris Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris I merang- 


kap anpgota. 


. Kepala Dinas Urusan Sjarat? Kerdja Departemen Tenaga Kerdja 


sebagai Sekretaris III merangkap anggota. 


(h). Satu orang wakil dari tiap Departemen sipil jang ditundjuk oleh 
Menterinja masing” sebagai anggota. 

(). Dua orang wakil dari Sekretariat Presidium jang ditundjuk oleh 
Sekretaris Presidium, masing” sebagai anggota. 

(). Prof. Drs. Sarbini dan Dr. Emil Salim masing? sebagai anggota 
ahli. 


Pasal 3 


Tata tjara kerdja Panitia adalah : 


(a). Panitia Pleno menentukan landasan umum sebagai dasar pemi- 
kiran. 


(b). Panitia Pleno dibagi dalam dua Sub-Panitia sebagai berikut : 


I. Swb-Panitia Kepegawaian Negeri diketuai oleh Kepala 
Kantor Urusan Pegawai dengan Sekretaris Kantor Pegawai 
sebagai Sekretaris dengan anggota? wakiP Departemen jang 
tidak mempunja: perusahaan negara, Dr. Emil Salim 
sebagai anggota ahli: seorang wakil Sekretariat Presidium 
sebagai anggota. 

II. Sub-Panitia Perusahaan Negara diketuai oleh Direktur Djen- 
deral Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja dengan 
Kepala Dinas Urusan Sjarat? Kerdja sebagai Sekretaris 
dengan anggota? wakil? Departemen jang mempunjai perusa- 
haan negara, Prof. Drs. Sarbini sebagai anggota ahli, se- 
orang wakil Sekretariat Presidium sebagai anggota. 
(c). Keputusan? terachir diambil oleh Panitia Pleno. 
(d). Anggota” Panitia tidak dibenarkan mewakili orang lain dalam 
rapat?. 


(ce). Sekretaris I mengepalai dan bertanggung djawab atas pekerdja- 
an Panitia. 


Pasal 4 


Dalam melaksanakan tugasnja Panitia Pleno dan Sub-Panitia 
berhak mengadakan rapat? kerdja dengan seluruh instansi/pedjabat jang 
dianggap perlu. 


Pasal 5 


Panitia diwadjibkan telah selesai dengan perumusan usul?-nja 
dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1967. 
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Pasal 6 


Segala pengeluaran jang diakibatkan oleh Surat Keputusan d- 
bebankan pada mata anggaran dari Presidium Kabinet. 


Pasal 7 


Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal diumumkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 6 Pebruari 1967 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
Ketua, Ci 
tod. 


SOEHARTO 
' DJENDERAL T.N.I. 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1967 
TENTANG 
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PE- 
DJABAT NEGERI LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN 
ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : | | 
Bahwa untuk meningkatkan penghasilan pegawai Negeri dan 
pedjabat Negeri lainnja serta para penerima pensiun atau 
tundjangan jang bersifat pensiun dalam batas-batas kemam- 
puan Negara, untuk sekedar disesuaikan dengan tingkat biaja 
kehidupan dewasa ini, perlu menaikkan gadji Pegawai Negeri/ 
pedjabat Negeri lainnja : 


Mengingat : 

1. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar , 

2. Undang-undang No. 118 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
1961 No. 263), 

3, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966 (Lembaran Negara 
tahun 1966 No. 41): 

4. Semua peraturan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun 
dan tundjangan? serta penghasilan? bulanan lain jang masih ber- 
laku bagi pegawai Negeri, pedjabat Negeri lainnja dan penerima 
pensiun/tundjangan bersifat pensiun jang dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah ini. . 

5. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/19617. 


Mendengar : 
Presidium Kabinat Papa dalam sidangnja tanggal 15 Maret 
1967. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENG- 
HASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEDJABAT NEGERI 
LAINNJA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU 
TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN. 


Pasal 1 
Kepada : 
a. Pedjabat Negara, 
b. ' PEGAWAI Negeri Sipil, termasuk pegawai Daerah dan pegawai 
harian , 


149 


Cc. Anggota A.B.R.I. : 

d. Penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, sebagai : 
1) bukan pedjabat Negeri termasuk huruf a s/d d pasal ini, 
2) djanda atau anak jatim/jatim piatu dari mereka termaksud 

huruf a s/d d diatas dan angka 1) huruf ini, 

terhitung mulai bulan April 1967 diberikan kenaikan penghasilan bu- 

lanan sedemikian, sehingga djumlah gadji kehormatan atau uang ke- 

hormatan ditambah — djika ada — dengan tudjangan bulanan menurut 

peraturan gadji atau peraturan tentang kedudukan keuangan jang ber- 

laku bagi mereka masing-masing, mendjadi 1!/, (satu setengah) kali 

djumlah jang mereka berhak menerima untuk bulan Maret 1967 ber- 

dasarkan ketentuan? dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966. 


Pasal 2 


Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini: 

a. tidak berlaku bagi mereka jang menerima penghasilan dalam 
mata uang rupiah Irian Barat. 

b. tidak berlaku bagi mereka jang ditempatkan diluar Negeri c.g. 
menerima pembajaran penghasilan dalam mata uang Asing, 

c. berlaku pula bagi Pegawai Negeri Bangsa Asing, termaksud da- 
lam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951. 


Pasal 3 
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, 
diatur oleh Menteri Keuangan. 
Pasal 4 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang- 
kann'a. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Diundangkan di Djakarta Ditetapkan di: Djakarta. 

Pada tanggal 17 Maret 1967 Pada tanggal : 17 Maret 1967 
A/n. Sekretariat Negara PEDJABAT PRESIDEN RL 
t.t.d. ttd. 
SUDHARMONO S.H. SOEHARTO 
BRIG. DJEN. 1.N.I. DJENDERAL T.N.I. 


Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 5. 
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PRESIDUM KABINET AMPERA 
: REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. : 68/U/KEP/3/1967. 


TENTANG 


PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KA- 
BINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA No. Aa/C/5/1966 
TENTANG DASAR PERHITUNGAN PEMBAGIAN PANGAN 
DALAM NATURA BAGI PEGAWAI NEGERI BESERTA 
KELUARGANJA DAN PENGENDALIAN DJATAH 
PANGAN DALAM NATURA BAGI KARYAWAN? 
PERUSAHAAN NEGARA DAN PERUSAHAAN 
SWASTA JANG PENTING. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


a. bahwa dalam rangka memperbaiki taraf hidup pegawai negeri 
perlu menindjau dasar perhitungan pembagian pangan dalam na- 
tura bagi pegawai negeri beserta keluarganja sebagai jang telah 
diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/ 
C/5/1966 

b. bahwa oleh karenanja Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI.. 
No. Aa/C/5/1966 perlu ditambah/dirobah. 


Mengingat : 


1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966: 

2. Keputusan Presidium Kabinet No. 97/EK/12/1960 : 

3. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963: 

4. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/C/5/1966. 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERTAMA : 


Menambah/merubah pembagian tundjangan bahan pangan ke- 
pada pegawai negeri beserta keluarganja (anak dan isteri/suami) se- 
bagaimana diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. 
Aa/C/5/1966 dalam bentuk natura eguivalent beras, sehingga pem- 
bagiannja ditentukan sebagai berikut : 


a. bagi Anggota Angkatan Bersendjata 18 kg/orang/bulan. : 
b. bagi Pegawai Sipil AB 10 kg/orang/bulan. 
Cc. bagi Pegawai Negeri Sipil 10 kg/orang/ bulan. 
d. bagi Pedjabat Negara lain jang 10 kg/orang/ bulan. 
e. bagi Pegawai organik Daerah Otonom . 10 kg/orang/bulan. 
f. bagi Pegawai harian Organik jang digadji A 

berdasarkan PGPN 1961 10 kg/orang/bulan. 
g bagi Pensiunan Pegawai Negeri/pegawai 

tersebut dalam huruf a e/d f dictum ini 10 kg/orang/bulan. 
h. bagi Pegawai/pekerdja Perusahaan Negara 

lainnja dan Bank? Pemerintah 10 kg/orang/bulan. 
i. bagi Pegawai/pekerdja Perusahaan per- 

tambangan Negara 10 kg/orang/bulan. 
j- bagi Pegawai/pekerdja perusahaan Swasta 

jang menguasai hadjat hidup orang banjak 

atau jang bergerak dalam lapangan pro- 

duksi beserta keluarganja 10 kg/orang/bulan. 
k. bagi anak, isteri/suami dari golongan ter- 

sebut dalam huruf a s/d j dalam dictum 

ini jang masuk dalam daftar gadji/pensiun 10 kg/orang/bulan. 
KEDUA : 

Pelaksanaan pembagian ini dengan mengindahkan Keputusan Pre- 

sidium Kabinet AMPERA No. 97/EK/KEP/12/1966. 
KETIGA: 
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Keputusan Presidium Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 


1 April 1967. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 17 Maret 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


SOEHARTO) 
DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
—— REPUBLIK INDONESIA 


Djakarta, 27 Maret 1967. 


2 Sa 21 


1. Para MENTERI UTAMA: 
2. Para MENTERI: 
3. . Pimpinan Lembaga: 
4. Kantor Urusan Pegawai: 
5. Sekretaris Presidium Kabinet, 
di 
DJAKARTA. 


SURAT-EDARAN Ne na 
No. : SE-04/PRESKAB/3/1967. Ta ani 
Untuk mempertjepat dan memperlantjar djalannja mutasi-mutasi 
Kepegawaian bagi Pegawai-pegawai Negeri jang digadji menurut go- 
longan-gadji F/VI dan F/VII PGPN — 1961, jang menurut peraturan 
harus ditetapkan oleh Presiden, maka perlu mengambil langkah-langkah 
penjederhanaan prosedure pelaksanaannja, sebagai berikut : 


1. Oleh Menteri diadjukan usul kepada Pd. Presiden/Ketua Pre- 
sidium Kabinet tentang pengangkatan, pemberhentian, mutasi- 
mutasi dan lain-lainnja bagi seseorang Pegawai dalam wewenang- 
nja , 

2. Surat usul tersebut (1) dikirimkan ke Sekretariat Negara/Sekre- 
tariat Presidium Kabinet dan tindasannja dikirimkan k: Kantor 
Urusan Pegawai (K.U.P.) : 


3. Kantor Urusan Pegawai memberikan pertimbangan jang diperlukan 
mengenai usul tersebut kepada Pd. Presiden/Ketua Presidium 
Kabinet lewat Sekretariat Negara/Sekretariat Presidium Kabinet : 


4. Keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet atas usul ter- 
sebut dirumuskan dalam bentuk disposisi (persetudjuan-penolakan- 
penangguhan) diatas surat pengusulan jang diadjukan : 


5. Keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet tersebut dalam 
No. (4) disampaikan kepada Menteri jang bersangkutan untuk 
dipergunakan sebagai dasar bagi Menteri tersebut mengeluarkan 
Keputusannja atas nama Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet. 
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6. Mengenai Lembaga-lembaga Pemerintah jang langsung berada dr - 
bawah Presidium seperti BAPPENAS, K.U.P. dan lain-lain, maka 
pengusulan diadjukan oleh Pimpinan Lembaga jang bersangkutan 
dan pengeluaran surat keputusan dilakukan oleh Sekretaris Ne- 
gara/Sekretaris Presidium Kabinet : 

7. Demikianlah ketentuan jang kami ambil dalam bidang prosedure 
soal-soal kepegawaian dan berlaku sedjak tanggal 1 Februari 1967. 


Harap mendapatkan perhatian seperlunja. 


Pd. PRESIDEN/KETUA PRESIDIUM 


KABINET AMPERA, 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
TEMBUSAN : 
Arsip. 
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KANTOR URUSAN PEGAWAI 


Nomor 


Perihal 


KRAMAT 132 
DJAKARTA 


: A. 25-4-7/Aw. 6-17. 
Lampiran : 
: Penetapan tanggal la- 


hir dan masa kerdja 
jang berlaku untuk 
pemberian pensiun dan 
perhitungan djumlah 


OLAINYUA 


Djakarta, 27 Maret 1967. 
Kepada Jth. : 


Semua Pedjabat Negara jang 
berhak mengangkat dan mem- 
berhentikan pegawai. 


Semua Departemen. 

Semua Direktorat. 

Badan Pemeriksa Keuangan. 
Sekretariat Negara. 
Sekretariat D.P.R.-G.R. 
Sekretariat M.P.R.S. 
Sekretariat D.P.A. 
Sekretariat BAPPENAS. 


Sebagai usaha untuk melantjarkan pelaksanaan hal termaksud 
dalam surat kami tanggal 6 Djuli 1966 No. A. 25-6-22/Aw. 7-20, 
perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan ini diminta sekali lagi 
perhatian tentang : 


a. permintaan dalam kalimat 7 surat edaran kami tanggal 25 April 
1966 No. A. 25-3-40/Aw. 7-20 jakni, agar untuk keperluan 
pengawasan dan guna kepentingan pegawai jang bersangkutan 
sendiri perlu disampaikan kepada Bagian Pensiun dan Tun- 
djangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung daftar riwajat pe- 
kerdjaan (dalam rangkap 2) para pegawai jang sekarang ini telah 
berusia 50 tahun keatas atau dalam tahun ini akan mentjapai 
usia 50 tahun : 
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ketentuan dalam kalimat 9 surat edaran tersebut chusus bagi 
pegawai jang belum mempunjai nomor registrasi T.U.K., agar 
segera dimintakan penetapan nomor register T.U.K. dengan me- 
njampaikan untuk keperluan itu model T.U.K. 1877 kepada 
Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogja- 
karta jang diisi seperlunja menurut keadaan pada tanggal 1 bulan 
pengiriman itu. 


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI. 
ttd. 
SOEDIRDJO). 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
 REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 95/U/KEP/4/1967. 


| ARE PRESIDIUM SAPINET, 


Menimbang : 


a. bahwa berhubung dengan beberap hal pembeda izin tinggal di 
hotel/mes/losmen bagi pegawai Negeri jang biajanja mem- 
beratkan anggaran Negara setjara continue seperti tertjantum 
dalam keputusan kami tanggal 16 Pebruari 1967 No. 47/U/ 
KEP/2/1967, lampiran II pasal 1 ajat (4) perlu Muna kem- 
bali : 

b. bahwa pelaksanaan surat instruksi Direktorat Djenderal Ang- 
garan tanggal 31 Desember 1966 No. DD. 1-1-19 tentang 
pelaksanaan dari ketentuan tersebut pada a) menghadapi ber- 
matjam? kesulitan. 


Memperhatikan : 


a. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 10 Nopember 1956 
No. 49/Ia/PKN : 

b. Surat Keputusan Menteri Pertama R.I. tanggal 6 Djanuari 1950 
No. 4/MP/1960: 

c. Surat Instruksi Direktorat Djenderal Anggaran tanggal 31 De- 
sember 1966 No. DD. 1-1-19. 


Mengingat : 


1. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 : 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966, 

3. Keputusan Presiddium Kabinet tanggal 16 Pebruari 1967 No. 
48/U/KEP/2/1967 lampiran II Pasal 1 ajat (4). 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
Pertama : 


Izin kepada Pegawai Negeri untuk tinggal di Losmen (tanpa 
makan) jang berachir pada achir bulan Maret 1967 sebagai ter- 
maksud dalam pasal 1 ajat (4) Lampiran II Keputusan Presidium 
Kabinet No. 48/U/KEP/2/1967 diperpandjang sampai achir 
bulan April 1967 


Kedua: 2) 


Memberikan kepada mereka uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali :: 
djumlah pembajaran Losmen bulan April 1967 dan jang akan 
dibajarkan sekaligus dalam bulan April 1967 : 


Ketiga : 


&J 


Kepada mereka iang telah keluar dari losmen sebelum peraturan 
ini dan telah menerima uang pesangon berdasarkan instruksi 
Dirdjen Anggaran tanggal 31 Desember 1966 No. DD. 1-1-19, 
dapat diberi tambahan uang pesangonnja sebanjak selisih dari - 
biaja 3 (tiga) bulan losmen menurut bulan terachir ia tinggal di- 
losmen dan uang pesangon jang telah diterimanja : 


Keempat : : 
Keputusan Presidium ini mulai berlaku pada tanggal ditetap- 
kannja. 3 

SALINAN: | 


Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 


Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, 
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 

Para Menteri Utama, Para Menteri, 

Sekretaris Nenaga Republik Indonesia, s 
Sekretaris Presidium Kabinet Republik Indonesia, 

Para Sekretaris Djenderal, 

Para Direktur Djenderal, 

Para Inspektur Djenderal, 

Para Gubernur/Kepala Daerah. 


20 Don Dn Inn 3 ra 


mud 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 18 April 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
t.t.d. 


SOEHARTO 
DJENDERAL — T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 26/U/IN/5/1967 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


' Menimbang : 
| bahwa sebagai pelaksanaan daripada keputusan Sidang Kabinet 
Ampera tanggal 19 April 1967, perlu mengeluarkan instruksi 
tentang tekanan pelaksanaan program Departemen? pada triwulan 
ke II 1967 tahap Rehabilitasi : 
“ Mengingat : 
1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966: 
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/01/U/IN/8/1966 , 
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966 : 
4. Keputusan Rapat Paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 
1967. 


MENGINSTRUKSIKAN: 


Kepada : 


Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 
dibidangnja masing-masing : 


Untuk : 


Pertama : 
Sesuai dengan hasil-hasil Sidang Kabinet Ampera tanggal 
19 April 1967, menjelenggarakan/merealisir pelaksanaan program 
Departemen? tahap Rehabilitasi — triwulan ke II tahun 1967, 
sebagai tersebut dalam lampiran instruksi instruksi ini. 


Kedua : 
Pelaksanaan dilakukan dalam batas-batas anggaran biaja jang telah 
disediakan sesuai dengan APBN tahun 1967. 


Ketiga : 
Dalam pelaksanaan berhubungan dengan Departemen/Instansi lain 
jang bersangkutan, serta mengindahkan petundjuk? dan dibawah 
koordinasi Menteri Utama dalam bidangnja masing-masing. 
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Keempat : | 
Disamping penjampaian laporan-laporan setjara routine, supaja 
pada achir Djuni 1967 mengirimkan laporan tertulis tentang pelak- 
sanaan instruksi ini kepada Presidium Kabinet. 


Kelima : 
Instruksi ini tidak mengurangi pelaksanaan program masing-masing 
Departemen jang sudah berdjalan, sepandjang tidak bertentangan 
dengan isi dan maksud daripada Instruksi ini. 


Keenam : 
- Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 9 Mei 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL — TNI 


160: 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 
LAMPIRAN 


Instruksi Presidium Kabiret No. 26/U/IN/1967 tanggal 9 Mei 1967 
tentang pelaksanaan keputusan rapat paripurna Kabinet Ampera 


tanggal 19 April 1967. 


Departemen/Lembaga jang bersangkutan. 
Anggaran Belandja. 


a. 1. Bersama Departemen Keuangan, mengambil langkah-langkah 
untuk memperoleh kepastian mengenai djumlah anggaran 
pembangunan jang tersedia bagi masing? Departemen dalam 
triwulan ke II tahun 1967 dan djuga mengenai waktu dari- 
pada droppmg. 

a.2. Tidak mengadjukan permintaan biaja bagi pengeluaran- 
pengeluaran jang tidak tertjantum dalam APBN 1967. Djuga 
tidak mengadjukan permintaan biaja tambahan bagi penge- 
luara--rengeluaran dalam APBN 1967. Jang dapat diusul- 
kan adalah kemungkinan penggeseran antar mata anggaran 
dalam Departemen jang sama. 


a. 3. Meniemourrakan dan memperintji anggaran pembangunan 
masing-masing menurut djadwal waktu triwulan ke II s/d 
ke IV berdasarkan rentjana fisik masing-masing dan dalam 
batas djumlah bia'a jang tersedia bagi masing-masing De- 
partemen dalam APBN 1967. 

a. 4. Mulai dari sekarang supaja menjusun rentjana fisik bagi ta- 
hun 1968 dengan terperintji setjara teliti dan jang realistis- 
pragmatis. 

Bilamana petund'uk-petundjuk dari Departemen Keuangan 
sulah tersedia, maka rertiana fisik tersebut didjadikan dasar 
untuk anggaran pembangunan 1968. 

Pengefisiensian P.N.-P.N, 

b.1. Mengadjukan usul-usul konkrit jang realistis mengenai pe- 
niedjaan modal kerdja bagi perusahaan-perusahaan negara 
dalam lingkungan masing-masmg kepada Sub Dewan na 
neter/Dewan Stabilisasi Ekonomi. 

b. 2. Dalam rangka kebidjaksanaan dekontrol, supaja mentjabut 
peraturan-peraturan jang bersifat mengekang bergerak P.N. 


P.N. jang tidak ada manfaatnja bagi eU produksi 
dan penjaluran hasil produksi. 
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b. 3. Mendahului penjesuaian PP 19 tentang perusahaan-perusa- 


haan Negara, supaja mengambil tindakan-tindakan sebagai 
berikut : 


—  Membimbing P.N.-P.N. untuk mempergunakan kesem- 
patan-kesempatan baru dewasa ini, chususnja untuk 
kerdjasama dengan swasta nasional dan/atau peranan 
modal asing. 

—  Menjederhanakan P.N.-P.N. sehingga jang tinggal ha- 
njalah P.N.-P.N. jang benar-benar dapat dipertang- 
gung-djawabkan. 

— Menindau kembili Management PN-P.N. (sebapai- 
mana jang sudah dilaksanakan dilingkungan perbank- 
an). 

— Melaksanakan penghematan jang sungguh-sungguh da- 
lam P.N.-P.N., antara lain dengan mendjual milik- 
milik P.N.-P.N. jang tidak benar-benar diperlukan. 

—  Menindjau kembali BPU-BPU : apabila masih dianggap 
perlu adanja BPU supaja dwegaskan pembagian tugas- 
nja agar supaja tidak terdjadi ,,overlapping” dengan 
tugas Departemen atau tugas P.N., selebihnja supaja 
dihapuskan sadja. 


Pembangunan dan penjelesaian projek-projek. 
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal 
Asing, supaja diambil tindakan-tindakan sebagai berikut : 


Mengusahakan untuk menarik penanaman modal asing bagi 
kegiatan-kegiatan dilingkungan masing-masing : 


'Mengusahakan agar pro'ek-projek jang belum selesai pem- 


bangunannja dapat dilandjutkan dalam rangka penanaman 
modal asing , 

Mengusahakan kerdjasama dalam bentuk joint-enterprise 
dan bentuk lam jang diperkenankan antara modal asing dan 
P.N.-P.N. jang dipandarg memerlukannya : 

Melandjutkan usaha untuk selekas mungkin mengembalikan 
perusahaan-perusahaan asing jang masih dikuasai Pemerin- 
tah kepada pemiliknja. 


Departemen Luar Negeri. 

Melandjutkan Jangkah-langkah kearah perwudjudan kerdjasama 
regional Asia Tenggara. 

Bersama Departemen/ Instansi jang bersangkutan : 


Mengambil langkah-langkah untuk menghadapi turunnja 
harga-harga barang ekspor diluar negeri serta kenaikan bea- 


masuk diluar negeri, terutama jang berhubungan dengan 
Pasaran Bersama Eropa. 

— Pembukaan perwakilan perdagangan dinegeri-negeri jang 
perdagangannja dengan Indonesia akan mendjadi lebih pen- 
ting, dan menutup perwakilan-perwakilan perdagangan jang 
tidak diperlukan lagi. 

Segera mengintensifikan kegsatan-kegiatan di Luar Negeri untuk 

menanggulangi kegiatan-kegiatan gerilja politik di Luar Negeri 

oleh oknum-oknum PKI/simpatisannja. 

Setjara berangsur-angsur mengoper pengurusan dan tanggung-dja- 

wab penjelesaian masalah Malaysia dan Singapura dari KOTI. 

Departemen Dalam Negeri : 


Ber:ama-sama dengan Departemen P dan K mengadakan inver- 
tarisasi gedung-gedung/peralatan bekas sekolah-sekolah Tjina 
oh Gubernur/KDH. dan mengusahakan penggunaannja untuk 
sekolah. 

Mengi-gat pembinaan Orde Baru didaerah-daerah bersama-sama 
dengan segemap kekuatan-kekuatan sos-pol jang ada, agar supaja 
kehidupan sosial-politik diseluruh wilajah Indonesia benar- 
benar didjiwai oleh semangat Orde Baru. 

Menjelesaikan Rentjana Undang-undang untuk mengganti Un- 
dang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah dan Desapradja jang sesuai dengan Pantja 
Sila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan Ketetapan 
MPRS. 


Menjelesaikan Rantjangan Undang-undang tentang Perimbangan 

keuangan antara Pusat dan Daerah, jang dapat mendorong per- 

kembangan sosial-ekonomi di Daerah dan Otonomi Daerah di- 

bidang keuangan dapat didjamin setjara riil dengan tetap ber- 

landaskan pada Pantja Sila, Undang-undang Dasar 1945 serta 

semangat dan Djiwa Orde Baru. 

Mengambil langkah-langkah persiapan penjelenggaraan Pemilihan 

Umum sambil menunggu Undang-undang Pemilihan Umum. 

Meningkatkan pembinaan koperasi, antara lain : 

— usaha mengarahkannja kepada penggantian kedudukan Tjina 
dalam perekonomian. 

— dalam rangka rehabilitasi perkriditan didesa, hubungan de- 
ngan Bank Sentral dan bank-bank lainnja. 

Bersama Departemen/Instansi jang bersangkutan : 


— Memberantas pungutan-pungutan terhadap ekspor jang 
tidak sesuai dengan Instruksi Presidium : 
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.. — Menghentikan tjampur tangan instansi-instansi jang tidak 


ada hubungannja dengan eksport : 
-—. Mengambil langkah-langkah untuk memperlantjar perda- 

gangan dalam negeri : 

-—  menjadakan segala hambatan administratif : 

— meniadakan larangan mengangkut barang antar daerah, 

— memberantas berbagai matjam pungutan : 

-— mengatasi masalah pedagang asing setjara rasionil. 
Departemen Kehakiman : 
Mengambil langkah-langkah untuk penjelesaian tahanan G-30-S 
PKI bukan militer : 
Mengambil langkah-langkah untuk menjesuaikan Undang-undang 
dan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai kewarganegaraan 
dan keimigrasian : 
Mengambil langkah-langkah untuk menjelesaikan Undang-undang 
Pengadilan Tata Usaha Negara, 
Depariemen Penerangan : 
Memperluas penerangan-penerangan kepada masjarakat menge- 
nai setiap kebidjaksanaan Pemerintah serta mengambil langkah- 
langkah penjerasian penerangan/siaran jang dilakukan oleh 
Departemen-departemen untuk tidak menimbulkan kontradiksi/ 
polemik antara Departemen-departemen. 
Menjelesaikan pemasangan/pendirian pertjetakan ex RDD de- 
ngan djalan kerdjasama dengan pemerintah Daerah atau Swasta. 
Menjelenggarakan pembinaan wartawan dengan mendorong pe- 
laksanaan upgrading wartawan, agar supaja mereka benar-benar 
mendjadi wartawan Pantjasilais dan mampu berfikir serta ber- 
tindak objektif-kritis-konstruktif. 
Departemen Pendidikan dan Kebudajaan : 
Mengambil langkah-langkah guna memperlantjar perluasan pen- 
didikan kedjuruan dalam batas biaja jang tersedia. 
Bersama Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, me- 
manfaatkan penggunaan gedung-gedung bekas sekolah-sekolah 
Tjina didaerah-daerah, untuk Kepentingan, pendidikan (gedung 
sekolah). 


-. Segera menjiapkan perubahan/penjusunan R.U.U. Pendidikan 


dan Perguruan Tinggi. 
Departemen ' Agama 3 


Mengambil langkah-langkah guna memperlantjar usaha pentjetak- 
an Kitab-kitab sutji dalam batas-batas biaja jang tersedia. 
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Meningkatkan usaha-usaha penjempurnaan pengurusan ibadah 
Hadji, dan mengusahakan perluasan pelaksanaan ,,Hadji Berdi- 
kar?”. 

Departemen Sosial : 

Melandjutkan langkah-langkah/usaha-usaha mengatasi akibat- 
akibat bentjana alam dalam batas biaja jang tersedia. 
Mengintensifkan usaha-usaha pembmaan Lembaga Sosial Desa 
dalam batas biaja jang tersedia dengan bekerdjasama dengan 
Departemen Dalam Negeri dan Departemen-departemen lain jang 
bersangkutan. 

Departemen Kesehatan : 

Mengambil langkah-langkah rehabilitasi karantina, balai-balai 
pengobatan (poliklimik) dan kesedjahteraan ibu dan anak dalam 
batas biaja jang tersedia. 

Mengusahakan peningkatan produksi pharmasi di Dalam Negeri 
terutama dengan pemanfaatan bahan-bahan jang terdapat di Da- 
lam Negeri. : | 


Departemen Tenaga Kerdja : 


Bersama Departemen jang bersangkutan, melandjutkan usaha- 
usaha memperbaiki penghasilan pegawai negeri sipil, ABRI dan 
pensiun, dalam batas kemungkinan-kemungkman jang ada. 
Bersama-sama Departemen jang bersangkutan mengusahakan pe- 
njusunan DSPP Departemen-departemen, Struktur serta Prosedur 
dari tiap-tiap Departemen dari tingkat pusat sampai di Daerah- 
daerah. 


. Departemen Perdagangan : 


Mengambil langkah-langkah supaja barang-barang import tidak 
mengakibatkan persaingan jang tidak sehat terhadap hasil-hasii 
produksi dalam negeri. 

Mengambil langkah-langkah agar supaja import benar-benar me- 

ngutamakan : 

— bahan baku dan spareparts jang diperlukan untuk rehabili- 
tasi produksi. 

-— barang djadi jang sungguh-sungguh diperlukan oleh rakjat 
konsumen, dan jang belum tjukup terdapat di Dalam Ne- 
geri. 

Bersama Departemen/Instansi jang bersangkutan, mengambil 

langkah-langkah untuk menghadapi turunnja harga-harga barang 

eksport diluar negeri serta kenaikan bea-masuk diluar negeri, 
terutama jang berhubungan dengan Pasaran Bersama Eropa. 
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Bersama instansi-instansi lain jang bersangkutan, supaja melak- 
sanakan normalisasi hubungan perdagangan dengan Smgapore. 
Mengambil langkah-langkah supa'a dalam waktu singkat tertja- 
pai kemantapan dalam harga pada umumnja, chususnja : 

— ikan asin dan 

— garam. 

Bersama Departemen jang bersangkutan, membuka perwakilan 
perdagangan dinegeri-negeri jang perdagangannja dengan Indo- 
nesia akan mendjadi lebih penting dan menutup perwakilan-per- 
wakilan perdagangan jang tidak diperlukan lagi. 

Menind'au kembali sistim SIPAP (Surat Izin Pengangkutan An- 
tar Pulau) sehingga dapat memperlantjar perdagangan antar 
pulau tanpa mengurangi usaha pentjegahan penjelundupan. 
Memprakarsai berdirinia Kamar Dagang Indonesia jang mem- 
persatukan unsur-unsur Negara, Swasta dan Koperasi. 

Bersama Departemen-departemen/instansi-instansi jang ber- 
sangkutan, mengambil langkah-langkah lebih landjut mengenai 
pelaksanaan Instruksi Presidium Kabmet No. 13/EK/IN/10/'66 
tentang Melantjarkan Realisasi Ekspor. 


Departemen Keuangan : 
a. Dalam penggunaan Belandja Negara tahun 1967, supaja per- 
hatikan hal" sebagai berikut : 

a.1. Bersama dengan Departemen? jang bersangkutan, me- 
netapkan dengan pasti djumlah anggaran pembangun- 
an jang tersedia bagi masing? Departemen dalam 
Triwulan ke-II tahun 1957, dan menetapkan waktu 
dropping. 

Realisasi dropping agar terlaksana pada waktunja, 
tanpa mengabaikan sjarat? pengamanan keuangan 
Negara. 

a.2. Mengutamakan anggaran pembangunan untuk prasa- 
rana, terutama rehabilitasi djalan?, produksi bahan 
pangan, termasuk projek pengairan Djatiluhur. 

a.3. Melandjutkan penghematan setjara sungguh? dalam 
anggaran routine. 


a.4. Penetapan djumlah pengeluaran: Triwulan ke-II supaja 
tetap memperhatikan djumlah penerimaan dalam Tri- 
wulan jang sama. 

a.5. Menjusun sistim pembiajaan jang lebih sederhana tanpa 
mengabaikan pengamanan keuangan negara. 

a.6. Tidak mengadakan pengeluaran?, baik setjara langsung 


maupun melalui kredit bank jang didjamin oleh ang- 
.garan, untuk permintaan? biaja jang tidak tertjantum 
dalam APBN 1967. | 

a.7. Lebih meningkatkan intensifikasi pemungutan padjak, 
bea dan tjukai, serta menggali sumber? pembiajaan 
jang baru. : 

Mengintensifkan penerimaan negara dengan mengambil 

tindakan? antara lain sebagai berikut: '” 

b.1. Mengambil tindakan? tegas terhadap setiap fihak, ter- 
masuk P.N.2, jang tidak memenuhi kewadjiban keuang- 
annja terhadap Negara. 

b.2. Disamping intensifikasi pemberantasan penjelundupan 
sebagaimana telah diinstruksikan, supaja melaksana- 
kan pula pemberantasan pelanggaran tjukai. 


Perombakan sisteem padjak dan tjara? pemungutannja : 

c.1. Mempertjepat diperolehnja persetudjuan DRP-GR 
mengenai Rantjangan Undang? tentang tjara pemu- 
ngutan padjak. 

c.2. Menjiapkan perombakan serta penjempurnaan sistim 
padiak dan bea-tiukai dalam rangka persiapan APBN 
1968 guna meningkatkan penerimaan negara serta 
memperlantjar kegiatan ekonomi. 

c.3. Menindjau kembali padjak berganda jang menjebabkan 
tingginja biaja produksi, tanpa mengurangi target pe- 
nerimaan Negara. 


Perbankan : 

d.1. Bersama Bank Sentral melaksanakan pengeluaran 
Kertas Perbendaharaan Negara jang hasilnja diperguna- 
kan hanja untuk rehabilitasi, terutama memanfaatkan 
dana? jang tersedia disektor perbankan. 

d. 2. Bersama Bank Sentral dan Departemen? jang ber- 
sangkutan : | 
— merumuskan usul? mengenai pembentukan bank 

— untuk investasi dalam industri jang dapat meman- 
faatkan pula pasar modal luar negeri. 

— 'merentjanakan tjara? meningkatkan perkreditan 
bagi petani, pelajanan keradjinan rakjat dan ko- 
perasi, tanpa mengurangi keamanan kredit jang 
diberikan. ' 


Pungutan terhadap barang? import dari kredit Luar Negeri : 
e.1. Meningkatkan pungutan tambahan bagi barang? import 
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jang tidak betuP' diperlukan dewasa ini (barang? lux 
dan semi lux). 

6.2. Setjara periodik mengadakan penjesuaian pungutan 
tambahan dan laba lebih terhadap barang? import, 
tanpa mengakibatkan perlindungan (proteksi) jang ber- 
lebih?an. 

e.3. Dalam pelaksanaan kredit luar negeri, tetap berpegang 
teguh pada ketentuan? mengenai kebidjaksanaan kredit 
luar negeri jang telah ditetapkan oleh Presidium 
Kabinet. 


13. Departemen Perhubungan : 

a. Memanfaatkan segala fasilitas telekomunikasi jang ada bagi 
kelantjaran perdagangan dalam dan luar negeri. 

b. Menjelesaikan masalah ,,post-vrijdom” dengan tudjuan agar 
kalanggengan dan kelantjaran penjelenggaraan pos terdja- 
min. 

€. Dalam batas? biaja jang tersedia, mengambil langkah? guna 
memperlantjar : 

— telekomunikasi daerah eksport 

—- pemeliharaan/perbaikan djalan dan djembatan kereta 
api 

— pemeliharaan/perbaikan peralatan lapangan udara 
untuk kelantjaran dan keamanan penerbangan. 

d. Menjelenggarakan kerdjasama dengan modal dan keahlian 
luar negeri dibidang perhubungan udara, terutama untuk 
meningkatkan keparawisataan. 

e. Menjelenggarakan intensifikasi pemungutan pembajaran 
kartjis kereta api dan kalau perlu dengan bantuan petugas? 
keamanan. 


14. Departemen Maritim : 

a. Mengambil langkah? agar pola pelajaran disesuaikan dengan 
kebutuhan perdagangan dalam dan luar negeri, serta meng- 
usahakan keserasian antara kepentingan penggunaan (users) 
kapal dan pemilik (owners) kapal. 

b. Meningkatkan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuh- 
an seperti alur? pelajaran/pengerukan, perambuan dan alat? 
lain untuk kelantjaran dan keamanan pelajaran. 

c. Menjelenggarakan kerdjasama dengan modal dan keahlian 
luar negeri dibidang maritim. 


15. Departemen Pertanian : 
a. Dalam batas? biaja jang tersedia mengambil langkah? lebih 
landjut guna : 
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—  mendjamin peningkatan roduksi pangan melalui 
ma gk prod pang 


—— rehabilitasi hutan/reboisasi. ”— | 


. 


— pemberantasan penjakit. hewan. Djembran 
Merumuskan kebidjaksanaan mengenai pupuk (inpo, pem- 
biajaan, harga dan distribusi), agar terdjamin penggunaan 
pupuk Elan djumlah? jang diperlukan pada waktu jang 
ibutuhkan. 5 | 


16.. Departemen Perkebunan : 


a. 


b. 


Mengambil langkah? guna memperlantjar perbaikan prasa- 
rana (djalan, djembatan, saluran air) jang menundjang 
produksi dan penjaluran hasil perkebunan. 
Memetjahkan masalah" lainnja dibidang perkebunan untuk 
meningkatkan export produksi perkebunan. 


17. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga : 


Dalam batas? biaja jang tersedia, mengambil langkah? guna 


a. 
meningkatkan produksi aliran listrik. 

b. Menjelenggarakan intensifikasi pemungutan pembajaran 
tarip listrik dan kalau perlu dengan bantuan pedjabat' se- 
tempat. 

c. Mengambil langkah" untuk memperlantjar penjaluran garam 
dalam waktu singkat, ke Daerah? sesuai dengan kebutuhan. 

d. Mengusahakan peningkatan produksi industri, hingga dapat 
mentjapai tingkat produksi jang optimum. 

18. Departemen Pertekstilan dan Keradjinan Rakjat : 

“ a. Dalam batas? biaja jang tersedia, mengambil langkah" guna 
memperlantjar kegiatan? untuk meningkatkan keradjinan 
rakjat. 

b. Bersama Departemen jang bersangkutan, merumuskan 


19. Departemen Pertambangan : 


a. 


"Merumuskan usul? tentang kebi 


pembentukan bank untuk investasi dalam 


usul? mengenai 
memanfaatkan pula pasar modal luar 


industri jang dapat 
negeri. 


mengambil langkah? guna 


Dalam batas? biaja jang tersedia, 
penjelidikan pertambang- 


memperlantjar produksi batubara, 
an dan geologi. 
djaksanaan nasional dibi- 


dang bahan bakar dan tenaga (national fuel and energy 


policy). 


Mengambil langkah? untuk memetjahkan masalah batubara. 
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20. Departemen Pekerdjaan Umum : 


21. 
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Dalam batas? biaja jang tersedia, mengambil langkah? guna 
memperlantjar : 

— Rehabilitasi djalan? 

— Penjelesaian Djatiluhur 

— Serbaguna Kali Berantas 

— Irigasi daerah? produksi pangan 

— Lapangan Udara Tuban Bali. 

Dalam batas? biaja jang tersedia. bersama Departemen jang 
bersangkutan memperlantjar usaha? pentjegahan bentjana 
alam. | | 

Bersama Departemen/instansi jang bersangkutan, mengusa- 
hakan pembiajaan lain disamping biaja jang tersedia dalam 
APBN 1967, antara Jain dana? daerah seperti ADO, premi 
ekspor dan sebagainja, untuk meningkatkan perbaikan pra- 
sarana dimusim kemarau, terutama djalan? dan pengairan. 
Dan meningkatkan kerdjasama dengan Operasi Karya 
ABRI. 


BIDANG HANKAM : 


1. 


Dalam rangka ikut serta menegakkan tertib sosial, agar di- 
laksanakan re-disiplinering seluruh slagorde ABRI baik di- 
siplin militer maupun administratif. 

Dalam rangka tertib hukum agar supaja slagorde ABRI ikut 
serta menegakkan ketentuan? hukum jang berlaku dalam 
masjarakat. 

Dalam rangka tertib ekonomi agar supaja slagorde ABRI 
ikut serta melantjarkan kegiatan? dalam bidang ekonomi. 
menghilangkan hambatan? dan gangguan? jang ditimbulkan 
oleh unsur? ABRI sendiri. 

Dalam rangka tertib politik, ikut serta membina tertjiptanja 
mas'arakat ORDE BARU. 

Dalam rangka tertib militer sendiri perlu diambil langkah? 
untuk menjehatkan peri-kehidupan militer jang sebenarnja, 
chususnja dalam menegakkan disiplin dan ketjakapan tehnis 
dasar? kemiliteran. 

Memanfaatkan organisasi teritorial jang dimiliki ABRI bagi 
pengembangan stabilitas politik dan ekonomi dan menjem- 
purnakan orgaan? teritorial itu sendiri. 

Lebih? menggiatkan usaha civic action/civic mission, tidak 
terbatas pada satuan? teknis sadja: disesuaikan dengan 
kemampuan? jang ada. 


KA Saka Ka 


Tetap memelihara kewaspadaan nasional jang menghadapi 
subversi, infiltrasi dan intervensi, baik dari luar maupun 
dari dalam. | 

Mengembangkan doktrin ,,Catur Dharma Eka Karma”. 


22. Bank Sentral : 


Bersama Departemen Keuangan melaksanakan pengeluaran 


a. 
Kertas Perbendaharaan Negara jang hasilnja dipergunakan 
hanja untuk rehabilitasi, dengan terutama memanfaatkan 
dana? jang tersedia disektor perbankan. 

b. Bersama Departemen jang bersangkutan : 

— Mengambil langkah? untuk menjempurnakan pasaran 
Bonus Eksport dan menserasikan B.E. Kredit dengan 
B.E. asal Eksport. 

— Mengambil langkah? agar supaja pasaran B.E. tidak 
terdesak peranannja dalam pelaksanaan impor. 

— Merumuskan usul? mengenai pembentukan bank untuk 
investasi dalam industri jang dapat memanfaatkan pula 
pasar modal luar negeri. 

—  Merentjanakan tjara? meningkatkan perkreditan bagi 
petani, nelajan, keradjinan rakjat dan koperasi, tanpa 
mengurangi keamanan kredit jang diberikan. 

— Dalam batas? persjaratan perkreditan jang sehat seba- 
gaimana telah ditentukan oleh Presidium Kabinet 
Ampera supaja mengadjukan usul kelantjaran perkre- 
ditan bagi usaha? produksi dan rehabilitasi prasarana. 
Tiap? unit ekonomi jang mengadjukan permintaan 
kredit supaja mendasarkannja pada persjaratan kredit 
jang telah ditetapkan. 

23. Bappenas : 


Supaja memulai dengan melakukan penjusunan rentjana pemba- 
. ngunan 3 s/d 5 tahun jang akan datang berdasarkan kebidjaksa- 
naan jang telah digariskan serta instruksi? jang telah dikeluarkan. 


Djakarta, 9 Mej 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
t.t.d. 
SOEHARTO 
DJENDERAL — TN.I. 


KANTOR URUSAN PEGAWAI 
| KRAMAT 132 
DJAKARTA. 
Nomor : A. 25-8-15/Aw. 17-40. — 
Lampiran : 1. | BN 
Perihal : Tjontoh surat keputusan 
Pd. Presiden tentang pem- 
berhentian dari djabatan 
Negeri dengan hak pen- 
siun. | 
Djakarta, 27 Mei 1967. 
Kepada: "Na 
1. Para Menteri 
2. Para Pedjabat jang berhak mengang- 
kat dan memberhentikan pegawai. 


SURAT EDARAN. 

1. Dengan surat edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet 
Ampera tanggal 27 Maret 1967 No. S.E. 04/Pres. Kab/3/1967 dite- 
tapkan, bahwa untuk mempertjepat dan memperlantjar djalannja mu- 
tasi-mutasi kepegawaian mengenai pegawai Negeri jang digadji menurut 
golongan gadji F./V. F/VI dan F/VII, P.G.P.N. 1961, kepada para 
Menteri masing? telah di-instruksikan untuk a.n. Presiden/Ketua Pre- 
sidium Kabinet menanda tangani surat? keputusan Pd. Presiden/Ketua 
Presidium Kabinet tentang pelbagai mutasi kepegawaian mengenai pe- 
gawai Negeri golongan F/V sampai dengan F/VII dalam lingkungan 


Departemen masing-masing. 
Salah satu mutasi kepegawaian termaksud, jalah pemberhentian 


dari djabatan Negeri dengan hak pensiun. 

2. Agar terdapat keseragaman dalam bentuk dan redaksi surat 
keputusan Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet termaksud kiranja 
dapat digunakan tjontoh surat keputusan pemberhentian dari dja- 
batan Negeri dengan hak pensiun jang dilampirkan bersama ini. . 

3. Pemberian uang muka pensiun kepada pegawai jang bersang- 
kutan dapat dilakukan dengan suatu surat keputusan menurut tjontoh" 
terlampir pada surat edaran kami tanggal 21 Nopember 1966 No. A 
25-14-6/Aw. 29-9 perihal uang muka pensiun dan tundjangan pangan 
menurut Peraturan Presiden No. 26 tahun 1964 setelah diubah/disesuai- 


kan sekedarnja. | 
KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI. 
ttd. 
(SOEDIRDJO). 


Tembusan : 
Sekretaris Presidium Kabinet. 
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"4 
ah 


Aa LA 


. “GNTOH: 2/0. 


NASKAH 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ' 
NO. . . TAHUN 19 . 2 te Bea oi 
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Membajtja : 

a. surat permohonan sdr. sen adala (Reg. T.U.K. No. ............ » 
Pegawai-tinggi ............ (B7 semasa , PGPN-1961) pada Depar- 
temen/Kantor .................. dentin ... jang maksudnja 
supaja diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan 
hak mendapat pensiun, terhitung mulai achir bulan ............. 13 

b. surat Menteri ............ (Ol wu akusana 1 ek NOL pemna: aentop 3 

Cc. surat Sekretaris Presidium Kabinet tgl. ............ NOS Segan $ 

Menimbang : 4 ni 
bahwa Sdr. ............ tersebut, dilahirkan Saha anda AE NANTI 
19 Sesana dan pada achir bulan ............... 19,..... mentjapai 
USIA eos dns one tahun ........o.&... bulan serta memiliki masa 
kerdja pensiun sebanjak ............... tabun ..... Je nann nia bulan/ 
lebih dapat diberhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pen- 
siun berdasarkan pasal .................. ajat .........o.o.. huruf 
dead , Undang-undang No. 20 tahun 1952, 

Mengingat : 


Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 : 
Undang-undang No. 21 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No. 78), 
Undang-undang No. 20 tahun 1952 (L.N. tahun 1962 No. 74): 
Surat edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera tang- 
gal 27 Maret 1967 No. S.E. 04/Pres. Kab/1967 : 


Aang 


—MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


Terhitung mulai achir bulan ............... 19 Ss ene2 Hanan 2) 
Reg T.U.K. No... , Pegawai Tinggi ................. 3) 
PN AI SA AA 4) pada Departemen/Kantor PA AA NN Ga 
Dn) MEN Aa En , atas permintaan sendiri diberhentikan dengan 


hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat. pensiun, Ka 
dengan tjatatan bahwa : 2 
Keluarganja pada achir bulan .................. 19... terdiri atan: 
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l5 see nona landai i lahir tgl. ......... 

he seen ne abah i lahir tgl. ......... 
b. Anak? bernama 

NG gegana aan an , anak kandung lahir tgl. ......... 

2 LAN SNN RN BEN SAT TE TAN , anak kandung lahir tgl. ......... 

35 see nenen ank , anak kandung lahir tagl. ......... 


dan seterusnja. | 
SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada : 


Sekretaris Negara/Biro 1 (Bagian Kepegawaian) di Djakarta, 
Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 

“Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Ban- 
dun | 

4. Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogja- 

.. karta, 

S. Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung, 

6. Kantor Bendahara Negara di 


PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepenting- 
an untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja, 
dengan tjatatan bahwa surat permintaan pensiun jang bersangkut- 
an beserta surat? lain jang diperlukan oleh kami telah dikirimkan 
kepada (K.UP.) Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung 
untuk pemberian pensiun. 


2 N — 


cCoccoccacec.uc.ocuocuc. 


Ditetapkan di Djakarta, 
pada 401. s0 owisinsed maha 1967. 
A.n. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ 
KETUA PRESIDIUM KABINET. 


Menteri 


Keterangan : 
(1) surat keputusan terachir. 
(2) nama pegawai tsb. 


(3) pangkat. 
(4) djabatan. 
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KANTOR URUSAN PEGAWAI DJAKARTA, 29 Mei 1967: 

KRAMAT 132 
DJAKARTA 

Nomor : A. Rhs. 4-19/Aw. 52. 

Lampiran : 6 (enam). Kepada: 

Perihal : Penjederhanaan prosedure 1. Para Menteri Utama 
pelaksanaan mutasi? kepe- — 2. Para Menieri 
gawaian mengenai pega- 3. Pimpinan Lembaga 
wai jang digadji menurut di 
golongan gadji F/V, F/ DJAKARTA. 

VI dan F/VII P.G.P.N.- 
1961. 


SURAT — EDARAN. 


1. Berhubungan dengan surat edaran Pd. Presiden/Ketua Pre- 
sidium Kabinet Ampera tanggal 27 Maret 1967 No. S.E.-04, PRES- 
KAB/3/1967 tentang hal tersebut pada pokok surat ini, diberitahukan 
dengan hormat sebagai berikut. 


2. Menurut pasal 3, P.P. No. 11 tahun 1966, usul? mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang digadji menurut golong- 
an gadji F/V kemas diadjukan kepada Ketua Presidium Kabinet mela- 
lui Kepala Kantor Urusan Pegawai, jang dalam hal ini berkewadjiban 
memberikan pertimbangan-pertimbangan atas usul? tersebut berdasar- 
kan peraturan kepegawaian jang berlaku. Mengenai pelaksanaan ke- 
tentuan tersebut dalam surat-edaran Pd. Presiden/ Ketua Presidium 
Kabinet Ampera tersebut diatas, kalimat 2, ditetapkan bahwa surat usul 
tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang digadji menurut 
golongan gadji F/V keatas dikirimkan oleh Menteri langsung ke Se- 
kretariat Negara/Sekretaris Presidium Kabinet dan tindasannja di- 
kirimkan ke Kantor Urusan Pegawai. 


3. Untuk dapat memberikan pertimbangannja atas usul-usul ter- 
maksud, kepada Kantor Urusan Pegawai perlu disampaikan tindasan? 
jang disertai lengkap dengan bahan? pertimbangan jang diperlukan an- 
tara lain : 
alasan? untuk usul promosi , 
uraian tentang tugas pekerdjaan (djabatan) : 
uraian tentang formasi pegawai jang berkenaan : 

(a.b.c. tjontoh terlampir) : 

riwajat pekerdjaan menurut tjontoh terlampir : 

pernjataan pegawai jang bersangkutan tentang keanggotaan partai- 
politik ex Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959, juncto Instruksi 
Presidium Kabinet No. 19/U/IN/10/1966 (tjontoh Rp) 
dan 


pop, ngp 


f.  rentjans surat-keputusan Presiden jang bersangkutan (tjontoh ter- 
lampu). 

4. Demi lantjarnja penjelesaian mutasi-mutasi pegawai sebagai 
jang dimaksud dalam surat-edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Ka- 
binet tersebut diatas, diminta agar petundjuk-petundjuk diatas ini men- 
dapat perhatian sebagaimana mestinja. 


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI. 
tt.d. 
(SOEDIRDJO) 


Tindasan kepada : 


1. Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet. 
2, Sekretaris Presidium Kabinet. 


Model 1/P.G. 


DAFTAR USUL MUTASI (PROMOSI, DLSB.) 
No. : 


ccocoucococecaococ#&cocroc.cococo.ucacom. 


Tempat pekerdjaan : 

1.1. Departemen 

1.2. Diskresi /Sekrelarai 
Inspektorat Djenderal 

1.3. Direktorat/Biro | 

1.4. Tempat kedudukan 

Nama dan usia: 

2.1. Nama 

2.2. Reg. T.U.K. 

2.3. Usia/tanggal lahir 

Pangkat : 

3.l. Pangkat lama. 5 ee mnunmanan 
sedjak tanggal Na Te senen 

3.2. Pangkat jang diusulkan 
mulai tanggal | TAN alba uan tjana ab 


Uraian tentang tugas pekerdiadnajabatan g 


c.coc.aebsususss sasa 


ccoccoXcocuc.cocRcoceoucocoocacoc@#t 


cCcCoceocecocococc.ccocrocrcc—u.cc. 


corcacucucocerc.uc.coccocococc.ucO. 
cCccuc.uc.ceorcocccococucomecucoca 


vcocococereccrcOococecOcocucOc. 


coscoccco.coucocecocucucocewuc. 


4.1. Tugas pekerdjaan dalam djaba- 
tan/pangkat lama 


cCcococeococcccoccococecc.c.c.ocuma 
ccccocococuucocncocucoocoauc. 
ccocococcOoccXococeocecoucocucocot 


.c.c.ucacocococucioccoconcueusoa 


4.2. Tugas pekerdjaan dalam djaba- 
tan/pangkat jang diusulkan 


c—cooocc.cucociXccaiococOocuc..... 
soc.ococoeoceceococ.ccocucuocucu. 
cccoccoceocancaesorosooKoatvasnaosaoOsooa0 


4.3. Dalam mendjalankan pekerdja- 
an dalam djabatan baru, pega- |. 
wai jbs. bertanggung-djawab/ Yabatan | pangkat 
melapor langsung kepada | 


cocooocaocacoson ji cococ.c.ceococcoc. 


4.4. Dalam mendjalankan pekerdia- 


an dim. djabatan baru, pegawai pangkat- djumlah 
jbs. memimpin langsung pega- tertinggi pegawai 


wai-pegawai sebesar 


5. Keterangan tentang formasi pegawai jbs. 


5. 1. formasi anggaran 196 ... gol./ruang jang akan di isi 


NN Pan aa PN dan diatasrrja — 
5.2 keadaan (bezetting) ...... gol./ruang jang akan di isi 

bea noenn sn pada tanggal ........... dan diatasnja — aa 
5. 3. lowongan gol./ruang jang akan di isi 

AN EN AN Penasaran kesan esan Gan) Giatasnja AN 

6 Uraian tentang alasan-alasan untuk usul mutasi 
(promosi dsb.). 
6.1 
Orl keenakan an Re RB 
Pa Menanti 
Ba Se an Pa ant 
dsb. 


cecnos0veoonvuKwuvosoKaooawas.cocicocodslsusuasansss sasa ya... 


aa aa nan ap 

Ta na ss Ns en ln 

dsb. 
PAN Djakarta, tgl. .................ioicooo.. 19 
Naa aon aka MEMER1 Lens innn en nba amal mama 
Ana u.b. 


CeonngangonKangsaswonocco.ccoacasasusssssssncoanaaaas.co2mae 


8. Pertimbangan-pertimbangan Kepala Kantor Urusan Pegawai. 
8.1. 


dsb. aan EN AN AN TA SA Lau 


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI. 


NAMA BADAN PEMERINTAH 
(Departemen/Lembaga Negara/Pemerin- 
tah Dacrah/Perusahaan Negara/Bank 
Negara) 

NAMA UNIT 

(Sekretariat Djenderal/Direktorat Djen- 
deral/ Direktorat) 


ALAMAT 
DAFTAR 


caovotvase vacvand atv bae 


0 sc.ccoc.iaiceocaocucu..ucococucugim 


# 
. c00.cceccucer..cocececOocuum.. 


RIWAJAT HIDUP/PENGALAMAN BEKERDJ A. 


Nama (lengkap) 

Tanggal (Umur) dan tempat lahir 

Alamat sekarang 

Laki?/Perempuan 

Bangsa/A ga ma 

Kawin/tidak kawin/tanggal perka- 

winan. 

1. NAMA ISTERI/SUAMI, tanggal 
dan tempat lahir: (djika lebih dari 
seorang isteri, harus diterangkan 
djuga) 

8. Pangkat dan kedudukan sekarang 
(golongan/ruang) 

9. Gadjiepokok 

10. Pendidikan 
(diterangkan beridjazah atau tidak 
dan tahun didapat idjazah , djika 
tidak beridjazah, terangkan sampai 
kelas berapa dan tahun meninggal- 
kan sekolah, djurusan/spesialisasi 
pendidikan). 

11. Tanggungan keluarga 

(diterangkan nama, tanggal kelahir- . 

an dan hubungannja). 


ee ea ok SE 


12. Keanggotaan | 

Partai Politik dan/atau Organisasi 
masa (sebutkan anggota Pengurus 
atau anggota biasa, tanggal mulai) 


. OG...ocecoconeouruacocoesreocunanan 


. G000.0550000500 cOenooeosangeans.. 


0 c0.ococ.ccoaconudcoceaw#ocecasarsuac 


coceoneuc.ccocceoceoceconceonsanaa ». 


cccoceoc.cococeocece&ocosansananan 


. co0.06.coceconesOnustuvosuwona.na 


0 cceoveseccocoaveovonoss2n005056na.ur. 


. ceoceceoceco“ocucuncuceo.ucucuum. 


0 cocreocrsarnegorcecoosoeosoeoaeanuna na 


e c.ocusocecocaccco.osanuadasaonun 


cC0oou.cc.cooveocrouuecuocoosoonaa 


13. Kegiatan-kegiatan lainnja | 2 tag 
(keanggotaan  Panitia?/Lembaga/ 
Komisi? Pemerintah/Swasta, kara- 
ngan-karangan/tulisan? jang dipub- 
lisir, dll.) 2 Me Sa os 


14. Riwajat/pengalaman pekerdjaan 2 Iajia Ne ant Masi 


15. Keterangan : 
Daftar riwajat hidup/pengalaman bekerdja ini saja isi dengan 
se-benar?nja dan berani mengangkat sumpah dimana perlu. Saja 
insjaf, bahwa djika saja memberi keterangan? palsu, saja dapat 
dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang? Hukum 
Pidana (pasal 263). 


Bunji Pasal 263 K.U.H.P. (Wetboek yan Strafrecht) : 


(l) Barang siapa membuat surat palsu atau jang memalsukan surat, 
jang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perdjandjian (ke- 
wadjiban) atau sesuatu kebebasan hutang, atau jang diperguna- 
kan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 
akan memakai atau menjuruh orang lain memakai surat? itu, se- 
olah? surat betul dan dapat dipalsukan, maka kalau hal mem- 
pergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian lantaran 
Se naa surat, dihukum dengan pendjara se-tinggi?'nja enam 
tahun. 


(2) Dengan hukuman serupa itu djuga dihukum, barang siapa dengan 
sengadja memakai surat palsu atau jang dipalsukan, kalau hal 
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 


SURAT - PERNJATAAN : 
Bersama ini saja menjatakan, bahwa : 


a. menurut pengetahuan saja, saja tidak menderita penjakit jang 
membahajakan/menular kepada bakal teman? sedjawat saja dan/ 
atau mengakibatkan saja. tidak Capat, melakukan pekerdjaan se- 
bagaimana mestinja : | DE LA aa 


...— 
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b. dalim waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima bekerdja, saja akan 
menjampaikan surat keterangan Dokter/Dokter Pengudji tersen- 
dir, kesehatan pegawai Negeri mengenai kesehatan saja, dan 
apabila kemudian ternjata keterangan Dokter itu tidak sesuai 
dengan maksud sub a diatas, maka dengan sendirinja saja akan 
meletakkan pekerdjaan saja : 

c. Saja tidak menpntut perumahan serta pengangkutan ke-/dari 
kantor.: ' 


“ 


Djika ruang jang disediakan untuk mengisi keterangan? tidak 
mentjukupi, maka keterangan? jang bersangkutan dapat dimuat dalam 
halaman Peenn dengan menjebut nomor keterangan. 
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DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN : 
pertelaan masing? pekerdjaan jang telah didjalankan oleh: ......... 


Gadji pokok 
(termasuk gadji 
tambahan per- 


Surat keputusan 
Urutan| —— 


Dari 


12 


Uraian 
(Perubahan? 
djabatan, dsb.) 


Terhitung bisa pss oh 


: ae - Keterangan 
mulai tgl. : Tahun | Bulan Hari EA 


tanggal " Nomor: 
1 
| 


3 4 


7 gg Po ae 


Tjontoh 3/P.G. 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR .......... TAHUN :......... 


KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Membatja : 


No. coc... (KEKEKIKEIESNLAK EK CAIR AAAERLASKLEARKAAKASARAA / : 


Menimbang : : 


seebuankana 3): Sebapai.. “essen akan 


diangkat mendjadi ...........c.ooooo.. 5 
(pangkat baru) pada .................. 6): 


Mengingat : 


a. 


b. 


Keputusan M.P.R.S. No, XXXI!I/MPRS/1967 

Perauran Pemerintah No. 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara 
Tanun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri 
Sipil Republik Indonesia : 

Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 
1952 No. 78) tentang Hak kekuasaan pengangkatan dan pem- 
berhentian pcgawai Negeri, 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1966 (Lembaran Negara 
Tahun 1966 No. 24) tentang pengangkatan dan pemberhentian 
pegawai golongan gadji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII PGPN 
1961 : 

Surat-edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera 
No. S.E. 04/PRESKAB/3/1967 tgl. 27 Maret 1967, tentang 
penjederhanaan prosedure pelaksanaan mutasi-mutasi kepega- 
wajan mengenai pegiwai jang digadji menurut golongan gadji 
F/V, F/VI dan F/VII P.G.P.N. 1961, 


MEMUTUSKAN :: 


Menetapkan : 


bahwa pegawai jang namanja tersebut dalam daftar lampiran 
surat-heputusan ini, terhung mulai tanggal .................. 
diangkat dalam pangkat/djabatan tersebut dalam ruang ......... 


Dan SN aw — ca aa  —— SL rs. ——a ma Ka 
— 3 £ 


DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN : 
pertelaan masing? pekerdjaan jang telah didjalankan oleh : 


Surat keputusan Uraian 
Urutan| —.— (Perubahan? 


Gadji pokok 


(termasuk gadji | Terhitung Nanga Kerja: Keterang 

tambahan per- : 3 TN UPNG Di Car ngan 
Dari 2 ima Nomor: djabatan, dsb.) iban mulai tgl. : Tahun ' Bulan Hari 2 

» Si PET EU | en ea Dg EA 
1 3 6 7 “PA DR SAR PU 10 


Digitized | 


| | 
| 
| | 
| | 
| | | 
| | | 
| | 
| | 


Tjontoh 3/P.G. 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Membatija : 

a. Surat Menteri ......... dana beanad ons TG sneb0ntsemade akan satukan 
NOb Kios east nana ena ina saka 2 

b. Surat Sekretaris Presidium Kabinet tgl. 5 awan NON dna san ia 3 

Menimbang : 
bahwa ...... 9. seonssven000coo.. 1) (Reg. T.U.K. a.coecoooc oo. 
....... so.c.oo..i ena nnaan aa Basa 2) pada sorvoonncenengsoncoooooooca. 
sessandansnak Telan 3). sebagai. “sxis0seseeanengesassa 
Lia aan ae gal | mekimaokn enda .... 4), memenuhi sjarat-sjarat untuk 
diangkat mendjadi ..........yoooo oo 5) 
(pangkat baru) pada .................. 6): 

Mengingat : 


Keputusan M.P.R.S. No, XXXIHI/MPRS/1967 : 

Perauran Pemerintah No. 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara 
Tanun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri 
Sipil Republik Indonesia : 

Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 
1952 No. 78) tentang Hak kekuasaan pengangkatan dan pem- 
berhentian pegawai Negeri : 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1966 (Lembaran Negara 
Tahun 1966 No. 24) tentang pengangkatan dan pemberhentian 
pegawai golongan gadji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII PGPN 
1961: 

Surat-edaran Pd. Presiden/Ketua Presidium Kabinet Ampera 
No. S.E. 04/PRESKAB/3/1967 tgl. 27 Maret 1967, tentang 
penjederhanaan prosedure pelaksanaan mutasi-mutasi kepega- 
wajan mengenai pegawai jang digadji menurut golongan gadji 
F/V, F/VI dan F/VII P.G.P.N. 1961, 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan : 


bahwa pegawai jang namanja tersebut dalam daftar lampiran 
surat-heputusan ini, terhilung mulai tanggal ..............ooo. 
diangkat dalam pangkat/djabatan tersebut dalam ruang ......... 


On ". 


Pa an ana dan kepadanja diberikan gadji sebagaimana 
tersebut dalam ruang ............... SA pestasaselubnsa daftar Jampiras 
itu serta penghasilan-penghasilan laingja jang sjah jang berhu- 
bungan dengan pangkatnja : 
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan di- 
per: itungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian han 
ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. 

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : 
Sekretaris Negara di Djakarta, 

Departemen: asian 
Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 

Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pc- 
gawai di Jogjakarta, 


Petikan surat ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk 
diketahui dan diindahkan. 


sn aa PAT 


Ditetapkan di : Djakarta 
pada tanggal $ Liocosoisscdsnstowsnsensasngatulin 
A.n. Pd. Presiden Republik Indonesia / 
Ketua Presidium Kabinet Ampera, 
Menteri | 


Keterangan : 

1). Nama 

2). 5). Pangkat 

3). Tempat pekerdjaan (Djawatan/Kantor) 
4). 6). Djabatan 
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Tjontoh : 3a/P.G. 
Daftar lampiran surat-keputusan Presiden Republik 


Indonesia No. ....... Pa Tahun .....coo.oco.. 
1. Nama, | SA Pa AN NN Pp NA 
No. T.U.K. dan tgl. kelahiran aa an 
LAMA : 
2. Pangkat/djabatan AN IN 
3. Golongan dan ruang gadji 3 aan 
4. Masa-kerdja menurut golongan ga- 
dji pada tanggal ...............o.c..... E. Nation anna TaNaR Ran 
5. Gadji-pokok 2 Sea ana saka Dengan 
6. Gadji-tambahan-peralihan 5 ke kaakkan 
BARU : 
7. Pangkat /djabatan NA aan 
8. Golongan dan ruang gadji AA PP AN Se PA PE 
9. Masa-kerdja menurut golongan ga- 
dji pada tanggal: ...............o... 3 Sena Aa 
10. Gadji-pokok AN NA NA ME PN 
11. Gadji-tambahan-peralihan IN saman AR 
12. Djumlah ladjur 10 dan 11 AN PN SN AD 
(dengan angka dan huruf) AA PN SAN NA 
13. Masa-kerdja untuk kenaikan gadji 
berikutnja Aa Pp AN PA 
14. Keterangan AA NN NN TO TANI 
Djakarta, 101. sisicnnsceiverennanaasi 19 .. 


A.n. Pd. Presiden Republik Tadoneat 
Ketua Presidium Kabinet : 


Mera en ban ka | 
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SALINAN 


Kepada: 
1. Ketua Presidium Kabinet 
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai 


Jang bertanda tangan dibawah ini : 


Il. Nama ANN ND NN NB AA 
2. . “Tangcal Jahr/Umut  &ocoooowowb el uu 
3. Alamat rumah ANN an aa SA PN NAN Dn EA 
4. Alamat kantor NA AN TAN SE PA EA Sen dadatu 
5.  Djabatan An an Ban naas sneanaai 


dengan ini menerangkan dengan sebenarnja kepada Pemerintah 
Republik Indonesia : 
bahwa ia : 


1) 
a. tidak mendjadi anggota sesuatu partai politik seperti termaksud 
dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959. 


1) 


b. telah berhenti dari keanggotaan partai PONIIK Mau keman anal aah 
EN NN ASN an! mulai tanggal .............. seperti ternjata 
dari salinan surat permintaan berhenti terlampir. 


O000.0......ncocO@ccoconunsannonngoasususuKacucsssonssuan 


Dibuat dalam rangkap 2 (dua). 
l) Ditjoret jang tidak perlu 
2) Nama tempat. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 42/U/IN/6/1967. 
KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


Bahwa dalam rangka usaha untuk terus-menerus meningkatkan 
effisiensi aparatur Negara perlu segera membaharui beberapa 
pokok mengenai sistim Kepegawaian Negeri Sipil dan Perusaha- 
an Negara : 


Mengingat : 


1. 


Instruksi Presidium Kabinet No. 07/U/IN/9/1966 tanggal 2 
September 1966, tentang Instruksi Kepada Menteri Tenaga 
Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk mengadakan 
pemikiran jang meliputi masalah tenaga kerdja pada umumnja , 
Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tanggal 
3-11-1966, tentang struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
Departemen : 

Keputusan Presidium Kabinet No. 65/U/KEP/10/1966 tanggal 
19-10-1966, tentang pembentukan Panitya — Negara Pemetjah- 
an Masalah? Pegawai Negeri, 

Keputusan Presidium Kabinet No. 32/U/KEP/2/1967 tanggal 
6 Pebruari 1967, tentang pembentukan Panitya Negara Pem- 
baharuan Pokok? Kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara. 


Memperhatikan : 


1. 


Laporan dan rekomendasi dari Panitya Negara Pemetjahan 
Masalah-masalah Pegawai tanggal 7-12-1966 No. 033/- Mepe- 
neg/10366 : 

Laporan tentang hasil? pemikiran dari Panitya Negara Pemba- 
haruan Pokok? Kepegawaian dan Perusahaan Negara : 


MENGINSTRUKSIKAN: 


KEPADA : 


1. 
2. 


Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan Pegawai. 
Kepada semua Departemen, Lembaga?/Badan?/Perusahaan? 


Negara. 
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UNTUK : 


I. 


NI. 
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Tersebut. I. 


merentjanakan peraturan? kepegawaian jang diperlukan 
untuk melaksanakan pembaharuan beberapa pokok menge- 
nai sistim Kepegawaian Negeri dan Perusahaan Negara, 
seperti jang termuat dalam lampiran instruksi ini , 
melaksanakan serta mengkoordinir/membimbing/mengawasi 
pelaksanaan oleh pelbagai Departemen/Lembaga?/Badan'/ 
Perusahaan? Negara dari pokok? kepegawaian baru termak- 
sud huruf a diatas ini, dalam hal pokok? itu sudah dapat 
dilaksanakan dalam rangka peraturan? kepegawaian jang 
sekarang masih berlaku : 

dalam waktu jang singkat meletakkan dasar bagi suatu 
sistim penggadjian jang didasarkan atas penggolongan 
djabatan dan penilaian djabatan. 


Tersebut 2. 


a. 


memberikan keterangan? dan/atau saran? jang diperlukan 
oleh Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor Urusan 
Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas termaksud angka 
1 huruf a instruksi ini : 

melaksanakan pembaharuan mengenai sistim kepegawaian 
termaksud angka 1, huruf b instruksi ini menurut petundjuk? 
pelaksanaan Menteri Tenaga Kerdja dan Kepala Kantor 
Urusan Pegawai. 


Instruksi ini supaja dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan 
dengan penuh rasa tanggung-djawab. 


1V. Selesai. 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 23 Djuni 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


tt.d. 


SOEHARTO 
DJENDERAL — T.N.I. 


INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI 

ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ 

PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS 
No. 3/3/TAHUN 1966. 


KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR 
REVOLUSI/MANDATARIS MPRS. 


Menimbang : 
Bahwa dalam rangka untuk mendjamin keamanan dan ketenang- 
an serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revo- 
lusi, perlu mengintensifkan dan mengkoordinasikan penertiban 
dalam tubuh aparatur negara/Pemerintah, agar bersih dari 
oknum-oknum kontra revolusi ex Partai Komunis Indonesia 
(PKI) beserta organisasi massa jang se-azas/bernaung/berlindung 
dibawahnja : 

Mengingat : 

1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen- 


djata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 
MPRS tanggal 11 Maret 1966: 


2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 
MPRS No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 : 


MENGINSTRUKSIKAN: 


Kepada: 


SEMUA KOMPARTIMEN?, DEPARTEMEN? DAN BADAN?/ 
Naa BAGA? NEGARA/PEMERINTAH DI PUSAT DAN DI 
D : 


Untuk: 


PERTAMA: 
Segera mengintensifkan penertiban/pembersihan personil diling- 
kungan masing? dari oknum? anggota ex Partai Komunis Indo- 
nesia (PKI) beserta organisasi? massa jang seazas/bernaung/ 
berlindung dibawahnja : 

KEDUA: 
Dalam melaksanakan penertiban/pembersihan tersebut PERTA- 
MA supaja berpedoman pada Instruksi Presiden/Panglima 
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Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando 
Operasi Tertinggi No. 22/KOTI/1965, tertanggal 15 Nopembe: 
1965, tentang dasar? kebidjaksanaan penertiban/pembersihan 
personil sipil dari Kompartimen?, Departemen? dan Badan? lain 
nja dalam aparatur Pemerintah : 


KETIGA: 


Segala tindakan penertiban/pembersihan jang telah diambu 
hingga sekarang, supaja disesuaikan pelaksanaannja dengan 
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 22 /KOTI/ 
1965 tersebut : 


KEEMPAT : 
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Pelaksanaan penertiban/pembersihan sebagai dimaksud instruksi 
ini, dipusat dikoordinasikan oleh Ketua G. 5 KOGAM, didaerab- 
daerah oleh Pepelrada/Peperda setempat. 


Selesai. 


Dikeluarkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 31 Maret 1966. 


PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA /PEMIM- 
PIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS, 
atas nama beliau, 


ttd. 


SOEHARTO 
LETNAN DJENDERAL TNI. 


PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA | 
INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA 
NO. INST-09/KOGAM/5/66 


KAMI. PRESIDEN 'PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


Menimbang : 


l. Bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan ketertiban dalam 
pelaksanaan penertiban/pembersihan personil, sebagaimana di- 
maksud dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 
Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ 
Mandataris MPRS No. 3/3/1966, sehubungan dengan pem- 
bubaran dan pernjataan PKI dan ormas-ormas jang seazas/ 
bernaung/berlindung dibawahnja sebagai partai dan ormas-ormas 
terlarang, perlu segera meniempurnakan pedoman-pedoman jang 
termuat dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 
Bersendjata Republik Eng OResiA/ SOMAnO9 Operasi Tertinggi 
No. 22/KOTI/1965: - 

2. Bahwa pedoman tersebut harus enam terlaksananja pe- 
nertiban/pembersihan personil setjara integral, atas dasar ke- 
tentuan jang sama, dengan sedjauh mungkin memadukan 
faktor-faktor kepentingan keamanan dengan kepastian hukum 
bagi jang bersangkutan : 


Mengingat : 
!. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1966, 


2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Renublik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 
MPRS No. 3/3/1966, 


3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 
MPRS No. 1/3/1966 : 

4. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kepegawaian : 


Mengingat pula : 

Sebagai peniempurnaan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi 
Angkatan Bersendiata Republik Indonesia/Komando Operasi Ter- 
tinggi No. 22/KOTI/1965 : 
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MENGINSTRUKSIKAN : 
Kepada: 
— Semua Kementerian-kementerian/Departemen-departemen, Lem- 


baga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah ditingkat pusat 
dan didaerah-daerah : 


Untuk: 


Dalam melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi 
Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ 
Mandataris MPRS No. 3/3/1966, berpedoman kepada ketentuan- 
ketentuan sebagai berikut : 


BAB—I 
Umum 
Pasal — 1 


Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini merupakan pedoman 
untuk melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil maupun 
anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia pada Kementerian- 
kementerian/ Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Negara dan 
Badan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah-daerah, jang 
mendjadi anggota bekas partai terlarang PKI dan organisasi massa 
jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja dan mereka jang terlibat 
dalam gerakan kontra revolusi ,,G. 30. S.”, termasuk kegiatan-kegiatan 
jang mendahului atau sesudahnja. 


Pasal — 2 


Dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip, jang dimuat dalam 
Instruksi ini serta pelaksanaannja, sedjauh mungkin menggunakan 
ukuran jang sama dalam penindakan terhadap hal-hal jang sama 
sifatnja, dengan sedjauh mungkin memadukan kepentingan keamanan 
dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan, serta dengan tetap 
meniediakan ruang gerak setjukupnja bagi Menteri-menteri dan 
pimpinan Lembaga/Badan jang bersangkutan, untuk dalam menge- 
terapkan dasar kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip itu mengadakan 
penjesuaian dengan keadaan chusus dilingkungan masing-masing. 


BAB—II 
KLASIFIKASI DAN PENINDAKAN 
Pasal — 3 


Personil sipil atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indo- 
nesia jang dikenakan tindakan pembersihan/penertiban dimaksud 
dalam pasal 1 Instruksi ini, diklasifikasikan dalam : 
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A. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG DALAM 
»G. 30. S.”. 
ialah mereka jang : 


1. merentjanakan, turut merentjanakan atau mengetahui ada- 
nia perentjanaan gerakan kontra revolusi itu, tetapi tidak 
melaporkan kepada pendjabat jang berwadjib : 

2. dengan kesadaran akan tudjuannja, melakukan kegiatan- 
kegiatan dalam pelaksanaan gerakan kontra revolusi ter- 
sebut. 


B. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA TIDAK LANGSUNG 

DALAM ,,G. 30. S.”. 

ialah mereka, jang setelah mengetahui adanja gerakan kontra 

revolusi itu : 

1. menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam 
utjapan-utjapan, jang bersifat menjetudjui gerakan kontra 
revolusi tersebut : 

2. setjara sadar menundjukkan sikap, baik dalam perbuatan 
atau dalam utjapan, jang menentang usaha/gerakan penum- 
pasan ,,G. 30. S.”. 


C. TERDAPAT PETUNDJUK ATAU PATUT DAPAT DIDUGA 
TERLIBAT SETJARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANG- 
SUNG DALAM ,,G. 30. S.”. 
ialah mereka, jang : 


1. mendjadi anggota bekas partai terlarang PKI atau pengu- 
rus-pengurus organisasi massa jang seazas/bernaung/ber- 
lindung dibawah bekas partai tersebut, beserta aktivis 
aktivisnja : 

2. mendjadi anggota biasa dari bekas organisasi massa ter- 
larang, jang seazas/bernaung/berlindung dibawah bekas 
partai PKI dan mereka, jang menurut anteseden jang ada 
pernah terlibat dalam ,,Peristiwa Madiun”, jang setelah 
terdjadinja gerakan kontra revolusi itu tidak setjara tegas 
menentangnja menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar. 


Pasal — 4 


(1) Penindakan terhadap personil sipil atau anggota Angkatan Ber- 
sendjata Republik Indonesia jang terlibat seperti disebut dalam 
pasal 3 Instruksi ini, dibagi dalam : 


1. penindakan (repressif) jang meliputi : 
a. pemberhentian tidak dengan hormat : 
b. pembatasan kesempatan dalam djabatan tertentu : 


C.  retooling sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 5 tahun 1962. 
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2.  pentjegahan (preventif), jang meliputi : 
a. indoktrinasi : 
b. penelitian mental. 


(2) Tindakan-tindakan penjelesaian administratip dalam rameka 
peraturan-peraturan kepegawaian, diatur berdasarkan peraturan- 
| peraturan dan keputusan kepegawaian jang berlaku bagi mesing- 

. masing golongan pegawai negeri : 


a. bagi anggota Angkatan Bersendjata Republik Indomesia, 
menurut petundjuk-petundjuk/keputusan Kementerian-ke- 
menterian dibidang Pertahanan dan Keamanan : 


b. bagi pegawai .negeri, menurut petundjuk-petundjuk/ko- 
putusan-keputusan Kantor Urusan Pegawai. 


Pasal — $ 


Pengeterapan berbagai matjam penindakan itu adlah Tae 
berikut : 


(1) terhadap. mereka, jang termasuk. klasifikasi tersebut dalara 
pasal 3 huruf A, dikenakan penindakan dalam bidang hukum 
pidana dan penindakan administratip berupa pemberhentian 
tidak dengan hormat, sedangkan selama dalam proses mereka 
ditahan terus. 


(2) terhadap mereka, jang termasuk dalam klasifikasi tersebut dalam 
pasal 3 huruf B. dikenakan penindakan administratip berupa : 


a. pemberhentian tidak dengan hormat apabila mereka ada- 
lah anggota bekas PKI atau anggota ormas-ormas jang 
seazas/berlindung/bernaung dibawah partai tersebut, atau 
mereka jang menurut anteseden jang ada, pernah terlibat 
dalam ,,Peristitwa Madiun” : 


b. pembatasan kesempatan dalam diabatan atau kedudukan 
tertentu akan retooling, dengan diberikan indoktrinasi, apa- 
bila mereka bukan ansgota bekas PKI atau anggota ormas- 
ormas jang bernaung/berlindung/seazas dengan partai ter- 
sebut, atau mereka, jang tidak na terlibat dalam 
Peristiwa Madiun”. 


(3). terhadap mereka, jang termasuk klasifikasi tersebut dalam 
pasal 3 huruf C. 1., dikenakan ti berupa pemberhen- 
tian tidak dengan hormat. 


(4) terhadap mereka, jang termasuk klasifikasi tersebut dalam 
pasal 3 huruf C. 2., dikenakan penindakan berupa pembatasan 
kesempatan dalam djabatan atau kedudukan tertentu atau re- 
tooling, dengan diberikan indoktrinasi.-: , : 


1O4 


Pasal — 6 


(1) Ketjuali terhadap mereka jang termasuk klasifikasi jang harus di- 


(2) 


kenakan penindakan tersebut ajat (1), (2) a dan (3) Pasal 5 
Insiruksi ini, dengan keputusan Menteri jang bersangkutan, atau 
pendjabat jang ditundjuknja, dapat dilakukan penjimpangan pe- 
laksanaan ketentuan? tersebut dalam pasal 5 itu, apabila. kepen- 
tingan dinas, djabatan dan tugas? Negara memerlukannja serta 
sepandjang kepentingan keamanan dan ketertiban umum tidak 
terganggu karenanja. 

Sebelum mengambil tindakan penjimpangan seperti jang di-mak- 
sud dalam ajat (1) pasal ini. Menteri jang bersangkutan, atau 
pendjabat jang ditundjuknja, meminta pertimbangan terlebih 
dahulu, ditingkat pusat kepada Komando Ganjang Malaysia di- 
daerah? kepada PEPELRADA?/PEPERDA jang bersangkutan 
dan sesudahnja melaporkan pelaksangannya. 


B AB — TI 


ALAT-ALAT PEMBANTU DALAM PENJ ELENGGARAAN | 


PENERTIBAN /PEMBERSIHAN 
Pasal — 7 


(1) Pada tiap-tiap Kementerian dan Lembaga-lembaga/Badan-badan 


(2) 


lainnja ditingkat pusat dibentuk sebuah Team Chusus penertiban/ 
pembersihan personil, jang bertugas membantu Menteri/Pimpinan 
Lembaga/Badan masing-masing dalam menjelenggarakan koordi- 
nasi, pengawasan dan penindakan terhadap personil dilingkung- 
annja. 

Anggota-anggota Team Chusus tersebut ajat (1) pasal ini, terdiri 
dari pendjabat-pendjabat dari lingkungan masing-masing jang 
tidak terlibat dalam gerakan kontra revolusi ,.G.30.S”, jang di- 
tundjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Badan jang bersang- 
kutan. Pada Team Chusus ini, apabila dianggap perlu, dapat 
diperbantukan anggota-anggota dari. Angaatan Penenan 

Pasal — 8 i 


Apabila keadaan memerlukan, didaerah-daerah atau pada 


djawatan-djawatan vertikal dan tjabang-tjabang usaha dari suatu Ke- 


menterian/Lembaga, dapat dibentuk Team Chusus seperti tang di- 


maksud dalam pasal 7 Instruksi ini. 


Pasal — 9 
Dalam melaksanakan tugasnja, team-team chusus seperti jang di- 


maksud pasal 7 dan 8 Instruksi ini, bekerdia sama erat dengan dan 
dikoordinasikan, ditingkat pusat oleh Ketua Gabungan 5 KOGAM, 


didaerah-daerah oleh PEPELRADA/PEPERDA jang bersangkutan. 
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BAB —IV. 
Pasal — 10 


Segala sesuatu jang telah dilakukan dalam rangka penertiban/ 
pembersihan personil sipil dan anggota-anggota Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia dari Kementerian-kementerian dan Lembaga- 
lembagu/Badan-badan lainnja dilingkungan masing-masing sebelum 
dikeluarkan Instruksi ini, disesuaikan dengan Instruksi ini. 


Pasal — 11 


Hal-hal jang mengenai pelaksanaan penertiban/pembersihan, jang 
dimaksud dalam instruksi ini, jang belum diatur, diatur oleh Menteri/ 
Kepala Lembaga/Badan jang bersangkutan, atas dasar dan tidak ber- 
tentangan dengan maksud dan djiwa serta ketentuan-ketentuan dalam 
Instruksi ini. 


Pasal — 12 


Hal-hal lain mengenai penertiban/pembersihan personil jang 
belum diatur dalam Instruksi ini, diatur tersendiri. 
Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan. 


Dikeluarkan di Djakarta 
pada tanggal 13 Mei 1966 


AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA, 

KEPALA STAF, 
ttd. 


SOEHARTO 
LETNAN DJENDERAL — T.N.I. 
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KOMANDO OPERASI TERTINGGI 


INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 
BERSANDJATA REPUBLIK INDONESIA KOMANDO OPERASI 
TERTINGGI 


No. 22/KOTI 1965. 


TENTANG 


DASAR-DASAR KEBIDJAKSANAAN PENERTIBAN/PEM- 
BERSIHAN PERSONIL SIPIL DARI KOMPARTIMEN-KOM- 
PARTIMEN, DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DAN BADAN- 
BADAN LAINNJA DALAM APARATUR PEMERINTAH. 


an 


KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI 
TERTINGGI, 


Menimbang : 

a. bahwa apa jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 September” ter- 
masuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendahuluinja dan 
kegiatan-kegiatan kelandjutannja adalah suatu gerakan kontra- 
revolusi, karena menjelewengkan dasar negara dan garis revolusi, 
Pantjasila serta menjelewengkan adjaran-adjaran Pemimpin Besar 
Revolusi Bung Karno , 

b. bahwa ternjata didalam tubuh Aparatur Pemerintah terdapat ok- 
num-oknum dan unsur-unsur jang terlibat dalam gerakan kontra- 
revolusi tersebut diatas : 

c. bahwa berhubung dengan itu, mutlak perlu diadakan penertiban 
dalam tubuh-aparatur Pemerintah, supaja bersih dari oknum-ok- 
num dan unsur-unsur jang tidak setia kepada dasar negara dan 
garis revolusi Pantjasila, adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi 
Bung Karno : 

d. bahwa untuk mentjapai keserasian dan keseimbangan antara upaja 
dan tudjuan serta hasil-guna jang semaksimal-mungkin dalam pe- 
laksanaaan penertiban/pembersihan itu, perlu mengeluarkan 
instruksi tentang dasar-dasar kebidjaksanaan penertiban/pember- 
sihan personil sipil dari Kompartimen-Kompartimen, Departemen- 
Departemen dan Badan-Badan Pemeriniah lainnja , 


Mengingat : 

1. Komando? Presidzn/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi pada tanggal 
21 Oktober 1965 : 

2. Keputusan Presiden No. 345 tahun 1965, 


3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 115 tahun 
1965 : 

4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Re- 
publik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 19/KOTI/ 
1965 : 


Memperhatikan : 

1. Radiogram Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. T-0265/ 
G-5/1965 tanggal 10 Oktober 1965 : 

2. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora No. 47/D/Instr/1965 dan 
No. 48/D/Instr/1965 : 

3. Peraturan-peraturan kepegawaian jang termaktub dalam Undang- 
undang No. 18 tahun 1961 serta peraturan-peraturan lainnja : 


MEMUTUSKAN: 


MENGINSTRUKSIKAN KEPADA : 


Kompartimen-Kompartimen, Departemen-Departemen Badan- 
Badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah. 


Untuk: 
melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil dilingkungan 
masing-masing dari oknum-oknum dan unsur-unsur gerakan kon- 
tra-revolusi jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 September”, 
termasuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendahuluinja dan 
kegiatan kelandjutannja atas dasar-dasar kebidjaksanaan umum 
jang diatur dalam bab-bab dan pasal-pasal berikut : 


BAB I 
UMUM 


Pasal 1. 


Instruksi ini merupakan pedoman untuk mengarahkan kegiatan- 
kegiatan dalam rangka penertiban/pembersihan personil sipil dari 
Kompartimen-Kompartimen, Departemen-Departemen dan Badan- 
Badan lainnja dari Aparatur Pemerintah dari oknum-oknum dan unsur- 
unsur gerakan kontra-revolusi jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 
September”, termasuk didalamnja kegiatan-kegiatan jang mendahului- 
nja dan kegiatan-kegiatan kelandjutannja, sehingga dapat ditjrpai ke- 
serasian dan keseimbangan antara upaja dan tudjuan dengan hasil-guna 
jang semaksimal mungkin. 
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Pasal 2. 


Dasar-dasar kebidjaksanaan umum jang dimuat didalam instruksi 
ini memberikan pedoman untuk sedjauh mungkin menggunakan ukuran 
jang sama dalam tindakan terhadap hal-hal sama sifatnja dengan tetap 
menjediakan ruang gerak bagi Menteri-Menteri Koordinator, Menteri- 
Menteri/Pimpinan Badan-Badan/Lembaga-Lembaga Pemerintah jang 
bersangkutan untuk dalam pentrapan dasar-dasar itu mengadakan 
langkah-langkah penjesuaian dengan keadaan-keadaan chusus diling- 
kungan masing-masing. 


BAB Il. 
KLASIFIKASI SASARAN DAN PENINDAKANNJA. 


Pasal 3. 


Sasaran instruksi ini ialah personil sipil dari Kompartimen-Kom- 
partimen, Departemen-Departemen dan Badan-Badan lainnja dari 
Aparatur Pemerintah jang terlibat dalam gerakan kontra-revolusi jang 
menamakan dirinja Gerakan 30 September”, termasuk didalamnja ke- 
giatan-kegiatan jang mendaluluinja dan kegiatan-kegiatan kelandjutan- 
nja. 


Pasal 4. 


Mereka jang terlibat dalam gerakan kontra-revolusi Gerakan 30 
September” diklasifikasikan dalam : 


A. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA LANGSUNG, ialah : 


1. merentjanakan, turut merentjanakan atau mengetahui adanja 
perentjanaan gerakan kontra-revolusi itu, tetapi tidak me- 
laporkan kepada pedjabat jang berwadjib. 

2. dengan kesadaran akan tudjuan gerakan itu, melaksanakan 
kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan gerakan tersebut. 


B. NJATA-NJATA TERLIBAT SETJARA TIDAK LANGSUNG, 


“falah setelah mengetahui adanja gerakan kontra-revolusi itu, me- 
nundjukkan sikap, baik dalam perbuatan-perbuatan maupun da- 
lam utjapan-utjapan jang bersifat menjetudjui gerakan kontra- 
revolusi tersebut. 


C. TERDAPAT PETUNDJUK ATAU PATUT DAPAT DIDUGA 
TERLIBAT SETJARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANG- 
SUNG, ialah : 


1. mendjadi anggauta-biasa. jang aktif atau anggauta pengurus 
organisasi jang terlibat setjara langsung (P. K.I. dan ormas- 


ormasnja serta orpol-orpol dan dan ormas-ormas lainnja jang 
mempunjai hubungan dengan P.K.I, atau ormas-ormasnja) 
dan tidak setjara sedar dan serta-merta mengutuk gerakan 
kontra-revolusi itu, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam 
klasifikasi A dan B. 


menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam ,,peristiwa 
Madiun” dan setelah terdjadinja gerakan konira-revolpsi itu 
tidak setjara-tegas menentangnja menurut kondisi dan ke- 
mampuan jang wadjar. 

mendjadi anggauta biasa jang tidak aktif dalam organisasi 
tersebut angka 1. 


Pasal 5. 


Penindakan terhadap personil jang terlibat itu dapat dibagi dalam: 
(1) penindakan administratif, jakni : 


a, 
b. 


penindakan dalam bidang hukum pidana, 

penindakan administratif, jakni : 

— pemberhentian tidak dengan hormat (pemetjatan), 

— pemberhentian sementara dari djabatan/pembebasan 
dari tugas, 

— pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kedudukan 
tertentu, 

dengan mengindahkan segala peraturan jang berlaku tentang 

ini. 


(2) pentjegahan (preventif), jang meliputi : 


a. 


b. 


indoktrinasi : 
penelitian mental. 


Pasal 6. 


Pentrapan berbagai matjam penindakan itu adalah sebagai berikut : 

(1) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 
huruf A dikenakan penindakan dalam bidang hukum pidana dan 
penindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan 
hormat (pemetjatan), sedangkan selama dalam proses merekz 
ditahan terus : 

(2) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 
huruf B dikenakan penindakan administratif berupa : 
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a. 


b. 


perberhentian tidak dengan hormat (pemetjatan) apabila me- 
reka pegawai sipil golongan E atau jang sederadjat : 

pemberhentian sementara dari djabatan/pembebasan dari 
tugas atau pembatasan kesempatan dalam djabatan atau kc- 
dudukan tertentu disertai indoktrinasi dengan sedapat mung- 


kin ditempatkan dalam asrama untuk suatu djangka waktu 
tertentu, apabila mereka pegawai sipil golongan D kebawah 
atau jang sederadjat : 
(3) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 
huruf C ad 1 dan ad 2 dikenakan penindakan berupa : 


a. pemberhentian sementara dari djabatan/pembebasan dari 
tugas atau pembatasan kesempatan dalam djabatan atau ke- 
dudukan disertai indoktrinasi dengan sedapat mungkin pe- 
nempatan dalam asrama untuk suatu djangka waktu tertentu, 
apabila mereka pegawai sipil golongan E keatas atau jang 
sederadjat : 

b. indoktrinasi, apabila mereka pegawai sipil golongan D ke- 
bawah atau jang sederadjat : 

(4) terhadap mereka jang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 4 
huruf C ad 3 dikenakan penindakan berupa indoktrinasi disertai 
dengan penelitian mental. 


Pasal 7. 


Apabila ada dugaan jang kuat tentang terlibatnja seorang personil 
dalam gerakan kontra-revolusi itu, maka mendahului penelitian dan 
pemeriksaan jang segera harus dilakukan untuk menentukan klasifikasi 
jang dikenakan baginja, terhadapnja dapat dilakukan penindakan ad- 
ministratif berupa larangan untuk bekerdja dalam djabatannja. 


BAB III. 


ALAT-ALAT PEMBANTU DALAM PENJELENGGARAAN 
PENERTIBAN/PEMBERSIHAN. 


Pasal 8. 


(4) Pada tiap Kompartimen/Departemen dan Badan-badan/Lzmbaga- 
lembaga lainnja ditingkat Pusat dibentuk sebuah Team (Chusus 
penertiban/pembersihan personil jang bertugas membantu Men- 
teri Koordinator/Menteri/Pimpinan Badan/Lembaga masing- 
masing dalam menjelenggarakan pengkoordinasian, pengawasan 
dan penindakan chusus terhadap personil dilingkungan Kompar- 
timen/Departemen/Badan/Lembaga masing-masing. 

(2) Anggota-anggota Team Chusus tersebut ajat (1) terdiri dari pe- 
djabat-pedjabat dari lingkungan masing-masing jang djclas dan 
njata tidak terlibat dalam gerakan kontra-revolusi ,,G. 30 S", jang 
ditundjuk oleh Menteri Koordinator/Menteri/Pimpinan Badan/ 
Lembaga masing-masing. Pada Team chusus ini apabila dianggap 
perlu dapat diperbantukan anggota-anggota dari Angkatan Ber- 
sendjata. 
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Pasal 9. 


Apabila keadaan memerlukan di Daerah-daerah atau pada Dja- 
watan-djawatan Vertikal dan tjabang-tjabang Usaha dari suatu Depar- 
temen dapat dibentuk team chusus seperti jang dimaksud dalam pasal 8. 


Pasal 10. 


Dalam melaksanakan tugasnja, team-team chusus seperti jang 
dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 diatas bekerdja-sama-erat dengan 
Team Pemeriksa Pusat/Daerah pada Komando-Operasi Pemulihan Ke- 
amanan jang dibentuk berdasarkan Radiogram Kepala Staf Komando 
Operasi Tertinggi No. T-0265/G-5/1965 tanggal 10 Oktober 1965. 


BAB IV. 
LAIN-LAIN. 


Pasal 11. 
Segala sesuatu jang telah dilakukan dalam rangka penertiban/ 


Pembersihan personil militer dan sipil dari Kompartimen-kompartimen 


departemen-departemen dan badan-badan lainnja dilingkungan masing- 
masing sebelum dikeluarkan instruksi ini, disesuaikan dengan instruksi 


ini. 
Pasal 12. 


Hal-hal jang mengenai penertiban/pembersihan dari oknum- 
oknum dan unsur-unsur gerakan kontra-revolusi jang tersebut diatas, 
jang belum diatur dalam instruksi ini, diatur oleh Menteri Kompartimen- 
kompartimen, Menteri-menteri dengan tidak bertentangan dengan 
maksud dan djiwa serta ketentuan-ketentuan dalam instruksi ini. 

Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan. 


Dikeluarkan di Djakarta 
Pada tanggal, 15 Nopember 1965. 

A/N PRESIDEN PANGLIMA TERTINGGI 
KOMANDO OPERASI TERTINGGI 
KEPALA STAF KOMANDO OPERASI 
TERTINGGI/PANGLIMA OPERASI 


PEMULIHAN KEAMANAN 
DAN KETERTIBAN, 


ttd. 
MAJOR DJENDERAL T.N.I. 
SOEHARTO 
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PENDJELASAN DAN PEDOMAN POKOK DALAM MELAKSA- 
NAKAN INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI 
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ 
PANGLIMA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA 
No. INST-09/ KOGAM/5/ 66. 


PENDAHULUAN: 


1. Dalam menghadapi situasi dalam negeri jang ditimbulkan oleh 
gerakan petualangan jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 Sep- 
tember”, maka usaha pengamanan/pengawasan harta kekajaan 
Negara serta penertiban/pembersihan personil dari pelbagai 
bauan-badan Pemerintah telah dilakukan berdasarkan Instruksi- 
instruksi Presidium Kabiset Dwikora dahulu tanggal 20 Maret 
1965 No. 4/, 47a, 48 dan 48a/D/Inst/1965, Instruksi Panitya 
3 Menueri dahulu tanggal 18 Februari 1966 No. Pan. Pres/2/ 
Inst/1965 dan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan 
Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi 
dahulu tanggal 15 Nopember 1965 No. 22/KOTI1/1965. 

2. Sedjalan dengan Kepu.us.n Presiden/Panglima Tertinggi Angka- 
tan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemim- 
pi1 Besar Revolusi tinggal 12 Maret 1966 No. 1/3/66 untuk 
membubarkan P.K.I. Cs. maka dengan Instruksi Presiden/Pang- 
lima Testinggi Angkatan Bzrsendjata Republik Indonesia/Pemm- 
pin Besar Revol.si/Manaatars MPRS tanggal 31 Maret 1966 
No. 3/3/1966 telah diperintahkan kepada semua Kompartimen- 
kompartimen, Departem:n-departemen dan Badan-badan/Lem- 
baga-lcmb:ga Negara/Pemerintah di Pusat dan di Daerah- 
daerah untuk mengintensifkan penertiban/Pembersihan personil 
dari oknum-oknum ex P.K.I. beserta organisasi massa jang se- 
azas/bernaung/ber:indung dibawahnja berdasarkan pedoman 
kebidjaksanaan jang termuat dalam Instruksi No. 22/KOTI/'65. 
Dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 26 April 
1966 No. Aa/B/53/1966 dan Aa/B/54/1966 telah ditjabut 
Instruksi Presilium Kabinet Dwikora R.I. No. 47, 47a, 48 din 
48a tahun 1966, serta membubarkan Team Pengawas/Penertib- 
an Presidium Kabinet dan Panitya Tiga Menteri untuk penertib- 
an, pembersihan dan penjelesaian oknum-oknum sipil jang ter- 
sangkut ,,Gerakan 30 Sepiember” sehingga dengan demikian hanja 
berlaku satu pedoman jang sama bagi semua Badan-badan Pe- 
merintahan, jai:u kebdjaksanaan dalam penertibzn/pembersihan 
personil jang termuat dalam Instruksi No. 22/KOTI/1965 ter- 
maksud diatas. 


3. Demi kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan penertiban /pem- 
bersihan personit, serta dengan maksud agar dapat didjamin 
pelaksanaan penertiban/pembersihan setjara integraal, jang di- 
lakukan atas dasar ketentuan-ketentuan jang sama dengan se- 
Gjaua mungkin memadukan faktor-faktor kepentingan keamanan 
dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan, maka pedoman 
jang termuat dalam Instruksi No. 22/KOTI1/1965 sed'ak 13 Mei 
1900 telah disempurnakan sehubungan dengan pembubaran dan 
pernjataan P.K.I. dan ormas-orm.s jang seazas/ berunuung/ ber- 
naung dibawahnja sebagai partai dan ormas-ormas jang terlarang 
dan Instruksi jang disempurnakan itu, kini termuat dan Instruksi 
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik 
Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst- 
09/KOGAM/5/1966. 


4. Dengan penjempurnaan ini segala tindakan jang telah diambi! 
oleh Kementerian-kementerian/ Departemen-departemen/Lemba- 
ga-lembzga dan aparatur-aparatur Negara Jaiunja dengan sen- 
dirinja harus disesuaikan sotjara konsekwen dengan pedoman 
jang telah disempurnzkan itu. 


DASAR HUKUM: 
5. Pelaksanaan penertiban personil didasarkan atas: 


5.1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin 
Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966, tentang 
mengintensifkan usaha penertiban/pembersihan personil 
sipil/anggauta ABRI, jang pelaksanaannja ditingkat pusat 
dikoordinasikan cleh KOGAM cg. Ketua Gabungan 5, di- 
drerah oleh PEPELRADA/PEPERDA. 

5. 2. Instruksi Presiden No. 22/KOTI/1965, jang telah disem- 
purnakan dengan Instruksi Presiden No. Inst-09/KOGAM/ 


5/1966, tentang Pedoman pelaksasaan penertiban/pember- 
sihan personil. 


6. Pelaksanaan penertiban personil dilakukan dengan mengingat 
pula : 

6.1. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemim- 
pin Besar Revolusi/Mandataris MPRS kepada Letnan Dien- 
deral SOEHARTO/Menteri Panglima Angkatan Darat, 
tanggal 11 Maret 1966, chususnja tentang perintah untuk 
mengambil seg-la tirdikan jang dianggap perlu guna men- 
djamim kestabilan djalannja Pemerintahan dan Revolusi. 

6.2. Keputusan Presiden/Panglina Tertinggi ABRI/Pemimpin 
Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966,, tentang 


pembubaran dan pernjataan terlarang PKI dan ormas-ormas 

. jang seazas/bernaung/berlindung dibawah partai tersebut. 

6.3. Undang-undz:ng No. 18 tahun 1961, tentang ketentuan- 
ketentuan Pokok Kepegawaian. 


TUDJUAN : 


7. Usaha Mengnikan penertiban/pembersihan personil bertu- 
| djuan: 

7. 1. Membebaskan aparatur negara dari pengaruh jang tidak se- 
hat dari oknum-oknum gerakan ,,G-30-S” dan / atau bekas 
| anggauta-anggauta P.K.I. dan ormas-ormasnja jang njata- 
njata telah menj:leweng dari Revolusi Pantjasila. 

7.2. Mentegah penggunzan aparatur negara sebagai tempat/ 
arena p:rdjoangan ideologi-politik kepartaian, jang seha- 
rusnja disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan jang 
ada. 

7.3. Lambat-larn Pegaw:i Negeri/anggauta ABRI benar-benar 
dapat mendjadi pendukung pengaman dan pengamal ideo- 
logie negara Pantjasila. 

7.4. Tertjipta salah-sa'u faktor jang memungkinkan Pegawai 
Negeri/anggauta ABRI dipat bekerdja/melaksanakan tugas- 
nja dengan penuh kegembiraan dan effesien, sehingga ke- 
stabilan dan kelantjaran d'alannja Pemerintahan dan Revo- 
lusi dapat terdjamin karenanja. 


AZAS/PRINSIP : 


8. Azas-rzas/prinsip-prinsip jarg digunakan dalam usaha mengin- 
tensifkan penertiban personil, dengan tetap bersumber pada Pan- 
tiasila, adalah : 

8. 1. Deng”n ik'ikad iang haik, terlepas dari kepentingan pribadi 
maupun golongan, melainkan sepenuhnja demi kepentingan 
Revolusi, berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenar- 
an. 

8.2. Melakukan penert ban sst'ara integral, menggunakan ukur- 
an jang sama bagi keadaan jang sama sifatnja dan sedjauh 
mungkin memadukan kepenti-gan keamanan dengan kepas- 
tirn hukum bagi jang bersangkutan. 

8.3. Menghindari sedapat-dapatnja timbulnja problim sosial. 

PELAKSANAAN: 

9. Pangkal tolak : 


9.1. Pada dasarn'a penertiban personil harus diselenggarakan 
dengan konsekwen atas dasar kebidjaksanaan dan prinsip- 
prinsip jang telah ditetapkan. 
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10. 


9.2. 


Berdasarkan kenjataan dan kepentingan objektif dilingkung- 


an masing-masiug, para. Menteri/Pimpinan Lembaga-lem- 


baga atau Bagan-badan jang bersangkutan, dalam hal-hal 
tertentu, diberikan ruang ger.k setjukupnja untuk dalarh 
menerapkan dasar kebidjaksanaan dan prinsip itu: meng- 
adakan penjesuaian dengan keadaan chusus Gilingkungan 


masing-masing sepandjang keamanan tidak terganggu kare- 


“93. 


nanja dan tudjuan penertiban tetap dapat diwudjudkan. 


Segala tindakan jang telah diambil sebelum dikeluarkannja 
Insiruksi Presiden No. Insr-09/KOGAM,'5/1966, harus 


“ disesuaikan setara konsekwen dengan pedoman-pedoman 


9.4. 


9.5. 


Sas 


pelaksanaan jang telah disempurnakan itu. 


Tindakan-tindakan penertiban atas dasar alasan-alasan lain 
misalnja perbuatan a moral dan sebagainja adalah diluar 
jang ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. Insr-09/KO- 
GAM/5/1966 dan tetap mendjadi wewenang dari Menteri- 
menteri/ Kepala Lembaga-lembaga Badan-badan menurut 
ketentuan-ketentuan jang berlaku dalam rangka menjehat- 
kan aparatur negara. 


Penelitian/penilaian terhadap orang-orang 'ang bukan me- 
rupakan anggauta P.K.I. dan ormas-ormas jang seazas/ber- 
lindung/bernaung dibawahnja tetapi terlibat baik langsung 
atau tidak langsung dalam ,,G. 30.5.” dititik beratkan pada 
sikap dan perbuatan orang-orang itu sendiri. 


aran. 


Ruany lingkup Inst/09/KOGAM/5/ 1966 meliputi : 


10. 1. 


10. 2. 


pegawai negeri sipil, pegawai Pemerintah Daerah, pegawai 
P.N., Bank-bank dan lain-lain, serta anggauta-anggauta 
ABRI cari aparatur negara jang meliputi Kementerian-ke- 
menteri:n/Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Ne- 
gara Tertinggi, Lembaga-lembaga Politik. Perusahaan 
Negara/Perusahaan Daerah, Bank-bank, Lembaga-lem- 
baga, Badan-badan dan aparatur negara Tuna, baik di- 
tingkat pusat maupun daerah , 


ormas-ormas/orpol-orpol dalam lingkungan aparatur ne- 
gara seperti tersebut 1 jang dapat dimasukkan dalam Ke- 
putusan Presiden No. 1/3/66: dengan keterangan untuk 
dapat mengkwalifikasi termasuk atau tidaknja haruslah men- 
dapat pengesiahan terlebih dahulu dari Pepelrada/Peperda 
untuk apparatur Negara manek daerah dan KOGAM 
ditingkat Pusat. 
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ti. 


12. 


AN0 


Ormas/Orpol jang hingga saat ini telah dinjatakan ter- 
libat sesuai dengan Keputusan Presiden No. 1/3/66 ada- 
lah seperti terijantum dalam lampiran A. 

Klasipikasi : 

11. I. sebagai dasar bagi penentuan termasuknja seseorang da- 
lam salah satu klasipikasi adalah kegiatan/perbuaran atau 
kedjaoian, baik pada masa sebelum, pada waktu terdjadi- 
nja, maupun sesudah peristiwa ,,G-30-S” : 

11.2. pertimbangan psnentuan masuknja seseorang dalam salah 
satu klasipikasi harus didasarkan atas alasan-alasan jang 
dapat dipertanggung djawabkan, sesuai dengan dasar ke- 
bidjaksanaan dan prinsip-prinsip jang telah ditetapkan. 

Penindakan : 


12.1. Penindakan penertiban atas dasar Inst. 09/KOGAM/5/ 
1966 merupakan penindakan administrasip , 

12. 2. Pembebasan seseorang dari proses pidana jaitu pemeriksa- 
an, tun:utan dan keputusan (terlibatnja setjara langsung 
atau tdak langsung dalam ,,G-30-S”), tidak berarti bahwa 
ia sekali gvs/dengan sendirinja terluput dari tindakan ad- 
ministratip atas dasar Instruksi No. Inst U9/KOGAM/5/ 
1966 itu. 

Terhadapnja perlu dilakukan penelitian setjara chusus, se- 

suai dengan Instruksi No. 09/KOGAM/5/1966. 

12.3. Penintakan administratip pada pokoknja ada dua djenis, 
jaitu : 

(l) tidak dibenarkan lagi untuk mendjadi pegawai-negeri, 
jaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat, 

(2) masih diperkenankan untuk mendjadi pegawai negeri, 
dengan pembatasan-pembatasan/sjarat-sjarat tertentu. 

12. 4. Petundjuk teknis dalam melakukan penindakan serta pe- 
tunduk kerdja lainnja bagi team-team penertiban personil 
akan dikeluarkan tersendiri : 

12.5. Petundjuk pelaksanaan penjelesaian administratip diberw- 
kan : 

(Jl) bagi anggauta ABRI, oleh Kementerian-kementerian 
Angkatan masing-masing dengan koordinasi Staf Per- 
tahanan dan Keamanan bersama-sama dengan Koman- 
do Ganjang Malaysia cg. Ketua Gabungan — 5 KO- 
GAM, 

(2) bagi Pegawai Negeri lainnja, oleh K.U.P., dengan ko- 


ordinzsi/prngawasan KOGAM, cg. Ketua Gabungan 
— $ KOGAM., 


. Organisasi dan prosedur pelaksanaan : 
18.1. Dabum rangka peniclenggaraan dan Pengawasan pelaksana- 
an penertiban personil : 


(1) 


(2) 


pada tiap-tap Kementerian/! Departemen Lembaga Ne- 
gara dan Aparatur Negara lainnja ditingkat pusat, 
diadakan team chusus penertiban personil, jang ber- 
tugas membantu Menteri/Pimpinan Departemen/Lem- 
baga dan Aparatur Negara lainnja dalam menjeleng- 
garakan pelaksanaan penertiban, pengawasan dan 
pe-g” ndalian personil dilingkungan kekuasaannja ma- 
sing-masing, 

pada tiap-tiap djawatan vertikal dan lembaga/aparatur 
negara lamnja didaerah tingkat I dan II, diadakan 
team chusus penertiban personil, jang bertugas mem- 
bantu pimpiman Djawatan/Lembaga/Aparatur Negara 
lainnja dalim menjelenggarakan pengawasan, pengen- 
dalian pelaksanaan penertiban personil dilingkungan 
kekuasaan masing-masing, 


13. 2. Persjaratan anggauta Team Chusus Penertiban : 
Team-team Chu:us Penertiban personil he-daknja terdiri 
dari pendjabat-pndjabat /petugas-petugas jang memenuhi 
sjarat-s:arat : 

(1) tidak terlibat setjara langsung atau tidak langsung da- 


(2) 
(3) 


(4) 


lam ,,G-30-S”, jang dergan sendirinja bukan anggau- 
ta-anggauta PKI/Ormas-ormas jang seazas/bernaung/ 
berlinsung dibawah partai tersebut, atau aktivis-akti- 
visnja. | 

tidak pernah terlibat dalam ,,peristrwa Madiun”. 
setjara degas menentang ,,G-30-S”, mendukung penum- 
pasan gerakan tersebut dan pembubaran PKI beserta 
ormas-ormas jang seazas/ berlindung/bernaung diba- 
wahnja. 

tidak mempunjai hubungan ,,dekat” dengan para be- 
kas Memeri/pendjabat jang diamankan, atau mereka 
jang tidak mempunjai ,,vested-interest” lainnja dalam 
masalah penertiban/pembersihan. 


13.3. Wewenang : 


(1) 


Wewenang team-tsam chusus penertiban personil Ke- 
menterian/Departemen/Lembaga/Aparatur — Negara 

baik di Pusat maupun Daerah, terbatas dalam bidang 

penindakan administratip dan follow-up-nja. 
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(2) Wewenang penindakan dibidang pidana'ada” pada 
2... Team Pemeriksa aa an atau instansi luinnja 
jang berwenang. 


13. 4. Pertanggungan-djawab : " 

(l) pelaksanaan Bilas NP serasi sidapstap lingkung- 
an aparatur negara dipertanggung djawabkan setjara 
vertikal, sesuai dengan dan dalam rangka garis hie- 
rarchi jang ada. 

(2) dalam rangka pelaksanaan koordinasi, PEPELRADA/ 
PEPERDA bertanggung d,awab kepada KOGAM/ 
Ketua Gabungan 5 KOGAM. 


13. 5. Koordinasi penjelenggaraan penertiban personil dilakukan : 
(l) ditingkat Pusat oleh KOGAM, dalam hal ini Ketua 
Gabungan 5 KOGAM, dibantu oleh Team Penertiban 
Personil Pusat. 
(2) ditingkat daerah : PEPELRADA/PEPERDA dibantu 
oleh sebuah Team Penertiban Personil Daerah. 


13. 6. Kerdjasama : ' 
Penertiban personil dilingkungan aparatur negara dilaksa- 
nakan dengan senantiasa bekerdjasama dengan: Team-team 
Pemeriksa Pusat/Daerah. 


13. 7. Pengawasan : 
Pengawasan baik dalam rangka koordinasi, maupun dalam 
rangka pertanggungan djawab setjara hierarchi, dapat di- 
lakukan dengan : 
(1) laporan-laporan periodik maupun insidentil/chusus 
(2) pemeriksaan administratip : 
(3) pemberian petundjuk/instruksi landjutan : 
(3) pemberian petundjuk/instruksi landjutan 
(4) turba dan lain-lain. 


Sosial control dan pengaduan : 

14. 1. Guna mendjamin pelaksanaan jang objektif, atas dasar 
kebidjaksanaan dan prinsip-prinsip jang telah ditetapkan, 
dibuka kemungkinan adanja: 

(W) sosial control jang sehat dan objektif, dilakukan de- 
ngan penuh rasa tanggung djawab menurut saluran 
dan tjara jang wadjar. - 

(2) pengaduan, bagi mereka jang merasa diperlakukan/ 
dikenakan tindakan setjara tidak pada tempatnja. 

14. 2. Penjelesaian pergaduan dilakukan setjara bertingkat de- 


mgan koordinasi/perigawasan PEPELRADA/PEPERDA/ 

KOGAM. 
:5. Indoktrinasi : 

15. 1. Indoktrinasi diberikan setjara praktis dan mudah diterima 
dengan memanfaatkan fakta-fakta kedjadian jang sebenar- 
nja. 

15. 2. Pelaksanaan indoktrimasi bagi mereka jang masih diper- 
kemankan bekerdja kembali dengan pimbatasan-pembstas- 
an tertentu dalam rangka penertiban personil ini dapat 
berupa : 

(1) penelitian sikap/tindakan, baik diluar/didalam ling- 
kungan kerdja, selama djangka waktu tertentu : 

(2) setjara tersendiri atau bersama-sama dengan pegawai- 
pegawai lainnja, diberikan penerangan-penerangan da- 
lam rangka kembali ke rel Pantjasila : 

(3) setjara berkala atau insindentil diwad'ibkan menge- 
mukakan pendapatnja mengenai masalah-masalah 
tertentu, atau tjara-tjara lamnja jang dapat dilaksana- 
kan dengan mudah. 

“15 3. Indoktrinasi dilakukan oleh aparatur negara jang bersang- 
kutan dengan Koordinasi KOGAM — Gabungan 5. 


DJANGKA WAKTU: 


16. Penertiban personil ini harus diselesaikan dalam waktu se- 
singkat-singkatnja dan direntjanakan telah selesai seluruhnja 
pada achir tahun ini , 

17. Pada tanggal 17 Agustus 1966 diharapkan, agar sudah tidak 
terdapat lagi masalah-masalah prinsip/pokok dalam pener- 
tiban personil jang belum dapat dipetjahkan, dan merupakan 
penghambat bagi kelantjaran djalannja Pemerintahan. 


PENUTUP: 


'18. Pelaksanaan penertiban/pembersihan personil dibiajai oleh 
—" Kementerian/Departemen/Lembaga/Badan masing-masing, 
dengan mengingatkan kemampuan keuangan negara pada 
dewasa ini. 
| Djakarta, 27 Mei 1966. 


KOMANDO GANJANG MALAYSIA 
KETUA GABUNGAN — 5, 


ttd. 
5 ( OE ENARS 0 
BRIGADIR 2 DJENDERAL T.N.I. 
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KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKAT- 
AN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA, PANGLIMA 
BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA. 


NO. 85/KOGAM/1966. 


KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA, 


Menimbang : 

Bahwa untuk kepentingan ketertiban, keseragaman dan berhasil- 
nja penumpasan gerakan kontra revolusi ,,G-30-S"/PKI sehingga 
tepat dapat terkena sasarannja, perlu ditentukan organisasi? jang 
dinjatakan seazas/bernaung berlindung dibawah ex partai Ko- 
munis Indonesia (PKI), sebagai pelaksanaan lebih landjut dari 
Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MP- 
RS/No». 1/3/1966. 


Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1966: 

2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia /Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS 
No. 1/3/1966, 

3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPRS 
No. 3/3/1966, 

4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bereendjata 
Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia 
No. Inst.-09/KOGAM/5/66 , 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


PERTAMA: 


Menjatakan organisasi? seperti tersebut dalam lampiran Surat 
Keputusan ini, sebagai organisasi? jang seazas/berlindung/berna- 
ung dibawah ex Partai Komunis Indonesia (PKI). 


| 


KEDUA : 


Daftar organisasi terlampir bila perlu setiap saat dapat ditambah. 


KETIGA: 


Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 13 Maret 
1966. 


Ditetapkan di 
Pada tanggai 31 M e i 1966 


AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA. 


KEPALA STAF 
ttd. 
SOEHARTO 
LETNAN DJENDERAL T.N.I 


KOMANDO GANJANG MALAYSIA. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI 
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANG- 


» 


» AUPUN— 


1. 
2. 
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LIMA BESAR KOMANDO GANJ ANG MALAYSIA 


No. 85/KOGAM/1966. 


BAGIAN ORGANISASI PKI DARI TINGKAT PUSAT 
SAMPAI KEDABRAH 1ALAH : 


C.C.P.K.I. (Comite Central) Pusat. 

C.D.B.P.K.I. (Comite Daerah Besar) Daswati I. 
C.K.P.K.I. (Comite Kota) Kotapradja. | 
C.S.P.K.I. (Comite Seksi) Daswati II. 

C.S.S.P.K.I. (Comite sub Seksi) Ketjamatan Daswati III. 
C.R.P.K.I. (Comite Resort) Desa. 


ORGANISASI JANG SEAZAS/ BERLINDUNG/BERNAUNG 
DIBAWAH P.K.I. : 


B.T.I. (Barisan Tani Indonesia). 
S.O.B.S.I. (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). 
1) SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan RL.I.). 
2) SBKA (Serikat Buruh Kereta Api). 
3) SB. POSTEL (Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi). 
4 SBLG (Serikat Buruh Listrik dan Gas). 
5) SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia). 
6) SEBBETSI (Serikat Buruh Beras & Tapioka Seluruh In- 
donesia). 
7) SBKB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor). 
8) SEPDA (Serikat Buruh Pegawai Daerah). 
9) SBPU (Serikat Buruh Pekerdjaan Umum). 
10) SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan). 
11) SB. KEPENDJARAAN (Serikat Buruh Kependjaraan). 
12) SB. RRI/TV (Serikat Buruh RRI/TV). 
13) SEBPERBU (Serikat Buruh Departemen Perburuhan). 
14) SBHRTT (Serikat Buruh Hotel dan Restoran). 
15) SBMM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman). 
16) SBKK (Serikat Buruh Kulit dan Karet). 
17) SB. TEKSTIL (Serikat Buruh Teksiil). 
18) SERBAUD (Serikat Buruh Udara). 
19) SERBUM (Serikat Buruh Minjak). 
20) SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Perairan). 
21) SBG (Serikat Buruh Gula). 
22) SBK (Serikat Buruh Kesehatan). 
23) SBK (Serikat Buruh Kehewanan). 


24) 
25) 
26) 
37) 
38) 
29) 
30) 


31) 


32) 


33): 


34) 
35) 
36) 
37) 


38) 


39) 


40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 


48) 


49) 
50) 


51) 
52) 
53) 
54) 
55) 
56) 


57 


58) 
59) 
60) 


t 


'SBP (Serikat Buruh Pegadaian — S2OBPP: 
SBI (Serikat Buruh Imigrasi).. : 4 

SBB (Serikat Buruh Bemo). 5 

SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Na dan Soda ea 
SBIRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Maa & 
SBRI (Serikat Buruh Rokok Indonesia). 

SBPI (Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia). 

SBBT (Serikat Buruh Bea dan Tjukai). 

SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kina). 

SBLR (Serikat Buruh Lampu dan Radio). 

SBTH (Serikat Buruh Taman Hewan). 

SBIMM (Serikat Buruh Industri Makanan dan Minuman). 
SBSKK (Serikat Buruh Sepatu Kulit dan Karet). 

SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Garem dan Soda Negara). 
SBIRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan dan 
Angkutan). 

SBPK PADALARANG (Serikat Buruh Pabrik Kerias: Pada- 
larang). | 
SB BAMA (Serikat Buruh Jajasan Bahan Makanan). 

SB PERTANI (Serikat Buruh PN Pertani). 

SB GOODYEAR (Serikat Buruh Goodyear). 

SB PERTANIAN (Serikat Buruh Pertanian), 

SB PERKAPURAN (Serikat Buruh Perkapuran). 

SB PERDAGANGAN (Serikat Buruh Perdagangan). 

SB PERINDUSTRIAN (Serikat Buruh Perindustrian). 

SB TEKSTIL PAKAIAN (Serikat Buruh Tekstil dan 
Pakaian). 

SB TANI DAN NELAJAN (Serikat Buruh Tani dan 
Nelajan). 

SARBUEIS (Serikat Buruh Film dan Senidrama). 
SARMIKSI (Serikat Buruh Minjak Kelapa Seluruh Indo- 
nesia). 

PPB (Persatuan Pengendara Betja). 

PPT (Persatuan Pekerdja Toko). 

PGTI (Persatuan Guru Tehnik Indonesia). 

PERBUM (Persatuan Buruh Minjak). 

PERPEKI (Persatuan Pekerdja Kendaraan Thabnesta 

SS PENDIDIKAN (Serikat Sekerdja Pendidikan). 

RKS PEGAWAI NEGERI (Rapat Kerdjasama Serikat 
Buruh/Serikat Sekerdja Pegawai Negeri). 

SBLB (Serikat Buruh Lembaga Biologi). 

SBBPSS (Serikat Buruh Biro Pusat Statistik dan sensus. 
SBPB (Serikat Buruh Pengusaha Bermotor). . 
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61) KSOBM (Kerdja Sama Organisasi Buruh Minjak). 

62) GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). 

PEMUDA RAKJAT. 

CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). 
GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia). 

LEKRA (Lembaga Kebudajaan Rakjat). 

H.S.I. (Himpunan Sardjana Indonesia). : 
PGRI NON VAK CENTRAL (Persatuan Guru Republik Indo- 
nesia). 

BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) 
termasuk didalamnja : 

1) PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia). 

2) PPI (Permusjawaratan Pemuda Indonesia). 

3) Universitas Res Publica, 

IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia pimpinan ROBBY 
SOMULANG). 


. 'KOMUNIS-MUDA. 


HARAPAN-MUDA. 


. INDONESIA-MUDA, 


PERTUGRI (Persatuan Tukang Gunting Rambut Indonesia). 


. API POSTEL (Angkatan Pemuda Indonesia Pos, Telegrap dan 


Telepon). 


. BBM (Barisan Berani Mati). 
. AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia). 


TAMAN KANAK? ,,MELATI” 
PANTI-PENGETAHUAN-RAKJAT. 
BALAI-PENGETAHUAN-RAKJAT. 


.'MIMBAR-PENGETAHUAN-RAKJAT. 


ICHWANUL-MUSLIMIN. 


. LPN (Lembaga-Pendidikan-Nasional). 


1) AISA — Akademi Ilmu Sosial ,,Ali-Archam". 
2) UNIVERSITAS ,,BACHTARUDDIN” 

3) UNIVERSITAS PERTANIAN ,,EGOM”. 
4) INST. PENDIDIKAN ,,HARJONO”. 

5) IKIP ,KUDJANG”. 

6) UNIVERSITAS RAKJAT. 

7) UNIVERSITAS-KESENIAN-RAKJAT. 

8) AKADEMI JOURNALISTIK ,,DR. RIVAT”. 
9) AKADEMI -SENI- ,,KORNEL SIMANDJUNTAK”. 
10) IKIP ,.DR. TJIPTO MANGUNKUSUMO”. 
11) UNIVERSITAS-KOTAPRADJA-SOLO. 
12) LESRI (Lembaga Seni dan Budaja R.I). 

13) AKADEMI TEKSTIL — SOTEXSI. 


14) MAGUNA (Madjelis Gabungan Usaha Nasional). 
15) SEKOLAH LANDJUTAN LEMBAGA PENDIDIKAN. 
16) SEKOLAH DASAR ,,MELATI”. 
17) UNIVERSITAS RAKJAT INDONESIA. 
18) AKADEMI TEHNIK ,IR. ANWARI”. 
19) AKADEMI SASTRA ,,MULTATULI”. 
20) AKADEMI ILMU EKONOMI ,,DR. RATULANGI”. 
21) AKADEMI ILMU SEDJARAH ,,RONGGOWARSITO”. 
22) AKADEMI DJURNALISTIK ,,RW. SUPRATMAN”. 
23) AKADEMI DJURNALISTIK DAN PUBLISISTIK. 
» TARUNA PATRI” (MALANG) 
24) G.E.R.P.I. (VETERAN). 
25) A.P.P.I. (ANGKATAN PEMUDA PEMBANGUNAN 
INDONESIA). 
26) P.P.D.I. (PERSATUAN PAMONG DESA INDONESIA). 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 31 Mei 1966. 


AN. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


KEPALA STAF 
ttd. 
SOEHARTO 
LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


KOMANDO OPERASI TERTINGGI”. '! 


KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKAT- 
AN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO 
OPERASI TERTINGGI | 


. No. 233/KOTI/1966. 


KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN. BER- 
SENDJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO OPERASI 


Menimbang : . TERTINGGI 


1. bahwa, setelah diadakan penjelidikan gan penelitian j jang tekaA 

ternjata : 
a, masih terdapat Bina Kas oreatisasi massa jang seazas, ber- 
.naung, atau berlindung dibawah bekas Partai Komunis In- 
donesia, jang belum tertjantum dalam Daftar Lampiran 
Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersen- 
djata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando 
Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/1966, tanggal 31 Mei 
1966 : 

b. organisasi-organisasi. Indonesia Muda, Serikat Buruh Perin- 
dusirian, Serikat Buruh Jajasan Bahan Makanan, Angkatan 
Pemuda Indonesia POSTEL, GSBI dan SB-RRI/TV, tidak 
merupakan organisasi jang seazas, berlindung atau bernaung 
dibawah bekas partai terlarang P.K.I., sehingga perlu di- 
keluarkan dari Daftar Lampiran Keputusan Presiden/Pangli- 
ma Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/ 
Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85, 
KOGAM/1966, tanggal 31 Mei 1966 : 

2. bahwa berhubung dengan itu, untuk kepentingan pelaksanaan 
penumpasan GESTAPU/P.K.I., cg pembersihan/penertiban per- 
sonil aparatur Negara, jang lebih terarah, tepat dan adil, perlu 
menjempurnakan Daftar Lampiran Surat Keputusan Presiden/ 
Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/ 
Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/ 
1966, tanggal 31 Mei 1966. 

Mengingat : 

I. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1966, 

2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 

Renublik Indonesia/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi 

No. 16/KOTI/1966 , 

Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 

Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 

MPRS No. 1/3/1966 , 

4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
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Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 
MPRS No. 3/3/1966 : 

Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Re- 
publik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia 
No. Inst. 09/KOGAM/5/1966 : 


Menetapkan : MEMUTUSKAN: 


Pertama : | 
Menjempurnakan Daftar Lampiran Keputusan Presiden/Pangli- 
ma Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima 
Besar Komando Ganjang Malaysia No. 85/KOGAM/1966, se- 
hingga organisasi-organisasi jang dinjatakan seazas/berlindung/ 
bernaung dibawah bekas Partai Komunis Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Ang- 
katan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ 
Mandataris MPRS No. 1/3/1966, tanggal 12 Maret 1966, adalah 
jang tertjantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini. 

Kedua: | 
Daftar Lampiran Keputusan ini bila perlu setiap saat dapat di- 
sempurnakan lagi. Naa NN: 

Ketiga : | NG | 

Penjelenggaraan pembersihan/penertiban personil pada aparatur 
Negara, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden/Panglima Ter- 
tinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar 
Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966 berdasarkan Instruksi 
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik 
Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. Inst- 
09/KOGAM/5/1966, beserta pedoman-pedoman pelaksanaan- 
nja, disesuaikan dengan Keputusan ini. '” | ' 

Keempat : 
Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan  : di Djakarta. 
Pada tanggal : 12 Desember 1966. 


AN. PRESIDEN/PANGLIMA TER- 
TINGGI ANGKATAN BERSENDJA- 
TA REPUBLIK INDONESIA/ 
KOMANDO OPERASI 
TERTINGGI 


KEPALA STAF, 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL — T.N.I. 


tn 
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KOMANDO OPERASI TERTINGGI 


LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI 
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ 
KOMANDO OPERASI TERTINGGI 


No. 233/KOTI/1966. 


ORGANISASI POLITIK 


CC PKI (Comite Central). 

CDB/CDR/CP PKI (Comite Daerah Besar/Comite Djakarta 
Raya/Comite Pulau). 

CK/CDJ/PKI (Comite Kota/Comite Daerah Jogjakarta). 

CS PKI (Comite Seksi). 

CSS PKI (Comite Sub Seksi). 

CR/CRB PKI (Comite Resort/Comite Resort Besar). 


» 


Na 


w NUN 


SE aan on SN mela 


ORGANISASI BURUH/PEGAWAI 


. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). 

CAP POSTEL (Consentrasi Angkatan Pemuda POSTEL). 

CB BKTN (Consentrasi Buruh BKTN). 

KSOBM (Kerdja Sama Organisasi Buruh Minjak). 

PERBUM (Persatuan Buruh Minjak). 

PERPEKI (Persatuan Pekerdja Kendaraan Indonesia). 

PPB (Persatuan Pengendara Betjak). 

PPT (Persatuan Pekerdja Toko). 

RKS PEGAWAI NEGERI (Rapat Kerdja Sama Serikat Buruh/ 
Serikat Sekerdja Pegawai Negeri). 

10. SARBUFIS (Serikat Buruh Film dan Seni Drama). 

11. SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia). 

12. SARBUMIKSI (Serikat Buruh Minjak Kelapa Seluruh Indonesia). 
13. SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia). 
14. SBB (Serikat Buruh Bemo). 

15. SBBPSS (Serikat Buruh Biro Pusat Statistik dan Sensus). 


16. SBBT (Serikat Buruh Bea dan Tjukai), 
17. SB DEPARTEMEN AGRARIA (Serikat Buruh Departemen 


Agraria). 
18. SBG (Serikat Buruh Gula). 


19. SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Garam dan Soda Negara). 
20. SB GOOD YEAR (Serikat Buruh Good Year). 

21. SB HRT (Serikat Buruh Hotel dan Restoran). 

22. SB HU (Serikat Buruh Hubungan Udara). 

23. SBI (Serikat Buruh Imigrasi). 

24. SBIM (Serikat Buruh Industri Metal). 

25. SBIMM (Serikat Buruh Industri Makanan dan Minuman). 


26. SB IRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan dan Ang- 
kutan). 


27. SEK (Serikat Buruh Kehewanan). 

z8. SBK (Serikat Buruh Kesehatan) 

29. SB KEPENDJARAAN (Serikat Buruh Kependjaraan). 
30. SB KA (Serikat Buruh Kereta Api). 

31. SB KB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor). 

32. SB KK (Serikat Buruh Kulit dan Karet). 

33. SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan). 

34. SBLB (Serikat Buruh Lembaga Biologi). 

35. SBLG (Serikat Buruh Listrik dan Gas). 

36. SBLR (Serikat Buruh Lampu dan Radio). 

37. SB MEKATANI (Serikat Buruh Mekatani). 

38. SB MM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman). 
39. SBO (Serikat Buruh Obat). 

40. SBP (Serikat Buruh Pegadaian — SOBSI). 

41. SB PERDAGANGAN (Serikat Buruh Perdagangan). 
42. SB PEKAPURAN (Serikat Buruh Pekapuran). 

43, SB PERTANIAN (Serikat Buruh Pertanian). 

44. SB PERTANI (Serikat Buruh Pertani). 

45. SB POSTEL (Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi). 
46. SBPB (Serikat Buruh Pengusaha Bermotor). 

47. SBPI (Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia). 

48. SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kina). 

49. SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kertas Padalarang). 

S0. SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Perairan). 

S1. SBPU (Serikat Buruh Pekerdjaan Umum). 

52. SBRI (Serikat Buruh Rokok Indonesia). 

53. SBSKK (Serikat Buruh Sepatu Kuli: dan Karet). 

54. SB SOSIAL (Serikat Buruh Sosial/SOBSI). 
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. SB TANI DAN NELAJAN (Serikat Buruh Tani dan Nelajan, 


SB TEKSTIL (Serikat Buruh Tekstil). 


. SB TEKSTIL PAKAIAN (Serikat Buruh Tekstil Pakaian). 

. SB TH (Serikat Buruh Taman Hewan). 

. SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia). 

. SEBBESTI (Serikat Buruh Beras dan Tapioka Seluruh Indonesia) 
. SEDPERBU (Serikat Buruh Departemen Perburuhan). 

. SEPDA (Serikat Buruh Pegawai Daerah). 

. SERBAUD (Serikat Buruh Angkatan Udara), 


SEBUM (Serikat Buruh Minjak). 


. SEBUNI (Serikat Buruh Unilever). 

. SS BAPA (Serikat Sekerdja Bahan Pangan). 

. SS DPN (Serikat Sekerdja Djawatan Perdjalanan Negara). 
. SS DUVRI (Serikat Sekerdja DUVRI). 

. SS PENDIDIKAN (Serikat Sekerdja Pendidikan). 


ORGANISASI TANI 
BTI (Barisan Tani Indonesia). 


ORGANISASI WANITA 


GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia). 
ORGANISASI PEMUDA 

AMPAI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia). 
APPI (Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia). 
APPI (Angkatan Pemuda Pegawai Republik Indonesia). 
HARAPAN — MUDA. 

KOMUNIS — MUDA. 

PEMUDA RAKJAT. 

PPI (Permusjawaratan Pemuda Indonesia). 


ORGANISASI PELADJAR 
IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia pimpinan ROBBY SO- 
MULANG,). | 


ORGANISASI MAHASISWA 


CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonssia). 
PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia). 


ORGANISASI SARDJANA 
H S I (Himpunan Sardjana Indonesia). 


ORGANISASI GURU 


PGRI NV (Persatuan Guru Republik Indonesia Non Vak 
CENTRAL). 
PGTI (Persatuan Guru Tehnik Indonesia). 


ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN 


. LPN (Lembaga Pendidikan Nasional). 
. AKADEMI DJURNALISTIK ,,W.R. SUPRATMAN ". 
. AKADEMI DJURNALISTIK DAN PUBLISISTIK ,,TARU- 


NA PATRI” Malang. 


. AKADEMI ILMU EKONOMI ,,DR SAM RATULANGI". 
. AKADEMI ILMU SEDJARAH ,,RONGGOWARSITO”. 
. AKADEMI ILMU SOSIAL ,,AL ARCHAM” (AISA). 


AKADEMI DJURNALISTIK ,DR RIVA TI”. 


. AKADEMI SASTRA ,,MULTATULI”. 

. AKADEMI SENI ,,KORNEL SIMANDJUNTAK”. 
. AKADEMI TEHNIK ,IR ANWARI”. 

. AKADEMI TEKSTIL — SOTEXSI. 

. IKIP ,,KUDJANG”. 

. IKIP ,,DR TJIPTO MANGUNKUSUMO”. 

. INSTITUT PENDIDIKAN ,,HARJONO”. 

. UNIVERSITAS ,,BACHTARUDDIN”. 

. UNIVERSITAS KESENIAN RAKJAT. 

. UNIVERSITAS KOTA PRADJA. SOLO. 
. UNIVERSITAS RAKJAT. 

. UNIVERSITAS RAKJAT INDONESIA. 


UNIVERSITAS ,,RES PUBLIKA”. 


. UNIVERSITAS PERTANIAN ,E G OM". 


BALAI PENGETAHUAN RAKJAT. 
MIMBAR PENGETAHUAN RAKJAT. 


. PANTI PENGETAHUAN RAKJAT. 


SEKOLAH: LANDJUTAN LEMBAGA PENDIDIKAN NASI- 
ONAL. | 
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. SEKOLAH DASAR ,MELATI”. 
. TAMAN KANAK-KANAK ,MELATI". 


ORGANISASI SENI-BUDAJA 


LEKRA (Lembaga Kebudajaan Rakjat). 
LEMBAGA FILM INDONESIA. 

LESRI (Lembaga Seni Budaja Republik Indonesia). 
PAFIAS. 

PIDFIN. 


ORGANISASI PAMONG DESA 
PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia). 


ORGANISASI VETERAN 
GERPI (Veteran). 


ORGANISASI LAIN-LAIN 


BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia). 
BBM (Barisan Berani Mati). 

ICHWANUL MUSLIMIN, 

MAGUNA (Madjeelis Gabungan Usaha Nasional). 

PERTUGRI (Persatuan Tukang Gunting Rambut Indonesia). 


Ditetapkan : di Djakarta . 
Pada tanggal : 12 Desember 1966. 


AN. PRESIDEN/PANGLIMA TER- 
TINGGI ANGKATAN BERSENDJA- 
TA REPUBLIK INDONESIA/ 
KOMANDO OPERASI 
TERTINGGI 


KEPALA STAF, 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL — T.N.I. 


KOMANDO OPERASI TERTINGGI 


RADIOGRAM 

DARI: 

KAS KOTI 
UNTUK: 
SEMUA MENTERI 
SEMUA SEKDJEN, DIRDJEN DAN IRDJEN : 
PIMPINAN MPRS, 
PIMPINAN DPRGR : 
WKL KETUA DPA:, 
KETUA MAHKAMAH AGUNG : 
DJAKSA AGUNG , 
PIMPINAN LEMBAGA/DEWAN/BADAN/KANTOR DI- 
TINGKAT PUSAT , 
SEMUA PEPELRADA , 
PEPERDA DJATENG 


TEMBUSAN : 


KETUA PRESIDIUM KABINET : 
SEMUA MENUTAMA, 

SEMUA KETUA GABSSI KOTI: 
SEKUM KOTI 

PEPELRALA SIAGA: 
PEPELRALA KAL , 
PEPELRALA SUM: 

KOORD PEPELRADA INTIM, 
KOORD PEPELRADA NUSRA 
ARSIP. 


KLASIPIKASI : 
T — 0660/G 5/12/66 


S0 NAYAUNE 


bund 


OOONAMBRUN 


band 


NOMOR 


AAA TTK DAN KEPPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR KOTI 
NO. 233 GRMR KOTI GRMR TGL. 12 DES. 1966 KMA 
TLH DISEMPURNAKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPPRES 
GRMR PANGTI ABRI GRMR PANGSAR KOGAM NO. 85 
GRMR KOGAM GRMR 1966 KMA TGL 31 MEI 1966 KMA 
TENTANG ORMAS GRMR LEMBAGA JG DINJATAKAN 
SEAZAS GRMR BERLINDUNG GRMR BERNAUNG DIBA- 
WAH PKI TTK KMA. 


BBB TTK PENJEMPURNAAN TSB BERUPA TTK DUA. 
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PERTAMA TTK PENAMBAHAN ORMAS JG DINJATAKAN 
SEAZAS GRMR BERNAUNG GRMR BERLINDUNG DIBA- 


WAH PKI TTK DUA. 


CAP POSTEL 

CB BKTN, 

SB DEP AGRARIA: 

SB HU KRBK SB HUBUNGAN UDARA KRTTIP : 

SB MEKATANI: 

SBO KRBK SB OBAT KRTTP: 

SB SOSIAL, 

SERBUNI : 

SS BAPA 

10. SS DPN KRBK SS DJAW PERDJALANAN NEGARA KRTTP: 
11. SS DUVRI, 

12. APPI KRBK ANGK PEMUDA PEGAWAI RI KRTTIP: 

13. LEMBAGA FILM INDONESIA : 

14. LESRI, 

15. PAPFIAS, 

16. PIDFIN. 

KEDUA TTK PENGELUARAN ORMASDUA JG TDK DINJATA- 
KAN SEAZAS KMA BERNAUNG DI BAWAH PKI TITIK 


DUA. 

IM KRBK INDONESIA MUDA KRTTP: 
SBRRI GRMR TV: 

SB BAMA: 

GSBI : 

SB PERINDUSTRIAN : 

API POSTEL TTK KMA. 


CCC TTK PENJEMPURNAAN ITU DILAKUKAN SETELAH DI- 
ADAKAN PENELITIAN JG SEKSAMA SERTA DGN MEN- 
DENGAR SARAN DAN PERTIMBANGAN DEP GRMR 
DJAWT GRMR LEMBAGA JBS TIK KMA, 


PDD TTK DIDLM KEPPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR KOTI 

NO. 253 GRMR KOTI GRMR 1966 TSB DITETAPKAN PULA 

233 GRMR KOTI GRMR 1966 TSB DITETAPKAN PULA 

AGAR. PENJELENGGARAAN PEMBERSIHAN GRMR PE- 

.. NERTIBAN PERSONIL PADA APARATUR NEGARA BER- 

.. DASARKAN INPRES GRMR PANGTI ABRI GRMR PANG- 

SAR KOGAM NO INST 09 GRMR KOGAM GRMR 5 GRMR 
1966 HRS DISESUAIKAN DGN KPTS TSB TIK KMA, 


EEE TTK PENJUSUAIAN ITU BERUPA TTK DUA, 
PERTAMA TTK PENINDAKAN THD PENGURUS GRMR 


OLNG UK 


ab aka mi aa 


sii 
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ANGG KEENAMBELAS ORMAS TAMBAHAN JG DI: 
NJATAKAN SEAZAS GRMR BERNAUNG BERLIN- 
DUNG DIBAWAH PKI MENURUT KETERANGAN JG 
BERLAKU KMA TERMASUK RDG KOTI NO T 724 
GRMR DA GRMR 8 GRMR 1966 TIK KMA: 


KEDUA TIK REHABILITASI THD PENGURUS GRMR 
ANGG KEENAM ORMAS JG DIKELUARKAN DARI 
DAFTAR ORMAS JG DINJATAKAN SEAZAS GRMR 
BERLINDUNG DIBAWAH PKI TSB KMA KETJUALI 
THD MEREKA JG NJATANJA TERLIBAT SETJARA 
LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG DLM PERIS- 
TIWA G 30 S KMA SBGMANA DIMAKSUD PSL 
TIGA INPRES PANGTI ABRI GRMR PANGSAR KO- 
GAM NO INST 09 GRMR KOGAM GRMR 5 GRMR 1966 
TTK KMA. 


FFF TTK DEMIKIAN UTK DIMAKLUMI DAN DILAKSANAKAN 
SBGMANA MESTINJA KMA DGN PERMINTAAN AGAR 
PENERTIBAN GRMR PEMBERSIHAN PERSONIL DILING- 
KUNGAN MASINGDUA TELAH DPT DISELESAIKAN 
SELURUHNJA DITINGKAT PUSAT PD ACHIR THN INI 
DI DAERAHDUA PADA ACHIR BLN DJAN 1967 TTK. 


AN KAS KOTI KETUA G 5 SENDS TTK HBS ' 
TGL/WAKTU PEMBIKINAN 191266 1.66 : 


PENGIRIM : DERADJAT AKST 

NAMA : SUWARDJO 

PANGKAT/DJAB : KAPTEN INF/KARO KEPANITERAAN G 5 
TANDA TANGAN : | 
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KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


Nomor : B-0859/G-5/5/66. 


Sifat 


: Segera, 


Lampiran : 2 (dua). 
Perihal : Pedoman?/petundjuk' pelaksanaan 
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penertiban Personil Sipil. 


Djakarta, 31 Mei 1966. 


KEPADA 
PARA JANG MULIA MENTERI 
KABINET DWIKORA 
di 
DJAKARTA. 


Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. Inst. O9/ 
KOGAM/5/66, bersama ini disampaikan dengan hormat ,,Pe- 
tundjuk-petundjuk bagi penjelesaian administratip menurut 
kepegawaian mengenai pegawai Negeri Sipil” beserta 
tjontoh? surat-keputusan jang diperlukan bagi penetapan tindak- 
an-tindakan administratip termaksud. 
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4, ajat (2), buruf b, in- 
struksi tersebut, maka petundjuk? dan tjontoh? surat-keputusan 
tersebut telah disusun oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dan 
diharapkan agar petundjuk? dan tjontoh” itu mutatis-mutandis 
digunakan pula bagi penjelesaian administratip kepegawaian 
mengenai para pegawai dari Perusahaan?/Bank? Negara, jang 
ada dalam lingkungan Kementerian Jang Mulia. 
Untuk keperluan pengawasan, pengkoordinasian serta pelaksa- 
naan tata-usaha kepegawaian pada umumnja, diharap agar 
salinan dari setiap surat-keputusan mengenai penetapan suatu 
penindakan terhadap pegawai menurut instruksi Presiden No. 
Inst. 09/KOGAM/5/66, disampaikan pula kepada : 


a. Ketua Gabungan 5 — KOGAM Djakarta : 

b. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (alamat : Kra- 
mat Raya 132), 

c. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, Kantor Urusan 
Pegawaian di Jogjakarta (alamat: Djalan Faridan M. Noto 
1) dan 

d. Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan, Kantor Urusan 
Pegawai di Bandung (alamat: Djalan Suropati No. 50). 


4. Hal-hal mengenai penjelesaian administratip dalam rangka 
peraturan” dan keputusan? kepegawaian jang mungkin belum 
tertjakup dalam petundjuk? terlampir pada surat ini, hendaknja 
segera disampaikan kepada Kantor Urusan Pegawai di Djakarta 
(alamat: Kramat Raya 132), untuk dengan koordinasi/penga- 
wasan oleh KOGAM — Gabungan 5 diichtiarkan penjelesaian 
seperlunja. 


KOMANDO GANJANG MALAYSIA 
KEPALA STAF 


u.b. 


KETUA G-5 — KOGAM 
a.p.b. 


KETUA TEAM PENERTIBAN 
PERSONIL PUSAT, 


t.t.d. 
SOEDHARMONO. S.H. 
Kolonel CKH. NRP. 16078. 


Tembusan disampaikan kepada : 


Ketua Gabungan 5 — KOGAM, 
Sekretariat Negara : 

Sekretariat Kabinet Inti/Presidium 
Kabinet Dwikora : 

Bagian Pensiun dan Tundjangan, Kantor 
Urusan Pegawai di Bandung , 

Biro Tata Usaha Kepegawaian, Kantor 
Urusan Pegawai d: Jogjakarta , 
Arsip. 


PA ia an an 
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PETUNDJUK-PETUNDJUK BAGI PENJELESAIAN 


ADMINISTRATIP MENURUT PERATURAN-PERATURAN 
KEPEGAWAIAN MENGENAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 


Jang ditindak berdasarkan Instruksi Presiden/Panglima Terting- 


gi ABRI/Komando Ganjang Malaysia No. inst. 09/KOGAM/5/66 
tanggal 13 Mei 1966. 


1. 


Th: 


d2 


8) 


Ia 
| 
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Ketentuan-ketentuan dasar dan petundjuk-petundjuk administa- 
tip bayi penindakan jang berupa : ,,pemberhentian tidak dengan 
hormat”. 


Pegawai Negeri tetap, pegawai Negeri sementara dan pegawai 
bulanan organik jang menerima penghasilan menurut ,,P.G.P.N. 
— 1961”, diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan 
Negeri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam : 


a) pasal 5 ajat (1), atau ajat (2) huruf a, atau ajat (3), in- 
struksi No. 09/KOGAM/5/66, 

b) pasal 7 ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961 
tentang ketentuan? pokok kepegawaian, 


c) surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 
Nopember 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-4 tentang keha- 
rusan untuk mentjantumkan sebutan ,,tidak dengan 
hormat”, 

d) Undang-undang No. 21 tahun 1952, tentang hak mengang- 
kat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil. 


Pemberhentian tidak dengan hormat dari djabatan Neger: hanja 
ditetapkan dengan surat-keputusan Presiden/Menteri/Dewan, 
masing” mengenai pegawai termaksud dalam pasal 3 Undang- 
undang No. 21 tahun 1952 tentang hak mengangkat/member- 
hentikan pegawai Negeri Sipil. 


Ketentuan-ketentuan dasar dan petundjuk-petundjuk bagi penin- 
dakan iang berupa : ,,retooling”. 


. Pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara jang mene- 


rima penghasilan menurut P.G.P.N.-1961 d bebaskan dari tugas 
pekerdiaannja dan kemudian diberhentikan dengan hormat dari 
djabatan Negeri karena retooling aparatur Negara, berdasarkan : 


a) pasal 5 ajat (2) huruf b atau pasal $ ajat (3) instruksi No. 
nst. 09 KOGAM/ 5-66. 

b) Peraturan Pemsrintah No. 239 tahun 1961 juncto Instruksi 
Pre-iden No. 5 tahun 1962 tentang retooling aparatur Ne- 
gara, 


2.2. 


P3) 
tam 


3.2: 


3.3. 


3.4. 


Cc) surat-edaran Menteri Pertama tanggal 15 September 1962 
No, 10/M.P./R.I. tentang pelaksanaan retooling pegawai 
Negeri, 

d) Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang hak mengang- 
kat/memberhentikan pegawai Negeri Sipil, 

e) pasal 2, Undang-undang No. 18 tahun 1961, tentang ke- 
tentuan-ketentuan pokok kepegawaian. 


Retooling pegawai ditetapkan dengan surat-keputusan oleh ma- 
sing-masing Pedjabat jang berhak mengangkat/memberhentikan 
pegawai termaksud pasal 1, juncto pasal 4, Undang-undang No. 
21 tahun 1952. 


Ketentuan-Ketentuan dasar dan perwidiukepetindiuk bagi penin- 
dakan jang berupa: pembatasan kesempatan dalam djabatan 
atau kedudukan tertentu”. 


.Pegawai Negeri tetap, pegawai Negeri sementara, pegawai bu- 


lanan organik jang menerima penghasilan menurut PGPN 1961, 
dipindah dari djabatan/kedudukan tertentu kesuatu djabatan/ 
kedudukan lam, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam : 


a) pasal 5, ajat (2) huruf b dan ajat (4), instruksi No. inst. 
09/KOGAM/5/1966, 

b) pasal 1, ajat (5) dan pasal 4 Undang undang No. 21 tahun 
1952 tentang hak mengangkat/memberhentikan pegawai Ne- 
geri Sipil, 

c) pasal 2, ajat (1) dan pasal 4 Undang-undang No. 18 tahun 
1961, tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian. 


Pegawai jang terkena permindakan menurut pasal 5, aiat (2) huruf 
b dan ajat (4) instruksi No. inst. 09/KOGAM/5/66 tersebut, 
karena terdapat kesangsian akam kesetiaannja sebagai pendu- 
kung/pembela ideologi dan haluan Negara dan kesanggupannja 
untuk mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan diri 
sendiri, aliran, daerah dan golongan, tidak boleh ditempatkan 
dalam djabatan /kedudukan tertentu atau djabatan pilihan me- 
urut pertimbangan Pedjabat jang berhak mengangkat/member- 
hentikan pegawai jang bersangkutan. 


Djika mutasi jang dimaksud dalam angka 3. 1. diatas ini tidak 
dapat dilaksanakan karena tidak ada lowongan atau alasan-ala- 
san dinas lainnja, maka pegawai jang bersangkutan dapat di- 
kenakan penindakan ,,retooling” termaksud kalimat-kalimat 
petundjuk ini. 

Pembatasan kesempatan dalam djabatan/kedudukan tertentu c.g. 
penggeseran/pemindahan ditetapkan dengan surat-keputusan 
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4.3. 


Pedjabat jang berhak mengangkat/memberhentikan pegawai Nc- 
geri Sipil termaksud pasal 1, juncto pasal 4 Undang-undang No. 
21 tahun 1952. 

Tentang saat penetapan penindakan dan saat berlakunja pene- 
tapan penindakan itu. 


. Penindakan seperti dimaksud dalam pasal $ instruksi tersebut 


ditetapkan setelah Pedjabat jang berwenang jang bersangkutan 
dengan bantuan Team Chusus Penertiban Pembersihan Personil 
jang bersangkutan mendapat kepastian akan kebenaran hal-hal 
jang dimaksud dalam pengklasifikasian pasal 3 instruksi itu. 


.Penindakan menurut pasal 5 instruksi itu berlaku terhitung 


mulai saat penetapannja. 

Penmdakan jang berupa ,,pemberhentian tidak dengan hormat 
dari djabatan Negeri” dipertimbangkan dan ditetapkan mengenai 
semua pegawai, baik mengenai pegawai jang ditahan oleh pihak 
jang berwadjib maupun yang trdak/belum ditahan. 


4.4. Penindakan jang berupa ,,retooling” dipertimbangkan/ ditetapkan 


4. 5. 


dg 


mengenai pegawai jang tidak (lagi) berada dalam tahanan jang 

berwadjib. 

Penindakan jang berupa ,,pembatasan dalam djabatan/kedudukan 

tertentu” dipertimbangkan/ditetapkan mengenai pegawai jang 

hingga dewasa ini : 

a. sehari-hari terus masuk bekerdja setjara teratur, atau 

b. dibebaskan dari tugas pekerdjaan sehari-hari jang lazimnya 
disertai kewadjiban untuk datang melaporkan diri ditempat 
pekerdjaan masmg-masing. 

Tentang pemberian penghasilan kepada pegawai jang diberhenti- 

kan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri. 

Kepada pegawai Ncgeri tetap dan pegawai Negeri sementara jang 

diberhentikan tidak dengan hormat dari diabatan Negeri dalam 

rangka pelaksanaan instruksi No. 09/KOGAM/5/66 tersebut, 
dapat diberikan pensiun, apabila : 

2) pegawai jang bersangkutan pada saat pemberhentiannja me- 
menuhi sjarat-sjarat masa-kerdja/usia jang ditentukan da- 
lam pasal 5, ajat 1, huruf a, d dan e pasal 5, ajat 2, Un- 
dang-undang pensiun (Undang-undang No. 20 tahun 1952) 
dan 

b) pegawai jang bersangkutan oleh hakim tidak didjatuhi hu- 
kuman pula karena sesuatu pelanggaran djabatan (pasal 413 
s/d 437 dan pasal 552 s/d 559 K.U.H.P.) seperti dimaksud 
dalam pasal 5, ajat 4 Undang-undang Pensiun (Undang- 
undang No. 20 tahun 1952). 


5.2. Pensiun termaksud kalimat 5. 1., diberikan oleh Kepala Kantor 
Urusan Pegawai, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung 
(alamat : Djalan Suropati No. 50) atas permintaan pegawai jang 
bersangkutan jang disertai : 


a. surat-keputusan tentang pemberhentian dari djabatan Ne- 


ger1, 

b. daftar riwajat-pekerdjaan jang memuat usia dan masakerdja 
jang dibuat/disahkan oleh Departemen jang bersangkutan 
dengan mengingat akan instruksi Presiden No. 6 tahun 1953 
tanggal 20 Djuni 1963. 


6. Tentang pemberian penghasilan kepada pegawai jang dikenakan 
penindakan jang berupa : Retooling. 
Pemberian penghasilan kepada pegawai Negeri jang diretool te- 
lah diatur setjara terperintji dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 
1962, juncto surat-edaran Menteri Pertama dahulu tanggal 15-9- 
1962 No. 10/M.P./R.I./1960. 


7. Penjesuaian penindakan berdasarkan peraturan-peraturan sebe- 
lum tamogal 13 Mei 1966 dengan penindakan menurut inst. 09/ 


KOGAM/5/66. 

Penindakan menurut pasal 5 inst. 09/KOGAM/5/66, mulai 
tanggal penetapannja, merubah penindakan jang telah ditetapkan 
berdasarkan peraturan-peraturan penertiban jang berlaku sebelum 
tanggal 13 Mei 1966. 


&$. Untuk kepentingan uniformitas, bersama mi dilampirkan tjontoh- 
tjontoh surat-keputusan tentang penindakan-penindakan berdasar- 
kan instruksi No. inst. 09/KOGAM/5/66 tersebut. 


DA KANAL anai en teman 1966 


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI, 


(SOEDIRDJO) 
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Tjontoh 1 (pasal 3 A, pasal 5 ajat 1) 


KEMENTERIAN :- ............ Pemberhentian tidak dengan hormat 
DEPARTEMEN so... pegawai Negeri Sipil. 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI ............... 
Nomor: 5 eka 
Djakarta, 1966 
MENTERE Menekan ss 
Membatja : 
surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil Sipil pada 
PP In an tanggal oicoconsarin NOMOF eni nanas nan 
Menimbang | 
a. bahwa......... (nama pegawai) ......... (Reg. TUK. No. ......... ) 
(pangkat/djabatan) ......... atas dasar pemeriksaan jang teliti 


dan saksama, njata-njata setjara langsung terlibat dalam gerakan 
kontra revolusi jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 Septem- 
ber” dan/atau mendjadi anggota partai terlarang P.K.I. atau 
organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawahnja : 
ia 


b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 September” 
adalah suatu gerakan jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I. 
jang ternjata berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi 
Pantjasila pada tingkat dewasa ini : 

€. bahwa dengan demikian terdapat kepastian pegawai tersebut 
telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela dan ber- 
tentangan dengan kepentingan dinas dan Negara : 

d. bahwa oleh karenanja pegawai tersebut tidak dapat dipertahan- 
kan lebih landjut dalam djabatan Negeri dan perlu diberhentikan 
tidak dengan hormat dari djabatan Negeri. 


Mengingat : 


1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 
1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 : 

2. Pasal 7, ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961: 

3,  Surat-cdaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Nopem- 
ber 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-47: 

4. Undang-undang No. 21 tahun 1952: 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
Terhitung mulai tanggal .................. (nama) .....ooocoo. 
(pangkat) .............. (Reg. TUK. No. .....oooo oo. ) di- 
berhentikan dari djabatan/kedudukamnja sebagai .................. 
(nama djabatan/pekerdjaan dan memindahkan pegawai tersebut 
kedalam djabatan .................. PADA: "2issan dewasa sanga seperti 


ditentukan alam daftar lampiran keputusan ini : 

Dengan ketentuan, bahwa surat keputusan ini akan ditambah 
dan diubah sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ter- 
njata terdapat kekeliruan dalam penetapannja. 


SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada : 


Presidium Kabinet Dwikora R.I. : 

Wakil Perdana Menteri/Bidang .................. 
Ketua Gabungan 5, Kogam, Djakarta, 
Pepelrada/Peperda setempat 

Badan Pemeriksa Keuangan : 

K.U.P. di Djakarta (Kramat 132) : 

K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta 

(Djalan Faridan M. Noto 1): 


8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan 
di Bandung (Djl. Suropati 50) : 
ON Pa Aa AN 29as 


DAYA 


KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diper- 
gunakan seperlunja. 


COC ..c.ccocococuoccococ.cou&. 


Keterangan : 
#) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan. 
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KEMENTERIAN : ............ Tjontoh 2: pasal 3B dan pasal 
DEPARTEMEN sa... 5, ajat (2) huruf a. 


Pemberhentian tidak dengan 
hormat pegawai Negeri Sipil. 


Nomor: Seet 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI ............... 
Djakarta, 1966. 
MENTERI “eiinteseteten ea anna an 
Membajtja : 
surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan pada ............... 
tanggal aosasatseneanaa N Os se osnnasena aman abal 
Menimbang 
a. bahwa ............ (nama pegawai) ............ (Reg. TUK. No. 
JA und (pangkat/djabatan) ............ atas dasar pemeriksaan 


jang teliti dan saksama, njata-njata setjara tidak langsung terlibat 
dalam gerakan kontra revolusi jang menamakan dirinja ,,Gerakan 
30 September” dan/atau mendjadi anggota partai terlarang P.K.I. 
atau organisasi massa jang seazas/bernaung/berlindung dibawah- 
nja, dan/atau menurut anteseden jang ada pernah terlibat dalam 
»peristiwa Madiun” "): 

b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja ,,G.-30-S.” adalah suatu 
gerakan jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I., jang ternjata 
berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila 
pada tingkat dewasa ini , 

c. bahwa ja sebagai pegawai Negeri senantiasa wadjib mendjadi 
pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara: 

d. bahwa ja sebagai pegawai Negeri dianggap telah melakukan per- 
buatan penjelewengan jang harus ditjela dan jang bertentangan 
dengan kepentingan dinas dan Negara, 

e. bahwa oleh karenanja pegawai tersebut tidak dapat dipertahan- 
kan lebih landjut dalam djabatan Negeri dan perlu diberhentikan 
tidak dengan hormat dari djabatan Negeri. 


Mengingat : 

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 
1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 : 


2. Pasal 7, ajat (1) huruf f, Undang-undang No. 18 tahun 1961: 

3.  Surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 1 Nopem- 
ber 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-47 : 

4. Undang-undang No. 21 tahun 1952, 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
Terhitung mulai tanggal .................. memberhentikan tidak 
dengan hormat dari djabatan Negeri ............... (nama pegawai) 
NN , (Reg. TUK. No. ...............) terachir sebagai 
PE an (pangkat) ..............., pada ............... karena 


terdapat kepastian telah melakukan perbuatan penjelewengan 
jang tertjela dan jang bertentangan dengan kepentingan dinas 
dan Negara : 

Dengan ketentuan, bahwa surat keputusan ini akan diubah dan 
diatur kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari 
ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapannja. 


SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada : 


Presidium Kabinet Dwikora R.I. : 
Wakil Perdana Menteri/Bidang .................. 
Ketua Gabungan 5, Kogam, Djakarta, 
Pepelrada/Peperda setempat : 
Badan Pemeriksa Keuangan : 
K.U.P. di Djakarta (Kramat 132) : 
K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta 
(Djalan Faridan M. Noto 1): 
K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan 
2 Bandung (Djl. Suropati 50) : 
st. 


0 » JaUMUN 


KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diper- 
gunakan seperlunja. 


ccocccucocuc.uccccoconcco..cococaococcaccocucuuu 


Keterangan : 


#) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan. 
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KEMENTERIAN : ........ Tjontoh 3: pasal (pasal 5, ajat 2) b.: 
DEPARTEMEN : ........ Pembatasan kesempatan dalam djabatan/ 


“kedudukan untuk pegawai Negeri Sipil. 
DJAKARTA, s.oooocea nanah 1966. 


SURAT KEPUTUSAN MENTERI 


Cocoa sssvonwasvoccococucaucocococu..... 
ae en ala Bun aa TU RO 


LI 
Cocucoucoc#oooaucoccoococucoc.ucocoeooumau 


MENTERE an ee 
Membatia : 
surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil Haa siska 
dana anna tanggal Hita NOS peang 
Menimbang 
2. bahWA Lo. (nama PERAWAI) .........ooooo.. , pang- 
kat/djabatan (Reg. TUK. NO. Lo... ) atas dasar 


pemeriksaan jang teliti dan saksama njata-njata terlibat se- 
tjara tidak langsung dalam gerakan jang menamakan dirinja 
»G.30.5”, karena ia ternjata menundjukkan sikap jang ber- 
sifat menjetudjui gerakan kontra-revolusi tersebut dan/atau 
sikap jang menentang usaha penumpasan gerakan itu "), 
bahwa gerakan jang menamakan dirinja Gerakan 30 Sep- 
tember” adalah suatu gerakan kontra-revolusi jang dida- 
langi oleh partai terlarang P.K.I. jang ternjata berusaha 
menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat 
bahwa dengan demikian pegawai tersebut dianggap telah 


dewasa ini: 


melakukan perbuatan jang tertjela dan oleh karenanja tidak 
dapat dipertahankan lebih land ut dalam djabatan/keduduk- 
annja jang sekarang dan perlu dipindahkan ketempat pckei- 
djaan/djabatan jang lain : 


Mengingat : 


1. 


ae 
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Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 


. Mei 1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 , 


pasal 2 dan 4, Undang-undang No. 18 tahun ............... : 
,-P.G.P.N. — 1961” 
Undang-undang No. 21 tahun 1952, 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : - 
Terhitung mulai tanggal .................. memberhentikan tidak 
dengan hormat dari djabatan Negeri .................. (nama pegawai), 
(Reg. TUK. NO. .nncc coco. y “teraehit esasuna saga (pangkat) 
ANN PN NN Da pada .................. (Karena terdapat kepastian telah 


melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela dan jang berten- 
tangan dengan kepentingan dinas dan Negara, 

dengan ketentuan bahwa surat keputusan im akan diubah dan 
Giatur kembali sebagaimana mes.inja apabila dikemudian hari ter- 
njata terdapat kekeliruan dalam penetapannja. 


SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada : 


Presidium Kabinet Dwikora R.I. : 

Wakil Perdana Menteri/Bidang .................. & 

Ketua Gabungan 5 KOGAM Djakarta : 

Pepelrada/Poperda setempat : 

Badan Pemeriksa Keuangan , 

K.U.P. di Djakarta (Djakarta Kramat 132) : 

K.U.P. Biro T.U.K. di Jogyakarta (Djalan Faridan M. Noto 


ad ana an ni 


1) : 

8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (Djalan 
Suropati 50) : 

Di... 05K Sontensk sus 


KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diper- 
gunakan seperlunja. 
An: MEN-ERI emng 


Deputy Menteri Departemen 


Keterangan : 
“) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan. 
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Tjontoh 4: pasal 3, c 1, dan pasal 5, ajat (3). 


KEMENTERIAN : ....... Pemberhentian pegawai Negeri Sipil ti- 
DEPARTEMEN : ....... dak dengan hormat dari djabatan Negeri. 
DJAKARTA: ente 19 ... 
NOMER £ Leesiannsannn 
SURAT KEPUTUSAN MENIERI 
MENFERI:- sean mann sanaa 
Membatja 
gurat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil pada ...... 
Bea sangga 2 inonnnseen NON sela 
Menimbang : 
a. bahwa L.......o.. (nama pEgAWAI) ............. (Reg. 
TUK: NO: ae iinenenubssai ), pangkat/djabatan ................. 


atas dasar pemeriksaan jang teliti dan saksama terdapat 
petundjuk atau patut dapat diduga setjara langsung atau 
tidak langsung terlibat dalam gerakan jang menamakan diri- 
nja ,,Gerakan 30 September”, karena ia ternjata memijadi 
anggota bekas partai terlarang P.K.I. dan/atau mendjadi 
pengurus organisasi massa jang seazas/ bernaung berlindung 
dibawah P.K.I., dan/atau mendjadi aktivis dari bekas partai 
terlarang P.K.I. atau organisasi-massa jang seazas/bernaung 
berlindung dibawah P.K.I. "), 
b. bahwa g:rakan jang menamakan dirinya ,,Gerakan 30 Sep- 
tember” adalah suatu gerakan kontra revolusi jang dida- 
langi oleh partai terlarang P.K.I. jang njata berusaha untuk 
menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila pada tingkat 
dewasa ini : 
bahwa dengan dsmikian pegawai Negeri tersebut dianggap 
telah melakukan perbuatan penjelewengan jang tertjela, dan 
jang bertentangan dengan kepentingan dinas dan Negara, 
d. bahwa oleh karenanja terdapat tjukup alasan untuk mem- 
berhentikan pegawai tersebut dari djabatan Negeri dengan 
sebutan ,,tidak dengan hormat”. 


Mengingat : 

1. Instruksi Presiden/Panglima Tertmggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 
Mei 1966 No. inst. 09/KOGAM/5/66 , 


2. pasal 7, ajat (1) huruf f, Undang-mdang No. 18 tahun '61 : 

3. surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 No- 
pember 1953 No. A. 24-42-2/Aw. 198-47, 

4. Undang-undang No. 21 tahun 1952, 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 

Terhrtung mulai tanggal .................. (memberhentikan tidak 
dengan hormat dari djabatan Negeri .................. (nama pegawai), 
(Reg. TUK. NO. ...cooooooWo. oo... Ja tEraebIF": seenak eneng pangkat/ 
djabatan .......... , karena ia telah melakukan perbuatan penje- 
leowengan jang tertjala dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan 
Negara. 


SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada : 

Presidium Kabinet Dwikora R.I. : 

Wakil Perdana Menteri/Bidang .................. 

Ketua Gabungan 5 KOGAM Djakarta , 

Pepelrada/Peperda setempat , 

Badan Pemeriksa Keuangan : 

K.U.P. di Djakarta (Kramat 132) , 

K.U.P. Biro T.U.K. di Jogjakarta (Djalanm Faridan M. Noto 

1): 

K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung (Djalan 

Suropati 50) : 

95 AISt5 sessnkenlanensnan 

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlu- 
nja. 


20. TAN AP 


Ati: MENTERI Sesi ewewennaan 
DEPUTY MENTERI DEPARTEMEN 


Keterangan : 
#9 dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan. 
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KEMENTERIAN - ...... Tjontoh 5 : pasal 5, ajat (4) 


DEPARTEMEN 3 ana. Retooling pegawai Negeri. 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI .......o..... 
DJAKARTA, 19... 
MENTERE 2520 been snsaten sesaat 
Membatia : " 


surat Team Chusus Penertiban/Pembersihan Personil Sipil pada 
Tanggal Lian ien an oasena NOS. anakan ana 


a. bahwa ........ (nama pegawai) ........ (Reg. TUK. No. 
ena en ), (djabatan pegawai) ............ atas dasar pemeriksa- 
an jang teliti dan saksama, terdapat petundjuk atau patut dapat 
diduga, bahwa ia setjara langsung atau tidak langsung terlibat 
dalam gerakan apa jang menamakan dirinja ,,Gerakan 30 Sep- 
tember”, karena ia ternjata mendjadi anggota biasa dari bekas 
organisasi massa terlarang jang seazas/bernaung/berlindung di- 
bawah partai terlarang P.K.I. dan/atau menurut anteseden jang 
ada pernah terlibat dalam ,,peristiwa Madiun” serta setelah ter- 
djadinja gerakan ,,G-30-S” tidak setjara tegas menentangnja 
menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar : 

b. bahwa gerakan jang menamakan dirinja ,,6G-30-S” adalah suatu 
gerakan jang didalangi oleh partai terlarang P.K.I. jang ternjata 
berusaha untuk menjelewengkan djalannja revolusi Pantjasila 
pada tingkat dewasa ini: 

Cc. bahwa ia sebagai pegawai Ncgeri senantiasa wadjib mendjadi 
pendukung dan pembela ideologi dan haluan Negara : 

d. bahwa ia sebagai pegawai Negcri dianggap telah melakukan per- 
buatan/pelanggaran jang tertjela jang bertentangan dengan ke- 
pentingan dinas dan Negara , 

e. bahwa oleh karenanja terdapat tjukup alasan untuk memberhen- 
tikan pegawai tersebut dari djabatan Negeri karena retooling 
aparatur Negara : 


f. ' bahwa pegawai tersebut pada tanggal ........ telah mentjapai 
USIA Me bson gua ana tahun dan masa kerdja jang berlaku untuk 
pensiun sebanjak ............... tahun. 

Mengingat : 


1. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Komando Ganjang Malaysia tanggal 13 Mei 
1966 No. inst. 09/Kogam/5/66 : 

Pasal 2, dan 4, Undang-undang No. 18 tahun 19...... 
Undang-undang No. 12 tahun 1952: 


Sa 


MN AI 


4. “Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 juncto Instruksi 
Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1962 , 
5. Undang-undang No. 20 tahun 1952. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 

PERTAMA: 
Na Terhitung dari tanggal ............... sampai tanggal 
Setan daun , karena retooling aparatur Negara sehingga tenaga- 
nja tidak diperlukan lagi, membebaskan .................. (nama 
pegawai) ............... (Reg. TUK. No. .......i.iioi.i.... ) (pangkat 
dan djabatan) dari tugas pekerdjaannja dan kepadanja selama 
waktu tersebut diberikan gadji sebesar Rp. ........ dan gadji 
tambahan peralihan sebesar Rp. ............ atau seluruhnja se- 
besar Rp. ........ ditambah dengan. tundjangan? lain dengan 


tjatatan bahwa jang bersangkutan mempunjai masa-kerdja jang 
dapat dihitung untuk menentukan hak dan djumlah pensiun se- 
bagai tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini : 


KEDUA xx): 

a. Terhitung mulai achir bulan ......... memberhentikan ......... 
(nama pegawai) ......... dari djabatannja, karena tenaga kelebih- - 
an dan, kepada jang bersangkutan selama ia tidak mempunjai 
penghasilan dari suatu pekerdjaan ......... diberikan ......... 
untuk selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ......... 
1. uang tunggu sebesar 6070 dari gadji pokoknja, sebesar 

(6090 X Rp. -........ ) atau sebesar Rp. ......... sebulan 
ditambah dengan tundjangan' menurut peraturan? jang. ber- 
laku : 

2. terhitung mulai tanggal ....... sampai tanggal NN di- 
berikan uang tunggu sebesar 5076 dari gadji pokok sebesar 
(5090 X Rp. -...oo.. atau sebesar Rp. ............ sebulan 
Ha denah tundjangan? menurut peraturan jang ber- 
aku 


KETIGA xx): 
Terhitung mulai achir bulan ............ karena retooling aparatur : 
Negara, ' | | Nan 
Idusdwaeha (nama pegawai) ............ (pangkat/djabatan) diber- 
hentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak pen- 
Siun : 

Dengan tjatatan, bahwa untuk mendapat pensiun itu jang ber- 
kepentingan hendaknja berhubungan langsung dengan Kepala 
Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di 
Bandung : 

dengan ketentuan pula, bahwa segala sesuatu akan diubah dan 
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Giperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari 
ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. 


SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada : 


1. Presidium Kabinet Dwikora 

2. Wakil Perdana Menteri/Bidang Ian an ab : 

3. Ketua Gabungan 5, Kogam di Djakarta : 

4. Pepelrada/Peperda setempat : 

5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor : 

6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (Kramat 132) : 

7. K.U.P. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta (Djalan 
Faridan M. Noto 1): 

8. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung Djalan Suro- 
pati No. 50 : 

PA an na Dn Nat Tn Dn na Na 

KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan se- 
perlunja. 

MENTERI  wiisivacnniesmnia 

Keterangan : 

x) dipilih pertimbangan jang dapat dibuktikan. 

xx) hanja ditetapkan, apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan, 
dalam P.P. 239/1961, jo Instruksi Presiden No. 6/1962. 

Pendjelasan : 

a. waktu pembebasan diberikan paling sedikit 6 bulan dan paling 
banjak 2 tahun: 

b. 'chusus bagi penentuan lamanja waktu pembebasan ini, maka 
masa-kerdja termaksud pasal 1 P.P. No. 21/1950, pasal 3 ajat 
2 P.P. No. 32/1949 dan pasal 7 ajat 1 Undang-undang No. 73/ 
1957 tidak digandakan dua kali, melainkan dihitung menurut 
waktu sebenarnja : 

Cc. uang tunggu diberikan untuk paling lama 5 tahun/uang tunggu 
diberikan, apabila pegawai jang bersangkutan setelah masa pem- 
bebasan 2 tahun mentjapai umur 50 tahun dan mempunjai masa- 
kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun : 

d. apabila pegawai jang bersangkutan mempunjai masa-kerdja 
Na setelah ditambah dengan masa pembebasan dan uang 
tunggu mentjapai 10 tahun, akan tetapi belum berumur 50 tahun, 
maka setelah habis masa uang tunggunja, ia tidak lagi diberi 
suatu penghasilan. Hak pensiunnja baru didapatnja pada saat 
ia mentjapai usia 50 tahun, 

ce. apabila setelah diberi masa pembebasan selama 2 tahun dan 


"AA 


uang tunggu selama 5 tahun bekas pegawai jang bersangkutan 
belum memiliki masa-kerdja sebanjak 10 tahun, maka pegawai 
jang bersangkutan tidak akan dapat diberikan hak pensiun. 


DAFTAR lampiran surat keputusan 
Menteri .......i.ioooc.o. 


o.cc.cccocucceoonocoonano0o0 


Perhitungan masa-kerdja untuk menentukan hak dan djumlah 
pensiun, tidak termasuk penggandaan 2 kali masa-kerdja menurut pasal 
1 P.P. No. 21 tahun 1950, pasal 3 ajat 2 P.P. No. 32 tahun 1949 
dan pasal 7 ajat 1 Undang-undang No. 75 tahun 1957. 


1. Nama dan no. T.U.K. 2 nb en RR N KAN ba KUNO 
2. Tanggal lahir An an 
3. Pangkat ANN PA Na NN BS 
4. Golongan dan ruang gadji Aa aa NT AN UN 
5. Gadji-pokok (gadji tambahan 3 

peralihan) LE Debina ang ana un una 


6. Masa-kerdja untuk menentukan hak 
dan djumlah pensiun pada tanggal 


ccococecuc.c..occcccooo.ooccococeoacaocw..... 8 comenusnusananasusoososnonaaa.n 
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KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


PETUNDJUK PENGGUNAAN FORMULIR PERNJATAAN 
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Formulir pernjataan wadjib diisi oleh : 

a. mereka jang telah diberhentikan untuk sementara waktu 
(schorsing) dan dibebaskan dari tugas-kewadjibanrja : 

b. mereka jang diketahui ditjurigai/diduga mendjadi anggota 
orpol/ormas jang disebut dalam lampiran keputusan Pre- 
siden/Pangti ABRI/KOGAM No. 1/3/66 dan/atau mereka 
jang ada indikasi terlibat dalam gerakan kontra-revolusi 
»G.30.5” : 

Cc. lain-lain pegawai jang oleh Menteri dianggap perlu. 

Formulir pernjataan disampaikan kepada Team Chusus Penertib- 

an/Pembersihan Personil jang bersangkutan dalam masing-masing 

lingkungan. 

Hasil pemeriksaan formulir-formulir pernjataan merupakan salah 

satu bahan bagi Team Chusus untuk menetapkan : Oknum-ok- 

num jang termasuk klasipikasi pasal 3 Inst. 09/KOGAM/5/66. 


Hasil penetapan Team Chusus diadjukan kepada Menteri/Pim- 
pinan Aparatur Pemerintahan jang bersangkutan sebagai salah 
satu bahan untuk penindakan selandjutnja menurut pasal 5, Inst. 
09/KOGAM/5/66 mengenai oknum-oknum termaksud punt 3. 


TEAM CHUSUS PENERTIBAN/PEMBERSIHAN 
PERSONIL /KEMENTERIAN oo oo. 
DEPARTEMEN “sin ocest ss tanteku asn 


PERNJATAAN 


Jang bertanda tangan dibawah ini, 

aa. Nama 

b. 1. Pangkat/NRP. 

Cc. Agama 
2. Pangkat/Gol. PGPN. Reg. TUK No.) 
Lahir di/tgl. : 
Kelamin : 
Kawin/tidak kawm : 
Kesatuan/Djawatan : 
Djabatan pokok 
Djabatan?/tugas? tambahan 
Alamat rumah 
menerangkan hal-hal sebagai berikut 


Team 


Il (DIISI OLEH SETIAP ANGGOTA ABRI/PEGAWAI SIPIL). 


1. Hubungan Kekeluargaan 
a. Isteri : djumlah 
. , masing? : 
2) Nama 
b) Umur 
(c) Pekerdjaan : 
(d) Pendidikan : 
(e) Kegiatan dalam orpol, ormas organisasi-organisasi, 
perkumpulan : 
Anak (15 tahun keatas) : djumlah : .masing-masing : 
2) Nama 4 
b Umur : 
(c) Pekerdjaan s 
(d) Pendidikan : 
(e) Kegiatan dalam orpol, ormas, organisasi-organisasi 
peladjar Mahasiswa 


Orang tua laki-laki : 
2) Nama 
b) Umur : 
(c) Pekerdjaan : 
(d) Pendidikan : 
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1) 
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(ce) Kegiatan dalam organisasi par ormas atau per- 
kumpulan-perkumpulan 
Orang tua-perempuan : 
2) N ama 
(bb U mur 
(c) Pekerdjaan 
(d) Pendidikan 
(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau per- 


kumpulan-perkumpulan. 
Mertua laki-laki : (Untuk masing-masing suami/ isteri) : 

(2) Nama : 

(bp Umur 

(c) Pekerdjaan 

(d) Pendidikan 

(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau per- 
kumpulan-perkumpulan. 


Mertua laki-laki : (Untuk masing-masing sana ws 
() / e Nama 
(bb Umur 
(co) Pekerd'iaan 
(d) Pendidikan 
(e) Kegiatan dalam organisasi politik, ormas atau per- 

kumpulan-perkumpulan. 

b. Sebutkan mama keluarga (jang masih ada hubungan ke- 
luarga) jang mendjadi anggota pimpinan sesuatu ORPOL 
atau ORMAS dan djelaskan tempat tinggal : 

c. Sebutkan nama KENALAN DEKAT Sdr. (intiem) dari sa- 
lah satu ORPOL atau ORMAS dan djelaskan tempat ting- 
galnja : 

d. Apakah diantara mereka jang tersebut pada titik b. dan c. 
diatas ada jang terlibat dalam ,,Gerakan 30 September” ? 
Diika ada, bagaimana terlibatnja ? 

Djawab dan djelaskan 

e. Aprkah kehidupan keluarga Sdr. langsung (phisik) tergang- 
gu akibat ,,Gerakan 30 Septsmber” ? 
Djawab dan djelaskan : 


Pendidikan : 

a. S.D. (sederadjat) 

b. S.L.P. (sederadiat) : (mM) ?) di th 
c. S.L.A. (sederadjat) : (nama) di th 
d. Akademi (sederad'at) : (nama) di th 
e. Universitas, Perguruan 


Tinggi (sederadjat) : (nama) di th 
Kursus-kursus : (nama) di th 
Pernah atau tidak keluar Negeri? 

Djawab dan djelaskan : 


Bila pernah, siapa jang mengirim ? Djawab dan djelaskan : 
Kemana dan untuk tudjuan apa? Djawab dan djelaskan : 
Untuk berapa lama? Djawab dan djelaskan : 

Sebutkan nama lengkap pendidikannja, misalnja Perguruan 
Tinggi Hukum Taman Siswa. 


Riwajat perdjoangan/pekerdjaan : 


d. 


Apakah Sdr. ikut dalam gerakan-gerakan kemerdekaan se- 
belum dimana, bilamana (kapan) dan dalam organisasi/ke- 
giatan apa? Djawab dan djelaskan : 

Apakah Sdk. turut dalam Perang Kemerdekaan (Revolusi 
Phisik) antara tahun 1945 — 1950: 

Dalam kesatuan/djawatan apa dan dimana : 

Djawab dan djelaskan : 

Selama berlangsungnja peristtwa Madiun tahun 1948 Sdr. 
berada dimana, dalam kesatuan/djawatan apa atau organi- 
sasi perdjoangan apa dan melakukan kegiatan apa ? 
Djawab dan djelaskan : 

Djelaskan perdjoangan/kegiatan Sdr. dalam djangka waktu 
mulai 1 Djanuari tahun 1950 s/d 30 September 1965 ! 
Djawab : 


Mendjadi anggota ABRI/Pegawai Sipil dalam lingkungan peker- 
djaan sekarang. 


Bilakah Sdr. masuk mendjadi anggota ABRI/pegawai sipii 
dalam lingkungan pekerdjaan sekarang ? Dalam kesatuan 
apa/bagian apa dan dimana ? 

Djawab dan djelaskan : 

Stapakah jang memasukkan Sdr. mendjadi angota ABRI/ 
pegawai sipil dalam lingkungan pekerdjaan sekarang ? 

Dan apakah tudjuannja ? 

Djawab dan djelaskan : 


Kegiatan Kepartaian/kemasjarakatan : 


Apakah Sdr. setelah 17 Agustus 1945 pernah mendjadi 
anggota Pengurus Partai Politik/organisasi kemasjarakatan 
laimnnja ? 

Djelaskan partai politik/organisasi kemasjarakatan apakah, 
mendjabat sebagai apa, kapan, dimana dan melakukan ke- 
giatan apa? 

Djawab dan djelaskan : 
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Apakah sekarang Sdr. masih mendjadi Partai politik/orga- 
nisasi kemasjarakatan lainnya seperti jang diuraikan diatas 7 
Kalau masih, terangkan pula seperti jang dimaksud dalam 
pertanjaan pada huruf a. diatas imi. 

Djawab dan djelaskan : | 

Menurut kejakinan Sdr. alran/paham/partai politik/organi- 
sasi massa/golongan karya manakah jang paling sesuai de- 
ngan aliran/paham Sdr.? 

Djawab dan djelaskan : 

Pernahkan Sdr. menjumbang/memberi bantuan langsung 
atau tidak langsung kepada atau Sir. diberi bantuan lang- 
sung atau tidak langsung dari — organisasi politik/ organr- 
sasi massa lainnja ? Kalau pernah, organisasi apakah, di- 
mana, kapan dan berupa apa? 

Djawab dan djelaskan : | 


Sekitar gerakan kontra-revolusi ,,30 September 1965”. 


a. 


Bilamana dan dari siapa Sdr. mengetahui adanja ,,Gerakan 
30 September” didalangi oleh P.K.I. ? 

Djawab dan djelaskan : 

Sesudah mengetahui hal itu bagaimana pendapat Sdr. dan 
apakah jang Sdr. lakukan? 

Djawab dan djelaskan : 

Menurut Sdr. siapa sadja dan organisasi masa jang men- 
djadi dalang/pelaksana ,,Gerakan 30 September ?” 

Djawab dan djelaskan : 5 

Bagaimana pendapat Sdr. mengenai tindakan? jang hingga 
kini dilakukan oleh Pemerintah/ABRI terhadap orang/or- 
ganisasi jang terlibat dalam ,,Gerakan 30 September” ? 
Djawab dan djelaskan : 


(DIISI CHUSUS OLEH ANGGOTA ABRI GOLONGAN BIN- 
TARA KEATAS DAN PEGAWAI SIPIL GOLONGAN D 
KEATAS). 


1. 


Djika Sdr. diadjak seseorang untuk berbuat sesuatu jang me- 
nurut keterangannja bermaksud dan bertudjuan baik akan 
tetapi harus menggunakan TERROR dapatkah Sdr. menje- 
tudjuinja ? Djawab dan djelaskan : 

Menurut pemikiran dan analisa Sdr. adakah segi? positif/ 
negatif pada : 

a. ,,Gerakan 30 September”? 

b. P.K.I.? 

Djawab dan djelaskan : 


3. Menurut pendapat Sdr. hal? apakah jang masih perlu di- 
lakukan untuk lebih memperbaiki segi? negatif dari keadaan 
dewasa ini? 

Djawab dan djelaskan : 


4. Andaikata ,,Gerakan 30 September” dengan Dewan Re- 
volusinja dan P.K.I. berhasil melakukan PERAMPASAN 
KEKUASAAN apakah jang Sdr. perbuat ? 

Djawab dan djelaskan : 


5. Dari EPILOOG ,,Gerakan 30 September” jang Sdr. alami 
dan saksikan, djelaskan pendapat Sdr. tentang : 
a. Pembentukan Barisan Sukarno. 
b. Surat Perintah 11 Maret 1966. 
c. Kemungkinan Revolusi kita akan ,,kekanan”. 
Djawab dan djelaskan : 


6. Apakah Sdr. telah merasa puas dengan keadaan dewasa ini 
dan kehidupan keluarga Sdr. ? 
Djawab dan djelaskan : 


7. Djika Sdr. diadjak oleh sesuatu ORPOL, ORMAS atau GOL- 
KAR dengan dalih untuk mentjapai masjarakat jang adil 
dan makmur, dapatkah Sdr. menjetudjui adjakan untuk : 
a. Merobah dasar falsafah negara ,,PANTJASILA” : 

b. Mengganti ,,SANG SAKA MERAH PUTIH” : 

Cc. Mengganti ,,LAGU KEBANGSAAN INDONESIA 
RAYA : 

d. Mematikan ,, AGAMA” dari muka bumi Indonesia: 

e.  Merobah bentuk ,, NEGARA KESATUAN REPUBLIK 
INDONESIA” ? 
Djawab dan djelaskan ? 

Segala keterangan ini adalah keterangan jang benar dan diberi- 
kan tanpa paksaan/tekanan dari manapun. Pemberi keterangan ber- 
sedia untuk mengutjapkan sumpah atau djandji menurut agama/keper- 
tjajaan apabila diperlukan. 

Apabila keterangan ini kemudian ternjata tidak benar ia ber- 
sedia dituntut menurut hukum jang berlaku. 


Djakarta, .........ooooocoo.o. 1966. 


Jang menerangkan, 


TJATATAN: 

Djawaban jang tidak dapat dimuat langsung dalam kolom? jang 
telah disediakan supaja ditulis dalam suatu lampiran tersendiri dengan 
menundjuk nomor pertanjaan. 


KOMANDO GANJANG MALAYSIA. 


INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR 
KOMANDO GANJANG MALAYSIA. 

NO. INST. 10/KOGAM/5/66. 


KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA /PANGLIMA 
BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


Menimbang : 

Bahwa untuk mendjamin keamanan dan peningkatan djalannja 
Revolusi Indonesia, dan demi ketertiban serta kelantjaran djalan- 
nja pelaksanaan penertiban/pembersihan dalam aparatur peme- 
rintah Jari oknum? kontra revolusi ,,G-30-S”/ PKI, perlu menen- 
tukan, bahwa chusus bagi pelaksanaan penindakan dalam rangka 
penertihan/pembersihan personil dari oknum? ,,G-30-S"/PKI, 
tidak berlaku Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang 
pemberhentian? sementara sebagai pegawai negeri : 


Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1966, 

2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS 
No. 3/3/1966, 

3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Re- 
publik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS 
No. 3/3/1966 : 

4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Re- 
publik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia 
No, Inst. : 09/KOGAM/5/1966 , 

S5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan 
Pokok Kepegawaian , 


MENGINSTRUKSIKAN: 


Kepada : 
Semua Kementerian-kementerian /Departemen/Lembaga-lembaga 
Negara dan Badan-badan Pemerintah ditingkat Pusat dan di 
Daerah-daerah sebagai berikut : 


Pertama : | 
Bagi pelaksanaan penindakan dalam rangka penertiban/pember- 
sihan personil dalam aparatur pemerintahan dari oknom? (G-30- 
S”/PKI, sesuai dengan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi 
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Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Ko- 

mando Ganjang Malaysia No. Inst. : 09/KOGAM/5/1966, tidak 

berlaku Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966 tentang pem- 

berhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri. 
Kedua: 


Sebagai dasar hukum dalam penindakan terhadap personil jang 
terlibat dalam ,,G-30-S”/PKI adalah pasal 7 ajat (1) huruf f$, 
Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kepegawaian. 


Ketiga : 
Instruksi ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 
1966. 


Dikeluarkan di : Djakarta 
Pada tanggal : 31 Mei 1966 


A.N. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN 


BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA 
BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA, 


KEPALA STAF, 


ttd. 


SOEHARTO 
LETNAN DJENDERAL — TNI 
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KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


RADIOGRAM 


DARI: 


KAS KOGAM 


UNTUK: 


NN PA 


aa 


59 00x 


SEMUA MENUTAMA 

SEMUA MENTERI 

SEMUA SEKDJEN DAN DIRDJEN 
PIMPINAN MPRS 

PIMPINAN DPRGR 

WK KETUA DPA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG 
DJAKSA AGUNG 

PIM. LEMBAGA/DEWAN/BADAN/KANTOR DITINGKAT 
PUSAT 

SEMUA PEPELRADA 

PEPERDA DJATENG 


TEMBUSAN : 


SMAN YA YNY 


PRESIDIUM KABINET 

WAPANGSAR KOGAM 

SEMUA KETUA GABUNGAN/SEKSI KOGAM 
PEPELRADA SIAGA 

PEPELRALA KAL 


. PEPELRALA SUM 


KOORD PEPELRADA INTIM 
KOORD PEPELRADA NUSRA 
ARSIP. 


KLASIPIKASI 


NOMOR: T- 724/DA/8/1966 


REF INPRES NO INST 09/KOGAM/5/1966 DAN KEPPRES 
NO. 85/KOGAM/66 KMA GUNA LEBIH MENDJAMIN PE- 
LAKSANAAN PENERTIBAN PERSONIL BAIK DIPUSAT 
MAUPUN DIDAERAHDUA SETJARA LEBIH TERARAH 
KMA TEPAT DAN ADIL KMA DIINSTRUKSIKAN SBB 
TIKDUA 


AAA TTK THD ANGGOTA PENGURUS DARI TIKDUA 


SATU TTK ORGANISASI BURUH JG BERVAKSEN- 
TRAL PADA SOBSI 


KRBK LAMPIRAN KEPPRES NO. 85/KOGAM/66 
HURUF BBDDUA 


NOMOR SATU SD 62 KRTTP TIKMA 


DUA TIK ORGANISASI INDONESIA MUDA TTKMA 
TIGA TTK ORGANISASI PGRI NONVAKSENTRAL 
EMPAT TTK API POSTEL TTKMA 


DPT DIKETJUALIKAN DARI PENINDJAUAN TSB 
DLM PASAL 

LIMA AJAT TIGA INSPRES NO. INST. 09/KOGAM/ 
5/66 APABILA 


MEMENUHI SJARATDUA SBB TTKDUA 


SATU TTK SBLM DAN SELAMA MENDJABAT SBG 
PENGURUS KMA TERBUKTI TDK MENUNDJUKKAN 
KEAKTIPAN DLM ORGANISASI KMA JG MENGUN- 
TUNGKAN PERDJUANGAN PKI TIKMA 


DU TTK TDK TERMSK KLASIFIKASI AAA ATAU 
BBB DIMAKSUD PASAL 5 INSPRES NO. INST. 09/ 
KOGAM/5/66 TTKMA 


TIGA TTK SELAMA MENDJADI PEGAWAI MENUN- 
DJUKKAN KETEKUNAN DAN KERADJINAN BEKER- 
DJA TTKMA 


EMPAT TTK TKD ABSEN DARI PEKERDJAANNJA 
SELAMA SEPT DAN OKT 1965 KMA TANPA ALASAN 
SJAH TTKMA 


LIMA TTK BERSEDIA SETJARA TERTULIS MENGAKUI 


KESALAHANNJA KMA BAHWA IA TELAH SESAT 
MASUK DLM ORGANISASI JG SEAZAS GRMR BER- 
NAUNG GRMR BERLINDUNG PD PKI JG TERNJATA 
TELAH MELAKUKAN PERBUATAN TERKUTUK 
KMA JG BERTENTANGAN DGN PANTJASILA SERTA 
BERDJANDJI GRMR BERSUMPAH TTKDUA 


— TIDAK AKAN MASUK ORGANISASI APAPUN KRBK 
ORGANISASI GELAP KRTTP JG TIDAK SESUAI DGN 
PANTJASILA TTKKMA 


— SETIA PADA REVOLUSI PANTIJASILA KMA NEGARA 
DAN UNDANGDUA DASAR 1945 TTK 
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BBB TTK PENGETJUALIAN SEPERTI TSB AA DILAKU- 
KAN OLEH MENTERI ATAU PEDJABAT JG DITUN- 
DJUKNJA TTKDUA 
SATU TIK SETELAH DILAKUKAN PEMBERSIHAN 
SETJARA MENDALAM DAN SEKSAMA TERHA- 
DAP JBS KMA GUNA MEMASTIKAN SAMPAI 
DIMANA SJARATDUA TSB AAA HURUF SATU 
SD DIMEI DIPENUHI TTKMA 

DUA TTK SETELAH MEMINTA PERTIMBANGAN 
TERLEBIH DAHULU KMA DITINGKAT PST 
KPD KOGAM KMA DIDAERAH KPD PEPELRA 
DA GR MR PEPERDA JBS TTKKMA 

TIGA TTK DGN TETAP MENGUTAMAKAN KEPEN- 
TINGAN KEAMANAN SERTA KELANTJARAN 
KERDJA TTKKMA 

CCC TTK TERHADAP MEREKA JG DIKENAKAN PENGE- 
TJUALIAN SEPERTI TSB AAA DI GOLONGAN DLM 
KLASIFIKASI CCC DUA DAN TETAP DIKENAKAN 
PENINDAKAN ADMINISTRATIP SEPERTI TERTJAN- 
TUM DLM PASAL LIMA AJAT KRBA EMPAT KRTTP 
TTKKMA 


DDD TTK HASIL PELAKSANAAN PENGETJUALIAN SEPER- 
TI DIMAKSUD INST INI HRS DILAPORKAN DJUGA 
KPD KOGAM DITINGKAT PST DAN KPD PEPELRA- 
DA GR MR PEPERDA DI DAERAH TTK KMA 


BEE TIK TERHADAP PENGURUS SOBSI DAN PENGURUS 
ORGANISASI LAIN JG TSB DLM KEPPRES NO. 85/ 
KOGAM/66 KMA JG TDK TSB DLM AAA INST INI 
TETAP DIKENAKAN TINDAKAN SBGMANA DITE- 
TAPKAN DLM INSPRES NO INST. 09/KOGAM/5/66 
TTK 


KAS KKOGAM SENDS TIK HBS X/) 
TGL WKT PEMB : 0825 1400 


PENGIRIM 
NAMA : SOEHARTO 
PANGKAT/DJAB : DJENDERAL TNI/KAS KOGAM 


TANDA TANGAN : TJAP/ITD. 


Sk./19/8/66. 


PP 


KOMANDO GANJANG MALAYSIA 


Nomer : B-01451/G-5/8/66. Djakarta, 22 Agustus 1966. 
Sifat : Segera. K 

Lamp. : 1. Semua Menteri Utama/Menteri : 
Perihal: Laporan. 2. Semua Sekretaris Djenderal : 


3. Semua direktorat Djenderal : 
dalam Kabinet AMPERA. 


di 
DJAKARTA. 

Dalam rangka mempertjepat pelaksanaan penertiban personil 
sebagaimana di instruksikan oleh Presiden Pangti ABRI/PBR/Man- 
dataris MPRS. dalam instruksi Presiden No. 3/3/Tahun 1966, dengan 
ini kami mohon perkenan bapak-bapak untuk dapat menjampaikan 
kepada KOGAM.,, untuk ini Ketua Gabungan 5, hasil pelaksanaan 
penertiban personil dilingkungan masing-masing jang dapat ditjapai 
hingga tanggal 17 Agustus 1966. 

Untuk memudahkan pelaksanaan penjampaian hasil pelaksanaan 
tersebut kami lampirkan bersama ini tjontoh dafiar jang diperlukan. 

Mengingat kemungkinan kesulitan dalam penjelenggaraannja 
untuk sekaligus menjampaikan hasil penertiban personil ditingkat 
Daerah, kami sarankan agar penjampaian hasil pelaksanaan itu dimana 
perlu dilakukan bertahap, jaitu : mengenai hasil pelaksanaan ditingkat 
Pusat, dimohon sudah dapat kami terima pada permulaan bulan Sep- 
tember 1966, sedangkan hasil pelaksanaan penertiban pada eselon- 
eselon ditingkat Daerah, pada permulaan bulan Oktober 1966 jang 
akan datang. 

Demikian, jakin atas perkenan perhatian Bapak-bapak, dengan 
ini disampaikan terima kasih. 


KOMANDO GANJANG MALAYSIA 
A.n. KETUA GABUNGAN 5 
KETUA TEAM PENERTIBAN PERSONIL PUSAT 
u.b. 
WAKLIL, 
Tjap/ttd. 
GANI DJEMAT, SH. 


LETKOL LAUT NRP. 1358/P. 
Tembusan : | 


1. Para Ketua Team Chusus 
Penertiban Personil Departemen/ 
Direktorat Djenderal : 

2. Semua PEPELRADA,: 

3. PEPERDA DJATENG : 

4. Arsip. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


Nomor : 05/U/ED/12/1966. 


Sifat 

Lampman : 

Perihal : Penangguhan tjuti 
besar 3 (tiga) 
bulan. 


Djakarta, 31 Desember 1966 
Kepada Jth. : 


1. Para Menteri Utama: 
2. Para Menteri Kabinet 


AMPERA: 
di 
Djakarta 


SURAT EDARAN 


Menundjuk Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Ang- 
katan Bersendjata Repubik Indonesra/Komando Operasi Tertinggi 
No. 211/KOTI/1966 tanggal 22 Nopember 1966, bersama ini di- 
beritahukan dengan hormat, bahwa demi kelantjaran kerdja dalam 
pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA, di- 
pandang pzriu untuk menangguhkan sementara waktu pelaksanaan 
tjuti besar 3 (tiga) bulan kepada para pegawai negeri, sampai ada 
ketentuan lebih landiut. 

Harap mendjadikan maklum dan untuk mendapat perhatian se- 
perlunja. 

PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL — T.N.I. 
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DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I. 
Djalan Hadji Agus Salim No. 58, DJAKARTA-KOTAK POS 45 


Nomor : 102/67. 
Lampiran : 
Perihal 


Djakarta, 18 Djanuari 1967. 


INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERDJA 
No.: 2/Instruksi/67 
tentang 


LARANGAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERDJA SETJARA 
MASSAAL OLEH PERUSAHAAN? NEGARA TANPA 
KONSULTASI DENGAN DEPARTEMEN TENAGA KERDJA. 


Perusahaan Negara, talah perusahaan-perusahaan jang modalnja 
seturuhnja atau untuk sebagian dimiliki Negara termasuk kedalamnja 
jang berbentuk Perseroan Terbatas, tidak diperbolehkan melakukan 
pemberhentian tenaga kerdja setjara massaal tanpa terlebih dulu 
mengadakan konsultasi dengan Departemen Tenaga Kerdja. 


Ketentuan ini diambil mengingat kemungkinan-kemungkman jang 
negatif dari pemberhentian itu bagi masjarakat sebagai keseluruhan 
sekalipun tindakan tersebut berdasarkan alasan-alasan jang dapat di- 
terima dan mungkin setjara bedrijfa ekonomis menguntungkan per- 
usahaan jang bersangkutan. 


MENTERI TENAGA KERDJA, 


C.t.d. 


(Dr. AWALOEDIN). 
Brig. Djen. Polisi. 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I. 
Djl. Hadji Agus Salim No. 58 Djakarta Kotak Pos 45 


Nomor : 121/67. 
Lampzan : 


Perihal 
Djakarta, 20 Djanuari 1967 


INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERDJA R.I. 
o.: 3/Instruksi/67 
tentang 


PENERTIBAN PENJALURAN PEGAWAI NEGERI. 


Pada waktu achir-achir mi sermg terdjadi bahwa pegawai negeri 
dari sesuatu Departemen bekerdja atau berusaha mendapatkan peker- 
djaan diluar lingkungan Departemennja, disuatu P.N. Perusahaan 
Swasta atau Instansi Pemerintah lam, tanpa persetudjuan, bahkan di- 
luar pengetahuan Pimpinan dan Departemen jang bersangkutan. 


Dalam rangka usaha penjempurnaan dan penertiban aparatur 
pemerintah, penjaluran pegawai Negeri mutlak perlu ditertibkan dc- 
ngan ket:mtuan-ketentuan jang tegas. 

Berhubung dengan itu, maka sesuai dengan surat keputusan Ketua 
Presidium Kabinet ,,Ampera” tanggal 6 September 1966 No. 28/U/ 
KSP/9/1966, Menteri Tenaga Kerdja atas nama Ketua Presidium 
Kabinet Ampera menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 


1. P.N.-P.N. Perusahaan-perusahaan Swasta maupun Instansi 
Pemerintah dilarang menerima pegawai Negeri untuk beker- 
dja dilingkungannja tanpa persetudjuan dari Pimpinan De- 
partomen jang bersangkutan c.g. Instansi Pemersatah dan 
Kepala Kantor Urusan Pegawai. 


2. Pegawai Negeri jang akan pindah diluar Imgkungannja 
Departemennja atau Lembaga Pemerintah jang berdiri sen- 
diri harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan 
lolos-butuh (misbaar-heidverklaring) dari pimpinan ditem- 
pat pekerdjaannja jang lama, kemudian untuk dipekerdjakan 
ditempatnja jang baru harus dengan persetudjuan Kepala 
Kantor Urusan Pegawas. 


3. Departemen atau Lembaga Pemerintahan jang berdiri sen- 
diri jang dimmtai misbaarheidverklaring, djika menurut per- 
timbangan Unit Tenaga Kerdja jang terdapat dilingkuangan- 
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nja tidak berkeberatan untuk melepaskamnja, supaja segera 
mengabulkan permohonan termaksud, sebaliknja djika me- 
nurut pertimbangan Unit Tenaga Kerdja demi kepentingan 
dinas, tidak dapat melepaskannja, supaja menolak permo- 
honan tersebut. 

Pegawai Negeri jang untuk pindah bekerdja telah mendapat- 
kan misbaarheidverklaring dan persetudjuan dari Kepala 
Kantor Urusan Pegawai dapat diangkat ditempat pekerdja- 
annja jang baru. 

Pada umumnja pengangkatan tersebut diatas diselenggarakan 
dengan diberikan gadji serta pangkat jang sama dengan 
gadji dan pangkat seperti ditempat pekerdjaan jang lama. 
Untuk pemindahan disertai kenaikan pangkat, gadji, diperlu- 
kan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai. 


MENTERI TENAGA KERDJA. 
t.t.d. 


(Dr. Awaloedin). 
Brig. Djen. Polsi. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
NO. 11/U/IN/2/1967 
TENTANG 
PENDAJAGUNAAN PEGAWAI NEGERI. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


1. 


bahwa penjelesaian masalah pegawai negeri pada umumnja perlu 
dilakukan seirama dengan usaha peningkatan efisiensi aparatur 
negara atas dasar pembagian tugas jang tegas hingga tidak ada 
doublures : 

bahwa dalam pelaksanaan usaha? tersebut diatas, segala kegiatan 
dari semua aparatur negara perlu disesuaikan dengan keuangan 
jang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Ne- 
gara sehingga kebutuhan akan tenaga dapat ditentukan setjara 
riil dan dengan demikian dapat ditentukan pula ada tidaknja 
kelebihan/kekurangan pegawai 

bahwa dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pegawai 
perlu segera dilakukan usaha? untuk menyelesaikan masalah itu 
setjara integral dan nasional: 


Mengingat : 


1. 


Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep/11/ 1966 
tertanggal 3 Nopember 1966 tentang Struktur Organisasi dan 
Pembagian Tugas Depariemen? : 

Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 65/U/Kep/10/1966 
tertansgal 19 Oktober 1966 tentang pembentukan Panitia Negara 
Pemetjahan Masalah? Pegawai Negeri , 

Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang Anggaran Pendapat- 
an & Belandja Negara tahun 1967 , 


Memperhatikan : 


1. 
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Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 21/EK/IN/11/1966 
tanggal 2 Nopember 1966, tentang Pokok? Kebidjaksanaan Sta- 
bilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi : 

Laporan dan rekommendasi dari Panitia Negara Pemetjahan Ma- 
salah-masalah Pegawai Negeri tanggal 7 Desember 1966 No. 33 
MAPENEG/10366. 


MENGINTRUKSIKAN: 


Kepada : 

1. Semua Menutama, 

2. Semua Menteri, 

3. Semua Pimpinan Lembaga? Negara Tertinggi 

untuk : 

I. segera melaksanakan ketentuan? seperti termaktub dalam BAB" 
serta Pasal? dari instruksi ini. 


BAB I 


HAL DISIPLIN KERDJA DAN PEMANFA'ATAN WAKTU 
KERDJA 


Pasal 1. 


Tiap instansi diwadjibkan untuk dengan segera menegakkan di- 
siplin kerdia dan memanfa'atkan seluruh waktu kerdja dari pegawa? 
dalam lingkungannja masing?. 

BAB II 
HAL PENENTUAN KEBUTUHAN AKAN PEGAWAI NEGERI 


Pasal 2. 


Tiap? instansi diwadjibkar untuk segera menjusun kebutuhannja 
jang riil akan djumlah dan djenis pegawai jang dibutuhkan dalam 
masing? unit kerdja berdasarkan : 

a. volume pekerdjaan jang maksimal harus diselesaikan sebagaimana 
telah direntjanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja 
tahun anggaran jang bersangkutan : 

b. struktur organisasi jang ditetapkan menurut keputusan Presidium 
Kabinet Ampera No. 75/U/KEP/11/66 tanggal 3 Nopember 
1966. 

Pasal 3. 

(1) Kebutuhan jang riil akan djumlah dan djenis pegawai jang ter- 
maksud dalam pasal 2 diatas, disusun menurut tjontoh daftar I 
terlampir. 

(2) Penentuan kekurangan dan/atau kelebihan pegawai bagi masing? 
unit kerdja dilakukan dengan djalan membandingkan djumlah 
dan djenis? pegawai jang dibutuhkan dengan djumlah dan djenis 
pegawai jang ada (bezettingsformasi) pada achir Oktober 1966. 

(3) Daftar jang dimaksud dalam ajat (1) dan basil penentuan seperti 
dimaksud dalam ajat (2) pasal ini harus segera dilaporkan kepada 
Team Kerdja jang dimaksud dalam BAB III dari Instruksi ini. 


BAB III 


HAL APPARAT PENJALURAN/PEMINDAHAN PEGAWAI 


(1) 


NEGERI 


Pasal 4. 


Untuk pemetjahan masalah penjaluran/pemindahan pegawai jang 
berkelebihan dan/atau pentjukupan pegawai jang kekurangan di- 
musjawarahkan antara Departemen dengan menggunakan unit? 
tenaga kerdja jang ada pada tiap Departemen. 


(2) Pelaksanaan penjaluran/pemindahan : 


(1) 


a. pada taraf Pusat dikoordinir oleh Direktorat Penjediaan dan 
Penggunaan Tenaga Kerdja, 

b. pada taraf Daerah dikoordinir oleh Kantor Daerah dari 
Departemen Tenaga Kerdja. 


BAB IV. 


HAL KEBIDJAKSANAAN DALAM PENGURANGAN/ 
PENJALURAN PEGAWAI NEGERI. 


Pasal 5. 
Apabila ternjata terdapat kelebihan Pegawai, maka pengurangan 
pegawai? dilakukan dengan memberhentikan dari djabatan ne- 
geri golongan pegawai? sebagai berikut : 
a. pensiunan jang dipekerdjakan lagi. 
b. pegawai negeri jang telah landjut usianja (55 tahun keatas). 
C. pegawai negeri jang sering tidak masuk kerdja karena alasan 
apapun djuga, kesukaran transport, mentjari tambahan peng- 
hasilan, dsb. ketjuali sakit dengan keterangan dokter, jaitu 
pegawai jang : 
(a) dalam masa 3 bulan, tidak masuk kerdja sebanjak 30 
hari kerdja atau lebih, atau 
(b) dalam masa 6 bulan, tidak masuk kerdja sebanjak 50 
hari kerdja atau lebih. 


(2) Pemberhentian jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan 
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dengan sebutan ,,dengan hormat” berdasarkan peraturan? jang 

berlaku bagi golongan pegawai termaksud masing?, dengan ke- 

tentuan sbb. : 

a. pegawai termaksud 'ajat 1, huruf a pasal ini, diberhentikan 
dari djabatan negeri karena kelebihan dengan pemberian 
uang lepas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1951 , 

b. pegawai termaksud dalam ajat (1) huruf b, pasal ini, diber- 
hentikan dari djabatan negeri karena peremadjaan berdasar- 
kan Peraturan Pemerintah No. 68/1958, setelah jang ber- 
sangkutan terlebih dahulu dibebaskan dari tugasnja dengan 


pemberian gadji dan lain? penghasilan penuh selama 6 bulan 
— djika ada — ditambah dengan masa istirahat besar jang 
masih dapat diberikan kepada jang bersangkutan : 

pegawai termaksud dalam ajat (1) huruf c, pasal ini, diber- 
hentikan dari djabatan negeri karena kelebihan dengan pem- 
berian uang tunggu menurut Peraturan Pemerintah No. 15/ 
1951, setelah jang bersangkutan dibebaskan dart tugas pe- 
kerdjaan dengan pemberian gadji dan lain? penghasilan penuh 
selama 3 bulan — djika ada — ditambah dengan masa isti- 
rahat besar jang masih dapat diberikan kepada jang bersang- 
kutan. 

Pasal 6. 


(1) Pegawai jang dinjatakan lebih dan tidak diberhentikan menurut 
pasal 5 dan tidak dapat segera dipindahkan/disalurkan kesektor 
lain, baik dalam sektor Pemerintahan maupun dalam sektor 
Swasta dibebaskan dari pekerdjaannja, dengan ketentuan bahwa 
kepadanja sekurang-kurangnja untuk selama 6 (enam) bulan 
dan paling lama untuk selama 2 (dua) tahun : 


(2) 


a. 


Cc. 
d. 


tetap diberikan penghasilan (gadji pokok dan tundjangan? 
jang berhubungan dengan gadji pokok) jang sama djumlah- 
nja dengan penghasilannja pada waktu ia dibebaskan dari 
tugasnja : 

tetap diberikan distribusi bahan? keperluan hidup sehari- 
hari dan fasilitas kesehatan jang ditetapkan bagi pegawai si- 
pil 

tetap diakui fasilitas perumahan jang telah diterima, 

tetapi tidak diberikan lagi fasilitas pengangkutan. 


Kedalam katcgori pegawai? jang perlu disalurkan/dipindahkan 
seperti dimaksud dalam ajat (1), pasal ini, termasuk pula : 


pegawai? jang sering tidak masuk kerdja karena sakit, jaitu 

pegawai? jang : 

1. dalam masa 3 bulan tidak masuk kerdja selama 30 hari 
kerdja atau lebih, atau 

2. dalam masa 6 bulan tidak masuk kerdja sebanjak 50 hari 
kerdja atau lebih , 

pegawai? jang tidak dapat mendjalankan tugasnja, karena 

kerusakan dan/atau tidak tersedia lagi alat? jang mutlak 

diperlukan untuk mendjalankan tugas pekerdjaannja (ken- 

daraan, mesin tik dsb.): 

pegawai jang karena hal apapun djuga harus dimutasikan, 

akan tetapi tidak dapat ditempatkan dalam djabatan lain 

dalam lingkungannja sendiri : 

pegawai? negeri dengan masa-kerdja terendah dalam dinas 

Pemerintahan serta berpendidikan terendah lagi umum. 
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(3) Tiap? instansi, diwadjibkan menjampaikan kepada pelaksana? di- 
maksud dalam pasal 4 daftar pegawai jang dimaksud dalam ajat 

(1) tersebut diatas menurut tjontoh daftar terlampir. 

(4) Pegawai? jang dimaksud dalam ajat (1) diatas akan diberhentikan 
sebagai pegawai negeri (diberhentikan dari djabatan Negeri) : 

a. pada achir masa 6 (enam) bulan atau 2 (dua) tahun tersebut 
atau 

b. pada saat ja berhak menerima pensiun maksimum menurut 
peraturan pensiun jang berlaku baginja. 

Cc. bila dalam masa antara 6 (enam) bulan atau 2 (dua) tahun 
dimaksud, menolak penempatan jang diatur oleh instansi jang 
mengatur penjaluran pegawai? dimaksud diatas. 

Pasal 7. 

Pemberhentian (pembebasan) dari pekerdjaan jang dimaksud dalam 
Pasal 6 ajat (1) dan (2) diatas dilakukan mulai bulan berikutnja setelah 
diperoleh petundjuk : 

a. pada taraf Pusat dari Direktorat Penjediaan dan Penggunaan 'Te- 
naga Kerdja : 
b. pada taraf Daerah dari Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja 


Pasal 8. 

Apabila ternjata terdapat kekurangan pegawai, maka usaha untuk 
mentjukupi djumlah dan djenis pegawai jang diperlukan oleh masing? 
instansi Pemerintah wad:ib dilakukan menurut petundjuk? Departemen 
Tenaga Kerdja, dengan ketentuan bahwa: 

a. pendajagunaan pegawai jang berkelebihan disatu sektor kedalam 
pekerdjaan disektor lain dapat dilakukan dengan djalan perban- 
tuan/psmindahan pada sektor lain dengan mengikut-sertakan se- 
mua fasilitas (ruang kerdja, akomodasi, dll.) jang telah diberikan 
pada pegawai jang akan diperbantukan/dipindahkan itu. 

b. pengangkatan pegawai baru dilaksanakan menurut ketentuan? jang 
berlaku. 

II. Melalui koordinasi oleh Menteri Tenaga Kerdja, memberikan la- 
poran tiap triwulan sekali mengenai pelaksanaan instruksi ini 
pada Presidium Kabinet. 

Ketentuan? dalam Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal di- 

tetapkan, 

Ditetapkan di Djakarta. 
Pada tanggal 16 Pebruari 1967. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 
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PENDJELASAN 
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET AMPERA R.!. 
No. 11/U/IN/2/1967. 
TENTANG 
PENDAJAGUNAAN PEGAWAI NEGERI. 


I. Pendjelasan Umum. 


Untuk mensukseskan Dwidharma dan Tjatur Karya Kabinet Am- 
pera mutlak perlu bahwa seluruh aparatur Negara bekerdja setjara 
rasionil. 

Ketentuan? dalam instruksi ini bertudjuan meletakkan salah-satu 
dasar bagi usaha untuk meningkatkan dajaguna aparatur Negara itu 
hingga taraf jang maksimal dan setjara realistis dapat ditjapai dalam 
batas? kemungkinan? jang ada mengenai waktu, alat, biaja dan tenaga. 


II. Pendjelasan pasal demi pasal. 
Bab. I. 


Pasal 1. 


(1) Menegakkan disipline-kerdja dan memanfaatkan waktu kerdja me- 
rupakan sjarat-dasar bagi usaha untuk meningkatkan mutu 
pekerdjaan sesuatu unit-kerdja, baik kwantitatip maupun kwa- 
litatip : 

(2) Setiap pimpinan dan pegawai atasan sesuatu unit-kerdja wadjib 
setjara njata dan terus menerus memberikan tauladan dan bim- 
bingan kepada pegawai? bawahan, tentang tjara? bekerdja jang 
baik dan tingkah-kelakuan jang sopan santun baik didalam mau- 
pun diluar kantor : 

(3) Setiap pemimpin unit-kerdja wadjib, dengan daja-upaja jang njata 
dan terus-menerus, berusaha agar pada pegawai? bawahannja : 
a. terdapat perasaan kebanggaan atas prestasi? unit-kerdja 

masing? : 

b. terdapat kesediaan untuk turut bertanggung-djawab atas 
pelaksanaan tugas? pekerdjaan unit-kerdja masing? : 

C. timbul perasaan kebanggaan dapat turut mensukseskan Dwi 
Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera, dengan bekerdja 
sebagai pegawai Negeri. 

(4) Setiap pemimpin Unit-kerdja perlu menanamkan keinsjafan pada 
pegawai? bawahannja, bahwa dalam rangka usaha untuk men- 
sukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet jang maksi- 
mal, kwalitatip dan kwantitatip dengan menggunakan alat, biaja 
dan tenaga jang tersedia/dapat disediakan dan dalam waktu jang 
sesingkat mungkin. 
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(S5) Setiap pemimpin unit-kerdja wadjib untuk mendjalankan dengan 


) 


(2) 


(1) 


tertib segala ketentuan? dan peraturan? kepegawaian jang ber- 
laku jang berkenaan dengan : 

waktu kerdja pegawai, 

pernjataan keradjinan/ketaatan/ketjakapan pegawai, 
pemberian/penundaan kenaikan gadji-berkala, 

pemberian penghargaan/hukuman djabatan kepada pegawai, 
pemberian kenaikan pangkat sesuai dengan tugas djabatan 
dan lowongan? jang terbuka dalam susunan pegawai ter- 
maksud pasal 2 dan 3 instruksi ini. 


Bab. Il. 
Pasal 2. 


Dalam menjusun kebutuhan riil djumlah/djenis pegawai bagi 
masing? unit-kerdja perlu diperhatikan, bahwa pelaksanaan tugas? 
pekerdjaan menurut struktur organisasi jang ditetapkan dalam 
keputusan dilakukan dalam batas? kemungkinan jang terbuka 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. 

Dalam batas? kemungkinan jang terbuka itu, harus dapat dilak- 
sanakan volume pekerdjaan jang maksimal dengan menggunakan 
alat, biaja dan tenaga jang telah tersedia atau dapat disediakan 
oleh Anggaran Negara. 


Pasal 3. Tjukup djclas. 


Bab. Ill. 
Pasal 4. 


Untuk kelantjaran/ketertiban pelaksanaan penjaluran/pemindah- 
an pegawai negeri, Menteri Tenaga Kerdja memberi petundjuk? 
seperlunja kepada semua instansi Pemerintah tersebut dalam 


DAN IP 


— 1nstruksi ini, jang melaksanakan tindakan? sesuai dengan petun- 


(2) 


(1) 


djuk-petundjuk itu. 

Pelaksanaan penjaluran/pemindahan oleh instansi? Pemerintah 

dikoordinir : 

a. dipusat, oleh Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga 

— Kerdja. 

b. di Daerah, oleh Kantor Daerah dari Departemen Tenaga 
Kerdja dengan sendirinja diawasi dan dibantu pula oleh 
Kantor Urusan Pegawai sepandjang berkenaan dengan pe- 
laksanaan peraturan? kepegawaian jang berlaku. 


Bab. IV. 
Pasal 5. ajat (1): 


Seandainja djumlah pegawai sesuatu unit-kerdja ternjata melebihi 
kebutuhan riil seperti dimaksud pada pasal 2 dan 3 instruksi ini, 
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maka adalah sudah sewadjarnja apabila dari aritara pegawai? jang 

ada dalam unit-kerdja itu terlebih dahulu diberhentikan dari dja- 

batan Negeri : 

a. para pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan para pe- 
gawai jang sudah landjut usianja, agar terbuka kemungkin- 
an untuk mempertahankan pegawai? jang disamping 
memenuhi segala sjarat?, masih belum landjut usianja. 

b. para pegawai jang walaupun belum landjut usianja, karena 
pelbagai keadaan ternjata tidak memenuhi kewadjiban 
masuk-kerdja jang setjara minimal patut diharapkan dari 
seorang pegawai Negeri, agar terbuka kemungkinan untuk 
mempertahankan pegawai? jang masih dapat memenuhi ke- 
wadjiban masuk-kerdja setjara wadjar. 

(2) Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1, maka penentuan masa 
3/6 bulan tidaklah berarti bahwa pegawai dibenarkan untuk tidak 
masuk bekerdja sampai sebanjak batas? waktu termaksud me- 
lainkan terhadap pegawai ini perlu dipertimbangkan tindakan? 
administratip a.l. peringatan/tegoran dll. 


ajat (2): 


Pemberhentian dari djabatan Negeri karena kelebihan/perema- 
djaan pegawai, menurut ketentuan pasal 5 ini, dilaksanakan 
menurut ketentuan? dalam pelbagai peraturan kepegawaian jang 


ada, sedangkan pegawai jang bersangkutan tidak akan disalur- 
kan/dipindahkan. 


Pasal 6. ajat (1): 


Selama masa pembatasan, maka pegawai? jbs. perlu senantiasa 
berhubungan dengan pelaksana? dimaksud dalam pasal 4 jang 
ditugaskan untuk memetjahkan masalah penjaluran/pemindahan 
pegawai. 


ajat (2) : 


Nama, djabatan, pangkat/golongan, gadji serta alamat pegawai 
jang achir Desember 1966 termasuk kategori a s/d pasal ini, 
harus dilaporkan kepada pelaksana? dimaksud dalam pasal 4. 

a. ketentuan dalam ajat (1) pasal i ini mengenai waktu 6 bulan/ 
2 tahun tidak mengurangi pelaksanaan ketentuan? dalam 
peraturan? Pemerintah P.P. 15/1953 jang a.l. mengatur 
istirahat sakit. 

b. jang dimaksud ,,kerusakan”, ialah kerusakan jang dalam 
tahun anggaran 1967 tidak akan dapat diperbaiki c.g. tidak 
dapat disediakan gantinja karena tidak tersedia biaja dalam 
anggaran belandja jbs. padahal alat jbs. itu mutlak perlu 
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untuk dapat mendjalankan tugas pekerdjaan, sehingga 
karenanja pekerdjaan itu terpaksa dihentikan pelaksanaan- 
nja. 

C. keharusan untuk ,,dimutasikan”, jaitu dipindahkan kelam 
tempat/tempat pekerdjaan, harus dipertimbangkan dan di- 
tindjau dari sudut kepentingan dinas semata-mata. 

d. ,masa-kerdja terendah dalam dinas Pemerintah” dan ,,pen- 
didikan terendah lJagi umum”, tiap kali ditindjau diantara 
pegawai jang ada dalam lingkungan masing?, dimana ter- 
dapat kelebihan pegawai. 

ajat (3): Tjukup djelas. 
ajat (4): 


Usaha penjaluran/pemindahan pegawai termaksud pasal 6 ini, 
dilakukan setjara terus-menerus oleh semua pihak jang bersang- 
kutan menurut petundjuk? dari pelaksana? dimaksud dalam 
pasal 4. 

Apabila usaha itu, setelah berdjalan selama 2 tahun, tidak ber- 
hasil maka tibalah saatnja dimana pegawai jang ternjata masih 
kelebihan itu terpaksa diberhentikan dari djabatan Negeri. 


Pasal 7: Tukup djelas. 
Pasal 8: Tukup djelas. 
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DEPARTEMEN: 


Biro/Direktorat/Sekr. Dirdjen./Lembaga/ .................. 
Kantor Daerah/ReSSOFt/ ............cooooocooWoWoooooo DAFTAR 
Alamat : Djl. ......oooocooocooooro Telp. NO: belu amen 
Di: 
Te SJARAT PENDIDIKAN/ | SIA 
NAMA 2 URAIAN LATIHAN 
— 
DJABATAN ' 961 | PJABATANJ um KEDJURUAN CHUSUSI ch. $ 
1 Tg 3. 4a | 4b 4c | | 


#SLAN DJABATAN 


SEBAB KEKURANGAN 


L.AMAN KERDJA FASILITAS 


2 LATIHAN | PERLUASAN UNTUK | Keterangan 
$ Ada | Tidak wong 
7b |” 5c ca | cb | Ta | Tb| 7c | 7d | 8.” 


Dis ON tetasentann em kanan Aa Nan Desember 19 ... 
Nama jang membuat daftar : ......ooooococooooooooooooooo. 
Djabatan: 

Tanda. "Tangan: & min aman ak anna 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I. . 
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN 
TENAGA KERDJA 
Djl. : Hadji Agus Salim No. 58 — Djakarta. 


No. : 109/Dirdiaguna/67. 
Perihal  : Penjaluran/penempatan 
Tenaga Kerdja Pemerintah. 
Lampiran : 7 (tudjuh). 
Sifat : Instruksi pelaksanaan. 
— ) Dsn/Sg ( — 


Djakarta, 20 Maret 1967. 


Kepada: 


1. Semua Kepala Kantor Daerah 
Departemen Tenaga Kerdja. 
2. Semua Kepala Kantor Resort 
Departemen Tenaga Kerdja. 
3. Semua Kepala Resort (bekas) 
Direktorat Penempatan Tenaga 
Kerdja. 
di — 
INDONESIA. 


AMAT-SEGERA. 


Bersama ini kami kirimkan kepada Saudara Instruksi Presidium 
Kabinet ttg. 16 Pebruari 1967 No. 11/IN/2/1967 tentang : Pendaja- 
gunaan Pegawai Negeri dengan lampiran”nja. 

Sesuai dengan ketcntuan dalam Bab III Pasal 4 ajat (2) sub b, 
maka pada taraf Daerah pelaksanaan pemetjahan masaalah penjalur- 
an/pemindahan pegawai di-koordinir oleh Kepala Kantor Daerah 
Departemen Tenaga Kerdja. 

Dalam hubungan ini maka kami instruksikan kepada Saudara 
hal? sebagai berikut : 


TAHAP PERTAMA : 


Karena waktunja sudah mendesak sekali, maka dalam waktu 
singkat Saudara supaja memperbanjak Instruksi Presidium Kabiret tsb. 
dengan semua lampirannja, ialah : 

1. Daftar Kebutuhan Pegawai tahun 1967 (Model I). 
2. Daftar untuk Penjaluran pegawai (Model II A). 
3. Daftar untuk Pengisian Djabatan (Model II B). 

Daftar? Model I, II A dan JIB dengan pendjelasannja kami lam- 

pirkan bersama ini. 
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TAHAP KEDUA: 


Kemudian Saudara supaja mengadakan hubungan dengan semua 
Kantor dan Perusahaan Negara jang ada dalam wilajah Saudara, untuk 
praktisnja mengundang semua Kepala?nja pada suatu rapat dan disuatu 
tempat tertentu, dengan maksud : 

1. Memberi pendjelasan kepada mereka tentang isi dan maksud dari 
Instruksi Presidium Kabinet tsb. 

2. Memberi pendjelasan kepada mereka tentang tjara pengisian 
daftar? lampirannja. 

3.  Mempersilahkan kepada mereka untuk dalam waktu jang tidak 
lama (se-lambat?nja dalam waktu satu bulan) mengisi daftar 
Model I, II A dan II B tsb. untuk kemudian diserahkan kembali 
kepada saudara. 

4.  Mengandjurkan kepada mereka untuk membentuk di-tiap? Kan- 
tor/Perusahaan suatu Unit Kerdja, seperti halnja ditingkat Pusat 
di-tiap? Departemen dan Perusahaan sudah dibentuk Unit-kerdja 
jang chusus mengurusi masalah Tenaga Kerdja. 

Untuk keperluan 1, 2, 3 dan 4 diatas Instruksi Presidium Kabinet 
dengan lampiran?nja supaja dibagikan kepada mereka sebelum rapat. 


TAHAP KETIGA: 


Setelah daftar? tsb. diterima kembali dari Kantor? dan Perusahaan? 
jang bersangkutan sesudah di-isi oleh mereka seperlunja dan oleh 
Saudara diteliti kebenarannja mengenai pengisiannja, maka Kepala 
Kantor Ressort Departemen Tenaga Kerdja supaja mengisi : 

1. Tjontoh AK/II berdasar Model I kolom 9 dan Daftar Model II A: 
2. 'Tjontoh AK/III berdasar keterangan dalam Daftar Model I ko- 
lom 8 dan Model II B. 


Ad. I. ,,Djumlah jang Kelebihan” tersebut Model I kolom 9 dan 
Model II A sifatnja sebagai tenaga (meskipun masih berstatus 
pegawai) jang perlu disalurkan atau di-usahakan penempatannja 
dalam lapangan kerdja (kantor) lain, baik Pemerintah maupun 
Swasta. 


Ad. II. ,,Djumlah tambahan jang diperlukan” tsb. Model I kolom 8 
dan Model II B sifatnja sebagai permintaan tenaga. 
TAHAP KEEMPAT : 


Pada tahap ini Saudara supaja mengadakan himpunan dari Daftar? 
Model I, II A dan II B jang Saudara terima dari Kantor Pemerintah/ 
Perusahaan, menurut tjontoh Lap. P.T.P./I terlampir. 
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TAHAP KELIMA : 

Bersamaan dengan tahap ke-empat hendaknja Saudara mengada- 
kan kegiatan?/aktivitas? antar-kerdja jang intensip dengan berpegang 
pada prinsip? dan tehnik antar-kerdja seperti jang biasa Saudara laku- 
kan 


TAHAP KEENAM : Pada tahap ke-enam ini Saudara Kepala Kantor 

Ressort hendaknja memberi laporan P.T.P./I kepada kami dan kepada 

Kepala Kantor Daerah tentang hasil dari pada penjaluran, menurut 

tjontoh Lap. P.T.P./I. 

KETENTUAN : 

Selandjutnja supaja diperhatikan ketentuan? berikut : 

1. Pada laporan pertama, kolom A dan kolom D supaja menggam- 
barkan keadaan pada tanggal 31 Oktober 1966. 

2. Laporan diatas supaja dibuat tiap kwartaal sekali : dimulai pada 
tanggal 1 April 1967 (jang mentjakup peroide 1 Nopember 
1966 — 31 Maret 1967. 

3. Laporan dibuat rangkap 3, jang satu dikirim kepada kami dan 
jang satu kepada Kantor Daerah. 

4. Saudara Kepala Kantor Daerah supaja menghimpun laporan- 
laporan diatas didalam wilajahnja menurut tjontoh Lap. P.T.P./ 
II terlampir dan mengirim daftar himpunan wilajah Daerah ini 
kepada kami sebagai : 

LAPORAN : 

a. Semester pertama Djanuari s/d. Djuni). 

b. Pa kedua (Djuli s/d. Desember). 

c. Tahunan (Djanuari s/d. Desember). 

Laporan? a, b dan c diatas supaja se-lambat?nja 2 bulan sesudah 
termyn berachir : sudah kami terima, djadi ber-turut? pada achir Agus- 
tus, Pebruari dan Maret. 

CHUSUS : 

Perhatian hendaknja diberikan setjara chusus kepada pegawai? 
dari kantor? jang dibubarkan atau ditutup, antara lain Kantor Front 
Nasional, jang pengurusnja achir? ini diserahkan kepada PEPERADA, 
jang sudah dihapuskan pula dan kemudian sekarang diserahkan kepada 
DEPARTEMEN TENAGA KERDJA, di Daerah? kepada Saudara : 
Segala sesuatu dengan tiada mengurangi kepentingan penjaluran dari 
pegawai? dari Kantor? jang berkelebihan. 

Demikianlah agar Saudara laksanakan seperlunja. 

DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN 
TENAGA KERDJA 

Direktur 


ttd. 
(ARIE BENGGOLO M.T... 


PENDJELASAN MENGENAI PENGISIAN DAFTAR? LAMPIRAN 
INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET NO.: 11/U/IN/2/67 


NOOT: 
Pendjelasan ini sifatnja sebagai keterangan tentang pengisian 
kolom?, pengisian kata? jang tidak atau tidak terang terketik, 
dan disana-sini sebagai per-ralatan sedikit. 

DAFTAR PERTAMA : 
Daftar ini adalah Daftar Kebutuhan Pegawai tahun 1961. 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ajat (1) Instruksi Pre- 
sidium Diberi tanda : MODEL I. 
Departemen | com isocoooocoooio. , supaja di-isi nama Kantor/ 
Perusahaan dan nama Departemen Induknja. 
Kolom 1. : Tjukup djelas (nomor urut). 

e 2. : Golongan dan ruang gadji (P.G.P.N. — 1961). 

s5 3. : Pangkat menurut P.G.P.N. — 1961. 

4. : Kedjuruan menurut Idjazah dan/atau penga- 
laman kerdja (guru? tehniskus menengah, 
montir). 

: (Tjontoh? lihat buku penggolongan Djabatan). 
: Djelas. 

: Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 
Instruksi. 

Djumlah Tambahan jang diperlukan (sangat 
erat hubungannja dengan Model II B). 
Djumlah jang Kelebihan (erat hubungannja 
dengan Daftar Model II A). 

(Di-isi dengan hal? jang Saudara perlukan se- 
bagai tambahan keterangan). 

Djika sesudah tgl. 31 Oktober 1966 sudah ada 
pengangkatan/tambahan Pegawai baru dengan 
persetudjuan K.U.P., supaja djumlah ini dima- 
sukkan dalam keterangan kekurangan jang 
sudah dipenuhi. 

Dalam kolom 10 diterangkan, sudah dipenuhi 
Be ennakaa orang. 


s 
0 » Aw 


Pa 
S 


DAFTAR KEDUA : 
Daftar ini adalah Daftar untuk Penjaluran Pegawai : 
Merupakan Daftar Kelebihan Pegawai. Diberi tanda : 
MODEL II A. 
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ajat (3) Instruksi 


an Presidium 
Daftar mi berhubungan dengan : Model I kolom 9. 
Daftar model II A ini: 
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: PRIA. 
: WANITA. 
: SARDJANA. 


Supaja ditambah : 4 Untuk KEDJURUAN. 
Untuk masing? Katagori ini hendaknja dibuatkan daftarnja sen- 
diri guna memudahkan penjalurannja. 


Kolom 


"9 


0. 


- Nomor urut. 
: Nama. Supaja ditambah: No. T.U.K. (Tanda 


untuk Kepegawaian). 


: Tjukup djelas. 

: Status pegawai, dibagi : 

» S8” — Sementara: ,,T” — Tetap. 
- sB” — Bulanan: ,,H” — Harian. 
- Status keluarga dibagi : 


: Dj” — Djanda. 

: Tj” — Mestinja ,,D” — Duda. 
: Djumlah tanggungan. 

: Isteri/suami. 


(Di-isi isteri, bagi pegawai lelaki jang bersang- 
kutan dan di-isi suami bagi pegawai perempu- 
an jang bersangkutan). 


: Di-isi — 5 (anak umur sampai 5 tahun). 

: Di-isi — 15 (anak umur sampai 15 tahun). 
: Disisi 15..-- (anak umur 15 tahun keatas). 

: Djelas. 

: Umur dibagi: 

: — 5S (umur sampai 55 tahun). 

: 55 -H- (umur 55 tahun keatas). 

: Veteran/Demobilisan nomor. 


(djangan lupa di-isi nomornja). 


: Pengalaman kerdja, dibagi : 
: Djabatan sama pada Instansi jang sekarang. 


(sedjak tahun dan bulan apa). 


: Djabatan? sebelumnja pada Instansi jang se- 


karang (Djabatan apa dan periode kerdjanja). 


: Pada Instansi sebelumnja. 


(Istansi? ada dan waktu/periode kerdjanja). 


: Pendidikan & Latihan : 
: Umum (misalnja : S.M.P. : S.M.A,). 
: Kedjuruan (misalnja: S.G.A. : S.T.M). 


Kolom 1ic. 


DAFTAR KETIGA : 


12. 


12a. 
12b. 
12c. 


12d. 


13. 


: Dalam djabatan/kedinasan : 


(mengikuti pendidikan dan latihan? apa selama 
mendjadi pegawai Negeri, baik didalam mau- 
pun diluar Negeri, tidak termasuk penindjau- 
an, Seminar dan Konperensi diluar Negeri). 


. Sebab Kelebihan, karena Skiil (ketjakapan, 


kemampuan ketjekatan) dan Alat. 


: Tdb — tidak baik. 
: Kr. — Kurang. 
“Ia. “— 


Tidak ada (alat, misalnja : mesin, 
mobiel dls.). 


:- Rks. — Rusak (iden). 
: Kolom ini dapat dihapuskan atau tidak diisi. 


Daftar ini adalah Daftar untuk Pengisian Djabatan. 
Artinja Daftar dari Djabatan" jang lowong jang harus di-isi. 
Daftar ini erat hubungannja dengan Model I kolom 8 dan Model 


II A kolom 3. 


Daftar ini diberi tanda : MODEL II B. 
Kolom 1. 


: Nama Djabatan (sudah djelas, sebagai tjontoh 


lihatlah buku ,,Penggolongan Djabatan”). 


: Golongan P.G.P.N. — 1961 (sudah djelas). 
! Uraian djabatan (supaja diberi uraian singkat). 
: Sjarat Pendidikan/Latihan, dibagi : 

: Umum: SM.A.: S.M.P. 

: Kedjuruan: S.G.A.: S.T.M. dis. 

: Chusus: Kursus antar-kerdja, keuangan, ke- 


pegawaian, jang sifatnja tidak lama dan tidak 
umum. 


: Sjarat pengalaman kerdja jang mutlak untuk 


mengisi djabatan jang bersangkutan (jang 
lowong). 


: Sjarat pengalaman kerdja jang tidak mutlak, 


boleh Facultatief 


: Tjukup djelas. 

: Sebab kekurangan, dibagi : 

: Karena lowong. 

: Perluasan organisasi (misalnja: tambah bagi- 


an-bagian dan seksi? karena tambah tugas ber- 
hubung dengan organisasi baru). 


: Perluasan tugas (mungkin organisasinja tetap, 


tetapi tugasnja tambah, berhubung dengan 
peraturan? baru). 
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Kolom 


: Supaja diralat dan diganti : Djumlah jang di- 


perlukan. 


: Keterangan (memuat hal? jang Saudara pertu- 


kan sebagai pendjelasan tambahan). 

Djika sesudah tgl. 31 Oktober 1966 ada 
pengangkatan/tambahan pegawai baru dengan 
persetudjuan K.U.P. supaja dalam kolom 9 ini 
diterangkan ,,Sudah dipenuhi ......... orang3”. 


KANTOR URUSAN PEGAWAI 
KRAMAT 132 
DJAKARTA. 


Nomor : A. 100-1-19/Aw. 6-31. 
Lampiran : 3 (tiga). 
Perihal : Petundjuk? pelaksanaan 
Inst. Presidium Kabinet 
No. 11/U/IN/2/1967 
tentang pendajagunaan 
pegawai Negeri. 
Djakarta, 3 April 1967. 


Kepada: 


Semua Pedjabat jang berhak 
Mengangkat dan memberhentikan 
Pegawai Negeri. 


Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet tersebut 
diatas, chususnja jang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan? jang 
termuat dalam Bab. I dan Bab. IV instruksi termaksud, bersama ini 
dengan hormat diminta perhatian akan petundjuk-petundjuk pelaksana- 
an jang berikut : 

Petundjuk? pelaksanaan bab. 1 Instruksi Presidium Kabinet 

No. 11/U/IN/2/1967, tentang disiplin kerdja dan pemanfaatan 

waktu kerdja. 


1. Tentang disiplin-kerdja. 
Kepada setiap pegawai pimpinan dari sesuatu unit-kerdja perlu 
disampaikan salinan dari uraian tentang kewadjiban? jang dimuat 
dalam pendjelasan Bab. I pasal 1 Instruksi tersebut agar kewa- 
djiban-kewadjiban itu senantiasa diingat dan ditingkatkan dalam 
ia mendjalankan pimpinan pekerdjaan unit-kerdja jang bersang- 
kutan : 

2. Tentang waktu-kerdja. 


2.1. Djnam kerdja untuk segenap Kantor? Pemerintah menurut 
ketentuan dalam penetapan ,,Pertama” atau ,,Kedua”, ke- 
putusan Presiden No. 58/1964, wadjib ditaati oleh setiap 
pegawai. 

Seperlunja keputusan Presiden No. 58/1964 termaksud 
(salinan terlampir) dapatlah diumumkan kembali kepada se- 
mua pegawai dalam masing-masing Unit-kerdja : 
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2.2. Ketentuan? mengenai hari-libur menurut keputusan Menteri 


2.3, 


Agama (untuk tahun 1967, periksalah keputusan Menteri 


Agama tanggal 25 Agustus 1966 No. 54. (salinan terlampir 
wadjib ditaati oleh semua Instansi dan semua pegawai Negeri: 


Pada setiap unit-kerdja dari sesuatu Departemen/Instansi 
Pemerintah perlu diadakan setjara tertib pentjatatan dzn 
penelitian tentang kehadiran setiap pegawai dalam dan se- 
lama hari? kerdja dengan menggunakan daftar hadlir bulan- 
an jang lazimnja sudah diadakan pada setiap Unit kerdja. 


2.4 Untuk keperluan perangkaan (statistik) pada umumnja dan 


pelaksanaan ketentuan pasal S5, ajat (1), huruf c, Instruksi 
Presidium No. 11/U/IN/2/1967 pada chususnja, maka daf- 
tar hadlir bulanan termaksud angka 2.3, diatas ini harus 
disampaikan kepada Staf-Unit Tenaga Kerdja c.g. Petugas 
jang berkewadjiban untuk : 

a. mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan 

peraturan kepegawaian pada umumnja : 
b. mengolah angka/data lain. 


Tentang Pernjataan ketjakapan : 


3.1. 


32. 


3.3. 


Sekurang-kurangnja tiap tahun sekali oleh masing? Pemim- 
pin Unit-kerdja wadjib diterbitkan Pernjataan? ketjakapan/ 
Conduite mengenai setiap pegawai bawahannya. 

Menunggu ketentuan? lebih landjut maka penerbitan pernja- 
taan ketjakapan itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan? 
dalam P.P. No. 10 tahun 1952. 


Pemberian kenaikan gadji berkala atau penundaan kenaikan 
gadji berkala termaksud pasal 5 PGPN.-1961 serta pertim- 
bangan untuk menentukan kenaikan/penurunan pangkat wa- 
djib dipertimbangkan antara lain berdasarkan pernjataan? 
jang berkenaan dalam daftar pernjataan? ketjakapan ter- 
maksud angka 3.1. diatas ini : karenanja maka dalam kon- 
siderans surat? keputusan jang berkenaan perlu ditjantumkan 
pula bahwa pegawai jang bersangkutan menurut conduiie 
tahun jang bersangkutan, telah atau tidak memenuhi sjarat- 
sjarat jang berlaku. 


Kesimpulan tentang pernjataan ketjakapan seseorang pega- 

wai seperti dimaksud dalam pasal 4 P.P. No. 10 tahun 1952 

tersebut harus didasarkan atas fakta antara lain jang berikut : 

a. kehadiran dalam pekerdjaan pada dan selama hari-hari 
kerdja, 

b. keradjinan dan kepatuhan dalam melaksanakan peker- 
djaan jang ditugaskan, 


—-  — em — mx 
- 2.—amumu- aa jaw  —ii Ai — 


EZ ri 


C. mutu dan besarnja hasil pekerdjaan jang diselesaikan, 
d. tingkah-kelakuan didalam dinas dan sepandjang dapat 
diketahui — tingkah kelakuan diluar dinas. 

3.4. Untuk mendapatkan fakta termaksud dalam kalimat 3.3. 
diatas ini maka pemimpin setiap unit-kerdja perlu mengada- 
kan : 

a. penentuan tugas? kewadjiban bagi masing? pegawai 
Gob-assignment) setjara tertulis, 

b. sistim pentjatatan dan laporan tertulis tentang prestasi- 
kerdja masing? pegawai dalam melaksanakan pekerdja- 
an selama setiap hari-kerdja. 


Tentang penghargaan/hukuman djabatan : 


Pemberian penghargaan harus dipertimbangkan berdasarkan 
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan? Kepegawaian jang berlaku 
jaitu antara lain : 

Pasal 7 PGPN.-1961, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1965 
dan didasarkan atas fakta mengenai prestasi-kerdja jang djelas 
istimewa baiknja. 


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI, 


ttd. 


(SOEDIRDJO). 
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DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN 
TENAGA KERDJA 
Djalan Hadji Agus Salim 58 
DJAKARTA 


Nomor : 145/Ppt — 5/67. 
Perihal : Pegawai? Perusahaan? 
Negara. 
Djakarta, 5 April 1967. 


Kepada: 
1. Jth. Semua Kepala Kantor Daerah 
Departemen Tenaga Kerdja, 
2. Jth, Semua Kepala Kantor Ressort 
Departemen Tenaga Kerdja, 
3. Jth. Semua Kepala Kantor (bekas) 
Direktorat Penempatan Tenaga 
Kerdja, 
di 
SELURUH INDONESIA. 


Menjusuli Instruksi kami ttgl. 20 Maret 1967 No. 109/DIRDIA- 
GUNA /67 tentang penjaluran/penempatan tenaga kerdja Pemerintah, 
dengan ini kami sampaikan tambahan pendjelasan dan petundjuk se- 
bagai berikut : 

1. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967, tentang pen- 
daja-gunaan Pegawai Negeri, hanja berlaku bagi pegawai? negeri 
jang diberi gadji menurut P.G.P.N. 1967 dan bekerdja pada ap- 
paratur administrasi Pusat. 


2. Instruksi tersebut sidak berlaku bagi pegawai? perusahaan? Negara, 
meskipun mereka digadji menurut P.G.P.N. 1961. 

3. Bagi pegawai? P.N.2/P.D.N.3 berlaku Instruksi Menteri Tenaga 
Kerdja No. 2/Intruksi/67 tanggal 18 Djanuari '67. 

4, Instruksi Presidium diatas tidak bertentangan dengan dan tidak 
mengurangi bahkan menambah ketentuan? dalam Peraturan? dan 
Undang? jang sekarang masih berlaku, mendjelaskan hak? dan 
kewad:iban? pegawai Negeri berdasarkan peraturan? jang ada, 
dan merupakan usaha? untuk ,,doorbreken” keadaan jang kurang 
sehat dibidang kepegawaian. 

Dengar instruksi ini ditjari djalan bagaimana kita dapat melak- 
sanakan pengertian jang sama. 


2112 


(Aa 


Meskipun demikian, untuk keperluan. pengumpulan: buhan?/datat 
serta antar-kerdja biasa, hendaknja pula soal kelebihan dan ke- 
kurangan pegawai pada perusahaan? Negara dan perusahaan? Da- 
gang Negara ditjatat menurut tjontoh? modet I, IIA dan IIB 
lampiran dari Instruksi Presidium, sesuai dengan Instruksi . pelak- 
sanaan kami diatas ,,Tahap Kedua” dan seterusnja. | 

Daftar? jang mentjakup pegawai? Perusahaan? Negara supaja 
dibuat tersendiri, djangan ditjampur dengan daftar? dan laporan? jang 
menjangkut pegawai? P.G.P.N. untuk mendapat penjorotan dan peme- 
tiahan setjara chusus, karena merupakan massalah jang bersifat chusus 


Demikianlah agar mendapat perhatian dan dilaksanakan seper- 
lunja. 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 


DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN 
TENAGA KERDJA | 


Direktu r, 
Nag ttd 23 | 
(ARRIE BENGGOLO M.T). 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.L 


DJL. H. A. SALIM No. 58 


DJAKARTA. 
Nomor : 1218/67 — 76/S. M/67. Djakarta, 8 April 1967. 
Lampiran : | . 
Hal : Pedoman pelaksanaan Ine | Ma (abah 
— truksi Presidium Kabinet »' Hee ea On 
No. 11/U/IN/2/1961 ten, 2 pemua Timpinan “em 
tang Pendajagunaan Pega- Sena Seni 3 
i Negeri. aungeh. . 
da | 3. Semua Pedjabat jang 
| : berhak mengangkat dan 
memberhentikan Pega- 
wai Negeri. 
, Dengan hormat, 


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara petundjuk-petun- 
djuk dan pedoman untuk melaksanakan Instruksi Presidium Kabinet 
No. 11/U/IN/2/1967 tentang Pendajagunaan Pegawai Negeri. 

Jang menjangkut bidarg technis kepegawaian telah dikeluarkan 
oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Instruksi tanggal 3 April 1967 
nomor A 100-1-19/Aw. 6-31 jang akan dilengkapi dengan Instruksi- 
instruksi tambahan dimana perlu. 

Il PENDAHULUAN/PENDJELASAN. 


1. 


Pendajagunaan pegawai Negeri sebagamana dimaksud da- 
lam Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tidak 
dapat difikirkan terlepas daripada penjempurnaan aparatur 
pemerintahan pada umumnja. Pada dasarnja usaha tersebut 
adalah hanja merupakan satu diantara usaha dalam pening- 
katan daja-guna aparatur pemerintahan. Tud'uan utama dari 
Instruksi tersebut adalah peningkatan produktivitas dan ef- 
fisiensi dengan penegakan disiplin serta pemanfaatan waktu 
kerdia semaximal mungkin dalam aparatur pemerintahan 
(pasal 1). 

Penjempurnaan termaksud diatas hendaknja mentjakup se- 
gala usaha penjempurnaan aparatur pemerintahan dan tata- 
t'ara pelaksanaannja. Oleh karena itu maka djiwa dari Ins- 
truksi tersebut hanja dapat dimengerti, bila usaha termaksud 
ini kita hubungkan dengan usaha-usaha penertiban/penjem- 
purnaan dan pembaharuan jang kini sedang diusahzkan oleh 
Kabinet Ampera setjara prinsipiil dan menjeluruh dalam 
bidang-bidang : 


a. sgrouktar organisasi mparatur Hera 
b. prosedure/tata-kerdja, | 

C. pokok-pokok kepegawaian negeri, . 

d. dsb. 


Djelaslah kiranja bahwa bukanlah dikandong maksud oleh 


e Pemerintah untuk setjara-apriori mengadakan pengurangan 


pegawai. Maka djiwa dari Instruksi ini hendukaja terutama 
difahami dari ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam 
BAB I, II dan III jang berturut-turut memberi ketentuan 
tentang disiplin kerdja dan pemanfaatan waktu (1) , tentang 
penentuan kebutuhan pegawai (Il), dan mengenai apparatur 
penjalurannja (1I1). Adapun mengenai ketentuan-ketentuan 
dalam BAB IV jang mengatur bal pengurangan dan penja- 
luran pegawai, adalah merupakan usaha terachir, setelah 
usaha-usaha tersebut diatas dilakukan dan masih memerlu- 
kan dilakukan pengurangan pegawai dan itupun dengan dja- 
minan, bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak akan mengu- 
rangi hak-hak jang bersangkutan sebagai pegawai Negeri 
sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku. 
Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pula, bahwa Peme- 
rintah diwaktu-waktu jang lampau telah mengadakan pel- 
bacai usaha penjesuaian djumtah pegawai dengan kebutuhan 
organisasi Pemerintah c.g. penertiban dalam bidang kepega- 
wajan setjara tambal-sulam. Dalam hal ini dapat disebutkan 
antara lain peraturan tentang peremadjaan serta pelbagai 
surat-surat edaran jang bermaksud untuk menghambat pe- 
nambahan djumlah pegawai jang tidak wadjar. 
Mengingat hal tersebut diatas maka usaha pendajagunaan 
pegawai jang diatur dalam Instruksi ini dimaksudkan seba- 
gai suatu usaha pemetiahan jang integral dengan menjesuai- 
kan pelaksanaannja dengan peraturan-peraturan jang telah 
ada a.l. P.P. No. 68/58 dan P.P. No. 15/51. 
Mengingat hal tersebut diatas maka dalam melaksanakan 
Instruksi tersebut hendaknja dilakukan pula tindakan-tindak- 
an dalam rangka penjempurnaan La jang menjeluruh 
jaitu : 
a. penjempurnaan struktur organisasi, 
b. pen'empurnaan prosedure/tata-kerdja, 
Cc. penjempurnaan kepegawaian. 


Instruksi Presidium Kabinet tersebut hanja berlaku bagi 
pegawai-pegawai Negeri jang menerima gadji menurut P.G.- 
PN. — 1961 dan bekerdja pada Aparatur Pemerintahan 
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Pusat termasuk instansi-instansi vertikal dan tidak berlaku 
bagi pegawai-pegawai perusahaan-perusahaan Negara meski- 
pun digadji menurut P.G.P.N. — 1961. 


H. PELAKSANAAN. 


1. 


Pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai disiplin kkerdja 
dan pemanfaatan waktu. 


a. Sedjiwa dengan Instruksi dari Kepala Kantor Urusan 
Pegawai tanggal 3 April 1967 No. A 100-1-19/Aw. 6- 
31 maka tiap-tiap instansi mengumumkan, bahwa ke- 
ketentuan-ketentuan mengenai disiplin keraja dan 
pemanfaatan waktu kerdja mulai berlaku effektif pada 
1 April 1967, disertai dengan pengumuman kembali 
mengenai hal ketentuan waktu/djam kerdja (Kep. Pres. 
No. 58/64) dan keputusan jang berwad'ib mengenai 
hari-hari libur (Kep. Menteri Agama No. 54 tahun '66). 

b. Pendjelasan dari pasal 1 dari: Instruksi tersebut harus 
disalin dan disiarkan seluas-luasnja untuk didjadikan 

pedoman bagi pegawai-pegawai pimpinan. 

ce. Tiap-tiap instansi wadjib mengatur kembali tata-kerdja 

untuk pengamanan, pengawasan tata-tertib dan peratur- 

“an kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pendje- 
lasan pasal 1 No. (S5) dari Instruksi ini. Tjontor-tjontoh 
. jang dikeluarkan oleh K.U.P. merupakan pedoman. 

d. Tiap-tiap pimpinan unit kerdja wadjib memperhatikan 
serta melaksanakan ketentuan-ketentuan/peraturan- 
peraturan kepagawaian jang dimaksud dalam pendielas- 
an pasal I No. (S) sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
jang dimaksud dalam sub c. tersebut diatas. 


Pelaksanaan ketentuan-kerentuan tentang kebutuhan akan 


pegawai. 


Sebagaimana telah diuraikan diatas, pendajugunaan dalam 
arti pemanfaatan tenaga, waktu, biaja serta alat hanja akan 
mentjapai hasil jang sebesar-besarnja bila diletakkan dalam 
usaha penjempurnaan organisas setiara integral. Setjara 
terperintji dibawah ini akan diuraikan tindakan? jang 
sejogjanja dilakukan oleh tiap instansi, adapun sampa: di- 
mana seluruhnja dapat dilaksanakan dalam waktu jang 
tidak terlalu lama, tergantung dari kemampuan masing? 


“- instansi. 


Tindakan" dibidang o organisasi.” Pi | 
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kes Tiap? aparatur/Departemen dianggap telah menjusun organisasi 


dan merumuskan tugas masing? dan telah pula merumuskan 
tugas dari tiap" unit kerdja dengan djelas sehingga tidak terdjadi 
doublures d antara sesama aparatur pemerintahan. Tjap Depar- 
temen telah menjusun struktur organisasi masing? sesuai dengan 
Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966. 


(2) a. Dalam rangka penjempurnaan aparatur pemerintahan tiap 


Departemen/aparatur pemerintahan dianggap perlu untuk 
menginventarisas: semua kegiatan (konkrit) jang sudah 
biasa dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnja setjara 
routine dan kegiatan baru apa jang dianggap perlu ditam- 
bahkan sesuai dengan tugas' tersimpul dalam Keputusan 
Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966. 


b. Atas dasar inventarisasi tersebut ditindjau/ diteliti struktur 
organisasi dari sudut effisiensi pembagian kegiatan" 
dantara? unit" kerdja jang ada (mengenai Kemungkinan 
adanja doublures dsb.). 

Cc. Atas dasar hasil? usaha tersebut ditentukan kebutuhan dje- 
nis? tenaga pelaksana menurut keachliannja (administrasi 
umum, keuangan, kepagawaian, ahli pertanian, teknik, 
dsb) sesuai dengan tingkatan?-nja (tinggi, menengah, ren- 
dah) (Inventarisasi djabatan). 

d. Penentuan kebutuhan akan djumlahnja tenaga dari tiap? 
djenis pelaksana termaksud dalam sub c, dilakukan menu- 
rut perkiraan riil dari kegiatan?/pekerdjaan termaksud 

“ dalam sub 2 a, jang perlu diisi .dalam daftar lampiran” I 
jang dimaksud dalam Instruksi pasal 3. 


— €. Dengan membandingkan djumlah" kebutuhan tenaga dengan 


djumlah tenaga jang ada pada 1 Oktober 1966 maka disu- 
. sun daftar kelebihan dan/atau daftar kekurangan tenaga 
(Daftar II A dan II B). 


Daftar? tersebut diatas untuk tingkat Pusat dikirim kepada 
Direktorat Penjediaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja De- 
partemen Tenaga Kerdja dan untuk tingkat Daerah dikirim 
kepada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerdja. 


Tindakan dalam bidang administrasi dan tata-kerdja (work 
methods & procedures). 


Simultan dengan tindakan dalam bidang organisasi perlu diusa- 
hakan penjempurnaan pelaksanaan tugas setjara integral jang 
diarahkan kepada suatu pelaksanaan tugas setjara ter-koordinasi. 
Usaha tersebut perlu dibarengi dengan penjempurnaan proce- 
dure/tata-kerdja adm'nistrasi untuk mentjapai suatu tata-kerdja. 
administrasi jang terarah serta ter-koordinasi (integrated pro- 
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cessing system), jang memungkinkan pemberian tugas (work- 
assigment) jang djelas kepada masing? pelaksana (pegawai) 
dalam rangka kegiatan jang menjeluruh. 


3. Aparatur pelaksanaan dan tugasnja. 


a. Penjelesa an masalah penjaluran/pemindahan psgawai 
jang berkelebihan dilakukan atas dasar deconcenrrasi 
dan decenrralisasi di-daerah?. Ini bsrarti bahwa masa- 
lah-masalah prinsipiil jang menjangkut kebidjaksana- 
an penjaluran/pem ndahan pegawai dipetjahkan 
setjara musjawarah antara unit" tenaga kerdja seperti 
dimaksud dalam pasal 4 (ajat 1), sedang pelaksanaan 
praktis dari penjaluran/pemindahan pegawai jbs. pada 
tingkat Pusat dikoordinir oleh Direktur Penjediaan 
dan Penggunaan Tenaga Kerdja dan untuk tngkat 
Daerah oleh Kantor Daerah Departemen Tenaga 
Kerdja. 


b. Unit? Tenaga Kerdja jang dimaksud dalam Instruksi 
tersebut tidak perlu berbentuk badan physik, tetapi 
dapat ditundiuk pedjabat atau pedjabat? jang oleh 
Departemen?/Lembaga'” Negara ditugaskan dalam 
urusan pengelolaan tenaga Kerdja (Manpower-mana- 
gement) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi 
Presidium Kab net No. 16/B/Instr./1966. Untuk ke- 
perluan pelaksanaan ketentuan? tentang pendajaguna- 
an ditingkat Kantor? Daerah perlu ditund'uk pula 
pedjabat' jang diserahi wewenang seperti dimaksud 
Giatas. 

c. Uni2 Tenaga Kerdja ditingkat Pusat melakukan 

pengumculan fakta dtaraf Pusat Dapartemen, Direk- 
torat Djenderal dan Direktorat dan Lembaga? jang ber- 
diri sendiri untuk Pengisian Daftar I, IIA, IIB dan 
mengirimkannja kepada Direktur Penjediaan dan 
Penggunaan Tenaga Kerdia dengan alamat langsung 
Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemerintahan. 
Instans? ditingkat Daerah mengumpulkan fakta" 
mengenai ins:ansinja masing” untuk pengisian Daftar 
tersebut diatas dan mengirimkann'a kepada Kantor 
Daerah Departemen Tenaga Kerd'a dengan mengi- 
rimkan tindasan kepada Kantor Ressort Departemen 
Tenaga Kerdia dan Dinas Urusan Tenaga Kerdja 
Pemer ntah dan K.U.P. 


4. Tentang pelaksanaan pengurangan/penjaluran pegawai. 
a. Bahan? laporan dan bahan" hasil pengisian daftar-daf- 
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tar lampiran “dari Instruksi Presidium Kabinet dimak- 
sud, jang diberikan oleh tap? Instansi dipakai sebagai 
bahan pelaksanaan pendajagunaan pegawai, jang 
pelaksanaannja tehnis akan diatur oleh Kantor Urusan 
Pegawai. 


b. Direktur Penjediaan & Penggunaan Tenaga Kerdja 
c.g. Dinas Urusan Tenaga Kerdja Pemerintah dan 
Kantor? Daerah Departemen Tenaga Kerdja menga- 
dakan tata-kerdja dan tata-admin 'strasi tenaga kerdja 
jang disesuaikan dengan kebutuhan penjaluran dan 
pemenuhan kekurangan tenaga kerdja. 


Demikianlah kami harapkan perhatian Saudara sepenuhnja atas 
petundjuk?/pedoman tersebut diatas untuk dilaksanakan. 


MENTERI TENAGA KERDJA 
KOORDINATOR PENGELOLAAN TENAGA KERDJA, 


| td, 


(Dr. Awaloedin). 
Brig. Djen. Pol. 


TEMBUSAN kepada : 


1. Bapak Ketua Presidium Kabinet Ampera. 
2. Semua Merteri Utama. | 
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DEPARTEMEN TENAGA KERDJA RI. 
# PJL. H.A. SALIM NO. 58. 
C0. DIJAKARTA 


Nomer : 187/Ppt-5/67. 
Lampiran : 1 (satu) berkas. 
Perihal : Pelaksanaan Inst. 


Presidium Kabinet 
No. 11/U/IN/2/ 
1967. | 


Djakarta, 14 April 1967. 
Kepada : 


1. Jth, Semua Kepala Kantor Daerah 
Departemen Tenaga Kerdja. 


2. Jth. Semua Kepala Kantor Ressort 
Departemen Tenaga Kerdja. 


3. Jth. Semua Kepala Kantor (bekas) 
Direktorat Pimpinar Tenaga 
Kerdja. : Ka 
di Seluruh Indonesia. 


Menjusuli Instruksi kami tertanggal 20 Maret 1967 No. 109/ 
Dirdiaguna/67 tentang penjaluran/penempatan tenaga Kerdja Peme- 
rintah, dan susulan Instruksi kami tanggal 5 April 1967 No. 145/Ppt- 
5/61 tentang perihal: Perusahaan? Negara, bersama ini perlu kami 
djelaskan sbb. : 


I. Model I, IIA dan IIB ada beberapa perobahan? jang sifatnja 
untuk lebih menjederhanakan pengisiannja. Untuk djelasnja ber- 
sama ini kami lampirkan Model? tersebut beserta pendjelasan 
pengisiannja tertjantum dibawah tiap? Model tsb. 


II. Untuk Perusahaan? Negara, maka dalam Model I, Model TIA 
dan II B didalam kolom : golongan /ruang gadji, pangkat dsb-nja 
harus diartikan tidak berdasarkan PGPN-1961, tetapi berdasarkan 
peraturan? jang ada bagi Perusahaan? Negara jbs. 


III. Untuk dapat melaksanakan dengan saksama dan teratur Instruksi 
Presidium Kabinet tgl. 16 Pebruari 1967 No. 11/U/IN/2/1987 
tentang Pendajagunaan Pegawai Negeri, bersama ini kami sampai- 
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pn 


kan surat dari Menteri Tenaga Kerdja/Koordinator Pengelolaan 
“Tenaga Kerdja tgl. 8 April 1967 No. 1218/67/-76/S.M/67, ke- 
pada semua Menteri, Pimpinan Lembaga? Negara Tertinggi dan 
Semua Pedjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan 
Pegawai Negeri, perihal Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presidium 


| Kabinet. No. 11/U/IN/2/ 1967 tsb. beserta lampiran? jang ber- 
“hubungan dengan itu. 


Demikian agar mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan se- 
. 'baik-buiknja. 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 
DIREKTORAT PENIFDIAAN & PENGGUNAAN 
TENAGA KERDJA, 


DIREKTUR, 
ttd, 
(ARIE BENGGOLO M.T. 
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DEPARTEMEN TENAGA KERDJA R.I. 
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN TENAGA 
KERDJA 
DJL. H. AGUS SALIM NO. 58 DJAKARTA. 


Nomer : 430-29/Ppt-5/1967. Djakarta, 17 Djuni 1967. 

Lampiran : 1 (satu). | Kepada : 

Perihal : Salinan Kawat Surat Semua Kepala Kantor Daerah/ 
Menteri Dalam Negeri. Resort 


Departemen Tenaga Kerdja 
Diseluruh Indonesia. 


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, salinan daripada 
Kawat Surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta » tanggal 18 Mei — 
1967. No. S.D. 20/5/31. : 


Demikianlah agar dipeladjari dan dipergunakan seperlunja. 
DEPARTEMEN TENAGA KERDJYA RII. 
DIREKTORAT PENJEDIAAN & PENGGUNAAN 


TENAGA KERDJA 
Direktur, 


u.b. 


KEPALA URUSAN TENAGA KERDJA 
PEMERINTAH. 


tid. 
R. SINGGIH). 
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Stc. 228/1967. 
1. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI DJAKARTA- 
KAWAT SURAT. 


Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah, 
Pi Pupati Kepala Daerah, dan 
» Walikota Kepala Daerah 
Seluruh Indonesia. | 
Dari : Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 18 Mei 1967. 
Nomor: SD 20/5/31. 


menj. srt. ed. kami tgl. 29-8-66 no.: up up 34/5/5 (ins. tr. no. 22/ 
1966) dan dalam rangka pelaksanaan ins. tr. pres. kab. no. 11/U/IN/ 
2/1967 seperti jang telah didjelaskan dan diinstruksikan oleh sekdjen 
dep dagri dalam pertemuan dengan para sekda pada tgi. 14 maret 
1967 jang telah menegaskan instruksi tsb. harus dilaksanakan dengan 
ketat. terhdp. peg. neg/Peg. neg. dpb. drh. dim. lingkungan ddn. 
maupun terhdp. peg. sbg. penegasan di-instruksikan sbb. : 
aaa. pens innan ig cipekerdjakan lagi harus diberhentikan dng 
ketentuan bwh mereka jg diangkat sbg tenaga blnan pd waktu 
pemberhentiannja dpt diberikan uang lepas berdasarkan pp 
15/1951. 


bbb. peg neg, peg neg dpb drh dim lingkungan ddn dan peg drh 
jg tlh mentjapai usia 55 th atau lebih perlu diremadjakan 
berdasarkan pp 63/1958 dng ketentuan sbb. : 


satusatu.pd saat usia 55 th ditjapai oleh seorang peg neg/ 
drh diberitahukan supaja jbs memadjukan berhenti 
dng hakpens. 


duadua jbs diberhentikan tdk repeat tdk a tas permintaan 
apa-bila jbs dlm waktu 3 (tiga) bln setelah pem- 
beritahuan permintaan tdk diterima. 


figatiga peg neg/peg neg dpb dim lingkungan ddn dan peg 
drh dim dinas tetap/sementara berusia 55 th blm 
berhak pens berdasarkan uu 20/1952 dng mk kurang 
dari 10 th diberhentikan dari d'ab/pe-kerdiaan 
karena kelebihan dng diberikan uang tunggu. sete-lah 
mk 10 th ditjapai diberhentikan dar djab/pek dng 
hak pens. 
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ddd. 


cee. 


peg' jg istirahat sakit mnrt ps 1 4 pp 15/1953 peremadjaannjn 
ditan utk 3 bln dan mnrt psl 5 pp tsb diatas ditang- 
guhkan utk 6 bl. 


ketentuan? pp 68/1958 ini berlaku pula terhdp pegf non aktip 
mnrt pp 41 1952 dan mereka jg intirahat di-luar tanggungan 
negara. 


pendajagunaan pegawai menurut instruks i pres kab no 11/u/ 
in/2/1967 tdk repeat tdk mengurangi pelaksanaan pp 63, 
1958. 


A.n. 


Menteri Dalam Negeri. 
Sekretaris Djendral, 


L.t.d. 


(SOEMARMAN S.H.) 
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DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 


DIREKTORAT PENJEDIAAN DAN PENGGUNAAN 


TENAGA KERDJA 


Dji. Hadji Agus Salim 58 
DJAKARTA.. 


Nomor. : 447/32/Ppt.-5/67. 
Lampiran : — 
Perihal : Pelaksanaan Instruksi 


Presidium No. 11/U/IN/ 
2/1967. 


Djakarta, 23 Djuni 1967. 
Kepada: 


1. Jth. Semua Kepala Kantor Daerah 
Departemen Tenaga Kerdja. 


2. Jth. Semua Kepala Kantor Ressort 
Departemen Tenaga Kerdja. 
di Seluruh Indonesia. 


Sehubungan dengan adanja berbagai pertanjaan dari beberapa 


Daerah disekitar pelaksanaan Instruksi Presidium Kabinet No.: 11/ 
U/IN/2/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 beserta Pedoman? pelaksa- 
oaannja jang telah kami sampaikan terdahulu kepada Saudara, maka 
kali ini kami merasa perlu meminta perhatian Saudara akan hal? se- 
bagai berikut : | 


ts 


Pada dasarnja Instruksi Presidium Kabinet No.: 11/U/IN/2/ 
1967 harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pemerintah/De- 
partemen? setjara vertikal (dari Pusat sampai ke Daerah) dengan 
bertolak pada pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. : 
75/U/Kep/11/1966 mengenai struktur Organisasi tiap' Depar- 
temen. 


Kebidjaksanaan pelaksanaannja oleh masing? Instansi/Kantor di- 
daerah? sudah barang tentu diselaraskan dengan instruksi? dari 
tiap? Departemen jang bersangskutan » dengan kata lain bahwa 
sampai dimana seluruhnja dapat dilaksanakan dalam waktu jang 
tdak terlalu lama, tergantung dari kemampuan masing! instansi”. 
Hal ini telah ditegaskan dalam instruksi Menteri Tenaga Kerdja 
dalam suratnja tertanggal 8 April 1967 No. : 1218/67-76/S.M./ 
67 Bab II ajat 2 tentang pelaksanaan ketentuan? tentang kebutuh- 
an akan pegawai. 


Chusus mengenai pelaksanaan Instruksi Presidium tersebut pada 
Instansi? dilingkungan Pemerintah Daerah Otonom ditingkat 
Daswati I pelaksanaannja didasarkan pada Instruksi Menteri 
Dalam Negeri jang tersebut dalam kawaunja No. : SD 20/5/31 
tanggal 18 Mci 1967 jang menegaskan bahwa Instruksi Presidi- 
um harus dilaksanakan dengan ketat. 


Dengan demikian tugas pokok kita bukanlah ,,forceren”, tetapi 
harus scnantiasa memberi pendielasan setjara intensif kepada 
instansi?/kantor? jang bersangkutan dan meng-koordinir peme- 
tjahan masalah penjaluran/pemindahan pegawai di-daerah? de- 
ngan memperhaikan faham? hierarchie dan psychologi untuk 
menijegah tindakannja. 


Oleh sebab itu agar kami dapat mengikuti dengan seksama hasi? 


jang telah Szudara tjapai, kami tekankan pentingnja laporan setiara 
kontinju seperti jang telah ditetapkan dalam Instruksi kami No. : 109/ 
DIRDIAGUNA/67 tanggal 20 Maret 1967 disertai laporan tentang 
kesulitan? jang dihadapi oleh Saudara? sehingga pemetjahan setjara 
tjepat dan separ dapat dilakukan dengan sebaik-baiknja bersama-sama 
dengan Departemen? jang bersangkutan. 


Demikianlah untuk mendapat perhatian Saudara seperlunja. 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA 
DIREKTORAT PENIED'AAN DAN PENGGUNAAN 
TENAGA KERDJA 


Direktur, 
ttd 


(ARRIE BENGGOLO ML.T.), 


KETETAPAN 
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 
No. XXIII/MPRS/1966 
tentang 
Pembaharuan 
Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 
DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA. 
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : dst. ...... 
Mengingat : dst. ...... 
Mendengar : dst. ...... 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: 

KETEILAPAN TENTANG PEMBAHARUAN KEBIDJAKSANAAN 
LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 
BAB. I 
KEBIDJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN 

| DAN Pembangunan : 
Pasal 1 &st ...... 
Pasal 6. 
Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, jakni : 
(a) dst. ...... 
(d) Kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih peker- 


diaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang 
lajak : 


BAB. III 
SKALA PRIORITAS NASIONAL. 
$ 1. dst ...... 


$ 2. PEMBANGUNAN DJANGKA PENDEK 
Pasal 14. 

Pembangunan Ekonomi harus disynchronisasikan dengan ber- 

tambahnja tenaga kerdja tiap-tiap tahun setjara effektif. 
Pasal 15. dst ...... 
Pasal 22. 

Demi berhasilnia usaha rehabilitasi maka mutlak diperlukan pen- 
djcbolan hambatan-hambatan birokrasi, antara lain dengan dialan pe- 
laksanaan dekonsentrasi management kedaerah-daerah atau satuan- 
satuan produksi. tanpa mengurangi kesatuan ekonomi dan kesatuan 
politik nasional. 
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Pasal 23. dst ...... 
Pasal 24. 

Guna pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 
harus diselenggarakan kebidjaksanaan integral jang mentjakup ke- 
bidjaksanaan budget, kebidjaksanaan fiskal, kebidiaksanaan moneter, 
kebidjaksanaan harga, kebidjaksanaan upah, kebidjaksanaan neratjs 
pembajaran luar negeri, dan sebagainja, disertai dengan perombakan 
perombakan institusionil. 

! | Pasal 25. dst ...... 


BAB. IX. 
PRASARAT PELAKSANAAN. 
Pasal 66. 

Demi berhasilnja pelaksanaan bermatjam program, rentjana, ke 
bidjaksanaan dll. tersebut diatas maka perlu segera disempurnakan 
Perangkat Pemerintahan jang mampu merealisasikan programnja, ke- 
pada siapa Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja, dan jang 
Maba anja terletak pan landasan tanggapan dari rakjat sendiri. 

Pasal 67. 

Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknja merwvpakan 
suatu Team jang serasi jang masing-masing anggauta berdjiwa Pantja 
Sila dan pengemban Ampera, ahli, dipertjajai dan memperoleh du- 
kungan dari Rakjat. 

Pasal 68. 

Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus seder- 
hana, effisien dan effektif, dengan pembatasan-pembatasan wewenang 
dan tanggung djawab jang djelas. 

Pasal 69. 

- Para Menteri menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus 
ditempatkan pada hakekat jang sesungguhnja dari kemurnian Undang: 
Undang Dasar 1945. 

BAB. X. 
PENUTUP. 
Pasal 70. 

Segala ketetapan, peraturan dan ketentnan ketentuan lain jang 
tidak sesuai dengan isi atau djiwa Ketetapan ini Tenan tidak ber- 
laku. 

Pasal) 71. 2 EN 
Menugaskan pada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dar 
Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan ini. TN 
Ditetapkan di : Djakarta -. 
Pada tanggal : $ Djuli 1906 


' .MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA .«"..... 


.RESUME. 
RISALAH PEMBITJARAAN DALAM RAPAT-RAPAT. MPRS 
2... TENTANG - 
». PEMBAHARUAN. 
KEBIDJAKSANAAN: LANDASAN EKONOMI, 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. :' 


LUMUM.- PN NE 
Aan de en TO ae ap Mena na 
—  Hendaknja diadakan penjederhanaan aparatur negara dan 
diadakan penjaluran kelebihan tenaga (Endang udang 
industri. | an 
se" sea 


IV. KEUANGAN/MONETER 


— dst. 

— Dua usaha menudju keadaan jang baik bagi rakjat ialah : 
MENAIKKAN GADJI atau MENURUNKAN HARGA. 
Dalam hal jang Pertama harus diikuti dengan tindakan me- 
nekan harga setjara konsekwen, sebab kalau tidak demikian 
harapan akan gagal djuga. Na 
dst. “3 Dea aa ' en 

Ta Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal: $ Hi 1966. 


MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK POR TA 


Ketua, 
png 
(Dr. A. H. NASUTION) 
Djenderal TNI.” 


“1 
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KETETAPAN 
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 
No. XXVIII/MPRS/1966 
TENTANG 
KEBIDJAKSANAAN PENINGKATAN KESEDJAHTERAAN 
RAKJAT 
DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA. 
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA. 


Menimbang : dst. 
Mengingat : dst. 
Mendengar : dst. 


Pasal 1. dst. 
Pasal 2. 
Tentang Perburuhan (tenaga kerdja). 


Supaja selekas mungkin diadakan Undang-undang Pokok Perbu- 
ruhan (Tenaga Kerdja) dan atribut-atributnja, terutama mengenai : 
a. penempatan tenaga kerdia : 
b. pendidikan latihan kerdja : 
C. demokratisasi upah dan djaminan sosial : 
sehingga pengaturan dan pembinaan tenaga kerdja sungguh- 
sungguh bersifat nasional dan menjeluruh. 


Pasal 3. dst. 


Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal: $ Djuli 1966. 


MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 


Ketua, 

ttd. 
(Dr. A.H. NASUSION) 
Djenderal T.N.L 
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MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 


No. : A. 9/1/24/MPRS/1967. 

Lampiran : 4 (empat) | | 

Perihal : Penelitian terhadap Lembaga? 
Negara. 


Kepada: 


Diakarta, 28 Pebruari 1967 

1. Ketua Presiddum Kabinet 
Ampera. | 

2. Ketua Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong-Rojong. 
|, —— 


DJAKARTA. 


Menundjuk dsb. 


II. KANTOR URUSAN PEGAWAI DAN LEMBAGA ADMINIS- 
TRASI NEGARA (LAN). 


Sebagai aparatur tehnis jang mengurus masalah kepegawaian dan 
Administrasi Negara. Badan ini tetap diperiukan. Karena fungsi kedua 
Badan tersebut djalin-mendjalin maka guna meningkatkan daja-guna 
dan effisiency kerdjan'a seyogjanja K.U.P. dan LAN ini ditetapkan 
dalam ,,one coordinated unit”. 

K.U.P. jang statusnja dibawah Presidium Kabinet serta bekerdja 
sama dengan Departemen Tenaga Kerdja perlu disempurnakan baik 
dalam bidang organisasi maupun personalianja. 

Jang perlu mendapatkan perhatian pada saat sekarang ini jaitu : 
penindjauan kembali undang-undang No. 18/61 tentang pokok Kepe- 
gawaian. 

Dalam Undang-undang jang baru itu jang dimaksudkan sebagai 
mengganti Undang-undang No. 18 tahun 1961, hendaknja diperhati- 
kan antara lain ketentuan? mengenai : 


a. Tjara penentuan kebutuhan pegawai berdasarkan atas dasar effi- 
siensi kerdja dari administrisi Pemerintah. 

b. Penjaluran dan pemindahan, pemberhentian dan pembebasan 
pegawai jang kelebihan menurut kebutuhan masing? departemen. 


c.  Up-grading pegawai. 
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' Perbaikan penghasilan dan kesedjahteraan pegawai serta upah, 
gadji pegawai dikalangan/dibidang Pemerintah dan Perusahaan 
Negara. 

e. Pembentukan pengadilan administrisi pegawai, sea Badan Per- 
musjawaratan Pegawai. | 


Mengenai Lembaga Administrasi Negara (LAN) . 


PIMPINAN 
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 


REPUBLIK INDONESIA 
Ta | KETUA, 
| D0 ttd, 
an DR. A.H. NASUTION 
DJENDERAL T.N.I. 
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SUPLEMEN 


DEPARTEMEN TENAGA KERDJA RI. 
Djalan Hadji Agus Salim No. 58 — DJAK ARTA. 


No. : 398/67-26/5.M./67. 

Lampiran : 1 berkas. 

PERIHAL : Penempatan Sardjana 
Ikatan Dinas. 


Djakarta, 10 — Pebruari 1967. 


Kepada Jth.: 
Para Menteri Kabinet Ampera Pribadi 
di 
DJAKARTA. 


Menanggapi pembitjaraan dalam sidang Paripurna Kabinet 
Ampera pada tanggal 6 dan 7 Pebruari jang baru lalu chususnja 
jang mengenai kebutuhan akan Tenaga Sardjana oleh berbagai 
Departemen, maka dengan ini kami menjampaikan : 

1. Surat Edaran Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas Dit 
Dien. perguruan Tinggi berikut lampiran-lampirannja ialah : 

2. Daftar Sardjana Ikatan Dinas tamatan perguruan? tinggi diluar 
Negeri. 

3. Daftar Sardjana tamatan perguruan? tinggi jang sedjak tahun 
1966 tersedia untuk dipekerdjakan serta beberapa ketentuan 
tentang bantuan dalam biaja pengangkutan/penginapan untuk 
pemulangan dan penempatan. 

Tiada lain harapan kami semoga daftar? tersebut diatas dapat 
membantu saudara menemukan tenaga? sardjana jang diperlukan. 

Untuk pen'elesaiannia penempatan tenaga sardjana jang diper- 
tukan dapat selandjutnja dihubungi salah satu alamat seperti tertjantum 
dalam surat Edaran tersebut diatas. 


MENTERI TENAGA KERDJA, 
ttd. 
Dr. Awaloedin. 
Brig. Djen. Polisi. 
Tembusan pada : | 
I. Ketua Presidium Kabinet Ampera. 
2. Para Menutama. 
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Lembaga Penempatan Tenaga 
Ikatan Dinas 
Dit. Djen. Perguruan Tinggi 


No. : 27/LPTID/196?. 
Lampiran : 5 (lima). -. 3 1 
Hal : Penempatan Sardjana Tkatan Ina 


Dinas (I.D.) tamatan Perg. 
- -. Tinggi didalam maupun di- 
luar Ne | 


Djakarta, 3 Pebruari 1967 
Kepada Jth. 
Semua Departemen. 
Semua Direktur Djenderal. 
Semua Inspektur Djenderal. 
Sekretaris Negara. 
Sekretariat MPRS. 
“Sekretariat D.P.R.-G.R. 
Sekretariat D.P.A. 
Mahkamah Agung. . 
Kedjaksaan Agung. 


Semua Gubernur Kepala | 
Daerah. 5 2 


e 
) 


OVCAUBUNY 


- mub - 


1. Bersama ini disampaikan dengan hormat. : 

1.1. daftar I, tentang nama? Sardjana Ikatan Dinas tamatan 
pelbagai Perguruan Tinggi diluar Negeri dan ' | 

1.2. daftar 11, tentang djumlah Sardjana tamatan. pelbagai Per- 
guruan Tinggi negeri dalam negeri, jang sedjak tahun 1966 
telah tersedia untuk ditempatkan dalam pelbagai lapangan 
pekerdjaan Pemerintah/Perusahaan Negara/Bank". Negara 

| | jang sesuai dengan djurusan/Keahlian masing?. 
2. Dalam rangka usaha penempatan tenaga Sardjana termaksud 
perlu diminta perhatian akan keterangan? jang termuat dibawah 

ini: . 

2.1. para sardjana Ikatan Dinas berkewadjiban untuk bekerdja 
“pada Pemerintah menurut ketentuan dalam Peraturan Peme- 
rintah No. 15 tahun 1954 sbb.: 

2.1.1. dari dalam negeri (K--2) tahun. 
2.1.2. dari luar negeri (X--6) tahun. 
dimana X menjatakan banjaknja T Dan jbs. 
menerima I.D. (dibulatkan keatas): : : 
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2.2, 


2.3. 


24 


Mengenai sardjana Ikatan Dinas tamatan: 6 


a. LK.LP. Negeri. 
b. Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Pharmasi. 
telah diadakan ketentuan? ber-turut? dalam: 
a. Surat keputusan bersama Menteri. P.I.L.P. dan 
Menteri P.D.K. No. 3/PTIP/1965 tgl. 8 Sept. 
1965 (terlampir) 123/1965. 
b. surat keputusan Menteri PTIP No. 270 tgl. 29 
Nopember 1965 (terlampir). NN 
Menunggu penempatannia dalam Instansi? Pemerintah, maka 
para sardiana Ikatan Dinas dapat/telah diangkat sebagai 
pegawai bulanan untuk sementara pada Dir. : Djenderil 
Perguruan Tinggi. 
Para Sardjana Ikatan Dinas jang baru men'elesaikan studi- 
nja diberi bantuan untuk pulang (sendiri) ketempat orang 
tuanja menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 


“No. 15 tahun 1954 jo. surat keputusan Menteri P.T.I.P. 


22. 


2.6. 


dahulu No. 260 tahun 1965 sebagaimana telah diubah 
dengan surat-keputusan no 
—30 Msalinan terlampir) 

Ketentuan? mengenai bantuan termaksud pada angka 2.4. 
diatas ini dapat digunakan untuk membiajai ongkos perdja- 
lanan dari tempat tinggal/tempat beladiar ketempat-peker- 
d'aan bagi para sardiana beserta keluargania termasuk me- 
reka jang bukan Ikatan Dinas jang untuk pertama kalinja 
diangkat scbagai pegawai negeri dan ditempatkan dipelbagai 
tempat didaerah-daerah oleh semua instansi pemerintah 
djuga jang berada diluar Departemen P. dan K/Direktorat 
Dienderal Perguruan Tinggi : 


Untuk pelaksanaan ketentuan? dalam angka 2.3. diatas ini 
maka surat? keputusan mengenai pengangkatan dan penem- 
patan para sardjana jang berkenaan perlu ditjatatkan ter- 
lebih dahulu pada Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan 
Dinas (LPTID) Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi, 
dengan alamat Djl. Kimia 20 Djakarta, jang berkewadjrban 
untuk menjelenggarakan tata-usaha mengenai pemberian 
bantuan tersebut serta mengenai kredit jang disediakam 
untuk pemberian bantuan itu. 


Instansi? Pemerintah (Departemen?/Perusahaan Negara/Bank 
Negara dan lain-lainnja) jang membutuhkan Tenaga? Sardjana 
untuk dipekerdjakan sebagai pegawai Negeri dalam lingkungan 
instansi masing? hendaknja berhubungan dengan : 


a. Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas (L.P.T.I.D.) 
Direktorat Dienderal Perguruan Tinggi, dengan alamat Dj. | 
Kimia 20 Djakarta. 


b. Dinas Penempatan Tenaga Sardjana, Departemen Tenaga 
Kerdja, dengan alamat Djl. H.A. Salim No. 58 Djakarta 
atau 
Kantor Urusan Pegawai, dengan alamat Kramat Raya 132 
Djakarta. 


Tembusan : 


1. Kepala Kantor Urusan Pegawai. 
2. Sekr. Dewan Penempatan Sardjana/Departemen Tenaga Kerdja. 
3. Alas. 


Ikatan Dinas pada 
Dit. Djen. Perg. Tinggi. 


ttd. 


Lembaga Penempatan Tenaga 
SOEDIRDJO) 
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KEPUTUSAN BERSAMA 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN 


MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN 
No. 13/PTIP/1965 


123/1965 


TENTANG 


PENEMPATAN SARDJANA PENDIDIKAN LULUSAN INSTITUT 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN 
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN 

Menimbang : 

a. bahwa sekolah? Negeri jang memberikan pendidikan dasar dan 
Perguruan? Tinggi Negeri setiap tahun sangat membutuhkan 
tambahan tenaga pengadjar : 

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam sub a diatas, di- 
anggap perlu untuk mengatur bersama penempatan para Sardjana 
Pendidikan lulusan pelbagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidik- 
an (I.K.L.P.) Negeri sebagai pengadjar pada pelbagai tingkat dan 
djznis sckolah Perguruan Tinggi Negeri : 

Cc. bahwa penempatan para Sardjana pendidikan termaksud dilaku- 
kan dalam rangka pelaksanaan peraturan? tentang wadjib kerdja 
sardjana dan tentang mahasiswa ikatan dinas : 


Mengingat : 

1. Undang? No. 8 tahun 1961 (Lembaga Negara tahun 1961 No. 
207) tentang wadjib-kerdja sardjana » 

2. Undang? No. 21 tahun 1952 (Lembaga Negara tahun 1952 No. 

“.. 98) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Ne- 

. geri Sipil : 

3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 (Lembaga Negara 
tahun 1954 No. 27) tentang ikatan dinas bagi Mahasiswa 

4. ,P.G.P.N.-1961” teniang peraturan gadji pegawai negerj Sipil : 

5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 
124 tahun 1964, tanggal 10 Oktober 1964 tentang pembentukan 
- dan tugas Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas : 

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai, 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


1) 


« Penempatan Sardjana Pendidikan lulusan Institut Keguruan dan 


Ilmu Pendidikan Negeri sebagai berikut : 


“Pasal 1. 


Semua Sardjana Pendidikan lulusan suatu Institut Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Negeri, jang menurut peraturan tentang wadjib 
kerdja sardjana (undang? No. 8 tahun 1961) dan/atau menurut 
peraturan tentang mahasiswa ikatan dinas berkewadjiban untuk 


bekerdja pada Pemerintah selama waktu. jang diteniukan dalum 
masing? peraturan itu, mulai tanggal I bulan berikutnja ia lulus 
(dalam udjian sardjana lengkap oleh Menteri Perguruan Tingg 


dan Ilmu Pengetahuan diangkat sebagai pegawai bulanan pada 
instituu Keguruan dan ilmu Pendidikan Negeri tempat ia me- 


“ nempuh udjian itu. 


(2) 


(3) 


aa 
Pi 


Mulai tanggal termaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka para 

Sardjana pendidikan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan 

Tinggi dan Ilmu Pengetahuan , 

a. diperbaniukan pada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebu- 
dajaan atau , 

b. dipekerdjakan sebagai pembantu pengadjar pada institut Ke- 
guruan dan Ilmu Pendidikan Negeri atas permintaan Rektor 

. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang bersangkutan. 


Perbantuan Sardjana Pendidikan termaksud huruf a) ajat (2), 
pasal ini dilakukan untuk paling lama selama 3 (tiga) bulan. 

Pada achir masa perbantuan termaksud ajat (3) pasal ini, Sar- 
djana Pendidikan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan 


“Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberhentikan dari kedudukannja 


termaksud ajat (1) pasal ini dan mulai tanggal 1 bulan berikuinja 
pemberhentian itu jang bersangkutan oleh Menteri Pendidikan 
Dasar dan Kebudajaan diangkat sebagai pegawai bulanan pada 
suatu sekolah negeri tertentu dalam lingkungan Departemen Pca- 
didikan Dasar dan Kebudajaan dengan tugas sebegai guru-ahli. 


Pasal 2, . 


Untuk memperlantjar penjelesaiannja, maka penetapan surat ke- 


putusan Menteri jang berkenaan dengan pengangkatan sebagai pega- 
wai bulanan termaksud pada (1) dan ajat (4), pasal 1 sia oi 
dilakukan berturut-turut : | 
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a. atas nama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan oleh 
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang bersangkutan, 
atas nama Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan, oleh Ke- 


pala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan 
setempat. 


Pasal 3. 
Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberi- 
an kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa 


penunaian masa wadjib-kerdja termaksud dalam pasal 1 peraturan ini, 


dilakukan berdasarkan peraturan? jang berlaku bagi pegawai Negeri 
Sipil pada umumnja. 


Pasal 4. 


Hal? mengenai pelaksanaan ketentuan? dalam peraturan tentang 
ikatan dinas bagi mahasiswa dan peraturan tentang wadjib-kerdja sar- 
djana terhadap para sardjana pendidikan termaksud dalam peraturan 
ini, ditentukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, 


setelah mendengar pertimbangan? dari Menteri Pendidikan Dasar dam 

Kebudajaan apabila mengenai sardjana pendidikan jang dipekerdjakan 

dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan. 
Pasal 5. | 


ika ini mulai berlaku pada hari Oi elapaann ja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 8 September 1965. 


MENTERI PENDIDIKAN DASAR 
DAN KEBUDAJAAN, 


ttd. 
(NJ. ARTATI MARZUKI SUDIRDJO). 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN 
ILMU PENGETAHUAN, 
ttd. 
(dr. SJARIF THAJEB) 
BRIG. DJEN T.N.I. 
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DEPARTEMEN 
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN 


Keputusan Menteri 
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 
No. 270 tahun 1965 


tentang 


Penempatan Sardjana Lulusan Fakultas? Kedokteran Umum, 
Kedokteran Gigi dan Pharmasi. 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN 
REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang : 


a. bahwa usaha? Pemerintah dalam bidang Perguruan Tinggi, ke- 
sehatan dan obat?an sangat membutuhkan tenaga Sardjana ke- 
luaran Fakultas? Kedokteran, Kedokieran Gigi dan Fakultas 
Pharmasi : 

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam sub a diatas, di- 
anggap perlu untuk mengatur penempatan para Sardjana ikatan 
dinas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi , 

c. bahwa penempatan para Sardjana ikatan dinas Kedokteran, Ke- 
dokteran Gigi dan Pharmasi termaksud dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan peraturan? tentang mahasiswa ikatan dinas : 


Mengingat : 

1. Undang? No. 8 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 
207) tentang wadjib kerdja Sardjana , 

2. Undang? No. 9 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 
131) tentang pokok? kesehatan , 

3. Undang? No. 6 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 
79) tentang tenaga kesehatan , 

4. Undang? No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 
78) tenang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Ne- 
geri sipil : 

8, Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 (Lembaran Negara 
tahun 1954 No. 27) tentang ikatan dinas bagi mahasiswa , 

6. ,P.G.P.N.-1961” tentang peraturan gadji pegawai Negeri Sipil » 
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Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 
124 tahun 1964, tanggal 10 Oktober 1964 tentang pembentukan 
dan tugas Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas , 


Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai. 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


(1) 


(2) 


"3 


(4) 


Peraturan tentang penempatan Sardjana ikatan dinas Kedokteran, 
Kedokteran Gigi dan/Pharmasi lulusan Fakultas? Kedokteran, 
Kedokteran Gigi dan Pharmasi Negeri, segagai berikut : 


Pasal 1. 


Semua Sardjana Kesehatan ikatan dinas lulusan suatu Fakultas 
Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi Negeri, jang menurut 
peraturan tentang mahasiswa ikatan dinas berkewadjiban untuk 
bekerdja pada Pemerintah selama waktu jang ditentukan dalam 
peraturan itu mulai tanggal 1 bulan berikutnja ia lulus dalam 
udjian Sardjana lengkap oleh Menteri Perguruan Tinggi dan II- 
mu Pengetahuan diangkat sebagai pegawai bulanan pada fakultas 
Negeri tempat ia menempuh udjian itu. 

Mulai tanggal termaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka para Sar- 
djana Kesehatan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan Ting- 


“gi dan Ilmu Pengetahuan : 


(a) diperbantukan pada Menteri Kesehatan, atau 
(b) dipekerdjakan sebagai pembantu pengadjar pada Universitas 
atas permintaan Rektor Universitas jang bersangkutan : 
Perbantuan Sardjana Kedcktsran termaksud huruf (a), ajat (2), 
pasal ini, dilakukan untuk paling lama selama 3 (tiga) bulan : 
Pada achir masa perbantuan termaksud ajat (3) pasal ini, Sar- 
djana Kesehatan jang bersangkutan oleh Menteri Perguruan Tinggi 
dan Ilmu Pengetahuan diberhentikan dari kedudukannja termak- 
sud ajat (1) pasal ini, dan mulai tanggal 1 bulan berikutnja pem- 
berhentian itu jang bersangkutan oleh Menteri Kesehatan diang- 
kat sebagai pegawai bulanan pada suatu Djawatan Negeri dalam 
lingkungan Departemen. 


Pasal 2. 


Untuk melantjarkan penjelesaian, maka penetapan surat keputusan 


Menteri jang berkenaan dengan pengangkatan sebagai pegawai bulanan 
termaksud pada ajat (1) pasal 1, peraturan ini dilakukan atas nama 
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, oleh Rektor Univer- 


sitas jang bersangkutan. 
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Lo Pasal 3. 


Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian 
kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa pe- 
nunaian masa wadjib termaksud dalam pasal I peraturan ini, dilakukan 
berdasarkan PeralraD Per uran jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil 
pada umumnja. 


Pasal 4. 


Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Per- 
aturan tentang ikatan Dinas bagi. mahasiswa terhadap para Sardjana 
Kesehatan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Per- 
guruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbang- 
an dari Menteri Kesehatan apabila mengenai Sardjana Kesebatan jang 
dipekerdjakan oleh Departemen Kesehatan. 


Pasal 5. 


Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai 
daja surut sampai tanggal 8 September 1965. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 29 Nopember 1965 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU 
PENGETAHUAN, 


ttd. 
dr. Sjarif Thajeb 
Brig. Djen. T.N.I. 


SALINAN kepada : 


- ? 


OPIAU HN 


Perdana Menteri, 

Semua Wakil Perdana Menteri, 

Semua Menteri Koordinator, 

Semua Menteri: 

Menteri Sekretaris Negara, 

Sekretariat Negara, 

Direktur . Kabinet Presiden, 2 : 

Semua Departemen, | : | 
Kantor Urusan Pegawai, 
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— ———Pe -— —— 


10. 


25. 
20. 


Badan Pemeriksa Keuangan, 


. Pembantu Menteri. Menteri Anggaran Negara, 
. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara, 
. Kantar Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 


Direktorat Perdjalanan, 

Dewan Pertimbangan'Agung,'””. : 5 
Badan Perentjana Pembangunan Nasional, 

Dewan Perwakilan Rakjat Komisi ,,G”, 


. “Lembaga Administrasi Negara, 
. Biro Pusat Statistik, 


Semua Inspektur Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daswati : 


. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri, 


Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri, 


5 , Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri, 


Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, 
Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.LP. 


Para Pembantu Menteri Departemen Kesehatan (50). 


KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk 


diketahui dan dipergunakan seperlunja. 


“IAN 
daa 


' Pagal 3. 


Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian 
kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa pe- 
nunaian masa wadjib termaksud dalam pasal I peraturan ini, dilakukan 


berdasarkan Pan rn jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil 
pada umumnja, 


Pasal 4. 


Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Per- 
aturan tentang ikatan Dinas bagi mahasiswa terhadap para Sardjana 
Kesehatan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Per- 
guruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbang- 
an dari Menteri Kesehatan apabila mengenai Sardjana Kesehatan jang 
dipekerdjakan oleh Departemen Kesehatan. 


Pasal 5. 


Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai 
daja surut sampai tanggal 8 September 1965. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 29 Nopember 1965 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU 
PENGETAHUAN, 


ttd, 
dr. Sjarif Thajeb 
Brig. Djen. T.N.I. 


SALINAN kepada : 


NDPURYN, 


. Perdana Menteri, 

Semua Wakil Perdana Menteri, 
Semua Menteri Koordinator, 
Semua Menteri. 

Menteri Sekretaris Negara, 
Sekretariat Negara, 

Direktur Kabinet Presiden, 
Semua Departemen, 

Kantor Urusan Pegawai, 


- 


2 po 


—w— .—.— cm 
bo bt sia s Penna ant, 
t 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24, 
25. 
26. 


Badan Pemeriksa Keuangan, 

Pembantu Menteri. Menteri Anggaran Negara, 

Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara, 

Kantar Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 
Direktorat Perdjalanan, 

Dewan Pertimbangan'Agung, ”—— .. : vi 
Badan Perentjana Pembangunan Nasional, 

Dewan Perwakilan Rakjat Komisi ,,G”, 

Lembaga Administrasi Negara, 

Biro Pusat Statistik, 

Semua Inspektur Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daswati L 
Semua Rektor Universitas/Institut Negeri, 

Semua Dekan Fakultas Universitas/Iastitut Negeri, 

Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri, 

Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, 

Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.LP. 


Para Pembantu Menteri Departemen Kesehatan (50). 


KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk 


diketahui dan dipergunakan seperlunja. 


' Pasal 3. 


Pengangkatan sebagai pegawai bulanan, demikian pula pemberian 
kedudukan selandjutnja dan pemberian penghasilan selama masa pe- 
nunaian masa wadjib termaksud dalam pasal I peraturan ini, dilakukan 


berdasarkan Sela Sa jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil 
pada umumnja. 


Pasal 4. 


Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Per- 
aturan tentang ikatan Dinas bagi. mahasiswa terhadap para Sardjana 
Kesehatan termaksud dalam peraturan ini, ditentukan oleh Menteri Per- 
guruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, setelah mendengar pertimbang- 
an dari Menteri Kesehatan apabila mengenai Sardjana Kesehatan jang 
dipekerdjakan oleh Departemen Kesehatan. 


Pasal S5. 


Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai 
daja surut sampai tanggal 8 September 1965. 


' 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 29 Nopember 1965 


MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU 
PENGETAHUAN, 


ttd. 
dr. Sjarif Thajeb 
Brig. Djen. T.N.I. 


SALINAN kepada : 


- 


Perdana Menteri, 

Semua Wakil Perdana Menteri, 
Semua Menteri Koordinator, 
Semua Menteri. 

Menteri Sekretaris Negara, 
Sekretariat Negara, 

Direktur Kabinet Presiden, 
Semua Departemen, 

Kantor Urusan Pegawai, 


- 


ND YAN 


op 


1 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


Badan Pemeriksa Keuangan, 

Pembantu Menteri. Menteri Anggaran Negara, 

Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara, 

Kantar Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 

Direktorat Perdjalanan, | 
Dewan Pertimbangan'Agung, - 5 
Badan Perentjana Pembangunan Nasional, 

Dewan Perwakilan Rakjat Komisi ,,6”, 

Lembaga Administrasi Negara, 

Biro Pusat Statistik, 
Semua Inspektur Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Daswati I: 
Semua Rektor Universitas/Institut Negeri, 

Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri, 

Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri, 

Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, 

Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.ELP. 

Para Pembantu Menteri Departemen Kesehatan (50). 


KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang berkepentingan untuk 


diketahui dan dipergunakan seperlunja. 


DIREKTORAT DJENDERAL PERGURUAN TINGGI 


(1091/SEK/P.U.).- 


Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi 
No. 5 tahun 1957 


tentang 


Pemeberian bantuan uang perdjalanan bagi mahasiswa ikatan 
dinas jang telah menjelesaikan peladjarannja dan bantuan uang per- 
djalanan bagi Sardjana jang untuk pertama kalinja diangkat sebagai 
pegawai Negeri. 


DIREKTUR DJENDERAL PERGURUAN TINGGI 


Menimbang : 
Bahwa berhubung dengan kenaikan harga-harga, chususnja tarif- 
tarif pengangkutan dianggap perlu untuk mengubah surat kepu- 
tusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 260 
tahun 1965, tanggal 20 Nopember 1965 satu dan lainnja dalam 
batas kemungkinan keuangan Negara jang dapat disediakan untuk 
pelaksanaan pemberian bantuan itu 


Mengingat : 

1. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1954 serta Keputusan-kepu- 
tusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tentang 
mahasiswa Ikatan Dinas : 

2. Undang-undang No. 8 tahun 1961 tentang wadjib kerdja Sardjana: 

3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 
No. 124 tahun 1964, tanggal 20 Nopember 1964 tentang pem- 
bentukan Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan Dinas : 


MEMUTUSKAN: 


Dengan mentjabut Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan 
llmu Pengetahuan No. 260/1965, tanggal 20 Nopember 1965, 


Menetapkan : 
Pertama : 


Kepada mahasiswa atau Sardjana Ikatan Dinas jang mengachiri 
peladjarannja pada suatu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia 
atau pada suatu Perguruan Tinggi diluar Negeri, jang akan 


23K we 


pulang ketempat asal diberikan bantuan dalam ongkos perdjalan- 
an, penginapan dan penghidupan menurut ketentuan-ketentuan 
jang berikut : 

Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas di Dalam Negeri : 


Bantuan sebagai pengganti ongkos perdjalanan seorang dan 

penggantian ongkos pengangkutan untuk sebanjak-banjaknja : 

1 M3 atau 500 kg bagasi termasuk 1 kendaraan pribadi beroda 

dua, dengan kereta api dan atau dengan kapal laut kelas dua dari 

tempat beladjar ketempat asal : 

Bantuan ongkos penginapan atau makan sebesar Rp. 200,— (dua 

ratus rupiah) untuk perdjalanan jang memerlukan penginapan 

dengan ketentuan bahwa bantuan ini diberikan untuk paling lama 

selama 7 (tudiuh) hari : 

Bantuan ongkos makan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) 

untuk perdjalanan jang tidak memerlukan penginapan : 

Bantuan ongkos pengangkutan setempat : 

a. ditempat berangkat dan tempat asal sebesar Rp. 100,— 
(seratus rupiah) : 

b. ditempat menginap Rp. 100,— (seratus rupiah) : 


Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas di Luar Negeri : 


“Bantuan ongkos pengangkutan dari pelabuhan ketemvat pengi- 


napan sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) : 

Bantuan ongkos penginapan dan makan sebesar Rp. 200,— (dua 

ratus rupiah) sehari dengan ketentuan bantuan ini diberikan 

untuk paling lama selama 7 (tudjuh) hari : | 

Bantuan ongkos pengangkutan untuk menjelenggarakan hal-hal 

jang berhubungan dengan Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi 

Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) sehari, untuk paling lama 

selama 6 (enam) hari : 

Bantuan dalam ongkos pengangkutan setempat : 

a. ditempat berangkat dan ditempat asal sebesar Rp. 100,— 
(seratus rupiah) : 

b. ditempat menginap Rp. 100,— (seratus rupiah) : 


dua: 


Kepada anggota dan pembantu Panitera Lembaga Penempatan 
Tenaga Ikatan Dinas jang bertugas mengurus kedatangan Maha- 
siswa Ikatan Dinas Luar Negeri diberikan honorarium sebesar 
Rp. 200,— (dua ratus rupiah) untuk sehari bertugas dipelabuhan: 
Kepada Pegawai Sekretaris Lembaga Penempatan Tenaga Ikatan 
Dinas dari Luar Negeri diberi uang sebesar Rp. 100,— (seratus 
rupiah) untuk sehari bertugas dipelabuhans 2 | 
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Keriga : TN | aan RASA aan 5 
Kepada Sardjana jang untuk pertama kali diangkat sebagai pe- 
gawai Negeri didaerah-daerah diberi bantuan biaja perdjalanan, 
penginapan dan penghidupan menurut ketentuan sebagai berikut : 
Bantuan sebagai penggantian ongkos perdjalanan untuk diri- 
8) nja sendiri ditambah dengan keluarganja jang sjah (istri dan 
anak) dan penggantian ongkos pengangkutan sebanjak- 
banjaknja : 
1 M3 atau 500 Kg begasi termasuk satu kendaraan pribadi 
beroda dua dengan kereta api atau kapal laut kelas dua dari 
tempat asal ketempat pekerdjaan , 
2. Bantuan ongkos penginapan dan makan setelah tiba ditempat 
sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) sehari dengan kc- 
'tentuan bahwa bantuan in? diberikan untuk paling lama 
14 hari: : 


Keempat : | — 
Pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Lembaga Penempatan 
Tenaga Ikatan Dinas : | Tn | 

Kelima : : | | 0 

'— Pengeluaran-pengeluaran jang diakibatkan oleh keputusan ini di- 
bebankan kepada m.a. 14.3.1.273. tahun 1967 (pengeluaran 

untuk biaja penjelenggaraan penempatan tenaga-tenaga Sardjana) 
dan. untuk tahun-tahun selandjutnja pada mata anggaran jang 
selaras dengan itu : . | 


Keenam : | 
Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan dan mempunjai daja 
surut sampai tanggal 1 Nopember 1966. 


. | Ditetapkan di Djakarta 
| Pada tanggal 18 Pebruari 1967 
— DIREKTUR DJENDERAL PERGURUAN TINGGI 
ttd. -n 


| (MASHURI). 
SALINAN kepada : 


1. Ketua Presidium Kabinet Ampera 
:2. Para Menteri Utama 
3. Para Menteri 
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4. 


Sekretariat Negara 

Semua Departemen 

Kantor Urusan Pegawai 

Badan Pemeriksa Keuangan 

Direktorat Perbendaharaan dan Kas Nesara - 
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di PrAkara: 
Dewan Perwakilan Rakjat Komisi ,,G” .. 


. Biro Pusat Statistik 


Semua Rektor Universitas/Institut Negeri: 


. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri 

. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri ' 

. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta | 

5 Semua Biro/Bagian dilingkungan Direktorat Dadar P.T. 


KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada jang SENAR, untuk 


diketahui dan dipergunakan seperlunja. 
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KANTOR URUSAN PEGAWAI 
KRAMAT 132 
DJAKARTA 
Nomor : A. 76-1-3/Aw.3-3656 : pg | 
Lampiran : DJAKARTA, 10 MARET 1966. 
Perihal : Pelaksanaan: K ep aa 
si aa Gan Kanal Pem” | Semua Pembesar jang berhak me- 
(P.P. No. 15/1951) dan |) WBangkat dan memberhentikan 
b. pasal 5, ajat (2), Un- peg : | 
| dang? No. 20/1952, ten- 2. Semua Departemen (10): 
tang pemberian pensiun Badan Pemeriksa Keuangan , 
jang menerima uang 4. . Sekretariat Negara :. 
tunggu dan mentjapai 5 Sekretariat DPR.-GR : 
UNA 20 han tecan Sekretariat MPRS. : 


berlakunja Undang? Po- 

kok Kepegawaian (Un- Sekretariat DPA. : 

dang? No. 18 tahun Sekretariat Bappenas. 

1961). 

1. Berkenaan dengan pertanjaan? tentang hal-hal tersebut di- 
atas jang diadjukan kepada Kantor ini, bersama ini dipermaklumkan 
dengan hormat bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 
1951, kepada pegawai Negeri tetap jang diberhentikan dengan hormat 
dari pekerdjaannja tidak atas kemauan sendiri, jaitu karena : 

a. perubahan susunan kantor, atau penghapusan kantor atau per- 
ubahan djumlah pegawai, sehingga tenaganja untuk sementara 
waktu tidak diperlukan : 

b. tidak tjakap, akan tetapi masih pula memenuhi sjarat-sjarat untuk 
sesuatu djabatan Negeri lain : 

c. sakit, 

sambil menunggu penempatannja kembali dalam suatu djabatan Ne- 

geri, dapat diberikan uang tunggu selama paling lama 1 (satu) tahun, 

dan waktu ini dapat diperpandjang tiap-tiap kali dengan satu tahun 
hingga masa uang tunggu seluruhnja tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 

2. Selama masa uang tunggu tersebut maka pegawai Negeri 
jang bersangkutan, jang hanja diberhentikan untuk sementara waktu 
dari pekerdjaannja, masih berkedudukan sebagai pegawai Negeri. Lain 
halnja dengan pegawai Negeri sementara jang pada waktu itu belum 
berhak akan pensiun sendiri, pensiun-djanda dan/atau tundjangan 
anak jatim/piatunja, maka pemberhentian seorang pegawai Negeri 
sementara dari pekerdjaannja/djabatannja pada waktu itu berarti pu- 
tusannja hubungan-kerdja dengan Pemerintah dan berachirnja ke- 
dudukannja sebagai pegawai Negeri Sementara. 


SEA Ona 
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Karena itu, maki kepada pegawai Negeri sementara jang diber- 
hentikan dengan hormat dari djabatannja karena alasan? tersebut ka- 
limat pertama diatas ini, tidak diberikan uang-tunggu, melainkan di- 
berikan uang lepas pada pengachiran hubungan kerdja dengan Peme- 
rintah itu (periksalah pasal 16, Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 
1951). 

3, Kedudukan pegawai Negeri sementara seperti diuraikan dalam 
kalimat 2 diatas ini, berubah setelah dengan U.U. No. 20 tahun 1952 
(Undang-undang pensiun) dan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 
tahun 1960 kepada pegawai Negeri sementara diberikan pula hak 
untuk berturut-turut menerima pensiun sendiri dan pensiun djanda 
serta tundjangan anak-jatim-piatu, seperti halnja dengan pegawai Ne- 
geri tetap. 

4. Karena dengan pemberian hak pensiun sendiri dan hak akan 
pensiun-djanda serta tundjangan anak jatim-piatu kepada pegawai 
Negeri sementara perbedaan jang prinsipil antara kedudukan pegawai 
Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara telah dihilangkan, maka 
tidak terdapat alasan lagi untuk mengetjualikan pegawai Negeri se- 
mentara dari pelaksanaan ketentuan? teniang pemberian uang tunggu 
menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 dan tentang pem- 
berian pensiun kepada pegawai jang diberhentikan dari djabatannja 
karema kelebihan dan hingga ia mentjapai usia 50 tahun belum dapat 
ditempatkan kembali menurut pasal 5 ajat (2) Undang-undang Pen- 
siun. 
5. Adapun pelaksanaan peraturan tentang pemberian uang-tung- 
gu dan pensiun tersebut kalimat 4 diatas ini terhadap pegawai Negeri 
sementara dapat dilakukan terhitung mulai tanggal 21 Djuli 1961 ber- 
dasarkan ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang Pokok Kepegawai- 
an (Undang? No. 18 tahun 1961), jang berlaku mulai tanggal tersebut. 

Perlu ditjatat, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
Pokok Kepegawaian tidak lagi menentukan adanja golongan? pegawai 
Negeri sementara dan pegawai Negeri tetap, melainkan menghendaki 
adanja 1 (satu) status pegawai sadja (periksalah pendjelasan pasal 6 
Undang? tersebut). 

6. Achirnja dipermaklumkan, bahwa penggunaan istilah ,,pe- 
gawai Negeri sementara” dan ,,pegawai Negeri tetap” sementara ini 
masih diperlukan hingga peraturan baru tentang pengangkatan pegawai 
Negeri jang didasarkan atau Undang-undang Pokok Kepagawaian dan 
yang kini telah selesai direntjanakan, mendapat penetapan oleh Pe- 
merintah. 


Pd. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI. 
ttd 
(SOEDIRDJO, 
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BAB 1 


PERTAHANAN 


MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA 


KETETAPAN 


MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA NO. : XXIV/MPRS/1966 


tentang 


Kebidjaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan 


DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA 
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 
REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 


a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 
setjara murni dan konsekwen, perlu menindjau kembali Ketetap- 
an M.P.R.S. chususnja dibidang Pertahanan/Keamanan , 

b. Bahwa untuk mentjegah terulangnja kembali kelengahan terhadap 
Revolusi dan untuk meningkaikan Revolusi dalam kebidjaksanaan 
pertahanan/keamanan dianggap perlu segera adanja Undang- 
undang Pokok Pertahanan/Keamanan. 


Mengirgat : 


1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30, 

2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 , 
3.  Resolus: M.P.R.S. No. I/MPRS/1963: 
4. Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966. 


Mendengar : 


Permusjawaratan dalam rapat-rapat M.P.R.S. dari tanggal 
20 Djuni sampai dengan tanggal 5 Djuli 1966. 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


KETETAPAN TENTANG KEBIDJAKSANAAN DALAM BIDANG 
PERTAHANAN/KEAMANAN. 


Pasal 1. 


Demi pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan 
konsekwen, perlu diadakan penindjauan kembali semua Ketetapan/ 
Keputusan dan Resolusi M.P.R.S. jang menjangkut Bidang Pertahanan 
dan Keamanan. 


Pasal 2. 


Pelaksanaan pasal tersebut diatas diserahkan kepada kebidjak- 
sanaan Pimpinan M.P.R.S. 


Pasal 3. 


Dalam kebidjaksanaan dibidang Pertahanan/Keamanan diambil 
sebagai dasar pertimbangan : 


(0) Keterangan Waperdam/Hankam didepan D.P.R.G.R. tertanggal 
4 Mei 1966 dan tanggal 24 Mei 1966, jang antara lain menegas- 
kan kedudukan A.B.R.I. sebagai alat Revolusi dan alat Negara. 

(2) Demi untuk memelhara keutuhan dan kesatuan serta efisiensi 
dan efektivitas, maka pelaksanaan tugas (mission) pertahanan/ 
keamanan jang meliputi 4 marta (dimensi) : 

(a) Pertahanan Darat Nasional (Wilajah) : 

(b) Pertahanan Maritim Nasional : 

(c) Pertahanan Udara Nas onal: 

(d) Keamanan dan Ketertiban Masjarakat. 

perlu dilaksanakan setjara gabungan, antara keempat Angkatan 

Bersendjata dengan kesatuan Organisasi Rakjat dibidang jang 

bersangkutan. 

(3) Fungsi-fungsi lain, antara lain jang berupa Tjadangan Strategi 
Nasional, Logistik Militer Nasional dan Intelidjen Strategis, 
djuga disusun setjara gabungan, 

(4) Dengan demikian maka perlu perumusan Doktrin Pertahanan/ 
Keamanan serta doktrin-doktrin perintjian menurut marta dan 
dan fungsi-fungsi tersebut diatas jang semuanja harus bersumber 
pada falsafah Pantja-Sila. 

(S5) Sarana-sarana jang dipergunakan adalah : 

(a) Sistim persendjataan fisik/tehnologis jang berintikan A.B.- 
R.I. (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara — 
Angkatan Kepolisian) dan jang dipergunakan atas dasar 
flexible response jang efektif. 

(b) Sistim persendjataan sosial/politik jang mendjamin wadah 
dan memberikan dukungan kepada segala usaha Pertahan- 
an/ Keamanan. 

(6) Seluruh Rakjat atas dasar kewadjiban, dan kehormatan, sesuai 
kemampuan-kemampuan individuilnja, harus dirkutsertakan 
dalam segala usaha Pertahanan/Keamanan disamping dan ber- 


7) 


(8) 


(9) 


sama A.B.R.I. sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Dasar 
1945. 

Kekarjaan Anggota A.B.R.I. sebagai warga negara dan insan 
Revolusi Pantja-Sila untuk mengabdikan dirinja dalam segala 
bidang Pembinaan AMPERA dan ketahanan Revolusi harus 
diakui dan didjamin kelangsungannja, dengan mempertimbang- 
kan keharusan terpeliharanja keserasian dan team-work dalam 
lingkungan penugasan jang bersangkutan. 

Pembinaan potensi-potensi Revolusi Indonesia dilaksanakan se- 
tjara diintegrasikan sepenuhnja dengan pembinaan AMPERA 
dan ketahanan Revolusi setjara keseluruhan. 

Faktor manusia harus selalu diutamakan dan pembinaan men- 
tal/spirituil/Agama dengan setjara intensif atas dasar falsafah 
Pantja-Sila dan kesedjahteraan materiil harus selalu mendapat 
perhatian. 


(10) Harus terdjamin adanja koordinasi efektif dan terus-menerus 


atas semua sarana dalam usaha prevensi (pentjegahan), deteksi 
dan tindakan atas setiap djenis subversi sebagai salah satu tjara 
musuh untuk memaksakan kemauannja kepada kita, baik di- 
waktu damai maupun diwaktu perang. 


Pasal 4. 


"—5. 
Pelaksanaan pasal 3 diatas ditugaskan kepada Pemerintah dan 


D.P.R.-G.R. agar dalam waktu jang sesingkat-singkatnja membuat 
Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan. 


Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal : 5 Djuli 1966 


H 
| 


MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA 


REPUBLIK INDONESIA 
Ketua, 
ttd. 
(Dr. A.H. NASUTION) 
— DJENDERAL TNI. 


Wakil Ketua, Wakil Ketua, 
ttd. ttd. 
(Osa Maliki) (H.M. Subchan Z.E.) 
Wakil Ketua, Wakil Ketua, 
ttd. ttd. 
(H. Siregar) Mashudi 


Brig. Djen. TNI. 


STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 
INSTRUKSI 
No.: INS/B/114/1967 
tentang 


REALISASI PROGRAM KERDJA HASIL 
MUSJAWARAH KOMANDO HANKAM 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN, 


Memperhatikan : 
Keputusan? MEN UTAMA HANKAM dalam Musjawarah Ko- 
mando pada tanggal 19 Djuni 1967 : 


Menimbang : 
bahwa diperlukan landasan? formil bagi Staf HANKAM, Angkat- 
an-Angkatan, Dopved dan KIN untuk penjusunan perentjanaan 
dan persiapan? usaha? setjara joint-planning dan joint-preparation, 
maka dianggap perlu untuk segera dikeluarkan suatu instruksi 
kepada jang bersangkutan sebagai follow-up realisasi Program 
Kerdja Hasil Musjawarah Komando pada tanggal 19 Djuni 1967: 


Mengingat: 

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 Tahun 1966 tentang Pemben- 
tukan Kabinet Ampera , 

2. Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perdjuangan ABRI ,,CATUR 
DHARMA EKA KARMA 

3. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. KEP/A/1/1966 
jo dengan segala perobahan?nja tentang Pokok? Organisasi dan 
Prosedur Bidang Hankam , 


MENG-INSTRUKSI-KAN : 


Kepada : 
1. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT. 

2. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN LAUT. 

3. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA. 

4.  MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN. 
5. MENTERI VETERAN & DEMOBILISASI. 

6. KEPALA STAF PERTAHANAN-KEAMANAN. 


Untuk : 


Melaksamakan realisasi Rentjana Kerdja Hasil Musjawarah Ko- 
mando tanggal 19 Djuni 1967, naa memperhatikan dan me- 
ng:indahkan ketentuan? sebagai beriku 

I. Pengembangan kekompakan ABRI ali modal Perdjuangan 
Rakjat Indonesia. 


a. Maksud. 


Mewudjudkan/dimaterialisasikan dengan satu blueprint dan 
dengan berlandaskan : Doktrin, Konsepsi? dan Strategi Dasar jang 
telah disiapkan jang bersumber pada Pantjasila, UUD-'45 dan 
Haluan Negara (Ketetapan MPRS tahun 1966/1967, Dwi Dharma 
& Tjatur Karya Kabinet Ampera dan Pokok? Kebidjaksanaan 
setelah Sidang Istimewa MPRS berikut rentjana pembangunan 
selandjutnja). 


b. Tudjuan. 
Dalam mentjapai dengan pengembangan kekompakan ABRI ialah: 


(1) Mendjamin kelandjutan hidup (survival) ABRI baik sebagai 
tenaga militer (HANKAM) maupun kekuatan Sospol. 

(2) Mendjamin integrasi ABRI intern dan extern dengan rakjat 
Indonesia. 

(3) Dengan survival dan integrasi itu ABRI harus mampu 
mengabdi kepada dan menjelamatkan rakjat, bangsa, masja- 
rakat, negara dan perdjuangan. 


c. Usaha. 


Dalam pelaksanaan Pengembangan kekompakan ABRI dengan 
usaha? sbb. : 


(4) Pengembangan doktrin?. 

Pengembangan doktrin? sebagai unifikasi mental-ideologis. 
(2) Peng-organisasian. 

Peng-organisasian, jakni : 


(a) Proses kegiatan. 

1.1. Strategi pengamanan revolusi '45 semasa Kabinet 
Ampera. 

1.2. Strategi penjusunan pantjangan kaki Panjjasila- 
UUD '45 untuk pembinaan orde-baru. 

1.3. Dengan suatu rapat kerdja susun rentjana pem- 
bangunan Hankamnas dalam rangka pembangun- 
an bangsa dan negara. 


“4 


(b) Struktur organisasi. : 
Untuk pengendalian usaha? diatas harus didasarkan 
Pantjasila dan UUD '45 setjara murni dan konsekwea 
dan sesuai TAP X, XIV dan XXIV MPRS tahun 1966/ 
1967, sehingga tertjapai struktur organisasi dalam ketc- 
ranegaraan orde-baru. 

1.1. Tudjuan ialah struktur organisasi Hankam pada 
tingkatan nasional dan negara : 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

aa. Presiden sebagai pemegang kekuasaan terting- 
gi dengan dibantu oleh sebuah lembaga ne- 
gara Depertan atau Dewan Hankamnas . 

e.b. Menteri Hankamnas/Panglima ABRI jang me- 
mimpin Departemen Hankamnas, jang ter- 
diri atas Staf Hankamnas dan ,,agencies” 
departemental lainnja, Komando? Utama pem- 
binaan dan pelaksanaan dilapangan. 

a.c. Markas Besar Angkatan, jang terdiri atas 
Panglima Angkatan, Staf Umum dan Staf 
Chusus Angkatan, berikut Komando? Utama. 
Chusus tentang AKRI berlaku ketentuan? 
seperti jang ditjeramahkan oleh Menutama 
Hankam di Seskoak. 


12 Pembinaan dan pengembangan struktur organisasi 
sekarang kearah jang ditudju untuk Staf Hankam 


dan Departemen? Angkatan, sehingga terdjamin ke- 
satuan usaha dan kesatuan komando dan hilang 
duplikasi dan doublures, sebagai warisan masa 
lampau. | 
(c) Hal? lain mengenai organisasi, seperti Kostranas, Ko- 
hanudnas, sesuai dengan laporan dan saran Staf Han- 
kam. 


(d) Pembubaran Koti dipetjahkan chusus mengenai integrasi 
tugas & fungsi Hankam dari Koti kepada Staf Hankam 
harus sudah selesai achir Djuli 1967. 


(3) Perundang-undangan. 


Perundang-undangan Hankamnas harus tumbuh menurut ke- 
butuhan objektif, bukan keinginan subjektif, mengatur azas: 
jang relatif kekal dan diarahkan kepada pengembangan ke- 
arah-masadepan. Maka RUU Pokok Hankamnas, jang sedang 


OT... 


dipersiapkan, harus tidak sadja berdasarkan sendi? Pantja- 
sila, UUD '45, Ketetapan? MPRS No. II/MPRS/1960, No. 
XXIV/MPRS/1966, djuga berdasarkan Ketetapan No. X 
dan XIV MPRS tahun 1966. 

Oleh karena itu Bab III tentang Organisasi Hankamnas di- 
dalam RUU harus diperbaiki menurut ketentuan? pengor- 


ganisasian diatas. 
(4) Pendidikan. 

(3) SESKO ABRI. 

Setudju SESKO ABRI sebagai tudjuan, dan LEMDIK- 
SKOGAB sebagai sasaram-antara. Tentukan oleh Pani- 
tya Adhoc kebidjaksanaan dan rentjana dengan time 
budget 3 a 4 tahun. 

(bp) AKABRI dan WALA WAMIL Perguruan Tinggi. 
Pelaksanaan rentjana disesuaikan kemampuan riil-ob- 
jektif, sesuai perkembangan keadaan. 

Diminta, agar para Panglima memperhatikan pelaksana- 
an AKABRI dan WALA/WAMIL Perguruan Tinggi 
itu. 


(5) Administrasi. 


Force-planning. Sesuai dengan laporan Kas Hankam, Soal? 
follow-up force-planning, kekuatan militer, kekuatan pegawai 
sipil, pengiriman tenaga keluar negeri berdasarkan bantuan 
teknik militer, tanda? djasa, kesedjahteraan, directives tentang 
pembuatan Anggaran Belandja tahun 1968 (personil & mate- 
r:il dan kegiatan?) diremjanakan sesuai dengan laporan Kas 
Hankam. 


d. Ippoleksos. 
Hal? jang dilaporkan oleh Kas Hankam dan Dirinstra, diselesaikan 
didalam rangka pembinaan ordebaru dengan strategi dasarnja ten- 
tang penjusunan pentjangan kaki Pantjasila-UUD '45 untuk pem- 
binaan ordebaru, terutama ordening masjarakat dan negara dengan 
Ima tertib : politik, sosial, ekonomi, hukum dan Hankam. 


II. Waktu PEMILU, setelah adanja ketentuan waktu penjelenggara- 
annja, akan disampaikan pemberitahuannja kepada Para Men/ 
Panglima Angkatan dan Menved teniang waktunja. 


ITI. Estimate Inteledjen supaja disampaikan pula kepada Para Men/ 
Panglima Angkatan dan Menteri Veteran & Demobilisasi. 


IV. PENUTUP. 
Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan. 


SALINAN Instruksi ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksana- 
kan pula kepada : 


1. KAS KOTI. 
2. KETUA BAKIN. 


SELESAI. 


Dikeluarkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 27-6-1967 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI. 
KEPADA : 
Jang berkepentingan. 
TEMBUSAN : 


1. Para DEKAS HANKAM. 
2. Para DIR/KA/DAN//SESU HANKAM. 
3. Arsip. 


1A 


STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
| No. : KEP/B/74/1967 


tentang | 
PENGESJAHAN RENTJANA-KERDJA 


REALISASI PENJEMPURNAAN SISTIM WALA MAHASISWA 


DAN PAWAMIL ABRI UNTUK TAHUN 1967/ 1908. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


Menimbang : 


Bahwa untuk dapat merealisir Program penjempurnaan sistim 
Wala dan Wamil bagi Mahasiswa dengan berhasil guna serta 
sesuai dengan skema waktu jang telah digariskan, dianggap perlu 
adanja suatu ,,Rentjana-kerdja” jang djelas guna didjadikan 
pedoman bagi para Pendjabat jang bersangkutan dalam rangka 
pelaksanaan program diatas. 


Mengingat : 


1. 


Surat-Keputusan Menutama Bidang Hankam No. : KEP/B/ 
32/1967 tanggal 14-2-1967 tentang Pengesjahan naskah 
rentjana realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan 
Wamil bagi Mahasiswa. 

Surat-Perintah Menutama Bidang Hankam No.: PRIN/B/ 
50/1967 tanggal 25-3-1967 tentang Perintah-Pelaksanaan 
realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil 
bagi Mahasiswa. 

Hasil rapat antara Menutama Bidang Hankam, Kas Hankam 
dan De Stra Kas Hankam pada tanggal 28-3-1967, jang 
antara lain memberikan persetudjuan untuk segera melak- 
sanakan program Wala dan Wamil bagi Mahasiswa, berdasar- 
kan ,,Rentjana-kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala 
Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968”. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


1. 


Mengesjahkan 


Rentjana kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala Maha- 
siswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968”, jang 


.. 


IV. PENUTUP. 
Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan. 


SALINAN Instruksi ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksana- 
kan pula kepada : 


1. KAS KOTI. 
2. KETUA BAKIN. 


SELESAI. 


Dikeluarkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 27-6-1967 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI. 
KEPADA : 
Jang berkepentingan. 
TEMBUSAN : 


1. Para DEKAS HANKAM. 
2. Para DIR/KA/DAN//SESU HANKAM. 
3. Arsip. 


.. 


STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
No. : KEP/B/74/1967 


tentang 


PENGESJAHAN RENTJANA-KERDJA 
REALISASI PENJEMPURNAAN SISTIM WALA MAHASISWA 
DAN PAWAMIL ABRI UNTUK TAHUN 1967/ 1968. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


Menimbang : 


Bahwa untuk dapat merealisir Program penjempurnaan sistim 
Wala dan Wamil bagi Mahasiswa dengan berhasil guna serta 
sesuai dengan skema waktu jang telah digariskan, dianggap perlu 
adanja suatu ,,Rentjana-kerdja” jang djelas guna didjadikan 
pedoman bagi para Pendjabat jang bersangkutan dalam rangka 
pelaksanaan program diatas. 


Mengingat : 


1. Surat-Keputusan Menutama Bidang Hankam No. : KEP/B/ 
32/1967 tanggal 14-2-1967 tentang Pengesjahan naskah 
rentjana realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan 
Wamil bagi Mahasiswa. 

2  Surat-Perintah Menutama Bidang Hankam No. : PRIN/B/ 
50/1967 tanggal 25-3-1967 tentang Perintah-Pelaksanaan 
realisasi program penjempurnaan sistim Wala dan Wamil 
bagi Mahasiswa. 

3. Hasil rapat antara Menutama Bidang Hankam, Kas Hankam 
dan De Stra Kas Hankam pada tanggal 28-3-1967, jang 
antara lain memberikan persetudjuan untuk segera melak- 
sanakan program Wala dan Wamil bagi Mahasiswa, berdasar- 
kan ,,Rentjana-kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala 
Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968”. 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
1. Mengesjahkan 


,Rentjana kerdja realisasi penjempurnaan sistim Wala Maha- 
siswa dan Pa Wamil ABRI untuk tahun 1967/1968”, jang 


disempurnakan melalui Rapat-kerdja antar Departemen pada 
tanggal 14 s/d 16 Maret 1967. 

2. Menetapkan Rent ana-kerdja beserta lampiran-lampirannja 
tersebut diatas, untuk didjadikan pedoman bagi para Pen- 
djabat jang bersargkutan dalam merealisir Program penjem- 
purnaan sistmm Wala Mahasiswa dan Pa Wamil ABRI, 
chususnja untuk tahun 1967/1968, sebagai pelengkap dari 
Buku ,,Naskah rentjana realisasi program penjempurnaan 
sistim Wala dan Wamil bagi Mahasswa”, jang disjahkan 
Menutama Bidang Hankam dengan Surat-Keputusan No. : 
KEP/B/32/1967 tanggal 14-2-1967. 

3. Surat-Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28-3-1967. 


SALINAN Surat-Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : 


1. MEN/PANGAD. 

2. MEN/PANGAL. 

3. MEN/PANGAU. 

4. MEN/PANGAK. 

5. DIRDJEN PERTI. 

6. DIRDJEN PEMUDA DAN PRAMUKA. 

7. KETUA G-4 KOTI. 

8. KETUA G-7 KOTI. 

9. DEMUM ran DECHUS KAS HANKAM. 
10. DAN DJEN AKABRI. 

ll. Para DAN/DIR KOPLAT ke-4 ANGKATAN. 
12. Para DIR/KA/DAN STAF HANKAM. 

13. KAPUS HANSIP. 

14. Para PA PROJEK DIK PATJAD ABRI. 
15. PAKOR PILOT-PROJEK WALAWA. 

16. Para REKTOR PILOT-PROJEK WALAWA. 
17. ARSIP. 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal: 4 April 1967 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
u.b. 
KEPALA STAF HANKAM 


M.M. RACHMAT KARTAKUSUMA 
MAJOR DJENDERAL T.N.I. 


STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 
SURAT-KEPUTUSAN 


No. : KEP/A/135/1967. 
tentang 


PEMBENTUKAN KOMANDO STRATEGIS NASIONAL 
(KOSTRANAS) 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


Menimbang : 


1. Bahwa selaras dengan perkembangan terhadap Pertahanan dan 
Keamanan Wilaiah Republik Indonesia dan melihat pengalaman? 
Operasi Militer jang pernah dilaksanakan oleh ABRI pada waktu? 
jang lampau, perlu lebih mempertinggi kewaspadaan dan kesiap- 
siagaan segala unsur potensi strategis jang ada : 

2. Selaras dengan apa jang tersebut dalam ad (1) diatas, perlu di- 
ambil langkah? kearah penjatuan Komando dari unsur? strategis. 

3. Bahwa berhubung dengan hal? jang tersebut diatas, perlu di- 
bentuk Komando Strategis Nasional. 


Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 th. 1966. 

2. Ketetapan MPRS No. 24/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966. 

3. Doktrin Catur Dharma Eka Karma Hankam. 

4. Surat Edaran Menteri Utama Hankam tanggal 3 Pebruari 1967 
mengenai pengamanan Revolusi semasa Kabinet Ampera 
(Bab.3.). 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : 

Pertama : 


Membentuk suatu Komando Utama jang bersifat Gabungan dan 
untuk selandjutnja disebut ,,Komando Strategis Nasional” dan 
disingkat ,,KOSTRANAS". 
Kedua: | 
—.. Tugas Pokok KOSTRANAS adalah : 
Dalam rangka kebidjaksanaan pertahanan dan keamanan Nasi- 
onal jang digariskan oleh Menteri Utama Hankam Komando 
Strategis Nasional harus dapat mengadakan penilaian, perentjana- 
an, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan? militer 
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untuk menggagalkan usaha? dar rerttjana agresi. musuh diluar 
maupun didalam wilajah Republik Indonesia. 
Ketiga : 

Fungsi Utama KOSTRANAS : 

Guna pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Komando Strategis 

Nasional menjelenggarakan fungsi? utama sebagai berikut : 

(1) Memperkirakan matjam, tjara?, waktu, tempat, kekuatan 
daripada antjaman/bahaja dari fihak jang mungkin akan 
mendjadi musuh (potential enemies) sesuai petundjuk? 
Menteri Utama Hankam. 

(2) Memperhitungkan dan mengembangkan kemampuan? dan 
kekuatan? strategis Nasional untuk menanggulangi antjam- 
an/bahaja tersebut diatas. 

(3) Merentjanakan dan mempersiapkan operasi? militer (fistek- 
sospol) terhadap fihak jang akan mendjadi musuh dalam 
bentuk pola? operasi jang dapat digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan. 

(4) Pada saat antjaman/bahaja mendjadi suatu kenjataan, maka 
Komando Strategis Nasional harus dapat melaksanakan dan 
mengendalikan operasi? militer jang telah dipersiapkan. 

Keempat : 
Dalam rangka organisasi Pertahanan dan Keamanan, Komando 
Strategis Nasional berkedudukan sebagai salah satu Komando 


Utama dari Hankam dan langsung bertanggung djawab kepada 
Menteri Utama Hankam. 


Kelima : 
Bagan dan Susunan Organisasi, prosedur Staf, perintjian dan 
penelitian ruang lingkup kegiatan Komando dan pengendaliannja, 
pembagian tugas serta tanggung djawab dari Komando Strategis 
Nasional ini akan ditentukan lebih landjut. 


Keenam : 
Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di: DJAKARTA. 
Pada tanggal : 3-6-1967. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL — TNI 


LAMPIRAN 


SURAT KEPUTUSAN MENUTAMA BIDANG 
PERTAHANAN-KEAMANAN 
No. : KEP/A/135/1967. 


., .Gatis? besar susunan Organisasi, tugas dan prosedur Staf Ko-: 
mando Strategis Nasional sebagai dasar dan pedoman pengembangan 
selandjutnja. | 


Pasal 1. 
TUGAS POKOK 


Dalam rangka kebidjaksanaan dan keamanan Nasional jang di- 
gariskan oleh Menteri Utama HANKAM, Komando Strategis Nasional 
harus dapat mengadakan penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksa- 
naan dan pengendalian kegiatan? Militer untuk menggagalkan usaha? 
dan rentjana agresi musuh diluar maupun didalam wilajah Republik 
Indonesia. 

Ta | Pasal 2. 

. KEDUDUKAN 


Komando Strategis Nasional disingkat KOSTRANAS adalah 
salah satu Komando Utama daripada HANKAM, jang melaksanakan 
tugas pokoknja sesuai dengan ketentuan? jang diberikan oleh Menteri 
Utama HANKAM. - TN 3 


Pasal 3. 
SUSUNAN 


Susunan Organisasi KOSTRANAS adalah sebagai berikut : 

a. KOSTRANAS dalam keadaan operasionil aktip (njata) berke- 
dudukan sebagai suatu Komando Utama dengan fungsi Komando 
Penuh (Full Command) dan dipimpin oleh seorang Panglima 
jang akan ditentukan kemudian. 

b. KOSTRANAS dalam keadaan tidak/bukan operasionil aktip 
(njata) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama dengan 
fungsi Komando Kerangka (Skeleton Command), dan akan me- 
laksanakan kegiatan se-hari? (kegiatan? Staf, pembinaan Corps, 
persiapan? dan kegiatan? latihan dlsbnja) dibawah pimpinan se- 
orang Kepala Staf jang bertanggung djawab langsung kepad 
Menteri Utama HANKAM. 2 
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c. Guna mendjamin adanja suatu integrasi daripada semua unsur 
Angkatan maka perlu diadakan beberapa djabatan DEPUTY 
KEPALA STAF jalah: 

(i) DEPUTY KAS bidang UMUM. 
(ii) DEPUTY KAS bidang OPERASI. 
(ii) DEPUTY KAS bidang CHUSUS. 

d. KOSTRANAS mempunjai Staf jang bersifat gabungan dan ter- 

diri atas 4 unsur : 

(di) Unsur Staf UMUM. 

(ia) Unsur Staf CHUSUS. 

Gii) Unsur Staf PRIBADI. 
(iv) Unsur Staf PELAJANAN. 

e. Atas Printah jang berwenang KOSTRANAS membawah-perintah- 
kan atau mengendalikan Komponen? AD, AL, AU, AK dan 
unsur? lainnja. 

Pasal 4. 
STAF UMUM 


Staf Umum KOSTRANAS bersifat gabungan dan didjabat oleh 
Perwira? pilihan dari ke-empat Angkatan. 


Staf Umum KOSTRANAS terdiri atas: 
(1) Pa. Intelidjen sebagai Ketua Gabungan I KOSTRANAS (GI ) 
(2) Pa. Operasi sebagai Ketua Gabungan II KOSTRANAS (GCG III) 
(3) Pa. Personalia sebagai Ketua Gabungan III KOSTRANAS (GC III) 
(4) Pa. Logistik sebagai Ketua Gabungan IV KOSTRANAS (G IV) 


(5) Pa. Territorial & Karya sebagai Ketua 
Gabungan V KOSTRANAS (G V) 


(6) Pa. Komunikasi & Elektronika sebagai Ketua 
Gabungan VI KOSTRANAS (G VI) 


(7) Pa. Perbendaharaan sebagai Ketua 
Gabungan VII KOSTRANAS (G VII). 


Pasal 5. 
STAF CHUSUS 


Staf Chusus KOSTRANAS bersifat gabungan didjabat oleh 
Perwira?/Kepala Djawatan & Dinas dan/atau Komandan? Kesatuan 
jang mempunjai ke-chususan atau ke-ahlian dalam bidang tugasnja. 

Staf Chusus ini diadakan sesuai dengan kebutuhan dan perkem- 
bangan. 
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Pasal 6. Ga ab 
STAF PRIBADI 
Staf Pribadi KOSTRANAS terdiri dari Perwira? atau para ahli 
jang dipandang perlu untuk membantu langsung setjara Pribadi ke- 
pada Pimpinan. 
Pasal 7. 
UNSUR STAF PELAJANAN 
Unsur? Staf Pelajanan KOSTRANAS terdiri dari bagian? dan 


dinas? jang diperlukan, guna melantjarkan dan memelihara Bi 
Markas KOSTRANAS. | 


Unsur? tersebut jalah : 
(1) Detasemen Markas. 
(2) Sekretariat. 


Pasal 8. 
LAIN-LAIN 
Pe tai 
Panglima KOSTRANAS dan Kepala Staf diangkat dan diber- 
hentikan oleh Presiden, sedangkan Deputy? KAS dan para Ketua 


Gabungan KOSTRANAS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, 
Utama HANKAM. 


Ditetapkan di : DJAKARTA. 
Pada tanggal : 3-6-1967. 


MENTERI PTAMA : 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


ttd. BA 
SOEHARTO' ' 
DJENDERAL — TNI .:: 
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STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
No. : KEP/B/138/1967. 


tentang 


RENTJANA KERDJA DAN ORGANISASI 
PANITYA PENERIMAAN TUGAS KOTI 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN, 


. Memperhatikan : 


1. 


Instruksi Menteri Utama Bidang Hankam No. INS/B/84/1967 
tertanggal 11 Mei 1967 tentang Penerimaan tugas? dan wewenang 
KOTI kepada KEPALA STAF HANKAM, 

Surat Perintah KAS HANKAM No. PRIN/B/88/1967 ter- 
tanggal 19 Mei 1967: 


: Menimbang : 


1. 


bahwa sesuai dengan surat ketetapan MPRS No. : X/MPRS/66 
tanggal 1 Djuli 1966, maka perlu segera diadakannja penertiban 
terhadap Lembaga? jang menjangkut bidang HANKAM : 
bahwa dengan akan dihapuskannja tugas KOTI, dimana sebagian 
tugasnja menjangkut bidang Hankam, maka diperlukan segera 
adanja persiapan? oleh Staf HANKAM untuk penampungan, 
penjerahan tugas? dari KOTI , 

bahwa demi untuk lantjarnja dan tertibnja penerimaan tugas? 
dari KOTI, maka dianggap perlu segera menetapkan suatu Ren- 
tjana Kerdja dan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI : 


Mengingat : 


: ” 
2. 


3. 


4. 


5. 
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Surat Keputusan MPRS No. : 26/B/1967 tanggal 6 Maret 1967 : 
Memorandum DPRGR kepada Pemerintah dengan suratnja 
No.: C.L. 08/K/394/DPRGR/67 : 

Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perdjuangan ABRI ,,CATUR 
DARMA EKA KARMA' : 

Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. KEP/A/1/1966 
jo dengan segala perobahannja tentang Pokok? Organisasi dan 
Prosedur Bidang Hankam : 

Surat Keputusan Men. Utama Hankam No. KEP/A/66/1966 jo 
dengan segala perobahannja tentang Organisasi Staf HANKAM : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
I. Pembentukan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI, se- 
bagaimana Bagan Organisasi terlampir dalam surat keputusan ini. 
II. Susunan Tugas/Rentjana Kerdja Panitya Penerimaan Tugas 
KOTI, dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan? 
sebagai berikut : 


1. 


Tugas Sub Panitya. 

Masing? Direktur (Ketua Sub Panitya) dengan anggota?nja 
mempersiapkan penerimaan tugas KOTI bidang HANKAM 
mengenai bidangnja jang meliputi : Tugas dan kesukaran? 
nja, fasilitas?, serta menindjau tugas dan kesukaran?nja dar? 
Direktoratnja masing? setelah menerima tugas tersebut. 


Penjaluran Tugas. 


Sesuai dengan Susunan Staf KOTI dan Susunan Staf 

HANKAM, maka penjaluran tugas dari KOTI ke HANKAM 

ditentukan sebagai berikut : 

a. Intelidjen (G-1) KOTI kepada Direktorat Intelidjen 
Strategi HANKAM. 

b. Operasi (G-2) KOTI kepada Direktorat Strategi Militer . 
HANKAM. 


c. Pengerahan Tenaga (G-3) KOTI kepada Direktorat 
Pembinaan Manusia H 

d. Logistik (G-4) KOTI kepada Direktorat Pembinaan 
Materieel HANKAM. 

e. Ops Poleksos/Ter (G-5) KOTI kepada Direktorat Stra- 
tegi Sospol/Sosek/Stramil HANKAM. 

f. Hubungan (G-6) KOTI kepada Direktorat Strategi 
Militer HANKAM. 

g. Ops Keuangan (G-7) KOTI kepada Direktorat Per- 
bendaharaan HANKAM. 

h. Sekretariat KOTI kepada Sekretariat Umum HAN- 
KAM. | 


Waktu penjerahan. 

a. Untuk menghindari kesimpang-siuran perlangcungan: 
djawab dan untuk kelantjaran pelaksanaan, direntjana- 
kan pembahasan penjerahan Komando, bersamaan 
waktunja dengan pembahasan Staf. 

b. Dalam pertengahan bulan Djuni 1967 pembahasan 
mengenai penjerahan keseluruhan tugas KOTI bidang 
HANKAM harus sudah dapat diselesaikan. 
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. 
- 


c. Dalam achir bulan Djuni 1967 pelaksanaan penjerahan 
Komando dan Staf harus sudah dapat diselesaikan. 

d. Dalam proses pembahasan dan pelaksanaan penjerahan, 
harus perlu diperhatikan mengenai faktor? phychologis 
dan ketertiban. 


. “Kesiapan. | 
Dengan adanja orgaan di HANKAM jang dapat menampung 
tugas? KOTI bidang HANKAM jang meliputi tugas? Operasi 
Militer, Operasi Sosial-Politik dan Operasi Sosial-Ekonomi. 
serta mengingat adanja rentjana kerdja ini, maka HANKAM 

- harus akan siap menerima Komando? Utama dan fungsi Stai 

.KOTI bidang HANKAM. 


III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannja. 


I ' 


Dengan ijatatan : 

bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kc- 
“ kurangan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan/ 

penambahan sebagaimana mestinja. 


SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui dan di- 
indahkan seperlunja kepada : 


- - 


- 
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Ketua Presidium Kabinet Ampera. 

Kepala Staf KOTI. 

Men. Utama Bidang Hankam, sbg. laporan. 
Menteri/Panglima Angkatan Darat. 
Menteri/ Panglima Angkatan Laut. 
Menteri/Panglima Angkatan Udara. 
Mentcri/ Panglima Angkatan Kepolisian. 
Menteri Veteran dan Demobilisasi. 

Para DEKAS HANKAM. 

Para KETUA GABUNGAN — Staf KOTI. 
Para DIR/KA/DAN SESU HANKAM. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 6-6-1967. 


BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
MENTERI UTAMA 
u.b. 
KEPALA STAF HANKAM, 
Tjap/ ttd. 
M. M. RACHMAT KARTAKUSUMA 
MAJOR DJENDERAL TNI.” 
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STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
No. : KEP/B/138a/1967. 


tentang 


PEMBETULAN/PENJEMPURNAAN BAGAN 
ORGANISASI PANITYA PENERIMAAN TUGAS KOTI 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


Menimbang : 


bahwa dalam rangka pelaksanaan Hasil Rapat Staf Hankam tgl. 


8 Djuni 1967, maka dianggap perlu segera meralat Surat Ke- 
putusan No. KEP/B/13/1967 : 


MEMUTUSKAN : 
Meralat : 


I. Penambahan/penjempurnaan sebagai berikut dalam he! : 

1. Bagan Organisasi Panitya Penerimaan Tugas KOTI, se- 
bagaimana Bagan jang baru terlampir. 

2. Penjaluran tugas. 
Sesuai dengan susunan Staf KOTI dan susunan Staf 
HANKAM, maka penjaluran tugas dari KOTI ke HAN- 
KAM ditentukan sbb. : 
a s/d h — tetap semula 


ditambah 
i. Penerangan KOTI kepada Direktorat Umum Hankam 
J. Inventarisasi KOTI kepada KORPS HANKAM. 


II. Ralat Surat Keputusan ini berlaku mulai tgl. & Djuni 1967. 


SALINAN Ralat Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui dan 
dindahkan seperlunja kepada : 

Ketua Presidium Kabinet Ampera. 

Kepala Staf KOTI. 

Menteri Utama Bidang HANKAM, sebagai laporan. 

Menteri/Pangad. 

Menteri/ Pangal. 

Menteri/Pangau. 

Menteri/Pangak. 


No 


8. Menteri Veteran dan Demobilisasi. 
9. Para Dekas HANKAM. 

10. Para Ketua Gabungan Staf KOTI. 
11. Para Dir/Ka/Dan/Sesu Hankam. 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 8-6-1967. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG Sa en AAN 
KEPALA STAF HANKAM, 
tjap. ttd. 
M.M. RACHMAT KARTAKUSUMA 
MAJOR DJENDERAL T.N.I. 


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENUTAMA HANKAM 


NOMOR . KEP/B/138a/1967 
TANGGAL 8 DJUNI 1967 


U 
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STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
| No.: KEP/A/168/1967. 


tentang 


PENJEMPURNAAN KOMANDO PERTAHANAN UDARA 


NASIONAL (KOHANUDNAS) 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN . 


Menimbang : 


1. 


Bahwa seirama dengan perkembangan kebidjaksanaan. dalam 
bidang Pertahanan dan Keamanan berdasarkan . pengalaman- 


. pengalaman tugas Komando Pertahanan Udara Nasional pada 


waktu-waktu jang lampau , 
Bahwa sesuai dengan Program Kabinet Ampera dalam rangka 
penjederhanaan Lembaga-lembaga Pemerintah, serta guna men- 


. djamin adanja Pimpinan-Tunggal baik dalam pembinaan maupun 


dalam pelaksanaannja kearah suatu sistim Pertahanan Udara jang 
teratur dan terarah : 
Bahwa selaras dengan apa jang tersebut dalam ad (1) dan (2) 


diatas, perlu diambil langkah-langkah kearah penjempurnaan 


kedudukan, Tugas dan Organisasi KOHANUDNAS dalam ruang- 
lingkup Pertahanan-Keamanan : 


Mengingat : 


ma oa PP 


Menetapkan : 


Keputusan Presiden Repubi! k Indonesia No. 163 tahun 1966, 
Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966 , 
Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan ABRI 
»CATUR DHARMA EKA KARMA"), 

Keputusan Presiden No. 8/PLM. PS tahun 1962 , 

Keputusan Presiden No. 256 tahun 1962, 

Keputusan Presiden No. 40 tahun 1966, 

Keputusan Presiden No. 95/KOGAM/ 1966, 


(MEMUTUSKAN: 


SEA TE Mag 


Pertama : 


Menicmpurnakan Kedudukan, Tugas dan Organisasi KOMANDO 
PERTAHANAN UDARA NASIONAL, selandjutnja disingkat 
KOHANUDNAS, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut 
dibawah ini. 


Kedua : 


Tugas pokok KOHANUDNAS dalam rangka kebidjaksanaan 
Pertahanan dan Keamanan Nasional jang digariskan oleh Menteri 
Utama Bidang Pertahanan-Keamanan adalah menjelenggarakan 
penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian 
semua kegiatan untuk mentjegah dan menggagalkan segala ma- 
tjam antjaman bahaja dari udara, guna mempertahankan dan 
memelihara integritas wilajah dan kedaulatan negara Republik 
Indonesia. 


Ketiga : 
Guna pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, KOHANUDNAS 
menjelenggarakan fungsi-fungsi-utama sebagai berikut : 


(1) Memperkirakan matjam, tjara, waktu, tempat dan kekuatan 
daripada antjaman/bahaja dari fihak jang mungkin akan 
mendjadi musuh (potential cnemies) sesuai petundjuk- 
petundjuk Menteri Utama Hankam. 


(2) Memperhitungkan dan mengembangkan kemampuan-ke- 
mampuan dan kekuatan pertahanan nasional diudara untuk 
menanggulangi antjaman/bahaja tersebut diatas. 


(3) Merentjanakan dan mempersiapkam operasi-operasi perta- 
hanan diudara (fistek-sospol) terhadap fihak jang akan men- 
djadi musuh dalam bentuk pola-pola operasi jang dapat di- 
gunakan sebagai pedoman pelaksanaan. 


(4) Pada saat antjaman/bahaja mendjadi suatu kenjataan, maka 
KOHANUDNAS harus dapat melaksanakan dan mengenda- 
likan operasi-operasi pertahanan diudara jang telah diper- 
siapkan. 


Keempat : 


Dalam rangka organisasi Pertahanan dan Keamanan, KOHAN- 
UDNAS.: 


(Jl) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama jang bersifat 
Gabungan dan langsung ada dibawah HANKAM. 

(2) dipimpin oleh seorang Panglima jang langsung bertanggung 
djawab kepada Menteri Utama Hankam. 

(3) dalam melaksanakan tugasnja, mempergunakan semua kom- 
ponen Pertahanan Udara daripada Angkatan-Angkatan, 
Serta semua unsur HANSIP/WANRA dan bagian masjarakat 
jang berhubungan dengan Pertahanan Udara, jang dibawah- 
perintahkan/ diperbantukan. 


k 


Kelima : 
Segala sesuatu mengenai susunan organisasi KOHANUDNAS 
serta hal-hal lain jang belum termaktub dalam keputusan ini, di- 
atur dengan keputusan tersendiri. 

Keenam : | 
Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal : 29-6-1967. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL TNI. 
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LAMPIRAN 


SURAT KEPUTUSAN MENTERI UTAMA BIDANG 
PERTAHANAN-KEAMANAN 
NO. KEP/A/168/1967 


Garis besar susunan Organisasi dan Tugas Komando Pertahanan 
Udara Nasional sebagai dasar dan pedoman pengembangan selandjut- 
nja. 

Pasal 1. 


TUGAS POKOK 


Dalam rangka kebidjaksanaan Pertahanan dan Keamanan Na- 
sional jang digariskan oleh Menteri Utama HANKAM, KOHANUD- 
NAS menjelenggarakan penilaian, perentjanaan, persiapan, pelaksana- 
an dan pengendalian semua kegiatan untuk mentjegah dan menggagal- 
kan segala matjam antjaman bahaja udara, guna kelantjaran djalannja 
Revolusi Indonesia. 


Pasal 2. 


KEDUDUKAN 


KOHANUDNAS adalah suatu Komando Utama daripada HAN- 
KAM jang melaksanakan tugas pokoknja sesuai dengan ketentuan- 
ketentuan jang diberikan oleh Menteri Utama Bidang HANKAM. 


Pasal 3. 
SUSUNAN 


Susunan Organisasi KOHANUDNAS adalah sebagai berikut : 

(3) KOHANUDNAS dalam keadaan operasionil aktip (njata) berke- 
dudukan sebagai suatu Komando Penuh (Full Command) jang 
membawahkan : 

(“) Komando? Pertahanan Udara Daerah 

Gi) Komando? Sektor Pertahanan Udara 

Cii) Semua komponen Pertahanan Udara Angkatan 

(IV) Semua unsur HANSIP/HANRA dan bagian masjarakat 
jang berhubungan dengan Pertahanan Udara, jang dibawah- 
perintahkan/ diperbantukan. 

(bp KOHANUDNAS dalam keadaan tidak/bukan operasionil aktip 
(njata) berkedudukan sebagai suatu Komando Utama dergan fung- 
si Komando Kerangka (Skeleton Command) dan akan meluksana- 
kan kegiatan-kegiatan pengembangan perentjanaan strategis dan 
taktis dibidang Pertahanan Nasional di Udara, kegiatan-kegiatan 
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latihan serta penjempurnaan Struktur dan prosedurnja. Dalam 
hal inn KOHANUDNAS membawahkan hanja Komando-Koman- 
do Sektor Pertahanan Udara, sedangkan komponen-komponen 
pertahanan Udara Angkatan dan sebagian masjarakat jang berhu- 
bungan dengan Pertahanan Udara, merupakan ,,earmarked 
forces” jang sewaktu-waktu dibawahperintahkan pada KOHA- 
NUDNAS, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, serta atas 
perintah jang berwenang. 


(cb KOHANUDNAS dalam melaksanakan tugasnja dipimpin oleh 
seorang Panglima jang bertanggung djawab langsung kepada 
Menteri Utama HANKAM, serta dibantu oleh suatu Staf jang 
bersifat Gabungan dan terdiri dari : 


) unsur Staf Umum 
Gi) unsur Staf Chusus 
(iii) unsur Staf Pribadi 
(iv) unsur Staf Pelajanan. 


(d) Pangl:ma KOHANUDNAS adalah seorang Perwira Tinggi AURI 
jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 


Pasal 4. 
STAF UMUM 


Staf Umum KOHANUDNAS bersifat Gabungan, didjabat oleh 
Perwira-Perwira pilihan dari keempat Angkatan, dan terdiri atas : 


(l) Pa. Intel'djen sebagai Ketua Gabungan I GI) 

(2) Pa. Operasi sebagai Ketua Gabungan II (G II) 
(3) Pa. Personalia sebagai Ketua Gabungan III (G III) 
(4) Pa. Logistik sebagai Ketua Gabungan IV (G IV) 


(5) Pa. Teritorial & Karya sebagai Ketua Gabungan V (G V) 

(6) Pa. Komunikasi & Elektronika sebagai Ketua Gabungan VI 
(G VI) 

(7) Pa. Perbendaharaan sebaga: Ketua Gabungan VII (G VII) 


Pasal 5. 
STAF CHUSUS 
Staf Chusus KOHANUDNAS bersifat Gabungan dan didjabat 
oleh Perwira?, Kepala? Djawatan/Dinas atau Komandan? Kesatuan 
jang mempunjai kechususan atau keachlian dalam bidang tugasnja. 


Staf Chusus ini diadakan sesuai dengan kebutuhan dan perkem- 
bangan. 
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Pasal 6. 
STAF PRIBADI 


. Staf Pribadi KOHANUDNAS terdiri dari Perwira? atau ahli? 
jang dipandang perlu untuk membantu langsung kepada pribadi 
Pimpinan. 

Pasal 7. 
UNSUR? STAF PELAJANAN 


Unsur? Staf Pelajanan KOHANUDNAS terdiri dari bagian? dan 
dinas? jang diperlukan, guna melantjarkan dan memelihara kegiatan- 
kegiatan dimarkas KOHANUDNAS. Unsur? tersebut adalah : 


(1) Detasemen Markas 
(2 Sekretariat. 


Pasal 8. 
LAIN-LAIN 


Segala sesuatu jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan di- 
tetapkan kemudian berdasarkan Keputusan ini. 


Ditetapkan d:: Djakarta. 
Pada tanggal : 29-6-1967. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
Tjap/ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI. 


UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1966 
TENTANG 


PEMBERIAN PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN 


DAN TUNDJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA. 


DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 


c 
e 


bahwa dalam Undang-undang No. 2 tahun 1959 jang mengatur 
pemberian pensiun dan onderstand kepada anggauta tentara Ang- 
katan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ternjata ter- 
dapat hal-hal jang tidak sesua: lagi dengan persjaratan dalam bi- 
dang kepegawaian : 

bahwa berhubung dengan ketetapan-ketetapan MPRS No. I/ 
MPRS/60, No. II/MPRS/60 No. XXIV/MPRS/66 dan pasal 
4 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Ne- 
gara, perlu pula diatur pemberian pensiun, tundjangan bersifat 
pensiun dan tundjangan kepada anggota Angkatan Kepolisran 
jang berstatus sama dengan Militer Sukarela : 

bahwa berhubung dengan itu Undang-undang tersebut diatas perlu 
ditindjau kembali dan selandjutnja perlu dikeluarkan suatu Un- 
dang-undang baru jang mengatur pemberian pensiun, tundjangan 
bersifat pensiun dan tundjangan kepada Militer Sukarela : 


Mengingat : 


1. 


Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara 
No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. XXIV/ MPRS/ 
1966 : 

Pasal-pasal 5 ajat (1) dan 27 Undang-undang Dasar : 

Pasal 14 ajat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran 
Negara tahun 1953 No, 46) tentang Kedudukan Hukum anggauta 
Angkatan Perang 

Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 
1958 No. 60) jang menetapkan Undang-undang Darurat No. 26 
tahun 1957 tentang Anggauta Angkatan Perang berdasarkan Ikat- 
an Dinas Sukarela sebagai Undang-undang : 

Pasal 19 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negata 
tahun 1961 No. 26) tentang ketentuan-ketentuan pokok kepega- 
waian : 


| 
.» 
.. 


Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian 
Negara : 

Peraturan Pemerintah No. 52 ana 1958 (Lembaran Negara 
tahun- 1958 No. 130) tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan 
Hukum Militer Sukarela. 

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong. 


MEMUTUSKAN: 


Dengan mentjabut segala ketentuan-ketentuan jang bertentangan 
dengan Undang-undang ini, 


Menetapkan: 
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UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, 
TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN 
KEPADA MILITER SUKARELA. | 


BABI. 


KETENTUAN UMUM. 
Pasal 1. 


Jang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan : 
Militer, ialah Militer Sukarela termaksud dalam Undang-undang 
No. 19 tahun 1958. 


Pensiun, ialah: | 
1. djaminan sosial Pemerintah jang diberikan sebagai peng. 
hargaan kepada Militer untuk masa kemudian sesudah ia di- 
. . -berhentikan dengan hormat dari dinas militer dan memenuhi 
"5 sjarat-sjarat untuk menerima pensiun. 
2. pensiun jang dimaksud diberikan untuk selama hidupnja dan 
apabila jang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri/ 
| suami dan anaknja berhak menerima pensiun warakawuri 
| dan tundjangan anak jatim/piatu jang diatur dalam peraturan 
tersendiri. 
Tundjangan bersifat pensiun, tralah : 
1: “-djaminan sosial Pemerintah jang diberikan sebagai peng- 
... hargaan kepada militer untuk masa kemudian sesudah ia 
diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan belum 
memenuhi sjarat-sjarat untuk menerima pensiun. 
2. tundjangan bersifat pensiun jang dimaksud diberikan untuk 
selama hidupnja dan apabila jang bersangkutan meninggal 


(1) 


dunia, maka isteri/suami dan anaknja berhak menerima 

djaminan.sosial jang diatur dalam peraturan tersendiri. 
Tundjangan, ialah djaminan sosial Pemerintah jang diberikan se- 
baga: penghargaan kepada Militer jang berlaku dalam beberapa 
tahun sesudah ja diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. 
Masa kerdja, ialah semua perhitungan djumlah tahun masa kerdja 
dalam dinas militer dan sipil Pemerintah, termasuk djuga djumlah 
tahun masa kerdja swasta jang dapat diperhitungkan pula untuk 
penerimaan hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tun- 
djangan menurut peraturan jang berlaku. 
Usia pensiun menurut golongan kepangkatan, ialah batas usia jang 
ditjapai dalam dinas militer, dengan ketentuan sebagai berikut : 


1. perwira pertama keatas minimum 48 tahun dan maksimum 
55 tahun. 

2. bintara kebawah minimum 42 tahun dan maksimum 48 tahun. 

3. Militer jang dalam dinasnja telah mentjapai usia pensiun dapat 
tetap melandjutkan masa dinasnja sampai mentjapai batas 
usia pensiun maksimum, apabila tenaganja masih dapat 
digunakan oleh dinas dan memenuhi sjarat-sjarat kesehatan. 

4. Militer jang dalam dinasnja telah mentjapai usia pensiun 
minimum, apabila kepentingan dinas masih memerlukan 
tenaganja, kepadanja diwadjibkan tetap melandjutkan masa 
dinas sampai mentjapai batas usia pensiun maksimum. 

Usia tundjangan bersifat pensiun menurut golongan kepangkatan, 

ialah batas us:a dalam dinas militer dimana jang bersangkutan 

mulai dianggap hanja produktip untuk dipertahankan dalam dinas 

jang tidak banjak memerlukan sjarat phisik, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

perwira pertama keatas minimum 45 tahun dan maksimum 47 

tahun. | | 

bintara kebawah minimum 38 tahun dan maksimum 41 tahun. 


BAB II. 


HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN 
PENSIUN. 


Pasal 2. 


Pensiun diberikan dengan sendirinja kepada Militer jang diber- 
hentikan dengan hormat dari dinas militer dan jang memenuhi 
sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak penerimaan pensiun. 
Sjarat-sjarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut : 


a. telah mentjapai usia pensiun minimum menurut golongan 
kepangkatannja dan mempunjai masa kerdja dalam dinas 
militer sekurang-kurangnja 15 tahun : perhitungan dan be- 
sarnja pensiun pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi ialah, 
untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 2124 4 gadji pokok 
terachir dengan ketentuan, bahwa djumlah pensiun pokok 
tidak boleh lebih dari 7590 gadji pokok terachir. 

b. telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang- 
kurangnja 20 tahun akan tetapi belum mentjapai usia pen- 
siun minimum » perhitungan besarnja pensiun pokok dalam 
sjarat jang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa 
kerdja diberikan 2,5 gadji pokok terachir dengan ketentu- 
an, bahwa djumlah pensiun pokok tidak boleh lebih dari 
7590 gadji pokok terachir. 

Cc. tidak mampu lagi untuk bekerdja baik dalam dinas militer 
maupun lapang-kerdja apapun atau masih dapat bekerdja 
dilapang-kerdja diluar dinas militer, berhubung dengan tja- 
tjad berat djasmaniah atau rochaniah, jang disebabkan di- 
dalam dan/atau oleh karena dinas, menurut pernjataan resmi 
dari komandan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Mili- 
ter jang bersangkutan : perhitungan dan besarnja pensiun 
pokok dalam hal ini ialah : 

1. kepada mereka jang sama sekali tidak mampu lagi untuk 
bekerdja disegala lapang-kerdja apapun, dengan tidak 
mengingat usia dan masa kerdjanja, diberikan pensiun 
pokok 10076 gadji pokok terachir. | 

2. kepada mereka jang tidak mampu lagi bekerdja dalam 
dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang- 
kerdja diluar dinas militer, dengan tidak mengingat 
usia dan masa kerdja jang baru ditjapainja, mendapat 
pensiun pokok 7576 gadji pokok terachir. 

(2) Hak penerimaan pensiun berlaku mulai bulan berikutnya bulan 
ia diberhentikan dari dinas militer. 


BAB III. 


HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNDJANGAN 
BERSIFAT PENSIUN. 


Pasal 3. 


(1) Tundjangan bersifat pensiun diberikan dengan sendirinja kepada 
Militer jang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan 
jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak penerimaan 
tundjangan bersifat pensiun. 


Sjarat-sjarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut : 


a. 


telah mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimum 


.menurut golongan kepangkatannja dan mempunjai masa ker- 
. dja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 10 tahun dan 


sebanjak-banjaknja 14 tahun : perhitungan dan besarrja tun- 
djangan bersifat pensiun pokok dalam sjarat jang dapat di- 
penuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 217, F9 
gadji pokok terachir. 


- belum mentjapai usia tundyangan bersifat pensiun minimum 


menurut golongan kepangkatannja, akan tetapi telah mem- 
punjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 
15 tahun dan sebanjak-banjaknja 19 tahun : perhitungan dan 
besarnja tundjangan bersifat pensiun pokok dalam sjarat 
jang dapat dipenuhi ialah» uatuk tiap tahun masa kerdja 
diberikan 2!/, 70 gadji pokok terachir. 

tidak mampu lagi untuk bekerdja baik dalam dinas militer 
maupun lapang-kerdja apapun atau masih dapat bekerdja 
dilapang-kerdja diluar dinas militer, berhubung dengan tjatjad 
berat djasmaniah atau rochaniah, jang disebabkan tidak di- 
dalam dan/atau oleh karena dinas, menurut pernjataan resmi 
dari Komandan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Milt- 
ter jang bersangkutan perhitungan dan besarnja tundjangan 
bersifat pensiun pokok dalam hal ini ialah : 


1. kepada mereka jang sama sekali tidak mampu lagi untuk 
bekerdja disegala lapang-kerdja apapun, dengan me- 
ngingat : 


a. belum mentjapai usia pensiun minimum menurut 
golongan kepangkatannja , 

b. telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer 
sekurang-kurangnja 4 tahun akan tetapi belum 
mempunjai masa kerdja 20 tahun, untuk tiap tahun 
masa kerdja diberikan 214 6 gadji pokok terachir 
dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan 
bersifat pensiun pokok tidak boleh kurang dari 
4070 gadji pokok terachir. 


2. kepada mereka jang tidak mampu lagi bekerdja dalam 
dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang- 
kerdja diluar dinas militer, dengan mengingat : 

(a) belum mentjapai usia pensiun minimum menurut 
golongan kepangkatannja , 
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(2) Hak penerimaan tundjangan bersifat pensiun berlaku mulai bu- 


(b) telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer 
sekurang-kurangnja 10 tahun, akan tetapi belum 
mempunyai masa kerdja 20 tahun, untuk tiap tahun 
masa kerdja diberikan 217,70 gadji pokok terachir 
dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan ber- 
sifat pensiun pokok tidak boleh kurang dari 30 


gadji pokok terachir. 


lan berikutnja bulan ia diberhentikan dari dinas militer. 


BAB IV. 


HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNDJANGAN. 


Pasal 4. 


(1) Tundjangan diberikan dengan sendirinja kepada Militer jang olen 
karena sesuatu sebab diberhentikan dengan hormat dari dinas 
militer dan jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan har 
penerimaan tundjangan. 

Sjarat-sjarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut : 


a. 


belum mentjapai usia tundjangan bersifat pensiun minimurnu 
menurut golongan kepangkatannja, akan tetapi telah mem- 
punjai masa kerdja dalam dinas militer sekurang-kurangnja 
5 tahun dan sebanjak-banjaknja 14 tahun: perhitungan dan 
besarnja tundjangan pokok dalam sjarat jang dapat dipenuhi 
ialah, untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 217,70 gadji 
pokok terachir untuk selama djumlah tahun masa kerdja 
dalam dinas militer jang dimiliki. 

tidak mampu lagi untuk bekerdja baik dalam dinas militer 
maupun lapang-kerdja apapun atau masih dapat bekerdjs 
dilapang-kerdja diluar dinas militer, berhubung dengan tj- 
tjad berat djasmaniah dan rochaniah, jang disebabkan tidak 
didalam dan/atau tidak oleh karena dinas, menurut pernja- 
taan resmi dari Komandan/Kepala serta Madjzlis Pengudji 
Badan Militer jang bersangkutan , perhitungan dan besarnja 
tundjangan pokok dalam hal ini ialah: 


1. kepada mereka jang sama sekali tidak mampu lagi untuk 

bekerdja dilapang-kerdja apapun, dengan mengingat : 

(a) belum mentjapa? usia tundjangan bersifat pensiua 
minimum menurut golongan kepangkatannja : 

(b) telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer 

kurang dari 4 tahun, untuk tiap tahun masa kerdja 
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diberikan 217,70 gadji pokok terachir, dengan ke- 
tentuan, bahwa djumlah tundjangan pokok tidak 
boleh kurang dari 2070 gadji pokok terachir untuk 
selama djumlah tahun masa kerdja dalam dinas 
militer jang dimiliki. 

2. kepada mereka jang tidak mampu lagi untuk bekerdja 
dalam dinas militer, akan tetapi masih dapat bekerdja 
dilapang-kerdja diluar dinas militer, dengan mengingat : 


(a) belum mentfjapai usia tundjangan bersifat pensiun 
minimum menurut golongan kepangkatannja : 

(b) telah mempunjai masa kerdja dalam dinas militer 
sekurang-kurangnja 1 tahun dan sebanjak-banjak- 
nja 9 tahun, untuk tiap tahun ketentuan, bahwa 
djumlah tundjangan pokok tidak boleh kurang dari 
1070 gadji pokok terachir untuk selama djumlah 
tahun masa kerdja dalam dinas militer jang di- 
miliki. 


Hak penerimaan tundjangan berlaku mulai bulan berikutnja bulan 
ia diberhentikan dari dinas militer. 


BAB V. 


PERALIHAN DALAM DINAS ANTAR PEMERINTAH. 


Pasal 5. 


“) Militer jang diberhentikan dengan hak pensiun, tundjangan ber- 


2) 


sifat pensiun atau tundjangan dan jang diterima kembali sebagai 

militer atau jang diterima dalam dinas Pemerintah (sipil), diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangannja 
tidak dibajarkan. 

b. penghasilan berdasarkan gadj: pokok baru tidak boleh barak 
dari penghasilan berdasarkan gadji pokok jang diterimanja 
dalam pangkat terachir dalam dinas militer. 


Djika militer jang dimaksud pada ajat (1) kemudian diberhentikan 
lagi dari djabatan Negeri, maka pensiun, tundjangan bersifat 
pensiun atau tundjangannja diberikan lagi dan diatur kembal: 
dengan mengingat djumlah masa kerdja dan gadji pokoknja jang 
lama dan jang baru, apabila perhitungan ini lebih. menguntungkan. 
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(3) Tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan sebagaimana tersebut 
dalam pasal 3 dan 4 dapat dirobah mendjadi pensiun, apabila 
perhitungan usia dan masa kerdja Pemerintah dari jang bersanc- 
kutan dapat memenuhi sjarat-sjarat pensiun jang berlaku untuk 
Pegawai Negeri dan masa kerdja dalam dinas militer jang lalu 
diperhitungkan penuh untuk penentuan pensiun. 


BAB VI. 


MASA KERDJA UNTUK PERHITUNGAN PENSIUN, TUN- 
DJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN. 


Pasal 6. 


Masa kerdja untuk perhitungan pensiun, tundjangan bersifat pen- 
siun dan tundjangan ditentukan sebagai berikut : 

a. masa kerdja militer pada Pemerintah Republik Indonesia dan 
pemerintah-pemerintah sebelumnja jang berkuasa diwilajah In- 
donesia dihitung mulai tanggal dari bulan ketika masuk dinas. 

b. masa kerdja sipil pada Pemerintah Republik Indonesia dan peme- 
rintah-pemerintah sebelumnja jang berkuasa diwilajah Indonesia 
apabila oleh pemerintah jang bersangkutan masa kerdja tersebut 
belum diperhitungkan untuk penetapan pensiunnja. 

C. waktu berada dalam tahanan musuh sebagai tawanan perang. 

d. masa kerdja lainnja jang dapat diperhitungkan menurut Peraturan 
Pemerintah jang berlaku. 


Pasal 7. 


Untuk penetapan pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tuo- 
djangan menurut Undang-undang ini tidak dihitung sebagai masa ker- 
dja : 

a. waktu bekerdja sebelum menftjapai usia 17 tahun , 

b. waktu dalam keadaan izin istirahat diluar tanggungan Negara : 

C. waktu dalam mendjalani hukuman jang dxdjatuhkan oleh Penga- 
dilan Tentara atau Pengadilan Negeri. 


Pasal 8. 
Djika pada perhitungan masa kerdja untuk penetapan tahun masa 
kerdja ternjata terdapat kelebihan djumlah 6 (enam) bulan, maka hal 


ini dibulatkan keatas mendjadi 1 (satu) tahun » dan apabila kelebihan 
itu ternjata kurang dari 6 (enam) bulan, maka hal ini dihapuskan. 
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BAB VII. 


MATJAM PEMBAJARAN DAN BERACHIRNJA PENSIUN 
TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNDJANGAN. 


Pasal 9. 


Apabila jang berhak menerima pensiun, tundjangan bersifat pen- 
siun atau tundjangan meninggal dunia, maka pembajaran pensiun. 
tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan tersebut dihentikan pada 
achir bulan berikutnja bulan jang bersangkutan meninggal dunia : se- 
tandjutnja berlaku ketentuan-ketentuan pemberian pensiun warakawuri 
dan tundjangan anak jatim/piatu bagi mereka jang berhak pensiun 
dan pemberian djaminan sosial bagi mereka jang berhak tundjangaa 
bersifat pensiun. 


Pasal 10. 


(1) Kepada bekas Militer penerima pensiun, tundjangan bersifat pen- 

siun atau tundjangan jang : 

a. mendjalani hukuman selama 3 bulan atau dihukum dan 
dipekerdjakan dalam latihan kerdja Pemerintah, atau 

b. didjatuhi hukuman jang lebih berat lagi, selama mendjalani 
hukuman itu atau selama melarikan diri untuk menghindari 
hukuman itu pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tun- 
djangannja tidak dibajarkan. 


(2 Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1), Menteri/Panglima 
Angkatan jang bersangkutan dapat memperkenakan untuk mem- 
bajarkan pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan 
bekas Militer seperti dimaksud dalam ajat (1), kepada isteri/suami- 
nja jang sah atau kepada anaknja atau kepada orang jang mengurus 
dan menanggung anak-anak bekas Militer atau kepada ahli-waris/ 
sanak saudara lainnja dengan tingkat urutan menurut hukum jang 
berlaku. 


BAB VIII. 


KEWADJIBAN DAN HAK PENERIMA PENSIUN, TUNDJANG- 
AN BERSIFAT PENSIUN ATAU TUNDJANGAN. 


Pasal 11. 
Militer jang menerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau 


tundjangan jang tertjantum dalam Undang-undang ini harus memenuhi 
segala kewadjiban jang akan diatur berdasarkan Undang-undang ini. 
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“Pasal 12. 


Hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan seperti 
tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 mendjad: hapus apabila jang bersangku- 
tan : 

b. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tundjangan bersifat 
pensiun atau tundjangan ternjata melakukan kedjahatan didalam 
dinas sebelum saat ia diberhentikan dari dinas militer dan: untuk 

. kedjahatan itu seharusnja ia diberhentikan tidak dengan hormat 
— dipetjat). . 
c. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tundjangan bersifar 
— pensiun dan tundjangan bekerdja pada djawatan pemerintah ne- 
gara asing tanpa izin Pemerintah. 


BAB IX. 


PEMINDAHAN HAK PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT 
PENSIUN DAN TUNDJANGAN. 


Pasal 13. 


(1) Hak pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangan jang di- 
tetapkan dalam Undang-undang ini tidak dapat dipindah-tangan- 
kan dan/atau digadaikan. 

(2) Apabila penerima pensiun, tundjangan bersifat pensiun atau tun- 
djangan memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pen- 
siun, tundjangan bersifat pensiun atau tundjangannja, maka surat 

“kuasa jang diserahkan kepada orang lain itu harus disertai surat 
keterangan hidup (attentasi de vita) jang disahkan oleh jang ber- 
wadjib. 

BAB X. 


ATURAN PERALIHAN. 
Pasal 14. 


(1) Chusus kepada Militer jang pada permulaan perdjongan revolusi 
phisik telah ikut serta dalam pertahanan Negara dan jang selan- 
djutnja terus-menerus telah tergabung dalam organisasi militer 
resmi hingga saat berlakunja Undang-undang ini diberikan pcn- 
siun pokok 7576 gadji pokok terachir, dengan tidak mengingat 
batas usia maupun masa kerdja jang dimiliki. 

(2) Bagi Militer jang telah menerima pensiun atau onderstand terus- 
menerus berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1959 menge- 
nai djumlah pembajaran penerimaan pensiun atau onderstand terus- 
menerus akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


BAB. XI. 
PENUTUP. 


Pasal 15. 
(1) Undang-undang ini berlaku bagi anggota Angkatan Kesan 
jang berstatus sama dengan Mil:ter Sukarela. 
(2) Hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur' 
lebih landjut oleh Pemerintah cg Menteri Utama Bidang Perta- 
hanan/Keamanan. 


Pasal 16. 


Undang-undang ini dapat disebut ,,Undang-undang Pensiun, 
Tundjangan bersifat pensiun dan Tundjangan Militer Sukarela” dan 
mulai berlaku pada har: diundangkan. 


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembar- 
an Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal 1 Nopember 1966 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 


ttd. 
SUKARNO. 


Diundangkan di Djakarta: 
pada tanggal 1 Nopember 1966. 


Sekretaris Negara, 


ttd. . 
MOH. ICHSAN. 


PENDJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1966 
TENTANG 


PEMBERIAN PENSIUN, TUNDJANGAN BERSIFAT PENSIUN 


II. 
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DAN TUNDJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA. 


UMUM. 


Undang-Undang No. 2 tahun 1959 jang mengatur pemberian 
pensiun dan onderstand kepada anggota tentara Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak sesuai lagi dengan 
persjaratan dalam bidang kepegawaian. 

Dengan mendasarkan kepada Landasan Undang-undang Dasar 
1945 dan Ketetapan-Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat 
Sementara No. I/MPRS/1960, II/MPRS/1960, No. XXIV/ 
MPRS/66 dan mengingat keadaan jang sudah sangat mendesak, 
maka Undang-undang ini dikeluarkan untuk merobah/menambah 
Undang-undang No. 2 tahun 1959 agar lebih sesuai dan selaras 
dengan perkembangan keadaan sebagai djaminan sosial Peme- 
rintah. 


Pasal demi pasal. 
Pasal 1 


Ketentuan umum ini menandaskan peristilahan jang lazim ber- 
laku didalam Angkatan jang djuga digunakan dalam Undang- 
undang No. 2 tahun 1959 tentang pemberian pensiun dan 
onderstand bagi anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut 
dan Angkatan Udara. 


Usia pensiun minimum dan usia tundjangan bersifat pensius 
minimum dalam pasal ini adalah berturut-turut sesuai dengan 
usia pensiun dan usia onderstand dalam Undang-undang No. 2 
tahun 1959, jakni didasarkan atas masa kerdja dalam dinas 
militer, dimana banjak dipergunakan tenaga phisik, sehingga 
untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer sampai mentjapai 
usia pensiun maksimum atau tundjangan bersifat pensiun maksi- 
mum baik bagi Bintara atau Tamtama maupun Perwira perlu 
diadakan seleksi sesuai dengan persjaratan kesehatan djasmaniah/ 
rochaniah. 

Walaupun bagi Pama keatas telah ditentukan batas usia pensiun 
maksimum 55 tahun, dalam hal-hal luar biasa seorang Perwira 
Tinggi jang tenaganja sangat diperlukan oleh Negara dapat di- 
pertahankan dalam dinas militer sampai mentjapai usia setinggi- 
tingginja 60 tahun. 


Pasal 2 
ajat (1) 


Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 2 tahun 
1959 jang mengharuskan seorang militer jang diberhentikan 
dengan hormat dari dinas militer mengadjukan permohonan untuk 
mendapatkan hak pensiunnja, maka dalam Undang-undang ini 
pensiun diberikan setjara otomatis (dengan sendirinja) setelah 
ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. 


Kenjataan dewasa ini menundjukkan, bahwa karena keku- 
rangan tenaga ahli/kedjuruan maka penerimaan dalam dinas 
militer dapat menjimpang dari sjarat usia jang ditetapkan, 
sehingga tidak djarang mereka jang telah diterima dalam 
dinas militer itu telah mentjapai lebih dahulu usia pensiun 
minimum tetapi baru mempunjai masa kerdja dalam dinas 
militer 15 tahun. 

Untuk memberikan penghargaan dan djaminan dihari-tua 

terhadap kesetiaan dan bhakti dharma jang mereka berikan 

untuk Negara, kepada mereka diberikan hak pensiun dengan 

perhitungan untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 21476 

siGji pokok terachir. 

Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 

tahun 1959. 

Bagi Militer jang belum mentjapai usia pensiun minimum 

akan tetapi telah mempunjai masa kerdja dalam dinas mi- 

liter 20 tahun, diberikan djuga hak pensiun dengan perhi- 

tungan untuk tiap tahun masa kerdja diberikan 21276 gadji 
pokok terachir. 

Hal ini didasarkan atas tugas militer jang tidak terbatas 

waktunja dan jang banjak mempergunakan tenaga phisik, 

sehingga karenanja untuk dapat dipertahankan dalam dinas 

militer sampai mentjapai usia pensiun maksimum, perlu di- 

adakan seleksi untuk memenuhi norma persjaratan ke- 

sehatan. | 

Undang-undang No. 2 tahun 1959 selain mengatur pensiun 

menurut perhitungan tahun masa kerdja bagi militer jang 

tjatjad djasmaniah atau rochaniah, jang didapat didalam 
dan oleh karena dinas, djuga mengatur pemberian tambah- 
an setiap bulannja : 

Rp. 50,— (lima puluh rupiah) bagi Militer jang ke- 
hilangan salah satu anggota badan atau hilang sebelah 
matanja , 

2. Rp. 100,— (seratus rupiah) bagi Militer jang kehilang- 


P. tai 
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an dua atau lebih anggota badan atau hilang kedua 
belah matanja. 

Berbeda dengan Undang-undang No. 2 tahun 195), maka 

dalam Undang-undang ini Militer jang tjatjad berat djas- 

maniah atau rochaniah, jang didapat didalam dan oleh 
karena dinas, diberi pensiun : 

1. 1007o gadji pokok terachir bagi Militer jang tidak 
mampu lagi bekerdja disegala lapang-kerdja apapun, 
dengan tidak mengingat usia dan masa kerdja jang di- 
miliki. 

2. 1590 gadji pokok terachir bagi Militer jang tidak 
mampu lagi bekerdja dalam dinas militer akan tetapi 
masih dapat bekerdja dilapangan kerdja diluar dinas 
militer, dengan tidak mengingat usia dan masa kerdja 
jang dimiliki. 

ajat (2): Tjukup djelas. . 


Pasal 3 
ajat (1) a dan b 


Selaras dengan pendjelasan pasal 2 ajat (1) a dan b diatas, 

hanja jang dimaksud disini adalah mentjapai usia tundjang- 

an bersifat pensiun minimum dan masa kerdja sekurang- 
kurangnja 10 tahun dan sebanjak-banjaknja 14 tahun (huruf 

a), dan/atau belum mentjapai usia tundjangan bersifat pen- 

siun minimum, akan tetapi mempunjai masa kerdja seku- 

rang-kurangnja 15 tahun dan sebanjak-banjaknja 19 tahun 
tahun (huruf b), jang untuk tiap tahun masa kerdja diberi- 
kan 219760 gadji pokok terachir. 

Ketentuan ini adalah sama dengan Undang-undang No. 2 

tahun 1959 jang mempergunakan istilah onderstand terus- 

menerus. 

Ketentuan ini memuat pengaturan bagi Militer jang men- 

dapat tjatjad berat djasmaniah atau rochaniah, jang tidak 

disebabkan didalam dan tidak oleh karena dinas dan 
mungkin pula terdjadi atas kesalahan sendiri. 

Oleh karena itu perlu adanja pernjataan resmi dari Koman- 

dan/Kepala serta Madjelis Pengudji Badan Militer jang 

bersangkutan. 

Bagi Militer jang tjatjad dimaksud disini mendapat perlaku- 

an sebagai berikut : 

1. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja disegala lapang- 
kerdja apapun diberikan tundjangan bersifat pensiun 
pokok sekurang-kurangnja 4076 gadji pokok terachir, 
tergantung dari banjaknja masa kerdja jang dimiliki. 


2. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dalam dinas 
militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang- 
kerdja diluar dinas militer, diberikan tundjangan jang 
bersifat pensiun pokok sekurang-kurangnja 3070 gadji 
pokok terachir, tergantung dari banjaknja masa kerdja 
jang dimiliki. 

ajat (2): Tjukup djelas. 
Pasal 4 
ajat (1) 

Jang dimaksud dengan pemberhentian seorang Militer oleh 

karena sesuatu sebab ialah pemberhentian berdasarkan pasal 19 

ajat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958, 

jang berbunji sebagai berikut : 

a. tidak lagi memenuhi sjarat kedjasmanian dan atau kero- 
chanian untuk tetap dalam dinas militer , 

b. kelebihan tenaga (overcomplect) disebabkan penghapusan 
sebagian maupun seluruh dari bagian/kesatuannja karena 
perubahan susunan Angkatan Perang. 

a. Kepada Militer jang tidak memenuhi sjarat untuk menerima 
hak tundjangan bersifat pensiun (sjarat usia dan masa 
kerdja),. diberikan tundjangan, jang lamanja adalah sama 
seperti masa kerdja dalam dinas militer jang dimiliki, sedang 
perhitungan djumlah tundjangan pokok untuk tiap tahun 
masa kerdja diberikan 21296 gadji pokok terachir. 

b. Selaras dengan pendjelasan pasal 3 ajat (1) huruf c, tetapi 
karena tidak memenuhi persjaratan masa kerdja, maka di- 
berikan tundjangan jang lamanja adalah sama seperti masa 
kerdja jang dimiliki dengan ketentuan : 


1. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dilapang kerdja 
apapun, diberi tundjangan pokok sekurang-kurangnja 
2070 gadji pokok terachir tergantung dari banjaknja 
masa kerdja jang dimiliki. 

2. jang tidak mampu lagi untuk bekerdja dalam dinas 
militer, akan tetapi masih dapat bekerdja dilapang- 
kerdja diluar dinas militer diberi tundjangan pokok 
sekurang-kurangnja 1070 gadji pokok terachir tergan- 
tung dari banjaknja masa kerdja jang dimiliki. 

ajat (2): Tjukup djelas. 
Pasal 5: Tjukup djelas. 


Pasal 6 
Jang dimaksudkan dengan Pemerintah jang berkuasa diwilajah 
Indonesia sebelum Pemerintah Republik Indonesia ialah Peme- 
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rintah Hindia Belanda, Pemerintah pendudukan Djepang dan 
Pemerintah pendudukan Belanda (1945 — 1950). 
Pasal 7: Tjukup djelas. 
Pasal 8: Tjukup djelas. 
Pasal 9 
Pensiun warakawuri dan tundjangan anak jatim/piatu akan di- 
atur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. 


ega ee no Sein 


Pasal 10 
Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 tahun 
1959. Pasal 11 


Kewadjiban jang dimaksud disini ialah antara lain, kewadjiban 
sebagai Militer Tjadangan menurut Undang-undang No. 66 


tahun 1958. Pasal 12: Tiukup dielas. | 
Pasal 13: Tjukup dielas. 
Pasal 14: Tjukup djelas. 

Pasal 15 

ajat (1) 
Dalam merealisir integrasi ke-empat Angkatan Bersendjata se- 
bagai ditetapkan oleh MPRS dengan ketetapannja No. XXIV/ 
MPRS/66 perlu diusahakan ketentuan-ketentuan pembinaan 
jang sama kepada anggota Angkatan Bersendjata. 
Dalam hubungannja dengan pemberian pensiun, tundjangan ber- 
sifat pensiun dan tundjangan, maka sudah sewadjarnja kalau 
ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi anggota Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara djuga dinjatakan berlaku 
bagi anggota Angkatan Kepolisian. 
Adapun karena Undang-undang ini mengatur ketentuan pem- 
berian pensiun tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan chusus 
kepada Militer Sukarela, ketentuan-ketentuan jang terdapat di- 
dalamnja bagi Angkatan Kepolisian diperlakukan terhadap 
anggota-anggotanja, jang dianggap mempunjai status jang sama 
dengan Militer Sukarela. 
Karena ketentuan tentang anggota Angkatan Kepolisian jang 
menentukan status jang sama dengan Militer Sukarela belum 
ada, maka oleh Pemerintah cg Menteri Utama Bidang Pertahan- 
an/Keamanan akan dikeluarkan keputusan mengenai soal ini. 


ajat (2) 
Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk mengatur hal-hal 
jang belum diatur dalam Undang-undang ini. 
Pasal 16: Tjukup djelas. | 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 No. 2811 


ee an RP 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
REPUBLIK INDONESIA 
No. 63/U/KEP/3/1967 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbaryg : 


bahwa untuk mempertjepat pelaksanaan prosedure ganti nama 
chusus bagi anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia 
jang masih menggunakan nama T'jina, perlu diberi wewenang ke- 
pada Panglima Angkatan untuk melaksanakan prosedure tersebut 
atas nama Menteri Kehakiman : 


Memperhatikan : 


Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam 
Negeri No. J.A. 2/2/5 : tanggal 28 Djanuari 1967 tentang pro- 
sedure ganti nama : 


Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163/1966 : 

2. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang 
Peraturan ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai 
nama Tjina : 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

Pertama : 


Chusus bagi anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia 
beserta keluarganja, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/ 
KEP/12/1966 berlaku dengan pengertian sebagai berikut : 


a. dimana tertulis ,,Kepala Daerah tingkat II atau pedjabat jang 
ditundjuknja” harus dibatja ,,Panglima Angkatan masing- 
masing atau pedjabat jang ditundjuknj2”. 

b. dimana tertulis ,,Bupati/KDH atau Walikota/KDH, harus 
dibatja ,,Panglima Angkatan masing-masing” atau pedjabat 
jang ditundjuknja. 
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Kedua : 


Bentuk surat-pernjataan jang dipakai ialah seperti terlampir 
pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Kehakiman. 


Ketiga : 
Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebik 
landjut. 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal: 16 Maret 1967 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
Ketua, 


ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1966. 
. TENTANG 
SATYALANTJANA-PENEGAK 


aa 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbarg : 

1. Bahwa kegiatan-kegiatan jang dilakukan oleh Angkatan Ber- 
sendjata Republik Indonesia dalam rangka pembersihan dan 
pemberantasan terhadap pemberontakan dan pengchianatan 

. dari apa jang dinamakan gerakan 30 September adalah tugas 
mulia demi mempertegak kekuasaan serta kedaulatan Negara 
ja"g berazaskan Pantjasila : 

2. Bahwa mengingat hal tersebut diatas menganggap perlu 
untuk menetapkan suatu pzraturan tentang pemberian Satya- 
lant'ana sebagai penghargaan kepada anggota-anggota Ang- 
katan Bersendjata jang setjara aktip telah melakukan ke- 
giatan-kegiatan tersebut : 


Mengingat : 
1. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran Ken tahun 
1958 No. 124): 
2. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959 (Lembaran Negara 
tahun 1959 No. 44): 
Mendengar : 
Presidium Kabinet Republik Indonesia. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANTJANA 
PENEGAK. 
Pasal 1. 


Kepada anggota Angkatan Bersendjata jang dalam djangka waktu 
sed'ak tanggal 1 Oktober 1965 sampai tanggal jang akan ditentukan 
lebih landjut oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan, 
setjara aktip selama sesikit-dikitnja 30 hari melakukan tugas dalam 
gerakan pembersihan dan pemberantasan terhadap pemberontakan dan 
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pengchianatan dari apa jang dinamakan gerakan 30 September diberi 
tanda penghargaan berupa Satyalantjana bernama bala ani JA- 
NA PENEGAK”. 


Pasal 2. 


Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan dapat merobah 
sjarat waktu 30 hari jang ditentukan dalam pasal 1 Tn | 


Pasal 3. 


Kepada warga-negara Republik Indonesia bukan anggota Ang- 
katan Bersendjata jang melakukan kegiatan atas permtah dan petun- 
djuk dari Angkatan Bersendjata dan memenuhi persjaratan. sebagai- 
mana ditentukan oleh pasal 1 diatas dapat dibesi djuga ,,SATYA- 
LANTJANA PENEGAK”. 


Pasal 4. 


(1) ,,Satyalantjana Penegak” berbentuk seperti dilukiskan dalam 
daftar lampiran, ialah sebuah Satyalantjana bunder berliku-liku, 
dibuat dari logam berwarna perunggu, mempunjai garis tengah 
35 milimeter, disebelah muka dilukiskan tulisan ,,PENEGAK"” 
dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas, disebelah 'belakang 
Satyalantjana dilukiskan tulisan ,,REPUBLIK INDONESIA”. 

(2) Pita ,,Satyalantjana Penegak” berukuran lebar 35 milimeter dan 
pandjang 55 milimeter, berwarna dasar putih dengan 5 (lima) 
strip tegak hidjau tua masing-masing selebar 2 milimeter di- 
tengahnya, seperti dilukiskan dalam daftar lampiran. 


Pasal 5. 


(l) Kepada mereka jang telah menerima ,,Satyalantjana Pencgak” 
dapat menerima lagi setjara ulangan apabila persjaratan sebagai- 
mana ditentukan oleh pasal 1 diatas terpenuhi kembali. 

(2) Pemberian ulangan tersebut dilakukan dengan melekatkan pada 
pita satu logam ketjil terbentuk bintang bersegi lima berwarna 
putih dibuat dari perak untuk tiap ulangan. 


Pasal 6. 
,»Satyalantjana Penegak” diberikan oleh Menteri Utama Bidang 
Pertahanan-Keamanan atas usul Menteri/Panglima Angkatan. 
Pasal 7. 


Tata-tjara pelaksanaan dari pengusulan, penjerahan dan lain- lain 
mengenai ,,Satyalantjana Penegak” ini diatur oleh Menteri/Panglima 
Angkatan. 
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c tt... Pasal 8.1... 


2 Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
Agar setiap: orang dapat mengetahuinja, memermtahkan peng- 
undang :n Peraturan Pemerintah ini. dengan penempatan dalam Lem- 
baran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 29 September 1966 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA 
TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA, 


Ltd. 
SUKARNO. 


Diundangkan di Djakarta 
pada tanggal 29 September 1966 


SEKRETARIS NEGARA, 
t.t.d. 
MOHD. ICHSAN S.H. 


LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 No. 28. . 


“CE 


PENDJELASAN 
DARI | 
PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1966 
TENTANG 
SATYALANTJANA PENEGAK. 


Pengchianatan dan tindakannja dengan apa jang dimamakan 


Gerakan 30 September jang timbul semendjak tanggal 30 September 
1965 itu njata-njata bertudjuan merampas kekuasaan Pemerintah jang 
sah jang amat membahajakan keuluhan negara dan bangsa kita. 

Demi penegakan Pemerintan, negara aan bangsa Ingonesia jang 
berazaskan Pancjasila dan bernaluan Manipol-Uscek itu, maka sesuai 
dengan panggilannja Angkatan Bersendjata telah menunaikan kewa- 
djibannja sebagaimana diharapkan dan sekali lagi menundjukkan ke 
mampuannja untuk menggagalkan dan menumpas maksud jang ter- 
kutuk itu. 

Telah mendjadi kenjataan pula, bahwa disamping Angkatan Ber- 
sendjata tidak ketinggalan akan bantuan karena keinsjafan lapisan 
masjarakat jang dengan suka-rela telah melakukan tugas militer untuk 
tud uan jang sama. | 23 

Dalam hubungan ini, maka sudah selajaknja apabila Pemerintah 
memberi penghormatan jang setinggi-tinggin'a dan menjatakan terima 
kasih kepada mereka jang diwudjudkan dalam pemberian tanda peng- 
hargaan ini. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2808. 


56 


STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
No. : KEP/B/177/1966. 


tentang 


PENGESJAHAN DOKTRIN HANKAMNAS DAN DOKTRIN 
PERDJUANGAN ABRI 


»GATUR DHARMA EKA KARMA" 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN, 


Menimbang : 
bahwa dengan telah Pan penjelenggaraan Seminar HAN- 
KAM ke I, maka dianggap perlu segera mengesjahkan Doktrin 
HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan ABRI sebagai hasil 
Karya Seminar HANKAM ke-l : 


Mengingat : 

1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 tentang Pembentuk: 
an Kabinet AMPERA. 

2. Surat Keputusan WAPERDAM BIDANG HANKAM No. KEP/ 
A/1/1966 tentang Pokok? Organisasi dan Prosedur Bidang 
HANKAM. 

3. Surat keputusan MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN 
KEAMANAN No. KEP/B/158/1966 tentang Seminar HAN- 
KAM. 


Mendengar : 


Amanat? dari Presiden/Pangti ABRI, para MEN/Panglima Ang- 
katan, MENTERI DEMOVET dan Ketua LEMHANNAS. 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


I. Mengesjahkan penjusunan Hasil Karya Seminar HANKAM 
dalam bentuk : 


DOKTRIN HANKAMNAS 
DAN 
DOKTRIN PERDJUANGAN ABRI 
»GATUR DHARMA EKA KARMA”" 
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II. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja. . 
SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui ke- 
pada : 
1. PRESIDEN/PANGTI ABRI 
2. PARA MEN/PANGLIMA ANGKATAN 

. 3. MEN DEMOVET 
4. KETUA LEMHANNAS. 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal: 21-11-1966 
| | 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
Tjap/Ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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BAB II 


KEAMANAN dan UMUM 


Ban Google 


STAF PERTAHANAN KEAMANAN 


INSTRUKSI 
No. : INS/B/127/1966. 


TENTANG 


BANTUAN BAGI PERKEMBANGAN SEKRETARIAT 
BERSAMA GOLONGAN KARYA PADA 
TINGKAT PUSAT DAN DAERAH. 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN, 


Menimbang : 3 ana eat 


a. bahwa Sekretariat Bersama Golongan Karya harus mampu se- 
tjara sistimatis dan berentjana mengembalikan ,,sense of missi- 
on”-nja berupa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa jang 
didasarkan pada patriotisme jang berkiblat pada Undang? Dasar 
dan Pantija Sila, 

b. bahwa Sekretariat Bersama Golongan Karya jang selalu menem- 
patkan dirinja sebagai ,,saudara kandung” Angkatan Bersendjata 
Republik Indonesia dalam pengabdian sebagai pengawal, peng- 
amal dan pengaman Revolusi Indonesia, perlu dibantu sebaik- 
baiknja, agar pengembangan ,,sense of mission” itu dapat 
berdjalan lantjar. 


Mengingat : 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 Th. 1966. 


MEMUTUSKAN: 


MENGINSTRUKSIKAN KEPADA : 


1. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT, 

2. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN LAUT, 

3.  MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA, 

4.  MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN, 
U 


NTUK: 


membantu dan memberikan fasilitas? seluas-luasnja bagi per- 
kembangan dan penunaian tugas Sekretariat Bersama Golongan 
Karya ditingkat Pusat dan Daerah. 


SELESAI. 


Kepada: 
Para Menteri/Panglima Angkatan 
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Tembusan : 


1. Ketua SEKBER GOLKAR 
2. Arsip. ( 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal: 5 Agustus 1966. 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 


Tjap/ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI 
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STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


1 


SURAT-KEPUTUSAN 
NOMOR : KEP/F/98/1966. 


tentang 


1 


TEAM PEKUNEG MENGADAKAN/MENGAMBIL LANGKAH?/ 


TINDAKAN? TERHADAP PEMASUKAN DEVISA 


w MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 


Mendengar : 


Pendapat serta saran? Team Penertiban Keuangan Negara : 


Menimbang : 


1. 


bahwa dalam rangka pengamanan terhadap Uang Negara jang 
berada di Luar Negeri jang sementara ini masih berada diluar 
penguasaan Pemerintah oleh berbagai Instansi Pemerintah jang 
masing? dengan iktikat baik melakukan tindakan? jang dianggap 
perlu: 

bahwa berhubung dengan keadaan tersebut pada pertimbangan 
diatas demi untuk mentjapai daja guna serta hasil guna jang se- 
besar?nja berdasarkan kewenangan jang ada padanja dipandang 
perlu untuk menundiuk satu Instansi jang diberi wewenang se- 
penuhnja untuk melakukan tindakan? terhadap Uang Negara di 
Luar Negeri. 


Menimbang pula : 


bahwa karena keadaan jang mendesak Instansi tersebut perlu di- 
tundjuk Instansi jang dimaksud , 


Mengingat : 

1. Ketetapan M.P.R.S. No. : IX/MPRS/ 1966 tanggal 21 Djuni 1966 
(Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966) : 

2. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ 
Keamanan No.: KEP — 1/4/1966 tanggal 13 April 1966 
tentang Pembentukan Team Penertiban Keuangan Negara : 

3. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ 


Keamanan No.: KEP — 8/4/1966 tanggal 19 April 1966 
tentang Susunan Personalia Team Penertiban Keuangan Negara : 


MEMUTUSKAN: 
TEAM PENERTIBAN KEUANGAN NEGARA 


Menetapkan : 


1. 


Sebagai satu-satunja Instansi jang mengadakan/mengambil 
langkah?/tindakan? jang dianggap perlu dalam melaksanakan 
tugas pokoknja, chusus terhadap : 
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Pemasukan devisa jang mendjadi hak Negara kedalam Rekening | 

jang dapat dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 

jang berasal dari : | 2 ! 

a. Komisi? jang harus disetorkan kepada Dana Revolusi. 

b. Dana? untuk pembangunan Projek? di Indonesia jang telah 
didjandjikan oleh fihak Suplier di Luar Negeri. 

c. Penjisihan dari hasil export chusus jang akan digunakan 
untuk membiajai Projek? di Indonesia. : 

d. Devisa Negara Republik Indonesia jang setjara tidak sah : 
telah djatuh dibawah penguasaan perorangan dan atau ' 
badan? tertentu tanpa adanja pertanggungan djawab kepada 


Pemerintah Repubkk Indonesia. 


2. Dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab penuh ke- 
pada Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan. 

3. Kebidjaksanaan (policy) keuangan tetap berada pada Menteri 

Keuangan. 

. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannja. 

SALINAN : 

Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : 

KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA. 

MENTERI UTAMA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN. 

MENTERI UTAMA BIDANG POLITIK. 

MENTERI UTAMA BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT. 

MENTERI UTAMA BIDANG INDUSTRI DAN 

PEMBANGUNAN. 

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 

KAS KOGAM. 

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN DARAT. 

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN LAUT. 

10. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN UDARA. 

11. MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN. 

12. DJAKSA AGUNG. 


PETIKAN : 
Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan 
untuk diindahkan seperlunja. si 
Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal : 25-8-1966. 
MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL TNI 


CON URuNw 


STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT-KEPUTUSAN 
Nomor : KEP/F/103/1966 


TENTANG 
PEMBENTUKAN TEAM PENERTIBAN KEUANGAN DAERAH, 


MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN. 
Menimbarg : 


1. Bahwa Team Penertiban Keuangan Negara dalam usahanja mem- 
bantu Pemerintah untuk menstabilisir perekonomian pada tahap 
pertama telah dapat menjelesaikan tugasnja pada tingkat Pusat : 

2. Bahwa demi untuk lebih mengintensipkan serta meningkatkan 
pemasukan uang pada Negara dipandang perlu untuk membentuk 
Team di Daerah-daerah : 


Mendengar : 
Pendapat serta saran-saran Team Penertiban Keuangan Negara : 


Mengingat : 

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 52/KOTI tahun 1964: 

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 54/KOTI tahun 1964: 

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 89/KOTI tahun 1965 : 

Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ 

Keamanan No. KEP-1/4/1966 tanggal 13 April 1966 tentang 

Pembentukan Team Penertiban Keuangan Negara (PEKUNEG ) : 

5. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ 
Keamanan No. KEP-8/4/1966 tanggal 19 April 1966 tentang 
Susunan Personalia Team Penertiban Keuangan Negara , 

6. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan/ 
Keamanan No. KEP/A/1/1966 tanggal 27 April 1966 tentang 
Pokok-pokok Organisasi dan Prosedir bidang Pertahanan-Ke- 
amanan : 

7. Ketetapan M.P.R.S. No.: IX/MPRS/1966 tanggal 21 Djuni 
1966 (Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin 
Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966) , 


MEMUTUSKAN, 


sa sn 


Menetapkan : 


Pasal 1. 


(1) Membentuk Team Penertiban Keuangan Negara ditiap Daerah 
Swatantra Tingkat I (Propinsi). 
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(2) 


(1) 


(2) 
(3) 


(1) 


(2) 


2 


Team Penertiban Keuangan Negara jang dimaksud dalam ajat (1) 
pasal ini disebut : ,, TEAM PENERTIBAN KEUANGAN DA- 
ERAH” disingkat ,,PEKUNEG DAERAH”. 


Pasal 2. 


Susunan Team Penertiban Keuangan Daerah adalah sebagai ber- 
ikut : 
a. KETUA: 
Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sebagai KETUA me- 
rangkap Anggauta. 


b. KEANGGAUTAAN: 
Terdiri dari Instansi-Instansi Angkatan Bersendjata, Ke- 
djaksaan, Instansi Keuangan dan Instansi Pemerintah se- 
tempat jang dianggap perlu. 
Pada Team PEKUNEG DAERAH diadakan suatu Sckretariat 
jang dipimpin oleh SEKRETARIS PEKUNEG DAERAH. 
Anggauta-anggauta Team PEKUNEG DAERAH diangkat dan di- 
berhentikan oleh KETUA Tcam PEKUNEG PUSAT. 


Pasal 3. 


Team Penertiban Keuangan Negara Daerah bertugas membantu 
Team Penertiban Keuangan Negara Pusat dalam melakukan 
pengamanan pelaksanaan Program Pemerintah untuk menstabilisir 
perckonomian pada umumnja dan keuangan pada chususnja, ter- 
utama dalam menertibkan soal-soal : 


a. Bank Negara Indonesia dan Keuangan Negara pada umum- 
nja. 

b. Penertiban Personil/Pegawai dalam hubungannja dengan 
Keuangan Negara. 

c.  Pengusutan terhadap penjelewengan dalam bentuk Rupiah 
maupun Devisa, hutang-piutang Negara dan lain sebagainja. 

d. Semua kegiatan/lalu lintas keuangan diiihat dari segi 
hukum. 

e.  Mengadjukan usul-usul dan pertimbangan-pertimbangan ke- 
pada KETUA Team PEKUNEG PUSAT sehubungan 
dengan pelaksanaan tugasnja. 

Dalam melaksanakan tugasnja sebagaimana tersebut dalam ajat 

(1) pasal inn Team PEKUNEG DAERAH dapat melakukan 

hubungan dengan semua Instansi Pemerintah Sipil dan Militer 

maupun Swasta setempat. 

Dalam melaksanakan tugasnja Tcam PEKUNEG DAERAH ber- 

tanggung djawab kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan/ 

Keamanan c.g. KETUA Team PEKUNEG PUSAT. 


Pasal 4. 


KETUA Team PEKUNEG PUSAT menetapkan prosedur dan tata- 
tjara kerdja Team PEKUNEG DAERAH serta menetapkan pembagian 
tugas antara Anggauta-Anggautanja. 


Pasal 5. 


Pembiajaan Team PEKUNEG DAERAH dibebankan kepada PE- 
KUNEG PUSAT. 


Pasal 6. i : 


Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dengan Ke- 
putusan Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan. 


Pasal 7. 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal: 1 September 1966 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN, 


tjap ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No.: 80/U/KEP/4/19617. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 
Menimbang : 


1. bahwa pembangunan daerah Sumatera setjara integral mempunjai 
arti jang vital dalam perdjuangan Nasional dewasa ini dan mem- 
punjai sifat saling mengisi dengan usaha Pemerintah Pusat, untuk 
mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AM- 
PERA : 

2. bahwa dewasa ini oleh para Gubernur/Kepala Daerah ber-sama? 
para Panglima-panglima Daerah di Sumatera dengan koordinasi 
Panglima Komando Antar Daerah Pertahanan Sumatera telah di- 
siapkan rentjana pembangunan se-Sumatera dan telah mulai di- 
laksanakan (Operasi Harapan) : 

3. bahwa untuk mengefektifkan dan memelihara kontinuitas pe- 
laksanaan rentjana-rentjana tersebut diatas, serta untuk diserasi- 
kan dalam rangka pembangunan Nasional, perlu menundjuk 
pedjabat untuk melakukan koordinasi dan pengawasan duri pe- 
laksanaan rentjana tersebut diatas : 


Mengingat : 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 th. 1966. 
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 23/EK/IN/10/1966. 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


Pertama : 
Menugaskan kepada Panglima Komando Antar Daerah-Per- 
tahanan Sumatera untuk melakukan koordinasi dan pengawasan 
atas pelaksanaan rentjana pembangunan Daerah Sumatera 
(Operasi Harapan). 


Kedua: 
Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan tersebut PER- 
TAMA, Panglima Komando Antar Daerah Pertahanan Sumatera 
dapat : 
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mengadakan musjawarah-musjawarah kerdja : 

mengeluarkan instruksi-instruksi dan benda peramiiuk 
pelaksanaan kepada “Gubernur/Kepala Daerah dan para 
Panglima-panglima Daerah dari Keempat Angkatan Ber- 
sendjata dan pedjabat-pedjabat Militer dan Sipil lainnja di 
Sumatera : 

c.  tindakan-tindakan lain jang tidak bertentangan dengan pec- 
raturan-peraturan perundang-undangan jang berlaku : 
kesemuanja itu untuk memperlantjar serta untuk mensukseskan 
pelaksanaan ,,Operasi Harapan” tersebut serta tidak boleh ber- 

tentangan dengan kebidjaksanaan Pusat. 


Ketiga : 
Pemberian penugasan seperti tersebut PERTAMA dan KEDUA 
diatas, tidak mengurangi hubungan kerdja dan tanggung djawab 
dari pada Gubernur/Kepala Daerah, Panglima-panglima Daerah 
serta pedjabat-pedjabat lainnja kepada Departemen-departemen 
jang bersangkutan ditingkat Pusat. 

Keempat : 
Pelaksanaan dari tugas seperti tersebut PERTAMA dan KEDUA 
ini dilakukan dengan penuh tanggung djawab dan bidjaksana 
serta dilaporkan setjara periodiek kepada Ketua Presidium 
Kabinet. 

Kelima : 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


TP 


Ditetapkan di: Djakarta 
pada tanggal: 5 April 1967 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
! ttd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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STAF PERTAHANAN-KEAMANAN 


SURAT — KEPUTUSAN 
No. : KEP/A/160/66. 
tentang 


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI OPERASI 


KARYA ABRI 


— MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN 
Menimbang : 


1. 


Bahwa dalam rangka pembinaan ketahanan, keamanan dan 
kemakmuran bangsa, ABRI sebagai unsur sosial ekonomi 
dalam bidang ini mempunjai tugas : sebagai unsur jang aktief, 
kreatief dan produktsef membantu kelantjaran penghidupan 
ekonomi bangsa menudju stabilisasi ekonomi sebagai pra- 
s:arat tertjapainja masjarakat adil dan makmur berdasarkan 
PANTIJA SILA, 


2. Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan DWIDHARMA dan 

—.. TJATUR KARYA Kabinet AMPERA dengan djalan mem- 

bantu bidang-sospol dan sosek, perlu membuat ABRI djuga 
sebagai kekuatan produksi : 

3. Bahwa perlu mengatur langkah-langkah pelaksanaan pro- 
gram tersebut jang seragam dalam ABRI dalam rangka 
pembangunan/pengembangan ekonomi Indonesia pada 
umumnja dan memenuhi kebutuhan sendiri pada chususnja : 

Mengingat : 

1. Keputusan Presiden No. 371 tahun 1962: 

2. Instruksi Menteri Pertama No. 1 tahun 1963, 

3. Keputusan Menko Hankam/KASAB No. M/A/7/1963 dan 
M/B/13/1963, 

4. Instruksi Presidium Kabinet AMPERA No. 01/U/IN/8/ 
1966 dengan lampirannja Pedoman Pokok Bagi Kabinet 
AMPERA 

5. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM No. Kep/A/1/ 
1966 tanggal 27-4-1966 tentang Pokok-pokok Organisasi dan 
Prosedur Bidang Pertahanan-Keamanan , 

Mendengar : 


Hasil rapat Staf HANKAM jang diadakan berturut-turut dengan 
utusan-utusan/wakil-wakil dari masing-masing Angkatan. 


70 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI OPERASI 
KARYA ABRI sebagai berikut : 


Pasal 1. 

MENUTAMA HANKAM adalah pemegang ane Uks 
daripada Operasi Karya ABRI. 

Pasal 2. 

1. MENUTAMA HANKAM dalam mendjalankan tugas ini di- 
bantu oleh suatu Badan Kooramasi Operasi Karya ABRI jang. ber- 
kedudukan ditingkat Staf HANKAM dimana anggauta-anggautanja 
terdisi atas: beberapa PATI dan beberapa PAMEN dari tiap-tiap 
Angkatan jang duduknja dalam Badan ini adalah sebagai wakil- 
wakil dari Angkatan masing-masing. 

2. Bahwa Koordinasi Pp Karya ABRI dipimpin oleh se- 
orang Ketua jang diangkat dan diberhentikan oleh MENUTAMA 


Pasal 3. 


Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI bertindak dan bertugas : 
sebagai Pelaksanaan, Pembmaan & Pengendalian Operasi Karya 
ABRI. — untuk pengurusan Koordinasi daripada segala matjam ben- 
tuk bantuan dari luar negeri dalam rangka pelaksanaan Operasi Karya 
ABRI. 


Pasal 4. 
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3, 
Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI bertanggung djawab kepada 


MENUTAMA HANKAM dengan melalui dan dikoordinasikan oleh 
KAS HANKAM. 


Pasal s. 

1. Didalam masing-masirg Departemen/Angkatan dibentuk 
Komando-komamdo Operasi Karya jang langsung dipimpm oleh MEN/ 
PANGLIMA Angkatan, dengan menundjuk seorang Perwira Pelaksana 
Umum szbagai Direktur Operasi Karva. 

2. MEN/PANGLIMA Angkatan memberikan petundjuk-petun- 
djuk, bimbingan-bimbingan kepada Direktur Operasi Karya Angkatan 
dalam merealisir kembali kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh 
MENUTAMA HANKAM cg Badan Koordinasi Operasi Karya 
ABRI, untuk kemudian dituangkan dalam rentjan2 kerdja/operasi jang 
njata dan diberikan kepada Komando-komando Karya dalam Ang- 
katan untuk dilaksanakan oleh Kesatuan-kesatuan Operasi Karya. 
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3. MEN/PANGLIMA Angkatan masing-masing memberikan 
pertanggungan-djawab kepada MENUTAMA HANKAM atas segala 
sesuatu jang bersangkutan dengan Operasi Marya didalam Angkatan- 
nja. 

Pasal 6. 

Didalam mendjalankan Operasi Karya Gabungan ABRI, dapat 
dibentuk suatu Kesatuan Gabungan antar Angkatan jang mana pe- 
ngendalian dian pembimaannja langsung dibawah Komando MENU- 
TAMA HANKAM. 


Pasal 7. 
Susunan Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI tertera pada 
Bagan Organisasi dalam lampiran Keputusan ini. 


Pasal 8. 

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan, pengembangan dan pero- 
bahan Organisasi dari Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI ini, 
diatur berdasarkan Keputusan MENUTAMA HANKAM atas saran- 
saran dari Ketua Badan Koordinasi Operasi Karya ABRI dan dengan 
koordmasi dengan Badan-badan Staf HANKAM jang bersangkutan 


Pasal 9. 

Untuk kelantjaran pelaksanaan tugas Badan Koordinasi None 
Karya ABRI tersebut pada pasal 3 padanja diberikan wewenang 
untuk mengadakan hubungan/koordinasi baik dengan” Badan-badan 
Staf HANKAM, chususnya dengan DIRSTRASEK/DIRSTRASOP 
HANKAM, maupun dengan Instansi Ka diluar la 
Staf HANKAM. 

Ta Pasal 10. 

“Dengan dikeluarkannja Keputusan ini, segala ketentuan jang ber- 

tentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku. 
Pasal 11. 
Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal penetapannja. 


Ditetapkan di: DJAKARTA 
Pada tanggal : 4-11-1966 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN, 


tt.d. 
SOEHARTO 


DJENDERAL TNI 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI 
UTAMA BIDANG PERTAHANAN. 
KEAMANAN 
No. : KEP/A/160 66. 
TANGGAL - 4-11-1966 


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI OPERASI KARYA ABRI: 


MENUTAMA 
HANKAM 


MEN/PANGAD id Melia 


BADAN KOORDINASI 
OPERASI KARYA ABRI 
DIRSTRASEK/ |... 
DIRSTRASOP 


Loco vm 


MEN/PANG- MEN/PANG- 
AU AK 


KESATUAN 
OP GAB ABRI 


DI:FAK 
DIROPS 


KARYA 


MENTERI UTAMA 
BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN. 
.td 
SOEHARTO 
DJENDERAL TNI 
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Undang- Undang Veteran 
Republik Indonesia 
No. Tahun 1967 


DISUSUN OLEH: 


SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


Djakarta, 17 Djuli 1967 


UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1201 
TENTANG ja 
VETERAN REPUBLIK INDONESIA 


una 


DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbarg : 


1. Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mereka 
jang telah menjumbangkan tenaganja setjara aktif atas dasar suka- 
rela dalam ikatan kesatuan bersendjata (resmi maupun kelaskat- 
an) dalam memperdjuangkan, membela dan mempertahankan 
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia : 

2. Bahwa Persatuan Nasional berdasarkan Pantjasila mutlak harus 
digalang, dan dibina disegala segi kehidupan sebagai djaminan, 
untuk mentjapai tjita-tjita Revolusi Bangsa Indonesia jang' ber- 
dasarkan Pantja-Sila, jaitu suatu tata-susunan masjarakat adil dan 
makmur, dan oleh karenanja para Veteran Pedjuang dan Pembela 
Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai unsur perdjuangan 
perlu dihimpun dalam satu organisasi massa jang merupakan 
Golongan Karya Veteran : 


3. Bahwa untuk maksud tersebut didalam angka 1 dan 2 diatas, ke- 
tentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang Veteran 
No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No: 76) 
perlu disempurnakan sesuai dengan haluan dan perkembangan 
ketata-negaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk 
menjelesaikan Revolusi Bangsa Indonesia dalam mentjiptakan 
masjarakat adil dan makmur tanpa penghisapan manusia oleh 
manusia, jaitu Sosialisme Indonesia berdasarkan Pantja-Sila , 


Mengingat : 


a. Pasal Sajat 1, Pasal 15, Pasal 20 ajat 1, Pasal 17, 28, 29 dan 30 
Undang-undang Dasar 1945 : 


b. Ketetapan-ketetapan Sidang Umum M.P.R.S. ke IV Tahun 1966 : 
c. Ketetapan-ketetapan Sidang Istimewa M.P.R.S. Tahun 1967: 
d. Ketetapan Sidang Istimewa M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 : 
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong : 


” 


Ii. 


MEMUTUSKAN: 
Mentjabut Undang-undang No. 15 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) : 
Menetapkan : 


UNDANG-UNDANG TENTANG 
VETERAN REPUBLIK INDONESIA. 


BAB I. 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1. 


Veteran Republik Indonesia adalah : 


W) 


Warga Negara Republik Indonesia jang dalam masa Revolusi 


. fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah 


44) 


(5) 


(1) 


ikut serta setjara aktif berdjuang untuk mempertahankan Ncgara 
Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau ke- 
laskaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjuangan itu. 
Warga Negara Republik Indonesia jang dalam perdjuangar pem- 
bebasag Irian Barat melakukan Trikora sedjak 19 Desember 1961 
sampai dengan 1 Mei 1963 ikut setjara aktif berdjuang/bertempur 
dalam kesatuan-kesatuan bersendjata didaerah Irian Barat 
Warga Negara Republik Indonesia jang melakukan tugas Dwikora 
langsung setjara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam 
kesatuan-kesatuan bersendjata. 

Warga Negara Republik Indonesia jang menurut salah satu tjara 
jang tersebut pada ajat (1) ikut setjara aktif dalam sesuatu pe- 
perangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik 
Indonesia menghadapi negara lain jang timbul dimasa jang akan 
datang. 

Warga Negara Republik Indoncsia jang langsung aktif dalam per- 
tempuran dalam kesatuan-kesatuan bersendjata melaksanakan 
Komando seperti tersebut dalam ajat (2) dan (3) diatas dalam 
menghadapi fihak/negara lain. 


Pasal 2. 


Semua Veteran jang telah disjahkan memperoleh gelar kehormatan 
» Veteran Republik Indonesia”. 

Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 
ajat (1) diatas dapat discbut Veteran Pedjuang Kemerdekaan 
Republik Indonesia. 


(3) 


Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal I 
ajat 2, 3, 4, dan 5, dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan 
Republik Indonesia. 


Pasal 3. 


Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi 
seorang Veteran apabila ia : 


a. 
b. 


Cc. 


d. 


(1) 


(2) 


(3) 


(1) 


Membantu musuh negara/Revolusi. 

Tidak setia dan menghianati kepada Dasar Negara Pantja-Sila 
dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kehilangan haknja untuk mendjadi anggauta angkatan bersendjata 
menurut putusan Pengadilan. 

Mendapatkan pidana pendjara lebih dari satu tahun lamanja atas 
Keputusan Pengadilan Republik Indonesia. 


Pasal 4. 


Tiap? peristiwa jang mendjadi sumberan ke-Veteran menurut 
pasal 1 mempunjai tanda? kehormatan masing? jang akan diatur 
dengan peraturan Pemerintah. 

Kepada setiap Veteran diberikan tanda? kehormatan peristiwa 
menurut ajat 1 berdasarkan sumber ke-Veteranannja masing? jang 
pelaksanaannja diatur lebih landjut oleh Menteri jang bersang- 
kutan. 

Setiap Veteran Republik Indonesia jang berdjasa dalam suatu 
peristiwa jang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh 
bintang kehormatan dan/atau bintang djasa sesuai dengan pe- 
raturan? jang berlaku. 


BAB II. 


KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN 
REPUBLIK INDONESIA 


Pasal 5. 


Veteran Republik Indonesia adalah golongan masjarakat jang ber- 
watak revolusioner dan berdjiwa Pantja-Sila serta pernah berdjoang 
dalam kesatuan? bersendjata atau resmi atau kelaskaran jang di- 
akui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela 
Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu ber- 
kewadjiban tetap melandjutkan perdjoangan mengamankan dan 
mengamalkan Pantja-Sila serta melawan segala isme dalam bentuk 


$ 


II. 


MEMUTUSKAN: 
Mentjabut Undang-undang No. 15 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) , 
Menetapkan : 
| ——. UNDANG-UNDANG TENTANG 
VETERAN REPUBLIK INDONESIA. 


BAB I. 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1. 


Veteran Republik Indonesia adalah : 


d2) 


(4) 


(5) 


(1) 


Warga Negara Republik Indonesia jang dalam masa Revolusi 
. fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah 
ikut serta setjara aktif berdjuang untuk mempertahankan Ncgara 
Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau ke- 
laskaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjuangan itu. 
Warga Negara Republik Indonesia jang dalam perdjuangan pem- 
bebasari Irian Barat melakukan Trikora sedjak 19 Desember 1961 
sampai dengan 1 Mei 1963 ikut setjara aktif berdjuang/bertempur 


dalam kesatuan-kesatuan bersendjata didaerah Irian Barat. 


Warga Negara Republik Indonesia jang melakukan tugas Dwikora 
langsung setjara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam 
kesatuan-kesatuan bersendjata. 

Warga Negara Republik Indonesia jang menurut salah satu tjara 
jang tersebut pada ajat (1) ikut setjara aktif dalam sesuatu pe- 
perangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik 
Indonesia menghadapi negara lain jang timbul dimasa jang akan 
datang. 

Warga Negara Republik Indonesia jang langsung aktif dalam per- 
tempuran dalam kesatuan-kesatuan bersendjata melaksunakan 
Komando seperti tersebut dalam ajat (2) dan (3) diatas dalam 
menghadapi fihak/negara lain. 


Pasal 2. 


Semua Veteran jang telah disjahkan memperoleh gelar kshormatan 


Veteran Republik Indonesia”. 

Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 
ajat (1) diatas dapat disebut Veteran Pedjuang Kemerdekaan 
Republik Indonesia. 


(3) 


Setiap Veteran jang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal I- 
ajat 2, 3, 4, dan 5, dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan 
Republik Indonesia. 


Pasal 3. 


Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi 
seorang Veteran apabila ia: 


a. 
b. 


Cc. 


d. 


(1) 


(2) 


Membantu musuh negara/Revolusi. | 

Tidak setia dan menghianati kepada Dasar Negara Pantja-Sila 
dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kehilangan haknja untuk mendjadi anggauta angkatan bersendjata 
menurut putusan Pengadilan. 

Mendapatkan pidana pendjara lebih dari satu tahun Jamanja atas 
Keputusan Pengadilan Republik Indonesia. 


Pasal 4. 


Tiap? peristiwa jang mendjadi sumberan ke-Veteran menurut 
pasal 1 mempunjai tanda? kehormatan masing? jang akan diatur 
dengan peraturan Pemerintah. 


Kepada setiap Veteran diberikan tanda? kehormatan peristiwa 
menurut ajat 1 berdasarkan sumber ke-Veteranannja masing? jang 
pelaksanaannja diatur lebih landjut oleh Menteri jang bersang- 
kutan. 


(3) Setiap Veteran Republik Indonesia jang berdjasa dalam suatu 


(1) 


peristiwa jang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh 
bintang kehormatan dan/atau bintang djasa sesuai dengan pe- 
raturan? jang berlaku. 


BAB II. 


KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN 
REPUBLIK INDONESIA 


Pasal 5. 


Veteran Republik Indonesia adalah golongan masjarakat jang ber- 
watak revolusioner dan berdjiwa Pantja-Sila serta pernah berdjoang 
dalam kesatuan? bersendjata atau resmi atau kelaskaran jang di- 
akui oleh Pemerintah dalam mempertahankan dan membela 
Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu ber- 
kewadjiban tetap melandjutkan perdjoangan mengamankan dari 
mengamalkan Pantja-Sila serta melawan segala isme dalam bentuk 
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(2) 


“) 
(2) 
-(3) 
9 
“(5) 
d) 


(2) 


manifestasi apapun jang bertentangan dengan Pantja-Sila, menudju 
pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat. 

Veteran Republik Indonesia adalah golongan masjarakat jang 
pernah berdjuang dalam kesatuan-kesatuan bersendjata resmi 
atau kelasjkaran jang diakui oleh Pemerintah dan oleh karena itu 
berkewadjiban berusaha untuk mendjadikan dirinja unsur Masja- 
rakat jang aktif dalam melaksanakan pertahanan rakjat dan 
Program Pembangunan Nasional. 


BAB III 
. HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA 
Pasal 6. 


Kepada setiap Warga Negara jang memenuhi ketentuan dalam 
pasal 1 ajat 1 diberikan sebutan Veteran Pedjuang Kemerdekaan 
Republik Indonesia dan tanda? kehormatan menurut pasal 4. 


Kepada setiap Warganegara jang memenuhi salah satu ketentuan 
tsb. dalam pasal 1 ajat 2, 3, 4, dan 5 diberikan sebutan Veteran 
Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan tanda? kehormat- 
an menurut pasal 4. 


Kepada: Pedjoang Kemerdekaan jang telah gugur dimasa antara 
17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat mem- 
perdjuangkan Negara Republik Indonesia diberikan penghargaan 
pangkat anumerta sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan dan 
mendapat hak? kenaikan pangkat. 


Setiap Veteran Republik Indonesia jang gugur/meninggal dunia 
dalam mendjalankan tugas Negara berhak dimakamkan ditaman 
Pahlawan sesuai dengan peraturan jang berlaku. 


Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat 1, 2, 3, dan 
4, diatur oleh Menteri atau Pedjabat jang ditetapkan olch Pcme- 
rintah. 


Pasal 7. 


Scseorang Veteran Republik Indonesia bekas anggota Angkatan 
bersendjata, berhak memakai pakaian seragam dan tanda' Pangkat 
dari pangkat jang terachir dalam upatjara? Nasional serta hari? 
Nasional dan Kemiliteran menurut ketentuan? jang berlaku. 


Seseorang Veteran Republik Indonesia bukan bekas anggauta 
angkatan bersendjata dapat memakai pakaian dan tanda? jang 
bentuk dan tjara pemakaiannja ditetapkan oleh Menteri jang ber- 
sangkutan. 


Pasal 8. 


(1) Djika seseorang Veteran Republik Indonesia itu Pegawai Negeri 
atau mendjadi Pegawai Negeri, maka waktu selama ia turut dalam 
Kesatuan? seperti tersebut dalam pasal 1 dihitung sebagai masa 
kerdja apabila ia termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan, se- 
dangkan apabila ia termasuk Veteran Pedjuang Kemerdekaan, 
dihitung 2 kali lipat sebagai masa kerdja penuh dan untuk per- 
hitungan pensiun. 

(2) Seseorang Veteran Republik Indonesia, apabila ia Pegawai Negeri 
atau buruh Swasta harus diterima kembali dalam lapangan peker- 
djaannja semula dengan tidak dirugikan hak?nja setelah menj:- 
lesaikan tugasnja. 


Pasal 9. 


(1) Seseorang Veteran Republik Indonesia jang berhubung dengan 
perikehidupannja ternjata membutuhkan bantuan, harus diberi 
bantuan menurut ketentuan jang ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden jang mengatur tjara pemberian serta bentuk bantuan bagi 
Veteran Republik Indonesia. 

(2) Warakawuri dan anak-anak jatim piatu dari Veteran Republik 
Indonesia jang gugur sewaktu ia bertugas dalam lingkungan ke- 
satuan seperti tersebut dalam pasal 1, diberi tundjangan menurut 
ketentuan? jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden. : 

(3) Seseorang Veteran Republik Indonesia serta keluarganja, jang ter- 
njata harus mendapatkan bantuan menurut ajat 1 pasal ini diberi 
pertolongan dokter/perawatan menurut peraturan tentang Per- 
tolongan dokter/ Perawatan jang berlaku bagi pegawai Negeri jang 
dipensiunkan. 


Pasal 10. 


Kepada seseorang Veteran Republik Indonesia jang belum mempunjai 
pekerdjaan dapat diberikan latihan kedjuruan atas tanggungan Pe- 
merintah menurut tjara dan waktu jang akan diatur dengan Keputusan 
Presiden. 


Pasal 11. 


(1) Seseorang Veteran Republik Indonesia didahulukan dalam mem- 
peroleh djabatan dalam Dinas Pemerintahan dengan memperhati- 
kan sjarat-sjarat ketjakapan jang dibutuhkan untuk djabatan itu 
sebagai pegawai negeri. 

(2) Ketentuan dalam ajat 1 pasal ini berlaku djuga bagi Departemen, 
Perusahaan Negara dan Swasta menurut ketentuan? jang ditetap- 
kan dengan Keputusan Presiden. 


(3) Perusahaan? tersebut dalam ajat 2 pasal ini diharuskan menerima 
Veteran Republik Indonesia sebagai pegawai atau pekerdja se- 
kurang-kurangnja 25 7 dari lowongan jang ada 


Pasal 12. 


Kepada Veteran Republik Indonesia jang berusaha setjara per- 
orangan maupun setjara kolektif diberikan bantuan dan bimbingan 
jang akan diatur dalam Keputusan Presiden. 


ir BAB IV. 
KEWADJIBAN VETERAN  REPUBLIK INDONESIA 
Pasal 13. 


Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib setia kepada Dasar 
Pantja-Sila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Pasal 14. 


Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib mendjundjung tinggi 
nama baik, Kode Kehormatan dan Doktrin Veteran Republik Indo- 
nesia. 

Pasal 15. 


Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wadjib mendjadi 
anggauta Legiun Veteran Republik Indonesia jang merupakan satu- 
satunja organisasi massa Veteran. Pelaksanaannja diatur dalam Ang- 
garan Dasar dan Rumah Tangga sesuai dengan pasal 18 ajat 2. 


Pasal 16. 


Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib turut serta memegang 
rahasia negara jang diketahuinja, mendjundjung tinggi kehormatan 
Negara, membela Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. 


BAB V. 


BADAN-BADAN JANG CHUSUS BERHUBUNGAN DENGAN 
MASALAH VETERAN. 
Pasal 17. 


Untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan jang tertjantum 
dalam Undang-undang ini, Presiden menetapkan sesuatu Departemen 
atau Badan lain, ka dengan tingkat-tingkat pengurusan masalah 
Veteran. 
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Pasal 18. 


(Jl) Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran 
jang disebut Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu- 
satunja organisasi penghimpun massa Veteran. 

(2) Anggaran dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun 
Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ajat (1) diusulkan 
oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 


Pasal 19. 


Semua Veteran jang menderita tjatjad karena akibat perdjuangan/ 
tugas, para warakawuri dan jatim piatu Veteran akan diurus setjara 
chusus jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 20. 


Pemerintah disamping melaksanakan ketentuan-ketentuan jang 
tertjantum dalam BAB. III, wadjib memberikan dorongan, bantuan 
dan bimbingan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk 
dapat melaksanakan tugasnja membawa seluruh massa Veteran kearah 
integrasi dengan rakjat dan tugas-tugas revolusi dalam segala bidang. 


BAB VI. 
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA 


Pasal 21. 

Barang siapa dengan sengadja memberikan keterangan jany tidak 
benar mengenai dirinja atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan 
menurut pasal 1 dipidana dengan pendjara selama-lamanja lima 
tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah. 

Pasal 22. | 

Barang siapa menamakan dirinja Veteran dengan maksud-maksud 


. tertentu sedang ia tidak berhak atas sebutan itu dipidana dengan pidana 


pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda se-tinggi?- 
nja seratus ribu rupiah. 
Pasal 23. 
Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 11 di- 
pidana dengan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau 
pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah. 


Pasal 24. 


Seorang Veteran jang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 13, 14, dan 16 ditjabut haknja sebagai Veteran, disamping 
pidana jang dapat didjatuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pidana jang berlaku. 


Pasal 25. 
Tindak-tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 21, 22, dan 
23 adalah kedjahatan. 


| BAB VI. 
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. 


Pasal 26. 

Semua ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Veteran Pe- 
djuang Kemerdekaan (Undang-undang No. 15 tahun 1965, Lembaran 
Negara tahun 1965 No. 76) jang telah dilaksanakan pada saat mulai 
berlakunja Undang-undang ini tetap berlaku selama ada ketentuan-ke- 
tentuan pengganti berdasarkan undang-undang ini. 


Pasal 27. 

Semua peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan undang: 
undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) 
jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini, 
tetap berlaku sepandjang tidak ditjabut, dirubah atau ditambah ber- 
dasarkan undang-undang ini. 

Pasal 28. 

Bagi mereka jang termasuk Veteran seperti jang termaksud dalam 
pasal 1, jang sebelum berlakunja Undang-undang ini telah menerima 
perlakuan tertentu berdasarkan peraturan? jang berlaku, tetap memper- 
oleh perlakuan tsb., selama belum disesuaikan dengan undang-undang 
ini. 

Pasal 29. 
Undang' ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lem- 
baran Negara Republik Indonesia. 
Disahkan di Djakarta. 
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
SOEHARTO 

DJENDERAL T.N.I. 

Diundangkan di : Djakarta 

Pada tanggal : Djuli 1967. 

A.n. Sekretaris Negara 
Sekretaris Presidium Kabinet Ampera 
ttd. 
SOEDHARMONO S.H. 


BRIG. DJEN. T.N.I. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. TAHUN 1967. 
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PENDJELASAN UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1967 
TENTANG 
VETERAN REPUBLIK INDONESIA 


UMUM. 


Pemerintah dan Rakjat Indonesia dengan tulus dan ichlas mem- 
berikan penghargaan dan penghormatan pada putra-putranja jang 
dalam periode perdjoangan dan periode pembelaan Kemerdekaan 
Republik Indonesia telah berdjoang mengangkat sendjata mem- 
bela kemerdekaan dan kebebasan tanah-airnja dibawah pandji- 
pandji perdjoangan melawan segala isme dalam segala bentuk 
manifestasinja apapun jang bertentangan dengan Pantja-Sila. 


a. Revolusi kita mengedjar satu idee besar, jaitu melaksanakan 
Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi, satu 
amanat jang sungguh? mulia sebagaimana filsafat hidup jang 
kita anut, jakni Pantja-Sila. 


b. Pengalaman perdjoangan dan Revolusi kita menundjukkan 
keharusan objektif adanja PERSATUAN dan KESATUAN 
NASIONAL berdasarkan PANTJASILA, untuk mewudjud- 
kan tjita? Revolusi Bangsa Indonesia seperti jang tersurat 
dan tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 


Salah satu segi daripada usaha Pemerintah mentjabut Undang? 
Veteran No. 75 tahun 1957 dan mengganti dengan Undang-ua- 
dang Veteran jang baru adalah bermaksud untuk menegaskan 
kembali, bahwa persoalan Veteran pada hakekatnja adalah soal 
perdjoangan, soal Revolusi jang masih berdjalan terus dan oleh 
karena itu ia satu dengan tuntutan-tuntutan Revolusi jang me- 
ningkat, satu dengan romantika, dinamika dan dealiktikanja Re- 
volusi. 


Untuk dapat benar? mewudjudkan apa jang termaktub dalam 
pokok 1 dan 3 diatas, Pemerintah mengatur dalam undang-un- 
dang ini : 
a. hal-hal mengenai ketentuan umum. 
. hal-hal jang mengenai kedudukan dan fungsi 
c. hak dan kewadjiban. 
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Pasal 25. 
Tindak-tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 21, 22, dan 


23 adalah kedjahatan. 
BAB VII. 
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. 


Pasal 26. 
Semua ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Veteran Pe- 


djuang Kemerdekaan (Undang-undang No. 15 tahun 1965, Lembaran . 


Negara tahun 1965 No. 76) jang telah dilaksanakan pada saat mulai 
berlakunja Undang-undang ini tetap berlaku selama ada ketsntuan-ke- 
tentuan pengganti berdasarkan undang-undang ini. 

Pasal 27. 

Semua peraturan-peraturan pelaksanaan berdasarkan undang 
undang No. 15 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 76) 
jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang-undarg ini, 
tetap berlaku sepandjang tidak ditjabut, dirubah atau ditambah ber- 
dasarkan undang-undang ini. 

Pasal 28. 

Bagi mereka jang termasuk Veteran seperti jang termaksud dalam 
pasal 1, jang sebelum berlakunja Undang-undang ini telah menerimi 
perlakuan tertentu berdasarkan peraturan? jang berlaku, tetap memper- 
oleh perlakuan tsb., selama belum disesuaikan dengan undang-undang 
ini. 

Pasal 29. 

Undang' ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lem- 
baran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Djakarta. 
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 


SOEHARTO 


"DJENDERAL T.N.I. 
Diundangkan di : Djakarta 
Pada tanggal : Djuli 1967. 
A.n. Sekretaris Negara 
Sekretaris Presidium Kabinet Ampera 
ttd. 
SOEDHARMONO S.H. 


BRIG. DJEN. T.N.I. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. TAHUN 1967. 
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PENDJELASAN UNDANG-UNDANG No. TAHUN 1967 
TENTANG 
VETERAN REPUBLIK INDONESIA 


UMUM. 


Pemerintah dan Rakjat Indonesia dengan tulus dan ichlas mem- 
berikan penghargaan dan penghormatan pada putra-putranja jang 
dalam periode perdjoangan dan periode pembelaan Kemerdekaan 
Republik Indonesia telah berdjoang mengangkat sendjata mem- 
bela kemerdekaan dan kebebasan tanah-airnja dibawah pandji- 
pandji perdjoangan melawan segala isme dalam segala bentuk 
manifestasinja apapun jang bertentangan dengan Pantja-Sila. 


a. Revolusi kita mengedjar satu idee besar, jaitu melaksanakan 
Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi, satu 
amanat jang sungguh? mulia sebagaimana filsafat hidup jang 
kita anut, jakni Pantja-Sila. 


b. Pengalaman perdjoangan dan Revolusi kita menundjukkan 
keharusan objektif adanja PERSATUAN dan KESATUAN 
NASIONAL berdasarkan PANTJASILA, untuk mewudjud- 
kan tjita? Revolusi Bangsa Indonesia seperti jang tersurat 
dan tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 


Salah satu segi daripada usaha Pemerintah mentjabut Undang? 
Veteran No. 75 tahun 1957 dan mengganti dengan Undang-un- 
dang Veteran jang baru adalah bermaksud untuk menegaskan 
kembali, bahwa persoalan Veteran pada hakekatnja adalah soal 
perdjoangan, soal Revolusi jang masih berdjalan terus dan oleh 
karena itu ia satu dengan tuntutan-tuntutan Revolusi jang me- 
ningkat, satu dengan romantika, dinamika dan dealiktikanja Re- 
volusi. 


Untuk dapat benar? mewudjudkan apa jang termaktub dalam 
pokok 1 dan 3 diatas, Pemerintah mengatur dalam undang-un- 


dang ini : 
a. hal-hal mengenai ketentuan umum. 
b. hal-hal jang mengenai kedudukan dan fungsi 
c. hak dan kewadjiban. 
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(3) Perusahaan? tersebut dalam ajat 2 pasal ini diharuskan menerima 
Veteran Republik Indonesia sebagai pegawai atau pekerdja se- 
kurang-kurangnja 25 7o dari lowongan jang ada. 


Pasal 12. 


Kepada Veteran Republik Indonesia jang berusaha setjara per- 
orangan maupun setjara kolektif diberikan bantuan dan bimbingan 
jang akan diatur dalam Keputusan Presiden. 


ir BAB IV. 
KEWADJIBAN VETERAN - REPUBLIK INDONESIA 
Pasal 13. 


Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib setia kepada Dasar 
Pantja-Sila dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Pasal 14. 


Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib mendjundjung tinggi 
nama baik, Kode Kehormatan dan Doktrin Veteran Republik Indo- 
nesia. 

Pasal 15. 


Setiap Veteran Republik Indonesia berhak dan wadjib mendjadi 
anggauta Legiun Veteran Republik Indonesia jang merupakan satu- 
.satunja organisasi massa Veteran. Pelaksanaannja diatur dalam Ang- 
garan Dasar dan Rumah Tangga sesuai dengan pasal 18 ajat 2. 


Pasal 16. 


Setiap Veteran Republik Indonesia wadjib turut serta memegang 
rahasia negara jang diketahuinja, mendjundjung tinggi kehormatan 
Negara, membela Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. 


BAB V. 


BADAN-BADAN JANG CHUSUS BERHUBUNGAN DENGAN 
MASALAH VETERAN. 


Pasal 17. 


Untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan jang tertjantum 
dalam Undang-undang ini, Presiden menetapkan sesuatu Departemen 
atau Badan lain, Ta dengan tingkat-tingkat pengurusan masalah 
Veteran. 
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Pasal 18. 


(1) Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran 
jang disebut Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu- 
satunja organisasi penghimpun massa Veteran. 

(2) Anggaran dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun 
Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ajat (1) diusulkan 
oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 


Pasal 19. 


Semua Veteran jang menderita tjatjad karena akibat perdjuangan/ 
tugas, para warakawuri dan jatim piatu Veteran akan diurus setjara 
chusus jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 20. ! 
Pemerintah disamping melaksanakan ketentuan-ketentuan jang 
tertjantum dalam BAB. III, wadjib memberikan dorongan, bantuan 
dan bimbingan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk 
dapat melaksanakan tugasnja membawa seluruh massa Veteran kearah 
integrasi dengan rakjat dan tugas-tugas revolusi dalam segala bidang. 


BAB VI. 
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA 


Pasal 21. 


Barang siapa dengan sengadja memberikan keterangan jang tidak 
benar mengenai dirinja atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan 
menurut pasal 1 dipidana dengan pendjara selama-lamanja lima 
tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah. 


Pasal 22. 


Barang siapa menamakan dirinja Veteran dengan maksud-maksud 
.tertentu sedang ia tidak berhak atas sebutan itu dipidana dengan pidana 
pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda se-tinggi?- 
nja seratus ribu rupiah. 
Pasal 23. 


Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 11 di- 
pidana dengan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau 
pidana denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah. 

Pasal 24. 

Seorang Veteran jang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 

dalam pasal 13, 14, dan 16 ditjabut haknja sebagai Veteran, disamping 


pidana jang dapat didjatuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pidana jang berlaku. ! 


d. badan-badan jang chusus berhubungan dengan mas- 
alah Veteran. 


e. ketentuan pidana. 
f. ketentuan peralihan dan penutup. 
S5. Undang-undang ini hanja mengatur soal? pokok, sedangkan hal? 
jang mengenai : 
a. Pengakuan Veteran. 
Pengakuan Veteran jang tjatjat. 


c. Pengurus tanda-tanda/satya Lentjana Penghargaan Ne- 
gara. 


' 
1 


| 


| 


d. Pengakuan Warakawuri (Djanda Veteran) dan Jatim 


Piatu Veteran. 


e. Pemberian tundjangan-tundjangan, perawatan dokter 
dan usaha-usaha djaminan sosial, pendidikan dll. 


f. Pengerahan tenaga Veteran dalam segala bidang. 


g. Peng-organisasian massa Veteran kedalam Legiun 
Veteran Republik Indonesia, dan 


h. Susunan badan-badan lainnja untuk melaksanakan Un- 
dang-undang ini, diserahkan pengaturannja kepada 
Menteri jang bersangkutan dengan pengurusan Veteran. 


II. PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 


Berdasarkan pengertian tentang emansipasi, maka pengertian Ve- 


| 


teran ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita jang berdjoang bahu- 


membahu. 


Pasal 2. 


Jang berhak memakai sebutan Veteran ialah mereka jang telah 
mendapat surat Keputusan dari Instansi jang berwenang jang ditetap- 
kan oleh sesuatu Peraturan Pemerintah. 


Jang gugur dalam melakukan tugas diberikan penghargaan 
posthum sebagai Veteran. 
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Pasal 3. 


Ketentuan-ketentuan jang dimaksud dengan pasal 3 sub. a dan Hb. 
adalah sanksi-sanksi jang dikenakan terhadap Veteran Republik Indo- 
nesia jang setjara politis dan ideologis mengingkari Doktrin Veteran 
Republik Indonesia chususnja dan Pantja-Sila serta UUD. 45 pada 
umumnja. Para Veteran jang mendapat pidana pendjara lebih dari 
satu tahun lamanja atas Keputusan Pengadilan Republik Indonesia, 
jang disebabkan tindak pidana ringan dapat direhabilitir haknja sebagai 
Veteran Republik Indonesia dengan keputusan Presiden atas pertim- 
bangan jang diadjukan oleh Menteri Veteran dan Demobilisasi dengan 
Keputusan Presiden sesudah mendapat pertimbangan Menteri Veteran. 


Pasal 4. 


Ajat. 3. Djasa jang dimaksud adalah djasa dalam peristiwa jang 
terdjadi sebelum dan sesudah jang bersangkutan memperoleh tanda 
kehormatan Veteran. Legiun Veteran Republik Indonesia dapat meng- 
usulkan anggauta'nja untuk memperoleh bintang kehormatan/ bintang 
djasa atas dasar pasal 4 ajat (3). 


Pasal S5. 


Jang dimaksud dengan golongan masjarakat adalah golongan dari 
pada pedjuang bekas bersendjata jang mempunjai tjiri? chas jang hanja 
terdjadi pada Revolusi fisik di Indonesia. 


Pasal 6. 


Sesuai dengan jang tersebut pada pendjelasan pasal 2, maka ten- 
tang tingkatan-tingkatan pemberian tanda-tanda kehormatan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 7. 
Tjukup djelas. 


Pasal 8. 


Bagi seorang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia 
jang berbakti dalam masa Revolusi pisik jang mendjadi pegawai Negeri, 
maka masa baktinja selama itu diperhitungkan duakali lipat sebagai 
masa kerdja jang diperhitungkan untuk penetapan gadjih, Mi. 
ia tidak kehilangan haknja sebagai pezawai negeri. 
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warakawuri dan atau anak-anak jatim piatu jang suaminja dan/atau 
orang tuanja sebagai Veteran Republik Indonesia gugur atau meninggal 
dunia baik karena akibat tugas bersendjata ataupun karena akibat 
tugas negara jang lain. 


Pasal 20. 


Dalam memberikan dorongan, bantuan dan bimbingan kepada 
Legiun Veteran R.I., maka Pemerintah perlu membuat Peraturan 
tentang landasan kerdjasama antara Pemerintah dengan Legiun Ve- 
teran Republik Indonesia, untuk menghindari timbulnja dualisme atau 
kontradiksi antara kedua badan tersebut. 


Pasal 21. 
s/d 28 Tjukup djelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.: TAHUN 1967. 
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PEMERINTAHAN DAERAH 


O-9b1b 


EA 


. 1 : 
SAOb On Ea Ce Ph Nani 2 ba Neaan » AK 


PEMERINTAHAN DAERAH 


Disusun oleh : 
Sekretariat Presidium 


Kabinet Ampera Republik Indonesia 


Penerbitan Tali 1907, Djakarta 


pi 


pEc »6'S1 


ISI: 


Bab I. STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN 


|. 


DALAM NEGERI. 


Hubungan kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat: 
Djenderal, dan Inspektorat Djenderal Departemen Dalam 
Negeri dalam melaksanakan tugas pekerdjaan schari-hari 


Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen 
Dalam Negeri ......... cook 


Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen" 


Kedudukan Tugas pokok Fungsi, Wewenang dan tata- 
kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal, dan 
Inspektorat Djenderal pada Departemen? dalam Kabinet 
AMPER Asas eene eter 


Tata-laksana Administrasi pada Kantor Pusat Departe- 
men Dalam Negeri ........... is see ebeesa 


Bab Il. PEMERINTAHAN UMUM. 


1. 
2. 


Tn 


Pembentukan Perwakilan Ketjamatan ..................... 


Langkah? dibidang Keuangan dalam lingkungan Depar- 
temen Dalam NegeTi 0 en siuee nesobumtnmams ala angnan 


Pelaksanaan Anggaran tahun 1967 


evo vuvuanuaonmuuuu ka ua uu... 


Penjusunan monografi dan data” Statistik Daerah 


0... 


Penggunaan bahasa Resmi... 


Edaran tentang pemasangan/penurunan Gambar/ potret 
BUNG: KA R NO iaiseitosmn amanda 
Peningkatan dan pengintensifan perhatian terhadap ke- 

mungkinan? terdjadinja bentjana Alam. .................. 


Penjelesaian dan pembcajaan masalah Bentjana Alam 
sesuai dengan P.P. No. 5/1958. ... ii. 


63 


74 


80 


82 
8T 


91 
99 


100 


102 


103 


20. 
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Bab 
A. 


|. 


1) 


Penghapusan peraturan? kolonial dalam Kantor? Tja- 
Tatan S0 Pol seen anne anakan 
Persiapan R.U.U. Tjatatan sipil baru jang bersifat umum 
dang UN. saj S3 010 @1Ih erat enak umah sae 


. Kebidjaksanaan dalam masalah kepulangan orang? War- 


ya Negara R.R.T. dan Stateless. ........JJ...ceo... 


Ketentuan? surat Edaran Dircktur Djenderal Urusan 
Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan No. 
46/DDLN/66 tanggal 7 September 1966. ............... 


Peraturan ganti-nama bagi Wargancgara Indonesia jang 
memakai nama TjiMna. Loan 
Pelaksanaan lebih landjut mengenai peraturan ganti nama 
bagi warganegara Indonesia jang memakai nama TJINA 
Penjesuaian pelaksanaan ganti-nama bagi W.N.I. dengan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri .............o..... 
Pemberian brieving kepada partai politik, ORMAS ten- 
tang ganti nama bagi W.N.I. jang memakai nama Tjina, 


Pengisian nama baru dalam kartu penduduk bagi W.N.I. 
keturunan Tjina jang telah mengganti dengan nama 
TadOnGSIas se Ae Ra ot 
Kebidjaksanaan pokok penjclesaian masalah TJINA 
Pengesahan tandatangan terhadap surat” keterangan bagi 
sesuatu keperluan di Luar Negeri. ...........JJ.....i.. 
Permintaan penggunaan bantuan Luar Negeri. ......... 
Pembinaan kepariwisataan di Daerah?. ........ iii... 


Ill. PEMERINTAHAN DAERAH. 

Penguasa? Pemerintah Daerah : 

Pokok? Kebidjaksanaan baru dalam melaksanakan 
Undang-undang No. 19 tahun 1965. .... io... 


Petundjuk: pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Chusus mengenai peremadjaan alat? perlengkapan 
Dara se an on An NK 


Kawat tentang pemberian Wewenang kepada Gubernur: 
untuk mengangkat memberhentikan anggauta? B.P.H. ... 


108 


109 


111 


1 56 


lal 


165 


tb 


' 


Kawat tentang pemberian Wewenang kepada Gubernur? 
untuk mengangkat anggauta?' DPRDGR. .................. 


untuk mengangkat anggauta? DPRDGR. .................. 


Tundjangan? jang berhubungan dengan penghapusan 
SWA Praja 2 AN aan an 


Kedudukan dan kedudukan keuangan Sekretaris Daerah 
Ketentuan? mengenai djumlah anggauta B.P.H. ......... 


Peraturan? tentang tatausaha mengenai pengolahan serta 
mempersiapkan surat Keputusan Pengesahan Peraturan 
Daerah: osn bebe ban ul SS EN nan 


Tanda penghargaan bagi Kepala Daerah jang diberhen- 
tikan dengan hormat dari djabatannja. .................. 


Personil. 


Pengintensifkan penertiban, pembersihan personil sesuai 
dengan ketentuan? Instruksi No. 09/KOGAM 5/66. 
bagi Perusahaan? Daerah. .................iiJe 


Rcalisasi peremadjaan pegawai Negeri. .................. 


Penindakan terhadap pegawai Departemen Dalam Negeri 
jang tersangkut G: 305-201 dosusn ate isa 


Hak mengangkat/mcemberhentikan pegawai Negeri Da- 
lam lingkungan Departemen Dalam Negeri. ............ 


Kawat Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Per. 
Presiden No. 2 tahun 1959... 


Pendjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 ta- 
hun 1966 tentang hak mengangkat memberhentikan 
pegawai ncgcri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Su Ba an nona 
Kebidjaksanaan Kepegawaian Daerah. .............. 
Kebidjaksanaan dalam melaksanakan percmadjaan pc- 
MU BA Maan Pe AN TN Na SN UN PN 
Tentang pengangkatan pegawai” negeri golongan F.II 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


Agno. TR. 1/3/48. 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
No. 26 TAHUN 1966 


TENTANG 


HUBUNGAN KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, 


DIREKTORAT - DIREKTORAT DJENDERAL DAN 


INSPEKTORAT DJENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEKERDJAAN 


SEHARI - HARI. 
MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 


bahwa para Gubernur/Kepala Daerah dan para Bupati/Wa- 
likota/Kepala Daerah dalam rangka susunan ketatapradjaan 
sekarang, baik sebagai unsur Pusat maupun unsur Daerah 
mempunjai kedudukan dan, wewenang penuh untuk mendja- 
lankan komando serta mengadakan koordinasi serta penga- 
wasan dan oleh karenanja, chususnja instansi-instansi pe- 
merintahan lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam 
mendjalankan tugasnja di Daerah, baik operasionil maupun 
administratif berada dalam periotah dan penguasaan pa- 
ra Kepala Daerah jang bersangkutan, 


bahwa dalam rangka usaha mengadakan konsolidasi peme- 
rintahan disegala bidang serta untuk mentjapai kelantjaran 
dan effisiensi kerdja dalam pelaksanaan jang tinggi, perlu 
segera mengadakan pedoman kerdja bagi Sekretariat Djen- 
deral, semua Direktorat Djemderal dan Inspektorat Djende- 
ral Departemen Dalam Negeri: 
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Mengingat : 


l. 


se ak ih ai 


Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 dan No. 
150 tahun 1966: 

Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 ten- 
tang kedudukan, tugas-pokok, funksi, wewenang dan tata- 
kerdja Sekretaris Djenderal, Direktorat Djenderal, dan Ins- 
pektorat Djenderal pada Departemen - departemen dalam 
Kabinet Ampera: | 

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 19663 


MENGINSTRUKSIKAN KEPADA : 
Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri, 
Para Direktur Djenderal Departemen Dalam Negeri, 
Inspektur Djenderal Departemen Dalam Nesgeri, 
Para Gubernur/Kepala Daerah termasuk Kepala Daerah 
chusus Ibukota Djakarta dan Kepala Daerah Istimewa 
Jogjakarta, 
Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagai berikut : 


Dalam melaksanakan tugas pekerdjaan sehari-hari mem- 


bantu memimpin Departemen serta melaksanakan urusan peme- 
rintahan umum dan otonomi daerah, urusan agraria dan trans- 
migrasi, urusan koperasi dan urusan pembangunan masjarakat 
desa serta pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen Dalam 
Negeri, jang mendjadi tugas berturut-turut : 


a. 


b. 


IN 


f. 


Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri, 

Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Dae- 
rah, 

Direktur Djenderal Asraria dan Transmigrasi, 

Direktur Djenderal Koperasi, 

Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa dan 
In-pektur Disnderai pada Departemen Dalam Negeri, 


ditetapkan pedoman hubumygan kerdja pada tingkat Kantor Pusat 
Departemen dan pada tingkat Daerah dalam hubungannja dengan 


Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri sebagai berikut : 
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A. Hal pelaksanaan tugas pekerdjaan sehari - hari. 


a. Para Gubernur, Bupati dan Walikota serta Gubernur Kepa- 
la Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya dan Kepala Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta, mengingat dan disamping kekua- 
saan, tugas serta kewadjihan jang ada pada mereka dalam 
kedudukan mereka sebagai Kepala Daerah, maka chusu3, 
mengenai urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, 
urusan agraria dan transmigrasi, urusan koperasi, dan uru- 
san pembangunan masjarakat desa untuk daerah pemerim- 
tahannja masing - masing, memegang komando, mengkoor- 
dinir, mengsimkronisir serta mengawasi baik operasionil 
maupun administratif pelaksanaan urusan - urusan tersebut, 
jang berdasarkan instruksi kami tanggal 22 Agustus 1966 
No. 21 tahun 1966 mulai tanggal 1 September 1966, adminis- 
trasinja sudah harus di - integrasikan. 

b. Pelaksanaan urusan - urusan tersebut didaerah pemerinta- 
han Kepala Daerah, dilakukan oleh satuan-satuan organisasi 
jang ada didaerah dibawah pimpinan dan tanggung djawab 
Kepala Daerah dam dengan tanggung djawab satuan - satuan 
Organisasi tersebut kepada instansi jang lebih atas jang di- 
lakukan hanja melalui Kepala Daerah jang memimpin dan 
memegang tanggung djawab itu. 


B. Hal surat menjurat. 


1. Ditingkat Pusat. 

1. Semua surat jang dikeluarkan oleh Departemen Dalam 
Negeri ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri atau, 
atas nama Menteri Dalam Negeri, oleh Sekretaris Djen.: 
deral Departemen Dalam Negeri atau oleh Kepala Biro 
pada Sekretariat Djenderal, berdasarkan sifat dan pen- 
tingnja I3i surat. 

2. Semua surat jang asalnja dari Direktur Djenderal atau 
Kepala satuan organisasi Direktorat Djemderal ditingkat 
Pusat (Direktorat, Biro atau Sekretariat Direktorat 


15 


16 


(wa! 


Djemderal jang bersangkutan) atau dari Inspektorat 
Djenderal, untuk Daerah, ditanda tangani atas nama 
Menteri Dalam Negeri, agar dengan demikian nampak 
djelas dan dapat tertjerminkan kesatuan organisasi De- 
partemen Dalam Negeri serta tanggung djawab para pen- 
djabat jang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri. 


Untuk melantjarkam djalannja surat - menjurat, semua 
surat jang dikeluarkan oleh Direktur Djenderal atau para 
Kepala satuan organisasi Direktorat Djenderal atau oleh 
Inspektorat Djenderal untuk Daerah dialamatkan kepa- 
da Kepala Daerah. 


Bilamana surat jang dimaksud pada ad 2 dan ad 3, dan 
surat-surat keluar Jainuja, bersifat penting dan/atau 
bilamama surat itu memuat hal- hal jang prinsipiil, ma- 
ka sehelai salinan surat - surat tersebut harus disampai- 
kan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Sekretaris 


Djenderal. 


. Ketjuali surat - surat penting dan/atau prinsipiil seperti 


jang dimaksud pada ad 4 diatas, maka surat - surat lam 
jang berasal dari Direktorat - direktorat Djenderal Agra- 
ria dan 'Transmigrasi, Koperasi dan pembangunan Ma- 
sjarakat Desa untuk Daerah, dialamatkan kepada Kepa- 
la Daerah, dengan tambahan ,,u. p. .....ooooo oo 
(Kepala satuan organisasi pelaksana tugas - tugas dan 
wewenang Direktorat Djenderal jang bekerdja di Dae- 
rah”), agar surat - surat routire jang demikian itu bisa 
lebih tjepat sampai pada satuan organisasi jang dimak- 
sud. 

Bentuk susunan penanda tanganan surat-surat dari 
Departemen, dari Direktorat Djenderal atau Inspektorat 
Djenderal dilakukan sebagai berikut : 


a. penanda tanganan oleh Sekretaris Djenderal atau oleh 


Kepala Biro pada Sekretariat Djenderal : 
»A. n. Menteri Dalam Negeri” 


»Sekretaris Djenderal” atau 
»Kepala Biro ........i.i.ooo.. 

» (tanda tangan) ” 
»(Tjap dinas)” 


: penanda tanganan oleh Direktur Djenderal atau Ins- 
pektur Djenderal : 


2 n. Menteri Dalam Negeri” 


»Direktur Djenderal ............ ” atau 
»Inspektur Djenderal Departemen 
Dalam Negeri” 


» (tanda tangan) ” 
»(Tjap dinas)” 


. penanda tanganan oleh Kepala Direktorat, Kepala Bi- 

| Yo atau Kepala Sekretariat Direktorat Mieneeral 

»A. n. Menteri Dalam Negeri” 

»Direktorat Djenderal ...... 2 

AAS | »Kepala Direktorat ............ ” atau 

»Kepala Biro .........oococoio ? atau 

»Sekretaris Direktorat Djenderal” 
» (Tanda tangan) ” 

» (Tjap dimas) ” 


II. Ditingkat Daerah. | 
A. a. Semua surat untuk imstansi tingkat Departemen, jang 


dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau oleh Kepala 
satuan orgamisasi pelaksana tugas - tugas dan wewe- 
nang ,Direktorat Djenderal” jang bekerdja di Dae- 
rah, ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau, me- 
ngingat djenis dan pentimgnja isi surat, oleh Kepala 
satuan organisasi jang bersangkutan atas nama Ke- 
pala Daerah. 

. Surat-surat jang berasal dari Daerah uvtuk Depar- 
temen mengenai urusan tugas - tugas dan wewenang 
Direktorat Djenderal atau Inspektorat Djenderal di- 
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alamatkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan 
tambahan ,,u. p. Direktur Djenderal ............ ” atau 
»U. p. Inspektur Djenderal” agar dengan tjara demi- 
kian, surat-surat itu bisa langsung dan lebih tjepat 
diterima oleh Direktorat Djenderal jang berkepen- 
tingan atau oleh Inspektur Djenderal. 

c. Bilamana isi surat seperti jang dimaksud pada sub b 
diatas memuat hal- hal jang penting atau prinsipiil, 
surat jang demikian itu dikirimkan dalam dua ganda, 
jang satu diberi alamat seperti jang dimaksud seper- 
ti pada ad b diatas, sedangkan jang lain dengan tam- 
bahan ,,u. p. Sekretaris Djenderal” jang berarti, bah- 
wa surat ini harus sampai pada Menteri Dalam Ne- 
geri lewat Sekretaris Djenderal. 


Surat-surat dimaksud diatas ditanda tangani oleh 
Kepala Daerah atau atas rama Kepala Daerah jang ber- 
sangkutan, agar dengan demikian nampak djelas dan da- 
pat tertjerminkan pengintegrasian satuan -satuan orga- 
nisasi jang bekerdja di Daerah itu dengan Sekretariat 
Pemerintah Daerah serta tanggung djawab para pendja- 
batnja kepada Kepala Daerah. 


. Bentuk susunan penanda tanganan surat dilakukar ce- 


bagai berikut : 
a. Penanda tanganan oleh Kepala Daerah : 
Si dna batnsanaaa ” Kepala Daerah ............... 


» (Tanda tangan) ” 


» (Tjap dinas Kepala Daerah) ” 


b. Penanda tanganan oleh Kepala satuan organisasi jang 
bekerdja di Daerah : 
SA D3 sasis Kepala Daerah ............ - 
» Kepala ...... (nama satuan organisasi) ” 
» (Tanda tangan) " 
» (Tjap dinas) ” x) 


x) Bagi urusan otonomi daerah atau urusan pemerinta- 
han umum dipakai biasanja tjap dimas Kepala Daerah. 


C. Tjap dimas. 


1. Tjap dinas Menteri Dalam Negeri : 

2. 'Tjap dinas Departemen Dalam Negeri : 

3. Tjap dinas Direktorat Djerderal ditingkat Pusat dan 
tjap satuan -satuan organisasi Direktorat Djenderal 
di Pusat : 

4. Tjap dinas Inspektorat Djenderal : 

9. Tjap dinas Kepala Daerah : 

6. Tjap dinas satuan organisasi di Daerah : 


D. Tentang berlakunja instruksi. 
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1966. 


Ditetapkan di Djakarta . 
pada tanggal 29 September 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
t.t. d. 


BASOEKI RACHMAT 
LETNAN DJENDERAL TNI. 


Dikeluarkan di Djakarta 
pada tanggal, 29 September 1966. . ! 
Sekretaris Djenderal Departemen 
Dalam Negeri, | 
t.t.d. 


( Soemarman S.H.) 


No. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
— DJAKARTA— 


Kepada: 


1. Sekretaris Djenderal, Direktur? Djenderal, Ispek- 
tur Djenderal, Kepala? Biro, Direktorat, Bagian, 
Dinas, Sekretaris Direktorat Djenderal, Biro Irian 
Barat, Bapuskopda, A.P.D.N. Malang : 


2. Para Gubernur, Bupati/Walikota Kepala Daerah 


seluruh: Indonesia, termasuk DCI. Djakarta, D.I. 
Jogjakarta dan Propinsi Irian Barat. 


s TR 1/4/38. Lamp. : 6 (enam) 


Tanggal : 22 Nopember 1966. berkas. 
PERIHAL : Struktur organisasi dan pembagian tugas 


A. 
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Departemen Dalam Negeri. 


Berkenaan dengan berlakunja Keputusan Presidium Kabinet 
Ampera tertanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11,1966 
tentang struktur organisasi dan pembagian tugas Depariemca? 
dalam Kabinet Ampera jang salinannja untuk perhatian Sdr. 
bersama ini, sepandjang mengenai Departemen Dalam Negeri, 
kami lampirkan (Lampiran I), perlu kiranja kami memberi- 
kan pendjelasan sekedarnja sebagai berikut. 


Keputusan tersebut ber-sama? dengan keputusan lain, ja- 
itu : Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, No. 170 tahun 
1966, No. 173 tahun 1966, Instruksi Presidium Kabinet No. 01” 
U/IN/8/1966, Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/ 
8/1966, kesemuanja merupakan mata rantai dalam rangkaian 
tindakan? Pemerintah dalam rangka usaha menjederhanakan 
dan menjempurnakan aparatur Pemerintah. 


Adalah suatu hal jang sangat menggembirakan, bahwa 


dengan keluarnja Keputusan Presidium Kabinet dimaksud, 
kita kini telah memiliki dasar? pokok jang lebih lengkap lagi, 
jang keseluruhannja dapat kita pergunakan sebagai landasan 
pangkal bertolak jang lebih kokoh kuat dan lebih sempurna la- 
gi untuk memungkinkan kita melaksanakan tugas pokok Dwi 
Dharma dan Program Kerdja Tjatur Karya Kabinet Ampera 
dengan sukses sampai pada tingkat tudjuan dan sasaren jang 
kita semua harus perdjuangkan untuk memenuhi tuntutan 
hati nurani rakjat. 


Untuk dapat membendung arus kemerosotan ekonomi terus 
menerus jang keras serta pula meluasnja perbedaan? tingkat 
hidup menjolok jang mendjulang tadjam, maka Madjelis Per- 
musjawaratan Rakjat Sementara dalam Ketetapan ttgl. 5-7-1966 
No. XXIII/MPRS/1966 telah mengambil sikap pendirian 
tegas untuk menetapkan kebidjaksanaan baru dalam hidang 
administrasi Negara sebagai prasjarat pelaksanaan kebidjak- 
sanaan dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Ke- 
bidjaksanaan baru ini mengandung beberapa unsur pokok se- 
bagai berikut : 

1. "Demi berhasilnja pelaksanaan ber-matjam? program, 
rentjana, kebidjaksanaan dan lain-lain tersebut diatas, 
maka perlu segera disempurnakan Perangkat Pemerintah- 
an jang mampu merealisasikan programnja, kepada siapa 
Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja, dan jang 
membawanja terletak pada Jandasan tanggapan dari Rakjat 
sendiri.” (Pasal 66). 


2. "Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknja me- 
rupakan suatu Team jang serasi jang masing-masing ang- 
gauta berdjiwa Pantja Sila dan pengemban Ampera, ahli, 
dipertjaja dan memperoleh dukungan dari Rakjat.” 
(Pasal 67). 


3. ”Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut ha- 
rus sederhana, effisien dan effektief, dengan pembatasan- 
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pembatasan wewenang dan tanggung djawab jang djelas.” 
(Pasal 68). 


4. ”Para Menteri menurut Perangkat Pemerintahan tersebut 
harus ditempatkan pada hakekat jang sesungguhnja dari 
kemurnian Undang-undang Dasar 1945.” (Pasal 69). 


C. Tegas dan djelas kiranja, bahwa penjempurnaan dan penje- 
derhanaan aparatur Pemerintah, penertiban dan pembinaan 
Departemen-departemen serta organisasi dan administrasinja 
jang mendjamin adanja koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
jang effisien dan effektief adalah merupakan sjarat mutlak 
sebagai pra kondisi jang harus dipenuhi dan diutamakan untuk 
dapat mendjamin pula suksesnja segala usaha serta pemba- 
mgunan nasional disegala bidang jang sudah masak-masak di- 
pikirkan kebutuhannja. 


Kami persilahkan Saudara membatja dan memperhati- 
kan sepenuhnja Pendjelasan Team Menteri Tenaga Kerdja 
tentang penjederhanaan dan penjempurnaan Aparatur Peme- 
rintahan itu seperti jang dimuat dalam lampiran II surat ini. 

Kabinet Ampera dalam rangka pelaksanaan Ketetapan 
MPRS. tanggal 5 Djuli 1966 No. XIII/MPRS/1966 telah di- 
bentuk dengan Keputusan Presiden tanggal 25 Djuli 1966 No. 
163 tahun 1966 dan telah pula ditentukan tugas dan kewa- 
djibannja, jaitu melaksanakan : 

a. tugas pokok Dwi Dharma : stabilisasi politik dan eko- 
nomi : 
b. Program Kerdja Tjatur Karya jaitu : 
1. memperbaiki peri-kehidupan Rakjat terutama dibi- 
dang sandang dan pangan 3 
2. melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu 
seperti ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS. No. 
XI/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 1966 , 

3. melaksanakan politik luar negeri jang bebas dan 

aktief untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ke- 


tetapan MPRS. No. XII/MPRS/1966, tanggal 5 Djuli 
1966 dan 


4. melandjutkan perdjuangan anti imperialisme dan 
kolonialisme dalam segala hentuk dan manifestasi- 
nja. 


Agar pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabi- 
net Ampera itu dapat berlangsung baik dan tepat pada waktu- 
nja sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah digariskan 
oleh hasil-hasil Sidang Umum ke-IV MPRS. serta berdjalan 
serasi dan serempak baik jang didjalankan oleh Menteri- 
menteri Utama maupun oleh Menteri-menteri lain dalam bi- 
dang masing-masing, maka tugas pokok dan program kerdja 
Kabinet itu perlu disusun lagi setjara terperintji dalam suatu 
”Pedoman Kerdja Kabinet” jang merupakan pola dasar lan- 
dasan kerdja jang menentukan bagi masing-masing Departe- 
men jang bersangkutan (Lampiran Instruksi Presidium Ka- 
binet No. 01/U/IN/8/1966). 


Menurut Keputusan Presiden tentang pembentukan Ka- 
binet Ampera tersebut diatas, Departemen Dalam Negeri ber- 
sama-sama Departemen-departemen Luar Negeri, Kehakiman 
dan Penerangan telah dimasukkan kedalam lingkungan tugas 
Menteri Utama Bidang Politik. 


Dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan baru menge- 
nai bidang administrasi negara dimaksud dalam Ketetapan 
No. XXIII /MPRS/1966, maka dengan keputusan No. 110 ta- 
hun 1966 Presiden telah menetapkan pola dasar struktur 
organisasi dan bidang tugas Departemen-departemen dalam 
Kabinet Ampera. Dalam kedudukannja jang baru ini Depar- 
temen Dalam Negeri diberi tugas memegang tanggung-djawab 
jang meliputi bidang tugas dan kegiatan jang dahulu dalam 
Kabinet Dwikora merupakan bidang tugas serta kegiatan 
kerdja Kementerian Dalam Negeri (jang sudah mentjakup 
bidang urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, 
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urusan agraria, transmigrasi dan pembangunan masjarakat 

desa) ditambah dengan tugas dan kegiatan Departemen Koo- 

perasi dari Kementerian Perdagangan. 

Dari Lampiran Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U /N 8: 

1966 ditambah dengan pendjelasan-pendjelasan jang telah 

kami berikan pada tiap kali ada kesempatan, jaitu antara lain : 

a. Rapat Kerdja Pemerintah Pusat dengan Penguasa/Pe- 
merintah Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 3 Sep- 
tember 1966 di Djakarta mengenai perkembangan situasi 
politik dalam Negeri dan pengamanannja 3 

b. Rapat Tjatur Tunggal pada tanggal 1 s/d 3 September 
1966 di Djakarta : 

c. Rapat Kerdja dengan Komisi B. DPR-GR. tangsal 26 
September 1966 di Djakarta : 


telah djelas dan tegas tugas-tugas apa dan program-program 
apa jang dihadapi dan harus dilaksanakan oleh Departemen 
Dalam Negeri ini mendjelang pembentukan Kabinct baru 
2 (dua) tahun nanti jaitu setelah selesai dilaksanakannja pe- 
milihan umum. 

Tugas pokok bidang politik dan sub bidang Dalam Ne- 
geri seperti dimuat dalam Lampiran Instruksi Presidium Ka- 
binet Ampera No. 01/U/IN/8/1966 adalah sebagai termuat 
dalam lampiran III dan IV. Struktur Dasar Departemen adalah 
seperti jang ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan Presiden No. 
170 tahun 1966 (Lampiran V), sedangkan kedudukan, tusas 
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pokok, fungsi, wewenang dan tata-kerdja Sekretariat Djende- ' 


deral, Direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal pada 
Departemen-departemen telah ditetapkan dengan Keputusan 
Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 (Lampiran VI). 

Dalam melaksanakan bidang tugas seperti tersebut diata: 
itu, Departemen Dalam Negeri dibagi dalam empat Direktorat 
Djenderal, jaitu : 


| 


1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi | 


Daerah : 


F. 


w 


Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi : 

3. Direktorat Djenderal Koperasi dan 

4. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa : 
jang masing? dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal. 
Ketjuali ke-4 Direktorat Djenderal tersebut di Departe- 
men Dalam Negeri diadakan pula : 

a. suatu Badan Staf Departemen jang dinamakan Sekretariat 

Djenderal, dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal, 

jaitu bertugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam 

melakukan pimpinan Departemen Dalam Negeri dan 


b. suatu Badan Pembantu Menteri Dalam Negeri dalam 
melakukan pengawasan untuk kelantjaran pelaksanaan 
tugas-tugas Departemen, dinamakan Inspektorat Djende- 
ral dan dipimpin oleh seorang Inspektur Djenderal. 


Struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen Dalam 
Negeri ditingkat Pusat (Departemen) sudah mendjadi lebih 
lengkap lagi dengan dikeluarkannja Keputusan Presidium 
Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11/1966 
dan dengan demikian maka segera sudah dapat dimulai di- 
ambil langkah kelandjutannja untuk bukan sadja menjem- 
purnakan kelengkapan struktur organisasi dan pembagian tu- 
gas Departemen Dalam Negeri ditingkat Pusat sampai pada 
detail jang seketjil-ketjilnja, namun pula segera dapat di- 
mulai dengan langkah-langkah untuk menjusun dan mengatur 
struktur organisasi dan pembagian kantor-kantornja jang ada 
di Daerah-daerah, baik ditingkat Propinsi dan Kotaraja, mau- 
pun ditingkat Kabupaten-kabupaten dan Kotamadya atau di 
kantor-kantor pemerintahan lingkungan Departemen Dalam 
Negeri lainnja didaerah. 


Susunan organisasi Departemen ditingkat Pusat. 


Menurut pola struktur organisasi, Menteri Dalam Negeri 
seperti halnja pula dengan Menteri-mcnteri lain, diduduk- 
kan sebagai Kepala /unsur pimpinan Departemen dan sekaligus 
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merupakan pembantu dan penasehat dari Presiden /Prcsidium 
mengenai bidang tugas pokok Departemennja. Dengan Jcmi- 
kian maka Menteri Dalam Negeri memimpin dan bertanggung 
djawab atas pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan kerdja 
pemerintahan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri 
jang berada dibawah pimpinan dan pertanggungan djawabnja. 


Sekretaris Djenderal seperti telah dinjatakan diatas, 
merupakan unsur pembantu pimpinan jang bertugas mesnban- 
tu Menteri memimpin Departemen. Sebagai unsur pembantu 
pimpinan jang bertanggung djawab, Sekretaris Djenderal 
memberikan pada seluruh ruang lingkup pimpinan dan tang- 
gung djawab Menteri, bantuan teknis dan administratif bagi 
upsur-unsur pelaksana dari Departemen. Untuk dapat melak- 
sanakan tugas kewadjibannja, Sekretaris Djenderal diperleng- 
kapi dengan suatu Badan Staf Departemen jang dinamakan 
Sekretariat Djenderal, terbagi dalam unsur-unsur Staf Sekre- 
tariat Djcndcral jang dinamakan Biro-biro. Biro-biro ini se- 
landjutnja dibagi dalam Bagian-bagian dan masing-masing 
Biro dan Bagian dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala 
Biro dan Kepala Bagian. 


Direktur Djenderal. 


Direktur Djenderal merupakan unsur pelaksana daripada 
sebagian tugas pokok Departemen jang dipertanggung djawab- 
kan kepadanja. Sebagai unsur pelaksana Direktur Djenderal 
memimpin unsur pelaksanaan jang ditingkat Pusat dinama- 
kan Direktorat Djenderal dan terbagi dalam : 


a. Sekretariat Direktorat Djenderal, suatu bndan staf Di- 
rektorat Djenderal, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan 
bertugas membantu Direktur Djenderal dalam mendjalan- 
kan pembinaan satuan-satuan organisasi pada Direktorat 
Djenderal serta mengurus hal-hal administrasi tata usaha 
Direktorat Djenderal untuk kelantjaran tugas pekerdjaan 
Direktur Djenderal dan sebagai saluran penerus Sekre- 


tariat Djenderal untuk Direktorat Djenderal jang ber- 

sangkutan. | 
b. Direktorat-direktorat sebagai badan pelaksana tugas- 

tugas tertentu Direktorat Djenderal, dipimpin oleh se- 
orang Direktur dan masing-masing terbagi dalam Dinas- 
dinas jang masing? dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 

Inspektur Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan 
Departemen mengepalai dan memimpin Inspektorat Djende- 
ral Departemen Dalam Negeri dan mempunjai tugas pokok 
membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelak- 
sanaan tugas dari semua lembaga Departemen Dalam Negeri, 
dibantu oleh para Inspektur dan Inspektur Pembantu. 

Staf Pribadi Menteri dapat diadakan, terdiri dari paling 
banjak 6 orang jang masing-masing merupakan unsur pem- 
bantu chusus Menteri Dalam Negeri dan diangkat dari pen- 
djabat-pendjabat Negara jang telah ada dan mereka berada 
diluar susunan organisasi Departemen. 

Dalam rangka susunan organisasi ini di Departemen Da- 
lam Negeri diadakan seorang Sekretaris Staf Departemen jang 
bertugas : | 
3. membantu Menteri Dalam Negeri untuk memimpin tata 

usaha kedinasan Menteri Dalam Negeri demi untuk me- 

lantjarkan hubungan tata kerdja antara Menteri dengan 

Sekretaris Djenderal, para Direktur Djenderal dan 

Inspektur Djenderal, dan lain-lain cg. untuk kelantjaran 

penjelesaian masalah-masalah jang memerlukan keputus- 

an pimpinan 3 
b. membantu Sekretaris Djenderal dalam melaksanakan tu- 

gas memimpin/membina Sekretariat Djenderal dan jang 

dapat mewakili Sekretaris Djenderal dalam hal-hal ter- 
tentu tanpa mengurangi wewenang pimpinan dan tang- 
gung djawab Sekretaris Djenderal. 


G. Tugas dan Wewenang Sekretaris Djenderal, Direktur D jende- 
ral dan Inspektur Djenderal. 
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Sekretaris Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan 
Departemen memegang wewenang pimpinan, fungsi pengkoor- 
dinasian, pengolahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, 
pengawasan, penelitian dan pembinaan administrasi Departe- 
men Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 
dibidang teknis (staf) dan administrasi. 


Dalam melaksanakan tugasnja memberi bantuan teknis 
(staf) Sekretaris Djenderal bertugas dan berwenang untuk : 


a. mengadakan pengolahan dan penelaahan garis-garis ke- 
bidjaksanaan umum jang telah ditentukan oleh Menteri : 

b. mengadakan pengumpulan data, penilaian, peramalan, 
perentjanaan dan penjusunan untuk pelaksanaan jang 
tersebut dalam huruf a: 

c. melakukan penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja 

dan hasil kerdja pelaksanaan tugas Departemen : 

mengadjukan bahan bahan, masalah, pertimbangan dan 
laporan kepada Menteri : 

e. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebi- 
djaksanaan umum Menteri : 

f. melakukan pengawasan Staf dan pengawasan tidak lang- 
sung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat-direktorat 
Djenderal : 

g: melakukan koordinasi Staf atas kegiatan Direktorat- 
direktorat Djenderal : 

h. wmenjelenggarakan hubungan masjarakat. 


- 


Dalam rangka tugasnja memberikan bantuan dibidang 
administrasi Departemen, Sekretaris Djenderal hertugas : 


a. menjelenggarakan urusan tata-usaha : 

b. menjelenggarakan urusan perumah-tanggaan Staf Depar- 
temen : 

c. menjelenggarakan pengelolaan dan pembinaan personil : 

d. menjelenggarakan pengelolaan materiil Departemen : 

e. menjelenggarakan pengelolaan keuangan Departemen : 


segala sesuatu berdasarkan kebidjaksanaan dan petundjuk- 
petundjuk Menteri Dalam Negeri. 


Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melak- 
sanakan bagian tertentu daripada tugas pokok Departemen 
Dalam Negeri jang meliputi persiapan, penjelesaian, penjesu- 
aian, pengendalian dan pengawasannja dibidang waktu, tempat, 
tenaga-kerdja, peralatan dan keuangan, agar supaja sesuai 
dengan rentjana jang telah ditetapkan oleh Departemen dan 
karenanja berwenang untuk : 


a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja, berdasarkan 
garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri : 
menjiapkan dan membina organisasi pelaksananja : 

c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada 
tenaga kerdja pelaksananja : 

d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung dja- 
wab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, 
sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan jang berlaku, 

e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung 
djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka 
pelaksanaan tugasnja. 


Disamping tugas pokok tersebut diatas, Direktur Djen- 
deral dapat diserahi tanggung djawab pelaksanaan sesuatu 
projek tertentu. 


Inspektorat Djenderal mempunjai fungsi melakukan pe- 
ngawasan apakah pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri 
dapat ditjapai menurut rentjana dan apakah pelaksanaannja 
sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Men- 
teri dan berkenaan dengan itu maka Inspektorat Djenderal 
berwenang untuk mengadakan /melakukan pengawasan dan pe- 
meriksaan diseluruh wilajah Negara terhadap semua lembaga- 
lembaga pemerintahan jang bernaung dibawah lingkungan 
Departemen Dalam Negeri in casu djuga semua lembaga- 
lembaga pemerintahan-pemerintahan daerah jang berhak 
mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri. 
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Tugas dan wewenang Inspektorat Djenderal jalah : 

a. mendapatkan, meminta atau menerima bahan-bahan 
serta laporan-laporan 3 

b. mempeladjari dan meneliti bahan-bahan dan laporan- 
laporan : 

c. melakukan inspeksi-inspeksi ketempat-tempat pekerdjaan 3 

d. menerima dan mempeladjari pengaduan-pengaduan : 

e. mengadjukan pertimbangan-pertimbangan dalam meng- 
atasi rintangan atau kesulitan pelaksanaan tugas Depar- 
temen Dalam Negeri dan 

f. menjarankan penindakan preventif maupun repressip 
terhadap segala bentuk penjelewengan. 


Tata-kerdja. 


Perlu diminta perhatian, bahwa bagaimanapun teknis 
perfcknja struktur organisasi itu, namun apabila pada para 
petugas/pelaksana tidak ada kesediazam bekerdja sama, ke- 
sanggupan untuk bantu-membantu dan bekerdja setjara leng- 
kap-melengkapi dimana perlu, berdisiplin, dan taat kepada 
petundjuk-petundjuk dari atasan, maka tatalaksana pemerin- 
tahan ini tidak akan mungkin dapat mentjapai maksud dan 
tudjuannja : 
karena itu maka perlu pula diindahkan ketentuan-ketentuan 
tentang tata kerdja dengan sebaik-baiknja. 


Untuk dapat melaksanakan tugas pokok jang telah me- 
pakan tanggung-djawab Departemen Dalam Negeri setjara 
lantjar serta tertib dan kesatuan-kesatuan organisasi Depar- 
temen jang dipertanggung-djawabkan pula atas pelaksanaan 
bagian-bagian tertentu tugas pokok Departemen dapat ber- 
gerak dan bekerdja bersama setjara simultan menudju kesa- 
sarannja, maka sjarat-sjarat jang harus diutamakan jalah, 
bahwa unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur 
pelaksana, termasuk setiap unit organisasi bersama bagian- 
bagiannja, masing-masing dan sebagai keseluruhan harus me- 


aa aa “aa” aa 


rupakan satu kesatuan jang kompak, suatu team jang bekerdja 
setjara effisien dan effektip untuk mentjapai hasil-hasil karya 
jang diinginkan setjara maksimal. 

Berkenaan dengan itu, maka unsur pimpinan dan unsur 

pembantu pimpinan (unsur Staf) berkewadjiban untuk meng: 
adakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam masing- 
masing satuan organisasinja dan antara satuan-satuan sebagai 
satu keseluruhan. Dengan demikian maka setiap tindakan ke- 
luar dan setiap gerak langkah akan merupakan tindakan atau 
gerak bersama dalam satu kesatuan jang menjeluruh tanpa 
doublures. 
Chususnja untuk mengedjar stabilisasi ekonomi dan politik 
perlu kekompakan dalam tindakan dan gerak dalam hubung- 
an kerdjasama jang erat, kerdja-sama dalam suatu teamwork 
jang supel dan lantjar antara unsur pimpinan, unsur pem- 
bantu pimpinan (Sekretaris Djenderal dan Inspektur Djen- 
deral) dengan para Direktur Djenderal serta Direktorat-di- 
rektorat Djenderalnja dan chususnja untuk stabilisasi politik 
dan pemerintahan setjara mutlak dengan Direktur Djenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Direktorat 
Djenderalnja. 


Formil dan fungsionil Sekretaris Djenderal mempunjai 
tugas pokok untuk memperlantjar pelaksanaan tugas Depar- 
temen Dalam Neseri dengan memberikan bantuan dibidang 
teknis (Staf) dan administrasi dan diantara fungsi-fungsi 
Sekretaris Djenderal jang penting dalam hal ini jalah : 


I. Bantuan teknis : 


a. pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, 

b. penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja dan hasil ker- 
dja pelaksanaan tugas, 

C. pengawasan staf dan pengawasan tidak langsung atas pe- 
laksanaan tugas-tugas Direktorat-direktorat Djenderal, 

d. pengkoordinasian staf atas kegiatan-kegiatan Direktorat 
Djenderal : 
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II. Bantuan administratip : 


a. pembinaan administratip dalam rangka pelaksanaan tugas 
pokok, 

b. pengelolaan dan pembinaan personil, 

c. pengelolaan dan pembinaan materiil dan 

d. pengelolaan keuangan Departemen. 


Para Direktur Djenderal sebagai unsur pelaksana utama 
tugas pokok Departemen dan Inspektur Djenderal sebagai 
unsur pembantu pimpinan dalam melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas dari semua lembaga Departemen Dalam 
Negeri dalam melaksanakan tugas kewadjibannja berada di- 
bawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam Ne- 
geri sebagai unsur pimpinan. 

Perihal pertanggungan djawab para Direktur Djenderal 
dan Inspektur Djenderal kepada Menteri, maka sehubungan 
dengan fungsi dan kedudukan Sekretaris Djenderal seperti 
jang didjelaskan diatas, chususnja kewadjibannja memberi- 
kan bantuan dibidang teknis (Staf) dan administrasi serta 
pengawasan tidak langsung atas pelaksanaan tugas-tugas Di- 
rektorat-direktorat Djenderal dalam lingkungan Departemen, 
disamping kewadjiban dan wewenang lainnja, dalam pelaksa- 
naannja para Direktur Djenderal dan Inspektur Djenderal itu 
dalam melakukan tugas kewadjibannja, teknis politis bertang- 
gung-djawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan 
teknis administratip bertanggung-djawab kepada Menteri me- 
lalui Sekretaris Djenderal, jaitu agar Sekretaris Djenderal da- 
pat melakukan tugas-tugas kewadjibannja dengan baik, arti- 
nja setiap waktu dapat mengikuti perkembangan dan situasi 
keadaan serta mengetahui semua masalah-masalah jang ada 
atau dalam penjelesaian dengan Menteri. Penjelenggaraannja 
ialah dapat dengan penelaahan masalahnja bersama-sama de- 
ngan Sekretaris Djenderal sebelum diadakan pembahasan 
dengan Menteri atau — tergantung dengan sifat masalahnja —, 
pemberitahuan kepada Sekretaris Djenderal tentang isi pem- 


| 
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bahasan dan keputusan segera sesudah selesainja pembahasap 
bersama dengan Menteri, ataupun pembahasan bersama-sama 
antara Menteri, Sekretaris Djenderal dengan Direktur Djen- 
deral atau Inspektur Djenderal. Penjelesaian masalah-masalah 
oleh Sekretaris Djenderal sebagai unsur pembantu pimpinan, 
dalam hal pelaksanaan tugas Departemen jang ada hubungan- 
nja dengan tugas Direktorat Djenderal atau Inspcktorat 
Djenderal, adalah mengikuti kebidjaksanaan jang dalam 
praktek ditetapkan oleh Menteri. 


Pelaksanaan fungsi Sekretaris Djenderal jang dimaksud 
diatas. dengan djalan surat-menjurat telah dituangkan dalam 
Instruksi tanggal 29 September 1966 No. 26 jang antara lain 
memuat pedoman kerdja dalam hal surat-menjurat jang di- 
keluarkan oleh para Direktur Djenderal dan Inspektur Djen- 
deral (periksa sub B.I. No. 4) atau jang dikirimkan oleh Ke- 
pala Daerah atau atas nama Kepala Daerah kepada Direktur 
Djenderal, Inspektur Djenderal dan Menteri Dalam Negeri 


(periksa sub B. II ad A. c). 


Dengan ini diinstruksikan, agar ketentuan-ketentuan itu di- 
laksanakan setjara konsekwen. 


Struktur organisasi ditingkat Daerah. 


Pelaksanaan tugas Departemen Dalam Nesgeri di NWaerah- 
daerah mulai pemerintahan ditingkat Propinsi sampai pada 
pemerintahan tingkat jang terbawah, dengan berlakunja Ke- 
putusan Presidium Kabinet No. 75 /V/ KEP/11/1966 ini, maka 
ditetapkan, bahwa untuk pengurusan tugas-tugas jang ter- 
masuk bidang Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi, 
Direktorat Djenderal Koperasi dan Direktorat Djcnderal 
Pembangunan Masjarakat Desa masing-masing, baik pemerin- 
. tahan didaerah tingkat I maupun ditingkat II, hanja diada- 
kan 1 (satu) unit organisasi Direktorat Djenderal jang ber- 
sangkutan sadja. Masing-masing unit Direktorat Djenderal 
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tersebut pada Daerah-daerah tingkat I (Propinsi) diberi 
nama Direktorat, jang selandjutnja dibagi-bagi dalam baziar- 
bagian menurut keperluan jang njata, dengan mengindahkan 
dasar effisiensi jang effektip setjara maksimal » masing- 
masing bagian selandjutnja dapat dibagi dalam sub bagian-sub 
bagian. 


Pada Daerah-daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) unit 
itu diberi nama Bagian, jang selandjutnja dapat dibagi dalam 
sub bagian atau seksi menurut keperluan jang sungguh njata. 

Unit Direktorat Djenderal didaerah dinamakan : 


a. bagi urusan agraria dan transmigrasi : 


1. pada tingkat Propinsi /Kotaraya : Direktorat Agraria 
dan Transmigrasi Propinsi/Kotaraya ..................... 


2. pada tingkat Kabupaten/Kotamadya : Bagian Agraria 
dan Transmigrasi Kabupaten/Kotamadya ............... 


b. bagi urusan koperasi dan 


c- bagi urusan pembangunan masjarakat desa, 
b dan c cfm. a, dengan tjatatan bahwa dikota-kota jang 
otonom dan kota-kota lainnja tidak diadakan Direktorat 
Pembangunan Masjarakat Desa, sehingga ditingkat II 
Bagian Pembangunan Masjarakat Desa hanja terdapat 
di Kabupaten-kabupaten. 


Nama Dinas tidak dipergunakan, oleh karena sebutan itu chu- 
sus dipergunakan pada tingkat Daerah hanja untuk Dinas- 
dinas (teknis) Pemerintah-pemerintah Daerah. 


Ketentuan-ketentuan diatas ditetapkan berlaku mulai 
1 Desember 1966. 


Direktorat Daerah tk. II, baik jang bertugas melaksanakan 
bidang urusan agraria dan transmigrasi, koperasi maupun 
pembangunan masjarakat desa taktis, operasionil serta teknis 


dan administratip berada dibawah dan bertanggung-djawab 
kepada Kepala Daerah jang bersangkutan. 


Sekretariat Daerah. 


Penjusunan struktur organisasi dan pembagian tugas Se- 
kretariat Daerah untuk pemerintahan didaerah tingkat I dan 
tingkat II kini sedang dalam pengolahan oleh Departemen Da- 
lam Negeri dan diharapkan dalam waktu jang dekat akan da- 
pat diumumkan kepada daerah-daerah. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
t.t.d. 


BASOEKI RACHMAT 
Letnan Djenderal T.N.I. 


Dikeluarkan pada tanggal 25 Nopember 1966. 
SEKRETARIS DJENDERAL 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI, 


t.t.d. 
( Soemarman S.H.) 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA -: 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No.: 75 /U/KEP/11/1966 


TENTANG 


STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS 


DEPARTEMEN — DEPARTEMEN 
KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


a. 


bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur 
Karya Kabinet AMPERA chususnja, jang merupakan pra- 
kondisi untuk melaksanakan pembangunan Nasional disega- 
la bidang, perlu adanja penjempurnaan dan penertiban di- 
bidang administrasi, organisasi dan pembinaan Departemen- 
departemen, jang dapat mendjami» adanja koordinasi, in- 
tegrasi dan sinkronisasi jang efisien dan efektif, 

bahwa untuk terlaksananja hal tersebut diatas setjara lan- 
tjar dan tertib, sehingga semua Departemen bergerak/beker- 
dja bersama setjara simultan-frontal menudju kepada easa- 
rannja, maka perlu segera ditentukan struktur organisasi dan 
pembagian tugas Departemen - departemen dalam Kabmet 
AMPERA sekarang ini, 


Mengingat : 
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Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 
tahun 1966: 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 
tahun 1966: 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 113 
tahum 1966: 
Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/19665 


D». Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No. 15/U/KEP/ 
8/1966. 


Membatja : 
Laporan Team Menteri 'Tenaga Kerdja tanggal 20 Oktober 1966 
tentang Struktur Organisasi dan Tugas Departemex. 


MEMUTUSKAN: 


» 


Menetapkan : 
Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Depar- 
temen dalam Kabinet AMPERA (Ketjuali Departemen - Depar- 
temen Angkatan Bersendjata) sebagai berikut : 


B A B—Il 
TUGAS—POKOK 
Pasal 1 


(1) Tugas Pokok Kabinet AMPERA (Dwi Dharma) seperti di- 
tetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, 
adalah untuk mentjiptakan kestabilan Politik dar Ekonomi. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok Kabinet AMPERA ceeperti 
tersebut dalam ad 1 tersebut diatas, diadakan pembagian 
dalam Bidang - bidang dan sub - Bidang/pembagian - kegia- 
tan jang harus dilaksanakan oleh Departemen - departemen, 
jang merupakan tugas pokok bagi masing - masing Depar- 
temen, sesuai dengan Lampiran Instruksi Presidium Kabinet 
AMPERA No. 01/U/IN/8/1966, tanggal 15 Agustus 1966. 

Pasal 2 
Agar pelaksanaan tugas pokok serta tugas - tugas seperti ter- 
sebut dalam pasal 1 diatas dapat berdjalan setjara efisien dan 
efektif, maka Departemen - departemen berkewadjiban untuk 
mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam ling- 
kumgar Departemennja masing - masing, jang merupakan sjarat 
dalam mengadakan koordinasi, integrasi dam sinkronisasi antar- 

Departemen, sehingga setiap gerak dari Kabinet AMPERA benar- 

benar merupakan gerak bersama dari satu kesatuan jang menje- 


luruh. 
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B A B—ill 
STRUKTUR — ORGANISASI 
Pasal 3 
Struktur Organisasi dari Departemen - departemen dalam 


Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut : 


(1) Menteri, sebagai kepala/unsur Pimpinan Departemen ma- 


sing - masing, sekaligus merupakan pembantu dan penasehat 
dar: Presiden/Presidium dalam sub- bidang (tugas pokok 
Departemen - nja) masing - masing. 


(2) Sekretaris Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur 


(3) 


Pembantu Pimpinan jang bertanggung - djawab memberikan 
bantuan- bantuan teknis dan admiwristratif bagi unsur - 
unsur pelaksana dari Departemen jang bersangkutan, dan 
membawahi Biro- biro dimana Biro - biro ini selandjutnja 
membawahi Bagian - bagian jang masing - masing dipimpin 
dan dikepalai oleh seorang Kepala Biro dan Kepala Bagian. 
Direktur Djenderal Departemen, sebagai Kepala/Uuasur Pe- 
laksanaan dari sebagian tugas pokok Departemen jang di- 
per:angung djawabkan kepadanja. Direktur Djenderal 
membawahi : 

a. Sekretaris Direktorat Djenderal, sebagai Kepala/ Unsur 
Pembantunja jang bertanggung djawab memberikan 
bantuan - bantuan teknis dan administratif bagi unsur 
pelaksana dari Direktorat Djenderal jang bersangkutan, 
dan membawahi Bagian - bagian jang masing - maf:ng 
dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Basian. 

b. Direktur, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian 
tugas Direktorat Djenderal jang dipertanggung - djawab- 
kan kepadanja, jang membawahi : 

1) Sekretaris Direktorat, sebagaimana halnja Sekretaris 
Direktorat Djenderal terhadap Direktur Djenderal - aja: 

2) Kepala - kepala Dinas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana 
(Dina3) dari sebagian tugas Direktorat jang dipertang: 
gung - djawabkan kepadanja. 


Pn 


(4) Inspektur Djenderal, (apabila dan selama diperlukan) seba- 


(1) 


gai Kepala/Unsur Pembantu pimpinan Departemen chusus 
dalam hal Pengawasan (kontrol) kedalam, membawahi 
langsung Inspektur - inspektur. 

Inspektur - inspektur selandjutnja membawahi Inepektur- 
inspektur Pembantu. Dalam hal surat - meajurat, Inspektur 
Djenderal dibantu oleh satu bagian Tata - Usaha. 


Pasal 4 


Svaf Pribadi Menteri, (apabila dan selama diperlukan) jang 
sebanjak - banjaknja terdiri dari 6 (enam) orang eebagai 
Unsur pembantu chusus dari Menteri dalam hal-hal jang 
dianggapnja perlu dalam rangka kelantjaran pelaksa- 
naan tugas- pokok Departemen jang bersangkutan. Pada 
dasarnja, anggota-anggota Staf Pribadi diambilkan dari 
pedjabat -pedjabat Negara jang sudah ada. 


(2) Badan - badan Pelaksana lainnja, baik jang langsung diba- 


(3) 


(1) 


wah Menteri, Direktur Djemderal ataupun Direktur, adalah 
badan - badar jang bersifat chusus/spesialisasi dalam rang- 
ka pelaksanaan tugas Departemen, Direktorat Djenderal 
ataupun Direktorat jang bersangkutan. 

Badan jang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen 
jang menurut perundang - undangan jang ada masih berlaku, 
tetap berdjalan sampai ada ketentuay Jain. 


B A B — III 


PELAKSANA TUGAS DEPARTEMEN 
DIDAERAH 


Pasal 5 


Pelaksanaan tugas Departemen? didaerah - daerah, selama 
belum ada ketentuan lain tetap menurut dan berdjalan se- 
bagaimana diatur dalam ketentuan - ketentuan jang ada dan 
apabila tidak akan menggancsgu kelantjarar pelaksanaan 
tugas, ditetapkan untuk mengikuti dan memurut alternatif 
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Pertama Lampiran Keputusan Presidiam Kabinet No. 15/ 
U/KEP/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966. Tetapi apabila ka- 
rena kechususan/spesialisasi dari pelaksanaan tugas Direk- 
torat Djenderal dan/atau Direktorat dari pada Departemex 
jang bersangkutan, alternatif lain (Kedua dan ketiga) dapat 
pula diterapkan dengan ketentuan adanja seorang koordina- 
tor sebagai wakil dari Departemen sebagai keseluruhan un- 
tuk memudahkan hubungan- hubungan dengar Kepala 
Daerah/Badan - badan Daerah jang bersangkutan. 


B A B—IV 
PERINTJIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN 
PEMBAGIAN TUGAS MASING? DEPARTEMEN. 
Pasal 6 
Perintjian Struktur Organisasi dan pembagian tugas masing- 


. masing Departemen Kabinet AMPERA seperti tertjantum dalam 
o lampiran - lampiran surat Keputusan ini. 


B A B— VN 
PENGANGKATAN. 
Pasal 7 


(1) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Djenderal, Direktur dan 
Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Utama 
menurut bidangnja masing - masing atas usul Menteri jang 
bersangkutan. 


(2) Pedjabat - pedjabat lamnja diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri jang bersangkutan dengan memberikan laporan ke- 
pada Menteri Utama/Presidium Kabinet Ampera. 


(3) Anggota Staf Pribadi, berdasarkan ketentuan BAB -II Pasal 
4 ajat 1. tersebut diatas ditundjuk oleh Menteri jang ber- 
sangkutan dengan memberi laporan kepada Presidium Ka- 
binet mengenai penundjukannja itu. 
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B A B — VI 
PENUTUP 
Pasal 8 


Hal- hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan dia- 
tur oleh Menteri Utama masing -masimg atas usul Menteri- 
Menteri jang bersangkutan, dan kemudian mengirimkan hal - hal 
tersebut kepada Ketua Presidium. 


Pasal 9 


Dengan berlakunja Surat Keputusan ini beserta lampiran- 
nja, maka segala ketentuan jang tidak sesuai dengan Keputusan 


ini, tidak berlaku lagi dan harus disesuaikan dengan Keputusan 
ini. 


Pasal 10 
Keputusan ini berlaku mulai sedjak hari tanggal ditetapkan- 


nja. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 3 Nopember 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA, 
KETUA, 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


C. DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 
I. Pimpinan Departemen Dalam Negeri. 
Menteri Dalam Negeri jang dibantu oleh Staf Pribadi 
Menteri Dalam Negeri. 
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II. Pembantu Pimpinan/Badan Staf/Sekretariat Djenderal 
Departemen Dalam Negeri. 


1. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri. 

2. Biro- biro Pembinaan dan Pelajanan (Administrative & 
Technical Service) sebagai pelaksana fungsi Staf, jang 
masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro : 


a. Biro Administrasi Umum, jang terdiri dari : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Bagian Tata Usaha dan Protokol: 

Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam, 
Bagian Kesedjahteraan Pegawai, 

Bagian Arsip Ekspedisi, 

Bagian Administrasi Alat Peralatan dan Harta 
Benda Departemen. 


b. Biro Administrasi, personil/Kepegawaian Departe- 
men, jang terdiri dari : 


1) 


2) 
3) 
4) 


5) 


Bagian Administrasi Perzonil/Kepegawaiar (Ad- 
minpers) Kantor Pusat Departemeu dan Lemba- 
ga" Pendidikan: 

Bagian Adminpers Dpk/Dpb. Kepada Pemerin- 
tah Daerah: 

Bagian Klasifikasi, Djendjang Karier dan Kedu- 
dukan Hukum Pegawai: 

Bagian Admiistrasi Kepegawaian Kepala - Ke- 
pala Daerah: 

Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/ 
Keperluan/Kebutuhan Tenaga Kerdja/ Personil. 


c. Biro Administrasi Keuangan, jang terdiri dari : 


1) 


Bagian Anggaran: 

Bagian Otorisasi, 

Bagian Pemeriksaan: 

Bagian Pembukuan: 

Bagian Evaluasi, Analisa dan Penentuan Norma/ 


Keperluam/Kebutuhan/Penjusunan Biaja dan 
Alat - Peralatan. 


d. Biro Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen, 

jang terdiri dari : 

1) Bagian Pendidikan dam Latihan Pegawai Peme- 
rintah: 

2) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Agraria 
dan Tramemigrasi: 

3) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Koope- 
rasi 

4) Bagian Pendidikan dan Latihan Chusus Pemba- 
ngunan Masjarakat Desa: 


5) Bagian Umum dan Perlengkapan. 


e. Biro Perentjanaan, Penjusunan dan Pembuatan Pro- 
gram, jang terdiri dari : 

1) Bagian Statistik: 

2) Bagian Tata Hukum dan Perundang - Undangan: 

3) Bagian Penelitian (Research): 

4) Bagian Pengumpulan, Analisa & Penjusunan 
Data dar Penjusunan Kebidjaksanaan/Perentja- 
naan Umum. 

f. Biro Hubungan dam Penerangan Masjarakat, jang ter- 
diri dari : 

1) Bagian Hubungan Daerah, 

2) Bagian Hubungan Lembaga - Lembaga Negaras 

3) Bagian Hubungan dan Penerangan Masjarakat: 

4) Bagian Sandi. 

g Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan 

(Litbangwas), jang terdiri dari : 

1) Bagian Litbangwas Administrasi dan Organisasi: 

2) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan 
Keuangan: 
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3) Bagian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan 
Personil/Kepegawaian: 

4) Bazian Litbangwas Administrasi dan Pembinaan 
Materiil. 


III. Pelaksanaan Utama Departemen Dalam Negeri, jang terdin 


atas : 


1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 
Daerah, (Ditdjen Pemumoda) jang tersusun atas : 


b. 


Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otono- 

mi Daerah: 

Sekretaris Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum 

dan Otonomi Daerah jang memimpin Sekretariat Di- 

rektorat Djenderal, dan terdiri dari : 

1) Bagian Administrasi: 

2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program, 

3) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan 
Masjarakat: 

4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian: 


c. Direktorat Pemerintahan Umum dan Pemerintahan 


Desa, jang terdiri dari : 

1) Dinas Pembinaan Dekonsentrasi Pemerintahan 
dan Korps pamongpradja di Daerah. 

2) Dinas Pembinaan Sensus dan Kesedjahteraan So- 
sial Daerah: 

3) Dinas Keamanan dam Pertahanan Sipil Daerah: 

4) Dinas Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan Umum: 

5) Dinas Pembinaan Administrasi Pemerintahan 
(public — Administration) Pemerintahan Desa, 


. Direktorat Pemerintahan Daerah, jang terdiri dari : 


1) Dinas Perentjanaan Pembentukan Daerah dan 
Penjerahan wewenang kepada Daerah, 

2) Dinas Pembinaan Penguasa - penguasa Pemerin- 
tah Daerah: 


aa en “Nan 


3) Dinas Pergawasan Penguasa - penguasa Pemerin- 


tah Daerah. 
e. Direktorat Pembwaan Finansil dan Materiil Peme- 
rintah Daerah jang terdiri dari : 
1) Dinas Pembinaan Anggaran Daerah: 
2) Dinas Pembinaan Penghasilan Daerah dan Pe- 
rimbangan Penghasilan Daerah: 


3) Dinas Pembinaan dan Bantuan Materiil kepada 
Daerah : 


f. Direktorat Pembinaan Personil Pemerintah Daerah, 
jang terdiri dari : 
1) Dinas Bimbingan dan Pengawasan Kepegawaian 
Daerah: 
2) Dimas Administrasi dan Tata Kepegawaian Dae- 
rah: 
3) Dinas Pembinaan Pendidikan dan Latihan Per- 
sonil/Pegawai Daerah. 
g. Direktorat Pembinaan Perekosomiam, Pembangunan 
dan Perkembangan, Daerah, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pembinaan Perkembangan Perusahaan 
Daerah: 


2) Dinas Pembinaan Perkembangan Perbankan 
Daerah: 


3) Dinas Pembinaan Perkembangan Perdagangan 
Daerah: 


4) Dinas Pembinaan Perkembangan Industri Dae- 
rah: 

5) Dinas Pembiraan Pembangunan Daerah. 

h. Direktorat Urusan Evaluasi dan Analisa Perkemba- 

ngan Masjarakat jang terdiri dar? : 

1) Dinas Evaluasi dan Analisa Sosial Politik Masja- 
rakat: 

2) Dinas Pembinaan Bangsa: 
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3) Dinas Pembinaan Kepartaian, Keormasan dan 
Kekaryawanan. 


2. Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi. (Ditdjen 
Agtrans) jang tersusun atas : 


a. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi: 
b. Sekretaris Direktorat Djenderal Agraria dan Trans- 
migrasi: 
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan 
terdiri dari : 
1) Bagian Administrasi: 
2) Bagian Hubungan Masjarakat: 
3) Bagian Pengawas Keuangan dan Materiil: 
4) Bagian Logistik dan Tata Peralatan, 
c. Direktorat Perentjanaan dan Pengembangan jang 
terdiri dari : 
1) Dinas Penelitian: 
2) Dinas Perentjanaan: 
3) Dinas Projek: 
4) Dinas Pengembangan. 
d. Direktorat Pembangunan Tata - Agraria dam Landre- 
form, jang terdiri dari : 
11) Dinas Pengumpulan dan Pengolahan data - data 
Tata - Asraria: 
2) Dinas Pelaksanaan dan Pembimaan Landreform, 
3) Dinas Penjelesaian masalah-masalah Landre- 
form: | 
4) Dinas Penjelesaian masalah - masalah Tata- 
Agraria. 
e. Direktorat Agraria, jang terdiri : 
1) Dinas Perentjanaan dan Pembinaan Hukum 
Agraria Nasiomal: 


2) Dinas Urusan Hak - hak atas tanah: 


3) Dinas Penjelesaian masalah - masalah Hak - hak 
atas tanah: 


f. Direktorat Pendaftaran Tanah, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pengukuran tanah: 
2) Dinas Pemetaan: 
3) Dinas Pembukuan Hak - hak atas tanah: 
4) Dinas Pengumpulan dan Pemeliharaan daftar- 
daftar tanah: 
g. Direktorat Transmigrasi, jang terdiri dari : 


1) Dinas Pengerahan dan Pengumpulan: 

2) Dinas Pengangkutan dam Perbekalan: 

3) Dinas Penempatan dan Pembukaan Daerah 
Transmigrasi: 

4) Dimas Pembiwaan dan Bimbingan Transmigrasi. 


. Direktorat Djenderal Koperasi, (Ditdjen Kop) jang ter- 


susun atas : 


a. Direktur Djewderal Koperasi: 


b. Sekretaris Direktorat Djenderal Koperasi jang me- 
mimpm Sekretariat Direktorat Djenderal, dan terdiri 
atas : 


1) Bagian Administrasi: 
2) Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program: 
3) Bagian Hubungan Masjarakat: 
4) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian: 
c. Direktorat Pengembangan Organisasi dan Pengawa- 
san Perkoperasian, jang terdiri dari : 
1) Dinas Pendaftaran dan Hukum, 
2) Dinas Pengawas Perkoperasian: 
3) Dinas Statistik dan Pentjatatan data - data 
Perkoperasian: 
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4) 


Dimas Pengembangan Organisasi Perkoperasian. 


d. Direktorat Pendidikan dan Penjuluhan Perkopera- 


sian, jang terdiri dari : 


1) 
2) 
3) 
4) 


5) 


Dinas Pengadjaran: 

Dinas Pendidikan dan Latihan Perkoperasian: 
Dinas Penerangan dan Penjuluhan Perkopera- 
sian: | 

Dinas Hubungan dengan Lembaga - lembaga 
Perkoperasian Luar Negeri: : 

Dimas Penelitian, Perentjanaan. Kehidupan dan 
Pengembangan Perkoperasian. 


e. Direktorat Pembinaan Usaha Perkoperasian jang ter- 


diri dari : 

1) Dinas Produksi dan Tata Niaga: 

2) Dinas Permodalan dan djasa - djasa: 

3) Dinas Distribusi dan Konsumsi: | 

4) Dinas Analisa dan Evaluasi Ekonomi Perkopera- 


sian: 


4. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa. 
(Ditdjen PMD) jang tersusun atas - | 


a. Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa: 


b. Sekretaris Direktorat Djenderal Pembangunan Masja- 
rakat Desa: 
jang memimpin Sekretariat Direktorat Djenderal, dan 
terdiri dari : 


1) 


ap. 


3) 


4) 


Bagian Administrasi: 

Bagian Perentjanaan dan Penjusunan Program: 
Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan 
Masjarakat: 

Bagian Pemeriksaan dan Penelitian: 


c. Direktorat Pembangunan, dan Perkaderan Masjara- 
kat, jang terdiri dari : 0 


1) 


2) 


3) 


Dinas Pengumpulan dan Penjusman Bahan- 
bahan Praktis Pengaman, Peladjaran dan Pe- 
ngetahuan Kemasjarakatan Desa: 


Dinas Penelitian dan Pengembangan. Peningkatan 
Kehidupan Gotong Rojong Masjarakat Desa, 


Dimas Penelitian dan Bimbingan Pembentukan, 
Pendidikan dan Latihan Tenaga Produktif dan 
Kader Masjarakat Desa: 


d. Direktorat Produksi Rakjat, jang terdiri dari : 


1) 


2) 


3) 


Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek - pro- 
jek Produksi Keradjinan Tangan dan Rumah 
Tangga Masjarakat Desa: 
Dinas Pembinaan Penjelenggaraan Projek - pro- 
jek Produksi Usaha -usaha Ketjil, Perniagaan 
dan Perbankan Rakjat: | 


| Dinas Pembinaan Penjelenggaraan, Projek - pro- 
jek Produksi Perikanan Laut Masjarakat Desa: 


e. Direktorat Irigasi dan Pengairan Desa, jang terdiri 


dari : 


1) 
2) 
3) 


4) 


Dimas Penelitian, Perjelidikdan dan Pembinaan 
Sumber Air: 

Dinas Penjelenggaraan Pembuatan Waduk - wa- 
duk Pengairan Desa, 

Dimas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/ 
Pendidikan: 

Dinas Penerangan dan Bimbingan Pengetahuan/ 
Pendidikan Pelaksanaan Pengairan Desa. 


f. Direktorat Projek - projek Chusus, jang terdiri dari : 


1) 


2) 


Dinas Penjelenggaraan Crash Program Pemba- 
ngunan Desa: 


Dinas Bimbingan Pengetahuan/Pendidikan Ke- 
masjarakatan Penduduk Desa: 
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IV. Pembantu Pimpinan/Badan  Kontrol/Inspektorat 


Djenderal Departemen Dalam Negeri, jang tersusun 


atas : 


1) Inspektur Djenderal Departemen Dalam Negeri 
(Irdjen Depdagri). 


2) Inspektur - inspektur jang menjelenggarakan dan 
melaksanakan fungsi kontrol disegala bidanz 
kegiatan pelaksamaan tugas pokok Departemen 
Dalam Negeri baik setjara fungsionil, kompar- 
temental maupun regional diseluruh daerah 
Negara, menurut bidang masing - masing sesuai 
dengan kebutuhan jang diperlukan. 


Mengingat luas, banjak dan besarnja ruang- 
lingkup sasaran Kontrole jang harus dilaksana- 
kan oleh Departemen Dalam Negeri baik terha- 
dap pelaksanaan wewenang Pemerintah Pusat 
didaerah - daerah, maupun. terhadap djalannja 
Pemerintah - pemerintah Daerah serta djalannja 
Pemerintahan - daerah diseluruh tanah air, ma- 
ka baik para Inspektur, Inspektur Pembantu dan 
para Pemeriksa diatur dalam formasi tersendiri: 


3) Tata Usaha Inspektorat Djenderal Departemen. 


. Badan - badan Terpusat - Vertikal dan Regional Ver- 


tikal, didaerah - daerah jang bertugas menjelenggara- 
kan dan melengkapi kegiatan/usaha/pekerdjaan pe- 
laksanaan tugas Departemen Dalam Negeri didaerah- 
daerah dipertangcung - djawabkan dan berada diba- 
wah pimpiran Kepala - kepala Daerah jang bersang- 
kutan. 


rs TEAM MENTERI TENAGA KERDJA 


” 


PENDJELASAN TENTANG PENJEDERHANAAN DAN 


PENJEMPURNAAN APARATUR PEMERINTAH 


I. 1. Landasan Idieel : Pantjasila 
2. Landasan Formil : a. U.U.D. '45 


b. Ketetapan?! Sidang Umum 
MJP.R.S. ke-IV 


II. 1. Tudjuan djangka pendek : Stabilisasi Politik & Eko- 


nomi 


2. Tudjuan djangka pandjang : Tiga kerangka tudjuan Re- 


volusi 


III. Pedoman dan landasan kerdja : 


1. 


2 


3. 


4, 


Semua rakjat Indonesia jang Pantjasilais menghendaki 
adanja pemerintah jang efficient ekonomis, jang benar? 
mengutamakan kepentingan seluruh rakjat, diatas ke- 
pentingan golongan ataupun pribadi. 

Penjempurnaan aparatur pemerintahan adalah merupakan 
suatu conditio sine gua non untuk suksesnja Dwi Dhar- 
ma & Tjatur Karya Kabinet Ampera dan tertjiptanja 
Masjarakat Sosialis Pantjasila. 


Aparatur pemerintahan harus sanggup menjusun rentjaua 
dan program jang dapat dilaksanakan (uitvoerbaar) serta 
benar' sanggup melaksanakan rentjana dan program jang 
telah disusunnja. 


Penjempurnaan aparatur pemerintahan adalah merupa- 
kan tugas jang sukar dan harus bersifat menjeluruh dan 
dilakukan setjara terus-menerus, oleh sebab itu kesadaran 
akan dan usaha penjempurnaan tersebut harus dimulai 
dari pedjabat? tertinggi pemerintah. 

Akan tetapi disamping itu perlu pula pengertian dan 
bantuan dari lembaga? legeslatief dan masjarakat pada 
umumnja. 


s1 


10. 


Approach penjempurnaan jang menjeluruh adalah perlu 
didahulukan untuk memungkinkan penjempurnaan jan: 
lebih terperintji bagi Departemen-Departemen seclandjut- 
nja. Kalau tidak demikian Departemen akan mengzusa: 
hakan penjempurnaan sendiri? jang belum tentu mem- 
bawa akibat perbaikan bagi aparatur pemerintahan «e- 
bagai keseluruhan. 


Agar sasaran tudjuan seperti tertjantum dalam II diatas 
dapat ditjapai dengan baik, maka perlu ada pembaxian 
dalam tugas-tugas pokok antara Departemen? setjara 


djelas. 


Struktur organisasi dari Pemerintahan tentunja bukan 
merupakan tudjuan, tapi alat untuk mentjapai tudjuan 
Nasional. 


Perlunja struktur organisasi jang baik adalah, antara lain: 


a. Untuk mengadakan pembagian tugas pokok pemerin- 
tahan (Kabinet) antara Departemen? agar pelak-ana- 
annja efficient, ekonomis dan mengurangi duplicaties 
dan overlappingen. 


b. Untuk merumuskan bidang wewenang dan pertang- 
gung djawaban, agar memudahkan kontrol, baik 
control konstitutionil ataupun social control. 


Struktur Organisasi jang baik, perlu pula untuk menesza- 
kan hubungan-hubungan garis komando dan koordinasi. 


Struktur Organisasi jang serampangan pada umutmnja 
mengakibatkan inefficiency, tidak djelasnja pertanggung- 
an djawab, pemborosan dan memudahkan terdjadiunja 
penjelewengan?. 


Struktur Organisasi harusnja mentjerminkan pengelom- 
pokan tugas jang homogeneous atau erat sekali hubungs- 
annja. Pedoman ini berlaku dari Departemen, sampai 
pada unit jang terendah. 


aa ae Aa, an Na 


at 


11. Dalam struktur organisasi jang baik, dengan djelas akan 


12. 


kelihatan pembidangan unsur? : 
a. pimpinan 
b. pembantu pimpinan (staff) 
c. Pelaksana 


Struktur organisasi Departemen? jang telah menggam- 
barkan tugas-tugas setjara djelas, adalah mutlak perlu, 
untuk selandjutnja : 

a. merumuskan perintjian tugas dari unit! bawahan, 
seperti Direktorat Djenderal, Direktorat, Dinas dan 
sebagainja. Tanpa adanja rumusan tugas jang djelas, 
bagi unit? bawahan maka tidaklah mungkin bagi unit? 
tersebut untuk menjusun program jang tepat. Tanpa 
program jang tepat, akan sukarlah ditjapai target jang 
telah ditetapkan bagi Kabinet Ampera, karena ti- 
dak mungkin diadakan kegiatan jang bergerak si- 
multaan-frontaal dari seluruh aparatur pemerintahan. 


b. dalam penjelesaian masaalah pegawai negeri antara 
lain penentuan kebutuhan pegawai bagi Departemen?: 
penempatan jang tepat: pendidikan & latihan : 
nivellering djabatan : dsb. 

c. perumusan tata kerdja serta membikin manual jang 
baik dan djelas bagi Departemen? ataupun dalam 
hubungan antar Departemen-Departemen. 


IV. Sedikit penelitian tentang keadaan jang lewat. 


1. Diwaktu jang lewat djumlah Kementerian/Departemen 


sering tidak ditentukan oleh pertimbangan? jang rationil 
dan objectief dan pernah meningkat mendjadi hampir 
seratus. 


2. Dalam peningkatan dari 30 4 40 Kementerian/Departe- 


men mendjadi hampir 100 itu, tenaga kerdjanja (pega- 
wai negeri) tidak bertambah, sehingga terdjadilah per- 
gescran jang besar atas tenaga? jang semulanja operatief 
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(pelaksana) mendjadi unsur pembantu (staff), hingsa 
Organisasi pemerintahan se-olah? merupakan piramida 
jang terbalik. 


. Bertambah banjaknja djumlah Kementerian/Departe- 


men itu, telah mengakibatkan pula : 
a. span of control jang luas bagi putjuk pimpinan pe- 
merintahan sedangkan alat untuk mengkoordinir 


(central staff unit) hampir tidak ada atau tidak ber- 
kembang sama sekali. 


b. perbedaan nomenclatur organisasi dan titulatur pe- 
djabat? atau nomenclatur dan titulatur sama, tapi 
artinja berbeda. 

c. hilangnja uniformitas dalam pola pokok organisasi 
kementerian/Departemen. 

d. Kaburnja wewenang dan pertanggung djawaban, jaitu 
banjak jang berwewenang dan tidak bertanggung 
djawab. ag 0 


e. dan lain-lain. 


. Pada umumnja dengan perubahan? Kabinet, tidak terda- 


pat Kontinuitas pelaksanaan tugas dari Pemerintalian «c- 
bagai keseluruhan ataupun Kementerian/ Departemen. 
baik administratief ataupun operatief. 


. Banjaknja terdapat "”spoil-system", "patronage” dan 


”nopotisme”, jang melemahkan ”career-service” berda: 
sarkan ketjakapan dan kemampuan, hal mana tcntunja 
mempengaruhi kegairahan kerdja dari pegawai negeri. 


. Antara Kementerian/Departemen terdapat ketidak seim- 


bangan dalam distribusi tenaga kerdja (terutama tenasza 
sardjana/ahli), alat? dan lain? fasilitas, sehingga banjak 
tenaga dan alat tidak dimanfaatkan sepenuhnja. 


. Karena banjaknja djumlah Kementerian/Departemen serta 


Lembaga? pemerintahan jang berdiri sendiri, maka pada 
umumnja kurang terdapat kordinasi, integrasi dan syu- 


chronisasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, bah- 
kan telah timbul birokratisme, pemborosan, penjele- 


wengan', dan sebagainja. 


8. Dengan tidak dapatnja mengukur kemampuan pemerin- 
tahan setjara njata, maka telah terdjadi pula ketidak 
seimbangan antara aspirasi pimpinan? diwaktu jang 
lewat dengan kemampuan jang njata ada padanja, hal 
mana chususnja telah mengakibatkan keadaan ekonomi/ 
keuangan seperti sekarang ini. 


V. Penutup. 


1. Penjederhanaan struktur organisasi Departemen! jang 
sekarang ini, diikuti dengan perumusan tugas jang djelas, 
diadakannja nomenclatur dan titulatur jang sama : ada- 
lah titik tolak jang penting sekali dalam usaha kita untuk 
mengadakan penjempurnaan aparatur pemerintahan se- 
terusnja, seperti dibidang pegawai negeri, Keuangan ne- 
gara (public finansiil administratief) s perusahaan? negara: 
lembaga' pemerintahan jang berdiri sendiri : hubungan 
dengan pemerintahan daerah, dsb., dsb. 


2. Perlu disadari, bahwa tanpa penjempurnaan aparatur 
pemerintahan (public administrative improvement) jang 
terus menerus maka tidaklah mungkin kita membangun 
masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantja 
Sila dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. 


TEAM MENTERI TENAGA KERDJA 


KETUA, 
tt. d. 
Dr. AWALOEFEDIN 


BRIGADIR DJENDERAL POLISI 
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MENTERI 


KETERANGAN : 


1) 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


M.P.R. : pasal 223 UUD. 

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA : 
pasal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, UUD. 
D.P.A. : pasal 16 UUD. 

D.P.R. : pasal 19, 20, 21, 22, UUD. 

B.P.K. : pasal 23 ajat (5) UUD. 
KEKUASAAN KEHAKIMAN : pasal 24 UUD. 
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dsb. 


KUTIPAN lampiran Instruksi Presidium Kabinet 
Ampera No. 01/U/8/1966, tanggal 15 
Acustus 1966. 


. 
7 


Bidang Politik. 


Tugas pokok Kabinet dalam bidang politik dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 


1-- 


to 


Penjelesaian Pemilihan Umum berdasarkan U.U. Pemi- 
lihan Umum/Kepartaian jang telah diterima oleh Pre- 
siden dan DPRGR, dalam djangka waktu 2 tahun. 


Tertjapainja konsensus nasional dalam kehidupan politik 
bangsa, baik dalam bidang politik D.N. maupun L.N. 
sebagai prasarat bagi penggalangan kekuatan nasional 
untuk mengsukseskan Tjatur Karva Kabinet dan Dwi 
Dharma-nja. 


Rakjat harus mempunjai harapan-harapan jang positip, 
sebagai prasjarat mental/psychologis, untuk menudju 
tertib masjarakat jang dinamis. 


Perbaikan-perbaikan dalam bidang Strukturil dan pro- 
seduril, baik aparatur pemerintahan maupun aparatur 
kekuatan sosial. 


Perbaikan hubungan antara Pusat dan Daerah, dimana 
kepentingan daerah diutamakan, dacrah sebagai potensi 
ekonomis harus dapat berkembang. 


Rakjat tahu akan itikad pemerintah.. 


Politik mentjiptakan kondisi-kondisi jang positif bagi 
bidang lain. 


dsb. 3 


KUTIPAN lampiran Instruksi Presidium Kabinet Ampera 


deb. 3 


7 


No. 01/U/8/1966, tanggal 15 Agustus 1966. 


B. BIDANG POLITIK : 
Sub-Bidang Dalam Negeri (DEPDAGRI). 


6. 


Turut menjiapkan Undang-undang Pemilihan Umum 
dan menjelenggarakan pelaksanaan pemilihan umum. 


kenak aloe stabilitas politis naik dipusat dan 


didaerah : 


(1) Penampungan, — penjaluran dan pengembangan 
orde politik baru, baik jang sudah tergabung 
dalam Front Pantjasila, Ormas?, Golkar', Kesa- 
tuan? aksi maupun jang belum tergabung dalam 
salah satu organisasi sosial. ' 

(2) Oposisi jang demokratis, sehat dan loyal! dibe- 

- narkan. 


Mentjerminkan trace baru dalami 'pengabdian kepada 
masjarakat setjara realistis dan dapat dirasakan oleh 
rakjat. 


. Menjempurnakan Corps Pamongpradja dan mendja- 


min adanja rechts-zekerheid (djaminan-hukum) : 
mengembalikan kepemimpinan, kewibawaan dan ke- 
mampuan bekerdja setjara efektif. 


Menertibkan pembinaan otonomi daerah baik aspek 
desentralisasi maupun dekonsentrasinja untuk me- 
mungkinkan pengembangan potensi daerah dengan 
perhatian chusus kepada imbangan keuangan pusat 
— daerah. 


Menjelenggarakan perbaikan? strukturil dan pro- 
seduril disegala bidang, berdasarkan prinsip penje- 
derhanaan organisasi untuk efisiensi. 
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. Mengawasi djalannja pemerintahan di Daerah, jang 


meliputi pula koordinasi dan pemeliharaan keaman- 
an, ketentraman serta ketertiban umum. 


. Mempersiapkan dan mengusahakan penampungan ba- 


gi bekas tahanan G-30-S/PKI jang sudah sadar untuk 
dikembalikan kedalam kehidupan masjarakat serta 
mengusahakan bimbingan terhadap mereka jang di- 
kenakan tindakan, karena terlibat dalam G 30 S/PKI 
untuk dapat diproduktifkan dalam usaha pemba- 
ngunan. 


Mengusahakan konsolidasi dan intensifikasi usaha? 
dibidang landuse dan landreform. 


Mengusahakan penertiban, perbaikan dan pembinaan 
kooperasi? distribusi dan konsumsi. 


. Mengusahakan perbaikan fasilitas? bagi transmigran? 


spontan : 


— Menghilangkan faktor? penghambat dan mening- 
katkan faktor? pendorong di-tempat? peverima 
transmigrasi. 


— Mengusahakan penerangan untuk memperbesar 
daja perangsang bertransmigrasi spontan. 

— Mengkonsolidasi dan meningkatkan projek? trans- 
migrasi jang selama ini terbengkelai. 

— Meningkatkan serta mengembangkan desa sebagai 
satuan potensi ekonomis dalam rangka swadaja 
dan swasembada daerah, untuk merealisir setjara 
konkrit Pembangunan Masjarakat Desa. 


— Memberikan perangsang? guna meningkatkan daja 
tjipta dan Karya rakjat desa untuk menaikkan 
pendapatan cg daja beli rakjat desa. 

— Memupuk dan membina kemurnian kehidupan de- 
sa sebagai suatu landasan dan kondisi mental, 
psychologis, ideologis jang stabil. 


2 


m. Menjelesaikan pembersihan aparatur/personil Depar- 
temen dari unsur? G-30-S/PKI sesuai dengan kebi- 
djaksanaan jang telah digariskan serta dalam rangka 
melaksanakan hasil? Sidang Umum ke-IV MPR3 me- 
ngenai masalah ini. | 


n. — Menampung tugas dan kegiatan? jang tidak ter- 
masuk dalam sesuatu sub-Bidang lain. 


— Membantu tugas dan kegiatan? Bidang serta Suh- 
Bidang lain. 


dsb. : 


KUTIPAN Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 170 Tahun 1966 tentang Struktur Dasar 
Organisasi dan Bidang Tugas dari Departe- 
men-departemen Kabinet Ampera. 


STRUKTUR DASAR DEPARTEMEN. 


(1) Departemen merupakan lembaga Pemerintahan jang meliputi 
bagian kegiatan Pemerintahan tertentu jang langsung berada 
dibawah pimpinan dan dipertanggung djawabkan kepada se- 
orang Menteri : 


(2) Suatu Departemen terbagi dalam unsur-unsur pelaksanaan 
tingkat Pusat jang merupakan Djawatan dan dinamakan Di- 
rektorat Djenderal. Djumlah serta bidang dari Dircktorat 
Djenderal ditetapkan menurut kebutuhan dan disesuaikan de- 
ngan luasnja lingkungan kegiatan dari Departemen jang ber- 
sangkutan : 
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Tiap Direktorat Djenderal dipimpin oleh scorang Direktur 
Djenderal : 


(3) Pada tiap Departemen ada suatu Badan Staf Departemen jang 


bernama Sekretariat Djenderal dan dipimpin oleh scorang 
Sekretaris Djenderal jang bertugas membantu Menteri janz 
melakukan pimpinan kepada Departemen , 


(4) Direktorat Djenderal dapat dibagi dalam unsur-unsur pelak- 


sana tingkat Pusat maupun Daerah jang dinamakan Kantor 
atau nama lain (Pusat dan Daerah) dan mempunjai pula Se- 
kretariat Direktorat : 


(5) Sekretariat Djenderal dibagi dalam unsur-unsur Staf dan di- 


namakan Biro : 


(6) Apabila dipandang perlu guna kelantjaran pelaksanaan tuga— 


(7) 


(8) 


tugas Departemen, pada Departemen atas usul Menteri jang 
bersangkutan, 'dengan Keputusan Presidium dapat diadakan 
suatu badan jang bertugas membantu Menteri dalam mela- 
kukan pengawasan terhadap Departemennja. 

Badan tersebut dinamakan Inspektorat Djenderal jang dike- 
palai oleh seorang Inspektur Djenderal : 


Pada tingkat Departemen ataupun Sekretariat Djenderal mau- 
pun Direktorat Djenderal apabila dipandang perlu dengan 
persetudjuan Menteri Utama jang bersangkutan, dapat di- 
adakan lembaga penjelidikan atau pendidikan teknis d:bi- 
dangnja masing-masing : 


Susunan lebih landjut dari Sekretariat Djenderal, Direktorat 
Djenderal dan apabila ada Inspektorat Djenderal pada tiap- 
tiap Departemen ditentukan lebih landjut oleh Menteri Uta- 
ma dalam hidangnja atas usul Menteri. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
NO. : 15/U /KEP/ 8/1966 


ba tentang 

'” KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK, FUNGSI, WEWENANG 

DAN TATA-KERDJA SEKRETARIAT - DJENDERAL, DI- 

REKTORAT DJENDERAL DAN INSPEKTORAT DJEN- 

DERAL PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DALAM 
KABINET AMPERA. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 
Menimbang : | Kan 
bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan efisiensi pelaksanaan 
tugas - tugas Departemen - departemen Kabinet Ampera, perlu 
segera menetapkan kedudukan, tugas - pokok, fungsi, wewenang 
dan tata - kerdja Sekretariat Djenderal, Direktorat Djenderal dan 
Inspektorat Djenderal pada Departemen - Mecca tersebut. 


M engingat : 


1. Keputusan Presiden Republik Inddacsta no. 163 tahun 1966. 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 170 tahun 1966. 


Memutuskaa: 


| 


Menetapkan : 


KEDUDUKAN, TUGAS — POKOK, FUNGSI, WEWENANG 
DAN TATA — KERDJA SEKRETARIAT DJENDERAL, 
DIREKTORAT DJENDERAL, DAN INSPEKTORAT 
DJENDERAL PADA DEPARTEMEN — DEPARTEMEN 
DALAM KABINET AMPERA, sebagai berikut : 
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B A B—I1I 
TENTANG SEKRETARIAT DJENDERAL 


Bagian I 
KEDUDUKAN 
Pascal I. 


(1) Sekretariat Djenderal suatu Departemen, jang untuk eelam- 
djutnja dalam keputusan ini disebut dengan Sekretariat 
Djenderal, adalah sebuah badan Staf dalam Departemes 
jang berada dibawah Menteri. 

(2) Sekretariat Djenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Djenderal. 


Bagian II 
TUGAS — POKOK 
5 Pasal 2. | 


Sekretariat Djenderal mempunjai tugas pokok memperlam- 
tjar pelaksanaan tugas - tugas Departemen dengan memberikan 
bantuan dibidang teknis (etaf) dan administrasi. 

Bagian III 
FUNGSI 
Pasal 3. 

Sekretariat Djenderal mempunjai fungsi pengkoordinasian, 
pengolahan, penelaahan, perentjanaan, penjusunan, pengawasan, 
penelitian dan pembinaan administrasi Departemen dalam rang- 
ka pelaksanaan tugas pokok jang dimaksud dalam pasal 2 Ke- 
putusan ini. 

Bagiau IV 
TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 4. 

Dalam melaksanakan tugasnja memberi bantuan tekni3 
(Staf) Sekretaris Djenderal bertugas dan berwenang untuk : 

a. mengadakan pengolahan dan penelaahan garis - garis ke- 

bidjaksanaan umum jang telah ditentukan oleh Menteri: 


. mengadakan pengumpulan data, penilaian, peramalan, 


perentjanaan dan penjusuman untuk pelaksanaan jang 
tersebut dalam huruf a pasal ini, 

melakukan penelitian dan pentjatatan rentjana kerdja 
dan hasil kerdja pelaksanaan tugas Departemen: 


. mengadjukan bahan-bahan masalah, pertimbangan 


daa laporan kepada Menteri: 

mempersiapkan ketentuan - ketentuan pelaksanaan kebi- 
djaksanaan umum Menteri, 

melakukan pengawasan Staf dan pengawasan tidak lang- 


: gung atas pelaksanaan tugas-tugas Direktorat - direkto- 


rat Djenderal dalam lingkungan Departemennja: 


. melakukan koordinasi Staf atas kegiatan Direktorat - di- 


Pi 


rektorat Djenderal: 


. menjelenggarakan hubungan masjarakat: 


Pasal 5. 


Dalam rangka tugasnja memberikan bantuan dibidang ad- 
ministrasi Departemen, Sekretaris Djenderal bertugas : 


b. 


c. 
d. 
e. 


menjelenggarakan urusan tata - usaha: 
menjelenggarakan urusan kerumah - tanggaan Staf De- 
partemen: 

menjelenggarakan pengelolaan dam pembinaan perconil: 
menjelenggarakan pengelolaan materiil dari Departemen: 


“ menjelenggarakam pengelolaan keuangan Departemen: 


segala sesuatu berdasarkan kebidjaksanaan dan petundjuk- 
petundjuk Menteri. 


Pasal 6. 


(1) Susunan organisasi dari Sekretariat Djenderal terdiri dari 
Biro - biro jang terbagi dalam Bagian - bagian dan Sub - sub 
Bagian, dengan berpedoman pada bagan terlampir. 


(2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh ke- 
pala Bagian, dan Sub Bagian oleh Kepala Sub. Bagian. 


(1) 
(2) 


Bagian V 
TATA—KERDJA 
Pasal 7. 


Sekretaris Djeaderal melaksanakan tugasnja berdasarkan 
kebidjaksanaan umum jang telah ditetapkan oleh Menteri. 
Sekretaris Djenderal dalam pelaksanaan tugasnja bertanz: 
gung djawab kepada Menteri. 

Pasal 8. 


(l) Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Djenderal dibantu 


(2) 


(3) 


dan membawahkan Kepala - kepala Biro. 
Sekretaris Djenderal berkewadjiban memberikan petun- 
djuk - petundjuk, mengawasi dan membimbing pekerdjaan 
Kepala - kepala Biro jang berada dibawahnja. 
Apabila Sekretaris Djenderal berhalangan, Menteri menun- 
djuk pendjabat sementara Sekretaris Djenderal. 

Pasal 9. 


(l) Sekretaris Djenderal berkewadjiban mengadakan kerdjasama 


(1) 
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jang seerat- eratnja dengan Direktur - direktur Djenderal 
dalam Departemennja. 
Untuk keperluan perentjanaan, pentjatatay dan pene- 
litian, Sekretaris Djenderal berhak mendapatkan bahan - ba- 
han dan laporan - laporan mengenai bidang tugas Direktur- 
direktur Djenderal dalam Departemennja. 

Pasal 10. 
Dalam rangka bimbingan dan pembinaan Staf, Sekretaris 
Djenderal berkewadjiban mengadakan rapat berkala dan ra- 
pat chusus dengan Kepala - kepala Biro. 
Sekretaris Djenderal berkewadjiban menjampaikan laporan 
berkala dan laporan chusus tentang keadaan/ perkembangan 
Departemen kepada Menteri. 

Pasal 11. 
Sekretaris Djenderal menjiapkan laporan tahunan tentang 
keadaan, perkembangan dan hasil pelaksanaan rent jana 
kerdja seluruh Departemen. 


(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ajat (1) pasal ini, 
Sekretaris Djenderal mendapatkan bantuan dan bahan - ba- 
han dari Direktur - direktur Djerderal dalam Departemen- 
nja. 

(3) Laporan tahunan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini 
harus sudah disampaikan kepada Menteri selambat - lambat- 
nja pada tiap tanggal lima belas bulan Desember dalam ta- 
hun laporan jang bersangkutan. 

B A B—iII 
TENTANG DIREKTORAT DJENDERAL 
Basian I 
KEDUDUKAN 
Pasal 12. 


(1) Direktorat Djenderal adalah djawatan jang merupakan alat 
pelaksana utama tugas Departemen. 2 

(2) Tiap Direktorat Djenderal dipimpim oleh seorang Direkiur 
Djenderal. | se 


(3) Direktur Djenderal berada dibawah dan bertangguns dja- 
wab kepada Menteri. 


Bagian II 
TUGAS — POKOK 
/103 Pasal 13: 


Direktorat Djenderal mempunjai tugas pokok melaksanakan 
tugas Departemen dibidangnja berdasarkan garis kebidjaksanaan 
umum jang ditentukan oleh Menteri. 


Bagian III 
FUNGSI 
Pasal 14. 


Direktorat Djenderal mempunjai fungsi untuk melaksana- 
kan bagian tertentu daripada tugas pokok Departemen, jang me- 
liputi persiapan, penjelesaian, penjesuaian, pengendalian dau 
pengawasannja dibidang waktu, tempat, teraga kerdja, peralatan 
dan keuangan, agar supaja sesuai dengan rentjana jang telah di- 
tetapkan oleh Departemen. 


6T 


(1) 


(2) 


(1) 
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Bagian IV 
TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN 
Pasal 15. 


Dalam melaksanakan tugas pokok djawatannja, Direktorat 
Djenderal bertugas dan berwenang untuk : 


a. mempersiapkan dan melaksanakan tugasnja, berdasarkan 
garis kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri: 

b. menjiapkan dan membina organisasi pelaksanaannja: 

c. menjiapkan dan memberikan pembinaan teknis kepada 
tenaga kerdja pelaksanaannja: 

d. merentjanakan anggaran keuangan dan bertanggung dja- 
wab atas kebidjaksanaan penggunaan anggaran tersebut, 
sesuai dengan peraturan - peraturan keuangan jang ber: 
laku: 

e. menjiapkan, memelihara, menggunakan dan bertanggung 
djawab atas peralatan/kebutuhan materiil dalam rangka 
pelaksanaan tugasnja. 


Oleh Menteri, Direktur Djenderal dapat diserahi tanggung 
djawab pelaksanaan sesuatu projek tertentu. 
Bagian V 
TATA — KERDJA 
Pasal 16. 
Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal : 
a. melaksanakan kebidjaksanaan umum jang ditetapkan 
oleh Menteri: | 
b. bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada 
Menteri. 
Apabila Direktur Djersderal berhalangan, Menteri menun- 
djuk pedjabat sementara Direktur Djenderal. 


Pasal 17. 
Dalam melaksanakan tugasnja, Direktur Djenderal berkewa- 
djiban mengadakan kerdja sama seerat -eratnja dam ber- 
konsultasi dengan Sekretaris Djenderal dan Direktur - direk- 


(2) 


1) 


(1) 


(2) 


(1) 


car Djenderal jang lain dalam lingkungan Departemennja, 
dibawah koordinasi Menteri. 

Untuk kepentingan pentjatatan, penelitian dan penjusunan 
laporan tahunan, Direktur Djenderal berkewadjiban mem- 
berikan bahan - bahan atau laporan - laporan tehnis kepada 
Sekretaris Djenderal. 


Pasal 18. 
Direktur Djenderal wadjib menjiapkan rentjana kerdja ta- 
hunan. untuk bidang tugasnja. 
Rentjana kerdja tahunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini 
baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat pengesahan dari 
Menteri. . 
Setiap perubahan, penjimpangay atau penghentian sesuatu 
rentjana kerdja tahunan hanja dapat dilakukan oleh Direk: 
tur Djenderal, sesudah mendapat pengesahan dari Menteri, 
atas usul- usul jang diadjukannja. 
Usul - usul jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini diadjukan 
dengan disertai alasan, pertimbangan dan pertanggungan 
“jawab. 


Pasal 19. 


Direktur Djenderal bertanggung djawab atas pelaksanaan 
gas seluruh eselon jang berada dibawahnja. 
Direktur Djenderal berkewadjiban memberikan bimbingan, 
petundjuk dam pengawasan tehnis atas pelaksanaan tugas- 
trgas, jang menurut sifat tehnisnja berada dalam lingkungan, 
tapi jang pengurusannja telah dipertanggung djawabkan 
atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka 
pemberian otonomi. 

Pasal 20. 
Direktur Djenderal mempunjai unsur - unsur : 
a. Sekretariat, ditingkat Pusat: 


b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai 
unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah. 
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(2) 


(1 


bi 


(3) 


(1) 


Pembagian bidang dari Direktorat Djenderal kedalam un- 
sur - unsur pelaksana ditetapkan oleh Menteri Utama dalam 
bidangnja atas usul Menteri. 

Pasal 21. 
Sekretaris ditingkat Pusat merupakan unsur staf dan ad- 
ministrasi, dan terbagi dalam Bagian - bagian: 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bagian - bagian 
dipimpin oleh- Kepala Bagian. 

Pasal 22. 
Sebagai unsur staf, Sekretariat bertugas membantu Direktur 
Djenderal melaksanakan tugas pokoknja, dalam : 
a. memberi pertimbangan: 
b. merentjanakan: 
c. mengawasi pelaksanaan, 
d. menjelenggarakan hubungan dengan masjarakat: 


Sebagai unsur penjelenggara administrasi, Sekretariat ber- 
tugas untuk : 


a. menjelenggarakan tata - usaha, 
b. menjelenggarakan dokumentasi, 
c. menjelenggarakan urusan rumah-tangga Direktorat 
Djenderal. 
Dalam melaksanakan tugasnja, Sekretaris bertanggung djz- 
wab kepada Direktur Djenderal. 
B A B — Ill 
TENTANG INSPEKTORAT DJENDERAL 


Bagian I 
KEDUDUKAN 
Pasal 23. 
Inspektorat Djenderal sesuatu Departemen, jang untuk selan- 
djutnja dalam Keputusan ini disebut dengan Inspektorat 
Djenderal, dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 
(6) Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 dan merupakan 
alat pelaksana utama pengawasan Departemen. 


(2) Inspektorat Djenderal dipimpin oleh seorang Inspektur 


Djerderal. 
5 Bagian II 
TUGAS — POKOK 
Pasal 24. 


Inspektorat Djenderal mempunjai tugas - pokok membantu 
Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas 
dari semua lembaga dalam Departemennja. 


Bagian III 
FUNGSI 
Pasal 25. 


Inspektorat Djenderal mempunjai fungsi melakukan penga- 
wasan, apakah pelaksanaan tugas Departemen dapat ditjapai 
menurut rentjana dan apakah pelaksanaannja sesuai denga ke- 
bidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri. 


Bagian IV 
TUGAS DAN WEWENANG 
Pasal 26. 


Dalam melaksanakan tugas pokoknja, Inspektorat Djenderal 

bertugas dan berwenang untuk : 

a. mendapatkan, meminta atau menerima bahan - bahan 
serta laporan - laporan: 

b. mempeladjari dan meneliti bahan - bahan dan laporan- 
laporan: 

c. melakukan inspeksi- inspeksi ketempat - tempat peker- 
djaan: 

d. menerima dan mempeladjari pengaduar - pengaduan: 

e. mengadjukan pertimbangan - pertimbangan dalam me- 
ngatasi rintangan atau kesulitan pelaksanaan tugas De- 
partemen 


f. menjarankan penindakan preventif maupun represip ter- 
hadap segala bentuk penjelewengan. 
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Bagian V 
TATA — KERDJA 
Pasal 27. 


Dalam melaksamakam tugasnja Inspektur Djenderal berada 
dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri. 


Pasal 28. 


(1) Dalam melaksanakan tugasnja, Inspektorat Djenderal wadjib 
mengindahkan hirarchi dalam instansi jang bersangkutan. 


(2) Inspektorat Djenderal dalam mendapatkan atau memintu 
bahan/Laporan wadjib memperhatikan ketentuan - ketentu- 
an perundang - undangan jang berlaku. 


Pasal 29. 

(l) Petugas - petugas Inspektorat Djenderal jang berwenang, da- 
pat mendatangi dan meminta bahan-bahan atau kotera- 
ngan - keterangan jang diperlukan ditempat - tempat beker- 
dja, baik dengan atau tanpa memberitahukan sebelumnja 
kepada jang bersangkutan. 


(2) Setiap pendjabat atau Instansi - instansi wadjib memberikan 
bahan - bahan keterangan jang diminta oleh petugas - petu- 
gas Inspektorat Djenderal jang berwenang umtuk itu, ketju- 
ali kalau ada alasan jang sah untuk tidak memberikan ba: 
han - baham/Keterangan - keterangan tersebut. 


B A B IV 
LAIN — LAIN 
Pasal 30. 


Untuk lebih memperlantjar pelaksanaan tugas - tugas De- 
partemen, Menteri mengusahakan adanja kerdja -sama dan koor- 
dinasi jang seerat- eratnja diantara Sekretaris Djenderal, Direk- 
tur Djenderal dan Inspektur Djenderal dalam suatu musjawarah 
atau pertemuan berkala. 


| 
| 
| 


aa ia, JR 


Pasal 31. 


Disamping unsur - unsur pembantu pimpiwan dan unsur pe- 
Jaksana seperti jang disebutkan diatas pada Menteri dapat diada- 
kan unsur pembantu pimpiaan chusus, jang merupakan staf Pri- 
badi dan Badan Penasehat ahli atas badan.- badan lain jang di- 
anggap perlu. 


B A B—V 
Penutup 
Pasal 32. 


Perirtjian tata- kerdja dan hal-hal lain jang mengenai 
Sekretariat Djeuderal, Direktorat Djenderal dan Inspektorat 
Djenderal jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur tersen- 
diri oleh Presidium Kabinet. | 


Pasal 33. 


Dengan berlakunja keputusan ini, ketentuan - ketentuan jang 
tidak sesuai dengan keputusan ini, tidak berlaku dan disesuaikan 
dengan keputusan ini. si 


Pasal 34. 


Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal, 31 Agustus 1966 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 34 TAHUN 1966 
TENTANG 


TATA LAKSANA ADMINISTRASI PADA KANTOR PUSAT 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


Dengan dikeluarkannja Keputusan Presidium Kabinet No. 


15/U/KEP/11/1966 tentang struktur organisasi dan pemha- 
gian tugas Departemen, maka telah ditetapkan pula struktur 
organisasi dan pembagian tugas pada Departemen Dalam 
Negeri. 

Berhubung dengan itu, dengan ini diberikan beberapa keten- 
tuan mengenai tata-laksana administrasi sebagai berikut. 


Bagian Arsip/Ekspedisi daripada Biro Administrasi Umum 
dalam Sekretariat Djenderal merupakan Arsip/Ekspedisi 
umum bagi seluruh Departemen, jang menerima surat? jang 
dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada De- 
partemen Dalam Negeri. 


Dalam pada itu terdapat surat? jang dialamatkan kepada Men- 
teri Dalam Negeri atau kepada Departemen Dalam Negeri, 
jang diserahkan langsung kepada alamat Menteri Dalam Ne- 
geri, sehingga tidak langsung diterima oleh Arsip/Ekspedisi. 
Karena dalam susunan sekarang, Kabinet Menteri sudah tidak 
ada lagi, maka surat-surat jang langsung diserahkan kepada 
alamat Menteri Dalam Negeri itu, akan diterima oleb Sckre- 
taris Staf Departemen jang memimpin tata-usaha kedinasan 
Menteri Dalam Negeri dan jang mengatur penjelesaian selan- 
djutnja sebagai berikut : 

a. Surat? jang penting isinja atau harus mendapat penjele- 


saian jang tjepat, dikemukakan kepada Menteri Dalam 
Negeri untuk dimaklumi oleh dan/atau mendapat kepu- 


tusan/disposisi Menteri Dalam Negeri. Keputusan/ disposisi 
Menteri Dalam Negeri oleh Sekretaris Staf Departemen 
diberitahukan kepada Sekretaris Djenderal dan surat scgera 
diteruskan oleh pedjabat chusus jang membantu Sekretaris 
Djenderal/Sekretaris Staf Departemen, kepada Biro atau 
kepada Direktorat Djenderal jang berkepentingan atau 
kepada Inspektorat Djenderal ataupun kepada satuan 
organisasi lainnja jang berhak, melalui Arsip/Ekspedisi 
umum, dimana surat itu didaftar dan oleh Kepala Asip/ 
Ekspedisi segera dikirimkan, kepada Biro atau kepada 
Direktur Djenderal atau Inspektur Djenderal atau kepada 
satuan organisasi lainnja itu (misalnja Direktorat Irian 
Barat, Bapuskopda, Unit Tenaga Kerdja d.l.I.). 

. Surat? biasa atau routine oleh Sekretaris Staf Departemen 
lewat pedjabat chusus, dikirimkan segera kepada Arsip/ 
Ekspedisi untuk didaftar dan selandjutnja oleh Kepala 
Arsip/Ekspedisi segera dikirimkan kepada jang berliak 
seperti jang dimaksud pada sub a diatas. 

. Dalam hal surat? seperti jang dimaksud pada sub a ada 
perintah dari Menteri Dalam Negeri kepada Sekretaris 
Staf Departemen untuk menjelesaikannja, disebabkan 
misalnja oleh karena surat itu harus tjepat? diselesaikan, 
— maka setelah diselesaikan, Sekretaris Staf Departemen 
memberitahukan tjara dan isi penjelesaian itu kepada 
Sekretaris Djenderal dan selandjutnja segera meneruskan 
syrat atau berkasnja kepada Biro atau Direktur Djenderal 
jang berkepentingan atau kepada Inspektur Djenderal atau 
kepada satuan organisasi lainnja, melalui pedjabat chusus 
dan Arsip/Ekspedisi. 

. Surat-surat jang isinja bersifat non-sipil atau militer, oleh 
Sekretaris Staf Departemen diserahkan kepada Sekretaris 
pribadi Menteri untuk diselesaikan sebagaimana mestinja. 


. Surat? dari luar jang diterima langsung oleh Arsip Ekspc- 
disi, segera didaftar dan selandjutnja segera diteruskan 
kepada : 
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1. Menteri Dalam Negeri Jewat Sekretaris Djenderal 
Sekretaris Staf Departemen, apabila mengenai surat 
jang isinja penting dan prinsipiil atau harus tjepat' 
disampaikan kepada Menteri. Sekretaris Djenderal 
segera melandjutkan sendiri surat itu, dengan disertai 
pendapat atau sarannja kepada Menteri atau meneru- 
kannja kepada Menteri dengan bantuan Sekretaris Staf 
Departemen. 


2. Sekretaris Djenderal, apabila mengenai surat? penting 
jang isinja mengenai bidang tugas Sekretaris Djenderal. 
Dengan disposisinja atau petundjuk mengenai penjele- 
saiannja, Sekretaris Djenderal meneruskan surat? itu 
kepada Kepala Biro pada Sekretariat Djenderal janz 
berkepentingan guna penjelesaian selandjutnja. Apabila 
karena sifatnja persoalan, penjelesaian dilakukan oleh 
Sekretaris Djenderal sendiri atau oleh Sekretaris Djen- 
deral penjelesaiannja diserahkan kepada Sekretaris 
Staf Departemen, maka setelah diselesaikan, surat dan 
berkas diteruskan kepada Biro jang bersangkutan. 


Apabila Sekretaris Djenderal menganggap isi surat penting 
dan perlu dibitjarakan dengan atau dikemukakan kepada 
Menteri Dalam Negeri, maka Sekretaris Djenderal sendiri 
atau Sekretaris Staf Departemen atas disposisi Sekretaris 
Djenderal, mengemukakan persoalannja kepada Menteri 
Dalam Negeri. 


. Surat? penting jang diterima oleh Sekretaris Djcnderal 


atau oleh Sekretaris Staf Departemen dari Arsip/Ekspe- 
disi jang isinja mengenai bidang tugas Direktorat Djen- 
deral, Inspektorat Djenderal atau satuan organisasi lain, 
surat jang demikian segera diteruskan kepada jang ber- 
hak dengan disertai pendapat atau saran sebagai lantuan 
teknis (staf). 


Guna pendaftaran surat-surat jang harus diterima oleh 
atau jang datang dari Sekretaris Djenderal dan'atau Se- 


kretaris Staf Departemen, dipekerdjakan pedjabat chusus 
dengan pembantu-pembantunja untuk pendaftaran surat? 
jang dimaksud. 

Menilik sifat isi surat?, mereka menjiapkan tugas staf 
(resume atau saran dan pendapat) pada surat-surat jang 
harus diterima oleh Sekretaris Djenderal dan/atau Sekre- 
taris Staf Departemen, disamping menjiapkan tjatatan?, 
rekaman? serta menjusun laporan?, mengatur progress- 
report jang telah disusun oleh Biro-biro atau Dircktorat? 
Djenderal, Inspektorat Djenderal dll, membantu staf 
achli dalam mereka menunaikan tugas mereka, mengada- 
kan ketertiban diantara tamu-tamu, utusan atau delegasi? 
jang akan diterima oleh Sekretaris Djenderal/Sekretaris 
Staf Departemen serta pekerdjaan? lain jang dihadapi dari 
hari kesehari. 


c. Apabila Arsip/Ekspedisi menerima surat? dari luar dalam 
dua ganda seperti jang dimaksud dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri No. 26 tanggal 29 September 1966 (sub BII 
Ad A.C.), maka surat jang dialamatkan kepada Menteri 
Dalam Negeri u.p. Direktorat Djenderal atau Inspektur 
Djenderal, setelah didaftar, segera dikirimkan kepada Di- 
rektur Djenderal jang bersangkutan dengan diterimakan 
kepada Sekretaris Direktorat Djenderal atau kepada 
Inspektur Djenderal dengan diterimakan kepada Kepala 
Tata-Usaha Inspektorat Djenderal, sedangkan surat lain- 
nja jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. 
Sekretaris Djenderal, segera diteruskan kepada Sekretaris 
Djenderal dengan diterimakan kepada pedjabat chusus 
jang dipekerdjakan membantu Sekretaris Djenderal. 
Tudjuannja ialah mempertjecpat dan memperlantjar pe- 
njelesaian oleh Direktorat Djenderal jang berkepentingan 
atau Inspektorat Djenderal, oleh karena Sekretariat 
Djenderal dapat menjiapkan diri untuk memberikan ban- 
tuan teknis (staf) dan administrasi. Setelah penjelesaian 
dilaksanakan, umumnja surat-surat jang dimaksud ter- 
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achir didjadikan sebagian daripada bahan-bahan bagi Biro 
Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan pada Sekre- 
tariat Djenderal dalam menunaikan tugasnja. 

Surat-surat dari luar jang diterima langsung oleh Direkto- 
rat Djenderal, diterima oleh Bagian Administrasi atau sub- 
bagian atau seksi bawahannja jang ditugaskan untuk itu, 
dan pengiriman kepada Bagian lain atau kepada Direkto 
rat atau Dinas jang berkepentingan ataupun kepada Di- 
rektur Djenderal apabila mengenai surat jang penting 
dan prinsipiil ataupun harus tjepat-tjepat diselesaikan 
oleh Direktorat Djenderal, diatur oleh Sekretaris Direkto- 
rat Djenderal, jang mempunjai tugas memimpin dan me 
ngatur tata laksana administrasi serta memberikan bantuan 
teknis (staf) dan administrasi dalam lingkungan Direk- 
torat Djenderal. 

Tata laksana surat-surat dari luar jang diterima langsung 
oleh atau jang keluar dari Inspektorat Djenderal, diatur 
oleh Kepala Tata Usaha Inspektorat Djenderal. 

Tata laksana administrasi pada Bapuskopda diatur oleh 
Kepala Tata Usaha Bapuskopda dan tatalaksana admi- 
nistrasi pada Direktorat Irian Barat dipimpin oleh Sekre- 
taris Direktorat Irian Barat. 

Bacian Administrasi Direktorat Djenderal mempunjai sa- 


“tuan organisasi Arsip/Ekspedisi untuk melaksanakan sen- 


diri tugas Arsip dan Ekspedisi seluruh kegiatan kerdja 
Direktorat Djenderal. 

Surat-surat dan berkas-berkas jang tidak diperlukan lagi 
guna penjelesaian dalam Direktorat Djenderal atau Inspek- 
torat Djenderal atau oleh satuan organisasi lainnja, di- 
simpan pada Bagian Arsip Biro Administrasi Umum Se- 
kretariat Djenderal. 

Sekretariat Direktorat Djenderal merupakan hubungan 
dan saluran penerus umum teknis dan administrasi antara 
Sekretaris Djenderal/Sekretariat Djenderal dengan Direk- 
tur Djenderal/Direktorat Djenderal : jang mengenai In- 
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11. 


spektorat Djenderal, funksi itu dilaksanakan oleh Kepala 
Tata-Usaha Inspektorat Djenderal sedangkan jang menge- 
nai Direktorat Irian Barat oleh Sekretaris Direktorat 
Irian Barat. 

Pelaksanaan ketentuan pada sub B I No. 4 Instruksi Men- 
teri Dalam Negeri No. 26 tanggal 29 September 1966 ada- 
lah wadjib mutlak, oleh karena ketjuali untuk tudjuan 
agar Sekretaris Djenderal/Sekretariat Djenderal dapat 
mengikuti persoalan-persoalan penting untuk keperluan 
memberikan bantuan staf dan administrasi, ia selandjutnja 
didjadikan sebagian daripada bahan-bahan bagi Biro 
Penelitian, Pengembangan dan Pengawasan pada Sekreta- 
riat Djenderal dalam menunaikan tugasnja. '' | 


12. Dari setiap surat penting jang keluar dari Bagian Arcip/ 


KEPADA: | 0 


Ekspedisi Biro Administrasi Umum Departemen, sehelai 
dikirimkan kepada Inspektorat Djenderal chususnja jang 
perlu sebagai bahan untuk mengadakan pengawasan dja- 
lannja pemerintahan dan pemeriksaan pengelolaan ke- 
uangan, dan sehelai lagi kepada Biro Penelitian, Pengem- 
bangan dan Pengawasan pada Sekretariat Djenderal guna 
mendjadi bahan-bahan untuk penekan pengembangan 


dan pengawasan. 


DJAKARTA, 5 Desember 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI 

tt. d. 0 0 

BASOEKI RACIIMAT Ha 


TERAN DJENDERAL T.N.I. ' 


| 4 


Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Tamala | 
Djenderal pada Departemen Dalam Negeri, 
Sekretaris Staf Departemen, Kepala Direktorat, Kepala Biro, 


— Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala? sub Bagian pada 


Departemen Dalam Negeri, 
Bapuskopda dan Unit Tenaga Kerdja. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
Sek DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 15 TAHUN 1967 


tentang 


PEMBENTUKAN PERWAKILAN KETJAMATAN. 


« Berhubung masih banjaknja tuntutan? tentang pemekaran 
atau pembentukan Ketjamatan baru dengan dalih bahwa letak 
dari daerah (desa atau kampung) tersebut djauh dari Pusat Peme- 
rintahan Ketjamatan, sehingga bimbingan dan pembinaan Tjamat 
sebagai perangkat Pemerintah Pusat dan Daerah jang terendah 
kurang dapat diharapkan sebagaimana mestinja. 


. Terlepas dari kewenangan Sdr. dalam hal pemekaran atau 
pembentukan Ketjamatan baru, dan mengingat pula bahwa peme- 
karan atau pembentukan Ketjamatan? baru itu membawa konsek- 
wensi baik dibidang keuangan, personil dan maupun dibidang 
alat? perlengkapan, sedang keuangan Negara kita pada waktu ini 
sedang dalam keadaan prihatin. 


Menundjuk surat-surat edaran kami tertanggal 25 Mei 1965 
No. Pem 20/2/7 dan tertanggal 5 Desember 1965 No. Pem 
20/3/8 tentang pembentukan Ketjamatan baru, maka dalam rangka 
efficiensi dan efektivitas serta kelantjaran djalannja roda Peme- 
rintahan didaerah jang meliputi pula bidang koordinasi dan 
pemeliharaan keamanan, ketentraman serta ketertiban umum, chu- 
susnja dalam pengambilan keputusan on the spot, dengan ini 
diinstruksikan kepada Saudara sebagai berikut : 


1. bahwa dalam menanggapi atau menjelesaikan tuntutan? 
pemekaran atau pembentukan Ketjamatan baru, hila di- 
pandang perlu guna melaksanakan pengkoordinasian, 
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pemeliharaan keamanan, ketentraman serta ketcrliban 
umum, Saudara dapat membentuk perwakilan? Ketja- 
matan jang mengkoordiner beberapa desa atau kampung 
jang letaknja djauh dari ibukota Ketjamatan. Pemben- 
tukan perwakilan Ketjamatan tersebut tidak diperke- 
nankan membawa akibat keuangan bagi Pemerintah 
Pusat cg Menteri Dalam Negeri. 


2. Perwakilan Ketjamatan ini mendjalankan tugas kewa- 
djiban dan kewenangan Tjamat sehari-hari, dan dalam 
pelaksanaan tugas kewadjiban dan kewenangannja itu 
perwakilan Ketjamatan bertanggung djawab kepada 
Tjamat. 


3. Pimpinan perwakilan Ketjamatan sekurang-kurangnja 
berpangkat Mantri Pagar Pradja dan personalianja di- 
ambil dari Ketjamatan? jang ada. 


4. Pelaksanaan instruksi ini didaerah Saudara, harap dila- 
porkan kepada kami. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 13 Djuni 1967. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
ttd. 
BASOEKI RACHMAT 


Letnan Djenderal T.N.I. 


Kepada 
Para Gubernur Kepala Daerah 


Propinsi seluruh Indonesia 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 23 TAHUN 1966. 
TENTANG 


LANGKAH-LANGKAH DIBIDANG KEUANGAN DALAM 


LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 


Mengingat, bahwa berhubung dengan pembentukan Kabinet 


AMPERA oleh Presiden pada tanggal 25 Djuli 1956 Ian 
penetapan struktur organisasinja dengan Surat keputusan 
Presiden No. 173 tahun 1966, telah digabungkan dalam 
lingkungan Departemen Dalam Negeri Direktorat-direktorat 
Djenderal : 


Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 
Pembangunan Masjarakat Desa 
Agraria dan Transmigrasi 


Koperasi 


maka untuk menghindarkan adanja kematjetar dalam pem- 
biajaan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan tugas-tugas 
jang dibebankan pada Direktorat-direktorat Djendcral ter. 
maksud, akan diambi:l langkah-langkah dibidang keuansan 
seperti diuraikan dibawah. 


ANGGARAN 


2, 


Berhubung hingga kini untuk tahun 1966 belum ditetapran 
suatu Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dan pem- 
hiajaan untuk tindakan-tindakan dalam pelaksanaan tugas 
Departemen-departemen masing-masing masih dilakukan 
dengan dropping kredit-kredit oleh Departemen Keuangan 
tiap triwulan, maka mengenai Anggaran tahun 1966 sambil 
menunggu ketentuan-ketentuan lebih Jandjut dari Departe- 


men Keuangan, didjalankan seperti jang sekarang berlaku. 


Untuk tahun 1967, ketjuali kalau ditentukan lain oleh Pe- 
merintah c.g. Departemen Keuangan, akan disusun suatu 
Anggaran Departemen Dalam Negeri jang akan meliputi 
semua Direktorat Djenderal jang ada dalam lingkungan 
Departemen Dalam Negeri. Anggaran tiap-tiap Direktorat 
Djenderal akan merupakan pos-pos dalam Bagian Decparte- 
men Dalam Negeri. 


Guna penjusunan ARAPBN tahun 1967 nanti, pada waktu- 
nja para Direktur Djenderal memadjukan bahan-bahan 
wensbegroting tahun 1967 disertai pendjelasan-pendjciasan 
selengkapnja dan dengan perbandingan wensbegroiing ta- 
hun 1966, jang telah diminta oleh Waperdam Bidang Sosial 
dan Politik untuk dimadjukan pada Deputy Menteri Urus- 
an Anggaran pada masa Kabinet jang lampau, dengan penje- 
suaian-penjesuaiannja apabila diadakan. Sebagai bahan per- 
bandingan hendaknja disampaikan pula Anggaran tahun 
1965 beserta Anggaran-angaran Tambahannja. 


OTORISASI 


3. 


a. Demi kelantjaran dalam penjediaan kredit dalam sisa 
tahun 1966 untuk instansi-instansi dalam Ingkungan 
tiap Direktorat Djenderal, baik ditingkat Pusat maupun 
ditingkat daerah-daerah, maka wewenang otori:asi jang 
dengan penetapan ex-Departemen-departemen Dalam 
Negeri (gaja lama), Pembangunan Masjarakat Desa, 
Agraria, Transmigrasi dan Koperasi mendjadi Direkto- 
rat-direktorat Djenderal dalam lingkungan Departemen 
Dalam Negeri (gaja baru), berpindah kedalam tangan 
Menteri Dalam Negeri dari ex-Deputy-deputy Menteri 
jang bersangkutan, untuk sementara waktu sampai achir 
tahun 1966 sambil menunggu ketentuan-ketentuan lain, 
akan didelegasikan kepada para Direktur Djende- 
ral mengenai Direktorat-Djenderalnja masing-masing, 
ketjuali mengenai Direktorat Djenderal Pemerjiutahan 
Umum dan Otonomi Daerah jang wewenang otorisasinja 
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masih dipegang langsung oleh Menteri Dalam Ncsgeri. 

Dengan pendelegasian wewenang tersebut maka dencan 

sendirinja para Direktur Djenderal termaksud dapat 

menundjuk pedjabat-pedjabat jang diberi wewenanz 

untuk menandatangani atas namanja surat-surat kepu- 
| tusan otorisasi. 


Untuk tahun 1967 setelah Anggaran Departemen Dalim 
Negeri merupakan satu Anggaran jang meliputi ecmua 
Direktorat Djenderal, maka wewenang otorisasi akan 
dipegang langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan akan 
ditundjuk pedjabat-pedjabat jang atas namanja diberi 
wewenang untuk menandatangani surat-surat keputusan 
otorisasi. 


b. Untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pengsuna- 
an wewenang otorisasi tersebut c.g. penggunaan kredit- 
kredit jang diberikan oleh Departemen Keuangan da- 
Jam tahun 1966, maka mulai berlakunja surat keputusan 
pendelegasian wewenang otorisasi tersebut para Direktur 
Djenderal mengirimkan tembusan dari tiap surat kc- 
putusan otorisasi kepada Menteri Dalam Negeri. 
Disamping itu diberikan laporan tentang dropping kredit 
jang hingga kini telah diberikan oleh Departemen Ke- 
uangan untuk tahun 1966 dan realisasi dari kredit-kredit 
jang telah didrop itu. 


PEMERIKSAAN, DAN PEMBUKUAN ANGGARAN UNTUK 
PERHITUNGAN ANGGARAN. 


4. Untuk menghindarkan kesimpang-siuran dalam tata-usaha 
keuangan, maka sampai achir tahun 1966 segala pemerik: 
saan (verificatie) terhadap pengeluaran dan penerimaan 
dalam lingkungan tiap-tiap Direktorat Djenderal, begitu 
pula pembukuan anggaran guna penjusunan perhitungan 
anggaran didjalankan terus oleh tiap Direktorat Djerdcral 
seperti sediakala. 


Mulai tahun 1967 tugas pemeriksaan pengeluaran/peneri- 
maan dan pembukuan anggaran untuk penjusunan perhi- 
tungan anggaran akan dipusatkan pada Biro Keuangan 
Umum Departemen Dalam Negeri, begitu pula dalam pe- 
njusunan perhitungan anggaran mengenai tahun-tahun jang 


hingga kini belum dilaksanakan. 


ORGANISASI 


5. 


Untuk pelaksanaan tugas-tugas dibidang keuangan seperti 

diuraikan diatas, maka menudju tahun 1967 akan disusun 

suatu Biro Keuangan Umum dalam Sekretariat Djenderal 

Departemen Dalam Negeri jang akan meliputi semua Di- 

rektorat Djenderal. 

Pada Sekretariat ditiap Direktorat Djenderal, diadakan 

suatu Seksi/Bagian Keuangan jang mengurus : 

a. penjusunan wensbegroting Direktorat Djenderal untuk 
dimadjukan pada Departemen : 

b. mengurus daftar gadji dan pembajaran gadji pegawai 
Direktorat Djenderal pada tingkat Pusat 


c. kebendaharawanan untuk u-u.d.p. 2 jang diadakan pada 
Direktorat Djenderal tingkat Pusat. 


PERSONALIA 


6. 


Formasi pegawai untuk mengisi struktur organisasi Biro 
Keuangan Umum Departemen Dalam Negeri seperti ter- 
maksud dalam angka 5 diatas, akan ditetapkan kemudian. 
Untuk mengisi formasi Biro Keuangan Umum tersebut, 
maka para pegawai dari Direktorat-direktorat Djenderal 
jang bertugas dimasing-masing Biro Keuangan, selain jang 
nanti akan diperlukan untuk mengerdjakan tugas-tugas 
keuangan dalam Sekretariat tiap Direktorat Djenderal, akan 
digabungkan pada Biro Keuangan Umum Departemen. 
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Kepada 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 30 Agustus 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI, 

tt. d. 

BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


1. Direktur Djenderal Agraria 


dan Transmigrasi, 


Direktur Djenderal Koperasi, 


Direktur Djenderal Pembangunan 


Masjarakat Desa. 


1 s/d 3 di Djakarta 


TEMBUSAN : 


Direktur Djenderal Pemerintahan 


Umum dan Otonomi Daerah 
di Djakarta. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
—DJAKARTA— 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. : 32 TAHUN 1966 


TENTANG 
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 1961. 


Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967 me- 
nentukan bagi kegiatan kerdja Departemen Dalam Negeri 
hanja sebagian ketjil daripada pembiajaan jang direntjana- 
kan dan diperlukan. Dengan keadaan jang demikian itu, ada- 
lah sjarat mutlak untuk meningkatkan setjara maksimal 
kegunaan anggaran belandja jang dapat disediakan dan tidak 
mentjukupi itu dengan mendjalankan pengelolaan jang da- 
pat dengan tepat mendahulukan usaha dan kegiatan kerdja 
jang sungguh-sungguh harus mendapat prioritas dan selan- 
djutnja pengelolaan dengan tjara tjermat dan schemat-hemat- 
nja. Di-instruksikan, agar dilakukan penelitian serta peng- 
awasan setjara continue terhadap setiap pengeluaran keuangan 
Negara. 


Instruksi "Presidium Kabinet” tanggal 26 September 1966 No. 
12/EK, IN/9 1966 harus dilaksanakan dengan se-tertib'nja. 


Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun ' 1966 ha- 
rus didjalankan dengan semestinja. Mengenai hal-hal dibi- 
dang otorisasi jang telah ditjantumkan dalam Instruksi Men- 
teri Dalam Negeri No. 23 tahun 1966, didjelaskan lebih lan- 
djut, bahwa : 


a. Anggaran Departemen Dalam Negeri merupakan satu 
anggaran jang meliputi Sekretariat Djenderal, semua Di- 
rektorat Djenderal, Inspektorat Djenderal, Direkto- 
rat Irian Barat dll, sehingga wewenang otorisasi akan 
dipegang langsung oleh Departemen. Dalam Negeri. Ma- 
ka mulai 1 Djanuari tahun 1967, penerbitan surat putusan 
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' otorisasi akan disentralisir pada tingkat Departemen, 
jaitu dilaksanakan oleh Biro Administrasi Keuangan pa- 


da Sekretariat Djenderal. 


Para Direktur Djenderal, Inspektorat Djenderal, Direk- 
tur Irian Barat, berdasarkan Anggaran Belandja jang 
disahkan itu, memadjukan usul-usul otorisasi kepada Se- 
kretaris Djenderal (u.p. Kepala Biro Administrasi Ke- 
uangan) untuk satu triwulan atau semester guna penge- 
luaran routin dan insidentil untuk pengeluaran? jang lain 
dalam bidangnja, masing-masing dengan menggunakan 
tjontoh permintaan otorisasi lampiran No. 1. Pada per- 
mintaan otorisasi itu disertakan perintjian-perintjian 
dengan pendjelasan-pendjelasan seperlunja tentang urgen- 
si pengeluaran jang direntjanakan, baik untuk keperluan 
satuan organisasi pada tingkat Pemerintah Pusat mau- 
pun pada tingkat Daerah. 


Mengenai otorisasi untuk projek-projek jang dibiajai dari 
anggaran pembangunan akan ditetapkan kemudian, sete- 
lah ada ketentuan-ketentuan dari Menteri Keuangan dan 
Bappenas. 


Pada umumnja akan ditempuh kebidjaksanaan pembe- 
rian otorisasi tahap demi tahap dan pada setiap permin 
taan otorisasi diperlukan adanja progress-report me- 
ngenai pelaksanaan tahap sebelumnja. 


Berdasarkan usul-usul otorisasi dari pada Direktorat- 
Direktorat Djenderal itu, akan diterbitkan surat kepu- 
tusan otorisasi oleh Menteri Dalam Negeri : 


1. untuk satuan organisasi tingkat Pusat : 
pada Direktur Djenderal atau pedjabat jang ditun- 
djuk sebagai Bendaharawan. 


2. untuk satuan organisasi Direktorat-Direktorat Djen- 
deral Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan Pem- 


bangunan Masjarakat Desa didaerah tingkat 1 dan 
tingkat II jang telah merupakan berturut-turut 
Direktoret dan Bagian dari Kantor Pemerintahan di 
Daerah, kepada para Gubernar Kepala Daerah se- 
bagai Wakil Pemerintah Pusat, jang akan membagi- 
. bagikan lebih landjut kredit jang diotorisir itu pada 
satuan-satuan organisasi tersebut dan menundjuk 
Bendaharawannja. 


1n. 
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DJAKARTA, 2 DESEMBER 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
tt. d. 


BASOEKI RACHMAT 
Letnan Djenderal T.N.I. 


Kepada : 


A. 1. 


Sekretaris Djenderal, 

Sekretaris Staf Departemen, 

Kepala? Biro dan Bagian pada 

Sekretariat Djenderal, j 


Para Direktur Djenderal pada | : 
Departemen Dalam Negeri, para 

Kepala Direktorat dan para 

Kepala Dinas, 

Inspektur Djenderal Dep. Dalam Negeri. 

Direktur Irian Barat. 

Para Gubernur Kepala Daerah, (ubernur 


Kepala Daerah D.C.I. Djakarta Raja, 
Kepala Daerah D.I. Jogjakarta. 


Para Bupati/Walikota Kepala Daerah 
untuk dimaklumi. 


TJONTOH 


LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 32 TAHUN 1966 


TENTANG 
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 1967. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 
Direktorat Djenderal .................o.... 


DAFTAR USUL OTORISASI 


Kepada 
Sdr. Sekretaris Djenderal 
- up. Sdr. Kepala Biro Administrasi 
Keuangan Departemen Dalam 


Negeri. 
Nor sean 
1. Djumlah kredit jang diminta Rp. «.....cooocooooocooooooooooooo 
2. Memberatkan mata anggaran tahun dinas 196...... /X1I. 
3. “Untuk: “keperluan: &. senen sei 
&., Dasar pengeluaran. 4 hokanase kanan aa 
5. Nama dan pangkat bendaharawan jang harus mempertang- 


gung djawabkan pengeluaran-pengeluaran : ......ooco.ocooocooooo 


Djakarta: meauseak 196... 
Direktorat Djenderal 


c..c...i cocovocnsoge0o00000500005n002n5 


Kepala Direktorat ...............c.......ic 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


Kepad a 
Para Gubernur Kepala Daerah 
seluruh Indonesia 


No. : Pemudes 46/1/10. | Lampiran : 1 (satu), 
Tanggal : 21 Pebruari 1967. | | 


Perihal : Penjusunan monografi dan data- 
data statistik Daerah. 


1. Sebagaimana Saudara tentu dapat memahami, untuk sesuatu 
. decision making jang tepat dan effektif, selalu . diperlukan 

— adanja keterangan-keterangan dan data-data jang paling re- 
cent dan selengkap-lengkapnja. Hal jang demikian itu sama 
sadjalah halnja, baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, 
maupun niveau-niveau pemerintahan jang lebih rendah Jagi. 


2. Data-data jang diperlukan itu meliputi berbagai ruang-ling- 
kup, jang pada garis-besarnja merupakan : 


a. data-data jang menggambarkan setjara deskriptif ke- 
adaan Daerah, dalam klasifikasi menurut bidang bidang 
jang ada, dengan sifat-sifatnja jang (relatif) 1ctap 
(constant), dan 


b. data-data jang menggambarkan perubahan sifat-sifatnja 
dalam djangka-waktu ataupun pada sesuatu saat tertentu, 
dalam klasifikasi seperti itu pula, tetapi dengan menge- 
mukakan perubahan-perubahannja dalam  "hbahasa” 
kwantitatif (bentuk angka-angka). 


3. Dari data-data jang tersedia mengenainja, dapatlah kemudian 
diperkembangkan dalam : 


a. penelaahan analistis untuk menemukan watak-watak 
umum darj pada pertalian (korelasi) antara ruang ter- 


Oh 


tentu (dalam hal ini "Daerah” pada berbagai niveau 
pemerintahan), dengan perabahan-perubahan kwalitatif 
dan kwantitatif jang inhaerent padanja dalam berbagai 
saat 5 dan dari hasilnja dapat diperoleh : 

b. dugaan-dugaan (estimate) jang serasionil mungkin, guna 


c. menetapkan langkah-langkah Jandjutan jang benar- 
benar tidak terlepas dari kenjataan-kenjataan objektif 
jang riil, dengan segala eksistensinja. 

Dengan djalan demikian, kiranja dapat pula diharapkan akan 

diketemukannja berbagai "corrective factor” selama pelak- 


sanaan tugas serta aktivitas lainnja dalam periode jang 
sudah lewat. 


Berhubung dengan itu, kiranja Saudara dapat memahami 
maksud saja, agar Saudara bersama dengan saja dan Staf, 
dalam waktu jang tidak terlalu lama, dapat mengumpulkan 
material berupa data-data jang benar-benar realistis dan leng- 
kap, satu-dan-lain guna setjara langsung dan tidak langsung 
mengsukseskan Dwidharma dan Tjaturkarja Kabinet AMPE- 
RA sekarang ini. 


Terlampir pada surat ini adalah suatu ”outline” dari pada 


.. monografi Daerah, jang kiranja dapat didjadikan pedoman 
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minimum jang seragam dalam penjusunan dan sistimatiknja, 

dengan maksud : 

a. dapat dipenuhi dengan data-data dan keterangan-kete- 
yangan jang selengkap-lengkapnja, 

b. agar dapat didjadikan pedoman pula, keterangan-kete- 
rangan apa jang kiranja perlu diperoleh setjara periodik 
untuk memenuhi maksud-maksud tersebut (2) dan (3) 
diatas. 


Schubungan dengan itu pula, saja dengan bantuan dan reko- 
mendasi dari Saudara, pada waktunja nanti ingin pula me- 
ngirimkan petugas-petugas dari Pusat, untuk dengan langsung 
mengadakan penelitian atas bagian-bagian ketjil dari Dae- 


rah-daerah tertentu, jang dianggap mengandung sifat-sifat jang 
chas. Untuk menentukannja, saja ingin pula memperhatikan 
saran-saran dan pendapat Saudara, mana-mana kiranja jang 
perlu diteliti setjara demikian karena unikumnja. 


8. Untuk pertama kalinja, pelaksanaan penjusunan dan pengum- 
pulan data-data itu saja harapkan dapat memenuhi time- 
schedule sebagai berikut : 


a. Selambat-lambatnja pada achir Djuni 1967 ini sudah da- 
pat saja peroleh data-data monografis dari tiap Pro- 
pinsi berpedoman pada outline terlampir, dengan hahan- 
bahan jang sudah tersedia pada Saudara pada waktu ini, 
jang menggambarkan keadaan sampai pada tanggal 31 
Desember 1966. 


b. Selambat-lambatnja pada achir September 1967, sudah 
dapat saja peroleh data-data monografis dari tiap Ka- 
bupaten, djika mungkin sudah dengan penelitian baru 
jang berpedoman itu pula, menggambarkan keadaan- 
keadaan sampai pada tanggal 31 Desember 1966. 


c. Selambat-lambatnja pada achir Desember 1967, dari Ke- 
tjamatan-ketjamatan, mengenai keadaan sampai pada 
tanggal 31 Desember 1966. 


d. Selambat-lambatnja pada achir Maret 1968, mengenai 
Desa-desa, jang menggambarkan keadaannja sampai pa- 
da tanggal 31 Desember 1967. 


9. Dengan sengadja terlebih dahulu saja ingin memperoleh da- 
ta-data dari tingkat Propinsi, karena mendesaknja keperluam 
pada waktu ini, dan sebaliknja sajapun pertjaja, bahwa pada 
tingkat Propinsi pada waktu ini sedikit-banjaknja telah 
tersedia material data-data jang tjukup, dengan petugas- 
petugas jang gualified pula untuk menjusunnja. 


10. Sesudah hal itu dipenuhi, maka untuk waktu-waktu selan- 


djutnja mulai tahun 1967 ini, saja ingin pula memperolehnja: 
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a. untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten pada tiap 
achir tahun-takwin, berdasarkan data-data jang diper- 
oleh sampai pada tanggal 31 Desember 1967, demikian 
pula pada tahun-tahun berikutnja : 


b. untuk masing-masing Ketjamatan dan Desa, tiap-tiap 2 
(dua) tahun-takwin sekali, terhitung untuk pertarva ka- 
linja berdasarkan data jang diperoleh sampai pada 
tanggal 31 Desember 1969 : 
jang kesemuanja itu sekaligus melaporkan adanja per- 
ubahan-perubahan, pelengkap dan penjempurnaan jang 
penting atas data-data monografis jang disampaikan ke- 
pada saja sebelumnja, jang saja harap tiap kalinja dapat 
saja terima selambat-lambatnja 3 (tiga) bulan-takwin 
sesudah "deadline” tersebut. 


Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara dan Kepala- 
kepala niveau-niveau pemerintahan dalam Propinsi Saudara, 
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinja. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah 


tt. d. 
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO 


Brigadir Djenderal T.N.I. 


Tembusan : 
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Ketua Presidium Kabinet, 
Mcnutama Bidang Politik, 
Sekdjen, Dirdjen?, Irdjen, 
dalam Departemen Dalam 
Negeri. 


I 


I. 
II. 


1 LAMPIRAN 
( TJONTOH OUTLINE 


MONOGRAFI DARI DAERAH .............ooo.coooo . 


menurut keadaan pada tanggal ....................... 3 


PENGANTAR 


KEADAAN ALAM 


1. Batas wilajah 
2. Relief wilajah 


. Gunung-gunung (gunung-api dan #edjala-gedjala 


vulkanis, gunung-lipatan, gunung-kapur, dil.) 


. dataran (rendah, tinggi) 


perairan (sungai, rawa, danau, selat, laut) 


. lembah dan tjerah 


pulau-pulau 


3. Struktur tanah 


a. susunan stratigrafis 
b. deklinasi dan inklinasi 
c. gerakan-gerakan (permukaan) tanah dan gerak- 
seiamis 
d. deposit benda-tambang dan endapan (sedimentasi) 
jang penting 
e. analisa geomorfologis 
4. Iklim 
a. isotherm 
bh. isobar 
c. lembab-udara 
d. angin 
e. tjurah-hudjan dan neerslag Jainnja 
f. musim 
g. arus-laut dan pengaruhnja 2. 
5. Flora 
6. Fauna i 
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III. 


IV. 


VL. 


PENDUDUK ai 


1. Djumlah penduduk, menurut klasifikasi djenis-kelamin 
menurut pembagian wilajah (otonoom dan adminis- 
tratif) 

Penjebaran 

Perpindahan 

. Pendidikan 

Kesehatan 

Kriminalitas dan pelanggaran 

Lahir /Mati dan Kawin/Tjerai/Rudjuk 


MATAPENTJAHARIAN 


Tjotjoktanam 

. Perkebunan 
Kehutanan 
Perikanan 
Kehewanan 
Industri-ringan 
Keradjinan Rakjat 
Peter emkeng 


Perburuhan 


PERNIAGAAN 
1. Antarpulau 


DAUN 


OMANUPEN 


a. pelabuhan-pelabuhannja 
b. volume pemasukan dan djenis barangnja 
c. volume pengeluaran dan djenis barangnja 


2. Eksport-import 
a. pelabuhan-pelabuhannja 
b. volume pemasukan dan djenis barangnja 
c. volume pengeluaran dan djenis barangnja 
LALULINTAS DAN PERHUBUNGAN 


1. Darat 
2. Sungai 


4 


Laut 

Udara 

Pos dan Telekomunikasi 
Bangunan infrastruktur 


pa 


a. djalan 
b. djembatan 
c. pelabuhan Jaut/sungai 
d. maintenance facilities 
KEUANGAN 
1. Padjak 


a. Padjak Pusat 
b. Padjak Daerah 
2. Pungutan-pungutan berdasarkan peraturan Daerah 


3. Sumber penghasilan Daerah diluar padjak 
4. Perbankan : 


a. Bank Pemerintah 
b. Bank Pembangunan Daerah 
c. Bank Swasta 


PEMBANGUNAN 

1. Djenis projek 

2. Pembeajaan 

3. Tingkat penjelesaian 

4. Rendabilitas 

LEMBAGA KEMASJARAKATAN 


1. Kepartaian 
2. Kekarjaan 
3. Lembaga sosial lainnja 


ORCANISASI PEMERINTAHAN 


1. Pembagian Daerah (otonoom dan administratif) 


2. Pegawai Daerah dan Pegawai Pusat didaerah 
3. Lembaga-lembaga demokrasi didaerah 


XIII. 


XIV. 
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a. DPRDGR 

b. BPH 

c. Anggauta-anggauta MPRS 

d. Lembaga demokrasi tradisionil didaerah 
4. Dinas-dinas Pusat dan dinas daerah 


5. Sistim koordinasi Pemerintahan didaerah 


ADAT-ISTIADAT dan TATATJARA TRADISIONIL 
BERBAGAI UNIKUM DARI DAERAH 


EVALUASI UMUM DAN PROSPEK DAERAH DIMASA 
DEPAN 


1. Evaluasi 
2. Djangka pendek : 
3. Djangka pandjang 


TJATATAN-TJATATAN 
LAMPIRAN-LAMPIRAN : 


1. Peta Daerah jang terbaru 


2. Angka-angka statistik jang berhubungan dengan topics 
tersebut diatas 


3. Gambar-gambar jang penting. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 20 TAHUN 1966 
TENTANG 
PENGGUNAAN BAHASA RESMI. 


Dengan ini diinstruksikan kepada : 


Semua Kepala Direktorat, Biro dan Bagian dalam lingkungan 
Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 
Daerah, agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari hanja 
mempergunakan bahasa resmi jaitu bahasa Indonesia. 


Memberikan pengertian kepada bawahan masing-masing 


untuk mempergunakan bahasa Indonesia dalam hubungan 


kerdja. 


“DJAKARTA, 18 AGUSTUS 1966. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
SEKRETARIS DJENDERAL, 


tt. d. 


(SOEMARMAN S.H.) 
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PRESIDEN KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


Djakarta, 15 Maret 1967. 


Kepada Jth. 


1. Para Bapak Menteri Utama: 
Para Bapak Menteri : 
3. Para Bapak Pimpinan Lembaga, 
di 
DJAKARTA. 


SURAT — EDARAN 
No. SE — 01 /PRESKAB/3/'67 


Berhubung dengan banjaknja pertanjaan jang diadjukan 
mengenai pemasangan /penurunan gambar/potret Bung Karno dz- 
lam hubungan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII /MPRS/ 
1967, maka sambil menunggu peraturan jang mengatur persualan 
pemasangan tanda-tanda kebesaran Bangsa /Negara Republik Indo- 
nesia, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 


l. 
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Jang diharuskan untuk dipasang pada tcmpat- 
tempat umum atau tempat-tempat resmi untuk 
menundjukkan kebesaran /keagungan Bangsa dan 
Negara adalah memasang LAMBANG NEGARA 
BHINEKA TUNGGAL IKA: 


Pemasangan gambar/potret Kepala Negara tidak 
diharuskan dipasang 5 maka penurunan gambar / 
potret Bung Karno jang hingga kini telah terpa- 
sang ditempat-tempat umum/resmi, kantor? dil 
diserahkan kepada kebidjaksanaan pimpinan 
kantor/tempat-tempat resmi atau umum jang ber- 
sangkutan. 


Supaja Para Bapak Menteri Utama/Menteri/Pimpinan Lem- 
baga-lembaga meneruskan kepada Instansi-instansi jang ada di- 
lingkungan Departemen/Lembaga jang bersangkutan untuk men- 
dapatkan perhatian. | 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
SEKRETARIS, 


tt. d. 
SOEDHARMONO, S.H. 


BRIGADIR DJENDERAL T.N.L 
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no 


memperhatikan keadaan musim dewasa ini, diinstruksikan : 


aa 


bb 


Cc 


dd 


KAWAT INSTRUKSI 
18 - 1 - 1967. 
semua gubernur kepala daerah 


pemudes 48/1/3 instruksi no 1 thn 1967 


meningkatkan dan mengintensipkan sesuai kondisi sctcmpat 
perhatian terhadap kemungkinan terdjadinja bentjana alam 
diwilajah pemerintahan sdr, 


spj bersama djawatans teknis meneliti serta mengambil dan 
meningkatkan tindakans preventip jg perlu seperti terhdp 
bahaja bandjir, berdjangkitnja penjakit menular dan kewas- 
padaan thdp gunungs berapi dlsb. 


diinstruksikan setiap terdjadi bentjana spj setjepatnja dila- 
porkan kpd kami serta departemen jbs disertai pendjelasan 
tindakans setempat jg tlh dpt dilakukan. 


instr ini jg dikirimkan kpd semua kdh tk satu oleh sdr -pj 


diteruskan kpd para kdh bawahan dim wilajah pemerintah- 
an sdr. 


mdn 


A.n. Menteri Dalam Negeri, 


Sekretaris Staf Departemen, 
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tt d. 


(S. Hadipranoto ). 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


Kepada 
Jth. Para Gubernur Kepala Daerah Selurah 


Indonesia 


NOMOR : Pemudes 48 41/37 Lampiran : 1 (satu) 
Tanggal, 20 Pebruari 1967 


PERIHAL : Penjelesaian dan pembeajaan masalah 
Bentjana Alam sesuai 


dengan P.P. No. 5/1958. 


Berkenaan dengan surat Sdr. Dir. Djen. Urusan Bentjana 
Alam dan Dana Bantuan Sosial tanggal 5 Djanuari 1967 No. PMT. 
1-1-16 jang untuk djelasnja bersama ini kami lampirkan lagi sa- 
linannja, dengan ini kami mengharap dengan hormat agar Sdr. 
segera mengambil langkah? seperlunja dan bersama-sama dengan 
Kepala Perwakilan Departemen Sosial Propinsi, untuk mengadju- 
kan saran?/usul? tentang hal ini. 


Sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan Peraturan Pemerintah 
No. 5 tahun 1958 telah diserahkan kepada dan mendjadi tugas 
Propinsi a.l. urusan pemberian bantuan kepada para korban Ben- 
tjana Alam (ketjuali Bentjana Alam Nasional). 


Realisasi penjerahan tersebut baik formil apalagi materiil be- 
lum dapat dilaksanakan setjara menjeluruh kepada tiap Propinsi, 
berhubung dengan pelbagai faktor tehnis. 


Bagi Propinsi jang telah menerima penjerahan formil. maka 
dalam rangka penjerahan konkrit materiil, diharapkan Sdr. dan 
Dinas Sosial Propinsi bersama dengan Perwakilan Departemen 
Sosial Propinsi menclaah kembali persoalan dimaksud terutama 
dibidang policy Dacrah dalam menanggulangi akibat terdjadinja 
Bentjana Alam, sehingga Departemen Sosial sebagai instansi pu- 
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sat jang telah menjerahkan sebagian urusannja tersebut dapat 


mengambil langkah? selandjutnja.. 


TEMBUSAN dikirim kepada : 
Baen ba Oa an 


1. 
2. 
3. 
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Hasil penelaahan masalah ini (icl. Anggaran Beland ja) hen- 
daknja dilaporkan segera kepada Dir. Djen. Bentjana Alam dan 
Bantuan Sosial dan kami untuk dapat dipertimbangkan lebih 
landjut kemungkinan?nja. 


Achirnja kami mengharap sekali lagi agar Sdr. dalam waktu 
jang tidak lama memberikan laporan tersebut. 


Menteri Sosial di Djakarta. 
Direktorat Djenderal B.A. & Dana Bantuan 


Perwakilan) 
Dep. Sosial) 
Propinsi, ) 
Kep. Dinas) 
Sosial Pro-) 
pinsi, ) 
masing” di:) 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Direktur Djenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 
u-b. Direktur Pemerintahan Umum & Pemerintahan Desa 


(Drs. T.M. ALI) 


BA 


1. Bandung. 
2. Semarang. 
3. Surabaja. 


4. Palembang. 


5. Medan. 


Sosial di Djakarta 


1. Jogjakarta. 
8. Bandjarmasin. 
9. Djambi. 


6. Djakarta. 
10. Banda Atjeb. 


DEPARTEMEN SOSIAL 
Djalan Nusantara No. 36 Tilpon O.G. 49505-49506.. 


No. : PMT. 1-1-16. 

Lampiran : — 

Perihal : Penjelesaian dan pem- 
beajaan masalah Bentjana 


Alam, sesuai dengan 


P.P. No. 5 tahun 1958. 


Djakarta, 5 Djanuari 1967. 


Kepada 
Jth. Kepala Perwakilan Dep. Sosial 
Propinsi 
di : 
1. Bandung. — 6. Bandjarmasin. 
2. Djakarta. 7. Palembang. 
3. Semarang. 8. Ta' terbatja. 
4. Jogjakarta. 9. Medan. 


(Djaw. Sosial D.I) 10. Banda Atjeh. 
5. Surabaja. 


Dengan ini kami mengharapkan dengan hormat perhatian 
saudara sebesar-besarnja mengenai hal dibawah ini. 


1. Dengan menundjuk pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 
1958 tentang penjerahan tugas pekerdjaan bimbingan dan per- 
baikan Sosial kepada Daerah Tingkat I, djelasnja bahwa menu- 
rut pasal 1 ajat 13 mengenai pemberian bantuan kepada korban 
bentjana, ketjuali bentjana jang bersifat nasional, telah dise- 
rahkan dan mendjadi tugas dan beban Pemerintah Daerah 
Tingkat I. 
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5. 
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Berhubungan dengan penjerahan tugas? seperti dimaksudkan 
dalam P.P. tersebut, telah ditetapkan pula tentang penjerahar 
beaja untuk penjelenggaraan tugas? tersebut dari Dep. Sosis! 
kepada Pemerintah Daerah/Dept. Dalam Negeri, sehingza 
masalah tersebut penuh mendjadi tanggungan Gubernur Kdh. 
Departemen Sosial dalam hal ini dapat memberi sekedar tam- 
bahan dengan mengingat keuangan/anggaran belandja jansz 
tersedia jang di otorisasikan kepada Perw. Depsos dan bukan 
Dinas Sosial Tk. I., sedang pelaksanaannja dilakukan Jrersama 
dengan Dinas Sosial Tk. I. 


Mengenai besarnja djumlah beaja (uang) jang diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah menurut P.P. No. 5 termak:sud. 
dan tentang penggunaannja chususnja beaja untuk buntuan 
kepada para korban bentjana alam, sebenarnja belum ada 
penggarisan jang konkrit. 


Menurut pengalaman? jtl. lampau, maka pemberian beaja tsb. 
pada beberapa tempat dimana bidang ini sudah diserahkan 
kepada Pemerintah Otonomi tidak berdjalan lantjar dan atau 
banjak menimbulkan duplikasi? (doublerous). | 


Maka dari itu, kami mengharapkan kepada sandara acar da- 
patlah saudara mengadakan “approach” dengan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I setempat, jaitu agar dapatlah «se- 
tjara djelas diketahui tentang kebidjaksanaan (beleid) Dae- 
rah tingkat I mengenai penjelesaian dan pemberian bantuan 
kepada para korban bentjana alam, dan pula mengenai beaja 
untuk bentjana alam ini jang disediakan oleh Daerah Tk. I. 
(anggaran belandja untuk masalah ini) sehingga ada pem- 
batasan (afbakening) jang djelas dan tegas dan basi kami 
bisa lebih memudahkan untuk menentukan dan penetapan 


beaja. 


Sangat kami harapkan agar pembagian tugas untuk pcnanz- 
gulangan bentjana alam digariskan bersama eectjara positip 


dengan Dinso Tk. I. 


Demikianlah dan kami mengharapkan, dapatlah saudara se- 
lekasnja memberi laporan mengenai hal diatas disertai saran/ 
usul', jang mana sangat kami perlukan untuk mempertim- 
bangkan permohonan? beaja jang berhubungan dengan pe- 
njelesaian masalah bentjana alam chusus untuk daerah? jang 
telah diserahkan sesuai dengan P.P. No. 5. 


Direktur Djenderal Urs. Bentjana Alam 
dan Dana Bantuan Sosial, 


tt. d. 


(A.M. PASILA S. TH. ) 


Tembusan kepada : 


” 


1. Menteri Sosial. 

2. Sekresarit Djenderal. 

3. Biro Keuangan Dep. Sos. 
4 


. Gubernur/Kdh. jbs. u.p. 
Dinas Sosial Tk. I jg. ber- 
kepentingan. 


5. Menteri Dalam Negeri u.p. 
Dirdjen Pem. Umum dan Otonomi Daerah. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. : 31 /U/IN/12/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET 


Menimbang : 


1. bahwa ternjata hingga dewasa ini masih diberlakukan bebe 
rapa peraturan? kolonial, jang sudah tidak sesuai lagi dengan 
tingkatan perdjuangan dam martabat bangsa Indonesia an- 
tara lain ketentuan? mengenai penggolongan" penduduk Ir 
doresia berdasarkan keturunan/K las : 

2. bahwa tertjapainja pembimaam kesatuan bangsa Indonesi: 
jang bulat dan homogeen, serta adanja perasaan persamaan 
nasib diantara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa perlu 
menghapuskan praktek? jang mendasarkan pada Pengzolo 
ngan” tersebut: 

Memperkatikan : 

1. Sumpah Pemuda 1928: 

2. Amanat Presiden R.I. tanggal 15 Djuh 1963: 

3. Resolusi M. P. R. S, No. 1II/Res/MPRS/1966, 


Mengingat : 


1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966: 
2. Keputusan Presiden No. 1170 tahun 19660: 


MENGINSTRUKSIKAN : 
Kepada: 


1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia: 
2. Kantor' Tjatatan Sipil (Burgerlijke Stand) diseluruh Indo- 


nesia: 
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. £cuk: 


1. Sambil menunggu dikeluarkannja Undang? Tjatatan Sipil 
jang bersifat nasional, tidak menggunakan penggolongan? 
pendudukan Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I. S. 
(»Eropeanen”, ,,Vreemien Oosterlingen”, »Inlanders”), pa- 

da Kantor? Tjatatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia, 

- Untuk selandjutnja Kantor" Tjatatan Sipil di Indonesia ter- 
buka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanja dibedakan 
antara warga negara Indonesia dan orang asing: 

3. Ketentuan? tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi 
berlakunja ketentuan? mengenai perkawinan, warisan dan 
ketentuan? hukum perdata lainnja. 

4. Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengatur 
lebih landjut pelaksanaan dari Instruksi ini dilingkungan- 
nja masing”. 

5. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Rw 


Ditetapkan di Djakarta. 
pada tanggal 27 Desember 1966. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
Ketua, 
t.t.d. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 32/U/IN/12/1966. 
KETUA PRESIDIUM KABINET 


Menimbang : 


bahwa sebagai akibat dari Instruksi Presidium Kabinet No. 31/ 
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U/IN/12/1966 tentang Penghapusan penggolongan penduduk! » 
berdasarkan pasal 131 dan 163 I. S., dan adanja dualisme dalam 
pentjatatan penduduk/tjatatan ecipil di Indonesia, maka diras | - 
perlu untuk segera membentuk suatu Undang - undang Tjatatan 
Sipil jang bersifat Nasional: 

Mengingat : | 
1. Resolusi M.P.R.S. No, III/RES/MPRS/1966: 
2. Instruksi Presidium Kabmet No. : 31/U/IN/12/1966: 


MEMUTUSKAN: 
Menginstruksikan kepada : 


MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 
Untuk: 


1. Segera menjiapkan rantjangan Undang-undang Tjatatan 
Sipil baru jang bersifat umum dan nasional, dengan mengi- 
ngat prinsip-prinsip dan djiwa dari Instruksi Presidium 
Kabinet No: : 81/U/IN/12/1966: 

2. Dalam menjiapkan rantjangan Undang - undang tersebut su 
paja mengadakan koordinasi dengan Departemen Dalam 


Negeri/Departemen Agama serta menggunakan Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) cetjara aktif. 


3. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta. 
pada tanggal 27 Desember 1906. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 


Ketua, 


t.t.d. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 
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 PRESIDIUM KABINET AMPERA 
r REPUBLIK INDONESIA 
——mw  —w— 
KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. : 57/POL/KEP/10/1966 


KETUA PRESIDIUM KABINET 


1 


Menimbang : 
2. bahwa pada achir- achir ini banjak Warga Negara RRT jang 
atas kemampuannja sendiri bermaksud hendak meninggal- 
| kan wilajah Republik Indonesia: 

— b. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum 
dalam segala bidang terutama dalam bidang perekonomian 
serta kelantjaran pengamgkutan, dipandang perlu untuk me- 
ngadakan ketentuan - ketentuan tersendiri jang mempunjai 
sifat chusus: 

Mengingat : 


' 


Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966: 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 

KEBIDJAKSANAAN DALAM MASALAH KEPULANGAN 

ORANG — ORANG WARGA NEGARA RRT DAN STATELESS, 

sebagai berikut : 

B A B I 
KETENTUAN — KETENTUAN UMUM 
Pasal 1. 

(1) Pada dasarnja Pemerintah akan mengizinkan setiap permo- 
honan orang - orang jang berwarga negara RRT dan State- 
less untuk meninggalkan wilajah Republik Indonesia menu- 
dju ke RRT atau Negara lain untuk selama - lamanja (re- 
patriasi). 
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(3) Pemerintah berkewadjiban memberikan perlindungan ter- 
hadap djiwa serta harta kekajaan setiap Warga Negars 
Asing jang berada di Indonesia (termasuk orang - oranz 
Warga Negara Asing jang akan pulang kenegara asalaja). 

(4) Setiap instansi jang mempunjai tugas jang berhubungan de- 
ngan masalah kepulangan. orang asing, supaja mengusahiakan 
pelaksanaan jang sepraktis - praktisnja untuk mentjegah 
hambatan/ketidak lantjaran penjelesaian masalah setjara 
keseluruhan, tanpa mengabaikan faktor - faktor keamanan. 


B A B II. 
KETENTUAN — KETENTUAN CHUSUS 
| Pasal 2. | 
BARANG — BARANG JANG DIIZINKAN DIBAWA 


Ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edi: 
ran direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Neseri 
Departemen Perdagangan No. 46/DDLN/66 tanggal “ Sep 
tember 1966 tetap berlaku, terketjuali : 


a. huruf romawi I sub'a ajat 3: 

b. huruf romawi sub a ajat 4, kalimat dengan tidak menz- 
hiraukan djumlah banjaknja dihapuskan: 

c. huruf romawi I sub b, sub ec, sub d dan sub e: 

d. huruf romawi II sub b, ditambah dengan kalimat Sura: 

Izin Pengeluaran (S.L. P.): 

huruf romawi II sub c, sub d, sub e dan sub f: 


huruf romawi III. 


» 


beta 


(2) Biaja perdjalanan dan lain- lainnja guna keperluan kepu: 
langan kenegara asalnja ditanggung oleh jang bersangkutan 
Pasal 3. | 
PEMINDAHAN HAK MILIK | 
(l) Jang dimaksud dengan : 
a. pemindahan hak adalah eetiap tindakan hukum jazc 
mengakibatkan perobahan hak penguasaan atau hak 


punja dari pada penguasa/pemiliknja (jang lama) ke- 
pada penguasa/pemiliknja jang baru: 


b. hak milik adalah barang - barang jang bergerak maupun 
tidak bergerak, alat-alat pembajaran Juar negeri dan 
dalam negeri, surat-surat berharga serta semua jang 
dapat diklasifiseer sebagai aktiva dan passiva. 


(2) Pemindahan hak milik jang berharga diatas Rp. 10.000,- u.b. 
(sepuluh ribu rupiah uang baru) dilakukan setelah menda- 
pat idzin dari Team chusus jang dibentuk didaerah jang 
terdiri dari Pedjabat - pedjabat: | 


a. PEPELRADA/PEPERDA: 
b. Pemerintah Daerah: 


c. Inepeksi Keuangan. 


(3) Dalam melakukan pemindahan hak milik, harus dihindar: 
kan terdjadinja pemetjahan (versnippering) dari pada hax 
milik, maupun kehilangan nilai dan daja guna serta keman- 
faatannja. 


(Mt) Dalam rangka memanfaatkan hak milik tersebut diatas ha- 
rus didjaga djangan sampai menimbulkan masalah sosial 
(pengangguran dan sebagainja), merugikan kepentingan- 
kepentingan masjarakat banjak, merusak tata perekonomian 
atau tidak menguntungkan unsur - wnsur/aspek Nasional dan 
sedapat mungkin diusahakan untuk meningkatkan dan mem- 
bawa kemanfaatan bagi masjarakat banjak. 


(5) Chusus mengenai alat - alat pembajaran luar negeri dan su- 
rat- surat berharga harus disimpan kepada Pemerintah cg. 
Bank Negara Indonesia setempat, dan diperlakukan keten- 
tuan- ketentuan jang dimaksud dalam pasal 17 Undang- 
undang No. 32/1964 (Undang - undang Lalu - lintas Devisa). 


113 


Pasal 4. 
PROSEDUR KEIMIGRASIAN 


(1) Tata laksana ke-imigrasian dapat disederhanakan dengan 


(2) 


(3) 


(1 


ti 


meniadakan pemberian exit - permit pada paspor/surat per- 
djalanan Jain satu persatu, akan tetapi tjukup memperguna- 
kan daftar penumpang kolektif dan Embarcation Card. 
Djika waktu mengizinkan, untuk setiap orang dibuat Erm- 
barcation Card, jang pembuatannja dilakukan oleh pedja:- 
bat Imigrasi sebelum naik kapal, sambil mentjabut surat: 
surat imigrasi jang mereka miliki. 
Orang - orang jang telah berusia 16 tahun dan belum pxr- 
nah diambil sidik djarinja, supaja diambil sidik djarinja. 
Pasal 5. 

LAIN—LAIN 

Dalam melaksanakan Keputusan ini semua instansi janz 


berhubungan dengan pemulangan Warga Negara RRT hari: 
mengadakan team - work dan kerdja -sama jang se-baik?nja 
PEPELRADA/PEPERDA setempat bertindak sebagai Koor- 


dinator dari pelaksanaan Keputusan ini. 


Pasal 6. 


(1) Hal-hal jang belum diatur dalam Keputnsan ini akan dia- 


tur kemudian. 


(2) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
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Ditetapkan di : Djakarta 
pada tanggal : 11 Otober 1966 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
Ketua, 

t.t.d. 

SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


KETENTUAN — KETENTUAN SURAT EDARAN 
DIREKTUR DJENDERAL URUSAN PERDAGANGAN 
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERDAGANGAN 

No. 46/DDLN/66 TANGGAL — 7 SEPTEMBER 1966 
DIANTARANJA SEBAGAI BERIKUT : 


Cc. 


HURUF ROMAWI ISUB aaja 3 : 


Jang berwenang untuk menetapkan apakah sesuatu ma- 
tjam/djenis barang termasuk atau tidak termasuk golo- 
ngan barang? pindahan adalah Direktorat Djenderal Bea 
dan Tjukai. 


HURUF ROMAWI I SUB a ajat 4 : 


Semua barang - barang keperluan pribadi penumpang 
sendiri (benadigdheden en anderegoederen voor per- 
soonlijk gebruik) dengan tidak menghiraukan djumlah 
banjaknja. 


HURUF ROMAKI I SUB b : 


Dapat dikirim keluar neseri/keluar daerah Pabean In- 
donesia (sekali dalam satu bulan) : 

paket? pos/kapal - laut/kapalt - terbang, dari semua 
matjam/djenis sampai dengan seharga Rp. 150,- (seratu: 
ma puluh rupiah ub.). 


HURUF ROMAWI I SUB c. : 


Untuk kiriman - kiriman pos dalam Surat dan bingkisaa 
ketjil hanja berlaku "pembatasan paling tinggi sampai 
dengan seharga Rp. 150.- (seratus lima puluh rupiah u.b.) 
buat tiap” kiriman, sehingga kiriman? pos sematjam jini 
dapat dikirim dengan. leluasa tanpa S.I. P. 


HURUF ROMAYI I SUB 4. : 


Pembebasan? tersebut diatas tidak berlaku buat pengi- 
riman? : 
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1. emas/perak, baik sebagai mata uang ataupun dalam 
keadaan murni maupun berbentuk barang. 


2 beras. 


3. 1a da. 


4. barang? Jain jang pengeluarannja menurut Undang- 
undang ataupun Peraturan? dilarang cg. jang untuk 
mengeluarkannja dibutuhkan suatu idzin tersendiri. 


HURUF ROMAMHI I SUB e : 
Selain dari pada itu mengenai pengiriman” : 
1. batik (kain pandjang dan/atau sarong) : 
2. tenun (kain sarong dan/atau serbam) : 
3. kain? potongan (textile dan het stuk”). 
Jang djumlah harganja sampai dengan Rp. 150,- (se- 
ratus lima puluh rupiah u.b.) hanja dapat dilakukan 
djika ada persetudjuan tertulis dari Tjabang Direk- 
torat Eksport ditempat pengiriman, jang harus dinja- 
takan pada halaman belakang dari foriulir Pos (Su- 
rat Keterangan Pabean) jang diperlukan. 


d. HURUF ROMAWI II SUB b : 


Barang” pindahan dimaksud dalam pasal I ajat a sub I 
tersebut diatas jang dikirim terlebih dahulu atau kemu- 
dian (vooruit esturde of nogestuurde verhuis boedel), 
berhubung pemiliknja mempergunakan pesawat terbang 
alau kapal laut jang lain. 


e. HURUF ROMANI NI SUB ce: 


Paket? Pos mupun Kapal Laut/Udara jang berisikan 
barang berupa : 


1. emas perak, haik sebagai mata uang ataupun dalam 
keadaan murni maupun berbentuk barang. 
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2. beras. 

3. lada. 

4. barang? lain, jang pengeluarannja menurut Undang” 
ataupun Peraturan - peraturan dilarang cg. jang un- 
tuk pengeluarannja dibutuhkan suatu idzin tersen- 
diri. 

HURUF ROMAWI II SUB d : 


Barang” hadiah/tanda mata jang djumlah harganja dia- 
tas Rp. 150,- (seratus limapuluh Rupiah u.b.) jang be- 
tul? berupa suatu ,,Gifi” dengan maksud bukan diper- 
dagangkan, melainkan berkemaan dengan suatu peristi- 
wa atau waktu jang pentmg, misalnja sebagai : 

1. hadiah bari ulang tahun 

2. hadiah perkawinan 

3. hadiah Natal/Lebaran 

4. Souvenier dan laim sebagainja. 


HURUF ROMAWI II SUB e : 


Barang? ijontoh/monster jang djumlah harganja diatas 
Rp. 150,- (seratus limapuluh rupiah u.b.) jang betul 
bersifat ,, TANPA — HARGA” (z0nder waarde) de- 
ngan maksud bukan untuk diperdagangkan, melainkan 
sungguh' untuk memperkenalkan barang tersebut kepa- 
da pasaran dumia atau mentjari pasaran baru dalam 
rangka usaha peningkatan ,,export - drive” 


HURUF ROMAWI SUB f : 
Jang menjimpamg dari ataupun jang tidak tertjantum 
dalam ketentuan - ketentuan pasal I tersebut diatas : 


f. HURUF ROMAKWI Ill. 


ATAS PERMINTAAN JANG BERKEPENTINGAN, 
MAKA SEKSI ATAU TJABANG DIREKTORAT EKS- 
POR DITEMPAT PENGIRIMAN MENGELUARKAN 
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S. I. P. DIMAKSUD PADA PASAL II TERSEBUT DIA: 
TAS DENGAN KETENTUAN? SEBAGAI BERIKLT: 


a. TANPA PERSETUDJUAN DEK PUSAT : 


1. Untuk semua barang? pindahan dimaksud padi 
ajat a) dan b) pasal II tersebut diatas. 


2. Untuk barang? jang dikirim dengan paket dimak: 
sud pada ajat c pasal II tersebut diatas sampai 
dengan djumlah harga Rp. 150,- (seratus Jlimapu: 
lah Rupiah u.b.) 

3. Untuk barang' hadiah/tanda mata, tjontoh (mon: 
ter) dan barang? lain seperti dimaksud pada ajat' 
d), e), dan f) pasal II tersebut diatas, sampai de- 
ngan djumlah harga Rp. 1000,- (seribu rupiah u.b.: 


b. DENGAN PERSETUDJUAN DEK PUSAT : 


Untuk barang? hadiah/tanda mata, tjontoh dan ba: 
rang” lain seperti dimaksud pada pasal IT ajat d), e 
dan f) tersebut diatas jang djumlah harganja diatas 
Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah u.b.) 


c. DENGAN PERSETUDJUAN DEK PUSAT DAN 
B.L.L. D. : 


Untuk barang? hadiah/tanda mata, tjontoh dan ba- 
rang” lain seperti dimaksud pada pasal II ajat d), dan 
f) tersebut diatas jang djumlah harganja diatas Rp. 
5.000,- (lima ribu Rupiah u.b.). 


ROMAWI 1. TANPA SURAT IDZIN PENGELUARAN (S.L.P.) 
DARI DIREKTORAT EKSPOR 


a. Oleh setiap orang dewasa dapat dibawa serta kc- 
luar negeri/keluar daerah Pabean Indonesia. 


1. Barang? pindahan termasuk barang? jang «e- 
mula oleh pemiliknja sendiri dibawa ke Indo- 
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nesia, berupa barang" mebels, lemari?/buffet, 
tempat? tidur dan alat? perabot rumah tangga 
lainnja jang memang sedjak lama (sedikitnja 
6 (enam) bulan) sudah dimiliki dan dipergu- 
nakan/dipakai dan bukanlah barang” rumah 
tangga jang sengadja dibeli/baru dimiliki ber- 
hubung dengan kepindahannja keluar negeri/ 
keluar daerah Pabean Indonesia tidak terma- 
suk : 


a. kendaraan bermotor (termasuk sepeda mo- 
tor/kumbang) : 


b. lemari/peti-es dan alat? pendingin lainaja: 
c. mesin tik/hitungs 

d. pesawat televisi: 

e. record-changer, 

f. tape-recorder: 

g- film-projector: 

h. cine-camera, 

i. piano: 

j. permadani (tapijt) buatan luar negeri, 


k. berlian? lepas/batu' mulia lainnja, 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 127/U/KEP/12/1966. 
KETUA PRESIDIUM KABINET 
Menimbang : 

1. bahwa dalam rangka nation dan character building Indo- 
nesia, proses assimilasi warganegara Indonesia ,,keturunan 
asing” kedalam tubuh bangsa Indonesia harus dipertjepat 

2. bahwa penggantian mama dari orang Indonesia keturunan 
asing dengan aama jang sesuai dengan mama Indonesia ,,as- 
11” akan dapat mendorong usaha asimilasi ini, 

3. bahwa oleh karena itu bagi warganegara Indonesia jang ma- 
sih memakai nama Tjina, jang ingin mengubah mamanja 
jang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fa- 
silitas jang seluas - luasnja dengan diadakan prosedur janz 
chusus: 

Mengingat : 
Undang - Undang No. 4 tahun 1961. 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : | | 
Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia jang mema- 
kai nama Tjina ebb. : 
B A B I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1. 


(1) Warga negara Indonesia jang masih memakai nama' perse- 
orangan dan nama keluarga Tjina jang ingin meagganti na- 
manja dengan nama jang sesuai dengan nama jang lazim 
dipergunakan oleh masjarakat Indonesia, dapat menjatakan 
keinginannja setjara tertulis pada kepala Daerah tingkat II 
atau pedjabat jang ditundjuknja:, 

(2) Nama? jang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu dae- 
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rah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan 
tidak boleh melanggar tata - kesusilaan. 

(3) Kepala Daerah atau pedjabat jang ditunidjuknja atas nama 
Menteri Kehakiman memberikan tanda penerima atas surat 
pernjataan ganti nama jang dimaksud. 

(4) Sedjak jang bersangkutan menerima surat tanda penerima 

| seperti jang-tersebut dalam ajat (3) ia dapat memakai na- 
, ma jang baxu.. 
3 Apabila dalam djangka waktu 3 bat sedjak ia menerima 
surat tanda penerima jang dimaksud dalam 'ajat (3) diatas, 
tidak. terdapat sanggahan atau gugatan' atas pemakaian ma- 
ma haru itu dari siapapun jang disalurkan melalu Kepala 
Daerah Tingkat II jang bersangkutan, maka ia dapat meng: 
gunakan nama tersebut seteruenja dan dianggap telah men- 
dapat izin dari Menteri Kehakiman seperti jang dimaksud 
| dalam pasal Undang - undang No. 4 tahum 1961. 

Ladies aa aa Bob UM 

“P R OS E D U R. 


Pane! AE TANI, on na oo 


Pasal 2. Jas Mia 

(1) Untuk menampung An AN penggantian nama setjara 
tersebut diatas, diadakan prosedur chusus jang menjimpang 
dari prosedur biasa untuk djangka waktu terbatas. 

(2). Penggantian nama menurut keteotuan ini dilakukan dengan 

| tjara mengisi surat pernjataan dalapa rangkap 3 (tiga) di- 
. mana harus ditjantumkan nama lengkap lama, tanggal daa 
tempat lahir serta alamat disamping nama lengkap jang ba- 

ru dari jang bermaksud mengganti namanja. 

(3) Sala surat Pernjataan harus disertai surat bukti kewarga- 
“negaraan R.I. jang bersangkutan. 

(4) Penggantian nama dari amak? dibawah umur 18 tahun dila- 
kukan oleh orang tua atau walinja dalam Surat Pernjataan 
jang sama atau Surat Pernjataan tersendiri. 

(5) Surat Pernjatain diadjukan kepada Bubati/KDH atau Wa- 
likota/KDH setempat untuk didaftar, diberikan uomer daf- 
tar dan disahkaru.” ':' 


| EL lis 0 4 
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(60) Sata helai dikirim kepada Menteri Kehakiman R.I. di Dja:- 


karta, melalui kantor Bupati/Walikota KDH jang bersanc- 
kutan. 

Satu helm disimpan dalam arsip kantor Bupati atau Wa- 
likota KDH jang bersangkutan. 

Satu helai Surat Pernjataan cegera dikembalikan kepada 
jang bersangkutan, untuk diusahakan perubahan akte kelz- 
hiran dan, djika ada, akte perkawinanrja pada Kantor Tja- 
tatan Sipil jang bersangkutan. 


(7) Surat Pernjataan jang telah didaftar diberi nomer dan di- 


sahkan oleh Bupati/KDH atau Walikota/KDH jang ber- 
sangkutan mempunjai kekuatan hukum jang sah. 
B A B III 
LAIN —LAIN 
Pasal 3. 


(1) Dalam melaksanakan keputusan ini para Bupati dan Wak- 


kota KDH jang bersangkutan supaja menjediekan fasilitas' 
jang seringan - ringannja kepada para pengganti nama guna 
memperlantjar prosedur. 


(2) Untuk biaja administrasi tidak boleh dipungut biaja lebih 


dari Rp. 25,- u.b. (dua puluh lima rupiah u.b.) untuk setiap 
pernjataan. 


(3) Hal" jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur 


kemudian oleh Menteri Dalam Negeri. 


(4) Keputusan mi mulai berlaku tanggal 1 Djamuari 1967 dan 
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berach?r pada tanggal 31 Maret 1968. 


Ditetapkan di : Djakarta 
pada tanggal : 27 Desember 1966. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 

Ketua, 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


INSTRUKSI 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 


No. : 4 TAHUN 1961. 
tentang 
pelaksanaan lebih Iandjut ganti nama 
bagi warganegara Indonesia 
jang memakai nama Tjina. 


MENTERI DALAM NEGERI RI. 


Menimbang ? 
bahwa berdasarkan Bab III pasal 3 ajat 3 Kentiusan Presidium 
Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 perlu segera diatur 
ketentuan? pelaksanaan lebih landjut tentang procedure chusus 
ganti nama bagi warganegara Indonesia jang in nama 
Tjina. 

Mengingat Ta 
1. U.U. No. 4 Tahun 1961: pki 2g 
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 : 


3. Surat edaran Menteri Kehakiman, tanggal 5 Djanuari 1967 
No. J.A. 2/1/9 : 


4. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ke- 
hakiman tertanggal 28 Djanuarji 1967 No. Pemudes 51/1/3 


“LA. 2/2/5 
MENGINSTRUKSIKAN: 
Kepada | 
Gubernur KDH/Walikota KDH /Bupati KDH diseluruh Indo- 


nesia, 
Untuk 


I. a. Kepada mereka jang mau mengganti namanja menurut 
Ketentuan? dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 
127/U/Kep/12/1966, diharuskan mengisi pormulir su- 
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rat pernjataan ganti nama jang selandjutnja disebu: 
pormulir ganti nama jang sudah disediakan oleh W al:- 


kota KDH/Bupati KDH atau pedjabat jang ditundjuk 
rangkap 3 (tiga) dengan 3 (tiga) pas foto dan ditan- 
datangani atau ditjap djempol oleh jang bersangkutan : 


Setiap surat pernjataan diketahui oleh Kepala R.T. 
lingkungan dimana ia bertempat tinggal dau disertai 
dengan surat bukti kewarganegaraan R.I. dari jang 


bersangkutan : 


Se-lambat?nja dalam waktu satu bulan sesudah Instruk- 
si ini diterima, Walikota KDH/Bupati KDH atau pe- 
djabat jg ditundjuk harus sudah menjediakan pormulir 
surat pernjataan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat ? 
Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12,1966 
seperti tjontoh jang Saudara terima dari Mentcri Ke- 
hakiman dengan tjatatan : 


1). Menghilangkan garis miring antara Bupati, Wali- 
kota dan Kepala : 


2). Pengganti nama boleh nama ketjil sadja atan 
boleh nama keluarga sadja atau ke-dua?nja : 

3). Dibawah kolom nama? disebelah kiri ditambah 
dengan pas poto jang menjatakan keterangan jang 
diberi tjap kantor petugas : 

4). Dibawah pas foto tersebut tulisan "Diketahui Ke- 
pala R.T. /Lingkungan dan tanda tangan dan tjap 
jang bersangkutan” sehingga pormulir tersebut 
mendjadi seperti tjontoh terlampir. 

Penjaluran daripada pomuulir? tersebut dapat dibantu 

oleh kantor? Ketjamatan, Kelurahan /Kepala Desa atau 

Daerah jang setingkat dengan itu dan L.P.K.B. setem- 

pat, dengan biaja jang sudah disesuaikan dengan ke- 

naikan harga achir? ini ja'ni tidak lebih dari Rp. 30.— 

(tigapulah rupiah) untuk 3 (tiga) lembar pormulir : 


sa ea 


Segera setelah diterimanja surat? pernjataan dari jang 
bersangkutan, Walikota KDH/Bupati KDH meng- 
umumkan daftar para pengganti nama tersebut (Jeng- 
kap) dengan nama barunja baik melalui peruantjar 
R.R.I. setempat, maapun dengan menempelnja pada 
papan? pengumuman Kotamadya/Kabupaten seluas 
mungkin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut : 


Dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut kepada umum 
diberi kesempatan untuk mengadjukan keberatan/ 
sanggahan terhadap nama baru jang dipakai oleh para 
pengganti nama, disertai dengan alasan? seperti jang 
tertjantum dalam pasal 1 ajat 2 Keputusan Presidium 


Kabinet No. 127/U/Kep /12/1966 : 


Untuk menghindarkan kesalahan? dalam memilih na- 
ma, Walikota KDH/Bupati KDH agar memberikan 
penerangan dan pendjelasan jang se-luas?nja mengenai 
nama? jang tidak boleh dipakai menurut ketentuan? 
pada Bab I pasal 1 ajat 2 : Keputusan Presidium tsb. 
diatas. 


YII. Berhubung dengan kenaikan harga achir? ini memungut 


biaja tidak lebih dari Rp. 75,— (tudjuhpuluh lima rupiah), 
dengan perintjian Rp. 45,— (empatpuluh lima rupiah) 
untuk ongkos administrasi dan Rp. 30,— (tigapuluh rupiah) 
untuk pormulir surat pernjataan : 


Batas waktu penggantian nama menurut ketentuan? dalani 
Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep /12/1966 
ialah sampai dengan tanggal 31 Maret 1968 , 


Dalam melaksanakan Instruksi ini dan untuk mensukses- 
kan penggantian nama tersebut supaja mengikut sertakan 
Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (L.P.K.B.) setempat , 
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Irian Barat ialah Y, dengan urutan ebb. : 
(Lihat lampiran) : 


VII. Instruksi ini mulai berlaku sedjak ditetapkan. 


Ditetapkan di : DJAKARTA. 
pada tanggal : 23 Pebruari 1967. 


VI. Nomor Kode mulai dari Atjeh ialah A dan berachir dengan 
: 

MENTERI DALAM NEGERI R.I. 

tt d. | 


( BASOEKI RACHMAT ) 
LETNAN DJENDERAL T.N.I. 
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N O M O R 


PS aa ae KA SA CT 2 SA pe) 
BN. OX. aa D3 HO ma" 


Na BA ea» oa 2 


K O D E 


Atjeh 

Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
Riau 

Djambi 
Sumatera Selatan 
Lampung 
Djakarta Raya 
Djawa Barat 
Djawa Tengah 
Jogjakarta 

Djawa Timur 
Bali 

Nusa Tenggara Barat 
Nusa Tenggara Timur 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Tenggara 
Maluku 


Irian Barat 


LAMPIRAN. 


Na - DG. BI co No. TIRI HI - « BA en - BAIK co MANGA cap KA NE ANA « - HIKMAH «.» HI can HI ap NN « « MI: 


padi 
D 
«J 


Lembar ke 3 ............ BUPATI KEPALA DAERAH | 
Lembar ke 1 : Departemen WALIKOTA KEPALA DAERAK 


Kehakiman. DE na AE 
ke2 : Pemohon. Nomor Kode dan Nomor Urut. 
ke 3 : Bupati 

Kepala Daerah 


Walikota Kepala 
Daerah. 


SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA 
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM 
KABINET No. 127/U/KEP,/12/1966. 


Jang bertanda tangan 


: dibawah ini, saja ............ 
Jang tjap (empu) djarinja tertera 
( Laki-laki/Wanita Xx) 

a. Warganegara Indonesia: berdasarkan : .......i.. 
b. Pekerdjaan : .............. aa Aa na Aa KA 
c. Lahir di 3... kaan an dak anan anna PE BEN ak 5 SEA 
d. Bertempat tinggal : ........oooocoooooooooooooooomooo.ococoo 
e. x) kawin sah dengan ......... , pada tanggal ......... 3 Ea 
Warganegara Indonesia berdasarkan ......... atau asing 
Dina aa anak pekerdjaan ............ lahir di ............ ber- 

tempat tinggal di... : 
f. x) mempunjai anak jang sekarang belum genap berumur 
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18 tahun dan belum kawin, bernama : 


Ia seken Jahtrdt senen pada tanggal ........o...... 
pekerdjaan ........... . Warganegara ............ bertempat 
tinaoal. Senonssaan ea 

NN lahir di ........... pada tanggal .............. : 
pekerdjaan ............ Warganegara ........... bertempat 
tinggal mkn | 

Ie Senam Tah ati onta aan pada tanggal ............ 
pekerdjaan ............ Warganeyara ............ bertempat 
tinggal eos nitan 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA. 


an kat —.—..- -—-— — LX. — —— —. —— —— —— 


RADIOGRAM. 


Dari : MENTERI DALAM NEGERI. 

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah 
2. Semua Bupati Kepala Daerah 
3. Semua Walikota Kepala Dacrahi 

Tanggal : 28 Pebruari 1961. 

Nomor : EAPM. 32/1/13. 


BERKENAAN DENGAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGE- 
RI TANGGAL 23 PEBRUARI 1967. No. 4 TAHUN 1967 TENTANG 


. PELAKSANAAN LEBIH LANDJUT GANTI NAMA BAGI WNI 


JANG MEMAKAI NAMA TJINA DIMINTA PERHATIAN ATAS 
PENDJELASAN-PENDJELASAN SEBAGAI BERIKUT : 


1) 


2) 


3) 


BAGI DAERAH-DAERAH JANG SUDAH MELAKSANAKAN 
KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET No. 127/U/KEP/12/ 
1966 DIMINTA MENJELESAIKAN KEPUTUSAN PELAK- 
SANAAN SELANDJUTNJA DENGAN INSTRUKSI MENTE- 
RI DALAM NEGERI TERSEBUT DIATAS. 


MENGENAI PASAL I AJAT B : 


A) SURAT PERNJATAAN TJUKUP DIKETAHUI OLEH 
KEPALA R.T. SADJA ATAU JANG SETINGKAT DE- 
NGAN ITU 


B) SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN R.I. ATAU 
SALINANNJA JANG SAH. 


PASAL I AJAT C SUB 2 TIDAK BERARTI MENGGANTI 
NAMA KETJILNJA SADJA, SEDANG NAMA KELUARGA- 
NJA TETAP NAMA TJINA ATAU SEBALIKNJA, MELAIN- 
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KAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERI KESEMPATAN 
KEPADA JANG BERSANGKUTAN MEMAKAI SATU NAMA 
SADJA JANG MENDJADI NAMA KETJIL DAN SEKALIGUs 
NAMA KELUARGANJA JANG BARU. 


4) MASA TIGA BULAN BERTURUT-TURUT DALAM PASAL 
II A DIMAKSUDKAN HANJA UNTUK PAPAN-PAPAN 
PENGUMUMAN, SEDANG R.R.I. SETEMPAT MEMBANTL 
PENJEBAR-LUASANNJA. | 


MENTERI DALAM NEGERI 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Kepala Bagian Arsip/ Ekspedisi, 
tt d. 
(Dalim an) lc. 


Tembusan kepada : 


L.P.K.B. Pusat. 
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MENJATAKAN KEINGINAN 
MENGGANTI NAMA 


En aan 


DIGANTI MENDJADI 


Nama Nama 
ketjil keluarga 


Pemohon 
Isteri ' 
Anak cpu 
Anak 


Pas Foto 


Kanan eaatanataaa (Tanggal asset 
Jang menjatakan. keterangan : 

(tanda tangan atau tjap empu djari ) 

ka ( na Di Aa 

—- Atas nama Menteri Keliakiman : 

Menerima dan mengesahkan Surat Per- 

njataan Ganti Nama ini di... 


(tempat kantor Petugas pada tel. ...... ) 
ae M6 ana Tee TB di | 


Pa Pa 


Tjap Kantor Petugas :1' 
i ' . Tn. 


Diketahui ! ' Oo Djabatan Petugas 
Kepala R.T./Lingkungan bat '.. Tanda tangan Petugas 


Nama Petugas 


csocococ.ucoccuuuu. 


Tjap 
Kantor Petugas. 


x) jang tidak perlu . , Tn | j3 
ditjoret. ' | gn Ga ai 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


Lamp. : 1. 
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 6 TAHUN 1967 
TENTANG 
MEMBERI BRIEFING KEPADA PARTAI? POLITIK, ORMAS 
DSB TENTANG GANTI NAMA BAGI WARGANEGARA 
INDONESIA JANG MEMAKAI NAMA TJINA. 

Menimbang 


1. Bahwa dalam rangka mengsukseskan : 
a). Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966 das 
Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12 1966: 
b). Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 
1967 No. 4 Tahun 1967. 
Perlu diikut sertakan setjara aktif masjarakat luas. 
2. Bahwa inisiatif untuk hal ini harus datang dari Gubernur 
KDH/Bupati KDH/Walikota KDH. 
Mengingat 
Sumpah Pemuda 1928. 
Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS 1966. 
Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966. 
Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966. 
Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ke- 
hakiman tanggal 28-1-1967 No. Pemudes 51/1/3 


J.A. 2/2/5 
MENGINSTRUKSIKAN : 


ek mu Nun 


KEPADA 
Gubernur KDH/Bupati KDH/ Walikota KDH seluruh Indone 
sia. 
UNTUK 
1). Memberi briefing kepada partai? politik, organisasi? masss. 
dan badan? sosial (diantaranja geredja, dsb). Tjamat 'Lu- 
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nusa 
aa an 
an 


rah/Kepala Lingkungan/Kepala RW/RK/Kepala RT, se- 

suai dengan pedoman jang terlampir tentang : 

a. Makna penggantian nama untuk WNI jang masih la- 
zim disebut "keturunan Tjina”. 

b. Procedure penggantian nama. 

Serta mengadjak orpol, ormas, badan? sosial dsb. dan meng- 

instruksikan  Tjamat/Lurah/Kepala  Lingkungan/Kepala 

RW/RK/RT untuk memberi bantuan jang se-luas'nja ke- 

pada mereka jang mengganti namanja dalam hal : 

a. Memilih nama Indonesia jang tepat. -: 

b. Melantjarkan pelaksanaan procedure penggantian nama. 


2). a. Mengadakan hanja dua matjam register penduduk, 
ja'ni sebuah untuk warga negara Indonesia dan sebuah 
lagi untuk orang Asing. 

b. Meniadakan. penggolongan? dalam golongan Eropa, 
Timur Asing dan Bumipoetera bagi semua warga ne- 
gara Indonesia. | 

c. Penggolongan ini — ketjuali Bumipoetera -- tetap 
berlaku bagi orang Asing. 

Untuk memudahkan briefing ini kami sertakan pedoman ter- 
lampir. | 
Ditetapkan di : DJAKARTA 
pada tanggal : 2 Maret 1967 
MENTERI DALAM NEGERI. 
tt. d. 
( BASOEKI RACHMAT) 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 
KEPADA : 


1. Gubernur KDH diseluruh Indonesia, 
2. Bupati KDH diseluruh Indonesia, 

3. Walikota KDH diseluruh Indonesia. 
TEMBUSAN : 


L.P.K.B. — Pusat di DJAKARTA. 
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Ditudjukan kepada : Gubernur KDH/Bupati KDH/ Walikota KDI. 


Untuk briefing kepada : Parpol, ormas, badan? sosial, lem basi: 


PEDOMAN BRIEFING 


keagamaan, Tjamat, Lurah, Kepala? Lingkungan, RW/RK/NT. 


Mengenai 
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— Makna Keputusan Presidium Kabinet Ampcra No. 
127/U/Kep/12/1966 tentang penggantian nama ha- 
gi Warganegara R.I. jang memakai nama Tjina : 

— Bantuan jang diharapkan dari masjarakat untuk 
mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presidium 
tersebut. 


— Prosedur penggantian nama tsb. 


ISI PEDOMAN: 


Keputusan Presidium No. 127 tentang penggantian nama tidak 
berdiri sendiri melainkan berhubungan erat sekali “dengan 
Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12,/1900 
tentang penghapusan peng-kotak?an bangsa Indonesia dalam 
golongan? Eropa, Vreemde Oosterlingen (Tjina, Arab d-h) 
dan Bumiputera jang merupakan warisan djaman kolonial. 
Keputusan Presidium dan Instruksi Presidium termaksud 
merupakan landjutan dari perimbangan kita sedjak dahulu 
kala, jakni untuk membentuk suatu bangsa Indonesia jang 
bulat dan homogeen serta kokoh-kuat berlandaskan Sumpah 
Pemuda, Pantjasila dan Pengertian? Assimilasi seperti ter- 
tjantum dalam buku ”Assimilasi dalam rangka Pembinaan 
Kesatuan Bangsa”. 

Dengan Keputusan Presidium ini, Pemerintah menandaskan 
hahwa Wargancgara R.I. "keturuman Tjina” adalah Rakjat 
Indonesia dan bahwa Pemerintah dan seluruh Rakja: meng- 
anggap dan memperlakukan mereka sebagai sesama Hanzsa 


Indonesia. 
Sehubungan dengan ini. maka adalah wadjar untuk mengada- 


| 


| 


SA 


kan pembedaan jang tegas antara ORANG ASING DAN 
ORANG INDONESIA. 

Warganegara RRT — TJINA — ASING. 

Warganegara RI "Keturunan Tjina” — INDONESIA. 


Penggantian nama Tjina dengan nama Indonesia oleh Warga- 
negara RI jang bersangkutan setjara massal mempertegas 
garis-pemisah antara Orang Asing dan Orang Indonesia serta 
membantu menghilangkan penggunaan istillah? “asli” dan 
— tidak “asli” maupun WNI (“keturunan Tjina”, dsb( oleh 
masjarakat luas. 


Bagi mereka dari Warganegara R.I. "keturunan Tjina” jang 
sudah berhasil mengassimilasikan dirinja kedalam bangsa 
Indonesia jang tunggal dan merasa dirinja bangsa Indonesia, 
Keputusan Presidium hanja mensahkan apa jang telah ter- 
tjapai dan tumbuh sebagai hasil perdjoangannja. 
Bagi mereka jang sedikit-banjak masih dipengaruhi oleh 
pengkotak?an kolonial tsb. diatas, Keputusan Presidium ini 
hendaknja diartikan sebagai andjuran untuk menjesuaikan 
dirinja dan mengikuti djedjak saudara?nja jang sudah ber- 
hasil masuk dan diterima sebagai sesama orang Indonesia oleh 
masjarakat luas. 
Penggantian nama dapat didjadikan langkah pertama jang 
konkrit kearah pendekatan dan pengintegrasian total jang 
mesra antara “asli” dan bukan-”asli” menudju homogenisasi 
bangsa. 
Suksesnja pelaksanaan Keputusan Presidium ini berarti pu- 
kulan bagi gerpol Gestapu/PKI dan kontrev lainnja jang 
berusaha : 
a. menghambat kelantjaran pelaksanaan Dwi Dharma dan 
Tjatur Karya Kabinet Ampera. 
bh. Menggayalkan proses assmilasi dan pembinaan bangsa 
Indonesia jang bulat dan homogeen. 
Prosedur penggantian nama ini dibuat sedemikian rupa untuk 
memungkinkan penggantian nama oleh jang bersangkutan 
sctjara sukarela dan massal. 
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Kepada jang bersangkutan diberi hak untuk mengganti namz 
nja dengan nama Indonesia dalam bentuk pernjataan resmi 
dari mereka bahwa nama Tjinanja telah diganti dengan nami 
Indonesia jang selandjutnja mendjadi nama tunggalnja. 

Hak dan kesempatan ini dengan sendirinja tidak diberikar 
kepada Warganegara Asing. 


Untuk mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presidium ini. 
Pemerintah mengharapkan bantuan masjarakat luas berupa : 


a) 


b) 


c) 


d) 


penerangan tentang makna dan prosedur penggantian 
nama seperti teruraikan dalam pedoman briefing ini dan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas. 


pengamanan pelaksanaan penggantian nama terhadap 
usaha? gerpol Gestapu/PKI dan subversi lainnja. 
kerdjasama dengan petugas? jang menampung pelaksana- 
an penggantian nama dengan misalnja membantu meng- 
isi, mengumpulkan dan menjampaikan daftar? pengsan- 
tian nama jang dibuat setjara kollektif oleh kelompok: 
fungsionil dalam masjarakat jang bersangkutan. 
memeriahkan dan meresapkan langkah penggantian nama 
ini dengan misalnja mengikutsertakan Rakjat setempat 
(dari lingkungan RK/RW/RT atau lingkungan tempat 
pekerdjaan) setjara positif, baik dalam membantu jan: 
bersangkutan dalam memilih nama Indonesia asli janz 
lazim dan sesuai, maupun dalam penjelenggaraan? upa- 
tjara? penggantian nama menurut kebiasaan sctempat 
setjara sederhana namun tjukup chidmat dalam suasana 
kekeluargaan Indonesia jang se-akrab”nja. 


DJAKARTA, 2 MARET 196. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
tt. d. 


( BASOEKI RACHMAT ) 
LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


aa Se aa. 


Pa 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKA RTA. 


RADIOGRAM. 


Dari : MENTERI DALAM NEGERI. 


Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah 
2. Semua Bupati Kepala Daeral 
3. Semua Walikota Kepala Daerah. 
Tanggal : 18 Maret 1967. 
Nomor : EAPM. 32/1/22. 


ISI RADIOGRAM : 


MENGHUBUNGI RADIOGRAM KAMI TANGGAL 28 PEBRUA- 
RI 1967 No. EAPM 32/1/13 TENTANG PELAKSANAAN LEBIH 
LANDJUT GANTI NAMA BAGI WNI JANG MEMAKAI NAMA 
TJINA DIMINTA PERHATIAN ATAS HAL-HAL SEBAGAI 
BERIKUT : 


1) UNTUK LEBIH MEMUDAHKAN BAGI MEREKA JANG 
AKAN MEMILIH NAMA BARU DIHARAP PARA BUPATI 
KDH / WALIKOTA KDH MEMBUAT CHECKING-LIST 
NAMA-NAMA JANG TIDAK BOLEH DIPAKAI 


2, PADA WAKTU PEMBERIAN FORMULIR SETELAH ADA 
PENGESAHAN SUPAJA DIADAKAN UPATJARA SEDER- 
HANA NAMUN TJUKUP CHIDMAT DAN DITETAPKAN 
HARI TERTENTU MISALNJA SEMINGGU SEKALI TER- 
SERAH KEBIDJAKSANAAN PARA BUPATI KDH WALI- 
KOTA KDH 
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3) APABILA JANG BERSANGKUTAN HANJA MENGINGIN- 
KAN MEMAKAI SATU NAMA SADJA MAKA DALAM Ki- 
LOM NAMA KETJIL JANG BARU DITJORET SADJA DAN 
NAMA TUNGGAL TERSEBUT DITAROH DALAM Ko: 
LOM NAMA KELUARGA | 


4 MENGHARAP LAPORAN  MENGENAI PELAKSANAAN 


KEPUTUSAN PRESIDIUN KABINET No. 127/U/KEP 1: 
1966 INI. 


MENTERI DALAM NFGLRI 


A.n. Menteri Dalam Negeri. 
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi, 
tt. d. 
(Dali man) lc. 


Tembusan kepada : 


L.P.K.B. Pusat. 


an 
2L—ara Sea Mean 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA. 


RADIOGRAM. 


Dari : MENTERI DALAM NEGERI 
Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah 
| 2. Semua Bupati Kepala Daerah 

3. Semua Walikota Kepala Daerah. 
Tanggal : 29 MARET 1967. 
Nomor : EAPM. 32/1/29. 


ISI RADIOGRAM : 


BERHUBUNG DENGAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
AMPERA TANGGAL 16 MARET 1967 No. 63/U/Kep/3-1967 
TENTANG PROSEDUR GANTI NAMA CHUSUS BAGI ANG- 
GAUTA ABRI JANG MASIH MENGGUNAKAN NAMA TIJINA, 
MAKA SEKIRANJA PARA PANGLIMA/KOMANDAN ABRI 
SETEMPAT MEMBUTUHKAN FORMULIR GANTI NAMA TER- 
MAKSUD, DIHARAP SAUDARA MEMBERI BANTUAN SEPE- 
NUHNJA. | | 


MENTERI DALAM NEGERI 


“An. MENTERI DALAM NEGERI. 
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi, 
tt. d. 

(SEN O). 


Tembusan kepada : 


Presidium Kabinet Ampera di Djakarta 
Menpangad di Djakarta 

Menpangal di Djakarta 

Menpangau di Djakarta 

Menpangak di Djakarta 

Menteri Kehakiman di Djakarta. 


SANA et aib Sa Tai 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA. 


Kepada 
1. Para Gubernur Kepala Daerah. 
2. Para Bupati Kepala Daerah. 
3. Para Walikota Kepala Daerah. 


No. : EAPM. 32/1/317. LAMPIRAN : — 
Tanggal : 5 April 1967. 


PERIHAL : Pengisian nama baru dalam kartu penduduk 
bagi wni keturunan Tjina jang telah mengganti 


namanja dengan nama Indonesia. 


Berkenaan dengan adanja pertanjaan kepada kami mengenasr 
pengisian nama baru dalam kartu penduduk bagi warga negara 
Indonesia keturunan Tjina jang telah mengganti namanja dengan 
nama Indonesia, dirasa perlu kami memberi pendjelasan ebb. : 


Makna keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/ 
Kep/12/1966 tentang penggantian nama bagi warga negara Indo- 
ncsia jang memakai nama Tjina, jakni untuk membentuk suatu 
bangsa Indonesia jang bulat dan homogeen, dan bahwasanja warga 
negara Indonesia keturunan Tjina adalah Rakjat Indonesia dan 
Pemerintahan dan seluruh Rakjat menganggap dan memperla- 
kukan mereka sebagai sesama Bangsa Indonesia. 


Oleh karena itu pengisian nama baru dalam kartu penduduk 
bagi warga negara Indonesia keturunan Tjina jang telah meng- 
ganti namanja dengan nama Indonesia, kiranja tjukup dengan na- 
ma Indonesia-nja sadja, tanpa dibelakang nama itu diberi tjatatan?, 
misalnja tanggal dan nomor pengesahan dari Kepala Daerah jang 


bersangkutan. 


1338 


| 
: 


| 


Hal ini perlu kami kemukakan, karena untuk menghindari 
kesan, se-olah? masih ada perbedaan perlakuan terhadap sesama 
Bangsa Indonesia. 


Tentu sadja untuk keperluan dokumentasi dan lain?, Kepala? 
Daerah memerlukan tjatatan? mengenai penggantian nama itu, 
tetapi hendaknja tjatatan? itu tjukup dalam buku register sadja. 


Sekian dan demikianlah untuk mendapat perhatian Saudara 
seperlunja. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI : 
Kepala Direktorat Urusan Evaluasi 
dan Analisa Perkembangan Masjarakat, 


tt. d. 
( RAHARDJO PRODJOPRADOTO ). 


KOLONEL C.A.D. 


TEMBUSAN dikirim kepada : 


1. Departemen Kehakiman di 
Djakarta. 


2. L.P.K.B.-Pusat di Djakarta. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


JNSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. : 37/U/IN/61/1967. 
TENTANG 


KEBIDJAKSANAAN POKOK 
PENJELESAIAN MASALAH TJINA 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


1. 


bahwa dalam rangka pembangunan pada sa'at ini perlu di- 
himpun dan dimanfa'atkan segala daja dan dana wasional, 
termasuk jang herada ditangan penduduk warga negara 
asing: 

bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan daja usa- 
ha, ketrampilan dan ketjerdasan rakjat, serta mempertjepat 
proces pembangunan r-esara dalam mentjapai kemakmuran 
dan kesedjahteraan sosial, perlu meningkatkan daja dan 
usaba warga negara Indonesia dan dilain fihak menempat- 
kan modal dan perusahaan penduduk warga negara asing 
pada fungsi dan proporsi jang wadjar, 

bahwa dengan didjiwai oleh filsafat Pantjasila, primsip- 
prinsip negara hukum dan terdorong oleh keinginan luhur 
hangsa Indonesia untuk mentjiptakan persahabatan demgan 
segenap bangsa dan negara dalam rangxa pelaksmmaan po- 
itik luar negeri jang bebas - actief, perlu mengadakan pe- 
nilaian, penirdjauan dan penentuan kembali terhadap se- 
gcnap kebidjaksanaan Pemerintah mengenai masalah Orang 
Asing, chususnja masalah Tjina. 


Mendengar dan membatja : 


Progres Report Ketua Panitia Negara Perumus Kebidjaksanaan 


Penjelesuan Masalah Tjina: 
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Wengingat : | 


1. Ketetapan M.P.R.S. No, XXIII/MPRS/1966: 
2. Resolusi M.P.R.S. No. III/Res/MPRS/1966, 
3. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966: 
4. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966: 
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 102/U/KEP/4/1961. 
MENGINSTRUKSIKAN : 
Kepada: 


Segenap badan dan alat Pemerintah sipil maupun militer di 
Pusat maupun Daerah: 


“U ntuk: 


Sambil menunggu perombakan peraturan? dan/atau perundang”- 
an jang menjangkut warga negara asing, chususnja warga negara 
asing Tjina, melaksanakan pokok? kebidjaksamaan sbb. : 


B A B I 
Penduduk warga negara asing Tjina. 
Pasal 1. 


Pada dasarnja Indonesia tidak mengeluarkan lagi idzin 
tinggal untuk bekerdja dan berusaha bagi warga negara 
asing Tjina pendatang baru, ketjuali anggota" Korps Diplo- 
matik dan konsuler beserta keluarganja selama masa penu- 
gasannja di Indonesia, dan tenaga? ahli beserta isteri dan 
anak sah dibawah umur, jang masih mendjadi tanggungan- 
nja. 

Isteri dan anak? tersebut tidak diperkenankan untuk beru- 


saha dan bekerdja di Indonesia. 


Ketentuan? serta sjarat' mengenai tenaga ahli, diatur dan 
ditentukan tersendiri sesuai dengan kebutuhan. 


Pasal 2. 


Setiap penduduk warga negara asing (termasuk mereka jang sta- 
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telese) jang beritikad baik, diberi perlindungan dan djaminan 
keamanan jang meliputi djiwa, harta benda dan usahanja. 


Pasal 3. 


Setiap warga negara asing jang bekerdja dan berusaha di Indo- 
nesia harus memiliki idzin kerdja dan idzin usaha jang sah. 


| Pasal 4. 

Terhadap orang asing jang terbukti melakukan tindak pidana 
subversi ataupun kriminil baik dibidang politik, ekonomi mau- 
pun eosial budaja diambil tindakan hukum berdasarkan keten- 
tuan - ketentuan hukum jang berlaku, baik tindakan hukum pi- 


dana, maupun tindakan pengasingan atau pengusiran dari Indo- 
nesia. 


Pasal 5. 


Berbeda dengan MODAL ASING eeperti termaktub didalam 
Undang? No. 1 tahun 19675 maka modal jang diperoleh dan di- 
pertumbuhkan didalam wilajah Indonesia, jaitu modal domestic 
asing pada dasarnja adalah kekajaan nasional jang berada di: 
tangan penduduk asing: dan oleh karena itu harus dikerahkan, 


dibina dan dimanfaatkan untuk kepeatingan rehabilitasi dan 
pembangunan. | 


Pasal 6. 
Modal domestic asing tersebut pada pasal 5 diatas dilarang untuk 


ditransfer keluar negeri. 

Pasal 7. 
Ketjuali sekolah - sekolah Kedutaan untuk keperluan keluarga 
dari Korps Diplomatik dan Konsuler, tidak diperkenankan ada- 
nja sekolah - sekolah asing. 


Pasal 8. 


Anak - anak warga negara asing jang mendjadi penduduk In- 
donesia diandjurkan mendjadi murid sekolah - sekolah nasional, 


baik jang megeri maupun jang swasta. 
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Pasal 9. 
Disetiap sekolah nasional jang memiliki murid - murid warga 
negara asing, djumlah murid warga negara Indonesia cetjara 
keseluruhan maupun disetiap kelas harus lebih banjak dari pada 
djumlah murid - murid warga negara asing. 
Pasal 10. 
Seidzin dan dengan pengawasan Pemerintah sesuai dengan djum- 
lah penduduk warga negara asing, di kota?/daerah? tertentu 
dapat didirikan suatu organisasi asing lokal djika dianggap per- 
lu, jang ruang geraknja terbatas pada bidang : 
(a). kesehatan. 
(b). keagamaan. 


(c). kematian. 


(d). Olah - raga dan rekreasi. 


Pasal 11. 
Setiap penduduk warga negara asing dapat memadjukan permo- 
honan untuk mendjadi warga megara Indonesia, dengan sjarat? 
jang disesuaikan dengan pentingnja arti status kewarga negara- 
an itu. 

B A B II 
Hubungan dengan R.R.T. 

Pasal 12. 
Selama Indonesia masih mengakui dan mempunjai hubungan 
diplomatik dengan R.R.T., maka Perwakilan RRT di Indonesia 
diperlakukan menurut norma? kesopanan konsuler/diplomatik. 

Pasal 13. 
Sikap, sifat dan tingkatan hubungan Indonesia dengan RRT di- 
sesuaikan atas penilaian Indonesia dengan dasar pertimbangau 
pantas tidaknja negara itu diperlukan sebagai negara jang ber- 
daulat dan bersahabat. 


Pasal 14. 


Mengenai materi jang tersebut didalam perdjandjian Dwi ke- 
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warga negaraan RI — RRT akan diadakan pengaturan kemhali 
atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. 


B A B III 
Pengawasan dan koordinasi, Pelaksanaan 
Kebidjaksanaan Masalah Tjina. 
Pasal 15. 

(1). Pengawasan dan koordinasi Pelaksanaan Kebidjaksanaan 
Masalah Tjima seperti jang dimaksud dalam Instruksi mi 
ada pada Presidium Kabinet, jang se- hari'nja dilakukan 
oleh Menteri Utama Bidang Politik. 

(2). Untuk membantu Presidium Kabimet d.h.i. Menteri Utama 
Bidang Politik, dibentuk suatu Staf chusus jang pembentu- 
kannja diatur dengan keputusan tersendiri. 

B A B IV 
PENUTUP. 

Pasal 16. 
Setiap kebidjaksamaan jang telah dan akan diambil serta 
peraturan' jang telah dan akan dikeluarkan supaja disesuai- 
kam dengan instruksi ini. 

Pasal 17. 
Instruksi ini mula berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 7 Djum 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL — INI 


1H 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


Kepada 
Para Gubernur Kepala Daerah 
Propinsi di seluruh Indonesia. 


No. Pemudes. 80/1/9. Tanggal 26 April 1967 Lampiran. :.... 


Perihal. : Pengesahan (legalisasi) tandatangan 
terhadap surat? keterangan bagi sesu- 
atu keperluan diluar megeri (Stbl. 
No. 291 th. 1909). 


Sebagaimana kita ketahui, eebelum surat? kete- 
rangan untuk sesuatu keperluan diluar negeri disahkan 
oleh Menteri Kehakiman, maka terhadap tanda - tangan 
dari pedjabat di Daerah (Bupati/Walikota Kepala Dae- 
rah) diatas surat' keterangan tersebut, harus disahkan 
lebih dulu oleh Menteri Dalam Negeri. 


Sering terdjadi, penanda-tanganan surat? terse- 
but dilakukan oleh pedjabat? di Daerah jang bertindak 
atas nama Bupati/ Walikota Kepala Daerah, dan karena 
tjontoh? tandatangan mereka itu sering tidak terdapat 
pada kantor kami, maka terhadap jang berkepentingan 
terpaksa diharap kembali ke Daerah untuk minta 
pengesahan tanda - tangan tersebut dari Bupati/Waliko- 
ta Kepala Daerah sendiri, atau dari Sekretaris Daerah- 
nja. 


145 


Dalam kedjadian sematjam itu, dapallab kita perkira- 
kan berapa besar kerugian waktu, tenaga dan biaja da- 
ri mereka jang berkepentingan. 


Oleh karenanja, perlu ditegaskan disini, bahwa 
seharusnja penanda -tanganan surat" keterangan itu 
dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah sen- 
diri atau Sekretaris Daerah jang bersangkutan. 


Untuk keperluan itu, hendaknja para Bupati/ 
Walikota Kepala Daerah serta para Sekretaris Daerah 
jang bersangkutan, mengirimkan kepada kami tjontoh 
tanda - tangan masing”, untuk memperbaharui jang ada 
pada kami, berhubung dengan adanja penggantian” 
pedjabat seperti dimaksudkan diatas tadi. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 


Direktur Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah. 
u. b. 
Direktur Pemerintahan Umum dan 
Pemerintahan Desa 
ttd. 
(Drs. T.M. Ali). 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


| Kepada 
Jth. Semua Gubernur 
Kepala Daerah 


No. : Pend. 23/1/3. — Tanggal 29 Djuni 1961. 
Perihal : Permintaan penggunaan bantyan luar negeri. 
Lampiran : 2 (dua). 
Sifat  : Segera. Sa 


Mulai tahun ini ber - angsur? telah dibuka kesem- 
patan untuk meminta dam mererima bantuan tehnik 
(technical aid) dari luar negeri, baik setjara bilateral 
dari negara” sahabat maupun multilateral dari P.B.B. 
Bantuan tehnik luar negeri pada pokoknja dibagi dalam 
empat bagian ialah : | 
1. fellowehip atau scholarship, 2. experts dari luar ne- 
geri, 3. eguipments untuk sesuatu projek pembangun- 
an atau pendidikan dan training, 4. grants jang dapat 
berupa a.l. buku? peladjaran dll. Prosedure permintaan 
bantuan tersebut harus disalurkan melalui Departemen 
Dalam Negeri, untuk selandjutnja setelah ditindjau di- 
teruskan kepada Presidium Kabinet Ampera a.g. Panitia 
Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri. : 


Dengan demikian tidak dibenarkan oleh Peme- 
rintah, sesuatu instansi atau Pemerintah Daerah berhu- 
bungan langsung dengan Negara? Asing untuk keperluan 
tersebut diatas. Permintaan penggunaan bantuan luar 
negeri harus didasarkan atas program pembangunan 
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daerah jang riil dam jang serasi dengan Program Kerdj 
Kabinet Ampera. 

Karena waktunja sudah mendesak, djika Saud: 
berkehendak menggunakan kesempatan ini, diminu 
agar Saudara segera mengadjukan daftar keperluan Sat 
dara untuk penggunaan bantuan Luar Negeri terutami 
jang berupa fellowehip/scholarship untuk training pe: 
gawai di luar negeri, dengan menggunakan tjontoh k- 
lom terlampir. 


Bersama ini dilampirkan pula keterangan? te 
tang prioritas pengguna bantuan, sjarat” tjalon din 
segala sesuatu jang berkenaan dengam tjara penggunaan 
tersebut. 


. Borneo o0ra00 


Sangat kami harapkan djika Saudara berkeher- 


“ dak mengadjukan permintaan bantuan untuk tahun di: 


nas 1967/1968, daftar tersebut sudah ada ditangan kami 
selambat - lambatnja pada achir bulan Djuli 1967. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Sekretaris Djenderal, 
ttd. 


( Soemarman S. H. ) 


Tembusan kepada Jth. : 
Menutama bidang Sos. Pol. 


Ir. 


Djen. P.U.O.D. 

Djen. Koperasi. | 
Djen. 'Trans/Agraria. 

Djen. D.D.N. 


Ketua Bapuskopda. 


Dir. 


Djen. P.M.D, 
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Pedoman : tentang ketentuan? mengenai pengirimu 
petugas? negara untuk dididik di lux 
negeri dalam rangka bantuan Luar “:- 
geri. 


Pendahuluan : 

1. Pengiriman petugas? negara untuk dididik di Luar Negen. 
perlu didasarkan atas kebutuhan jang njata menurut rentjari 
pembangunan didalam neceri, baik djangka pandjang ataupur 
djangka pendek. Kebidjaksanaan pengiriman perlu memper: 
hatikan pula kebutuhan pendidik petugas? negara di daerah': 

2. Dengan demikian, maka tenaga? jang telah memperoleh tam: 
bahan pendidikan itu dapat dimanfa'atkan menurut bidang 
keahlian masing? setjara produktif, sebagaimana telah direr 
tjanakan sebelumnja: 

3. Untuk memperoleh tenaga? ahli jang tangguh diperlukan me 
nurut rentjama jang telah ditetapkan itu, maka perlu diadakan 
ketentuan? tentang persjaratan dan prosedure pengiriman pc 
tugas negara jang akan dididik di Luar Negeri. 


Ketentuan! pengiriman : 
4. Bentuk? pengiriman : 
4. 1. Fellowship. | 
4. 2. Scholarship. 
Biaja pengiriman dan pendidikan seluruhnja dipikul oleh ve 
| 


Si 


gara pemberi bantuan. 
6. Penentuan prioritas : 
6. 1. Djangka pendek : 
a. Untuk memenuhi kebutuhan' : 
1) rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi: 


2) persiapan pembanguman. 
b. Tenaga jang dikirim : 


1) Tenaga dosen, pengadjar, pelanh, 
2) Pimpiman/managers: 

3) Tehnisi menegah: | 
4) Dan lain?, menurut keperluannja. 

6. 2. Aga pandjang : 

'Untuk memenuhi kebutuhan dalam mani pelaksa- 
naan projek? pembamgunan djangka pandjang (3 s/d 
5 tahun). 
b. Tenaga jang dikirim adalah dibidang : 
1) pertanian, 
2) perindustrian pertamian, 
3) kehewanan, 
4 perkebunan, 
5) kehutanan, 
6) perikanan, 
1) perindustrian ringan, 
8) pertambangan, 
9) infrastruktur, 
10) kesedjahteraan, 
11) dan lain?, menurut keperluannja. 

Persjaratan : 

Petugas negara jang dapat ditjalonkan untuk dididik di Luar 

Negeri adalah warganegara Indonesia jang memenuhi ejarat? 

sebagai berikut : 

7. 1. berusia tidak lebih dari 45 tahun atau setelah selesai 
dikirim masih dapat melakukan tugas Pemerintah se- 
kurang”nja 5 tahun, 

7. 2. berbadan sehat, menurut keterangan dokter, 

1. 3. mempunjai ketjakapan dan kemampuan dibidang jang 
bersangkutan, menurut penilaian Menteri/Kepala Lem- 
baga jang mendjadi atasannja, 

7. 4. mempunjai idjazah jang diperlukan untuk dapat mengi- 
kuti tingkat pendidikan jang dimaksud : 
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7. 5. berkonduite baik, menurut penilain Menteri/Kepali 
Lembaga jang mendjadi atasannja, 

7. 6. setia kepada Undang? Dasar 1945 dan Pantjasila certi 
tidak terlibat kontra revolusi G — 30 — S atau gerakan 
kontra revolusi lainnja. 


7. 7. lain' sjarat jang ditentukan oleh negara jang memberi 
bantuan. 

7. 8. Setiap petugas negara jang oleh Pemerintah R.I. dikirim 
untuk dididik di Luar Negeri wadjib bekerdja untuk 
Pemerintah sekurang - kurangnja 5 tahun sekembalinja 


ditanah - air. 


1. 9. Pengiriman ke Luar Negeri bagi petugas negara untuk 
kedua kalinja mengikuti pendidikan/latihan, hanja da- 
pat dipertimbangkan sesudah ia melakukan tugas Pe- 
merintah se - kurang - kurangnja 5 tahun. 


Prosedure pengiriman : 


8. 
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Organisasi : 


8. 1. ditingkat Departemen/Lembaga diadakan sebuah Team 


screening jang bertugas melakukan penjaringan terhadap ' 


pegawai/petugas negara jang akan ditjalonkan oleh 
Menteri/Kepala Lembaga jang bersangkutan. 
8. 2. ditingkat Presidium Kabinet, Panitia Koordinasi Ker: 

djasama Tehnik Luar Negeri bertugas : 

a. meneliti persjaratan tjalon jang diadjukan oleh Mena: 
teri/Kepala Lembaga jang berkepentingan, 

b. dimana perlu Panitia dapat melakukan penjaringan 
kembali atas tjalon? tersebut. 


Prosedure : 


9. 1. Team screening Departemen/ Lembaga jang bersangkutan 
melakukan penjaringan atas tjalon? jang diadjukan oleh 
Departemen/Lembaga, 


| 


Yi 


Penu 


Menteri/Kepala Lembaga mengadjukan tjalon? jang ber- 
dasarkan penjaringan diatas dianggap telah memenuhi 
persjaratan dan kebutuhan jang telah ditetapkan, kepa- 
da Ketua Presidium Kabinet, (d.h.i. Panitia Koordinasi), 
dengan melampirkan keterangan - keterangan tentang 
persjaratan' itu: 

selambat - Jlambatnja 1 bulan sebelum hari pemberang:- 
katan surat? pentjalonan harus sudah diterima oleh 
Sekretaris Panitia. 


. Panitia koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri, da- 


lam hal ini Sekretaris meneliti kelengkapan persjaratan 
keterangan jang diperlukan. 


. Panitia Koordinasi, setelah melakukan penelitian seper- 


lunja, memberikan memberitahukan kepada Menteri/ 
Kepala Lembaga jang bersangkutan apakah pentjalonan 
itu diterima atau ditolak, dengan mengemukakan alacan- 
alasannja. 


. Tjalon? jang memenuhi sjarat? kebutuhan jang telah di- 


tentukan, oleh Panitia Koordinasi diadjukan kepada Ke- 
tua Presidium guna mendapat keputusannja. 


. Pelaksanaan penjaluran/hubungan antara Departemen 


dan Panitia dilakukan oleh pedjabat Departemen/Lem- 
baga jang bersangkutan: tidak dibenarkan para tjalon 
mengurus langsung dan berhubungan langsung dengan 
Panitia. 


tup: 


10. Untuk mendjadi pedoman dalam pelaksanaan pengiriman pe- 
tugas negara untuk dididik di Luar Negeri gagasan ini perlu 
dituangkan dalam bentuk instruksi Presidium. 


Djakarta, 10 Djuni 1967. 
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No. Pemudes. 62/1/9. Tanggal : 5 Djuni 1967. Lampiran : 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


Kepada 


JTH. SEMUA GUBERNUR KEPALA 
DAERAH SELURUH INDONESIA. 


SEGERA 


Perihal : Pembinaan kepariwisataan 
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di Daerah. 


Menundjuk surat? Lembaga Pariwisata Nasional 
tanggal 8 Maret 1967 No. U. 30302/056/0537, tanggal 14 
Maret 1967 No. U. 81/01/111/0367 dan terachir tanggal 
8 April 1967 No. 45/01/069/0467 jang tembasannja Sau- 
dara terima, maka dalam hubumgan ini ingin kami me- 
ngemukakan sedikit pandangan sebagai berikut. 


Dengan keputusan Presidium Kabinet No. 103/U- 
Kep/12/1966 dibentuk Lembaga Pariwisata Nasional 
dan di Daerah? jang memiliki objek? pariwisata diben- 
tuk Lembaga Pariwisata Daerah jang pembentukanaja 
diserahkan kepada sebagaimana diminta oleh Lembaga 
Pariwisata Nasional dalam suratnja tanggal 8 Maret 
1967 tersebut. Untuk ini kami mengharap agar pemben- 
tukannja di Daerah dapat dilaksanakan sebagaimana 
diharapkan, sehingga pembinaan dan pengembangan 
kepariwisataan dapat direalisir semestinja. 


Sesuai dengan rentjana kerdja djangka pendek 
(tahun 1967) jang telah disampaikan kepada Saudara 
antara lain dinjatakan, bahwa policy Pemerintah dalam 
bidang ini mendjadikan pariwisata sebagai galah satu 


sumber pendapatan negara jang merupakan hasil ekspor 
jang invisible. Berhubung dengan itu adalah mendjadi 
tugas Saudara untuk turut memadjukannja. 

Betapa pentingnja memadjukan kepariwisataan 
kiranja sudah dimaklumi bersama dan dari bahan” jang 
disampaikan oleh Lembaga Pariwisata Nasional sudah 
tjukup lengkap dan djelas tentang peranan pariwisata 
dalam negara kita. 

Kegunaan pariwisata untuk rrakjat di Daerah 
dapat dikemukakan sebagai tjontoh adanja suatu objek 
pariwisata jang sangat menarik wisatawan asing jang 
dengan sendirinja akan membangunkan penduduk seki- 
tarnja untuk mentjari tambahan penghasilan dengan 
mendjual pelbagai hasil karjanja seperti barang”? kera- 
djinan, mergadakan rumah? makan dan minum, men- 
djual buah?an dan lain'. 

Sebagai bahan pemikiran untuk pembiajaan 
memadjukan kepariwisataan di Dacrah disarankan 
menggunakan sebagian dari hasil perpadjakan atas usa- 
ha? kepariwisataan di Daerah? tersebut, jang menurut 
hemat kami patut dipertimbangkan oleh Saudara ten- 
tang kemungkinanmnja. 

Achirnja demi untuk memadjukan kepariwisata- 
an di Daerah kami ingin mendapatkan data' jang leng- 
kap termasuk didalamnja pemikiran kearah tersebut 
diatas. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Direktur Djenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 

ttd. 
Soenandar Prijosoedarmo. 


Major Djenderal T. N.I. 
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 13 TAHUN 1966 
TENTANG 
POKOK — POKOK KEBIDJAKSANAAN BARU DALAM 
MELAKSANAKAN UNDANG — UNDANG NO. 18 
TAHUN 1965. 


Undang - undang No. 18 tahun 1965 disusun pada mas 
prae-Gestok. Dengan sendirinja ada ketentuan - ketentuan jan: 
tidak sesuai lagi dengan kondisi - kondisi sekarang, chususnja da- 
lam segi - segi politik dan keuangan. Maka untuk menjelamatkan 
djalannja pemerintahan Daerah, dalam melaksamakan Undang - w: 
dang No. 186 tahun 1965 itu perlu diletakkan norma-norma kebi- 
djaksanaan baru, supaja segala sesuatunja dapat diadaptir pada 
semangat dan suasana politik sedjak tanggal 11 Maret 1966, jaitu 
dengan adanja Surat Perintah P. J. M. Presiden kepada J. M. Men- 
teri Panglima Angkatan Darat. Berhubung dengan itu kepada Sau: 
dara kami instruksikan cg. kami minta perhatian akan hal - hal 
jang berikut : 


aa aa 


1. TENTANG PEMERINTAH DAERAH. | 


1. Usaha -usaha kearah penjempurnaan Pemerintah Daerah 
masih perlu ditingkatkan. 


La 


Penjempurnaan Pemerintah Daerah itu meliputi urgensi- | 
urgensi jang berikut : 
a. pendjagaan mental dar semangat seluruh aparat Peme- 
rintah Daerah, | 
b. peningkatan efisiensi kerdja. 
3. Pendjagaan mental dan semangat aparat Pemerintah Dac- | 
rah menghendaki : 
a. pembersihan total terhadap unsur- unsur PKI dan Or- 
mas - ormasnja jang telah dibubarkan berdasarkan ke 


si 
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putusan Presiden No. 1/3/1966 dari tubuh Pemerintah 
Daerah sesuai dengan instruksi - instruksi kami terda- 
hulu mengenai hal itu, 


peningka.an kewaspadaan terhadap gerilja politik oleh 
unsur - wisur Gestok dan pembela - pembelanja serta 
unsur - unsur kontrev jang lain, 


pembersihan terhadap unsur -un:sur plin- plan dan 
vested interest, 


lowongan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan hal- 
hal diatas diisi menurut ketentuan - ketentuan jang te- 
lah kami instruksikan kepada Saudara dengan mengu- 
tamakan pertimbangan jang mendjamin diikut serta- 
kannja unsur - unsur progresif revolusioner jang segar 
serta unsur - unsur lain jang dapat membantu mensuc- 
ceskan tugas J. M. Menteri Panglima Angkatan Darat 
atas dasar perintah P.J. M. Presiden tanggal 11 Ma- 
ret 1966. 


4. Peningkatan efisiensi kerdja supaja ditjapai melalui : 


a. 


peremadjaan atas dasar umur sesuai surat edaran kami 
kepada Saudara mengenai hal itu, 


peremadjaan atas dasar masa djabatan lebih dari 5 ta- 
hun bagi Kepala Daerah dan Angcota BPH, 
penangguhan peningkatan djumlah anggota BPH hingga 
pada ketentuan minimum menurut Undang - undang 
No. 18 tahun 1965, 


penangguhan penetapan Wakil Kepala Daerah bagi 
Daerah tingkat II, 

usaha pembatasan Wakil Ketua DPR - GR hingga pada 
djumlah se - minimum mungkin, chususnja untuk Dae- 
rah tingkat II, 

selain persjaratan politis, fisik dan ahlak dalam penem- 
patan pendjabat - pendjabat dipentingkan pula sjarat- 
sjarat keahlian dan ketjakapan. 
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5. Bila dipandang perlu untuk ketertiban tatapelaksanaan hal- | 
hal tersebut diatas dapat kami berikan petundjuk - petun- 
djuk lebih landjut. 


6. Penjempurnaan Pemerintah Daerah ini bersifat kemutlakan 
usaha mendjelang Pemilihan Umum jang dipersiapkan 
Pemerintah. 


TENTANG KEUANGAN DAERAH. 


1. Karena Anggaran Belandja Negara 1966 belum ditetapkan 
maka Pemerintah i.c. Departemen Anggaran hingga seka- 


rang belum dapat menetapkan plafond Anggaran bagi Dae- 
rah - daerah. 


t2 


Untuk mentjegah kematjetan jang parah bagi Daerah sam- 
bil menunggu penetapan definitif angka - angka Perimba- 
ngan Keuangan dan lump sum subsidi, oleh Departemen 
Anggaran telah diinstruksikan untuk membajarkan gadjih, 
pensiun dan upah pegawai Daerah se'jara nominatip seba- 
gal uang muka jang kelak akan diperhitungkan dengan Pe- 
rimbangan Keuangan 'Subsidi tahun 1966. Selain itu diba- 
Jar pula tundjangan pangan, gula dan lauk pauk. 


3. Kami sangat menjadari dan merasakan sepenuhnja kesuli- 
tan jang dihadapi oleh Daerah berhubung dengan hal- hal 
tersebut diatas. Oleh karena itu kami akan selalu berichtiar 
kedjurusan perbaikan situasi keuangan Daerah. 


4. Chusus mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 
ini disediakan Rp. 100.000.000.000. (ulam) bagi pembangu- 
nan jafrastruklur jang tertudju pada peningkatan produksi 
pangan, hal mana di-sesuaikan dengan TRI TUNTUTAN 
RAKJAT. Dalam instruksi kami tersendiri diatur penjalu- 
ran dana- dana itu kepada Saudara berikut tjara - tjara 
pertanggungan djawahnja. 


o. Karena untuk projek - projek infrastruktur itu telah dise- 
diakan dana - dananja bagi Daerah sebagai subsidi, kami 


minta selebihnja perhatian chusus Saudara untuk penje- 
lenggaraan urusan kesehatan, sosial dan lain - lain jang 
setjara langsung menjangkut hakiki daripada pembinaan 
unsur - unsur perikemanusiaan. 


Dihadapkan kepada prospek - prospek keuangan jang su- 
ram itulah hendaknja dapat pula difahami penangguhan 
daripada peningkatan djumlah pendjabat - pendjabat poli- 
tis Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan diatas. 


11I. TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH — DAERAH BARU. 


1. Analisa terhadap perkembangan keadaan jang berhubu- 
ngan dengan pelaksanaan instruksi kami tentang persiapan 
pembentukan pilot project Daerah Tingkat III ternjata 
belum memberikan prospek - prospek jang positip sehing- 
ga perlu difikirkan suatu approach jang segar mengenai 
hal itu. 

2. Hingga sekarang praktis belum dapat diberikan posi-ief- 
stelling terhadap beberapa data jang kami minta kepada 
Saudara, jaitu : 


2. penentuan kesatuan wilajah jang akan didjadikan pi- 
lot-project Daerah Tingkat III, 

b. pengimbangan pengaturan urusan dan penjediaan 
pembiajaannja bagi Daerah - daerah Tingkat I, II dan 
JII. 


3. Kami menjadari sepenuhnja kesulitan - kesulitan Saudara 
untuk memberikan data - data itu, chususnja menghadapi 
komplikasi konsepsionil jang timbul berhubung dengan 
adanja keharusan pula untuk merealisir Desapradja. 

4. Berhubung dengan hal- hal tersebut diatas, maka pelak:a- 
naan pembentukan Daerah tingkat III dan Desapradja akan 
terus diusahakan sesuai dengan kemampuan kita, sambil 
mendapatkan positifering tentang bahan-bahan jang di- 
minta dari Daerah - daerah. 
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5. Austerity Program Pemerintah itu dengan sendirinja bex- 


pengaruh penuh terhadap kemungkinan realisasi pemben- 
tukan Daerah - daerah baru lainnja, sekalipun setjara so- 
sial politis banjak daerah - daerah jang telah mentjapas 
taraf kematangan untuk dibentuk mendjadi Daerah oto- 
nom. 


. Sebaliknja kami mengutamakan konsolidasi dari pada Dae- 


rah - daerah jang ada sekarang sehinga Daerah - daerah: 
itu merupakan modal jang berharga, bahkan mendjadi tu- 
langpunggung Pemerintah Pusat untuk memelihara integri- 
tas Negara Kesatuan, memurnikan setjara konsekwen pe- 
laksanaan Undang-undang Dasar 1945 serta mengemban 


AMPERA. 


DJAKARTA, 3 DJUNI 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
t.t. d. 

BASOEKI RACHMAT 


MAJOR DJENDERAL TNI. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


RADIOGRAM. 


Dar i : Menteri Dalam Negeri. 

Ditudjukan kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah. 
2. Semua Bupati Kepala Daerah. 
3. Semua Walikota Kepala Daerah. 

Tanggal : 2 September 1966. 

Nomor : DES. 1/3/30. 

Perihal : Petundjuk- petundjuk pelaksanaan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 
13 tahun 1966 chusus mengenai pe- 
remadjaan Alat Perlengkapan Daerah. 


ISI RADIOGRAM : 


Untuk pendjelasan dan mendjawab pertanjaan-pertanjaan sekitar 
pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1966 
tentang Pokok-pokok kebidjaksanaan baru dalam melaksanakan 
Undang-undang No. 18 Tahun 1965, chusus mengenai peremadjaan 
Kepada Daerah dan anggota-anggota B.P.H. atas dasar umur dan 
masa djabatan, sesuai angka I ajat 5 Instruksi Menteri Dalam Ne- 
geri tersebut, diberi petundjuk-petundjuk sebagai berikut : 


aaa Kepala Daerah jang pada achir bulan September 1966 telah/ 
akan mentjapai usia 55 tahun atau lebih dan/atau telah /akan 
mempunjai masa djabatan 5 tahun atau lebih, segera atau 
selambat-lambatnja enam bulan sebelum berachir masanja 
telah menjampaikan permohonan kepada Menteri Dalam 
Negeri untuk diperhentikan dari djabatan Kepala Daerah 
dan/atau dari djabatan Negeri. 
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bbb 


Ccc 


ddd 


cee 
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Mengingat pentingnja kedudukan Kepala Daerah jamrg harus 
mengamankan Daerahnja djustru dalam keadaan jang ber- 
golak seperti dewasa ini, terhadap Kepala Daerah jang telah 
memenuhi sjarat-sjarat peremadjaan atas dasar usia dan/ 
atau atas dasar masa djabatan akan tetapi terbukti dengam 
njata-njata dapat memelihara keamanan dan ketertiban 
Daerahnja baik sosial maupun politis, acceptable dan dapat 
mendjalankan tugas-tugasnja dengan baik, dapat ditjalonkan/ 
diangkat kembali. 


Ketentuan peremadjaan atas dasar umur sesuai Peraturan 
Pemerintah No. 68 Tahun 1958 diperlakukan pula terhadap 
anggota-anggota B.P.H., sehingga anggota B.P.H. jang telah/ 
akan mentjapai usia 55 tahun atau lebih dan/atau telah/akam 
mempunjai masa djabatan 5 tahun atau lebih, segera atau 
selambat-lambatnja enam bulan sebelum berachir ma- 
sanja telah menjampaikan permohonan kepada Menteri Da- 
lam Negeri untuk diperhentikan dari keanggotaan B.P.H. 
dan/atau dari djabatan Negeri apabila ia berkedudukan 


pula sebagai pegawai Negeri. 


Terhadap batas umur dan/atau batas masa djabatan diatas 
tidak ada pengetjualian/ dispensasi, sehingga terhadap para 
Kepala Daerah dan chusus anggota-anggota B.P.H. Propinsi 
jang telah memenuhi ketentuan tersebut aaa dan ccc 
diatas tidak segera atau enam bulan sebelum berachir ma- 
sanja belum diadjukan/diusulkan pemberhentiannja, tanpa 
diusulkan lebih dulu oleh kami terpaksa akan ditetapkan 
pemberhentiannja terhitung achir bulan tersebut. 


Untuk menghindari kekosongan akibat peremadjaan itu, ha- 
rap dalam usul pemberhentian pendjabat-pendjabat tersebut 
disertai pula pentjalonan para penggantinja untuk pengang- 
katannja sekaligus, dengan pengertian bahwa pendjabat- 
pendjabat jang bersangkutan selama masih memenuhi sjarat- 
sjarat pengangkatan dan belum mentjapai usia 49 tahun, da- 
pat ditjalonkan kembali. 


fff 


iii 


Untuk sementara waktu sebelum Pemilihan Umum j.a.d., pa- 
ra anggota B.P.H. jang mengisi lowongan keanggotaan antar 
waktu, jang berdasarkan pasal 33 ajat (4) Undang-undang 
No. 18 Tahun 1965 hanja duduk untuk sisa lima tahun sadja, 
tetap sebagai anggota B.P.H. dan tidak berhenti bersama- 
sama dengan anggota-anggota lain jang telah mentjapai masa 
djabatan lima tahun, ketjuali apabila ia telah mentjapai 
usia 55 tahun atau lebih. 

Untuk selandjutnja, selambat-lambatnja enam bulan sebelum 
ditjapai masa djabatan lima tahun dan/atau usia 55 tahun, 
Kepala Daerah dan anggota B.P.H. jang bersangkutan sudah 
mengadjukan permohonan berhenti kepada kami, agar da- 
pat dilaksanakan pemberhentiannja tepat pada waktunja. 
Untuk menghilangkan keragu-raguan berhubung tanggal 
penetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tersebut, 
disini didjelaskan bahwa ketetapan MPRS No. XXI/MTI'RS/ 
1966 dan pertemuan para Gubernur Kepala Daerah tanggal 
7 Djuli 1966 di Djakarta, lebih memberi dasar penegasan 
pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. 


Selandjutnja sehubungan dengan penjusunan kembali ke- 
anggota DPRD-GR Kabupaten/Kotamadya, hendaknja di- 
sesuaikan dengan kebidjaksanaan jang telah diambil Peme- 
rintah terhadap penjusunan keanggotaan DPR-GR baru- 
baru ini jaitu tetap mengosongkan kursi-kursi dari partai 
terlarang sebagai disebutkan dalam daftar lampiran Instruksi 
KOGAM No. 09/KOGAM/1966 dan selandjutnja menurut 
daftar jang ada pada Peperda/Pepelrada setempat. 
Pelaksanaan kebidjaksanaan sub iii selambat-lambatnja achir 
September 1966 sudah dapat selesai seluruhnja. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
tt. d. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


163 


24 September 1966. 


semua gub kdh seluruh indonesia (ketjuali irbar dan dci- 
djakarta). 


nodes 1/4/1 mtgm/radiogram kami tg 2 bi nodes 1/3/30 utk mem- 
pertjepat konsolidasi ketenangan politik didaerah, dprdgr jg belun 
kami tetapkan perubahan djumlah anggotanja utk disesuaikan 
dgn ketentuan pd undang? no 18 th 1965 tetap repeat telap pd 
ketentuan jg berlaku sebelumnja bagi daerah jbs vide instruksi 
kami no 13/1966 beserta pendjelasan pelaksanaannja. bhd itu pc- 
njempurnaan keanggotaan dprdgr spj diusahakan dilaksanakan 
atas dasar ketentuan itu dgn tetap melowongkan repeat tetap me- 
lowongkan kursis ex partai terlarang dan ormasormasnja bila hal 
itu belum terlandjur terisi. den tidak mengurangi ketentuan dim 
sub jjj radiogram diatas selandjutnja achir bln oktober thn ini 
pekerdjaan itu harus repeat harus tlh selesai spj dprdgr dpt ber- 
funksi sbgmn semestinja chususnja tlh dpt melaksanakan pentjalon- 
an kdh dan dph dimaksud dalam sub ccc radiogram itu: bila dlm 
hub pentjalonan ini ada kesulitan tehnis disebabkan unsur waktu pe- 
laksanaannja masih dapat ditunda sehingga achir bln nopember 
tlh ada penjelesaiannja. ketentuan itu berlaku bagi propinsi, ka- 
bupaten dan kotamadya. hrp diinstruksikan lebih landjut kpd ka- 
bupatens/kotamadyas dlm wilajah sdr. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 


An. MENTERI DALAM NEGERI : 
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi, 
tt. d. 

(Daliman) Ic. 
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19 — 10 — 1966. 
semua gubernur kdh 


nodes 1/4/1 
aaa mart ps 35 uuno 18 th 1965, pengangk dan pemberh angg bph 


dtk dua (kab dan kotamadya) dilaksanakan oleh mdn: 
bbb demi kelantjaran dan penjederhanaan pekerdjaan, kami be- 


rikan wewenang kpd sdr utk mendjalankan kekuasaan peng- 
angkatan serta pemberhentian angg bph tsb bab aaa : 


ccc hrp setiap kali mengeluarkan skpn pengangk dan pemberh tsb, 
kami dikirim satu exempl utk kelengkapan arsip/dokum kami. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 


A.n. Menteri Dlm. Negeri . 
Kepala Bag. Arsip/Eksp. 
t.t. d. 


(Daliman)dc. 


19 — 10 — 1966. 
semua gubkdh 
nodes 1/4/48 demi kelantjaran djalannja pengangk anggotas dprdgr 
dan bph prop serta kab/kotamadya dikbrkan ebb : 


aaa pengangk angg dprder kab dan kotamadya tetap wewenang kdh 
prop sesuai ps 26 ajat 2 uu no 18/1965, tdk perlu delegasi atas 
kekuasaan tsb dari mdn kpd gkdh: 


bbb bhb tsb bab aaa tidak perlu setiap kali diminta pengesahan 
atas skpn pemberh jg dikeluarkan oleh gkd terh anggotas dtk 
dua. 


- 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 


A.n. Menteri Dim. Negeri 
Kepala Bag. Arsip/Eksp. 
t.t. d. 


(Daliman)de. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


» AMAT SEGERA ” 


Kepada 


Para Gubernur Kepala Dacrah Propinsi 
seluruh Indonesia. 


No. Des. 71/3/41.- Tanggal, 22 Oktober 1966. Lampiran : 
Perihal : Pengangkatan/Pemberhentian Bupati 


Kepala Daerah. 


Mempermaklumkan dengan hormat baliwa dalam 
pengangkatan Bupati Kepala Kabupaten/Kotamadya 
seringkali terdjadi penjimpangan dari pada ketentuan- 
kerentuan jang ada, sehingga kami merasa perlu adanja 
ketertiban didalam pelaksanaan pengangkatan tersebut, 
tak Jain dan tak bukan agar Undang - undang jang ber- 
laku bagi pengangkatan itu tidak mudah dilanggar, ke- 
tjuali apabila ada terdjadi hal - hal jang sangat darurat, 
jang tak mungkin dalam rangka waktu jang pendek ha- 
rus kita selesaikan menurut prozedure jang berlaku. 


Sesuai ketentuan dalam pasal 13 ajat 1 Undang- 
undang No. 18 tahun 1965, maka Kepala Daerah Ting- 
kat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
persetudjuan Presiden dari sedikit - dikitnja 2 (dua) 
dan sebanjak - banjaknja 4 (empat) orang tjalon, janw 
diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Go- 


tong Rojong jang bersangkutau. 
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Dengan ketentuan tersebut diatas, maka pengang- 
katan ,,Care Taker” pun mendjadi wewenang Menteri 
Dalam Negeri, sehingga keputusan atau kebidjaksanaan 
lain dari pada ketentuan tersebut diatas itu, tidak dapat 
kami benarkan, ketjuali dalam hal Saudara telah men- 
dapat persetudjuan Menteri Dalam Negeri untuk men- 
angkat seorang ,,care taker”. 

Demikian maka besar harapan kami didalam pe- 
ngangkatan Kepala Daerah itu hendaknja Saudara ee- 
lalu berpegangan/berpedoman kepada ketentuan - ke- 
tentuan jang ada, sehingga dapat ditjegah terdjadinja 


hal- hal jang tidak kita harap - harapkan. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
ttd. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL TNI. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


REPUBLIK INDONESIA 


Kepada 
Gubernur Kepala Daerah Propinsi 
Nusa Tenggara Barat 
di 
MATARAM. 


No. Des. 48/2/9. 
Tanggal, 2 Nopember 1966. Lampiran : 


Perihal : Tundjangan? jang berhubungan 


dengan penghapusan swapradja. 


Menurut surat Saudara tertanggal 3 September 1966 No. III/ 


A/2/1/5 perihal : penggantian kerugian kepada Sdr. Abdulkahir 
ex Kepala Swapradja Bima, bersama ini diberitahukan jang 


berikut : 


bahwa pada dasarnja para bekas kepala-kepala swapradja 
dan bekas pegawai-pegawai swapradja, jang karena terha- 
pusnja swapradja dan mendjadi wilajah Daerah-dacrah 
otonom, bagi mereka jang memenuhi sjarat-sjarat kepe- 
gawaian dialihkan statusnja mendjadi pegawai Negeri/ 
Daerah dan ditempatkan sedapat mungkin di Daerah jang 
bersangkutan. 

Pengalaman kerdja/masa dinas selama dalam masa peme- 
rintahau swapradja merupakan sesuatu faktor jang perlu 
diperhatikan dalam pengalihan statusnja ke status pegawai 
Negeri/Daerah dan masa kerdja jang diperlukan bagi per- 
hitungan dan pemberian djaminan dihari tua dikemudian 
(pensiun sebagai pegawai Negeri, Daerah) , 

basi mercka jang karena keadaan phvsic sudah tidak me- 
menuhi sjarat untuk didjadikan pegawai Negeri/Dacrah, 
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dapat diberikan sumbangan berupa tundjangan jang pe- 
nentuan besarnja/djumlahnja sedapat mungkin dengan 
memperhatikan masa kerdja/dinas selama dalam peme- 
rintahan swapradja : 


dengan pemberian status pegawai Negeri/Daerah kepada 
para bekas pegawai swapradja maupun para bekas kepala 
swapradja jang kepada mereka sudah diberikan pengha- 
silan tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukannja dalara» 
kepegawaian maka dipandang tidak perlu lagi mendapat- 
kan pemberian penghasilan lain jang diberikan kepadanja 
sebagai akibat penghapusan swapradja dan jang diberikan 
melalui Kas Negara dan atau Kas Daerah. 


Kemudian pada kesempatan ini mengharap kepada 


kami diberikan bahan tambahan keterangan, sekitar djumlah 
dan keadaan para bekas kepala-kepala swapradja dan pegawai- 
pegawai swapradja diwilajah Saudara, satu dan lain untuk me- 
lihat kembali persoalan serupa setjara keseluruhan. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
u. b. 
Direktur Djenderal Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah, 
tt. d. 


(Soenandar Prijosoedarmo ) 


Brigadir Djenderal T.N.I. 


Tembusan surat ini di- 


sampaikan kepada : 


Semua Gubernur Kepala 


Daerah untuk diketahui. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


Kep ada 
1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 
2. Semua Bupati/ Walikota Kepala 
Daerah, 
diseluruh Indonesia. 


No. Pemda. 8/1/12. 
Tanggal, 25 Pebruari 1967. Lampiran : 
Perihal : Kedudukan dan kedudukan 

keuangan Sekretaris Daerah. 


Dengan ini diminta perhatian Saudara tetang hal jang berikut : 


1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1965 
tentang "Kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat- 
sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah” ditetap- 
kan antara lain tentang penggolongan Sekretaris Daerah me- 
murut tingkatan Daerahnja, jaitu dari : 


a. Propinsi/Kotaraya digadji menurut golongan/ruang gadji 


dalam PGPN-1961 — F/V, 


b. Kotamadya jang mendjadi Ibukota Propinsi digadji me- 
nurut golongan/ruang gadji dalam PGPN-1961 — F/1!V, 


c. Kabupaten/Kotamadya digadji menurut golongan/ruang 
gadji dalam PGPN-1961 — FJIII. 


Hal ini ditetapkan berhubung dengan kedudukan Se- 
kretaris Daerah itu sebagai pegawai Daerah jang harus men- 
dapatkan fasilitas jang sesuai dengan peraturan jang berlaku 
bagi pegawai Daerah, sedangkan pangkat dalam statusnja se- 
mula sebelum ia diangkat mendjadi Sekretaris Daerah itulah 
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pangkat jang sesungguhnja. Misalnja seorang Ahli Tata Pra— 
dja Tk. I (F/III) berstatus pegawai Negeri jang diangkat 
mendjadi Sekretaris Daerah Propinsi, tetap berpangkat Ahli 
Tata Pradja Tk. I (F/ III) — nonaktif — jang sedang mendja- 
lankan suatu tugas Daerah mendjabat Sekretaris Daerah Pro— 
pinsi jang gadjinja diatur menurut golongan/ruang dalam 
PGPN-1961 — F/V. 

Berhubung dengan itu diharap perhatian Saudara tentang. 
pengertian penggolongan dari Sekretaris Daerah itu, bahwa 
mereka bukannja berpangkat jang digadji menurut golongan/ 
ruang PGPN-1961 untuk Propinsi — F/V dan untuk Kabu-— 
paten — F/III, tetapi mereka hanja diangkat dalam djabatam 
Sekretaris Daerah jang gadjinja diatur menurut golongan/ 
ruang tersebut. 


Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah sekarang sedang ditindjau kembal! se— 
suai Penetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara 
No. XXI/MPRS/1966, dimana kedudukan Sekretaris Daerah 


ini akan diatur lebih lJandjut dan disempurnakan. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Direktur Djenderal Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah, 

t. t. d. 


Soenandar Prijosoedarmo 


Brigadir Djenderal T.N.I. 


Tembusan tak terbatja (tak djelas). 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


KAWAT-SURAT 


Kepada : 1. semua gubernur kdh 
2. kepala daerah istimewa 
jogjakarta 
3. gubernur dci djaya 
4. semua bupati dan 


| walikota kdh. 
“Dari : mendagri djakarta 


nosd 20/3/12 bhb srt tg 25 pebr 1967 no pemda 8/ 1/12 diinstruk- 
sikan perhatian sepenuhnja atas isi dan maknanja sehingga bila 
telah terdjadi penjimpangan supaja segera ditertibkan. diinstruk- 
sikan spj sgr mengirimkan kpd kami nama sekda menurut keadaan 
pada 1 april 1967 disertai surat keputusan pengangkatannja, surats 
keputusan mengenai sekda tsb jang tlh pernah dikeluarkan sedjak 
pengangkatannja hingga sekarang dan daftar riwajat hidupnja di- 
mana dimuat djelas kedudukan golongan tingkatannja sbg pega- 
wai negeri manakala ia adalah pegawai negeri jg dinonaktifkan. 
nama dan daftar tsb harus sudah kami terima selambat-lambatnja 
1 mei 1967. | | 
mendagri 


Djakarta, 28 Maret 1967. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Sekretaris Djenderal, 
tt. d. 
( Soemarman S. H.) 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


RADIOGRAM 
DARI : MENTERI DALAM NEGERI. 
KEPADA: SEMUA GUBERNUR KEPALA DAERAH 
SELURUH INDONESIA. 
TANGGAL : 3 APRIL 1967. 
NOMOR : PEMDA 4/2/24. 


ISI RADIOGRAM : 

MENUNDJUK INSTRUKSI KAMI No. 13 TAHUN 1966, CHUSUS 
MENGENAI ANGKA-ROM I SUB 4C TENTANG PENANGGUH- 
AN PENINGKATAN DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERIN- 
TAH HARIAN HINGGA PADA KETENTUAN MINIMUM ME- 
NURUT UNDANG-UNDANG 18/1965, DENGAN INI DITEGAS- 
KAN BAHWA SEMENTARA SAMPAI DITETAPKAN UNDANG- 
UNDANG BARU SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
18/1965 DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN 
MASIH MENGIKUTI DJUMLAH JANG DITETAPKAN DALAM 
PERATURAN KAMI No. 5 TAHUN 1964 JAITU BAIK UNTUK 
PROPINSI MAUPUN KABURATEN/KOTAMADYA MASING- 
MASING LIMA ORANG. 

BAGI DAERAH JANG TELAH KAMI TETAPKAN DJUMLAH 
ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN LEBIH DARI 
KETENTUAN DIATAS, APABILA TERDAPAT LOWONGAN 
AKIBAT BERIIENTI ATAU MENINGGAL DUNIA MAKA LO- 
WONGAN ITU TIDAK PERLU DIISI, SAMPAI DIPEROLEH 
DJUMLAH LIMA ORANG ANGGOTA. 

MENTERI DALAM NEGERI 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Dir. Djen. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 
tt. d 
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO 


MAJOR DJENDERAL TNI 


PERATURAN DIREKTUR DJIENDERAL PEMERINTAHAN 
UMUM DAN OTONOMI DAERAH TENTANG TATA USAHA 
MENGENAI PENGOLAHAN SERTA MEMPEKRSIAP- 
KAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN 
PERATURAN DAERAH 


DIREKTUR DJENDERAL PEMERINTAHAN UMUM 
DAN OTONOMI DAERAH, 


Membat ja | 
a. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 
Pebruari 1967 No. 8 tentang delegasi kekuasaan menge- 
sahkan peraturan-daerah kepada Menteri Dalam Negeri : 
b. Ketetapan Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan 
Otonomi Daerah tanggal 22 Djuni 1966 tentang Organi- 
sasi dan Tugas Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum 
: . dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri. 
Menimbang : Tana | | 
bahwa untuk mentjegah kesimpang siuran dalam mengolah 
dan mempersiapkan sesuatu jang berkenaan dengan penge- 
sahan peraturan-daerah, perlu ditetapkan satu Direktorat jang 
melaksanakan tugas pekerdjaan ini. 
Memperhatikan : NN 
bahwa Direktorat Pemerintahan Daerah, Dinas Penguasa- 
penguasa Pemerintah Daerah adalah jang paling tepat me- 
laksanakan tugas pekerdjaan mengolah dan mempersiapkan 
pengesahan semua peraturan-daerah. 
Mengingat 
pasal 51 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok- 


pokok Pemerintahan Daerah. 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 
PERATURAN TENTANG TATA USAHA MENGENAI PE- 
NGOLAHAN SERTA MEMPERSIAPKAN SURAT KEPU- 
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TUSAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI 


. BERIKUT : 
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Pasal 1. 

Semua peraturan-daerah, jang memerlukan pengesahan 
Pemerintah Pusat c.g. Menteri Dalam Negeri, diolah dan 
dipersiapkan surat Keputusannja oleh Dinas Pengawasan 
Penguasa-penguasa Pemerintah Daerah dari Direktorat Pe- 
merintahan Daerah. 

Pasal 2. 

Direktorat-direktorat dalam lingkungan Direktorat Djen- 
deral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, jang djuga 
mempunjai tugas pengawasan terhadap peraturan-daerali, jang 
chusus mengenai bidang tugas pekerdjaannja, tetap melaku- 
kan pengawasan jang diperlukan. 

Pasal 3. 

Peraturan-daerah termaksud dalam pasal 2 diatas, jang 
memerlukan pengesahan dalam tempo satu bulan setelah di- 
terima oleh Direktur-direktur dalam bidangnja masing-masing 
disertai dengan pendapatnja, sudah harus disampaikan ke- 
pada Direktur Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan 
penjelesaiannja. 

Pasal 4. 

Hal-hal jang menjangkut pelaksanaan tehnis dari Pera- 
turan Tata Usaha Pengesahan Peraturan Daerah ini diserah- 
kan kepada Direktur Pemerintahan Daerah. 

Pasal 5. 


Peraturan ini mulai berlaku pada hari penetapannja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 21 April 1967. 
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah, 
t.t. d. 
( SOENANDAR PRIJOSOEDARMO ) 


MAJOR DJENDERAL T.N.I 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


Kepada 
1. Semua Gubernur Kepala Daerah 
Semua Bupati dan Walikota 
Kepala Daerah 
3. Semua Ketua D.P.R.D.G.R. 


No. Pemda. 9/1/39. 
“Tanggal, 16 Mei 19617. Lampiran : —- 


Perihal : Tanda penghargaan bagi Kepala 
Daerah jang diberhentikan dengan 
hormat dari djabatannja. 


Dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap half sbb. : 


1. Kepada Kepala Daerah jang telah menjerahkan djabatan Ke- 
tua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong kepada 
Wakil Ketua Dewan tersebut jang tertua usianja sesuai 
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1965 dapat 
diberikan tanda penghargaan sesuai pasal 12 Peraturan Men- 
teri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1965. Hal ini telah kami 
beritahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Djawa-Timur 
dengan kawat kami tanggal 12 Oktober 1966 No. Des. 28/2/ 
50 jang tembusannja dikirimkan pula kepada semua Guber- 


nur, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD-GR. 


2. Apabila Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari 
djabatannja bersamaan dengan pemberhentiannja sebagai 
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong 
( djabatan Ketua DPRD-GR belum diserahkan kepada Wakil 
Ketua DPRD-GR jang tertua usianja ), maka kepadanja ha- 
nja diberikan satu djenis tanda penghargaan sadja jaitu ber- 
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dasarkan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1961 jang paling 
menguntungkan baginja. , ” - 


Ketentuan sub 2 diatas kami ambil mengingat akan ke- 
uangan Negara jang tidak memungkinkannja pember:an tanda 
penghargaan diberikan dubbel. 


An. MENTERI DALAM NEGERI, 


Direktur Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah, 
t. t. d. 
( SOENANDAR PRIJOSOEDARMO ) 


MAJOR DJENDERAL T.N.I. 


TEMBUSAN : 


Semua Direktur dalam lingkungan 


Direktorat Djenderal Pemerintahan 


Umum dan Otonomi Daerah. 


! 
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
No. 17 TAHUN 1966 


TENTANG 
PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PENERTIBAN/PEMBERSI- 
HAN PERSONIL SIPIL SESUAI DENGAN INSTRUKSI 
09/KOGAM/5/66 TANGGAL 13 MEI 1966 
BAGI PERUSAHAAN? DAERAH. 


- 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : et Tan | 5 


1. Perlu melaksanakan setjara imtensip Instruksi Presiden No. 
3/3/66 tertanggal 31 Maret 1966 dengan mempergunakan ke- 
bidjaksanaan Insiruksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66 
jo. Inst. No. 22/KOTT/66. 


2. Guna kelantjaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pener- 
tiban/pembersihan personil perlu pula ditekankan adanja 
usaha untuk mentjapai pelaksanaan setjara integral dengan 
melakukan sedjauh mungkin pemaduan kepentingan keama- 
nan dengan Sep an Hukum bagi jang bersangkutan. 


Mengingat : | 
1. Instruksi Presiden No. 3/3/Tahun 1966 tertarggal 13 Maret 
1966. | — 


2. Instruksi Presiden No. 22/Koti/Kab/1965 disempurnakan 
dengan Instruksi 09/KOGAM/5/1966. 


3. Undang-undang No. 18/1961 tentang ketentuan - ketentuan 
pokok kepegawaian. 


4. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1962 tentang retooling apa- 
ratur Negara. 


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/65 13/65 dan 14/,65, 
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. masing - masing berturut-turut tentang ,Bapuskopda” 


Bapipda dan pelimpahan wewenang dalam bidang pembina- 


an personil. 


6. Pendjelasan - pendjelasan dalam sidang Team Penertiban 
Personil Pusat di Markas Kogam pada tanggal 2 Djuni 1966. 

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/1966 tanggal 17 
Djuni 1966. 

MENGINSTRUKSIKAN : 

Kepada : 

1. Para Deputy Manteri dalam lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri. 

2. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi. 

3. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah. 

4. Direksi Bapuskopda. 

Untuk : | | 

PERTAMA : 

01. Mengadakan intensifikasi penertiban/pembersihan Personil 
setjara konsekwen sesuai dengan ketentuan - ketentuan ter- 
maktub dalam Instruksi 09/KOGAM/5/66 terhadap kepada 

— personil dalam lingkungannja masing - masing. 

2. Pada dasarnja penertiban personil harus diselenggarakan 
dengan konsekwen dan menjeluruh atas dasar kebidjaksa- 
naan dan prinsip-prinsip jang telah ditentukan oleh In- 
struksi 09'KOGAN/5/66, maka dari itu segala tindakan jang 
telah diambil sebelum instruksi Presiden tersebut keluar 
(tanggal 13 Mei 1966) harus cegera disesuaikan dengan pe- 
doman jang baru ini. 

3. Pembebasan seseorang dari proses pidana jaitu pemeriksa- 


180 


an, tuntutan dan keputu:an (terliba'nja setjara langsung 
atan idak Jans-wig dalam Gestok PKI) tidak berarti bahwa 
ia dengan: sendirinja terluput dari tindakan administratip 


kepegawaian. Terhadapnja perlu dilakukan penelitian cetja- 
ra chusus sesuai dengan Instruksi 09/KOGAM/5,/ 66. 


Tindakan - tindakan penertiban terhadap personil perusa- 
haan atas dasar alasan - alasan perbuatan a - moral dalam 
bidang politik/kepegawaian seperti perbuatan plin - plan, 
vested interest, kurupsi dan sebagainja, meskipun tidak ter- 
masuk perbuatan jang penindakannja ditentukan dalam In- 
struksi Presiden No. Inst. 09/KOGAM/5/66 adalah merupa- 
kun perbuatan jang sifatnja sama dengan Gestapu — PKI, 
jaitiu membahajakan bagi kehidupan Negara dan Tamah Air. 
Praktik demikian ini tetap mendjadi tanggung djawab ba- 
gi pimpinan jang berwenang, maka diharuskan diadakan 
penindakan jang tegas. 


“Adapun tjara pelaksanaannja supaja dipisah - pisahkan de- 


ngan tidakan menurut Inst. 09/KOGAM/5/66. 


KEDUA : 


1. 


Meneliti kembali tentang kegiatan/perbuatan atau kedja- 
dian dengan saksama dari pegawai/karyawan dalam lingku- 
ngannja masing - masing untuk dinilai dan selandju:nja di- 
masukkan dalam salah satu tingkat - klasifikasi, baik kegia- 
tan/perbuatan atau kedjadian jang dialami itu terdjadi pa- 
da waktu proloog, pada waktu direalisirnja, mzupun pada 
waktu epiloog dari peristiwa G. 30. S. itu. 

Mengenai penindakan penjelesaian administratip kepega- 
waian dalam klasifikasi hendaknja berpedoman sebagai be- 
rikut : 

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Daerah, Pegawai 


Perusahaan Daerah dan sebagainja : 


1. Diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatan/dja- 
baran Negeri, berdasarkan ketentuan - ketentuan instruk- 
si Presiden No. Ins':. 099 KOGAM/5/66 dalam : 

a. pasal 5 ajat (1), bagi mereka jang mendjadi anggauta 
bekas P.K.I. dan ormas-ormasnja serta pernah terli- 
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Cc. 


bat dalam peristiwa Madiun dan pula mereka janzs 
bukan termasuk golongan-golongan itu. 

pasal 5 ajat (2) huruf a, bagi mereka bekas anggota 
P.K.I. atau ormas - ormasnja atau peruah terlibat di- 
lam peristiwa Madiun. 

pasal 5 ajat (3) bagi mereka jang mendjadi angzota 
P.K.I., Pengurus ormas - ormas jang se- azas/berlir 
dung/bernaung dibawah: P.K.I. dan para aktivi:. 


“2. Dibatasi kesempatan dalam djabaran atau kedudukas 
tertentu : 


pasal 5 ajat (2) huruf b, bagi mereka jang bukan 
anggota bekas P.K.I. atau ormas - ormas jang seazas/ 
bernaung/berlindung dengan partai tersebut, atau 
tidak terlihat dalam ,,Peristiwa Madiun”. 


pasal 5 ajat (4), bagi mereka jang mendjadi anggota 
biasa dari bekas organisasi masa terlarang jang se 
azas/bernaung/berlinvdung dibawah bekas partai P. 
K.I. dan mereka jang perwah terlibat dalam ,,Peris- 
tiwa Madiun”, jang setelah terdjadinja gerakan kon- 
tra revolusi itu tidak setjara tegas memneatangnja 
menurut kondisi dan kemampuan jang wadjar (pa-i- 
Vis - pasivia). 


Maa aa Ka aa 
Ba 655. 


3. Diadakan retooling, sesuai instruksi Presiden Republik ! 
Indonesia No. 5 tahun 1962 dalam pasal S ajat (2) hurvi 
b atau pasal 5 ajat (4) bagi mereka idem dito tersebut 
ajat 2 a dam b diatas. 


Selandjutnja mengenai retooling hendaknja dianut : 


b. 


Undang - undang No. 21 tahun 1952 tentang hak 
mengangkat/memberhentikan pegawai Negeri sipil 
pasal 2 Undang - undang No. 18 tahun 1961 tentanz 
ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian. 

Rerooling pegawatr/pekerdja perusahaan Daerah ter- 
sebut diatas berdasarkam prosedur penjelesaian Pe- 


raturan Menteri Dalam Negeri No. 14/1965 tertang- 
gal 26 Djuni 1965. 


c. Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961 juncto In- 
| struksi Presiden No. 5 tahun 1962 tentaug retooling 
aparatur Negara. : 


d. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 15 September 
1962 No. 10/M P./R. I. tentang Pen seneng 
pegawai Negeri. | 4 


4. Mereka jang bukan anggota ex P.K.I. dan bukan anggota 


5. 


ex ormas P.K.I., akan tetapi terlibat dalam gerakan Ges- 
tok, dikenakan penindakan sama sesuai dengan tingkatan 


- klasifikasinja. 


Dalam hubungan ini terketjuali jang termasuk klasifi- 
kasi tingkat A., ialah penindakan disamping adminie- 
tratip djuga penindakan dalam bidang pidana (straf- 
rechtelijk) disamping 3tu djuga sebagaimana tersebut 
dalam ajat (2) a dan (3) dari pasal 5 instruksi KOGAM 
No. 09/KOGAM/5/66 maka dengan keputusan Menteri 
jang bersangkutan atau pendjabar jang ditundjuknja 
dapat dilakukan penjimpangan pelaksanaan ketentuan- 
ketentuan tersebut dalam . pasal 5 itu apabila kepenti- 
ngan dinas, djabatan dan tugas-tugas Negara terten:u 
memerlukan serta sepandjang kepentingan keamanan 
dan kelertiban umum tidak terganggu karenanja. 


Dalam merealisasikan pen'aidakan penggeseran kepada 
djabatan tertentu, apabila formasi djabatan tidak me- 
ngidjinkan atau ada alasan Jain tertentu seperti soal 
keamanan, maka diadakan tindakan, retooling. 


Lg 
Demikian djuga hendaknja ditindak bagi mereka jang 
bukan anggota ex P.K.I. atau mantel organisasinja, akan 
tetapi pada waktu proloog maupun epiloognja Gestok 
bekerdja -sama dengan ex P.K.I. cs untuk merongrong 
Pemerintah, jaitu diadakan. retooling. 
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KETIGA : 


Penindakan tersebut dictum KEDUA diatas diminta perha- 
tian sepenuhnja untuk diusahakan setjepat mungkin penje- 
lesaiannja, terutama mengenai surat-surat keputusannja 
jang ditanda tangani oleh pedjabat jang berwenang, (tjon- 
toh - tjontoh surat keputusan bersama ini dilampirkan). 


KEEMPAT : 


KELIMA : 


Djangka waktu untuk menjelesaikan penertiban personil 
ini ditentukan selambat - lambatnja pada achir tahun 1966, 
sedang masalah - masalah pokok jang dapat menghambat 
djalannja Revolusi dan atau Pemerimtahan supaja dapat di- 
petjahkan pada sebelum tanggal 17 Agustus jang akan da- 


tang ini. 


Pada Departemen - departemen lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri, Daerah - daerah Propinsi Kabupaten, Kota- 
madya dan Bapuskopda ditingkat pusat pada tiap-tiap Ba- 
pipda, Pinda/Perusahaan Daerah Unit/Pabrik/Projek di- 
tingkat Daerah dibentuk ,,Team Chuwsus Penertiban Perso- 
nil” jang hertugas membaitu Depuy Menteri, Gubernur 
dan Pimpinan dalam lingkungan kekuasaan masing - masing. 


KEENAM : 


Koordinasi penjelenggaraan personil dilakukan ditingkat 
pusat oleh KOGAM, dalam hal ini Ketua Gabungan 5 di- 
bantu oleh Team Penertiban Personil Pusat, sedang diting- 
ka: Daerah oleh Pepelrada/Peperda dengan dibantu oleh 
Team Penertiban Personil Daerah. 


KETUDJU : 


134 


Chusus bagi Bapuskopda, Bapipda, Pinda/Perusahaan Dae- 
rah, Uuit/Pabrik/Projek - projek ditingkat Daerah, pengi- 
sian lowongan akibat pemberhentian/pemindahan diambil 
tenaga - tenaga dari : 


a. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah jang akan/telah disa- 
lurkan. : 
b. Karyawan ABRI jang akan/telah disalurkan. 


c. Pegawai Pemerintah lainnja. 


Pengisian lowongan tersebut harus memenuhi sjarat - sjarat 
minimum jang diperlukan oleh ins'ansi/perusahaan dimak- 
sud, dan dalam hal ini penerimaan dilakukan oleh sebuah 
Panitya Screening jang berada dimasing - masing instansi/ 
perusahaan. 


KEDELAPAN : 


Memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dalam 
waktu jang singkat tentang pelaksanaannja, selambat - lam- 
batnja tanggal 17 Agustus 1966. 


Instruksi mulai berlaku pada hari dikeluarkan. 


Dikeluarkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 15 Djuli 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI, 


BASOEKI RACHMAT 
MAJOR DJENDERAL TNI. 


Kepada: 

1. Deputy Menteri dalam lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri. 

2, Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi. 

3. Direksi Bapuskopda di Djakarta. 

4. Direksi Bapipda seluruh Indonesia. 

S, Direksi Pinda/Perda seluruh Indonesia. 

Oo. 


Manager /Direktur Pabrik/Projek seluruh Indonesia 


Tembusan: 


1. 
2 


Ketua Gabungan 5 KOGAM. 
Ketua Pepelrada/Peperda ditempat. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI, 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah 
| Seluruh Indonesia. 

Dari : Menteri Dalam Negeri 

Tanggal : 29 Agustus 1966. 

Nomor : UP 34/5/5. 


no. up 34/5/5 instruksi no 22/1966 

msrtk tgl 24 agust 1966 no up 34/5/1 utk digunakan sbg pedoman 
dim melaksanakan srt waperdam bidang umum tgl 25 djuli 1966 
no b/1/1369/d 1/1966 (srted no 6/se/1966) diinstruksikan: sbb 


aaa berdasarkan prinsip bhw peremadjaan selambat - lambatnja 


harus direalisasikan dlm waktu satu th sesudah mentjapai 
usia 55 th maka para peg jg pada achir sept 1966 berusia 55 th 
6 bl dan blm pernah mempergunakan ist besar akan diberhen- 
tikan achir bln mrt 1967 dan seterusnja tiap bulan berikutnja 
mereka jg tidak berhak atas ist 6 bln tapi hanja 3 bln ist di- 
berikan mli 1 djan 1967 dan kemudian dipensiunkan. 
selandjutnja tiap bulan berikwinja. 

mereka jg pada achir sept 1966 berusia 55 th 6 bln dan lebih 
serta tidak berhak atas inst besar pemberhentian hendaknjz 
dilakukan pada saat jbs mentjapai usia 56 th. 

mereka jg pada achir sept 1966 sudah berusia 56 th atau Je- 
bih hendaknja sudah mempersiapkan diri agar dapat diber- 
hentikan selambat - lambatnja achir bln des 1966. 


hbb para peg jg dIm 6 th terachir mi belum mempergunakan ke- 
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sempatan istbes maka kpd para peg jg telah tergolong peg jx 
harus diremadjakan dpt diberikan istbesar selama 3 bin sam- 
pai ObIn mli 1 okt jad jg akan bersambungan dgn pemberh 

jbs dari djab neg den hak pens. 


seec karena ketentuan teb srted dimaksud perlu diintensipkan ma- 
ka menghrp bantuan sdr memberitahukan kpd segenap peg 
dlm lingkungan seluruh dep dim negeri dim wilajah peme- 
ratahan sdr agar mereka jg sudah memenuhi sjarat pens 
tsb pp 68 th 1958 sgr menjiapkan jg perlu bagi permintaan 
pens utk menghindari kelambatam dim penjelesaiannja dan 
dpt diterima — sepandjang jg mengenai peg jg digadji 
mnrt gol gadji f/III — dlm djangka waktu jbs mendjalankan 
istbes teb diatas. | | 


didd pedoman tsb diatas hendaknja dianggap sbg pemberiiahuan 
kpd mereka jg tlh tergolong peg jg harus diremadjakan. 
penjimpangan henja dpt dipertimbangkan apabila mereka 

| tergolong tenaga" tsb srted pres/pm no 1 th 1959. 

eee selandjutnja pada prinsipnja mli 1 djuli jbl diadakan Jara- 
ngan mengangkat peg baru ketjuali tjalon? jg beridjazah eck 
tinggi atau sek kedjuruan. 
larancan utk mengangkat peg baru dimaksud berarti bwh 


I form peg ditetapkan setjara maksimal sebesar djumlah 
dan menrt susunan pangkat pada achir djuni 1966 

II lowongan je terdjadi dim bezetting/form karena pember- 
hentian/peremadjaan dsbnja pengisiannja harus diusaha- 
kan dgn pemindahan peg dari bagian laim atau dari instan- 
si pem jg kelebihan peg. 


fff instruksi mengenai pegawai negara akan menjusul. 


TEMBUSAN kepada : 
A.n. Menteri Dalam Negeri Semua Bupati Kepala Daerah dan 
Sekretaris Dje:.deral, semua Walikota Kepala Daerah 
t.t. d. — seluruh Indonesia. 
( Soemarman S. H.). 1. Semua Direktur Djenderal, 
2. Semua Lembaga Pendidikan DDN. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


seluruh Indonesia. 
Dari : Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 31 Agustus 1966. 
Nomor : UP 39/1/12. 


dlm rangka pelaksanaan instruksi pres no inst — 09/kogam//5/ 66 
ttg penindakan thdp peg jg terlibat g — 30 —3 dgn kini kami serah- 
kan kpd sdr hak/wewenang utk memberhentikan peg dgn sebutan 
,tidak dengan hormat” sbg jg tsb dlm pasal 7 perat kami tgl 27 — 
sept 1960 no 4/1960 sepandjang jg mengeni gol pes js disgadji 
mnrt golgadji e kebawah. 

dim hal jg amat mendesak dpt pula diberhentikan peg jg digadji 
mort golgadji fdua sambil menunggu kptsnk. 

penjerahan tsb berlaku mli tgl berlakunja instr pers tsb di atas 
(13 — 5 — 1966). 


Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah 


A.n. Menteri Dalam Negeri 
Sekretaris Djenderal, 
t.t. d. 

( Soemarman S. H.). 


Tembusan kepada : 
Para Bupati/Walikota 
Kepala Daerah 

di 

Seluruh Indonesia. 


138 


k. DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


Agno. UP. 39/1/13. 


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 3 TAHUN 1966 
TENTANG 
HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI 
NEGERI DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN 
DALAM NEGERI. 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Memperhatikan 


pasal 4 Undang-undang No. 21 tahun 1952 ( Lembaran Negara 
tahun 1952 No. 78) jo Undang-undang No. 28 tahun 1957 dan 
No. 17 tahun 1961 ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 100 dan 
tahun 1961 No. 259) tentang hak mengangkat dan memberhen- 
tikan pegawai Negeri Sipil : 

Membatja 


1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 
1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas 
dari Departemen-departemen Kabinet Ampera , 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
(dulu) tanggal 27 September 1960 No. 4/1960 jo per- 
ubahan dan tambahannja , 


3. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/1966 : 
Menimbang 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Presiden ter- 
sebut diatas perlu mengatur/menetapkan kembali hak 


mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri dalam 
lingkungan Departemen Dalam Negeri 
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hahwa berhubung dengan itu, semua keputusan //peraturan 
mengenai hal dimaksud jang ditetapkan oleh instansi-instan- 
si jang terdahulu jang kini termasuk bidang tugas Depar- 
temen Dalam Negeri perlu ditindjau kembali dan disela- 
raskan dengan bidang tugas Departemen Dalam Negeri 3 


Mengingat 


1. 


Undang-undang No. 21 tahun 1952 ( Lembaran Negara 
tahun 1952 No. 78) jo Undang-undang No. 28 tahun 1957 
dan No. 17 tahun 1961 ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 
100 dan tahun 1961 No. 259): 

P.G.P.N.-1961, Peraturan Pemerintah No. 200 jo. No. 201 
tahun 1961 ( Lembaran Negara tahun 1961 No. 239 jo. 
No. 210): 

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 ( Lembaran Ne- 
gara tahun 1953 No. 26): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
(dulu ) tanggal 27 September 1960 No. 4/1960 jo. per- 
ubahan dan tambahannja : | 

Undang-undang No. 18 tahun 1961 ( Lembaran Negara 
tahun 1961 No. 263) : 


MEMUTUSKAN: 


PERTAMA : 


Mentjabut kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Oto- 
nomi Daerah (dulu) tanggal 27 September 1960 No. 4/1960 jo 
perubahan/tambahannja dan semua keputusan/peraturan jang 
telah dikeluarkan oleh instansi-instansi jang terdahulu jang kini 
termasuk bidang tugas Departemen Dalam Negeri sepandjang 
jang mengenai hak pengangkatan /pemberhentian pegawai dan 


scbagainja 3 
KEDUA : 


Menetapkan ,,Peraturan tentang hak mengangkat dan member- 
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hentikan pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Negeri” sebagai berikut : 


Pasal 1. 


Menteri Dalam Negeri mempekerdjakan' untuk sementara, 
mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, meng- 
angkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pe- 
kerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, 
memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan mem- 
perbantukan : 


a. pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Departe- 
men Dalam Negeri sesuai dengan susunan jang dimaksud 
dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/KEP/8/ 
1966, jang digadji menurut golongan-gadji F/II — bukan 
pangkat puntjak ( PGPN-1961 ) keatas: 


b. pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Ne- 
geri jang tidak termasuk sub a diatas, jang digadji me- 
nurut golongan-gadji F/Il-bukan pangkat puntjak ( PGPN- 
1961 ) keatas : 


Pasal 2. 


Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 
Daerah, Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan 
Masjarakat Desa, masing-masing untuk Direktorat Djenderal- 
nja, mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk se- 
mentara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan 
Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, 
memberhentikan dari pangkat, djabatan, memberhentikan dari 
djabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan atas nama 
Menteri Dalam Negeri, pegawai Negeri jang bckerdja pada 
Kantor-kantor : 


1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 


Daerah. 
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2. 
3. 
4. 


pada tingkat Pusat, jang digadji menurut golongan-gadji E 


Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi. 
Direktorat Djenderal Koperasi. 
Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa 


, (PGPN-1961 ) kebawah : 


(1) 


(2) 
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Pasal 3. 


Gubernur Kepala Daerah mempekerdjakan untuk semen- 
tara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat 
mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan 
dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat 
djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri, memindah- 
kan dan memperbantukan : 


a. pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadj: me- 
nurut golongan-gadji E dan F/II pangkat puntjak (PGPN- 
1961) kebawah : 


b. pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan 
dalam Daerahnja (termasuk pegawai Departemen 
Agraria, Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Ma- 
sjarakat Desa dahulu ), jang digadji menurut golongan 
gadji D sampai dengan E dan F/II pangkat puntjak 
( PGPN-1961 ) , 


Dalam keadaan jang harus mendapat penjelesaian dengan 
segera, Gubernur Kepala Daerah — sambil menunggu penge- 
sahan Menteri Dalam Negeri — dapat mengangkat dan seba- 
gainja pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Negeri jang bekerdja pada Kantornja, maupun pada Kantor- 
kantor Pemerintahan dalam Daerahnja (dalam djabatan 
aktip), jang digadji menurut golongan-gadji F/Il-hukan 
pangkat puntjak ( PGPN-1961 ) ke golongan gadji F/III, apa- 
bila pegawai itu telah memenuhi segala persjaratan : 


Pasal 4. 


Walikota Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, 
mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, meng- 
angkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pe- 
kerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat /djabatan, 
memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dan mem- 
perbantukan : 


a. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Da- 
lam Negeri jang bekerdja pada Kantornja, jang digadji 
menurut golongan-gadji C ( PGPN-1961 ) kebawah : 


b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Da- 
lam Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintah- 
an dalam Daerahnja ( termasuk pegawai Departemen Agra- 
ria, Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat 
Desa dahulu ), jang digadji menurut golongan-gadji C 
(PGPN-1961 ) kebawah : 


Pasal 5. 


Bupati Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, 
mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, meng- 
angkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pe- 
kerdjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, 
memberhentikan dari djabatan Negeri, memindahkan dau mem- 
perbantukan : 


a. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Da- 
lam Negeri jang bekerdja pada Kantornja, jang digadji me- 
purut golongan-gadji C ( PGPN-1961 ) kebawah : 


b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Da- 
lam Negeri jang bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan 
dalam Daerahnja ( termasuk pegawai Departemen Agraria, 
Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa 
dahulu ), jang digadji menurut golongan-gadji C ( PGPN- 
1961 ) kebawah : 
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Pasal 6. 


Penjerahan kekuasaan untuk mengangkat dan sebagainja se- 
bagai dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan 5 diatas, tidak 
meliputi kekuasaan untuk memberhentikan dari djabatan Ne- 
geri tidak atas permintaan sendiri dan/atau memberhentikan 
dari djabatan Negeri dengan disertai sebutan "tidak dengan 
'hormat”. 


Pasal 7. ( Pemberian istirahat) 


(1) Pemberian istirahat sakit ditetapkan oleh : 

a. Menteri Dalam Negeri bagi semua pegawai Negeri jang 
bekerdja pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, 
sepandjang tidak mengenai pegawai-pegawai pada Di- 
rektorat Djenderal : 

bh. Direktur Djenderal atas nama Menteri Dalam Negerj 
bagi semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Direkto- 
rat Djenderalnja pada tingkat Pusat : 

c. Gubernur Kepala Daerah bagi semua pegawai Negeri 
jang bekerdja pada Kantornja dan peagwai-pegawai jang 
bekerdja pada Kantor-kantor Pemerintahan dalam 
Daerahnja jang digadji menurut golongan-gadji D 
( PGPN-1961 ) keatas : 

d. Walikota Kepala Daerah bagi pegawai Negeri jang be- 
kerdja pada Kantornja dan pada Kantor-kantor Permne- 
rintahan dalam Daerahnja jang digadji menurut golong- 
an gadji C ( PGPN-19601) kebawah : 

e. Bupati Kepala Daerah hagi pegawai Negeri jang be- 
kerdja pada Kantornja dan pada Kantor-kantor Peme- 
rintahan dalam Daerahnja jang digadji menurut golong- 
an gadji C ( PGPN-19601 ) kebawah : 

(2) Pemberian istirahat besar ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri basi : 

a. Pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat De- 
partemen Dalam Negeri jang digadji menurut golongan 
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(3) 


gadji F/II bukan pangkat puntjak ( PGPN-1961) keatas : 

b. Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Negeri jang tidak termasuk sub a diatas jang digadji 
menurut golongan-gadji F/Il-bukan pangkat puntjak 
( PGPN-1961 ) keatas : 


Bagi pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam 
Negeri jang lainnja ditetapkan oleh jang berhak mengangkat 
dan sebagainja tersebut pada pasal 2, 3, 4 dan 5 tersebut 
diatas. | | | ' 


Pemberian istirahat diluar tanggungan Negara ditetapkam 


“Oleh Menteri Dalam Negeri bagi semua pegawai Negeri dalam 


lingkungan Departemen Dalam Negeri baik jang di Pusat 
maupun jang ada di Daerah, sedangkan pengangkatan kem- 
bali setelah istirahat itu berachir ditetapkan oleh jang berhak 
mengangkat dan dengan sjarat sebagai jang tersebut pada pa- 
sal 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas. | 


Pasal 8. 


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta | 
pada tanggal 29 September 1966. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
ttd. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 
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24-11-1966 


— N — semua gub (kawat), semua bup dan semua wlkt (kawat 


surat) 


aoup 34/6/26 instruksi mendagri no 30/1966. berkenaan dgn 
instruksi presidiumkab tgl 31-10-1966 no 19/u/in/10/1966 jg al 
menginstruksikan utk melaksanakan perpres no 2 th 1959 jo srted 
pres tgl 26-9-1959 sekali lagi ditegaskan sbb. : 


bbb 


CC 


ddd 
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semua peg neg/peg daerah/peg badan? usaha, jajasan”, per- 
usahaan? serta lembaga jg langsung maupun tdk langsung 
seluruhnja atau sebagian dimiliki oleh negara/daerah jg di- 
gadji menrt gol f pgpn-1961 ataupun penggadjian jg setaraf 
dgn gol f jg mendjadi anggota sesuatu partai politik diwa- 
djibkan menjatakan setjara tertulis berhenti sbg anggota 
partai disertai temb permintaan berhenti kpd partai pol 
jbs dan srt pemberhentian keanggotaan dari partai jg her- 
kenaan. 


jg dimaksud dgn partai pol adalah organisasi? jang mem- 
perdjoangkan susunan dan/atau tjorak dan/atau haluan 
negara. 


mengingat deadline tgl 31-12-1966, semua srt pernjataan dsb- 
nja harus sudah kami terima rangkap dua sebelum tgl tsb. 


selandjutnja para peg negeri dsbnja anggota sesuatu organi- 
sasi jg menrt nama/azas tudjuan tdk merupakan partai pol 
akan tetapi dlm penghidupan didalam se-hari? melakukan 
kegiatan? pol termasuk politik sebagaimana dimaksudkan 
dim pas 1 perpresri no 2 th 1959 jg berbunji : "jg dimaksud 
dgn partai pol menrt perpres no 2 th 1959 adalah orga- 
nisasi? jg memperdjoangkan susunan dan/atau tjorak dan/ 
atau haluan negara”. dlm instruksi ini tertjakup surat pe- 


rintah dirdjen koperasi tg 29 okt 1966 no 072/sp/x/1966 kpd 
semua kkops direktur akop dan skopma dan srt dirdjen 


puod tgl 14 nop 1966 nopolx 22/1/12. sgr instruksikan kpd 
semua kdh tingkat II 


DEP. DALAM NEGERI. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Kepala Bag. Arsip Ekspedisi, 
tt d. 
(DALIMAN) 1c. 


Tembusan kepada : 


1. Semua Direktur Djenderal. 
2. Inspektur Djenderal. 
3. Bapuskopda. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


SURAT - EDARAN. 


No. U.P. 39/1/22. 
Tanggal : 1 Desember 1966. 


Kepada 


. Sekretaris Djenderal Departemen 


Dalam Negeri, 

Para Direktur Djenderal Departe- 
men Dalam Negeri, 

Inspektur Djenderal Departemen 
Dalam Negeri, 

Direktur Irian Barat Departemen 
Dalam Negeri, 


. Bapuskopda, 


Para Gubernur/Bupati / Walikota 
Kepala Daerah, 
Direktur A.P.D.N. Malang. 


Perihal : Pendjelasan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 3 tahun 
1966 tentang hak mengangkat 
dan memberhentikan pegawai 
Negeri dalam lingkungan 
Departemen Dalam Negeri. 


Berhubung masih adanja pertanjaan-pertanjaan mengenai 
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1966 
tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri da- 
lam lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka dalam rangkaian 
dengan surat-edaran kami tertanggal 22 Nopember 1966 No. TR. 
1/4/38 tentang ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presidium 
Kabinet No. 75/U/KEP/11/66 tentang struktur dan susunan orga- 
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gnisasi Departemen-departemen, dengan ini diberikan pendjelasan- 
pndjelasan sebagai berikut : 


L Mengenai pasal 1. 


Perihal pegawai Negeri golongan F/Il-bukan pangkat pun- 
tjak keatas. Wewenang Menteri Dalam Negeri. 


1. Wewenang-wewenang jang disebut pada pasal 1 Peraturan 


Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1966 meliputi pegawai 
Negeri golongan F/II bukan pangkat puntjak keatas, jang: 


a. dipekerdjakan pada kantor pusat Departemen ( Se- 
kretariat Djenderal, semua Direktorat Djenderal, 
Inspektorat Djenderal, Direktorat Irian Barat, Ba- 
puskopda. Lembaga-lembaga pendidikan jang berada 
langsung dibawah wewenang Departemen serta pe- 

 gawai-pcgawai golongan F/Il-bukan pangkat puntjak 
'keatas jang diperbantukan kepada Menteri Dalam 
Negeri. 


b. dipekerdjakan di Daerah tingkat I dan tingkat II, 


2. Wewenang-wewenang itu ada pada Menteri Dalam Ne- 


3. 


geri jang dibantu oleh Sekretaris Djenderal dan dengan 
Biro Administrasi Personil/Kepegawaian Departemen 
sebagai aparaturnja. Untuk melaksanakan tugasnja, Biro 
ini harus mempunjai kartu pegawai-pegawai golongan 
F seluruh lingkungan Departemen. 


Usul-usul jang asalnja dari Direktur-direktur Djenderal, 
Inspektur Djenderal, Direktorat Irian Barat, Bapuskopda, 
Pcmimpin Lembaga-lembaga Pendidikan jang dimaksud 
pada sub Ia diatas dan dari Biro-biro pada Sekre- 
tariat Djenderal serta dari Kepala-kepala Daerah tingkat 
I, dimadjukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Kepala Biro Administrasi Personil/ Kepegawaian De- 
partemen Dalam Negeri dan Sekretaris Djenderal. 
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4. Mengenai pegawai-pegawai Negeri jang diperbantukan 


kepada Pemerintah-pemerintah Daerah, diadakan pe- 
ngolahan terlebih dahulu pada Direktorat Djenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, sebelum usul 
diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui saluran 
seperti dimaksud pada sub 3. 


Mengenai pasal 2. 
Wewenang Direktur Djenderal dan Sekretaris Djenderal. 


1. 


Dalam melaksanakan wewenangnja atas nama Menteri Da- 
lam Negeri, Direktur Djenderal mempergunakan Sekre- 
taris Direktorat Djenderal dan Bagian Administrasi pada 
Sekretariat Direktorat Djenderal sebagai aparaturnja. 
Mengenai pegawai Negeri lainnja jang bekerdja pada 
Kantor Pusat Departemen, jang tidak termasuk jang 
dimaksud pada sub I dan sub II ad 1 diatas, wewenang 
dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh 
Sekretaris Djenderal dengan mempergunakan Biro Admi- 
nistrasi Personil/Kepegawaian Departemen sebagai apa- 
raturnja. 


Mengenai pasal 3. 


Wewenang Gubernur Kepala Daerah. 


1. 


2. 


Mengenai pegawai Negeri jang dimaksudkan pada pasal 
ini jang bekerdja pada Direktorat Agraria dan Trans- 
migrasi, Direktorat Koperasi dan Direktorat Pembangun- 
an Masjarakat Desa, Gubernur Kepala Daerah mcnerima 
usul-usul Kepala Direktorat jang bersangkutan melalui 
Sekretaris Daerah : atas usul-usul itu Gubernur mem- 
berikan keputusannja. 


Gubernur Kepala Daerah dapat menjerahkan wewenang- 
nja kepada Kepala Direktorat Agraria dan Transmigrasi, 
Kepala Direktorat Koperasi atau Kepala Direktorat 
Pembangunan Masjarakat Desa mengenai pegawai Neceri 


jang digadji menurut golongan gadji C (PGPN-1961) 


IV. 


VI. 


kebawah. Kepala Direktorat melakukan wewenang itu 
atas nama Gubernur Kepala Daerah. 

Mengenai pasal 4 dan pasal 5. 
Wewenang Bupati/Walikota Kepala Daerah. 
Mengenai pegawai-pegawai Negeri jang dimaksud pada pa- 
sal 4 dan pasal 5 jang bekerdja pada Bagian Agraria dan 
Transmigrasi serta Bagian Koperasi pada Kantor-kantor 
Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan pada Bagian Pemba- 
ngunan Masjarakat Desa pada Kantor Bupati Kepala Daerah 
atau pada Kantor-kantor bawahannja, Bupati Kepala Daerah 
atau Walikota Kepala Daerah menerima usul-usul dari Ke- 
pala Bagian jang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah : 
atas usul-usul itu Bupati Kepala Daerah atau Walikota Ke- 
pala Daerah memberikan keputusannja. 


Mengenai pasal 6 dan 7 : tjukup djelas. 


Perihal usul-usul Gubernur Kepala Daerah kepada Mentcri 
Dalam Negeri mengenai pegawai-pegawai Negeri golongan 
F/lI-bukan pangkat puntjak keatas jang bekerdja pada Di- 
rektorat-direktorat Agraria dan Transmigrasi, Koperasi dan 
Pembangunan Masjarakat Desa atau pada Bagian Agraria 
dan Transmigrasi atau Koperasi pada Kantor Bupati/ Wali- 
kota Kepala Daerah atau pada Bagian Pembangunan Ma- 
sjarakat Desa pada Kantor Bupati Kepala Daerah, maka 
usul-usul itu ialah jang berasal dari Kepala Direktorat jang 
bersangkutan atau jang berasal dari Bupati/Walikota Kepala 
Daerah atas usul Kepala Bagian jang berkepentingan, jang 
dapat disepakati oleh Gubernur Kepala Daerah dan oleh 
karena itu oleh Gubernur Kepala Daerah dimadjukan ke- 
pada Menteri Dalam Negeri. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
tt. d. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
No. : 3 Tahun 1967. 


MENTERI DALAM NEGERI, 


MENIMBANG 


a. Bahwa untuk fungsi Kepala? Direktorat Koperasi Propinsi 
dan Kepala? Kantor Koperasi pada Kantor Kabupaten. Kota- 
madya sebagai pelaksana utama dari Direktur Djenderal 
Koperasi/Gubernur/Kepala Daerah, perlu diperhatikan 
persjaratan? chusus. 


b. Bahwa sehubungan dengan itu, dianggap perlu menentukan 
pelaksanaan pembinaan personil pedjabat? tersebut lang- 
sung oleh Pemerintah Pusat. 


MENGINGAT : 
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1966: 


b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 
1966 No. U.P. 39/1/22. 


MENGINSTRUKSIKAN SBB. : 


1. 1. Menegaskan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Neseri No. 3 Tahun 1966 dan Surat Edaran No. U.P. 39 ' 
1/22, bahwa pengangkatan Kepala Direktorat Koperasi 
Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. 


1. 2. Pengangkatan Kepala Kantor Koperasi Kabupaten, Kota- 
madya dilakukan olelh Gubernur, KDH,., setelah terlebih 
dahulu mendapat persetudjuan dari Menteri Dalam 
Negeri. 
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2. Instruksi ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1967. 


Dikeluarkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 1 Pebruari 1967. 
MENTERI DALAM NEGERI, 

| t. td. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


Agno. UP. 39/1/3-67 
Kepada Jth. 


1. Direktur Djenderal Koperasi 
2. Semua Gub./KDH. 


Tembusan : C 
1. Sekdjen DEP. DAGRI. 
2. Irdjen — , — 


3. Arsip. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


REPUBLIK INDONESIA 
Ba... —mmmm cHC(( oo”. EAAAB 


”AMAT SEGERA" 


Kepada 


1. Semua Gubernur Kepala Daerah 
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, 


3. Semua Bupati dan Walikota 
Kepala Daerah. 


No. SD. 20/1/43. Tanggal, 8 Pebruari 1967. 
Perihal : Kebidjaksanaan Kepegawaian Daerah. 


Diminta dengan hormat perhatian Saudara akan surat Menteri 
Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1952 No. Des. 29/4/32 menge- 
nai beberapa ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kebidjak- 
sanaan kepegawaian Daerah jang belum pernah ditjabut atau di- 
tarik kembali dan oleh karena itu isinja masih tetap berlaku. 


Oleh karena dibeberapa Daerah terdapat tanda-tanda, bahwa 
pelaksanaan kebidjaksanaan kepegawaian Daerah ada jang me- 
njimpang dari isi dan maksud ketentuan-ketentuan tersebut, maka 
diminta perhatian Saudara sepenuhnja, bahwa tidak dibenarkan 
adanja pelaksanaan kebidjaksanaan kepegawaian Daerah jang me- 
njimpang daripadanja. Apabila diwaktu jang lampau ada kepu- 
tusan-keputusan Saudara jang menjimpang, wadjiblah keputusan- 
keputusan itu mendapat penindjauan kembali oleh Saudara certa 
selandjutnja Saudara mengemukakan keputusan-keputusan jang 
memuat penjimpangan itu kepada kami disertai saran-saran jang 
Saudara anggap perlu untuk dimadjukan kepada kami, agar pe- 
njelesaiannja dapat kami tetapkan. Dengan demikian dapat dihin- 
darkan, agar djangan sampai ada penindjauan kembali setjara 
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sefihak oleh kami. Jang djelas ialah antara lain, bahwa kenaikan 
tingkat pegawai-pegawai Daerah kegolongan/tingkat F/V (F lima) 
keatas, harus mendapat persetudjuan lebih dahulu dari kawi. Su- 
dah barang tentu, bahwa untuk selandjutnja — sampai ada ketcn- 
tuan atau peraturan Jain — penjimpangan-penjimpangan tidak 
akan dibenarkan. 


An. MENTERI DALAM NEGERI, 
SEKRETARIS DJENDERAL, 
t. t. d. 
(Soemarman S. H.). 
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»— DEPARTEMEN DALAM NEGERI Ui 


Th 'REPUBLIK INDONESIA di 
Kepada - 
1. Semua Gubernur Kepala Daerah 


2. Gubernur Kepala Daerah Chu: 
Ibu-kota Djakarta Raja, 


3. Kepala Daerah Istimewa 5 

| Jogjakarta. : 
Nomor : UPx 34/1/48. | 
Tanggal : '27 April 1967. Lampiran : 2 
Perihal : Kebidjaksanaan dalam melaksanakan ea 
peremadjaan pegawai. : 


Atas pertimbangan-pertimbangan, jang telah dibahas denga | :. 
masak, Pemerintah telah menginstruksikan mengadakan peremr 
djaan pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 193 . 
Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/1In/2/1967 tidak menge | «. 
rangi pelaksanaan keputusan mengadakan peremadjaan pegawa. 
jang dimaksud diatas. 

Maka oleh karena itu segolongan pegawai jaitu jang berusia 5 
tahun keatas dengan sjarat-sjarat serta kemungkinan-kemungkinan 
jang terdapat dalam peraturan-peraturan jang berlaku, ditentukan 
akan mengundurkan diri dan berhenti dengan hormat dari djz- | 
batan Negeri atau djabatan Pemerintah Daerah dengan hak men- | 
dapat pensiun, meskipun mungkin mereka itu physik masih kuat : 
dan masih berhasrat penuh untuk mengabdikan diri kepada pe- : 
kerdjaan mereka untuk kepentingan Pemerintah dan Negara. Dz- : 
lam hubungan itulah, maka kami anggap perlu mengharap perha- 
tian Saudara untuk menempuh kebidjaksanaan sedemikian rupa 
dalam pelaksanaan peremadjaan itu, jang dapat menghindarkan 
kemungkinan tumbuhnja penerimaan atau rasa jang kurang d- 
inginkan oleh mereka jang terkena peremadjaan itu, misalnja sadja 3 
perasaan "habis manis, sepah dibuang” dan lain sebagainja. 


. 


h 
d P 
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: Untuk menghindarkan tumbuhnja rasa seperti jang demikian itu, 


dapatlah kiranja kami menjarankan misalnja, agar seorang pegawai 


— jang berhenti dengan hormat dari djabatan Negeri atau djabatan 


pada Pemerintah Daerah dengan hak mendapat pensiun pada saat 
mulai pemberhentiannja itu mendapat pernjataan peresmian pem- 


' berhentiannja setidak-tidaknja oleh dan didepan atasannja lang- 
“ sung dengan pengantar kata atasannja itu jang memuat pernjataan 


jang mengingatkan akan djasa-djasa jang bersangkutan selama ia 
menempuh karitrenja dan/atau utjapan terima kasih atas nama 
Pemerintah atas segala djasa”nja jang telah diabadikan guna kepen 
tingan Pemerintah dan Negara dengan harapan, hendaknja masih 
ada setidak-tidaknja rasa kepuasan telah mengabdikan diri, minat 
dan ikatan bathin antara jang bersangkutan dengan dinas atau 
instansi jang ja tinggalkan itu. Selain itu, tentu masih ada tjara? 
lain dengan memperhatikan kondisi, keadaan atau konstelasi sc- 
tempat, jang bisa akan lebih serasi bila dilakukan untuk mentjapai 
tudjuan jang kami maksudkan diatas s3 dalam hal jang demikian 
itu apa jang sebaiknja djuga dilakukan, kami serahkan kepada 
kebidjaksanaan Saudara sepenuhnja. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Sekretaris Djenderal Departemen 
Dalam Negeri, 
tt. d. 


(Soemarman S.H.). 


TEMBUSAN disampaikan kepada : 


Semua Direktur Djenderal, Inspektur Djenderal, 
Direktur Irian Barat, 

Semua Kepala Biro, Dinas dan Bagian pada 
Departemen Dalam Negeri, 

KTMTB Jogjakarta, APDN Malang, 


untuk dilaksanakan sesuai. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah, 
» Bupati Kepala Daerah, dan 
» Walikota Kepala Daerah 
Seluruh Indonesia. 


D a r i: Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 3 Mei 1961. 
Nomor: Persada 2/3/44. 


Lampiran : 1 (satu) 


dgn tdk mengurangi wewenang pemdaerah utk mendjamin lantjar 


djalannja pekerdjaan sepandjang mengenai bidang personil. kepeg 


drh diinstruksikan sbb : 


aaa 


bbb 
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semua pengangkatan ( kenpangkat ) peg? gol fdua ipangkat- 
puntjak) kebawah jg tlh memenuhi persjaratan kepes al 
masakerdja, form /bezctting dan sepandjang keuangan dae- 
rah mengidjinkan dpt sdr sclenggarakan sesuai dsn keten- 
tuan tsb dim srted kup tgl 13 nop 1956 no a-19-415-27 'aw 
168-27 sub II b. 

adapun thdp peg daerah jg digadji mnrt golgadji fdua ( bu- 
kan pangkat puntjak ) keatas perlu diperoleh persetudjuan 
kami terlebih dahulu seblm diselenggarakan skptsnnja oleh 


daerah. 


kenpangkat dlm semua tingkat jg menjimpang dp persjaratan 
srted kup tsb diatas diadjukan kpd kami mnrt tjontoh ter- 
lampir dim rangkap empat den disertai dftriwjt pek jz Uh 


| 


dd 


ce 


ff 


disahkan dan sptsn kenpangkat terachir dari peg jbs di- 
sertai pula tjatatan mengenai keadaan form/bezet serta pla- 
fond anggaran. | 


utk penetapan kembali masakerdja harus diadjukan kpd 
kami pula usul? mnrt tjontoh terlampir dgn disertai dftriwjt 
pek jg tlh disahkan, apabila dlm masa djbtn jbs bekerdja 
pd sesuatu badan non pemerintah cg perdaerah hendaknja 
djangka waktu jbs bekerdja pd badan? tsb dibuktikan dgn 
keterangan dari bekas badan jbs/ktr? atau kesaksian dari 
dua teman sedjawat jg disahkan. 


selandjutnja usul? kenpangkat jg telah dikirimkan kpd kami 
dan blm mendpt penjelesaian akan tetapi tlh memenuhi 
segala persjaratan hrp sdr selenggarakan sendiri sepandjang 
jg tsb sub aaa. 


dlm mempertimbangkan kenpangkat dim semua tingkat 
thdp peg? neg termasuk pegneg jg dipb (ex pp) harus dipe- 
domani peraturan mdn no 3/1966, instr mdn tgl 30 sept 1960 
no 26 th 1966 dan srted tgl 31 des 1966 no upx 50/1/31. 
chusus mengenai pegneg jg dipb bhd penjerahan pem pst 
dlm mempertimbangkan usul? kenpangkat diambil kebidjak- 
sanaan berdasarkan formasi daerah jg tlh ditetapkan dlm ang- 
garan belandja daerah (vide srtedk tgl 31 djan 1967 no finmat 
1/1/28 dgn memperhatikan pula form pegneg jg tlh kami 
tetapkan. 


mengingat akan perkembangan pemda pada dewasa ini hen- 
daknja dlm penjusunan form pegawai utk daerah tksatu di- 
perhatikan pula pendjabat? jg berkedudukan fromenam/ 
fromlima dan bagi daerah tkdua pendjabat jg berkedudukan 
fromempat sehingga terbuka kemungkinan memberikan ken- 
pangkat kpd tenaga-tenaga pimpinan. 


mengenai sekda dikemukakan bhw selama seseorang men- 
djabat sekda makna jbs digadji mnrt golsxadji fromlima (utk 
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daerah tksatu) dan apabila telah dipenuhi persjaratan da- 
pat digadji mnrt golgadji fromenam. 

mendjadi tegas kiranja bhw pangkat jbs bukanlah pangkat 
mnrt gol/ruang fromlima atau fromenam. 

adapun kedudukan jbs sbg pegawai (neg atau drh) tetap 
memiliki pangkat jg dipangkunja seblm ia diangkat sbg 
sekda. 

selama jbs mendjabat sekda pangkat jbs dapat diatur / di- 


naikkan apabila tlh dipenuhi sjarat-sjarat kepegawaian (di- . 


mungkinkan kenpangkat). 


Menteri Dalam Negeri, 
tt d. 
BASOEKI RACHMAT 
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Letnan Djenderal T.N.I. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


”"KILA T” 


KAWAT — SURAT 


Kepada : 1. semua gubkdh 
2. semua bup/walikota kdh 
Dari : mendagri 


“ no sd 20/4/42 bagi pegawai negeri dim lingkungan dep dalam 
negeri sampai dgn golongan tingkat F/IV jg diperbantukan kpd 
daerah jg telah lima tahun atau lebih terus menerus sampai sce- 
karang berada dalam golongan pangkat jg sama tanpa pernah 
mendapat kenaikan tingkat jg membuktikan ketjakapan dlm me- 
lakukan tugas pekerdjaannja serta dianggap tjakap pula untuk 
mendjalankan pekerdjaan jg dinilai setingkat lebih tinggi dari 
pekerdjaan sekarang, kami putuskan dgn memperhatikan idjazah 
pendidikan masing-masing dapat repeat dapat dinaikkan satu ting- 
kat tanpa terbatas kpd formasi jg ada. diharap pegawai jg ber- 
kepentingan jg memenuhi sjarat-sjarat jg kami maksudkan diatas 
segera diusulkan utk dinaikkan tingkatannja kpd instansi jg ber- 
wenang atau kpd kami menurut ketentuan? dalam peraturan 
mendagri no 3 tahun 1966 tentang hak mengangkat dan mcmber- 
hentikan pegawai negeri dalam lingkungan depdagri stop 
mendagri 


DJAKARTA, 6 Mei 1967. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
u. b. 

Sekretaris Djenderal, 
tt d. 
(Soemarman S.H.) 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah, 
» Bupati Kepala Daerah, dan 
» Walikota Kepala Daerah 
Seluruh Indonesia. 
D ar i: Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 18 Mei 1967. 
Nomor: SD 20/5/31. 


menj srt ed kami tgl 29-8-66 no up 34/5/5 ( instr no 22/1966 ) dan 
dlm rangka pelaksanaan instr pres kab no 11/U/IN/2/1967 seperti 
js tlh didjelaskan dan diinstruksikan oleh sekdjen dep dagri dlm 
pertemuan dgn para sekda pada tgl 14 maret 1967 jg tlh mencgas- 
kan instruksi tsb harus dilaksanakan dgn ketat terhdp peg neg/ 
peg neg dpb drh dim lingkungan ddn maupun terhdp peg drh sbg 
penegasan di-instruksikan sbb : 


aaa pensiunan jg dipekerdjakan lagi harus diberhentikan dgn 
ketentuan bhw mereka jang diangkat sbg tenaga binan pd 
waktu pemberhentiannja dpt diberikan uang lepas berda- 
sarkan pp 15/1951. 


bbb peg neg, peg neg dpb drh dim lingkungan ddn dan peg drh 
jg tlh mentjapai usia 55 thn atau lebih perlu diremadjakan 
berdasarkan pp 68/1958 dgn ketentuan sbb : 
satusatu pd saat usia 55 th ditjapai oleh seorang peg neg/ 
drh diberitahukan supaja jbs memadjukan berhenti 
dgn hak pens. 


duadua jbs diberhentikan tdk repeat tdk atas permintaan 
apabila jbs dlm waktu 3 (tiga) bln setelah pem- 
beritahuan permintaan tdk diterima. 
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tigatiga peg neg/peg neg dpb drh dim lingkungan ddn dan 
peg drh dim dinas tetap/sementara berusia 55 th 
blm berhak pens berdasarkan uu 20/1952 dgn mk 
kurang dari 10 th diberhentikan dari djab/peker- 
djaan karena kelebihan dgn diberikan uang tunggu. 
setelah mk 10 th ditjapai diberhentikan dari djab' 
pek den hak pens. 


ccc peg” jg dim istirahat sakit mnrt psl 4 pp 15/1953 perema- 
djaannja ditangguhkan utk 3 bln dan manrt psl 5 pp tsb 
diatas ditangguhkan utk 6 bin. 


ddd ketentuan? pp 68/1958 ini berlaku pula terhdp peg? non aktip 
mnrt pp 41 th 1952 dan mereka jg istirahat di-luar tang- 
gungan negara. 


ece pendajagunaan pegawai menurut instruksi pres kab no 11/ 
u/in/2/1967 tdk repeat tdk mengurangi pelaksanaan pp 
68/1958. 


An. Menteri Dalam Negeri. 
Sekretaris Djenderal, 


tt. d. 


(Soemarman S.H.) 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 
2. Semua Bupati Kepala Daerah, dan 
3. Semua Walikota Kepala Daerah 
Seluruh Indonesia. 
D ar i: Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 26 Mei 1961. 
Nomor: S.D. 20/6/28. 


menj kwtsrtk 6 mei 1967 nosd 20/4/42, pegzneg dim lingkungan 
depdagri dan peg daerah jg pada tgl 1 djan 1961 disesuaikan kedlm 
pangkat puntjak menurut aturan chusus pzpn 1961 — tlh meme- 
nuhi sjarat? 15-3-5. — dan tgl berikutnja diangkat dlm pangkat 
puntjak dengan mengingat pendidikan atau idjazah dapat dialih- 
kan pangkatnja kedalam pangkat biasa mnrt golgadji sama pada 
saat satu tahun sesudah tgl 1 djan 1961/atau satu tahun sesudah 
pengangkatannja kedlm pangkat puntjak misalnja 1 djan 1962 dst 
dim batas? anggaran. 0 

kemudian apabila mereka memenuhi persjaratan tsb kwtsrtk no 
sd 20 4/42 diatas dpt dinaikkan satu tingkat. 


"ni 


mendagri 
“An. Menteri Dalam Negeri. 2 Haa mena m 
Ay Aakaa 4 | TE: 0 UL “ap 
Sekretaris Djenderal, Aan TE TE 
tt. d. 
(Soemarman S.H.) an 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


REPUBLIK INDONESIA 


KAWAT SURAT 

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah, 
Semua Bupati Kepala Daerah, 
Semua Walikota Kepala Daerah, 
seluruh Indonesia. 

D ar i: Menteri Dalam Negeri. 

Tanggal : 31 Mei 1967. 

Nomor: SD 20/6/41. 


mengenai kwtsrt tgl 6 mei 1967 no. sd. 20/4/42 didjelaskan sbb : 


aaa 


bbb 


CcCc 


ddd 


kenaikan tingkat diberikan kepada mereka jg memenuhi sja- 
rats tsb kwtsrt itu sehingga tidak hanja karena dim lima 
tahun atau lebih terachir tidak pernah mendapat kenaikan 
tingkat mereka otomatis diberi kenaikan tingkat. 
sebaliknja mereka jang lima tahun atau lebih tidak pernah 
mendapat kenaikan tingkat dan memenuhi sjarat seperti 
tsb dim kwtsrt tsb dapat diberi kenaikan tingkat tanpa di- 
batasi formasi menurut prosedur jg berlaku. 
kptsn tsb sub bbb tidak repeat tidak mengurangi kenaikan 
pangkat/tingkat jg dapat diusulkan berdasarkan ketentuans 
umum jg berlaku mengingat formasi dan menurut prosedur 
jg berlaku. 
bhb dgn kptsns dimaksud sub bhb dan sub ccc harus diatur 
sehingga jg memimpin dalam setiap satuan organisasi di- 
kantor-kantor atau diwilajah pemerintahan administratip 
ditetapkan mereka jg tjakap bermental dan beriktikad me- 
menangkan orde baru serta pengemban karya dharma praja 
mukti dan jang memiliki tingkat tertinggi. 

mendn 


An. MENTERI DALAM NEGERI, 
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SEKRETARIS DJENDERAL, 


t.t. d. 
(Soemarman S.H.). 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 
2. Semua Bupati/Walikota Kepala 
Daerah Seluruh Indonesia. 
D ar i: Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 31 Mei 1907. 
Nomor: Persada 2/4/23. 


mkwtsrtk 6 mei 1967 no sd 20/4/42 diberitahukan bhw ketentuan 
dimaksud berlaku pula bagi pegawai daerah ( peg otonom ) dgn 
tjatatan bhw utk peg gol fdua ( bukan pangkat puntjak ) keatas 
usulnja terlebih dahulu dimadjukan kpd kami mnrt tjontoh jg tsb 
dim kwtsrtk 3 mei 1967 no persada 2/3/44. 

mendagri 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Direktur Djenderal Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah 
tt. d. 
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO 


Major Djenderal T.N.I. 


2117 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI KILA T” 
REPUBLIK INDONESIA 


SURAT — KAWAT 


Kepada : Semua gub kdh seluruh indonesia 
termasuk gub kdh djakartaraya 
dan kdh ist jogjakarta 

Dari : mendagri 


no up/29/1/10 dihrp sdr pada drh tkt I membentuk panitia jg me- 
nekiti siapa diantara karyawan lingkungan dep dlm negeri serta 
pamong desa jg masih aktip bekerdja dan jg sudah pensiun (pur- 
nawirawan) diwilajah pemerintahan sdr berdasarkan pengabdian 
dan perdjoangan dan pengorbanan murni kpd negara dan revolusi 
atau kesetiaan mereka sekian banjak thn mengabdikan diri kpd 
dinas dan pekerdjaan serta pemerintah sehingga benar: mendjadi 
tauladan bagi sesama karyawan dan atas dasar itu wadjar untuk 
dianugerahi bintang, tanda djasa atau tanda penghargaan menurut 
peraturan - peraturan atau keputusan - keputusan pemerintah js 
hingga sekarang blm mereka dpt: 

tt peraturan dan keputusan ilu antara lain ialah : 

satu peraturan pem no 28 thn 1959 it satialentjana perintis pergze- 
rakan kemerdekaan, dua perpem no 29/1959 tt satialentjana peri- 
ngatan perdjoangan kemerdekan, tiga perpem no 31/1959 tt satia- 
lentjana karyasatia, ampat perpem no 30/1959 tt satialentjana pem- 
bangunan, lima perpem 32/1959 1t satialentjana kebaktian sosial, 
enam perpem 33/1959 tt satialentjana kebudajaan, tudjuh perpem 
no 2217/1901 tt satialentjana keamanan, delapan undang - undang 
no 21/1959 tt bintang cgerilja: 

bila perlu masukkan dlm panitia tsb mereka jg pernah memeganz 
pimpinan pemerintahan atau minta mereka membantu panitia drn 
keterangan - keterangan jg perlu sehingga panitia dpt menunaikan 
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Ii 2. ia — as Pn aa —— aan, Pt Pay: Ba Gb 


tugasnja dgn baik dan selengkapnja. utk djawa dan madura epj 
dituru'sertakan pada pembantu penghubung gub kdh. 

semua persjaratan dim peraturan dan keputusan - keputusan spj 
dipenuhi dan daftar - daftar usl sdr kpd kami spj lengkap utk 
menghindarkan korespondensi jg tdk perlu jg hanja akan memper- 
lambat penjelesaian. sejogyanja ditiap drh tkt II dibentuk subpa- 
nitia dgn tugas sama utk wilajah pemerintah drh tkt II jg bersang- 
kutan utk membantu panitia drh ikt I. | 

pernilaian dilakukan utk masa karyawan bkerdja sampai pensiun 
dan bagi mereka jg hingga sekarang masih aktip bekerdja ialah 
sedjak 17 agustus 1945 atau sedjak ia mh bekerdja hingga waktu 
diadakan penilaian ini jg tampa dpt disangsikan bermental orde 
baru serta beriktikad memenangkan orde baru dan mendjadi pe- 
ngemban serta pengamal karya dharma pradja muk:i. manakala 
ditentukan khhw jg diusulkan itu harus menandatangani daftar 
usulan sehingga dpt timbul rasa padanja anugerah itu bersifat atas 
permohonannja jg dianggap olehnja kurang sesuai den harga diri 
maka perlu diketemukan modus kebidjaksamaan sehingga usaha 
penganugerahan terus djuga dpt dilaksanakan. : 
usul - usul sdr gelombang pertama spja dpt kami terima selambat- 
lambatnja tgl 15 djuli 1969 agar dpt diusahakan penganugerahan 
dpt dilangsungkan bertepatan hari proklamasi 1967 dan utk gelom- 
bang kedua misalnja pelaksanaannja dpt dilangsungkan pada hari 


ulang thn berdirinja corps karyawan pemerintahan dalam negeri 
pada ts! 6 desember 1961. 


mendagri 


Djakarta, 3 Djuni 1967, 
A.n. Menteri Dalam Negeri 
Sckretaris Djenderal, 


tt. d. 


( Soemarman S. H.). 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


KAWAT SURAT 


Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah 
Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah 
Semua Pembantu Penghubung Gubernur 
Kepala Daerah di Djawa dan Madura. 


| se Indonesia 


Dari : Menteri Dalam Neveri. 
Yanggal : 10 Djuni 1967. 
Nomor : UP. 34/6/7. 


menjusul kwtsrt kami tgl 6 mei 1967 no. ed 20/4/42 terhadap para 
pembantu bupati (wedama) jg hingga kini aktip abg pembantu bu- 
pati kdh ditetapkan bhw para wedana tsb jg digadji menurut golo- 
ngan f/II (ahli-tatapradja) apabila mereka telah mempunjai mk go- 
longan f 15 th dan 3 th duduk dlm pangkat terachir atau tlh me- 
menuhi sjarat - sjarat sub 1I/c srt edaran kup tgl 13-11-1956 no 
a 19 - 45-2'/aw 168-27 melalui usul kpd kami kepadanja dpt di- 
berikan kenaikan pangkat mendjadi ahli - pradja tk I stop. 
mendn 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
SEKRETARIS DJENDERAL, 
ttd. 


(Soemarman S. H.). 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


KAWAT SURAT 


Kepada : Semua Gubernur Kdh. termasuk Gubernur 
Kdh. DCI Djaya dan Kdh. Ist. Jogjakarta, 
Semua Bupati/ Walikota Kepala Daerah 
Seluruh Indonesia. 
Semua Pemb./Pengh. Gub Kdh. di Djawa 


dan Madura. 


Dari : Menteri Dalam Negeri. 
Tanggal : 17 Djuni 1961. 
Nomor : S.D. 20/7/38. 


@iminta perhatian sdr sbb : 
Pertama. 


bhb ada kemungkinan tidak termuatnja sesuatu perkataan, kami 

ulangi isi ertkw kami tgl 31 mei 1967 no SD 20/6/41 sub ddd jg 

seharusnja berbunji sbb : 

ddd bhb dgn kptsns dimaksud sub bbb dan sub ccc sdr harus 
mengatur sehingga jg memimpin dalam setiap satuan organi- 
gasi dikantor - kantor atau diwilajah pemerintahan adminis- 
tratip ditetapkan mercka jg tjakap, bermental dan beretikad 
harus memenangkan orde baru serta pengemban karya dhar- 
ma pradja mukti dan diantara mereka jg memiliki tingkat 
tertinggi pada satuan organisasi jg bersangkutan, jg demi- 
kian itu untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan. 


kedua. 
kami tegaskan ketentuan dlm srtkwt tgl 3 mei 1967 nomor per- 
sada 2/3/44 jg al menetapkan bahwa pengangkatan (ken pang:- 
kat peg daerah jg digadji mwrt gol gadfji fdua (bukan pangkat 
puntjak) keatas perlu diperoleh persetudjuan kami terlebih 
dahulu sebelum diselenggarakan skptsnnja oleh daerah. 
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ketiga. 


kami menghrp perhatian akan srt kami tgl 8 pebruari 1967 no 
sd 20/1/43 agar sdr menindjau kembali kptsn? jg menjimpang dan 
jg mengenai kpten? jg menjimpang itu jg wewenang penetapan- 
nja ada pada kami memadjukan kptsn? tsb disertai pendjelasan- 
pendjelasan tentang alasan-alasan sdr menetapkan kptsn? je 
kepada kami agar djangan ada penindjauan atau pembatalan se- 
tjara sefihak oleh kami, tetapi kami dapat seperlunja mernper- 
hatikan pertimbangan. - pertimbangan saudara. 


keempat, 


keten!luan - ketentuan tsb srtkwt tgl 6 mer 1967 no sd 20/4/42 
dgn memperhatikan semua sjarat-sjarat jg ditetapkan didalam- 
nja serta den mengikuti procedure Jz berlaku seperti jg ditegae- 
kan pada sub kedua diatas, dapat diperlakukan bagi perawar 
daerah. 


kelima. 


kami ulangi bahwa dlm pengelolaan urusan kepegawaian sepan- 
djang mengenai pegawai - pegawai negeri jg diperbantukan kpd 
daerah, sdr wadjib memperhatikan dan mengikuti isi surata 
kawat sbb : 

aaa tgl 6 mei 1967 no sd 20/4/42 

bbb tgl 26 mei 1967 no sd 20/6/28 

ccc tgl 31 mei 1967 no sd 20/6/41 

ddd tgl 10 djuni 1967 no up 34/6/6 

cee tgl 10 djuni 19607 no up 34/6!7 

dan jang mengenai pegawai daerah ialah srikwt tgl 3 mci 1967 
no persada 2/3/3/ 44 jang isinja didasarkan pasal? 50, 65. 86. 83 uu 
no» 18 thn 1965. 


keenam. 


kenaikan tingkat atau pangkat ditetapkan pertama - tama atas 
dasar ketjakapan mendjalankan pekerdjaan atau djabatan dan 


999 
tt...) 


tai 


memperhatikan sjarat-ejarat lain menurut peraturan jg berla- 
ku serta pernilaian tjakap untuk mendjalar:kan pekerdjaan atau 
djabatan jg dinilai setingkat lebih tinggi. kenaikan pangkat atau 
tingkat tidak repeat tidak ditentukan dgn tudjuan atau atas da- 
sar penghargaan atau hendak menghargai djasa ataupun atas alas- 
an karena hendak berhenti den hormat dari djabatan negeri 
dgn hak mendpt pensiun, karena utk penghargaan djasa ada 
pengaturamnja eendiri. 


ketudjuh. 


jg dimaksud dgn pegawai negeri lingkungan depdagri jg dpl: 
pada drh tidak repeat tidak meliputi pegawai negeri jg bekerdja 
pada komponen agraria dan transmigrasi, koperasi dan pemba- 
gunan masjarakat desa. 


kedelapan. 


tidak dibenarkan mengadakan sistim pengangkatan atau kenaik- 
an pangkat den tjara mengangkat seorang merndjadi peg den 
pangkat lokal atau sistim lain jg menjimpang dari perat jg ber- 
laku jg memberikan pangkat/tingkat jg lebih tinggi dari pada 
jg resmi mendpt persetudjuam atau merupakan keputusan kami 
walaupun dalam pangkatan lokal misalnja selisih penghasilan 
dibajar oleh daerah. 


mendagri 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Sekretaris Djenderal, 
td. 


( Soemarman S.H.). 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 88 TAHUN 1967 


KAMI, TEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Membatja : 

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djuni 1967 No. U.P. 6/3/383 
Membatja kembali : 

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Septem- 
er 1966 No. 207 Tahun 1966 antara lain tentang penundjukan Sau- 
dara SOEMADI BC. HK., Letnan kolonel CKH Nrp. 14548 scbagai 
Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat: 


Memperhatikan : 


Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong 
Propinsi Kalimantan Barat tanggal 27 April 1967 No. Sk. 5/1-D/1- 
Um/1967 tentang pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Propinsi 
Kalimantan Barat: 


Menimbang : 

a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala 
Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, Saudara SOEMA- 
DI BC. HK. tersebut perlu diberhentikan dari djabatannja sc- 
bagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat: 


b. bahwa untuk mendjamin lantjar djalannja roda pemerintahan 
dipropinsi tersebut perlu segera mengangkat eeorang Kepala 
Daerah: 

c. bahwa Saudara SOEMADI BC. HK. tersebut tjakap serta me- 
menuhi sjarat? untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, 
sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I 
Propinsi Kalimantan Barat: 


Mengingat : 
1. Undang - undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 
1965 No. 83): 
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2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
| 1961 No. 286): 


Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara ta- 
hun 1952 No. 63): 


Cas 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


| Dengan mengachiri penundjukkannja sebagai Pedjabat Kepala 
Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, terhitung mulai tang- 
sal pelantikan : 


Saudara SOEMADI BC. HK. 
Letnan Kolonel CKH Nrp. 14518 
tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi 
Kalimantan Barat dan kepadanja diberikan : 
a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,— sebulan berikut tundjangan' 
lain menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri, 
b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,— sebulan: 


dengan ketentuan : 


1. bahwa dalam wmendjalankan tugamja jang bersangkutan 
memakai gelar ,GUBERNUR”,: 


2, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kem- 
hali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini ke- 
mudian terdapat kekeliruan. 


SALINAN 
Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : 
1. Presidium Kabinet AMPERA: 
2. Semua Menteri Kabinet Ampera: 


3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor: 
4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Pontianak: 
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5. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Pontianak: 
6. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat di 
Pontianak: 

7. Panglima Kodam XII/Tandjungpura di Pontianak: 

8. Ketua DPRDGR Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak. 
PETIKAN 

Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan 

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 21 Djuni 1967. 
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


angga ena na aa ta rara Mo ——. aa gg 


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 99 TAHUN 1961. 


KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


: Membarja : 
Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djumi 1967 No. UP. 6/3/31: 


.a. 


Menimbang : 


bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon - tjalon Kepala Dae- 
rah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, Saudara SOEKADI- 
JO Kolonel Inf. Nrp. 10227 perlu diberhentikan dari djabatan- 
aja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kali- 
mantan Timur: 

bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintahan didaerah 
tingkat I Propimei Kalimantan Timur perlu segera mengangkat 
seorang Kepala Daerah: 

bahwa Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANIE, Kolonel In- 
fanteri Nrp. 15805, Inspektur Djenderal Koanda Kal, Wakas I 
Koandahan Kalimantan di Bandjarmasin dipandang tjakap ser- 
ta memenuhi sjarat? untuk diangkat sebagai Kepala Daerah: 
tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah 
tingkat I Propinsi Kalimantan Timur: 


Mengingat : 


1. 


K3 


Undang - undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 
1965 No. 83): 


Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 
1961 No. 286): 


Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara 


tahun 1952 No. 63): 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan : 


t2 
tb 
-J 


PERTAMA : 
Saudara SOEKADIJO 


Kolonel Inf. Nrp. 10227 


tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai 
Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, 


KEDUA : 
Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANIE 


Kolonel Inf. Nrp. 15805 


dimaksud diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi 
Kalimantan Timur dan kepadanja diberikan : 
a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,— sebulan berikut tundjangan 
lain menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri: 
b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 150,— sebulan 
dengan ketentuan : 
1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan 
memakai gelar ,6GUBERNUR”: 
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kem- 
bali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini ke- 
mudian ternjata terdapat kekeliruan. 


SALINAN 
surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : 


1. Presidium Kabinet Ampera, 

2. Semua Menteri Kabinet Ampera, 

3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor, 

4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta, 

5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda, 

6. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Samarinda, 

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Sa- 
marinda, 


8. Panglima Kodam IX Kalimantan Timur di Balikpapan, 
9. Ketua D. P. R.D. — G. R. Propinsi Kalimantan Timur di 
Samarimda. | 


' PETIKAN 


surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan 
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 21 Djuni 1967. 
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Ltd. 
SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. : 91 TAHUN 1967. 


KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Membatja : 


1. 


Kawat Gubernur/KDH. Propinsi Irian Barat No. Nota Dinas. 
tanggal 31 Mei 1967 tentang usul pemberhentian Sdr. F.M. Ki- 
rihio dari keanggotaan M.P.R.S. dan D.P.R.D.C.R. Pro- 
pinsi Irian Barat: 


. Surat Gubernur/KDH. Propinsi Irian Barat No. 453/Rhs/GIB” 


1967 tanggal 10 Djuni 1967 tentang laporan kegiatan baru dari 
Sdr. F. M. Kirihio tersebut. 


Menimbang : 


bahwa dalam rangka penjegaran susunan, keanggotaan D.P.R.D. — 
G.R. Propinsi Irian Barat sehingga benar? dapat mentjerminkan, 
menjalurkan kehendak rakjat jang diwakihnja, dipandang perlu 
untuk memberhentikan Sdr. F.M. Kirihio dari keanggotaan D.P.R. 
D.G.R. Propinsi Irian Barat. 


Mengingat : 


IP 
2, 


6. 


Pasal 4 ajat (1) Undang? Dasar: 
Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 jo Keputusan Presiden 
No. 199 tahun 1960: 


Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, 


. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959: 


Undang" No. 10 tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No. 99 ta- 
hun 1963: 


Keputusan Presiden No. 73 tahun 1903. 


Mendengar : 


Saran? dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indone- 


sia. 
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MEMUTUSKAN : 


: Menetapkan 4 

PERTAMA : 

. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Frits Maurits Kirihio dari 
' keanggotaan D.P.R.D.G.R. Propinsi Irian Barat dengan utjapan 


terima kasih atas djasa”nja jang telah diberikan selama mendjabat 
sebagai anggota D.P.R.D.G.R. tersebut. 


KEDUA : 
” Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditctapkan. 


. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 

: 1. Ketua D.P.R. — G.R:, 

Para Menteri Utama, 

Menteri Dalam Negeri, 
Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat, 
Ketua DPRDGR Propinsi Irian Barat. 


1 PN 


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepenting- 
an untuk diketahui dan diindahkan seperlunja. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tangzal : 21 Djuni 1967. 


PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
tt.d. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


REPUBLIK INDONESIA 


:AMAT SEGERA” 


KEPADA 


SEMUA GUBERNUR KEPALA DAERAH 
SELURUH INDONESIA. 


No. SD. 20/8/5. Tanggal, 26 Djuni 1967. Lampiran : 


Perihal : 


Usul kenaikan pangkat/tingkat pegawai. 


Dengan tidak mengurangi penghargaan kami terha- 


dap usaha Saudara dalam memperhatikan nasib serta 
carriere bawahan Saudara dengan usul- usul Saudara 
akan kenaikan pangkat/tingkat mereka, perlu kami 
mengharapkan perhatian Saudara akan hal- hal sebagai 
berikut : 


1. mengenai sementara usul- usul untuk kenaikan pang- 


kat/tingkat, kami menghadapi kesulitan dalam me- 
ngambil keputusan, disebabkan tidak atau kurang 
lengkapnja keterangan jang diperlukan mengenai pe- 
gawai jang diusulkan itu, oleh karena tidak dimuat- 
nja djabatan, tugas atau pekerdjaan jang njata dila- 
kukan olehnja, sehingga sukar untuk mengadakan 
evaluasi apakah jang bersangkutan itu telah dengan 
tjakap serta hasil - hasil jang haik melakukan peker- 
djaan jang mengenai luas, berat dan djenis atau kwa- 
litasnja memang sudah tepat dinilai dengan golongan 
/tingkat dalam pangkatnja jang terachir. Perlu diper- 
hatikan, bahwa semakin tinggi golongan/tingkat, se- 
makin beratlah sjarat-sjarat jang harus diterapkan. 


. mengenai djumlah-djumlah masa-kerdja primair dan 


subsidair jang didjadikan ejarat, djumlah - djumlah 


itu adalah djumlah - djumlah minimal. Belum dipe- 
nuhinja masa - kerdja primair dan subsidair merupa- 
kan penghalang untuk kenaikan pangkat/tingkat. Di- 
samping itu tidaklah tepar pula anggapan, bahwa de- 
ngan telah dipenuhinja sjarat - sjarat masa - kerdja 
primair dan subsidair itu, seolah - olah ada hak un- 
tuk otomatis naik pangkat/tingkat, oleh karena sela- 
in masa-kerdja primair dan subsidair jang harus 
dipenuhi, masih pula harus diperhatikan dan diper- 
hitungkan sjarat -sjarat teknis lain seperti luas, be- 
rat, djenis dan kwalitas pekerdjaan dan pernilaiannja 
dengan golongan/tingkat seperti jang dimaksud pada 
sub 1. diatas, ketjakapan melakukan pekerdjaan jang 
sudah tepat dinilai dengan golongan/tingkat itu dan 
lain sebagainja seperti pula idjazah atau pendidikan 
dan formasi. Keterangan perihal ketjakapan itu ada- 
lah mutlak, oleh karcna sekarang ada ketentuan bah- 
wa dalam konsiderans surat-surat keputusan jang 
bersangkutan perlu ditjantumkan pula bahwa pega- 
wai itu menurut conduite tahun penilaian, telah me- 
memnuhi sjarat - sjarat jang berlaku. Pernjataan ke- 
tjakapan itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan- 
ketentuan dalam P.P. no. 10 tahun 1952. Manakala 
pernjataan ketjakapan itu tidak atau belum lagi di- 
laksanakan terhadap pegawai - peyawai bawahan Sau- 
dara, maka Saudara wadjib segera mulai dengan pe- 
laksanaannja, sehingga usul - usul jang selandjutnja 
Saudara madjukan, sudah pula memuat tentang con- 
duite pegawai jang diusulkan itu. 

3. Penjimpangan dari formasi adalah hanja dalam hal- 
hal jang memang dengan tegas dan resmi diizinkan 
atau ditetapkan penjimpangannja. 

4. Dalam usul kenaikan pangkat/tingkat perlu pula di- 
djelaskan djabatan atau pekerdjaan apa janz akan 
diberikan sebagai tugas pegawai jang diusulkan naik 
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pangkat/tingkat itu. Usul untuk kenaikan pangkat/ 
tingkat itu harus mengandung arti bahwa pegawai 
jang bersangkutan itu dianggap tjakap untuk mw 
mamgku djabatan/pangkat jang dinilai setingkat l- 
bih tinggi daripada djabatan/pangkat sekarang: pe- 
nilaian jang demikian berarti, bahwa djabatan dan 
pekerdjaan jang akan diberikan kepadanja eetclah 
kenaikan pangkat/tingkatnja itu, harus benar - benar 
lebih berat dan lebih tinggi kwalitasnja serta harum 
pula merupakan tugas penuh bagi pegawai jang ber- 
sangkutan. Dengan pendjelasan jang dapat mejakim- 
kan, maka kenaikan pangkat/tingkat lebih mudaib 
bisa diselenggarakan. 

Oleh karena hanja dengan antara lain memper- 
hatikan dan melaksanakan pengertian - pengertian se 
perti jang disebut diatas itu, kita dapat mengadakas 
penertiban dalam hal meningkatkan effisiensi kerdja das 
rasionalitas dalam tata susunan perangkat Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah - pemerintah Daerah dalam 
rangka pendajagunaan pegawai seperti jang dimakzud- 
kan oleh Instruksi Presidium Kabinet tanggal 16 Pebrw- 
ari 1967 No. 11/U/IN/2/1967, maka agar untuk selan- 
djutnja Saudara mengindahkan hal - hal jang disebutkan 
diatas itu dalam mengusulkan kenaikan pangkat 'tinzkat 
pegawai bawahan Saudara. 


An. MENTERI DALAM NEGERI, 
SEKRETARIS DJENDERAL, 
ttd. 
(Soemarmn S.H.) 


Tindasan, : 
Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah 
dan para Pemb. penghubung Gubernur 
Kepala Daerah di Djawa dan Madura. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 31 TAHUN 1966 
TENTANG 
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
NO. 23/EK/IN/11/1966. 


Mengingat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 

untuk tahun 1967 menundjukkan keadaan jang mewadjibkan 

adanja prihatin, maka pengelolaan keuangan Negara dan Dae- 

rah-daerah, harus dilakukan dengan hemat sehematnja scrta 

dengan penuh tanggung djawab. 

Dengan penghematan setjara maksimal tanpa mematjetkan 

djalannja pemerintahan dan usaha pembangunan, harus di- 

manfaatkan sedjauh mungkin Anggaran Pendapatan dan Be- 

landja Negara jang ditetapkan chusus bagi kegiatan kerdja 

Departemen Dalam Negeri pada tingkat Pemerintah Pusat dan 

Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah- 

pemerintah Daerah bagi masing-masing Daerah jang berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri : 

Maka wadjib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh : 

a. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 dalam 
rangka program penghematan Negara. 

b. penjederhanaan organisasi dan struktur Departemen dan 
Organisasi serta struktur Pemerintah-pemerintah Daerah 


sesuai dengan kebidjaksanaan jang dimuat dalam Kepu- 


tusan Presidium Kabinet No. 15/KEP/11/1966. 


c. meniadakan Badan-badan jang berkelebihan atau jang 
merupakan doublures pada tingkat Pusat dan tingkat 
Daerah serta memanfaatkan barang inventaris jang ter- 
scdia se-effektif mungkin guna pelaksanaan tugas. 
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Pemerintah-pemerintah Deerah harus meningkatkan hasil? 
sumber - sumber penghasilan Daerah dengan antara lain : 


b. 


melaksanakan pemungutan padjak jang intensip sesuas 
dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 10/EK/IN/1966. 
penindakan tegas kepada penjeleweng/penjalah gunaan 
dalam rangka penarikan padjak baik terhadap petugas 
petugas maupun terhadap oknum-oknum penjebab pe- 
njelewengan tersebut. 

menginstruksikan kepada Perusahaan-perusahaan Daerah 
agar aktif membantu pelunasan padjak-padjak Perusa- 
haan-perusahaan Daerah jang bersangkutan. 

melakukan pengawasan effektif terhadap Perusahaan- 
perusahaan Daerahnja. 

memberi kebebasan jang lebih besar kepada unit-unit 
ekonomi dalam masjarakat untuk memperlantjar kehi- 
dupan ekonomi, sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah 
digariskan. 

membatasi diri dalam mengeluarkan peraturan/keten- 
tuan-ketentuan jang dapat menghambat kelantjaran arus 
harang dan kegiatan ekonomi pada umumnja. 


Singkatnja, melaksanakan sepenuhnja isi Instruksi Presidium 


Kabinet No. 23/EK/IN/11/1966, jang meliputi pula : 


mengambil langkah-langkah jang perlu guna membantu 
melantjarkan realisasi eksport, sesuai dengan maksud dan 
ketentuan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 13/ 
EK/IN/10/1966. 

melarang dan mentjegah ikut tjampur tangan dalam bi- 
dang cksport dalam bentuk apapun terhadap semua 
instansi jang berada dalam lingkungannja dan jang tidak 
mempunjai tugas gerta tanggung djawab dibidang eksport. 
menghentikan segala bentuk pemungutan terhadap bahan 
eksport, ketjuali jang telah diatur berdasarkan perundang- 


undangan Pusat. 


d. segera mengambil tindakan agar para penguasa sipil 
mentaati ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan di- 
bidang eksport sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah 
digariskan oleh Pemerintah. 


Melakukan pengawasan jang tadjam terhadap pelaksanaan 
projek-projek chusus/pemhbangunan dan meneliti mengenai 
sjah serta kegunaan (rechtmatigheid dan doelmatigheid) 
pengeluaran-pengeluaran biajanja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 1 Desember 1966. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
tt. d. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


Kepada: 


1. Gubernur Kepala Daerah D.C.I. Djakarta Raja, 
2. Semua Gubernur Kepala Daerah, 

3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, 

4. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah. 


ag 


Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal, Inspektur 

Djenderal, pada Departemen Dalam Negeri. 

2. Semua Kepala Biro, Direktorat, Dinas, Bagian pada 
Departemen Dalam Negeri. 

3. Direktur Irian Barat dan 

4. Bapuskopda. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
NO. 23/EK/IN/11/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang 
bahwa perlu memberikan petundjuk? jang lebih terperintji, 
sehingga didapat pengertian tentang tekanan tugas dan ambeg- 
parama-arta-an pelaksanaan, chusus dalam rangka program 
Stabilisasi ekonomi dan keuangan : 


Mengingat : | 
l.. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 


1966 : 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 
1966 : 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 177 tahun 
1966 : 


4. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966 : 
5. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966 : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 
INSTRUKSI KEPADA PARA MENTERI DAN PENDJABAT? 
LAINNJA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEBI- 
DJAKSANAAN DIBIDANG EKONOMI, sebagai berikut : 


PERTAMA 
BIDANG EKSPOR : 
1. Kepada semua Menteri : 


a. Mengambil langkah? jang perlu guna membantu me- 
Jlantjarkan realisasi eksport, sesuai dengan maksud 
dan ketentuan dalam Instruksi Presidium Kabinet 


No. 13/EK/IN/10:1966 : 


b. Melarang dan mentjegah ikut tjampur tangan dalam 
bidang eksport dalam bentuk apapun terhadap semua 
“instansi jang berada dilingkungannja dan jang tidak 
mempunjai tugas serta tanggung djawab dibidang 
ekeport : 


c. Menghentikan segala bentuk pemungutan terhadap 
bahan eksport, ketjuali jang telah diatur berdasar- 
kan perundang'an Pusat : 

2. Kepada para Menteri Panglima Angkatan dan Menteri 

Dalam Negeri : 

Segera mengambil tindakan agar para penguasa militer 

dan Sipil, baik ditingkat Pusat maupun Daerah men- 

taati ketentuan? dan larangan? kegiatan dibidang eksport 
sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh 

Pemerintah. 


K EDUA : ” | 


BIDANG PERKREDITAN LUAR NEGERI : 


1. Kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Menteri 

Luar Negeri dan Gubernur Bank Sentral : 

a. Segera mengambil langkah? untuk mendjamin terse- 
dianja kredit Luar Negeri jang diperlukan untuk 
kepentingan import dan penerimaan Negara tahun 
19617 : 

b. Mempertjepat penjelesaian/realisasi masalah kredit 
dari Negeri Belanda, Djerman Barat dan kredit untuk 
spare-parts dari Amerika Serikat, jang sampai saat ini 
belum dapat siap untuk digunakan/dimanfaatkan : 

2. Gubernur Bank Sentral supaja mentjabut dan selandjut- 
nja meng-B.E-kan kredit jang telah didjatahkan kepada 
sesuatu Instansi, jang ternjata tidak dapat memperguna- 


kan/memanfaatkan djatah kreditnja pada achir bulan 
Nopember 1966 : 


3. Kredi STOGAP dari Djepang : 
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KETIGA 


Menteri Perdagangan mengatur dan melaksanakan pen- 
djualannja kepada umum barang? berasal dari kredit 
'STOGAP dari Djepang dan jang dapat didjual kepada | 
umum : 


BIDANG PERKREDITAN DALAM NEGERI : 


l. 


Kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral : 
Memegang teguh pedoman? jang telah digariskan dalam 


Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 : 


' Kepada Gubernur Bank Sentral : 


Melaksanakan setjara selektip dan memegang teguh azas 


perkreditan jang sehat dalam melaksanakan kebidjak- 


sanaan perkreditan dalam sektor produksi. 


KEEMPAT 


BIDANG PENGHEMATAN/PENJEDERHANAAN. 


2G 
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Kepada semua Menteri : 


a. 


Cc. 


Melaksanakan dengan sungguh? pedoman jang tentu 
dalam Instruksi Presiddum No. 12/EK/IN/9/1966 


dalam rangka program penghematan Negara : 


Melaksanakan dengan konsekwen usaha penjeder- 
hanaan organisasi dan Struktur Departemen? sesuai 
dengan kebidjaksanaan jang tertuang dalam Kepu- 


tusan Presidium Kabinet No. 75/KEP/11/1966 : 


Meniadakan Badan? jang berkelebihan atau jang me- 
rupakan dublures, serta memanfaatkan harang? in- 
ventarisnja jang terscdia se-efektif mungkin guna 
pelaksanaan tugas. 


Menteri Luar Negeri bersama? dengan Departemen? 


Bank? serta P.N.? segera mengatur rentjana penjeder- 


hanaan perwakilan? diluar-negeri. 


3 


| 


Dan hasil rentjana tersebut agar sudah dapat diadjukan ' 


kepada Presidium Kabinet pada achir bulan Nopember 
1966. 


KELIMA 


BIDANG PERPADJAKAN : 
Kepada Semua Menteri : 


b. 


Melaksanakan pemungutan padjak jang intensif sesuai 


dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 10/EK/IN/1966 : 


Penindakan tegas kepada penjeleweng/penjalah gunaan 
dalam rangka penarikan padjak, baik terhadap petugas? 
maupun terhadap oknum? penjebab penjelewengan tsb : 
Menginstruksikan kepada P.N.? agar aktif membantu pe- 
lunasan padjak P.N.? jang bersangkutan dan intensifikasi 
pelaksanaan penarikan padjak pada umumnja : 


KEENAM : | 
BIDANG HARGA DAN TARIP : 
Kepada para Menteri jang membawahkan P.N. 


mengawasi P.N.? jang berada dalam lingkungan agar pe- 
laksanaan Instruksi Presidium Kabinet No. 14/EK/IN/ 
10/1966, tentang penetapan harga, benar? bersumber ke- 
pada kebidjaksanaan jang dapat dipertanggung djawab- 
kan dan harus dihilangkan faktor? pemborosan dan ke- 
mewahan : 


Meningkatkan disiplin membajar bagi pengguna djasa 
seperti penumpang, konsumen aliran/tenaga listrik, air 
minum sehingga pendapatan P.N. jang bersangkutan 
bertambah. 


Para Menteri jang menguasai/mengawasi PN? jang meng- 
hasilkan barang dan djasa jang dimaksud dalam pasal 2 
Instruksi Presidiim Kabinet No. 14/EK/IN/10/1966, 
hendaknja berhubungan dengan Djawatan urusan Ne- 
gara dalam menentukan harga dan tarif. 
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KETUDJUH 


BIDANG SUBSIDI : 


Kepada Menteri jang bersangkutan : 
Menjelesaikan subsidi untuk barang import tertentu sesuai 
” dengan instruksi Presidium Kabinet No. 14/EK/IN/10, 1966, 


dengan Menteri Keuangan : 


KEDELAPAN 
BIDANG PERUSAHAAN? NEGARA : 


Kepada para Menteri jbs. : 


a. Melakukan pengawasan efektif, terhadap P.N.? jang ber- 
ada dalam lingkungannja, apakah mereka telah meme- 
nuhi kewadjiban? jang ditetapkan seperti pelaporan mi- 
lik devisanja pada tiap achir bulan sesuai jang dimaksud 
oleh Instruksi Presidium No. 18/EK/IN/10/1966 : 


b. Pada achir 1966, tiap Menteri supaja sudah mengirim- 
kan laporan kepada Presidium Kabinet tentang keadaan 
PN? dalam lingkungan masing” disertai laporan keuang- 
annja. 


KESEMBILAN : 
MASALAH DEKONTROL : 


Semua Menteri : 


a. Memberi kebebasan jang lebih besar kepada Unit? eko- 
nomi dalam masjarakat untuk memperlantjar kehidupan 
ckonomi, sesuai dengan kebidjaksanaan jang tclah diga- 
riskan : 


b. Membatasi diri dalam mengeluarkan peraturan/ketcn- 
tuan? jang dapat menghambat kelantjaran arus barang 
dan kegiatan ekonomi umumnja : 


19 
sdn 
t2 


KESEPULUH 
MASALAH CHUSUS DJAKARTA RAYA : 


1. Kepada Menteri Perhubungan : 


Merealisasi perbaikan angkutan umum di Djakarta Raya, 
sebelum Puasa j.a.d. : 


2. Kepada Menteri Perdagangan : 
Meningkatkan persediaan barang? kebutuhan hidup bagi 
penduduk Djakarta Raya sebelum bulan Puasa, terutama 
gula, minjak goreng, beras, tepung, terigu, daging dll. 
KESEBELAS 


Instruksi Presidium Kabinet ini berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di: Djakarta. 
Pada tanggal : 19 Nopember 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
K ET U A, 
t. t. d. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


Kepada : 
DISTRIBUSI "'A”. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
DJAKARTA 


No. Finmat. 7/2/31. 
Tanggal, 24 Pebruari 1967. 


Kepada 


. Gubernur Kepala Daerah 
Chusus Ibukota 
Djakarta. 


Lampiran : — 
Perihal : Iuran Rehabilitasi Daerah (Ireda ) 


sebagai pendapatan Daerah. 


Menarik surat Saudara ttgl. 31 Desember 1966 mengenai hal 
tersebut diatas dipermaklumkan dengan hormat jang berikut : 


Iuran Rehabilitasi Daerah/luran Pembangunan Daerah jan: 
dahulu bernama Padjak Hasil Bumi diatur dalam Undang-undan: 
No. 11 Prp tahun 1959 dan dengan demikian merupakan suatu 
padjak Negara jang ketentuan? pelaksanaannja dikeluarkan pula 
oleh Pemerintah Pusat ic Departemen Keuangan dan Departemco 


Dalam Negeri. 


Walaupun Ireda/Ipeda adalah suatu padjak Negara mamun 
berdasarkan pasal 17 dari Undang? No. 11 Prp tahun 19:59 diter- 
tukan, bahwa hasil pendapatan padjak dimaksud seluruhnja di- 
serahkan kepada Daerah tingkat II bagi pembiajaan pembangunan 
Daerah dibawah pengawasan Kepala Daerah tingkat I janz ber- 
sangkutan, sedangkan terhadap Daerah chusus Ibukota Djakarts 
penghasilan Ireda diserahkan kepada Saudara. Penerimaan Da4- 
rah dari hasil? pendapatan Ireda/Ipeda itu pada hemat kami tidak 
dapat dipandang sebagai subsidi dari Pemerintah Pusat, dan dapat 
ditjatat disini, bahwa hal ini tidak mempengaruhi djumlan san- 
djaran, subsidi dan sumbangan kepada Daerah jang dipertim- 


2.4 


bangkan tiap tahun oleh Pemerintah Pusat, meskipun dalam 
Anggaran Belandja dan Pendapatan Negara target penerimaan 
Ireda/Ipeda tersebut dimasukkan. 


Perlu pula dikemukakan disini, bahwa memang hasil jang 
diperoleh dari pemungutan Ireda/Ipeda diserahkan sepenuhnja 
kepada Daerah, sehingga tidak akan terdjadi, bahwa hasil pen- 
'dapatan dari Ireda/Ipeda jang lebih dari pada jang termuat da- 
lam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus disetorkan 
kelebihannja kepada Pemerintah Pusat. 


Selandjutnja kami berharap, agar dapat diadakan kerdjasama 
dan konsultasi jang erat mengenai soal Ireda/Ipeda dimaksud 
antara Pemerintah? Daerah dengan Departemen Keuangan ic 
Direktorat Iuran Pembangunan Daerah dan Departemen Dalam 
Negeri ic Direktorat Pembinaan Finansiil dan Materiil Pemerintah 


Daerah. 


Menteri Dalam Negeri. 
Direktur Djenderal Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah, 

t. t. d. 


( Soenandar Prijosoedarmno ) 


Brigadir Djenderal T.N.I. 


Tembusan kepada jith. 


Semua Gubernur Kepala Daerah. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 


DJAKARTA 


No. 


Kepada: 
1. Semua Gubernur Kepala Daerah. 


Semua Bupati/Walikota Kepala. 
Daerah. 


Lampiran : 1 (satu) 
salinan surat. 


Finmat. 7/4/18. 


Tanggal, 24 April 1967. 
Perihal : Penjerahan sumber? padjak 


246 


kepada Daerah. 


Bersama ini disampaikan dengan hormat salinan surat dan 
Bapak Menteri Keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah 
Sulawesi Utara tertanggal 24-1-1967 Nr. D 15.1.3.10 mengena: 


hal tersebut diatas jang untuk singkatnja Saudara dipersilah- 
kan membatjanja. 


Dalam surat ini didjelaskan, bahwa di Negara dimana pxcn:z- 
hasilan jang utama adalah padjak, maka Perimbangan Ke 
uangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diwudjudkan 
dalam pembagian sumber? padjak (belastingbronnen ). janz 
diatur sedemikian rupa sehingga penerimaan padjak? Daerah 
dapat membiajai pengeluaran? Daerah jang sangat diperlukan. 
sedangkan bagi pengeluaran? Daerah jang lain masih d:c- 
diakan subsidi dan gandjaran. 


Ditekankan pula, bahwa politik perpadjakan tidak dapat 
dilepaskan dari politik umum Pemerintah Pusat dibidanz 
ekonomi dan keuangan, seperti disimpulkan dalam Ketctapan 
MPRS No. XXIII/MPRS/1966, sehingga padjak? jang pen- 
ting dan jang mempengaruhi ekonomi dan keanang Negara 
— jang karenanja memberi hasil jang besar — harus tetap 
didalam wewenang Pemerintah Pusat, karena djika tidak dc- 


mikian halnja, maka materi peraturan? perpadjakan jang 
penting itu akan diatur beraneka-ragam oleh masing? Daerah. 


Padjak? jang mempunjai arti penting dibidang ekonomi 
dan keuangan ialah antara lain : 


a. Padjak Perseroan, 

b. Padjak Pendapatan dan 

c. Padjak Pendjualan, 

dam jang tidak dapat disetudjui penjerahannja kepada Daerah 
mendjadi sumber? padjak (belastingbronnen) dari Daerah. 


Sebagai dimaklumi padjak? Negara jang telah diserahkan 


mendjadi padjak? Daerah berdasarkan Undang? No. 32 tahun 
1956 (L.N. No. 77/1956) jo. P.P. No. 3 tahun 1957 (L.N. 
No. 10/1957) adalah : 


. Daerah tingkat I : 


a. Padjak Rumah Tangga ("Ordonansi Padjak Rumah 
Tangga 1908” ), | 

b. Padjak Kenderaan Bermotor (”Ordonansi Padjak Ken- 
deraan Bermotor 1931” ), 

c. Padjak Verponding (”Ordonansi Verponding 1928” ), 


Daerah tingkat II : 


a. Padjak Djalan ("Ordonansi Padjak Djalan 1942”) 

b. Padjak Kopra (Undang? Negara Indonesia Timur No. 
16/1949”) 

c. Padjak Potong ("Ordonansi Padjak Potong 1936”) 

d. Padjak pembangunan I ("Undang? Padjak Pembangun- 
an I, Undang? Republik Indonesia No. 14/1947”), 

e. Padjak Verponding Indonesia (”Ordonansi Padjak Ver- 
ponding Indonesia” ), 


Selandjutnja dikemukakan, bahwa semendjak belerapa 
waktu sedang diadakan pemikiran mendalam tentang pe- 
njempurnaan peraturan perundangan Perimbangan Kcuang- 
an, jang hingga kini masih berlaku. 
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1. 


Bapak Menteri Keuangan dapat menjetudjui untuk dise- 
rahkan pula kepada Daerah, 
Daerah tingkat I : 


a. Padjak Radio, 
b. Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor, 


c. Bea Balik Nama Harta tetap. 

Daerah tingkat II : 

Padjak Bangsa Asing, 

dengan tjatatan, bahwa soal ini masih memerlukan peng- 
godokan dan persiapan seperlunja. 


Dalam pada itu kami hendak menggaris-bawahi permintaan 
Bapak Menteri Keuangan dan mengandjurkan, agar Daerah 
disamping pengintensipan pemungutan padjak? Daerah sen- 
diri, ikut serta djuga didalam mensukseskan pemungutan? 
padjak? Negara jang penting dimaksud, satu dan lain dalam 
rangka pelaksanaan “Instruksi Presidium Kabinet Ampera 
No. 10/EK/IN/9/1966 tanggal 16 September 1966 tentang 
Pengintensipan pemungutan padjak dalam rangka mening- 
katkan penerimaan Negara” dan jang sebagiannja berdasar- 
kan peraturan perundangan jang berlaku diperuntukkan pula 
bagi keuangan Daerah. 


An. Menteri Dalam Negeri ' 
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah, 

( Soenandar Prijosoedarmo ) 


Major Djenderal T.N.I. 


Tembusan : 


Ae aa Da aa 
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Menteri Keuangan, 

Sekretaris Djenderal Keuangan, 
Direktur Djenderal Keuangan, 
Direktur Djenderal Anggaran, 
Direktur Djenderal Padjak. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA 


M EM O 


Kepada: 1. Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah 
2. Direktorat Djenderal Agraria dan Transmigrasi 
3. Direktorat Djenderal Koperasi 


4. Direktorat Djenderal Pembangunan Masjarakat 


Da ri : Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri 
Nomor : BK: 22/1/7 

Tanggal, 27 April 1967 Lampiran : 5." 
PERIHAL : Pemungutan penerimaan? Negara. 


“Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Penda- 
patan dan Belandja tahun 1967, Presidium Kabinnet Ampera da- 
mal surat keputusannja No. 48/U/KEP/2/1967, berkenaan dengan 
penerimaan Negara, pada pasal 16 ajat (1) menetapkan bahwa 
semua Departemen/Lembaya Negara mengadakan intensifikasi 
pemungutan dari pada penerimaan Negara jang mendjadi tang- 
gung-djawabnja. 2 | | aa 


Berhubung dengan keputusan Presidium Kabinet Ampera 
itu, mungkin berkelebihan kiranja apabila kami kemukakan di- 
sini, bahwa untuk mengintensifkan pemungutan daripada pene-: 
rimaan? Negara? itu, chususnja penerimaan? jang termasuk bagian 
Anggaran Departemen Dalam Negeri, oleh pedjabat? jang tugas- 
nja berhubungan dengan pemungutan? tersebut perlu diambil 
langkah? sebagai berikut : 


a. mengawasi agar peraturan-? tentang penetapan serta pc- 
mungutan penerimaan? didjalankan dengan setjcrmat- 
tjermatnja 3 
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b. mengawasi agar tagihan? kepada fihak? jang berhutang 
kepada Negara c.g. Departemen Dalam Negeri dilakukan 
tepat pada waktunja : 


c. Mengawasi agar semua penerimaan disetorkan kepada 
Kas Negara dan dipertanggung-djawabkan sebagaimana 
mestinja. 


Dalam hubungan ini, perlu kiranja kami kemukakan djuga 
soal penundjukan bendaharawan chusus sebagai penjetor tetap 
seperti jang dimaksud dalam surat? edaran Departemen Keuang- 
an tgl. 16-9-55 No. 189758/G.T. jo tgl. 20-10-1955 No. 215117/G.T. 
tgl. 13-4-1961 No. PKN/I1/10/24/3, tgl. 16-12-1961 No. PKN/II/ 
10/89 /4 dan tgl. 16-5-62 No.PKN/II/10/40/6. Untuk djelasnja 
maka bersama ini disampaikan dengan hormat salinan? dari pada 


surat? edaran itu. 


Menurut prosedure tata-pembukuan anggaran jang berlaku 
sekarang ini, penerimaan? Negara jang disetorkan pada Kas Ne- 
gara dan Bank Negara Indonesia seperti jang ditentukan dalam 
ajat (2) pasal 16 surat keputusan Presidium Kabinet Ampera ter- 
sebut diatas, dipertanggung-djawabkan masing? oleh Kantor Ben- 
dahara Negara dan Bank Negara Indonesia kepada Departemen 
jang bersangkutan. Sepandjang mengenai penerimaan Bag. Ang- 
garan Departemen Dalam Negeri, pemeriksaan terhadap pertang- 
gungan-djawab? itu dilakukan oleh Bag. Pemeriksaan Biro Admi- 
nistrasi Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan Bagian itu 
memerlukan keterangan? mengenai segala sesuatu jang berhu- 
bungan dengan penerimaan? jang bersangkutan. 


Berhubung dengan itu, maka dengan ini kami mengharap 
bantuan Saudara agar kepada Baigan Pemeriksaan tersebut di- 
berikan keterangan? penerimaan? mana jang termasuk Direktorat 
Djenderal Saudara, landasan? hukumnja untuk memungut pene- 
rimaan? itu, melalui saluran? mana penerimaan? tersebut dipu- 
ngut, dan apakah untuk penerimaan itu telah ditundjuk benda- 
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iharawan seperti jang dimaksud dalam surat? edaran Departemen 
Keuangan tersebut diatas. 


Achirnja kami ingin meminta perhatian Saudara mengenai 
“ketentuan dalam ajat (5) pasal 1 surat keputusan Presidium Ka- 
' binet Ampera termaksud, dalam mana antara lain dinjatakan 
bahwa tiap penerimaan jang diperoleh Departemen/Lembaga Ne- 
gara adalah penerimaan Negara dan dilarang dipergunakan lang- 

sung untuk membelandjai pengeluaran atas beban Anggaran 
Belandja Negara, melainkan harus disetorkan kepada Kantor 
Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank 
Negara Unit 1/Bank Sentral atau Bank Pemerintah lainnja jang 
ditundjuk. 


A.n. Menteri Dalam Negeri 
Sekretaris Djenderal, 


(SOEMARMAN S.H.) 


TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA : 


1. Inspektur Djenderal Departemen 
Dalam Negeri. 
2. Semua Gubernur/Kepala Daerah. 
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Tjontoh surat-keterangan Lampiran L. 


ME EH nee el RB Banua 


Membatja surat-edaran Menteri Keuangan tgl. .................... ala 


NOL 3 abln ian 


Berkehendak mengatur 


b. 


I. 


Il. 
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penundjukan bendaharawan? jang dibebani pekerdjaaa 
untuk menagih dan menjetorkan penerimaan? tertentu : 


penetapan saat bilamana penerimaan itu harus disctorkan 
pada Kas Negeri atau Kantor Pos (Pembantu) jang dibebani 
pekerdjaan Kas Negeri : 


Memutuskan: 


Ditundjuk sebagai Bendaharawan para pemangku djabatas 
jang tersebut dalam daftar lampiran, jang dibebanni peker 
djaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan? tcrtenta 
bagi Negara. 


Ditetapkan bahwa Bendaharawan? jang tersebut sub I harus 
menjetorkan penerimaan? itu pada Kas Negara atau Kantorpos 
(pembantu) pada saat? jang ditentukan dalam daftar itu, de- 
ngan tjatatan bahwa apabila pada waktu? jang ditentukan ita 
tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh Bendahara- 
wan harus dikirimkan sebuah daftar-nihil kepada Kas Negara 
atau Kantorpos (pembantu) dengan diterangkan tanggal dari 
penjetoran jang terachir. 


Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada : 


Kepada Kas Negara .........iiioocoocoooooooooooooo 
Kepala Kantorpos (Pembantu) di ...........oooococooooooooo 
Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri ...... 
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di 
Djakarta. 

5.  Thesaurir Djenderal. 


sa ni 0g 


6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor. 


Ly (ampiran dari surat-keputusan Menteri : ..........oooocoooooooooooooo 


tangpal Anletosbunasknan NOL 2 Glasses sa angen hahaa 


—e la. Djabatan Tempat Mata Dienis anggal penje- 
Nomor anggaran peneri- toran pada 
b. Nama Ben-i tinggal Idari maan? Kas Negeri Keterangan. 
darut daharawan anggaran u Kantorpos 
chusus. belandja (pembantu) 


Ba ————.. 
Ba aacgaeaaaaaasasscssamssmscsmsms#s#s#sswwwww www 555 
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Tjontoh surat-keterangan Lampiran L. 


Ne Rena Ea 


Membatja surat-edaran Menteri Keuangan tgl. ..................c. ... 


NG. 0 lean Naah 


Berkehendak mengatur 


b. 


I. 


Il. 


penundjukan bendaharawan? jang dibebani pekerdjaan 
untuk menagih dan menjetorkan penerimaan? tertentu : 


penetapan saat bilamana penerimaan itu harus disctorkan 
pada Kas Negeri atau Kantor Pos (Pembantu) jang dibebani 
pekerdjaan Kas Negeri : 


Memutuskan: 


Ditundjuk sebagai Bendaharawan para pemangku djabatan 
jang tersebut dalam daftar lampiran, jang dibebanni peker- 
djaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan? tertentu 
bagi Negara. 


Ditetapkan bahwa Bendaharawan? jang tersebut sub I harus 
menjctorkan penerimaan? itu pada Kas Negara atau Kantorpos 
(pembantu) pada saat? jang ditentukan dalam daftar itu, de- 
ngan tjatatan bahwa apabila pada waktu? jang ditentukan ita 
tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh Bendahara- 
wan harus dikirimkan sebuah daftar-nihil kepada Kas Negara 
atau Kantorpos (pembantu) dengan diterangkan tanggal dari 
penjetoran jang terachir. 


Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada : 


Kepada Kas Negara ..........i..o.oococooooroooooo 
Kepala Kantorpos (Pembantu) di ...........ooooocoocoooooo 
Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri....... 
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di 
Djakarta. 

5.  Thesaurir Djenderal. 

6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor. 


Na se tol 


I 


Lampiran dari surat-keputusan MenteTti : ........oooo.oo.o 


tanggal wo». oo. #o.wo.o—o oo NO, 3 “soco#oomecoowo.iWmo.m 


Mata Djenis anggal penje- 
anggaran peneri- toran pada 
Jari mani Kas Negeri 
anggara u Kantorpos 
belandja (pembantu) 


a. Djabatan Tempat 


Keterangan. 


b. Nama Ben-i tinggal 
darut daharawan 
chusus, 
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Tjontoh surat-keterangan Lampiran L. 


MET tert set en mna unnes 

Membatja surat-edaran Menteri Keuangan tgl. ................ee.ce te 
NO. 5 Tekankan 

Berkehendak mengatur 


a. penundjukan bendaharawan? jang dibebani pekerdjaan 
untuk menagih dan menjetorkan penerimaau? tertentu : 


b. penetapan saat bilamana penerimaan itu harus disctorkan 
pada Kas Negeri atau Kantor Pos (Pembantu) jang dibebani 
pekerdjaan Kas Negeri : 


I. Ditundjuk sebagai Bendaharawan para pemangku djabatan 
jang tersebut dalam daftar lampiran, jang dibebanni peker- 
djaan untuk menagih dan menjetorkan penerimaan? tcrtenta 
bagi Negara. 


II. Ditetapkan bahwa Bendaharawan? jang tersebut sub I harus 
menjetorkan penerimaan? itu pada Kas Negara atau Kantorpos 
(pembantu) pada saat? jang ditentukan dalam daftar itu, de- 
ngan tjatatan bahwa apabila pada waktu? jang ditentukan ita 
tidak ada penerimaan jang akan disetorkan, oleh Bendahara- 
wan harus dikirimkan sebuah daftar-nihil kepada Kas Negara 
atau Kantorpos (pembantu) dengan diterangkan tanggal dari 


| 
Memutuskan: 


penjetoran jang terachir. 


Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada : | 


Kepada Kas Negara ...........iocoioooooo Woo oo | 
Kepala Kantorpos (Pembantu) di ............oooocoooo” Woo | 
Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri ....... 
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di 
Djakarta. 

5.  Thesaurir Djenderal. 

6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor. 


sd sit aa ta 


22.—.. 


Lampiran dari surat-keputusan Menteri : ..........ooooooooo.o.ooo.oo 


1- 


Tanggak anemia NO5 Sanam manga asam akan susana 


Pa a. Djabatan Tempat Mata Djenis anggal penye- 
“Nomor anggaran peneri- toran pada 
b. Nama Ben-| tinggal Idari maan? Kas Negeri Keterangan. 
dirut daharawan anggaran tau Kantorpos 
chusus. belandja. (pembantu) 
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KEMENTERIAN KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 


No. 215117/G.T. Djakarta, 20 Oktober 1955. 
Lampiran 
Perihal - Penundjukan Bendaharawan? 


chusus jaitu jang disebut 
djuru - penerima uang penda- 


patan? tertentu. 


RA L A T 


Perkataan? jang berbunji : 
daftar - nihil Kepada Kas Negeri atau Kantorpos (pembantu), 
termaksud dalam bagian 1I dari tjontoh surat keputusan (Tam- 
piran 1) jang dilampirkan pada surat edaran Menteri Keua- 
ngan tanggal 16 September 1955 No. 189758/GT harus diganti 
dengan perkatan? sbb : 
»Surat- tanda setoran -nihil kepada Kantor Pengawas dan 
Tata Usaha Kas Negeri jang bersangkutan”. 


KEMENTERIAN KEUANGAN 
Kepala Bagian Umum Thesauri Negara, 
td. d. 
( P.S. Zainuddin ). 


DEPARTEMEN KEUANGAN 


DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA 


DJAKARTA 


Djakarta, 13 April 1961. 


Kepada 
- Semua Departemen 
(Ketjuali Pertahanan). 


No. PKN/I1I/10/24/3. 
Lampiran : 


Perihal : Pengawasan penstor" 


tetap (geregelde storters3). 
No. 25/SE/1961 


Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa mulai 
tanggal 1 Djanuari 1961 Pengawasan atas penjetoran" jang 
dilakukan oleh Bendaharawan? (chusus) termaksud dalam s.e. 
kami tgl. 16 — 9 — 1955 No. 18978/G.T. tidak lagi dilakukan 
oleh kantor Pengawas Kas Negara, melainkan oleh Kas Ne- 
gara/Kantorpos (pembantu) dimana penjetoran harus dilaku- 
kan. 


Berhubung dengan itu ralat kami tgl. 20 — 10 — 1955 
No. 215117/G.T. mulai tanggal tersebut ditjabut kembali, se- 
hingga surat keputusan jang Saudara terbitkan mulai tahuu 
1961 harus sesuai dengan tjontoh semula jang dilampirkan 
pada surat edaran kami tersebut diatas, bahwa ,,apabila pada 
waktu? jang ditentukan itu, tidak ada penerimaan jang akan 
disetorkan, oleh bendaharawan harus dikirimkan sehelai su- 
rat tanda setoran nihil kepada Kas Negara a'au Kantorpos 
(pembantu) dan seterusnja”. 
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Surat? keputusan jang diterbitkan sebelum itu tidak per- 
Ju diperbaharui, akan tetapi tjukup bila Saudara menginstruk- 
sikan kepada bendahrarawan? jang ditundjuk sebelum tanggal 
1—1-— 1961, agar surat? tanda setoran nihil mulai tgl. 1 — 
1 — 61 dikirimkan kepada Kas Negara/Kantorpos (Pemban- 
tu). 


Dengan demikian surat kepala Kantor Pengawas Kas 
Negara Surabaja tgl. 10—2—1961 No. 731/II/U/ jang 
ditudjukan kepada Saudara kami tarik kembali. 


An. Menteri Keuangan 
Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaam 
Kas Negara 
dat 
(M. SLAMET). 


(Z—.. saw w— 


DEPARTEMEN KEUANGAN 
)JAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA 
! DJAKARTA. 


Djakarta, 16 Desember 1961. 


No. : PKN/11/10/89/4. 
Lampiran : 
Perihal : Pengawasan penstop” tctap : 
Kepada 
Semua Departemen (ketjuali) : 
Ni sdt Angkatan Darat, 
| P ? Laut, 
9 » Udara 
c Pertahanan 
Pe #0... Keamanan Nasional) 


Menundjuk surat edaran Menteri Keuangan tanggal 13 April 
jang baru lalu No. PKN/11/10/24/3 (Nr. 25/5.E./1961) bersama ini 
dipermaklumkan dengan hormat, bahwa hingga kini belum semua 
Departemen? menundjuk bendaharawan? (chusus) dalam lingku- 
ngannja untuk melakukan penjetoran? tetap. 

Pun ada djuga Departemen jang menerbitkan surat - keputu- 
san penundjukan bendaharawan chusus sebagai penjetor telap te- 
tapi dalam surat keputusan tersebut tidak ditentukan tanggal dan 
tempat penjetoran. 


Berhubung dengan hal? tersebut Haa dengan ini kami harap 
agar Saudara sudi melakukan perumdjukan Bendaharawan? chusus 
jang berada dalam lingkungan Departemen Saudara dengan surat- 
keputusan dan djuga menentukan pada tanggal? manakah dari tiap 
bulan uang? jang telah diterima itu harus disetorkan pada Kas Ne- 
gara ataupun pada Kantorpos (pembantu) jang diserahi pekerdjaan 
Kas Negara, misalnja pada tanggal 10, 20 dan 30 tiap bulan. Hen- 
daknja ditetapkan pula bahwa apabila pada waktu? jang ditentukan 
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itu tidak ada penerimaan? jang akan disetorkan, oleh penjetor te- 
tap, sebagai perubahan atas ketentuan dalam anak - kalimat kedua 
surat edaran Men'eri Keuangan tersebut pada awal surat ini, harus 
menjerahkan sts nihil rangkap 3. Sts nihil ini oleh Kas Negara/ 
Kantorpos (Pembantu) diperlakukan sebagai setoran biasa. surat 
tanda setoran lembar kedua dikembalikan kepada penjetor, sedang- 
kan lembar pertama dan ketiga dilampirkan pada buku Kas pem- 
bantu jang bersangkutan jang akan dikirim kepada Kpkas. 


Salinan keputusan termaksud hendaknja dikirimkan 
kepada : | 


1. Kepala Kan'or Pengawas Kas Negara jbs (djika penje- 
toran harus dilakukan pada satu Kas Negara). 

2. Kepala Kantorpos (Pembantu) jbs. 

3. Direktur Djenderal P.T.T. (Bagian uang Pos) di Ban- 
dung. 

4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara, 

5. Badan Pengawas Keuangan di Bogor. 

2 dan 3 djika penjetoran harus dilakukan pada suatu Kantorpos 

(pembantu). 


Pd. Kepala Djawatan 
Perbendaharaan dan Kas Negara 
d.t.t. 
(M. Slamet). 


Tembusan disampaikan dengan 
hormat kepada : 


1. Direktur Djenderal P.T.T. (Bagian uang Pos) di Bandung 
menundjuk suratnja tel. 4 — 12 jang lalu No. 63711/UI/C. 

2. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai di Djakarta. 

3. Semua Kepala Kantor Pengawas Kas Negara. 

4. Semua Kepala Kantor Kas Negara. 

3 dan 4 dengan permintaan perubahan? perlakuan surat 
tanda setoran nihil. | 
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TP — DEPARTEMEN URUSAN PENDAPATAN 

PEMBIAJAAN DAN PENGAWASAN 
'DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA 
1 DJAKARTA 


.Nomor : PKN/II/10/40/6 

(Lampiran : —, — 

' Perihal : pengawasan penstor' 
| tetap 


Djakarta, 16 Mei 1962. 


Kepada 
Departemen Kesehatan 
kepala Bagian Keuangan 
di 
Djakarta. 


Membatja surat? keputusan Saudara tanggal 17 - 1- 1962 
No. 3060/U.K./III dan No. 3061/U.K,/HII tentang penundju- 
kan bendaharawan chusus, sebagaimana ditentukan dalam 
s.e. Menteri Keuangan tanggal 18-9-1955 No. 189754/GT, 
bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam skp? 
tersebut belum dimuat keterangan? lengkap guna kelantjaran 
pengawasan atau penjetoran” jang harus dilakukan oleh Kas 
Negara atau Kantorpos. 


Keterangan? jang masih harus ditjantumkan dalam skp. 
jang dimaksud a. |. ialah : 
a. penetapan tanggal penjetoran, 
b. Kas Negara atau Kantorpos mana jang ditundjuk untuk 
menerima setoran? itu, 
C. mata - anggaran jang bersangkutan, 


hal? mana telah disinggung - singgung pula dalam s.e. kami 
tangcal 16-12-1961 No. PKN/II/89/4. 
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Lain dari pada itu salinan skp. tersebut a.1. perlu diki- 
rimkan kepada Kas Negara atau Kantorpos jang ditundjuk 
melakukan penerimaan setoran' itu, Kantor Pengawas Km 
Negara dan bila setoran? itu harus dilakukan dikantorpos sa- 
linan skp djuga dikirimkan kepada Direktur Djenderal Pos 
Telegrap dan Telepon di Bandung. 

Untuk keterangan? tersebut diatas dipergunakan daftar 
tersendiri sebagai lampiran ekp. jang bersangkutan, jans tjom- 
tohnja dilampirkan pada s. e. Menteri Keuangan tersebut dia- 
tas. 


Berhubung dengan itu diminta dengan hormat, agar skp. 
jang kurang lengkap itu dibetulkan sebagaimana mestinja. 


An/Pd. Kepala Djawatan 
Perbendaharaan dan Kas Negara 
Kepala Bagian Inspeksi Kas Negara 
ttd. 

P.J. Poesposoctjipto. 


Tembusan disampaikan kepada : 


1. Semua Departemen, Kepala Bagian Keuangan (terketjuali 
Depazrtemei? Angkatan Darat, Angkatan Laut Angkatan 
Udara, Pertahanan dan staf Keamanan Nasional). untuk 
diketahui, 


Semua Kepala Kantor Pengawas Kas Negara. 


w 13 


. Direktur Djenderal Pos Telegrap dan Telepon Bagian 
uang Pos di Bandung. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


»AMAT SEGERA" 
Kepada : 


1. Semua Direktur Djenderal dalam lingkungan 
Departemen Dalam Negeri, 

2. Direktur Irian Barat pada Departemen 

Dalam Negeri, 

Semua Gubernur Kepala Daerah, 

Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah, 

5. Inspektorat Djenderal Departemen Dalam 
Negeri, 

6. Semua Kepala Biro dan Direktorat lingkung: 
an Departemen Dalam Negeri. 


aa 


No. BK. 22/1/9. Tanggal 22 Mei 1961. Lampiran: 1 (satu). 
Perihal : Pengelolaan terhadap anggaran belandja 
Departemen Dalam Negeri. 


Dalam melakukan pengelolaan terhadap anggaran belandja Departe- 
men Dalam Negeri maupun anggaran pendapatan dan belandja Daerah, 
dalam pembiajaan rentjana kegiatan kerdja serta pelaksanaannja (ren- 
tjana kegiatan kerdja dalam bidang routine maupun rentjana kegiatan 
kerdja dalam bidang pembangunan, seperti projek-projek, — projek 
umum maupun chusus, — serta pelaksanaannja) diinstruksikan supaja 
diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut : 

1. administrasi, organisasi dan ,,management” kita harus bersifat 
pelaksanaan rentjana jang matang dan djelas (..program-oriented”). 
Pelaksanaan dengan pembiajaannja harus selalu didasarkan atas 
perentjanaan jang sudah selesai disusun sebelumnja dengan perin- 
tjian jang djelas dan lengkap serta jang telah diteliti ataupun 
diudji, bahwa pelaksanaan itu dapat diselesaikan setjara riil, 
konkrit dan praktis memang dapat dikerdjakan hingga selesai. 
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2. harus ditjegah perentjanaan jang disusun diatas kertas dari bela- 
kang medja kerdja jang tidak atau kurang konkrit, belum siap 
seluruhnja, praktis tidak/kurang sesuai atau disesuaikan dengan 
kenjataan tanpa dikadji menurut keadaan dan kondisi setempat, 
tanpa diselesaikan atau disepakatkan terlebih dahulu dengan Kepala 
Daerah jang berkepentingan padahal kegiatan kerdja, rentjana 
atau projek itu akan dikerdjakan dalam wilajah pemerintahan 
Kepala Daerah jang dimaksud dibawah pimpinan dan tanggung- 
djawab umum Kepala Daerah itu. 


3. Rentjana kegiatan kerdja atau rentjana projek dapat dikatakan 
sudah selesai persiapan perentjanaannja, manakala sudah selesai 
ditetapkan : 

a. rumusan djenis kegiatan kerdja atau projek dan tempat atau 
lokasi dari projek jang hendak dikerdjakan lengkap dengan 
peta situasi, bilamana sjarat jang demikian itu harus dipenuhi. 

b. perintjian akan komponen-komponen jang merupakan bagian- 
bagiannja dan perintjian akan data-data teknis jang tjukup 
lengkap. 

c. spesifikasi kondisi-kondisi dan sjarat-sjarat jang perlu diper- 
hatikan dalam pelaksanaannja. 

d. Spesifikasi tentang djumlah-djumlah perkiraan biaja jang di- 
perlukan untuk pelaksanaannja. 

e. manakala pelaksanaan rentjana atau projek akan diselesaikan 
tahap demi tahap, maka rentjana atau projek tiap tahun harus 
sudah lengkap disiapkan. 

4. memperhatikan dan mentjukupi ketentuan-ketentuan seperti jang 
ditetapkan dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 48/U/KEP/ 
2/1067 (jang bersama ini untuk lengkapnja dilampirkan), ketjuali 
pembiajaan jang disalurkan melalui subsidi pembangunan Daerah 
walaupun dalam hal ini pokok-pokok ketentuan jung ada dalam 
keputusan Presidium tersebut masih djuga harus diperhatikan. 


Diminta perhatian saudara-saudara sepenuhnja, agar ketentuan-keten- 
tuau diatas dilaksanakan dengan lengkap dan sebaik-baiknja, djanganlah 
ada permintaan otorisasi, permintaan biaja, penjediaan dan selandjutnja 
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, pengeluaran biaja untuk rentjana jang tidak atau belum selesai per- 
. siapannja. 


wa k 


Dalam pengelolaan selandjutnja, supaja djangan sampai terdjadi 
kegiatan kerdja atau pengeluaran biaja ataupun pembelian jang tidak 


| langsung untuk kepentingan pelaksanaan rentjana atau projek jang 


—a 


ditetapkan serta jang telah selesai disiapkan itu sendiri, walaupun 
mungkin bisa dikemukakan adanja hubungan dengan rentjana atau 


projek jang harus dikerdjakan itu, misalnja pengeluaran biaja untuk 


" gedung/bangunan/rumah atau alat perlengkapan ataupun kendaraan 


Lot 


bagi pedjabat-pedjabat ataupun instansi pelaksanaan projek atau fihak- 
fihak lain jang ada hubungannja dengan pelaksanaan projek, ditempat 
dimana projek itu harus dikerdjakan maupun ditempat lain tetapi jang 
sebenarnja tidak untuk atau berupa pelaksanaan langsung dari rentjana 


| atau projek itu sendiri. Maka djelas, bahwa segala pengeluaran biaja 
| haruslah hanja jang langsung berhubungan dengan pelaksanaan projek 
| itu sendiri. Penjimpanan akan mengakibatkan tuntutan pertanggungan 


djawab. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
SEKRETARIS DJENDERAL 


ttd. 
(Soemarman S.H.) 
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'PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
No. 48/U/KEP/2/1967. 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
| BELANDJA NEGARA TAHUN 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA, 
Menimbang : 
bahwa perlu memberikan pedoman mengenai pelaksanaan Anggaran 
. Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1967: 
Mengingat : | | 
“01. Pasal 23 ajat 4 Undang-Undang Dasar 1945: 
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS 1966: 
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 
1966 No. 12/EK/IN/9/1966: 
Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl. 1925 
No. 418) sebagaimana telah diubah dan ditambah : 
5. Peraturan Pengurusan Tata-Usaha Keuangan Negara (R.A.B. 
Stbl. 1933 No. 381) sebagaimana telah diubah dan ditambah: 
6. Undang-Undang Nr. 14 tahun 1966 tentang Anggaran Pen- 
dapatan dan Belandja Negara tahun 196v. 


H 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANDJA NEGARA TAHUN 1964. 


KETENTUAN UMUM 
Pasal 1. 


(1). Djumlah-djumlah jang dimuat dalam Anggaran Belandja Negara 
merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pos-ang: 
garan jang bersangkutan. 
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2). 
(3). 


| (4). 


(5). 


(l). 
(2). 


(3). 


“a). 


Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belandja 
Negara, djika untuk pengeluaran itu tidak /tidak tjukup tersedia 
dana (kredit) dalam Anggaran Belandja Negara. 


Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran 
Belandja Negara untuk tudjuan-tudjuan lain dari pada jang di- 
tetapkan dalam Anggaran Belandja Negara. 


Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara 


“diterbitkan surat keputusan otorisasi. 


Tiap penerimaan jang diperoleh Departemen /Lembaran Negara 
adalah penerimaan Negara dan dilarang dipergunakan langsung 
untuk membelandjai pengeluaran atas beban Anggaran Belandja 
Negara, melainkan harus disetorkan kepada Kantor Bendahara 
Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara 
Indonesia Unit I (satu) Bank Sentral atau Bank pemerintah lainnja 
jang ditundjuk. 
PENGURUSAN UANG ANGGARAN 
Pasal 2. 
Menteri Keuangan mengatur uang untuk membelandjai Anggaran 


Belandja Negara dalam batas? pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belandja Negara jang seimbang. ! 


Dalam rangka pelaksanaan Anggaran, diusahakan agar Anggaran 
Belandja Pembangunan dibelandjai dengan hasil kredit Luar 
Negeri. 

Komitmen-komitmen akan menimbulkan pengeluaran atas beban 
Anggaran Belandja Negara dan melebihi djumlah tertentu, perlu 
mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Departemen Keuang: 
an, jang selandjutnja diatur dalam pasal 15. 


PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI. 
Pasal 3. ag 
Dalam rangka pengaturan penjediaan uang sebagai dimaksud 


dalam pasal 2, pada prinsipnja dana (kredit) anggaran jang 
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(2). 


(3). 


(4). 


(5). 


(6). 


(). 


(2). 


(3). 


(1). 


(2). 
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diperlukan guna membiajai pengeluaran-pengeluaran disediakap 
untuk masa satu triwulan. 

Untuk keperluan itu tiap Departemen/Lembaga Negara jang me- 
nguasai satu bagian anggaran menjusun dan mengadjukan suatp 
rentjana penggunaan kredit-anggaran, terdiri dari rentjana fisik 
dan rentjana keuangan kepada Departemen Keuangan untuk di- 
setudjui. 

Surat keputusan otorisasi barulah dapat diterbitkan setelah ren- 
tjana penggunaan tersebut pada ajat (2) disetudjui oleh Depar- 
temen Keuangan. 

Surat keputusan otorisasi pada dasarnja hanja berlaku sampas 
tahun anggaran bersangkutan. 

Surat keputusan otorisasi jang berlaku untuk pengeluaran ber- 
kala diperbaharui tiap tahun. 

Dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ajat (3), (4) dan (S5) 
diketjualikan surat-surat keputusan jang didasarkan atas pera- 
turan-peraturan umum kepegawaian, seperti pengangkatan pesa- 
wai, pemberian uang tunggu, pemberian pensiun. 


Pasal 4. 


Uang disediakan sebagai beban tetap atau beban sementara (uang 
untuk dipertanggung djawabkan — u.u.d.p.). 

Penjediaan uang atas beban Anggaran Belandja Negara sedjaub 
mungkin dilakukan sebagai beban tetap atas dasar tanda-tanda 
bukti pengeluaran jang sjah. 

Menteri Keuangan mengatur lebih landjut mengenai kedua djens 
pembebanan tersebut dalam pasal ini. 


Pasal 5. 


Surat keputusan otorisasi diterbitkan oleh Departemen /Lembaga 
Negara bersangkutan dan mendapat persetudjuan terlebih dahule 
dari Departemen Keuangan c.g. Direktorat Djenderal Anggaran. 


Untuk memperoleh uang/pembajaran atas dasar surat keputusan 
otorisasi tersebut, Bendaharawan bersangkutan memadjukan per- 


| 


| 


Td wa A 3g 


| 


mintaan kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu 
Bendahara Negara. 

Dalam hal diperlukan pembajaran atas beban tetap, permintaan 
tersebut disertai surat-surat bukti jang sjah. 


Pasal 6. 


Departemen Keuangan c.g. Direktorat Djenderal Anggaran menje- 
lesaikan persetudjuan atas surat keputusan otorisasi dalam waktu 
selambat-lambatnja satu minggu setelah diterima surat keputusan 
otorisasi jang bersangkutan lengkap disertai bahan-bahan dan 
dipenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kepentingan pem: 
berian persetudjuan. 


PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAJAR, PENUNDJUKAN 


BENDAHARAW AN DAN PERTANGGUNGAN DJAW ABNJA. 


Pasal 7. 


Kantor Bendahara Negara menerbitkan surat perintah membajar 
atas dasar permintaan uang anggaran berdasarkan surat keputusan 
Otorisasi dalam waktu selambat-lambatnja satu minggu setelah diterima 
surat permintaan uang anggaran lengkap disertai bahan-bahan dan di: 
penuhi sjarat-sjarat jang diperlukan. 


Pasal 8. 


Cl). Chusus untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja 


(2). 


Negara tahun 1967 Menteri atau pedjabat jang menguasai suatu 
bagian Anggaran menetapkan kembali pedjabat-pedjabat jang 
diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan otorisasi 
serta bendaharawan-bendaharawan dalam lingkungan Departe- 
men /Lembaga Negara jang bersangkutan. 


Dalam penundjukkan bendaharawan-bendaharawan itu diperhati- 
kan larangan perangkapan djabatan bendaharawan sebagaimana 
dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia 
atau (LC.W.). 
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(). 


(2). 


Pasal 9. 


Sebelum tanggal 10 tiap bulan bendaharawan menjampaikan surat 
pertanggungan-djawab tentang pengurusan uang untuk dipertang- 
gung-djawabkan atau (u.u.d.p.) mengenai bulan jang baru lalu 
kepada kantor jang menerbitkan surat perintah membajar lalu 
atau (s.p.m.) uang untuk dipertanggung-djawabkan itu, jang 
selandjutnja setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, mengi- 
rimkannja selekas-lekasnja kepada Biro Keuangan Departemen/ 
Lembaga Negara jang bersangkutan (jang anggarannja diberatkan 
dengan u.u.d.p. tersebut). 


Selembar tembusan surat pertanggungan-djawab sedjauh mungkin 
disertai tembusan tanda-tanda bukti jang bersangkutan bersamaan 
waktunja dengan pengiriman tersebut pada ajat (1) dikirimkan 
langsung kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara 
jang bersangkutan. 


(3). Pertanggungan-djawab dimaksud pada ajat (1) merupakan sjarat 


(4). 


(2). 
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untuk memperoleh pembajaran berikutnja. 


ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
Pasal 10. 


Untuk keperluan penjusunan perhitungan anggaran tahun 1967 


pada waktu jang direntjanakan, setiap aparatur Negara dalam 


rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, 
membantu dan mengusahakan agar bahan-bahan (laporan) untuk 
tata-pembukuan Anggaran dan perhitungan anggaran disampaikan 
setjara tertib dan teratur kepada Biro Keuangan Departemen / 
Lembaga Negara jang menguasai bacian anggaran jang bersang- 


kutan. 


Berdasarkan tembusan surat pertanggungan-djawab seperti di- 
maksud dalam pasal 9 ajat (2) setiap waktu dikerdjakan tata- 
pembukuan-anggaran bulanan, hingga tata-pembukuan ini dapas 
rampung dalam waktu jang lebih tjepat. 


,. 


2). 


3). 


Setelah diterima surat-surat pertanggungan-djawab seperti dimak- 
sud dalam pasal 9 ajat (1) segera diadakan persesuaian seperlunja 
atas penjelenggaraan tata-pembukuan-anggaran berdasarkan surat 
pertanggungan-djawab itu. 

Dengan tidak mengurangi keharusan untuk melakukan tata-pem- 
bukuan dari tahun-tahun anggaran jang lalu, Biro Keuangan 
dimaksud pada ajat (1) mengutamakan pemeriksaan (verifikasi) 
dan pembukuan dari pengeluaran dan penerimaan anggaran untuk 
tahun 1967. 

Departemen Keuangan setelah bermusjawarah dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut 
mengenai penjusunan perhitungan anggaran. 


PENGHEMATAN. 
Pasal 11. 
Dalam pelaksanaan Anggaran Belandja Negara diusahakan peng- 


hematan dan efficiency setjermat-tjermatnja. 
Pada lampiran II surat keputusan ini dimuat ketentuan-ketentuan 


tentang berapa pokok penghematan bagi pelaksanaan Anggaran 
Belandja Routine. 


BELANDJA PEGAWAI DAN PENSIUNAN. 
Pasal 12. 


Untuk tahun anggaran 1967 tidak diperkenankan mengangkat 
pegawai baru, baik sebagai pengganti pegawai jang berhenti/ 
pensiun /meninggal dunia maupun sebagai tambahan, terketjuali 
pengangkatan tenaga-tenaga jang berasal dari ikatan dinas. 
Untuk kantor-kantor /unit-unit baru serta untuk peggantian pe- 
gawai diusahakan pelimpahan dari Na /Lembaga Negara 
lain jang kelebihan pegawai. 

Gadji /upah/tundjangan-tundjangan dan ongkos perdjalanan dinas 
bagi pegawai/pekerdja projek-projek pembangunan jang dibeban:- 
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(kh. 


(2). 


(3). 


kan atas Anggaran Belandja Negara disesuaikan dengan peraturan- 


peraturan jang berlaku bagi pegawai-Negeri. 
Pasal 13. 


Tundjangan beras untuk daerah minus diberikan dalam bentuk 
natura dan untuk daerah surplus diberikan berupa uang. 
Tundjangan gula pada prinsipnja diberikan dalam bentuk natura. 
Dalam hal gula tidak tersedia, tundjangan diberikan dalam bentuk 
uang menurut harga satuan jang ditetapkan oleh Gubernur /Kepala 
Daerah menurut harga pasaran daerah jang bersangkutan. 
Kolognas/Kologda mengatur penjaluran bahan pangan jang di- 
maksud dalam ajat (1) dan (2). 


Pasal 14. 


Semua instansi bersangkutan, terutama Departemen dan Kantor Urusan 


Pegawai berusaha agar supaja : 


a. 


(1). 


(2. 


penjelesaian surat-surat keputusan pengangkatan/kenaikan pang: 
kat/kenaikan gadji para pegawai Negeri serta surat keputusan 
pensiun dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. 
pembajaran gadji/pensiun terlaksana pada waktunja. 


PERDJANDJIAN PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN 
2 PEKERDJAAN. 


Pasal 15. 


Pembelian barang-barang dan pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan 
jang meliputi djumlah Rp. 100.000,— atau lebih dilakukan dengan 
surat perdjandjian. | 

Setiap pembelian/pelaksanaan pekerdjaan sebagai termaksud da- 
lam ajat (1) dilaksanakan dengan penawaran umum atau pena- 
waran terbatas, jang sekurang-kurangnja mengikut-sertakan 5 
orang rekanan jang bonafide. 


. Untuk mentjapai efficiency dalam pelaksanaan pembelian dan 


pelaksanaan pekerdjaan pemborong bangunan, masing-masing di: | 


| 


3 2 


1). 


bentuk ,,Panitya Pembelian” dan ,,Badan Pengawas Bangunan”, 

jang mengikut sertakan antara lain : 

a. unsur perentjana 

b. unsur tehnis dari instansi Pemerintah jang berwenang dalam 
persoalan jang mendjadi pokok pengaturan dari perdjandjian 
tersebut. 

c. unsur keuangan dari Departemen Keuangan. 


Djika dalam perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembajaran 
uang muka, pembajaran tersebut hanja dapat dilakukan, djika 
rekanan telah menjerahkan surat djaminan bank. 

Chusus mengenai pelaksanaan pekerdjaan pemborongan bangunan, 
dilakukan pembajaran-pembajaran setelah dinjatakan dipenuhi 
sjarat-sjarat atas dasar bukti ,,berita-atjara”. 

Dalam tiap perdjandjian pembelian atau pekerdjaan pemborong 
bagunan, dimuat ketentuan mengenai sangsi dalam hal rekanan 
ternjata Jalai memenuhi kewadjibannja. 

Perdjandjian pelaksanaan pekerdjaan atas dasar cost plus fee 
tidak diperkenankan. 


PENERIMAAN NEGARA. 
Pasal 16. 


Semua Departemen/Lembaga Negara mengadakan intensifikasi 
pemungutan dari pada penerimaan-penerimaan Negara jang men: 
djadi tanggung-djawabnja. 

Semua penerimaan Negara disetor kepada Kantor Bendahara 
Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara 
Indonesia Unit I/Bank Sentral atau bank pemerintah lainnja jang 
ditundjuk, selambat-lambatnja dalam waktu 10 hari setelah tanggal 
penerimaannja. 


Pasal 17. 


Kekajaan milik Negara hanja dapat didjual, djika sudah dinjata- 
kan dihapuskan karena berlebih atau tidak dapat dipakai lagi 


menurut peraturan jang berlaku. 
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(2). Hasil dari pada pendjualan barang-barang tersebut pada ajat (1)... 


4). 


(2). 


langsung disetor kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam 


| 


Rekening Kas Negara pada Bank Negara Indonesia Unit I/Bank 


Sentral atau bank pemerintah lainnja jang ditundjuk, sebasai 
pendapatan Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk 
tudjuan-tudjuan lain. 


PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN 
Pasal 18. 


Inspektur Djenderal dan pedjabat jang diserahi tugas dan tang:- 
gung-djawab atas pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belandja Negara mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan 
dalam surat keputusan ini pada Departemen/Lembaga Negara 
masing-masing. 


Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ajat (1) pedjabat-pedjabat 
tersebut bekerdja sama dengan Direktur Djenderal Pengawasan 
Keuangan Negara, Departemen Keuangan. 


PELAKSANAAN ANGGARAN BAGI DEPARTEMEN /LEMBAGA 
NEGARA DALAM LINGKUNGAN ANGKATAN BERSENDJATA. 


Pasal 19. 


Ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini berlaku mutatis 
mutandis bagi Departemen/Lembaga Negara dalam lingkungan 
Angkatan Bersendjata, dengan memperhatikan struktur organisasi 
jang berlaku didalamnja. 


KETENTUAN PENUTUP. 
Pasal 20. 


Ketentuan-ketentuan landjutan mengenai pelaksanaan Anggaran 
Belandja Routine dan Pembangunan dimua! pada Lampiran- 
lampiran I, II dan III surat keputusan ini, jang merupakan bagian 
jang tidak terpisahkan dari padanja. 


Pasal 21. 


Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan 
ini dapat dikenakan tindakan administratip dan tindakan-tindakan 
lainnja berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku. 


Pasal 22. 


Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam surat keputusan ini diatur 
oleh Menteri Keuangan. 


Pasal 23. 


Surat keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1967. 


Ditetapkan di Djakarta. 


Pada tanggal 16 Pebruari 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


Surat keputusan ini t.t.d. 


disampaikan kepada : 


SOEHARTO 
Ketua M.P.R.S. 


Ketua D.P.R.-G.R. Na aa 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 

Para Menteri Utama. 

Para Menteri. 

Gubernur Bank Negara Indonesia. 

Unit I/ Bank Sentral. 

Sekretaris Djenderal. 

Para Direktur Djenderal. 

Para Inspektur Djenderal. 


213 


LAMPIRAN: I. 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
No. 48/U/KEP /2/1967. 


SUSUNAN ANGGARAN BELANDJA ROUTINE. 
Pasal 1. 


Anggaran Belandja Routine memuat seluruh pengeluaran aparatu 
Pemerintahan Umum sehari-hari jang tiap tahun diperlukan untuk 
mengamankan dan mendjamin kelangsungan tugas/kewadjibannja se 
tjara effektif. 


Pasal 2. 
Anggaran Belandja Routine dibagi dalam 4 golongan : 


a. Anggaran biasa. 
b. Anggaran Investasi Pemerintah. 
c. Anggaran Perusahaan. 
d. Anggaran Perhitungan. 
Pasal 3. 
Anggaran Biasa dibagi dalam 8 djenis pengeluaran : 
a. Belandja Pegawai. 
b. Belandja Pensiun. 
c. Belandja Barang. 
d. Belandja Pemeliharaan. 
e. Ongkos Perdjalanan Dinas. 
f. Pembagian Penerimaan Negara. 
g. Subsidi, Bantuan dan Hadiah. 
h. Bunga dan Tjitjilan. 


Pasal 4. 


Belandja Pegawai mentjakup segala pengeluaran jang langsung me 
rupakan pendapatan bagi pegawai/ Pedjabat Negara /pekerdja organik 
dan non-organik jang berupa uang, barang dan djasa, seperti : 


DA 


AA Aa 


Gadji /Upah. 

Segala matjam tundjangan-tundjangan. 

Uang lembur. 

Honorarium/uang sidang dsb. 

Uang tungeu. 

Hadiah. 

Bahan pokok (pangan, sandang dsb.). 

Ongkos kesedjahteraan/balai pengobatan /balai peristirahatan. 


Ma an aa na at tan Doo Se 


Ongkos-ongkos hotel/mess /losmen/sewa rumah. 


Pasal 5. 


Belandja pensiun mentjakup segala pengeluaran jang langsung me- 
rupakan pendapatan bagi para pensiunan termasuk djanda dan jatim 
piatu berupa uang, barang maupun djasa. 


Pasal 6. 


Belandja barang mentjakup segala pengeluaran, pembelian barang 
dan djasa untuk mendjamin dan mengamankan kelangsungan tugas / 
kewadjiban aparatur Pemerintah setjara effektif sepandjang tidak dapat 


dimasukkan dalam salah satu dari djenis pengeluaran jang lain. 


Pasal ,7..: 


belandja pemeliharaan mentjakup segala pengeluaran jang bertudjuan 
n-empertahankan daja-guna dari benda bergerak/tidak bergerak jang 
dipergunakan untuk dapat melangsungkan tugas/ Kang an aparatur 
Pemerintahan Umum setjara effektif seperti : 


Pemeliharaan gedung-gedung. ' 
Pemeliharaan djalan-djalan. 
Pemeliharaan djembatan- djembatan. : : KT Ga 
Pemeliharaan saluran-saluran. '- ' : 2 akn 
Pemeliharaan dermaga-dermaga. 
Pemeliharaan kapal-kapal. 

«“ Pemeliharaan lapangan-lapangan terbang. sd : 


Se en ae 


- Pemeliharaan kendaraan bermotor/kapal/mesin. .- ». .... - 


Pasal 8. 


Ongkos perdjalanan dinas mentjakup segala pengeluaran jang ber- 
hubungan dengan perdjalanan dinas pegawai /pedjabat/petugas Negara 
didalam Negeri ke-/dari dan luar Negeri. 


Pasal 9. 


Pembagian Penerimaan Negara mentjakup penjerahan sebagian atau- 
pun seluruhnja dari padjak-padjak Negara /pungutan-pungutan Negara 
kepada Daerah Otonom. 


Pasal 10. 


Subsidi, Bantuan dan Hadiah mentjakup semua sumbangan jang 
diberikan kepada Daerah Otonom /Lembaga-lembaga/Badan-badan/ 
Usaha-usaha jang melakukan tugas umum jang seharusnja dilakukan 
oleh Pemerintah jang lajak dibantu oleh Pemerintah. 


Pasal 11. 


Bunga dan tjitjilan mentjakup segala pembajaran bunga, angsuran 
hutang baik djangka pendek maupun djangka pandjang, baik luar 
maupun dalam negeri beserta biaja-biaja administrasi jang mentjakup 
pembajaran bunga dan tjitjilan tersebut. 


Pasal 12. 


Anggaran Investasi Pemerintah mentjakup segala pengeluaran inves- 
tasi jang menambah harta kekajaan Negara, umpamanja : 
1. pembangunan dan perbaikan berat gedung-gedung kantor, peru- 
mahan pegawai dan sedjenis. 
2. pembelian kendaraan bermotor. 
3. pembelian alat-alat besar dan sedjenisnja. 


Pasal 13. 


Anggaran perusahaan mentjakup pengeluaran-pengeluaran untuk 
membeajai perusahaan Pemerintah, jang tidak berbentuk badan hukum 
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sendiri, misalnja : Perusahaan-perusahaan pemasjarakatan, penataran 


Angkatan Laut dsb. 


Pasal 14. 


Anggaran Perhitungan mentjakup semua pengeluaran jang merupakan 


perhitungan /akan diperhitungkan dengan instansi-instansi Pemerintah 
atau pegawai/pedjabat/petugas Negara berhubung dengan djasa-djasa 


jang diberikan, umpamanja : 

Persekot-persekot tidak berbunga kepada pegawai. 

Juran dan biaja keanggotaan dalam berbagai-pagai badan Inter- 
ternasional jang harus diperhitungkan dengan Instansi /perusahaan 


1. 
2. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 16 Pebruari 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


t2 
-4 
-—i 


LAMPIRAN : II. 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
No. 48 /U/KEP/2/1961. 


BEBERAPA POKOK PENGHEMATAN BAGI PELAKSANAAN 


(1). 


(2). 


(3). 


(4). 


(ec) 


ANGGARAN BELANDJA ROUTINE. 


Pasal 


Kerdja lembur hanja dilakukan untuk pekerdjaan-pekerdjaan 
mengingat sifatnja sangat penting, sangat mendesak dan penje- 
lesaiannja tidak dapat ditangguhkan. 


Departemen Keuangan, Kantor Urusan Pegawai bersama-sama 
dengan Departemen bersangkutan mengatur keseragaman hono- 
yrarium uang vakasi. 


Semua Departemen dan Lembaga Negara menghindari pemben- 
tukan panitya-panitya jang tidak perlu. Djika ternjata perlu 


membentuk panitya jang memerlukan biaja-atas beban Anggaran 


Belandja Negara terlebih dahulu diperlukan persetudjuan dari 
Departemen Keuangan. 


a. Izin baru tinggal dihotel tidak diperkenankan. 

b. Pegawai-pegawai jang dipindahkan atau ditempatkan ditempat 
jang baru dan tidak mendapatkan perumahan, diizinkan ting- 
gal di losmen untuk masa 3 (tiga) bulan dengan tjatatan, 
bahwa biaja losmen (tempat makan) dibaiar oleh Pemerintah, 
sedangkan kepada mereka diberikan gadji penuh. 


Cc. Izin tinggal dihotel jang berlaku pada saat ditetapkan. 
Surat keputusan ini tidak berlaku lagi mula! tanggal 1 Pebruari 
1967. Pemegang izin tersebut setelah tanggal 1 Pebruari 1967, 
diizinkan untuk 2 (dua) bulan tinggal di Losmen, setelah 
waktu mana mereka sudah harus dapat mengusahakan peru- 
mahan. baik dengan bantuan Djawatan maupun usaha sendiri. 


d. Izin tinggal dilosmen jang berlaku pada saat ditetapkan surat 
keputusan ini tidak berlaku lagi mulai tanggal 1 April 1967, 


setelah waktu mana pemegang izin tersebut sudah harus dapat 
mengusahakan perumahan, baik dengan bantuan djawatan 
maupun atas usaha sendiri. 


e. Sekiranja untuk mendapatkan perumahan, setelah berachir 


masa berlaku izin-izin jang disebut pada Sub b, c dan d dimuka, 
berlaku sjarat-sjarat tertentu, maka Pemerintah dapat mem- 
berikan bantuan biaja kepada pegawai jang bersangkutan, 
satu dan lain setelah mendapatkan pertimbangan dan pendapat 
dari istansi jang berwenang didaerah jang bersangkutan. 


(S5). Untuk biaja pengobatan /perawatan/pertolongan di Daerah Chusus 
Ibukota Djakarta Raya berlaku ketentuan-ketentuan Pilot Projek 
DCI Djaya (Departemen Kesehatan). 


(6). 


(7). 


(8). 


Untuk biaja pengobatan/perawatan/pertolongan didaerah- 
daerah diluar D.C.I. Djakarta Raya, Departemen bersangkutan 
menerbitkan surat keputusan otorisasi. 


Berdasarkan surat keputusan otorisasi tersebut, Bendaharawan 
bersangkutan memperoleh uang dari Kantor Bendahara Ne- 
gara sebagai u.u.d.p. 


Bendaharawan tiap bulan mempertanggung-djawabkan peng: 
gunaan u.u.d.p. tersebut kepada Kantor Bendahara Negara 
dengan melampirkan kwitansi-kwitansi berkenaan jang telah 
disahkan oleh Instansi Kesehatan bersangkutan, dengan tja- 
tatan, bahwa setelah kwitansi-kwitansi termaksud disahkan 
oleh Instansi Kesehatan, tidak perlu diterbitkan surat keputusan 
pengembalian pengobatan /perawatan/pertolongan, Perbedaan 
antara ,,rechthebbenden” dan niet-rechthe.— 


Biaja bagi tamu-tamu dibalai peristirahatan tidak diperkenankan 


dibebankan pada Anggaran Belandja Negara. 


Pakaian Dinas hanja dapat dibebankan pada Anggaran Belandja 
Negara untuk : 


a. Anggauta A.B.R.I. 


b. 


Pegawai jang melakukan tugas dalam rangka penertiban ke- 
uangan dan kekajaan Negara. 


c. Pegawai jang mengingat sifat pekerdjaannja harus memakai 
pakaian dinas seperti : laboran, perawat, supir, montir, sipil, 
pesuruh dan jang sedjenis dengan itu. 

(9). Ikatan dinas baru atas beban Anggaran Belandja Negara tidak 
diperkenankan, terketjuali untuk : 

a. Pendidikan jang penting untuk perkembangan Negara, akan 
tetapi jang sifatnja kurang menarik, 

b. Siswa jang luar biasa ketjakapannja, akan tetapi tidak mampu 
melandjutkan peladjarannja atas biaja sendiri, 

a. dan b. atas pertimbangan Departemen Pendidikan dan Ke- 
budajaan. 


Pasal 2. 


(1). Untuk biaja Belandja Barang perlu diadakan penghematan teru- 
tama mengenai ongkos Kantor, barang-barang tjetak, alat-alat dan 
sebagainja. 


(2). Tidak diadakan pembelian inventaris baru bagi Departemen- 
Lembaga Negara apabila jang ada, masih dapat dipergunakan. 


(3). Pembelian inventaris hanja dapat dilakukan untuk kepentingan 
peningkatan produksi. 


Pasal 3. 


Untuk Belandja Pemeliharaan diadakan penghematan sebagai berikut : 


1. Biaja eksploitasi kendaraan ditekan serendah-reudahnja, dan dibatasi 
pada kendaraan? jang diperlukan untuk tugas ordonnans, operasionil 
dan pengawasan. | 
Penetapan djumlah kendaraan jang dipergunakan bagi tugas ordon- 
nans, operasionil dan pengawasan, didasarkan atas rentjana peng- 
cunaan kendaraan (misalnja: djumlah dan djarak perdjalanan jang 
akan diadakan, ragam pekerdjaan jang akan dilakukan dengan ken- 
daraan-kendaraan tersebut dan sebagainja). 

2. Biaja pemeliharaan bangunan /gedung/kantor /rumah-rumah instansi, 
dibatasi sampai pengapuran dan perbaikan ketjil. 
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Biaja pemeliharaan gedung mess, bungalow, guesthouse dan balai 
peristirahatan jang dapat dibebankan pada Anggaran Belandja Ne- 
gara, hanja jang menjangkut perbaikan ketjil sadja. 


1). 


2). 


6. 


(7). 


(1). 


(2: 


Pasal 4. 


Ongkos perdjalanan dinas dihemat dengan membatasi djumlah 
perdjalanan dinas pemindahan pegawai /pedjabat. Negara bagi 
kepentingan-kepentingan jang sangat mendesak. 


Tiap Departemen /Lembaga Negara membuat rentjana triwulan 
mengenai perdjalanan dinas dan pemindahan pegawai-pegawai 
jang akan dilaksanakan serta besarnja biaja jang diperlukan ber- 
dasarkan batas-batas jang ditentukan dalam Anggaran Belandja 
masing-masing. | 


Setelah rentjana tersebut disetudjui oleh Departemen Keuangan, 
Departemen bersangkutan menerbitkan surat keputusan otorisasi 
perdjalanan dinas. 


. Atas dasar surat keputusan otorisasi tersebut Bendaharawan ber- 


sangkutan memperoleh uang pembiajaan dari Kantor Bendahara 
Negara. | 


. Direktorat Perdjalanan selandjutnja mengadakan pengawasan atas 


penggunaan biaja perdjalanan dinas termaksud. 
Departemen Keuangan mengatur lebih landjut mengenai pelaksa- 
naan urusan perdjalanan dinas tersebut. 


Perdjalanan dinas keluar Negeri memerlukan izin terlebih dahulu 
dari Presidium Kabinet. 


Pasal 5. 


Pemberian Subsidi dan bantuan dibatasi sampai pada kebutuhan 
jang esensiil riil. 

Pemberian subsidi kepada Daerah Otonom disinkronisasikan de- 
ngan penjerahan sebagian dari padjak-padjak /pungutan daerah. 
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Pasal 6. 


(1). Tidak diadakan 
a. pembangunan gedung? baru. 
b. penjelesaian gedung? baru. 
a dan b. apabila jang telah ada, sudah /masih dapat dipergunakan. 
(2). Pembelian kendaraan bermotor jang baru hanja dilakukan untuk 
keperluan inspeksi guna menaikkan produksi dan matjam ken- 
daraan baru jang akan dibeli disesuaikan dengan daerah dan 
sifat tugas instansi jang bersangkutan. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 16 Pebruari 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


LAMPIRAN: III 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET AMPERA 
NO. 48/U/KEP/2/1967. 


KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 


BELANDJA PEMBANGUNAN. 
Pasal 1. 


Projek pembangunan adalah projek jang baginja telah disediakan 
satu mata anggaran tersendiri dalam anggaran Belandja Pembangunan 
dan jang diantaranja dapat terdiri dari sub-projek-projek jang masing- 
masing merupakan satu kesatuan. 


(1). 


(2). 


(3). 


(1). 


Pasal 2. 


Menteri jang membawahkan projek tersebut dalam pasal 1 me- 

ngangkat : 

a. Kepala projek dan dimana perlu Kepala Sub-Projek. 

b. Bendaharawan Projek dan dimana perlu Bendaharawan Sub- 
Projek. 

Djabatan Bendaharawan dilarang dirangkap oleh kepala (Sub) 

Projek atau pedjabat jang berwenang atau jang diberi wewenang 

untuk menetapkan surat keputusan otorisasi. 

Kepala (Sub) Projek mengawasi pelaksanaan tugas jang dilakukan 

oleh Bendaharawan. 


Pasal 3. 


Pada awal tiap-tiap tahun anggaran, sebelum mengadjukan per- 
mintaan biaja kepala projek menjampaikan kepada Departemen 
Keuangan laporan-laporan jang disahkan oleh Menteri jang mem- 
bawahkan projek tersebut, jakni : 


a. laporan fisik jang sedikit-dikitnja berisi : 


I. kemadjuan fisik jang ditjapai pada achir tahun anggaran 
sebelumnja dibagi-bagi dalam ,,bagian-bagian pekerdjaan”, 
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II. persentase jang ditimbang dari setiap ,,bagian pekerdjaan” 
jang menjatakan perbandingan antara volume pekerdjaan 
— setiap ,,bagian pekerdjaan” terhadap keseluruhan projek 
dan persentase tingkat penjelesaian jang ditjapai pada 
achir tahun anggaran sebelumnja, 
JII. djumlah persediaan barang, baik berupa inventaris dan 
eguipment, maupun bahan-bahan bangunan. 


b. laporan keuangan mengenai tahun anggaran jang baru berachir 
jang sedikit-dikitnja memuat : 


I. biaja-biaja jang telah diterima atas beban anggaran 
belandja pembangunan: 


II. biaja-biaja jang telah diterima dari sumber-sumber lain: 


III. biaja jang telah dikeluarkan jang diperintji menurut 
,bagian pekerdjaan” seperti tertera dalam laporan fisik 
dan biaja-biaja umum lainnja. 

Dengan biaja-biaja umum dimaksudkan biaja-biaja jang 
tidak dapat dibebankan kepada bagian pekerdjaan tertentu. 


IV. keadaan uang tunai, baik jang berada dalam kas benda- 
harawan maupun bank pada achir tahun anggaran jang 
baru berachir. 


V. keadaan hutang-piutang. 


c. laporan tentang keadaan pegawai/karyawan pada achir tahun 
anggaran jang baru berachir baik jang tetap, sementara atau- 


pun harian, 


d. nama pemborong jang kewadjibannja masih belum selesai 
pada achir tahun anggaran jang baru berachir disertai dengan 
salinan kontraknja. 


(2). Kepala projek menjampaikan tembusan dari pada laporan-laporan 
tersebut dalam ajat (1) kepada Kantor Bendahara Negara jang 


memberikan biaja. 


Pasal 4. 


(l). Sebelum penjediaan uang dapat dipertimbangkan, kepala projek 
diwadjibkan menjampaikan rentjana penggunaan kredit anggaran 
jang disahkan oleh Menteri jang membawahkan projek tersebut 
kepada Departemen Keuangan, rentjana mana terdiri dari : 

a. rentjana fisik tahunan jang terperintji dalam ,,bagian peker- 
djaan” jang akan dilaksanakan dalam rangka anggaran jang 
ada diperintji pula dalam triwulan, volume pekerdjaan, harga 
satuan, djumlah biaja disertai physical target jang hendak 
ditjapai dinjatakan dalam persentase jang ditimbangkan ter- 
hadap keseluruhan projek terhadap ,,bagian pekerdjaan” itu 
sendiri: 

b. rentjana keuangan jang menggambarkan kebutuhan uang 
diperintji bulan demi bulan menurut ,,bagian pekerdjaan”. 


Pasal 5. 


Penjediaan uang dilaksanakan dengan penerbitan surat keputusan 
otorisasi oleh Departemen bersangkutan jang harus mendapat persetu- 
djuan terlebih dahulu dari Departemen Keuangan. 


Pasal 6. 


Mulai dengan tahun anggaran 1964 pemberian uang atas beban 
Anggaran Belandja Pembangunan disalurkan melalui Kantor Bendahara 
Negara. 


Pasal 7. 


(1). Untuk memperoleh pembajaran Bendaharawan Projek bersang- 
kutan mengadjukan surat permintaan pembajaran (rangkap 4) 
kepada Kantor Bendahara Negara, jang dilengkapi dengan lam- 
piran-lampiran : 5 
a. surat keputusan otorisasi asli jang telah disetudjui oleh Direk- 

torat Djenderal Anggaran. 


b. laporan bulanan termaksud dalam pasal 8. 
Cc. surat-surat bukti jang sah dalam hal beban tetap. 
d. surat pertanggungan-djawab mengenai penggunaan uang jang 
telah diterimanja dalam hal behan sementara. 
(2). Kantor Bendahara Negara mengatur pemberian uang untuk 
keperluan tersebut dengan tjara jang selantjar-lantjarnja. 


Pasal 8. 


(1). Dalam rangka satu tahun anggaran Kepala Projek menjampaikan 

| laporan bulanan jang selambat-lambatnja pada achir bulan beri- 
kutnja telah diterima oleh Departemen Keuangan dan Kantor 
Bendahara Negara bersangkutan. 

(2). Laporan bulanan tersebut sekurang-kurangnja berisi hal-hal jang 
dimaksud dalam pasal 3. 


Pasal 9. 


Selambat-lambatnja pada tanggal 10 tiap bulan, Bendaharawan Projek 
menjampaikan kepada Kantor Bendahara Negara bersangkutan surat 
pertanggungan-djawab (rangkap 4) atas penggunaan uang jang diper- 
Jlehnja dalam bulan jang lalu dilampiri dengan surat-surat bukti jang 
sah (rangkap 2). 


Pasal 10. 


Apabila Kepala Projek dan Bendaharawan projek tidak memenuhi 
kewadjiban-kewadjiban memberikan laporan surat pertanggungan-djawab 
sebagaimana tertjantum dalam pasal-pasal 3, 8 dan 9, maka Departemen 
Keuangan/Kantor Bendahara Negara dapat menolak/menunda penge- 
sahan surat keputusan otorisasi 'pembajaran uang untuk pembiajaan 
proiek bersangkutan. 


Pasal 11. 
Tidak diperkenankan untuk dibebankan pada Anggaran Belandja 


Pembangunan : 

1. biaja pada suatu Departemen /Lembaga untuk pengeluaran-penge- 
luaran atas djasa-djasa berupa bantuan dalam bidang hukum, 
organisasi, koordinasi atau biaja-biaja lain sematjam itu. 
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2. biaja perdjalanan dinas dari pedjabat-pedjabat jang bukan men- 
djadi pegawai /buruh dari projek tersebut. 


Pasal 12, 


Perdjandjian pelaksanaan pekerdjaan atas dasar cost-plus-fee jang 
' telah /sedang berlaku pada saat ditetapkan surat keputusan ini harus 
diachiri selambat-lambatnja dalam djangka waktu tiga bulan terhitung 
dari tanggal 1 Djanuari 1967. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 16 Pebruari 1961. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 

KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
No.: 14 TAHUN 1967. 
MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 

a. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Perusahaar” 
Daerah perlu memberikan bimbingan positif untuk dapat di- 
selaraskan dan dimanfaatkan guna merealisir kebidjaksanamn 
Pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasionil 
pada umumnja dan pembangunan Daerah chususnja: 

b. Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu mengadakan penin- 
djauan kembali terhadap kemampuan kerdja Perusahaan” 
Daerah jang ada. 

Mergingat : 
1. Undang-undang No. 5 tahun 1962, 
Peraturan Pemerintah No. “ tahun 1964: 
Ketetapan? MPRS dalam Sidang Umum ke-IV Tahun 1966: 
Instruksi Presidium Kabinet No. 26/U/IN'/1967. 


ka Pe Ia 


MENGINSTRUKSIKAN -: 


Kepada : 
Semua Gubernur Kepala Daerah. 


PERTAMA : 
Dalam rangka melaksanakan pembinaan Perusahaan? Daerah sesuai 
dengan kebidjaksanaan jang telah digariskan oleh Pemerintah 
dibidang ekonomi, maka agar diperhatikan ketentuan? sebagai 
berikut : 


(1). Terhadap Perusahaan Daerah jang modal keseluruhannja 
(1007o) dimiliki oleh Pemerintah Daerah diadjukan usul 
kepada Menteri Dalam Negeri untuk didjual kepada pihak 
Swasta, dengan ketentuan bilamana : 
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a. Perusahaan Daerah setjara ekonomis tidak menghasilkan 
keuntungan /tidak rendabel, 

b. Perusahaan Daerah tidak. bergerak dalam. bidang public- 
utilities: 

c. Perusahaan Daerah tidak bersifat vitaal: 

(2). Terhadap Perusahaan? Daerah jang sebagian modalnja di- 
miliki oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk joint-enterprise 
dengan pihak Swasta, agar oleh Pemerintah Daerah diusaha- 
kan untuk dimiliki sepenuhnja, dengan ketentuan bilamana : 
a. Pemerintah Daerah memiliki djumlah saham jang ter- 

besar: 
b. Keuangan Pemerintah Daerah mampu untuk membeli 
kembali saham? jang dimiliki oleh pihak Swasta, 
c. Perusahaan Daerah bersifat vitaal. 
(3). Terhadap Perusahaan Daerah jang sebagian modalnja dimiliki 
“oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk joint-enterprise dengan 
pihak Swasta, agar oleh Pemerintah Daerah diusahakan untuk 
didjual kepada pihak Swasta, dengan ketentuan bilamana : 
a. Pihak Swasta memiliki .djumlah saham jang terbesar: 
b. Perusahaan Daerah tidak bergerak dalam bidang public- 
utilities : 
c. Perusahaan Daerah tidak bersifat vitaal. 
(EDUA: 
Agar instruksi ini dilaksanakan sebaik-baiknja dengan penuh rasa 
tanggung-djawab. 
KETIGA : 


Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


ig Ditetapkan di : Djakarta. 
-—- Pada tanggal : 7 Djuni 1967. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
tt.d. 
(BASOEKI RACHMAT) 


Let. Djen. T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 


NO.: OI1/EK/KEP/8/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbarg : 

1. bahwa Badan Pelaksana Urusan Pangan (B.P.U.P.) pada de- 
wasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan 
dalam rangka usaha memperbaiki keadaan Ekonomi, chususnja 
keadaan sandang-pangan, 

2. bahwa dengan telah terbentuknja KOLOGNAS, tugas-tugas 
jang dilakukan oleh B.P.U.P. dapat ditampung dan diintensifkan 
oleh KOLOGNAS: 

3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu mem- 
bubarkan B.P.U.P. 

Mengingat : 

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 1966, 
berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 182 tahun 1966: 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nu. 163 tahun 1966. 

Memperhatikan : 


Keputusan Sidang Presidium Kabinet AMPERA. 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


PERTAMA : 
Membubarkan Badan Pelaksana Urusan Pangan (B.P.U.P.) dan 


menghentikan segala kegiatannja mulai tingkat Pusat sampai 
tingkat Daerah. 
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KEDUA : 
Menundjuk Kolonel Infanteri ZAM ZAM Nrp. 17458, sebagai 
Asisten Bidang Distribusi KOLOGNAS, untuk melaksanakan pem- 
bubaran tersebut diatas dengan pedoman-pedoman sebagai berikut : 


a. Segala kegiatan dan usaha jang sekarang sedang dilaksanakan 


oleh B.P.U.P. diserahkan kepada KOLOGNAS: 


b. Kekajaan B.P.U.P. baik materiil atau keuangan diserahkan 
kepada KOLOGNAS, 


c. Mengusahakan penjelesaian 'penjaluran personil bekas B.P.U.P. 
untuk dimanfaatkan dalam lembaga-lembaga jang telah ada 
dan membutuhkan: | 


d. Penjelesaian ini harus sudah selesai satu bulan setelah keluarnja 
Keputusan ini dan melaporkan hasilnja kepada Panglima 


KOLOGNAS. 


Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
Pada tanggal, 31 Agustus 1966 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


tt.d. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
NO. 110/U/KEP/12/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


1. Bahwa untuk mendjamin kontinuitas pelaksanaan Pembangunz: . 


Projek Plywood Palopo jang sekarang berada dalam pencurusa: 
Gabungan V Komando Operasi Tertinggi, dianggap perlu untuk 
mengadakan penegasan tentang pimpinan serta status dari padi 
Projek Plywood Palopo tersebut: 


2. Bahwa Projek Plywood tersebut adalah termasuk dibidar: 
Industri dan Pembangunan, 
Mengingat : 
1. Instruksi Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjau 
Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 2 KOTI 
1965, 


2. Keputusan Presiden No. 163/1966 jo 170 tahun 1966: 


Mendengar : 


Saran-saran dari Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenazi 


dan Ketua Gabungan V KOTI. 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
PERTAMA : 
a. Ketua Gabungan V Komando Operasi Tertinggi menjerahkar 
pengurusan dan tanggung-djawab pembangunan Projek Plvw »- 
Palopo kepada Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dar 
Tenaga. 
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b. Menteri Peridustrian Dasar, Ringan dan Tenaga selandjutnja 
menerima penjerahan tersebut dan bertanggung-djawab seterus- 
nja akan pelaksanaan pembangunan projek tersebut. 

KEDUA: 
Semua ketentuan?/Peraturan?/Instruksi? jang telah dikeluarkan/ 
ditetapkan mengenai Projek tersebut, dinjatakan sementara tetap 
berlaku, selama belum diadakan perobahan. 
KETIGA: 
Anggaran Pembiajaan pembangunan Projek Fly wood Palopo ter- 
sebut dibebankan pada Anggaran Pembangunan 1967. 
KEEMPAT: 
Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam keputusan ini 
akan ditetapkan kemudian oleh Menutama INBANG. 
KELIMA: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
KEENAM: 
Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat 
Keputusan ini maka akan dirobah dan diperbaiki seperlunja. 
SALINAN,: Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. MENUTAMA Bidang Industri dan Pembangunan. 
MENUTAMA EKU. 
“Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga. 
Menteri Keuangan. 
Kepala Staf KOTI. 
Ketua Gabungan V KOTI. 
Arsip. 


Oa 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 16 Desember 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.L 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 42/EK/KEP/2/1961. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


1. bahwa berhubung dengan telah berachirnja tahun 1966 dan 


4. 


ternjata ada Daerah-daerah jang telah dapat melebihi tarcet 
ekspor jang telah ditetapkan untuk Daerahnja masing-masinz 
untuk tahun 1966, 


bahwa Premi Ekspor Daerah besarnja 20960 dari kelebihan 
diatas target jang ditentukan untuk tahun 1966: 


. bahwa Daerah-daerah telah memperoleh Alokasi Devisa Otomatis 


sebesar 1096 dari hasil ekspor jang dihasilkan oleh Daerah- 
daerah itu: | | 


bahwa berhubung dengan keadaan djumlah devisa jang dikuasai 
oleh Pemerintah, perlu menetapkan djumlah Rupiah jang akan 
diterima oleh Daerah-daerah itu sebagai pelaksanaan Premi 


Ekspor Daerah untuk tiap-tiap Daerah Tingkat 1 


, Ad 


Mengingat : 


1. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/179 66 


Mendengar : 


tanggal 10 Djuni 1966, tentang Premi Ekspor Daerah untuk 
tahun 1966 bagi daerah? jang melampaui target Ekspor 1966. 


t 
Keputusan Presidium Kabinet No. 48/EK/KEP /10/1966 tang- 
gal 3 Oktober 1966 tentang Perobahan Besarnja Bonus Ekspor. 


- 


—— 


Sub-Dewan Moneter dan Menteri Dalam Negeri. 
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Menetapkan : 


MEMUTUSKAN: 


Ketentuan pemberian Premi Ekspor Daerah untuk tiap-tiap Daerah 
Tingkat I. 


Pertama 


: Memberikan Premi Ekspor Daerah kepada Daerah-daerah 


Tingkat I didalam Rupiah dengan perbandingan sebagai 
berikut : 


l. 


Atjeh 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
Riau (Kepulauan 
(Daratan 
Sumatera Selatan 
Djambi 
Lampung 
Djawa Barat 
Djawa Tengah 
Daerah Ist. Jogjakarta 


. Djawa Timur 
. Nusatenggara Barat 
. Nusatenggara Timur 


. Bali 


Sulawesi Selatan 


Sulawesi Tenggara 


. Sulawesi Tengah 


Sulawesi Utara 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Selatan 


. Kalimantan Tengah 


. Kalimantan Timur 


. Maluku 


DCI Djakarta Raya 


DJUMLAH : 


Rp. 


bk) 


1.600.000,— 
1-48.3800.000,— 
51.600.000,— 
26.900.000,— 
28.800.000,— 
114.000.000,— 
51.600.000,— 
41.600.000.— 
155.200.000,— 
144.000.000,— 
14.600.000,— 
161.600.000,— 
41.600.000,— 
41.600.000.— 
41.600.000,— 
41.600.000,— 
41.600.000,— 
41.600.000,— 
411.600.000,— 
57.600.000,— 
57.600.000,— 
1.600.000,— 
41.600.000,— 
11.600.000.— 
11.600.000,— 


Rp. 1.600.000.000,— 
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Kedua 


Ketiga 


Keempat : 


Kelima 


Keenam 


: Dropping rupiah tersebut pada Pertama akan dilaksanakan 


oleh Menteri Keuangan. 


: Premi Ekspor Daerah dibajarkan selama 6 (enam) bulan 


sehingga tiap-tiap bulan diserahkan 1/6 dari djumlah Premi 
Ekspor Daerah kepada Daerah-daerah jang berhak. 


Premi Ekspor Daerah bila didjadikan devisa untuk impor 
diperlakukan sama dengan Alokasi Devisa Otomatis (A.D.O.). 


: Dengan diberikannja A.D.O. kepada Daerah, maka pemberian 


Premi Ekspor Daerah, mulai 1 Djanuari 196“ ditiadakan. 
dan dengan demikian Keputusan Presidium Kabinet Dwi- 
kora R.I. No. Aa/E/79/66 tidak berlaku lagi. 


: Hal-hal jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan 


ditentukan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Ne- 
geri dan Gubernur Bank Sentral dalam bidangnja masing- 


masing. 


Ketudjuh : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mem- 
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punjai daja laku surut sampai pada tanggal 1 Djanuari 1967. 
Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal : 10 Pebruari 1967. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETLA, 


t.t.d. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


PEMBAGIAN DJATAH DEVISA BAGI. TIAP? DATI I 


DALAM RANGKA PREMI EKSPOR DAERAH TAHUN 1966 
SEBESAR US. $. 16,— DJUTA ATAU Rp. 1600— DJUTA. 


Koers BE. — Rata? 


p/US. $. 1 — Rp. 100,— 


Djatah per Dati I sebesar 


No. DATI I | 
| US. $. 
l. IAtjeh 416.000 41,6 2,6 
2. | Sumatera Utara 1488000 | 148,8 9,3 
3. | Sumatera Barat 578.000 57,6 3,8 
4. |Riau (Kepulauan 288.000 28,8 1,8 
NN (Daratan 288.000 R88 18 
5. | Sumatera Selatan 1.440.000 144 — 9,— 
6. iDjambi 578.000 57,6 3,8 
1. ILampung 416.000 41,8 2,8 
8. | Djawa Barat 1.552.000 155,2 9,7 
9. | Djawa Tengah 1.440.000 144 — 9,— 
10. | Daerah Istrmewa Jogjakarta) 178.000 17,6 1,1 
11. | Djawa Timur 1.616 000 181,8 10,1 
12. |Nusa Tenggara Barat 418.000 41,6 2,6 
13. | Nusa Tenggara Timur 416.000 41,6 2.6 
14. IBali 418.000 41,8 2,6 
15. | Sulawesi Selatan 416.000 41,6 26 
18. | Sulawesi Tenggara 416.000 41,6 2,6 
17. | Sulawesi Tengah 416.000 | 41,6 2,6 
18, I| Sulawesi Utara 418.000 41,6 2.8 
19. IKalimantan Barat 576.000 57,6 3,8 
20. I Kalimantan Selatan 576.000 | 57,8 3,8 
21. | Kalimantan Tengah 416.000 41,8 2,8 
22. | Kalimantan Timur 416.000 41,6 2,8 
23. IMaluku 418.000 41,6 2.6 
24. | DCI Djakarta Raya 416.000 41,6 2,8 
DJUMLAH: U.S.$. 16.000.000 IRp. 1800,—) 9995 


djuta 


Ditetapkan di: Djakarta 
Pada tanggal : 10 Februari 1967. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 5 TAHUN 1967 
tentang 


PELAKSANAAN PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN 
SEDJENIS PENGGILINGAN PADI (G.P.S. PENGGILINGAN PADI) 
DAN PEMBUBARAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN 
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENGGILINGAN (B.P5). 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 
bahwa dalam rangka mentjiptakan kesatuan dalam tindakan, di- 


pandang perlu untuk mengeluarkan instruksi jang menjangkut 
pembentukan G.P.S. Penggilingan Padi dan pembubaran B.PS dan 


GAPSI didaerah-daerah: 
Mergingat : 
1. Keputusan Menteri Utama bidang Eku No. Kep./07/Menku/ 
11 /19615 
2. Keputusan Menteri Pertanian No. Kep. 9/2/ 1967: 


Mendengar : Menteri Pertanian, 
MENGINSTRUKSIKAN: 


KEPADA : 
Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Lampung, Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, 
Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan: 
UNTUK: 
1. Membantu Menteri Pertanian cg Direktur Djenderal Pertanian 
dalam melantjarkan pembentukan G.P.S. Penggilingan Padi 
tingkat daerah propinsi dengan mengindahkan Keputusan 
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Menteri Utama bidang Eku No. Kep /07/ Menku/11/ 1967 serta 
ketentuan-ketentuan pelaksanaan selandjutnja jang dikeluarkan 
oleh Menteri Pertanian: 


2. Membantu mengusahakan terselenggaranja pemilihan pengurus 
G.P.S. Penggilingan Padi tingkat propinsi sebagaimana dimak- 
sud dalam diktum ke-1 tersebut diatas: 

3. Membantu likwidator B.P5 dan GAPSI agar tugasnja dapat 


terlaksana dengan sebaik-baiknja dan dalam waktu jang sesing- 
kat-singkatnja, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 
Kep. Y, 271967 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan selandjut- 
nja jang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cg Direktur 
Djenderal Pertanian, 

4. Menarik kembali /menangguhkan pelaksanaan semua peraturan 
setempat jang bertentangan/tidak sedjalan dengan Keputusan 
Menteri Utama bidang Eku No. Kep./04/Menku/11/19614 dan 
Keputusan Menteri Pertanian No. Kep. 9/2/1967. 


Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 26 Pebruari 1967. 


TEMBUSAN instruksi ini MENTERI DALAM NEGERI, 

disampaikan kepada: 2 ttd 

1. Menutama bidang Eku. BASOEKI RACHMAT 

2. Menutama bidang Politik. “LETNAN DJENDERAL TNI. 

3. Menteri Pertanian. Dikeluarkan di Djakarta . 

4. Para Pena jang ber- pada tanggal 26 Pebruari 1967. 
Kepentingan SEKRETARIS DJENDERAL, 

5. Direktur Djenderal Pertanian. dn ana 


! an 

(Soemarman S.H.) 

1 $ - “3 1 5 u, “ 
nk “ 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. 17/EK/IN /Y 1961. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 

1. perlu mengambil langkah-langkah jang perlu agar pendapatan 
Daerah jang berupa premi ekspor dapat dimanfaatkan kepem- 
bangunan jang diarahkan kepeningkatan rehabilitasi serta 
stabilisasi ekonomi selandjutnja. 


2. perlu memberi dorongan kepada Daerah-daerah agar memper- 
hatikan perbaikan djalan jang mempunjai kedudukan penting 
sebagai prasarana ekonomi. 


Mengingat : 
1. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966, 
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN / 11/1966: 
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 42/EK/KEP/2/1967: 


MENGINSTRUKSIKAN: 


Menetapkan : 
Kepada : Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, 
Untuk : 


PERTAMA : 
Memanfaatkan sebagian dari premi ekspor daerah jang didapatka 
“oleh tiap? Daerah Tingkat I tahun 1966 seperti jang tertjantum 
dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 12/EK/KEP/2/1967 
untuk perbaikan/pemeliharaan djalan didaerahnja masing3. 
KEDUA : 
Dalam melaksanakan perbaikan djalan? tersebut PERTAMA supaja 
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menitik-beratkan kepada djalan? jang mempunjai kedudukan pen- 
ting sebagai prasarana ekonomi daerahnja. 
KETIGA : 


Melaksanakan instruksi ini Kap dan melaporkan hasil 
pelaksanaannja. : 
Instruksi ini berlaku sedjak ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta. 


Tembusan untuk diketahui : pada tanggal : 5 April 1967. 

1. Menteri Pekerdjan Umum,  PRESIDIUM KABINET AMPERA 
2. Menteri Dalam Negeri, KETUA, 

3. Menteri Keuangan, 

4. Menteri Perdagangan, Lt.d. 

5. Gubernur B.N.I. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


30P 


Talak... 0. 


a00 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


(20.000 INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 9 TAHUN 1967. 


| tentang : 
PENANAMAN MODAL ASING/BANTUAN KREDIT/KERDJA SAMA 


DENGAN LUAR NEGERI. 


. MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 
Bahwa dalam rangka memanfaatkan penanaman modal asing, ban- 
tuan kredit serta berbagai matjam bentuk kerdja-sama dengan 
pihak Luar Negeri guna pembangunan ekonomi nasional pada 
umumnja dan pembangunan Daerah pada chususnja, dianggap 
perlu untuk memberikan bimbingan jang positif dalam usaha- 
usaha tersebut. 

Mengingat : 
1. Instruksi Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP/12 /66: 
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, 
3. Instruksi Presidium Kabinet No. O1/EK/1N/1/1967: 
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 03/EK /IN/ 1/1967: 


Memperhatikan : 
1. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966, 
2. Ketetapan MPRS No. XXIII /MPRS/1966: 


Mendengar : 


Pendapat Staf Achli EKUBANG Departemen Dalam Negeri. 


MENGINSTRUKSIKAN: 


Kepada: 


Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi. 
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PERTAMA : 


Sesuai dengan wewenang Pemerintah Pusat untuk mengadakan 
perentjanaan, koordinasi dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan 
ekonomi di Daerah-daerah, maka dalam rangka memanfaatkan 
penanaman modal asing, bantuan kredit serta kerdja-sama dengan 
pihak luar negeri sedjauh mana usaha-usaha tersebut telah diadakan 
langsung oleh Pemerintah Daerah sebelum dikeluarkannja perun- 
dang-undangan jang berlaku, agar hal-hal tersebut segera dilapor- 
“kan setjara terperintji kepada Menteri Dalam Negeri. 


KEDUA : 


Semua usaha ataupun projek jang diperlukan untuk pembangunan 
Daerah, jang menghendaki penanaman modal asing, bantuan, kredit 
ataupun kerdja-sama dengan pihak luar negeri, agar hal-hal tersebut 
disalurkan melalui Menteri Dalam Negeri cg. Staf Achli EKUBANG, 
jang selandjutnja akan diteruskan kepada instansi jang berwenang 
guna mendapatkan persetudjuan dari Ketua Presidium Kabinet. 


KETIGA : 


“Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta. 

Pada tanggal 11 Mei 1967. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
tt.d. 

BASOEKI RACHMAT 


TEMBUSAN kepada : LETNAN DJENDERAL T.N.I. 
1. Ketua Presidium Kabinet, Dikeluarkan di Djakarta. 
2. Menteri Utama bidang Politik, Pada tanggal 11 Mei 1967. 
3. Menteri Utama bidang Ekonomi SEKRETARIS DJENDERAL 
dan Keuangan, t.t.d. 
4. Panitia Kebidjaksanaan 
Penerimaan Kredit Luar Negeri (Soemarman S.H.). 


dan Team Tehnis Penanaman Modal Asing. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 


KAWAT-SURAT 


kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah 
dari : Menteri Dalam Negeri Djakarta 
nomor : SD 6 /2/ 21 


DJAKARTA | 
tanggal : 16 Mei 1967 | 


aaa. 


bbb. 


CCC. 


ddd. 


ee. 


An. 


menundjuk radiogram kas koti nomor t 0215 grmr g ttk 5 gt 
4 grmr -67 bersama ini diinstruksikan perintah ini sdr perhatikx | 
sebagaimana mestinja jg isinja sbb ttkdua | 
dari laps jg diterima 'kma masih ada pungutan dan iuran? j: 
ditetapkan oleh instansi grmr aparat pem maupun oleh bada 
grmr perseorangan non pem ttk jg dipungut tidak berdasarir 
ketentuan? perundangan jg berlaku maupun jg bertentangan d- 
ketetapan? presidium kabinet ampera atau jg dipungut oleh k£ 
dgn maksud dan tudjuan chusus tanpa pengetahuan dan per 
tudjuan mendagri sebelumnja ttk 

pungutan? iuran tsb. diatas ialah merupakan pembebasan tambahz 
thd kelantjaran produksi dan pemasaran hasil pertanian kru 
kalkulasi harga dari barang? export dan impor jg merupakx 
kekuatan negatip dan sangat mengahambat thd tekad dan uxs 
pemerintah mengadakan stabilisasi ekonomi dan keuangan ttk 
dlm rangka mendjamin kelantjaran pelaksanaan program kabin 
ampera chususnja dibidang ekonomi dan ketentraman grmr | 
amanan daripada masjarakat kma pungutan dan iuran liar hars 
ditjegah kma dibrantas dan diambil tindakan tegas thd siapsrz 
jg melanggar ketentuan? tsb ttk | 
instruksi ini bersifat perintah stop mendagri 


MENTERI DALAM NEGERI: Tembusan dikirimkan kepadi: 
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Sekretaris Djenderal, 1. Ketua Presidium, 
t.t.d. 2. Menutama bidang Polisik 
di Djakarta. | 


(Soemarman S.H.). 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


»SURAT EDARAN” Kepada: 


Para Gubernur Seluruh Indonesia 


No. S.D. 21/2/26. Tanggal 26 Mei 1967. Lampiran: 2 (dua) 
Perihal : Pendirian P.T. dalam rangka pelaksanaan 

U.U. No. 1/1967 tentang Penanaman Modal 

Asing. 


Menanggapi Surat-Edaran Menteri Kehakiman No. J.A. 5/31/24. — 
tanggal 26 April 1967 (terlampir), perihal Pendirian P.T. dalam rangka 
pelaksanaan Undang? No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing, bersama ini kami beritahukan bahwa: 


1. Apabila ada P.T. jang akan didirikan didaerah Saudara dan 
lapangan usaha dari P.T. tersebut berada dibawah Departemen 
Dalam Negeri, maka harus ada persetudjuan dari Saudara. 
Hal ini hendaknja dikaitkan dengan pasal 4 Undang-Undang 
No. 1/1967 jang bunjinja sebagai berikut : ,,Pemerintah mene- 
tapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan Modal Asing 
di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi 
nasional maupun penanaman modal dan keinginan pemilik modal 


asing sesuai dengan rentjana pembangunan Ekonomi Nasional 
dan Daerah”. 


Tudjuan penanaman modal asing itu harus rasionil, effisien, 


to 


mendjamin adanja pembangunan/stabilisasi ekonomi dan ke- 
bahagiaan rakjat Indonesia serta pertimbangan? lainnja jang 
pada pokoknja tidak merugikan kepentingan bangsa Indonesia. 


3. Kalau perusahaan Daerah akan mengadakan joint dengan modal 
asing harus didasarkan atas Undang? No. 1 tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing dan prosedurnja melalui Menteri 
Dalam Negeri sesuai dengan Instruksi kami No. 9 tahun 1967 
tanggal 11 Mei 1967 tentang Penanaman Modal Asing/Bantuan 
Kredit/Kerdja Sama Dengan Luar Negeri. 
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4. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dilapo: 
kan kepada -kami setjara berkala minimum sebulan sekali. 
“Demikian, kami mengharapkan pelaksanaan jang tepat dari Saudara 


MENTERI DALAM NEGERI. 
tt.d. 


BASOEKI RACHMAT 
Letnan Djenderal T.N.I. 


—- . — . 


Tembusan : 
1. Menteri Utama bidang Politik. 
2. Arsip. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 9 TAHUN 1967. 


tentang : 
PENANAMAN MODAL ASING/BANTUAN KREDIT /KERDJA SAMA 
DENGAN LUAR NEGERI. 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 
Bahwa dalam rangka memanfaatkan penanaman modal asing, 
bantuan kredit serta berbagai matjam bentuk kerdja sama dengan 
pihak Luar Negeri guna pembangunan ekonomi nasional pada 
umumnja dan pembangunan Daerah pada chususnja, dianggap 
perlu untuk memberikan bimbingan jang positif dalam usaha-usaha 
tersebut. 
Mengingat : 
1. Instruksi Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP /12/19615 
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967: 
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 01/EK/IN /M 1967: 
- 4. Instruksi Presidium Kabinet No. 03/EK /IN/1/1967, 
Memperhatikan : 
1. Ketetapan MPRS No. XXI /MPRS/1966: 
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966: 


Mendengar : 


Pendapat Staf Achli EKUBANG Departemen Dalam Negeri. 
MENGINSTRUKSIKAN: 


Kepada: Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi. 
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PERTAMA :. | t. 


— 


— 


Sesuai dengan wewenang Pemerintah Pusat untuk mengadakan 


perentjanaan, koordinasi dan pengawasan: ates kegiatan-kegiatan 


ekonomi di Daerah-daerah, maka dalam rangka memanfaatkan 
penanaman modal asing, bantuan kredit serta kerdja-sama dengan 
pihak luar negeri sedjauh mana usaha-usaha tersebut telah diadakan 
langsung oleh Pemerintah Daerah sebelum dikeluarkannja perun- 
dang-undangan jang berlaku, agar hal-hal tersebut segera dilapor- 
kan setjara terperintji kepada Menteri Dalam Negeri. 


KEDUA : 


Semua usaha ataupun projek jang diperlukan untuk pembangunan 
Daerah, jang menghendaki penanaman modal asing, bantuan, kredit 
ataupun kerdja-sama dengan pihak luar negeri, agar hal-hal tersebut 
disalurkan melalui Menteri Dalam Negeri cg. Staf Achli EKUBANG, 
jang selandjutnja akan diteruskan kepada instansi jang berwenang 
guna mendapatkan persetudjuan dari Ketua Presidium Kabinet. 


KETIGA : 


TEMBUSAN kepada : 
1. Ketua Presidium Kabinet, 


Instruksi ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta. 
Pada tanggal 11 Mei 1967. 


MENTEKI DALAM NEGERI, 
Ltd. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


2. Menteri Utama bidang Politik, Dikeluarkan di Djakarta. 
3. Menteri Utama bidang Ekonomi Pada tanggal 11 Mei 1967. 
dan Keuangan, SEKRETARIS DJENDERAL, 
4. Panitia Kebidjaksanaan Pene- tt.d. 
rimaan Kredit Luar Negeri dan (Soemarman S.H.). 


Team Tehnis Penanaman Modal Asing. 
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN 
Taman Pedjambon No. 2 
DJAKARTA 
Djakarta, 26 April 1967. 
Kepada : | 
Jth. Para Notaris/ Wakil Notaris/Wakil Notaris 
Sementara/ Notaris Merangkap 
di 
Seluruh Indonesia. 


No. J.A. 5/31/24. 

Lampiran : 

Perihal : Pendirian P.T. dalam 

rangka pelaksanaan Undang- 
undang No. 1 tahun 1967 
tentang Penanaman Modal 
Asing (P.M.A.). . 

Berkenaan dengan dikeluarkannja Undang-Undang No. 1 tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing, maka bagi perseroan terbatas (P.T.) 
jang akan didirikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut 
perlu diberikan pedoman sebagai dibawah ini : 

1. Pengesahan P.T. termaksud diatas, dapat dimohon dengan procedure 
P.T. biasa, menurut peraturan jang berlaku mengenai P.T. (Per- 
aturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang): 

2. Untuk mempermudah procedure maka sebaiknja, dibuat dahulu 
rantjangan akta pendirian untuk disampaikan kepada Departemen 
Kehakiman, dengan permohonan menindjau rantjangan jang di- 
adjukan itu, 

3. Selain rantjangan tersebut Departemen Kehakiman memerlukan se- 
bagai bahan pertimbangan lainnja, 

a. idzin penanaman modal asing sesuai pasal 18 Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing: 
b. surat-surat persetudjuan untuk mendirikan P.T. dari Departemen 


jang membawahi lapangan usaha P.T. tersebut dan B.L.L.D.: 
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4. Rantjangan setelah diteliti, segera akan dikembalikan kepada jang 
bersangkutan dengan saran-saran perbaikan, serta pemberitahuan 
untuk membuat akta pendirian dimuka Notaris sesuai saran-saran 
tersebut dan Notaris dapat mengadjukan permohonan pengesahan- 
nja kepada Departemen Kehakiman sebagaimana biasanja dilakukan 
oleh Notaris: 


5. Adapun mengenai isi akta pendirian perlu ditekankan lagi hal-hal 
sebagai berikut : 

a. nama P.T., supaja dihubungi dulu Departemen Kehakiman apa- 
kah ada keberatan mengenai pemakaiannja, dan agar kata ,.Per- 
seroan Terbatas” atau singkatannja P.T. tertjakup dalam nama- 
njas 

b. pernjataan modal P.T. dalam sesuatu nilai mata uang agar supaja 
disesuaikan dengan tata kerdja B.L.L.D.: 


c. teks akta pendirian supaja ditulis dalam bahasa Indonesia: 


6. Agar setiap orang jang akan menerima surat-surat dan surat kepu- 
tusan mengenai P.T.2 termaksud diatas jang bukan Notaris jang 
bersangkutan membawa surat keterangan dari Notaris tersebut itu, 
jang menerangkan bahwa orang termaksud adalah orang jang ber- 
wenang menerima surat-surat dan surat keputusan tersebut P.T. 
Guna mentjapai kelantjaran pekerdjaan dan suksesnja pelaksanaan 
Undang-Undang Penanaman Modal Asing tersebut maka diharapkan 
bantuan Saudara-saudara sepenuhnja untuk melaksanakan petundjuk- 
petundjuk tersebut diatas. 


MENTERI KEHAKIMAN, 


ttd. 
Tembusan kepada : (PROF. OEMAR SENO ADJI S.H.) 
1. Semua Menteri: Disalin sesuai dengan aslinja : 
2. Team Technis Penanaman Direktur Direktorat Perdata, 
Modal Asing: Tjap/t.t.d. 
3. BLL.D. (HAJATI SUROREDJO). 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


? AMAT SEGERA” 
Kepada 
Para Gubernur Kepala Daerah 


seluruh Indonesia 


No. SD. 21/2/42. Tdnggal, 6 Djuni 1967. Lampiran : 3 (tiga). 


Perihal : Laporan Devisa. 


Menanggapi Instruksi Presidium Kabinet AMPERA tanggal 
29 Oktober 1966 No. 18/EK/IN/10/1966, bersama ini kami minta 
perhatian Saudara untuk melaporkan kepada kami djumlah De- 
visa jang Saudara kuasai/miliki, guna diteruskan kepada Menteri 
Utama Bidang Ekonomi /Keuangan. 


Guna mentjegah penjelesaian administrasi jang lambat maka 
laporan Saudara kepada kami, diharap tembusannja dikirim lang- 
sung kepada : 


a Menteri Utama Bidang Ekonomi/Keuangan, Djalan Merdeka 
Selatan No. 6 Djakarta, 


b. Menteri Keuangan (u.p. Dinas Moneter Urusan Luar Negeri 
Lapangan Banteng Timur No. 2 Djakarta), 

c. B.N.I. Unit I, Bagian Dana Devisa, Djakarta-Kota, 

d. Sekretariat Presiddium Kabinet AMPERA, melalui kami. 
Agar diperhatikan, bahwa ketentuan-ketentuan jang berlaku 

bagi Perusahaan Negara, diperlakukan djuga bagi Perusahaan Dae- 


rah, seperti hal dengan kewadjiban untuk melaporkan Devisa jang 
dimilikinja. 
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Supaja ada keseragaman Laporan, harap disusun seperti tjon- 
toh terlampir, dan disampaikan pada tiap-tiap achir bulan, terhi- 
tung mulai bulan Djanuari 1967. 


Untuk penjelesaian soal tersebut diatas, diharap perhatian dan 
pelaksanaan jang tepat dari Saudara. , 


MENTERI DALAM NEGERI, 
tt. d. 


BASOEKI RACHMAT 
LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


TEMBUSAN disampaikan kepada : 
1. Menteri Utama Bidang 
Ekonomi dan Keuangan, 
2. Menteri Keuangan, 
B.N.I. Unit I, 
s/d 3 di Djakarta. 


bad 
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DAFTAR. B, (Tjontoh). 


No. : 158/IV/EKKU/1961. 


POSISI REKENING DEVISA PELENGKAP/VALUTA ASING DIDALAM NEGERI. 
ab | 


—n ma -.- — : .— 


5 d 2 Penerimaan/ Pengeluaran/ | 5 Sehik - Tg 
0 Nama Bank Devka bulan. Desember PA penona NA seni pe Timang Rae an Se Keterangan 
966. 1967. 1967, 1967. (cguivalent). 
| | | 
Dalam US. $ : | 
B.N.I. Unit II. — | 2.000— | 1.500— na 2 “ 
B. D. N. 500,— | 2.500,— — 3.000,— | 
j 
Djumlah : 6.000,— 6.000, — 
Dalam DM. : 
B.N.I. Unit IIL 10.000,— — 2.000,— | 8.000— 
BUNEG 4.000,— | 86000,— — 10.000,— 
Djumlah : 18.000, — | 4.500,— 
Djumlah dalam US. $. | 10.000, — 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA. 


ha www wa 7JT—TTssssssss www 


No 


Pem. 45/2/6. Tanggal 15 Agustus 1966, 


Lampiran : Kepada : 
Perihal : Penertiban Koperasi. Semua Gubernur Kepala Daerah 


seluruh Indonesia. 


Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut : 


1. 


w 


Sebagai akibat dari kebidjaksanaan perkoperasian dimasa jang 
lalu, maka koperasi telah mengalami keadaan? jang tidak sehat 
lagi, baik physic maupun azas?nja, sehingga koperasi berkembang 
sebagai badan politik dan bukannja mendjalankan fungsi?nja 
sebagai organisasi ekonomi rakjat jang wadjar. 

Untuk mengembalikan Koperasi pada proporsinja jang tepat dan 
dalam usaha rehabilitasi /stabilisasi koperasi kearah dasar? per- 
koperasian jang sewadjarnja, oleh Departemen Perdagangan 
dan Koperasi telah digariskan kebidjaksanaan koperasi pada dua 
patokan sebagai berikut : 

a. Koperasi tidak boleh diverpolitisir. 

b. Koperasi harus berdiri diatas azas? jang sebenarnja. 
Berhubung dengan itu, sesuai dengan fungsi dan kedudukan Gu- 
bernur Kepala Daerah sebagai Sesepuh Daerah jang bertugas 
dalam hal policy, bimbingan, pengawasan dan koordinasi ter- 
hadap kegiatan Gerakan Koperasi, maka deagan ini diharapkan 
agar Saudara mengusahakan membantu merertibkan Koperasi? 
didaerah masing-masing sesuai dengan garis kebidjaksanaan 
Menteri Perdagangan dan Koperasi termuat dalam surat beliau 
tertanggal 15 Djuni 1966 No. 068/M/VI/66. jang tembusannja 
telah dikirim kepada Saudara”. 

MENTERI DALAM NEGERI 


Tembusan kepada : Ltd. 
Saudara Menteri Perdagangan BASOEKI RACHMAT 


di Djakarta. Major Djenderal T.N.I. 
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3.12.1966. 
—Nn$— 
1. semua gubkdh . 
2. semua bup/wikt kdh 


mokab6/2/13 instruksi no 33 tahun 1966 dalam rangka tugas pem- 
binaan, bimbingan dan pengawesan terhadap koperasi?, diinstruksikan : 


I. aa tanpa idjin mendagri atau pedjabat jg ditundjuknja, gubkdh 

dan wakil kdh tksatu serta anggota bph daerah tksatu, 

bb tanpa idjin gubkdh atau pedjabat jg ditundjuknja, bupati/ 
walikota kdh dan wakil kdh tkdua serta anggauta bph daerah 
tkdua: 

tidak dibenarkan : 

1. mendjadi anggota pengurus perkumpulan koperasi: 

2. mendjadi pegawai/petugas dari perkumpulan koperasi: 

3. melaksanakan pekerdjaan sambilan (extra) jg ditugaskan oleh 
perkumpulan koperasi kepadanja dengan memperoleh bajaran: 

4. langsung mentjampuri dgn aktip turut serta dim kegiatan 
kerdja koperasi: 


II. selambat-lambatnja tgl 1 djanuari 1967 sudah harus meletakkan 
djabatan dimaksud dlm angka 1-3 diatas dan mengachiri aktivitas 
dimaksud angka 4, 


III. ketentuan ini tidak berlaku bagi perkumpulan koperasi jang chusus 
meliputi pegawai? dilingkungan kantor? gub, kabupaten dan kota- 
pradja stop 


mdn 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Kepala Bz. Arsif/Ekspedisi, 
ttd. DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 


(Daliman) lc. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 
DJAKARTA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 10 TAHUN 1967. 


MENTERI DALAM NEGERI 


MENIMBANG : 
Bahwa Peringatan Hari Koperasi ke-XX pada tanggal 12 Djuls 
1967, disamping sifatnja jang chas kekoperasian, pada waktu ini 
perlu pula diarahkan pada pengisian jang konkrit dan pembinaan 
Orde Baru. 
MENGINGAT : 
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ajat (1) beserta pen- 
djelasannja: 
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/1966 pasal 42 dan 43: 
3. Pidato Pd. Presiden /Ketua Presidium Kabinet Ampera dalam 
Sidang Kabinet tanggal 19 April 1967. 


MENGINSTRUKSIKAN: 


MEMUTUSKAN : 
KEPADA: 
1. Direktur Djenderal Koperasi beserta seluruh aparaturnja di- 
pusat dan daerah: 
2. Para Gubernur /Kepala Daerah seluruh Indonesia, 


3. Para Bupati/Walikota /Kepala Daerah seluruh Indonesia, 
4. Gerkopin, Gerkopinda dan semua djenis Koperasi seluruh 
Indonesia. 
UNTUK: 


PERTAMA: 
Memperingati Hari Koperasi ke-NX tanggal 12 Djuli 1967 setjara 
sederhana tetapi produktip, sesuai dengan tingkat perdjuangan 
bangsa Indonesia pada waktu ini. 
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KEDUA: 
Peringatan Hari Koperasi ke-XX hendaknja diarahkan untuk : 
1. Mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera 
“sebagai prasjarat tertjapainja masjarakat Orde Baru. 
2. Melandjutkan pembinaan Sektor Koperasi dengan tjara : 
a. memperkokoh kerdja-sama dan integrasi antara koperasi 
serta antara tingkat? organisasi dalam Koperasi? sedjenis: 
b. melandjutkan usaha rasionalisasi dan efficiency Koperasi? 
c. menggiatkan pendidikan dan penerangan perkoperasian 
dengan maksud : 
1) menumbuhkan kesadaran berkoperasi dan kesetiaan ter- 
hadap Koperasi dikalangan para anggota, 
2) meningkatkan ketjakapan pengurus dan karyawan Ko- 
perasi tentang management. 
d. melandjutkan dan menjempurnakan inventarisasi tentang 
kemampuan riil dari Koperasi: 
e. memulai kembali menggiatkan simpanan? kedalam Koperasi. 


KETIGA: 
Instruksi ini supaja dilaksanakan sebaik-baiknja dengan penuh 
tanggung-djawab. 
Djakarta, 21 Mei 1967. 
MENTERI DALAM NEGERI, 
Lt.d. 
BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL T.N.I. 


Tembusan: 


1. Bapak Pd. Presiden/Ketua Presidium: 

2. Sdr. Menutama bidang Politik: 

3. Saudara? Menutama dan Menteri 
Kabinet Ampera. 

4. Sekdjen, Dirdjen dan Irdjen 


Departemen Dalam Negeri. 
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
No.: 1 TAHUN 1967. 


tentang 


PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA. 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 


bahwa untuk lebih memperlantjar pelaksanaan jang berhu 
bungan dengan pemberian hak-hak atas tanah dan pengawasar- 
nja perlu diperluas wewenang-wewenang jang dilimpahkan 


kepada instansi-instansi didaerah dalam kedudukan dan funks: : 


nja sebagai Wakil Pemerintah Pusat, 


bahwa didalam rangka struktur-organisasi dan hierarchi serta 
tata-kerdja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri sekr 
rang ini, pelimpahan- wewenang tersebut harus dilakukan kepada 
para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Dserah Wakil Peme 
rintah Pusat, wewenang mana penjelenggaraannja sehari-hari 
dilaksanakan atas nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan 
dan tanggung djawab Kepala Daerah, oleh Direktorat Agraria 
dan Transmigrasi atau Kantor Agraria jang bersangkutan, 


bahwa berhubung dengan itu pembagian tugas-wewenans «e 
bagai jang ditetapkan didalam Surat-keputusan Menteri Agraria 
No. Sk. 112/Ka/tahun 1961 dan Surat-keputusan Deputv 
Kepala Departemen Agraria No. Sk. 45/Depag 'tahun 106 
perlu ditjabut kembali, 


Mengingat : 


a. 


b. 


Cc. 


d. 
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Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 
1960) : 

Undang-undang No. 7 tahun 1958, 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 116 
jo. No. 173 tahun 1966, 

Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 jo. Na 
75/UV,Kep/11/1966. 


— 


2 — 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang 
Agraria jang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah 
dan pengawasannja sebagai jang tertjantum pada Daftar Lampiran 
Peraturan ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 


Pasal 1. 


Tugas dan wewenang jang dengan peraturan ini dilimpahkan kepada 
para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota-Kepala Daerah 
dalam kedudukan dan funksinja sebagai Wakil Pemerintah Pusat, 
penjelenggaraannja sehari-hari dilaksanakan atas nama dan tanpa 
mengurangi hak, kewenangan dan tanggung djawab Kepala Daerah, 
oleh Direktorat Agraria dan Transmigrasi atau Kantor Inspeksi Agraria 
pada tingkat Propinsi dan oleh Kantor Agraria dan Transmigrasi atau 
Kantor Agraria pada tingkat Kabupaten/Kotamadya. 


Pasal 2. 


Didaerah Istimewa Jogjakarta tugas dan wewenang jang dengan 
peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan 
Bupati/Walikota-Kepala Daerah, dilimpahkan kepada Kepala Daerah 
Istimewa Jogjakarta, penjelenggaraannja sehari-hari dilaksanakan atas 
nama dan tanpa mengurangi hak, kewenangan dan tanggung djawab 
Kepala Daerah, oleh Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta. 


Pasal 3. 


Dalam menjelenggarakan tugas dan wewenang jang dimaksudkan 
itu, diperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan jang ber- 
sangkutan, garis-garis kebidjaksanaan dan pedoman-pedoman serta 
petundjuk-petundjuk pelaksanaan jang diberikan oleh Menteri Dalam 


Negeri atau oleh Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi atas 
nama Menteri Dalam Negeri. 
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Pasal 4. 


(l). Kepala Daerah dilarang memberikan tanah Negara dengan 
sesuatu hak apapun, jang tidak setjara tegas wewenangnja diserahkan 
kepadanja, sekalipun dengan sebutan ,,sementara”. 

(2). Kepala Daerah dilarang memberi idzin mempergunakan atau 
menguasai tanah Negara ataupun memberikan tanah Negara dengan 
hak lain dengan nama apapun, selain jang disebutkan dalam Daftar 
Lampiran peraturan ini (misalnja: idzin okupasi, hak pakai sementara 
dan lain sebagainja). . 

(3). Surat-keputusan jang melanggar ketentuan tersebut pada ajat 
1 dan 2 diatas batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan 
tanah jang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa hak sebagai 


jang dimaksud dalam Undang-undang No. 51 Prp. 1960. 
Pasal 5. 


(1). Djika dianggap perlu, maka didalam hal-hal jang sangat 
mendesak, Menteri Dalam Negeri atau Direktur Djenderal Agraria 
dan Transmigrasi atas nama Menteri Dalam Negeri, dapat memberi 
keputusan mengenai permohonan sesuatu hak jang wewenang mem- 
berikannja diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala 
Daerah. , 

(2). Didalam hal jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini, pendjabat 


jang berwenang harus diberitahu sebelumnja. 


Pasal 6. 


Dengan berlakunja peraturan ini, maka Surat-keputusan Menteri 
Agraria No. Sk. 112/Ka'1961 dan surat keputusan Deputy Menteri 
Kepala Departemen Agraria No. Sk. 45/Depag/1966 ditjabut kembali. 


Pasal 7. 
Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1967. 
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SALINAN disampaikan kepada : 
1. 


Ketua Presidium Kabinet 
Ampera, 


Para Menteri Utama, 


. Para Menteri, 


Para Sekretaris Djenderal, 
Direktur Djenderal' 
Inspektur Djenderal 
Departemen?, 


Para Gubernur, Bupati, Wali- 


kota Kepala Daerah 
di Seluruh Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 


pada tanggal 28 Pebruari 1967. 


MENTERI DALAM NEGERI, 
ttd. 


BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL TNI. 
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LAMPIRAN 


LL —.— —.. —... 


WEWENANG MENTERI DALAM 


| | 

MATJAM (NEGERI ATAU DIREKTUR DJEN-| WEWENANG GUBERNUR | 
HAKNJA | DERAL AGRARIA DAN TRANS- KEPALA DAERAH | 
MIGRASI ATAS NAMA MENTERI | 

DALAM NEGERI | 

1 9 8 | 


0 


aa 


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967 tanggal 28 Pebruari 1967. 


WEWENANG BUPATI/WALI- 
KOTA KEPALA DAERAH 


I. HAK MILIK | Memberi keputusan mengenai permo- | 
honan hak milik, ketjuali jang we- 


wenangnja telah dilimpahkan kepada 
Gubernur Kepala Daerah. 


. Memberi keputusan mengenai pem- 
berian tanah Negara dengan hak 
| milik : 
a. kepada para transmigran: 
b. didalam rangka pelaksanaan 
Landreform: | 
Cc. kepada para bekas gogol tidak 
| tetap, sepandjang tanah jang 
diberikan itu merupakan bekas! 
tanah gogolan tidak tetap. | 


2. Memberikan keputusan tentang 
permohonan hak milik atas tanah | 
Negara, ketjuali jang dimaksud 
pada angka 1, jang luasnja tidak: 
lebih dari 5000 meter persegi dan 
merupakan tanah pertanian. 

3. Memberi penegasan tentang status 
tanah sebagai tanah hak milik di- 
dalam rangka pelaksanaan Keten- 
tuan” Konversi UUPA. 

4. Memberi keputusan mengenai 
permohonan idzin untuk memin-' 


Memberi keputusan mengenai 
permohonan idzin untuk memin- 
dahkan hak milik mengenai tanah? 
jang terletak diluar wilajah Ibu- 
kota Dacrah Propinsi. 


dahkan hak milik mengenai tanah? 
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2. Memberi keputusan tentang pem- 2 


dn 


3 


berian dengan hak guna-bangunan 

atas tanah Negara : 

a. bekas kepunjaan orang” asing: 

b. didalam rangka melaksanakan 
Peraturan Presidium Kabinet 
No. 2 Prk. tahun 1965. 


3. Memberi keputusan mengenai per- 


mohonan untuk memperpandjang 
djangka waktu hak guna-bangun- 
an atas tanah Negara jang luasnja 
melebihi 1000 (seribu) meter per- 
segi atau jang perpandjangan 
djangka waktunja lebih dari 20 
(dua puluh) tahun. 


. Memberi keputusan mengenai per- | 


mohonan tanah Negara dengan 
hak pengelolaan oleh Daerah" 
Swatantra dan Badan” Pemerintah 
lainnja jang berisikan Wewenang, | 
selain untuk mempergunakan sen- 
diri sebagian tanah jang bersang- 
kutan, djuga untuk memberikan- 
nja kepada fihak” lain dengan hak 
pakai menurut ketentuan” chusus. 


2. Memberi keputusan mengenai per- 


3: 


4. 


mohonan idzin untuk memindah- 
kan hak guna-bangunan atas ta- 
nah” jang terletak didalam wilajah 
Ibukota Daerah Propinsi/ Daerah 
Chusus Ibukota Djakarta Raya. 


Memberi keputusan mengenai per- 
mohonan untuk memperpandjang 
djangka waktu hak guna-bangu- 
nan atas tanah Negara jang luas- 
nja tidak melebihi 1000 (seribu) 
meter persegi dan perpandjangan 
djangka waktunja tidak lebih dari 
20 (dua puluh) tahun. 


Memberi keputusan mengenai per- 
mohonan untuk melepaskan hak 
guna-bangunan atas tanah Negara. 


“5. 
. 


Biafissliby Google 
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VI. HAK 
PAKAI 


Mcmberi keputusan mengenai per- 
mohonan tanah Negara dengan 


hak pakai jang : 


a. diadjukan oleh orang asing, 
badan hukum asing atau ba- 


dan hukum jang bermodal 
asing atau jang : 


b. wewenangnja belum dilimpah- 


| 


kan kepada Gubernur Kepala : 


Daerah dan Bupati/ Walikota 
Kepala Daerah. 


Memberi keputusan mengenai per- 
mohonan idzin untuk memindah- 
kan hak pakai atas tanah Negara 
kepada orang asing, badan hukum 
asing atau badan hukum jang 
bermodal asing. 


Memberi keputusan mengenai per- 
mohonan untuk memperpandjang 
djangka waktu atau melepaskan 
hak pakai atas tanah Negara 


jang : 


Il. Memberi keputusan mengenai per-| 1. Memberi keputusan mengenai per- 


mohonan hak pakai oleh orang” 
warganegara Indonesia atau badan' 
hukum Indonesia jang tidak ber- 
modal asing, atas tanah Negara 


| 
jang, | 
| 


a. luasnja tidak lebih dari 1000 
(seribu) meter persegi 
djangka waktunja tidak mele-| 
bihi 10 (sepuluh) tahun dan 

| 

| 


b. djika diperuntukkan pemba- 
ngunan gedung untuk keper- | 
tingan sosial atau agama 


luasnja tidak lebih dari 5900 


(lima ribu) meter persegi dan 3. 


djangka waktunja tidak mele- 
bihi 10 (sepuluh) tahun. 


Memberi keputusan mengenai per- 
mohonan tanah Negara dengan 
hak pakai jang akan dipergunakan 
sendiri oleh suatu Departemen, 
Direktorat Djenderal atau Dacrah 
Swatantra untuk djangka waktu 
lebih dari 19 (sepuluh) tahun. 


dan | 2. 


mohonan tanah Negara dengan 
hak pakai jang akan dipergunakan 
sendiri oleh suatu Departemen, 
Direktorat Djenderal atau Daerah 
Swatantra untuk djangka waktu 
paling lama 10 (sepuluh) tahun. 


Memberi keputusan mengenai pe:- 
mohonan dzin untuk memindah- 
kan hak pakai atas tanah Negara, 
ketjuali fihak jang menerimania 
orang asing, badan hukum asing 
atau badan hukum jang bermodal 
asing. 


Memberi keputusan mengenai 
permohonan untuk memperpen- 
djang djangka waktu atau mele- 
paskan hak pakai atas tanah Ne- 
gara, dengan pembatasan senerci 
jang tersebut pada angka 1 diatas. 
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VII. SEWA 
TANAH 
RAKJAT 


OLEH PE- 
RUSAHA- 

AN (UU 38 
Prp th. 1960 
jo. UU 2012. 
th. 


1964) 


dipunjai oleh orang asing, badan 
hukum asing atau badan hukum 
jang bermodal asing atau jang : 
wewenangnja belum dilimpahkan 
kepada Gubernur Kepala Daerah 
dan Bupati/Walikota Kepala Da- 
cerah. 


Menetapkan bentuk dan besarnja 
ganti kerugian jang harus diberi- 
kan oleh perusahaan” pabrik gula, 
perusahaan” tembakau, corohorus 
dan rosela kepada para petani 


jang tanahnja dipergunakan oleh 
Perusahaan” itu. 

Menetapkan daerah-daerah kerdja 
perusahaan” tersebut. 

Menctapkan maksimum luas tanah 
jang boleh ditanami dengan atau 
minimum Juas tanah jang harus 


disediakan untuk tanaman? ter- 
sebut. 


3 


3. Memberi keputusan mengenai per- 


mohonan untuk memperpandjang 
djangka waktu atau melepaskan 
hak pakai atas tanah Negara 
dengan pembatasan” scpcrti jang 
disebutkan pada angka 1 dan 2 
diatas. 


Memberi idzin kepada perusahaan 


untuk menanam diluar daerah ker- 
djanja. 

Memberi idzin kepada pabrik gula 
untuk memberi tebu rakjat. 
Memberi idzin kepada pabrik gula 
untuk memelihara tebu-tunas. 
Memberi keputusan tentang pengc- 
sahan atau penolakan penctapan 
Bupati/Walikota Kepala Dacrah 
mengenai sewa tanah rakjat oleh 
perusahaan pabrik gula jang sc- 
luruhnja dibajarkan berupa uang. 


1. 


Memberi keputusan untuk me- 

nctapkan : 

a. bahwa sewa tanah jang di- 
pergunakan olch perusaha- 
an pabrik gula didesa atau 
desa? tertentu akan diberi- 
kan seluruhnja berupa 
uang dan 

b. berapa besarnja sewa tiap" 
hcktar jang harus dibajar- 
kan kepada para petani 
jang bersangkutan. 

Menctapkan didalam desa" 
mana dan berapa luasnja ta- 
nah ditiap?” dcsa jang boleh 
ditanami dengan atau harus 
disediakan untuk tanaman ter- 
sebut. 

Mcnctapkan perintjian lebih 

landjut dari pada letak luasnja 

tanah? terscbut diatas berda- 
sarkan usul Panitia Desa jang 
bersangkutan. 
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1 
ILAK USA 
HA BAGI 
ILASIL (UU 
Na. 2 ta- 
hun 1960) 


KAN 


rap didalam  perdjandjian 
bagi-hasil. 

IX. PEMAKAL- 11. Menetapkan ketentuan? tentang 1. Mengambil Undakan” untuk 
AN TA- penjelesalan — pemakalan — tanah" menjelesaikan pemakalan ta- 
NAH TAN- perkebunan dan — tanah? hutan nah jang bukan-perkcbunan 
PA IDZIN . tanpa — Idzin jang berhak atau dan bukan-hutan tanpa idzin 
(UU 51 Prp kuasanja jany sah, jang berhak atau kuasanja 
th. 1960) 2, Mengambul tindakan” untuk me- jang sah. 

| njclesaikan pcmakalan tanah? tcr- 
| scbut pada angka 1. 
| 
Ia JL” ERA 

X. SEMUA 1. Mencgaskan hapusnja sesuatu hak | Memberi keputusan tentang perubahan | Memberi keputusan tentang peru- 
HAK karena pemegangnja tidak melakw- | (pembatalan) sesuatu hak jang dimo- | bahan (pembatalan) sesuatu hak, 

kan kewadjiban? sebagaimana di- | honkan untuk mendapatkan hak lain, jang dimohonkan untuk menda- 


Penetapan pedonan-pedoman 
sanaan UU. No. 2 tahun 1900. 


— AN an 


a 


tentukan dalam UUPA. dan pe- 
raturan?” pelaksanaannja, demikt. 
an pula jang disebabkan karena 
diterlantarkannja tanah" jang ber- 
sangkutan oleh pemegang haknja. 
dengan tidak mengurangi wewe- 
nang jang setjara chusus diberikan 
kepada Instansi lain. 


aa Aap 


Pad 


— 


& 


1. Menetapkan besarnja Iimbang- 
an bagian hasil tanah jang 
mendjadi hak penggarap dan 
pemilik didalun perdjandjian 
bagi hasil. 

2. Memberi idzin kepada badan' 
hukum jang berbentuk kope- 
rasi-pertanian atau koperasi 
desa untuk mendjadi pengga- 


sepandjang hak jang dimohon itu 
pemberiannja termasuk 
Gubernur Kepala Daerah. 


Wewe: ing 


patkan hak lain. sepandjang hak 
jang dimohon itu pemberiannja 
termasuk wewenang Bupati/Wa- 
likota Kepala Daerah. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 
Aa 


»AMAT SEGERA” 


Kepada 
1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah, 
diseluruh Indonesia. 


No. SD. 6/2/24. Tanggal, 18 Mei 1967. Lampiran : 


Perihal : Pelaksanaan Peraturanperaturan jang ada dalam bidang 
pengendalian bandjir (persungaian) dan irigasi. 


Diberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa Pemerintah 
sedang : 

1. menjiapkan/merumuskan Rantjangan Undang-undang Pokok Tata- 
air sebagai pengganti Algemeen Waterreglement dan peraturan- 
peraturan tata-air jang tidak sesuai lagi dengan suasana: ketata- 
negaraan Republik Indonesia. 


2. menjiapkan/merumuskan konsepsi jang konkrit tentang penjelesaian. 
masalah tata-air jang bersifat mendesak, misalnja mengenai irigasi 
dan pengelolaan sungai chususnja pentjegahan bahaja bandjir.. 


Kita semua memahami dan menginsjafi betapa pentingnja pengaturan 
tata-air jang tepat sebagai kesedjahteraan rakjat dan betapa bandjir 
dan erosie tanah membahajakan perikehidupan rakjat. Berhubung de- 
ngan itu, maka kami instruksikan kepada Saudara agar, sambil menunggu 
dikeluarkannja peraturan-peraturan mengenai tata-air jang baru oleh 
Pemerintah, supaja tetap mentaati peraturan-peraturan irigasi dan 
persungaian jang telah ada dan masih berlaku. 


Adapun Peraturan-peraturan tersebut berkisar pada bidang-bidang 
sebagai berikut : 
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I. 


PENGURUSAN SUNGAI DAN PENTJEGAHAN BANDJIR : 


Il. 


1. 


w 


Pentjegahan longsoran/erosie tanah, terutama dilembah sungai 
daerah hulu dengan tjara-tjara technik pengolahan tanah jang 
baik. 

Pentjegahan penggundulan hutan serta tanaman-tanaman di- 
lembah-lembah sungai. 


. Pendjagaan serta pengamanan tanggul-tanggul terhadap ke- 


rusakan-kerusakan serta tjara bertjotjok-tanah dan tjara meng: 
ocupeer tanggul-tanggul tersebut, jang rnembahajakan kesela- 
matan tanggul (termasuk djalur tanah dikiri-kanan tanggul). 


Tjara-tjara mengusahakan perikanan dimuara-muara sungai 
jang mengakibatkan kurang lantjarnja pengaliran sungai di- 
daerah Hilir. 


IRIGASI : 


Rana 


l. 


Penjelenggaraan tata-tanam dan tata-air jang serasi dibawah 
koordinasi Bupati/Kepala Daerah Tingkat atau Walikota 
Kepala Daerah masing-masing untuk wilajah pemerintahannja, 
dengan memperhatikan pendapat-pendapat/saran-saran Djawat- 
an-djawatan/ Dinas-dinas Technis jang bersangkutan (D.P.U., 
Dinas Pertanian Rakjat, dan sebagainja). 


Pendjagaan serta pengamanan terhadap saluran-saluran ba- 
ngunan-bangunan irigasi, sehingga systeem irigasi dapat ber- 
fungsi sesuai dengan apa jang direntjanakan. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
SEKRETARIS DJENDERAL, 
Ltd. 
(SOEMARMAN S.H.) 


Tembusan dikirim kepada : 


|. 


Sdr. Menteri Pertanian, 
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2. Sdr. Menteri Perkebunan, 

2. Sdr. Direktur Djenderal Pengairan Dasar, 

4. Sdr. Direktur Djenderal Pertanian, 

5. Sdr. Direktur Djenderal Kehutanan, 

6. Sdr. Direktur Djenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah. 
1. Sdr. Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa, 


9. Sdr. Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi, 
untuk dimaklumi. | 


ls/d8 di Djakarta. 


oa ab 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


RL LL Rr era aa 


— INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 25 TAHUN 1966. 
TENTANG 
MASA DJABATAN CARE-TAKER/PEMANGKU DJABATAN 
PEDJABAT DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT 


Mengingat surat Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Pebruari 
1966 No. DD. 1/1/16 hal: Daftar pedjabat Pamong Desa care- 
takers, kami memperhatikan, bahwa masa djabatan bagi care- 
taker/pemangku djabatan Kepala dan anggota Pemerintahan Desa 
dan Daerah jang setingkat perlu ditegaskan batas waktunja guna 
mentjegah akibat? jang tidak diinginkan. 

Maka kami instruksikan kepada para Sdr. Gubernur Kepala 
Daerah, untuk mengatur penertiban Care-taker/Pemangku dja- 
batan diatas dengan ketentuan masa djabatan paling lama satu 
tahun sedjak diangkatnja. Dengan sjarat ,,paling lama” dimaksud- 
kan apabila situasi Daerah mengenai segi politis ataupun keamanan 
sewaktu-waktu telah mengidzinkan, pengisian kekosongan pedjabat 
Desa itu tidak perlu ditunggu sampai habis masa pemangku 
djabatan tersebut. 

Pengisian djabatan Kepala dan anggota Pemerintahan Desa dan 
Daerah jang setingkat supaja diatur sedjiwa dengan pasal? jang 
hersangkutan dalam Undang? No. 19 tahun 1965 tentang Desa 
pradja dan sesuai dengan Instruksi? jang telah dikeluarkan oleh 
Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan Undang? tersebut. 


Dengan kebidjaksanaan ini, maka berobahlah apa jang telah 
digariskan dengan surat Departemen Dalam Negeri No. : DD. 1/ 
11/35 ttg. 20 Oktober 1965 hal : Lowongan djabatan Kepala Desa. 
Kebidjaksanaan baru ini perlu diambil, adalah untuk memelihara 
stabilitas dan kewibawaan Pemerintahan Desa, mengingat realisasi 
daripada Desa-pradja belum dapat dipastikan waktu mulainja, 
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djadikan pedoman dalam pembinaannja. 


5. Perlu ditegaskan pula, bahwa Pemerintahan Desa dan Daerz 
jang setingkat merupakan kelandjutan Pemerintahan Pusat dx 
Daerah. Oleh karena itu Kepala Desa dan Daerah jang setinsiz 
adalah pemegang kordinasi pemerintahan didaerahnja sedjis. 
dengan Peraturan Pemerintah no: 27 tahun 1956 tentang Per 
bentukan kordinasi Pemerintahan Sipil. 


6. Maka keputusan Saudara tentang penertiban jang dimaksud dis:: 
kami harap dikirimkan pula kepada kami. 


Djakarta, 21 September 1966. 
a.n. Menteri Dalam Neceri. 
Direktur Djendral 


Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 


berhubung Undang? tersebut perlu ditindjau kembali. 
Tetapi djiwanja jang membawa kemadjuan hagi Desa perlu « 


SOENANDAR PRIOSOEDARMO 
Brigadir Djendra! TNI. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


"SANGAT SEGERA" 
KEPADA 


SEMUA GUBERNUR KEPALA DAERAH 
DISELURUH INDONESIA 


No. DD. 8/1/19. — Tanggal, 22 Oktober 1966. Lampiran : 1 (satu) 
Perihal: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1966. 


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Instruksi Menteri Dalam 
Negeri No. 29 tahun 1966 tentang Penundaan Realisasi Pembentukan 
Desapradja untuk Saudara maklumi dan pergunakan seperlunja. 


Kemudian agar hal tersebut mendapat perhatian sepenuhnja. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI, 
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah, 

U.b. 

Kepala Direktorat Kedesaan, 


t.t.d. 


(Mohd. Tohir Mangkoedidjojo). 
TEMBUSAN beserta lampirannja 
dikirimkan kepada : 
1. Bupati Kepala Daerah, 


2. Walikota Kepala Daerah, 
diseluruh Indonesia. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. : 29 TAHUN 1966 
TENTANG 
PENUNDAAN REALISASI PEMBENTUKAN DESAPRADJA. 


Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapradja (L.N. tahur 
1965 No. 84 dan T.L.N. No. 2779) jang setjara formil telah diundanz:- 
kan pada tanggal 1 September 1965 merupakan salah satu produk 
Legislatief pada masa proloog Gestapu/PKI. Dengan demikian dapatlah 
dimengerti, apabila pada Undang-undang tersebut terdapat adanja 
ketentuan-ketentuan jang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi 
sekarang, disamping ketentuan-ketentuan lainnja jang dapat terus di: 
pakai sebagai pedoman dasar. 

Seperti diketahui, Undang-undang No. 19 tahun 1965 tersebut diatas 
selain mengatur realisasi pembentukan Desapradja, djuga sekalizu- 
mentjabut segala peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan lain: 
nja tentang kedesaan dari zaman kolonial Belanda dahulu (seperti 
I.G.O., LG.O.B. dan sebagainja) dan lain-lainnja lagi jang bertentangan 
dengan Undang-undang dimaksud. Dengan demikian setjara formil 
sedjak tanggal 1 September 1965 Undang-undang No. 19 tahun 125 
tentang Desapradja mendjadi satu-satunja Undang-undang jang mengz 
tur soal-soal kedesaan, dimana dinjatakan bahwa kesatuan-kesatuan 
masjarakat hukum jang memenuhi sjarat-sjarat tertentu dengan sen- 
lirinja mendjadi Desapradja (pendjelasan pasal 64). 

Kemudian dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XXI/MPRS/1966 (pasal 5: 
dinjatakan bahwa Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.-G.R. harus 
segera menindjau kembali Undang-undang No. 18 tahun 1965 Undanz: 
undang No. 19 tahun 1965 dan ketetapan M.P.R.S. No. II MPRS 
1960 paragrap 392 No. 1 angxa 4 dan menjesuaikannja dengan per- 
kembangan baru dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 
1945 setiara murni dan konsekwen. 
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Bagi pelaksanaan maksud Ketetapan M.P.R.S. tersebut, kami telah 
membentuk Panitia Kerdja Perubahan Undang-undang No. 18 dan 
Undang-undang No. 19 tahun 1965, jang bertugas memberikan bahan 
lan saran-saran jang bersifat menjeluruh kepada kami dalam rangka 
perubahan kedua Undang-undang tersebut. 


Berhubung dengan itu perlu kami tegaskan, bahwa meskipun setjara 
formil Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapradja masih 
tetap berlaku, tetapi dengan ini kami instruksikan agar realisasi pem- 
bentukan Desapradja ditunda sampai ada ketentuan lebih landjut. 


Kemudian kami mintakan perhatian atas hal-hal sebagai berikut : 


I. PEMERINTAHAN DESA : 


1. 


Cc 


Pemerintahan Desa dan daerah jang setingkat tidak dapat 
dilepaskan dari masalah alat-alat kelengkapan jang mendjalan- 
kan kegiatan pemerintahan sehari-hari. 


Dengan ditundanja realisasi pembentukan Desapradja, dengan 
sendirinja susunan dan tugas alat-alat Pemerintahan Desa 
(Pamong Desa) dan daerah jang setingkat masih tetap seba- 
saimana semula. 


Sebagai verlengstuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah pada tingkat jang terbawah, maka kestabilan dan ke- 
wibawaan Pemerintah Desa dan daerah jang setingkat mutlak 
perlu. Unsur stabilisasi dan kewibawaan tersebut terutama ter- 
letak pada diri Kepala Desa dan daerah jang setingkat tersebut 
diatas sebagai unsur pimpinan pokok dalam penjelenggaraan 
kegiatan pemerintahan sehari-hari. Itulah secbabnja untuk pe- 
megang djabatan tersebut diperlukan tokoh jang benar-benar 
tjakap, djudjur dan disegani oleh anggauta masjarakatnja serta 
bersih dari unsur-unsur Gestapu/PKI. 


Sebagai akibat dari adanja tindakan pembersihan total terhadap 
unsur-unsur Gestapu/PKI, terdjadilah kemudian lowongan- 
luwongan djabatan pada tingkat Pemerintahan Desa dan daerah 
setingkat. jang demi untuk kelangsungan djalannja pemerin- 
tahan selandjutnja diisi dengan care-takers. 
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5. Mengenai soal care-taker tersebut telah kami keluarkan bet 
rapa surat-edaran dan instruksi, terachir Instruksi No. 25 tab 
1966 tentang masa djabatan bagi care-taker/pemangku djabit: 
pedjabat Desa dan daerah jang setingkat untuk diperhatil: 
dan dilaksanakan sebaik-baiknja. 


II. LEMBAGA PERWAKILAN RAKJAT : 


1. Sistim perwakilan penduduk sebenarnja bukanlah merupakz 
hal baru bagi kehidupan masjarakat Desa dan daerah jar: 
setingkat, jang pada dasarnja memang sedjak dahulu sudz: 

melangsungkan hidup kemasjarakatannja berlandaskan ar 
musjawarah untuk mufakat dan gotong-rojong. Meskipun kz 
dang-kadang masih dalam bentuk jang terlalu besar (lo: 
tetapi pada beberapa daerah ternjata lembaga perwakilan te: 
sebut telah merupakan suatu Dewan (misalnja: Dewan Kat: 
rahan, Dewan Marga, Dewan Nagari dan sebagainja). 


2. Dengan ditundanja realisasi pembentukan Desapradja, den-i: 
sendirinja pembentukan Badan Musjawarah Desapradja cr 
form Undang-undang No. 19 tahun 1965 turut pula ditundi 


3. Namun demikian bagi Desa-desa dan daerah setingkat jar: 
selama ini ternjata sudah ada jang mempunjai lembaza per: 
wakilan demikian, sambil menunggu ketentuan lebih landju: | 
lembaga dimaksud dapat terus melakukan fungsinja. 


1II. ANGGARAN KEUANGAN : 


1. Sesuai dengan perkembangan zaman, sewadjarnjalah apabila 
masing-masing Desa dan daerah setingkat jang telah menz- 
urus dan menjelenggarakan rumah-tangganja sendiri untui 
setiap tahun menjusun Anggaran Keuangannja, sedjauh munz: 
kin menurut administrasi keuangan jang inodern, dimana se 
muanja dinilai dalam bentuk uang. Dengan demikian semu3 
pengeluaran dan pemasukan uang harus dimasukkan kedalam 
Anggaran Keuangan tersebut, termasuk djuxa pengeluaran dan 
pemasukan uang sebagai ganti nilai dari penerimaan dan 
pengeluaran barang. 
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2. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa mengingat usaha 
gotong-rojong penduduk adalah djuga merupakan kekajaan 
jang besar nilainja, maka segala hasil usaha gotong-rojong 
tersebut (misalnja: pembuatan djembatan, pembangunan ge- 
dung sekolah dan sebagainja), hendaknja dinilai dalam bentuk 
uang. Misalnja dalam hal tenaga kerdja, dapat dinilai djasanja 
dengan djumlah hari-hari kerdja jang terpakai, untuk selan- 
djutnja setiap hari kerdja tersebut dinilai lagi dengan nilai 
uang seperti halnja dengan upah kerdja tenaga harian. 

3. Dalam penjusunan Anggaran Keuangan tersebut perlu dimin- 
takan persetudjuan (musjawarah) dari lembaga perwakilan jang 
ada, disamping pengesahan dari pedjabat Pemerintah atasan 
jang berwenang. 


IV. PENGHASILAN PEDJABAT-PEDJABAT DESA : 


1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 19 tahun 1965, 
chususnja jang menjangkut penghasilan pedjabat-pedjabat 
Desapradja, telah kami keluarkan Instruksi No. 43 tahun 1965 
tentang pedoman penjelenggaraan Desapradja dalam masa 
peralihan dan Instruksi No. 46 tahun 1965 tentang pedoman 
penghasilan para pedjabat Desapradja. 

2. Berhubung dengan penundaan realisasi pembentukan Desa- 
pradja, ketentuan-ketentuan dalam instruksi tersebut diatas 
selain kami njatakan ditunda pelaksanaannja, djuga akan kami 
tindjau kembali. 


3. Berhubung dengan itu, sampai ada ketentuan lebih landjut, 
penghasilan pedjabat-pedjabat Desa dan daerah jang setingkat, 
untuk sementara terus berlaku sebagaimana jang telah ada. 

4. Dalam hubungan dengan penjusunan Anggaran Keungan ter- 
sebut diatas perlu kami mintakan perhatian, bahwa penghasilan 
para pedjabat Desa dan daerah setingkat jang diberikan tidak 
dalam bentuk uang (misalnja: tanah djatatan/bengkok atau 
penerimaan penghasilan dalam bentuk in natura) hendaknja 
djuga dinilai dalam bentuk uang untuk dimasukkan kedalam 
Anggaran Keuangan dimaksud. 
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Demikianlah instruksi kami, hendaknja mendapat perhatian seksama 
dan dilaksanakan sebaik-baiknja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal, 15 Oktober 1966. 
MENTERI DALAM NEGERI, 

tt.d. 

BASOEKI RACHMAT 


LETNAN DJENDERAL TNI. 


Dikeluarkan di Djakarta 
pada tanggal, 15 Oktober 1966. 


SEKRETARIS DJENDERAL DEPARTEMEN 
DALAM NEGERI, 


t.t.d. 


ks 


(Soemarman S.H.) 


nd 
co—n 
- 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA. 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO.: 35 TAHUN 1966. 
TENTANG 
PEMILIHAN/PENGANGKATAN PEDJABAT? DESA DAN DAERAH 
JANG SETINGKAT. 


Sesuai dengan radiogram Koti tanggal 12 Nopember 1966 No. T- 
0561/65/11/66 diinstruksikan kepada semua Gubernur Kepala Daerah 
Propinsi diseluruh Indonesia : 

1. Untuk pemilihan/pengangkatan Kepala dan pedjabat lainnja dari 
Desa dan Daerah jang setingkat, ditentukan : 
a. jang dapat mentjalonkan/ditjalonkan/dipilih 'diangkat mendjadi 
pedjabat tersebut diatas ialah : 

a.l. memenuhi sjarat? umum jang telah ditetapkan bagi seorang 
tjalon pedjabat? tersebut diatas, 

a.2. tidak terlibat dalam peristiwa kontra-revolusi G. 30. S. dalam 
pengertian Instruksi Presiden/Pangti ABRI/kogam No. inst 
09/-kogam/5/66: 

a.3. Seorang Pantja-Silais sedjati: 

a.l. Ikut/membantu menumpas G.30.5. 

b. Jang dapat serta/menggunakan hak memilil: Kepala Desa dan 

Daerah jang setingkat ialah : 

b.1l. memenuhi sjarat? umum jang telah ditetapkan bagi seorang 
pemilih: 

b.2. tidak pernah terlibat setjara langsung maupun tidak lang- 
sung dalam G.30.5., sebagaimana dimaksud dalam klasipi- 
kasi A instruksi Presiden No. inst 09/Kogam/5/66. 

h.3. dengan tidak mengurangi isi radiogram Koti tanggal 12 
Nopember 1966 No. T. 0561/G5/11/66 tersebut diatas : 
a. oknum? jang dimaksud dalam klasipikasi B dan C janu 

masih ditahan tidak diperkenankan ikut memilih Kepala 
Desa dan Daerah jang setingkat. 
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b. bagi mereka dari klasipikasi B dan C jang sudah d 
kembalikan ke masjarakat, supaja mengikuti petundju 
Team Screening Daerah Tingkat Dua setempat menz: 
ngat bahwa mereka pada umumnja masih dikenak:: 
wadjib lapur, karantine politik dan lain? ketentuan. 


2. Diharap Saudara Gubernur Kepala Daerah mengatur sebaik-baiknj: 


. 


Djakarta, 17 Desember 1960. 


A.n. Menteri Dalam Negeri, 
Direktur Djenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerat:. 


t.t.d. 


(Soenandar Prijosoedarmo). 
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KOMANDO OPERASI TERTINGGI 
RADIOGRAM 


DARI : KAS KOTI 

UNTUK 1. SEMUA PEPELRADA 
2. PEPERDA DJATENG 
1 

2 


TEMBUSAN: KETUA PRESIDIUM 
MENUT BID POL 

3. MEN DLM NEGERI 

4. DIRDJEN PUOD 

5». PEPELRALA SIAGA 

6. PEPELRALA SUM 

“. PEPELRALA KAL 

8. KOORD PEPELRADA INTIM 

9. KOORD PEPELRADA NUSRA 

10. SEKUM KOTI 

11. A RS I P. 


KLASIPIKASI 
NOMOR: T-05601/G.5/11/66 (.) 
DLM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA DIDAERAH 
MASINGDUA KMA DIINSTRUKSIKAN SBG BERIKUT TTK 
DUA 
SATU TTK DLM INST INI KMA JG DIMAKSUD DGN PE- 
' NGERTIAN TTK DUA 


AA TTK DESA KMA TERMASUK PULA MASJA- 
RAKAT HUKUM JG SETINGKAT ITU 
KMA SEPERTI NAGARI KMA MARGA 
DSBNJA TTK 

BB TTK TERLIBAT DLM G 30 S KMA ADALAH 
TERLIBAT SEPERTI DIMAKSUD KLA- 
SIPIKASI A KMA B DAN C INPRES 
GRMR PANGTI ABRI GRMR KOGAM NO. 
INST 09 GRMR KOGAM GRMR 5 GRMR 
66 TTK 
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DUA TTK PD PRINSIPNJA DJABATANDUA PD ALAT kt: 
LENGKAPAN DESA KMA SERTA RK DAN RI 
TDK DIBENARKAN DIPEGANG OLEH ORANG 
DUA JG TERLIBAT DLM G 50 S TTK 


TIGA TTK JG DPT MENTJALONKAN GRMR DITJALONKAN 
GRMR DIPILIH GRMR DIANGGAP MENDJAD:! 
KEPALA DESA IALAH PENDUDUK WARGA 
DESA KMA JG TTK DUA 


AA TTK MEMENUHI SJARATDUA UMUM Jc 
TELAH DITETAPKAN BAGI SEORANC 
TJALON KEPALA DESA TIK 


BB TTK TDK TERLIBAT DLM PERISTIWA KON. 
TRA REVOLUSI G 30 S TTK 


CC TTK SEORANGPANTIJASILAIS SEDJATI TTK 
DD TTK IKUT GRMR MEMBANTU MENU MPAs 
G 30 S TIK 
EMPAT TTK JG DPT SERTA DLM PEMILIHAN KEPALA DESA 
ADALAH PENDUDUK WARGA DESA KMA JL 
TTK DUA 


AA TTK MEMENUHI SJARATDUA UMLM Jb 
TELAH DITETAPKAN BAGI SEORANG 
PEMILIH TTK 
BB TTK TDK PERNAH TERLIBAT SETJARA 
LANGSUNG DLM G 30 S KMA SBGMANA 
DIMAKSUD DLM KLASIPIKASI A 
INPRES NO INST 09 GRMR KOGAV 
GRMR 5 GRMR 66 TIK 
AN KAS KOTI KETUA G 5 KOTI SENDS TIK HBS 
TGL/WAKTU PEMBIKINAN 12-11-1966 13.00 


PENGIRIM : DERADJAT AKSI ,,0P” 

NAMA : ABU ISMOJO SH 

PANGKAT/DJAB : LETKOL CKH/SEKRETARIS G 5 KOTI 
TANDA TANGAN : ttd. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
DJAKARTA. 


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 2 TAHUN 1967 


TENTANG 


KURSUS TJEPAT PAMONG DESA. 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Menimbang : 


(1) 


bahwa Pamong Desa/Daerah jang setingkat, perlu jang tjukup 
mempunjai pengetahuan sehingga dapat mcniberi pimpinan ke- 
pada masjarakat serta dapat memperlantjar djalannja Pemerin- 
tahan Desa: 


(2) bahwa perlu akan adanja Kursus Tjepat Pamong Desa untuk 
memberikan pengetahuan jang penting kepada Pamong Desa 
sesuai dengan perkembangan kemasjarakatan 'kenegaraan dewasa 
ini, 

(3) keinginan-keinginan jang dikemukakan oleh Daerah-daerah supaja 
untuk Pamong Desa tetap diadakan kursus jang dapat memberi- 
kan pengetahuan-pengetahuan jang berhubungan dengan tugas 
mereka: 

(&) makin pentingnja peranan Desa dan masjarakat: 

(5) bahwa Kursus Tjepat Pamong Desa perlu ditingkatkan: 

Mengingat : 


Undang-undang Dasar 1945, 


Berkehendak : 


Mentjabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1951 
dan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 


No. 5 tahun 1962: 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
I. Mentjabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1951 


dan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 
no. 5 tahun 1962: 
II. Menetapkan peraturan tentang ,,Kursus Tjepat Pamong Desa": 
BAB I 
Nama dan maksud 
Pasal 1. 
Untuk melantjarkan Pemerintahan Desa diseluruh wilajah R.I. perlu 


diadakan ,,Kursus Tjepat Pamong Desa” jang diselenggarakan oleh 
Departemen Dalam Negeri, selandjutnja disingkat SUSPATDA. 


Pasal 2. 
Maksud Kursus tersebut adalah untuk dalam waktu jang singkat 
memberi pengetahuan dasar tentang beberapa hal jang berhubungan 
dengan tugas kewadjiban Pamong Desa, serta pengetahuan tentang dasar 


Negara R.I. 


BAB II. 


Tempat. 
Pasal 3. 
Kursus Tjepat Pamong Desa sedapat mungkin diadakan ditiap-tiap 
ibu-kota Kabupaten. 
BAB Ill. 


Siswa. 
Pasal 4. 


(1) Anggota Pamong Desa jang menurut Bupati K.D.H. mempunjai 
tjukup hasrat dan minat bagi pekerdjaannja, serta dipandang 
dapat mengikuti Kursus ini dengan hasil baik, dapat ditundjuk 


oleh Bupati K.D.H. sebagai siswa. 
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(2) 


(1) 


(2) 


(3) 


(21 


Tiap-tiap kali diadakan Kursus, dari tiap-tiap desa ditundjuk 2 
orang, dengan ketentuan, bahwa djumlah siswa bagi tiap-tiap 
kali Kursus tidak melebihi dari 60 orang tiap Daerah tingkat II. 


Pasal 5. 
Para siswa selama Kursus diharuskan berdiam pada sebuah 
asrama jang diadakan ditempat kursus, sedang penjelenggaraan 
dan pembeajaan asrama tersebut ditanggung oleh Pemerintah 


Daerah. 


Para siswa selama mengikuti Kursus, tidak dipungut bea kursus 
maupun bea asrama. 


Selama mengikuti Kursus, setiap siswa diharuskan membawa ban- 
tal selimut dan lain sebagainja untuk keperluan penginapan di- 
asrama sepandjang Pemerintah Daerah tidak mampu mentjukupi- 
nja, sedang alat keperluan Kursus disediakan oleh Pemerintah. 


Pasal 6. 
Sesudah habis Kursus, para siswa menerima surat tanda telah 
mengikuti kursus dari Bupati K.D.H., jang memuat hasil-hasil 
selama mengikuti Kursus. 
Bagi siswa jang terbaik dapat diberikan tanda penghargaan oleh 


Bupati K.D.H. 


Surat tanda telah mengikuti Kursus dan surat tanda penghargaan 
tersebut pada ajat 1. tidak memberikan sesuatvi hak chusus kepada 
jang menerimanja. 


Kursus dan mata peladjaran. 


Pasal 7. 
Tiap-tiap kursus diadakan untuk waktu paling lama satu bulan. 
Untuk tiap-tiap hari sedikit-dikitnja 6 djam peladjaran. 


Pasal 8. 
Mata? peladjaran pada kursus ialah : 


. Etika. (12 djam). 


1. Pengetahuan tentang hak dan kewadjiban seseorang sebagai 
warga Negara Indonesia. 
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2. Tugas dan kewadjiban sebagai pedjabat Desa. 
II. Tata Negara. (16 djam). 


1. Sedjarah singkat susunan Pemerintahan di Indonesia dari 
Djaman Hindia Belanda sampai sekarang. 
2. Dasar hukum dan falsafah Negara R.I. 


3. Pengetahuan tentang Otonomi dan Desentralisasi Pemerintah 


Daerah. 


4. Pengetahuan Umum tentang organisasi dan kepartaian. 


Il. Ekonomi. (16 djam). 
1. Dasar Perekonomian Negara R.I. (Umum). 
2. Ekonomi Pembangunan Desa (chusus). 
3. Perkoperasian. 

IV. Agraria. (16 djam). 

Pengetahuan tentang UUPA. 

Pengetahuan tentang peraturan-peraturan pelaksanaan - UUPA. 


V. Administrasi Desa. (241 djam). 
Pengetahuan tentang surat-menjurat, keuangan dan anggaran 


LN end 


Belandja Desa dan penggunaan-penggunaan 1egister jang ada di 
Desa. 


VI. Pertahanan dan Keamanan Desa. (12 djam). 
Peraturan Desa dalam pertahanan dan keamanan Negara. 


VII. Pembangunan Masjarakat. (12 djam). 
Maksud dan tudjuan P.M.D. 


MI. Pengetahuan chusus. (36 djam). 
Pengetahuan tentang pertanian, peternakan, kesehatan, pekerdjaan 
umum, kehewanan. perikanan, kehutanan, perbankan. 
IX. Tanja Djawab. 
'1) Pada achir masing-masing peladjaran diberi kesempatan meng- 
adjukan pertanjaan-pertanjaan. 
(2) Kepada para kursus diberi kesempatan menguraikan kemadjuan- 


kemadjuan dari desanja sebagai bahan perbandingan. 
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BAB V. 
Pengadjar. 
Pasal 9. 


) Tenaga-tenaga jang memberi peladjaran, jang tjalonnja diadjukan 
oleh Bupati KDH jang bersangkutan diangkat oleh Gubernur atas 
nama Menteri Dalam Negeri. 


') Sebagai pengadjar ditetapkan : 
a. Untuk peladjaran jang bersifat Umum adalah mereka jang 
dapat dipandang ahli dalam soal itu dan berada diibu-kota 
Kabupaten. 


b. Untuk peladjaran jang bersifat chusus adalah dari antara para 
pegawai Negeri jang dipandang tjukup tjakap memberikan 
peladjaran dalam mata peladjaran jang dibutuhkan serta ber- 
ada diibu-kota Kabupaten. 


3) Para pengadjar diberi tundjangan (honorarium) menurut daftar 
terlampir. 


ndjangan (honorarium) satu djam peladjaran (45 menit) dalam 
ninggu jaitu untuk : 


Djam ke IV 


Djam ke1 | Diam kell | dan tiap? diam | Panam a 
djutnja. djumlah. 
Rp. 30,— | Rp. 22,50 | Rp.. 15,— Rp. 225,— 
Ba en an mna aa mn anom ea 
BAB VI. 
Dewan Guru. 
Pasal 10. 


|) Para pengadjar merupakan Dewan Guru jang diketuai oleh se- 
orang jang ditundjuk oleh Bupati. 


2) Sekretaris Dewan Guru ditundjuk oleh Bupati, diambil dari antara 
pegawai Kantor Kabupaten. 
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Pasal 11. 
Dewan Guru berkewadjiban : 


a. menjusun daftar peladjaran. 

b. pengawasan tata-tertib. 

c. menjelenggarakan udjian-udjian. 

d. memberikan kepada Bupati Kepala Daerah, laporan tenta:. 
hasil kursus. 


Pasal 12. 


Dewan Guru mengadakan rapat setiap waktu jang dipandar 
perlu olehnja sedikit-dikitnja setiap minggu satu kali. 

Bupati Kepala Daerah berhak minta supaja Dewan Guru menz: 
dakan rapat. 


BAB VII. 
Panitia Penjelenggara. 
Pasal 13. 


Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia Penjelenggara ja: 
diketuai oleh seorang jang ditundjuk dan disahkannja. 


ra An 


Sebagai Sekretaris Panitia Penjelenggara diambil seorang pegavi 


dari Kantor Kabupaten jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daeri:: 
Pasal 14. 


Panitia Penjelenggara berkewadjiban : 
a. menjediakan rumah untuk asrama dan tempat kursus. 


b. mengurus tata tertib rumah tangga asrama. 
c. mengurus makan dan tidur para siswa. 
d. menjediakan alat-alat untuk menjelenggarakan kursus. 
e. mengurus tundjangan (honorarium) bagi para guru-guru. 
BAB VIII. 
Pengawasan. 
Pasal 15. 


Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri me: 
jalankan pengawasan atas terlaksananja kursus tersebut. 


BAB IX. 


Keuangan 


Pasal 16. 
Biaja-biaja untuk kepentingan penjelenggaraan ,,Kursus Tjepat 
Pamong Desa” jang ditanggung oleh Pemerintah jaitu mengenai : 
a. persediaan makan untuk para peladjar. 
b. alat-alat tulis-menulis. 
c. honorarium bagi para pengadjar. 


BAB X. 
Pasal 17. 


(1) Hal-hal jang belum termasuk dalam Peraturan ini diatur kemudian 
oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. 
21 Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 1 April 1967. 
A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Direktur Djenderal Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah 


t.t.d. 
(Soenandar Prijosoedarmo) 


Maj. Djen. T.N.I. 


Peraturan ini disampaikan 
kepada : 
1. Sekretaris Negara 
Republik Indonesia. 
Semua Departemen. 


Kantor Urusan Pegawai. 
Kantor Bendahara Negara. 
6. Semua Gubernur Kepala Daerah. 
Semua Bupati Kepala Daerah. 


2 
3. Badan Pengawas Keuangan. 
l 
» 
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PENDJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMER 2 TAHUN 1967. 


TENTANG 
KURSUS TJEPAT PAMONG DESA. 


I. UMUM. 

Sesuai dengan Undang? Dasar 1945 bahwa Desa/Daerah jang setingkat 
adalah basis dari pada Negara Republik Indonesia, maka djalannja 
Pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat dengan Desa djuga akan 
mempengaruhi dan bahkan seharusnja djuga bersifat sebagai penentu 
djalannja Pemerintahan Negara. Dengan demikian maka haruslah 
djalannja Pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat sedemikian rupa 
lantjar dan baiknja sehingga djalannja Pemerintahan Negara dapat 
lantjar dan baik sebagai jang kita harapkan. Untuk kepentingan itu 
maka seharusnjalah para petugas (aparat) pemerintahan Desa mem- 
punjai pengetahuan jang tjukup sehingga dapat melaksanakan tugasnja 
sebagaimana mestinja. 

Sementara itu kita tidak dapat mengingkari kenjataan bahwa pelak- 
sanaan tugas pemerintahan, djuga pemerintahan Desa, tidak boleh tidak 
pasti memerlukan bantuan masjarakat, sehingga karenanja disamping 
keharusan akan pemilikan pengetahuan” jang tjukup tentang djalannja 
roda pemerintahan Desa/Daerah jang setingkat bagi aparat pemerin- 
tahan Desa/Daerah jang setingkat, seharusnja pula mereka mempunjai 
pengetahuan jang tjukup untuk dapat memberikan pimpinan dan bim- 
bingan kepada masjarakat Desa/Daerah jang setingkat menudju kearah 
continuitas kelantjaran djalannja pemerintahan Desa. 

Untuk dapat mentjapai maksud? tsh. diatas antara lain masih dipan- 
dang sangat perlu untuk meng-up-grade aparat pemerintahan Desa/ 
Daerah jang setingkat dengan Desa dengan menjelenggarakan kursus 
bazinja, jang dalam peraturan ini disebut Kursus Tjepat Pamong Desa 
untuk terutama memberikan pengetahuan jang penting bazi Pamong 
Desa sesuai dengan dinamika perkembangan kemasjarakatan, Kenegaraan 


dewasa ini. 
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Adapun jang dimaksudkan dengan Pamong Desa dalam peraturan ini 
jalah Kepala Desa dan Pembantufnja. Jang dimaksudkan dengan penge- 
tahuan jang penting dalam peraturan ini ialah Ethica, Tata Negara, 
Ekonomi, Kooperasi, Agraria, Administrasi Desa, Pertahanan dan Ke- 
amanan Desa, Pembangunan Masjarakat Desa, dan pengetahuan chusus 
jang kesemuanja sangat erat hubungannja dengan serta sangat menen- 
tukan kelantjaran djalannja pemerintahan Desa. Pengetahuan chusus 
dimaksud ialah meliputi pengetahuan tentang pertanian, peternakan, 
kesehatan, pekerdjaan umum, kehewanan, perikanan, kehutanan, per- 
bankan dan lain? jang kesemuanja itu sangat erat dengan kehidupan 


masjarakat Desa. 


Mengingat akan kemampuan pembeajaan oleh Pemerintah bagi pe- 
njelenggaraan kursus dimaksud, maka kursus dimaksud bersifat kursus 
tjepat, jang mana sama sekali tidak akan mengurangi tudjuan utama 
jaitu memberikan pengetahuan jang penting? bagi Pamong Desa dengan 
mengutamakan dan mendahulukan pengetahuan dasar tentang beberapa 
hal jang berhubungan dengan tugas dan kewadjiban Pamong Desa dan 
pengetahuan tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehubungan 
dengan pembeajaan atas penjelenggaraan kursus ini maka pemerintah 
hanja dapat memberikan bantuan pembeajaan dalam hal? penjediaan 
makan untuk para siswa, honorarium bagi para pengadjar dan beaja 
alat tulis-menulis bagi para siswa, dalam arti bahwa untuk mendjaga 
keseimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka 
sepandjang terdapat kekurangan dalam hal? dimaksud Pemerintah 
Daerah-lah jang menutup kekurangan itu. 


11. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 
Tjukup djelas. 


Pasal 2, 
Tjukup djelas. lihat pendjelasan umum. 
Pasal 3. 


Tjukup djelas. 
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Pasal 4. 


(1). Dalam rangka meng-up-grade anggota? Pamong Desa itu 4 
dahulukan anggota? jang berhasrat dan berminat serta dipar 
dang dapat mengikuti kursus dengan hasil baik, atas usul dx 
pertimbangan objektip dari Tjamat. 


(2). Tjukup djelas. 

Pasal 5. 

(1). Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum. 
(2). Tjukup djelas. 

(3). Tjukup djelas, lihat pasal 16. 
Pasal 6. 

Tiukup djelas. 

Pssal 7. 

Tjukup djelas. 

Pasal 6. 

Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum. 
Pasal 9. 

Tjukup djelas. 

Pasal 10. 

Tjukup djelas. 

Pasal 11. 

Tjukup djelas. 

Pasal 12. 

Tjukup djelas. 

Pasal 13. 

Tiukup djelas. 

Pasal 14. 


Menjediakan rumah untuk asrama dan tempat kursus jang dimaksui- 
kan ialah sekurang-kurangnja mentjari rumah untuk asrama dar. 
tempat kursus itu. 
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Menjediakan alat? untuk menjelenggarakan kursus, dimaksudkan me- 
n'iapkannja dengan beaja sebagai dimaksud pasal 16. 
Pasal 15 


Pengawasan atas terlaksananja kursus oleh Gubernur Kepala Daerah 
dimaksudkan adalah pengawasan aktip. 


Pasal 16. 
Tjukup djelas, lihat pendjelasan umum. 
Pasal 17. 


Tjukup djelas. 
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No. 


DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 
DJAKARTA. 


Kepada 


1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh 
Indonesia ketjuali Gubernur Kepala Dae- 
rah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta 
Rava dan Irian Barat. 

2. Kepala Daerah Daeran Istimewa 
Jogjakarta. 


Desa 3,1/3. Tanggal 24 April 1967. Lampiran: 1 (satu). 


Perihal : Petundjuk? dalam usaha memperbesar 


sumber? Penghasilan Desa. 


Bersama ini diminta perhatian istimewa dari Saudara, akan usaha? 


dalam bidang memperbesar sumber penghasilan Desa, untuk mana 
diberikan petundjuk? sebagai berikut : 


1. 


Kepada Desa dan Daerah jang setingkat jang sebelum keluarnja 
U.L. no. 19 tahun 1965 tentang Desapradja telah berhak mengatur 
dan mengurus rumah tangganja sendiri (otonom) seperti halnja 
Desa? di Djawa dan Marga'Neszeri” di Sumatera dlisb., perlu 
diberikan bimbingan dan dorongan jang terus menerus, agar dalam 
waktu jang se-singkatfnja benar? mampu membeajai sendiri segala 
sesuatu jang mendjadi kebutuhan/keperluanfnja, termasuk pem- 
berian penghasilan jang lajak bagi para pedjalatnja. 


Agar maksud itu dapat tertjapai, maka usaha? dalam bidang mem- 
perbesar sumber? penghasilan Desa dan daerah jang setingkat 
perlu mendapat perhatian jang se-besar?nja, antara lain dengan 
djalan memperbesar/memperluas serta menzsintensifkan sumber 
penghasilan jang sudah ada. 

Disampinz itu bila keadaannja memungkinkan dan mampu. dapat 
Jah kiranja ditjiptakan usaha? haru seperti mendirikan/membuat 
perusahaan" : 


perkapuran, minjak kelapa/katjang/kaju putih 'sawit, penggilingan/ 
penjosohan beras /padi, tepung tapioca, pengasapan karet rakjat, 
batu bata/genteng/tecel, pengsergadjian kaju, pemerahan susu 
sapi/kambing, pengempangan ikan, pengasinan/garam rakjat, 
keradjinan tangan, tembakau/rokok kretek, perabot-rumah tangga. 
pentjelupan kain, pasar d.l.I. sebagainja janx menurut kejakinan 
akan mendatangkan keuntungan bagi Desa. 


Kepada Desa dan Daerah jang setingkat sebagaimana dimaksud 
no. 1 diatas, jang dengan sungguh? akan berusaha memperbesar 
sumber penghasilannja, dapat dimintakan bantuan uang kepada 
Departemen Dalam Negeri dan dibebankan pada m.a.11.2.6.654. 


Mengingat djumlah kredit jang dapat disediakan untuk keperluan 
tersebut diatas sangat terbatas, maka diambil kebidjaksanaan se- 
bagai berikut : 

a. Bahwa jang dapat diberi bantuan uang itu hanjalah Desa? dan 
Daerah jang setingkat jang benar? telalh/pernah mengurus 
rumah tangganja sendiri sebagaimana dimaksud dalam no. 1 
diatas terutama bagi mereka jang selama ini selalu mendapat/ 
menerima tundjangan kurang hasil bagi para pedjabatnja (Desa? 
minus/tandus dan desa? jang terkena bentjana alam). 


b. hanja usaha? atau perusahaan? jang menurut kejakinan pasti 
akan mendatangkan keuntungan bagi Desa dan Daerah jang 
setingkat sadja jang akan dapat diberi hantuan uang, oleh 
karena itu supaja diadakan penjelidikan/penelitian jang saksa- 
ma sesuai dengan keadaan dan kemampuan setempat. Selain 
dari itu sejogjanja mendapatkan pula petundjuk? dari ahlinja 
atau djawatan jang kompeten terhadap perusahaan tsb.. jang 
ada didaerah masing”. 

c. kepada Desa dan Daerah jang setingkat jang akan berusaha 
sungguh? memperbesar sumber penghasilannja, dengan peran- 
taraan dan persetudjuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
jang bersangkutan dapat mengadjukan permintaan bantuan 
uang kepada Departemen Dalam Negeri sebagai tjontoh ter- 
lampir dalam rangkap tiga. 
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Sumber? penghasilan tersebut diatas mendjadi milik Desa atau 
Daerah jang setingkat. 

Dengan adanja usaha ini sangat diharapkan agar dalam waktu 
jang singkat sudah dapat diachiri adanja rupa? tundjangan bagi 
Desa dan Daerah jang setingkat terutama tundjangan bagi pedja- 
batnja jang bersifat sementara itu. 


Dalam mengadjukan daftar permohonan bantuan uang untuk mak- 

sud tersebut diatas hendaknja diperintji matjam/djenisfnja per- 

usahaan, beaja jang dibutuhkan, alat? jang dipergunakan, djanzka 
waktu jang diperlukan, pendapatan/keuntungan jang direntjanakan 
tiap” tahunnja. 

Achirnja perlu dimintakan perhatian Saudara agar : 

a. petundjuk? diatas dapat dilaksanakan se-baik?nja. 

b. pengiriman daftar? permohonan bantuan uang untuk keperluan 
tersebut diatas supaja sudah kami terima paling lambat dalam 
pcitengahan tahun ini, hal mana guna menghindarkan kelam:- 
batan pengiriman otorisasinja dan terdjadinja her-otorisasi 
jang tidak diinginkan. 

". memerintahkan kepada para Bupati Kepala Daerali untuk turut 
mengawasi atas pelaksanaan dan terselenggaranja perusahaan. 

d. mengadjukan laporan berkala mengenai perkembangan peru- 
sahaan. 

c. mengadjukan daftar pertanggungan djawab atas semua pengze- 
luaran. 

An. Menteri Dalam Negeri. 
Direktur Djendral Pemerintahan Umum 
dan Otonomi Daerah, 


Ltd. 


(Soenandar Prijosoedarmo |. 


Major Djendral TN. 


Tembusan kepada : 


badan Pengawas Keuangan di Bogor 


2. Departemen Keuangan, Direktorat Djendral 
Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (5 helai) 
untuk diteruskan kepada : 


a. Direktorat Perentjanaan Anggaran (1 helai) 
.. - Pelaksanaan Anggaran (1 helai) 
C. "1 Perbendaharaan dan Kas Negara (1 helai) 
d. Biro Anggaran Routine (2 helai) 
3. Semua Kantor Bendahara Negara 


4. a. semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia 
ketjuali Bupati Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, 
dan Irian Barat. 


b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II didaerah Istimewa 
Jogjakarta dengan harapan untuk mempertjepat 
sepala sesuatunja. 
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NAMA? DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT JANG AKAN MEMPERLUAS/MENDIRIKAN 
PERUSAHAAN DESA DAN JANG MEMERLUKAN BANTUAN UANG/MODAL. 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DARI DAERAH TK. IP... cannanessaah 


sg Sean “Wii n Aaa  na enaa “I” “Ng 1 ama aa: '—g Ian | 
| Beta aa, Cena sa Berapa ke- (Bagaimana pen-| 
| | | luntungan 1 th. dapat/pertimba- 
| 
| 
| 


| d | Pjenis perusaha- | | jang mungkin (ngan djawatan| 
: Desa dan pan jang akan | didapat oleh 'jang kompeten 
No. Ketjamatan Daerah | diperluas/ | Idesa dari peru-| atas maksud | Keterangan 


rusahaan oleh| 


| | sahaan ini. |mengadakan pe- 
| | Rp. | Desa ini. 


| 


| | | | | | | 
| | | | | | | 
| | | | | 
| | "ig | | 
' | | | | | 

| | | | 


| | 

PA ai 
TE TE TA 
- 
| 


Mengetahui dan Menjetudjui ok Tanggal 1967. 


.....u.u.auouuuunu 


Gubernur Kepala Daerah Tingkat I............., Bupati Kepala Daerah Tingkat II ............... 
enakan y keemasan akbnninka . 
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DEPARTEMEN DALAN NEGERI 
DJAKARTA. 


INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 
NO. 8 TAHUN 1967 
tentang 
PENINGKATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DAN 
DAERAH JANG SETINGKAT. 


MENTERI DALAM NEGERI, 


Beberapa tahun jang lalu kepada Daerah? telah dikirim tjontoh? 
register untuk keperluan administrasi Desa dan Daerah jang se- 
tingkat. 

Register? tadi umumnja telah diusahakan dan disediakan sendiri 
oleh Desa atas beban keuangan Desa atau atas beban keuangan 
Pamong Desa. 


Keadaan demikian berakibat, bahwa tidak semua Desa atau Daerah 
jang setingkat, dapat mempunjai register? jang diandjurkan. 


Desa? dan Daerah jang setingkat jang keadaan keuangannja kuat 
akan lebih mampu menjediakan register? jang diperlukan dari pada 
Desa? jang keuangannja lemah. 

Biarpun sudah selang beberapa tahun sedjak diberikan tjontoh? 


register tadi, tetapi belum semua Daerah telah menjelenggarakan 
administrasi Desa seperti diharapkan. 


Hal ini antara lain disebabkan karena aparatur jang menjeleng:- 
garakan administrasi tadi tidak tersedia atau kurang mampu. 


Disamping itu, berhubung perkembangan keadaan Daerah setem:- 
pat, register? tadi tidak semuanja terpelihara dengan baik. 


Selain itu pengawasan jang makin berkurang dari pihak atasan 
terhadap administrasi Desa, mengakibatkan makin menurunnja 
mutu administrasi Desa dan Daerah jang setingkat. 


363 


0. Mengingat pentingnja administrasi Desa dan Daerah jang setingkat 
dalam masa tahap? program kerdja Pemerintah jang akan datang, 
untuk sementara kami instruksikan agar Saudara mengambil tin- 
dakan? dalam rangka penjempurnaan pembinaan administrasi Desa 
dan Daerah jang setingkat dengan antara lain : 


a. penjempurnaan aparatur pemerintahan Desa dan Daerah jang 
. . (3) . . 
setingkat sesuai dengan kemampuan Desa? sendiri. 


b. peningkatan kemampuan dari aparatur tersebut dengan kursus? 
jang diperlukan. 


c. penjediaan register? untuk keperluan administrasi Desa. 


d. peningkatan pengawasan dari pihak Saudara terhadap pem- 
binaan administrasi Desa. 


e. penjediaan bantuan Keuangan untuk peningkatan mutu admi- 
nistrasi Desa. 


Diharapkan Saudara memberi laporan mengenai pelaksanaan instruksi 
ini. 


A.n. MENTERI DALAM NEGERI 
Direktur Djendral Pemerintahan Umum 


dan Otonomi Daerah. 
Ltd. 


(Soenandar Prijosoedarmo ) 


Major Djendral T.N.I. 


Kepada : 

Semua Gubernur Kepala Daerah. 
Semua Bupati/Walikota Kepala 
Daerah Tingkat II. 


wp — 
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SURAT KEPUTUSAN 
No.: 55 TAHUN 1967. 


tentang 


ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERDJA PROJEK CRASH 


PROCRAM TERTIAIR DJATILUHUR- DAN LAMPUNG. 


MENIMBANG : | | 
1. Bahwa sesuai dengan strategy dasar Kabinet Ampera serta 


kebidjaksanaan anggaran belandja Negara. perlu segera di- 
tingkatkannja effesiency baik . dibidang organisasi, personil 
maupun proseduril pelaksanaan tugas? Direktorat Djenderal 
Pembangunan Masjarakat Desa. 


2. Bahwa sesuai dengan susunan baru Direktorat Djenderal Pem- 
bangunan Masjarakat Desa, dirasa perlu untuk segera menga- 
dakan penjesuaian dan penjempurnaan organisasi, personil dan 
tata kerdja pada projek? crash program tertiair Pembangunan 
Masjarakat Desa di Djatiluhur dan Lampung. 

MENGINGAT : | 

1. Keputusan Presiden No. 163: 170: 1975 tahun 1966. 

2. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 48/U//Kep/ 
2/19617. 23 

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 15/U/Kep./ 
2/1967. 

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/1/1/6-205. 


si 


Instruksi Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Dexa 
No. 1 tahun 1967. 


MEMUTUSKAN : 


Memperbaharui dan menjempurnakan organisasi Komando Pelaksa- 
naan Pengairan Tertiair Djatiluhur (KOPPTERDJAT) dan Ko- 
mando Pelaksana Pengairan Tertiair Lampung (KOPPTERLA) 
mendjadi sebagai berikut : 
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BAB I. 
KWALIFIKASI PROJEK 
Fs. 1. 


Projek tertiair Pembangunan Masjarakat Desa di Djatiluhur 
dan Lampung jang selama ini dilaksanakan oleh Komando 
Pelaksana Pengairan Tertiair Djatiluhur (KOPPTERDJAT) 
dan Komando Pelaksana Pengairan Tertiair Lampung (KOPP- 


. TERLA) adalah projek crash program jang dilaksanakan oleh 
. Pusat Direktorat Djenderal dengan bekerdja-sama dengan 


Instansi-instansi jang bersangkutan di Daerah. 


Projek tersebut selandjutnja masing? disebut Projck Pengairan 
Tertiair Djatiluhur disingkat PROPTERDJAT dan Projek 
Pengairan Tertiair Lampung disingkat PROPTERLA. 


BAB II. 
TUGAS PELAKSANA PROJEK 
Fs. 2. 


. Mengadakan penjelidikan, perentjanaan, pengukuran dan pengz- 


galian saluran? tertiair serta pembuatan bangunan? jang di- 
perlukan jang mendjadi sasaran projek. 

Melakukan pengawasan dan bertanggung djawab atas pelak- 
sanaan ajat 1 fasal ini sesuai dengan target jang ditentukan. 
Mengadakan kerdja-sama dengan instansi? jang bersangkutan 
di Daerah-daerah jang bersangkutan. 


BAB III. 
ORGANISASI. 
Fs. 3. 


Projek crash program tertiair Djatiluhur (PROPTERDJAT) 
dan Lampung (PROPTERLA) masing? dipimpin oleh seoranz 
Kepala Projek jang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 
Djenderal atas nama Menteri dan bertanggung djawab langz- 
sung pada Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat Desa. 


| 
| 


2. Kepala Projek bertanggung djawab atas pelaksanaan operasionil 


dan selesainja projek sebagaimana direntjanakan. 


3. Kepala Projek berkedudukan ditempat projek jang bersangkutan. 


Fs. 4. 


. Untuk melaksanakan administrasi baik Keuangan, personil mau- 
pun perlengkapan projek tersebut Direktur Djenderal mengang:- 
kat seorang Sekretaris Projek jang langsung berada dibawah 
dan bertanggung-djawab kepada Kepala Projek. | 

. Sekretaris Projek bertanggung-djawab atas kelantjaran admi- 
nistrasi keuangan, kelengkapan personil serta kelengkapan dan 
pemeliharaan alat perlengkapan projek. 


Fs. 5. 


Kelengkapan organisasi dan pelaksanaan projek akan ditentukan 
kemudian oleh masing? Kepala Projek dengan persetudjuan 
Direktur Djenderal. 


Fs. GO. 


Untuk membantu Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat 
Desa dalam melakukan pimpinan dan kordinasi atas PROPTER- 
DJAT dan PROTERLA dibentuk satu Staf Kordinasi urusan 
PROPTERDJAT dan PROPTERLA jang terdiri dari unsur? 
Direktorat dan Sekretariat Direktorat Djerderal Pembangunan 
Masjarakat Desa jang tugasnja meliputi bidang? perentjanaan 
dan segala sesuatu jang berhubungan dengan instansi? dipusat. 


Fs. 7. 


. Untuk membantu Direktur Djenderal Pembangunan Masjarakat 
Desa dibidang pengawasan dibentuk satu tcam pengawas jang 
terdiri dari para Direktur dan Sekretaris Direktorat Djenderal 
dipusat serta Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati / 
Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan di Daerah. 


. Team pengawas bertugas membantu Direktur Djenderal dalam 
bidang pengawasan dan diminta atau tidak diminta memberikan 
laporan dan rekomendasi pada Direktur Djenderal. 
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BAB IV. 
PENUTUP. 
Fs. 8. 


Dengan dikeluarkannja Keputusan ini maka peraturan? terda- 
hulu jang menjangkut projek tertiair Djatiluhur dan Lampung 
sepandjang bertentangan dengan keputusan ini dinjatakan tidak 
herlaku. 


Fs. 9. 


Segala sesuatu jang belum diatur dalam keputusan ini akan 
diatur kemudian. 


Fs. 10. 
Keputusan ini berlaku sedjak ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta, 
Tanggal : 16 Mei 1967. 


AN. MENTERI DALAM NEGERI 


DIREKTUR DJENDERAL 
PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA 


Ltd. 


(11. AMINUDDIN AZIZ). 


208 


SCHEMA ORGANISASI PROJEK 
NASIONAL CRAS!! PROGRAM 
TERTIAIR DIREKTORAT 

DJENDRAL P. M. D. 


MENTERI 
NEGERI 


DIR DJEN. PeMoDe 


T 
E 
A 
MH 
Pp STAP 
: KOORDI NATOR 
G 
A 
W 
A 
g 
KEPALA KEPALA 
PROJEK PROJEK 
DJATILLUHUR LAMPUNG 
SEKRETARI3 
PROJEK 


KEPA IA2 KEPALA2 
SU8. moser | / SUB. PROJEK 


367 


UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1966 
TENTANG | | 
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN 
PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI 
MAKASAR 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 


a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi 
Maluku jang sekarang termasuk daerah” hukum Pengadilan 
Tinggi di Makasar | 

b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu diadakan 
perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945, 

2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-keten- 

| tuan Pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I. 
Tahun 1964 No. 107), 

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentanz Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara R.I. Tahun 1965 No. 70). 


Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojons. 


MEMUTUSKAN: 
Dengan mentjabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal jang 
bertentangan dengan Undang-undang ini, 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGA- 
DILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH 
HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR. 


Pasal 1. 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadil- 
an Tinggi jang berkedudukan di Ambon. 
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Pasal 2. 
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 me- 
liputi daerah hukum .semua Pengadilan Negeri dalam daerah 
Propinsi Maluku. 


Pasal 3. ! 
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dan 
daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi 


Maluku. 
PERATURAN PERALIHAN . 


Pasal 4. 
Perkara-perkara jang berasal dari Pengadilan Negeri. dalam 
daerah Propinsi Maluku jang pada saat berlakunja Undang- 
undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Penga- 


dilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
Tinggi di Ambon. : | 


PERATURAN PENUTUP 
| Pasal 5. | | 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 


pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Disahkan di Djakarta, 
Pada tanggal 27 Oktcber 1966 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 
Mb 
| 2 SUKARNO. 
Diundangkan di Djakarta, 
pada tanggal 27 Oktober 1966 
SEKRETARIS NEGARA 
t.t.d. 
MOH. ICHSAN S.H. 


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 31. 
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UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1966 
TENTANG 
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN 
PERUBAHAN "DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI 
MAKASAR 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 


Menimbang : 


a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi 
Maluku jang sekarang termasuk daerah” hukum Pengadilan 
Tinggi di Makasar: : : 

b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu diadakan 
perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945, 

2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-keten- 

| tuan Pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I. 
Tahun 1964 No. 107): 

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran 


Negara R.I. Tahun 1965 No. 70). 
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojons. 


MEMUTUSKAN: 
Dengan mentjabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal janw 
bertentangan dengan Undang-undans ini: 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGA- 
DILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH 
HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR. 


“Pasal 1. 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadil- 
an Tinggi jang berkedudukan di Ambon. 


310 


Pasal 2. 


Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 me- 
liputi daerah hukum .semua Pengadilan Negeri dalam daerah 
Propinsi Maluku. 


| Pasal 3. Tan 
Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan 


daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi 


Maluku. 
PERATURAN PERALIHAN 
Pasal 4. 


Perkara-perkara jang berasal dari Pengadilan Negeri dalam 
daerah Propinsi Maluku jang pada saat berlakunja Undang: 
undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Penga- 
dilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
Tinggi di Ambon. 


PERATURAN PENUTUP 
Pasal 5. 


Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Disahkan di Djakarta. 
Pada tanggal 27 Oktcber 1066 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 
Ltd. 
| SUKARNO. 
Diundangkan di Djakarta, 
pada tanggal 27 Oktober 1966 
SEKRETARIS NEGARA 
tt.d. 
MOM. ICHSAN S.H. 


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 31. 
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PENDJELASAN 
.. ATAS 
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1966 
TENTANG 
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERLU - 
"BAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR 


UMUM: 

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini dala: 
prinsipnja ditiap-tiap daerah propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi 
seperti djuga halnja ditiap-tiap daerah kabupaten diadakan Pengadilan 
Negeri. 


Pelaksanaan selandjutnja segera dapat San adan apabila tehnis 
dapat dipertanggung-djawabkan. 


Langkah jang pertama sekarang ini, perlu diadakan tindakan-tindakan 
untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Makasar dan selekas 
mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut 
kepada Pengadilan Tinggi lain, dan untuk mentjegah banjaknja per- 
kara-perkara jang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding setjara 
tjepat maka dirasa perlu dalam waktu j jang singkat dibentuk Pengadilan 
Tinggi di Ambon. 

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon tersebut harus dilaksana- 
kan dengan segera dan daerah hukumnja ditetapkan. 


Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan 
Tinggi di Makasar sebagai termaktub dalam Undang-Undang No. 1 
Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1951 No. 9). 

Hal-hal tersebut diatas didjalankan dengan Undang-Undang ini. 
Pasal demi pasal. | 
Tjukup djelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1966 NO. 2610. 
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RESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 58/U/KEP/3/1967. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


tenimbang : 
a. bahwa dalam rangka mempertjepat/memperlantjar penjelesaian 


perkara-perkara Landreform, dipandang perlu untuk mengada- 
kan ketentuan sementara bagi pelaksanaan usaha tersebut: 


b. bahwa untuk maksud tersebut sub a. perlu diadakan prosedur 


chusus dalam pengangkatan Hakim/Panitera Pengadilan Lan- 


dreform Daerah: 
Mengingat : 


Undang-Undang No. 21 Tahun 1964. 
MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


Pemberian kuasa Kepala Pengadilan Daerah, untuk atas nama 
Menteri Kehakiman mengangkat Hakim-Hakim Anggota/Panitera 
Pengadilan Landreform Daerah. 

Pasal 1. 


Kepala Pengadilan Landreform Daerah adalah Hakim Pengadilan 
Umum diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas 
usul Ketua Mahkamah Agung. 


Pasal 2. 
Kepala Pengadilan Landreform Daerah, diberi kuasa untuk atas 
nama Menteri Kehakiman mengangkatkan/memberhentikan Hakim- 


Hakim Anggota dan Panitera jang dimaksud dalam pasal 8 ajat 1 
Undang-Undang No. 21 Tahun 1964. 
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(1) 


(2) 


Pasal 3. 
Hakim Anggota jang berasal dari Pengadilan Umum dian: 
dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Dae 
diantara Hakim Pengadilan Negeri setempat: 
Hakim-Hakim Anggota dari Pengadilan Umum mendja!: 
sebagai Ketua Sidang, 


(3) Hakim Anggota jang berasal dari Pedjabat Agraria Mau 


(4) 


Karya Tani, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Penz: 
dilan Landreform Daerah atas usul Bupati Kepala Daerz 
setempat jang pelimpahan wewenangnja akan diatur kt: 
landjut oleh Menteri Transmigrasi. 

Hakim Anggota jang berasal dari Organisasi Massa arti 
Tani, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilx 
Landreform Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah setempz 
dan wakil-wakil Organisasi Massa Tani/Organisasi Golonzr 
Karya Tani jang terdapat didaerah itu dan jang mempun:x 
Pengurus Besar Pimpinan Pusat: 

Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pencadilz 
Landreform Daerah dari antara Panitera Pengadilan Necer 
setempat. 


Pasal 4. 


Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatu 
kemudian oleh Menteri Kehakiman/Menteri Dalam Neceri. 


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dir 
berachir pada tangeal 31 Desember 1967. 
Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal, 15 Maret 196i. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


t.t.d. 
SOEHARTO 
DJENDERAL — T.N.I. 


KERDJA SAMA LUAR NEGERI 
DAN HUBUNGAN EKONOMI 
LUAR — NEGERI 


. , Cc | : 
Ji ea bae SN KAU mena Ta «AIA IN An LAN AGAN 


—— 


Bi 


KERDJA SAMA LUAR NEGERI 


DAN HUBUNGAN EKONOMI 
LUAR — NEGERI 


Disusun oleh : 
Sekretariat Presidium 


Kabinet Ampera Republik Indonesia 


Penerbitan Tahun 1967, Djakarta 


ge 2e 


ISI: 


Bab I. POKOK KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH 


MENGENAI KERDJA SAMA LUAR NEGERI. 


A. Undang. 


I: 
2: 
3. 


4. 


Persetudjuan R.I. — Belanda tentang Keuangan......... 
Keanggotaan Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia. 


Peraturan Pemerintah tentang keanggotaan Indonesia 
dalam Bank Pembangunan Asia. ...........J............ 


Indonesia kembali dalam Dana Moneter Internasional. 


B. Keputusan? dan Instruksi? Presidium Kabinet. 


1. 


Tentang Ex. kredit Djerman Timur, Italia dan Jugo- 
SIANIA Meet ea oi Na en Mena ea 


Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri. 


Panitia Ad Hoc Interdepartemental jang bertugas me- 
njusun pedoman penjelesaian utang di Luar Negeri. ... 


Pembatalan? kontrak Luar Negeri jang belum direalisir. 
Kerdja sama Tehnik Luar Negerl............ JJ... 


Pembebasan bea masuk atas dasar Kerdja-sama Tehnik 
Luar NEPEr seen boom asma Ria NE maa renang 


Panitya Tehnik tentang kerdja sama MIGAS dengan 
byar NESEri ke N esa AR Ra NON 


Panitya Asian Development Bank. ...................... 


11 
13 


24 
26 


30 
33 
35 


36 


48 
51 


Bab II. PERSETUDJUAN? DAN PERDJANDJIAN 
DENGAN LUAR NEGERI. 


A. Perdjandjian Kebudajaan R.I. dan Malaysia. 


1. Kesepakatan kerdja-sama bidang Kebudajaan, Pemuda 


dan Olah: Ragas si ooo Woo uajukum kas udandnn 
2. Komunike Bersama R.I. — Malaysia dalam bidang 
Pendidikan. .............. NN NA Dan nan 

B. Persetudjuan? R.I. — P.B.B. 
1. Persetudjuan R.I. — UNICEF. ..... kk 


2. Persetudjuan tentang explorasi Angkatan Luar. ......... 
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UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1968 
TENTANG 


PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH KERADJAAN 
BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN. 


Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 
bahwa perlu Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda 
dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan 
disetudjui dengan Undang-undang: 

Mengingat : 
Pasal 5 ajat (1), pasal 11 dan pasal 20 ajat (1) undang-undang 
Dasar: 
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : 


UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN ANTARA 
PEMERINTAH KERADJAAN BELANDA DAN PEMERIN- 
TAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KE- 
UANGAN. 


Pasal 1. 


Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pe- 
merintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan jang belum 
terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tudjuh) bulan Septem- 
ber 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) jang salinannja 
dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetudjui. 


Pasal 2. 
Persetudjuan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pe- 
nanda tanganan. 
Pasal 3. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Disahkan di Djakarta 
Pada tanggal 8 Nopember 1966. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
SUKARNO 


Diundangkan di Djakarta 
Pada tanggal 8 Nopember 1966. 
SEKRETARIS NEGARA 
tt.d. 

MOHD. ICHSAN 


LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 NO. 34. 


SEKRETARIAT NEGARA R.I. 


UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1966 
TENTANG 
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK 
PEMBANGUNAN 
ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK). 


Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menmbany : 

a. bahwa dalam rangka penjelenggaraan hubungan ekonomi 
internasional dan sesuai dengan pasal 58, 61, dan 84 dan 85 
Bab VIII Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Se- 
mentara No. XXUI/MPRS/1966 dan Ketetapan Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XI1/MPRS/1966, 
perlu agar Republik Indonesia mendjadi Anggota Bank Pem- 
bangunan Asia (Asian Development Bank), 

b. bahwa penerimaan Republik Indonesia sebagai anggota 
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) tersc- 
but huruf a, perlu disetudjui dengan Undang-undang: 


Mengingat : 

1. Pasal 5 ajat (1), pasal 11, pasal 20 ajat (l) dan pasal 23 
ajat (4) Undang-undang Dasar, 

2. Pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Madjelis Per- 
musjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1968 dan 
Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara 
No. XII/MPRS/1966: 

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong: 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN REPU- 
BLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA 
(ASIAN DEVELOPMENT BANK). 


Pasal 1. 
Menjetudjui keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pem- 
bangunan Asia (Asian Development Bank). 

Pasal 2. 

Pelaksanaan dari pada penjetudjuan tersebut pada pasal 1 diatur 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (Agree- 
ment Establishing The Asian Development Bank) Asian aa aa 
Bank. 


Pasal -3. 

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Undang-undang ini 
akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Perundangan Republik 
Indonesia. 

Kg ” Pasal 4. 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pen gundang: an Undang-undang ini dengan Pena pana dalam Lem- 
baran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di : D jakarta. 
Pada tanggal : 8 Nopember 1966 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. | 
| SUKARNO. 
Diundangkan di Djakarta 
Pada tangal S8 Nopember 1966 
SEKRETARIS NEGARA. 
ttd. 
MOHD. ICHSAN 
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1966 
TENTANG 


KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIDALAM 
BANK PEMBANGUNAN ASIA ( ASIAN DEVELOPMENT BANK ). 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
bahwa perlu diadakan peraturan jang mengatur lebih landjut 
— ikutsertanja Negara Republik Indonesia didalam Bank Pemba- 
ngunan Asia ( Asian Development Bank ): 


Mengingat : 
1. Pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar, 
2. Undang-undang No. 8 tahun 1968 tentang “keanggotaan 
Negara Republik Indonesia kedalam Bank Pembangunan 
Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara tahun 
| 1968 No. 35): 
2 Keputusan Presiden No, 103 tahun 1966: 
Mendengar : | 
Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia. 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEANGGOTAAN 
' NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM BANK PEM- 
BANGUNAN ASIA ( ASIAN DEVELOPMENT BANK ). 


Pasal 1. 

Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil 
segala tindakan guna memenuhi kewadjiban-kewadjiban dan mem- 
pergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut Persetudjuan 
Pendirian Bank Pembangunan Asian termaksud didalam Undang- 
undang No. 8 tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republiik 
Indonesia didalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development 
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Bank) (Lembaran Negara tahun 1968 No. 35) dan resolusi-resolusi 
jang bertalian dengan Persetudjuan tersebut. 
Pasal 2. 
Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral atas permintaan 
Menteri Keuangan melaksanakan segala hal jang dipandang perlu 


oleh Menteri Keuangan bertalian dengan wewenang Menteri Ke- 
uangan, termaksud pasal 1. 


. 


Pasal 3. 

Presiden mengangkat para pedjabat jang diperlukan untuk 
mewakili Negara Republik Indonesia didalam Bank Pembangunan 
Asia (Asian Development Bank). 

Pasal 4. 

Segala sesuatu jang belum diatur atau belum tjukup diatur 
didalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presidium Ka- 
binet. 

Pasal 5. 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta. 
pada tanggal 18 Nopember 1966. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 


ttd. 
SUKARNO. 


Diundangkan di Djakarta. 
pada tanggal 16 Nopember 1966. 


SEKRETARIS NEGARA, 
ttd. 
MOHD. ICHSAN 
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“ SEKRETARIAT NEGARA RI. 


2 


c— 


UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1966 
TENTANG 


:- KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM 


DANA MONETER INTERNASIONAL 
(INTERNATIONAL MONETARY FUND ) 


— DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN 


PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONTRUCTION AND DEVELOPMENT ). 


Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menmbanyg : 


a. 


bahwa dalam rangka penjelenggaraan hubungan ekonomi 
internasional dan sesuai dengan pasal 58, 61, 84 dan 85 Bab 
VIII Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara 
No. XXIII/MPRS/1966, dan Ketetapan Madjelis Permusja- 
waratan Rakjat Sementara No. XJII/MPRS/19866, perlu agar 
Republik Indonesia kembali mendjadi anggota Dana Moneter 
Internasional (International Monetary Fund) dan Bank In- 
ternasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (Interna- 
tional Bank for Recontruction and Development): 


. bahwa persetudjuan kembali Republik Indonesia dalam ke- 


anggotaan tersebut huruf a perlu disetudjui dengan Undang- 
undang: 


Mengingat : 


1. 


tv 


Pasal 5 ajat (1), pasal Il, pasal 20 ajat (1) dan pasal 33 
Undang-undang Dasar, 

Pasal 58, 61, 84 dan 65 Bab VIII Ketetapan Madjelis Permu- 
sjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1968 dan 
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Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. 
XIT/MPRS/1966, 


Dengan persetudjuan : 
Dengan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 


MEMUTUSKAN: 


Dengan mentjabut Undang-Undang No. 1 tahun 1966 tentang 
penarikan diri Republik Indonesia dari keanggotaan Dana Mo- 
neter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank 
Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (Internatio- 
nal Bank for Recontruction and Development): 


Menetapkan : 


UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI 
REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTER- 
NASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN 
BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN 
PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECON- 
TRUCTION AND DEVELOPMENT). 


Pasal 1. 

Menjetudjui keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam 
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan 
Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (Internatio- 
nal Bank for Recontruction and Development) jang telah diputuskan 
dalam sidang tahunan Dana Moneter dan Bank Internasional untuk 
Rekontruksi dan Pembangunan pada tanggal 30 (tiga puluh) Septem- 
ber 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) jang salinan 
keputusan dalam bentuk resolusi dilampirkan pada Undang-Undang 
ini. 

Pasal 2. 

Pelaksanaan dari pada penjetudjuan tersebut pada pasal 1 diatur 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari 
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4 aternasional Monetary Fund dan dari International Bank for Recons- 
truction and Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution 
Irnternational Monetary Fund No. 9 dan Resolution International 


Bank For Reconstruction and Development No. 7 kedua-duanja jang 
mengatur "membership of Indonesia”. 


Pasal 3. 
| Segala sesuatu jang belum diatur dalam Undang-undang ini 
akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Perundangan ska 


Irrdonesia. 
Pasal 4. 


Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Disahkan di Djakarta 
Pada tanggal 8 Nopember 1966. 
ttd. | 
SUKARNO. 
Diundangkan di Djakarta 
Pada tanggal 8 Nopember 1966 
SEKRETARIS NEGARA, 
ttd. 
MOHD. ICHSAN 


LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 No. 368. 


Fund Document No. 21 - 12 


RESOLUTION 


Membership for Indonesia 


WHEREAS, Indonesia, which had been a member of the Fund 
since April 15, 1954, voluntarily withdrew from the International 
Monetary Fund under Article XV, Section 1 of the Articles of Agree- 
ment of the Fund, effective August 17, 1965, and 

WHEREAS, Indonesia could have consented to an increase in 
its guota to $207 million under Board of Governors Resolution 
(No. 20-8) on Increases in Ouotas of Fund Members: Fourth 
Ouinguennial Review, and 

WHEREAS, an Agreement on Settlement of All Accounts was 
adopted on February 16, 1968: and 

WHEREAS, Indonesia on July 5, 1968 again applied for member- 
ship in the International Monetary Fund in accordance with Section 
2 of Article II of the Articles of Agreement of the Fund, and 

WHEREAS, pursuant to Section 21 of the By-Laws of the Fund, 
the Executive Directors have consulted with the representative of 
Indonesia and have agrced upon the terms and conditions which, 
in the opinion of the Executive Dircctors, the Board cf Governors 
may wish to prescribe for again admitting Indonesia to membership 
in the Fund: 

NOW, THEREFORE, the Board of Govemors, having con- 
sidered the recommendations of the Executive Directors, herebv 
resolves that the terms and conditions upon which Indonesia shall 
he again admitted to membership in the Fund shall be as Follows : 


l. Definitions : As used in this Resolution : 
(a) The term "Fund” means the International Monetary Fund. 


(b) The term "Articles? means the Articles of Agrcement of 
the International Monetarv Fund. 
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(ce) The term “dollars” or "$” means United States dollars of the 
weight and fineness in effect on July 1, 1944. 


Ouota : The guota of Indonesia shall be $ 207 million. 


Subscription : The subscription of Indonesia shell be egual to 
its guota. Indonesia shall pay in gold, as a minimum, the lesser 
of (i) 25 per cent of its guota, or (ii) 10 per cent of its net official 
holdings of gold and convertible currencies as of the date 
Indonesia makes the representation to the Fund that it has taken 
aH action necessary to adhere again to the Articles of Agreement. 
The balance shall be paid m the currency of Indonesia at the 
rate of exchange established in accordance with paragraph 6 
below. 


Payment of Subscription : The portion of the subscription to be 
paid in gold and the remaining part of the subscription to be 
paid in the currency of Indonesia shall be paid not later than 
the date the Articles are again signed on behalf of Indonesia. 
In case Indonesia does not again acguire membership in the 
Fund, the amounts paid with respect to the subscription shall 
returned to it by the Fund. 


Agreement on Scttlement of Accounis and Repurchase 
Undertakings : 


(a) Indonesia shall, not later than the date it again accepts 
membership in the Fund in accordance with paragraph 10 
below, pay to the Fund in gold or convertible currencies 
acceptable to the Fund all charges which shall have accrued 
under the Agreement on Settlement of All Accounts and 
remain unpaid from August 17, 1965 to the date Indonesia 
again accepts membership in the Fund. 

(b) Indonesia shall, not later than the date it again accepts 
membership in accordance with paragraph 10 below, pay 
to the Fund an amount in the currency of Indonesia at the 
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rate of exchange estabhished in accordance with paragraph 


8 below egual, on the date of such payment, to the gold 
value of the currency of Indonesia held in the IMF 
Liguidation Account with the Bank Negara Indonesia Unit 
one and presently amounting to the eguivalent of 
1,812,744,778 trov ounces of fine gold, The Fund shall, 
promptly after the date Indonesia again accepts membership 
in accordance with paragraph 10 below, return to Indonesia 
the currency of Indonesia held in the IMF Liguidation 
Account. Indonesia shall pay charges on the amount of 


the Fund's holdings of the currency of Indonesia m excess 


of the guota of Indonesia in accordance with the provisions 
of Rule I-4 (f) of the Rules and Regulations of the Fund 
and for the purposes of this Rule the date of acguisition 
shall be deemed to be the date Indonesia again accepts 
membership in the Fund. | 


(ce) After Indonesia has again accepted membership in the Fund 


Kun) 


in accordance with paragraph 10 below, and has made the 
payments of the amounts as set forth in paragraphs 3 and 4 
above and subparagraphs (a) and (b) of this paragraph 5. 
and after the Fund has returned to Indonesia the currency 
held in the Liguidation Account, the Agreement on Settlc- 
ment of All Accounts shall terminate and the IMF Liguida- 


'tion Account shall be closed. 


In the event Indonesia does not again acguire membership 
in the Fund, the amounts of gold and convertible currencies 
paid under subparagraph (a) of this paragraph 5 shall be 
applied to the payment of charges due to the Fund in 
accordance with the terms of the Agreement on Settlement 
of All Accounts and the amount of the currency of Indone- 
sia paid to the Fund under subparagraph (b) of this 
paragraph 5 shall be returned to Indonesia by the Fund. 

Indonesia shall repurchase from the Fund in gold or con- 
vertible currencies acceptable to the Fund an amount of 


8. 
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the currency of Indonesia eguivalent to not less than the 
gold value of he currency Indonesia paid to the Fund in 
accordance with subparagraph (b) of this paragraph 5, as 
follows : 


(1) An amount egual to 181,274,478 troy ounces of fine 
gold not later than February 17, 1967, 


(ii) An amount egual to 181,274,478 troy ounces of fine 
gold not later than August 17, 1967, and 


(iii) An amount egual to 1,450,195 822 troy ounces of fine 
gold at dates and in installments to be determined 
by the Executive Directors of the Fund, such 
determination to be made after August 17, 1967 but 
not later than 12 months from the date on wich Indo- 
nesia has again accepted membership in the Fund in 
accordance with paragraph 10 below. 


Establishment of the Rate of Exchange : Indonesia shall, at the 
time it makes the represcntation reguired under paragraph 9 
below, communicate to the Fund a rate of exchange based on 
the rate prevailing in its territorics at the time the rate is 
communicated. Before Indonesia again accepts membership in 
tha Fund iu accordance with paragraph 10 below, the Fund 
and Indonesia shall agree on a rate of exchange at which Indo- 
ncsia shall pav its currency subscription and the other amount 
to be paid in the currency of Indonesia in accordance with 
paragraphs 4 and 5 (b) above. 


Determination of Par Value : Within 30 days after the Fund so 
reguests Indonesia shall communicate to the Fund a proposed 
par value for its currency, and within 60 days following the 
Fund's receipt of the proposed par value, Indonesia and the 
Fund shall agree on an initial par value for the currency: 
provided that the Fund may extend the period of 60 days an:l 
that Indonesia shall be deemed to have withdrawn from thc 
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Fund if agreement on a par value has not been reached when 
the extended period expires. In the period between again 
accepting membership and the establishment of an initial par 
value pursuant to this paragraph, Indonesia shall not change its 
exchange rates prevailing at time it again accepts membership 
without agreement with the Fund after prior consuktation. 
Exchange Transactions with the Fund : Indonesia mav not 
engage in exchange transactions with the Fund until both (a) 
the par value of its currency has been agreed in accordance 
with paragraph 7 above and put into operation, and (b) its 
subscription has been paid m full, provided, however, that at 
any time before the reguirements under (a) have becn met. 
the Executive Directors are authorized to permit exchange 
transactions with Indonesia under such conditions and in such 
amounts as may be prescribed by the Executive Directors. 
Representation and Information : Before again accepting mem- 
bership in the Fund, Indonesia shall represent to the Fund 


that it has taken all action necessary to sign and deposit a new 


Instrument of Acceptance and to sign again the Articles, as 
cotemplated by paragraph 10 (a) and (b) of this Resolution, 
and Indonesia shall furnish to the Fund such information in 
respect of such action as the Fund may reguest. 


'0. Reacceptance of Membership : 


After the Fund shall have informed the Government of the 

United States of America that Indonesia has complied with the 

conditions set forth in paragraphs 6 and 9 of this Resolution. 

Indonesia shall have complied with the following regu'rements : 

(a) Indonesia shall deposit with the Government of the United 
States of America a new instrument stating that it has again 
accepted, in accordance with its law, the Articles of Agree- 
ment and all the terms and conditions prescribed in this 
Resolution, and that it has taken all steps necessary to 
enable in to carry out all its obligattons under the Articles 
and this Resolution: and 
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(b) Indonesia shall again sign the original copy of the Articles 
held in the Archives of the Government of the United States 
of America: 
and 


(c) Indonesia shah have paid the amounts as reguired by 
paragraphs 3, 4, and 5 (a) and (b) of this Resolution. 


Limitation on Period of Reacceptance of Membership : 
Indonesia may again accept membership in the Fund pursuant 
to this Resolution within four months of the effective date of 
this Resolution, which date shall be the date of its adoption by 
the Board of Governors, provided, however, that, if extraordinary 
circumstances are deemed by the Executive Directors to warrant 
an extension of the period during which the applicant may again 
accept membership pursuant to this Resolution, the Executive 
Directors may extend such period until such later date as they 
may determine. 
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Bank Document No. 223 


INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 


DEVELOPMENT RESOLUTION NO. 7 : 


M susila Republic 2) Indonesia 


RESOLVED THAT : 


1. Upon complying with the terms hereof, the Republic of Indonesia 
shall be readmitted to membership i in the Bank on the same terms 
and conditions as if it had never withdrawn from membership 
therein and all rights obligations of, or derived from, the Republic 
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of Indonesia and the Bank in respect of such withdrawal shall 


thereupon cease and determine : 


(b) 


. (3) The Republic of Indonesia shal! have again accepted mem- 


bership in and become a member of the International Mo- 
netary Fund, 

The Republic of Indonesia shall deposit with the Bank a 
reguest, in from and substance satistactory to the Bank, that 
it be readmitted to membership in the Bank pursuant to. 
and with the effect set forth in, this Resolution: 


The Republic of Indonesia shall deposit with the Govern- 


ment of the United States of America an instrument stating 


that, in accordance with its law the Republic of Indonesia : 


(i ) reconfirms its signature to the Articles of Agreement 
of the Bank: 


(ii) has accepted all the provisions of this Resolution 


(iii) reconfirms the Instrument of Acceptance filled bv it 
with the Government of the United States on April 15. 
1954: and 


(iv) has taken all steps necessary to enable it to carry out 
its obligations under said Articles and this Resolution: 


NN /2——. aa ee — —— - 
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(d) The Republic of Indonesia shall furnish to the Bank, before 
the deposit of the instruments referred to in paragraphs (b) 
and (c) above, such information as the Bank shall have re- 
guested concerning the actions taken by it to authorize its 
readmission to membership in the Bank, 


(e) Simultaneously with the deposit of the instrument referred 
to in paragraph (c) above, the Republic of Indonesia shall 
deposit with the Bank an instrument releating the Bank 
from any and all claims arising out of, or with respect to, 
such withdrawal by the Republic of Indonesia from the 
Bank: and 


The Republic of Indonesia may accept readmission to membership 
in the Bank pursuant to this resolution until March 31, 19867 or 
such later date as the Executive Directors may determine. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 


No. 25/EK'/IN/12/1966. 
KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 
bahwa perlu segera mengambil langkah-langkah guna memantu- 
atkan alat transport jang telah dipesan dalam rangka kridit Djer- 
man Timur, Italia dan Jugoslavia guna kepentingan usaha-usaha 
rehabilitasi dan stabilisasi Ekonomi umumnja dan meningkatkan 
fasilitas angkutan bagi masjarakat chususnja, 

Mengingat : 
1. Keputusan Prcsiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1566. 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 19658: 
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11v66: 


Mendengar : 
Pertimbangan-pertimbangan dari Menteri-menteri Utama dan 
Menteri-menteri jang bersangkutan : 
MEMUTUSKAN: 
Menginstruksikan kepada : 

Il. Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, 

2. Menteri Keuangan, 

3. Gubernur Bank Sentral'B.N.I. 

Untuk: 
PERTAMA : 

Tersebut 1. 

a. Segera mengambil langkah-langkah jang perlu untuk mc 
nguasai keseluruhan kendaraan bermotor berupa Bus das: 
Truck ex kredit Djerman Timur, Italia dan Jugoslavia 
baik jang sudah datang/sampai di Indonesia maupun janz 


belum: 
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b. Mengusahakan untuk mempertjepat selesainja ,,asembling” 
dan penjerahan kepada Daerah-daerah/Instansi jang me. 
mang benar-benar membutuhkan bersama? dengan Menteri 
Perhubungan, 


KEDUA : 

Tersebut 2 dan 3. 

a. Bersama-sama menjelesaikan pembajaran/harga dari pada 
alat-alat transport tersebut diatas berdasarkan perhitungan. 
perhitungan dan keadaan jang wadjar, 

b. Membantu Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tena- 
ga dalam mempertjepat penjelesaian kendaraan-kendaraan 
tersebut agar supaja segera dapat digunakan, chususnja pe- 
ngeluarannja dari pelabuhan. 

KETIGA : 

Tersebut 1, 2 dan 3. 

Melaporkan segala sesuatu dari pelaksanaan Instruksi ini kepada 

Presidium Kabinet AMPERA. 

KEEMPAT : 
Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta. 
pada tanggal, 3 Desember 1966 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL T.N.I. 
Kepada Jth : 
Jang berkepentingan. 
Tembusan : 
1. SEMUA MENTERI UTAMA, 
2, SEMUA MENTERI: 


La) 
Si 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. 100/EK/KEP/12/1966. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


l. 


bahwa perlu menampung setjara tertib dan terpusat segais 
pemikiran dan penawaran kredit-kredit dari luar negeri, agar 
supaja semua penerimaan kredit dari Luar Negeri itu dapat 
diselaraskan dan dimanfaatkan guna pelaksanaan kebidjak. 
sanaan Pemerintah dibidang ekonomi serta sesuai densu:. 
kemampuan Negara untuk membajar kembali: 


bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu membentus 
badan tertentu jang terdiri dari Menteri-menteri/pedjabut 
pedjabat jang erat hubungannja dengan tugas-tugas dibidanz 
keuangan dan hubungan Luar Negeri didalam rangka Dewar 
Stabilisasi Ekonomi Nasional: 


Mengingat : 


l. 
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——d. 


Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 14X. 
Keputusan PresidenNo. 177 tahun 1966: 


Memperhatikan : 


1. 


Lb 


Ketetapan M.P.R.S. No. XXILI/MPRS/1966 tentang Pem 
baharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dar 
Pembangunan, 

Kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Ekonomi seperti ter: 
tuang dalam Instruksi No. 21/EK/IN/11/1988: 


Mendengar : 


Pertimbangan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional. 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
PERTAMA : 


Membentuk Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan Kasal Luar 
Negeri dengan susunan sebagai berikut : 


1. Anggauta Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional/Menteri 
Utama Eku, 

2. Ketua Sub Dewan Moneter/Menteri Keuangan sebagai 
Anggauta, 

3. Anggauta Sub Dewan Moneter/Menteri Perdagangan seba- 
gai anggauta : 

4. Anggauta Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional/ Menteri 
Luar Negeri sebagai anggauta , 

5. Angggauta Sub Dewan Moneter/Gubernur Bank Negara 
Indonesia sebagai anggauta. 

KEDUA : 

Tugas Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri 

ialah : 

a. Merumuskan NT AA serta mengadjukan saran-saran 
tindakan mengenai penerimaan kredit Luar Negeri kepada 
Pemerintah jang sesuai dengan kebidjaksanaan dibidang 
Ekonomi: 

b. Mengkoordinir kegiatan Departemen dalam usaha menda- 
patkan, atau menerima tawaran serta penggunaan kredit 
Luar Negeri sesuai dengan kebidjaksanaan jang ditetapkan 
serta petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Pemerintah. 

KETIGA : 


Dalam melaksanakan tugasnja seperti tersebut KEDUA Panitya 
Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dibantu oleh 


sebuah Team Teknis Kredit Luar Negeri jang susunannja sebagai 
berikut : 


1. RA. KARTADJUMENA, S.H., Direktur B.N.I. dan Ketuu 
Direktorium Badan Lalu Lintas Devisa sebagai Ketua me. 
rangkap anggota, 

2. PRANOWO SOEWARDI, S.H., Direktur B.N.I. sebagai 
anggota, 

3. OEY BENG TO, drs., Direktur B.N.I. sebagai anggota: 

4, ALIWARDHANA, Dr., Penasehat Achli Gubernur B.N.I., 
sebagai anggota, 

5. SALAMUN, drs, Dirdjen Keuangan sebagai anggota: 

8. Letnan Kolonel PIET HARJONO, Dirdjen Anggaran atau 
Pedjabat jang ditundjuknja sebagai anggota, 

7. RJ. KAPTIN ADISUMARTO, drs, Penasehat Achli Menteri 
Keuangan, sebagai anggota, 

8. Prof. Dr. SADLI, anggota Team Achli Staf Pribadi Ketua 
Presidium Kabinet, sebagai anggota, 

9. SIDIK MULJONO drs, Pedjabat Departemen Perbagadan 
sebagai anggota, 

10. IBRAHIM, drs., Pedjabat Departemen Perdagangan, seba- 
gai anggota, 

11. ISMAIL THAJEB, Dirdjen Hubungan Ekonomi Luar Ne- 
geri, sebagai anggota. 

KEEMPAT : 


Panitya Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan 
Team Teknis Kredit Luar Negeri, mempunjai Sekretariat jang 
diselenggarakan oleh Bank Negara Indonesia/Bank Sentral jans 
menjelenggarakan tata-usaha jang berhubungan dengan kredit. 
kredit Luar Negeri, serta menjusun laporan-laporan periodik bu. 
lanan, kwartalan dan tahunan jang selengkap-lengkapnja. 
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KELIMA : Pm 33 TN. | 
Segala biaja jang diperlukan guna melaksanakan tugas-tugas ter- 
sebut diatas dibebankan kepada Bank Negara Indonesia/Bank 
Sentral. 


KEENAM : 
Segala sesuatu jang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur 
tersendiri. 


KETUDJUH : 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 7 Desember 1966. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 


ttd. 
SOEHARTO 
— DJENDERAL T.N.I. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
 REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No.: 15/U/KEP/1/1967. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 
bahwa dianggap perlu membcntuk suatu Panitva Interdeparte- 
mental untuk menampung persoalan? jang berhubungan dengan 
penjelesaian hutang? termasuk hutang perdagangan serta kerdja- 
sama Ekonomi Republik Indonesia dengan negara? Sosialis, a.l. 
U.S.S.R., Yugoslavia. Polandia, Tjekoslovakia, Djerman Timur, 
Hongaria, Rumania dan Bulgaria, sesuai dengan maksud Pemc- 
rintah Republik Indonesia untuk memenuhi/menjelesaikan kewa 
djiban? internasionalnja. 

Mengingat : . 
1. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1966: 
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. Aa F/115 

1966. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
PERTAMA : 

Membentuk suatu Pannitya Ad Hoe Interdepartemental jang ber- 

tugas : 

a. mempersiapkan dan menjusun pedoman kerdja untuk diper: 
gunakan sebagai pegangan bagi para Duta Besar R.I. janz 
bersangkutan dan/atau delegasi? jang ditugaskan untuk me- 
laksanakan pembitjaraan? dalam menjelesaikan persoalan" 
hutang perdagangan serta kerdjasama ekonomi tersebut. 
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b. 


tugas tersebut dilaksanakan dan harus selesai satu bulan 
sedjak dikeluarkan keputusan ini. 


KEDUA : 
Panitya Ad Hoc Interdepartemental tersebut ,,Pertama” diatas 
terdiri dari : 


a. 


b. 


Maj. Djen. T.N.I. D. Suprajogi, selaku Ketua. 


Brig. Djen. T.N.I. Soedradjat, Sekretaris Djenderal Depar- 
temen Keuangan selaku Wakil Ketua I. 


Ismail Thayeb S.H., Dir. Djen. Ekonomi Departemen Luar 
Negeri selaku Wakil Ketua II. 


D.N. Oey Beng To, dari Bank Negara Indonesia Unit I sc- 
bagai Anggota. 


Drs. A.S. Loebis, dari Bank Negara Indonesia Unit I sebagai 
Anggota. 


Ir. Adnan, dari Bappenas sebagai Anggota. 


Drs. Barli Halim, Sekretaris Djenderal Departemen Perin- 
dustrian Dasar, Ringan dan Tenaga sebagai Anggota. 
Gozali, Departemen Pertambangan selaku ang zota. 

Drs. R.H. Tuwaidan, Departemen Perdagangan selaku ang- 
gota. 


Kolonel Slamet Herjanto, Staf Pertahanan dan Keamanan 


selaku anggota. 


Kolonel Piet Harjono, Direktur Djenderal Anggaran Depar- 
temen selaku anggota. 


Drs. H. Amien Luthfie, Badan Pemeriksa Keuangan sclaku 
Sekretaris. 


KETIGA : 


Panitya bertanggung djawab kepada Presidium Kabinet AMPE.- 
RA Republik Indonesia. 
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KEEMPAT : 
Segala biaja jang diperlukan untuk menunaikantugas Panitya 
dibebankan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesi. 


KELIMA : 
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja. 


SALINAN : Untuk diketahui disampaikan kepada : 
Ketua Presidium Kabinet. 
Para Menteri Utama. 


Para Menteri. 
Sekretaris Negara R.I. 


Sekretaris Presidium Kabinet. 

Djaksa Agung. 

Gubernur Bank Sentral. 

Badan Pemeriksa Keuangan. 
BAPPENAS. 

10. Para Sekretaris Djenderal Departemen. 
11. Para Direktur Djenderal Departemen. 


DO ND 


PETIKAN : Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk di- 
pergunakan seperlunja. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal, 18 Djanuari 1967. 


A N. KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA 
MENTERI UTAMA 
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 


ttd. 


(HAMENGKUBUWONO IX) 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 
No. H/EK/IN/5/1987. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 
bahwa demi pengamanan program Pemerintah dalam rangka sta- 
bilisasi dan rehabilitasi ekonomi, perlu mengambl tindakan untuk 
menindjau kontrak-kontrak kredit sebelum tanggal 30 Juni 1966. 
Mengingat : 
1. Keputusan Presidium Kabinet No. 100/EK/KEP/IN/12 
1966: 


2. Instruksi Presidium Kabinet No. 0/EK/IN/1/6v: 
Mendengar : 


Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri tanggal 
17 Maret 1967. 


MEMUTUSKAN: 


Menginstruksikan kepada : 

1. SEMUA MENTERI: 

2 GUBERNUR BANK SENIRAL. 
Untuk: 

1. Membatalkan semua kontrak-kontrak luar negeri jang ditan 
datangani sebelum tanggal 30 Djuni 1966 untuk projek-pro. 
jek jang sama sekali belum ada realisasi pengiriman barang- 
barangnja: 
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SL 


Untuk kontrak kredit-kredit luar negeri seperti tersebut sub. 
1. jang barangnja sedang dibuat tetapi belum dikirim, su- 
paja diadakan rcnegosiasi dengan tudjuan membatalkannja 
sama sekali atau merubah sjarat-sjarat per-kreditannja me- 
nurut batas kemampuan Neratja Pembajaran kita, 


Untuk kontrak kredit-kredit luar negeri seperti tersebut sub. 
1 jang barangnja sudah dikirim sebagian, supaja diadakan 
renegosiasi dengan tudjuan merubah hubungan kredit iti 
mendjadi suatu investasi asing, baik seluruhnja maupun sc: 
bagian (tjampuran): 


Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas supaja 
mengadakan konsultasi dengan Panitva Kebidjaksanaan 
Kredit luar Negeri dan Team Teknis Penanaman Moda! 
Asing: 


Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan dengan 


rasa penuh tanggung-djawab, 


Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 30 Mei 1967. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 


SOEHARTO 
DJENDERAL T.N.I. 


Kerdjasama Tehnik Luar Negeri. 


Dalam mensukseskan Kabinet Ampera, maka segala sumber 
pembiajaan jang berasal dari luar negeri diterima dengan baik se- 
bagai modal jang bersifat komplementer dan temporer. 


Sumber? pembiajaan pembangunan dari luar negeri ini dapat 
bersifat penanaman modal setjara langsung, pindjaman jang harus 


dibajar kembali, dan bantuan-bantuan berupa grants in aid jang 
tidak perlu di bajar kembali. 


Chususnja mengenai grants in aid ini, untuk menampung per- 
soalan? ini telah dibentuk suatu panitia pada tanggal 5 April 1967, 
dengan Keputusan Presidium No. 81/U/Kep'4/1967, jang bertugas 
sebagai pembantu Presidium untuk mengkoordinir segala persoalan 
kerdjasama tehnik dengan luar negeri. Panitia ini bernama Panitia 
Koordinasi Kerdjasama Tehnik Luar Negeri. 

Aktivitas dari Panitia ini sudah agak djauh bekerdjanja seperti da- 
pat dilihat dalam lampiran-lampiran. 


Persoalan jang perlu dihadapi sekarang adalah persoalan ten. 
tang penjaluran ke Departemen-departemen dan badan? pemerin- 
tah lainnja serta penggunaan di Departemen-departemen tersebut 
agar supaja bantuan? jang kita terima dapat kita manfaatkan dengan 


sebaik-baiknja. 


PRESIDIUM KABINET AMPERA 


REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
No. : 81/U/KEP /4/1967 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 
l. bahwa semua bantuan Luar Negeri dalam rangka kerdja 


sama teknik Luar Negeri, perlu dikoordinasikan dengan 
efektif dan efisien guna pemanfaatannja mensukseskan pelak- 
sanaan program Pemerintah pada umumnja dan rehabilitasi 
dan stabilisasi ekonomi nasional pada chususnja: 


. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu membentuk 


Panitya Koordinasi kerdjasama Teknik Luar Negeri, 


Mengingat : 


l. 


AL» N 


Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1966: 
Instruksi Presidium Kabinet No. 01/U/IN/8/1966: 
Instruksi Presidium Kabinet No. 11/EK/IN/9/1968: 
Instruksi Presidium Kabinet No. 21/EK/IN/11/1966: 
Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966: 


Memperhatikan : 
Perkembangan kerdja sama teknik antara Indonesia dengan luar 
negeri jang pada dewasa ini semakin meluas dan perlu dibina 
sebaik-baiknja selaras dengan kepentingan nasional. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
Membentuk Panitya Koordinasi Kerdja sama Teknik Luar Ne- 
geri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
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(4). 


(2). 


(4). 


(). 


KETENTUAN UMUM 


Pasal 1. 

Jang dimaksud dengan bantuan teknik Luar Negeri dalam 
putusan ini adalah bantuan-bantuan jang berupa sumbangan 
dari Luar Negeri dalam rangka kerdja sama dibidang teknik, 
ilmu pengetahuan, kebudajaan dan ekonomi, tidak termasuk 
didalamnja kredit-kredit dan penanaman modal asing, 
Kebidjaksanaan mengenai hubungan kerdja sama dalam 
bidang seperti 'tersebut ajat (1) diatas serta penggunaan 
bantuan Luar Negeri ditetapkan oleh Presidium Kabinet, 


. Pelaksanaan penerimaan dan penggunaan kerdjasama tek- 


nik Luar Negeri dilakukan oleh Departemen jang bersang- 
kutan berdasarkan petundjuk-petundjuk Presidium Kabinet, 
Untuk membantu Presidium Kabinet dalam soal-soal hu- 
bungan kerdja sama teknik Internasional serta penggunaan 
bantuan Luar Negeri dibentuk Panitya Koordinasi Kerdja 
sama Teknik Luar Negeri jang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung djawab kepada Ketua Presidium Kabinet. 


SUSUNAN 


Pasal 2. 
Panitya Koordinasi kerdja sama Bantuan Teknik Luar Ne- 
geri terdiri dari : 
1. Sekretaris Presidium Kabinet atau pedjabat jang di- 
tundjuknja selaku Ketua merangkap anggota, 


Ld 


Dircktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri 

atau pedjabat jang ditundjuknja selaku wakil Ketua 

merangkap anggota: 

3. Sekretaris Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan 
atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota, 

4. Sekretaris Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rak- 

jat atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota, 
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10. 


Sekretaris Menteri Utama Bidang Politik atau pedjabat 
jang ditundjuknja selaku anggota, 

Sekretaris Menteri Utama Bidang Industri Pembangu- 
nan atau pedjabat jang ditundjuknja selaku anggota: 
Sekretaris Djenderal Tenaga Kardja atau pedjabat jang 
ditundjuknja selaku anggota, 


Sekretaris Djenderal P&K atau pedjabat jang ditun- 
djuknja selaku anggota, 


. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan atau pe- 


djabat jang ditundjuknja selaku anggota: 


Wakil dari Staf Pertahanan/Keamanan jang ditundjuk 
oleh Kepala Staf Han./Kam. selaku anggota, 


(2). Pada Panitya Koordinasi Kerdja sama Teknik Luar Negeri 


diperbantukan sabuah Sekretariat jang dipimpin oleh se- 
orang Sekretaris merangkap anggota, ! 


(3). Anggota-anggota Sekretariat tersebut ajat (2) pasal ini di- 


ambil dari Sekretariat Presidium Kabinet atas penundjukan 
Sekretaris Presidium Kabinet. 


TUGAS DAN FUNGSI 


Pasal 3. 


(lh Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik Luar Negeri ber- 
tugas : 


1 


Membantu Presidium Kabinet dalam merumuskan ke- 


bidjaksanaan Pemerintah dalam penggunaan tawaran 
bantuan luar Negeri dalam rangka kerdjasama Interna- 


sional sesuai dengan program Pemerintah, 

Melakukan pengawasan teknis daripada pelaksanaan 
kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang kerdjasama 
teknik luar negeri jang telah ditetapkan. 


(2) 


2D 
NT 


. Untuk mendjalankan tugas seperti tersebut ajat (1) pasal 


ini, Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik Luar Negeri 

melakukan fungsi? sebagai berikut : 

a. mengkoordinasikan penentuan kebutuhan dari Depar- 
temen? dalam rangka memanfaatkan tawaran bantuan 
teknik luar Negeri, 

b. menampung penawaran? bantuan teknik luar negeri jang 
diadjukan oleh fihak luar negeri, 

c. menjelenggarakan administrasi serta membuat laporan” 
mengenai pelaksanaan penggunaan bantuan teknik luar 
negeri, 

d. merumuskan pedoman/petundjuk pelaksanaan untuk 
mengefektifkan dan mengecfisiensikan penggunaan ban- 
tuan teknik luar negeri. 


KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 


Pasal 4. 


. Segala biaja dari Panitya Koordinasi Kerdjasama Teknik 


Luar Negeri dibebankan kepada anggaran Sekretariat Pre- 
sidium Kabinet: 
Hal-hal Jain mengenai Panitya Koordinasi Kerdjasama 
Teknik Luar Negeri jang masih memerlukan pengaturan 
lebih landjut, akan diatur kemudian. 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal dite- 
tapkan. 

Ditetapkan di : Djakarta 

Pada tanggal : 5 April 1967. 

PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL - T.N.I. 
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PROGRAM 
UNICEF TAHUN 1967/1968 


No. PROJEK BANTUAN UNICEF 
U.S. $ 
Ya Pembrantasan Framboesia/ Yaws —— 356.000 
2. Pembrantasan kusta /leprosy 62.000 
3. Gizi/Applied Nutrition 125.000 


4. Djawatan Gizi Nasional/National Nu- 


trition Service 42.500 
-3 Produksi D.P.T./DPT Production 51.000 
6. Program Kesehatan Integrasi/Inte- 

grated Health Program 1.658.000 
1. Djawatan-djawatan Sosial/Social 

Services 280.000 
8. Pendidikan/Education 1.566.000 
9. Organisasi Transport 92.400 


Djumlah Besar 4.242.900 
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PERKIRAAN PENERIMAAN BANTUAN TEHNIK LUAR NEGERI UNTUK 
TAHUN 1968 DARI BERBAGAI SUMBER DALAM NILAI US $ (DJUTA- 
AN), SEBESAR - US $ 20 DJUTA 


1. Belanda .......... Pe en Mena ena NI. 16,5 — US$ 4.25 
25 USA DI Pena ea Sa AR alan 4 
3. UNICEF ........... La aa as anna 3.5 
4 PRB/UNDP “oo cooten ed be Mn ser aa NN Tn aan 2 
Se MA na ae aa aa aa Da NA an aa EA 1.25 
6: -Ford. Foundation: selo en ema LAN NU 1 
Te MAUSIPALIA | Le en nana NAN SO On Na AN SES TE 1 
8: “Canada senen SNN Ba Bu Dua 22 0.5 
9. Negara” lain. Eropa: Barat. .ocoooooooooococwawlmusnuakasan Lt 0.75 
10. Negara" lain Colombo Plan ........ JJ... oo. Maen tetas Sa 0.25 
11. United Nations Ssecial Fund ............. Pe Pa NE KANAN ) 
12, Negara” lain Eropa TiMUFr ak PNP Maa NT ONE Dn Ana mi ) 1.5 
13, Sumber” Tan ketan ES SER BR NN Ba ) 
Djumlah: os nana ata en SA & US$ 20 


Perkiraan kesempatan, fasili- 
tas pengiriman tenaga ke luar 


negeri untuk pendidikan/latihan “ 

dalam tahun 1968 dalam rangka si 

BTLN sebanjak £ 1150 beasis- 
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3. ke Negara? Colombo Plan 300 
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PERKIRAAN PENERIMAAN BANTUAN TEHNIK LUAR NEGERI UNTUK 
TAHUN 1968 DARI BERBAGAI SUMBER DALAM NILAI US $ (DJUTA- 
AN), SEBESAR “ US $ 20 DJUTA 


1 Belanda 0 SNN DL Nf. 165 — US$ 4.25 
2, US/AID kk. Ba na 4 
3. UNICEF ............. as NN en 3.5 
Aa: PBB/UNDP 4. sena esai raba RaR aa 2 
5 MORE Me db aa an Ka an mi en aa Bana 1.25 
6. Ford Foundation... memar 1 
2. Australia Wo.dekedininsremeseniannn Maan ea akn ek ea ERA AN me NE RN SA 1 
TO ENada "de D AN PN an Pn Eatan RB ea ENG an ERA 0.5 
9. Negara' lain Eropa Barat ......... ee 0.75 
10. Negara' lain Colombo Plan ........... ee 0.25 
11, United Nations Special Fund... etis ) 
12. Negara? lain Eropa TIMUF .......io ee eeenebeb aa ) 1.5 
12. “Gamber Jain. Kaos Memanas bae mamak Sean PANEN en Tana ) 
Diumlah wahana akn Mam aan &tuSs$ 20 


Perkiraan kesempatan/ fasili- 
tas pengiriman tenaga ke luar 
negeri untuk pendidikan/latihan 
dalam tahun 1968 dalam rangka 
BTLN sebanjak £ 1150 beasis- 
wa. 


1. ke Amerika Serikat 400 
2. ke Eropa Barat 350 
3. ke Negara' Colombo Plan 300 
4. ke Eropa Timur dan 
Negara' lain 100 


sra-ngga- 
ra Colombia” 


Lorem aa 
Colombo Flan 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET 


NO. : 21/EK/IN/4/1987 
KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


a. bahwa demi kepentingan pelaksanaan program Pemerintah 
serta untuk memperkembangkan seluas-luasnja hubungan 
kerdjasama Internasional, perlu mengefektifkan pengguna- 
an bantuan? dalam rangka kerdjasama Internasional: 


b. bahwa oleh karena itu, perlu membebaskan barang-barang 
dalam rangka bantuan jang dimaksud diatas dari ketentuan- 
ketentuan pem-B E.-an dan bea-bea masuk lainnja, 

Mengingat : 

Keputusan Presiden R.I. No. 163/tahun 1966, 

Keputusan Presidium Kabinet No. 49/KEP/EK/10/1966: 
Memperhatikan : 

Sidang Presidium Kabinet Ampera, tanggal 8-7-Februari 19:: 


MENGINSTRUKSIKAN : 


Kepada : MENTERI KEUANGAN, agar supaja : 
PERTAMA : 


Tidak memperlakukan ketentuan? pem-B.E.-an dan membebas- 
kan sama sekali dari bea masuk terhadap semua barang jang 
diterima dalam rangka pemberian bantuan jang berupa hadiah 
sumbangan dan jang penggunaannja tidak untuk diperdagang- 
kan, berdasarkan kerdja-sama tehnik dan pemberian-pemberian 


lain dari Pemerintah Indonesia. 
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KEDUA 
Membantu lantjarnja pemasukan dan penerimaan barang ban- 
tuan jang berupa hadiah/sumbangan sebagai termaksud dalam 
diotum pertama. 


KETIGA 
Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta. 
SALINAN Instruksi ini disam- Pada tanggal : 13 April 1967. 


paikan kepada : ' PRESIDIUM KABINET AMPERA 


1 Semua Menteri Utama. KETUA, 
2, Semua Mentrri, ttd. 
3. Sub. BN.I. SOEHARTO 


DJENDERAL - T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
...REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
NO. : 143/U/KEP/6/1967. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


” 


Menimbang : NN HI 
- bahwa untuk saku pelaksanaan perundingan? mengenai 
kerdjasama dengan Luar Negeri dibidang minjak dan gas bumi, 


serta guna menampung persoalan? jang berhubungan dengan 
masalah itu didalam lingkungan Direktorat Djenderal Minjak 


dan Gas Bumi, perlu dibentuk sebuah Panitya Tehnis: 


Mengingat : 
1. Undang? No. 44 tahun 1980 tentang Minjak dan Gas Bumi, 


2. Undang? No 1 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing: 
3. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966: 
4. Keputusan Presiden R.I. No 170 tahun 1966: 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 


PERTAMA : 
Membentuk Panitya Tehnis Perundingan? dengan fihak Luar 


Negeri mengenai Minjak dan Gas Bumi, disingkat "Panitya Pe- 
rundingan MIGAS”, dengan susunan sebagai berikut : 
1. Maj. Djen. TNI. Dr. Ibnu Sutowo, — sebagai Ketua, merang- 


Dir. Djen. MIGAS kap Anggota. 
2 Ir. Anondo, Sekretaris Direktorat — sebagai Wakil Ketua, me- 
Djenderal MIGAS. rangkap Anggota. 


3. Kolonel Ud. Soekanto, — sebagai Anggota. 
Staf Menutama INBANG Urusan 
MIGAS. 

4. Prof. Dr. Moh. Sadeli, — sebagai Anggota. 
Ketua Panitya Tehnis Penanaman 
Modal Asing. 

5. Pedjabat dari Departemen Ke- — sebagai Anggota. 
uangan jang ditundjuk oleh Men- 

. teri Keuangan. 

6 Pedjabat Departemen Luar Negeri — sebagai Anggota. 
jang ditundjuk oleh Menteri Luar 
Negeri. 

7. Pedjabat dari Bank Negara Indo- — sebagai Anggota. 
nesia jang ditundjuk oleh Guber- 
nur B.N.I. 

3. Pedjabat dari Staf HANKAM jang — sebagai Anggota. 
ditundjuk oleh Menutama HAN- 
KAM. 

9. Ir. Trisulo, — sebagai Sekretaris I. 
Kepala Biro MIGAS Departemen 
Pertambangan. 


KEDUA : 
(1). Panitya tersebut bertugas : 

a. menampung dan menilai permohonan? pihak Asing 
untuk mengadakan Penanaman Modal dibidang minjak 
dan gas bumi: 

b. menjelenggarakan perundingan dengan fihak Asing 
mengenai kerdjasama dibidang minjak dan gas bumi, 


c. mengadjukan usul, saran dan pendapat kepada Menu- 
tama INBANG mengenai kerdjasama dengan fihak Luar 
Negeri dibidang minjak dan gas bumi: 
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(2). Dalam melaksanakan tugas?nja Panitya berpedoman atas 
garis kebidjaksanaan Pemerintah serta menurut Instruksi 
dan petundjuk-petundjuk Menutama INBANG. 


KETIGA : 
Panitya berkedudukan dibawah dan bertanggung djawab kepada 
Menutama INBANG. 

KEEMPAT : 
Biaja Panitya Perundingan MIGAS dibebankan kepada Angga- 
ran Direktorat Djenderal MIGAS. 


KELIMA : 
Dengan berlakunja Keputusan ini, Panitya? jang bertugas di- 
bidang kerdjasama Luar Negeri dalam masalah minjak dan gas- 
bumi jang telah ada tidak diperlukan lagi. 


KEENAM : | 
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan 
Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal : 16 Djuni 1967. 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 


ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL - T.N.I. 
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PRESIDIUM KABINET AMPERA 
REPUBLIK INDONESIA 


KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET 
“No. 145/U/KEP/6/1987. 


TENTANG 


An PANITIA A.D.B. 


KETUA PRESIDIUM KABINET, 


Menimbang : 


... bahwa Para Fans menghadapi kundjungan Team Asian 
— Development Bank ke Indonesia, perlu menjiapkan rentjana 
Projek? Pembangunan jang akan diusahakan perkreditannja, 
. b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut diatas perlu di- 
bentuk sebuah Panitia. 
Mengingat : 

a. Surat Keputusan Presidium Kabinet No 75/U/ KEP/ 11/1966, 

b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/19866: 


N SP : 


pada Saga Mei 1987: 


“b. Surat Menteri Pertanian. No. 526/VI/Mentan/1987 tanggal 8 
. Djuni 1967, | : 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : 
Membentuk sebuah Panitia dengan nama PANITIA A.D.B. 
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 


s1 


PERTAMA : Susunan Panitia tersebut adalah : 


ND 


Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian sebagai Ketua/ 
Koordinator. 

Wakil Departemen Perkebunan sebagai Anggauta. 

Wakil Departemen Pekerdjaan Umum sebagai Anggauta. 
Wakil Departemen Dalam Negeri sebagai Anggauta. 

Wakil Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga 
sebagai Anggauta. 

Wakil Departemen Keuangan sebagai Anggauta. 

Wakil dari B.N.I./Gubernur Bank Sentral sebagai Anggauta. 


8. Kepala Biro. 


KEDUA  : Tugas dari Panitia tersebut adalah : 


Ie 


menjiapkan projek statement dari Projek? Pembangunan, chu- 
susnja jang berhubungan dengan Pangan dan projek' Pening- 
katan Produksi pada umumnja, jang akan diadjukan kepada 
Asian Development Bank guna diusahakan perkreditannja. 


. mengatur program kundjungan 'Team Asian Development 


Bank jang akan datang di Indonesia pada bulan Agustus 
jang akan datang. 

menjelenggarakan pembitjaraan dengan Survey Team A D.B. 
tersebut mengenai projek? Pembangunan diatas. 


KETIGA 
Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan. 


Ditetapkan di : Djakarta 
Pada tanggal : 21 Djuni 1967 
PRESIDIUM KABINET AMPERA 
KETUA, 
ttd. 
SOEHARTO 


DJENDERAL - T.N.I. 


KESEPAKATAN MENGENAI KERDJA-SAMA DALAM BIDANG 
KEBUDAJAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 


ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA 


Sebagai kelandjutan dari Tjatatan pengertian mengenai Masalah? 
Non-Militer jang ditjapai di Kuala Lumpur pada tanggal 14 Sept. 
1966 antara Kolonel Soedarsono dan Tan Sri Abdul Kadir bin 
Shamsuddin. 


DELEGASI INDONESIA 
DAN 
DELEGASI MALAYSIA 


setelah mengadakan pertemuan lebih landjut, menjimpulkan kese- 
pakatan sebagai berikut, bagi kerdja-sama antara kedua negara 
dalam bidang? kebudajaan, pemuda dan olah raga. 


PASAL I 

UMUM 
Delegasi Indonesia dan Delegasi Malaysia bersepakat bahwa 
untuk memberikan dorongan bagi terwudjudnja saling pengertian 
serta goodwill jang lebih baik antara kedua negara, hendaknja diada- 
kan pertukaran dalam bidang? kebudajaan, pemuda dan olah raga. 


PASAL II 
Kebudajaan 
2. Pendidikan dan Research 

Kedua Delegasi bersepakat bahwa kedua Pemerintah hendaknja 
mengusahakan tersedianja fasilitas? untuk kedua belah pihak bagi 
pendidikan dalam bidang seni seperti misalnja musik, seni rupa, 
(Irama, seni tari, keradjinan tangan dan hal? jang bersangkutan. 
Mereka djuga bersepakat balnva kedua Pemerintah hendaknja 
memberi dorongan untuk diadakannja kerdja-sama research da- 
lam bidang adat-istiadat, ilmu purbakala, sedjarah dan masalah? 


kebudajaan lainnja. 
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2 Pertukaran para Seniman, petugas. Bahan" Batjaan dan Pene- 
muan?/Hasif Research 
Kedua Delegasi sependapat, bahwa perdjalanan? penelitian akan 
sangat bermanfaat bagi peningkatan saling pengertian serta 
— goodwill jang lebih baik, dan hal tersebut hendaknja mengusz- 
hakan peningkatan : 
. a, pertukaran dan kundjungan oleh para seniman dan peladjar 
dari berbagai-bagai tjabang seni, 
b. pertukaran petugas? dalam bidang museum, ilmu purbakali 
dan arsip, dan tenaga pengadjar dalam berbagai tjabang seni. 
c. pertukaran bahan batjaan jang berhubung dengan masalah 
kebudajaan: dan 
N d. pertukaran penemuan? dan hasil? research. 
3. Pameran dan Pesta Kebudajan 
Kedua Delagasi bersepakat bahwa kedua Pemerintah hendaknja 
memberi dorongan bagi terselenggaranja pameran? dan pesta' 


kebudajaan jang menguntungkan kedua belah pihak dan pertun- 
djukan? oleh sempon San kebudajaan dimasing-masing negara. 


PASAL JII. 
. Pemuda 
Kedua Delegasi bersepakat untuk mempeladjari lebih landjut 
kemungkinan untuk menemukan tudjuan' serta arah jang bersamaan 
dalam kegiatan? kepemudaan dengan djalan Pertukaran Surat-Me- 
njurat. 
PASAL IV 
Olah Raga 
Kedua Delegasi bersepakat untuk memberi dorongan diadakan- 
nja kundjungan maupun turut-sertanja badan? olah-raga dalam 
pertandingan-pertandingan nasional dikedua negara dan perintjian 
mengenai hal ini dapat diselesaikan dengan djalan Pertukaran Surat- 


menjurat. 


d-h 


PASAL V 


Pembiajaan 
Hal-hal jang berkenaan dengan pembiajaan akan diselesaikan 
dengan djalan Pertukaran Surat - Menjurat. 


PASAL VI 


Pelaksanaan 
Kedua Delegasi besepakat bahwa pelaksanaan hal-hal jang ter- 
tjantum dalam kesepakatan ini hendaknja disalurkan melalui peme- 
rintah masing?. 


Untuk Delegasi Malaysia, Dibuat di Bogor pada tanggal 
26 Djanuari 1967. 
ttd. Untuk Delegasi Indonesia, 
ttd 


Zainal Abidin bin Endot. — Prof. Dr. Soemantri Hardjoprakoso. 


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN. 


PENGUMUMAN 
No. 168/E.4/1987. 


MENIMBANG : 
1. bahwa perlu mengamankan seni dan budaja Indonesia, te- 


rutama mendjaga mutu artistik kesenian Indonesia jang diper- 
tundjukkan di luar negeri dan mentjegah, penetrasi kebuda- 
jaan asing jang negatif: 

bahwa perlu pula mengamankan segala kemungkinan penja- 
lah gunaan seni dan budaja untuk maksud? lain jang me- 
rugikan: 

bahwa dalam Bata pengamanan dan penertiban tsb. pada 
angka 1 dan 2 diatas telah ada suatu peraturan chusus jang 
dituangkan kedalam Keputusan Presiden No. 100. tahun 1961 
tanggal 22 Maret 1981 tentang Pengiriman Perutusan Ke- 
budajaan. 


bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar 
dan Kebudajaan Republik Indonesia No. 20/1981 tanggal 29 
Djuli 1981, pelaksanaan penjelenggaraan pengiriman dan/ 
atau pencrimaan perutusan? kebudajaan dipertanggung dja- 
wabkan kepada Kepala Djawatan Kebudajaan Departemen 
P.D. dan K jang sekarang mendjadi Direktorat Djendral Ke- 
budajaan, dan chusus jang berkenaan dengan soal? kesenian 
mendjadi tugas dan tanggung djawab Kepala Direktorat 
Kesenian Direktorat Djendral Kebudajaan, 

bahwa dengan demikian perlu melakukan penegasan pener- 
tiban semua kegiatan seni dan budaja dalam rangka hubu- 
ngan luar negeri: 


MENGINGAT : 


l. 


9 


cd 


56 


Keputusan Presiden No. 100 tahun 1961. 


Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan No. 20 
tahun 1961. 


If. 


1lI. 


IV. 


VI, 


MENGUMUMKAN 
Semua pengiriman perutusan kebudajaan baik diselenggara- 
kan/disponsori oleh Badan?/orang? Swasta maupun oleh Ba- 
dan? Pemerintah Pusat/Daerah ke luar negeri, terlebih dahulu 
harus diketahui dan mendapat izin dari Direktur Djendral 
Kebudajaan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan. 
Semua penerimaan/pemasukan perutusan kebudajaan dari luar 
negeri ke Indonesia, baik jang diselenggarakan/disponsori 
oleh Badan?/orang? Swasta maupun oleh Badan Pemerintah 
Pusat/Daerah, terlebih dahulu harus diketahui dan mendapat 
izin dari Direktur Djendral Mena Depan Pendidi- 
kan dan Kebudajaan 
Pelaksanaan pemberian izin, diisnsnja dibidang Kesenian, 
diselenggarakan oleh Kepala Direktorat Kesenian Direktorat 
Djendral Kebudajaan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan. 
Jang termasuk dalam bidang Kesenian dalam pengumuman ini 
antara lain ialah : 
Seni lukis, Seni Patung, Seni Krija, Seni Dekorasi dan Arsitektur, 
Seni Musik, Seni Tari, Pedalangan dan pertundjukan rakjat, 
Seni drama dan lain-lain. | 
Jang dimaksud dengan "perutusan dal bi tersebut pada 
angka I dan II diatas ialah : | 
Semua utusan baik berupa rombongan maupun perseorangan 
untuk mengadakan pertundjukan, hiburan, pameran dan/atau 
pengurusan soal' kebudajaan/Kesenian pada umumnja. 
Segala penjimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tsb. 
pada angka I dan II diatas, dapat berakibat dilarang/dihenti- 
kannja kegiatan? jang akan/sedang berlangsung. 
Dikeluarkan di Djakarta 
pada tanggal5 Mei 1967. 
ap. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN, 


DIREKTUR DJENDRAL KEBUDAJAAN. 
. Tjap/ttd. 
( INDROSOEGONDHO ). 
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KOMANDO OPERASI TERTINGGI 


DARI 


UNTUK 


KLASIPIKASI 


NOMOR 
AAA TTK 


BBB TTK 


RADIOGRAM 


KAS KOTI 
DIRDJEN IMIGRASI 
SEMUA PEPELDA 
PEPERDA DJATENG 


SEKDJEN DEPLU 

SEKUM KOTI 

SEMUA ASSISTEN G-5 KOTI 
5 ARSIP. 


T — 0287 / G-5/5/1967 () 


1. 
2 

| 3 

TINDASAN - 1 SEKDJEN DEP PDAN K 
2 
3 
4 


DENGAN PENGUMUMAN NO. 188/E.4/19& 
MENTERI P DAN K TELAH MENERTIBKAN 
SEMUA KEGIATAN SENI DAN' BUDAJA DA- 
LAM RANGKA HUBUNGAN LUAR NEGERI 
TIK 

PENGUMUMAN MENTERI P DAN K ITU PADA 
POKOKNJA BERINTIKAN KETENTUAN TTK 
DUA 

SATU TTK SEMUA PENGIRIMAN PERUTUSAN 
KEBUDAJAAN KELUAR NEGERI DAN SEMUA 
PENERIMAAN GRMR PEMASUKAN PERUTU- 
SAN KEBUDAJAAN DARI LUAR NEGERI KE 
INDONESIA BAIK JG DISELENGGARAKAN 
GRMR DISPONSORI OLEH BADANDUA GRMR 
ORANGDUA 

SWASTA MAUPUN OLEH BADAN PEMERIN- 
TAHAN PUSAT GRMR DAERAH KMA TERLE- 
BIH DAHULU HARUS DIKETAHUI DAN MEN- 
DAPAT IZIN DARI DIREKTUR DJENDERAL 
KEBUDAJAAN DEP P DAN K TTK 


DUA TIK 


CCC TTK 


DDD TTK 


EEE TIK 


FFF TTK 


GGG TTK 


PENGIRIM 
Nama 
Pangkat/Djab 
Tanda tangan 


JG DIMAKSUD DG PERUTUSAN KEBUDAJA- 
AN PADA TITIK SATU DIATAS ADALAH TTK 
DUA 

SEMUA UTUSAN BAIK BERUPA ROMBONGAN 
MAUPUN PERSEORANGAN UNTUK MENGA- 
DAKAN PERTUNDJUKAN KMA HIBURAN 
KMA PAMERAN DAN GRMR ATAU PENG- 
URUSAN SOALDUA KEBUDAJAAN GRMR 
KESENIAN PADA UMUMNJA TTK 

KEPADA DIRDJEN IMIGRASI DIMINTA SUPA- 
JA TIDAK MEMBERIKAN IZIN KELUAR GRMR 
MASUK INDONESIA KEPADA ORANG ATAU 
ROMBONGAN JG MERUPAKAN PERUTUSAN 
KEBUDAJAAN ITU SEBELUM ORANG GRMR 
ROMBONGAN TSB MENDAPAT IZIN DARI 
DIRDJEN KEBUDAJAAN TTK 

CHUSUS PENGIRIMAN KE SINGAPURA DAN 
MALAYSIA HARUS SEIZIN KOTI GABUNGAN 
LIMA TTK 

KEPADA SEMUA PEPELDA DAN PEPERDA 
DJATENG SUPAJA MEMBANTU PELAKSANA- 
AN PENGUMUMAN MENTERI P DAN K NO. 
168/E.4/1967 ITU TTK 

PENGUMUMAN MENTERI P DAN K ITU SE- 
TJARA TERPERINTJI AKAN SEGERA DIKIRIM- 
KAN TTK 

SELESAI TTK 

AN KASKOTI/KETUA G-5 SENDS TTK HBS 
TGL/WAKTU PEMBIKINAN 050667 11.00 


DERADJAT AKSI ”Op” 
ABU ISMOJO S.H. 


LETKOL, CKH/SEKRETARIS G-5 KOTI 
: ttd / tjap. 
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DEPARTEMEN LUAR NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 


NOTA EDARAN. 


No. : D-016/67/16. 

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menjampaikan 
salam hormatnja kepada Perwakilan? Diplomatik, Konsuler dan 
Perdagangan Indonesia dan menundjuk Nota Edaran Departemen 
Luar Negeri No. 0281/64/31 tertanggal 13 April 1984 perihal pem- 
beritahuan penjelenggaraan sesuatu pameran oleh Pexgwakilan 
Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan di Indonesia, dengan hormat 
menziberitahukan hal? sebagai berikut : 

Departeraen Luar Negeri mengharapkan sekali lagi kepada Per- 
wakilan? Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan bahwa untuk 
mensukseskan penjelenggaraan suatu pameran ataupun  pekan/ 
festival film dan pertundjukan film baik jang diorganisir oleh Per- 
wakilan maupun oleh pihak swasta dengan bantuan ataupun kerdja- 
sama dengan Perwakilan, akan sangat dihargai apabila Perwakilan? 
Diplomatik, Konsuler dan Perdagangan memberitahukan lebih 
dahulu sebelumnja kepada Departemen Luar Negeri (Direktorat 
Penerangan dan Hubungan Kebudajaan). 

Departemen Luar Negeri selandjutnja memberitahukan kepada 
Perwakilan? bahwa pemberitahuan itu disampaikan setjara tertulis 
dan diadjukan paling sedikit 2 (dua) minggu sebelum dimulainja 
pameran, pekan/festival dan pertundjukan film itu diadakan, dengan 
disertai keterangan lengkap mengenai misalnja apa jang akan di- 
pamerkan serta film? jang akan dipertundjukkan dengan keterangan 
penjensoran. 

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia mempergunakan 
kesempatan ini untuk sekali lagi menjatakan penghargaan jang 
setinggi'nja kepada Perwakilan? Diplomatik, Konsuler dan Perda- 


dagangan di Indonesia 


Djakarta, 27 Pebruari 1967. 


DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS 
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. 


UNOFFICIAL TRANSLATION. 
CIRCULAR NOTE. 


No. : D-0161/87/16. 


The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 
presents its compliments to the Diplomatic, Consular and Trade 
Missions in Indonesia, and with reference to the Department's Cir- 
cular Note No. 0281/84/31 dated April 13, 1984 concerning the 
notification of the holding of expositions by the Diplomatic, Consular 
and Trade Missions in Indonesia, has the honour to inform as follows: 

The Department of Foreign Affairs wishes to renew the atten- 
tion of the Diplomatic, Consular and Trade Missions, that in order 
to make successful such expositions, film weeks/festivals and film 
shows, which are organized either by the Missions or by private 
institutions, sponsored by or in cooperation with the Missions, it 
would be appreciated very much if the Diplomatic, Consular and 
Trade Missions would kindly send a previous notification of their 
intention to the Department of Foreign Affairs (The Directorate of 
Information and Cultural Relation). 

The Department of Foreign Affairs further wishes to inform 
the Missions that the notification should be submitted in writing 
“at least 2 (two) weeks prior the opening of these expositions, film 

veeks/festivals and film shows and should be accompanied by 
detailed information and censor-certificates concerning the items 
to be shown. 

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 
avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic, Consular 
and Trade Missions in Indonesia the assurances of its highest consi- 
deration. 


Djakarta, February 27, 1967. 
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KOMUNIKE BERSAMA 


Sesuai dengan Persetudjuan untuk normalisasi hubungan antara 
Republik Indonesia dengan Malaysia jang ditanda tangani pada 
tanggal 11 Agustus 1968 di Djakarta, Tjatatan Pengertian Masalah” 
Non Militer jang ditandatangani pada tanggal 14 September 1965 
di Kuala Lumpur dan Kesepakatan mengenai kerdja sama dibidang 
pendidikan jang ditandatangani pada tanggal 286 Djanuari 1967 di 
Bogor, maka pada tanggal 28 Mei 1967 telah datang di Djakarta 
suatu Delegasi Malaysia dibawah pimpinan Jang Mulia Menteri 
Peladjaran Malaysia Enche Mohamed Khir Johari untuk mengada. 
kan perundingan mengenai kerdjasama dalam lapangan pendidikan. 

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Jang Mulia Menteri Pendi. 
dikan dan Kebudajaan Republik Indonesia, Sarino Mangoenpranoto. 

Perundingan? telah diadakan mulai tanggal 30 Mei 1967 sam- 
pai dengan tanggal 3 Djuni 1967 di Djakarta dalam suasana pcr. 
sahabatan, saling harga-mcnghargai dan dengan kesungguhan. 

Selama di Djakarta, Jang Mulia Menteri Mohamcd Khir Johari 
beserta anggauta? delegasi telah mengadakan kundjungan? kehor. 
matan kepada pra Jang Mulia Pedjabat Presiden Djenderal Soeharto, 
Menteri Utama bidang Politik”Menteri Luar Negeri Adam Malik, 
Menteri Utama bidang Kesedjahteraan Rakjat Dr. Idham Chalid, 
Menteri Tenaga Kerdja Brigadir Djenderal Polisi Dr. Awaluddin. 

Mereka telah pula berziarah ke Taman Makam Pahlawan? Ka: 
libata dan menghadliri pembukaan Konperensi Kerdja Kepala? Per- 
wakilan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan seluruh Indonesia 
di Bogor. Selain itu anggauta? Delegasi telah pula mengundjunsi 
berbagai pendidikan di Djakarta, Bogor, Bandung dan Jogjakarta. 

Terdorong oleh keinginan untuk mempertjepat proses mentja- 
pai tjita? jang sama dari rakjat Indoncsia dan rakjat Malaysia, maka 
kedua Delegasi telah berhasil menjelesaikan dan menandatangani 
suatu Kesepakatan dalam bidang pendidikan jang meliputi 
pertukaran? guru?, ahli? pendidikan. staf akademis perguruan tinz. 
gi, beasiswa” dan fellowships, penemuan? dan hasil? research, buku: 
peladjaran dan hal? Jain jang berhubungan dengan pendidikan. 
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Djumlah dan frekwensi dari pertukaran? ita akan dilaksanakan 
dengan djalan surat-menjurat antara kedua Pemerintah. Kedua De- 
legasi djuga setudju untuk mengadakan konsultasi mengenai soal? 
pendidikan dengan semangat persaudaraan dan saling pengertian. 

Jang Mulia Mohamed Khir Johari dan Delegasinja menjatakan 
penghargaan jang sedalam-dalamnja terhadap keramah-tamahan 
Pemerintah dan rakjat Indonesia selama mereka berada di Indo. 
nesia. Tan 


Djakarta, 3 Djuni 1967. 


SARINO MANGOENPRANOTO ENCHE MOHAMED KHIR JOHARI 


Menteri Pendidikan dan Kebudajaan Menteri Peladjaran Malaysia. 
Republik Indonesia. 
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KESEPAKATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN 


ANTARA 
REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

MALAYSIA 


Sebagai kelandjutan dari Persetudjuan untuk memulihkan hu: 
bungan antara Republik Indonesia dan Malaysia jang ditanda. 
tangani di Djakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 dan Tjatatan 
Pengertian mengenai masalah? Non-Militer jang ditandatangani di 
Kuala Lumpur pada tanggal 14 September 1988, maka Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam hasratnja untuk 
mempertjepat proses mentjapai aspirasi? jang sama antara rakjat 
Malaysia dan rakjat Indonesia, dan untuk meningkatkan kerdjasama 
jang se-erat?nja antara kedua Pemerintah dalam bidang pendidikan. 
telah bersepakat sebagai berikut : 


(D 


(TT) 


(UI) 


(1V) 


Pasal I 


Kedua belah fihak jang bersepakat akan meningkatkan : 


pertukaran guru? dan ahli? pendidikan antara kedua 
negara dengan tudjuan mengadjar, mengadakan studi 
tours untuk memperoleh pengetahuan umum dan un. 
tuk menghadiri seminar? dan konperensi::, 


pertukaran pandangan dan pikiran antara ahli? ilmu 
pengetahuan pada pertemuan? jang setjara ber-ganti 
clapat diadakan di Indonesia dan di Malaysia: 


pertukaran staf akademis perguruan tinggi untuk me. 
ngadakan research dalam program? chusus pada lem 
baga? pendidikan tinggi, 

pertukaran beasiswa dan fellowship dalam lapangan 
research, administrasi pendidikan, tehnologi dan Jati 
han keahlian untuk guru? dalam berbagai bidans: 


(V) pertukaran penemuan: dan hasil! research jang dise- 
lenggarakan dikedua negara: 

(VI) pertukaran buku? peladjaran, madjalah? dan pener- 
bitan? pendidikan Jainnja untuk dipergunakan di sc. 
kolah?, akademi? serta lembaga? pendidikan tinggi, 

(VII) pekerdjaan research tentang bahasa Indonesia dan ba- 
hasa Melayu untuk perkembangan selandjutnja, dan 

(VIII) hal? lain jang bertalian dengan pendidikan jang disc- 
tudjui oleh kedua belah fihak. 

Untuk mentjapai tudjuan? tersebut diatas kedua belah fihak 
akan memberikan fasilitas? jang diperlukan dalam batas? we- 
wenang masing”. Djumlah dan frekwensi pertukaran ini dan 
sjarat? serta ketentuan? kedinasan untuk guru?, ahli? pendidik- 
an, ahli? ilmu pengetahuan dan staf akademis perguruan tinggi 
jang akan dipertukarkan harus disetudjui oleh kedua belah fi- 
hak dengan djalan surat-menjurat. 


Pasal II 
Penerimaan mahasiswa atau sardjana pada lembaga? pendidi. 
kan tinggi apapun harus sesuai dengan undang?, peraturan? dan 
ketentuan? jang berlaku dalam negeri masing. 


Pasal III 


Semua beaja untuk melatih mahasiswa? dan trainees, ketjuali 
untuk para mahasiswa dan sardjana jang beladjar atas beaja sen- 
diri, baik di Indonesia maupun di Malaysia, ditanggung olch Pe- 
merintah jang mengirim mahasiswa? dan sardjana? itu. Setiap usul 
untuk menjelenggarakan program dalam rangka Kesepakatan ini 
jang beajanja sebagian atau seluruhnja ditanggung oleh negara? lain, 
organisasi? internasional, jajasan? atau badan? asing harus dise. 
tudjui oleh kedua belah fihak dengan djalan surat-menjurat. 


Pasal IV 
Apabila diperlukan, kedua belah fihak akan berkonsultasi un- 
tuk memperoleh kata sepakat mengenai hal? jang mungkin dapat 


tv 
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dilaksanakan dalam rangka Kesepakatan ini. Mereka menjetudjui 
bahwa pelaksanaan hal? jang tertjantum dalam Kesepakatan ini 
harus disalurkan melalui Pemerintah masing?. 


Pasal V 


Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada tanggal penanda: 
tanganan dan akan tetap berlaku untuk djangka waktu satu tahun. 
Pada achir djangka waktu terbur, Kesepakatan ini akan tetap ber- 
Jaku dengan sendirinja. 

Sesudah itu, Kesepakatan ini akan berachir pada tanggal jang 
ditetapkan oleh masing? fihak dengan pemberitahuan tertulis tiga 
bulan sebelumnja. 

Mengingat bahwa jang bertandatangan dibawah ini telah di- 
beri wewenang sepenuhnja oleh masing? Pemerintah, maka mereka 
menandatangani Kesepakatan ini. 

Dibuat di Djakarta pada tanggal 3 Djuni 1967 dalam Bahasa 
Indonesia, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris masing? sebanjak 
dua buah naskah asli jang mempunjai kekuatan hukum jang sama. 


Atas nama Pemerintah Atas nama Pemerintai 
Republik Indonesia | Malaysia 


SARINO MANGOENPRANOTO MOHAMED KHIR JOHARI 
Menteri Pendidikan dan Menteri Peladjaran 
Kebudajaan Malaysia 

Republik Indonesia 
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AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF INDONESIA 
AND 
THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 


WHEREAS the United Nations Children's Fund (hereinafter 
called "UNICEF”) was established by the General Assembly of 
the United Nations as an organ of the United Nations for the 
purpose of meeting, through the provision of supplies, training and 
advice, emergency and long-range needs of children and thcir con. 
tinuing needs particularly in developing countries, with a view to 
strengthening, where appropriate, the permanent child hcalth and 
child welfare programmes of countries receiving assistance, and. 

WHEREAS the Government of Indonesia (hereinafter called "the 
Government”) desires UNICEF cooperation for the above purposes: 

NOW, THEREFORE, UNICEF and the Government agrec as 

follows : | 


ARTICLE I 
REOUESTS TO UNICEF AND PLANS OF OPERATIONS 


1. This Agreement establishes the basic conditions and the mutual 
under-takings governing projects in which the Government and 
UNICEF are participating. 

2. Whenever the Government wishes to obtain the co-operation 
of UNICEF, it shall inform UNICEF in writing, giving a descrip- 
tion of the proposed project and the extent of the proposed partici- 
pation of the Government and UNICEF in its execution. 

3. UNICEF shall consider such reguests on the basis of its 
available resources, its assistance policies and the need for assis- 
tance, 

4. The terms and conditions for each agreed projcct, including the 
commitments of the Government and UNICEF with respect to 
the furnishing of supplies, eguipment, services or other assistance, 
shall be set forth in a Plan of Operations to be signed by the Go- 
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vernment and UNICEF, and when appropriate, by other organiza- 
tions participating in the project. The provisions of this Agreement 
shall apply to each Plan of Operations. 


ARTICLE 
USE OF SUPPLIES, EOUIPMENT AND OTHER ASSISTANCE 
FURNISHED BY UNICEF 


1. Supplies and eguipment furnished by UNICEF shall be trans- 
ferred to the Government upon arrival in the country, except as, 
in the case of transport and large items of eguipment, may be other- 
wise provided in the Plan of Operations. UNICEF reserves the right 
to reguire the return of any supplies or eguipment furnished by it 
which are not used for the purposes of the Plan of Operations. 

2. The Government shall take the necessary measures ta ensure 
that the supplies and eguipment and other assistance furnished by 
UNICEF are distributed or used eguitably and efficiently, without 
discrimination becauce of race, creed, nationality status or political 
belief, in accordance with the Plan of Operations, No bencficiary 
shall be reguired to pay for supplies furnished by UNICEF except 
that payment is expressly provided for in the applicable Plan of 
Operations. 

3. UNICEF may arrange to place on the supplies and eguipment 
furnished by it such markings as are deemed necessary by UNICEF 
to indicate that the supplics are provided by UNICEF. 

4. The Government shall make the arrangements for and shall pav 
the expenses relating to the receiption, unloading, warehousing, in- 
surance, transportation and distribution of the supplies and eguip- 
ment furnished by UNICEF. after their arrival in the countrv. 


ARTICLE III 
ACCOUNTING AND STATISTICAIL, RECORDS AND REPORTS 


The Government shall maintain such accounting and statisti- 
cal records with respect to the execution of Plans of Operations, 
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as may be mutually agreed to be necessary, and shall furnish any 
such records and reports to UNICEF at its reguest. 


| ARTICLE IV | 
CO.OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND UNI. 


CEF AND PROVISION OF LOCAL SERVICES AND 
FACILITIES 


1. UNICEF may. maintain an office in Indonesia and may assign 
authorized officers to visit or be stationed therein for consultation 
and co-operation with the appropriate officials of the Government 
with respect to the review and preparation of proposed projects 
and plans or operations, and the shipment, receipt, distribution or 
use of the supplies and eguipment furnished by UNICEF, to advise 
UNICEF on the progress of the Plans of Operations and on any 
other matter relating to thc application of this Agreement. The Go- 
vernment shall permit authorized officers of UNICEF to observe 
all the phases of the execution of the Plans of Operations in Indo- 
nesia. 


2. The Government, in agrcement with UNICEF, shall make 
arrangements for and provide funds up to a mutually agreed amount 
to cover the cost of the following local services and facilities: 


a) establishment, eguipment, maintenance and rent of the 
office: 

b) local personnel reguired by UNICEF, 

c) postage and telecommunications for official purposes, 

d) transportation of personnel within the country and subsis- 


tence allowance. 


3. The Government shall also facilitate the provision of suitable 
housing accommodation for international personnel of UNICEF 
assigned to Indonesia. 
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ARTICLE V 
PUBLIC INFORMATION 


The Government shall co-operate with UNICEF in making 
available to the public adeguate information concerning UNICEF 
assistance. 


ARTICLE VI 
CLAIMS AGAINST UNICEF 


1. The Government shall assume, subject to the provisions of this 
Article, responsibility in respect to claims resulting from the exe- 
cution of Plans of Operations within the territory of Indonesia. 


2. 'The Government shall accordingly beresponsible for dealing 
with any claims which may be brought by third parties against 
UNICEF or its experts, agents or employees and shall defend and 
hold harmless UNICEF and its experts, agents and employees in 
case of any claims or liabilities resulting from the execution of plans 
of operations made pursuant to this agreement, except where it is 
agreed by the Government and UNICEF that such claims or liabili. 
ties arise from the gross negligence or willful misconduct of such 
experts, agents or employees. 


3. In the event of the Government making any payment in accor- 
dance with the provisions of paragraph 2 of this Article, the Go- 
vernment shall be entitled to exercise and enjoy the benefit of al! 
rights and claims of UNICEF against third persons. 


4. This Article shall not apply with respect to any claim against 
UNICEF for injuries incurred by a staff member of UNICEF. 


5. UNICEF shall place at the disposal of the Government any 
information or other assistance reguired for the handling of anv 
case to which paragraph 2 of this Article relates or for the fulfilment 
of the purposes of paragraph 3. 
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ARTICLE VU 
PRIVILEGES AND IMMUNITIES 


The Government shall apply to UNICEF, as au organ of the 
United Nations, to its property, funds and assets, and to its officials, 
the provisions of the Convention of the Privileges and Immunities 
of the United Nations. No taxes, fees, tolls or duties shall be levied 
on supplies and eguipment furnished by UNICEF so long as they 


are used in accordance with the Plans of Operations. 


ARTICLE VIII 
GENERAL PROVISIONS 


1. This Agreement shall enter into force on the date of signature. 
2. This Agreement and the Plans of Operations may be modified 
by written agreement between the Partics hereto. 

3. This Agrcement may be terminated by either Party by written 
notice. Notwithstanding any such notice of termination, this 
Agreement shall remain in force until the termination of all Plans 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly appointed repre. 
sentatives of the Government and of UNICEF have, on behalf or 


the parties, respectivelv signed the present Agreement. 


/83/ /8/ 
Signed Signed 
Indonesia Chirldren's Fund 
Name ADAM MALIK Name DRIAN JONES 
Title Presidium Minister for Title Regional Director 


Political Affairs and 


Minister for Foreign 


Affairs. 
Signed at Djakarta Signed at Djakarta 
Date November Itth, 1968. Date November Iith, 1966. 
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AGREEMENT 


between 
The United Nations Educational The Government of the 
Scientific and Cultural Organization Republic of Indonesia 
(Hereinafter called "UNESCO”) (Hereinafter called 
”the Government”) 
of the first part of the other part 


WHEREAS the United Nations Educational, Scientific and Cultu- 
ral Organization (hercinafter referred to as UNESCO) is to esta- 
blish, as an integral part of the Secretariat of Unesco, a Regional 
Centre for Science and Technology for South East Asia (hereinaf- 
ter called "the Centre”) to replace the South East Asia Science 
Cooperation Office established in 1951, and 
WHEREAS the principal purposes of the Centre will be to imple- 
ment the regional programme of Unesco in Science and Technology, 
to further Unesco's objectives in this field, and to carry out such 
additional responsibilities as may be conferred upon the Centre by 
the Director-General of Unesco in the light of the decissions of the 
General Conference: and 
WHEREAS Unesco and the Government wish to state in concrete 
terms the agreement between them for the Government's con- 
tribution to the Centre and the privileges and immunities appertai- 
ning thereto, 

The parties hercby agree as follows : 


ARTICLE I 


The Government of the Republic of Indonesia agree to make 
the following contribution to Unesco for the Centre : 

(a) A suitable building with eguipment, furniture and fittings 
necessary for the work of the Centre, the details of which are 
to be the subject of subseguent agreement between Unescn 
and the Government. 


tb) With respect to the Cetre and all installations provided the- 
rein by the Government except in case of faults or negligence 
attributable to Unesco, the Government shall be responsible 
for all repairs, in particular, but without limitation by reason 
of this enumeration, the repair of damage resulting from fire. 
force majeure, structural defects or deterioration, for the 
replacement, within the reasonable period, of any building or 
part thereof which may totally or partially destroyed. 


(«) In Indonesia currency a sum eguivalent to a minimum ot 
$ 4,000 and not exceeding $ 8,000 per year, at the operational 
rate of exchange applied to United Nations Development Pro- 
gramme operations in Indonesia, payable annually in advance 
to contribute towards the cost of the local staff to be selec- 
ted and employed by Unesco and the miscellaneous expenses 
of the Centre such as electricity, water, communications and 
similar expenses, subject to review every five years after thc 
first vear. 


ARTICLE II 


Subject to the decisions of the General Conference, the needs 
of the programmc and the availability of staff and funds, Unesco 
shall provide the Centre with international professional staff, local 
staff in addition to the staff paid from the Government contri- 
bution, and will pav their salaries and allowances, including tran- 
sportation. 


ARTICLE III 


In all matters connected with the Centre the Government shall 
apply to Unesco, its property, funds, assets and officials, the pro- 
visions of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies, subject to Annex IV thereof, it being 
understood in particular that no restriction shall be placed upon 
the right of entry, sojourn and departure of any person invited 
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by Unesco to Indonesia to attend meetings, or otherwise in connec- 
tion with Unesco business, without distinction of nationalitv. 


(a) 


(? 


ARTICLE IV 


The Government recognizes the inviolability of the Centre 
which shall be under the control and authority of Unesco. 

No ofticer or official of the Government, whether administra- 
tive, judicial, military or police, shall enter the Centre to 
perform any dutics there except with the consent of, and under 
conditions agreed to by the Director-General of Unesco or the 
Director of the Centre. 

The appropriate authorities of the Republic of Indonesia shall 
exercise due diligence to ensure that the tranguillity of the 
Centre is not disturbed by any person or group of persons 
attempting unauthorized entry or creating disturbances in the 
immediate vicinity of the Centre. 

If so reguested by the Director of the Centre, the appropriate 
authorities of the Republic of Indonesia shall provide a 
sufficient number of police for the preservation of Jaw and 
order in the Centre and for the removal therefrom of offenders. 
In case of any interruption or thrcatened interruption of anv 
necessary public services, including but not limited to, fire 
protection, electricity, water, sewage, post, telephone and te- 
legraph, the appropriate authorities of the Republic of Indone- 
sia shall consider the needs of Unesco as being of egual im. 
portance with those of the essential agencics of the Government 
and shall take steps accordinglv to ensure that the work ot 
Unesco is not prejudiced. 

Unesco shall be exempt from customs duty and prohibitions 
and restrictions in respect of the import and export of publica. 
tions, stil and moving picture films, sound recordings and anv 
other material or eguipment reguired for the production ot 


teaching aids or exhibitions. 


(g) 
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The Government shall cxempt from import dutv and other 


livies vehicles reguired for the official use of the Centre and 
for each Unesco staff member assigned to the Centre personal 
use upon his arrical in Indonesia (i.o. 3 months first arrical 
privileges as applied to all technical staff). 


ARTICLE V 


In addition to the privileges, immunities and facilities pro- 
vided in Article III above : 

(ar The Director of the Centre, his spouse and minor children 
shall enjoy on Indonesia territory the privileges, immunities, 
exemptions and facilities accorded by the Government to di- 
plomatic envoys accredited to the Government. 

(bb) All other Unesco officials of a professional grade of P-4 or 
above assigned to the Centre or performing services there to- 
gether with their spouses and minor children and all officials 
of the United Nations or any of the Specialized Agencies of 
the United Nations of professional grade of P-4 or above 
assigned to the Centre or performing services there, together 
with their spouses and minor children shall enjoy on Indone- 
sian territory, the privileges, immunities, exemptions and 
facilities accorded by the Government to members of diploma- 
tic missions accredited to the Government. 

The Director-General shall communicate to the Department 
of Foreign Affairs of the Government the names and addresses of 
the persons mentioned in the two preceding sub-paragraphs. 


ARTICLE VI 


This agreement shall come into force upon signature by Unesco 
and the Government of the Republic of Indonesia. 


Siened on behalf of Unesco Signed on behalf of the Government 
of the Republic of Indonesia 


Renc Maheu Adam Malik 
Dircctor-General Minister for Foreign Affairs 
Date $ March 1967. Date 22 March 1967. 
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Treaty Governing the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies 


The General AssemlLly, 


Having considered the report of the Committee on the Peaceful 
Used of Outer Space A/6431 covering its work during 1986, and in 
particular the work accomplished by the Legal Sub-Committee during 
its fifth session, hold at Geneva from 12 Julv through 4 August and 
at New York from 12 September through 16 September, 


Noting further the progress achieved through subseguent 
consultations among States Members of the United Nations, 


Reaffirming the importance of international co-operation in the 
field of activities in the peaceful exploration and use of outer space, 
including the moon and other celestial bodies, and the importance of 
developing the rule of law in this new area of human endeavour, 


1. Commends the Treaty on Principles Governing the Activities 
of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the 
Moon and Other Celestial Bodies, the text of which is annered to 
this resolution: 


2. Reguests the depositary Governments to open the Treaty 
for signature and ratification at the earliest possible date, 


3. Expresses its hope for the widest possible adherence to this 
Treaty, 


4. Reguests the Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space : 


(a) To continue its work on the elaboration of an agreement 
on liability for damages caused by the launching of objects into outer 
space and an agreement on assistance to and return of astronauts and 
space vehicles, Which are on the agenda of the Committee: 
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(b) To begin at the same time the study of guestions relative 
to the definition of outer space and the utilization of outer space and 
celestial bodies, including the various implications of space commu- 
nications: 


(c) To report to the twenty-second session of the General 


Assembly or the progress of its work. 


Ditanda tangani oleh R.I. di Washington, 
Moscow dan London 
Tgl. 27 Dianuari 1967. 


“1 


ANNEX 


TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF 
STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTERSPACE, 
INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES 


The States Parties to this Treaty, 


Inspired by the great prospects opening up before mankind as 
a result of man's entry into outer space, 


Recognizing the common interest of all mankind in the progress 
of the exploration and use of outer space for peaceful purposes, 


Believing that the exploration and use of outer space should 
be carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degrce 
of their economic or scientific development, 


Desiring to contribute to broad international co-operation in the 
scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of 
outer space for peaceful purposes, 


Believing that such co-operation will contribute to the develop- 
ment of mutual understanding and to the strengthening of friend 
relations between States and peoples, 


Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled "Declaration of Legal 
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space”, which was adopted unanimously by the United 
Nations General Assembly on 13 Desember 1983. 


Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon States to refrain 
from placing in orbit around the earth any objects carrying nuclear 
weapons Or any other kinds of weapons of mass destruction or from 
installing such weapons on celestial hodies, which was adopted 
unanimously by the United Nations General Assembly on 17 October 
1963, 
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Taking acount of United Nations General Assembly resolution 
110 (II) of 3 November 1947, which condemned propaganda designed 
or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach 
of the peace or act of aggression, and considering that the 
aforementioned resolution is applicable to outer space, 


Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities 
of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the 
Moon and Other Celestial Bodies, will further the Purposes and 
Principles of the Charter of the United Nations, 


Have agreed on the following : 


Article I 

The exploration and use of outer space, including the moon and 
other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in 
the interests of all countries, irrespective of their degree of economic 
or scientific development, and shall be the province of all mankind. 

Outer space, including the moon and other celestial bodies, 
shall be free for exploration and use by all States without discrimi- 
nation of any kind, on a basis of eguality and in accordance with 
international law and there shall be free access to all areas of 
celestial bodies. 

There shall be freedom of scientific investigation in outer space, 
including the moon and other celestial bodies, and States shall facili- 
tate and encourage international co-operation in such investigation. 


Article II 
Outer space, including the moon and other celestial bodies, is 
not subject to national appropriation by claim of sovereigntv, bv 
means of use or occupation, or by any other means. 


Article III 
States Parties to the Treaty shall carry on activities in the 
exploration and use of outer space, including the moon and other 
celectial bodies, in accordance with international law, including the 
Charter of the United Nations, in the interest of maintaining interna- 
tional peace and security and promoting international co-operation 
and understanding. 


Articles IV 
States Parties to the Treatv undertake not to place in orbit 
around the earth any objects carrying nuclear wcapons or any other 
kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial 
bodies, or station such weapons in outher space in any other manner. 
The moon and other celestial bodies shall be used by all States 
Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. “The 
cstablishment of military bases, installations and fortifications, the 
testing of any tvpe of weapons and the conduct of military 
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manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden, The use of mili- 
tary personnel for scientific research or for any other peaceful pur- 
poses shall not be prohibited. The use of any eguipment or facility 
necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial 
bodies shall also not be prohibited. 


Article V 

States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys 
of mankind in outer space and shall render to ,them all possible 
assistance in the event of accident, distress, or emergency landing 
on the territory of another State Party or on the high seas. When 
ustronauts make such a landing, they shall be safely and promptly 
returned to the State of registry of their space vehicle. 

In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, 
the astronauts of one State Party shall render all posible assistance 
to the astronauts of other States Parties. 

States Parties to the Treaty shall inmediately inform the other 
States Parties to the Treaty or the Secretarv-General of the United 
Nations of any phenomena they discover in outer space, including 
the moon and other celestial bodies, which could constitute a danger 
to the life or health of astronauts. 


Article VI 

States Parties to the Treaty shall bear international responsibility 
for national activities in outer space, including the moon and other 
celestial bodies, whether such activities are carried on by govern- 
mental agencies or bv non-governmental entities, and for assuring 
that national activities are carried out in conformity with the pro- 
visions set forth in the present Treaty. The activities of non-govern- 
mental entities in outer space, including the moon and other celestial 
bodies, shall reguire authorization and continuing supervision by 
the State concerned. When activities are carried on in outer space, 
including the moon and other celestial bodies, by an international 
organization, responsibility for compliance with this Treaty shall 
be borne both by the international organization and by the States 
Parties to the Treaty participating in such organization. 
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Articde VII 

Each State Party to the Treaty that launches or procures the 
launching of an object into outer space, including the moon anu 
other celestial bodies, and each State Party from whose territorv 
or facility and object is launched, is internationally liable for damage 
to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical 
persons by such object or its component parts on the Earth, in air 
space or in outer space, including the moon and other celestial bodies. 


Article VIII 


A State Party to the Treaty on whose registry an object launched 
into outer space, is carried shall retain jurisdiction and control over 
such object, and over any personnel thereof, while in outer space or 
on a celestial body, Ownership af objects launched into outer space, 
including objects landed or constructed on a celestial body, and of 
their component parts, is not affected by their presence in outer space 
or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects 
or component parts found beyond the limits of the State Party to 
the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to 
that State, which shall, upon reguest, furnish identifving data perior 
to their return. 


Article LX 


In the exploration and use of outer space, including the moon 
and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided 
by the principle of co-operation and mutual assistance and shall 
conduct all their activities in outer space, including the mooa and 
other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests 
of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treatv 
shall pursue studies of outer space, including the moon and other 
celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid the:r 
harmful contamination and also adverse changes in the environment 
of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter 
and, nvhere necessary, shall adopt appropriate measures for this 
purpose. If a State Partv to the Treatv has reason to believe that 
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an activity or experiment planned by it or its nationals in outer 
space, including the moon and other celestial bodies, would cause 
potentially harmful interference with activities of other States 
Parties in the peaceful exploration and use of outer space, includ- 
ing the moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate 
international consultations before proceeding with any such activity 
or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to 
believe that an activity or experiment planned by another State 
Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, 
would cause potentially harmful interference with activities in the 
peaceful exploration and use of outer space, including the moon and 
other celestial bodies, may reguest consultation concerning the 


activity or experiment. 
Article X 


In order to promote international co-operation in he explorations 
and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, 
ip conformity with the purposes of this Treaty, the States Parties 
to the Treaty shall consider on a basis of eguality any reguests by 
other States Parties to the Treaty to be afforded an opportunity 
to observe the flight of space objects launched by those States 

The nature of such an opportunity for observation and the con- 
ditions under which it could be afforded shall be determined by 
agreement between the States concerned. 


Article XI 


In order to promote international co-operation in the peaceful 
exploration and use of outer space, States Parties to the Treaty 
oonducting activities in outer space, including the moon and other 
celestial bodies, agree to inform the Secretary-General of the United 
Nations as well as the public and the international scientific com- 
munity, to the greatest extent feasible and practicable, of the nature, 
conduct, locations and results of such activities. On receiving the 
said information, the Secretary-General of the United Nations should 
be prepared to disseminate it immediatcly and effectively. 
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Article XII 

All stations, installations, eguipment and space vehicles on the 
moon and other celestial bodies shall be open to representative of 
other States Parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such 
reprensentatives shall give reasonable advance notice of a projected 
visit, in order that appropriate consuktations may be held and that 
maximum precautions may be taken to assure safety and to avoid 
interference with normal operations in the facility to be visited. 


Article XIII 


The provisions of this Treaty shall apply to the activities of 
States Parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, 
including the moon and other celestial bodies, whether such activities 
are carried on by a single State Party to the Treaty or jointly with 
other States, including cases where they are carried on fwithin the 
framework of international inter — governmental organizations. 

Any practical guestions arising in connexion with activities 
carried on by international inter-governmental organizations im the 
exploration and use of outer space, including the moon and other 
celestial bodies, shall be resolved by the States Parties to the Treaty 
either with the appropriate international organization or with one 
or more States members of that international organization, which are 
Parties to this Treaty. 


Article XIV 


1. This Treaty shall be open to all States for signature. Anv 
States which does not sign this Treaty beforc its entry into force in 
accordance with paragraph 3 of this article may nccede to it at 
any time. 

2. This Treaty shall be subject to ratitication by Signatorv 
States, Instruments of ratification and instruments of accession shall 
be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
and the United States of America. which are neren designated the 
Depositary Governments. 
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3. This Treaty shall enter into force upon the deposit of instru- 
ments of ratification by five Governments including the Governments 
designated as Depositary Governments under this Treaty. 

4. For States whose instruments of ratification or accession are 
deposited subseguent to the entry into force of this Treaty, it shall 
enter into force on the date of the deposit of their instruments of 
ratification or accession. 

5. The Depositary Governments shall promptly inform all 
signatory and acceding States of the date of each signature, the date 
of deposit of each instrument of ratification of and accession to this 
Treaty, the date of its entry into force and other notices. 

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Govern- 
ments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations. 
Article XV 

Any State Party to the Treaty may propose amendments to his 
Treaty. Amendments shall enter into force for each States Party to 
the Treaty accepting the amendments upon their acceptance by a 
majority of the States Parties to the Treaty and thereafter for each 
remaining States Party to the Treaty on the date of acceptance by it. 

Article XVI 

Any State Party to the Treaty may give notice of its withdrawal 
from the Treaty one year after its entry into force by written 
notification to the Depositary Governinents. Such withdrawal shall 
take effect one year from the date of receipt of this notification. 

Article XVII 

This Treaty, of which the Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are egually authentic, shall be deposited in the archives 
of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty 
shall be transmitted by the Depositary Governments to the Govern- 
ments of the signatory and acceding States. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, 
have signed this Treaty. 

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London, and 
Moscow the Z'fth day of January one thousand nine hundred and 
sixty seven. 
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